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I. PENDAHULUAN 


Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan bermacam 
suku bangsa mempunyai potensi dan nilai-nilai sosial budaya 
berbeda-beda. Di satu pihak merupakan ” kekayaan budaya”. 
Di lain pihak dapat menimbulkan konflik nilai-nilai yang dapat 
merupakan sumber timbulnya masalah sosial. Lebih berbahaya 
lagi jika sampai mengganggu persatuan dan ketahanan 
nasional. 


Kemudian, dilihat dari keadaan alamnya, teristimewa 
karena hutan yang sering digunakan secara tidak memadai 
dapat menimbulkan berbagai bencana. Antara lain, banjir, erosi, 
tanah gundul, bencana kekeringan, dan sebagainya. Masalah 
tadi tentu saja akan berpengaruh secara langsung terhadap 
kerawanan sosial masyarakat. 


Faktor lain yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah 
bahwa sebagian dari rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis 
kemiskinan. Umumnya mereka tinggal di pedesaan dengan 
penghasilan tidak tetap. Apabila kita mengatakan bahwa 
penyebab dari kemiskinan itu diakibatkan karena kondisi 
sumber daya alam dan manusia yang kurang memadai serta 
kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara 
optimal adalah benar. 


Pada bagian lain, kemiskinan bisa mengakibatkan 
kelaparan, kurang gizi, perumahan tidak sehat, kurang fasilitas 
rekreasi, rendah aspirasi,serta kurangnya kemampuan akan 
perawatan kesehatan. Lebih jauh, kemiskinan akan meng- 
akibatkan tingkat kesehatan menjadi menurun. Karenanya 
mereka menjadi tidak produktif dan lebih lanjut mengakibatkan 


rendahnya penghasilan. 


Jika dilihat dari struktur kependudukan sebagian besar 
penduduk terdiri dari usia muda. Ini berarti ratio ketergantungan 
cukup tinggi. Jelasnya, masalah remaja dengan berbagai jenis 
dan intensitasnya perlu mendapatkan penanganan yang serius. 
Perhatian juga perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi usia 
muda dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. 


Kecuali jumlah usia muda yang besar, terdapat pula jumlah 
wanita yang diperkirakan tidak kurang dari separoh jumlah 
penduduk Indonesia. Mereka belum sepenuhnya diikutsertakan 
dalam pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Sebenar- 
nya mereka cukup punya potensi sosial dan budaya. 


Pada tahun-tahun permulaan sesudah pengakuan ke- 
daulatan RI pemerintah telah mengambil langkah-langkah guna 
memperluas usaha kesejahteraan sosial. Terutama untuk 
menanggulangi berbagai masalah sosial sebagai akibat perang 


kemerdekaan. Pemerintah pada waktu itu disamping 
memberikan subsidi ke pada panti sosial swasta, juga mendiri- 
kan panti sosial baru untuk menampung anak-anak yatim piatu 
dan orang terlantar. 


Perkembangan ini terus berjalan sampai menjelang dimulai- 
nya Pembangunan Nasional secara berencana yaitu Pelita. Di- 
lihat dari segi sistem pelayanan, maka kurun waktu sebelum 
dilaksanakannya Pembangunan Lima Tahun dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 


a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Panti-panti Sosial 
masih sangat dominan, terutama di kalangan masyarakat. 

b. Sudah mulai adanya usaha-usaha pembaharuan sistem 
pelayanan rehabilitasi. 


c. Mulai disadari bahwa masalah-masalah Kesejahteraan 
Sosial yang dihadapi tidak lagi dapat ditanggulangi secara 
refresif, tetapi perlu usaha-usaha mendasar yang bersifat 
pengembangan. 


Menginjak Pelita |, ada perkembangan penting yang perlu 
dicatat. Yaitu dilaksanakannya Proyek Komprehensif. bertujuan 
mengembangkan masyarakat agar dapat memberikan pelayan- 
an-pelayanan sosial kepada anggotanya. Pada Pelita Il usaha 
Kesejahteraan Sosial sudah lebih diarahkan secara langsung 
guna menunjang Pembangunan. Titik beratnya adalah pem- 
bangunan bidang ekonomi. 


Kesimpulan dari perkembangan pembangunan selama 
Pelita II, bahwa usaha kesejahteraan Sosial mulai lebih dikaitkan 
dengan pembangunan nasional. Baik dalam perencanaan dan 
target-target yang ditetapkan maupun dalam penekanan usaha- 
usaha ekonomis produktif. Pendekatan pelayanan luar panti 
mendapat perhatian utama dalam pencapaian target-target 
tersebut, di samping pengembangan dari berbagai pendekatan 
baru. 


Dalam Pelita Ill, khususnya tahun | dan || masih 
menggunakan sistem yang ada pada Pelita Il, walaupun ada 
penyesuaian di sana-sini. Pelayanan di luar panti misalnya, di- 
teruskan dan dikembangkan. Demikian pula perhatian terhadap 
peningkatan pendapatan tetap merupakan ciri dari program- 
program pelayanan, disamping diteruskannya pendekatan- 
pendekatan baru yang dimulai sejak tahun-tahun terakhir Pelita 
1. 


Agar lebih jelas mengenai pelaksanaan pembangunan di 
sektor ini, berikut dapat diikuti perkembangannya selama lima 
belas tahun pelaksanaan Pelita. 
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TAHAPAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI 


Kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan di bidang 
kesejahteraan sosial ditujukan untuk merehabilitir anggota 
masyarakat yang terhamhat kesanggupannya serta untuk men- 
dorong berkembangnya kesadaran dan tanggungjawab sosial 
masyarakat. Prioritas utama diberikan kepada pembinaan ke- 
sejahteraan dan perubahan sosial serta bantuan/rehabilitasi 
sosial. Sebagai kegiatan penunjang telah dilakukan latihan- 
latihan pekerja sosial, penelitian masalah kesejahteraan sosial 
serta penyempurnaan sarana fisik pemerintah. 


1. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Desa 


Prioritas utama ditujukan pada pengembangan 
kemampuan Lembaga-lembaga Sosial Desa (LSD). Maksudnya 
agar LSD bisa menjadi tempat penyalur partisipasi masyarakat 
terhadap usaha-usaha perbaikan lingkungan kehidupannya. 
Untuk mencapai tujuan itu selama Pelita | telah dilaksanakan 
berbagai latihan ketrampilan bagi warga LSD. Materi yang di- 
berikan meliputi aspek-aspek kepemimpinan, teknik pekerjaan 
sosial dasar, maupun keahlian-keahlian praktis guna 
meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Sampai akhir 
Pelita 1 (1973/1974)telah tercatat 50.109 buah LSD yang ber- 
hasil dibina. 


2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat 


Sasaran program ini khusus ditekankan pada anggota- 
anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pelayanan 
kepada mereka diberikan dalam bentuk bimbingan motivasi 
agar meninggalkan ikatan-ikatan tradisional yang relatif meng- 
hambat kemajuan. Juga mengembangkan kemampuan 
keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara 
layak. Mengingat jumlah golongan keluarga serupa ini cukup 
besar, maka prioritas penggarapan ditujukan kepada keluarga 
yang tinggal di daerah terpencil serta padat penduduknya. 


Hingga akhir Pelita | telah berhasil dibina sejumlah 2.700 
keluarga di beberapa desa. Termasuk di Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian dalam usaha melengkapi 
fasilitas pembinaan kesejahteraan keluarga dan anak, 
Pemerintah telah berhasil membangun 9 buah Pusat Kegiatan 
Kesejahteraan Keluarga dan Anak (PK3A). Pembangunan PK3A 
ini dimaksudkan menjadi pola percontohan bagi pelayanan 
keluarga dan anak-anak. Jika pada awal pelaksanaan Pelita | 
jumlah PK3A hanya mencapai 432 buah, maka pada tahun ter- 
akhir Pelita | sudah naik menjadi 815. 


3. Pembinaan Kesejahteraan Anak dan Taruna 

Program ini khususnya ditujukan kepada remaja yang 
mengalami berbagai permasalahan sosial. Termasuk kenakalan 
dan penyalahgunaan narkotika. Kedua ditujukan pada remaja 
yang tidak sempat mengembangkan pertumbuhan dan 
bakatnya akibat berbagai masalah sosial, serta bagi anak-anak 
terlantar dan anak-anak yang terhambat. 


Dalam hal rehabilitasi sosial bagi penderita narkotika, 
telah dilakukan usaha-usaha a.l: menanamkan motivasiuntuk 
mengatasi ketergantungannya kepada obat-obat narkotika, 
memberikan pengertian serta melatih ketrampilan agar mereka 
mau kembali dalam lingkungan masyarakat, serta meyalurkan 
kembali ke dalam penghidupan bersama. 


Sampai saat ini telah disantun sebanyak 105 remaja. 
mereka disalurkan ke panti-panti sosial antara lain ke. Panti 
Karya Taruna. 
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Pemecahan permasalahan terhadap anak-anak terlantar 
dan anak yang terhambat perkembangannya, dilakukan melalui 
perawatan dan pendidikan anak-anak yatim piatu dalam Panti- 
panti Asuhan. Sedang untuk anak-anak tuna netra dilaksanakan 
melalui Panti Guna. 


Mengingat sistem asrama dalam Panti Asuhan dianggap 
kurang sesuai dengan perkembangan/pertumbuhan anak-anak, 
maka Pemerintah merintis pembangunan Panti Asuhan Per- 
contohan dengan cara kelompok. Setiap 10-12 anak dibimbing 
dan diasuh oleh suatu keluarga pengasuh. Untuk keperluan 
tersebut, di Jawa Barat telah dibangun 9 buah rumah asuhan 
guna menampung anak terlantar sejumlah & 100 anak. 


4. Pengembangan Masyarakat Suku Terasing 


Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 
suku-suku di pedalaman. Pelayanannya diberikan dalam bentuk 
bimbingan sosial, penyediaan prasarana dasar perkampungan 
serta mengadakan berbagai kursus ketrampilan. 


Pada tahap ini telah berhasil dilakukan pendekatan dan 
bimbingan terhadap sejumlah 4.385 KK, sedang jumlah 
seluruhnya yang sementara dapat diketahui adalah + 1.658 
atau sekitar 412 KK (lihat Tabel-1). 


5. Pembinaan Kesejahteraan Pejuang dan Pahlawan 


Untuk mengembangkan sikap penghargaan terhadap 
Pahlawan Nasional telah dilakukan kegiatan-kegiatan berupa 
pemeliharaan/perbaikan makam-makam pahlawan di berbagai 
taman Makam Pahlawan. Juga penulisan riwayat hidup 
57 orang Pahlawan Nasional. Demikian pula bantuan/ 
penghargaan kepada keluarga pahlawan telah diperluas dengan 
pemberian bantuan, serta penghargaan kepada keluarga 
Pahlawan Revolusi dan Pahlawan Ampera. 


6. Rehabilitasi Penderita Cacat 


Penyelenggaraan pembinaan para penderita cacat meliputi 
aspek rehabilitasi maupun kesejahteraan bagi para cacat tubuh, 
cacat mental dan tunanetra. Guna mencapai tujuan itu telah 
dilaksanakan berbagai kegiatan seperti : 


a. Untuk penderita cacat tubuh : 
Membangun asrama, ruang latihan, kantor serta melengkapi 
peralatan-peralatan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi 
di Solo, Ujung Pandang dan Palembang. 


b. Untuk Penderita Cacat Mental : 
Membangun asrama, ruang kerja, kantor serta perlengkapan 


rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi di Cibadak, 
Temanggung dan Sragen. 

c. Untuk Penderita tunanetra : 
Memperluas bangunan dan melengkapi peralatan 


rehabilitasi pada Panti Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan 
Tunanetra di Bandung, Pemalang, Temanggung dan 
Manado. 


7. Rehabilitasi Tuna Karya 


Masalah Tuna Karya yang umumnya banyak mengganggu 
ketertiban dan keamanan kota, pada dasarnya bersumber dari 
kegagalan mereka dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. 
Untuk itu, pemerintah telah mengadakan pendekatan dan 
pemecahan permasalahan, antara lain melalui usaha rehabilitasi 
serta mengembalikan mereka kearah derajat kehidupan sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. Yakni memberikan latihan 
ketrampilan kerja produktif serta disalurkan pada usaha 
pertanian di luar Jawa. 


TABEL 1 


Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat Suku Terasing 


1969 - 1973 
ص ت‎ aa aa aa, 
Lokasi 1969 1970 1971 1972 1973 
1. Sumatera Selatan 800 KK 800 KK 800 KK — — 
2. Riau = 400 KK SN = = 
3. Jambi = — — 300 KK 200 KK 
4. Sumatera Barat = — 150 KK — — 
5. Kalimantan Selatan — 220 KK — — — 
6. Kalimantan Barat — — — 150 KK 150 KK 
7. Sulawesi Selatan 300 KK 300 KK m ES e 
8. Kalimantan Timur 300 KK 300 KK E EN = 
9. Sulawesi Tengah 2 — 165 KK — 100 KK 
10. Maluku == — — 150 KK — 
11. Nusa Tenggara 
Timur — 1.000 KK — — — 
1.400 KK 1.660 KK 315 KK 600 KK 450 KK 
TABEL 2 
Usaha Penyaluran Tuna Karya 
1969 - 1973 
aa au ا‎ ———3 
1969 1970 1971 1972 1973 
1. Jumlah yang 
ditampung 12.264 17.221 17.116 10.184 13.157 
2. Jumlah yang - 
disalurkan 6.802 8.730 3.536 4.258 5.457 
(a. Pola Nasional) (1.401) (1.202) (653) (1.305) (1.468) 
(b. Pola Regional) (5.401) (7.528) (2.883) (2.953) (3.989) 
TABEL 3 
Rehabilitasi Korban Bencana Alam 
1969 — 1973 
Daerah Penempatan 1969 1970 1971 1972 1973 
Korban Bencana Alam (KK) (KK) (KK) (KK) (KK) 
1. Sulawesi Tengah 99 150 200 200 200 
2. Kalimantan Timur — 300 100 100 100 
3. Sulawesi Selatan/ 
Luwu 254 140 150 — — 
4. Bengkulu — — — 100 100 
5. Lampung 250 140 50 100 100 
6. Nusa Tenggara Timur 
(Lokal) 200 75 — — — 
803 805 500 500 500 


Keterangan : KK = Kepala Keluarga. 
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8. Rehabilitasi Korban Bencana Alam 


Sasaran utama kegiatan ini adalah para penderita korban 
akibat bencana alam yang sifatnya kronis. Hingga akhir 
pelaksanaan Pelita | telah dapat disalurkan sebanyak 3.108 KK 
ke daerah baru. Para korban itu berasal dari bencana banjir 
‘di Lamongan (Jawa Timur), bencana gunung Merapi (Jawa 
Tengah), bencana kelaparan Gunung Kidul (Yogyakarta) serta 
bencana banjir Ciamis, dan disalurkan ke daerah pertanian. 
Meliputi daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Timur, Bengkulu dan Lampung. (Lihat tabel-3). 


9. Pendidikan dan Latihan Institusional 


Program ini dimaksudkan untuk menciptakan tenaga- 
tenaga pelaksana di bidang kesejahteraan sosial, baik tenaga 
tingkat tinggi, menengah maupun tenaga-tenaga lapangan 
yang terlatih. Untuk menunjang keberhasilan program ini 
pemerintah telah menyelenggarakan praktek kerja sosial pada 
lembaga-lembaga sosial, serta penambahan perlengkapan 
ruang belajar, kantor, asrama dan perpustakaan, terutama di 
kota-kota Medan, Kupang, Jakarta, Padang, Irian Jaya, 
Yogyakarta dan di Bandung. 


10. Peningkatan Penelitian dan Survei 


Pada tahap pertama kegiatan ini ditujukan kepada 
penyempurnaan prasarana dan peralatan Balai Penelitian serta 
Peninjauan masalah-masalah sosial. Kemudian dalam tahap 
berikutnya ditujukan untuk mendapatkan data yang tepat bagi 
penyempurnaan kebijaksanaan dan metode pelayanan sosial 
yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. 


Dari hasil survei yang diselenggarakan dapat disimpulkan 
beberapa saran : 

a. Lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dalam 
menjalankan tugasnya hendaknya bersifat terbuka. 
Sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan 
kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. 

b. Usaha pembinaan perlu diarahkan kepada penciptaan 
lapangan kerja sendiri. 


11. Peningkatan Efisiensi dan Penyempurnaan Prasarana 


Program ini menitikberatkan pada kegiatan pengumpulan 
bahan-bahan permasalahan sosial. Dimaksudkan untuk lebih 
menyempurnakan penyusunan rencana dan penilaian terhadap 
kelemahan, hambatan ataupun penyimpangan-penyimpangan 
yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan proyek-proyek. 
Juga dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja serta 
penyempurnaan prasarana pemerintahan yang semula meliputi 
kegiatan pembangunan gedung kantor, 25 rumah Dinas, 39 
kendaraan beroda empat, 14 sepeda motor. 


12. Perencanaan Perundang-undangan Kesejahteraan Sosial 


Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas di bidang 
kesejahteraan sosial, telah disiapkan 7 buah Rancangan 
Undang-undang meliputi : 

RUU tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial 

RUU tentang Pemberantasan Gelandangan dan Pengemis 
RUU tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Anak 

RUU tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan 

RUU tentang Penderita Cacat 

RUU tentang Pemasyarakatan Fakir Miskin. 

RUU tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perdagangan 
Manusia. 
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Iii. 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 


Program pembangunan sub-sektor Kesejahteraan Sosial 
pada pelaksanaan Pelita ! dititik beratkan pada pembinaan dan 
rehabilitasi. Bertujuan mengembangkan masyarakat agar dapat 
memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada anggota 
masyarakat. Pada Pelita || usaha tadi sudah lebih diarahkan 
secara langsung kepada tujuan pembangunan dengan titikberat 
pembangunan bidang ekonomi. Dan dalam Pelita berikutnya, 
secara berkesinambungan usaha-usaha itu terus ditingkatkan. 


Melalui program itu pula, dilakukan usaha untuk menumbuhkan 
serta memantapkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat 
dalam menanggulangi masalah-masalah sosial di lingkungan 
masyarakat. 

Agar lebih jelas, berikut dapat disimak pelaksanaan 
kegiatan pembangunan sub sektor kesejahteraan sosial dalam 
kurun waktu limabelas tahun sejak pelaksanaan Pelita | hingga 
Pelita III. 


A. PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 


Program ini sebenarnya sudah mulai berjalan sejak di- 
laksanakannya Pelita I. Namun baru pada pelaksanaan Pelita 
Il dan Ill, program ini lebih diarahkan secara mantap. Bertujuan 
untuk membantu serta mengembangkan kemampuan keluarga- 
keluarga miskin. Maksudnya agar mereka dapat meningkatkan 
taraf hidupnya secara swasembada. Juga untuk menumbuhkan 
serta memantapkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat 
dalam menanggulangi masalah sosial di lingkungan 
masyarakatnya masing-masing. 


1. Bimbingan dan Pengembangan Kesejahteraan 
Masyarakat 
Program ini merupakan kelanjutan dari program di'Pelita 
1, namun dalam Pelita Il usaha-usaha yang telah berjalan terus 
dilakukan secara bertahap. Polanya lebih disesuaikan dengan 
urgensi permasalahan serta kemampuan tenaga pelaksananya. 
Hasil yang dicapai selama Pelita II secara keseluruhan adalah 
sebagai berikut : 
a. Pembentukan tenaga Pembimbing Sosial Masyarakat 
(PSM). Bertujuan, untuk membina pekerja sosial masyarakat 
yang akan dapat membantu Pemerintah dalam 
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melaksanakan program-program Kesejahteraan Sosial di 
lokasi/desa dimana program/proyek itu dilaksanakan, antara 
lain membina klien. Jumlah tenaga PSM disesuaikan dengan 
jumlah klien yang akan dibina dengan ratio, 1 orang PSM 
untuk 8-9 klien. Dalam tahun 1978 telah dibentuk 
960 tenaga PSM, sehingga selama 5 tahun telah berhasil 
dibentuk sebanyak 4.110 orang tenaga PSM yang tersebar 
di kecamatan-kecamatan pada 25 Propinsi. 


b. Pembinaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 


Pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Usaha ini dilaksanakan melalui pemberian pe- 
rangsang dalam berbagai bentuk usaha ekonomi produktif. Mi- 
salnya, usaha anyam-anyaman, pembuatan berbagai macam 
hasil kerajinan dan alat-alat rumah tangga, usaha-usaha 
peternakan, pertanian dan sebagainya. Untuk melaksana- 
kan usaha tadi, kepada keluarga-keluarga yang dibina 
diberikan perangsang modal usaha dalam bentuk paket 
bahan dan peralatan. Hingga tahun terakhir Pelita II telah 
dilakukan pembinaan terhadap 23.343 KK, tersebar di 25 
Propinsi, 129 kabupaten di 549 desa. 


TABEL 4 


Pelaksanaan Bantuan dan Bimbingan Kepada Keluarga Miskin 
Menurut Daerah Tingkat | 
1978/79 - 1982/83 
(KK) 


No. Daerah Tingkat i/ 

"E 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Propinsi 
lC MEE a aa 

1. DKI Jakarta 240 1.125 4.080 5.250 3.930 
2. Jawa Barat 690 1.840 4.440 5.190 4.680 
3. Jawa Tengah 678 1.880 4.350 4.890 4.290 
4. DI Yogyakarta 490 1.281 4.320 2.730 2.820 
5. Jawa Timur 660 1.695 2.970 4.830 4.380 
6. DI Aceh 240 745 1.365 1.560 1.530 
7. Sumatera Utara 210 595 1.715 2.760 2.010 
8. Sumatera Barat 240 155 1.620 1.590 1.710 
9. Jambi 240 525 1.035 1.350 1.410 
10. Riau 210 535 1.200 1.350 1.710 
11. Sumatera Selatan 180 755 1.725 1.710 2.100 
12. Lampung 270 855 1.590 1.680 1.800 
13. Kalimantan Barat 125 495 1.140 1.320 1.650 
14. Kalimantan Tengah 210 273 600 780 1.710 
15. Kalimantan Selatan 180 495 1.125 1.290 1.860 
16. Kalimantan Timur 210 460 1.185 1.290 1.440 
17. Sulawesi Utara 180 450 945 1.230 1.860 
18. Sulawesi Tengah 240 530 1.185 1.260 2.100 
19. Sulawesi Selatan 300 948 1.965 2.610 2.390 
20. Sulawesi Tenggara 180 497 1.050 1.080 1.620 
21. Maluku 300 361 780 1.230 1.770 
22. Bali 180 1.144 1.680 2.430 2.730 
23. Nusa Tenggara Barat | 214 618 1.230 2.220 2.100 
24. Nusa Tenggara Timur 240 548 1.065 2.190 2.520 
25. Irian Jaya 2 241 360 1.440 1.070 
26. Bengkulu 240 563 1.320 1.650 1.740 


2.409 


4 


6.040 


56.910 


MEG MCI A RR aa aan ш a a E TKA NGA 
Jumlah : 7147 58.930 


Menginjak Pelita Ill, kegiatan sudah diarahkan pada 
pemberian bimbingan dan bantuan kepada keluarga-keluarga 
miskin. Khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah 
pedesaan. Mereka mendapatkan latihan dan berbagai 
ketrampilan dasar. Dalam kaitan ini pula, mereka mendapatkan 
paket bantuan berupa bahan-bahan dan peralatan kerja sebagai 
sarana untuk memulai melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 
meningkatkan pendapatan keluarga. 


Dalam penyelenggaraan dan pembinaannya, mereka di- 
bantu serta dibimbing oleh para PSM, khususnya yang terlatih 
menangani usaha pengembangan kesejahteraan sosial di 
lapangan. Dalam tahun 1982/1983 melalui kegiatan tadi telah 
dibina sejumlah 58.930 keluarga (Lihat Tabel 4). 


Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya 
kemampuan masyarakat setempat dalam mengarahkan daya 
dan dana untuk kepentingan penanggulangan masalah sosial 
di lingkungannya, Pemerintah telah memberikan bantuan 
berupabahan dan peralatan produksi. Sarana ini dikelola dalam 
kelompok kerja yang para anggotanya terdiri dari mereka yang 
punya rasa pengabdian tinggi terhadap usaha pengembangan 
kesejahteraan sosial. | 


2. Bimbingan Swadaya Masyarakat Bidang Perumah 
an dan Lingkungan 

Proyek ini dirintis sejak Pelita | dan lebih dimantapkan mulai 
Pelita II. Pada kurun waktu itu, penekanannya lebih diarahkan 
pada keluarga-keluarga yang keadaan perumahannya tidak 
memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi tehnik, kesehatan 
maupun sosia!. Oleh karena itu mereka diberikan latihan 
mengenai ketrampilan dan tehnik membangun rumah sehat. 


Tahap berikutnya mereka diberikan perangsang dalam 
bentuk bahan bangunan. Terutama bahan-bahan bangunan non 
lokal, yang tidak terdapat di lingkungannya. Perangkat 
stimulans tadi untuk setiap keluarga bernilai sekitar 
Rp 100.000,- Sedangkan bahan-bahan lainnya yang bersifat 
lokal disediakan oleh masyarakat secara gotong-royong dan 
swadaya. Dalam Tahun 1978/79 telah diberikan untuk 1.089 
KK, selama Pelita || telah dilakukan pembinaan Kesejahteraan 
Sosial perumahan bagi 3.557 KK. Tersebar di 25 propinsi, 110 
kabupaten di 306 desa. 


Menginjak Pelita 111, usaha-usaha ini terus ditingkatkan, 
mengingat angka kemiskinan di daerah pedesaan relatif cukup 
tinggi. Pada umumnya mereka bertempat tinggal tidak 
memenuhi syarat kesehatan. Untuk itu dimanfaatkan segenap 
sumber yang ada dalam masyarakat. Antara lain sifat kegotong 
royongan, bahan-bahan bangunan yang tersedia serta kebiasa- 
an untuk menyiapkan ramuan bahan bangunan secara ber- 
tahap. 


Dengan demikian dapat menunjang usaha pengadaan pe- 
rumahan oleh masyarakat sendiri. Kepada mereka juga terus 
dibantu bahan-bahan bangunan. Utamanya bahan-bahan 
bangunan yang sukar diperoleh seperti semen, seng, cat dan 
berbagai bahan bangunan lainnya. Umumnya dalam mem- 
bangun perumahan mereka kerjakan secara gotong royong, 
sekaligus menata serta meningkatkan keadaan lingkungan 
perumahan desa. 


Jika pada tahun 1982/1983 telah diselesaikan pemberian 
bantuan dan pelaksanaan pembangunan perumahan untuk 
6.842 KK, maka pada tahun terakhir Pelita III sudah mencapai 
angka sebesar 24.399 KK. Proyek ini sampai dengan akhir 
Pelita || masih bergabung/menjadi satu dengan proyek Bimbing- 
an dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat. 


Sementara itu, dalam rangka meningkatkan mutu dan 
kelestarian lingkungan pedesaan dan guna membantu tercipta- 
nya gairah memperbaiki tempat tinggal, maka masyarakat 
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setempat diberikan bantuan berupa bahan serta peralatan 
produksi bahan bangunan. Bahan-bahan ini dikelola oleh 
masyarakat secara kelompok. 


3. Pembinaan Pembimbing Sosial Masyarakat 


Pembimbing Sosial Masyarakat Sosial yang kemudian lebih 
dikenal dengan PSM, secara resmi baru dibentuk pada awal 
Pelita II. Sebagai gambaran, hingga tahun terakhir Pelita II telah 
terbentuk PSM sebanyak 4.110 PSM. Diharapkan mereka 
mampu menggerakkan serta memimpin berbagai kelompok 
sosial dan mendorong agar usaha kesejahteraan sosial semakin 
meluas dan merata. 


Usaha-usaha pembentukan PSM terus berlanjut hingga 
pelaksanaan Pelita lll. Bisa dimengerti, mengingat peranan 
masyarakat di dalam menangani masalah-masalah sosial 
menuniukkan suatu karya nyata yang patut dihargai dan perlu 
dikembangkan. Kita tahu memang, melalui latihan-latihan yang 
diberikan mereka secara langsung mendapatkan pengetahuan. 
Terutama pengetahuan terhadap pelayanan kesejahteraan 
sosial secara terpadu. 


Hingga tahun 1983/1984 telah dilatih sebanyak 68.613 
orang PSM yang terbesar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk 
membekali mereka terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, 
diberikan bimbingan. Dengan masalah-masalah sosial mereka 
sudah siap. 


4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Remaja 


Pada Pelita || usaha-usaha pembinaan kesejahteraan 
keluarga lebih ditekankan pada kesejahteraan orang lanjut usia 
serta anak-anak terlantar. Khusus untuk orang lanjut usia/ 
jompo telah diselenggarakan bimbingan dan perawatan. Ter- 
utama bagi mereka yang berada dalam kondisi sosial ekonomi 
lemah atau terlantar. Dalam hubungan ini telah dilakukan pem- 
bangunan unit-unit Panti Werdha di 15 daerah/propinsi. Juga 
diberikan bantuan serta pelayanan terhadap 1.000 orang lanjut 
usia/jompo. Sementara itu terdapat pula para lanjut usia yang 
masih dapat dibina untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok- 
nya sehari-hari. Kepada mereka diberikan bantuan usaha 
produktif sesuai dengan tingkat ketrampilan serta kondisi 
masyarakat setempat. 


Hingga akhir Pelita || Pemerintah telah memberikan 
bantuan usaha Produktif bagi 16.700 orang lanjut usia. Di- 
samping pemerintah menerus memberikan motivasi, partisipasi 
masyarakat dalam hal ini juga nampak menggembirakan. 
Partisipasi demikian ini terus dikembangkan melalui berbagai 
kegiatan. Antara lain berupa, bantuan rehabilitasi fisik bagi 
Panti Werdha baik swasta maupun Pemerintah, bantuan sarana 
dan bahan usaha produksi bagi 18 panti Werdha, serta 
meningkatkan ketrampilan para pimpinan dan petugas tehnis 
Panti Werdha. Termasuk milik swasta maupun pemerintah. 


Dengan bantuan ini, Panti Werdha Swasta/Pemerintah 
Daerah dapat meningkatkan pelayanan menjadi + 2.803 orang 
lanjut usia. Sebagai gambaran selama kurun waktu lima tahun 
terakhir Pelita III telah dapat dilayani 20.503 orang lanjut usia 
dalam panti maupun luar panti. Juga telah dilakukan penelitian 
kearah perintisan terwujudnya sistem jaminan sosial bagi para 
lanjut usia. 


Dalam usaha menanggulangi masalah anak-anak terlantar, 
pemerintah pun telah melakukan berbagai kegiatan. Antara lain 
berupa usaha peningkatan kehidupan sosial ekonomi serta 
bimbingan dan pendidikan. Baik bagi mereka yang berada di 
luar maupun di dalam panti asuhan. Asuhan dalam panti di- 
laksanakan dengan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti 
Karya Taruna, Panti Petirahan Anak, sedangkan bimbingan di 
luar panti diselenggarakan melalui asuhan keluarga. 


Jumlah seluruh Panti Asuhan pada akhir Pelita И mencapai 
471 buah. Dibandingkan dengan 298 buah pada akhir Pelita 
|, berarti peningkatan sebesar 173 buah. Atau peningkatan 
sebesar 58,0596. Untuk mengetahui daya tampung pada panti- 
panti tadi dapat diikuti sebagai berikut : 


a. Panti Asuhan : 88.898 anak 
b. Panti Karya Taruna : 4.343 anak 
c. Panti Petirahan Anak : 5.573 anak 

Jumlah : 98.814 anak 


Untuk menunjang usaha-usaha penyantunan melalui panti- 
panti itu telah diselenggarakan latihan/penataran terhadap 720 
tenaga pimpinan Panti Asuhan dan diberikan bantuan peralatan 
dan bahan-bahan ketrampilan kepada 283 buah Panti Asuhan. 


Adapun penyantunan di маг panti melalui asuhan keluarga 
meliputi sebanyak 62.105 anak. Untuk membantu memberikan 
bimbingan terhadap anak-anak yang sudah di luar panti telah 
diberikan latihan kepada 3.710 orang petugas lapangan. Dengan 
demikian selama Pelita II telah dapat diberikan penyantunan 
kepada 160.919 anak terlantar baik dalam panti maupun di 
luar panti. 


Dalam Pelita Ill, kegiatan-kegiatan dalam proyek 
pembinaan kesejahteraan keluarga dan remaja sudah ditujukan 
untuk mengatasi permasalahan para keluarga dan para remaja 
dari keluarga miskin. 

Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk 

menyusuaikan diri terhadap suasana kehidupan di sekitarnya. 
Oleh karena pokok permasalahannya menyangkut keadaan 
kepribadian maupun kejiwaan, maka dalam usaha 
mengatasinya dilakukan dengan kegiatan berupa bimbingan 
sosial melalui konsultasi keluarga. Pada kesempatan konsultasi 
ini diharapkan dapat ditumbuhkan saling pengertian serta saling 
membantu di antara anggota keluarga sebagai titik tolak untuk 
menghadapi tantangan hidup. 

Mengingat sasaran utama pembinaan adalah anggota 
masyarakat miskin, maka kepada mereka yang memerlukan 
diberi bantuan berupa paket usaha produktif. Terutama setelah 
mereka selesai melewati masa konsultasi/bimbingan kepada 
sebanyak 8.833 keluarga dan 14.813 para remaja. 


Kemudian guna menunjang pelaksanaan pembinaan yang 
lebih mantap, pemerintah telah membangun sebanyak 5 buah 
tempat konsultasi yang diintegrasikan dengan Panti Karya 
Taruna. Demikian pula telah dilatih sebanyak 1.815 para 
petugas Pembina. Maksudnya agar secara tehnis mereka 
semakin mampu menjalankan tugasnya. 


5. Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing 

Sejak pelaksanaan Pelita | program ini sudah berjalan. 
Tujuannya untuk meningkatkan kehidupan kelompok 
masyarakat yang hidupnya terpencil, terpencar dan berpindah- 
pindah yang kebanyakan bertempat tinggal di daerah-daerah 
pedalaman di luar Pulau Jawa, mereka dapat aktif dalam 

kegiatan pembangunan. Pelayanan diberikan dalam bentuk 
` bimbingan sosial, penyediaan prasarana dasar perkampungan 
yang menetap serta kursus-kursus latihan keterampilan dan lain 
sebagainya. Program ini secara menyeluruh baru dapat di- 
katakan meningkat setelah menginjak pelaksanaan Pelita II. 


Pada tahap ini pembinaan sudah diarahkan pada 
pembinaan kelompok-kelompok masyarakat secara lebih baik. 
Masyarakat suku terasing yang terpencil, hidupnya berpindah- 
pindah mulai diarahkan pada peningkatan kehidupan sosial, dan 
budaya secara lebih baik. 

Dalam kurun waktu itu pemerintah telah berhasil membina 
pada 15 lokasi pemukiman. Mereka secara serentak diberikan 
bimbingan motivasi agar mau mengerti akan hakekat hidup. 
Lokasi-lokasi pemukiman tadi ditingkatkan menjadi sebuah 
perkampungan baru. Dengan demikian secara sadar mereka 
bisa menghayati arti penting dari kehidupan. Lebih jauh mereka 
bisa menghayati hakekat pembangunan. 

Beberapa lokasi yang berhasil dibina dan ditingkatkan 
sebagai perkampungan baru meliputi : 

1. Propinsi Sulawesi Tengah. 


— Lokasi pemukiman di Ladang Peris Nyogan. 
— Lokasi pemukiman di Jampang Tenggiris. 
— Lokasi pemukiman di Panerokan dan Telentam. 
3. Propinsi Kalimantan Barat 
— Lokasi pemukiman di Ngada Erak. 
— Lokasi pemukiman di Sungai Uluk. 
4. Propinsi Kalimantan Selatan. 
— Lokasi pemukiman di Atiran. 
5. Propinsi Maluku. 
— Lokasi pemukiman di Bal Baru dan 
— Lokasi pemukiman di Noa Ulu 
(Seram). 
6. Propinsi Sumatera Selatan. 
— Lokasi pemukiman di Sungai Kijang. 


Akan halnya pada Pelita Il, pembinaan kesejahteraan 
masyarakat terasing terus dilaksanakan pada Pelita Ill. Dengan 
upaya demikian tercakup pula pelestarian lingkungan hidup. 
Mereka sudah bisa mengubah dan menghilangkan kebiasaan 
berladang berpindah-pindah dengan sistem tebas bakar menjadi 
bercocok tanam pada lahan yang terpelihara. 


Juga pada tahap ini pemerintah telah mulai melakukan 
upaya perbaikan/peningkatan gizi keluarga masyarakat 
terasing. Usaha ini antara lain melalui bimbingan kepada para 
ibu tentang bagaimana memanfaatkan kekayaan alam. 
Pemerintah juga mendatangkan jenis-jenis tanaman atau ternak 
baru. Selain itu, juga diajarkan pengetahuan tentang dasar- 
dasar kesehatan keluarga, kebersihan pribadi maupun 
kebersihan lingkungan serta pendidikan untuk menanamkan 
nilai baru ke arah pembangunan dan kemajuan. 


Untuk tugas pembinaan kesejahteraan masyarakat telah 
pula diselenggarakan latihan-latihan bagi para petugas 
lapangan. Mereka diharapkan mampu menghadapi tugas-tugas 
berat serta banyak menuntut pengorbanan dan pengabdian. 
Hingga tahun 1982/83 telah dibina di daerah pemukiman baru 
sebanyak 2.750 KK. (Lihat Tabel 5). 


B. PROGRAM BANTUAN DAN PENYANTUNAN SOSIAL 


Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan 
kepada warga masyarakat yang karena berbagai hal mengal mi 
keterlantaran atau tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya 
Secara wajar. Melalui penyantunan di dalam panti atau di luar 
panti dilakukan upaya untuk menampung, merawat serta 
membimbing. Maksudnya agar mereka dapat memperoleh 
kepercayaannya kembali kepada dirinya dan memperoleh 
ketrampilan kerja praktis sesuai dengan bakat dan kemampuan- 


nya. Dalam program ini berbagai kegiatan telah dilaksanakan 
meliputi : 


1. Bantuan dan Penyantunan Anak Terlantar 


Secara bertahap program ini telah mulai berjalan sejak 
pelaksanaan awal Pelita |. Saat ini belum banyak kegiatan yang 
dilaksanakan, karena programnya masih menitikberatkan pada 
pembmaan dan rehabilitasi. Namun demikian telah memberikan 
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hasil yang menggembirakan. Sebagai gambaran, pada akhir 
Pelita | pemerintah telah membangun 298 buah Panti Asuhan. 
Kemudian meningkat di Pelita Il menjadi 471 buah. 


Usaha-usaha pembangunan Panti terus berlanjut hingga 
pelaksanaan Pelita III. Seperti halnya di Pelita Il, pada kurun 
waktu Pelita III pemerintah juga terus memberikan bimbingan 
serta latihan ketrampilan, disamping pemberian bantuan berupa 
paket bahan serta peralatan. Sampai akhir Pelita III telah 
dilakukan penyantunan luar panti bagi anak terlantar, 


Kemudian untuk membantu peningkatan pelayanan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah 
telah disalurkan bantuan berupa peralatan asrama dan 
peralatan pendidikan kepada 136 Panti Asuhan. Juga dalam 
rangka perbaikan gizi anak asuh, telah disalurkan bantuan, baik 
berupa bahan makanan maupun paket usaha peternakan. Oleh 
karena pelayanan panti sangat tergantung hasilnya pada para 
petugas panti, maka telah ditempuh usaha untuk melatih para 
petugas/pengurus panti untuk dapat meningkatkan mutu 
pelayanannya. 


2. Bantuan dan Penyantunan Para Lanjut Usia 


Program ini khusus ditujukan bagi para lanjut usia untuk 
mendapatkan perawatan dan bimbingan dalam panti-panti 
sosial. Dalam hubungan ini telah dilakukan upaya untuk 
membangun atau memperluas panti-panti, baik di tingkat 
propinsi maupun tingkat kabupaten lengkap dengan fasilitas 
dan peralatannya. 


Mengingat sebagian anggota masyarakat terdiri dari para 
lanjut usia yang keadaan fisiknya masih cukup kuat terus 
berkarya, tetapi keadaan sosial ekonominya tidak 
memungkinan untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari- 
hari, bagi mereka diberikan pelayanan secara luar panti. 


Seperti halnya pada Pelita-Pelita sebelumnya, kegiatan 
utamanya pada Pelita III dilaksanakan berupa bimbingan dan 
latihan ketrampilan kerja sesuai dengan kemampuannya. 
Mereka diberikan juga paket bantuan peralatan kerja. Maksud- 
nya agar dijadikan modal usaha wiraswasta bagi mereka. Jika 
pada tahun 1978/1979 telah diberikan bantuan/penyantunan 
kepada lanjut usia di luar panti sebanyak 6.900. 


Guna membantu meningkatkan kemampuan swasta 
maupun Pihak Pemerintah Daerah dalam turut menangani 
masalah penyantunan para lanjut usia, telah diberikan bantuan 
berupa rehabilitasi/perluasan panti-panti swasta sebanyak 4 buah 
dan bantuan perlengkapan panti 1 unit serta bantuan bahan dan 
peralatan produksi kepada 6 buah panti. 


3. Bantuan dan Penyantunan Para Tuna Sosiai 


Penyantunan bagi para Tuna Sosial terutama berupa 
kegiatan rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi para 
gelandangan dan pengemis, para tuna susila, para korban 
penyalahgunaan narkotika serta anak nakal dan bekas 
narapidana. 


Selama dalam panti rehabilitasi mereka mendapatkan 
bimbingan dan latihan kerja dalam rangka memulihkan kembali 
rasa harga diri serta keyakinan untuk berkarya di masyarakat 
susuai dengan norma-norma yang ada. Upaya telah dilakukan 
melalui berbagai kegiatan meliputi : 


a. Bantuan dan Penyantunan para Ge'andangan dan Pengemis 


Penyantunan yang ditujukan bagi para Gelandangan dan 
Pengemis pengemis antara lain berupa pemberian bimbingan 
mental dan sosial serta latihan ketrampilan kerja praktis. 
Dengan bantuan paket peralatan mereka diusahakan dapat di- 
salurkan pada lapangan kerja sesuai dengan bakat dan minat- 
nya, khususnya ke bidang pertanian. Sebagai penunjang 
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maksud tadi telah dibangun/diperluas panti-panti penyantunan 
lengkap dengan fasilitasnya. Setelah selesai mengikuti 
bimbingan dan latihan keterampilan mereka disalurkan ke 
proyek-proyek transmigrasi. 


Untuk melaksanakan usaha-usaha itu, selama Pelita II telah 
dibangun panti-panti rehabilitasi di Jakarta, Semarang, 
Bandung, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Palembang dan 
Pontianak. Secara keseluruhan jumlah gelandangan/pengemis 
selama Pelita II berjumlah 9.875 KK. 


Menginjak pelaksanaan Pelita Ill, program terus dilanjutkan 
secara lebih mantap. Hasilnya, dalam tahun 1982/83 telah 
dapat disalurkan sebanyak 1.285 KK melalui program 
transmigrasi dan sebanyak 205 KK melalui penyantunan lokal. 
Khusus mengenai penyantunan lokal, setiap KK mendapatkan 
bantuan antara lain berupa perumahan sederhana, tanah per- 
tanian serta bahan-bahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
Terutama kepada mereka yang belum mampu memenuhi 
keperluan hidupnya dari hasil produksi pertaniannya. 


Mereka yang berhasrat untuk kembali ke kampung 
halamannya, sebanyak 1.240 KK disalurkan secara swakarya 
dengan mendapatkan bantuan berupa paket bahan dan 
peralatan kerja sebagai modal utama usaha wiraswasta. Juga 
diberikan rangsangan berupa bahan-bahan bangunan, dengan 
harapan dapat dimanfaatkan untuk merintis pengadaan tempat 
tinggal mereka. 


b. Bantuan dan Penyantunan Tuna Susila. 


Penyantunan terhadap kelompok ini merupakan usaha 
menumbuhkan kesadaran akan pribadi para tuna susila ke arah 
norma-norma kehidupan yang layak. Umumnya kebijaksanaan 
yang ditempuh pemerintah selama ini adalah melalui 
pendekatan dan bimbingan moral. Secara kelompok mereka 
dibina dan dibimbing dalam suatu panti rehabilitasi. Selama 
dalam panti mereka mendapatkan ketrampilan praktis sesuai 
dengan bakat dan kemampuannya. 


Untuk menunjang maksud tadi, selama Pelita II pemerintah 
telah membangun sebanyak 4 panti rehabilitasi. Sedangkan 
jumlah tuna susila yang ditampung dalam kurun waktu itu 
mencapai 8.793 orang, di antaranya 4.368 orang telah disalur- 
kan. Usaha-usaha serupa ini terus berjalan hingga pelaksanaan 
Pelita Ill. Hasilnya pun memberikan gambaran yang cukup 
menggembirakan. Dalam tahun 1982/1983 telah dibangun 8 
buah lokal latihan kerja, 1 buah lokal pendidikan, 3 buah kantor 
serta 8 buah rumah dinas untuk para pengasuh panti. Sedang- 
kan melalui upaya bimbingan dan penyantunan telah berhasil 
disalurkan kembali ke masyarakat sebanyak 2.250 orang. 


c. Bantuan dan Penyantunan Korban Narkotika dan Anak Nakal 


Upaya memberikan bimbingan kepada para korban di- 
tempuh melalui pelayanan dalam panti maupun secara luar 
panti. Penyantunan luar panti diberikan berupa bimbingan 
melalui kunjungan ke rumah-rumah para penderita oleh Pekerja 
Sosial. Terutama Pekerja Sosial yang telah terlatih di bidang 
rehabilitasi sosial. Kemudian bagi penderita yang dianggap 
berat, diberi pengawasan secara ketat dan intensif. Umumnya 
mereka juga ditampung pada panti-panti khusus. 


Selama dalam panti mereka mendapatkan pembinaan 
mental, sikap dan tanggungjawab sosial. Data menunjukkan 
bahwa hingga tahun 1982/1983 telah dapat diberikan bantuan 
dan penyantunan sebanyak 1.000 anak nakal dan korban 
narkotika melalui sistem dalam panti dan sebanyak 600 anak 
melalui sistem luar panti . Sementara itu telah pula dilatih para 
Pekerja Sosial yang dipersiapkan untuk menangani usaha 
penyantunan di bidang kenakalan dan penyalahgunaan 
narkotika. 


d. Bantuan dan Penyantunan para Bekas Narapidana 


Kegiatan penyantunan ini merupakan upaya pemerintah 
didalam rangka usaha rehabilitasi para bekas nara pidana. 
Terutama bagi mereka yang mengalami berbagai hambatan 
untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakatnya. 
Kegiatannya meliputi bimbingan mental dan sosial serta latihan 
ketrampilan kerja. Diharapkan dengan bimbingan ini mereka 
bisa kembali dan diterima masyarakat secara wajar. Untuk 
menunjang kegiatan tadi telah dibangun beberapa panti/Loka 
Bina Karya berikut perlengkapannya. Hingga tahun 1982/1983 
telah diberikan bantuan penyantunan kepada 337 orang bekas 


narapidana. 


4. Rehabilitasi Para Cacat 


Upaya rehabilitasi bagi para cacat secara umum mencakup 
tiga kegiatan pokok yaitu, bimbingan sosial dan mental, latihan 
ketrampilan serta pemasangan prothese. Dengan upaya tadi 
, pemerintah mengharapkan mereka dapat kembali percaya 
pada dirinya. Berarti juga tumbuhnya keyakinan dan 
kemampuan untuk menempuh kehidupan yang layak sebagai 
warga masyarakat. 


Penyelenggaraan pelayanan meliputi kegiatan dalam panti 
serta pelayanan secara luar panti. Untuk memperlancar 
pelayanan dalam panti telah dilakukan upaya untuk menyedia- 
kan prasarana rehabilitasi. Yaitu berupa Panti Rehabilitasi Sosial 
lengkap dengan peralatannya. Dalam tahun 1982/1983 telah 
dibangun sebanyak 13 buah wisma, 36 buah lokal kerja, 2 buah 
kantor serta 12 buah rumah dinas untuk petugas. 


Selanjutnya guna memperluas jangkauan sampai ke 
tingkat kabupaten, telah dibangun pada 13 kabupaten berupa 
132 Loka Bina Karya. Tempat ini berfungsi sebagai arena 
latihan serta bengkel kerja. Jumlah itu termasuk yang dibangun 
pada tahun 1982/1983 sebanyak 20 buah. Dan sampai tahun 
1982/1983 telah diberi bantuan dan bimbingan kepada 20.000 
para cacat. 


Peranan masyarakat dalam ikut menangani masalah 
penyantunan para cacat juga terus dikembangkan. Kepada 
panti-panti swasta/Pemda telah pula diberikan bantuan berupa 
usaha produktif sebanyak 20.050 perangkat. Juga diberikan 
bantuan peralatan tehnis berupa tongkat putih, alat bantu 
dengar, alat tulis Braile dan kursi roda sebanyak 10.378 
perangkat pada tahun 1982/83. 


5. Perintisan Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosiai 
Gotong 

Sesuai dengan tahap tahap pembangunan dan tingkat 
kemampuan masyarakat, telah dilakukan penelaahan untuk 
menjajagi kemungkinan menghimpun serta memanfaatkan 
Sumber-sumber dana yang ada di masyarakat. Penelaahan ini 
dimaksudkan untuk kepentingan penanggulangan masalah- 
masalah kesejahteraan sosial. Juga dalam rangka merintis 
Suatu upaya perlindungan bagi golongan masyarakat/keluarga 
yang hidup dalam keadaan sangat miskin. Umumnya mereka 
tidak bisa lagi direhabilitasi atau dikembangkan kembali serta 
dalam keadaan terlantar. 


n kegiatan ditujukan kepada masyarakat yana 
dak pegawai, bukan angkatan bersenjata dan buruh yang 
Wak terjangkau oleh sistem Asuransi Tenaga Kerja. Karena 
LIA masih dalam tahap perintisan, pada umumnya 
eglatan-kegiatan masih dititik-beratkan pada penyelenggaraan 
penelitian. Maksudnya agar dapat memperoleh data yang di- 
perlukan guna mendukung konsep perumusan tentang sistem 
Jaminan Kesejahteraan Sosial berdasarkan gotong-royong. 


Berbagai penelitian yang telah diselenggarakan meliputi : 


a. Penelitian untuk menghimpun data mengenai lembaga- 
lembaga sosial yang secara tradisional telah dan pernah 


menyelenggarakan langkah-langkah semacam pemberian 
bantuan jaminan sosial kepada warganya. 

b. Penelitian tentang karakteristik calon klien dan 
menyelenggarakan seminar Kesejahteraan Sosial untuk 
penentuan prioritas sasaran. 

c. Penelitian mengenai dana yang ada di masyarakat, 
kemungkinan cara-cara penggalian, menghimpun dan 
pengelolaannya guna mendukung kelangsungan usaha 
Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong. 

d. Penelitian untuk menyusun perumusan tata cara pelaksana- 
an Sistem Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Sistem 
Asuransi Kesejahteraan Sosial. 


6. Bantuan dan Penyantunan Sosial Korban Bencana 
Alam 

Berbagai jenis bencana sering banyak menimbulkan 
malapetaka Ini jelas suatu kerugian besar bagi masyarakat, 
dan sekaligus mereka memerlukan pertolongan atau bantuan. 
Dalam hubungan ini, pemerintah sejak awal Pelita | telah mulai 
merintis berbagai pola dan kebijaksanaan dalam rangka 
mengatasi malapetaka yang timbul akibat bencana alam. 


Memasuki pelaksanaan Pelita II program bantuan dan 
penyantunan terus dikembangkan dan ditingkatkan Terutama 
melalui usaha pemindahan penduduk dari daerah yang 
terancam bencana ke pemukiman baru. Maksudnya untuk lebih 
memberikan kemungkinan penghidupan kepada mereka secara 
lebih baik. Dalam kurun waktu itu telah dipindahkan/di- 
rehabilitasi melalui sistem lokal maupun dalam rangka- 
transmigrasi sejumlah 8.765 KK 


Masih berkaitan dengan program transmigrasi, dalam 
Pelita Ill pemindahan korban bencana alam terus dilaksanakan. 
Daiam tahun 1982/1983 telah disalurkan ke daerah 
transmigrasi sebanyak 3.075 KK dari daerah kronis bencana 
di Jawa dan Bali. Bagi para penduduk pada daerah kronis 
bencana di luar Jawa, dilakukan upaya penyantunan secara 
lokal. Yakni memungkinkan mereka ke daerah baru, namun 
tetap pada propinsi . yang bersangkutan. Dalam 
tahun 1982/1983 telah diberikan bantuan dan penyantunan 
secara lokal bagi 3.100 KK. Di daerah baru ini mereka 
mendapatkan tanah dan perumahan sederhana. 


Khusus bagi penduduk di daerah-daerah yang terkena 
bencana namun lahan sumber penghidupannya dapat di- 
manfaatkan, mereka diberi bantuan berupa stimulans bahan- 
bahan bangunan dan tanah. Maksudnya agar mereka dapat 
membangun perumahan serta dapat melanjutkan penghidupan- 
nya seperti semula. Jumlah keluarga yang termasuk kelompok 
ini meliputi 1.765 KK. 


Kepada daerah-daerah rawan bencana, pemerintah telah 
pula memberikan bantuan berupa perlengkapan pertolongan 
pertama seperti tenda, alat-alat dapur umum, mobil dapur 
umum, alat-alat komunikasi dan perahu karet. Terutama bagi 
penduduk daerah yang dekat dengan lautan. Juga telah diberi- 
kan bimbingan/latihan bagi para petugas lapangan tingkat 
propinsi sebanyak 150 orang, para pembina proyek tingkat 
regional diikuti sebanyak 60 orang. 


7. Program Penelitian Kesejahteraan Sosial 


Penelitian di bidang Kesejahteraan Sosial terutama di- 
maksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan guna men- 
dapatkan ataupun mengembangkan sistem dan kebijaksanaan 
yang lebih sesuai dengan keadaan serta perkembangan per- 
masalahan sosial yang kita hadapi dewasa ini. Berbagai 
penelitian telah dilakukan di lapangan dan tersebar pada 
daerah-daerah menurut keadaan permasalahan yang sedang 
diteliti. Penelitian yang dilakukan dalam tahun 1982/1983 
meliputi : 

1. Penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial anak di 

Indonesia (tahap akhir). 
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2. Penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial orang 

dewasa dan para lanjut usia. 

3. Penelitian tentang hambatan dan kemudahan partisipasi 
sosial para remaja, khususnya di dalam program karang 
taruna, 

. Penelitian tentang sistem jaminan kesejahteraan sosial 
(lanjutan), 

. Penelitian evaluatif tentang effektivitas pembangunan 
kesejahteraan sosial di luar panti dan pada pemukimen baru, 

. Penelitian tentang pelayanan kesejahteraan sosial dalam 
panti-panti sosial, 

. Penelitian tentang kegiatan dan unsur-unsur kesejahteraan 


чо o0 A 


8. Penelitian tentang hambatan dan dukungan sosial bagi 
peningkatan peranan wanita. 


8. Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial 


Melalui program ini diselenggarakan pendidikan/latihan 
dalam rangka meningkatkan pengetahuan para petugas baik 
di bidang administrasi maupun kejuruan pelayanan sosial. 
Dengan adanya latihan ini maka diharapkan mereka akan lebih 
mampu menjalankan tugasnya dengan mutu dan hasil yang 
dapat dipertanggung jawabkan. Guna menunjang upaya tadi 
telah dibangun atau diperluas berbagai fasilitas pendidikan/ 
latihan, agar segera dapat menampung jumlah peserta yang 
senantiasa semakin meningkat serta dapat memenuhi standart 
minimal sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Dalam 
tahun 1982/83 telah diselenggarakan berbagai kursus yang 
meliputi : 

1. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi dengan jumlah 
| peserta 27 orang, 
2. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya dengan 
jumlah peserta 25 orang, 
3. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan dengan 
jumlah peserta 60 orang, 


4. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar dengan 
jumlah peserta 147 orang, 
5. regia keahkan Pekerjaan Sosial dengan jumlah peserta 
orang. 


Dalam rangka meningkatkan fasilitas pendidikan di ber- 
bagei daerah, telah dibangun antara lain 3 buah asrama, 1 buah 
lokal pendidikan, dan 1 buah ruang Perpustakaan. 


9. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Po- 
merintah dan Pengawasan Pelaksanaan Pem - 
bergas 

Melalui program ini dilakukan usaha untuk meningkatkan 
dayaguna kegiatan pembangunan sejak dari tahap perencanaan 

sampai dengan tahap pelaksanaan. Berbagai kegiatan yang di- 

lakukan mekputi : | 


. Penyusunan dan pengumpulan data serta perencanaan 
yang lebih berdasarkan permasalahan daerah-daerah rawan 
sosial sehingga semakin menunjang usaha pembangunan 


wiayah. 

2. Peningkatan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan 
proyek-proyek. 

3. Penyusunan Rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah. 

4. Penyempumaan Administrasi Kepegawaian melalui analisa 
jabetan/pekerjaan serta penertiban Tata Usaha Ke- 


pegawaian. 
5. Bimbingan dan pengarahan teknis serta evaluasi pelaksana- 
an proyek-proyek. 


19. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Po 
кейибей 


Melalui program ini dilakukan usaha untuk melengkapi ber- 
begai prasarana fisik yang sangat diperlukan guna menunjang 
kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Pada 
tahun 1982/83 telah dibangun 2 buah Kantor Wilayah, 10 buah 
Kantor di tingkat Kabupaten, dan beberapa buah Rumah Dinas. 


TABEL 5 


PERINCIAN LOKASI DAN JUMLAH MASYARAKAT TERASING 
YANG DIBINA 1982/1983 


Masyarakat yang dibina 

No. Daerah Tingkat V Kabupaten Kecamatan Kepala 

Propinsi Suku Keluarga 

1 2 3 4 5 6 
1. D.I. Aceh Aceh Barat Betung Luas Gayo 80 
Aceh Utara Jembos Luas Gayo 80 
2. Sumatera Utara Tapenui Utara Pasian Batak Toba 70 
Tapenuli Tengah Barus Batak Karo 70 
3. Sumatera Barat Padang Pariaman Siberut Selatan Pa’ Aghai 100 
Padang Pariaman Siberut Utara Pa'Aghai 85 
4. Riau Kampar Kunto Darusalam Bonai 100 
Indragiri Hi landang Sakai 70 
5. Jambi Serko Bangko Anak Dalam 80 
Tanjung Jabung Muara Sabak Anak Dalam 50 
€. Sumatera Selatan Musi Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam 65 
Musi Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam 50 
7. Bengkulu Selatan Pino Tatang 50 
8. Kalimantan Tengah Kapuas Kapuas Tengah Dayak Kapuas 100 
Kota Waringin Timur Kotabesi Dayak Kapuas 85 
9. Kalimantan Selatan Hulu Sunga Selatan Batang Akai Selatan Dayak Bulat 60 
Tabalong Muara Uya Dayak Bukit 60 
10. Kalimantan Timur Kutai Long kan Dayak Sajau 90 
11. Sulawesi Utara Gorontalo Paguyaman Gorontalo 120 
12. Sulawesi Tengah Donggala Amp Babo Тае 100 
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13. Sulawesi Selatan 


14, Sulawesi Tenggara 
15. Maluku 


16. Nusa Tenggara Barat 
17. Nusa Tenggara Timur 


18. IrianJaya 


Luwuk Banggai Pagimanag Loinang 100 
Mamuju Pasangkayu | Bunggu 100 
Polmas Polewali Kobo 80 
Muna Kabawo Mone 90 
Maluku Utara Kao Tuguis 100 
Maluku Utara Wasile Tugulino 110 
Sumbawa Plampang Senawa 110 
Flores Timur Tanjung Bungan Malit Maran 100 
Flores Timur Tanjung Bungan Kelen 70 
Fak-fak Mimika Timur Mimika ) 
Manukwari Warmane Hingk ) 
Jaya Wijaya Wamena Dhani ) 325 
Jaya Wijaya Kurulu Kiwika ) 
Jaya Wijaya Kiwirok Alun ) 
Yapan Waropen Waropen Atas Demisa ) 
Total : 2.750 


TASEL 6 
PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA 
ANAK TERLANTAR BERDASAR SISTEM Di LUAR PANTI 
MENURUT DAERAH TINGKAT |, 1978/79 - 1982/83 


TABEL 7 
PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA 
PARA LANJUT USIA BERDASAR SISTEM Di LUAR PANTI 
MENURUT DAERAH TINGKAT |. 1978/79 . 1982/83 


TABEL 8 
PENYALURAN TUNA KARYA/GELANDANGAN 


loreng) lorang) 
Si satai man эш y p "pe" 
80/91 01/82 62,63 Мо Daerah Tingkat и 1878/79 79/90 80/6 e 82/83 UNT 
| Dai saarta 1 200 1850 3120 2 700 2 400 ! ок оя 600 1 300 4 590 3 600 4 200 
2 жайым 1 80n ! 806 ) 300 3 000 3 000 3 Jide 600 1 500 4 500 3 600 4 500 | CDEL Jakarta - 100 150 200 200 oe 750 2 100 
2 وسور‎ Tangan 2400 — 2700 3900 3600 3300 З Jawa Tengah 600 1800 — 4500 3000 4800 S gena Balet : 129 200 i 150 200 6159 1415 
4 Oraa 1 200 ang 1 воо ! воо 1 500 4 Di Vogyanerta 300 1 000 1 500 2 100 2 100 3 lake Tengah 7 105 200 ped = bê ашы кт» 
5 sama Ima 1 806 1 400 3 306 3 300 3 000 $ Jawa Timur 300 1 200 4 500 4 800 4 800 4 .D'Yooyskeni - 22 50 100 "99 100 376 72% 
ылыш i ae a ga ass BL sod NE pes: Jac $ Jawa Tur 5 149 400 400 450 400 825 2475 
IA ek 1400 1200 — 2100 2100 1 $00 7 Sumatera Utara 600 900 1 800 1 500 2 100 ¢ Sumatera Uer - з т i too 100 200 
1 Sumatera Borat 1200 ' 206 ? 100 2 100 1 воо 8 Sumatera Barat 300 900 ! воо 2 100 2 100 7. Sumatera: Selatan ž a - 40 20 ?0 
E wie 960 вос 1 500 1 500 1 500 Э Jemo É 600 1 500 1 500 1 500 a Lampung E sg 7 = á 60 40 100 
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eee $09 sou 840 Bsc 1200 13 Ketmantan Berat 300 600 1 $00 ! 500 ! воо 12 Келн Tara Е E s $ so 35 es 
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10 Susan langan 800 900 лао — (40 1900 20 Sulawesi Tenggara - 200 1 200 1 500 1 500 14. MOM Tangga Beat = б i в Е а 178 175 
2 ut 1 Жз боо 900 900 1 500 21 Maluku 300 600 1 200 1 800 1 800 20 Nusa Tenggara Tim — x Š 5 z - во 80 
, 200 1000 1 800 1 800 2400 22 Вә 300 900 1 200 ' 800 1 500 CUR ME AD CDD cL an ii ee ina Ж 
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TABEL 9 
PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA TABEL 10 | 
PANTI 
кош о Penamaan KORBA BENCANA NA 
i 1968/69, 1973/74 - 1978/79 (KK) | 
(orang) 
Det. EN ————— ——————— À— — SSS a a 
Мо Daerah Tingkat 1978/79 — 79/80 80/81 81/82 82/83 No. Propinel 1968/69 73/74 74/76 76/76 7977 77/78 78/79 Jumlah 
Propinsi 
7 ” 1. Sulawesi Tenggara - 200 500 - = 100 100 700 
1 OKI Jakarta 810 1.000 2 000 1 300 1.400 2. Sulawesi Selatan - = - 250 200 300 200 950 
2 Jawa Barat 500 * 1 000 1.500 1 600 1 700 3. Lampung — 100 240 = = = "т 240 
3 Jawa Tengah 1 000 1 500 2550 2500 2.600 4. Kalimantan Timur — 100 300 = = = TA 300 
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19 Kalimantan Selatan 600 800 800 900 600 Yogyakarta z = = = 100 90 150 340 
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22 Bah 400 400 550 200 700 x) Dalam tahun 1168 1969 teper utama mesh dalam lahap pembenen bantuan dereret 
23 Nusa Tenggara Barat 600 400 700 1 000 700 
28 Nusa Tenggara Timur 600 400 550 600 600 
25 Bengkulu 400 300 400 400 200 
26 Timer Timur = 50 50 200 300 > 


—— ا АИО‏ ا M‏ ا 


Jumlah : 10 800 15 090 25 150 23 


000 
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1. INTRODUCTION 


Indonesia consists of 30.000 of islands and various ethnic 
groups having differences in potential and socio-cultural values. 
On one handit is a "cultural wealth", but it can also create conflict 
of values and can become a source of social problems. And everti 
more dangerous, if it disturbed unity and national resilience. 

Furthermore, from the point of natural condition, especially its 
forest with the frequent improper utilization can create several 
disasters. Such as flood, erosion, barren of stripped land, 
drought, etc. Those problems will have a direct influence on a 
sensitive social condition of the community. 

Another factor which is a challenge for the government is the 
fact that part of the Indonesian people is still living below the po- 
verty line. Generally, they live in the rural areas without a perma- 
nent income. It is true to say that the cause of poverty is the unsa- 
tisfactory condition of natural resources and the human being 
and that natural resources and human being are not utilized in an 
optimum way. 

On the other hand, poverty can create hunger (famine), malnu- 
trition, unhealthy housing, lack of recreational facilities, low aspi- 
ration as well as lack of ability for health care. Furthermore, po- 
verty will result in the decrease of the health level. They will be- 
come unproductive and as a consequence is low income. 

From the aspect of population structure, the majority of the 
people belong to the young age group. It means that the ratio of 
dependency is quite high. It is obvious that the problem of the 
youth with its variety and intensity requires serious handling. It is 


also necessary to pay attention to utilizing the potential of the 
young in social welfare activities. 


Besides the substantial number of the young, the number of 
women should be considered, too, because it represents more 
than half of the Indonesian population. They are not being fully in- 
volved in the development of social welfare yet. And actually, 
they have sufficient socio-cultural potential. 

In the early years after the transfer of sovereignty, the Indone- 

sian government have taken steps for expanding social welfare 
activities. 
Especially to overcome various social problems as a consequen- 
ce of the struggle for independence. At that time,the Government 
apart from granting subsidies to private social institutions, also 
established new social institutions to accommodate orphans and 
the stranded (neglected). 

This situation continued until the start of National Development 
based on a plan, known as Pelita (five-year development plan). 

From the point of service system, the period before the imple- 
mentations of Pelita can be summarized as follows: 


a. Social Welfare Service through social institutions was very 
dominant, especially among the public. 

b. There was a start toward renewal of the service system, ef- 
forts for rehabilitation. 

c. There was an awareness that social welfare problems could 
no longer be overcome in a repressive way, but require basic 


efforts for development. 


When entering Pelita |, a very important development should 
be noted, i.e. implementing the Comprehensive Project with the 
objective of developing the public or community so that they can 
extend social service to their members. In Pelita Il, the Social 
Welfare activities are already more directly aimed at supporting 
development. The emphasis has been at development of the 
economic sector. 

The conclusion of development progress during Pelita || was 

that Social Welfare activities had been more linked with national 
development. 
Both in planning and determining of targets as well as emphasis 
on economic eforts which are productive. The approach of servi- 
ce beyond the institutes received prime attention in achieving 
those objectives, apart from developing several new approac- 
hes. 

In Pelita III, especially in the first and second year, the system 
in Pelita II was still used though with adjustments here and there. 
As an example, service outside the institutes was continued and 
developed. 

Also, attention to increasing permanent income remained to be 
the characteristics of the service program, in addition to the conti- 
nuing of new approaches which started in the last years of Pelita Il. 

For a better picture on the implementation of development in 
this sector, following is a description of activities during 15 years 
of Pelita. 
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DEVELOPMENT AND REHABILITATION PHASE 


The policy and development activities in the social welfare 
sector are aimed at rehabilitating the member of the community 
whose ability is being hampered as well as encouraging develop- 
ment of the public's awareness and social responsibility. The 
main priority is given to the development of welfare and social 
change as well as social aid/rehabilitation. As supporting activity 
has been carried out social worker training, research (study) of 
social welfare problem as well as improving the government's 
physical facilities. 


1. The Development of Rural Social Welfare 


Priority is given to developing the ability of Rural Social Institutes 
(LSD). The objective is that the LSD can become a place for 
channelling public participation in activities to improve its envi- 
ronment. To achieve that objective, during Pelita I, various train- 
ing in skill were conducted for members of the LSD, covering as- 
pects such as leadership, basic social work technique as well 
practical expertise in improving its economic social life. Until the 
end of Pelita | (1973/1974), 50.109 LSD were developed. 


2. The Deveiopment of Family and Public Weifare 


The objective of this program is specifically stressed at members 
of the community of low income. Service extended is in the form 
of motivation guidance in order to abandon traditional ties which 
relatively hamper progress. Also, to develop the family's ability in 
order to meet in an appropriate way life's requirement. Consider- 
ing that this group is quite large, priority is given to families living 
in isolated areas and with a dense population. 

Until the end of Pelita, some 2.700 families in several villages 
were successfully developed. Including in West Java, Central 
Java and East Java. 

Then, within the scope of completing facilities for developing 
family and child welfare, the Government succeeded in establish- 
ing 9 Centres for Family and Child Welfare Activities (PK3A). 
This PK3A is intended to become a demonstration pattern for fa- 
mily and child service. If at the beginning of Pelita |, the number of 
PK3A was only 432, at the end of Pelita | it has increased to 815. 


3. The Development of Child and Youth Welfare. 


This program is mainly aimed at the youth experiencing va- 
rious social problems. Including juvenile delinquency and the 
abuse of narcotics (drugs). Secondly, it is aimed at the youth who 
are not in a position to develop growth and talent as a conse- 
quence of various social problems, as well as stranded/neglect- 
ed children and retarded children. 

Within the framework of social rehabilitation for drugs victims, 
efforts are carried out such as implanting motivation to overcome 
dependency on narcotics; give them to understand and train a 
Skill so that they are willing to return to the community as well as 
returning them to community's life. 

Until now rehabilitation was given to 105 youth by channelling 
them to social institutes, among other to a youth institute called 
"Panti Karya Taruna". 

Solving the problem for neglected and retarded children is 
being conducted through providing care and education in Or- 
phan ages and at the "Panti Guna” for blind children. 


Considering the dormitory system at Orphanages is not guite 
in line with the child's developmentgrowth, the Government has 
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pioneered the establishment of Model Orphanage by groups. 
Each group of 10-12 children is guided and trained in a family in 
charge of »'pbringing. for this purpose, in West Java were built 9 
social welfare houses able of accommodating about 100 neglect- 
ed children. 


4. The Development of Isolated Ethnic Group. 


This activity is for raising the living standard of ethnic groups in 
the hinterland. Service is given by way of social guidance, provid- 
ing basic infrastructure for a village as well as organizing various 
Courses in skill. 

At this stage, approach and guidance are being extended to 
some 4.385 family heads (K.K.), while the provisional figure 
known so far is about 1.658 or arourid 412 Family Heads (K.K.). 


5. The Development of Welfare for (freedom) fighter and 
Heroes 


To develop an attitude of apnreciation toward National Heroes, 
activities are carried out to maintain/repair graves at the various 
Heroes. Cemeteries, besides writing the biography of 57 National 
Heroes. Apart from that, also assistance/appreciation to families 
of the heroes has been expanded by extending aid and appre- 
ciation to families of Heroes of the Revolution and Ampera Heroes. 


6. Rehabilitation of the Handicapped 


Development for the handicapped include activities such as 
rehabilitation as well as welfare for those who are physically and 
mentally handicapped and for the blind. Various activities have 
been carried out for that purpose, such as: 

— Forthe physically handicapped : 

Building a dormitory,a training/excercise room, office as well 
as supplying rehabilitation equipment at the Rehabilitation 
Ceniters at Solo, Ujung Pandang and Palembang. 

For the mentally handicapped : 

Building a dormitory, working room, office as well as sup- 
plying equipment at the rehabilitation center at Cibadak, Te- 
manggung and Sragen. 

For the blind: 

Expansion of the building and supplied with rehabilitation 
equipment at the Institute for the Blind in Bandung, Pemalang, 
Temanggung and Manado. 


7. Rehabilitation of the Unemployed 


The unemployment problem in general is a major factor in the 
disturbance of order and security in a city, and the source is ba- 
sically their inability to get a field for employment. Therefore, the 
Government has made an approach in solving the problem, such 
as through rehabilitation efforts as well as trying to return them to 
a life which is more in line with human dignity, i.e. by arranging 
training of skill how to work productively as well as channelling 
them to agricultural activities outside of Java. 


8. Rehabilitation of Natural Disaster Victims 


The main objective of this activity is victims of natural disaster 
of a chronic nature. Until the end of the implementation of Pelita I, 
some 3.108 Family Heads (KK) could be channelled to new 
areas. The victims came from the flood disaster at Lamongan 
(Central Java), eruption of the Merapi volcano, (Gentral Java), 


famine at Gunung Kidul (Yogyakarta) and the flood at Ciamis, 
and they were channelled to agricultural areas, such as in Southeast 
Sulawesi, South Sulawesi, East Kalimantan, Bengkulu and 
Lampung. 


9. Institutionai Education and Training 


The objective of this program is to create operating personnel 
(manpower) in the social welfare sector, both at the high level, 
medium as well as trained field personnel. In supporting the 
success of this program, the government has organized “social 
work practice at social institutions as well as adding study room 
facility, office, dormitory and library, mainly in the big cities such 
as Medan, Kupang, Jakarta, Padang, Irian Jaya, Yogyakarta and 
Bandung. 


10. Intensifying Research (Study) and Survey. 


In the first phase this study is aimed at improving the infrastructure 
and eguipment of the Research Center and Reviewing social 
problems. The next phase is aimed at obtaining accurate data for 
the improvement policy and social service method according to 
the condition of the Indonesian community. ! 
From the result of the conducted survey can be summarized 
severai suggestions: 
a. Social welfare service institutions in performing their task 
should have an open character, at the same time furictioning 


as the center of activities for welfare service to the community 
in its surroundings. 

b. Development effort should be more directed at the creation of 
their own field of employment. 


11. Increase Efficiency and Improve Infrastructure. 


This program is stressed at activities of collecting material on 
social problems. It is intended to even more improve the drafting 
of a plan and evaluation with respect to weakness, obstacles or 
deviations which may occur in the implementation of projects. It 
is also for increasing efficiency of work and improving infrastruc- 
ture of the government which originally covered activities such as 
Office building construction, 26 official residences, 39 four-wheel 
vehicles and 14 motor cycles. 


12. Planning of Social Welfare Laws 


To assure a smooth assignment in the social welfare sector, 7 
Bills (Draft Law) have been prepared: 

a. Bill on the Principles of Social Welfare 

b. Bill on the Combat against Vagrants and Beggars 

c. Bill on the Principles of Child Welfare 

d. Bill on the Bestowal of Heroes Title 

e. Bill on the Handicapped 

f. Bill on Returning the poor and needy to the society 

g. Bill on Eradication of Prostitution and Human Trade. 


IMPLEMENTING DEVELOPMENT ACTIVITIES 


In Pelita I, the implementation of the development program in 
the subsector of Social Welfare was stressed at development 
and rehabilitation. The objective is for the community to develop 
extending social services to the community. 

In Pelita II, that activity was more directly geared at the objective 
of development with emphasis on the economic sector. And as 
such in the next Pelita, those efforts are continued and improved. 


Itis also through this program that efforts are made to arouse and 
stabilize the participation of all layers of the community in overcoming 
social problems in their own environment. 


To have a better picture, below is a summary of activities in the 
subsector of social welfare during the fifteen years since the start 
of Pelita | until Pelita III. 


A. The Program of Social Welfare Development. 


Actually, this program was already started since the implementa- 
tion of Pelita I. But it was not until the implementation of Pelita II 
and Ill that this program is better directed and in a stable way. It is 
intended to assist the development of poor families, so that by 
self-supporting they can improve their living standard. Also, to 
develop and stabilize the participation of all layers of the community 
in overcoming social problems in their respective environment. 


1. Guidance and Development of Public Welfare 


This program is a continuation of the program in Pelita I, but in 
pelita II, current activities are continued in phases (stages). The 
pattem is more adjusted to the urgency of the problem as well as 
the ability of its operators. 


As a whole, the results achieved during Pelita II is as follows: 

a. The formation of Public Social Guide (PSM) personnel. 
The objective is to train public social worker who can assist 
the Government in implementing Social Welfare programs at 
a location/village (rural area) where the program/project is 
being implemented, such as developing a client. 
The number of PSM personnel is adjusted to the number of 
clients which will be developed with the ratio of 1 PSM for 8-9 


clients. 

In 1978, 960 PSM personnel were formed so that during five 
years some 4.110 PSM personnel could be prepared who are 
scattered in the districts of 25 Provinces. 

b. The development of group in the community with low income. 
The development of this group is intended to raise its living 
standard. This is conducted by giving incentives in various 
forms of productive economic activities. Such as weaving 

` (straw), producing various types of handicraft and household 
equipment, activities in livestock, agriculture, etc. 
For implementing above efforts, to the families being developed, 
an incentive is given by way of working capital in the form of a 
packet of material and equipment. Until the end of Pelita II, 
23,343 family heads (KK) were developed, spread in 25 Pro- 
vinces, 129 kabupateri (regency) and 549 villages. 
When entering Pelita III, the activities were already directed 
at providing guidance and assistance to poor families. Parti- 
cularly those whose live in the rural areas. 
They received training and various basic skill. In this connec- 
tion they also received and aid-packet consisting of material 
and working equipment as a facility for starting with activities 
which can raise the family's income. 


Depsos 17 


In its implementation and development, they are assisted and 
guided by the PSM, especially those who have been trained for 
handling efforts of developing social welfare in the field. Through 
above activities, in 1982/83 a total of 58.930 families were developed. 

To encourage the growth of local community's ability in mobiliz- 
ing fund and forces for overcoming social problem in its environ- 
ment, the Government has given assistance in the form of material 
and production eguipment. 

This facility is managed in working groups, the members of 
which consist of those with high dedication toward efforts of de- 
veloping social welfare. 


2. Guiding the Public's autoactivity (self-support) in Hous- 
ing and Environment. 


This project was pioneered since Pelita | and since Pelita II it 
was more stabilized or consolidated. 
During that period the stress was more at families with their hous- 
ing situation not meeting the proper conditions from the technical, 
hygiene as well as social aspect. Therefore, they were given the 
skill and technique for building a healthy house. In the next phase 
they were given incentives in the form of building material, mainly 
non-local building materal which are not available in their 
environment. 

The set of incentives for each family had a value of about Rp 
100.000,- While the other material of a local nature are provided 
by the community by mutual cooperation and self-support. 


In 1978/79, it was given to 1.089 family heads (KK), during 
Pelita Il, housing social welfare was developed for 3.557 family 
heads (KK). It is scattered in 25 Provinces, 110 regencies (kabu- 
paten) and 306 vellages. 

When entering Pelita III, those efforts were continuously inten- 
sified, considering the rate of poverty in the rural area is relatively 
quite high. Generally, the houses they occupied did not meet 
health standards. 

Therefore, all resources available in the community are utilized. 
Such as mutual cooperation, available building material as well 
as the habit of preparing components of building material in stages. 


So, it can suport efforts of providing housing for its own com- 
munity. To them assistance of building material is continuously 
given, mainly those which are difficult to obtain such as cement, 
zinc, paint and other building material. In general, building hous- 
es is done by mutual cooperation and at the same time improve 
the village housing environment. 


If in 1982/1983 assistance was given to the building of housing 
for 6.842 family heads (KK), in the last year of Pelita III it reached 
24.399 family heads. 

Up to the end of Pelita ||, this project was still combined/united 
with the Project of Guidance and Development of Social Welfare. 

Meanwhile, within the scope of improving the quality and pre- 
servation of rural environment and in supporting the creation of a 
desire to improve living area, the local community is given assis- 
tance by way of material and equipment for the production of building 
material is managed by the community in groups. 


3. Developing Public Social Guide 


Public (Community) Social Guide later known as PSM was offi- 
cially established at the start of Pelita Il, and until the end of Pelita II, 
4.110 PSM was formed. It is expected that they will be able to 
activate and lead (guide) various social groups as well as encourage 
them so that social welfare efforts will expand and equally 
distributed. 
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Efforts of establishing PSM continued until the implementation 
of Pelita III. It can be understood, considering the role of the com- 
munity in handling social problems which have shown concrete 
work worthy of appreciation and to be further developed. We do 
know that through the training given they directly receive know- 
ledge, especially the knowledge of an integrated social welfare 
service. 

Until 1983/1984, a total of 68.613 PSM have been trained, 
scattered all over Indonesia. Then for field work assignments 
they were given guidance. So, they are ready to face social problems. 


4. The Development of Family and Youth Welfare. 


In Pelita ||, the stress of social welfare activities was more at 
welfare of the aged people as well as neglected children. Espe- 
cially for the aged people was arranged guidance and care, for 
those who are in a weak economic condition or neglected. in this 


` respect units of Social Welfare Institutes for the Old were establish- 


ed in 15 regions/provinces. Also, assistance was given to 1.000 
aged people. Meanwhile, there are still aged people who can be 
trained so that they will be able to meet the basic daily needs. 

To them the assistance given is in the form of productive activity 
according to the level of skill and local community condition. 

Until the end of Pelita II, the Government has given assistance 
in the form of productive activity to 16.700 aged people. Apart 
from that, the Government is continuing giving motivation and the 
public's participation in this respect seemed to be encouraging. 
Such participation will be continuously developed through va- 
rious activities, such as assistance in the form of physical rehabi- 
litation for Social Welfare Institutes for the aged people, both pri- 
vate as well as Government owned, facilities and material for pro- 
duction activities in 18 Social Welfare Institutes for the aged 
people as well as improving the skill of the leaders and technical 
personnel at those Institutes for the aged people. 


With this assistance, the Private/Government Institutes for 
the aged people in the regions can improve their services to 
about 2.803 aged people within as well as outside of the Institutes. 
Also, a study was conducted to pave the way for creating a system 
of social security for the aged peuple. 


Within the framework of efforts overcoming the problem of 
neglected children, the Government has also conducted various 
activities. Such as efforts to improve the social economic life as 
well as guidance and education. For those who are outside as 
well as inside the social welfare institute. 


Care at the institute is carried out by arranging an Orphanage, 
Youth Activity Institute and Nursery, while guidance outside the 
institute is arranged through family care. 


The number of Social Welfare Institute (Organization) at the 
end of Pelita Il reached 471, compared with 298 at the end of Pelita | 
meaning an increase of 173 or 58,05%. The accommodating capa- 
city of the Social Welfare Institutes (Organizations) is as follows: 


88.898 children 
4.343 children 
5.573children 


a. Orphanage 
b. Youth Activity 
c. Nursery 

Total 98.814 children 
To support activities of aid/assistance/care through institutes, 
training/upgrading has been arranged for 720 leading personnel 
of the orphanage and physical assistance given by way of equip- 


ment and material for skill to 283 Social Welfare Organizations 
(Institutes). 


Assistance outside the institute is given through family care to 
some 62.105 children. To assist-in giving guidance to children 
who are already outside the institute, training is aranged for 
3.710 field personnel. 

So that during Pelita Il, assistance/care could be given to 
160.919 neglected children, both in as well as outside the institute. 

In Pelita III, activities in the project of developing family and 

youth welfare were directed at overcoming the problem of famili- 
es and the youth from poor families. Especially for those having 
difficulties in adjusting themselves to the living condition in the 
surroundings. 
Because the basic of the problem is concemed with the personality 
and metal condition, efforts of overcoming the problem were by 
way of activities such as social guidance through family consulta- 
tion. It is expected that during this consultation could grow a 
mutual understanding and mutual help between the family member 
as the starting point for facing the challenge in life. 

In view of the objective of development is the poor member of 
the community, to those requiring are given assistance in the 
form of a packet for productive activity. Especially after they ha- 
ve completed the period of consultation/guidance to some 8.83 
families and 14.813 young people. | 

Then, to support a more stable implementation of develop- 
ment, the government have established 5 consultation locations 
which are integrated with the Youth Activity Institute. Also were 
trained 1.815 instructors with the objective of improving their 
technical ability in performing their task. 


5. The Development of the Welfare of Isoiated Communities 


This program has been going on since the implementation of 
Pelita |. The objective is to improve the life of a group in the com- 
munity who lives an isolated life, scattered and nomadic, most of 
them living in the hinterland outside of Java, so that they can be 
active in development activities. 


The service extended to them has been social guidance, provi- 
ding basic infrastructure for a permanent village situation as well 
as training courses in skill, etc. It was not until the implementation 
of Pelita II, that overall this program could be mentioned being in- 
tensified. 

At this stage, the development is already directed at a better 
development of community groups. The isolated community, 
with their nomadic way of life started to be guided toward improv- 
ing social and cultural life. 


During that period, the Govemment has succeeded in establish- 
ing 15 locations for resettlement. Simultaneously they were gi- 


ven motivation guidance in order to be willing of understanding 
the essence of life. The resettlement locations are improved to 
become a new village. In so doing they will be able to realize and 
comprehend the meaning of life. Furthermore, they have been 
able to comprehend the essence of development. 

Several locations which have been successfully developed 
and improved as new villages are: 


1. Central Sulawesi Province : 
— Palolo Resettlement location 
— Rarantikala Resettlement Location. 


2. Jambi Province : 
— Bukti Tembesu Resettiement Location 
— Palembang Resettiement Location 
— Ladang Peris Nyogan Resettlement Location 
— Jampang Teringgis Resettlement Location 
— Panerokan and Telentam Resettlement Location. 


3. West Kalimantan Province. 
— Ngada Erak Resettlement Location 
— Sungai Uluk Resettlement Location. 


4. South Kalimantan Province. 
— Atiran Resettlement Location. 
5. Maluku Province. 
— Bal Baru Resettlement Location 
— Noa Ulu (Ceram) Resettlement Location. 


6. South Sumatra Province. 
— Sungai Kijang Resettlement Location. 


With respect to Pelita Il, developing the welfare of isolated 
community was continued in Pelita Ill. With that effort is also 
included preservation of the environment. They have been used 
to changing and abandoning the habit of nomadic farming with 
the system of cut and burn, and changing into farming at a main- 
tained land (soil). 

At this stage, the Government has also started with efforts of 
improving/raising the nutrition of the isolated families. This was 
done by giving guidance to mothers on how to utilize natural re- 
sources. The Government also supplied new species of plants 
and cattle. Apart from that, teaching them the basic knowledge of 
a healthy family, individual cleanliness as well as a clean environ- 
ment and training how to apply new values toward development 
and progress. 

For the task of developing social welfare was also arranged 
training of field personnel. It is expected that they will be able 
facing heavy tasks as well as much demand for sacrifice and de- 
dication. 

Until 1982/83, in the new resettlement areas some 2.750 family 
heads (KK) have been trained, a table below. 


DETAIL OF LOCATION AND NUMBER OF ISOLATED COMMUNITY DEVELOPED 
(1982/83) 


Peace www” 


Community developed 
No. PROVINCE Regency District Ethnic Family 
(kabupaten) (kecamatan) group Head 

1 2 3 4 5 6 
1. DI. Aceh West Aceh Betung Luas Gayo | 80 
North Aceh Jambu Luas Gayo 80 
2. North Sumatra North Tapanuli Parlilitan Batak Toba 70 
Central Tapanuli Barus Batak Karo 70 
3. West Sumatra Padang Pariaman South Siberut Pa'Aghai 100 
Padang Pariaman North Siberut Pa'Aghai 85 
4. Riau Kampar Kunto Darusalam . Bonai 100 
Indragiri Hilir Mandau Sakai 70 
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1 2 3 4 (5 6 
Anak Dalam 


5. Jambi Saiku Bangko 80 
Tanjung Jabung Muara Sabak Anak Dalam 50 
6. South Sumatra Musi Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam “65 
1 Musi Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam 50 
7. Bengkulu South Bengkulu Pino Talang 50 
8. Central Kalimantan Kapuas Kapuas Tengah Dayak Kapuas 100 
Kota Waringin Timur Kotabesi Dayak Kapuas 85 
9. South Kalimantan Hulu Sungai Selatan Batang Alai Selatan Dayak Bukit 60 
Tabalong Muara Uya Dayak Bukit 60 
10. EastKalimantan Kutai Long Iran Dayak Sajau 90 
11. North Sulawesi Gorontalo Paguyaman Gorontalo 120 
12. Central Sulawesi Donggala Ampi Babo Tajo 100 
Luwuk Banggai Pagimanag Loinang 100 
13. South Sulawesi Mamuju Pasangkayu Bungu 100 
Polmas Polewali Kobo 80 
14. Southeast Sulawesi Muna Kabawo Mone 90 
15. Maluku Nort Maluku Kao Tuguis 100 
North Maluku Wasilo Tugulino 110 
16. WestNusa Tenggara Sumbawa Plampang Senawa 110 
17. East Nusa Tenggara East Flores - Tanjung Bungan Malit Maran 100 
East Flores Tanjung Bungan Kelen 70 
18. IrianJaya Fak-fak East Mimika Mimika 
i Manokwari Warmane Mingk 
Jaya Wijaya Wamena Dhani 325 
Jaya Wijaya Kurulu Kiwika 
Jaya Wijaya Liwirok Alun 
Yapan Waropen Waropen Atas Domisa 


Total 2.750 


B. Aid (Assistance) Program and Social Care 


community who for various reasons are being neglected or can- 
riot perform their social function properly. Through care inside as 
well as outside of the institute efforts are made to accommodate, 
treat as well as guide. The objective is for them to regain self- 
confidence and to obtain a practical skill to work with according to 
their talent and ability. In this program, various activities have 
been implemented, such as: 


1. Assistance and Care of Neglected Children 

This program has already started, in stages, since the begin- 
ning of Pelita I. Not much activity took place then, because 
the program was stressed at development and rehabilitation. 
Nevertheless, the results were encouraging. As an illustrattion, 
at the end of Pelita I, the Government has built 298 Social 
Welfare Institutions. 

In Pelita Il, the number increased to 471. 

Activities of establishing Social Welfare Institutes conti- 
nued until the implementation of Pelita III. As was the case 
with Pelita Il, during the period of Pelita III, the Government 
pontinued giving guidance as well as training of skill, apart 
from giving aid by way of a packet with material and equip- 
ment. Until the end of Pelita Ill care was given to neglected 
children outside of the institute. 

Afterwards, to assist in improving the service organized by 
the community as welt as the regional government, assistance 
was channelled in the form of dormitory equipment and edu- 
cational equipment for 136 Social Welfare Institutes. Inclu- 
ded in this aid was nutrition improvement of the cared child 
and in this connection was channelled food as well as pac 
ket for livestock activities. As the Institute's service very much 


depend on the results of its personnel performance, ef 
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in orderto increase the quality of service. 


. Assistance and Care for the aged People 


This program is especially for the aged people to obtain 
care and guidance in the social welfare institutes. In this res- 
pects efforts have been done to establish or to expand the so- 
cial welfare institutes, both at the provincial level as well as at 
the regency (kabupaten) level, complete with its facilities and 
equipment. : 

In view of the fact that part of the members of the communi- 
ty consists of aged people whose physical condition is suffi- 
Ciently strong to continue working, but their social economic 
condition does not permit them to meet the daily needs, for 
those service is given outside the institute. 

As it was with the previous Pelita's, the main activity in Peli- 
ta Ill was conducting guidance and skill training according to 
ability. An assisting packet of working equipment was also 
given with the aim of becoming a capital for their private busi- 
ness. 


In 1978/1979, assistance/care given to the aged people 
outside the institute totalled 6.900. 

To assist increasing the ability, both the private sector and 
the Regional Government on joining the handling of caring 
the aged people, assistance was given in the form of rehabili- 
tation/expansion of four private social welfare institutes and 
assist with one unit of an Institute's equipment as well as ma- 
terial and production equipment for 6 social welfare institutes. 


3. Aid Care for the Unsociable 


Care for the Unsociable is mainly in the form social rehabili- 


tation activities aimed at vagrants and beggars, prostitutes, 
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victims of drugs abuse (narcotics) as well as delinguency and 
former convicts. 


During their stay at the rehabilitation institute they receive 
guidance and work training within the scope of regaining self- 
respect and conviction to work in the community according to 
the existing standards (norms). Various activities have been 
carried out such as: 


a. Assistance and Care for the Vagrants and Beggars. 


Care which is directed at vagrants and beggars among 
others consists of giving mental and social guidance as well 
as training skill for practical work. With the eguipment packet 
assistance, an effort was made to channel them to work oppor- 
tunity which is according to their talent and their special in- 
terest at the agricutural sector. 

In supporting the above mentioned aim, care institutes 
have been built/expanded complete with its facilities. After 
completion of guidance and skill training, they are channelled 
to transmigration projects. 

To implement those efforts, during Pelita II were built reha- 
bilitation institutes (centers) in Jakarta, Semarang, Bandung, 
Yogyakarta, East Java, Lampung, Palembang, and Pontia- 
nak. As a whole the number of vagrants/beggars during Peli- 
ta Il totalled 9.875 family heads (KK). 

When entering Pelita 111, the program was continued іп a 
more stable way. The results, in 1982/1983 some 1.285 fami- 
ly heads could be channelled through the transmigration pro- 
gram and some 205 family heads through local care. Espe- 
cially with regard to local care, each family head received as- 
sistarice such as a simple house, agricultural land as well as 
material to meet the daily requirements. Specifically for those 
who are not yet able to meet their daily needs from their agri- 
cultural produce. 

Those who wished to return to their village of origin, some 
1.240 family heads were channelled by way of self-activity 
(swakarya) with the assistance of a material packet and work 
equipment as main capital for starting a business (enterpre- 
neurship). They were also given an incentive such as building 
material with the expectation to be utilized in pioneering the 
provision of own housing. 


b. Assistance and Care for Prostitutes 


Care for this group is an effort of arousing awareness in the 
individual of the prostitute toward proper standards of life. 
Generally, the policy pursued by the Government until now 
has been a moral approach and guidance. As a group they 
are being educated and guided in a rehabilitation center. 
During the period at the center they received practical skill 
according to their talent and ability. 

To support the above effort, during Pelita II, the Govern- 
ment has built 4 rehabilitation centers. While the number of 
prostitutes accommodated during that period reached 8.793, 
of which 4.368 had been channelled. Similar activities conti- 
nued until the implementation of Pelita Ill. The result have 
been encouraging. In 1982/1983, 8 work training halls were 
built, one hall for education, 3 offices and 8 houses for in- 
structors of the institute. Some 2.250 people were retumed to 
the community through guidance and care. 


c. Assistance and Care for Victims of Narcotics and Juvenile 
Delinquency 
Guidance to the victims is given through service at the cen- 
ter as well as outside the center. Care outside the center is 
giving guidance through visits to homes of the victims by a 
Social Worker. Especially, a trained Social Worker in the field 


of social rehabilitation. Then, for victims of advanced stage, 
tight and intensive control is given. In general, they are also 
being accommodated at special centers. 

During the period at the center they receive mental deve- 
lopment, social attitude and responsibility. Data showed that 
in 1982/1983, care could be extended to 1.000 juvenile de- 
linquents and victims af drugs abuse (narcotics) through this 
System via a center and to 600 children outside the center. 
Meanwhile, several Social Workers were trained to handle 
the care of delinquency and drugs abuse. 


d. Assistance and Care for former convicts 


Care for this group is a Government's effort within the frame- 

work of rehabilitating former convicts. Especially, those having 
problems (obstacles) in adjusting themselves to life in the 
community. 
This activity includes mental and social guidance as well as 
training in work skill. It is expected that with this guidance they 
can retum to and received properly by the community. In sup- 
porting the above activity, several centers/training work- 
shops have been established complete with equipment. So 
that until 1982/1983, care aid was given to 337 former con- 
victs. 


4. Rehabilitation of the Handicapped. 


Rehabilitation efforts for the handicapped, usually consist of 
three basic activities, i.e. social and mental guidance; skill train- 
ing and wearing prothesis. With those efforts the Government 
hoped that they regain their self-corifidence. It also means that a 
conviction and ability have grown to lead a proper life as member 
of the community. 

Arranging the service includes activities in the center as well as 

service outside the center. To improve service at the center ef- 
forts have been conducted to supply rehabilitation infrastructure, 
i.e. a Social Rehabilitation Center complete with its equipment. In 
1982/1983, 13 centers were built, 36 works rooms, 2 offices and 
12 houses for officials. 
Furthermore, to expand the scope of reaching the kabupaten (re- 
gency), in 13 regencies were built 132 Training Workshops. This 
place functions as a training area as well as work shop. Some 
20 were built in 1982/1983. And until 1982/1983 assistance 
and guidance were given to 20.000 handicapped. 


The role of the community in joining the handling of care problems 
of the handicapped are continuously developed. To social welfare 
centers/homes/instute, both private and Government owned, 
assistance was also given in the form of 20.050 sets for productive 
activities. In addition, technical aid equipment such as white 
sticks, hearing aids, Braille writing tool and wheel chair, totalling 
10.378 sets in 1982/1983. 


5. Paving the way to a Mutual Cooperation Social Welfare 
Security System. 


In line with the phases of development and the level of the com- 
munity's ability, a study was conducted to explore the posibilities 
of accumulating and utillizing sources of funds in the community. 
The study is intended for the interest of overcoming social welfare 
problems. Also, within the framework of paving the way for efforts 
protecting a group in the community/family living in very poor 
situation. Generally, it is impossible to rehabilitate them or re- 
developed and in a neglected condition. 

The objective of the activities is the community ot non-civil 
servants, also not from the armed forces and laborer beyond the 
reach of the Manpower insurance system. Because the nature is 
still in an exploratory phase, in general the activities are still 
stressed at conducting of studies. The objective is to obtain data 
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required for supporting a concept formulation on the Social 
Welfare Security based on mutual cooperation (gotong royong). 


Several studies have been conducted covering: 

a. Study on accumulating data about social institutes which tra- 
ditionally have or ever had arranged activities such as giving 
social security aid to its members. 

b. Study on characteristics of the candidate client and organize 
a Social Welfare seminar to determine priority of objectives. 

c. Study on funds available in the community, possible ways of 
obtaining those funds, accumulate and managfe to support 
the continuity of Social Welfare Security efforts by mutual 
help/cooperation. 

d. Study to draft a formulation on the procedure of implementing 
the Social Welfare Aid System and the Social Welfare Insu- 
rance System. 


6. Assistance and Social Care for Natural Disaster Victims. 


Frequently, several types of desasters create calamity. This is - 


clearly a major loss to the community, and at the same time they 
need assistance or aid. In this connection, the Government since 
Pelita I, has started paving the way for various patterns and policy 
within the framework of overcoming calamity as a result of natural 
disaster. 

In entering Pelita II, the assistance and care program continu- 
ed to developed and intensified. Especially through efforts of 
moving people from the danger areas to new resettlements. The 
aim is to give them an opportunity of a better life. During that period, 
some 8.765 family heads (KK) were moved/rehabilitated through 
a local system as well as within the scope of transmigration. 

Still in connection with this transmigration program, in Pelita III, 
moving the natural disasters victims continued. Some 3.075 
family heads were moved to transmigration areas from trans- 
migration areas from disaster-chronic areas in Java and Bali. For 
the people in disaster-chronic area outside of Java, care was 
conducted locally. They are resettled to new areas, but still in the 
Province concerned. In 1982/1983, local assistance and care 
was given to 3.100 family heads. In this new area they receive 
land and a simple housing. 


Especially for the people in areas hit by natural disaster, but the 
land (soil) as their source of income can still be utilized, then 
assistance was extended by way of incentives such as building 
material and land. The aimis for them to build a house and able to 
continue their life as usual. The number of families in this group 
was some 1.765 family heads. 

Areas prone to disaster were given assistance by the govern- 
ment, such as first aid equipment like tents, equipment for a publilc 
kitchen, mobile public kitchen, communication equipment and 
rubber boats, especially for those living close to the sea. The 
government also gave guidance/training to 150 field workers of 
the provincial level and to 60 project instructors of the regional 
level. 


7. Program for Social Welfare Research/Study 


The main objective of study/research in the social welfare 
sector is to obtain the required data for obtaining or developing a 
system and policy more appropriate with the condition as well as 
development of the present social problems. Various field studies 
have been conducted, scattered in the regions according to the 


conditions of the problem being studied. 

In 1982/1983, the following studies were conducted: 

1. Study on the Child Social Welfare problem in Indonesia (final 
stage). 

2. Study on the social welfare problem of adults and the aged 
people. 
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3. Study onobstacles and facilities of social participation for the 
youth center program. 


4. Study on the social welfare security system (continued) 

5. Evaluation study on the effectiveness of social welfare deve- 
lopment outside a social welfare institute/home/center and a 
new resttlement areas. | 

6. Study on social welfare service in social welfare organization/ 
institute/home/center. 

7. Study on social welfare activities and elements existing in the 
community within the scope of enhancing social welfare’ 
development efforts. 

8. Study on obstacles and social support for increasing the role 
of women. | 


8. Program for Education and Training of Social Personnei 
(Manpower) 

Through this program is organized education/training within the 
framework of improving knowledge of the personnel, both in the 
administrative sector as well as social service. It is hoped that 
with this training they will be more capable in performing their 
task with a quality and result that can be accounted for. In supporting 
those efforts, various educational/training facilities were built or 
expanded, so that it can continuously accommodate the ever 
increasing number of participants as well as meeting the minimum 
standard as a place for arranging an education. In 1982/1983, 
various courses were conducted, such as: 

1. School for Administrative Staff and Managers with 27 partici- 
pants. 

2. Administration School for Intermediate Level Managers, 25 
participants. 

3. Administration School for Advanced Level Managers, 60 
participants. 

4. Administration School for Base Level Managers, 147 partici- 
pants. Sosial Worker expert training, 75 participants. 


Withiri the scope of improving educational facilities in various 
regions, 3 dormitories were built, 1 room for education and 1 
room for library. 


9. Program for Improving Efficiency of Government Apparatus 
and Suppervising Development Implementation. 


This program is aimed at improving the efficiency of develop- 
ment activities since the stage of preparation until the implemen- 
tation stage. Among the various activities conducted can be 
mentioned: | 
1. Drafting and collecting data for planning which is more based 

on problems of areas which are socially sensitive so that it will 
give better support to territorjal development eftorts. 

2. Intensifying supervision and contro! in projects implementation. 

Drafting of Government Regulations. 

4. Improving the Personnel Administration through analysis of 
position/job as well as straightening of personnel administra- 
tion. 

5. Technical guidance and direction as well as evaluation of 
project implementation. 


o 


10. Program of Improving the Government's Physical Infra- 
structure. 


Trough this program efforts are carried out to complete various 
physical infrastructure which is very much required in supporting 
development activities in the social welfare sector. In 1982/1983 
were built 2 Territorial offices, 10 offices for the regency (kabupaten) 
level and several houses for officials. 


Mensos RI, Ny Nani Soedarsono SH di 
tengah-tengah pembinaan masyarakat 
terasing di Kabupaten Jayawijaya. Men 
teri selalu datang langsung ke tempat 
dan berdialog dengan suku anak dalam 
tersebut. 


Madame Nani Soedarsono among the isolated people in | 
Irian Jaya. She freguently made on-the-spot observation r nla LS „2 
and chatted with the people. Ff ; 


“ 


Mensos RI, Ny Nani 
Soedarsono SH 
yang dikenal seba- 
gai pejabat Tinggi 
yang tak menolak 
berbagai kegiatan 
yang bersifat sosial, 
"kemana sajapun 
beliau siap melak- 
sanakan tugas pri- 
kemanusiaan”. Da- 
lam foto digambar- 
kan kegiatan Men- 
sos ke berbagai pe- 
losok tanah air. 


Minister of Social Af- 
fairs Madame Soe: 
darsono has been 
well-known as social 
activist. She always 
involves herself in 
many activities 
throughout Indo- 
nesia. 


Proyek Pembinaan Kesejahteraan Suku Terasing dilaksanakan 
di berbagai tempat di Indonesia. Mereka disantuni oleh Depar- 
temen Sosial, bahkan diberi tempat tinggal yang layak. Tujuan- 
nya adalah untuk merobah cara hidup suku terasing atau suku 
anak dalam agar tidak nomaden lagi. Kebiasaan berpindah tem- 
pat\tinggal menimbul kan preseden lain yang sangat merugikan, 
sehingga mereka tertinggal dari lajunya perkembangan pem- 
bangunan nasional. 


Projects for welfare improvements of isolated tribes have been 
conducted in some regions throughout Indonesia. The Depart- 
ment of Social Affairs assists them by supplying foods and even 
housing, pursuing to change their nomadic life-style which is 
harmful and causes many negative effects. 


Warga masyarakat yang kurang mampu di daerah pedesaan, 


mendapat perhatian Depsos secara langsung. Rumah-rumah 
Orang Jompo ditanggulangi. Kesehatan mereka dijaga, dengan 
cara kontrol kesehatan secara rutin. Dan pemberian makanan 
yang cukup gizi dan vitamin terus ditingkatkan. 


The Department of Social Affairs also pays direct heeds to un- 
fortunate members of the communities. The old age institutions 
are properly managed in conformity with the civilized humani- 
tarian concept. Care is also given for their health and foods. 


Bencana alam seperti 
ini langsung mendapat 
perhatian dari Departe- 
men Sosial. Santunan 
atau bantuan darimana 
pun datangnya yang ke- 
betulan dikoordinasikan 
melalui Depsos, segera 
disampaikan ke tangan 
yang berhak. 


The Department of So- 
cial Affairs always gives 
direct care for such vic- 
tims of natural disasters. 
Every assistance or aid 
contributed by indivi- 
duals or organisations 
which are coordinated 
by the Department of 
Social Affairs will be 
handed over as soon as 
possible to the people 
who need it. 


Menteri Sosial RI. Ny Nani Soedarsono SH. 
kerap terlihat berada di tengah-tengah ma- 
syarakat yang sedang dilanda malapetaka. 
Panggilan keibuannya yang besar disamping 
tanggung jawabnya dibidang sosial. ber- 
akibat dia acap turut menangis bersama ma- 
syarakat yang ditimpa musibah. Kendatipun 
sifat keibuan Menteri Sosial sangat menon- 
joi. namun dalam menjalankan tugas. beliau 
tetap tegas. 


Minister of Social Affairs, 
Madame Nani Soedarsono 
LLM, was freguently seen in 
amids disaster-stricken peo- 
ple. She is either a very mo- 
therly or tough women. She 
would cry for the suffering 
of the people but she would 
also take a firm action in car- 
rying out her job. 


V JAWA , 


Tahun Internasional Para Cacat yang jatuh pada tahun 1981, dirayakan dengan 
berbagai peragaan. Gambar pada halaman ini menunjukkan, bahwa cacat tubuh 
bukanlah halangan bagi mereka dibantu untuk memiliki kepandaian, 
pengetahuan dan kecakapan di berbagai bidang, termasuk bidang kesenian. 
Untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat cacat tubuh ini, Pemerintah senan- 
tiasa turun tangan. Dan Pemerintah mengharapkan, setelah dibantu dan dibim- 


bing mereka harus mampu menanggulangi kehidupannya secara mandiri di masa 
mendatang. 


In 1981, the International year of the handicapped, people celebrated the " Handi- 
capped Day” with various displays. During the New Order Government, assis- 
tances have been more orderly and effectively distributed. 
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For those who аге suffering physical defects, encouragements 
have ben given, hoping they will not be pessimistic to face their 
future. So, they are trained through various courses in order to 
make them have the abilities and skills to live by themsolves. 


2 
"Mereka yang cacat fisik diarahkan agar tidak ragu-ragu meng- 
| i hari esok. Dengan berbagai cara mereka dilatih hingga 

puan untuk hidup selayaknya, seperti orang tak ca- 
cat. Dalam hal ini Mensos Ny Nani Soedarsono SH langsung ber- 
cengkerama dengan para cacat tubuh. 
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Berbagai kegiatan sosial ditujukan pula kepada masyarakat yang ada kelainan, seperti 
wanita yang melacurkan diri dan kaum waria (wanita pria = wadam). Perhatian 
Pemerintah kepada kelompok masyarakat ini, segala upaya dilakukan untuk menolong 
dan meringankan penderitaannya. Mereka yang melacurkan diri ini dibimbing kem- 
bali kekehidupan yang wajar. Dan sebelum dikembalikan ke tengah-tengah 
masyarakat, mereka terlebih dahulu dibekali dengan berbagai ketrampilan, agar mam- 
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pu hidup mandiri dikemudian hari. Begitupun kepada kaum waria, Pemerintah juga 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh tambahan pengetahuan 
dan ketrampilan, sebagai bekalnya dalam merintis karir di berbagai bidang. seperti 
bidang kecantikan dan lain-lainnya. 


Various efforts have also 
been done to the commun 
ty members who have /ost 
their moral principles. for ex- 
ample those who make 8 


living as prostitutes. Before I" 
returning to their normal * 
lives, they will be trained to bi 
cultivate various skills 


Attention is also given to 
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homosexuals activities { 
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Dalam usaha memasarkan hasil kerajinan tangannya, mereka 
dibantu dan memperoleh petunjuk dari Tenaga Ahli Departemen 
Sosial. Keterlibatan Depsos dalam hal ini, adalah dalam rangka 
keikutsertaan Pemerintah meningkatkan gairah kerja dan pen- 
dapatan masyarakat yang cacat tubuh. 


In order to encourage further activities, the Departmen of Social 
Affair always send them its experts to give guidances on the 
marketing of their products. It is, indeed, in line with their am- 
bitions to have a proper life. 
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Para pengasuh dan 
pembimbing anak- 
anak cacat tubuh ini 
betul-betul meru- 
pakan manusia 
Indonesia yang me- 
miliki rasa sabar 
yang tinggi. Dengan 
penuh perhatian dan 
kasih sayang mere- 
ka mendidik anak- 
anak cacat ini de- 
ngan berbagai ke- 
pandaian. 


Instructors, who 
should have an extra 
patience, teach care- 
fully and patiently 
the physically-defect 
people on various 
knowledges and 
skills in accordance 
with their respective 
interest. 
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Jika mereka sudah menguasai bidang pekerjaan tertentu, maka 
takada bidang pekerjaan yang tertutup bagi para cacat. Untuk 


itu E Some jobs are workable for the physically-defect people. If they 
‚ рага pembimbing secara terus menerus mendidik mereka. 


have chosen what kind of job, then instructors will teach them 


| “roman untuk trampil dalam bidang mengurut, dibim- how to work on; for example how to be a skillful masseurs. 
oleh para ahli dibidang tersebut, dan begitu pula untuk bi- 
dang pekerjaan lainya. 
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1 PENDAHULUAN 


Kebijaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi diarahkan kepada pengembangan kemampuan 
nasional,dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlu- 
kan dalam pembangunan, sesuai dengan kebutuhan serta 
prioritas pembangunan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat : 


memberikan kesempatan kerja yang banyak, meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja, menggunakan sebanyak mungkin 
alat-alat hasil produksi dalam negeri dan mampu dipelihara 
sendiri, mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan 
mempertinggi ketrampilan untuk menggunakan teknologi yang 
lebih maju. 


Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, di dalam 
Garis garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. IV/MPR/1978) 
ditetapkan pula arah kebijaksanaan pengembangan Penelitian, 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,sebagai berikut : 


a. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu yang penting 
tetapi kurang peminatnya,perlu mendapat perhatian khusus. 

b. Dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan hasil- 
hasil penelitian bagi pembangunan, perlu diciptakan iklim 
yang menggairahkan kegiatan penelitian dan pengembang- 
an, 

c. Lembaga-lembaga penelitian ditingkatkan daya gunanya 
sesuai dengan prioritas pembangunan,sedang di samping 
itu ditingkatkan pula sistem informasi mengenai kegiatan 
dan hasil penelitian. 


d. Dalam pembinaan ilmu pengetahuan perlu diciptakan iklim 
yang menjamin pertumbuhan dan objektivitas ilmu 
pengetahuan yang diarahkan untuk kepentingan nasional. 
Dalam hubungan ini, perlu ditingkatkan kemampuan 
Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga Penelitian, Organisasi 
dan kegiatan cendikiawan serta diciptakan sistem 
penghargaan pada karyawan ilmiah yang dapat memper- 
tinggi martabat bangsa, 


e. Dalam mendorong kegiatan pembangunan diusahakan 
pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang tepat 
guna,dengan meneliti secara seksama teknologi yang akan 
dipilih yang dapat menunjang peningkatan produksi, 
perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. 


Berdasarkan arah kebijaksanaan yang digariskan dalam 
GBHN itu, yang merupakan Pola Dasar Strategi Nasional di bi- 
dang Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, digariskan Pola 
Dasar Kebijaksanaan Nasional di bidang Riset dan Teknologi. 


Program-program Utama Nasional Ristek (disingkat Punas 
Ristek), terdiri atas Punas Ristek di bidang : Kebutuhan Dasar 
Manusia, Sumber Alam dan Energi, Industrialisasi, Pertahanan 
dan Keamanan serta Sosial, Ekonomi, Falsafah, Budaya Hukum dan 
Perundang-undangan. Punas-punas Ristek ini berkaitan erat 
dengan dimensi alam dan lingkungan hidup. 


Dalam hubungan ini untuk setiap Punas Ristek diadakan 
penggolongan program-program yang berkaitan erat dengan 
dimensi darat, laut dan udara serta dengan lingkungan hidup. 


Secara keseluruhan maka Punas-punas Ristek merupakan 
Matriks Nasional Ristek, demikian pula setiap Punas Ristek 
dapat berbentuk sebagai suatu matriks. 


Mengingat pentingnya arti Punas Ristek sebagai dasar bagi 
kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan teknologi di 
Indonesia, maka secara terus-menerus dilakukan апаііѕа/ 
evaluasi Punas Ristek, dan apabila diperlukan diadakan 
perumusan kembali dengan memperhatikan perkembangan 
situasi dan kondisi serta kontinuitas program-program. Untuk 
hal itu, maka sejak tahun 1978 dibentuk Team Perumus dan 
Evaluasi Program-program Utama Nasional Ristek (disingkat 
Pepunas Ristek), yang berkedudukan langsung dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Negara Ristek. 


Pelaksanaan Program-program Utama Nasional Ristek,di- 
dukung dengan Program-program Nasional Ristek lainnya 
sebagai sarana pelengkap, yaitu : 

Peningkatan jumlah dan mutu Tenaga Peneliti dan Teknisi, 
Peningkatan prasarana, sarana dan dana Ristek, 
Peningkatan kelancaran Sistem Informasi Ristek, 
Peningkatan hubungan dan kerjasama Ristek antar lembaga. 
di dalam negeri dengan luar negeri. 

e. Peningkatan pemasyarakatan kegiatan Ristek. 


Program-program Utama Nasional Ristek, tatanan 
kelembagaan Ristek, mekanisme dan koordinasi Ristek dan 
Program-program Nasional pelengkap lainnya yang mulai di- 
laksanakan sejak tahun pertama PELITA-IIl akan terus dikaji 
dan disempurnakan setiap tahun dalam PELITA III, bahkan akan 
terus diteruskan dalam PELITA selanjutnya. 
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KEBIJAKSANAN POKOK 


A. PRIORITAS DAN ARAH PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI 


Sasaran-sasaran Punas Ristek ditetapkan berdasarkan 
prioritas pembangunan dan dengan mempertimbangkan ke- 
mampuan nasional di bidang Ristek, yang antara lain meliputi, 
kemampuan lembaga-lembaga pelaksana Ristek di Indonesia, 
tenaga peneliti dan teknisi, serta prasarana dan dana Ristek. 


Untuk itu prioritas diarahkan pada lima hal : 


a. 
Manusia, terutama diarahkan untuk menunjang usaha 


peningkatan daya mampu fisik dan mental manusia Indo- 
nesia,dengan melalui usaha mencukupi kebutuhan pangan, 
sandang, kesehatan, pemukiman dan pendidikan. Penelitian 
dan pengembangan Teknologi dititik beratkan pada masalah 
pangan, kesehatan dan pendidikan tanpa mengabaikan 


masalah-masalah lainnya. 


b. Program UtamaNasional Ristek di bidang Sumber Alam dan 
Energi, diarahkan untuk dapat menunjang usaha 
pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sumber alam 
dan energi untuk pembangunan nasional. Hal ini meliputi 
penelitian dan pengembangan teknologi yang bersangkutan 
dengan masalah sumber alam hayati, non hayati, mineral, 
energi konvensional dan non-konvensional, serta masalah 


bencana alam. 


Program Utama Nasional Ristek di bidang Kebutuhan Dasar 


c. Program Utama Nasional Ristek di bidang Industrialisasi di- 
arahkan untuk menunjang usaha pengembangan nilai 
tambah produk, peningkatan kemampuan tenaga manusia, 
usaha alih teknologi, kerjasama antar industri, bahan baku 
dan bahan jadi, mesin-mesin untuk produksi, industri jasa 
dan iklim industri yang sehat di Indonesia. Orientasi lebih 
diarahkan kepada industri padat karya, menggunakan 
bahan-bahan dalam negeri dan meningkatkan neraca pem- 
bayaran. Dalam hubungan ini, perlu disempurnakan sistem 
standarisasi uji konstruksi. 

d. Program Utama Nasional Ristek di Indonesia di bidang - 
Pertahanan dan Keamanan. diarahkan untuk menunjang 
usaha meningkatkan kemampuan Hankamnas, terutama 
kemampuan daya tangkai pada dewasa ini dan masa men- 
datang. Penelitian dan pengembangan teknologi di bidang 
ini bersangkutan dengan masalah doktrin dan metoda, 
sistem senjata, sistem surveillance nasional, sumber daya 
manusia, materiil, fasilitas/prasarana dan masalah 
lingkungan. 

e. Program Utama Nasional Ristek di bidang Sosial, Ekonomi, 
Falsafah, Budaya, Hukum dan Perundang-undangan,diarah: 
kan untuk menunjang usaha pembangunan nasional di 
bidang-bidang tersebut. Kegiatan penelitian ditingkatkan 
yang hasil-hasilnya merupakan masukan bagi Pemerintah, 
Perguruan Tinggi dan bagi Lembaga-lembaga Swasta. 


PENGEMBANGAN TENAGA, 
SARANA PRASARANA RISET DAN TEKNOLOGI 


Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana Riset dan 
Teknologi merupakan Program-program Nasional Ristek yang 
Sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan 
nasional Ristek untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan 


nasional dan Program-program Utama Nasional Ristek seperti 
: (a) Pengembangan Tenaga Ristek, (b) Pengembangan sarana 


dan prasarana Ristek. 


C. 
KERJASAMA RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN LUAR NEGERI 


Dalam rangka usaha untuk meningkatkan kemampuan 
nasional di bidang riset dan teknologi, khususnya teknologi 
untuk mendukung dan mempercepat pembangunan industri 
dan ekonomi nasional, maka kerjasama Ristek antara К.І. 


dengan beberapa negara tertentu perlu ditingkatkan. Program: 
program kerjasama Ristek dengan luar negeri itu harus 
merupakan program Ristek nasional, yang mendukung 
pelaksanaan Program-program Utama Nasional Ristek. 


ш. 
PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM 


Pengembangan Riset dan Teknologi dilaksanakan dalam 
koordinasi antar lembaga penelitian di departemen maupun non 
departemen. Dalam rangka ini, sarana dan prasarana 
pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta penelitian, 
terus ditingkatkan. Penambahan jumlah dan perbaikan mutu 
penelitian/ilmuan diutamakan dengan memanfaatkan lembaga 
pendidikan dan penelitian. Baik di luar negeri maupun berbagai 
bidang ilmu pengetahuan,terutama yang menyangkut bidang 
ilmu pengetahuan eksakta maupun sosial budaya. 


Pengiriman tenaga peneliti ke luar negeri juga telah di- 
lakukan untuk bidang-bidang spesialisasi,seperti pemanfaatan 
limbah biogas, nuklir, proketan serta bidang penginderaan jauh 
dan kelautan. Perkembangan jumlah tenaga peneliti sejak 
tahun 1978/79 hingga tahun 1983/84 dapat diikuti dalam tabel 


berikut Tabel : 1, 2 dan 3. 
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Demikian pula telah dibangun berbagai sarana berupa 
laboratoria elektornika dan instrumentasi seluas 1.700 m2, 
gedung Pusat Dokumentasi Informasi Nasional dan gedung 
Sumber Genetika/LIPI. 


Fasilitas penelitian nuklir terus dikembangkan dan telah di- 
selesaikan pembangunan laboratorium efek radiasi biologik, 
laboratoria instrumentasi, radio kimia, pengolahan sampah 
nuklir, laboratorium penelitian industri, laboratorium penelitian 
tanah dan nutrasi, laboratorium metalurgi nuklir, laboratorium 
teknologi radiasi, standarisasi dan pengolahan bahan nuklir. 


Pembangunan Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Penge- 
tahuan dan Teknologi PUSPIPTEK di Serpong juga telah men- 
Capai tahap penyelesaian Laboratorium Uji Konstruksi (LUK), 


laboratorium Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (KIM), serta 
penyelesaian beberapa bahan reaktor dan pengolahan limbah 
radio aktif. 


Dalam bidang penerbangan dan antariksa sarana 
laboratorium mencakup berbagai fasilitas, seperti untuk 
"pengolahan data teledeteksi laboratorium bahan bakar dan gudang 
bahan bakar roket padat laboratorium pengontrol uji statik 
roket balai makmal riset dirgantara, ataupun bumi satelit cuaca 
geostasioner resolusi tinggi dan stasiun ionosonda di 
Pameungpeuk dan Biak. 


Kerjasama di bidang riset dan teknologi juga terus di- 
kembangkan. Tujuannya adalah dalam rangka usaha 
meningkatkan kemampuan nasional dalam bidang industri. Di 
samping kerjasama dengan negara-negara industri, diadakan 
pula kerjasama dengan negara berkembang,terutama negara- 
negara ASEAN. 


Selain itu, dalam bidang riset dan teknologi, penyebaran 
informasi tentang kegiatan-kegitannya sangat penting. Guna 
memenuhi kebutuhan informasi,berbagai instansi telah mulai 
dilengkapi dengan perpustakaan. 


TABEL 1 
PENDIDIKAN TENAGA PENELITI LIPI, LAPAN, 
BATAN, BAKOSURTANAL DAN BPPT 


DI LUAR NEGERI 
1978/79 — 1982/83 
(orang) 
Jenis Pendidikan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Program Doktor 9 9 9 15 12 
2. Magister ` 6 11 15 14 12 
3. Pasca Sarjana 7 9 - 5 3 
4. Kursus-kursus 
berbagai disiplin 72 60 48 110 113 
Jumlah : 94 89 72 144 140 
TABEL 2 
PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI PENELITI 
BERBAGAI INSTANSI, 
1978/79 — 1982/83 
(orang) 
ЕЕЕ aaa 

Jenjang Peneliti 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

1. Ahli Peneliti 45 51 61 62 62 

2. Peneliti 84 87 90 103 111 

3. Ajun Peneliti 181 211 236 272 >- 281 

4. Asisten Peneliti 430 557 656 630”) 632 

Jumlah : 740 946 1.043 1.067 1.086 


*) Angka menurun sebab yang bersangkutan pindah pekerjaan 


ү TABEL З 
PENDIDIKAN TENAGA PENELITI LIPI, LAPAN 
BATAN, BAKOSURTANAL DAN BPPT 
DI DALAM NEGERI 
1978/79 — 1982/83 


Jenis Pendidikan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

1. Program doktor 19 30 36 36 34 
2. Magister . 43 9 19 17 20 
3. Pasca Sarjana 45 — 1 1 82 
4. Pendidikan Sarjana 114 220 214 227 241 
5. Kursus berbagai disiplin 619 1.510 1.510 794 1.083 
6. Pendidikan Pemetaan 85 61 63 68 62 
Jumlah : 925 1.830. 1.843 1.143 1.522 
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+ BA Exod. ET: 


A. 


PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL RISTEK DI BIDANG 
KEBUTUHAN DASAR MANUSIA 


Program-program Utafna Nasional Ristek di bidang Kebu- 


Indonesia melalui usaha pemenuhan kebutuhan dasar yang 


tuhan Dasar Manusia, merupakan program penelitian dan berupa pangan, sandang, kesehatan, pemukiman dan 
pengembangan teknologi yang diarahkan untuk menunjang pendidikan. 


usaha peningkatan kemampuan fisik dan mental manusia. 


1. Ristek di bidang Pangan 


Penelitian tanaman pangan untuk mendapatkan paket 
teknologi pada jenis tanaman serealia (padi, jagung, sorghum, 
gandum), dimana padi merupakan satu-satunya serealia yang 
telah ditangani secara baik. Dalam hubungannya dengan hal 
ini,telah ditemukan berbagai jenis benih unggul yang mampu 
berproduksi tinggi, tahan terhadap hama, tanggap terhadap 
pemupukan dan berumur pendek. Pada Pelita ! telah ditemukan 
padi unggul, Pelita 1/1 dan Pelita 1/2. Penelitian dan 
pengembangan padi pasang surut dan padi gogo ditingkatkan, 
karena padi semacam ini penting penanamannya untuk 
pengembangan daerah pertanian lahan di luar Jawa. Dari 
penelitian perakarantanaman, didapatkan bahwa varitas padi 
gogo ARC-10372 dan BPI-76 memiliki derajat ketahanan kering 
yang sangat baik. Demikian pula varitas padi gogo NORIN-21, 
MI-48 dan OS4 dapat tahan kering, karena perakarannya tebal 
dan panjang. 

Sekitar 2,2 juta hektar dari 350 juta hektar daerah pasang 
surut atau rawa yang potensial ditanami padi. Akan tetapi baru 
350.000 hektar yang sudah dimanfaatkan. 


Demi perwujudan peningkatan hasil padi, telah berhasil di- 
lepasVUTW baru yaitu Cisadane untuk daerah dataran rendah 
dan jenis Semeru untuk dataran tinggi. Dalam bidang 
hortikultura penelitian telah menghasilkan varitas-varitas tomat 
unggul baru,bernama Intan (tomat AVRDC L 33) dan Ratna 


(VC 11-1). Varitas Intan dan Ratna selain unggul, mencapai 


jumlah produksi 31-45 buah per pohon. 


Penelitian padi mengutamakan varitas baru yang memiliki 
potensi produksi yang tinggi, serta sifat-sifat yang menunjang 
untuk pemecahan masalah yang disebabkan oleh perubahan 
cara bercocok tanam dan serangan hama. Usaha untuk 
memenuhi sifat-sifat varitas yang diinginkan dilakukan dalam 
perbaikan varitas terpadu yang dikenal dengan GEU 
(Germplasm Evaluation and Utilization). Varitas padi unggul 
yang tidak memiliki ketahanan terhadap wereng seperti Pelita 
/1 dan PB 5 telah digeser oleh varitas padi unggul tahan wereng 
(VUTWIseperti IR 26 dan IR 30. Dengan tersebarnya wereng 
coklat,kedua varitas ini telah digeser oleh varitas biotip baru 
seperti IR 32, IR 36, IR 42 yang tahan wereng coklat. Varitas 
IR 36 yang memiliki potensi produksi tinggi, tahun 1980 telah 
menempati sekitar 6096 dari seluruh areal yang ditanami 
dengan varitas^unggul. Disamping itu telah pula berhasil di- 
kembangkan beberapa varitas unggul tahan wereng lainnya 
seperti jenis-jenis Asahan, Brantas, Citarum, Serayu, Cisadane, 
Semeru, Cimandiri, Barito dan Cipunagara. 


Disamping itu,dalam bulan September 1981 telah pula 
dilepas tiga varitas yang dikenal sebagai PB 50 untuk IR 50, 
PB 52 untuk IR 52 dan PB 54 untuk IR 54. Ketiga varitas itu 
cukup tahan terhadap penyakit virus Tungro di dataran rendah. 
Selain itu telah dilepas pula varitas Gata dan Gati untuk lahan 
kering, varitas Adil dan Makmur, Gemar, Semeru dan Batang 
Agam untuk dataran tinggi, sedang varitas IP 42 dan Barito 


untuk daerah pasang surut. 


Koleksi varitas jagung nasional sampai sekarang ini sekitar 
14 dan sejak tahun 1976 telah dilepas 3 varitas unggul yaitu 
Arjuna, Bromo dan Harapan Baru (H6) 
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H6 adalah hasil silangan antara varitas Harapan dan 
DMR-5. Sedangkan Arjuna dan Bromo temyata berumur lebih pendek 
dibandingkan dengan varitas Harapan dan H6. Dari penelitian 
penggunaan pupuk, didapatkan bahwa jagung memberikan 
respon yang baik terhadap N dan P, dan varitas Bogor 
Komposis-2, DMR-5 dan H6 dengan N dan P memberikan hasil 
yang tinggi untuk daerah-daerah dengan tanah sifat pH rendah. 
Tanaman jagung memberikan hasil baik dengan pemupukan asam 


fosfat dan pengkapuran. 


Penelitian jenis palawija lainnya berhasil didapatkan 
varitas-varitas unggul ubi jalar, ketela pohon, kacang hijau dan 
kedelai Varitas kedelai unggul, yaitu varitas ORBA menunjuk- 
kan hasil yang lebih banyak dan umur lebih pendek (85 hari) 


Penelitian tanaman hortikultura diarahkan untuk 
memperoleh paket teknologi tepat guna yang dapat diterapkan 
oleh petani dataran tinggi dan dataran rendah,termasuk areal 
lahan baru. Penelitian hortikultura menghasilkan varitas unggul 
dari tomat, kentang, kubis dan buah-buahan. Varitas unggul 
tomat AV-33, Intan dan varitas Ratna tahan terhadap bakteri 
dan memiliki toleransi terhadap panas. 


Varitas unggul kentang jenis Rapan 106, Thung 151 C dan 
Cipanas, merupakan silangan yang dikembangkan dan dibukti- 
kan di Indonesia. Varitas introduksi yang unggul, adalah 
Cosima, Segucia, Donata, Draga dan Desiree yang untuk pem- 
baharuannya memerlukan bibit dasar dari luar negeri tiap 
З tahun sekali. Untuk menanggulangi masalah bibit ini, telah 
dimulai program pembibitan kentang varitas-varitas unggul 
secara lebih intensif,untuk memenuhi kebutuhan pertanaman 
seluas 20.000 ha di Indonesia. Pembudidayaan bibit yang 
bebas penyakit dengan stek batang telah berhasil dan sedang 
diteliti penerapan teknik kultur jaringan dan penanaman biji 


kentang. 


Jenis palawija yang telah dilepas pada tahun 1981, ialah 
varitas unggul jagung, ubi jalar, kacang hijau, dan kedelai. Jenis 
jagung unggul baru yang dilepas dan diberi nama Parikesit 
mempunyai potensi hasil 4,5-5,0 ton/ha pipilan kering. 


Pada komoditi kelapa sawit telah dihasilkan hibrida Dura 
Dumpy X Pisifera, dengan kemampuan produksi 3096 di atas 
varitas yang dikenal terdahulu. Pada kopi dikembangkan klon 
unggul BP 409. Pada coklat dikembangkan hibrida ICS 60 x 
SCA 6, SCA 12x ISC 60 dan DR 2 x SCA 12. Pada teh dikem- 
bangkan klon TR 2024, TRI 2025. Kura 8, Cin 143 dan SA 40. 


Di samping itu,penyakit cacar daun cengkeh yang melanda 
daerah Lampung pada tahun 1981 dapat ditanggulangi dengan 
fungsida Dithane M45 (3 gram/liter). Pada tebu ditemukan 19 
klon seri Ps yang tahan penyakit mozaik, sedang dalam bidang 
kelapa dikembangkan hibrida genjah X Nias. Pada komoditi 
tembakau telah dihasilkan varitas unggul yang resisten ter- 
hadap penyakit lanas. Pada kapas dikembangkan BTK 12 dan 
IA Compines yang cocok untuk Sulawesi Selatan. Pada 
tanaman obat-obatan diketemukan suatu varitas yang cocok 
bagi sumber bahan baku kontrasepsi oral, yaitu Costus 
speciocus dan Solanum khasianum. 


Penelitian peternakan menghasilkan pemantapan sistem 
persilangan antara sapi lokal dengan sapi potong unggul, model 


ts 
we 


pengembangan peternakan domba dan kambing, cara 
pemanfaatan produk peternakan secara efisien dan mudah’, Di 
bidang makanan ternak, dilaksanakan penelitian untuk 
meningkatkan efisiensinya. 


Penelitian perikanan ditujukan pada penyakit ikan yang di 
sebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophyla, yang dimulai 
di Jawa Barat, kemudian menjalar ke seluruh propinsi di Jawa. 
Untuk pemberantasan penyakit, dilakukan kegiatan : (a) 
identifikasi penyebab penyakit, yang dilakukan terhadap 
contoh-contoh ikan dari daerah Jakarta, Jawa Barat. Jawa Tengah 
Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, (b) epidemiologi penyakit 
ikan antara lain dengan monitoring daerah-daerah yang terkena 
wabah di Jawa Barat, dan (c) percobaan pengobatan yang 
dilakukan di laboratorium dan di lapangan, untuk mendapatkan 
obat-obatan yang efektif, murah serta efisien pemakaiannya 
Penelitian penyakit ikan telah dapat diberantas dengan tepat. 
Dalam penelitian dan usaha pemberantasan penyakit ini,telah 
diperhatikan pula kemungkinan cara penanggulangan wabah 
penyakit ikan secara lebih mendasar dan tuntas, yakni antara 
lain cara-cara imunisasi, penyediaan galur-galur ikan yang tahan 
penyakit, serta usaha-usahb jangka panjang lainnya. | 


Dalam bidang penelitian perikanan, telah ditemukan 
sumber-sumber potensi baru,seperti ikan cakalang, ikan tuna, 
dan udang. Disamping itu,telah ditingkatkan pemberantasan 
penyakit ikan dan perbaikan teknologi penanganan ikan di 
kapal-kapal serta pengenalan pukat udang. 


Penelitian penyakit hewan menghasilkan penyempurnaan 
Cara-cara penanggulangan hama dan penyakit hewan, metode 
produksi bahan hayati obat-obatan hewan, cara-cara men- 
diagnosa beberapa penyakit hewan , produksi vaksin dan 
antiserum, pengujian macam-macam obat hewan di pasaran. 


Dalam rangka peningkatan produksi pangan, telah di- 
laksanakan penelitian dengan teknik nuklir, yaitu pada (a) 
pemuliaan tanaman, (b) pemberantasan hama, (c) pemupukan 
tanaman dan nutrisi tanaman, (d) nutrisi ternak, (e) pem- 


berantasan penyakit hewan, (f) ransum makanan ternak dan 
(9) penelitian jasad renik. 


Dalam rangka usaha pengawetan bahan pangan, telah 
dilakukan penelitian daiam bidang pengolahan dan pengawetan 
bahan pangan. Hasil-hasil yang dicapai oleh penelitian,adalah 
(a) pengaruh substrat terhadap daya tahan simpan inokulum 
tempe, (b) pembakuan inokulum untuk oncom, (c) pengaruh 
peningkatan skala percobaan pada penguraian protein selama 
fermentasi kecap, (d) pengawetan tahu dengan kemasan 
kaleng, (e) pengawetan tempe dengan kemasan kaleng. 


Telah dilaksanakan upaya penelitian Bahan Makanan 
Campuran Ternak (BMCT) oleh Lembaga Kimia Nasional 
(LKN-LIPI) di Bandung dan oleh Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) di Sleman Yogyakarta Selatan. 
Penelitian tentang Bahan Makanan Non Beras untuk manusia 
sedang dilaksanakan oleh IPB di Bogor. 


Untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, di- 
lakukan penelitian mengenai tanah, Dari Penelitian kesuburan 
dan produktivitas tanah, didapatkan peta tingkat kadar hara 
(P, K, Ca, dan sebagainya), peta tanah sawah Jawa-Madura 
yang memerlukan P, indentifikasi faktor-faktor pembatasan 
produksi di daerah sentra produksi antara lain : defisiensi Zn, Cu 
Mo, toksisita Al. Fe, dan masalah drainase. Hasil screening 
tanaman leguminosa, didapatkan bahwa tanaman sebagai 
penutup tanah, antara lain, Colopogonolum, Pueraria, 
Cantrosema. Stylosanthus, Crotalaria, Kacang Tunggak dan 
Kacang Uci. 


Dalam bidang biologi Biota Laut,telah dilakukan berbagai 
penelitian,yaitu (a) ikan kuro dari perairan muara sungai Musi, 
Palembang, (b) ikan lecem dari Pulau Pari, (c) kepiting (Scyila 
Serrata) dari perairan Cilacap, (d) kerang enak (Fragum Cenedo 
C), te) kerang hati, (f) Oconthastes Planci, (g) budidaya rumput 
laut, (h) budidaya rajungan dan (i) budidaya ikan beropang. 


2. Ristek di bidang Sandang 


Penelitian dan pengembangan teknologi di bidang sandang 
telah dilakukan khususnya yang bersangkutan dengan mutu, 
jenis dan desain sandang, proses produksi serta penyediaan 
bahan baku dan bahan penolong. 


Penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkat- 
kan jumlah dan mutu produksi kapas Indonesia terus ditingkat- 
kan, sebagai usaha pemenuhan bahan baku untuk produksi 
sandang. Demikian pula mengenai pembuatan benang dan kain 
Campuran rayon-polyester. 


Dengan dimilikinya potensinya bahan mentah selulosa 
(baik hasil hutan maupun pertanian) sebagai bahan mentah 
yang dapat diperbaharui (renewable resources), maka potensi 
pengembangan industri selulosa adalah sangat besar. Guna 
menunjang pengembangan industri selulosa oleh Balai Besar 
Selulosa telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan 


pengembangan meliputi : 


1. Pengadaan bahan mentah jangka pendek maupun jangka 
panjang. 


a. Pemantapan bahan mentah serat selulosa, baik kayu 
maupun non-kayu, untuk pulp kertas maupun pulp rayon 
yang meliputi bermacam-macam species. 

b. Pemilihan species yang tepat untuk program reboisasi dan 
penghijauan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga 
penelitian Direktorat Jenderal Kehutanan. 

C. Pemanfaatan limbah penting pula, antara lain telah diselidiki 
limbah hasil penebangan di Kalimantan Timur dan Sumatera 
Selatan untuk digunakan sebagai pulp kertas. 


2. Pengembangan proses dan produk. 


Dalam rangka pengembangan proses dan produk, berbagai 
penelitian dan pengembangan telah dilakukan, baik dalam 
bidang industri pulp dan kertas maupun industri rayon. 


3. Ristek di Bidang Pemukiman 


Penelitian dan pengembangan teknologi yang ber- 
sangkutan dengan peningkatan mutu pemukiman di Indonesia 
telah ditingkatkan, antara lain meliputi : pola pemukiman, 
sistem pemilikan dan pengelolaan lahan untuk pemukiman, 
serta penelitian dan pengembangan teknologi pengadaan/ 
pembangunan rumah dan lingkungah yang sehat. Dalam 
hubungan ini termasuk penelitian dan pengembangan teknologi 
untuk mendapatkan air bersih, mencegah pencemaran 


lingkungan, pengembangan listrik masuk desa, studi 
sosiofilosofis pengembangan perumahan murah susun dan 
pengembangan rumah untuk pedesaan. 


Untuk sistem pengembangan kota telah dilakukan berbagai 
studi meliputi studi air minum, pengelolaan sampah pengelola- 
an pertumbuhan kota dan pembinaan/golongan ekonomi lemah 
di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Sistem Pengembangan Desa 
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dilaksanakan studi desa pertanian, studi desa nelayandan studi 
desa transmigrasi yang akan dilanjutkan dengan studi desa 
dgerah aliran sungai. 


Dalam pada itu telah dilaksanakan juga berbagai 
. pengkajian pengembangan wilayah antara lain pengkajian 
pengembangan wilayah berdasarkan sumberdaya alam dengan 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memilih 
dan menerapkan teknologi tepat yang sesuai dengan potensi 
dan permasalahan di daerah model dan meningkatkan 
pengetahuan dalam meneliti wilayah pesisir laut. 


Pada perkembangan pesat disektor industri konstruksi 
dewasa ini di Indonesia dengan membawa konsekuensi logis 
berkembangnya pemakaian dan produk bahan bangunan 
dengan berbagai macam jenisnya berhasil diadakan penelitian 
untuk merevisi dan penyempurnaan materi PUBI'70 (Ni-3) 
(Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia) menjadi 
PUBI'80 sebagai suatu standar teknis bahan bangunan bagi 
pegangan dan pentunjuk bagi para pelaksaria/pembengunan 
dan pemberi tugas. 


Berbagai penelitian di bidang komponen bangunan yang 
telah dilaksanakan antara lain meliputi pengembangan bahan 
bangunan daerah rawan gempa, pengembangan bahan 
bangunan lokal di daerah pantai, pengembengan bembu bahan 
bangunan di daerah pemukiman transmigrasi, dan 
pengembangan unit produksi bahan bangunan untuk kondisi 
break-even. 


Dengan mendapat bantuan peralatan produksi dari Pemerintah 
Jepang, di DPMB Bandung telah berhasil dilakukan penelitian 
“dan pengembangan: Agregat Buatan " Artificial Light Weight 
Aggregate” (ALWA) yang antara lain berguna untuk bangunan 
tingkat banyak dari bahan baku lempung (shale) dan batu 
obsidian, sehingga kebutuhan lokal dan ekspor dapat dipenuhi. 
Dibandingkan dengan agregat alam batu apung, agregat/ringan 
buatan ini mempunyai keuntungan pori-pori ALWA tertutup, 
kekuatan lebih tinggi, hasil produksi lebih seragam, lebih-tahan 
terhadap cuaca dan deposit lebih banyak. 


Dengan bantuan tenaga ahli dari Denmark pada 
tahun 1978 telah berhasil dikembangkan teknologi adukan dan 
pesangan tembok sehingga biaya pekerjaan relatip lebih rendah 
dari semestinya (dapat ditekan sekitar 1096), mutu kekuatan 
pasangan meningkat 6 kali lipat, produktivitas kerja meningkat 
2-3 kali lipat, membantu usaha perbaikan mutu bata merah/ 
batu cetak, terbuka kesempatan peningkatan hasil tukang 
tembok/pembantu tukang tembok dan peningkatan produksi 
konstruksi pasangan. 


Dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan 
Jepang pada pertengahan tahun 1980 telah berhasil diteliti 


pemanfaatan bahan sisa atau buangan dari pertanian atau 
industri untuk dijadikan Papan Semen Pulp (Pulp Cement 
Board). Bahan-bahan yang dipergunakan ialah kertas bekas atau 
guntingan sisa dari pabrik kertas, sisa guntingan tekstil, tangkai 
padi/jerami, baggase, rosela.Sebagai bahan pengisi ialah batu 
kapur, bubuk batu karang, bubuk kerak tanur besi (slag), tanah tras 
bubuk batu serpentin dan bubuk papan semen ampas 
bangunan. 


Penelitian beton telah dilaksanakan yakni pengembangan 
Barmis dan kayu sebagai bahan bangunan, telah dilakukan 
penelitian konstruksi papan partikel. 


Bambu masih merupakan sebagian dari " kebudayaan” 
bangsa Indonesia dan sejak lama dikenal sebagai salah satu 
bahan bangunan tradisional. Dari nagara-nagara tetangga rata- 
rata dipesan 400 s/d 500 stel perabot rumah tangga per bulan. 
Untuk itu telah diperkenalkan melalui penyuluhan teknik 
bangunan konstruksi bambu type anyaman bambu (anyaman 
diagonal 2 strip, anyaman tegak 2 strip, anyaman 3 strip dan 
anyaman gedek) dan type dinding bambu. 


Telah diteliti konstruksi rumah tahan api dan rumah tahan 
gempa.Berkaitan dengan masalah teknik penyehatan antara 
lain telah dilakukan penelitian cara pemusnahan serta pen- 
dayagunaan sampah dengan pangembangbiakan cacing tanah, 
penelitian dan pengembangan jalan setapak guna perbaikan 
lingkungan pemukiman dan pasar-pasar Inpres. 


Setelah melalui serangkaian proses penelitian serta uji kaji, 
dewasa ini antara lain telah dihasilkan beberapa standar/ 
pedoman yakni : 


1. Pedoman pencegahan dan perlindungan rumah pedesaan 
terhadap bahaya kebakaran. 
. Pedoman pencegahan dan perlindungan rumah pedesaan 
terhadap gempa. 
. Standar konstruksi rumah susun sederhana. 
. Pedoman standarisasi komponen rumah dalam pemugaran 
perumahan desa. 
. Standarisasi sistem penangkal petir khusus bangunan. 
. Peraturan konstruksi baja untuk gedung-gedung di 
Indonesia. 
7. Prosedur operasi standar perbaikan lingkungan, perumahan 
kota untuk kota-kota. 
8. Pengaturan rumah susun dan pemeliharaannya. 
9. Sistem pembangunan massal perumahan transmigrasi. 
10. Studi penyusunan standar MCK dan tanki septik 
11. Pedoman struktur rumah susun sederhana tahan gempa. 
12. Peraturan perencanaan tahan gempa Indonesia untuk 
gedung 1981. 
13. Buku pedoman perencanaan untuk struktur beton bertulang 
biasa dan struktur tembok bertulang untuk gedung 1981. 


ол һо N 


4. Ristek di Bidang Kesehatan 


Penelitian di bidang penyakit menular telah dilakukan untuk 
menemukan cara-cara penanggulangan yang efektif. Perhatian 
utama diberikan kepada penyakit-penyakit yang menjangkiti 
rakyat yang kurang mampu di pedesaan dan di kota, yaitu 
malaria, demam berdarah, filariasis, diare, TBC paru dan 
schistosomiasis. Mengenai penyakit, tindak penelitian di- 
lakukan terhadap penyakit hati, penyakit jantung dan kanker. 
Juga telah diteliti gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi, 
kalori dan protein, defisiensi vitamin A, amenia gizi dan gondok 
endemik. 


Di bidang kesehatan lingkungan penelitian dilakukan untuk 
mengungkapkan masalah pencemaran oleh pestisida, logam 
berat, dan air limbah industri dan rumah tangga. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengusahakan cara-cara pencegahan 
pencemaran lingkungan agar tidak mencapai taraf yang mem- 
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bahayakan kesehatan. Untuk menunjang usaha meningkatkar 
dan memperluas jangkuan pelayanan kesehatan telah dilakukan 
penelitian pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas 
usaha kesehatan sekolah, kesehatan gigi dan kesehatan jiwa, 
dan usaha perbaikan gizi keluarga serta sarana air minum dan 
jamban keluarga. Aspek yang diteliti meliputi cara peningkatan 
mutu pelayanan, pengadaan dan penggunaan tenaga, proses 
manajemen termasuk sistem informasinya dan dampaknya ter- 
hadap tingkat kesehatan penduduk. Dalam kaitan ini telah di- 
lakukan survai rumah tangga untuk mengetahui kejadian 
pengobatan dan pola penyakit untuk dibandingkan dengan 
keadaan selama PELITA II 


Disamping itu telah dilakukan penelitian mengenai 
penanggulangan masalah obat-obatan dan pemanfaatan 
potensi alam Indonesia untuk farmasi, penelitian mengenai 


mekanisme harga dan periklanan obat pengendalian efek sam- 
.pingan dari obat, standarisasi dan metode pemeriksaan obat, 
narkotika, pestisida dan obat berbahaya serta khasiat dan segi 
pengamanan Obat-obatan asli, pemeriksaan laboratorium klinik dan 
perundang-undangan mengenai obat-obatan. 


Dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian teknologi 
nuklir telah dilakukan penelitian sterilisasi dengan radiasi 
gamma pada beberapa jenis obat kedokteran seperti alat suntik 


kateter, alat kontrasepsi, sediaan farmasi salep mata, anti 
biotika, bedak bayi dan bahan jamu tradisional. Mengingat 
perkembangan penggunaaan radioisotop dalam kedokteran 
nuklir, maka pengembangan dalam membuat sediaan radiasi 
farmasi mendapat perhatian khusus. 


Sehubungan dengan pemanfaatan radioisotop dalam bidang 
kedokteran telah berhasil dibuat tracer radioisotop terbungkus 
Со-60, Cs137 аап In - 192 disamping pengobatan dengan 
sumber-sumber radiasi lainnya. 


3. Ristek di Bidang Pendidikan 


Untuk mencapai suatu sistem pendidikan nasional yang 
mantap, diadakan suatu konsep pendidikan semesta, menyeluruh 
dan terpadu. Disamping itu, demi penyempurnaan lebih lanjut 
sistem pendidikan nasional secara terus-menerus dilakukan 
kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan. Kegiatan- 
kegiatan penelitian antara lain, adalah : 


(1) Pengembangan Sistem pendidikan yang antara lain 
meliputi, pengembangan kebudayaan dan olahraga, 
pengembangan perencanaan pendidikan pengembangan 
pola ketenagaan dan metode kerja, pengembangan 
pelaksanaan sistem karier dan prestasi kerja, pamong, 
pengembangan pendidikan kedinasan, pengembangan 
sekolah kecil, pengembangan sistem diklat. 


(2) Pengembangan kurikulum dan pembinaan eksperimentasi 
sekolah-sekolah perintisan yang antara lain meliputi 
pengembangan dan pembinaan kurikulum SD, STK dan 
SLB, penelitian dan pengembangan sarana pendidikan, 
pengembangan dan pembinaan metodologi pengajaran 
serta monitoring dan evaluasi. 


(3) Pengembangan teknologi komunikasi pendidikan dan 
kebudayaan yang antara lain meliputi kegiatan penataran 
tenaga ahli di bidang teknologi komunikasi pendidikan, 
penelitian, penilaian dan pengembangan sistem pengajaran, 
pengembangan dan perintisan SMP terbuka dan pembinaan 
sanggar TKPK. 


(4) Pengembangan sistem informasi pengelolaan pendio:kan 
dan kebudayaan yang antara lain meliputi kegiatan 
pengembangan sistem pengorganisasian data, analisa dan 
sintesa data, serta penyusunan konsepsi dan 
pengembangan sistem penyimpanan dan penggunaan data. 


Penelitian pendidikan diarahkan untuk memperoleh bahan 
pertimbangan untuk perencanaan pendidikan pada tingkat 
pusat maupun dalam pengembangan sistem pendidikan 
nasional. 


(5) Tindak lanjut kegiatan-kegiatan hasil perumusan Komisi 
Pembaharuan Pendidikan Nasional. 


Dalam rangka usaha perluasan pendidikan dasar dan 
pemerataan dalam pendidikan, telah dilakukan penelitian 
mengenai SPM terbuka, perintisan pendidikan luar sekolah 
dengan media-radio serta TV untuk anak-anak. 


Mengenai peningkatan mutu pendidikan, telah dilakukan 
penelitian mengenai pengembangan kurikulum dan pembinaan 
eksperimentasi sekolah-sekolah perintis. Dalam rangka 
program peningkatan pendidikan masyarakat, telah dilakukan 
penelitian pembinaan teknologi komunikasi pendidikan luar 
sekolah. Disamping itu,telah dilakukan penelitian mengenai 
buku bacaan agama,dalam rangka menunjang kerukunan hidup 
beragama dan studi tentang kesiapan menjadi guru bagi siswa 
PGAN. 


Kegiatan penelitian di bidang kehidupan keagamaan ber- 
tujuan untuk menunjang pematangan perencanaan dan 
kebijaksanaan dibidang keagamaan, disamping peningkatan 
keahlian para peneliti di bidang ini. Dalam pada itu,telah pula 
dilaksanakan 20 penelitian masalah kemasyarakatan dan ke- 
agamaan, dengan dibantu sejumlah tenaga peneliti dari 14 IAIN 
Induk serta sejumlah tenaga dari perguruan tinggi umum. 


PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL RISTEK DI BIDANG 
SUMBERDAYA ALAM DAN ENERGI 


Program-program Utama Nasional Ristek di bidang 
Sumberdaya Alam dan Energi yang menunjang usaha 
pemanfaatan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya 
alam dan energi untuk pembangunan nasional, meliputi 
penelitian dan pengembangan teknologi: dari sumber daya 


hayati, non hayati, mineral, energi konvensional diadakan 
program penelitian mengenai inventarisasi dan evaluasi 
kekayaan alam serta program eksplorasi, konservasi, di- 
versifikasi dan indeksasi masalah energi. 


1. Ristek di Bidang Sumber daya Hayati 


Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut 
mengarahkan usaha-usahanya pada penginventarisasian 
sumberdaya laut, sifat-sifat oseanologi perairan dan sumber 
daya hayati laut. Inventarisasi sumberdaya laut dimaksudkan 
untuk mendapatkan data dan informasi tentang jenis, sebaran, 
taksonomi dan contoh-contoh biota laut. Penelitian sifat-sifat 
oseanologi perairan dimaksudkan untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang sirkulasi masa air laut, sifat-sifat biologi 
(planktonologi, mikrobiologi dan produktivitas primer) dan sifat- 
sifat kimiawi, sebaran suhu, kandungan zat hara dan gas 
terlarut, produktivitas primer dan plankton, dan tentang geologi 
pantai. 


Inventarisasi sumberdaya hayati laut bertujuan 
mendapatkan data dan informasi mengenai kekayaan jenis, 
sebaran dan potensi pemanfaatannya. Kelompok sumberdaya 
yang diteliti ialah Enchinodermata (binatang berkulit duri), 
Crustacea (udang dan kepiting), Mollusca (kerang dan keong), 
Pisces (ikan), Koral (binatang karang), Algae (rumput laut) dan 
bakau (mangrove). 


Dari perairan Selat Sunda tercatat 45 jenis Enchinodermata 
dan tidak kurang dari 100 jenis udang serta kepiting (crustea). 
Keanekaragaman jenis di perairan ini terbatas. Populasi terbesar 
terdapat pada marga Uca yang menghuni hutan bakau. 
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Juga terdapat kurang lebih 120 jenis Mullosca yang tercatat 
pula di pantai Selatan Jawa Barat. Tiga diantaranya merupakan 
komoditi ekspor yaitu loklok (Tectus Neloticus), dan dua jenis 
kerang mutiara (Perdata margarifera dan P. Maxina) yang 
sayangnya berpopulasi rendah. Dari perairan Selat Sunda ter- 

kumpul 132 jenis ikan (Pisces). Selain itu ditemukan 182 jenis 
kotal (karang batu) yang termasuk dalam 43 marga dan 15 
suku. Di Pantai Selatan Jawa Barat tercatat 46 jenis dari 21 

marga dan 5 suku. 


Jumlah jenis algae yang ditemukan di Selat Sunda men- 
capai 186 jenis dan di pantai Selatan Jawa Barat mencapai 
46 jenis Eucherma spinosum merupakan komoditi ekspor dan 6 
marga lainnya merupakan bahan pembuat agar-agar. Pulau 
Panaitan mempunyai keanekaragaman jenis algae yang paling 
besar dibandingkan dengan tempat-tempat lain. 


Penelitian laut di Sulawesi dan laut Maluku dilaksanakan 
dalam rangka ekspedisi Snellius II yang dilakukan pada bulan 


September tahun 1981. Tujuannya ialah untuk mengetahui 
perubahan sifat-sifat oseanologik yang mungkin terjadi sejak 
ekspedisi Snellius | (1929-1930). Namun demikian kesempatan 
ini juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi 
tambahan tentang produktivitas primer plankton dan 
mikrobiologi, dan bakau (mangrove). Pengamatan komunitas 
bakau dilakukan di Teluk Lampung (di Kalianda, Pantai Selatan 
Lampung, dan pulau Legundi) dan Ujung Kulon. Jenis Bakau 
yang dominan di Kalianda ialah Avicinnia alba dan Avicinnia 
marina, di pantai selatan Lampung jenis Rhyzophora Apiculata 
dan R. Stylosa, di pulau Legundi jenis Someratia dan avicinnia 
alba di pulau Panaitan jenis Rhyzophora mucronata dan 
R. apiculata, di pulau Pencang jenis Lumitzera racemosa. 


Penelitian sifat-sifat oseanologik perairan Indonesia di- 
pusatkan di enam lokasi, yaitu perairan Teluk Jakarta, Cilacap, 
Selat Sunda, Sanur, Sulawesi dan laut Maluku. 


2. Ristek di Bidang Sumber Alam Non Hayati 


Studi Potensi Sumberdaya Alam Indonesia dimaksudkan untuk 
menginventarisasikan dan mengevaluasi sumber,sifat dan 
jenis potensi sumber daya alam Indonesia. Sasaran utama studi 
ini ialah potensi strategis yang terkandung dalam batubara, 
kayu bakar dan arang, sumberdaya hutan, sumberdaya hayati 
dan sumberdaya perairan, dan penelusuran literatur potensi 
sumberdaya alam yang tertulis dalam bahasa-bahasa asing 
'kecuali bahasa Inggris) serta penterjemahannya ke dalam 
bahasa Indonesia. Inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam 
melalui pemotretan udara dalam Program Pemetaan, Inven- 
tarisasi dan Evaluasi sumberdaya Matra darat mempunyai dua 
tujuan, yaitu : produksi peta dasar dan inventarisasi sumber 
ا‎ pemotretan udara wilayah nasional adalah sebagai 
erikut : 


(1) Untuk Sumatera, Irian jaya dan Maluku pemotretan udara 
diselenggarakan pada skala 1 100.000 dengan 
pankromatik superwide angle photography. Pemotretan 
udara skala kecil ini selanjutnya dilengkapi dengan- 
pemotretan infra merah pada skala 1 : 50.000 secara 
selektif. 


(2) Untuk Kalimantan dan Sulawesi dipergunakan sistem 
kamera ganda untuk secara simultan memperoleh potret 
udara infra merah berwarna (false-colour) pada skala 1 : 
60.000. Potret pankromatik diperoleh dengan superwide 
angle, sedangkan yang infra merah dengan lensa 
wide-angle. 


(3) Untuk daerah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara akan diperguna- 
kan sistem serupa, akan tetapi dengan skala 1 : 50.000 
untuk potret pankromatik dan 1 : 30.000 untuk potret 


infra merah berwarna (false-colour). 


Pemetaan topografi dasar menyediakan peta dasar yang 
disinkronkan dengan hasil inventarisasi sumberdaya | menurut 
ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Pengadaan jaringan 
kontrol geodesi dan jaringan kontrol pemetaan dilakukan 
dengan sistem penentuan posisi triangulasi udara dan program 
dengan sistem penentuan posisi satelit survai APR Pemadat- 
an Kontrol dilakukan dengan triangulasi udara dan program 
P.A.T.M. untuk proses perhitungan dan peralatannya, sedang- 
kan proses fotogrametri menggunakan sistem ortho-photo 
dalam pembuatan petanya. 


3. Ristek di Bidang Mineral 


Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Air dan 
Tanah diarahkan pada penyusunan gambaran yang lengkap 
tentang potensi beberapa jenis sumber daya mineral, 


pengenalan potensi, kualitas dan bentuk cekungan endapan 
air tanah di daerah pesisir serta studi kelayakan pertambangan 
skala kecil. 


Ruang lingkup kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu Inventarisasi Sumberdaya Mineral, Inventarisasi Sumber 
daya Air dan Tanah serta Pertambangan skala kecil. Kegiatan 
inventarisasi sumberdaya mineral menjelang akhir Pelita III 
(1981/1982) dipusatkan pada : mineral, logam dasar, cebakan 
kromit, mineral bahan pupuk, endapan betumen, dan studi 
konsep dasar geologi. 


4. Ristek di Bidang Sumber Alam dan Energi 


Panelitian dan pengembangan energi angin telah menghasil- 
kan beberapa prototip kincir angin jenis Savonius bagi keperluan 
pemompaan yang memperoleh debit air 4 liter/menit pada 
kecepatan angin 4 m/detik. Kincir angin sudut majemuk untuk 
keperluan yang sama telah menghasilkan 6 liter air/detik pada 
kecepatan angin 5m/detik. 

Dalam rangka penelitian matahari, LAPAN telah meneliti 
sun-sport, flare, dan noise-storm. Secara ilmiah pengaruh 
kejadian fisika di matahari terhadap cuaca, iklim, radio 
komunikasi serta kehidupan di bumi belum dapat dibuktikan 
karena hal ini merupakan penelitian empirik yang memerlukan 
waktu penelitian sesuai siklus matahari (11 atau 12 tahun). 


Dalam bidang nuklir eksplorasibahan galian nuklir BATAN 
telah melakukan kegiatan prospeksi/eksplorasi mineral radio- 
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aktif yang meliputi daerah ekplorasi di Sumatera Utara, di 
Daerah Istimewa Aceh, di Sumatera Selatan, di Kalimantan 
Barat dan di Sulawesi Selatan. Di Kawasan Daerah Istimewa 
Aceh, prospeksi pendahuluan dan prospeksi umum telah 
menemukan anomali geokimia mineral berat. Dengan metode 
"track etch" di bukit daerah penelitian di Sibolga telah dite- 
mukan anomali pada granit dan batuan sedimen dan juga pada 
singkatan batu lanau. Pemboran eksplorasi diarahkan untuk 
menentukan lapisan pengandung uranium. Dengan kajian 
radioaktif telah ditemukan beberapa anomali kecil pada lapisan 
batu pasir pada kedalaman 64-66 neter. Di samping itu terus 
dilakukan prospeksi sistematik untuk melokasikan tempat 
anomali dimana telah ditemukan anomali 10 kali harga dasar 
radiometri. 


Di daerah eksplorasi Sumatera Selatan penyelidikan di- 
teruskan pada tahap lanjutan (prospeksi detail) dengan di- 
temukannya beberapa anomali geokimia sebesar 3-7 kali harga 
dasar. 


Sehubungan dengan diketemukannya bongkah mineral 
yang besar dan dengan kadar uranium sangat tinggi di sungai 
Rirang, maka telah dipergunakan teknik "track etch”. Studi 
teknik penambangan dan eksplorasi juga telah menggali 
terowongan eksplorasi yang mencapai panjang 300 meter. 
Untuk memenuhi kebutuhan penelitian sudah diangkut 
beberapa ton bijih uranium dari sektor Kalan ke laboratorium 
pengolahan uranium di Jakarta. 


Di Luwu Utara Sulawesi Selatan, telah dilakukan prospeksi 
pendahuluan dan di Sektor Masambo berhasil ditemukan 
anomali geokimia. Penyelidikan cadangan dan mineralisasi 
monasit terus dilakukan dan diarahkan pada penyelidikan 
mineralisasi monasit di luar daerah timah. Selain itu penelitian 
pengolahan dilakukan terhadap bijih monasit skala laboratorium 
dengan harapan menghasilkan konsentrat berupa nitrat 
thorium. 


Bijih uranium yang baru didirikan kini sudah menghasilkan 
yellow cake. Suatu unit laboratorium kontrol kualitas, 
memeriksa kualitas konsentrat dan hasil laboratorium lainnya. 
Proses pemurnian uranium dari yellow cake menjadi larutan 
uranium murni dilakukan melalui ekstraksi dengan cairan 


C 


pelarut TBP. Untuk proses pembuatan bahan induk untuk UO2 
dipilih proses ADU dengan larutan amonia atau proses AUC 
dengan amonium karbonat sebagai alternatifnya. 


Selanjutnya dalam studi teknologi pembuatan elemen 
bakar nuklir dalam skala laboratorium yang memenuhi per- 
syaratan dan spesifikasi nuklir, telah dilakukan studi 
metalogradi terhadap hasil pengelasan dan pengujian elemen 
bakar nuklir yang dihasilkan. Disamping itu dewasa ini sedang 
dipelajari berbagai parameter dalam proses pembuatan pelet 
UO2 dari serbuk UO2. 


Dalam rangka menyelesaikan program Studi Kelayakan 
Pembangunan PLTN telah selesai studi lokasi di daerah Muria 
dan Lasem, yang terdiri dari pemetaan geologi, pengumpulan 
cuplikan batuan serta analisa fotografi, geokimia, palecmagnetik 
dan pengeluaran umum absolutnya. 


Dalam usaha memperoleh suatu jenis bahan-bahan 
alternatif telah diselesaikan pilot plant ethanol yang diharapkan 
mampu mengolah ubi jalar/ubi kayu yang merupakan hasil 
utama desa-desa transmigrasi untuk dijadikan ethanol, dengan 
kapasitas produksi 15.000 liter sehari, di Tulang Bawang- 
Lampung Utara. Penelitian Lingkungan Hidup bertujuan untuk 
mengembangkan Model Pengembangan Wilayah Terpadu 
untuk mencapai optimasi interaksi antara sumberdaya: alam, 
teknologi dan sikap serta perilaku sosial dalam wilayah 
pembangunan. 


PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL RISTEK 
DI BIDANG INDUSTRIALISASI 


1. Ristek di Bidang Industri-industri 


Selama Pelita Il, dilaksanakan 124 kegiatan penelitian di 
bidang industri. dan dalam Pelita III bidang Ilmu Konstruksi, 
melalui proyek-pengkajian teknik terapan dikembangkan suatu 
Metode Elemen Hingga (MEH) yang pada waktu ini masih 
dalam taraf permulaan. Usaha-usaha yang telah dilakukan 
adalah menyebarluaskan penggunaan metode mutakhir dalam 
ilmu konstruksi untuk kapal, konstruksi pesawat terbang 
konstruksi gedung bertingkat, dan konstruksi jembatan. 
Teknologi pembuatan prototip instrumen elektronika nuklir 
yang telah berhasil dikuasai, antara lain alat ukur digital dengan 
pengatur otomatik dan alat kontrol fluks otomatik untuk reaktor 
atom Kartini. 


Teknologi pembuatan peralatan khusus instrumen mekanik 
nuklir guna menunjang penelitian sedang dipelajari, baik sistem, 
analisa konstruksi dan mekanisme serta bahan konstruksinya. 
Yang telah berhasil dibuat antara lain : periskope malam untuk 
Ranpur (AMX 13), teropong medan malam (Binocular), unit 
buangan sampah radio aktif Il, alat reduksi foto, peralatan 
laboratorium reaktor hydrofluorinasi, moditikasi automatic 
regulator dan alat uji peluncur roket. 


Penelitian logam seng (Zn) yang banyak digunakan oleh 
berbagai industri di dalam negeri, antara lain untuk galvanisasi 
dan pembuatan baterai kering. Logam ini hingga kini masih di- 
impor. Walaupun endapan bijih seng terdapat di beberapa 
tempat di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada industri 
yang mengolah bijih itu mejadi logamnya. 


Tahun 1981/1982 telah dibuat prototip sel surya dengan 
cara evaporasi lapisan tipis cadmium sulfida/cuprous 
(Cds/Cu2S). Kegiatan yang telah dilakukan adalah menentukan 
sifat dari sel surya Cds/Cu2S yang dihasilkan dengan mengukur 
arus dan tegangan sebagai fungsi dari panjang gelombang 
untuk ketebalan lapisan-lapisan tertentu. 


— Selain itu dilakukan pula penelitian cat anti korosi. Sebagai 
tahap pertama penelitian ini diarahkan untuk menginventarisasi 
sifat beberapa cat anti korosi yang beredar di pasaran Indonesia 
dan membuat pedoman mengenai cara pengecatan struktur 
baja di berbagai lingkungan dan kondisi atmosfir. Juga di- 
lakukan penelitian pengembangan proteksi katodik, yaitu salah 
satu metode melindungi logam terhadap serangan korosi di- 
adakan dengan cara membuat logam yang dilindungi menjadi 
bersifat katodik secara elektrokimia. 


Pewter adalah paduan logam no-ferro yang terdiri dari 
timah (Sn), antimon (Sh) dan tembaga (Cu). Paduan ini di- 
gunakan bukan saja untuk barang-barang perlengkapan rumah 
tangga, Di Indonesia penggunaan pewter masih sangat 
terbatas, padahal dengan sifat-sifatnya yang menyerupai 
perak, bahan ini dapat digunakan sebagai bahan substitusi 
perak. Perak yang selain mahal, juga agak sulit diperoleh. Hal ini 
dialami oleh para pengusaha kerajinan perak di Kota Gede 
Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkenal- 
kan pewter sebagai bahan subtitusi perak dalam industri 
kerajinan. 


2. Ristek di Bidang Angkutan Orang - Angkutan Barang 


Dalam rangka meningkatkan industri pelayaran baik 
pelayaran sungai maupun Samudera telah diteliti segi-segi 
teknologi pembuatan dan konstruksi serta keselamatan 
pelayaran kapal/perahu kayu yang menggunakan layar. 


Beberapa usaha penelitian mencakup penelitian untuk 
meningkatkan kemampuan kapal/perahu kayu layar dalam segi 
teknologi pembuatan dan konstruksinya, serta meningkatkan 


keselamatan pelayaran, mengadakan penelitian pengembangan 
galangan kapal rakyat dengan menggunakan ferrosemen. 


Penggantian bahan kayu dengan ferrosemen diharapkan akan 
lebih meningkatkan daya tahan kapal/perahu layar rakyat, 
karena ferrosemen antara lain mempunyai kelebihan mudah 
dikerjakan, mudah dibentuk, tahan api, kedap air dan tahan 
korosi. 
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Penelitian industri penerbangan telah melakukan 
pengembangan pesawat tipe CN 235 yaitu pesawat yang 
menggunakan 2 mesin dan dapat mengangkut 35 orang 
penumpang. Pengembangan pesawat ini merupakan usaha 
patungan antara Indonesia (PT Industri Pesawat Terbang 
Nurtanio) dengan pihak asing. Disamping itu penelitian industri 
maritim dipusatkan kepada penyusunan program dan rencana 
10 tahun rehabilitasi serta perluasan Pabrik Kapal Indonesia 
(PT P.A.L.) di Surabaya. 

Penelitian dan pengembangan teknologi untuk menunjang 
pertumbuhan industri otomatif, penerbangan, maritim dan yang 


sejenis telah dilaksanakan dalam rangka menunjang per- 
kembangan industri angkutan. Di Serpong telah selesai di- 
bangun laboratorium Uji Konstruksi yang merupakan Proyek 
PUSPIPTEK. Telah dilakukan pula trial operation dengan 
melaksanakan uji komponen dan material untuk industri 
otomatif, pesawat terbang CN-235 dan industri bangunan. 


Juga sedang dibangun Laboratorium Aerodinamika Gas dan 
Getaran (LAGG) dan Laboratorium Termodinamika Mesin dan 
Motor (LTMM). 


3. Ristek di Bidang Telekomunikasi Kabel 
dan Gelombang Elektronik Magnetis 


Dalam bidang telekomunikasi telah dilakukan penelitian 
penerapan teknologi elektronika yang berhubungan dengan 
pengembangan telekomunikasi seperti pembangunan stasiun 
bumi, alat penerimaan audiovisual, pengembangan dioda 
silikon dan telemantrering instrumentasi. 


Kegiatan penelitian elektronika diarahkan kepada 
pembangunan Stasiun Bumi Kecil (SBK) untuk meningkatkan 
komunikasi telepon dan jangkauan televisi. Berdasarkan 
kerjasama Lembaga Elektronika Nasional (LEN)/LIPI dan 
Departemen Perhubungan, LEN/LIPI melaksanakan 
pembangunan dan pengadaan 35 Stasiun Bumi Kecil beserta 
kelengkapannya terutama untuk daerah Indonesia bagian 
Timur, yaitu di Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Tengah dan juga di kepulauan Riau. 


Dengan dibangunnya Stasiun Bumi Kecil itu, maka kini 
komunikasi telepon dapat diselenggarakan antara daerah- 


daerah dan antara lokasi-lokasi yang sebelumnya terpencil dan 
terisolasi. 


Stasiun Bumi Kecil juga dilengkapi dengan fasilitas 
penerima siaran televisi, sehingga siaran-siaran televisi sudah 
mulai diikuti oleh masyarakat setempat. 


Kawat merupakan salah satu produk dari logam dasar yang 
pada saat ini mulai berkembang. kawat baja mempunyai 
potensi pemasaran yang luas, baik sebagai kawat maupun 
sebagai bahan-bahan industri lainnya seperti paku, kawat 
bronjong, saringan dan lain-lain. Potensi industri yang dapat 
dikembangkan diperoleh gambaran tentang industri kawat yang 
masih ingin dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menginventarisasi, sebagai dasar analisa mengenai kebutuhan 
produk-produk dari kawat dan pola pengembangan industri, 
yang berhubungan dengan kawat dimasa datang, untuk 
mengetahui potensi industri kawat di Indonesia. 


4. Ristek di Bidang Polusi, Kelestarian Alam 
Pemukiman dan Kesehatan 


Penelitian kehutanan meliputi beberapa kegiatan seperti 
: inventarisasi jenis-jenis flora dan potensi hutan tropika. 
Penelitian mengenai perlindungan hutan, penelitian cara 
pengelolaan hutan alam dalam usaha mempertahankan 
kelestarian produksi, penelitian manajemen daerah aliran sungai 
dan lingkungan hidup. Penelitian ini telah menghasilkan 
pedoman pengenalan jenis pohon ekspor, metode penerapan 
sistem silvikultur di dalam kegiatan pengusahaan berbagai tipe 
hutan, metode inventarisasi pohon hutan alam/tanaman yang 
cocok untuk reboisasi/penghijauan belukar dan padang alang- 
alang. 


Dalam hal penelitian hutan telah dilakukan inventarisasi, 
penelitian pemanfaatan hasil hutan dan konservasi kayu 
meliputi aspek-aspek, sifat-sifat, sistem eksplorasi dan- 
teknologi pemanfaatan. Berdasarkan material herbarium telah 
dikumpulkan 4000 jenis kayu dengan diameter 40 cm ke atas 
di seluruh Indonesia. Dari sejumlah itu telah dikumpulkan 
contoh kayu Autentik sebanyak 33.706 buah meliputi 3233 
jenis Botanis dalam 785 marga dan 106 suku. 


Perkembangan industri, sebagai salah satu sumber polusi, 
perlu diikuti dengan seksama dan dicari cara pencegah 
terhadap polusi demikian pula di bidang industri selulosa. 
Hingga saat ini disamping menerbitkan beberapa buku panduan 
(industri pulp & kertas dan industri soda) maka kegiatan yang 
telah dilakukan oleh Balai Besar Selulosa antara lain ialah : ikut 
memonitor tingkat pencemaran yang dilakukan oleh beberapa 
industri kimia maupun dengan memonitor badan-badan air yang 
menjadi tempat pembuangan air buangannya. Juga sedang 
dicoba untuk memanfaatkan buangan industri ini untuk hal 
yang berguna (proyek Gunung Merapi). 
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Kegiatan penggunaan teknik nuklir untuk bidang industri, khu- 
susnya studi teknik ekonomi telah dilakukan penelitian mengenai 
: Sterilisasi radiasi, polimenisasi radiasi, pemeriksaan tak 
merusak, hidrologi, dan pencemaran lingkungan yang 
menghasilkan propelan dengan garis tengah 15 cm, kecepatan 
pembakaran 0,6/cm/detik, pada tekanan 70 kg/cm2. Dalam 
menyempurnakan prototip roket sonda telah dilakukan pula 
penelitian roket padat dengan akselerasi, lamanya pembakaran 
dan daya dorong yang optimum. Disamping itu guna mem- 
peroleh rancangan roket untuk keperluan cuaca telah dilakukan 
penelitian stuktur bahan roket yang ringan dan tahan terhadap 
perubahan suhu tinggi, penelitian sistem separasi muatan roket 
yang ditujukan untuk memperoleh muatan pakai ulang alik. 


Di dalam kegiatan pengkajian aspek kemajuan antariksa 
melalui usaha kerjasama diantara berbagai instansi nasional 
yang terhimpun dalam Panitia Sementara Nasional Keantariksa- 
an (PANTARNAS ANTARIKSA) telah berhasil dirumuskan 
pandangan Indonesia untuk penetapan kebijaksanaan dan 
pengaturan secara internasional usaha keantariksaan untuk 
tujuan damai. 


Di samping perumusan pandangan, PANTARNAS 
ANTARIKSA juga telah melakukan usaha-usaha yang menuju 
terciptanya Rumusan Konsepsi Program Nasional 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa 
serta Aplikasinya di Indonesia. 


Dengan telah diakuinya Wawasan Nusantara di forum 
internasional makin mendorong kegiatan riset dan teknologi 
di bidang Hankamnas. 


Sejak beberapa tahun lalu, telah ada kegiatan produksi 
materi pertahanan keamanan, seperti senjata ringan, amunisi, 
roket berbagai kaliber, kapal cepat patroli, helikopter, pesawat 
. angkut ringan/sedang, peralatan komunikasi dan elektronika, 
peralatan optronik, peralatan simulasi, peralatan instruksi dan 
latihan perbekalan yang sangat vital dan sebagainya. 

/ 


Pada tahap permulaan, beberapa jenis teknologi untuk 
industri Hankam masih diperoleh dari negara industri maju, 
namun secara bertahap diadakan peningkatan nilai tambah 
sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama beberapa jenis 
teknologi pertahanan dan keamanan sudah sepenuhnya di- 
kuasai oleh putra-putri Indonesia. 


D. PROGRAM-PROGRAM UTAMA NASIONAL RISTEK DI BIDANG SOSIAL-EKONOMI, 
FALSAFAH BUDAYA, HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN 


Program-program Utama Nasional Riset dan Teknologi di 
bidang Sosial Ekonomi, Budaya, Falsafah, Hukum dan Per- 
undang-Undangan berusaha menunjang pelaksanaan pem- 
bangunan nasional yang diarahkan untuk meneliti pertumbuhan 
sosial, ekonomi, budaya dalam pembangunan nasional demi 
tercapainya landasan yang kuat untuk berkembang berdasar- 
kan kekuatan sendiri. 


a. Penelitian di bidang Sosial 


Penelitian dinamika masyarakat Indonesia dalam Pelita III 
diarahkan pada empat sasaran utama yang saling berkaitan 
yang berlangsung di tingkat daerah dan nasional. Pada tingkat 
nasional sasarannya adalah integrasi nasional, masalah agama 
dan perubahan sosial, masalah sosial budaya komunikasi 
modern. 


Juga dilakukan penelitian tentang kesejahteraan sosial 
anak, orang dewasa/lanjut usia serta penelitian evaluatif 
efektivitas pembangunan kesejahteraan sosial, penelitian suku 
terasing dalam pembangunan di Halmahera dan Sulawesi 
Tengah, penelitian toleransi Agama dalam integrasi dan 
partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan studi 
kasus Jember, Jombang dan Nganjuk. 


b. Penelitian Bidang Ekonomi 


Dalam bidang ekonomi telah diadakan penelitian perkiraan 
perkembangan ekonomi Indonesia hingga tahun 2000, dan 
demikian pula dalam bidang kependudukan yang mempunyai 
fokus pada mobilitas serta pembangunan daerah pedesaan 
seperti : penelitian migrasi dan pembangunan daerah di Jawa 
Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan, penelitian tingkatan kerja 
dan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Studi khusus di desa 
Bajang dan Modangan dan Blitar, Jawa Timur. 


Penelitian mengenai transmigrasi : ciri, proses dan.aspirasi- 
nya Studi kasus di Way thung Lampung Utara. Penelitian 
peranan wanita dalam pengembangan industri kecil di. daerah 
Jawa Tengah dan penelitian migrasi dan wanita dalam pem- 
bangunan studi kasus di Wonogiri, Solo dan Jakarta. 


Tentang perkembangan ekonomi jangka panjang ini 
melihat perspektif yang mencakup bidang permasalahan ekspor 
dan impor, jumlah penduduk dan angkatan kerja, per- 
kembangan produk domestik bruto. 


Disamping itu dalam bidang ketenaga-kerjaan telah di- 
lakukan penelitian pengupahan di barbagai daerah dan sektor 
industri, penelitian pergeseran tenaga kerja di sub sektor 
industri tekstil dan khususnya bagi pedesaan telah dilakukan 
penelitian mengenai kemungkinan kesempatan kerja permanen 
di daerah pedesaan. | 

Dalam Pelita | dan || sudah banyak kegiatan penelitian di- 
lakukan di DKI yang menyangkut masalah ekonomi dan sarana- 
sarana perekonomian. Seperti penelitian :air minum, 
transportasi dan lain-lain. Penelitian tentang sistem transportasi 
di DKI, pernah dilakukan misalnya sistem angkutan kota sampai 
tahun 2000 dengan studi perbandingan Surabaya, Medan dan 
Ujung Pandang. 

Penelitian potensi permodalan prospek perkembangan 
industri dan profil perekonomian industri di Jawa Tengah, serta 
penelitian tingkat hidup dan pendapatan nelayan di daerah 
Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Penelitian tanaman karet 


telah dilakukan untuk mendapat hasil yang lebih baik dan tahan 
penyakit. 


Di luar Pulau Jawa telah diadakan Studi Air Minum, di Kali- 
mantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 


Studi Potensi Manusia telah meneliti beberapa masalah 
perburuhan di sektor industri yang merupakan faktor 
penghambat bagi usaha peningkatan produksi di Indonesia. 
Penelitian ini meliputi beberapa propinsi di Indonesia, yaitu DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 
Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. 


c. Penelitian di bidang Falsafah. 


Di bidang filsafat, dilakukan penelitian mengenai dimensi 
sosial manusia Indonesia seutuhnya serta dasar-dasar idiologi, 
filsafat dan nilai-nilai sistem ekonomi Pancasila. 


Disamping itu juga telah dilakukan penelitian mengenai 
sistem pemilikan, penguasaan dan pengelolaan faktor-faktor 
produksi dalam perekonomian Pancasila. 


d. Penelitian di bidang Budaya. 


Studi Strategi kebudayaan bertujuan memperlajari 
langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengikut- 
sertakan secara aktif unit keluarga dalam masyarakat Indonesia 
dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila. 


Dalam tahun 1981/1982 penelitian lapangan dilakukan di 
beberapa komunitas di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, 
Ternate, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, sebagai 
lanjutan studi tahun 1980/1981 yang meliputi wilayah Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini masih 
berjalan beberapa tahun (sifat longitudinal) untuk dapat 
mencapai tahap kesimpulan yang mantap. Kesimpulan yang 
dicapai ialah tentang : pandangan tentang hakekat hidup, pan- 
dangan tentang perilaku ekonomi, pandangan tentang integrasi 
nasional dan pandangan tentang remaja masa kini. 


Penelitian yang mempunyai dampak yang cukup luas, adalah 
penelitian masalah Stereotipe Etnik, penelitian mengenai 
Orientasi Sosial Budaya, penelitian mengenai Variasi Orientasi 
Nilai Budaya golongan menengah Indonesia. 


Penelitian pengaruh sosial-budaya komunikasi modern 
diarahkan pada pengaruh sosial-budaya dari komunikasi satelit. 
Hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan menyangkut 
daerah Aceh, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur, Sumatera Utara, 
Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan 
Lampung. | 


e. Penelitian di bidang Hukum dan Perundang-undangan. 


Penelitian di bidang Hukum tahun 1982 antara lain 
meliputi : Aspek-aspek hukum yang mempengaruhi per- 
kembangan koperasi Maritime Kringen Ordonantie, Hukum 
Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat di Jawa Barat, 
Perkembangan Hukum Militer, Adopsi dan pengangkatan anak, 
masalah anak yang bekerja di bawah usia kerja, suatu studi 
tentang status fisik, mental dan sosial, penerapan bantuan 
hukum dan organisasi dan badan pelayanan hukum. 


Juga telah dilakukan penelitian mengenai Hukum Perdata 
Internasional tentang Arbitrase, penelitian tentang pembinaan 
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dan pengembangan sistem hukum nasional, pembinaan dan 
pengembangan hukum perburuhan Indonesia serta studi 
Konferatif Hukum di negara-negara ASEAN. 


Disamping itu juga telah dilakukan penelitian dalam hukum 
acara di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. | 


Penelitian di bidang Hukum juga telah menghasilkan data 
tentang usaha perlindungan konsumen, aspek hukum 
mengenai telekomunikasi, perlindungan танар pengusaha 
kecil dan sebagainya. 


' 


Penelitian tentang masalah-masalah hukum laut dan pe- 
manfaatan sumber daya laut di kawasan Pasifik semakin 
penting, baik sebagai sumber kekayaan, maupun kekuatan. 


Dalam hubungan ini penelitian yang dilakukan menyoroti 
juga masalah laut teritorial, landas kontinen, dan zone ekonomi 
eksklusif. Pada segi lain pemanfaatan sumber-sumber daya 
hayati dan non-hayati laut Pasifik juga diteliti. 


Demikian pula telah dilakukan penelitian mengenai proses 
integrasi nasional Propinsi Timor Timur, dan masalah sosial 
ekonomis Kultural dan demografis daerah Kepala Burung Irian 
Jaya dalam proses integrasi. 


E. PENGEMBANGAN TENAGA, SARANA DAN 
PRASARANA RISET DAN TEKNOLOGI 


Tenaga manusia (tenaga ahli), peneliti dan teknisi), sarana 
dan prasarana Ristek merupakan unsur-unsur penting yang 
perlu dikembangkan dalam mencapai kemampuan nasional di- 
bidang penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. 


Kemampuan nasional di bidang Ristek diperlukan dalam 
menunjang pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan 
dan pengembangan kemampuan nasional bidang Ristek di- 
sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. 


1. Peningkatan Jumlah dan Mutu Tenaga Ristek 


Walaupun sudah ada penambahan jumlah tenaga peneliti 
dari sejumlah 384 orang pada tahun 1977/1978 menjadi 
sejumlah 1.086 pada tahun 1982/1983, namun masih sangat 
kurang untuk dapat mengisi kebutuhan di berbagai sektor 
pembangunan dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 


Untuk menanggulangi kekurangan baik jumlah maupun 
mutu tenaga peneliti, maka ditempuh berbagai usaha, antara 
lain : 


— memberikan bea siswa kepada para mahasiswa tingkat 
doktoral dan ikatan dinas pada mahasiswa tingkat 
persiapan supaya bekerja di penelitian setelah selesai 
studinya. 


— memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat 
istimewa bagi peneliti yang berhasil dan penghargaan 
lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan 
Presiden. 


— meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga 
peneliti di dalam negeri melalui program pendidikan formal 
di perguruan tinggi dan pendidikan non formal di lembaga- 
lembaga penelitian. 


— menyelenggarakan training untuk meningkatkan 
ketrampilan peneliti yang dilakukan di perusahaan- 
perusahaan di dalam negeri seperti : PT P.A.L., 
PT NURTANIO, PT BARATA, PT NATIONAL GOBEL, PT 
INKA, PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT dan lain-lain. 


— menyelenggarakan pendidikan dan training di perusahaan 
swasta di luar negeri dalam rangka menyediakan perangkat 
keras dan alih teknologi dari luar negeri, seperti antara lain 
dilakukan di : BECHTEL INC (USA), MITSUBISHI (Jepang).! 
KPA-JOELICH (Jerman Barat), IEJE (Perancis). 


— meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga 
peneliti di luar negeri, terutama di negara-negara yang telah 
menanda tangani kerjasama Ristek, dimana dalam program 
kerjasama itu juga menyangkut pertukaran pendidikan dan 
latihan tenaga peneliti. 

— cuti kerja 

— menarik tenaga peneliti Indonesia yang berada di luar 
negeri. 

— mengadakan joint research program antara lembaga 
penelitian Indonesia dengan luar negeri dengan mengikut- 
sertakan sebanyak mungkin tenaga peneliti Indonesia da- 
lam rangka alih teknologi. 


2. Pengembangan Sarana dan Prasarana 


Sesuai dengan sasaran pembangunan jangka panjang yang 
tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah ter- 
ciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang 
atas kekuatan sendiri dengan menitik beratkan pembangunan 
bidang ekonomi, tepatlah kiranya kebijaksanaan pemanfaatan 
teknologi dan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mem- 
pertinggi ketrampilan menggunakan teknologi yang lebih maju di 
kemudian hari. 


Dengan memperhatikan sasaran dan kebijaksanaan tadi 
Pemerintah telah mulai membangun Pusat Penelitian, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang dipersiapkan sejak tahun ke-3 
Pelita II dan dimulai dengan pembangunan dalam Pelita III. 


Pada saat ini, Laboratorium Uji Konstruksi sudah selesai 
dibangun dan sudah mulai uji coba, dan Laboratorium Kalibrasi 
Instrumentasi dan Meteorologi sedang dalam pembangunan. 


Dengan selesainya perencanaan danpersiapan 
pembangunan maka mulai tahun anggaran 1982/1983 di Pusat 
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Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Ser- 
pong, telah dimulai pembangunan laboratorium sebagai 
berikut : 


1. Reaktor Serba Guna dan fasilitas lainnya seperti : 
Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Penelitian 
Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Daya 
Laboratorium Radioisotop dan Radiofarmasi 
Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 


2. Laboratorium Sumber Daya dan Energi 
Laboratorium Aerodinamika, Gas Dinamika dan Getaran 
Laboratorium Elektronika 
Laboratorium Fisika Terapan 
Laboratorium Kimia Terapan 
Laboratorium Metalurgi, 


Berikut prasarana dan pemukiman tambahan yang di- 
perlukan. Semua laboratorium ini diharapkan telah beroperasi 
penuh menunjang pembangunan nasional pada akhir Repelita 
IV. 


Pembangunan baik prasarana/fasilitas penelitian dan 
pengembangan teknologi berupa gedung kantor, laboratorium 
dan seterusnya maupun sarana fisik berupa alat peralatan 
kantor, angkutan dan seterusnya telah berkembang pesat. 


Pada umumnya lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen 
bidang Ristek (LIPI, BATAN, LAPAN, BAKOSURTANAL dan 
BPS) telah mempunyai gedung kantor yang cukup baik. LIPI 
yang tadinya terdiri dari beberapa kantor yang ada di berbagai 
tempat untuk lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, kini 


telah mempunyai gedung yang baik dimana segala kegiatannya 
dapat dilaksanakan secara terpusat. 


Demikian pula pembangunan sarana gedung untuk pusat- 


pusat penelitian di lingkungan litbang departemen terus di- 
laksanakan. 


Pada tahun 1982/1983 telah dilaksanakan crash program 
tentang percobaan pukat Udang Amerika yang berhasil dengan 
baik. Keterbatasan dana menjadikan salah satu sebab dalam 
pengembangan sarana dan prasarana. 


IV. 
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM LAINNYA 


A. PENDAHULUAN 


Dimulainya pembangunan PUSPIPTEK dalam Pelita III menjadi 
lebih penting artinya, bilamana diingat bahwa sasaran-sasaran 
pembangunan jangka panjang bidang ekonomi telah diperinici 
lebih lanjut, ialah dengan memulai meningkatkan industri yang 
dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri 
berat maupun industri ringan dalam Pelita-IV, dan yang akan 
terus dikembangkan dalam Pelita-Pelita selanjutnya. 


Tanpa adanya kemampuan penelitian di bidang ilmu . 
pengetahuan dan teknologi, tidaklah mungkin untuk mencapai 
sasaran peningkatan industri yang didasarkan atas sasaran 
yang telah pula ditentukan dalam GHBN, ialah perkembangan 
atas kekuatan sendiri. 


Fasilitas-fasilitas penelitian yang akan dibangun di Pusat 
Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sesuai dengan 
industri yang telah diarahkan untuk dikembangkan, terdiri dari : 


1) Laboratorium Uji Konstruksi . 

2) Laboratorium Aerodinamika, Gas Dinamika dan Getaran, 

3) Laboratorium Thermodinamika, Motor dan Sistem 
Propulasi. 

4) Laboratorium Teknologi Pengolahan. 

5) Laboratorium Metalurgi. 

6) Laboratorium Elektronika. 

7) Laboratorium Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi. 

8) Laboratorium Fisika Terapan. 

9) Laboratorium Kimia Terapan. 


| Di Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan 
dibangun sebuah Reaktor Penelitian Serba Guna dan Labora- 
torium serta instalasi penunjangnya sebagai berikut : 


1) Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Penelitian, 
2) Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Daya, 


3) Laboratorium Radioisotop dan Radiofarmasi, 
4) Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif. 


Untuk Pengembangan energi lainnya penguasaan ilmu 
pengetahuan & teknologi diusahakan dengan mendirikan Lab. 
Sumber Daya dan Energi. 


Dewasa ini berbagai bencana alam telah menimpa 
beberapa daerah yang timbul oleh gunung berapi, sungai dan 
lain-lain musabab, baik yang secara murni ditimbulkan oleh 
kekuatan-kekuatan alam maupun yang diakibatkan oleh 
meningkatnya jumlah penduduk. Untuk mempelajari gejala- 
gejala akan terjadinya bencana alam, metode-metode 
mendeteksinya dan cara-cara memperkecil akibatnya, diba- 
ngun sebuah Laboratorium Mitigasi Bencana Alam di Pusat 
Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan 
Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilengkapi 
dengan sesuatu wilayah pemukiman bagi ilmuwan dan teknisi 
yang bekerja di pusat ini, lengkap dengan fasilitas sosial seperti 


tempat ibadah, sekolah, poliklinik, fasilitas olahraga dan lain- 
lainnya. 


Pemerintah dalam membangun Pusat Penelitian, ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, menggariskan agar diperagakan 
keserasian antara alam dan lingkungannya dengan kegiatan 
manusia menggunakan teknologi. Oleh karena itu pembangun- 
an pergedungan, prasarana Gan pemukiman akan dijalin dengan 
menumbuhkan hutan-hutan ouatan, kebun-kebun percontohan dan 
taman-taman. Hutan, kebun dan taman akan ditanami dengan 
tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat sebagai percontohan dan 
jenis-jenis asli Indonesia yang langka untuk dilestarikan. 


Setelah diadakan perencanaan dan persiapan pembangun- 
an Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selama 
tiga tahun terakhir Pelita Il, tahap pertama pembangunan Pusat 
Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari : 


1) Jaringan jalan utama dalam kompleks, 

2) Penjernihan Air Bersih dan Jaringan Distribusinya, 
3) Pengadaan Tenaga Listrik, 

4) Pengadaan Telpon (sementara), 
5) Laboratorium Uji Konstruksi, 
6) Laboratorium Kalibrasi, !Instru 
7) Akomodasi Ilmuwan, 

8) 400 rumah, 

9) Sekolah Dasar, 

Poliklinik. 


tasi dan Metrologi, 


Dengan kelengkapan prasarana dan pemukiman sebagai 
penunjangnya, maka kedua laboratorium tadi, ialah : 


— Laboratorium Uji Konstruksi, 
— Laboratorium Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi. 


Mulai tahun anggaran 1982/1983 dibangun laboratoria 
sebagai berikut : | 


1) Reaktor Serba Guna dan Fasilitas lainnya seperti : 
— Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Penelitian 
— Laboratorium Bahan Bakar Reaktor Daya 
— Laboratorium Radioisotop dan Radioaktif. 
2) Laboratorium Sumber Daya dan Energi 
3) Laboratorium Aerodinamika, Gas Dinamika dan Getaran 
4) Laboratorium Elektronika 
5) Laboratorium Fisika Terapan 
6) Laboratorium Kimia Terapan 
7) Laboratorium Metalurgi. 


Pada tahun anggaran 1984/1985 akan dimulai dengan 
pembangunan : 
1) Laboratorium Thermodinamika, Motor dan Sistem Propulsi, 
2) Laboratorium Teknologi Pengolahan, 
3) Laboratorium Mitigasi Bencana Alam. 
Dimana tahap pertama dari pembangunannya diharapkan dapat 
beroperasi pada akhir Pelita-IV. 


Realisasi Anggaran Proyek PUSPITEK seperti tercatat 
keadaan pada akhir tahun 1977/1978 sebagai tahun dasar 
awal "pelaksanaan kebijaksanaan masa» jabatan Presiden. 
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Proyek Puspiptek pada tahun itu baru memasuki tahun kedua 
dimulainya pelaksanaan Pembangunan tahun | (1976/1977) 
dimulai pembangunan prasarana proyek dengan mendapat 
dana sebesar Rp 619.780.000,- dan pada tahun ke || dimulai 
pelaksanaan pembangunan gedung laboratorium Kalibrasi, 
Instrumentasi dan Metrologi (Lab.KIM) tahap I dengan men- 
dapat dana Rp 403.250.000,- dan pembangunan prasarana 
sabesar Rp 3.828.211.000, - 


Realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pada tahun terakhir 
masa Repelita II (tahun 1978/1979). Pelaksanaan pembangun- 
an proyek PUSPIPTEK pada tahun anggaran 1978/1979 men- 
dapat dana untuk melanjutkan pembangunan laboratorium KIM 
sebesar Rp 647.953.000,- dan pembangunan prasarana 
proyek sebesar Rp 1.341.095.000,-. 


Dalam tahun anggaran ini pula dimulai pelaksanaan pem- 
bangunan Laboratorium Uji Konstruksi (LUK I) sebesar 


Rp 847.042.000,- sampai dengan akhir Repelita (1978/1979) 
proyek PUSPIPTEK mendapat dana sebesar 
Rp 7.687.331.000, - dan telah habis dipergunakan (Realisasi 
10096). 


Realisasi Repelita III tahun  kesatu s/d keempat 
(1979/1980-1982/1983) dan rencana pelaksanaan tahun 
terakhir Repelita III (tahun 1983/1984). 


Dalam Repelita III proyek PUSPIPTEK mendapat dana 
sebesar Rp 24.653.724.405,- pembangunan/perencanaan 
laboratorium LUK, LET, RPSG, LSDE, LAGG, Lab, Fisik, Lab. 


‘Kimia, Lab. Metallurgi dan Lab Mitigasi Bencana Alam, Lab Tehnik 


Pengolahan Polimer dan sub proyek PUSPIPTEK (Pembangunan 
prasarana) sampai dengan akhir Repelita Ill (1982/1983). Realisasi 
anggaran telah dipergunakan sebesar Rp 21.030.838.000,- (8596) 
dan sisa anggaran sebesar Rp 3.662.241.000,- (1596). 


B. PERCOBAAN HUJAN BUATAN 


Penelitian dan percobaan hujan buatan selama periode 
Pelita-lll telah dilakukan beberapa kali di beberapa daerah 
dengan hasil baik. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam yang terkandung di udara dalam mengatasi 
masaiah kekurangan air, baik kebutuhan makhluk hidup 
tanaman maupun pengadaan air guna kelestarian lingkungan 
hidup. . 


Juga untuk mengatasi kekeringan serta untuk meningkat- 
kan produksi pertanian baik secara lansung maupun melalui 
irigasi ataupun penyediaan air untuk pembengkit tenaga listrik. 


Sejak beberapa tahun yang lalu telah dimulai pengkajian 
tentang hujan buatan terutama tentang Meteorologi. 
Komponen-komponen kimia dan atau reaksi phisik yang dapat 
merangsang adanya pemenuhan uap air dalam udara serta 
cara-cara penerbangan untuk penyemprotan bahan-bahan 
kimia dan berbagai faktor lagi. 


Pada tanggal 12 Maret 1977 Menteri Pertanian menyetujui 
dilaksanakan Proyek hujan buatan. Pelaksanaan percobaan ini 
diselenggarakan oleh BPP Teknologi bekerjasama dengan 
instansi-instansi Pemerintah lainnya. 


Operasi hujan buatan yang dilaksanakan di beberapa 
daerah di Indonesia sasarannya tergantung pada masalah yang 
dihadapi daerah tersebut misalnya : 


— Operasi hujan buatan di daerah Gunung Kidul untuk 
mengatasi kekurangan air terutama untuk kepentingan air 
bersih maupun kepentingan pertanian. 

— Operasi hujan buatan di daerah Jatilihur menjaga stabilisasi 
ketinggian air waduk Jatiluhur untuk kegunaan irigasi serta 
pembangkit tenaga listrik. 

— Operasi hujan buatan di daerah Pulau Lombok edalah untuk 
membuat hujan setelah musim hujan berhenti dan juga 
memperpanjang musim hujan untuk penyediaan air bagi 
tanaman padi yang masih muda. 

— Operasi hujan buatan di Kalimantan Selatan untuk mengisi 
waduk Riam kanan. Sehingga stabilitas ketinggian air dapat 
dicapai untuk penggunaan pembangkit tenaga listrik di- 
samping keperluan irigasi dan pertanian. 
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Percobaan dilaksanakan antara tanggal 30 April s/d 
19 Mei 1983. Sedang dilakukan penjajagan untuk membuat 
hujan buatan di daerah Kalimantan Timur pada bulan Mei 1983 
dalam rangka mengatasi kemarau panjang disamping adanya 
sasaran-sasaran lain. 


Pada tahun 1977 telah dilaksanakan percobaan di dua 
tempat yaitu di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan 
mengambil titik pusat operasi di lapangan udara Adi Soecipto 
dan Panasan Solo. 


Dengan berhasilnya secara baik percobaan itu maka pada 
tahun 1980 dilaksanakan percobaan hujan buatan di Jawa 
Barat untuk memenuhi jumlah air yang masuk ke Jatiluhur. 
Hasil perhitungan BPP Teknologi bersama Otorita Jatiluhur 
menunjukkan bahwa curah hujan yang masuk di daerah aliran 
sungai Citarum dan daerah lereng utara adalah 110 juta m3 
dan 32,3 juta m3. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk 
usaha masing-masing itu adalah Rp 100 juta dan Rp 44 juta. 
Dengan demikian dapat diperhitungkan bahwa : harga per m3 air 
yang dihasilkan oleh hujan buatan adalah Rp 0,91/m3 dan 
Rp 1,37/m3. 


Bulan Maret/April 1980 telah dilakukan percobaan hujan 
buatan di Nusa Tenggara Barat (Lombok) dengan hasil yang 
cukup memuaskan. Pada bulan Mei 1981 percobaan hujan 
buatan didaerah Gunung Kidul dengan hasil yang sangat baik 
dan dilanjutkan dengan percobaan bulan Juni/Juli 1981 di 
waduk Jatiluhur dengan hasil yang baik pula dan bulan April 
s/d Mei di Gunung Kidul sedang yang terakhir pada bulan 
Desember 1982 di Jatiluhur. Tahun 1982/1983, dilakukan 
dengan menggunakan metode " dispenser" di Puncak Gunung 
Tangkuban Perahu yang bertujuan meningkatkan curah hujan 
di daerah Jatiluhur, dan untuk kepentingan pertanian daerah 
itu dan sekitarnya guna pemanfaatan lahan pertanian di daerah 
lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. 


Secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha pengadaan 
proyek hujan buatan ini baik dilaksanakan di daerah-daerah 
Pulau Jawa maupun Pulau Lombok, membantu mengatasi 
kebutuhan masyarakat akan air yang selalu kekurangan saat- 
saat musim kering. 


C. MASALAH GEMPA BUMI 


Data menunjukkan bahwa di seluruh dunia tidak kurang dari 
14.000 jiwa manusia tewas setiap tahunnya, demikian pula 
sejumlah besar hewan yang mati dan musnahnya harta benda 
yang bernilai jutaan dollar akibat gempa bumi. 


Indonesia sebagai daerah kepulauan besar merupakan 
salah satu jalur gempa dengan derajat kegempaan yang sangat 
tinggi di dunia, yang mengakibatkan gempa tektonik. Meskipun 
selama ini bencana relatif kurang hebat pemunculannya karena 
pusat-pusat gempa kebanyakan terletak di bawah permukaan 
laut, tetapi ini tidak berarti bahwa gempa-gempa besar tidak akan 
muncul di daratan. Di Irian Jaya, Bali dan Sukabumi ter- 
bukti bahwa kemungkinan terjadinya gempa-gempa besar itu 
tetap ada. 


Dalam usaha menanggulangi akibat dari bencana gempa 
bumi telah dijajagi pengaturan terhadap usaha-usaha 
penanggulangan di samping memperlajari secara mendalam 
rencana masa depan dari suatu daerah yang akan dijadikan 
wilayah pembangunan. Terutama yang akan dihuni oleh 
manusia dan membagi-bagi daerah-daerah Indonesia ke dalam 
zone yang lebih teliti. 


Penelitian penanggulangan gempa bumi bersifat 
koordinatif dimana ruang lingkup kegiatan meliputi memonitor 
gempa bumi, melakukan penelitian teknik kegempaan, 
penelitian geodinamika dan kegiatan-kegiatan penunjang 
lainnya. | 


Usaha penunjang dalam bentuk pengumpulan data 
statistik, penelitian-penelitian telah dilakukan oleh Badan 
Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan, Ditjen 
Cipta Karya dan ITB. Sesuai dengan tugas masing-masing telah 
dilakukan mitigasi akibat gempa dan teknik kegempaan, antara 
lain penelitian bangunan tahan gempa dan aturan-aturannya. 
BPP Teknologi melakukan kegiatan pengkajian mitigasi gempa 
melalui Proyek Pengkajian Penanggulangan Bencana Gempa 
Bumi yang sekarang masih terus berlangsung. 


Dan untuk penanggulangan Gempa Bumi/mengurangi 
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi telah 
diadakan penelitian melalui Pengkajian Mitigasi Bencana Alam 
pada Proyek Pengkajian Geologi. Geofisika Terapan bekerja- 
sama dengan ITB, BMG, BPP Teknologi dan Pemda Jawa Barat 
serta Ditjen Pertambangan Umum. Penelitian berupa 
pemetaan geologi daerah model geser Semangko dan penelitian 
geofisika/seismologi di beberapa daerah yang terdapat pada 
jalan gempa. 


Selanjutnya penelitian mengenai gejala pemunculan gempa 
sudah digiatkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, 
Lembaga Geologi Nasional/LIPI dan oleh Laboratorium- 
laboratorium dari beberapa Perguruan Tinggi. 


D. KERJASAMA LUAR NEGERI. 


Kerjasama Ristek selama ini diadakan dalam rangka usaha 
meningkatkan kemampuan nasional dibidang riset dan 
teknologi guna mendukung dan mempercepat pembangunan 
industri dan ekonomi nasional. Dalam hubungan ini, maka 
kerjasama Ristek dengan luar negeri harus berkaitan langsung 
dan mendukung program Ristek yang mendapat prioritas, 
menguntungkan kedua belah pihak serta mempunyai nilai 
ekonomis di kemudian hari. 


Kerjasama Ristek dengan luar negeri yang bersifat bilateral 
lebih diutamakan yang bersifat multilateral, mengingat 
bahwa kerjasama bilateral lebih mudah dilaksanakan dan 
diawasi, serta langsung dan lebih cepat memberikan hasil-hasil- 
nya bermanfaat bagi pihak Indonesia. Kerjasama Ristek di- 
utamakan dengan 4 negara besar yang telah menguasai teknologi 
tinggi yaitu Amerika Serikat, Jerman Barat, Perancis dan Jepang. 
Disamping itu, untuk program-program Ristek tertentu dilakukan 
kerjasama dengan negara-negara lain seperti dengan Belanda, 
Kanada, Italia, Belgia, Rumania, Hongaria dan Philipina. 


1. Kerjasama Dengan Amerika Serikat 


Persetujuan kerjasama dengan Amerika Serikat ditanda 
tangani pada tanggal 11 September 1978. Dalam persetujuan 
ini direncanakan untuk melaksanakan penelitian dan 
pengembangan teknologi yang bersangkutan dengan 
kebutuhan dasar manusia, sumberdaya alam dan energi, 
teknologi sebagai landasan bagi perkembangan industri dan 
bidang-bidang lain yang disepakati bersama. 


Program-program yang saat ini sedang dilaksanakan antara 
lain : 
— Energi di Puspiptek 
— Geologi 
— Sumberdaya kelautan di Unpatti 
— Management riset dan pengembangan (R & D) 


Kegiatan ini meliputi 
pendidikan dan latihan. 


bantuan peralatan laboratorium, 


Perwujudan persetujuan tadi terlihat dengan adanya 
kerjasama antara pihak Indonesia,baik Departemen maupun 
lembaga-lembaga Non Departemen antara lain dengan National 
Academy of Sciences, Bechtel dan beberapa perguruan tinggi 
seperti University of Washington. 


2. Kerjasama Dengan Pemerintah Jerman Barat 


Pada tanggal 20 Mei 1979 telah ditandatangani persetuju- 
an kerjasama dalam bidang riset dan teknologi yang meliputi 
bidang-bidang sebagai berikut : 

— Riset dan Teknologi Kelautan 

— Riset dan Teknologi Energi 

— Riset dan Teknologi Penerbangan dan Ruang Angkasa 

— Ilmu-ilmu Pengetahuan Tanah 

— Ilmu-ilmu Sosial Kemanusiaan 

— Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai untuk 
landasan pengembangan industri 

— Informasi dan dokumentasi ilmiah. 


Sebagai tindak lanjut dari persetujuan induk itu telah pula 
ditandatangani pengaturan untuk pelaksanaan beberapa 
proyek pada tanggal 20 Desember 1979. 

Proyek-proyek tersebut antara lain : 


— Desa Surya 
Riset reaktor dengan daya sebesar 30 MW 
— Protein kandungan mineral 
— Energi batu bara 
— Energi angin 
— Riset ruang angkasa 
— Dokumentasi & Informasi. 


3. Kerjasama Dengan Pemerintah Perancis 


Pada tanggal 8 Mei 1970 telah ditandatangani persetujuan 
kerjasama dalam bidang Riset dan Teknologi yang meliputi 
bidang-bidang sebagai berikut : 

— Teknologi yang berkaitan dengan pengembangan industri 
— Riset dan Teknologi ruang angkasa 
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— Riset dan Teknologi energi 

— Desain dan pengembangan Puspiptek 

— Ilmu Pengetahuan Alam (Kedokteran, Biologi dan Agronomi) 
— Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan 

— Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. 


Sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini telah ditanda 
tangani pula pengaturan bersama untuk riset dalam bidang ilmu 
kelautan pada tanggal 13 Oktober 1980. Program-program 
yang telah dilaksanakan antara lain adalah : 

— Ekspedisi laut Corindon telah melakukan tujuh kali 
penjelajahan di perairan Maluku, Sulawesi dan sekitar Pulau 
Kundur. Ekspedisi ini melaksanakan penelitian Geologi dan 
Geofisika laut, explorasi timah, dan sumber daya hayati 


laut. 
— Penelitian perikanan laut dan polusi laut. 


4. Kerjasama Dengan Pemerintah Jepang 


Kerjasama dengan Pemerintah Jepang telah lama di- 
laksanakan. Untuk meningkatkan kerjasama ini terutama dalam 
bidang Riset Pelaksanaan dari kerjasama dengan Pemerintah 
Jepang antara lain diwujudkan dengan adanya pemberian grant 
aid dari Pemerintah Jepang dalam bentuk Laboratorium Pusat 
Riset Energi Biomassa di Sulusuban, Lampung Tengah. 
Laboratorium tersebut terdiri dari dua bagian yaitu : 


(1) Laboratorium, dan 
(2) Plant. 

Yang pertama berbentuk laboratorium proses, 
laboratorium pertanian, laboratorium analisa dan laboratorium 
mikro biologi, sedang "plant" tadi dapat digunakan untuk 
memproduksi ethanol yang merupakan rangkaian dari kegiatan 
laboratorium itu sendiri. Kapasitas produksi ethanol dari plant 
adalah sebesar 8.000 1/hari. Sarana tadi dapat juga di- 
pergunakan untuk sarana pendidikan operator-operator yang 
diperlukan untuk mengoperasikan Ethanol Plant di masa yang 


akan datang. 


Selain dari proyek kerjasama tadi masih ada kerjasama 
dalam bidang riset yang lain sebagai kelanjutan persetujuan 
yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1982. Kerjasama 
ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 


— Ilmu Kelautan 
— Energi 

— Kedokteran 
— Pertanian 


— Geosciences 

— Arsitektur dan Tehnik sipil 
— Ruang angkasa 

— Meteorologi 


— Perhubungan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai untuk landasan 


pengembangan industri 
Sistem procesing untuk informasi ilmiah 
— dan lain-lain. 


Dalam pelaksanaannya kerjasama ini dapat berbentuk : 


— Pertukaran informasi 
Pertukaran tenaga ilmiah maupun tenaga peneliti lainnya 
— Pertemuan ilmiah 

— Pelaksanaan proyek bersama 

— dan lain-lain. 


Sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini telah di- 
selenggarakan pertemuan bersama untuk membicarakan 
rencana program-program dalam kaitan dengan persetujuan ini 
pada tanggal 22-23 Januari 1982. Dalam pertemuan ini dicapai 
kesepakatan untuk melaksanakan penelitian bersama untuk 
mengembangkan tumbuhan dan micro organisme tropis dan 
sub tropis. Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh ITB dan 


STA-Jepang. 


| Disamping itu masih ada kerjasama yang sedang dan telah 
dilaksanakan dengan JIKA. Kerjasama itu adalah antara lain : 


— Multimedia Training Centre di Yogyakarta untuk 
Departemen Penerangan dan kini dikelola oleh Direktorat 


Jenderal RTF. 
— Pusat Penelitian Biomedis untuk Departemen Kesehatan. 


Proyek ini sudah selesai pada tahun 1979. 


5. Kerjasama Dengan Negara-negara Lainnya 

Kerjasama dengan negara-negara lain juga tetap dijalin 
seperti dengan Belanda, Kanada, Itali, India, Belgia, dan negara- 
negara Asean. 

Di samping kerjasama bilateral juga kerjasama multilateral 
ditingkatkan. Seperti kegiatan-kegiatan dalam negeri berupa 
anggota perundingan Mixed Commission Indonesia- 
Yugoslavia, Indonesia-Belanda, Indonesia-Saudi Arabia. 


DEWAN RISET NASIONAL DAN 
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 


Dengan makin meningkatnya pembangunan nasional 
dalam Pelita Ill dan Repelita mendatang, maka diharapkan 
peranan dan sumbangan Riset dan Teknologi juga meningkat. 
Menteri Negara Riset dan Teknologi mempunyai tugas pokok 
untuk menangani masalah Riset dan Teknologi, supaya pengem- 
bangan dan pengetrapannya makin terarah dan terpadu, 
sesua! dengan kebutuhan pembangunan. 


Salah satu fungsi utama Menteri Negara Riset dan Teknologi 
adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan riset dan teknologi 
seluruh instansi Pemerintah, supaya tercapai kerjasama 
yang serasi, selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka 
pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh. 


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, Menteri 
Negara Riset & Teknologi dibantu oleh stafnya dan beberapa 
Team/Panitya' Kelompok Kerja yang sifatnya non struktural. 
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Team yang paling penting adalah Team Perumus dan Evaluasi 
Program-program Utama Nasional Riset dan Teknologi 
(disingkat Team Pepunas Ristek) yang didirikan pada 
pertengahan tahun 1978 dan disempurnakan pada permulaan 
tahun 1981. Tugas pokok Team Pepunas Ristek adalah 
membantu Menteri Negara Ristek di dalam mempersiapkan 
perumusan Program-program Utama Nasional di bidang Ristek, 
dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara terus- 
menerus terhadap perencanaan & pelaksanaan program- 


program itu. 


Dengan melihat pada pengalaman kerja dari Team Pepunas 
Ristek sejak didirikan hingga sekarang, dan dengan mem- 
perkirakan kemungkinan peranan Ristek yang makin berat di- 
kemudian hari, maka dipandang perlu bahwa Team Pepunas 
Ristek disempurnakan lagi dan diarahkan untuk menjadi Dewan 
Riset Nasional. Dalam rangka usaha mengembangkan 


masyarakat ilmiah dan peneliti, dipandang perlu untuk men- 
dirikan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 


a. Dewan Riset Nasional (DRN). 


Tugas pokok dan fungsi-fungsi Dewan Riset Nasional pada 
dasarnya tidak berbeda dengan tugas pokok dan fungsi-fungsi 


Team Pepunas Ristek. Fungsi-fungsi Dewan Riset Nas:onal di- 
rencanakan sebagai berikut : 


1). Menyiapkan konsep dan telaahan Staf mengenai masalah- 
masalah pemantapan pelaksanaan strategi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Menyiapkan konsep dan telaahan Staf mengenai program 
penelitian dan pengkajian di bidang riset dan teknologi dan 
imu pengetahuan. 

3) Menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang 
bersangkutan dengan strategi pengembangan ilmu 
pengetahuan, riset dan teknologi guna mengambil 
keputusan kebijaksanaan pelaksanaan. 

4) Mengajukan saran mengenai kebijaksanaan pelaksanaan 
serta program utama bidang ilmu pengetahuan, riset dan 
teknologi sesuai dengan matriks Nasional serta memonitor 
dan melakukan evaluasi pelaksanaan Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi. 

51 Mengadakan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah, 
baik Departemen maupun non-Departemen, dan dengan 
Organisasi-organsisasi lain baik di dalam maupun di luar 
neaeri 


Susunan organisasi Dewan Riset Nasional direncanakan 
meliputi seorang Ketua, seorang Wakil Ketua. seorang 
Sekretaris dan lima Kelompok Kerja. Ketua Dewan Riset 
Nasional dijabat oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
sedang Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua DRN/ 
Menteri Negara Ristek dalam koordinasi kegiatan Kelompok- 
kelompok Kerja Dewan Riset Nasional. Sekretaris memberikan 
pelayanan administrasi kepada DRN. 


Kelompok kelompok Kerja terdiri dari : 


(1) Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi bidang Kebutuhan Manusia, 
Kelompok | DRN. 


(2) Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi bidang Sumber Alam dan 
Energi, kelompok || DRN. 


(31 Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi bidang industrialisasi, 
Kelompok III DRN. 

(4! Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi bidang Pertahanan dan 
Keamanan, Kelompok IV DRN. 

(5) Kelompok Kerja Perumus dan Evaluasi Program Utama 
Nasional Riset dan Teknologi bidang Sosial, Ekonomi, 
Budaya dan Falsafah, Kelompok V DRN. 


Tugas dari Kelompok-kelompok Kerja adalah : 


(1) Mempersiapkan Perumusan Program Utama Nasional 
bidang Riset dan Teknologi dalam ruang lingkup per- 
masalahan yang telah ditetapkan bagi masing-masing 
kelompok. 


(2) Melakukan pemonitoringan dan evaluasi secara terus 
menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program- 
program tersebut. 


(3) Masing-masing kelompok dikepalai oleh Ketua kelompok 
dan dilengkapi dengan Staf Sekretaris. Sekretaris Kelompok 
mengadakan hubungan administrasi organisasi dengan 
Sekretaris DRN. 


Kelengkapan personalia DRN akan ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi, sedang 
Anggaran Belanja untuk mendukung pelaksanaan program 
panitya kerjanya dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara 
Riset dan Teknologi. 


Sebagaimana telah dijelaskan diatas DRN mengadakan 
hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lain, juga dengan 
AIPI. . Anggota DRN yang memenuhi syarat-syarat yang di- 
tetapkan dapat menjadi anggaua AIPI dan demikian pula 
sebaliknya. 


Pada waktu ini pembahasan Rancangan Keputusan 
Presiden tentang Dewan Riset Nasional telah selesai diiakukan 
oleh Team Ristek dengan wakil-wakil dari Menteri Negara 
Penertiban Aparatur Negara dan Sekretariat Negara. Di- 
harapkan dalam waktu dekat Keputusan Presiden tersebut 
sudah dapat diundangkan. 


b. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). 


Pemerintah menyadari pentingnya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi bagi pembangunan nasional di segala bidang. Dalam 
bidang ekonomi, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak 
hanya mendukung menaikkan produksi, akan tetapi juga untuk 
membuat kenaikan-kenaikan itu berjalan secara kumulatif & 
self-sustaining. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi 
dapat digunakan untuk membentuk kekuatan/kemampuan yang 
dapat mengisi atau mengimbangi kelemahan yang ada. Seperti 
halnya kemampuan manusia dalam teknologi untuk mengisi: 
mengimbangi kekurangan sumber daya alam, sebagaimana 
terjadi dalam perkembangan kekuatan ekonomi Jepang. 


Dalam keadaan di Indonesia dimana dewasa ini sudah 
banyak lulusan Perguruan Tinggi, diperlukan suatu wadah 
dimana para ilmuwan dapat memberikan sumbangsihnya 
secara konstruktif pada pembangunan nasional dan kemajuan 
negara. Pada tahun 1956 telah ada Majelis Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (MIPI) yang kemudian pada tahun 1962 dilebur ke 
dalam Departemen Urusan Research Nasional (Durenas), 
kemudian dirubah lagi menjadi Lembaga Research Nasional 
iLemrenas). Pada tahun 1967 Lemrenas dan MIPI dibubarkan 
dan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) didirikan. 


LIPI mempunyai tugas pokok antara lain mempersiapkan 
pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). 


Panitia Ad Hoc yang dibentuk pada tahun 1969 menghasil- 
kan Memorandum laporan tentang pembentukan AIPI. 
Pengkajian tentang pendirian AIPI ini kemudian dihentikan. 
Dilanjutkan kembali pada tahun 1982 oleh Team Perumus 
Konsep Dasar tentang AIPI yang didirikan oleh Menteri Negara 
Riset dan Teknologi. Konsep dasar itu kemudian dimantapkan 
di dalam Lokakarya Nasional Ristek ke-lll tahun 1982. 


Pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia masih 
dalam taraf pemantapan persiapannya. Diharapkan pada 
Repelita ke IV Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ini sudah 
dapat didirikan secara resmi dan dapat dimulai bekerja sesuai 
dengan maksud pendiriannya. 
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The policies on the development of sciences and technology 
are directed to the promotion of national capability in science and 
technology needed to enhance development according to the 
existing need and scale of priorities. Use of technology and science 
is carried out with due observance of the following reguirements: 
provision of many employment opportunities, increase of man- 
power productivity, priority on use of home-made eguipments the 
maintenance of which can be self-dispensed, support on the 
efforts to achieve the goals of development, and promotion of 
skills to apply higher technology. 


Within the framework of enhancing the national development, 
the Guidelines of State Policy directs the policies on the deve- 
lopment of research, science and technology as follows: 


a. Some disciplines of science, being important but lack the 
necessary aspirants, should be given special treatment: 

b. tomake use of science and research-findings for the sake of 
development, a condition should be created to stimulate 
research and development activities: | 

c. effectivities of research institutes should be promoted in 
accordance with the priorities of development, and informa- 
tion system on research activities and findings improved; 

d. Within the framework of promoting science, a condition 
should be created to ensure the growth and objectivity of 
science directed to benefit the national development. In this 
regard, efforts should be made to promote the capability of 


higher learning institutes, research institutions, organizations 
and activities of scholars, and to create a system of reward for 
scientists who step up the dignity of the nation: 

e. to enhance development activities, efforts should be made 
for the promotion of the application of efficient technology 
through careful studies on technology to be selected to in- 
crease production, expand employment opportunity and 
equitably distribute income. 

In due regard of the policies stipulated in the Guidelines on 
State Policy — essentially the Design of National Strategy for the 
development Research, Science and Technology, the Design of 
National Policies on Research and Technology has been set up. 

The National Main Programmes of Research and Technology 
cover Men's Basic Needs, Natural Resources and Energy, In- 
dustrialization, Defence and Security as well as Sociology, Eco- 
nomy, Philosophy, Culture and Law. These programmes are clo- 
sely related with natural dimensions and living environments. Eve- 
ry rnain programme is classified into subprogrammes according 
to land, marine and air dimensions as well as living environs. All 
in all, these main programmes constitute the National Mattrix of 
Research and Technology, while a certain main programme may 
form an individual sub-mattrix. 

In view of the important significance of the main programmes 
as the foundation for research activities and technology develop- 
ment in Indonesia, analyses and evaluations on the Main Pro- 
grammes of Research and Technology have continually been 


undertaken. And, if necessary, some reformulations shall be ma- 
de with due considerations upon the situation, condition and con- 
tinuity of the programmes. Toward this end, a Team for the Draft- 
ing and Evaluation of the National Main Programmes of Re- 
search and Technology has been instituted since 1978. The 
team is directly unswerable to the Minister of Research and Tech- 
nology. 

Implementation of the National Main Programmes of Research 
and Technology is enhanced by other national programmes of 
research and technology as a supplementary means, i.e. : 

a.. quantitative as well as qualitative promotion of researchers 
and technicians; 

b. increase of infrastructures, facilities and fund for research 
and technology; 

c. improvement of the system of information of research and 
technology; 

d. promotion of contact and cooperation of research and tech- 
nology among institutions at home as well as abroad; 

e. Popularization of research and technology activities. 


The national Main Programmes of Research and Technology, 
organizational improvement of research and technology, mecha- 
nism and coordination of research and technology, and the sup- 
plementary national programmes have been carried out since 
the first year of Pelita IIl. These programmes shall be promoted in 
Pelita IV. 
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BASIC POLICIES 


1. Priorities and Course of the Development of 
Research and Technology 


The goals of the National Main Programmes of Research and 
Technology are drawn according to the scale of priorities of deve- 
lopment with due considerations on the national capacity in the 
field of research and technology. Among others, the capacity of 
research and technology institutions in Indonesia, researchers 
and technicians, and infrastructures and fund for research and 
technology. The scale of priorities has been directed toward five 
points: 


a. The National Main Programmes of Research and Technolo- 
gy on Men's Basic Needs are essentially aimed at assisting 
the efforts for the promotion of physical and mental resilience 
of Indonesian people through the supply of sufficient food, 
clothing, health, settlement and education. Technological 
research and development has been emphasized on the pro- 
blems of food supply, health and education without neglecting 
other issues. 

b. The National Main Programmes of Research and Technolo- 
gy on Natural Resources and Energy are directed to support 
the efforts for the exploit, malntenance and conservation of 
natural resources and energy to the benefit of national deve- 
lopment. These activities include researches and develop- 
ment of technology related with organic and inorganic natural 
resources, minerals, conventional as well as non-conven- 

Попа! energies, and natural disasters. 

c. The National Main Programmes of Research and Technolo- 
gy on Industrialization are oriented to support the value- 
added of products, promotion of manpower, the transfer of 
technology, inter-industrial cooperation, raw materials and 
half-made goods, production machines, services industry, 
and favourable Industrial climate in Indonesia. Orientation 
leans toward labour-intensive industry, use of domestic ma- 
terials and improvement of the balance of payment. In this re- 
gard, the standardization of construction test shall be impro- 
ved. 


d. The National Main Programmes of Research and Technolo- 
gy on Defence and Security are aimed at supporting the ef- 
forts for the promotion of the national defence and security, 
especially the present and the future national resilience. Re- 
searches and development of technology in this field relate 
with the problems of doctrine and methods, weaponry sys- 
tem, national surveillance system, manpower resources, ma- 
teríals, facilities/infrastructures and environments. 

e. The National Maln Programmes of Research and Technolo- 
gy on Sociology, Economy, Philosophy, Culture and Law are 
directed to support the efforts of the national development in 
the respective fields. Research activities will be intensified 
and findings constitute valuable inputs for the government, 
higher learning institutes and private bodies. 


2. Development of Personnel, Fasilities and 
Infrastructures of Research and Technology 


Development of personnel, facilities and infrastructures of 
research and technology constitutes an urgent National Pro- 
gramme of Research and Technology within the framework of 
stepping up the national capacity of research and technology to 
exercise the nationai policies and National Main Programmes of 
Research and Technology such as: (a) Development of Person- 
nel of Research and Technology, (b) Development of Facilities 
and infrastructures of Research and Technology. 


3. Cooperation of Research and Technology with Foreign 
Countries 


Within the framework of stepping up the national capacity of 
research and technology, especially the technology to support 
and accelerate industrial development and the national econo- 
my, cooperation of research and technology between the Repu- 
blic of Indonesia with some foreign countries need be promoted. 
The programmes for cooperation of research and technology 
with foreign countries should constitute national programmes of 
research and technology to support the implementation of the 
National Main Programmes of Research and Technology. 


BE 
EXERCISE OF POLICIES AND 
IMPLEMENTATION OF PROGRAMMES 


Development of Research and Technology has been carried 
out in coordination among research institutes in Cabinet depart- 
ments and non-departmental government bodies. In this regard, 
development of facilities and infrastructures of the sciences of 
technology and research has been continuously improved. 
Quantity and quality improvement of research/science gives em- 
phasis on the use of educational and research institutes. At home 
as well as abroad in various disciplines of science, especially 
physics and socio-cultural sciences. 

Training of researchers abroad has also been carried out for 
specialization such as processing of biogas wastes for useful ex- 
ploits, nuclear specialization, rocket sciences, remote-sensing 
and marine exploits. 

Various facilities have also been built, such as the electronic 
and instrumentation laboratoria (1,700 square-metres), the 
Documentation Centre of National Information and the Genetics 
Centre/Indonesian Council of Sciences. 
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The facilities of nuclear reserach has also been develop and 
works have been finalized for the establishment of biologic radia- 
tion effect laboratory, laboratoria of instrumentation, chemica: 
radiation, processing of nuclear waste, laboratory of industrial re- 
search , laboratory of soil study, laboratory of nuclear metaiurgy, 
laboratory of radiation technology, standardization and proces- 
sing of nuclear matter. 

Within the compound of the Research Centre of Sciences and 
Technology, works have been nearing the completion of con- 
struction test laboratory, callibration laboratory, instrumentation 
and meteorology a number of reactor matters and processing of 
radio-active wastes. 

In the field of aviation and outer-space, the laboratory facilities 
include various means such as data-processing of tele-detec- 
tion, laboratory of energy and warehouse of energy for solid- 
energy rockets, control laboratory of static test of rockets, centre 
of aviation research, high-resolution geostationary _ weather 


sattelite and ionosonda station in Pameungpeuk and Biak. 
Cooperation of research and technology has also been pro- 
moted. The objective is to increase the national capacity in indus- 
trial field. Beside cooperation with industrial countries, coopera- 
tion with developing countries ASEAN in particular -- has been 


fostered. 

In addition, dissemination of information on the activities of re- 
search and technology has proved to be important. To meet the 
need for information, various institutions have begun to be equip- 
ped with library facilities. 


> 


а. Research and Technology for Food Production 


In the research on food crops to draw of technological packet 
upon cereals (rice, corn, sorghum, wheat), rice is the only crop 
that has been thoroughly studied. Various high-yield seeds have 
been found with high resistance against pests, high response to 
fertilizers and a relatively-short planting season. Such types 
found during Pelita | are Pelita 1/1 and Pelita 1/2 varieties. Re- 
search and development of rice varieties for low-tide and arid- 
land farming have been intensified since they are essential for 
rice cultivation outside Java. Research on plant rooting reveals 
that the unirrigated varieties of ARC-10372 and BPI-76 prove to 
have high resilience against drought. And so is also the case with 
NORIN-21, MI-48 and OSA since their roots are thick and long. 

Out of the 350 million hectares of low-tide area or marshland, 
2.2 million hectares have the potential for rice plantation. But, 
only 350,000 hectares have been cultivated. 

Within the framework of increasing rice production, a VUTW 
(wereng-resisting hybrid -- wereng — Nilaparvata lugens) type, 
Cisadane, has been developed for lowlands; and Semeru for 
highlands. In horticulture, research has produced new hybrid va- 
rieties of tomato called /ntan (AVRDC L 33) and Ratna (VC 11-1). 
The Intan and Ratna varieties produce about 31 - 45 fruits per 
plant. 


Research on rice gives emphasis cn the development of new 
high-yield varieties with characteristics which enhance the solu- 
tion of problems resulting from the change of cultivation techni- 
ques and pests. Creation of the desired characteristics has been 
endeavoured through integrated improvement of varieties called 
the Germplasm Evaluation and Utilization (GEU). High-yield va- 
rieties which are not resistant against Nilaparvata lugens such as 
pelita 1/1 and РВ-5 have been replaced by VUTW varieties of IR- 
26 and IR-30. With the emergence of brown Nilaparvata lugens, 
both types have to be replaced again by new bio-type varieties 
such as IR-32, IR-36, and IR-42 which are resistant against the 
brown pest. The high-yield variety of IR-36 has, in 1980, con- 
tributed a 60-percent share of high-yield cultivation. Beside, 
there have been a number of VUTW varieties such as Asahan, 
Brantas, Citarum, Serayu, Cisadane, Semeru, Cimandiri, Barito, 
and Cipunagara. 

In September 1981, three varieties have been distributed to 
the public, i.e. PB-50 for IR-50, PB-52 for IR-52 and PB-54 for 
IR-54. The three varieties are resistant against the tungro virus in 
lowland cultivation. In addition, two other varieties, Gata and 
Gati, have also been introduced for arid-land farming, while the 
Adil and Makmur, Gemar, Semeru, and Batang Agam varieties 
for high-land cultivation, and IP-42 and Barito varieties for low- 
tide farming. 

Collection of corn varieties has been recorded at 14 types. Sin- 
ce 1976, three high-yield varieties have been introduced, i.e. the 
Arjuna, Bromo and Harapan Baru (H6). 

H6 is a croos-product of the Harapan variety and DMR-5, while 
the Arjuna and Bromo have a shorter planting season in compari- 
son with that of Harapan and H6. Research on the use of fertili- 
zers reveals that corn is quite responsive to N and P, and the va- 
rieties of Bogor Komposis-2 DMR-5 and H6 give a higher produc- 
tivity with N and P fertilizers in low-pH soil. Corn cultivation will 
produce a higher output with phosphate acid and lime fertilizers. 


Research on other young crops has produced high-yield varie- 
ties of sweet potatoes, cassava, green peas and soybeans. The 
high-yield variety of soy-bean, the ORBA, produces a higher out- 
put in a shorter planting season (85 days). 

Research on holticulture has been directed to create a techno- 
logical packet which can efficiently be applied by farmers in low- 
lands and highlands, including new farming fields. Research in 
this department has produced high-yield varieties of tomatoes, 
potatoes, cabbage and fruits. The tomato high-yield varieties of 
AV-33, Intan and Ratna are resistant to bacterium and have a 
high tolerance upon heat. 

The potato high-yield varieties of Rapan-106, Thung-151-C 
and Cipanas are cross products which prove to be cultivatable in 
Indonesia. Imported high-yield varieties are Cosima, Sequica, 
Donata, Draga and Desiree which renewal needs imported ori- 
ginal-plasm seeds every three years. To cope up with the pro- | 
blems of seed supply for 20,000-hectare cultivation in Indonesia, 
a programme for nursery stock of potato high-yield varieties has 
been intensified. The development of disease-free nursery stock 
with stalk-cutting has been successful and the application of 
fibreculture technique and seed-planting are being studied. 


A number of hybrid varieties of corn, sweet potato, green peas 
and soy-beans have been introduced to the public in 1981. The 
corn hybrid variety, called Parikesit can produce 4.5-5.0 tons of 
dry husked corn. 

The palm hybrid of Dura Dumpy X Pisifera can produce 30%- 
increase of output in comparison to former varieties. Coffee hy- 
brid clon of BP-409 has been developed. And cocoa culture has 
cultivated the hybrids of ICS 60 x SCA 6, SCA 12 x ISC 60, and 
DR 2x SCA 12. Teaclons developed are TR 2024, TRI 2025, Ku- 
ra 8, Cin 143 and SA 40. 

In addition, the clove leave spot disease in Lampung has been 
remedied in 1981 with the fungicide Dithane M45 (3 gr/litre). For 
sugar-cane cultivation, 19 Ps-series clons have been developed 
to be resistant of the mozaic disease. Other hybrid varieties de- 
veloped are the Genjah X Nias coconut, the /anas-resistant to- 
bacco, and the BTK-12 and IA Compines cotton being suitable 
for cultivation in South Sulawesi. As far as medicinal herbs are 
concerned, two varieties have been found for the supply of raw 
materials of oral contraception, i.e. the Costus speciocus and So- 
lanum khasianum. 

Research on cattle-breeding has established the cross system 
between local cows and hybrid cows, the development model of 
lambs and goats breeding, as well as simple and efficient pro- 
cessing of cattle-breedding products. Research has also been 
organized for the promotion of efficiency on the use of fodders. 

Research on fishery is mainly directed to overcome the di- 
sease caused by the Aeromonas hydrophyla bacterium. It ori- 
ginates from West Java and then spreads to the whole island of 
Java. To wipe out the disease, activities have been launched to : 
(a) identify the cause of the disease through examination of fish 
species from Jakarta, West Java, Central Java, East Java, and 
South Sulawesi; (b) trace the epidemiology of fish disease, 
among others by monitoring infested areas in West Java, and (c) 
experiment cure in the laboratory as well as on the field in order to 
find effective, efficient and cheap medicines. Thanks to the re- 
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search findings, the disease can be promptly overcome. In addi- 
tion, efforts have also been made to draw a profounder and wider 
method of fighting fish disease, i.e. through immunization, supply 
of disease-resistant fish species, and other long-term endea- 
vours. 

Research on fishery has also found new resources such as 
skipjack (katsuwonus pelamis), the tuna fish and shrimp. Eradi- 
cation of fish diseases has been intensified and fish-processing 
technology in fishing ships improved, while shrimp trawlers intro- 
duced. 


Research on veterinary diseases has produced improvement 
on the method to wipe out pests and diseases of cattle, the tech- 
nique to diagnose some veterinary diseases, prodution of vacci- 
nes and antiserums, and tests on veterinary medicines in circula- 
tion. 

Within the framework of stepping up food production, research 
by nuclear technique has been carried out for (a) plant breeding, 
(b) pest control, (c) fertilization and nutrition of plants, (d) nutrition 
of cattles, (e) eradication of veterinary diseases, (f) fodder ra- 
tions, and (g) study on micro-organism. 

For the preservation of foodstuff, research has been carried 
out for the processing and preservation of foodstuff. The re- 
search covers (a) the effect of substrates on the inoculum stora- 
ge capacity of fermented-bean cakes, (b) inocolum standardiza- 
tion of oncom (edible fungus), (c) the effect of stepping up the 


scale of experiment on protein analysis during soy-sauce fer- 
mentation, (d) preservation of bean curd in tin box, and (e) pre- 
servation of fermented-bean cakes in tin box. 

Research has also been carried out on mixed fodder by the 
national Chemistry Institute of the Indonesian Council of Scien- 
ces in Bandung and by the Council for the Study and Application 
of Technology in Sleman, southern Yogyakarta. Research on 
Non-rice Foodstuff is being done by the Bogor Agricultural Insti- 
tute in Bagor. 

To support the effort for the stepping-up of agricultural produc- 
tion, work has been done on soil study. Research on soil fertility 
and productivity has produced the map on nutrient concentration 
(P, K, Ca, and others), the map of agricultural fields in Java which 
in need of P, identification of production constraints in production 
centres such as deficiency in Zn, Cu, Mo, Al toxide, Fe, and the 
problem of drainage. Screening on leguminosa plants concludes 
the following as good cover-crops: Colopogonium, Pueraria, 
Centrosema, Stylosanthus, Crotalaria, the Tunggak bean and the 
Uci bean. 


On marine biotas, research has been done to study (a) the 
kuro fish in the estuary of the River Musi, Palembang. (b) the 
lecem fish in Pari Island, (c) Scylla serrata in Cilacap sea, (C) Fra- 
gum cenedo C, (e) the hati oyster, (f) Oconthastes Planci, (g) 
sea-weed culture, (h) rajungan (a specie of crab) culture, and (i) 
the beronang fish culture. 


b. Research and Technology on Clothing 


Research and technological development on clothing have 
been mainly directed to the quality, types and design of clothing, 
production process, as well as the supply of raw materials and 
auxiliary goods. 


Research and technological development for quantity as well 
as quality improvement of cotton production have been stepped 
up in order to meet the demand for raw material of clothing pro- 
duction. And so is also the case with the production of thread and 
rayon-polyester fabrics. 


With the existence of abundant potential of cellulose raw mate- 
rials (forestry as well as agricultural products) as renewable re- 
sources, the prospect of cellulose industry development is cer- 
tainly favourable. To support the development of cellulose indus- 
try, the Cellulose Centre has been doing various activities of re- 
search and development, covering : 


1. Short-term and long-term supply of raw material. 

a. Use of cellulose fibre raw material, wood as well as non- 
wood, for paper pulp and rayon-pulp covering various 
species. 

b. Selection of appropriate species for reforestation and 
regreening in cooperation with research institutes of the 
Directorate General of Forestry. 

c. Waste recycling. Research has been carried out to study 
the feasibility of recycling the waste of wood cutting in 
East Kalimantan and South Sumatera to become paper- 
pulp. 

2. Development of processing and products. 

For the development of processing and products, various 

activities of research and development have been under- 

taken, in the industry of pulp and paper as well as rayon in- 
dustry. 


c. Research and Technology on Settlement 


Research and technological development for quality improve- 
ment of settlement have been intensified, among others on set- 
tlement design, system of proprietoship and management of 
land-allotment for settlement as well as the construction of healthy 
housing and living environs. Inclusive are research and technolo- 
gical development on the supply of fresh water, prevention of pol- 
lution on living environs, rural electrification, social philosophy, 
development of low-cost housing and flats, and housing embet- 
terment in rural areas. 

On the system of urban development, a number of studies ha- 
ve been undertaken covering the supply of fresh water, waste 
processing, management of urban growth and promotion of eco- 
nomically-weak in Jakarta. On the system of rural development, 
studies have been organized on farming village, fishing village 
and transmigration rural unit. These activities are to be follo 
wed by studies on villages on river-banks. 
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Works have also been done for studies on regional develop- 
ment, among others development based on natural resources by 
stepping up capability and knowledge on the selection and appli- 
cation of efficient technology in accordance with the potential and 
problems in model region, and the stepping-up of knowledge on 
coastal regions. | 

The rapid growth of construction sector in Indonesia has 
brought about the logical consequence of the use of a great num- 
ber of types of construction materials. In this regard, work has 
been finalized on the revision of the 1970 General Requirements 
of Construction Materials in Indonesia into the 1980 version as a 
technical standard of construction materials to be used as guides 
by contractors as well as those who offer work-orders. 

Various studies on construction components have been under- 
taken; among others, development of construction materials for 
earthquake-vulnerable areas, development of local construction 


materials in coastal regions, use of bamboos as construction ma- 
terials in transmigration settlements, and development of pro- 
duction units of construction materials for break-even condition. 


With production equipments aid from the Japanese Govern- 
ment. the Bandung DPMB has succeeded in studying and deve- 
loping the Artificial Light Weight Aggregate, which is useful in 
multi-storeyed buildings. from the raw materials of shale and ob- 
sidian bricks to mcet the local needs and for export. In compari- 
son with the natural aggregate of pumice-stone, the artificial one 
has the superiority of closed pores, higher capacity, uniformity, 
higher resistance againts weather and bigger deposit. 

With the help of Danish experts, a special technologi Of con- 
crete mixing and mixture has been developed in 1978. The spe- 
cial technology has effected a lower cost (by ten percent), higher 
capacity of mixture (by six times), increase of work productivity 
(2-3 times), support for quality improvement of red bricks/artificial 
bricks, increase of income for bricklayers/assistant bricklayers 
ano rroduction increase of mixture construction. 

By cooperation between the governments of Indonesia and of 
Japan. a study has been made in medio 1980 on the feasibilitly of 
processing agricultural and industrial wastes to become pulp ce- 
ment board. The raw-materials used are used papers or waste: 
from paper mills, textile waste. straw, baggage. rosella, lime 
powder, granite powder, slag, red-brick powder. serpentine-brick 
powder and powder of cement wood as construction waste. 

Research on concrete includes the development of pumice 
and wood as construction materials. A study has also been made 
on the construction use of particle board. 

Bamboo remains part of !iidonesian ‘civilization’. Since long it 
has been used as one of traditional construction materials. The 
reighbouring countries have imported a monthly average of 400 

to 500 sets of furniture. In this regard, promotional supervision 


has introduced the bamboo construction technique in bamboo- 
weaving types (two-stripe diagonal-weaving, two-stripe vertical 
weaving, three-stripe weaving and the gedek simple weaving. 
and bamboo-wall type. 


Studies have also been made on fire-proof and earthquake- 
proof housing construction. As regard to sanitary technique, re- 
search has been done on the breeding of earth-worms for waste 
disposal and recycling, and opening of walk-path for the improve- 
ment of living environs and Inpres-type markets. 

After a series of researches and trial-tests, some standards/ 
guides have been drawn; among others : 


1. Guide on the prevention and protection of rural houses 
against fire. 
2. Guide on the prevention and protection of rural houses 
against earthquake. 
3. Standard on the construction of low-cost flats. 
4. Guide to standardization of housing components in the reha- 
bilitation of rural houses. 
5. Standardization of the system of lightning arrester in build- 
ings. 
6. Regulation on steel construction for buildings in Indonesia. 
7. Standard operational procedure for the improvement of en- 
virons and urban housing. 
8. Management and maintenance of flats. 
9. System for mass development of transmigrants' houses. 
. Study for the formulation of standard of bath-room, water- 
closet, and septic tank. 
11. Guide on the structure of earthquake-proof low-cost flats. 
. 1981 regulations on the planning of earthquake-proof build- 
ings in Indonesia. 
. Guide-book on the planning of reinforced concrete structure 
and reinforced wall structure for building, 1981. 


d. Research and Technology on Health 


Research on contagious diseases has been carried out in 
order to formulize the effective method of overcoming them. Spe- 
cial attention has been given to diseases infesting the poors in 
urban as well as rural areas; malaria, hemorrhage dengue fever, 
filariasis, diarrhea, lung tuberculosis and schistosomiasis. Stu- 
dies have also been made on hepatitis, heart disorders, cancers, 
and health problems due to inadequate nutrition, lack of calories 
and protein, deficiency of vitamin A, nutritional anemia and ende- 
mic glandula tyreoidea. 

On environmental hygiene, research has been directed disclose 
the problems of pollution caused by pesticide, heavy metals and 
industrial as well as household water waste. The emphasis is to 
find the method of preventing environmental pollution that may 
interfere with human health. 

To support the effort for the stepping-up and expansion of 
health services, studies have been organized on health services 
in hospitals and public health centres, school health, dental hy- 
giene and mental health, as well as promotion of family nutrition, 
supply of fresh water, and private waterclosets. The aspects stu- 
died include quality improvement of health services, supply and 
use of health personnel, management process including the sys- 


tem of information and the impact on public health. A household 
survey has been undertaken to collect data on the cases, cure, 
and pattern of diseases for comparative studies between Pelitas. 

In addition, research activities have been launched on the 
problems of drug administration and use of Indonesian natural 
resources for pharmacy, price mechanism and advertisements 
of drugs. overcoming side-effects, standardization and method 
of tests on drugs, narcotics, pesticides and dangerous drugs as 
well as effectivity and safety of traditional drugs, examination of 
clinic laboratory and legal stipulations on drugs. 

Making use of nuclear technology, studies have been set up on 
sterilization by gamma radiation on various medical drugs such 
as catheter injection fluid, oral contraception, pharmacological 
preparation for eye oinment, anti-biotics, baby-powder, and tra- 
ditional herbal preparation. In view of the progress on the use of 
radio-isotop in nuclear medicines, the development on the pre- 
paration/making pharmacological radiation has been :lose.y 
oberseved. As far as the use of radio-isotop in medicine is con- 
cerned, achievement has covered the making of covered radio- 
isotop tracer Co-60, Cs-137 and In-192 in addition to cure by 
other radiation sources. 


e. Research and Technology on Education 


To establish a stable national system of education, an integrated 
and whole concept of education has been drawn. For further im- 
provement, however, research activities on the system have 
been continuously carried out. 

Among otf ^75 : 


(1) Development of education system, covering culture and 
sports, planning, manpower design and work methods, im- 
plementation of work achievement and career system, offi- 
cial trainings, small-scale schools, and the system of train- 
ings and courses. 
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(2) Development of curriculum and supervision of experimenta- 
tion of pioneering schools covering, among others, develop- 
ment and supervision of curriculum in primary schools, kin- 
dergartens and schools for mentaly-retarded children, re- 
search on the development of educational facilities, teaching 
methodology as well as monitoring and evaluation. 


(3) Technological development on the communication of 
education and culture covering, among others, refresher 
courses for experts on the communication technology of 
education, research, evaluation, teaching. system, realiza- 
tion of open-system of secondary school and promotion of 
the centre for communication technology of education and 
culture. 


(4) Development of the system of information on management 
of education and culture covering, among others, the system 
of data organization, analysis and data synthesis, the set- 
ting-up of conception and development of the system of data 


storage and retrieval. Research on education has been direct- 


ed to soliciting inputs for educational planning on central as: 
well as regional levels in the development of the national. 


education system. 


(5) Follow-ups on the formulations by the Modernization 
Commission of National Education. 


For the expansion of basic education and equitable distri- 
bution of educational opportunity, research has been carried 
out on the feasibility of organizing an open system of se- 
condary school, as well as introduction of non-formal educa- 
tion through radio and television for children. 

Toward the improvement of educational quality, studies 
have been done on curriculum development and promotion 
of experiments on new systems of school. Within the frame- 
work of stepping up adult education, work has been finalized 
for research on the promotion of communication technology 
of non-formal education. In addition, studies have been 
launched on religious books for the sake of promoting reli- 
gious tolerance and on address of PGAN students (training 
college for teachers on religion) for teaching career. 

Research activities on religious lives are directed to en- 
hancing the promotion of the planning and policies on reli- 
gious affairs as well as improving the capacity of researchers 
in this field. Twenty studies on social and religious issues 
have been accomplished with the help of researchers from 
14 Islamic Higher Learning Institutes and other universities. 


2. National Main Programmes of Research and Technology 
on Natural Resources and Energy 


Research and development on marine resources are directed 
to inventory-taking of marine resources, oceanologic characte- 
ristics and resources of marine living species. The inventory- 
taking is aimed at collecting data and information on the species, 
dispersion, taxonomy and spicemen of marine biotas. Study on 
the oceanologic characteristics is oriented to compiling data and 
information on mass circulation of sea-water, biological charac- 
teristics (planktonology, microbiology, and primary productivity) 
and chemical characteristics, temperature circuit, concentration 
of nutrient and gas, primary productivity and plankton, and coast- 
al geology. 

Inventory-taking on resources of marine living species holds 
the objective of collecting data and information on the riches of 
species, dispersion, and potential of use. The resources groups 
studied are echinodermata, crustacea, mollusca, pisces, coral, 
algea and mangrove. | 

Out of the Sunda Strait, the species listed cover 46 kinds'of 
echinodermata and no less than 100 types of crustacea. These 
varieties are limited in number. The biggest population is found in 
the Uca group in mangroves. Besides, there are 120 species of 
mollusca which are also found in the southern coast of West 
Java. Three of them are export commodity, i.e. tectus neloticus 
and two types of pearl oysters -- perdata margarifera and perdata 
maxina with, alas, guite limited population. The strait also sus- 
tains 132 species of fish (pisces), 182 types of corals, in 43 sub- 


groups and 15 groups. The corals in southern coast of West Java 
comprises of 46 types in 21 subgroups and 5 groups. 

The algae species in Sunda Strait are numbered at 186 types 
while in the southern coast 46 types. Euchema spinosum is an 
export commodity while six other subgroups are valuable raw 
materials for gelatine. The Panaitan Island sustains the biggest 
number of algae species. 

Marine researches in Sulawesi and Maluku have been under- 
taken during the Snellius || Expedition in September 1981. The 
objective is mainly to collect data and information on the modifi- 


. cation of oceanologic characteristics that may have taken place 


since the Snellius | Expedition (1929 — 1930). But the opportunity 
has also been made use of to compile additional information on 
primary productivity, plankton and microbiology, and mangrove. 
Observation on mangrove community has been carried out in 
Lampung Bay (Kalianda, southern coast of Lampung, and Le- 
gundi) and Ujung Kulon. The dominant species of mangrove in 
Kalianda are avicinnia alba and avicinnia marina, while in the 
southern coast of Lampung the rhyzophora apiculata and rhyzo- 
phorastylosa, in Legundi the someratia and avicinnia alba, in Pa 
naitan Island the rhyzophora mucronata and rhyzophora apicula 
ta, and in Pencang Island the lumitzera racemosa. 
Research activities on the oceanologic characteristics of Indo- 
nesia are concentrated in six locations, i.e. the Jakarta Bay, Cila- 
cap Sea, the Sunda Strait, Sanur, Sulawesi and Maluku. 


b. Research on non-biological natural resources 


The study on the potential of Indonesian natural resources is 
directed to inventory-taking and evaluation of sources, characte- 
ristics and types of the potential of Indonesian natural resources. 
The main objective of the study is uncovering the strategic poten- 
tial of coals, fire-wood and charcoal, forestry resources, biologi- 
cal resources and marine resources, as well as library research 
in foreign languages and their translation (except English docu- 
ments) into Bahasa Indonesia. 
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Inventory-taking and evaluation of natural riches through aerial 
photography and cartography, and inventory-taking and evalua- 
tion of Land Dimension hold a two-fold objectives : production of 
basic cartography and inventory-taking of resources. Aerial pho- 
tography on the national territory covers the following activities : 
(1) On Sumatera, Irian Jaya and Maluku, aerial photography 

has been carried out on the scale of 1 : 100,000 with pancro- 
matic superwide angle photography. The small scale aerial 


photography has, then, been reinforced with selective infra- 
red photography on the scale of 1 : 50,000. 


(2) On Kalimantan and Sulawesi, a double-camera system is 
used to simultaneously produce false-colour infra-red photo- 
graphy on the scale of 1 : 60,000. The pancromatic photo- 
graphy is done in superwide angle while the infra-red one 
with wide-angle lens. 

(3) On Java, Bali and Nusa Tenggara, the same system is applied, 
but on the scale of 1 : 50,000 for pancromatic photography 
and 1 : 30,000 for false-colour infra-red photography. 


The basic topographical mapping makes available a basic 
may synchronized with the results of the inventory-taking by the 
application of most recent science and technology. The establish- 
ment of geodesy control network and the mapping control net- 
work are carried out through the system of determining the satte- 
lite position and the A.P.R. survey. Intensification of control is 
done through air triangulation and the P.A.T.M. programme for 
calculation process and equipments, while the photogrametry 
process makes use of the ortho-photo system in the cartography. 


c. Research and Technology on Minerals 


Research and development on mineral, water and land resour- 
ces are directed to collecting complete information on the poten- 
tial of some types of mineral resources, potential, quality and 
shape of ground water deposit in coastal areas and the feasibility 


of small-scale mining. The inventory-taking on mineral resources 
toward the end of Pelita III (1981/1982) has been focused upon : 
minerals, basic metals, chromite ores, minerals of fertilizers, bitu- 
men deposits, and study on the basic concept of geology. 


d. Research and Technology on Natural Resources and Energy 


Research and development on wind-power energy have pro- 
duced a number of prototypes of Savonius-types windmills for 
the purpose of pumping (4 litres/minute at wind speed of 4 me- 


tres/second). The multi-angle windmill for the same purpose has | 


produced 6 litres of water per second at wind-speed of 5 metres/ 

_ In solar research, the National Institute for Aeronautics and 
Space has studied the sun-spot, flare and noise storm. The effect 
of physical solar phenomena upon weather, climate, communi- 
cation radio and lives on earth has not been established yet since 
this is the domain of empirical research which requires a period at 
par with the solar cycle (11 or 12 years). 

On the exploration of nuclear deposits, the National Atomic 
Energy Council has carried out the prospecting/exploration acti- 
vities on radio-active minerals, covering North Sumatera, Aceh, 
South Sumatera, West Kalimantan and South Sulawesi. In the 
Special Territory of Aceh, the preliminary and the general pros- 
pecting have found the geochemical anomali of heavy minerals. 


With the application of the "track-etch" method, anomaiies have 
been found in Sibolga-research areas for granites as well as rock 
sediments and the grades of the mud rocks. Exploration drilling is 
directed to recording uranium-containing layers. With radio- 
active study, a number of small anomalies have been found in 
sand-rock layers at the depth of 64-66 metres. Besides, syste- 
matic prospecting has been continuously undertaken to record 
the location (s) where anomaly has reached ten times of the 
basic value of radiometry. 


In South Sumatera exploration areas, research has been 
stepped up with detail prospecting after the discovery of a number 
of geochemical anomalies between 3 to 7 times of the basic 
value. 


In relation with the discovery of bulky lumps of minerals with 
high concentration of uranium in the Rirang River, the "track- 
etch" technique has been applied. For the study on the techniques 
of mining and exploration, a 300-meter exploration tunnel has 
been made. And to meet the need of research activities, some 


tons of uranium ores have been transported from the Kalan Sector 
to the uranium-processing laboratory in Jakarta. 

In northern Luwu (the Province of South Sulawesi), a prelimi- 
nary prospecting has been initiated and a geothemical anomaly 
has been found in Masambo Sector. Research on the reserve 
and mineralization of monasite outside tin mining. Besides, re- 
search on processing has also been undertaken upon monasite 
ores in laboratory scale to produce the concentrate of thorium 
nitrate. 

The recently-established uranium-processing plant has pro- 
duced the yellow cake. A quality-control laboratory unit examines 
the quality of the concentrate and the products of other laborato- 
ries. The uranium-purification process from yellow cake into pure 
uranium solution is carried out through extraction with the TBP 
liquied solvent. | 
For the production of the basic material of UOo, the ADU process 
has been selected with ammonium solution or the AUC process 
with ammonium carbonate as alternative. 

In the study on production technology of nuclear combustion 
elements in laboratory scale, a metalography research has been 
organized on welding products and tests on the nuclear combus- 
tion elements produced. Various parameters are being studied 
on the production process of ООо pellets and UO» powder. 

To finalize the feasibility study on the establishment of Nuclear- 
power Electricity-generating Plant, the research on location has 
been concluded in Muria and Lasem, comprising of geological 
cartography, collection of rock spicemen and photography analy- 
sis, geochemistry, paleomagnetics and the absolut general out- 
put. 

In the effort to develop а type of alternative material, an ethanol 
pilot plant has been built to process sweet potato/cassava from 
transmigration settlements into ethanol, with the daily production 
capacity of 15,000 litres, in Tulang Bawang, nothern Lampung. 

Research on living environment holds the objective of promoting 
the Integrated Regionai Development Model to achieve the opti- 
mation of interaction among natural resources, technology and 
the social attitude as well as behaviour in development regions. 
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3. National Main Programmes of Research and Technology on Industrialization 


a. Research and technology on industry 


Durir^ Pelita II, 124 research activities have been undertaken 
in indu stris! field. And, in F clita III, the so-called 'Hingga Element 
M ‘nod’ has been introd''ced in Construction Science through 
the project for the study on applied techniques. Other efforts are 
popularization of the ap slication of most recent methods in con- 
struction science on shin, aircrafts, storeyed buildings and bridges. 

Tire technology for prototype production of nuclear electronic 
instruments which has been mastered are, among others, digital 
measurement means with automatic control and flux-automatic 
control for the Kartini Atomic Reactor. 


Production technology for special nuclear mechanic instru- - 


ment to enhance research is being considered; the system, 
construction analysis, mechanism and materials of the construc- 
tion. The instruments which have been produced so far are night 
periscope (AMX 13), night binocular, disposal unit II of radio-active 
waste, photo reduction equipment, laboratory equipments of 
hydroflourination reactor, modification automatic regulator, and 
test equipment for rocket-launching. 

Research has also been intensified on zinc metal which is in 
popular use among domestic industries. For example, galvaniza- 
ticn and production of dry battcry. Up now, the metalis supiied 
through import. Although zinc doposit has been found in a number 
cf places in Indonesia, its proces: ‘ng industry is yet to be built in 
ar Suntry. 


In 1981/1982, a solar-cell prototype has been made by evapo- 
rating the thin layer of cadmium Sulphide/cupros (Cds/CuoS). 
The activities organized so far are determining the characteris- 
tics of the solar cell Cds/CuoS by measuring the current and 
voltage às the function of wave-leng:h in certain thickness of 
layers. 

Besides, there have been research activities on anti-corrosion 
paints. At the first stage, the research is directed to inventory- 
taking of the characteristics of a number of types of anti-corrosion 
paints which are in circulation in Indonesia and there from set up 
the directives on the method to paint stell structures in various 
environs and atmosphere conditions. 

Study has also been made on the development of cathodic 
protection, one of the methods to protect metal from corrosion by 
giving a cathodic characteristic electrochemically to the metal to 
be protected. 

Pewter is an amalgam of non-ferrous metals of tin (Sn), anti- 
mon (Sb) and copper (Cu). Its use is not limited to the making of 
househo'd equipments. In Indonesia, the use of pewter is sti. 
very low. Actually, it can be used as silver-substitute. In acditicn 
to its high price, silver is also scarce. The s^arcity has been su'c:cd 
by entrepreneurs of silver-crafts in Kota Gede, Yogyakarta. 

The objective of the research in this regard is introducing pewter 
as silv2r-substitute in handicraft industry. 


b. Research and Technology cn Passangers Transport and Freight Transport 


Within the framework of stepping-up shipping industry, river 
waterways as well as ocean lines, studies have been carried out 
on the technological aspects of production and construction as 
well as shipping safety of ships/sail-boats. 


Some of the studies concern the promotion of the capacity of 
ships/sail-boats in the technological aspects of production and 
construction, shipping safety, and development of smallholders 
dockyards through use of ferro-cement. The replacement of wood 
by the ferro-cement is expected to step up the capacity of ships/ 
sail-boats since ferro-cement has a number of superiority, 
among others practicable, easy to mould, fire-proof, water-proof, 
and anti-corrosion. 


Research on aircraft industry has resulted in the development 
of CN-235 aircraft, a two-engine aircraft with passangers capaci- 


ty of 35 people. Development of this aircraft is a joint-venture 
between Indonesia (aircraft industry enterprise PT Nurtanio) with 
a foreign counterpart. Besides, studies on maritime industry has 
been focused on the formulation of a ten-year planning and pro- 
gramme for reha: ‘tation and expansion of Indonesian shipma- 
king industry (P1 PAL) in Surabaya. 

Research ai »ennological development to support automati- 
ve, aviation and t:arıtirne industries and the likes are directed to 
assisting the cev: і~ телі of transportation industry. In Serpong, 
a Construction ? zs: Laboratory -- Project of the Centre for the 
Development of Science and Technology -- has been estab!ish- 
ed. Trial operation has been started for component and material 
test of automative industry, CN-235 aircraft, and construction in- 
dustry. Laboratory of Vibration and Gas Aerodynamics and La- 
boratory of Engire and Motor Thermodynamics are being built. 


c. Research and Technology on Magnetic Electronic V/aves and Wire Telecommunication 


On telecommunication, research has been carried out on the 
application of electronic technology in relation with telecommuni- 
cation development such as earth stations, audio-visual receiv- 
ing sets, diode-silicon, and telemetering instrumentation. 

Research activities on electronics are directed to developing 
small earth stations to step up telephone communication and co- 
verage are of television broadcast. 


In cooperation with the Department of Communication, the Na- 
tional Electronics Institute/Indonesian Council of Sciences has 
built 35 Small Earth Stations and equipments, particularly in 
Eastern region of Indonesia, i.e. Irian Jaya, Maluku, North Sula- 
wesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-East Sulawesi, 
Central Kalimantan, and one in Riau archipelago. 
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Witn the establishment of ine Small Earth Stations, telephone 
communication can now be opened to the formerly isolated re- 
gions. 

The Smal! Earth Stations are also equipped with facilities for 
reception of television broadcast, enabling the local community 
to enjoy the benefit of television. 

Wire is one of the procucts of basic metal which are now flourish- 
ing. Stec! wire has the potential of vast marketing, as wire as well 
as incustriai raw materiais for the manufactures of nails, filters, 
and so on. Wire industry єч! has the room for further develop- 
ment In this regard. the objecüve of research is inventory-taking 
to provide busis for analysis on the need for wire and the design 
of wire-related indastrai development, and to appraise the po- 
tential of wire Industry in Indonesia. 


d. Research and Technology on Pollution, Nature Conservation, Settlement and Health 


Research on forestry covers a number of activities, such as 
inventory-taking on flora species and the potential of tropical 
forest, on forest protection, management of natural forest for the 
preservation of production, management of river-bank areas and 
living environment. 

Researchon forestry has produced the guides to identify wood- 
species for export, method for the application of silviculture sys- 
tem in the exploitation of various types of forests, method on in- 
ventory-taking of wood-species in natural forest/wood-plant spe- 
cies for adequate reforestation/regreening of bush and sword- 
grass field. 

Research on forestry has covered the activities of inventory- 
taking, studies on use of forestry products and wood conserva- 
tion on the aspects, characteristics, and systems of exploration 
and processing technology. Based on herbarium materials, 
4.000 species of wood with diameter of 40 cm or more, have 
been recorded throughout Indonesia. For sampling purpose, 
33.706 authentic wood samples have been collected, covering 
3,233 botanical species in 785 subgroups and 106 groups. 

Industrial growth, as one of the sources of pollution, should be 
closely observed and ways be soughtto prevent pollution, includ- 
ing in cellulose industry. In addition to publication of some guide- 
books (pulp-and-paper industry and soda industry), the Cellulo- 
se Centre has held the activities of, among others : monitoring on 
the degree of pollution by a number of chemical industries 
through analyses on water samples from waste-water bodies. 
Effort has also been initiated for recycling of industrial waste 
(Mount Merapi Project). 

Research activities on use of nuclear technology for industrial 
development, especially studies on economic technology, have 
covered radiation sterilization, radiation polymerization, non- 
injurious examination, hydrology, and environment pollution. 


Research and technological development on rucket have pro- 
duced a propellant with 15-cm diameter, combustion rate of 0.6/ 
cm/second at the pressure of 70 kg/square centimetre. For the 
improvement of the prototype of sonda rocket, research has 
been undertaken on solid energy with accelerated combustion 
time and the optimum expulsion power. іп addition, studies have 
been carried out on light material for rocket with good tcleration of 


` high temperature and on the system of rocket energy separation 


for shuttle service. These studies are crgarized within the frane- 
work of developing rocket design for weather observation. 

Studies on the aspects of outersrace development through 
cooperation among national institutions grouped in the Tempora- 
ry Committee on Outerspace, have concluded Indone. „п view 
on policies and international management oi outerspe 22 for 
peaceful purposes. 

Besides, the Temporary Committee have also worked out the 
efforts for the Formulation of National Programme Conception on 
the Development of Outerspace Science and Technology as well 
eS its application in Indonesia. 

Recognition of the Archipelagic Concert in international fora 
has encouraged the activities of research and technological de- 
velopment in the field of naticnal defence and security. 

During the last few years, works have been intensified for the 
production of weapons such as light guns, ammunition, rockets 
in a variety of calibres, high speed patrol ships, helicopters, light/ 
medium freight planes, electronics and communication means, 
optronic equipments, simulation facilities, instruction aids and 
essential logistics. 

In the initial stage, a number of types of technologies for wea- 
ponry industry were imported from developed countries, but the 
value added has been gradually stepped up to enchance maste- 
ry of weaponry technologies by Indonesian people. 


4. Main National Programmes of Research and Technology on the Fields of Sociology, 
Economy, Philosophy, Culture, and Law 


The main national programmes of research and technology in 
the fields of sociology, economy, culture, philosophy and law 
hold the objective of supporting the implementation of national 


development through studies on social changes, economy and 
culture in the national development toward the creation of a 
strong foundation for further development on own resources. 


a. Research on the Field of Sociology 


Research on social dynamics of Indonesia during Pelita III has 
been aimed at four inter-related main targets. On the national 
level, the targets are national integration, religious affairs, social 
changes and the socio-cultural problems of modern communica- 
tion. 


Studies have also been organized on social welfare of children, 
adults/elderly people, evaluation on effectivity of social welfare 
development, on isolated ethnic groups in the development of 
Halmahera and Central Sulawesi, and case-studies in Jember, 
Jombang and Nganjuk on religious tolerance in the integration 
and participation of rural community in development. 


b. Research on the Field of Economy 


On the field of economy, research activities have covered the 
projection of the growth of Indonesian economy up to the year 
2000, demography with the focus on social mobility and rural de- 
velopment; among others, migration and regional development 
in East Java, Bali and South Sulawesi, employment rate and 
employment opportunity in rural areas, and case-studies on rural 
development in Bajang and Mondangan (Blitar, East Java); re- 
search on transmigration: its characteristics, process and aspira- 
tions; case-studies in Way Thung, northern Lampung; studies on 
women's role in the development of small-scale industry in Cen- 
tral Java and on migration and women in development as well as 
case-studies in Wonogiri, Solo, and Jakarta. 


For the sake long-term economic development, research has 
been undertaken on the perspectives of export and import, num- 
ber of population and work-force, and growth of the gross domes- 
tic products. 

Besides, research activities on manpower have covered the 
aspects of wages and salaries in various regions and sectors, 
manpower dispersion in the sub-sector of textile industry, and ex- 
pansion of permanent employment opportunity in rural areas. 

During Pelita | and Pelita Il, a substantial number of studies 
had been carried out in Jakarta on economic problems and facili- 
ties. For example, the supply of fresh water, transportation, and 
so on. On transportation, one of the studies is the projection on 
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urban transportation in Jakarta up to the year 2000 with compa- 
rative studies in Surabaya, Medan and Ujung Pandang. 


Other studies are the potential of capital formation, prospect of 
industrial economy in Central Java, living standard and income of 
fishermen in East Kalimantan and North Sulawesi, and research 
for the development of high-yield and disease-resistant rubber 


species. 


t 


Outside Java, studies on the supply of fresh water have bee 
carried out in South Kalimantan and Central Kalimantan. 

Studies on Human resources have covered various labour 
problems in industrial sector which interfere with the effort for 
production increase in Indonesia. The studies have been under- 
taken in a number of provinces, i.e. Special Territory of Jakarta, 
West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, South Kali- 
mantan, and South Sulawesi. 


ç. Research on the Field of Philosophy 


On the field of philosophy, studies have covered the social di- 
mension of man in Indonesia, ideological principles, and philo- 
sophy and values of Pancasila economic system. 


Besides, research has also been done on the systems of owner- 
ship, control and management of production factors in Pancasila 
economic system. 


d. Research on the Field of Culture 


The study on cultural strategy holds the objective of formu- 
lating measures to encourage active participation of family-units 
in Indonesia society for the dissemination of the values of Panca- 
sila. 


During 1981/1982, field-studies had been organized on va- 
rious communities in North Sumatera, North Sulawesi, Ternate, 
South Sulawesi, and for the completion of studies started in 
1980/1981, in Jakarta, West Java, Central Java, and East Java. 
To reach the final conclusions, these studies have been conti- 
nued for a few years more. The conclusions to be reached con- 
cern: views on the essence of living, economic behaviours, natio- 
nal integration and current problems of adolescents. 


A number of studies which bear an extensive impact are the 
problems of ethnic stereotypes, socio-cultural orientation, and 
variation of orientation of social values among the middle class in 
Indonesia. 

Studies on the socio-cultural impact of modern communication 
has been focused on the socio-cultural impact of sattelite com- 
munication. Findings of the studies published thus far relate such 
an impact on The Special Territory of Aceh, and the Provinces of 
Bali, West Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, West 
Java, East Java, North Sumatera, Central Java, South Kaliman- 
tan, East Nusa Tenggara, and Lampung. A map is herewith en- 
closed on the studies carried out during Pelita Ill by the Indonesi- 
an Council of Sciences, the Council for the Study and Application 
of Technol’ 3y, and the Department of Education and Culture. 


e. Research on the Field of Law 


During 1982, research on the field of law had covered : the 
legal aspects of the development of cooperatives of the Maritime 
Kringen Ordonantie, Adat law and institutions of Adatlaw in West 
Java, development of martial law, adoption of child, employment 
of under-age children, physical, mental and social status, appli- 
cation of legal aids, and organizations and institutions of legai 
services. 

Studies have also been organized on international civil law (on 
arbitration), promotion and development of the national legai 
system, promotion and development of employment law in Indo- 
nesia, and comparative legal studies in ASEAN countries. 

In addition, works have been done for the studies on procedural 
law in religious court and administrative court. 


Research on the field of law has also produced data on the 
efforts for consumers protection, legal aspects on telecommuni- 
cation, and protection for smali-scale businessmen.. 


And research on the problems of maritime law and the exploit 
of marine resources in the Pasific region has become more im- 
portant, as natural resources as well as national defence factor. 
In this regard, research activities have also studied the aspects of 
maritime territory, continental base, and the exclusive economic 
zone. On the other hand, the potential of the Pasific as biological 
as well as non-biologica! resources has also been explored. 

Research has also covered the national integration of East Ti- 
mor and the social, economic, cultural and demographic pro- 
blems in Irian Jaya during the process of integration. 


5. Development of Personnel, Facilities and Infrastructure of Research and Technology 


Manpower (experts, researchers, and technicians), facilities 
and infrastructures of research and technology constitute the im- 
portant factors which need intensive development for the promo- 
tion of the national capacity in the field of research, sciences and 


techonology. Promotion of the national capacity in the field of re- 
search and technology is needed to support the national deve- 
lopment, and it should be tailored according to the existing need 
and priority of the national development. 


a. Quantitative and Qualitative Promotion of the Personnel of Research and Technology 


In spite of the increase in the number of researchers from 384 
people in 1977/1978 to 1,086 in 1982/1983, they are far short of 
the real need in various sectors of development and disciplines of 
sciences. 

To fill up the gap in the quantity and quality of researchers, 
various efforts have been undertaken; among others : 


— provision of scholarships for students in graduate study and 
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tied-scholarship for freshmen to work in research institutions 
after the completion of their studies; 


— bestowal of honour/incentives in the form of official promotion 
and ohter kinds of remuneration for successful researches; 
implementation of such a bestowal shall be stipulated by a 
Decree of the President; 


— improvement of knowledge and know-how of researchers at 
home through formal education programmes in higher learn- 
ing institutes and non-formal education in research institutions; 

— organization of trainings in domestic enterprises such as PT 
P.A.L., PT NURTANIO, PT BARATA, PT NATIONAL GOBEL, 
PT INKA, THE ARMY INDUSTRY ENTERPRISE, and others; 

— participation in education and training programmes organized 
by private enterprises abroad within the framework of provid- 
ing hardwares and realizing the transfer of technology; for 
instance , those carried out by Bechtel Inc (USA), Mitsubishi 
(Japan), KPA-Joelich (West Germany), IEJE (France); 


— improvement of knowledge and know-how of researchers 
abroad, particularly in the countries which have signed agree- 
ments on research and technology cooperation which cover 
the exchange of education and training for researchers; 

— vacancy; 


— persuasion for Indonesian researchers working abroad to go 


back home; and 


— organization of joint-research programmes between Indo- 


nesian research institutions with those abroad involving as 
many researchers of Indonesia as possible within the frame- 
work of the transfer of technology. 


b. Development of Facilities and Infrastructures 


In accordance with the objective of the long-term development 
as stipulated in the Guidelines on State Policy to create a strong 
foundation for further development on own resources with 
emphasis upon economic field, application of technology and 
science is directed to promoting professional skills to make use 
of more-advanced technology. 

In view of the above-mentioned objective and policy, the govern- 
ment has been developing the Centre for Research of Science 
and Technology since the third year of Pelita Il. 

At present, establishment of the Laboratory for Construction 
Test has been completed while development of the Laboratory 
for Callibration, Instrumentation and Metrology is being underway. 

After completion of the planning stage and preparatory works, 
development activities of the Centre for Research of Science and 
Technology in Serpong since 1982/1983 have covered establishment 
of the following laboratoria : 


1. Multi-purpose Reactor and other facilities such as : 
— Laboratory of Energy for Research Reactor; 
— Laboratory of Energy for Power Reactor; 
— Laboratory of Radio-isotopes and Radio-pharmacy; 
— Installation for the Processing of Radio-active Waste; 
2. Laboratory of Resources and Energy. 
Laboratory of Aerodynamics, Gas-dynamics and Vibration. 
Laboratory of Eiectronics. 


Laboratory of Applied Physics. 
Laboratory. of Applied Chemistry. 
Laboratory of Metaiurgy. 


All of these laboratoria are expected to be in full operation by 
the end of Pelita IV, well-equipped with necessary infastuctures 
and settlement facilities. 

Development of research infrastructures and facilities as well 
as technological advancement such as office-buildings, labora- 
toria and physical facilities -- office equipments, transportation 
and the likes --- have been rapidly growing. 

In general, non-departmental government institutions for 


research and technology (such as the Indonesian Council of 


Sciences, the Nationai Council of Atomic Energy, Indonesian 
Institute for Aeronautics and Outerspace, Indonesian Coordinat- 
ing Board of Survey and Cartography, and the National Bureau of 
Statistics) have had adequate facilities of office-buildings. The 
Indonesian Council of Sciences, which was formerly dispersed in 
various places, has now enjoyed the benefit of a vast compound 
of office-building which is capable of accomodating all activities 
of the Council. 

Development of infrastructures and facilities of research 
centres within the Cabinet departments has also been promoted. 
However, quite-limited allocation of fund has been one of the 
leading factors of constraint in the development of research 
infrastructures and facilities. 


IV 


MISCELLANEOUS PROGRAMMES 


Establishment of the Centre for the Development of Science 
and Technology in Pelita Il! bears a greater significance in view of 
the target of the long-term development in the field of economy to 
promote industry which produces industrial machines since 
Pelita IV, for heavy as well as light industry. Such a polilcy shall 
be further developed in the coming Pelitas. 

Without the development of capacity in the field of science and 
technology, it is impossible to reach the target of industrial pro- 
motion based on the principle of development by own resources. 

Research facilities to be built in the Centre for Research/Deve- 
lopment of Science and Technology, in response to the targets of 
industrial development, consist of: 

1 А Laboratory for Construction Test. 
Ad ti for Aerodynamics, Gas-Dynamics and Vibra- 


3) Laboratory for Thermodynamics, Motor, and System of 


4) P for Processing Technology. 

5) Laboratory of Metalurgy. 

6) Laboratory of Electronics 

7) Laboratory of Calibration, Instrumentation and Metrology. 


8) Laboratory of Applied Physics. 
9) Laboratory of Applied Chemistry. 

In addition, within the Centre, work shall also be done for the 
establishment of Multi-purpose Research Reactor and Labora- 
toria equipped with the supporting instailations as follows: 

` 1) Laboratory of Energy for Research Reactor. 

2) Laboratory of Energy for Power Reactor. 
3) Laboratory of Radio-isotopes and Radio-pharmacy. 
4) Installation for the Processing of Radio-active Waste. 

For the development of other energy, mastery of science and 
technology shall be endeavoured through the establishment of 
Laboratory of Resources and Energy. 


Various natural disasters have befallen a number of 
regions; volcano eruptions, river-floods and others pro- 
pagated by natural forces as well as the result of popula- 
tion increase. To study the phenomena of natural disas- 
ters, as well as to develop detection methods and to mini- 
mize the destructive effects, a Laboratory for the Mitigation 
of Natural Disasters has been established within the Centre 
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for Research of Science and Technology. The Centre is 
equipped with settlement for experts and technicians 
working for the Centre, and social facilities such as houses 
of worship, schools, polyclinics, sport facilities and other 
establishments. 

In the development of the Centre for Research of Science 
and Technology, the government has been determined to 
create harmony between nature/environment and human 
activities to apply technology. Thus, construction of build- 
ings, infrastructures and settlement shall-be harmonized 
with development of artificial forest, demonstration plots of 
plantation and parks. The forest, plantation and parks shall 
be filled with complete sample species, including rareties 
native to Indonesia. 

After planning and preparatory works for the develop- 
ment of the Centre during the last three years of Pelita II, 
the first stage of development has covered: 

1) Main roads within the compound. 

2) Installations for water treatment and distribution 
network. 

3) Supply of electricity. 

4) Installation of telephone facilities (temporary). 

5) Laboratory for Construction Test. 

6) Laboratory for Callibration, Instrumentation and 
M ; 

7) Accomodation for experts. 

8) Four-hundred units of housing. 

9) Building for primary school. 

10) Polyclinics. 


Since 1982/1983, a number of laboratoria have been 
built. To date : 


1) Multi-purpose Reactor and other facilities such as : 
— Laboratory of Energy for Research Reactor; - 
— Laboratory of Energy for Power Reactor; 
— Laboratory of Radio-isotopes and Radio-active. 


2) Laboratory of Resources and Energy. 
3) Laboratory of Aerodynamics, Gas-Dynamics and Vibration. 
4) Laboratory of Electronics. 
5) Laboratory of Applied Physics. 
6) Laboratory of Applied Chemistry. 
7) Laboratory of Metalurgy. 
During 1984/1985, works shall be carried out for the develop- 
ment of: 


1) Laboratory for Thermodynamics, Motor and System of 
Propulsion. 
2) Laboratory for Processing Technology. 
3) Laboratory for Mitigation of Natural Disasters. 
The first-stage development is projected to conclude by the end 
of Pelita IV. 

In 1977/1978, the first fiscal year of the project of the Centre for 
Research of Science and Technology, construction of infrastruc- 
tures had been started with budget allocation of Rp 619,780,000. 
In the second year of implementation, budget allocation had 
amounted to Rp 403,250,000 for the first-stage developmeht of 
the Laboratory for Callibration, Instrumentation and Metrology 
and Rp 3.828.211.000 for development of infrastructures. 
During 1978/1979, the project had been provided with 
Rp 647,953,000 for continuation of development of the Labora- 
tory for Callibration, instrumentation and Metrology and 
Rp1,341,095,000 for development of infrastructures. In addition, 
budget allocation for that year included Rp 847,042,000 to start 
the development of the Laboratory for Construction Test. Up to 
the last year of Pelita || (1978/1979), fund allocation for develop- 
ment of the Centre amounted to Rp7,687,331,000 which had 
been fully expended (realization by 100%). 

During Pelita Il! up to the fourth year (1979/1980 - 1982/1983), 
the project has been allocated with Rp 24,653,724,405 for prepa- 
ratory works/construction of laboratoria of construction test, elec- 
tronics multi-purpose reactor, resources and energy, aerodyna- 
mics, gas-dynamics and vibration, physics, chemistry, metalur- 
gy, mitigation of natural disasters, polymer-processing technolo- 
gy and development of infrastructures. Realization has reached 
up Rp 21,030,838,000 (8596) and standing budget of 
Rp 3,662,241,000 (15%). 


1. Experiment on Artificial Rain 


Research and experiments on artificial rain have been held a 
number of times during Pelita lil in various regions with favourable 
results. This programme bears the objectives of exploiting natural 
resources in the atmosphere to cope up with the problem of water 
supply for floras as well as for the preservation of living environ- 
ment, to solve the problem of draught, to step up agriculturai pro- 
duction, and to provide water supply for power-generation. 

Since a few years back, studies have been started on artificiai 
rain, especially as related with meteorology, chemical components 
and/or physical reactions which stimulate the saturation of vapour 
in the air as well as aeronautics for the purpose of chemical- 
spraying. 

On March 12, 1977, the Minister of Agriculture instituted the 
project on artificial rain. Experiments within the project were carried 
out by the Council for the Study and Application of Technology in 
cooperation with other government institutions. 

Objectives of the experiments had been tailored according the 
specific needs of the respective regions; for example : 


— Experiments on artificial rain in the region of Gunung Kidul 
are directed to solve the problems of the supply of fresh water 
and for irrigation. 
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— Experiments on artificial raln in Jatiluhur area are directed to 
preserve the stabilization of water reserve in the Jatiluhur 
Reservoir for irrigation and power-generation. 

— Experiments on artificiai rain in Lombok Island are directed to 
stimulate rain after the wet season as well as to prolong the 
wet season for irrigation of young rice crops. 

— Experiments on artificial rain in South Kalimantan are direct- 
ed to malntain water-reserve of the Riam Kanan Reservoir for 
power generation and irrigation. 


Most of the experiments had been held in the period of April 30 
May 19, 1983. Exploratory works for artificial rain-making had 
been carried out in East Kalimantan in May 1983 to overcome the 
general effects of long draught and for other purposes. 

The first two experiments on artificial rain had been under- 
taken in 1977 in West Java and Central Java with the centres of 
operation in Adi Soecipto and Panasan Solo airports. 

Success of the first two experiments encouraged another 
experiment in 1980 in West Java to maintain water-reserve.of the 
Jatiluhur Reservoir in normal height. According to the estimate of 
the Council for the Study and Application of Technology, in colla- 


boration with the Jatiluhur Reservoir Authority, rainfall accumulat- 
ing in the Citarum River and on the northern hills had been 
measured at 110 million cubic-metres and 32.3 million cubic- 
metres. The cost of experiments had respectively been 100 and 
44 million rupiahs. These figures had shown that the cost of each 
cubic-metré of artificial rain-water was respectively Rp O.91 
and Rp1.37. 

In March and April 1980, experiment on artificial rain had been 
held in West Nusa Tenggara; in May 1981 in Gunung Kidul, June/ 
July 1981 in Jatiluhur Reservoir area, April and May 1982 in Gu- 


nung Kidul, and in December 1982 in Jatiluhur; all of these had 
brought in satisfying results. In 1982/1983, experiment on artifi- 
ciai rain had been held in the top of the Tangkuban Perahu Mount 
with the "dispenser" method to step up rainfall in Jatiluhur are for 
irrigation in the foothills of Burangrang Mount and Tangkuban 
Perahu Mount. 

In general, a conclusion can be drawn that experiments on artificial 
rain, in Java as well as in Lombok Island, have been successful in 
solving the problems of water supply for daily living as well as irri- 
gation during the long draught. 


2. Research on Earthquake 


Statistical data disclose that no less than 14,000 people die 
every year, a bigger number of cattles lost and million dollars of 
property destroyed due to earthquakes. 

As a vast archipelagic country, Indonesia belongs to the earth- 
quake-vulnerable are with a high rate of incidence of tectonic 
earthquakes. Although the destruction has not been devastating 
thus far since the epicentres have been mostly located under the 
maritime territory, it does not necessarily mean that a big earth- 
quake will never inflict the land area. Experiences in Irian Jaya, 
Bali and Sukabumi indicate that such a possibility is always there. 

To cope up with the possible effects of earthquakes, protective 
efforts have been explored while a profound study will be organized 
upon the future planning of any area of development, especially 
those inhabited by men. For that purpose, the whole territory has 
been meticulously divided into a number of zones. 

Research on the problems of earthquakes has been coordina- 
tive in characater, covering the activities of monitoring earth- 
quakes, technological study on earthquakes and on geodyna- 
mics, and other supporting efforts. | 

The supporting effort in the form of collecting statistical data 
and research activities have been carried out by the Institute of 
Meteorology and Geophysics of the Department of Communica- 
tions, Directorate General of Cipta Karya (civil engineering of 


building construction) of the Department of Public Works, and 
Bandung Institute of Technology. In line with their respective 
specialization, the institutions have been doing the efforts for the 
mitigation of the effects of earthquakes and the technical aspects 
of earthquakes, among others through research on quake-proof 
buildings and formulas for such buildings. The Council for the 
Study and Application of Technology have organized studies on 
the mitigation of quakes through the Project for the Study on 
Ways to Overcome the Effects of Earthquakes. 

Mitigation efforts on earthquakes have also been studied in the 
Study on Mitigation of Natural Disasters of the Project of the 
Study on Geology of Applied Geophysics under cooperation 
among the Bandung Institute of Technology, the Institute of Me- 
teorology and Geophysics, the Council for the Study and Appli- 
cation of Technology, the Regional Administration of West Java 
and the Directorate General of General Mining. Research activi- 
ties of the project cover: geological cartography of the sample of 
shifting are in Semangko and research of geophysics/seismolo- 
gy in a number of areas vulnerable to earthquakes. 

Research activities on the preliminary phenomena of earth- 
quakes have been intensified by the Department of Mining and 
Energy, the National Institute of Geology/Indonesian Council of 
Sciences and various laboratoria in higher leaming institutions. 


3. Overseas Cooperation 


Cooperations on research and technology have been arranged 
within the framework of stepping up the national capacity in the 
field of research and technology to support and accelerate the 
national economic and industrial development. In this regard, 
overseas cooperations on research and technology should be 
directly related and support the priority programmes of research 
and technology. They should also have the character of mutual 
benefit and economic values in the future. 


Bilateral cooperations are given higher priority since they are 
easier to realize and be controlled. Besides, they are also quick 
to produce benefits for Indonesia. Overseas cooperations of 
research and technology have been mainly arranged with four 
countries with through mastery of advanced technology : the 


United States of America, West Germany, France and Japan. 


In addition, cooperations have been organized with the Nether 
lands, Canada, Italy, Beigium, Romania, Hungary and the Phili 
ppines to carry out some specific programmes of research and 
technology. 


a. Cooperations with the United States of America 


Cooperation agreement with the United States of America was 
signed on September 11, 1978. It stipulates the implementation 
of research and technological development related with the basic 
needs of men, natural resources and energy, and technology as 
the foundation of development for industry and other agreed 


flelds. 

Current programmes of the cooperation agreement are, 
among others: 

— Energy, inthe Centre for Research of Sciences and Technolo- 
gy. 

— Geology. 

— Marine resources, in the Pattimura University. 

— Research management and development (R & D). 

These activities cover aids of laboratory equipments, and 
courses and trainings. 

Cooperation have been arranged in joint activities between 
Cabinet department and non-departmental institutions of Indo- 
nesia with, among others, the National Academy of Sciences, 
Bechtel Inc. and a number of higher learning institutions inclu- 
ding the University of Washington. 


b. Cooperations with West Germany 


On May 20, 1979, a cooperation agreement was signed in the 
field of research and technology covering the following activities : 


— Research and Technology on Marine Resources. 

Research and Technology on Energy. 

Research and Technology on Aeronautics and Outerspace. 
Science on Land 

Social Science on Humanity. 

Science and Technology for Industrial Development. 
Scientific Information System and Documentation: 
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As follow-ups to the agreement, stipulations on the implemen- 
tation of a number of projects were signed on December 20, 
1979. Among others, the projects are : 

— Surya Village. 

— Research Reactor with the capacity of 30 MW. 
— Concentration of protein in minerals. 

— Coal energy. 

— Wind energy. 

— Research on outerspace. 

— Documentation and Information System. 


c. Cooperation with France 


On May8, 1979, an agreement of cooperation on research and 
technology was signed, covering the fields of.: 


— Technology related with industrial development; 

— Research and Technology on outerspace; 

— Research and Technology on energy; 

— Design and development of the Centre for Research of Scien- 
ce and Technology; 

— Natural sciences (medicines, blology, and agronomy); 

— Sociai sciences and humanity; and 

— Scientific information system and documentation. 


As follow-ups to the agreement, joint stipulations on marine re- 

search was signed on October 13, 1980. 

The programmes cover among others : 

— The Corindon Sea Expedition, held seven times in the seas of 
Maluku, Sulawesi and around the Kundur Island, for research 
on geology and geophysics, tin exploration, and marine biolo- 
gical resources. 

— Research on marine fishery and sea pollution. 


d. Cooperation with Japan 

Cooperations with the Japanese Government has recorded a 
long history. Implementation of the cooperations includes the 
provision of grants from the Japanese Government for the esta- 
blishment of the Laboratory of the Research Centre on Biomass 
Energy in Sulusuban, Central Lampung. 

The Laboratory comprises of two parts : 
(1) Laboratory; and 
(2) Plant. 

The first covers processing laboratory, agriculturai laboratory, 
analysis laboratory and laboratory on microbiology, while the 
plant is used for the production of ethanol as part of the laboratory 
activities. The daily capacity of the plant for the production of 
ethanol is 8,000 litres. 


The facilities can also be used as a means to train operators 
ethanol plants in the future. | 


In addition to the above-mentloned cooperations, research 
joint activities have also been undertaken as follow-ups ot the 
agreement signed on January 12, 1982. The joint-activities cover 
the following fields : 


— Marine sciences: 

— Energy: . 

— Medicines: 

— Agriculture; 

— Geosciences; 

— Architecture and civil engineering; 

— Outerspace; 

— Meteorology; 

— Communication; 

— Science and Technology as foundation for industrial develop- 
ment; 

— Processing system of scientific information; 

— etc. 


Cooperations may take the forms of : 


— Information exchange; 

— Exchange of experts and researchers; 

— Scientific conference; 

— Implementation of joint-projects; 

— etc. 

On January 22 and 23, 1982, a joint-meeting was held to discuss 
programme planning. The meeting agreed to the implementation 
of joint research for the development of plants and tropic and 
sub-tropic micro-organism. This activity has been worked out by 
the Bandung Institute of technology and the STA of Japan. 

Besides, there are other cooperations with the Japanese Inter- 
national Cooperation Agency; among others : 

— The Multi-Media Training Centre in Yogyakarta within the 
Department of Information, managed by the Directorate Ge- 
neral for Radio, Television and Film. 

— Research Centre on Biomedicines within the Department of 
Health, completed in 1979. 


e. Cooperations with other countries 


Cooperation with other countries have also been organized; 
among others, the Netheriands, Canada, Italy, India, Beigium, 
and ASEAN countries. 

Besides, multi-laterai cooperations have been fostered. for 
example, meetings of the Mixed Commission of Indonesia- 
Yugoslavia, Indonesia-Netherland, and Indonesia-Saudi Arabia. 


4. The National Research Council and Indonesian Academy of Sciences 


In response to the expanding national development in Pelita III 
and the coming Pelitas, it is expected that the contribution of 
science and technology will also be stepped up. The Minister of 
State for Research and Technology is assigned with the task of 
managing the problems of science and technology in order that 
its development and application shall be well-directed and inte- 
arated as well as in conformity with the demands of development. 

One of the main tasks ofthe Minister of State for Research and 
Technology is to coordinate the activities of research and Tech- 
nology in government institutions in order to cultivate a well-inte- 
grated cooperation for the through implementation of govern- 
ment programmes. 

To exercise the main tasks, the Minister of State for Research 
and Technology is assisted by his staff and a number of teams/ 
commisions/working-groups which are nonstructural in charac- 
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ter. The leading team is the Team for the Drafting and Evaluation 
of the National Main Programmes of Research and Technology, 
established in the medio of 1978 and reorganized early in 1981. 
The main task of the team is to assist the Minister of State for 
Research and Technology in formulating the national main pro- 
grammes of research and technology, and continuously monito- 
ring and evaluating the planning and implementation of the pro- 
grammes. 

Looking back at the working experiences of the team, and con- 
sidering the increasing role of research and technology in the fu- 
ture, it is deemed necessary that the team shall be readjusted 
and promoted to become a National Research Council. And in 
the framework of developing the group of scientists and resear- 
chers, it is regarded necessary to establish the Indonesian Aca- 
derny of Sciences. 


a. The National Research Council 


In principle, the main tasks and functions of the National Re- 
search Council are not different from those of the Team for the 
Drafting and Evaluation of the Nationai Main Programmes of Re- 
search and Technology. Functions of the Council shall cover the 
following : 

1). Drafting the concepts and treatise of staff level on the pro- 
blems of the promotion of implementation of the strategy for 
the development of sciences and technology. 

2). Drafting the concepts and treatise on staff level on the pro- 
grammes of research and studies of science and technolo- 
gy. 

3). Supplying the necessary information on various problems of 
the strategy for the development of research, science and 
technology for decision-making on operational policies. 

4). Submitting suggestion on operationai policies and on the 
main programmes of research, science and technology in 
accordance with the national mattrix and monitoring as well 
as evaluating the implementation of the National Main Pro- 
grammes of Research and Technology. 

5). Arranging work-relationships among government institu- 
tions, departmental as well as non-departmental, and with 
domestic and foreign organizations. 

The organizational structure of the National Research Council 
shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and 
five working groups. The post for Chairman of the Council shall 
be held concurrently by the Minister of State for Research and 
Technology, while the Vice-Chairman holds the task of assisting 
Chairman of the Council/Minister of State for Research and 
Technology in coordinating the activities of the working groups of 
the Council. The Secretary shall provide the administrative servi- 
ces to the Council. 


The working groups comprise of : 

(1) Working Group for the Drafting and Evaluation of the National 
Main Programmes of Research and Technology on the 
Basic Needs of Man (Group ! of the Council). 

(2) Working Group for the Drafting and Evaluation of the National 
Main Programmes of Research and Technology on Natural 
Resources and Energy (Group || of the Council). 

(3) Working Group for the Drafting and Evaluation of the National 
Main Programmes of Research and Technology on Indus- 
trialization (Group III of the Council). 

(4) Working Group for the Drafting and Evaluation of the National 
Main Programmes of Research and Technology on Defence 
and Security (Group IV of the Council). 

(5) Working Group for the Drafting and Evaluation of the National 
Main Programmes of Research and Technology on Sociolo- 
gy, Economy, Culture and Philosophy (Group V of the Coun- 
cil). 

The tasks of the working groups are : 

(1) Preparing the draft of the National Main Programmes of Re- 

search and Technology in its respective field of activities. 


(2) Continuously monitoring and evaluating the planning and 
implementation of programmes. 

(3) Each group is led by a Chairman assisted by a secretary. 
Secretary of the group manages the administrative relation- 
ship with the Secretary of the Council. 

Personnel composition of the Council shall be stipulated by a 

Letter of Decision of the Minister of State for Research and Tech- 


nology while the budget shall be included in that of the Minister of 
State for Research and Technology. 


As mentioned above, the Council shall cultivate work-relation- 
ship with other institutions, including the Indonesian Academy of 
Sciences. Members of the Council should meetthe requirements 
of those of the Indonesian Academy of Sciences while members 
of the Academy should also meet the requirements of those of 
the Council. 

The final consideration on the Draft of the Decfee of the Presi- 
dent on the National Research Council has been underway, held 
among representatives of the Team of Research and Technolo- 
gy, Minister of State for the Promotion of State Apparatus and the 
State Secretariat. It is expected that the decree shall be soon 
issued. 


b. Indonesian Academy of Sciences 


The government realizes the importance of the role of science 
and technology for the national development. In economic field, 
the role of science and technology does not only support product- 
ion increase but also make the increasing process a cumulative 
and self-sustaining one. Besides, science and technology can be 
used to develop strength/capacity that fills up the existing weak- 
nesses. For example, man's capacity in technology to cope up 
with the scarcity of natural resources as shown in the growth of 
economic strength of Japan. 

In this regard, Indonesia -- with so many scholars -- needs an 
institution through which scientists can give constructive contri- 
bution to the national development and advancement. In 1956, 
the Indonesian Assembly of Sciences was established to be later 
integrated with the Department of National Research in 1962, 
and then became the National Research Institute. In 1967, both 
the institute and the assembly were dissolved, to be replaced by 
the Indonesian Council of Sciences. 

One of the main tasks of the Indonesian Council of Sciences is 
making preparations for the establishment of the Indonesian 
Academy of Sciences. 

The Ad-Hoc committee, formed in 1969, had produced a me- 
morandum of report on the establishment of the Academy. But, 
then, it was dropped temporary, to be instituted again in 1982 by 
the Drafting Team of the Basic Concept on the Indonesian Aca- 
demy of Sciences. The Basic Concept was then discussed in- 
depth in the National Workshop of Research and Technology III 
in 1982. 

Establishment of the Indonesian Academy of Sciences is 
being considered for better preparation. It is expected that the 
Academy would have been established and in operation in Pelita 
IV. 
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Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof Dr Ing BJ Habibie yang juga Ketua Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologie (BPPT) dalam suatu kesempatan pertemuan dengan Ketua LIPI (Lem- 
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang saat itu dijabat oleh Prof Dr Ir Tubagus Bachtiar Rivai 
senantiasa dijelaskan betapa pentingnya penelitian atau Riset tentang Teknologie dalam pemba- 
ngunan nasional kita. 


Minister of State for Research and Technology. concurrently Chairman of the Institute for the 
Study and Application of Technology. Prof Dr Ing BJ Habibie and former Chairman of the Indo 
nesian Council of Sciences, Prof Dt Ir Tubagus Bachtiar Rivai, are discussing the programme 


of research and technology for the national development. 


Kantor BPPT di Jalan MH Thamrin Jakarta. 


The office building of the Institute for the Study and 
Application of Technology at Jalan MH Thamrin, Jakarta 
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Industri Kapsi Terbang dibawah bendera PT Nurtanio Bandung. merupakan bukti betapa putra-putra bangsa Indone- 
sia mampu menciptakan pesawat terbang modern, sesuai dengan tuntutan teknologie masa kini. Tampak Menristek 
Habibie menjelaskan peranan industri Nurtanio dalam pembangunan nasional kepada delegasi Cominac yang dipim- 
pin Menpan H Harmoko. Foto lain menunjukkan demonstrasi helikopter produksi PT Nurtanio dan sebuah pesawat 
CN 235 TETUKO yang diresmikan pemakaiannya oleh Presiden Soeharto. 


Ma .. 


The indonesian Aircraft industry Nurtanio in Bandung constitues the evidence that Indonesian people are able 
to create the modern aircrafts adjuited to the present technology demand. Seen in this picture, Minister of State 
for Research and Technolagy, Prof Dr ir ing BJ Habibie explaining the role of the Indonesian Aircraft industry 
Nurtanio in the national development to delegates of the Conference of Ministers of information of Non-Aligned 
Countries (COMINAC) led by Indonesian Minister of Information, Н Harmoko The other photoes show a helicopter 
producted by the Indonesian Aircraft Industry Nurtanio and CN 235 Tetuko aircraft which was officially maugurated 
by President Soeharto 


Penelitian matahari sebagai sumber 
energi, LAPAN telah meneliti sun-sport, 
flare, dan nois strom. Secara ilmiah pe- 
ngaruh kejadian fisika di matahari 
terhadap cuaca, iklim, radio komunikasi 
serta kehidupan di bumi belum dapat di- 
buktikan karena hal ini merupakan pene- 
litian empirit yang memerlukan waktu. 


Solar Energy Research Programmes. The 
National Institute of Aeronautics and 
outerspace has researched sun-sport, 
flare and nois stroom. The impact of 
solar physical phenomenon upon clima- 
te, seasons, communication radio, and 
life could not be proved yet since it re- 
quires a long-term empirical research. 
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Penelitian dan percobaan hujan buatan te- 
lah dilakukan beberapa kali dipelbagai 
daerah dengan hasil baik. Program ini di- 
maksudkan untuk memanfaatkan sumber 
daya alam yang terkandung di udara 
dalam mengatasi masalah pengadaan air 
guna kelestarian lingkungan hidup. Juga 
untuk mengatasi kekeringan serta untuk 
meningkatkan produksi pertanian ataupun 
penyediaan air untuk pembangkit tenaga 
listrik. 


Research and experiment on artificial rain have 
been applied successfully in various regions. 
This programme is aimed at utilizing the natu- 
ral resources on air in order to overcome the 
problem of water supply for living environment 
peservation, drought, and to enhance agri- 
cultura! production and to supply water for 
electric power. 


Hasil penelitian makanan ternak dari pucuk tebu menunjukkan Research activities on agriculture, animal husbandry and set- 

bahwa jenis makanan tersebut sangat baik untuk pertumbuhan tlement are aimed at enabling people to increase the product 

sapi ternak potong maupun untuk ternak pengembangbiakan. of agriculture, animal husbandry, and to promote hygiene 
environment. 


Dalam rangka menunjang perkembangan industri angkutan 


otomotif, penerbangan, maritim dan yang sejenisnya telah selesai 
dibangun Laboratorium Uji Konstruksi di Serpong yang merupa- 
kan proyek PUSPITEK. LUK ini telah berfungsi seperti tampak da- 
lam gambar pengujian konstruksi bak truck, beton jembatan dan 


lokomotif. 


In the framewofk of supporting the development of transportation industry, such 
as land, air, sea and railway transportations, the government has accomplished the 
establisment of a construction Test Laboratory at Serpong, a project of the Centre 
for Research of Science and Technology. Pictures show a body of truck, bridge con- 
cretes and locomotives being tested. 
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Penelitian dibidang pertanian, peternakan, pemukiman dan 
lain sebagainya dimaksudkan untuk memperoleh suatu pro- 
duk pertanian dan peternakan yang lebih baik. Sedangkan 
dibidang pemukiman mencari letak yang strategis sebagai 
wilayah tempat bermukim yang nyaman dan efektif. 
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People activities are directed to a variety of their needs, particularly for food 
Supply. By means, they could be transferred to the local population resulting 
in the development of a better agriculture. 


Mahasiswa dari berbagai Per 
mengikuti penjelasan dari 
tang manfaat LUK dalam 
modern seperti saat ini. 


guruan Tinggi, Sangat antusias 
petugas PUSPITEK Serpong ten- 


dunia pembangunan, teknologie 


Students from various higher educations are most enthusiastic to 
follow the clarification concerning the utilization of the Construc- 
tion Test Laboratory. 
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Rangkaian foto-foto uji coba bahan bakar alternatif dari gasonol, 
LPG, Hydrosol : solar campur air dengan campuran 6096 dan 2096 
terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang ternyata dapat 
dikembangkan lebih baik. 
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А series of testing of {һе utilization of alternative fuels made 


of gasonol, LPG and hydrosol. They prove to have good 
prospect. 


Peningkatan Peranan Ri- 
set dan Teknologi dalam 
pembangunan nasional 
yang dijadwalkan secara 
Pelita demi Pelita kian di- 
perlukan. Mulai dari pe- 
ningkatan dan peman- 
faatan potensi manusia, 
sampai kepada peneli- 
tian dibidang industri 
electronika dan lain se- 
bagainya. 

Sebagaimana tampak 
dalam rekaman gambar 
ini, menunjukkan ber- 
bagai penelitian yang 
banyak menarik perhati- 
an generasi-generasi 
muda harapan bangsa. 
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The development of research and technology has been set forth under 

the five-year development plans. These plan have been commenced 
to the research of electric industry and others. Pictures show various 
researches which have been attracting the attention of the younger 
generation. 


Menteri Ristek Habibie sedang 
mendapat penjelasan dari salah 
seorang petugas ketika meninjau 
Laboratorium Sumber Daya Surya 
Matahari sebagai Sumber Daya 
Energi yang menunjang usaha pe- 
manfaatan, pemeliharaan dan 
penggunaan sumber daya alam 
dan energi untuk pembangunan 
nasional. 


Minister of State for Research 
and Technology is soliciting cla- 
rification from one officer con- 
cerning the solar energy resour- 
ces laboratory to support and 
maintain the use of natural and 
energy resources for the natio 
nal development. 
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Dalam melakukan penelitian diperlukan konsentrasi Researches reguire full concentration work in order to 


penuh sehingga dapat menghasilkan analisa yang benar- provide a good result. 
benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. 


In order to know the guality of sugar cane, accurate 
research is most needed. By way of this research, various 
kinds of sugar could be identified. 


Untuk mengetahui rendeman tebu dan hasil gula yang 
baik juga memerlukan penelitian yang tekun dan cer- 


mat. Dari penelitia ini pula dapat diperoleh jenis-jenis 
gula yang dihasilkan suatu pabrik. 


Penelitian peter- 
nakan mengha- 
silkan sistem pe- 
mantapan зіз- 
tem peternakan 
ayam kandang 
yang dapat 
menghasilkan 
ayam petelur le- 
bih banyak dan 
usia ayam lebih 
panjang. Ma- 
kanan ayam ju- 
ga diteliti yang 
menunjukkan 
bahwa sehat 
dan produktif- 
nya seekor 
ayam bertelur 


juga dipengaruhi 
oleh makanan- 


nya. 


Research on poul- 
try farm as regard 
to chicken fodder 
has enabled layers 
to produce more 


eggs 
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Rangkaian foto pembuatan 
biogas sebagai riset peman- 
faatan tenaga Surya seba- 
gai pengganti migas yang 
ternyata berhasil dengan 
baik. Seperti tampak dalam 
gambar, Pak Atim, salah 
seorang penduduk Jurang- 
rejo, Pujon Kabupaten 

Malang, Jatim tersenyum 

menunjuk lampu petro- 
maksnya menyala terang 
benderang berkat biogas 
serta dapat menggoreng 
telur dengan mudahnya. 
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Photo series on biogas production 
used as subtitute to oil and gas. 
Seen in the picture a common per- 
son-from one region is pointing hap- 
pily to the lighting lamp an account 
of biogas power. This biogas could 
also be utilized for frying eggs. 


Salah satu alat penelitian dibidang kimia yang sering dipergunakan anak-anak 
sekolah di Tingkat SLTP-SLA. 


One of the chemical research devices which are freguently used 
by students at secondary and senior high schools. 


Pusat penelitian 
dan pengem- 
bangan sumber 
daya dan energi 
di Lampung ser- 
ta tangki pe- 
nampungan 

Ethanol. Ge- 
dung ini meru- 
pakan sum- 
bangan Peme- 
rintah Daerah 


The site of the 
centre for Rese- 
arch and Develop- 
ment of Resour- 
ces and Energy, 
and a tank of 
ethanol at Lam- 
pung. This build- 
ing constitutes a 
contribution of the 
Provincial Govern- 
ment of Lampung 
to enhance re- 
search and tech- 
nology efforts in 
the field of natural 
and energy 
resources. 
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Menten Negara 
Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup 


l. PENDAHULUAN 
I. KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM 
Hl. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-HASILNYA 


l. INTRODUCTION 
I. POLICY AND PROGRAM 
"i. RESULTS OF DEVELOPMENT ACTIVITIES 
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i. PENDAHULUAN 


Sumber alam dan lingkungan hidup merupakan modal 
pembangunan nasional. Oleh karena itu diusahakan agar 
pengelolaannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 
Kegiatan-kegiatan pembangunan senantiasa mempunyai 
dampak sampingan yang dapat menimbulkan kerusakan ter- 
hadap sumber alam dan lingkungan itu. Sehingga pembinaan 
kelestarian sumber alam dan kualitas lingkungan hidup tetap 
merupakan masalah bagi bangsa dan negara di masa kini 
maupun di masa datang. | 


Lingkungan hidup Indonesia yang merupakan rahmat 
Tuhan wajib dinikmati, dikembangkan serta dilestarikan agar 
tetap menjamin sumber dan penunjang hidup bangsa dan 
rakyatnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup 
itu sendiri, maka penggunaan sumber daya alam harus 
seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan 
hidup. 


Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak 
mengenal batas wilayah, tetapi jika dikaitkan dengan penge- 
lolaannya maka harus jelas batas wilayah, wewenang dan 
pengelolaan itu. 


Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan 
merupakan suatu pengertian hukum. Kawasan Nusantara yang 
menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera 
dengan iklim tropis. Cuaca serta musim membentuk kondisi 
alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi. 
Tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan ke- 
hidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian 
wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan 
hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara. 


Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem ter- 
diri dari berbagai daerah. Masing-masing sebagai suatu 


Subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik 
dengan berbagai corak serta daya dukung yang berlainan. Pem- 
binaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan 
daya dukung lingkungan dapat meningkatkan keselarasan dan 
keseimbangan subsistem. Berarti juga meningkatkan ke- 
tahanan subsistem. 


Dalam pada itu pembinaan dan pengembangan subsistem 
yang satu dapat mempengaruhi subsistem lainnya. Akhirnya 
dapat juga mempengaruhi ketahanan ekosistem dalam ke- 
seluruhan. Oleh karenanya pengelolaan lingkungan hidup 
menuntut dikembangkan sistem keterpaduan, sebagai ciri 
utamanya. Berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional 
pengelolaan lingkungan hidup. 


Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan 
kehidupan rakyat. Sumber daya alam tidak terbatas baik jumlah 
maupun kualitasnya. Sedangkan kebutuhan akan sumber daya 
Itu kian meningkat sebagai akibat bertambahnya jumlah 
penduduk serta berkembangnya kebutuhan. 


Sejalan dengan itu daya dukung lingkungan dapat ter- 
ganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan 
pelaksanaan pembangunan yang kian meningkat mengandung 
resiko mencemari dan merusak lingkungan, sehingga dapat 
menganggu struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi 
penunjang kehidupan. Hal semacam itu merupakan beban 
sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah 
yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya 
ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab 
yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat. Oleh 
sebab itu pembangunan yang bijaksana harus dilandasi 
wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai 


kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan 
generasi sekarang dan generasi mendatang. 


Sesuai dengan hakekat negara Republik Indonesia sebagai 
negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan 
lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang 
jelas, tegas dan rnenyeluruh guna menjamin kepastian hukum 
bagi usaha pengelolaan itu. Dasar hukumnya adalah prinsip 
hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang yang ke- 
seluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara. Undang- 
undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan 
lingkungan hidup ini memiliki ciri-ciri : 


a. sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkem- 
bangan di masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan 
tempat, 

b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar 
bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, 

C. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar 
dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing- 
masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan 
tersendiri. 


Undang-undang tadi menjadi landasan untuk menilai dan 
menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang 
memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang 
kini berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai 
pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan 
dan pelestarian alam, industri, pemukiman, tata-ruang, tata- 
guna tanah dan lain-lainnya. 


Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan 
itu dapat terangkum dalam suatu sistem hukum lingkungan 
Indonesia. 
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Secara sistematis dan berkesinambungan dalam Pelita III 
telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kesadaran 
lingkungan masyarakat. Dilakukan melalui berbagai cara baik 
langsung maupun dengan menggunakan media massa. 


Cara langsung, antara lain melalui penataran, seminar, 
ceramah dan sebagainya. Diberikan kepada kelompok- 
kelompok profesi, sosial, keagamaan. Dari berbagai kegiatan 
itu telah berkembang saling pengertian yang mendalam betapa 
pentingnya menjaga keseimbangan, keserasian dan kelestarian 


lingkungan hidup. 


Sedangkan melalui media massa secara intensif dilancar- 
kan penyampaian informasi yang dapat menggugah perhatian 
masyarakat yakni dengan mengangkat berbagai persoalan 
lingkungan hidup yang dihadapi secara bersama-sama. 


Berbagai usaha peningkatan kesadaran lingkungan 
masyarakat itu tampak memberikan hasil yang cukup 
memuaskan. Mampu mendorong masyarakat untuk bangkit 
dan berbuat sesuatu yang bertujuan menjaga kelestarian 
lingkungan hidupnya. Antara lain dapat dilihat dari betapa 
banyaknya kelompok-kelompok pencinta lingkungan men- 
dirikan organisasi baru dengan berbagai macam nama dan latar 
belakang, meskipun ada juga sementara organisasi semacam 


itu yang belum berbuat apa-apa. 


Sejauh ini sudah tercatat sekitar tigapuluh perorangan dan 
organisasi swadaya masyarakat yang telah menerima 
penghargaan tertinggi lingkungan hidup nasional dari Pimpinan 
Tertinggi Negara. Misalnya Kelompok Petani dari Desa Pecatu 
James Sipayung dari Suaka Alam Bahorok, Rudolf Rupidara 
dari Pulau Kaisar, Temanggung Medang dari desa Nangadanau 
Kalimantan Barat, Desa Sambaofuar di Teluk Cendrawasih Irian 


Jaya dan lain sebagainya. 


Untuk mematri penghargaan perbuatan mulia itu Presiden 
menganugrahkan sebentuk pahatan Kalpataru berlapis emas 
murni kepada penyelamat lingkungan hidup yang sama sekali 
tidak pernah berharap memperolehnya. Tugas yang dilakukan 
semata-mata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup- 
nya guna mencapai taraf hidup yang lebih layak. 


Kalpataru yang merupakan lambang dari "pohon 
kehidupan” itu diambil dari falsafah nenek moyang bangsa 
Indonesia. Sejak lama menghargai hubungan keserasian antara 
manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia dan 
antara manusia dengan lingkungannya. 


Falsafah itu dilukiskan dalam bentuk relief pada candi Mendut 
di Jawa Tengah. Melalui lambang ini diisyaratkan mengajak 
seluruh bangsa Indonesia untuk menengok kembali kebelakang 
betapa nenek moyang terdahulu telah menunjukkan kepada 
generasi sekarang dan bagi generasi-generasi mendatang 
bahwa lingkungan hidup yang seimbang, serasi dan lestari 
sudah menjadi bagian dari cara hidup bangsa sejak jaman dulu. 


Harapan lain dari pemberian penghargaan lingkungan itu 
adalah agar kelompok-kelompok masyarakat di tempat lain 
yang menghadapi berbagai bentuk persoalan lingkungan hidup 
dapat dan mau mengatasinya dengan upaya dan kesadaran 


sendiri. 

Di samping usaha-usaha yang telah disebutkan tadi secara 
sadar dan berencana dilakukan pula pendidikan lingkungan 
sejak usia dini. Antara lain melalui cara menyisipkan segi-segi 
lingkungan dalam mata-mata pelajaran tingkat Sekolah Dasar, 
tanpa menambah beban murid. Program ini sudah dilaksanakan 
sejak tahun 1981. Sedangkan guru yang melaksanakan tugas 
menyampaikan cara pendekatan baru itu dididik oleh berbagai 
institusi perguruan tinggi (IKIP Jakarta). Untuk tingkat sekolah 
lanjutan pertama dan lanjutan atas telah dipersiapkan metodr 
metode yang cocok untuk tujuan yang sama. 


KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM 


Kebijaksanaan dan Program dalam pengelolaan sumber 
alam dan lingkungan hidup ini adalah sebagai berikut : 


1. Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air 


Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini 
terutama dimaksudkan untuk menjaga daerah produksi 
pertanian, pemukiman penduduk yang padat dan jalur-jalur 
pengangkutan dapat terhindar dari bencana banjir. Di samping 
itu juga agar sungai yang menjadi sumber air untuk irigasi dan 
air minum dapat terjamin kelestariannya, kemerosotan produk- 


tivitas lahan kering dapat dicegah. 


Yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan 
penghijauan, reboisasi, pengendalian dan pengamanan sungai, 
pengembangan wilayah dan penanggulangan bencana yang di- 
«embangkan dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran.Sungai 
(DAS) secara terpadu. 

Penghijauan merupakan kegiatan penanaman tanaman 
tahunan, pembuatan teras, pembangunan bendung penangkal 
erosi atau dam pengendali dan sebagainya yang bertujuan 
untuk mencegah kemerosotan produktivitas tanah dan air pada 
lahan bukan kawasan hutan negara. Sedangkan reboisasi juga 
merupakan kegiatan penanaman tanaman yang tujuannya 
sama dengan tujuan penghijauan tetapi dilaksanakan di areal 
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kawasan hutan negara. Kedua kegiatan tadi merupakan usaha 
rehabilitasi lahan kritis dalam lingkungan DAS yang penting. 
Di samping kegiatan teknis ditingkatkan pula usaha untuk 
memperbesar peran serta masyarakat secara swadaya dalam 
kegiatan penghijauan di daerah kritis. 

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam program ini adalah 
kegiatan pengaturan perbaikan dan pengamanan sungai yang 
seluruhnya dimaksudkan untuk mendukung usaha 
pengendalian banjir, pengembangan wilayah dan pengamanan 
terhadap bencana alam serta penanggulangannya. Pengaturan 
sungai meliputi kegiatan pengerukan untuk meniadakan 
hambatan yang terdapat di sungai, pelurusan aliran, sudetan, 
perlindungan dan penguatan tebing serta pembangunan 
tanggul, pembangunan bendungan untuk pencegahan banjir 
beserta saluran-saluran dan pintu-pintu banjirnya. 


Secara bertahap dalam pelaksanaan program ini telah dan 
sedang digararap 35 DAS penting di Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 


Timur dan Bali. 


2. Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 


Program ini meliputi kegiatan pemetaan dasar, 
inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber alam, pelestarian 
sumber alam dan lingkungan hidup, penanggulangan 
pencemaran lingkungan serta pengkajian dan penanganan 
masalah lingkungan hidup. 


Dalam usaha pengelolaan sumber alam diperlukan adanya 
peta dasar yang mutahkir sekagai kerangka referensi dalam 
penyusunan peta sumber daya nasional. Kegiatan inventarisasi 
dan evaluasi sumber alam dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi mengenai jumlah, mutu, nilai dan lokasi sumber alam. 
Dengan informasi itu dapat disusun pola pemanfaatan dan 
pelestarian yang sebaik-baiknya. 


Di samping kegiatan inventarisasi ini dilaksanakan juga 
kegiatan yang menunjang studi mengenai masalah gempa, 
usaha penatagunaan tanah serta indentifikasi dan inventarisasi 
penutupan vegetasi. 


Dalam hubungannya dengan usaha pelestarian dan ke- 
bijaksanaan pemanfaatannya, sumber alam yang ada dapat di- 
bagi dalam dua golongan yaitu sumber alam yang dapat dipulih 
(renewable natural resources) dan sumber alam yang tidak 
dapat pulih (unrenewable natural resources).. Pelestarian 
sumber alam yang dapat pulih dilaksanakan dengan jalan me- 
manfaatkan sumber alam yang bersangkutan. Cara-cara 
pemanfaatan yang dilakukan diusahakan tidak mengganggu 
pola daur-ulang sumber alam yang bersangkutan. Sedangkan 
sumber alam yang tak dapat pulih hanya dapat dikonservasikan 
dengan menempuh cara-cara penggunaan yang sehemat 
mungkin dalam penggunaannya, mengarahkan pemanfaatan- 
nya untuk pengembangan sumber-sumber alam lain yang dapat 
memenuhi kebutuhan di masa datang. 


Di antara berbagai jenis sumber alam daratan yang dapat 
pulih, hutan merupakan salah satu sumber pendapatan yang 
terbesar bagi masyarakat maupun negara. Di samping itu, 
hutan juga mempunyai arti yang sangat besar bagi kelestarian 
lingkungan hidup manusia. Betapa peranannya sebagai sumber 
pendapatan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, 
kelestarian hutan harus dijaga sungguh-sungguh. 


Dalam pelestariannya pengukuhan hutan menjadi suatu 
kawasan hutan beserta penataan batas-batasnya mempunyai 
arti yang sangat penting. Suatu kawasan hutan akan 
memperoleh status hukum sebagai hutan lindung, hutan 
lindung dan produksi, hutan produksi dan hutan yang dikelola 
untuk perlindungan dan pelestarian alam. Hutan produksi yang 
diandalkan untuk menjadi sumber penghasilan bangsa benar- 


benar dilaksanakan sesuai dengan asas kelestarian yang 
dinamis. Pengelolaannya menjamin eksistensi hutan, selain 
menjamin perkembangan dan peningkatan kemampuan 
pelayanannya bagi masyarakat. Pola pengelolaan itu, antara 
lain dituangkan dalam bentuk pengaturan tentang Tebang Pilih 
Indonesia (TPI) untuk pengusahaan hutan di luar Jawa. 


Kawasan hutan yang berdasarkan kondisi ekologisnya 
patut dipertahankan sebagai kawasan pelestarian sumber daya 
genetis flora dan fauna serta sebagai sumber ilmu 
pengetahuan, ditunjuk sebagai kawasan perlindungan dan 
pelestarian alam. Sejak Pelita || penunjukkan dilaksanakan atas 
dasar pertimbangan ekosistem yang menyeluruh. Dalam Pelita 
berikutnya dimantapkan dengan mewujudkannya dalam bentuk 
pengembangan sistem taman nasional. Sistem ini meliputi 
wilayah-wilayah yang masing-masingnya dikembangkan 
sebagai areal suaka alam dan wisata alam. 


Ketersediaan air dan keadaan kualitasnya merupakan dua 
faktor menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber 
alam dan kelestariannya dan mempunyai pengaruh yang 
menentukan terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Oleh 
karenanya pengelolaan sumber alam air perlu dilaksanakan 
secara terpadu dan langkah pertama yang harus ditempuh 
adalah inventarisasi dan evaluasi mengenai sumber-sumber air 
yang ada. Sumber alam air yang menjadi tumpuan kehidupan 
manusia ialah perairan pantai dan laut yang dalam kehidupan 
manusia berperanan sebagai sumber hasil perikanan dan hasil 
laut lainnya serta sebagai prasarana perhubungan. 


Sebagai akibat makin meningkatnya kegiatan yang 
menggunakan perairan darat, pantai dan laut, maka sejak 
beberapa tahun lalu timbul masalah pencemaran perairan 
sungai dan laut. Untuk menangani, disusunlah perangkat 
peraturan tentang pengelolaan berbagai segi lingkungan hidup. 
Khususnya yang mengatur langkah” dan tindakan dalam 
penanganan dan penanggulangan lingkungan hidup. Dalam 
hubungan itu dikembangkan kriteria mengenai baku mutu 
lingkungan hidup khususnya kriteria kualitas air yang diperlukan 
untuk berbagai kebutuhan dan baku mutu bahan buangan serta 
pedoman pengelolaan limbah. 


Dalam rangka memudahkan penanganan masalah 
lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia, dikembangkan 
suatu jaringan penanganan masalah lingkungan hidup. Antara 
lain Pusat Studi Lingkungan, Biro Bina Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup serta Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Dengan adanya jaringan itulah masalah lingkungan hidup dapat 
dilaksanakan lebih mantap dan konsepsional. 


3. Meteorologi dan Geofisika 


Pembangunan di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan 
jasa meteorologi dan geofisika dalam mutu, kuantitas, maupun 
ragamnya bagi kepentingan sektor-sektor yang memerlukan 
nya. Jasa itu diperlukan untuk meningkatkan keselamatan 
kegiatan penerbangan dan pelayaran serta meningkatkan 
produksi pertanian, perindustrian maupun sektor 
pertambangan. Disamping itu, juga diperlukan untuk mernper- 
lancar kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan 


akibat bencana alam, mengatasi pencemaran udara dan 
peramalan panen dan wabah. | 

Agar dapat mencapai tujuan tadi, kegiatan pembengunan 
dalam bidang meteorologi dan geofisika dilaksanakan dalam 
bentuk peningkatan jaringan pengamatan, jumlah dan 
kemampuan petugas, pengembangan pusat pengelolaan data 
dan jaringan data dan informasi. 
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KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-HASILNYA 


A. Penyelamatan hutan, tanah dan air 


Dalam pelaksanaannya program ini diprioritaskan pada 
kegiatan-kegiatan penghijauan, reboisasi serta pengaturan dan 
pengamanan sungai. 


1. Penghijauan. | 

Pada tahun 1977/78 telah dilaksanakan penghijauan di 18 
propinsi. Meliputi 32 Daerah Aliran Sungai (DAS), mencakup 
areal seluas x 549.961 hektar atau 8796 dari areal yang di- 
rencanakan. Tahun berikutnya, penghijauan dilaksanakan di 19 
propinsi meliputi 33DAS, 143 kabupaten dan 1.001 
kecamatan. Juga dilaksanakan satu jenis kegiatan baru, yaitu 
"pembangunan dam pengendali atau “check dam” yang diperlu 
kan dalam rangka pengawetan tanah, untuk penampungan 
lumpur serta penampungan air pada musim hujan. 


Dalam tahun tersebut dibangun pula 10 buah dan 
pengendali, yang tersebar di propinsi Jabar, Jateng, Jatim dan 
NTB masing-masing 2 buah. Sedangkan sisanya di propinsi 
NTT dan Sulawesi Selatan. Realisasi penghijauan dalam tahun 
tersebut (1978/1979) mencapai 86,596 dari rencana yakni 
meliputi areal seluas + 596.549 hektar dan keberhasilannya 
mencapai|sekitar 48%. (Lihat Tabel 1). 


Selain pembangunan dan pengendali juga dilaksanakan 
pembuatan sistem jalur penyekat di areal alang-alang. Kegiatan 
ini dimaksudkan untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang 
sering timbul. Mengakibatkan kerusakan tanah serta 
membunuh hasil usaha penghijauan dan reboisasi yang telah 
dilaksanakan. 


Kegiatan penghijauan terus meningkat, hingga pada tahun 
1980/1981 pelaksanaahnya di 21 propinsi meliputi 35 DAS, 
158 kabupaten dan 1.178 kecamatan. Realisasinya mencapai 
82,296 atau 558.077 hektar dan keberhasilannya sekitar 6296. 
Dalam kurun waktu itu kegiatan lebih dititik beratkan pada pem- 
bangunan dam pengendali, pembangunan petak percontohan 
(demplot), pembuatan hutan rakyat serta pembangunan 
Saluran Pembuangan Air (SPA). Dam manfaatnya lebih cepat 
dirasakan oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan pem- 
bangunan petak percontohan yang dibagi menjadi Unit Per- 
contohan Sumber Daya Alam (USPA) telah dilaksanakan di 
daerah yang usaha taninya dikerjakan secara menetap (di Jawa 
dan Bali). Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UPM) 
dilaksanakan di daerah perladangan berpindah-pindah seperti 
di Kalimantan dan : Sulawesi. Pembangunan ini meliputi 
198 unit, dengan luas tiap unit antara 10-20 hektar. 


Dalam tahun 1981/82 kegiatan penghijauan dilaksanakan 
di 21 propinsi. Meliputi 35 DAS, 161 kabupaten dan sekitar 
1.220 kecamatan. Sedang pembangunan dan pengendali telah 
direalisir sebanyak 422 buah, petak percontohan 501 unit dan 
pembuatan hutan rakyat seluas 69.700 hektar. Secara ke- 
seluruhan telah mencapai sekitar 7196. Pada tahun berikutnya 
dilaksanakan di 21 propinsi meliputi 35 DAS, 164 kabupaten 
dan 1.350 kecamatan, pembangunan dam pengendali 
mencapai 722 buah dan petak percontohan sebanyak 790 unit. 
(Lihat Tabel 2 dan 3) 


Dewasa ini, kegiatan penghijauan dilakukan di 21 propinsi. 
Meliputi 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan targetnya rata- 
rata mencakup areal seluas 800.000 hektar setiap tahun. 
Hingga tahun 1981/1982 kegiatan penghijauan telah mencapai 
1.804.176 hektar. Di samping itu masih juga terdapat areal 
tanah kritis seluas 8,5 juta hektar yang lokasinya terpencar di 
21 propinsi dan 35 DAS. Dari seluruh tanah kritis itu sebanyak 
5,1 juta hektar terdapat di luar kawasan hutan. 
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Untuk memenuhi kebutuhan tenaga trampil dalam kegiatan 
penghijauan ini, sejak dimulainya kegiatan tadi setiap tahun di- 
selenggarakan latihan bagi para petugas lapangan dalam bidang 
pembibitan penanaman dan pengawetan tanah. Sampai tahun 
1982/1983 petugas lapangan penghijauan mencapai 
5.529 orang, dan petugas khusus penghijauan sebanyak 164 
orang. 


2. Reboisasi 


Kegiatan reboisasi ini dalam tahun 1977/78 telah di- 
laksanakan di 18 propinsi. Meliputi 95 Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) dan 32 DAS. Realisasinya di setiap propinsi rata- 
rata mencapai 97,596 dari rencana, sehingga seluruhnya 
mencapai + 198.069 hektar. Sedangkan pada tahun terakhir 
Pelita || (1978/1979) reboisasi dilaksanakan di 18 propinsi. 
Meliputi 89 KPH dan 26 DAS. Realisasi pelaksanaannya sekitar 
82,496 atau 237.315 hektar. Perkembangan kegiatan reboisasi 
dalam dua tahun tersebut di tiap propinsi dapat dilihat pada 
Tabel 4. Hingga akhir tahun Pelita || usaha reboisasi yang 


. dilakukan Hak Pengusahaan Hutan mencapai luas 1.480 hektar. 


Memasuki Pelita III, kegiatan reboisasi dilaksanakan di 
19 propinsi. Meliputi 90 KPH dan 27 DAS, realisasinya pada 
awal tahun mencapai 212.990 hektar atau 70,796 dari seluruh 
rencana. Dalam tahun kedua dan ketiga,usaha-usaha itu terus 
dilaksanakan di wilayah yang sama, namun realisasi berbeda- 
beda. Dan hingga tahun 1981/1982, reboisasi yang di- 
laksanakan telah mencapai areal seluas 963.959 hektar. Dari 
hasil itu 383.981 hektar diantaranya merupakan hasil kegiatan 
tiga tahun pertama Pelita III. Pada tahun 1982/1983 juga di- 
laksanakan di wilayah yang sama dengan realisasi: meliputi 
kawasan hutan seluas 35.397 hektar atau 16,296 dari seluruh 
luas kawasan yang direncanakan. 

Angka-angka realisasi pelaksanaan reboisasi selama 
tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 dapat di- 
lihat dalam Tabel 5. 

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan reboisasi 
seringkali mendapat gangguan. Terutama dengan timbulnya 
bahaya kebakaran yang sering terjadi di beberapa daerah. 
Untuk menanggulangi gangguan itu pemerintah telah membuat 
aliran penangkal. Kegiatan ini pun terus dilaksanakan dan diper- 
luas. 


Umumnya, kegiatan rehabilitasi dan reboisasi di areal 
pengusahaan hutan selama ini jauh berbeda jika dibandingkan 
dengan laju penurunan sumber daya hutan akibat eksploitasi. 
Usaha reboisasi yang dilakukan oleh para pengusaha HPH 


dalam tahun 1978/1979 mencapai 1.480 hektar dan tahun 
berikutnya 800 hektar. Sedang realisasi penanaman hutan 
perkayuan areal bekas tebangan HPH mencapai 19.320 hektar 
(1979/1980 - 1981/1982). Pada bagian lain permudaan hutan 
areal HPH dalam tahun 1982/1983 mencapai 99.242 hektar. 


Kegiatan reboisasi pada areal HPH umumnya dilaksanakan 
akibat adanya berbagai kesulitan dalam pengadaan benjh dan 
bibit serta penguasaan teknik reboisasi dar. pengadaan tenaga 
trampil di kalangan pemegang HPH yang belum memadai. 
Dengan demikian mengakibatkan tidak terpenuhinya 
kewajiban-kewajiban pemegang HPH dalam bidang reboisasi/ 
rehabilitasi. Timbulnya masalah-masalah tadi mendorong di- 
keluarkannya Keppres tentang simpanan wajib reboisasi/ 
rehabilitasi areal HPH, yang menentukan pemungutan dana $ 
4 untuk setiap m3 kayu yang diproduksi sebagai dana 
cadangan pelaksanaan reboisasi di areal HPH yang ber- 
sangkutan. 


TABEL1 
HASIL PELAKSANAAN PENGHIJAUAN MENURUT DAERAH тк 
1977/78—197879 · 


(luas areal dalam ha) 

No.  DeerahTingkatl/Propinsi — 1977/78 1978/79 
1. D.I. Aceh = = 
2. Sumatera Utara 33.330 24.525 
3. Sumatera Barat 7.300 20.000 
4. Riau = = 
5. Jambi ~ 622 
6. Sumatera Selatan 7.352 32.849 
7. Bengkulu 190 1.980 
8. Lampung | 10.874 4.989 
9. Jawa Barat 120.065 119.252 

10. JawaTengah 96.621 . 91.999 

11. D.I. Yogyakarta 18.486 24.300 

12. Jawa Timur | 117.962 93.934 

13. Kalimantan Barat 1.381 13.756 

14. Kalimantan Selatan 4.025 2.660 

15. Sulawesi Utara 17.880 15.270 

16. Sulawesi Tengah 8.982 10.205 

17. Sulawesi Selatan 56.005 73.712 

18. Sulawesi Tenggara 6.285 11.859 

19. Bali 27.923 25.617 

20. Nusa Tenggara Barat 11.600 13.900 

21. Nusa Tenggara Timur 3.700 15.120 

Jumlah: 549.961 596.549 
(87%) (86,596 ) 
TABEL 2 
PEMBUATAN CHECK DAM1) MENURUT DAERAH TINGKAT |, 
1979/1980 — 1982/1983 
(buah) 

No. Daerah Tingkat Propinsi 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. D.I. Aceh - 1 1 4 
2. Sumatera Utara - 10 15 50 
3. Sumatera Barat = 3 3 6 
4. Riau * < 5 3 
5. Jambi ~ = 2 - 
6. Sumatera Selatan ~ 1 11 21 
7. Bengkulu - 1 1 5 
8. Lampung - 2 10 38 
9. JawaBarat 10 47 84 104 
10. Jawa Tengah 9 42 81 110 
11. D.I. Yogyakarta 2 10 20 25 
12. Jawa Timur 11 53 85 143 
13. Sulawesi Utara - 4 4 17 
14. Sulawesi Tengah = 2 4 8 

15. Sulawesi Selatan 2 25 40 99 

16. Sulawesi Tenggara - 2 8 10 
17. Bali 1 5 13 = 

18. Nusa Tenggara Barat - 20 24 45 
19. Nusa Tenggara Timur 2 10 16 34 


1) Sebuah check dam rata-rata setara 
dengan 250 ha (catchment area) 


TABEL З 
PEMBUATAN PETAK PERCONTOHAN/DEMPLOT1) PENGAWETAN TANAH 
DAN USAHA PERTANIAN MENETAP MENURUT DAERAH TINGKAT I, 


1980/81 — 1982/83 
(Unit) 
No. Daerah Tingkat /Propinsi 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Sumatera Utara 5 21 41 
2. Riau 4 8 14 
3. Sumatera Barat 4 12 25 
4. Jambi 3 10 9 
5. Sumatera Selatan 22 29 36 
6. Bengkulu 3 3 5 
7. Lampung 3 13 20 
8. Jawa Barat 24 65 88 
9. Jawa Tengah 42 80 140 
10. D.I. Yogyakarta 4 18 36 
11. Jawa Timur 26 81 124 
12. Kalimantan Barat 8 41 28 
13. Kalimantan Selatan 4 8 14 
14. Sulawesi Utara 1 24 20 
15. Sulawesi Tengah 2 4 26 
16. Sulawesi Selatan 13 28 54 
17. Sulawesi Tenggara 3 20 20 
18. Bali 5 12 26 
19. Nusa Tenggara Barat 10 12 40 
20. Nusa Tenggara Timur 12 12 24 
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Jumlah : 


1) Luas 1 unit demplot pengawetan tanah = 10 ha 
Luas 1 unit demplot usaha pertanian menetap = 20 ha 


TABEL4 
HASIL PELAKSANAAN USAHA REBOISASI MENURUT DAERAH TK. | 
1977/78 — 1978/79 
(luas areal dalam ha) 

a 
No. Daerah Tingkat Propinsi 1977/78 1978/79 
1. D.I. Aceh 1.767 283 
2. Sumatera Utara 19.076 24.063 
3. Sumatera Barat 6.356 2.900 
4. Riau — 615 
5. Jambi — 2.000 
6. Sumatera Selatan 6.980 25.113 

7. Bengkulu = - 
8. Lampung 5.900 6.100 
9. Jawa Barat 41.035 44.479 

10. Jawa Tengah 33.707 - 
11. D.I. Yogyakarta 1.006 1.102 

12. Jawa Timur 18.514 — 
13. Kalimantan Barat 300 23.765 
14. Kalimantan Selatan 3.300 15.160 
15. Sulawesi Utara 9.360 19.800 
16. Sulawesi Tengah 8.400 17.635 
17. Sulawesi Selatan 22.161 25.904 
18. Sulawesi Tenggara 12.303 14.844 
19. Bali 2.904 5.000 
20. Nusa Tenggara Barat 2.500 5.340 
21. Nusa Tenggara Timur 2.500 3.214 
______ _ _ _————-—-———-———-————-—— 
Jumlah: 198.069 237.315 


(97,5%) (82,4%) 
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TABELS 
HASIL PELAKSANAAN USAHA REBOISASI MENURUT 


DAERAH TINGKAT I, 
1979/1980 — 1982/1983 
(luas areal dalam ha) 

No. Daerah Tingkat /Propinsi 1979/80 1980/81 1981/822) 1982/833) 
1. 0.1. Aceh 1.347 2.2491) 2.236 5.000 
2. Sumatera Utara 16.9571) 17.283 13.910 19.855 
3. Sumatera Barat 2.500 3.220 3.420 4.200 
4 Riau 1.342 2.0001) 04) S 
5. Jambi 719 719 150 - 
6.  SumateraSelatan 38.185 13.9581) 0 12.262 
7. Bengkulu 482 4001) 350 2.000 
8. Lampung 2.800 9.800 11.199 18.000 
9.  JawaBarat 42.8691) 45.2161) 39.005 38.438 
10. | JawaTengah - = - - 
11. D.I. Yogyakarta 914 1.000 500 1.000 
12. Jawa Timur — — — = 
13. Kalimantan Barat 13.200 11.9471) 16.364 18.533 
14. Kalimantan Selatan 18.664 5.0471) = à 
15. Sulawesi Utara 20.425 16.5001) 8.779 16.000 
16. Sulawesi Tengah 10.800 15.199!) 6.575 16.500 
17. Sulawesi Selatan 22.5201) 9.5491) 15.575 30.706 
18. Sulawesi Tenggara 9.523 15.199 10.410 13.500 
19. Bali 1.458 5811) 567 748 
20. Nusa Tenggara Barat 2.905 7.400 4.910 8.300 
21. Nusa Tenggara Timur 5.380 7.355 12.896 13.325 

Jumiah 212.9901) 186.6221) 146.846 218.367 

(70,796) (78,0%) (60,5%) 


3. Pengaturan dan Pengamanan Sungai 


Kegiatan ini meliputi usaha pengaturan sungai dan 
pengamanan sungai yang berupa peniadaan hambatan aliran 
Sungai, pelurusan aliran, sudetan, perlindungan dan perkuatan 
tebing, pembuatan tanggul, pembuatan saluran banjir, pintu- 
pintu banjir dan lain sebagainya. 


Dalam pelaksanaannya disamping kegiatan pengamanan 
sungai yang dilakukan di berbagai propinsi maka pengaturan, 
perbaikan dan pengamanan sungai tercakup proyek-proyek 
yang dikelola secara khusus. Proyek-proyek itu antara lain : pro- 
yek sungai-sungai Citanduy, Cimanuk, Bengawan Solo, Pemali 
Comal, Cisanggarung, Arakundo, Wampu, Ular dan Bah Bolon. 
Selain itu dikelola juga proyek-proyek pengendalian banjir Jakar- 
ta, Serbaguna Kali Brantas dan penanggulangan akibat mele- 


tusnya gunung-gunung berapi seperti Gunung Merapi, Gunung 
Kelud dan sebagainya. 

Daerah yang dapat diamankan pada tahun 1977/1978 
meliputi 103.238 hektar dan tahun berikutnya meningkat 
65.663 hektar. 


Dalam Pelita III kegiatan ini meliputi luas areal 
t 770.000 hektar dalam bentuk pengamanan banjir lima 
tahunan. Sebagai hasil pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan dalam tahun-tahun berikutnya, luas daerah 
yang dapat diamankan meliputi 78.953 hektar (1979/1980) 
-120.375 hektar (1980/1981) dan 75.473 hektar dalam tahun 
1981/1982, sedangkan tahun 1982/1983 meliputi areal 
37.195 hektar. Perincian luas areal untuk setiap tahunnya 
dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7. 


B. Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 


Program ini terutama diarahkan pada kegiatan-kegiatan : 
Pemetaan Dasar, Inventarisasi dan Evaluasi Sumber-sumber 
Alam, Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, 
Pengkajian dan Penanganan masalah Lingkungan Hidup serta 


Pengembangan Sumber Daya Air dan Penanggulangan 
Pencemaran Air. 


1. Pemetaan Dasar 


Selama tahun 1978/1979 sampai dengan 1982/1983 
telah dilaksanakan survei geodesi di berbagai wilayah. Meliputi 
: Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di 
samping itu dalam bidang fotogrammetri dan kartografi di 
wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian 


Jaya dalam tahun-tahun itu dibuat peta topografi dengan 
skala 1 : 50.000. Selanjutnya juga dilaksanakan pengukuran 
sifat datar teliti serta pemotretan udara yang berskala 
1: 100.000 dengan panchromatic superwide angle dan yang 
berskala 1 : 50.000 atau 1 : 60.000 dengan infra merah ber- 
warna semi wide angle. Perkembangan hasil kegiatan 
pemetaan dasar untuk sumber daya alam dapat dilihat dalam 
Tabel 8. 


Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dalam 
tahun 1982/83 dilaksanakan pula pembuatan peta tematik 
untuk menunjang program transmigrasi. Juga dilaksanakan 
penelitian pasang surut bumi di stasiun-stasiun Bandung, 
Manado, Ujung Pandang, Banjarmasin, Jayapura dan 
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Kepahiang (Bengkulu). Penelitian itu merupakan pengamatan 
terus menerus di stasiun-stasiun pengamatan. Dalam 
pelaksanaan penelitian ini Pemerintah bekerjasama dengan 
International Centre for Earth Tides (ICET) di Brussel 


Kegiatan pemetaan geologi bersistem di daerah Jawa dan 
Madura sampai tahun 1982/83 telah menghasilkan 46 lembar 
peta skala 1 : 100.000 (83,696 dari target seluruhnya) dan di 
daerah luar Jawa dan Madura telah diselesaikan 110 lembar 
peta berskala 1 : 100.000 (63,296 dari target). Seluruh 
pemetaan geologi tadi direncanakan dapat diselesaikan pada 
akhir Pelita IV. 


Di samping itu kegiatan pemetaan hidrogeologi (air tanah) 
barsistem untuk seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 
tahun 1982/83 menghasilkan sebanyak 51 lembar peta skala 
1 : 250.000 atau 33,596 dari seluruh peta yang harus diselesai- 
kan. 


2. Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Aiam 


Dari tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 di- 
laksanakan survei sumber daya regional untuk memperoleh 
informasi mengenai sumber daya geologi, tanah, hutan, iklim 
dan kependudukan di 5 propinsi Sumatera bagian Selatan. Juga 
dilaksanakan inventarisasi dan kompilasi data mengenai 


sumber daya yang telah ada dan berasal dari inventarisasi yang 
sifatnya partial. Kegiatan survey itu ditunjang dan disempurna- 
kan dengan penelitian yang menggunakan teknologi citra satelit 
sumber daya dan citra SLAR (Side Looking Airborne Radar) 
serta potret udara panchromatic dan infra merah. Dengan di- 
laksanakannya survei tadi, jaringan informasi mengenai sumber 
daya alam telah lebih berkembang. 


Guna menunjang pengembangan industri pertambangan 
dan energi dilaksanakan juga inventarisasi potensi sumber daya 
mineral dan energi yang terdapat di lima wilayah pusat per 
tumbuhan industri yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Barat, 
Sumatera Selatan dan Banten, Jawa, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.Sedangkan jenis-jenis 
mineral yang disurvei meliputi besi, bauksit, timah, tembaga, 
mangaan,emas silikat dan kapur. Sumber daya energi yang di- 
survei meliputi batu bara, minyak dan gas bumi, tenaga air dan 
panas bumi. 


Selanjutnya selama tahun-tahun tadi dilaksanakan 
pemetaan tataguna tanah pedusunan yang meliputi areal selaas 
393.000 km2 dengan skala 1 : 200.000 sampai 1 : 25.000, 
pemetaan kemampuan tanah seluas 118.000 km2 dengan 


skala 1 : 50.000 dan 1 : 100.000, pengukuran dan pemetaan 
wilayah kota kecamatan sebanyak 251 buah, pemetaan 
44 kota kabupaten dan pemetaan 31 kotamadya. 


Kegiatan pemetaan data tataguna tanah dilaksanakan 
secara berkesinambungan di berbagai wilayah Indonesia. 
Dalam pelaksanaannya didahulukan pemetaan yang diperlukan 
untuk proyek transmigrasi yang meliputi areal seluas 
1.209.000 hektar, proyek resttlemen seluas 11.000 hektar 
dan proyek perkebunan seluas 335.000 hektar. 
Tahun 1982/83 luas tanah yang sudah diketahui penggunaan- 
nya meliputi 147,2 juta hektar. 


Untuk menelaah kemampuan fisika dan kimia tanah 
sebagai lahan pertanian, selama Pelita III dilaksanakan evaluasi 
potensi 174,4 juta hektar tanah di seluruh Indonesia dalam 
berbagai tingkat kecamatan dan evaluasi tanah di lokasi yang 
direncanakan menjadi penerima transmigrasi seluas 3,59 juta 
hektar di 18 propinsi. 


Kegiatan lainnya adalah survei dan pemetaan tanah untuk 
menunjang pembangunan pertanian tadah hujan, pem- 
bangunan pabrik gula, pendayagunaan daerah rawa dan 
pasang surut, pengembangan daerah aliran sungai (DAS) dan 
reklamasi tanah kritis. Survei dan pemetaan tanah itu 
mencakup kegiatan pokok inventarisasi, karakterisasi, evaluasi 
dan identifikasi masalah-masalah. Survei itu menghasilkan 
laporan yang dilengkapi dengan peta-peta tanah dan berisi data 
mengenai kemampuan kesesuaian wilayah, derajat kesamaan 
tanah, kadar unsur-unsur harga tanaman dan kadar aluminium. 


Sumber alam hutan yang dinyatakan sebagai kawasan 
hutan yaitu areal yang secara pasti ditunjuk untuk hutan tetap 
Luasnya mencapai 113.076,45 ribu hektar atau 58,42% dari 
luas areal seluruh daratan. Dari areal tadi sebanyak 94.086 ribu 
hektar telah disurvei guna diketahui peruntukkan dan potensi- 
nya dengan setepat mungkin. Juga telah disusun dan ditetap- 
kan tataguna hutan kesepakatan untuk 16 propinsi yaitu : 
Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan 
Berat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa 
Tenggara Berat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur dan Irian 
Jaya. 


Pengukuran dan pemancangan batas hutan dilaksanakan 
untuk seluruh kawasan hutan, tetapi sebagai akibat banyaknya 
faktor pembatas seperti biaya dan tenaga trampil untuk 
pengukuran dan peralatan maka kegiatannya belum dapat 
mengikuti laju kegiatan pengelolaan hutan secara keseluruhan. 
Sampai dengan tahun 1982/83 penataan batas itu mencapai 


TABEL6 
PERKEMBANGAN USAHA PENGENDALIAN SUNGAI, PENGEMBANGAN 
WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 


MENURUT JENIS KEGIATAN, 
1979/80 — 1982/83 
(iuas areal yang diamankan dalam ha) 

No. Jenis Kegiatan 197980 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Perbaikan dan Pengamanan Sungai 87.772 50.375 33.752 6.029 
2. Pengaturan dan Pengamanan Sungai 16.200 11.800 9.600 200 
3. Pengendalian Banjir 2.000 4.750 2.006 - 

4. Pengembangan Wilayah 19.510 49.850 26.468 30.095 
5. Pengamanan dan Pemanggulangan 
akibat bencana alam dan penanggulangan 
akibat letusan gunung berapi 3.471 3.600 3.647 871 
Jumlah : 78.953 120.375 75.473 37.195 
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21.811,88 km. Di antaranya penataan batas sepanjang 
5.311,88 km yang dilaksanakan dalam tahun 1981/82. 
Penelaan sistem tebangan dan sistem pengelolaan 
pengusahaan hutan juga dilaksanakan setiap tahun dan 
penelaan yang terakhir adalah mengenai kemungkinan di- 
terapkannya sistem tebang habis di areal yang dibebani Hak 
Pengusaha Hutan (HPH), disertai dengan pengurangan luas 
tebangan dan pemberian tekanan pada penanganan reboisasi 
areal bekas tebangan. Penelaahan serupa ini merupakan upaya 
evaluasi yang mendasar dalam rangka pembinaan kelestarian 
sumber alam dan lingkungan hidup. 


Evaluasi lainnya adalah mengenai potensi sumber alam 
tanah yang meliputi areal seluas 167 juta hektar. Lokasinya 
tersebar di seluruh tanah air, meliputi 85 lokasi wilayah calon 
penerima transmigran seluas 1,18 juta hektar. Juga dilaksana- 
kan survei dan pemetaan tanah untuk mendukung pelaksanaan 
transmigrasi pertanian di atas tanah tadah hujan. Kegiatan 
serupa dilaksanakan untuk menunjang pembangunan pabrik 
gula, pendayagunaan daerah rawa/pasang surut serta untuk 


menunjang pengembangan daerah aliran sungai dan reklamasi 
tanah kritis. 


3. Pelestarian Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 


Pada tahun 1978/79 jumlah kawasan perlindungan dan 
pelestarian alam yang ditunjuk seluruhnya meliputi 239 unit 
dan luasnya 6.847, 981 hektar. Sejak akhir Pelita || diadakan 


Studi persiapan untuk 15 taman nasional, meliputi areal se 
luas 4.727.865 hektar. 


Dari jumlah itu 5 buah diantaranya telah diresmikan pada 
tahun 1980/81. Terdiri dari Gunung Leuser, Ujung Kulon, Gu- 
nung Gede-Pangrango (Cibodas), Baluran dan Pulau Komodo 
masing-masing meliputi areal seluas 1.094,87 hektar, 136,66 
ribu hektar, 15 ribu hektar, 27,87 ribu hektar dan 171,30 ribu 


hektar. Dan tahun 1981/82 disusun rencana karya pengelolaan 
untuk kelima taman nasional itu. 


Tahun berikutnya diresmikan lagi sebelas taman nasional 
yang meliputi Kerinci-Seblat, Barisan Selatan. Pulau Seribu 
Bromo-Tengger, Semeru, Meru Betiri, Bali Barat, Tanjung 
Puting, Kutai, Lore-Lindu, Dumoga Bone sertaManusela Luas 
seluruhnya mencapai 3.392.177 hektar. 


Selama Pelita Ill kawasan perlindungan dan pelestarian 
alam yang ditunjuk seluruhnya mencapai 320 unit dengan areal 
seluas 15.772.606 hektar. Dari angka-angka tadi menunjukkan 
adanya peningkatan sebesar 8.924.625 hektar. Dengan kata 
lain selama lima tahun terjadi peningkatan rata-rata 2396 
setahun sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 9. Perlindungan 
dan pelestarian alam tidak hanya dilaksanakan di kawasan per- 
lindungan dan perlindungan alam, tetapi juga di luar kawasan.itu 
Kegiatannya meliputi : Pengawasan lalu lintas satwa dan flora, 
Pengaturan perburuan satwa, Pengembangan satwa dan 
habitatnya di luar kawasan perlindungan dan pelestarian alam, 
Penetapan status dan flora langka, Pembinaan wisata alam 
khususnya di kalangan remaja dan Monitoring dampak 
lingkungan, terutama yang erat kaitannya dengan upaya 
konservasi sumber alam dan lingkungan hidup. 


TABEL7. 
PERKEMBANGAN USAHA PENGENDALIAN SUNGAI, PENGEMBANGAN 
WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 


MENURUT DAERAH TINGKAT |, 
1979/80 — 1982/83 
(luas areal yang diamankan dalam ha) 

No. Daerah Tingkat /Propinsi 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

1. D.I. Aceh 1.800 1.800 2.100 1.500 

2. Sumatera Utara 16.900 12.500 10.200 475 

3. Sumatera Barat 125 1.500 840 250 

4. Riau 100 300 290 - 

5. Jambi 1.500 2.000 1.500 150 

6. Sumatera Selatan 2.700 5.000 3.100 = 

7. Bengkulu 400 500 500 500 

8. Lampung 500 600 500 - 

9. Kalimantan Barat 2.000 4.000 700 - 
10. Kalimantan Selatan 750 500 1.500 75 
11. Kalimantan Timur 1.250 900 “900 - 
12. DKI Jakarta 2.000 4.750 2.006 = 
13. JawaBarat 14.957 13.050 13.325 8.905 
14. Jawa Tengah 18.000 29.560 19.750 435 
15. D.I. Yogyakarta 1.921 2.200 2.185 777 
16. Jawa Timur 7.853 31.840 9.827 21.190 
17. Sulawesi Utara 500 1.000 1.000 702 
18. Sulawesi Tengah 1.897 3.175 2.650 1.800 
19. Sulawesi Selatan 1.000 3.100 700 " 
20. Sulawesi Tenggara 400 400 400 = 
21. Bali 900 900 1.000 436 
22. Nusa Tenggara Barat 400 400 400 E 
23. Maluku 100 200 = E 
24. Nusa Tenggara Timur 100 200 100 РЕ 
25 Timor Timur 900 = = - 

Jumlah: 78.953 120.375 75.473 37.195 
TUTTO BUONO NEN NR Есе 
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Selain pengembangan taman nasional yang telah di- 
laksanakan sejak Pelita ||, juga diusahakan pengembangan 
taman laut untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut, 
dan lokasi yang dipersiapkan sebanyak 18 buah. Yang 
kemudian dikukuhkan pada tahun 1981/82 adalah sebanyak 
3 lokasi. 


Dalam usaha melaksanakan pengelolaan hidup dengan 
setepat-tepatnya, sejak akhir Pelita || dikembangkan berbagai 
jalur kegiatan antara lain pembentukan Pusat Studi Lingkungan 
yang dikaitkan dengan pembinaan Universitas di daerah. Setiap 
Pusat Studi Lingkungan mendapat tugas khusus sesuai dengan 
keistimewaan yang dimiliki dan dominan di daerah tempat 
Pusat Studi yang bersangkutan berada. 


Jalur kegiatan lainnya adalah pembinaan dan 
pendayagunaan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan di 
sekitar Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat | dan Bappeda. 


Selain jatur-jalur kegiatan itu sejak tahun 1982/83 juga di- 
kembangkan peningkatan peranserta lembaga swadaya 
masyarakaat yang berminat dalam pengelolaan lingkungan 
hidup. Lembaga tadi dapat didayagunakan sebagai motivator 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup. Juga dalam 
lingkup yang terbatas berfungsi sebagai sarana mekanisme 
kontrol sosial terhadap segenap kegiatan yang ada dalam 
masyarakat . Selama Pelita III Pusat Studi Lingkungan yang 
terbentuk adalah di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, 
Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Malang, 
Surabaya, Jember, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, 
Denpasar, Ujung Pandang, Ambon,Kupang dan Jayapura. Yang 
merupakan pembina adalah Pusat Studi Lingkungan di Medan, 
Bogor, Bandung dan Ujung Pandang. Dan setiap Pusat Studi 


Lingkungan berfungsi sebagai pusat penelaan, pendidikan dan 
pemasyarakatan lingkungan hidup dalam berbagai masalah 


yaitu perairan, lautan, tanah/wilayah kritis, DAS,toksikologi 
lingkungan, pemukiman dan industri serta pengembangan 
analisis mengenai dampak lingkungan. 


Dalam rangka pelaksanaan beberapa kegiatan pem- 
bangunan, tahun 1980/81 dan 1981/82 diterapkan Analisis 
Dampak Lingkungan (ANDAL), seperti pembangunan kawasan 
Marunda, bendungan Saguling, perluasan beberapa industri 
besar dan penambangan permukaan. 


Untuk menyebar-luaskan pengertian dan pemahaman serta 
meningkatkan kemampuan pelaksanaan analisis dampak 
lingkungan tersebut sejak tahun 1979/80 telah dilaksanakan 
kursus-kursus tentang ANDAL di Pusat Studi Lingkungan di 
Jakarta, Bogor, Bandung dan Medan. Selanjutnya dalam tahun 
1982/83 dilaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan 
yang ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek transmigrasi pasang 
surut di Kalimantan Selatan, proyek pabrik hydrocraker Dumai, 
pabrik semen Cibinong, bendungan serbaguna Jatiluhur, 
bendungan serbaguna Bakaru di Sulawesi Selatan, kompleks 
pabrik pupuk dan nitrat Cikampek, pabrik semen Indarung, 
pabrik elpiji Pabelokan dan pengembangan Brantas. Di samping 
itu dewasa ini sedang disusun rencana ANDAL untuk 8 proyek 
minyak dan gas bumi di Cilacap, Balikpapan, Arun, Natuna, 
Dieng, Jakarta dan Riau. 


Sejak awal Pelita III dilaksanakan dan dilembagakan usaha- 
usaha untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi 
sebagai akibat sampingan dari kegiatan pembangunan. Usaha- 
usaha itu misalnya dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi 
kawasan bekas pertambangan terbuka, pendaur-ulangan bahan 


TABEL8 
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMETAAN DASAR UNTUK SUMBER DAYA DARATAN, 
1978/79 — 1982/83 
No. Uraian kegiatan Satuan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Pemasangan stasiun survei geodesi stasiun stasiun - — 370 44 — 
2. Pengukuran sifat datar teliti km — 270 90 500 575 
3. Pelaksanaan Fotogrametri dan kartografi km2 22.500 37.500 37.500 575 975 
4. Pembuatan induk peta topografi skala 1 : 50.000 km2 — 45.000 37.500 975 975 
TABELO 
PERKEMBANGAN KEADAAN KAWASAN PERLINDUNGAN DAN 
PELESTARIAN ALAM, 
1978/1979 — 1982/1983 
Jenis 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
No. Kawasan Unit Luas (ha) Unit Luas(ha) Unit Luas(ha) Unit Luas(ha) Unit Luas (ha) 
1. Cagar Alam 157 2.808.686 162 3.364.253 157 3.518.598") 172 6.080.765 175 6.123.743 
2. Suaka Margasatwa 45 3580050 53 4.135.767 51 5.182215) 78 4.676.668 71 4.676.088) 
3. Taman Buru 9 327.471 10 279671 12 374.671 11 325.921) 11 326.291 
4. Taman Wisata 28 131.774 32 133.672 37 134.622 48 164.985 47 165.265 
5. Taman Nasional = = = -— 5 994.320 5 994.320 16 4.481.219 
Jumlah : 239 6.847.981 257 7.913.363 262 10.204.426 314 12.242.660 320 15.772.606 


°) Sebagian/seluruhnya digabungkan'diubah 
statusnya menjadi Taman Nasional dan atau ' Taman Wisata. 
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buangan industri, pengembangan penanggulangan sampah 
industri dan rumah serta dalam bentuk pemanfaatan limbah. 
Usaha. pencegahan pencemaran industri lainnya adalah di 
bidang industri tekstil, industri minyak dan gas, industri semen, 
industri pertambangan dan lain-lain. Pengendalian penggunaan 
pestisida juga lebih ditingkatkan. 


Untuk mengembangkan usaha pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran industri dalam tahun 1981/82 
telah disusun sembilan buku panduan pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran industri. Tujuh dari delapan buku 
tersebut berisi petunjuk-petunjuk mengenai pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dalam industri-indusri pulp dan 
kertas, soda, kulit, lapis listrik, kapro laktum, pupuk petro serta 
asam suliat dan aluminium sulfat. Sedang yang ke delapan 
merupakan buku panduan umum. Berisi pengkajian mengenai 
aspek lingkungan untuk proyek industri yang tidak memerlukan 
analisis mengenai dampak lingkungan. 


Sejak Pelita Ill selain pencegahan dan penanggulangan 


pencemaran industri, dilaksanakan pula inventarisasi dan ` 


monitoring mengenai mutu lingkungan perairan di Surabaya, 
Gresik dan Waru (Jawa Timur), Semarang dan Cilacap (Jawa 


Tengah), Medan dan Kuala Tanjung (Sumatera Utara) serta 
Palembang (Sumatera Selatan). 


Usaha untuk menyusun peraturan perundangan yang 
mengatur penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksana- 
kan dalam tahun 1981/82 dan dewasa ini telah menghasilkan 
bentuk-bentuk hukum yang jelas. 


Oleh karena penanggulangan pencemaran lingkungan 
merupakan kewajiban Pemerintah dan masyarakat, maka 
penyertaan masyarakat ke dalam usaha penanggulangan 
pencemaran lingkungan mempunyai arti sangat penting. 
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal ini dilaksanakan 
melalui ceramah, percontohan, pendidikan, penerangan dan 
penyuluhan terhadap generasi muda, pramuka, organisasi 
pemuda pencinta alam ,pemuda mesjid, pesantren, wanita, para 
pengusaha serta dengan penyertaan tokoh masyarakat dan 
alim ulama secara lebih intensip. 


Di samping kegiatan-kegiatan tersebut selama Pelita III 
dilaksanakan usaha-usaha untuk memperkenalkan perorangan 
dan kelompok yang telah aktip membina lingkungan hidup. 
Kepada mereka diberikan penghargaan dalam berbagai bentuk. 


Pengembangan Sumberdaya Air dan Penanggulangan 
Pencemaran Air 


Penanganan pengelolaan air diusahakan secara terpadu 
dan untuk itu diperlukan inventarisasi dan evaluasi sumber- 
sumber air. 


Sumber air terbesar bagi kehidupan manusia adalah air 
permukaan. Karena itu penanganannya mendapat prioritas 
utama, dilaksanakan dalam rangka pengelolaan satuan daerah 
aliran sungai. Suatu daerah aliran sungai atau DAS merupakan 
satuan fisik yang setepat-tepatnya untuk perencanaan 
pengelolaan sumber alam dengan air sebagai faktor pembatas. 
Dalam pengelolaan tersebut segala kegiatan yang dilaksanakan 
didasarkan atas karakteristik air serta pengaturan penggunaan- 
nya. Dengan demikian maka perencanaan pengelolaan sumber 
alam yang dilakukan akan mencakup studi mengenai 
karakteristik air dan studi mengenai pengembangan sumber- 
sumber air, seperti yang dilakukan di DAS Cisadane-Jakarta- 
Cibebet dan Pulau Timor bagian barat. 


Air permukaan khususnya air sungai, dapat digunakan 
untuk berbagai tujuan. Namun sangat ditentukan oleh debit dan 
kualitasnya. Sedangkan kualitas air dari suatu sungai amat di- 
pengaruhi kegiatan-kegiatan dan keadaan yang terdapat dalam 
daerah alirannya. Kegiatan-kegiatan dan keadaan itu dapat 
merupakan penyebab pencemaran. 


Pencemaran sir yang merupakan salah satu masalah lingkungan 
hidup, terutama diakibatkan oleh erosi dan sedimentasi dan 
banyaknya bahan-bahan buangan industri dan produksi 
pertanian yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia. 
Masalah ini banyak dialami oleh para pemakai air di daerah- 
daerah hilir DAS. Air minum masyarakat di banyak kota, misal- 
nya berasal dari sungai. Padahal bagian terbesar penduduk 
suatu DAS umumnya tinggal di bagian hilirnya. Demikianlah 
maka masalah pencemaran di bagian hilir sangat dirasakan 
pengaruhnya oleh sebagian besar masyarakat. 


Sehubungan dengan timbulnya masalah pencemaran ini 
telah dilaksanakan berbagai studi untuk menanggulanginya. 


Antara lain telah diadakan studi tentang berbagai kasus 
pencemaran air sungai, misalnya di Kali Garang Semarang, Kali 
Surabaya, Kali Madiun dan anak-anak sungainya, Sungai 
Kapuas, sungai-sungai di Jakarta dan Denpasar. Di samping 
itu juga telah diadakan studi tentang cara dan pola 
penanggulangan buangan industri di perairan sungai, studi 
tentang pengaruh penggunaan pestisida dalam pertanian 
terhadap kualitas air sungai dan studi tentang pengaruh 
pencemaran air terhadap kehidupan biota air. 


Banyaknya kegiatan pengangkutan barang melalui laut 
yang menggunakan bahan bakar minyak secara sengaja atau 
tidak, menimbulkan masalah pencemaran laut. Kasus kandas- 
nya kapal tanker Showa Maru di Selat Malaka memberikan 
pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Sejak saat itu secara 
bertahap dan sistematis dilaksanakan berbagai studi untuk 
menelaah segi tehnik, ekonomi, keuangan dan segi hukum 
yang menyangkut masalah pemanfaatan sumber alam laut dan 
pencemaran yang diakibatkannya. Dalam rangka pengembang- 
an usaha penanganan masalah pencemaran laut dewasa ini 
sedang disusun perangkat peraturan yang akan diberlakukan 
secara nasional dan untuk selanjutnya diajukan kedalam 
Konvensi Hukum Laut. 


Untuk melestarikan eksistensi dan manfaat sumber alam 
perairan pantai, dilaksanakanlah berbagai studi dan kegiatan. 
Antara lain melalui penelitian ekologi dan pengelolaan 
lingkungan hutan payau, penelitian perikanan pantai dan lain- 
lain. Sehingga dari penelitian tersebut dapat dihasilkan 
pedoman pengelolaan lingkungan pantai. 


Penelitian segi teknis pencemaran perairan pantai dan laut 
selama Pelita III dilaksanakan di Teluk Jakarta, pantai utara 
Jawa, Selat Bangka, Selat Malaka, pantai selatan Kalimantan 
dan perairan Cilacap. Bahan pencemar yang dimonitor di 
wilayah-wilayah tersebut meliputi logam-logam berat seperti 
air raksa, tembaga, timah hitam, hidrokarbon dan bakteri. 
Seluruh polutan tersebut, baik yang terdapat di perairan umum, 
dalam jaringan kerang-kerangan dan binatang laut lainnya serta 
dalam sedimen telah dimonitor/dan ditelaah. 
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Pengembangan Meteorologi dan Geofisika 


Pembangunan bidang meteorologi dan geofisika selain untuk 
menunjang pembangunan sektor perhubungan, juga diarahkan 
untuk menunjang sektor-sektor lain seperti pertanian, industri 
dan pariwisata. Kebijaksanaan yang diambil ditujukan 
terbangunnya jaringan-jaringan dasar memungkinkan negara 
meningkatkan kegiatan-kegiatan monitoring dan peningkatan 
penelitian iklim, cuaca dan gempa. 


Usaha-usaha yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi dan 
pembangunan stasiun-stasiun meteorologi, .klimatologi dan 
geofisika baik dalam arti fisik maupun dalam arti ke- 
organisasiannya. Dalam hubungan ini kemampuan serta 
ketrampilan tenaga operasional juga telah ditingkatkan. 


Dari Tabel 10 dapat dilihat hasil-hasil rehabilitasi dan pem- 
bangunan, sampai akhir Pelita || meliputi 75 buah stasiun 
meteorologi/synoptic, 9 buah stasiun maritim, 4 buah stasiun 


cuaca Pertanian Utama (klas I), 4 buah stasiun cuaca Pertanian 
Biasa (klas ||), 3 buah stasiun cuaca Pertanian Khusus, 
13 buah stasiun iklim, 2.745 pengamatan hujan, 
pengamatan penguapan dan 19 stasiun Geofisika. 


105 


Rehabilitasi dan pembangunan meteorologi dan geofisika 
yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan peningkatan 
yang berarti dalam mutu pelayanan meteorologi dan geofisika. 
Meliputi ramalan cuaca dan berbagai jasa untuk penerbangan, 
pelayaran dan pertanahan. Angka-angka mengenai pelayanan 
dan jasa meterologi dalam tahun 1978/79 ini dapat dilihat dari 
Tabel 11. 


Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam bidang 
Meteorologi dan Geofisika selama Pelita Ill dapat dilihat pada 
Tabel 12. 


TABEL 10 
PERKEMBAHGAN PEMBANGUNAH METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 
1978/79 
Jenis Stasiun 1978/79 
A. Stasiun Meteorologi 
a. Penerbangan/Synoptic 75 
b. Maritim 9 
B. Stasiun Klimatologi 
a. Stasiun Klas | 4 
b. Stasiun Klas II 4 
c. Stasiun Klas III 3 
d. Pertanian Khusus 18 
e. Stasiun Iklim 13 
f. Pengamatan Hujan (set) 2745 
9. Pengamatan Penguapan (set) 105 
C. Stasiun Geofisika 19 
Pengamatan Gempa 
TABEL 11 
PRODUKSI DATA. 1978/79 
Uraian 1978/79 
A. Stasiun Meteorologi 
1. Penerbangan/Synoptic a. 585.640 
b. 485.650 
2. Pengamatan Maritim a. 9.600 
b. 1.000 
B. Stasiun Klimatologi 
1. Pertanian a. 19.000 
b. 12.100 
2.Iklim a. 49.500 
b. 39.750 
3. Pengamatan Hujan a. 145.000 
b. 128.500 
4. Pengamatan Penguapan a. 9500 
b. 3.900 
5. Pengamatan Udaraatas a. 61.200 
b. 35.280 


Dalam Satuan data. 
a= Rencana 
b = Realisasi 
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PERKEMBANGAN JUMLAH STASIUN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI 


Jenis Stasiun 


Balai Meteorologi dan Geofisika 


Stasiun Meteorologi: 
a. Penerbangan/Synoptic:! ) 
— Stasiun Klas | 
— Stasiun Klas II 
— Stasiun Klas III 
b. Maritim: 
— Stasiun Klas | 
— Stasiun Klas || 
— Stasiun Klas III 


Stasiun Klimatologi: 

— Stasiun Klas | 

— Stasiun Klas || 

— Stasiun Klas lil 

— Stasiun Meteorologi Pertanian 
Khusus (SMPK) 

— Stasiun Iklim 

— Stasiun Penguapan 

— Stasiun Pengamat Hujan 

Stasiun Geofisika:2) 

— Stasiun Klas | 

— Stasiun Klas II 

— Stasiun Klas III 


KETERANGAN 


" 


2 


ENNIUS www www www”, 


No. 


n D) Da M E M M. i i атии 


Stasiun Meteorolog (Syropec) 


TABEL 12 
DAN GEOFISIKA YANG TELAH BERFUNGSI, 


Tahun (98283 dari 06 Stasiun Kias IN tambah 2 Sasun < 88 Stamm: 


dan 88 Stassun Kias IH @ongkathan 6 stasiun menda 
Kias il sengga Stasun Kias A dan 6 Stasain merungkat 
jumbar anya menjadi 12 Ѕіазит. sedang Stasun Klas lii menjadi 


82 Stasiun 
Sresam Geotesha 


Tahun 12 09) dan 9 Sasun Kias И dibngkatkan 5 Stasrun menjadi Klas 


1 Sehsngga Stasun Kias | menjadi 6 Stasiun 


dan 13 Siasam Klas НІ dingkaikan 2 Siasam menjadi 
Klas Н setungga Stasiun Klas !! menjadi 6 Stasiun. 
dan !! Stasun Kias И! ditambah | Stasiun sehingga menjadi 


12 Samun 


1979/80 — 1982/83 
(Stasiun) . 
1979/80 1980/81 
7 7 
6 6 
76 81 
1 1 
4 4 
1 1 
4 4 
4 4 
3 3 
66 66 
161 173 
118 118 
3284 3311 
1 1 
9 9 
10 11 
TABEL 13 


PERKEMBANGAN PRODUKSI JASA STASIUN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA YANG TELAH BERFUNGSI, 


Uraian 


Stasiun Meteorologi 

a. Penerbangan/Synoptic 
b. Penerbangan 

c. Pengamatan Maritim 

d. Pengamatan Udara Atas 
e. Pengamatan Satelit 
Stasiun Klimatologi: 

a. Stasiun Pertanian 

b. Stasiun Iklim 

c. Pengamatan Hujan 

d. Pengamatan Penguapan 
Stasiun Geofisika: 

a. Pengamatan Gempa 

b. Magnit Bumi 

c. Listrik Udara 

d. lonosfera 


1979/1980 — 1982/83 
(dalam frekwensi x 1 unit) 
1979/80 1980/81 
542.256 545.702 
374.884 442.632 
374.884 1.511 
38.325 26.519 
1.600 1.300 
13.000 14.000 
41.150 42.000 
140.000 150.000 
4.100 4.200 
16.500 17.250 
350 2.100 
250 2.100 
280 360 


1981/82 


511.600 
498.042 
1.186 
23.838 
1.000 


15.000 


1982/83 


592.565 
393.672 
14.329 
57.650 
1.585 


13.000 
101.388 
118.818 

2.028 


20.466 
1.188 
1.814 

396 
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1. INTRODUCTION 


Natural resources and environment constitute Capital for national 
development. Therefore, efforts should be made for a serious 
management. Development activities always have side impacts 
which can inflict damage to natural resources and the environ- 
ment. So that the promotion of preserving natural resouces and 
environment guality remains a problem for the country and nation, 
at present as well as in the future. 

Indonesia's environment is a blessing of God, it should be 
enjoyed, developed and preserved for a continued assurance of 
the source and life support for the country and its people, for the 
Sake of continuity and improving the quality of lite it self. 

Meanwhile, the utilization of natural resources should balance 
the accord and harmony of the environment. 

Environment in the sense of ecology does not know territorial 
boundary, but if linked with its management, then there should be 
boundary, authority and management. 

Indonesia's environment according to the territorial concept is 
a legal concept. The Indonesian Archipelago is occupying a 
CTOSS-position between two continents and two oceans with atro- 
pical climate. The weather and season shape the natural condi- 
tion and position with a high strategic role. A place where Indone- 
Sians live in a state with all its aspects. And therefore, the concopt 
of managing Indonesian environment is the Archipelago Coa- 

cept. 


Indonesia's environment as an ecosystem consists of various 
areas, each with its sub system covering socio-cultural, econo- 
mic and physical aspects with different supporting ability. Deve- 
lopment and improvement are based on the condition of the envi- 
ronmental supporting ability (power) being able to enhance ac- 
cord and harmony of the sub system. It also means enhancing 
the resiliciency of the sub system. 

Meanwhile, development and improvement of a sub system 
can influence another sub system, and at the end can also 
influence the resiliciency of the ecosystem as a whole. Therefore, 
managing the environment requires the development of an integrat- 
ed system as its main characteristics. It means that there should 
be a national policy with respect to environmental management. 

Development is a conscientious effort to manage and to utilize 
natural resources for ralsing the people's living standard. Natural 
resources is unlimited, both in amount as well as quality, while 
the requirement for natural resources keeps increasing as a 
consequence of population growth and simultaneously its requi- 
rement. 

In line with the above, the environmental support ability can be 
disturbed and resulting in a decrease of environmental quality. 

The increasing implementation of development has the risk of 
the environment being polluted and damaged, so that it will disturb 
the basic structure and function of the ecosystem which is the life 


supporter. Such a situation becomes a social burden because at 
the end the public and the government should bear the cost for 
restoration. 

A healthy and well maintained ecosystem is the responsibility of 
every citizen. Therefore, a wise development should be based on 
an environmental concept as a means of achieving continuity 
and becomes an assurance for the welfare of the present as well 
as the next generation. 

In accordance with the fact that the Republic of Indonesia is a 
constitutional state, the development of Indonesia's environ- 
mental management system should be given a clear legal basis, 
firm and overall, to secure legal assurance for those manage- 
ment efforts. Its legal basis should be the environment's legal 
principle and obeyance of every citizen, whereas in its entity is 
based on the Archipelago Concept. 

The law on basic provisions of managing the environment has 

the following features : 

a. simple but able to cover future development possibilities in 
accordance with the situation, time and place; 

b. containing basic provisions as the foundation for further 
implementation of the provisions; 

C. covering all aspects of the environmental sector so that it can 
be the basis for further arranging the respective aspect which 
will be in the form of its own regulation, 
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The above mentioned law is the basis for evaluating and adjust- 
ing all the provisions of the law prevailing, i.e. provisions regard- 
ing irrigation, mining and energy, forestry, nature protection and 
preservation, industry, resettlement, zoning, landuse, etc. 

As such all provisions of the law can be included in legal system 
of Indonesia's environment. | 

In PELITA III, various efforts have been conducted in a syste- 
matic and continuous way to improve public's awareness on the 
environment. This is conducted directly as weh as indirectly 
through the mass media. 

The direct way includes upgrading, seminar, lectures, etc., 
arranged for groups of professionals, social and religion. From 
the various activities have developed a deep understanding 
about the importance of maintaining accord, harmony and pre- 
servation of the environment. 

Various efforts of improving the public's awareness of the envi- 
ronment seemed to have achieved satisfactory results. It was 
able to encourage the public to rise and act with the objective of 
maintaining the preservation of the environment. This can be 
observed from the numerous groups of "love for the environ- 
ment" establishing new organizations with various names and 
backgrounds, though some of them have not shown any activity, 
yet. | 

According to records so far, about 30 individuals and self- 
supporting public organizations have received the highest national 
awards on the environment from the President. Such as the 
Farmer's Group from Pecatu Village, James Sipayung from the 
Bahoro Nature Reserve, Rudolf Rupidara from Kaisar island, 
Temanggung Medang from Nangadanau village of West Kali- 


mantan, Sambaofuar village at Teluk (Bay) Cendrawasih, Irian 
Jaya, etc. 

To strengthen the appreciation forthe noble act, the President 
awarded a Kalpataru carving coated with pure gold to saviors of 
the environment. And they have never expected to be awarded. 
Their acts have been solely for improving the environmental quality 
in order to achieve a more proper living standard. 

Kalpataru is a symbol of "livelihood tree", taken from the philo- 
sophy of ancestors of the Indonesians who for a long time have 
appreciated the harmonious relationship between man and God, 
between man arid man and between man and its environment. 

This philosophy is illustrated in a relief at the Mendut temple in 
Central Java. Through this symbol is indicated an appeal to the 
whole Indonesian nation to look back how the ancestors have 
shown to the present generation and to future generations that 
an environment which is in accord, harmonious and continuous 
has been a way of life of the nation since long ago. 

Another expectation from extending the environmental award 
is that community groups in other areas when facing various en- 
vironmental problems are able and willing of overcoming them by 
their own effort and awareness. 

In addition to those efforts mentioned above, with awareness 
and planning, environmental education is conducted at an early 
age, such as including environmental aspects in the curriculum 
of the elementary school without additional burden to the pupils. 
This program has been implemented since 1981, while the teach- 
ers applying this new approach are trained at various universities 
(IKIP Jakarta). For high school students, methods are prepared 
in line with the same objective. 


POLICY ANDPROGRAM 


The policy and program in managing natural resources and 


environment are as follows : 


1. Saving the Forest, Land and Water. © 


Activities carried out in this program are especially intended for 
safeguarding agricultural production regions, the densely popu- 
lated settlement area and transportation routes, so that they can 
be prevented from flood disaster. Furthermore, to assure the 
continuation of the river being the source of water for irrigation 
and drinking water, preventing a decrease in productivity of dry 
acreage. 


Included in this program are activities such as forestation, 
reforestation, river controt and safeguarding, regional develop- 
ment and overcoming of disasters which are developed within 
the scope of integrated management of river basins (DAS). 


Forestation or regreening is the activity of planting perennial 
plants, terrace construction, construction of dams to prevent 
erosion or check dams and so on with the objective of preventing 
the decline of soil and water productivity in areas not constituting 
the state forest area. Whereas reforestation also constitutes the 


activity of planting with the same objective as that of forestation 
but it is carried out in the state forest area. Both activities are 
efforts of rehabilitating critical land within the environment of 
important river basins (DAS). In addition to technical activity are 
also increased efforts of enhancing autoactivity of public partici- 
pation in regreening of critical area. 

Other activities in this program include activities to improve 
river control and safeguarding to support flood control, regional 
development and safeguarding against natural disaster and 
ways of overcoming it. River control includes dredging activities 
to clear hazards in the river, straighten channels, diverting water, 
protection and reinforcement of river banks, construction of 
dykes to prevent floods along with channels and flood gates. 

In implementing this program in stages, 35 important river 
basins (DAS) have been or are being worked on in Java, Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, West Nusa Tenggara, East Nusa Teng- 
gara and Bali. 


2. Promoting Natural Resources and Environment. 


This program consists of activities such as basic mapping, 
inventory and evaluation of natural resources, preservation of 
natural resources and environment, overcoming pollution of the 
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environment as well as the study and handling of environmental 
problems. 


To carry out the management of natural resources is reguired 


up-to-date basic data as reference framework in preparing a national 
resources map. Inventory and evaluation of natural resource is 
intended to obtain information about itsamount, quality,value and 
location. With this information can be composed the best pos- 
sible pattern of utilization and preservation. | 

In addition to inventory are also carried out activities support- 
ing the study about earthquakes, landusage and identification 
and inventory of vegetation coverage. 

In connection with efforts of preservation and its utilization 
policy, natural resources can be classified into two groups, i.e. 
renewable natural resources and unrenewable natural resources. 
Preserving the renewable natural resources are conducted by 
utilizing the natural resource concerned. Ways of utilizing are 
carried out with efforts not to disturb the recycle pattern of the 
natural resource concerned. The unrenewable natural resources 
can only be preserved by means of utilization as economically as 
possible, directing its utilization for the development of other 
natural resources which can meet future requirements. 

Among the various renewable land natural resources, forest is 
one of the major source of income for the public as well as for the 
state. In addition, forest also has a substantial role for the conti- 
nuity of human environment. In view of both roles, forest preser- 
vation should be seriously maintalned. 

In its preservation, the forest confirmation into a forest area 
along with its boundary designation has a very important signifi- 
cance. A forest area shall obtain a legal status as protective 
forest, protective and -production forest, production forest and 
forest managed for natural protection and preservation. The pro- 
duction forest relied on to become the nation's source of income 
should be really conducted in conformity with the dynamic prin- 
ciple of preservation. Its management should assure forest 
existence, in addition to securing its development and increase 
its ability of public service. The management pattern is among 
other formulated in the form of regulations on Selective Tree 
Felling (TPI) for forest exploitation outside of Java. 


The forest area which based on its ecological condition should 
be maintained for the continuity of flora and fauna genetic resources 
as well as for the development of science and culture, is desig- 


" nated as the area for environmental protection and preservation. 


Since PELITA II, the designation is carried out based on an overall 
ecosystem consideration. In PELITA Ill, the designation was sta- 
bilized by realizing it in the form of development of the national 
park system. This system covers areas respectively developed 
as natural reserve area and tourist or recreational area. 

The condition and the availability of water are two factors deter- 
mining the degree of success of the natural resource manage- 
ment and its continuity and has influence in determining the con- 
tinuity of human life. Therefore, the management of water resource 
should be carried out in an integrated way and the first step to be 
taken is inventory and evaluation of available water resources. 


Nature's water resource as the pillar for human life is the coastal 
and sea water which in human life have the role as sources of 
fishery products and other sea products and as a means of com- 

- munication. | 

As a consequence of increasing activities utilizing land-, coastal- 
and sea waters, since several years ago the problem emerged of 
water pollution in the rivers and at sea. To overcome the problems, 
a set of regulations has been prepared concerning the manage- 
ment of various aspects of the environment. Especially, regulat- 
ing the steps and measures required for handling and overcom- 
ing the environment. In this connection have been developed the 
criteria for basic quality of the environment, especially the criteria 
of water quality required for various purposes and standard quali- 
ty of garbage and the guide for managing waste. 

Within the scope of facilitating the settlement of living environ- 
ment problems all over Indonesia, a network has been develop- 
ed to handle the problem of environment. Such as a Centre for 
Environmental Study, a Bureau for Developing Population and 
Environment and the auto-active public foundation (institution). 
With this network problems of the environment can be overcome 
more stable and conceptional. 


3. Meteorology and Geophysics. 


The development in this field is aimed at improving the service 
of meteorology and geophysics, in the sense of quality, quantity 
and variety for the interest of sectors requiring them. The service 
of meteorology and geophysics is required to improve the safety 
of aviation and navigation and increasing production in the agri- 


cultural sector, industrial sector and the mining sector. In addi- 
tion, it is also required to facilitate activities of preventing and 
overcoming the effects of natural disaster, air pollution and pre- 
dicting harvest and epidemic. 


ш. 
RESULTS OF DEVELOPMENT ACTIVITIES 


A. Save the Forest, Land and Water. 


In the implementation of this program, priority is given to the 
activities of forestation (regreening). reforestation as well as con- 
trol and safeguarding the river. 


1. Forestation (regreening). 

In 1977/78, the program of forestation was implemented in 18 
provinces, consisting of 32 river basins (DAS, daerah aliran sungai) 
covering an area of about 549.961 hectares or 87% of areas 
which are planned. 

In 1978/79, forestation was conducted in 19 provinces cover- 
ing 33 river basins (DAS), 143 regencies (kabupaten) and 1.001 


districts (kecamatan). Also implemented was a new activity namely 
the construction of check dam which is required in the framework 
of soil conservation, for accommodating mud and water in the 
rainy season. 


In that year, 10 check dams were constructed, two each in the 
provinces of West Java, Cenral Java, East Java and West Nusa 
Tenggara. The balance was іп the province East Nusa Tenggara 
and South Sulawesi. 


Regreening realization in 1978/79 reached 86% of the plan, 
namely covering an area of about 596.549 hectares and its suc- 
cess was about 48%. 
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Besides the construction of check dams was also conducted 
the construction of isolating belt system in the tallgrass area. 
This activity is meant for overcoming the fire hazard frequently 
occurring, resulting in soil destruction as well as eradicating the 
result of forestation and reforestation that have been carried out. 


The forestation kept increasing so that until 1980/1981 it was 
implemented in 21 provinces covering 35 river basins (DAS), 158 
regencies and 1.178 districts. Its realization reached 82,296 or 
558.077 hactares and the success reached about 6296. In that 
period activities were stressed at construction and control, the 
construction of demplots (demonstration plots), smallholder 
forest and the construction of water drainage channels (SPA) 
and its benefit was more quickly felt by the local community. 


The construction implementation of demonstration plots is 
divided into Natural Resources Demonstration Unit (USPA) and 
carried out in areas with permanent farmer's activity (in Java and 
Bali). Permanent Farmer's Activity Demonstration Unit (UPM) 
was carried out in nomadic farming like in Kalimantan and Sula- 
wesi. This development consisted of 191 units, each unit with an 


area of 10 - 20 hectares. 


In 1981/82 forestation activities were conducted in 21 provinc- 
es, covering 35 river basins (DAS), 161 regencies and about 
1.220 districts. While construction and control realized 422, de- 
monstration plots 501 units and smallholder forest 69.700 hec- 
tares. Overall it reached about 7196. In the following year it was 
implemented in 21 provinces covering 35 river basins (DAS), 164 
regencies and 1.350 districts; construction and control reached 
522 and demonstration plots 790 units. 

At present, forestation activities are carried out in 21 provinc- 
es, covering 35 river basins (DAS) with an average targeted area 
to be achieved about 800.000 hectares annually. So that in 1981/ 
82, regreening activities reached 1.804.176 hectares. In addi- 
tion, there is still 8,5 million hectares of critical land, the location 
of which is spread in 21 provinces and 35 river basins (DAS). 
From the total critical land, 5,1 million hectares is outside the fo- 
rest area. 

To meet the need for skilled personnel in forestation activities, 
since its inception, training is arranged each year for field officers 
assigned with seeding, planting and soil conservation. Until 
1982/83, the number of forestation field officer have reached 
5.529, and special forestation officers 164. 


2. Reforestation. 


The reforestation activity in 1977/78 was carried out in 18 pro- 


vinces covering 95 Forest Consolidation (Stabilization) Unit . 


(KPH) and 32 river basins (DAS). The realization in each province 
reached an average 97,596 of the plan, so that itreached 
some 198.069 hectares. While at the end of PELITA II (1978/79) 
reforestation activities were carried out in 18 provinces, covering 
89 KPHs and 26 river basins (DAS). The relization reached about 
82,496 or 237.315 hectares. 

Until the end of PELITA III, reforestation activities carried out 
by Holders of Forest Explotation Rights reached an area of 1.480 


hectares. 

When entering PELITA III, reforestation was carried out in 19 
provinces and covering 90 KPHs and 27 river basins (DAS), 
the realization of which reached about 212.990 hectares or 
70,796 of the total plan. 

In the third and second year, activities continued in the same 
areas but with difference in realization. And until 1981/1982, refo- 
restation implemented reached an area of 963.959 hectares. Out 
of this amount, some 383.981 hectares constituted activities 
result during the first three years of PELITA III. In 1982/1983, ac- 
tivities continued in the same areas covering a forest area of 
35.397 hectares or 16.2196 of the total area planned. 

Table shows figures on the realization of reforestation activiti- 
es during 1979/1980 until 1982/1983. 

The success achieved in reforestation activities often encount- 
er disturbances, especially from the fire hazards frequently oc- 


curring in serveral regions. In order to overcome said hazard, the 
government have made fire isolation routes. And this activity is 
being continued and expanded. 

Until now, in general, activities of rehabilitation and reforesta- 
tion in the areas of forestry agreements are quite different com- 
pared with the rate of decline in forest (natural) resource as a 
result of exploitation. The reforestation efforts which have been 
carried out by enterpreneurs, holders of HPH (forest exploitation 
right) in 1978/79, reached 1:480 hectares and in 1979/1980 
about 800 hectares. While the realization of replanting woods in 
the area which used to be cut by holders of Forest Exploitation 
Right (HPH) reached 19.320 hectares (1979/1980 - 1981/1982). 
Rejuvenation of forest in the area of HPH in 1982/1983 reached 
99.242 hectares. 

Reforestation activities in HPH area are generally conducted 
as a result of various difficulties in the seed and seedling procure- 
ment as well as mastering reforestation technique and the procu- 
rement of skilled personnel within HPH holders which is not yet 
sufficient. As a consequence the HPH holders failed to meet to 
fullfil the requirements in the field of reforestation/rehabilitation. 
The occurrence of said problems among other things encourag- 
ed the the issuance of a Presidential Decree on compulsory de- 
posit HPHs reforestation/rehabilitation areas, which stipulates 
the collection of funds amounting to $ 4 for each cubic meter of 
wood produced as reserve fund for the implementation of refo- 


restation in the HPH area concerned. 


3. Regulating and Safeguarding the River. 


This activity consists of regulating and safeguarding the river 
such as removing hazards to the river flow, straightening the 
flow, diverting water, protection and reinforcement of river banks, 
construction of dykes, flood channels and flood gates, etc. 


In its implementation, besides activities of safeguarding the 


river carried out by various provinces, the regulation, rehabilita- 
tion and safeguarding the river also included the projects which 
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are specially managed. Among them are the projects of the rivers 
Citanduy, Cimanuk, Bengawan Solo, Pemali Comal, Císangga- 
rung, Arakundo, Wampu, Ular and Bah Bolon. In addition, there 
are other projects such as Jakarta Flood Control project, the 
Brantas Multipurpose Project and overcoming the effect of volca- 
nic eruptions such as Mount Merapi, Mount Kelud, etc. 

The area which can be safeguarded in 1977/1978 was 
103.238 hectares and the following year increased 65.663 hectares. 


In Pelita Ill, this activity covered an area of about 770.000 
hectares in the form of five-year safeguarding from floods. As 
the result of realization activities carried out in following year, 
the area which can be safeguarded was 78.953 hectares in 


1979/80, 120.735 hectares in 1980/81 and 75.473 hectares 


in 1981/82. while in 1982/83 it was 37.195 hectares. For 
details of the area see table below 


TABLE 
DEVELOPMENT OF RIVER CONTROL EFFORTS, TERRITORIAL 
DEVELOPMENT AND SAFEGUARDING FROM NATURAL DISASTER 
BY TYPES OF ACTIVITIES 
1978/80 - 1982/83 (area secured in Ha) 


No.  TypeofActivity 


1978/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Improvement and safeguarding 37.772 50.375 33.752 6.029 
of rivers 
2. Regulation and safeguarding 16.200 11.800 9.600 200 
of rivers 
3. Flood Control 2.000 4.750 2.006 - 
4. Territorial development 19.510 49.850 21.185 30.095 
5. Safeguarding and overcoming 3.471 3.600 3.647 871 
natural disaster and volcanic 
eruption results 
Total 78.953 120.375 70.190 37.195 


B. Developing Natural Resources and Environment 


This program is mainly directed at activities of Basic Mapping, 
Inventory and Evaluation of Natural Resources, Preservation of 
Natural Resources and Environment, the Study and Handling of 


Environmental Problems and the Development of Water Resources 
and the Overcoming of Water Pollution. 


1. Basic Mapping 


During the years 1978/1979 through 1982/1983, geodesic surveys 
have been carried out in various regions such as Kalimantan, 
Sulawesi, Java, Bali and Nusa Tenggara. Apart from that, in the 
field of photogrammetry and Cartography in the regions of Suma- 
tra, Kalimantan, Sulawesi and Irian Jaya, in those years have 
been made topographical maps with a scale of 1:50.000 or 
1:60.000 with semi wide angle infra red color. 

Asin previous years, in 1982/1983 was also carried out the pro- 
duction of thematic maps for supporting the transmigration program. 
Furthermore, also conducted earth ebb and tide study at the sta- 
tions of Bandung, Manado, Ujung Pandang, Banjarmasin, Jaya- 
pura and Kepahiang (Bengkulu). 

Those studies (surveys) constitute a continuous observation at 
thé above mentioned stations. In conducting this survey, the 
Government cooperated with the International Centre for Earth 
Tides (ICET) in Brussels. 

Activities concerning systematic geological mapping in the 
areas at Java and Madura for the years 1982/83, resulted in 46 
pages of maps with a ratio of 1:100.000 (83,696 of the total target) 
and in areas outside of Java and Madura 110 pages of maps 
completed with a ratio of 1:100.000 (63,296 of the target). All the 


geological mapping activities are scheduled for completion at the 
end of Pelita IV. 

Apart from that, activities concerning systematic hydrogeological 
mapping for the whole of Indonesia through 1982/83 produced 


some 51 sheets of maps with a ratio of 1:250.000 or 33,596 of the 
total planned for completion. 


3. Inventory and Evaluation of Natural Resources 


From 1978/79 through 1982/83 have been conducted regional 
natural resources surveys in order to obtain information on the 
resouces of geology, soil, forest, climate and population in five 
provinces in South Sumatra. In addition, also conducted inventory 
and compilation of data on the existing natural resources originat- 
ing from the inventory which is partial in character. 


The above mentionad survey activities are supported and im- 
proved by using the technology of resource satellite image and 
SLAR image (Side Looking Ariborne Radar) as well as panchro- 
matic and infra red aerial photography. 

With the realization of that survey, the information network on 
natural resources have developed more. 

In order to support the development of mining and energy in- 
dustries, was also conducted inventory of mineral and energy re- 
source and energy resource potential which can be found in five 
central regions of industrial development, i.e. North Sumatra and 
West Kalimantan, South Sumatra and Banten, Jawa. East Kali- 
mantan, South Sulawesi and Southeast Sulawesi. While the ty- 
pes of mineral surveyed consisted of iron, bauxite, tin, copper, 
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manganese, gold, silicon and lime. Energy resources which 
havebeen surveyed included coal, oil and natural gas, hydro and 
geothermal energy. 


Furthermore,during those years, mapping have been conduct- 
ed of rural landusage, covering an area of 393.000 km2 with the 
ratio of 1 : 200.000 up to 1 : 25.000; the mappping of soil capacity 
covering an area of 118,000 square kilometers with the ratio 
1 : 50.000 and 1 : 100.000; the measurement and mapping of 
district areas as many as 251 districts; the mapping of 44 regen- 
cies as well as 31 municipalities. 

Mapping activities for landusage data are conducted cortti- 
nuosly in various regions in Indonesia. In its implementation, 
priority is given to the mapping which is required for transmigra- 
tion projects covering an area of 1.209.000 hectares, resettie- 
ment projects covering 11.000 hectares and plantation projects 
cover ing 335,000 hectares. 

In 1982/83, some 147.2 million hectare of land is known to 
have been under control with respect to its usage. | 

To study the soil's physical and chemical ability as agricultural 
land, during PELITA III, an evaluation was made on the potential 
of 174,4 million hectares of land throughout Indonesia, in various 
districts, and an evaluation of land at the location planned for 
accepting transmigrants, covering an area of 3,59 million hectares 
in 18 provinces. 

Other activities included survey and land mapping to support 

the agricuiture on rain-fed land, the construction of sugar mills, 
utilization of marsh/ebb tide areas, developing river basins (DAS) 
and critical land reclamation. Land survey and mapping constitute 
basic activities of inventory, characterization, evaluation and 
identification of problems. 
That survey produced reports completed with maps and contain- 
ing data on territorial uniformity (conformity) of ability, degreé of 
soil similarity, elements content of plant value and aluminium 
content. 

Land forest resource which is declared as forest area is an 
area which is definitely designated as permanent forest. The size 
reached 113.076,45 thousand hectares or 58,42% of the total 
land area. Of that area, some 94.086.000 hectares have been 
surveyed in order to know its destination and potential as accu- 
rately as possible. Also composed and determined a consensus 
of landusage for 16 provinces, i.e. Aceh, North Sumatra, West 
Sumatra, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kali- 
mantan, South Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, 
Southeast Sulawesi, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa 
Tenggara, East Timor and Irian Jaya. 

The measurement and pile driving of forest boundary is con- 
ducted for the whole forest area. However, as a result of the ma- 
ny limiting factors such as funds and skilled personne- for the 
measurement and equipment, the activity is progressing slowly 
and has not been able to keep the pace of forest management 
activity as a whole. Up to 1982/83. the structuring of the bounda- 
ry reach ed 21.811 ,88 kilometers , among which boundary ar- 
rangements as long as 5.311,88 kilometers was conducted in 
1981/82. 


The study of felling system and forest management system is 
also conducted each year, and the last study was on the possibili- 
ty of applying the free felling system at the area of HPH (Forest 
exploitation right) accompanied by the reduction of felling area 
and the emphasis on the handling of reforestation in the area of 
which the trees have been cut down. This type of study is a basic 
evaluation effort within the framework of promoting the preserva- 
tion of natural resources and environment. 

Another evaluation is on the soil natural resources potential 
which covers an area of 167 million hectares. Its location is 
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spread all over the country and covering 85 locations of regions 
which will receive future transmigrant in an area of 1.18 million 
hectares. In addition, are also conducted surveys and land 
mapping to support the implementation of agricultural transmi- 
gration on the rain-fed land. All the activities are to support the 
construction of sugar mills, utilization of marsh/ebb and tide 
areas as well as supporting the development of river basins and 
reclamation of critical land. 


4. Preservation of Natural Hesources and Environment. 


In 1978/79 the number of protected and rural reserve areas 
which have been designated altogether covers 239 units and the 
size of the area is 6.847.981 hectares. Since the end of Pelita Il, a 
preparatory study has been made for 15 national parks, covering 
an area of 4.727.865 hectares. 

Of that amount some were inaugurated in 1980/81, namely 
Gunung Leuser, Ujung Kulon, Gunung Gede-Pangrango (Cibo- 
das), Baluran and Pulau Komodo, each covering an area of 
1.094,87 hectares, 136,66 thousand hectares, 15 thousand hec: 
tares, 27,87 thousand hectares and 171,30 thousand hectares. 
In 1981/82, a management working plan for those five national 
parks was prepared. 


In the following year, eleven national parks were inaugurated 
consisting of Kerinci-Seblat, South Barisan, the Islands of Seri- 
bu, Bromo-Tengger-Semeru, Meru Betiri, West Bali, Tanjung 
Puting, Kutai, Lore Lindu, Dumoga Bone and Manusela, covering 
a total area of 3.392.177 hectares. 

During Pelita III, the natural protection areas which have been 
designated altogether reached 320 units with an area of 
12.772.606 hectares. From the above figures we can see that 
there is an increase of 8.924.625 hectars. In other words, during 
the last five years there was an average increase of 23% annual- 
ly. 

Nature preservation and conservation is not only conducted in 
areas of natural preservation and conservation, but also outside 
of the area. Its activities include: Supervision on the fraffic of ani- 
mals and flora; Regulations on game hunting; Development of 
animals and their habitat outside the nature preservation and 
conservation area; the stipulation of the status of endangered 
(rare) fauna and flora; promoting natural tourism, especially 
among the youth and Monitoring the impact of the environment 
especially its close relationship with the efforts of natural resour- 
ces and environment conservation. 

Besides the development of national parks which has been 
carried out since PELITA II, lately there has also been attempted 
to develop marine park for protecting and proserving the marine 
ecosystem. In this respect 18 locations have been prepared and 
in 1981/82, three of them were confirmed as marine parks. 

Within the scope of implementing the management of life as 
appropriate as possible, since the end of PELITA Il various activi- 
ties have been developed, such as the establishment of the Envi- 
ronmental Study Centre wich is related to the development of 
Universities in the regions. Each Environmental Study Centre 
has a special task in line with its own/specialization and dominant 
in the region where the Study Centre is located. 


Another channel of activity is developing and utilizing the Bureau 
of Population and Environment within the Regional Secretary of 
the Province and Bappeda (regional bureau for development). 

Apart from those channels, since 1982/83, improvements 
have been in the participation of selfhelp community institutions 
which are interested in the management of environment. That 
institution can be utilized as the community motivator to partici- 
pate in the activities of managing and developing the environ- 
ment. Also, to a certain extent, a selfhelp community institution 


can also function as a means of social control mechanism con- 
cerning all activities prevailing in the community. 

During PELITA Ill, Environment Study Centres have been 
established in Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor, 
Bandung, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Malang, Sura- 
baya, Jember, Pontianak, Samarinda, Banjarbaru, Denpasar, 
Ujung Pandang, Ambon, Kupang and Jayapura. Acting as pro- 
motor are the Environment Study Centres in Medan, Bogor, Ban- 
dung and Ujung Pandang. 

Each Environment Study Centre functions as the centre for the 
study, training and making popular the environment with respect 
to problems of irrigation, sea, soil/critical land, river basins 
(DAS), environmental texicology, resettlement and industry as 
well as development of analysis with regard to environmental 
impact. 

Within the scope of implementing development activities, in 
1980/81 and in 1981/82 have been applied the Environmental 
Impact Analysis (ANDAL), such as the development of Marunda 


area, the construction of Saguling dam, expansion of several big 
industry and surface mining. 


In order to spread the concept and understanding as well as to 
improve the capacity of environmental impact analysis imple- 
mentation, since 1979/1980 ANDAL courses have been held at 
the Environmental Study Centre in Jakarta, Bogor, Bandung and 
Medan. Then in 1982/83 was conducted an analysis on environ- 
mental impact caused by the implementation of ebb and tide 
transmigration project in South Kalimantan, The Dumai hydro- 
cracker plant, the Cibinong cement plant, the Jatiluhur multipur- 
pose dam, Bakaru multipurpose dam in South Sulawesi, the 
nitrate and fertilizer plant complex in Cikampek, the cement plant 
at Indarung, Pabelokan LPG plant and the Brantas development. 
In addition, at present is being prepared an Environmental Im- 
pact Analysis for 8 oil and natural gas projects in Cilacap, Balik- 
papan, Arun, Natuna, Dieng, Jakarta and Riau. 


Since the beginning of PELITA III, efforts have been made and 
institutionalized to overcome the environmental destruction 
occurring as a side effect of development activities. Those ef- 
forts, for example, are carried out in the form of rehabilitation of 
the area which used to be an open pit mining area, recycling the 


industrial waste, development of overcoming industrial and house- 
hold waste and in the form of waste utilization. 

Efforts to prevent industrial pollution in the field of textile indus- 
try, oil and gas industry, cement industry, mining industry, etc.; 
the control on using pesticide have also been improved. 

Within the scope of developing effort to prevent and overcome 
industrial pollution, in 1981/82 was compiled nine manuals on the 
prevention and overcoming of industrial pollution. Seven of the 
eight books contain instructions for preventing and overcoming 
of pollution in the pulp and paper industry, caustic soda, leather, 
electric element, capro lactum, petro fertilizer as well as sulphate 
acid and aluminium sulphate industries. 

While the eight book is a general manual consisting of the study 
of environmental aspects for industrial projects not requiring the 
environmental impact analysis. 

Since PELITA Ill, besides preventing and overcoming indus- 
trial pollution, have also been conducted inventories and moni- 
toring the quality of water environment in Surabaya, Gresik and 
Waru in East Java, Semarang and Cilacap in Central Java, Medan 
and Kuala Tanjung in North Sumatra and Palembang in South 
Sumatra. 

Efforts of preparing rules and regulations which regulate the 
overcoming of environmental pollution was made in 1981/1982 
and at present have produced firm legal products. 

Due to the fact that overcoming environmental poliution is the 
responsibility of the Government and the community, the partici- 
pation of the community in efforts of overcoming the environmen- 
tal pollution has a very significant meaning. Improving the com- 
munity's consciousness in overcoming environmental pollution 
is carried out by means of lectures, demonstration, education, in- 
formation and extension to the younger generation, boyscouts, 
nature-loving youth organization, mosque youth, educational 
institution with a Moslem background (pesantren), women, en- 
terpreneurs as well as with the participation of public figures 

and clergymen more intensively. 


Apart from above mentioned activities, during PELITA III was 
also conducted effort of introducing individuals and groups that 
have been active in promoting the environment and to them va- 
rious forms of rewards have been presented. 


The Development of Water Resources and Overcoming Water Pollution. 


The management of water should be integrated and for this 
purpose is required inventory and evaluation of water resources. 

The biggest water source for human life is surface water, there- 
fore its handling should have main priority, carried out within the 
framework of managing river basin units. A river basin or DAS is a 
physical unit most appropriate for planning the management of 
nature resource of which water is a limiting factor. In such a ma- 
nagement, all activities are carried out based on water characte- 
nstics as well as arranging its utilization. Therefore, the planning 
of managing nature resource which is carried out will include a 
Study of water characteristics and a study on developing water 
resources like it was done in the river basins of Cisadane-Jakar- 
ta-Cibeet and Westem Timor Island. 

Surface water especially river water can be used for various 
Purposes. Yet, itis very much determined by its debit and quality. 
While the water quality of a river is very much influenced by activi- 
ties and conditions in its river basin. Those activities and condi- 
tions can be the cause of pollution. 

Water pollution which is one of the problems of environment, is 
mainly the result of erosion and sedimentation and the amount of 
industrial and agricultural production waste using many chemi- 


cals. This is a problem for those living downstream of the river ba- 
sins. In many cities, public drink water originates from the river. 
Whereas most of the people in a river basin live downstream. 
That is why this pollution problem is very much felt by the majority 
of the public. 

In view of the emergence of this pollution problem, various stu- 
dies have been made to study means of overcoming, such as 
study on various cases of river poilution, for example at Kali Ga- 
rang Semarang, Kapuas river, rivers in Jakarta and Denpasar. 
Apart from that, studies are also carried out on method and pat- 
tern of overcomming the industrial waste in the river, the study on 
the influence of pesticide which is utilized in agriculture on the 


quality of river water and the study on the influence of water pollu- 
tion on the water biota environment. 


The great number of cargo transporting activities by sea using 
fuel oil, intentionally or not, create problems of sea pollution. The 
case of atanker (Showa Maru) which ran aground in the Malacca 
Strait has been a valuable lesson for Indonesia. Since that time, 
in stages and systematically various studies have been carried 
out on the technical-,economic-, financial- as well as legal as- 
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pects which related to the problem of marine resources utilization 
and sea pollution which was brought about. Within the scope of 
developing efforts of handling the problem of sea pollution, at 
present a set of regulations is being prepared which will be in 
force nationally and will further be presented atthe Sea Law Con- 
vention. 

To preserve the existance and benefit of coastal water natural 
resources, various studies and activities have been carried out, 
such as through the research on ecology and management of 
brackish water forest environment, research on coastal fishery, 
etc., so that from those research can be produced a guideline for 


the management of coastal environment. 


The research on the technical aspect of coastal and sea water 
pollution during PELITA III have been carried out at the Bay of 
Jakarta, the northern coast of Java, Bangka Strait, Malacca 
Strait, the southern coast of Kalimantan and Cilacap waters. The 
pollutants which are monitored in those regions include heavy 
metals such as hydrargirum, cuprum, plumbum, hydrocarbon 
and bacteria. All those pollutants which can be found in the gene- 
ral waters, in the tissues of mollusks and other sea animals as 
well as in the sediments, have been monitored and studied. 


Development of Meteorology and Geophysics 


Development in the field of meteorology and geophysics, 
besides supporting development in the communicatioris sector, 
is also intended to assist other sectors such as agriculture, indus- 
try and tourism. The policy is geared at developing basic net- 
works to enable the country stepping up monitoring activities and 
enhancing research on , climate, weather and earthquake. 


Efforts carried out include rehabilitation and establishment of 
stations for meteorology, climatology and geophysics, both phy- 
sically as well as its organization. In this connection the capability 
and skill of the operational personnel is also improved. . 


Table below will show results of rehabilitation and construction 
until the end of Pelita Il, covering 75 stations for meteorology/ 
synoptic, 9 navigation (maritime) stations, 4 first class agricultu- 
ral meteorologic stations, 4 3rd class regular agricultural weather : 
stations, 3 special agricultural meteorologic stations, 13 climato- 
logic stations, 2.745 rain observation stations, 105 evaporation 
observation stations and 19 geophysic stations. 

Rehabilitation and development of meteorology and geophy- 
sic stations so far have resulted in a significant increase in the 
quality of service rendered by meteorology and geophysic. This 
include weather forecast and various services for aviation, 
shipping and land (agriculture). 


DEVELOPMENT OF SERVICE PRODUCTS OF METEOROLOGY, 
CLIMATOLOGY AND GEOPHYSIC STATIONS ALREADY FUNCTIONING, 
1979/1980 — 1982/1983 
(In frequence x 1 unit) 


1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 
1. Meteorology Station 
a. Aviation/Synoptic 542.256 545.702 511.600 592.565 
b. Aviation 374.884 442.632 498.042 393.672 
c. Maritime observation 374.884 1.511 1.186 14.329 
d. Upper atmosphere observation 38.325 26.519 23.838 57.650 
e. Satellite observation 1.800 1.300 1.000 1.585 
2. Climatology Station 
a. Agricultural station 13.000 14.000 15.000 13.000 
b. Climatology station 41.150 42.000 43.000 101.388 
c. Rain observation 140.000 150.000 157.500 118.818 
d. Evaporation observation 4.100 4.200 4.350 2.028 
3. Geophysic Station 
a. Earthquake observation 16.500 17.250 18.615 20.466 
b. Earth magnetic 350 2.100 2.190 1.188 
с. Atmosphere electric 250 2.100 2.190 1.814 
d. lonosphere 280 360 365 396 
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-Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup memang harus ditangani 
sungguh-sungguh dan terpadu. Dalam gambar ini menunjukkan ketika Men- 
teri KLH dan Nyonya Emil Salim berkunjung ke Sumatera Barat, Menteri Per- 
tanian Kabinet Pembangunan lli Prof Drs Ir Soedarsono Hadisaputro, Men- 
pen Ali Murtopo dan Menristek/Ketua BPPT Prof Dr Ing BJ Habibie. 


Photoes show Minister Emil Salim and Madame during a visit to West Sumatera. Mimster 
of Agriculture in the Development Cabinet III Prof Dr Ir Soedarsono Hadisanutro, Minister 
of Information the late Ah Murtopo. and Minister of State for Research and Technolo 

gy Chairman of the Council for the Study and Application of Technology. Prof Dr Ing BJ 


Habibie 
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Mentari Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof Dr Emil Salim bersama Menpan Prot Dr JB Sumeriin 
dan Menmud Sekretaris Kabinet Drs Murdiono diterima Kepale Negara di Bina Graha. Mewah Presiden Soeharto 
menyampaikan “ Penghargaan Lingkungan Hidup ‘50° kepada ismet deri LP3S, pemenang Lomba Karya Tulis 
Lingkungan Hidup. disaksikan juere-juere lainnya serta beberapa orang Menteri Kabinet Pembangunan W. 


Y b. 


Miruster of State for Population and Environment Affairs Dr Emil Salim, together with the Minister for Utiliza- 
bon of State Apparatur Prof Dr JB Sumariin end Junior Minister/Secretary of the Cabinet Drs Murdiono 
received by the President in the Bina Graha Presidential Office. Lower photo shows President Soeharto 
conferring the “Environment Prize to Ismet, winner of a writing contest on living environment. 
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Untuk lebih memperlihatkan secara nyata arti penting menjaga kelang- 
sungan hidup serta menjauhi kemungkinan pencemaran udara, dilak- 


sanakan pemberian Kalpataru setiap tahun kepada berbagai tokoh, ter- 
utama mereka yang bekerja di lapangan. 


“Kalpataru” awards have been annually given to those who have 
been engaged in maintaining environment. These awards are given 
to express the importance of enviromental preservation. 


Flora dan fauna yang tak dilindungi membuat kehidupan yang tak 
tentram bagi manusia dalam kehidupannya. Setiap apa saja yang 
diciptakan Tuhan mempunyai makna dan arti yang harus dimenger- 


ti, agar tetap tidak rusak, apalagi dirusak oleh tangan manusia. Untuk 
menggambarkan tujuan-tujuan itu, telah dikeluarkan prangko khusus 


tentang lingkungan hidup yang pemakaiannya telah diresmikan oleh 
Presiden Soeharto. 


Special stamps concerning environment hav 
courage the safeguarding and protection of all 
Almighty God. 


e been issued to en- 
things created by the 


masyarakat setempat. Guna mence- 
gah kemungkinan-kemungkinan 


fatal, pemerintah mengambil kebijak- 


dari Danop Letkol CPM Manila. 


Gambar pada halaman ini menunjuk- 
kan jalannya “Operasi Ganesha” 
yang melibatkan pasukan tempur 
Kodam VI Sriwijaya serta masyara- 
kat setempat. Brigjen Try Soetrisno 
(waktu itu Pangdam Sriwijaya) juga 
turun ke lapangan mendampingi 


Menteri dan memberi petun- 


juk-petunjuk teknis pelaksanaan ope- 
rasi, kepada masyarakat setempat. 


The "Ganesha Operation” to 
remove elephants in Lampung toa 
new habitat. The operation was 
headed by Liet. Col Manila. Brigadier 
General Try Soetrisno, the Com- 
mander of the Sriwijaya Military 
Command, accompanied Minister 
Emil Salim during field observation 
of the operation. 
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Gajah-gajah yang dipindahkan, berjalan gontai mengikuti jalur yang telah 
dibuat sedemikian rupa tanpa halangan yang berarti. Operasi Ganesha 


ini adalah yang pertama di dunia dan dinilai sukses besar. 
A group of elephants driven during the successful operation, the first 


of its kind in the world. 
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А, NG 1 All species of rare animals must be given opportunities of conti- 

2 v nuing their heredities. Sometimes, human carelessness creates 
WE dilemmas to environment i.e. pollution. To promote awareness 
b, 7 ph on the importance of environments, students have voluntarily 
DEC. (NM made many efforts to safeguard and protect good environment 
TA PERO NG! which is important for human health. 
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Satwa yang mulai langka harus diberi kesempatan untuk me- 
neruskan keturunan. Kecerobohan dalam hal memupuk tanam- 
an pangan, kadangkala menimbulkan dilemma pada lingkung- 
an hidup, hingga timbul pencemaran. Untuk menghidupkan terus 
arti penting menjaga lingkungan hidup, para mahasiswa melak- 
sanakan pagar betis dalam menjaga tetap langgengnya arti ke- 
hijauan dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. 
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Berbagai jenis satwa yang 
E tetap dilindungi ke- 

langsungan hidupnya dari 
Kemungkinan perburuan liar 
maupun perburuan yang 
mendapat izin. 


sal forests must be pre- 

j from uncontrolled 

“cutting s. Sometimes Prof Dr 
— Emil Salim made field obser- 
 wation to evoke people's 
love for the beauty of the 
jungles. “Orangutans”, 
which are nearing extinction, 
are now protected by law. 
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" Cagar Alam Marg . Gambar pada halaman ini 
menunjukkan beberapa jenis binatang (fat 


wa) langka yang perlu dilindungi ke- 
langsungan hidupnya 


Jaya and Komodo dragon (Varanus Komodensis). 
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" Alam diciptakan Tuhan untuk mengabdi kepada manusia. Dan 
sebaliknya, manusia itu sendiri harus berterimakasih kepada 
Sang Pencipta, dengan jalan menjaga kelestarian alam terse 
but" , demikian antara lain bunyi program Pemerintah di bidang 
Pelestarian Lingkungan Hidup yang dimasyarakatkan oleh ber- 
bagai Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya, baik mela 
lui media massa maupun penyuluhan langsung. Dalam gambar 
pada halaman ini terlihat keluarga besar Menteri Negara Kepen- 
dudukan dan Lingkungan Hidup Prof Dr Emil Salim yang sangat 
mencintai lingkungan hidup sehat 


“God created this world for human benefit, so man himself has 
the responsibility to safeguard its preservation. That is one of 
the aims to safeguard environment which is being popularized 
through departments, institutions and communication media. En 
vironment seems to have been ingrainded among the family of 
Prof Dr Emil Salim. 
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Penebangan atas hutan-hutan primer maupun sekunder sering menimbulkan bencana yang mem- 
bahayakan kehidupan manusia, seperti banjir, erosi dan lain-lainnya. Untuk masalah tersebut 
perlu adanya kesadaran masyarakat. Supaya hutan-hutan tidak gungul, pemanfaatan dan pe- 
nebangan kayunya harus sesuai dengan petunjuk Pemerintah, dalam hal ini Departemen Ke- 


hutanan. Dalam gambar tampak. Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup sedang meng- 
adakan inspeksi ke lapangan 
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Uncontrolled cutting of trees may affect the climate, soil condition and seasons Some- 
times disasters are caused by the carelessness of mankind himself. The crowded residen- 
tial areas, which are destructive causes to environments, are needed to be rearranged. The 
picture shown Minister of State for the Supervision of Development and Environment Prof 
Dr Emil Salim is making an inspection. 
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Tanah dan air, amat dibutuhkan ummat manusia dalam kehidupan- 
nya. Namun karena ulah manusia itu sendiri, sumber mata air rusak, 
lingkungan hidup tercemar. Akibatnya kondisi lingkungan hidup tak 
sehat. Meneg KLH Prof Drs Emil Salim amat sedih melihat kenya- 
taan ini. 


Minister Emil Salim is the first to deplore any doing that interferes 
with healthy environment. 


Dalam rangka pengambilan pasir pantai dan laut harus memikirkan 
kelestarian alur sungainya, sehingga tak mendatangkan malapetaka 
bagi ummat manusia yang sedang giat-giatnya membangun. 


Nature preservation should be intensified to avoid disasters. 
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Menteri Negara 
Perumahan Rakyat 


PENDAHULUAN 

PERANAN SEKTOR PERUMAHAN DALAM PEMBANGUNAN 
NASIONAL 

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN 


INTRODUCTION 
THE ROLE OF THE HOUSING SECTOR IN NATIONAL 
DEVELOPMENT 
POLICY STEPS 
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i. PENDAHULUAN 


Perumahan adalah salah satu tuntutan manusia yang 
merupakan kebutuhan paling pribadi. Baik secara individu 
maupun suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan 
alamnya. la merupakan tempat domisili dan sekaligus sarana 
yang menghidupi, sekaligus menyediakan bahan-bahan yang 
dibutuhkan untuk kelestarian dan pengembangan dirinya. 
Tanah merupakan unsur utama dari lingkungan alam yang telah 
tersedia secara lengkap dan sempurna. Bagi manusia, tanah 
merupakan tantangan yang masih harus dikerjakan dan diolah 
untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi sosialnya. 


Eksistensi manusia merupakan kesatuan struktural secara 
harmonis, horisontal dengan lingkungan alam dan sesama 
manusia. Secara harmonis vertikal dalam hubungannya dengan 
Tuhan. Oleh sebab itu kenyataan dasar tadi harus nampak dan 
terwujud dalam perumahan yang memberi arti dan makna 
dalam kehidupan manusia. 


Dengan demikian, perumahan janganlah dilihat hanya 
sebagai benda atau sarana hidup. Tetapi lebih merupakan suatu 
proses bermukim yaitu kehadiran manusia dalam mencipta- 
kan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitar 
nya. 


Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersama. Untuk 


itu fungsi rumah dalam kehidupan manusia adalah sebagai | 


tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai 
sarana dan prasarana yang diperlukan oleh manusia untuk me- 
masyarakatkan dirinya. 


Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia 
merupakan insan sosial, insan ekonomi dan insan politik. Dalam 
kaitan ini,perumahan harus pula dilihat dari segi sosial ekonomi 
dan kenegaraan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang 
sifatnya struktural,sebagai bagian dari mutu kehidupan dan 
kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan mutu kehidupannya , diwujudkan dengan pembangunan 
nasional di segala bidang secara seimbang. Di bidang perumah- 
an, pembangunannya dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif, yang memungkinkan terselenggaranya perumahan 
sesuai dengan hakekat dan fungsinya. 


Salah satu segi dari pembangunan nasional adalah meng- 
usahakan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah- 
yang layak di lingkungan yang sehat. Dan perumahan 
merupakan masalah yang berlanjut,bahkan terus meningkat 
seirama dengan pertambahan penduduk maupun dinamikanya. 
Masalah perumahan di Indonesia pada saat ini, antara lain 
ditandai oleh adanya tempat tinggal dan lingkungan yang 
keadaannya jauh dari syarat-syarat kehidupan keluarga yang 
layak. Oleh sebab itu,dalam setiap tahapan Pelita perhatian 
pemerintah terhadap pembangunan ini kian ditingkatkan. 
Karena hasil pembangunan harus menyentuh kebutuhan 
sebagian besar dari rakyat Indonesia yang tergolong 
masyarakat berpenghasilan rendah. 
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Memang, pada dasarnya pengadaan perumahan adalah 
"merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Sejak 
semula secara tradisional masyarakat telah melakukan usaha-usaha 
pengadaan perumahan baik secara individual maupun secara 
kolektif, dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya 
yang ada. Namun, mengingat keterbatasan kemampuan 
masyarakat, maka diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan 
kemampuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 


Oleh karena itu masalah perumahan perlu ditangani secara 


mendasar dalam jangka panjang sebagai salah satu tugas 
nasional. 


Peningkatan kemampuan masyarakat mengandung arti 
yang luas antara lain meliputi aspek-aspek psikologi dan 
kesadaran, teknologi, organisasi danlpembiayaan yang me- 
nentukan sejauh mana peranan Pemerintah dalam mengatasi 
masalah perumahan. 


Dalam keadaan kemampuan masyarakat tidak dapat di- 
tingkatkan secara umum, maka Pemerintah harus turun tangan 
berdasarkan prinsip subsidiaritas. Yaitu memberikan bantuan 
langsung kepada masyarakat yang sangat memerlukan subsidi 
pembiayaan dan perangsang-perangsang pembangunan Serta 
menciptakan iklim yang baik bagi pembangunan perumahan 
oleh masyarakat. 


Dengan demikian usaha pemenuhan kebutuhan perumah- 
an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 
masyarakat baik secara perseorangan dengan menekankan 
prinsip solidaritas gotong royong dan swadaya masyarakat. 


Prinsip subsidiaritas yang dapat merangsang kegiatan dan 


peran serta masyarakat adalah sebagai bagian dari tanggung 
jawab Pemerintah. 


Sesungguhnya, Pemerintah, para ahli dan tokoh-tokoh 
politik sudah sejak dulu menyadari perlunya penanganan 
masalah perumahan rakyat secara menyeluruh dan terpadu. 
Realisasinya yang pertama dituangkan dalam bentuk Kongres 
Perumahan Rakyat yang diselenggarakan dari 25 hingga 30 
Agustus 1950 di Bandung. Dalam kongres antara lain diusulkan 
agar pemerintah dapat melakukan pembangunan perumahan 
di setiap propinsi, dan juga agar dibentuk sebuah badan 
perumahan yang dijamin penyediaan sarananya. Sebagai tindak 
lanjut dari kongres itu dibuat konsep kebijaksanaan perumahan, 
diadakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat 
serta diatur penyelenggaraan biaya pembangunan perumahan. 


Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam 
konsep itu, maka dibentuklah Badan Pembantu Perumahan 
Rakyat pada 20 Maret 1951, yang anggota-anggotanya terdiri 
dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, Sosial, Dalam Negeri, 


Kesehatan dan Bank Rakyat Indonesia. Salah satu hasil Badan 
itu ialah tersusunnya peraturan Pembiayaan Pembangunan 
Perumahan Rakyat. Kemudian dibentuk Yayasan Kas Pem- 
bangunan Perumahan Rakyat (YKP) yaitu Yayasan yang tidak 
mencari keuntungan. Tugasnya adalah membangun !rumah- 
rumah yang harganya rendah dan dapat dijangkau oleh masya 
rakat. YKP tersebar di seluruh Indonesia. 


Hingga tahun 1955 kegiatan pembangunan rumah-rumah 
rakyat hanya ditunjang oleh keputusan-keputusan pada tingkat 
kementerian. Baru setelah Orde Baru, lahirlah pembangunan 
rumah rakyat, kian dimantapkan dengan dituangkannya ke 
dalam kebijaksanaan negara secara resmi. 


Masalah penyediaan Peruamahan Rakyat dicakup pula 
antara lain dengan dikeluarkannya Tap MPRS No. II tahun 1960 
yang mengatur soal perumahan sebagai bagian dari ke- 
sejahteraan rakyat. Demikian pula halnya dalam Rencana 
Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
Delapan Tahun (1961-1969). Soal perumahan juga diperhati- 
kan dengan dirumuskannya Undang-undang Pokok Perumahan 
(U.U No.1 tahun 1964). Kebijaksanaan yang digariskan antara 
lain bahwa Pemerintah memberikan bimbingan dalam pem- 
bangunan rumah-rumah sehat dan menyediakan kemudahan 
seperlunya. 


Sesudah melampaui pemantapan, Pemerintah Orde Baru 
mulai menyusun rencana pembangunan lima tahun. Dalam 
Pelita | titik berat dari pada pembangunan perumahan adalah 
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada akhir 
Pelita I,programnya semakin terarah dan mantap. 


Pemerintah menyadari, program penyediaan perumahan 
untuk rakyat akan melibatkan kegiatan jual beli rumah dan 
tanah. Kegiatan ini hanya mungkin ditampung oleh suatu Badan 
Usaha Negara. Oleh karena itu,pada tanggal 18 Juli 1974 
dengan Peraturan Pemerintah No. 29 didirikanlah Perusahaan 
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum 
PERUMNAS). Dengan demikian, Perum PERUMNAS merupakan 
suatu prestasi Pemerintah Orde Baru yang mampu merealisir 
gagasan yang telah dicetuskan sejak awal masa kemerdekaan 
setelah melampaui pelbagai usaha yang terus menerus. Proyek 


Klender merupakan pendorong didirikannya Perum 
PERUMNAS. 


Namun di samping kegiatan-kegiatan itu,swasta pun turut 
membantu menyediakan pengadaan perumahan yang lebih di 
arahkan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, 
menengah dan tinggi. Sedangkan untuk memiliki rumah yang 
disediakan oleh Perum PERUMNAS ataupun swasta (Real 
Estate Indonesia) , masyarakat dapat memperoleh kredit dari 
Bank Tabungan Negara dan PT. Papan Sejahtera. 
Perkembangan pembangunan perumahan dari Pelita I-Ill,dengan 
unsur-unsur yang membantu suksesnya pembangunan 
perumahan akan diuraikan lebih lanjut; 
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i. PENDAHULUAN 


Perumahan adalah salah satu tuntutan manusia yang 
merupakan kebutuhan paling pribadi. Baik secara individu 
maupun suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan 
alamnya. la merupakan tempat domisili dan sekaligus sarana 
yang menghidupi, sekaligus menyediakan bahan-bahan yang 
dibutuhkan untuk kelestarian dan pengembangan dirinya. 
Tanah merupakan unsur utama dari lingkungan alam yang telah 
tersedia secara lengkap dan sempurna. Bagi manusia, tanah 
merupakan tantangan yang masih harus dikerjakan dan diolah 
untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi sosialnya. 


Eksistensi manusia merupakan kesatuan struktural secara 
harmonis, horisontal dengan lingkungan alam dan sesama 
manusia. Secara harmonis vertikal dalam hubungannya dengan 
Tuhan. Oleh sebab itu kenyataan dasar tadi harus nampak dan 
terwujud dalam perumahan yang memberi arti dan makna 
dalam kehidupan manusia. 


Dengan demikian, perumahan janganlah dilihat hanya 
sebagai benda atau sarana hidup. Tetapi lebih merupakan suatu 
proses bermukim yaitu kehadiran manusia dalam mencipta- 
kan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitar 
nya. 


Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersama. Untuk 
itu fungsi rumah dalam kehidupan manusia adalah sebagai . 
tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai 
sarana dan prasarana yang diperlukan oleh manusia untuk me- 
masyarakatkan dirinya. 


Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia 
merupakan insan sosial, insan ekonomi dan insan politik. Dalam 
kaitan ini,perumahan harus pula dilihat dari segi sosial ekonomi 
dan kenegaraan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang 
sifatnya struktural.sebagai bagian dari mutu kehidupan dan 
kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan mutu kehidupannya, diwujudkan dengan pembangunan 
nasional di segala bidang secara seimbang. Di bidang perumah- 
an, pembangunannya dilakukan secara kualitatif dan 
kuantitatif, yang memungkinkan terselenggaranya perumahan 
sesuai dengan hakekat dan fungsinya. 


Salah satu segi dari pembangunan nasional adalah meng- 
usahakan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah- 
yang layak di lingkungan yang sehat. Dan perumahan 
merupakan masalah yang berlanjut,bahkan terus meningkat 
seirama dengan pertambahan penduduk maupun dinamikanya. 
Masalah perumahan di Indonesia pada saat ini, antara lain 
ditandai oleh adanya tempat tinggal dan lingkungan yang 
keadaannya jauh dari syarat-syarat kehidupan keluarga yang 
layak. Oleh sebab itu,dalam setiap tahapan Pelita perhatian 
pemerintah terhadap pembangunan ini kian ditingkatkan. 
Karena hasil pembangunan harus menyentuh kebutuhan 
sebagian besar dari rakyat Indonesia yang tergolong 
masyarakat berpenghasilan rendah. 


Memang, pada dasarnya pengadaan perumahan adalah 
“merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Sejak 
semula secara tradisional masyarakat telah melakukan usaha-usaha 
pengadaan perumahan baik secara individual maupun secara 
kolektif, dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya 
yang ada. Namun, mengingat keterbatasan kemampuan 
masyarakat, maka diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan 
kemampuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 


Oleh karena itu masalah perumahan perlu ditangani secara 
mendasar dalam jangka panjang sebagai salah satu tugas 
nasional. 


Peningkatan kemampuan masyarakat mengandung arti 
yang luas antara lain meliputi aspek-aspek psikologi dan 
kesadaran, teknologi, organisasi dan|pembiayaan yang me- 
nentukan sejauh mana peranan Pemerintah dalam mengatasi 
masalah perumahan. 


Dalam keadaan kemampuan masyarakat tidak dapat di- 
tingkatkan secara umum, maka Pemerintah harus turun tangan 
berdasarkan prinsip subsidiaritas. Yaitu memberikan bantuan 
langsung kepada masyarakat yang sangat memerlukan subsidi 
pembiayaan dan perangsang-perangsang pembangunan serta 
menciptakan iklim yang baik bagi pembangunan perumahan 
oleh masyarakat. 


Dengan demikian usaha pemenuhan kebutuhan perumah- 
an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 
masyarakat baik secara perseorangan dengan menekankan 
prinsip solidaritas gotong royong dan swadaya masyarakat. 


Prinsip subsidiaritas yang dapat merangsang kegiatan dan 
peran serta masyarakat adalah sebagai bagian dari tanggung 
jawab Pemerintah. 


Sesungguhnya, Pemerintah, para ahli dan tokoh-tokoh 
politik sudah sejak dulu menyadari perlunya penanganan 
masalah perumahan rakyat secara menyeluruh dan terpadu. 
Realisasinya yang pertama dituangkan dalam bentuk Kongres 
Perumahan Rakyat yang diselenggarakan dari 25 hingga 30 
Agustus 1950 di Bandung. Dalam kongres antara lain diusulkan 
agar pemerintah dapat melakukan pembangunan perumahan 
di setiap propinsi, dan juga agar dibentuk sebuah badan 
perumahan yang dijamin penyediaan sarananya. Sebagai tindak 
lanjut dari kongres itu dibuat konsep kebijaksanaan perumahan, 
diadakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat 
serta diatur penyelenggaraan biaya pembangunan perumahan. 


Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam 
konsep itu, maka dibentuklah Badan Pembantu Perumahan 
Rakyat pada 20 Maret 1951, yang anggota-anggotanya terdiri 
dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, Sosial, Dalam Negeri, 


Kesehatan dan Bank Rakyat Indonesia. Salah satu hasil Badan 
itu ialah tersusunnya peraturan Pembiayaan Pembangunan 
Perumahan Rakyat. Kemudian dibentuk Yayasan Kas Pem- 
bangunan Perumahan Rakyat (YKP) yaitu Yayasan yang tidak 
mencari keuntungan. Tugasnya adalah membangun | rumah- 
rumah yang harganya rendah dan dapat dijangkau oleh masya 
rakat. YKP tersebar di seluruh Indonesia. 


Hingga tahun 1955 kegiatan pembangunan rumah-rumah 
rakyat hanya ditunjang oleh keputusan-keputusan pada tingkat 
kementerian. Baru setelah Orde Baru, lahirlah pembangunan 
rumah rakyat, kian dimantapkan dengan dituangkannya ke 
dalam kebijaksanaan negara secara resmi. 


Masalah penyediaan Peruamahan Rakyat dicakup pula 
antara lain dengan dikeluarkannya Tap MPRS No. II tahun 1960 
yang mengatur soal perumahan sebagai bagian dari ke- 
sejahteraan rakyat. Demikian pula halnya dalam Rencana 
Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
Delapan Tahun (1961-1969). Soal perumahan juga diperhati- 
kan dengan dirumuskannya Undang-undang Pokok Perumahan 
(U.U No.1 tahun 1964). Kebijaksanaan yang digariskan antara 
lain bahwa Pemerintah memberikan bimbingan dalam pem- 
bangunan rumah-rumah sehat dan menyediakan kemudahan 
seperlunya. 


Sesudah melampaui pemantapan, Pemerintah Orde Baru 
mulai menyusun rencana pembangunan lima tahun. Dalam 
Pelita I titik berat dari pada pembangunan perumahan adalah 
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada akhir 
Pelita l,programnya semakin terarah dan mantap. 


Pemerintah menyadari, program penyediaan perumahan 
untuk rakyat akan melibatkan kegiatan jual beli rumah dan 
tanah. Kegiatan ini hanya mungkin ditampung oleh suatu Badan 
Usaha Negara. Oleh karena itu,pada tanggal 18 Juli 1974 
dengan Peraturan Pemerintah No. 29 didirikanlah Perusahaan 
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum 
PERUMNAS). Dengan demikian, Perum PERUMNAS merupakan 
suatu prestasi Pemerintah Orde Baru yang mampu merealisir 
gagasan yang telah dicetuskan sejak awal masa kemerdekaan 
setelah melampaui pelbagai usaha yang terus menerus. Proyek 
Klender merupakan pendorong didirikannya Perum 
PERUMNAS. 


Namun di samping kegiatan-kegiatan itu,swasta pun turut 
membantu menyediakan pengadaan perumahan yang lebih di 
arahkan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, 
menengah dan tinggi. Sedangkan untuk memiliki rumah yang 
disediakan oleh Perum PERUMNAS ataupun swasta (Real 
Estate Indonesia) , masyarakat dapat memperoleh kredit dari 
Bank Tabungan Negara dan PT. Papan Sejahtera. 
Perkembangan pembangunan perumahan dari Pelita I-IIl,dengan 
unsur-unsur yang membantu suksesnya pembangunan 
perumahan akan diuraikan lebih lanjut. 
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PERANAN SEKTOR PERUMAHAN DALAM 
PEMBANGUNAN NASIONAL 


A. Kebijaksanaan dan Program Perumahan Rakyat 


Kebijaksanaan nasional dalam pembangunan perumahan 
adalah tercermin dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 
sebagai pelaksanaan Garis-garis besar Haluan Negara yang 
merupakan suatu Ketetapan MPR-RI. Atas dasar kebijaksanaan 
nasional itu, maka penerapannya dikaitkan dengan Undang- 
undang Pokok Perumahan (Undang-undang No.1/1964) yang 
telah mengalami perkembangan ke arah penyempurnaan 
dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. 


Sasaran pembangunan perumahan yang sedang dilaksana- 
kan,ditujukan agar setiap keluarga menempati satu rumah yang 
layak. Keadaan ini hanya dapat dilaksanakan secara terencana 
dan bertahap. sesuai dengan kemampuan yang ada pada 


Pemerintah dan masyarakat. 
Kebijaksanaan pembangunan perumahan rakyat berkaitan 


erat dengan kebijaksanaan bidang-bidang lain, seperti ke- 
bijaksanaan moneter dan perkreditan, kebijaksanaan riset dan 


pengembangan teknologi dan lain sebagainya. 
Pembangunan perumahan rakyat dalam rangka pem- 
bangunan nasional diselenggarakan sesuai dengan strategi 
pengembangan kota dan pembangunan desa secara terpadu 
dalam ruang lingkup pola pengembangan wilayah yang 


berimbang. 


1. Perbaikan 


Jumlah penduduk yang bermukim di kebanyakan kota-kota 
di Indonesia telah bertambah dengan cepat. Bahkan lebih cepat 
dibandingkan dengan pertambahan rata-rata penduduk dewasa 
ini. Apabila pertambahan penduduk (Nasional) sekitar 2,396 
setahun, maka dalam banyak kota penduduknya bertambah 
sebesar 3,396 setahun. Bahkan beberapa kota penting seperti 
Jakarta dan Surabaya meningkat dengan 4,896 setahun. Ini 
berarti jumlah rumah yang ada dibandingkan dengan jumlah 
penduduk masih jauh dari mencukupi. Dari hasil sensus tenaga 
kerja yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik dalam Pelita |, 
jumlah rumah yang ada diperkirakan sebanyak + 25.000.000 
unit sedang jumlah keluarga di seluruh Indonesia adalah 
26.676.333 dengan penduduk sebanyak 127.479.907 jiwa. 
Dari jumlah itu rumah yang ada di daerah perkotaan sebanyak 
4.295.100 unit dan jumlah keluarga 4.583.101 dengan 
penduduk 23.764.762 orang. Berarti pertambahan jumlah 
rumah dibandingkan dengan jumlah penduduk diperkirakan 


sebesar 1% per tahun. 


Kota-kota di Indonesia khususnya yang mengalami per- 
kembangan dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat 
pendidikan, pusat perindustrian, pusat perdagangan , dan 
sebagainya, pada umumnya mempunyai daya tarik yang kuat 
untuk mengundang penduduk dari luar kota untuk menetap di 
kota. Sehingga kota-kota itu sejak tahun 60-an mengalami per- 
tumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini sifatnya sangat 
cepat (premature) sebab kota-kota belum siap menerima pen- 
datang. Proses ini berlangsung terus selama keseimbangan 
antara kota dan desa belum terpenuhi sehingga menimbulkan 
permasalahan kota (urban problems). Dengan perkembangan 
lingkungan pemukiman di daerah perkotaan yang kurang 
memenuhi persyaratan segi-segi kesehatan, teknik dan ke- 
susilaan, tumbuh menjadi “perkampungan” di dalam kota. 
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Dalam pelaksanaannya senantiasa diperhatikan juga 
tentang penyediaan/pengadaan fasilitas lingkungan dan 
fasilitas sosial sebagai unsur penunjang. Antara lain, prasarana 
jalan, sanitasi, listrik, air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, 
peribadatan dan lain-lain. Sedangkan penelitian dan bantuan 
teknik ditujukan ke arah menekan biaya pembangunan, mem- 
pertinggi mutu fisik rumah, memanfaatkan bahan-bahan 
bangunan setempat sehingga harga rumah dapat terjangkau 
oleh rakyat banyak. Di samping itu diusahakan juga ke- 
bijaksanaan dalam menyediakan Kredit Konstruksi bagi pem- 
bangunan perumahan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jangka 
panjang dengan bunga rendah bagi konsumen dan subsidi- 
subsidi lainnya. 

Yang perlu diperhatikan dalam masalah pembangunan 
perumahan adalah merangsang partisipasi masyarakat sejauh 
mungkin. Untuk menjangkau partisipasi yang sedemikian itu 
maka kebijaksanaan Pemerintah untuk pembangunan 
perumahan rakyat di daerah perkotaan dititikberatkan pada 
usaha membantu golongan penduduk berpenghasilan rendah 
dan sedang untuk dapat memiliki/membeli rumah yang layak. 


Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui program pem- 
bangunan rumah sederhana dan rumah inti, pembangunan 
rumah susun dalam kaitannya dengan program peremajaan 
kota serta program perbaikan kampung. 


Kampung 


Dengan ketiadaan modal,rendahnya pendidikan, terbatasnya 
ketrampilan dan minimnya pendapatan, maka lingkungan 
pemukiman mereka berkualitas rendah pula. Kompleks 
pemukiman secara padat, letak pemukiman tidak teratur. 


Fasilitas elementer seperti air minum, tempat mandi-cuci-kakus 
(MCK) yang bersih, listrik dan selokan pembuangan air limbah 
dan sampah, umumnya tidak tersedia dengan baik. Lingkungan 
seperti ini banyak mempengaruhi mental dan spiritual anggota 
masyarakat itu sendiri, sehingga dapat juga mempengaruhi 
partisipasi mereka untuk turut mensukseskan pembangunan 


kota. 


Untuk lebih meningkatkan kondisi perumahan di kampung- 
kampung yang mempunyai tingkat kemudahan cukup tinggi, 
di samping program perbaikan kampung Pemerintah mulai 
meremajakan bagian-bagian kota melalui pembangunan rumah 
susun, beserta prasarana dan fasilitas lingkungannya (urban 


renewal). 


Usaha peremajaan kota pada dasarnya adalah merupakan 
usaha peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Usaha ini di- 
laksanakan melalui suatu paket kegiatan yang terdiri dari pem- 
binaan manusia dalam lingkungan, pembinaan lingkungan dan 


pembinaan kegiatan berusaha. 


Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
membangun rumah yang sehat, kuat dan murah, dalam Pelita 
| diadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembangunan 
contoh perumahan (kota dan desa), penyusunan sistem, norma 
dan pembinaan teknis pembangunan. Tahun 1968 selesai di- 
bangun rumah contoh perumahan kota di Jakarta 7 unit, 
Semarang 3 unit, Karawang-Yogyakarta-Surabaya-Malang 
masing-masing 2 unit dan Denpasar 1 unit. 


Sejak tahun pertama Pelita | sampai akhir Desember 1972 
dibangun 134 unit contoh perumahan kota masing-masing di 
Jakarta 58 unit, Karawang 32 unit dan di Bandung 44 unit. 
Tahun anggaran 1972/1973 dibangun 872 buah rumah yang 
tersebar di DKI Jakarta 284 buah, Karawang 44 buah, Bandung 
160 buah, Semarang 128 buah,Klaten 40 buah, Yogyakarta 
40 buah, Surabaya 136 buah dan Jember 40 buah. 


Usaha perbaikan kampung dirintis pelaksanaannya oleh 
Pemerintah DKI Jaya selama Pelita I, telah menyelesaikan 
2.400 hektar kampung yang meliputi jumlah penduduk 
1.200.000 jiwa. 


Pada awal Pelita II pemerintah membantu meningkatkan 
dan mempercepat pelaksanaan perbaikan kampung di DKI 
Jaya, sekaligus mengembangkan sistem pembiayaannya dalam 
bentuk pinjaman jangka panjang. Dalam periode ini usaha per- 
baikan kampung dilakukan di Jakarta dan Surabaya,dengan areal 
seluas 6.160 hektar, meliputi 2.300.000 jiwa dan pada akhir 
Pelita II penyelesaian perbaikan kampung meningkat dengan 
luas 8.560 hektar,meliputi jumlah 3.500.000 jiwa. Di samping 
itu,pada tahun 1978/1979 dilakukan perbaikan kampung di 


kota-kota sedang antara lain di Semarang, Surakarta, Ujung 
Pandang dan Bandung. 


Dalam Pelita II telah diselesaikan perbaikan kampung 
dengan areal + 7.000 hektar,untuk 2.500.000 penduduk di 
beberapa kota. 


Sedangkan pelaksanaan perbaikan kampung, Pelita III telah 
ditetapkan sebanyak 200 kota,yang diperinci untuk 150 kota 
kecil seluas 9.000 hektar, 40 kota sedang seluas 
4.000 hektar dan 10 kota besar seluas 2.000 hektar. Pada 
tahun ke empat Pelita III dilakukan kegiatan perintisan per- 
baikan kampung pada 218 kota di 26 Propinsi dengan luas 
daerah 5.102,3 hektar yang berpenduduk sekitar 1.422.900 
orang. (Lihat Tabel 1). 


Dengan demikian,selama 4 tahun Pelita III telah dilakukan 
perintisan Perbaikan Kampung dengan luas daerah 13.059,9 
hektar yang berpenduduk sekitar 4.060.980 orang. Untuk 
Pelita III perintisan perbaikan kampung ditargetkan pada 200 
kota,mencakup daerah seluas 15.000 hektar dengan penduduk 
sekitar 3,5 juta orang. 


2. Pengadaan Perumahan Rakyat 


Dalam melaksanakan program perumahan mencakup ber- 
bagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan di bidang pertanahan, 
bidang perkreditan/modal, bidang industri bahan bangunan/ 
konstruksi dan lain-lainnya. Berarti pelaksanaan program pe- 
rumahan sifatnya multifungsional dan melibatkan berbagai 
unsur aparatur pemerintah.baik di pusat maupun di daerah. 
Untuk maksud itu, diperlukan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara fungsional dari berbagai unsur aparatur. 

Pada masa pra Pelita usaha ke arah keterpaduan program 


perumahan adalah mengusahakan koordinasi melalui sektor 
Papan (perumahan) dan hasilnya masih belum memenuhi 
harapan, mengingat adanya hambatan-hambatan keadaan 
sosial politik waktu itu. Adanya situasi seperti ini,Pemerintah 
mulai mengajak usaha swasta melalui Real Estate Indonesia, 
untuk turut bergerak di bidang perumahan. Kemudian Perum 
PERUMNAS, BTN dan PT. Papan Sejahtera yang kesemuanya 
di maksudkan untuk mempermudah bagi rakyat untuk mem- 
peroleh rumah yang sehat dan layak. 


TABEL 1 
PENAMBAHAN PERBAIKAN KAMPUNG MENURUT DAERAH TINGKAT 1, 
1980/81 — 1982/83 
NO. DAERAH TINGKATI/ 1980/81 1981/82 1982/83 
PROPINSI LUAS PENDUDUK LUAS PENDUDUK LUAS PENDUDUK 

(ha) (orang) (ha) (oang) (ha) (orang) 

1. DKI. JAKARTA. 1.050 500.000 1.050 500.000 - ~ 
2. JAWABARAT. 260 65.125 342 108.200 734,7 175.400 
3. JAWA TENGAH. 393 68.310 254,7 88.880 1.520 386.000 
4. JAWA TIMUR. 292 110.100 314 112.600 393,6 95.900 
5. D.I. YOGYAKARTA. 20 3.900 30 8.500 180 70.500 
6. SUMATERA UTARA. 100 19.500 80 23.500 215 56.500 
7. BALI. 50 7.600 93 25.900 265 91.000 
8. SULAWESI SELATAN. 240 57.200 166 63.700 175 47.500 
9. D.I. ACEH. 70 13.125 40 11.000 100 25.000 
10. SUMATERA BARAT. 60 22.500 97 35.050 175 53.000 
11. RIAU. 10 1.600 30 9.000 64 17.500 
12. JAMBI. 30 5.400 30 9.000 70 19.000 
13. SUMATERA SELATAN 40 19.000 66 24.400 188 63.800 
14. LAMPUNG. 10 3.190 30 9.000 60 16.500 
15. BENGKULU. 10 3.650 30 9.000 50 14.000 
16. NUSA TENGGARA BARAT. 10 1.500 40 11.000 90 23.500 
17. NUSA TENGGARA TIMUR. 10 1.750 40 11.000 90 23.500 
18. KALIMANTAN BARAT. 40 16.000 53 19.700 137 48.800 
19. KALIMANTAN TENGAH. 20 2.600 30 9.000 60 17.000 
20. KALIMANTAN SELATAN. 40 16.000 57 21.300 140 65.000 
21. KALIMANTAN TIMUR. 50 13.200 70 21.000 85 23.500 
22. SULAWESIUTARA. 80 9.520 60 19.000 110 34.000 
23. SULAWESI TENGAH. 20 7.400 30 9.000 60 17.000 
24. MALUKU. 10 1.600 30 9.000 40 11.000 
25. SULAWESI TENGGARA. 60 17.000 
26. IRIAN JAYA. 40 11.000 
JUMLAH 2.915 969.770 3.062,7 1.167.730 5.102,3 1.422.900 
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a. Real Estate Indonesia (REI) 


Pada masa Pelita | kegiatan pembangunan perumahan 
umumnya ditujukan kepada pembangunan perumahan dinas 
Pegawai Negeri yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. 
Pada tahun 1972 usaha swasta melalui Real Estate Indonesia 
(REI) yang baru didirikan, telah bergerak juga di bidang 
pengadaan perumahan rakyat. 


REI pada hakekatnya adalah satu-satunya wadah untuk 
menghimpun dan membina segenap pengusaha dalam bidang 
real estate di Indonesia,dalam mengisi pembangunan negara 
khususnya, dan pengabdian pada bangsa dan negara pada 
umumnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk tercapainya 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. 


Pada awal berdirinya, REI mengarahkan usahanya kepada 
pembangunan rumah-rumah sedang dan mewah, dengan 
sasaran untuk dikonsumir golongan masyarakat yang 
memerlukan . Sejak berdirinya REI (11 Pebruari 1972), para 
pengusaha real estate berusaha memberikan partisipasinya 
dalam pembangunan prasarana-prasarana kota,seperti pusat- 
pusat perdagangan, pusat-pusat rekreasi dan prasarana 
lainnya. 


Di Indonesia Real Estate diartikan sebagai suatu usaha 
swasta. Tetapi sebenarnya ia merupakan salah satu alat 
pelaksanaan.dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu,REI 
tidak dianggap sebagai usaha yang mengejar keuntungan. 
Sebab REI harus ikut serta dalam tanggung jawab sosial dengan 
pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. 


Akan tetapi sebagai perusahaan swasta, real estate tidak 
mendapat kemudahan maupun fasilitas yang diperoleh dari 
Pemerintah. Untuk mendapatkan penunjukkan tanah bagi 
proyeknya, sudah harus mengeluarkan uang sumbangan 
prasarana untuk DKIO, membayar uang pembebasan tanah 
atas dasar suka sama suka, biaya pematangan tanah yang 
besar, mengeluarkan biaya prasarana listrik-air-jaringan jalan- 
taman dan sebagainya tanpa adanya fasilitas kredit dari 
Pemerintah. 


Sehubungan dengan hal-hal itu, untuk memasarkan rumah- 
rumah yang dibangunnya tidak terlalu mudah. Peminat 
memang tidak kurang,tetapi untuk mendapatkan pembeli yang 
potensial tidak begitu mudah, mengingat masyarakat yang 
memerlukan papan justru tergolong yang berpenghasilan 
rendah dan hanya mampu memiliki rumah apabila mendapat 
kesempatan kredit pemilikan rumah jangka panjang. 
Menghadapi masyarakat yang demikian,pihak swasta belum 
mampu melayaninya. Namun demikian pengusaha-pengusaha 
yang termasuk anggota Real Estate Indonesia tetap melanjutkan 
kegiatan pembangunan perumahan. Perkembangannya terlihat 
dalam Tabel 2. 


Pada Pelita Il para pengusaha yang tergabung dalam REI 
berupaya meningkatkan dan memprioritaskan partisipasinya 
khususnya dalam pembangunan rumah-rumah minim. Karena 
REI dalam programnya ditentukan harus mencapai target pem- 
bangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
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Dengan asumsi, 60% dari penduduk kota Jakarta 
merupakan pekerja berpenghasilan rendah, banyaknya rumah 
murah yang perlu dibangun setiap tahun sekitar 49.980 buah. 
Sedangkan menurut data tahun 1972 dari PTB DKI, kebutuhan 
rumah murah bagi pegawai negeri-ABRI dan Pensiunan sekitar 
176.500 rumah. Apabila kebutuhan itu ditanggapi dalam 10 
tahun, berarti untuk setiap tahun kebutuhan rumah murah 
sebanyak 17.650 buah. Sisanya sebesar 32.330 buah di- 
anggap merupakan kebutuhan untuk masyarakat lain di luar 
3 kategori tadi. 


Dalam rangka ikut serta menanggulangi masalah 
perumahan minim, REI dalam pertemuan antar anggotanya 6 
Agustus 1976 bertekad membantu sepenuhnya usaha 
pemerintah dalam menanggulangi rumah murah. Pembangunan 
rumah yang dilakukan oleh anggota REI di wilayah kota Jakarta 
pada tahun 1974 s/d 1976 terlihat dalam Tabel 3. 


Dari tabel itu dapat diketahui bahwa pengusaha real estate 
tidak hanya membangun rumah mewah, melainkan juga telah 
membangun 4096 rumah murah dan sedang, 2296 rumah 
menengah dan 3896 rumah mewah. Sementara itu para 
pengusaha real estate (REI) dalam membangun rumah minim 
di Jakarta dan daerah lainnya dapat dilihat pada Tabel 4. 


Pada periode Pelita III, REI lebih meningkatkan partisipasi- 
nya dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang 
profesi real estate, yaitu membangun perumahan yang diperlu- 
kan rakyat banyak dalam lingkungan hidup yang serasi dan 
nyaman. Di samping itu membangun perkantoran, pusat-pusat 
perbelanjaan dan pusat-pusat rekreasi serta industri untuk 
kepentingan lapisan yang lebih luas dan dapat dimanfaatkan 
oleh rakyat banyak. 


Dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan 
gedung-gedung lainnya REI lebih memperhatikan faktor-faktor 
sosial budaya,sesuai dengan pola hidup sederhana. Sehingga 
usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh REI dapat mencer- 
minkan peningkatan taraf hidup nasional secara merata. 


Selain mengadakan kegiatan membangun perumahan dan 
gedung-gedung, Real Estate Indonesia juga turut aktif dalam 
kegiatan yang menyangkut hubungan internasional, karena REI 
menjadi anggota Federasi Real Estate International (FIABCI) 
yang berkedudukan di Paris. Sejak kongres FIABCI di Sidney 
tahun 1973, REI ikut secara aktif, terutama dalam kegiatan- 
kegitan di Pacific Committee. Bahkan sekarang Ketua Ke- 
hormatan REI (Ir. Ciputra) menjadi Ketua FIABCI Pacific 
Committee. Aktifitas dalam FIABCI dibina terus sebagai salah 
satu bukti bahwa REI didukung oleh kekuatan Internasional 
dalam kegiatannya. 


Di samping itu, secara regional REI juga menjadi anggota 
Asia Pasific Real Estate Federation (APREF) yang berkedudukan 
di Tokyo. 


Juga menjalin hubungan bilateral dengan pengusaha- 
pengusaha real estate di Singapura khususnya di lingkungan 
ASEAN. Hubungan ini dimaksudkan untuk menambah 
pengalaman dan pengetahuan serta menjajagi kemungkinan 
kerjasama yang konkrit. Salah satu kerjasama yang telah di- 
tanda tangani merupakan langkah pertama dalam kerjasama 
dengan negara-negara ASEAN, adalah dengan SIHDA 
(Singapore Land Houses Development Association). 


TABEL 2 


PERUSAHAAN ANGGOTA Н.Б. 
YANG MEMBANGUN PERUMAHAN 


RUMAH SELESAI DIBANGUN S/D 1974 


JUMLAH Murah Sedang Menengah — SemiMewah X Mewah 
; РЕВ НААМ AREAL 
No. NAMA PEN ux 2-3 3-5 5-10 10-20 20Juta 
Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp keatas 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. YAYASAN PERUMAHAN P. MAS - 709 110 22 18 - 
2. BPO.PLUIT - - 177 455 1526 42 
3 PROYEK ANCOL - 551 - - = E 
4. PTJAWABLDG. INDAH - 420 - 600 - - 
5  PTINDOKISAR JAYA 33 HA - - 114 106 С 
6. PTBONAULIR.E. 33HA - - - - 74 
7. PTURECONUTAMA 32 HA - o= - - 125 
8. PT SARASWATY Corp. 35 HA - - - - 8 
9. PTWISTAJAYA 2 HA - - - - 6 
10. PTNEWGREENLAND 25 HA - => = — - 
11. PT GREEN VILLE 13 НА - - 79 - 
12. PTINDONESIAN AMERICA 2 HA - - - 150 - 
HOUSING 
13 PTUNIVERSAL REALTY 30 HA - - - - 125 
DEVELOPMENT 
14 PTBANGUNTJIPTA SARANA 61 HA - - - - - 
15 PTAGUNG CONCERN 2HA - - - - - 
16. PTSUMBER TANAH INDAH = - - - - - 
17 PT PAKUWON UTAMA 6,5 HA - - - - 30 
18 PTFERRY SONNEVILLE Corp. - - - - - А 
1680 287 1191 1879 401 
RENCANA MEMBANGUN 1975 8/0 1978 
Murah Sedang Menengah Semi Mewah Mewah KETERANGAN 
2-3 3-5 5-10 10-20 20 Juta 
juta Rp juta Rp juta Rp keatas 
9 10 11 12 13 14 
- 103 193 144 - 
3302 5000 4000 1513 88 
ES Š 129 96 58 
- - - - 32 
5 S = = 116 
750 - - - 117 
p = - 130 ~ 
E 2 3 200 - 
я - = - 108 
200 200 200 - oe 3000 rencana 
Е B т = 50 ' rumah murah 
- = 5 E 30 
- - 12 58 34 
40 40 40 30 20 
nC EUER 
4442 5343 4574 2321 63 —— 
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TABEL 3 
PEMBANGUNAN RUMAH YANG DILAKUKAN 
OLEH ANGGOTA REI DI WILAYAH KOTA JAKARTA 


1974 s/d 1976 
JENIS HARGA JUMLAH % 
RUMAH 
MURAH Rp. 2-Rp. 3Juta 1.880 3196 ) 
. 4096 
SEDANG Rp. 3-Rp. 5Juta 533 996 ) 
MENENGAH Rp. 5—Rp. 10Juta 1.301 22% 22% 
SEMI MEWAH Rp. 10 - Rp. 20 Juta 1.879 31% ) 
38% 
MEWAH Rp. 20 Juta keatas 419 7% ) 
6.012 100% 
| TABEL 4 
BEBERAPA PERUSAHAAN REAL ESTATE 
YANG TELAH MEMBANGUN RUMAH MINIM 
LUAS LUAS BA 
NAMA PERUSAHAAN TANAH NGUNAN Lokasi Harga (Rp) Keterangan 
1. PTBANGUN TJIPTA SARANA 84 50 Cipinang Kebembem, Jakarta 2.930.000,- 
90 50 Cipinang Kebembem, Jakarta 3.250.000,- 
| 126 54 Cipinang Kebembem, Jakarta 3.870.000,- 
2. P.T.B-DKI. 120 56 Duren Sawit, Jakarta 3.400.000,- 
3. B.P.P. CEMPAKAPUTIH 144 50 Walang Baru, Jakarta 3.800.000,- 
4. PTANEKA ELOK REAL ESTATE 116 54 Cipinang Elok, Jakarta 4.500.000, - Dalam harga sudah 
5. PTMETROPOLITAN DEVELOPMENT 90 57 Kebon Jeruk, Jakarta 5.750.000.- inclusive seluruh fasilitas 
6. PTGUNUNGDIPA 240 54 Purbalingga, Jawa Tengah 1.250.000. dan izin 
7. PTKAMAJAYAREAL ESTATE 120 50 Semarang, Jawa Tengah 1.500.000, - 
8. PT TANAH MAS 100 60 Semarang, Jawa Tengah 2.500.000,- 
9. B.P. OTORITAPLUIT 90 = Teluk Gong, Jakarta + 2.002.000, 66 unit 
60 30 1.200.000,- 
75 40 Muara Angke, Jakarta 1.200.000,- 360 unit khusus bagi 
50 25 700.000,- — Nelayan. 


Surber . Hast Munas И Persatuan Pengusaha МЕ! - 1977 


b. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional 
(Perum PERUMNAS) 


Perum PERUMNAS merupakan suatu Badan Usaha Negara 
yang menyediakan perumahan untuk rskyat dan kelahirannya 
merupakan suatu prestasi Pemerintah Orde Baru yang mampu 
merealisir suatu gagasan yang dicetuskan sejak awal masa 
kemerdekaan. 


| 

Menjelang didirikannya Perum PERUMNAS, program 
pemerintah di bidang perumahan secara besar-besaran khusus 
untuk daerah perkotaan, dimulai dengsn proyek penyediaan 
tanah matang (site & service) di Klender yang merypakan 
proyek bantuan Bank Dunia. Ketika itu memang dirasakan 
perlunya wadah yang dapat diserahi tugas untuk melanjutkan 
semua usaha pemerintah. Dengan demikian proyek Klender 
merupakan embrio dan pendorong berdirinya Perum 
PERUMNAS. 


Walaupun secara resmi Perum PERUMNAS didirikan dalam 
tahun pertama Pelita ||, namun secara aktif baru memulai 
kegiatan pembangunannya pada tahun kedua Pelita II. 


Pada mulanya perhatian utama dicurahkan pada pem- 
bangunan perumahan di daerah perkotaan, khususnya kota 
besar, dalam usaha memecahkan masalah kekurangan rumah 
akibat pertambahan penduduk. Tahun-tahun pertama kegiatan 
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Perum terpusat pada daerah-daerah di dalam dan sekitar 
Jabotabek dengan target sebesar 73.000 unit rumah. Prioritas 
diberikan kepada Pegawai Negeri (termasuk ABRI) dengan 
pengutamaan golongan | dan || serta para pensiunan (jatah 
7596). Sedangkan 2596 lainnya diperuntukkan bagi pegawai 
Perusahaan Negara atau Swasta golongan | & II (1596), dan 
mereka yang rumahnya tergusur oleh proyek (1096). Dan inipun 
dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah rumah yang di- 
bangun masih jauh dari banyaknya pemohon yang memenuhi 
kriteria. 


Dalam pelaksanaannya pembangunan perumahan 
melampaui target yang ditentukan yakni mencapai 73.035 unit 
rumah, walaupun berbagai hambatan yang dihadapi antara lain 
soal tanah ataupun bahan-bahan bangunan. Untuk melaksana- 
kan program yang digariskan dalam Pelita Il jumlah tanah yang 
telah dibebaskan/dikuasai seluas 1.810,6 hektar. Dari jumlah 
ini tidak hanya untuk pembangunan perumahan di masa 
Pelita II, melainkan juga persiapan untuk tahun pertama Pelita 
IIl. Tanah yang telah dibebaskan terdapat di 9 Propinsi (25kota) 
dan pembangunan rumah yang dicapai 50.670 unit Rumah 
Siap Huni (RSH) terdiri dari Rumah Inti dan Rumah Sederhana 
(lihat Tabel-5). 


Sedangkan target (73.000 unit) yang realisasinya men- 
capai 73.035 unit, adalah pembangunan perumahan yang di- 
laksanakan oleh Perum PERUMNAS dalam Pelita || untuk 11 
Propinsi (18 kota), sebagaimana terlihat dalam Tabel 6. 


Rumah-rumah yang telah dibangun terdiri dari bermacam- 
macam ukuran,antara lain : 20 m2, 36 m2, 45 m2 dan 70 m2. 
Dan penghuniannya didasarkan atas sewa ataupun pembelian 
melalui kredit pemilikan, dengan masa pengembalian maksimum 
20 tahun. 


Dari hasil produksi rumah Perum PERUMNAS yang ber- 
jumlah 73.035 unit dalam Pelita Il. dapat diketahui bahwa 
peranan dan fungsi Perum PERUMNAS menjadi semakin 
meningkat. Sehingga memerlukan pengelolaan yang kian 
mantap, agar perumahan dan lingkungan yang telah dicapai 
dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang mem- 
butuhkannya. Dengan kata lain, hasil produksi Perum 
PERUMNAS harus dipelihara agar tetap dalam keadaan baik, 
juga penghuninya merasa aman dan tentram tinggal dalam 
lingkungan perumahan baru. 


Dalam Pelita III kegiatan PERUM PERUMNAS berpedoman 
pada rencana yang disusun oleh Bappenas,yaitu target 60.000 
unit rumah sederhana dan 60.000 unit rumah inti. Untuk itu 
diperlukan tanah seluas kurang lebih 2.400 hektar dan dalam 
periode ini kebijaksanaan yang diambil adalah melaksanakan 
pembangunan perumahan di 77 kota. yang memenuhi per- 
syaratan dengan perincian : 27 Ibukota propinsi, 33 Pusat 
Pengembangan wilayah dan 17 Ibukota kabupaten yang bukan 
pusat pengembangan wilayah tetapi berpenduduk di atas 
100.000 jiwa. Selain itu dicadangkan 30 kota lainnya yang 
karena alasan tertentu perlu didukung dengan program pem 
bangunan perumahan. Misalnya kota-kota yang menderita 


akibat bencana alam dan kota yang sukar berkembang karena 
sulitnya perumahan. 


Untuk setiap tahun anggaran dalam Pelita Ill,Perum mem- 
bangun 24.000 unit dan x 6.000 unit dibangun oleh Badan- 
badan Pembangunan Perumahan Swasta yang ditunjang Kredit 
Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara.” 


Dari program pembangunan 1982/1983 sejumlah 49.616 
unit, sampai dengan 31 Maret 1983 telah diselesaikan Rumah 
Siap Huni (RSH) sejumlah 17.214 unit. Dalam tahun itu juga 
dilaksanakan pembangunan program 1983/1984 yang diper- 
cepat sebanyak 56.781 unit di kota-kota Kediri, Subang, 
Lamongan dan Jayapura (liaht Tabel-7 dan Tabel-8). Mulai 
tahun 1982/1983 telah dilakukan alokasi terhadap 926 unit 
RKTM. Sedangkan rumah yang dapat dijual dengan dukungan 
KPR-BTN sebanyak 73.914 unit termasuk program DIP dan 
penjualan langsung. Pada tahun itu juga telah dilaksanakan 
penjualan Kapling Tanah Matang (KTM) sebanyak 97 unit. 
Realisasi kegiatan Perum PERUMNAS dalam Pelita III dapat di- 
lihat dalam Tabel-9. 


Di samping mengembangkan rumah sederhana dan rumah 
inti,dalam Pelita III dibangun pula rumah susun sederhana ber 
tingkat empat (walk-up flat), khususnya di kota-kota besar 
seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang dan Bandung. 
Pada akhir Pelita Ili telah selesei dibangun di Jakarta sebanyak 
2.240 unit, Bandung 704 unit, Palembang 3.584 unit. Sedang- 
kan di Medan dan Surabaya masih dalam taraf penyelesaian. 
Di Jakarta untuk tahap selanjutnya akan dibangun rumah susun 
8 lantai (7 tingkat). 


TABEL 8 
|  REALISASI PEMBANGUNAN RUMAH 
PERUM PERUMNAS PELITA Il (1974/1978 — 1978/1979) 


NO. DAERAH TINGKATU 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 
PROPINSI RI R.S. RI. RS. RI. R.S. RI. RS. Ri. R.S 
1. DKI. JAKARTA = _ _ E E = 4983 - 1.889 893 
2. | JAWABARAT ы Е - 1.630 - 2976 1.871 2.655 8.005 9.322 
3. JAWA TENGAH _ _ _ 438 £ 2 1.230 770 - 2538 
4. DI. YOGYAKARTA _ E a - 5 : E - 1.166 
5. JAWATIMUR И _ M Е = Е 1222 - - 3.048 
6. SUMATERAUTARA » = E = ES = = 1.350 898 2.148 
7. SUMATERA BARAT _ Ў B _ a = 2 8 e 368 
8. SUMATERA SELATAN i 8 Е a а = = = - 1.070 
9. KALIMANTAN TIMUR = 3 E " РА 200 Д EN = = 
- 2.068 - 3176 9.306 4.775 10.792 20.553 

JUMLAH RUMAH 2.068 UNIT 3.176 UNIT 14081 UNIT 31.345 UNIT 

JUMLAH TANAH DIBEBASKAN 1810,6HA 

JUMLAH KOTA 4KOTA 2KOTA 6KOTA 13KOTA 


———————————————————————————————————————————————————————————————————————— س 
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TABEL 6 
REALISASI PEMBANGUNAN RUMAH PERUM PERUMNAS 
DALAM PELITA 1 (1978/1978 — 1978/1979) 


NO. PROPINSI 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/78 1978/79 
KOTA RI. RS. RI, RS. R. RS RE RS RI — RS. Ha 
1 DKI-JAKARTA 
Klender - - = 2.000 694 4.500 199 372 — 179,09 
2 JAWA BARAT 
Depok - - - 1.480 248 2.170 - 1.905 7.700 5.764 421.223 
Bogor = - l^ же - - - - 600 - 44 17.682 
Tangerang = =- = = - - = Е 2.500 1.200 159.899 
Bekasi = - = - - - 1000 318 1500 600 95,96 
Bandung - - - 150 500 200 = 620 3.232 704 177,95 
Cirebon - - = - - 228 1.170 1.162 == 1.344 150,84 
3. JAWA TENGAH 
Semarang = - = 438 - - - 732 2.500 2.008 119,30 
Solo = - - - 1.230 476 - 100 - - 34.113 
4. Di. YOGYAKARTA | = =. = - - - — 1.166 - - 21.193 
5 JAWA TIMUR 
Surabaya Kamal - - = - - - 1218 1.552 3.558 1.900 160,81 
6. SUMATERA UTARA 
Medan = - = = - 200 898 2.742 2.800 2.168 274.482 
7. SUMATERA BARAT 
Padang = - = = - 272 - 96 = 247 27,62 
8. KALIMANTAN TIMUR 
Samarinda - - - 200 - - - - - — - 
9. KALIMANTAN BARAT 
Pontianak = - = - - - - - = 1.078 16.317 
10. SULAWESI SELATAN 
Ujung Pandang = - = - = - - 334 = 870 127.446 
11. МТТ 
Larantuka | = - - - - - - - 250 - - 
ааа 
11 PROPINSI = = = 2.268 3.976 4.240 8.786 11.526 24.412 17.827 1963,93 
18 KOTA 2.268 8.216 20.312 42.239 
samua 290.7 SES Ag JUMLAH 
UNIT 
R.i. R.S. 
6.872 893 7.784 
17.848 18.389 36.237 
3.730 3.754 7.484 
- 1.166 1.166 
4.776 3.452 8.228 
3008 5110 8.808 
- 615 615 
— 200 200 
- 1.078 1.078 
' = 1.204 1.204 
250 - 250 
36.484 35.861 73.054 
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c. KPR — 


Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan wadah yang di- 
"tunjuk untuk membiayai pembangunan rumah rakyat.Dalam 
arti memberi pinjaman kepada anggota masyarakat yang akan 
membeli rumah yang sudah selesai dibangun oleh Pemerintah 
ataupun oleh pihak swasta. Fungsi BTN adalah memberi kredit 
atau pinjaman kepada anggota masyarakat untuk membeli 
tanah dan rumah atau rumah saja yang sudah jadi. Dengan kata 
lain rumah dan tanah digunakan sebagai barang pinjaman 
kepada BTN. 


Mengingat kebutuhan perumahan yang terus meningkat 
sejalan dengan pertambahan penduduk, pemerintah juga 
senantiasa memperhatikan peranserta dan kemampuan 
masyarakat dalam pengadaan perumahan. Penyediaan Kredit 
Pembangunan Rumah oleh BTN merupakan salah satu upaya 
pembangunan di bidang perumahan melalui developer- 
developer swasta. 


Tahun 1974, di Jakarta dibentuk Badan Kebijaksanaan 
Perumahan Nasional (BKPN) yang bertugas untuk merumuskan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan usaha pemerintah dalam hal 
penyediaan rumah,sesuai dengan kemampuan atau daya beli 
masyarakat. Badan ini diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum/ 
waktu itu Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, atau 
sekarang Menteri Negara Perumahan Rakyat belum dibentuk). 


Sejalan dengan dibentuknya BKPN, didirikan pula Perum 
PERUMNAS. Untuk itulah BTN ditugaskan untuk mendukung 
dana perkreditan bagi Perum PERUMNAS. 


Ketika itu disamping menyediakan fasilitas kredit untuk 
pembangunan perumahan bagi golongan berpenghasilan 
rendah yang dilaksanakan pemerintah melalui Perum 
PERUMNAS, sebagai tahap awal (tahun 1976) dilaksanakanlah 
penyediaan KPR-BTN di Surabaya dan Semarang oleh 


BTN 


developer swasta. Di Surabaya dan Semarang dibangun 


. masing-masing 8 dan 9 unit KPR - BTN, dengan tipe-50 seharga 


Rp 2,5 juta jangka waktu pembayaran 5 tahun. Mulai saat itu 
partisipasi pihak swasta terus berkembang dan meningkat. Di 
kedua kota ini, seperti halnya di kota-kota lain Indonesia, 
puluhan ribu KPR-BTN dibangun. Berdasarkan fakta ini, maka 
Surabaya sering dianggap sebagai pelopor dalam pembangunan 
perumahan dengan fasilitas kredit BTN. Sementara itu ke- 
butuhan akan perumahanpun masih terus meningkat. 


Mengingat proyeksi kebutuhan perumahan di Indonesia setiap 
tahun sebanyak 1,5 juta unit, maka pembangunan rumah- 
rumah melalui Kredit BTN (Bank Tabungan Negara) dengan 
harga yang dapat dijangkau masyarakat dengan cicilan sebesar 
3096 dari pendapatan/bulan terus ditingkatkan. Suatu 
gambaran yang sangat menggembirakan, bahwa pem- 
bangunan perumahan yang dilaksanakan dalam Pelita II 
berjumlah 50.670 unit rumah dengan biaya Rp 68,30 milyar 
Pelita III sebanyak 103.654 unit rumah dengan biaya Rp 129,9 
milyar. 


Pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas dan REI 
sampai dengan tahun 82 ialah 225.604 unit dengan 
komposisi : Perum PERUMNAS sebanyak 119.030 unit 
(46,5796), BTN - 66.907 unit (26,1796), dan REI -69.667 unit 
(27,2696). (Lihat Tabel 5 dan 6). 


Target 150.000 rumah yang direncanakan dibangun 
selama Pelita III ternyata dalam pelaksanaannya berhasil di- 
bangun 193.318 rumah hingga bulan Maret 1984. 


Terlampauinya target pembangunan perumahan, antara 
lain meningkatnya peranan swasta (developer) dan BTN. Dari 
193.318 unit rumah itu, sebanyak 100.688 unit rumah di- 
bangun oleh swasta dan sisanya oleh Perum PERUMNAS. 


TABEL 7 
REALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MELALUI 
REAL ESTATE INDONESIA MENURUT LOKASI 


1077 — 1982 
BANYAKNYA RUMAH YANG SELESAI DIBANGUN PADA TAHUN : 
LOKASUPROPINSI (Unit) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
————— Bá “м Haa aa MM € M M ———'Ó——————————— 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
اا ا ا ااا‎ MN 
1. Sumatera Barat - — 175 474 1.019 859 
2. Lampung - - - - — 153 
3. D.K.I. Jakarta 10.889 3.698 3.862 4.168 5.367 14.376 
4. JawaBarat 4 140 6 1.588 1.867 417 
5. JawaTengah 40 232 714 1.217 2.366 2115 
6. JawaTimur - 6.152 66 98 207 5.960 
7. Sulawesi Selatan - — 159 101 409 169 
JUMLAH 10.933 10.222 4.982 7.646 11.235 24.649 


Sumber : Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (R.E.I.) Jakarta. 


Meneg Penra 11 


TABEL 8 
REALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MELALUI PERUM PERUMNAS 
| . MENURUT ТІРЕ RUMAH 1974/75 — 1982/1983 


(Unit) 
Tahun Rumah Inti Rumah Rumah Susun Jumlah 
Sederhana (Flat) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1974/1975 — — — — 
1975/1976 — 2.068 - 2.068 
1976/1977 — 3.176 — 3.176 
1977/1978 9.306 4.775 — 14.081 
1978/1979 10.792 20.553 — 31.345 
1979/1980 19.505 6.738 - 26 243 
1980/1981 5.662 7.758 1.280 14.700 
1981/1982 4.885 4.934 384 10.203 
1982/1983 11.594 5.020 600 17.214 
JUMLAH 61.744 55.022 2.264 119.030 
Supe Pera Cyrus „ААЛА 

TABEL 9 
REALISASI KEGIATAN PERUM PERUMNAS 
DALAM PELITA III (1979/80 — 1983/1984) 
NO. URAIAN KEGIATAN PELITA M 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/1984 JUMLAH 
1. Pembebasan Tanah (Ha) 465.2 756,8 1018,6 659.3 707 
2. Pembangunan (Unit RSH) 26.243 14.700 10.203 17.214 17.214 153.894 
3. Alokasi (Unit) 
- Rumah 32.346 10.668 15.243 18.095 
-RKTM — - - " ^ 926 
4. Penjualan (Unit) 
-- Rumah, DIP. Langsung 4.617 7.475 26 869 36.953 
-KTM — — -— 97 


Jadi BTN tidak dapat diartikan sebagai Bank Hipotik,karena 
fungsi Bank Hipotik dalam arti luas adalah disamping memberi 
pinjaman seperti yang dilakukan oleh BTN juga dapat memberi 
pinjaman untuk membeli tanah dan membangun rumah di atas- 
nya. 


Pada mulanya fungsi utama BTN adalah untuk menunjang 
PERUMNAS dengan kredit pemilikan rumah,dalam arti bahwa 
rumah-rumah yang dibangun oleh PERUMNAS akan dijual 
kepada anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat ter- 
tentu dengan mendapatkan kredit dari BTN. Karena anggota 
masyarakat dianggap kurang mampu dan perlu dibantu, maka 
kredit BTN untuk membeli rumah-rumah PERUMNAS dengan 
syarat-syarat harus lunak, terjangkau oleh daya beli 
masyarakat, waktu lebih dari 5 tahun dengan bunga yang 
rendah. Sebagai jaminannya adalah rumah dan tanah yang ber- 
sangkutan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemberian kredit 
BTN tidak harya untuk menunjang PERUMNAS. Juga ter- 
hadap pembeli rumah yang dibangun oleh para penyelenggara 
dan atau develooers yang memenuhi syarat tertentu, yakni 
PERUMNAS, Pemerintah daerah, Non profit housing 
organisation dan perusahaan perumahan swasta (real estate). 


Di antara berbagai jenis perumahan yang dibangun yang 
memperoleh pinrjaman/kredit dari BTN baru untuk jenis 
perumahan sites &services(tanah matang) dan rumah minim. 
Untuk tahap-tahap selanjutnya akan dikembangkan menjadi 
rumah menengah. Untuk pinjaman jenis rumah menengah di- 
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tetapkan syarat-syarat selektivitas dan syarat teknis lainnya, 
yaitu selektivitas penyelenggara atau developer serta 
selektivitas penghuni. Dalam selektivitas penyelenggara/ 
developer yang mendapat kredit BTN, rumah yang dibangun 
harus memenuhi persyaratan lokasi, tersedianya infra 
structure, kualifikasi teknis, status tanah, kalkulasi dan per- 
hitungan harga, prinsip voorfinanciering, pengawasan pem- 
bangunan dan penilaian atas bonafiditas developer. Lokasi yang 
dimaksud, adalah lokasi proyek integrated dengan planologi 
pembangunan kota/daerah yang bersangkutan. Proyek harus 
dilengkapi dengan infra structure (jaringan jalan, aliran listrik, 
saluran air bersih, saluran-saluran pembuangan air dan kotoran, 
daerah yang bersangkutan harus bebas dari banjir). Pemukiman 
harus jauh dari pemukiman lainnya. 


Karena rumah dan tanah merupakan barang jaminan satu- 
satunya atas pinjaman BTN yang berjangka panjang, maka 
secara teknis rumah itu harus dapat dipertanggung jawabkan 
daya tahannya, minimal sama dengan jangka waktu pinjaman/ 
kredit. Penyelenggaraan/developers harus dapat membuktikan 
haknya atas tanah dan menjamin bahwa tanah bebas dari 
segala ikatan (Free Form Encoanbrances!. 


Penvadiaan perumahan dengan dukungan pinjaman jangka 
panjang dari BTN, terutama ditujukan kepada golongan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan atau menengah. 
Dengan demikian harga jual rumah-rumah harus terjangkau 
atau paralel dengan persyaratan fasilitas pinjaman yang disedia- 


kan oieh BTN khususnya mengenai jangka waktu pinjaman 10 
atau 15 tahun. Oleh sebab itu pihak penyelenggara harus ber- 
usaha menekan harga jual rumah-rumah yang dibangunnya. 
Prinsip voorfinanciering dimaksudkan, BTN baru akan merealisir 
pinjaman apabila rumah-rumah'telah selesai dibangun dan siap 
untuk dihuni. Kondisinya sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan calon penghuni telah memenuhi 
persyaratan-persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh BTN. 
Dalam hal pengawasan BTN berhak meminta bantuan pihak 
lain untuk mengawasi seluruh tahap pembangunan proyek agar 
tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dan disetujui oleh kedua belah pihak (BTN dan Developer). 


Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Developer, 
maka sebagaimana lazimnya dalam pemberian fasilitas 
pinjaman manapun, BTN masih perlu menilai segi bonafiditas 
dari Developer yang bersangkutan. Penilaian dimaksud dilihat 
dari segi : keadaan keuangan developer, prestasi/pengalaman 
dalam bidang pekerjaan sejenis, susunan pengurus perusahaan 
serta komposisi personalianya. 


Sebelum BTN menyatakan kesediaannya untuk mem- 
berikan dukungan pinjaman bagi calon pembeli rumah dalam 
suatu proyek perumahan, maka dilaksanakan penelitian calon- 
calon pembeli atau calon penghuni. Ketentuan seleksi secara 
umum dimaksud adalah : calon belum memiliki rumah yang 
layak, telah bertempat tinggal di kota yang bersangkutan 
selama beberapa waktu tertentu, berpenghasilan tetap dan 
termasuk golongan penghasilan yang memenuhi syarat mem- 
beli tipe'rumah bersangkutan. Di samping itu syarat lainnya 
adalah, pemohon tergabung dalam suatu organisasi yang jelas 
identitas dan terjamin kelangsungan hidupnya. Sehingga dalam 


pengambilan kredit nantinya BTN cukup berhadapan. dengan 
pengurus organisasi yang bersangkutan. 


Pemohon harus dapat membuktikan kesanggupannya 
untuk membayar bagian penyertaannya sendiri (own share) 
dalam pembelian rumah yang bersangkutan yakni 1096 dari 
penilaian harga rumah oleh BTN. Jumlah angsuran bulanan 


jangan melampaui 2596 dari banyaknya penghasilan pemohon 
setiap bulannya. 


Sejak tahun 1976-1979, BTN mempersiapkan pemberian 
kredit pemilikan rumah untuk 24.000 unit rumah. Di samping 
itu disetujui pula pemberian kredit pemilikan rumah sebanyak 
17.400 unit dan pemberian kredit pembangunan 3.661 unit. 
Semuanya tersebar di 31 kota. Di samping itu, BTN juga mem 
berikan kredit pemilikan rumah kepada 42.913 kepala keluarga 
korban bencana gempa bumi yang terjadi tahun 1976 di Bali. 


Dalam Pelita Ill, BTN terus meningkatkan kegiatannya guna 
menunjang pelaksanaan program pembangunan perumahan 
rakyat, dengan menyediakan KPR bagi golongan masyarakat 
yang berpenghasilan rendah dan sedang. Penambahan pem- 
bangunan perumahan baru dengan menggunakan fasilitas KPR- 
BTN menunjukkan tanda yang positip. 


Dalam tahun pertama Pelita Ill, KPR meliputi 7.210 rumah 
dan 4.019 rumah PERUMNAS, kemudian tahun berikutnya 
11.172 rumah dan 7.015 rumah PERUMNAS. Hingga pada 
tahun 1983 usaha Bank Tabungan Negara (BTN) terus ber- 


tambah dengan 13.217 rumah dan 17.839 rumah PERUMNAS 
(lihat Tabel 10-dan Grafik-1). 


Dengan demikian, selama lima tahun terakhir usaha 
pemilikan rumah melalui KPR-BTN seluruhnya sebanyak 
57.955 rumah dan 56.445 rumah PERUMNAS. 


TABEL 10 
PENAMBAHAN PENGADAAN PERUMAHAN BERDASAR FASILITAS KREDIT 


PEMILIKAN RUMAH YANG DIBERIKAN OLEH BANK TABUNGAN NEGARA 


1977/18 — 1982/83 (BTN) MENURUT DAERAH TINGKAT V/PROPINSI, 
Propinsi Swasta Swasta Swasta Perumnas Swasta Perumnas Swasta Perumnas Swasta Perumnas 
1. Jawa Barat 235 426 1.701 3.699 4.305 3.524 11.121 15.205 5.069 7.870 
2. DKI Jakarta Raya 2 = 1.337 - 495 2. 2.924 4.299 1.321 2.231 
3 Daerah]. Yogyakarta - 66 327 Е 547 - 562 1.160 282 14 
4 JawaTengah 202 376 1.107 320 1.470 1.227 3.250 1326 1.239 0 
9. Jawa Timur 142 92 588 - 1.308 53 2.823 1.955 1.399 3.549 
6. Bengkulu = - 40 = 17 — ^ 2 8 - 
7 Jambi = 2 = - = 9 - = = = 
8 Daerah istimewa Aceh = - 119 - 151 = 176 — 183 - 
9. SumateraUtara = 259 482 — 641 1.353 1.198 2.200 452 852 
10. SumateraBarat - = 176 - 436 359 768 7 530 743 
11. Riau 2 = = - 203 = 54 - 142 - 
12. Sumatera Selatan - 70 24 = ~ - 262 - 249 = 
13. Lampung z 5, 34 - 153 = 146 - 176 Е 
14 Kalimantan Selatan = 95 279 = 202 НЕ 220 — 302 Ee 
15. Kalimantan Barat Б 2 99 - 65 = = 936 - 8 
16. Kalimantan Timur = 31 127 = 1 - 60 - 106 - 
17. Kalimantan Tengah - - m < ~ = = 20 — 
18 Sulawesi Tengah = = 75 - = © — - 50 = 
19. Sulawesi Selatan - 233 323 - 864 499 583 484 446 M 
20. Sulawesi Utara z - & ы - 77 E 338 - 165 
21 Sulawesi Tenggara... - - -= = = — = Е - - 
22. Nusa Tenggara Barat -. 50 25 e 34 — 42 - 118 Е 
23. Bali = = 267 = 203 114 - 155 = 
24 Nusa Tenggara Timur = = = - = = ы " 
25. Timor Timur . = M z - 2) S - і : 
26 Maluku = Е E - T 2 = B у _ 
27. Irian Jaya = Š = = ~ = 13 — 13 _ 
Jumlah 579 1702 7.210 4.019 11.272 7.015 24654 27572 15217 17039 
MLN Ret ртом ° gg 
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TABEL 8 
REALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MELALUI PERUM PERUMNAS 
. MENURUT TIPE RUMAH 1974/75 — 1982/1983 


(Unit) 
Tahun Rumah Inti Rumah Rumah Susun Jumlah 
Sederhana (Flat) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1974/1975 ~ — - - 
1975/1976 - 2.068 — 2 068 
1976/1977 — 3.176 = 3.176 
1977/1978 9.306 4.775 — 14.081 
1978/1979 10.792 20.553 — 31.345 
1979/1980 19.505 6.738 — 26 243 
1980/1981 5.662 7.758 1.280 14.700 
1981/1982 4.885 4.934 384 10.203 
1982/1983 11.594 5.020 600 17.214 
JUMLAH 61.744 55.022 2.264 119.030 
Sunda Ропа Perumnas сааба | nd 

TABEL 9 
REALISASI KEGIATAN PERUM PERUMNAS 
DALAM PELITA Ш (1979/80 — 1983/1984) 
NO. URAIANKEGIATAN PELITA I 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/1984 JUMLAH 
1. Pembebasan Tanah (Ha) 465.2 756.8 1 018.6 659.3 707 | 
2. Pembangunan (Unit RSH) 26.243 14.700 10.203 17.214 17.214 153.894 
3. Alokasi(Unit) 
- Rumah 32 346 10.668 15.243 18.095 
-RKTM = - - 926 
4. Penjualan (Unit) 
-- Rumah, DIP. Langsung 4.617 7 475 26 869 36 953 
- KTM -—- — — 97 


Jadi BTN tidak dapat diartikan sebagai Bank Hipotik,karena 
fungsi Bank Hipotik dalam arti luas adalah disamping memberi 
pinjaman seperti yang dilakukan oleh BTN juga dapat memberi 
pinjaman untuk membeli tanah dan membangun rumah di atas- 
nya. 


Pada mulanya fungsi utama BTN adalah untuk menunjang 
PERUMNAS dengan kredit pemilikan rumah,dalam arti bahwa 
rumah-rumah yang dibangun oleh PERUMNAS akan dijual 
kepada anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat ter- 
tentu dengan mendapatkan kredit dari BTN. Karena anggota 
masyarakat dianggap kurang mampu dan perlu dibantu, maka 
kredit BTN untuk membeli rumah-rumah PERUMNAS dengan 
syarat-syarat harus lunak, terjangkau oleh daya beli 
masyarakat, waktu lebih dari 5 tahun dengan bunga yang 
rendah. Sebagai jaminannya adalah rumah dan tanah yang ber- 
sangkutan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemberian kredit 
BIN tidak harya untuk menunjang PERUMNAS. Juga ter- 
hadap pembeli rumah yang dibangun oleh para penyelenggara 
dan atau develooers yang memenuhi syarat tertentu, yakni 
PERUMNAS, Pemerintah daerah, Non profit housing 
organisation dan perusahaan perumahan swasta (real estate). 


Di antara berbagai jenis perumahan yang d'bangun, yang 
memperoleh pirjaman'kredit dari BTN baru untuk jenis 
perumahan sites &services (tanah matang) dan rumah minim. 
Untuk tahap tahap selanjutnya akan dikembangkan menjadi 
rumah menengah. Untuk pinjaman jenis rumah menengah di- 
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tetapkan syarat-syarat selektivitas dan syarat teknis lainnya, 
yaitu selektivitas penyelenggara atau developer serta 
selektivitas penghuni. Dalam selektivitas penyelenggara/ 
developer yang mendapat kredit BTN, rumah yang dibangun 
harus memenuhi persyaratan lokasi, tersedianya infra 
structure, kualifikasi teknis, status tanah, kalkulasi dan per- 
hitungan harga, prinsip voorfinanciering, pengawasan pem- 
bangunan dan penilaian atas bonafiditas developer. Lokasi yang 
dimaksud, adalah lokasi proyek integrated dengan planologi 
pembangunan kota/daerah yang bersangkutan. Proyek harus 
dilengkapi dengan infra structure (jaringan jalan, aliran listrik, 
saluran air bersih, saluran-saluran pembuangan air dan kotoran, 
daerah yang bersangkutan harus bebas dari banjir). Pemukiman 
harus jauh dari pemukiman lainnya. 


Karena rumah dan tanah merupakan barang jaminan satu- 
satunya atas pinjaman BTN yang berjangka panjang, maka 
secara teknis rumah itu harus dapat dipertanggung jawabkan 
daya tahannya, minimal sama dengan jangka waktu pinjaman/ 
kredit. Penyelenggaraan/developers harus dapat membuktikan 
haknya atas tanah dan menjamin bahwa tanah bebas dari 
segala ikatan (Free Form Encoanbrances). 


Penvadiaan perumahan dengan dukungan pinjaman jangka 
panjang dari BTN, terutama ditujukan kepada golongan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan atau menengah. 
Dengan demikian harga jual rumah-rumah harus terjangkau 
atau paralel dengan persyaratan fasilitas pinjaman yang disedia- 


kan oieh BTN khususnya mengenai jangka waktu pinjaman 10 
atau 15 tahun. Oleh sebab itu pihak penyelenggara harus ber- 
usaha menekan harga jual rumah-rumah yang dibangunnya. 
Prinsip voorfinanciering dimaksudkan, BTN baru akan merealisir 
pinjaman apabila rumah-rumah'telah selesai dibangun dan siap 
untuk dihuni. Kondisinya sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan calon penghuni telah memenuhi 
persyaratan-persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh BTN. 
Dalam hal pengawasan BTN berhak meminta bantuan pihak 
lain untuk mengawasi seluruh tahap pembangunan proyek agar 
tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dan disetujui oleh kedua beiah pihak (BTN dan Developer). 


Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Developer, 
maka sebagaimana lazimnya dalam pemberian fasilitas 
pinjaman manapun, BTN masih perlu menilai segi bonafiditas 
dari Developer yang bersangkutan. Penilaian dimaksud dilihat 
dari segi : keadaan keuangan developer, prestasi/pengalaman 
dalam bidang pekerjaan sejenis, susunan pengurus perusahaan 
serta komposisi personalianya. 


Sebelum BTN menyatakan kesediaannya untuk mem- 
berikan dukungan pinjaman bagi calon pembeli rumah dalam 
suatu proyek perumahan, maka dilaksanakan penelitian calon- 
calon pembeli atau calon penghuni. Ketentuan seleksi secara 
umum dimaksud adalah : calon belum memiliki rumah yang 
layak, telah bertempat tinggal di kota yang bersangkutan 
selama beberapa waktu tertentu, berpenghasilan tetap dan 
termasuk golongan penghasilan yang memenuhi syarat mem- 
beli tipe/rumah bersangkutan. Di samping itu syarat lainnya 
adalah, pemohon tergabung dalam suatu organisasi yang jelas 
identitas dan terjamin kelangsungan hidupnya. Sehingga dalam 
pengambilan kredit nantinya BTN cukup berhadapan. dengan 
pengurus organisasi yang bersangkutan. 


Pemohon harus dapat membuktikan kesanggupannya 
untuk membayar bagian penyertaannya sendiri (own share) 
dalam pembelian rumah yang bersangkutan yakni 1096 dari 
penilaian harga rumah oleh BTN. Jumlah angsuran bulanan 
jangan melampaui 2596 dari banyaknya penghasilan pemohon 
setiap bulannya. 


Sejak tahun 1976-1979, BTN mempersiapkan pemberian 
kredit pemilikan rumah untuk 24.000 unit rumah. Di samping 
itu disetujui pula pemberian kredit pemilikan rumah sebanyak 
17.400 unit dan pemberian kredit pembangunan 3.661 unit. 
Semuanya tersebar di 31 kota. Di samping itu, BTN juga mem 
berikan kredit pemilikan rumah kepada 42.913 kepala keluarga 
korban bencana gempa bumi yang terjadi tahun 1976 di Bali. 


Dalam Pelita Ill, BTN terus meningkatkan kegiatannya guna 
menunjang pelaksanaan program pembangunan perumahan 
rakyat, dengan menyediakan KPR bagi golongan masyarakat 
yang berpenghasilan rendah dan sedang. Penambahan pem- 
bangunan perumahan baru dengan menggunakan fasilitas KPR- 
BTN menunjukkan tanda yang positip. 


Dalam tahun pertama Pelita Ill, KPR meliputi 7.210 rumah 
dan 4.019 rumah PERUMNAS, kemudian tahun berikutnya 
11.172 rumah dan 7.015 rumah PERUMNAS. Hingga pada 
tahun 1983 usaha Bank Tabungan Negara (BTN) terus ber- 
tambah dengan 13.217 rumah dan 17.839 rumah PERUMNAS 
(lihat Tabel 10-dan Grafik-1). 


Dengan demikian, selama lima tahun terakhir usaha 
pemilikan rumah melalui KPR-BTN seluruhnya sebanyak 
57.955 rumah dan 56.445 rumah PERUMNAS. 


TABEL 10 
PENAMBAHAN PENGADAAN PERUMAHAN BERDASAR FASILITAS KREDIT 
PEMILIKAN RUMAH YANG DIBERIKAN OLEH BANK TABUNGAN NEGARA 


1977/78 — 1982/83 (BTN) MENURUT DAERAH TINGKAT V/PROPINSI, 
No. Daerah Tingkat I/ 1977/78 1978/79 1979/1980 1980/81 1981/82 1982/83") 
Propinsi Swasta Swasta Swasta Perumnas Swasta Perumnas Swasta Perumnas Swasta Perumnas 
1 Jawa Barat 235 426 1.701 3.699 4.305 3.524 11.121 15.205 5.069 7.870 
2. OKI Jakarta Raya - - 1.337 = 495 = 2.924 4.299 1.321 2.231 
3  Daerahi. Yogyakarta - 66 327 = 547 2, 562 1.160 282 14 
4 JawaTengah 202 376 1.107 320 1.470 1.227 3.250 1.326 1.239 2.580 
5 Jawa Timur 142 92 588 = 1.308 53 2.823 1.955 1.399 3.549 
6 Bengkulu - ~ 40 = 17 — - = 8 - 
7 Jambi z = = - = А – - - - 
8. Daerah istimewa Aceh - E 119 = 151 - 176 — 183 - 
9. Sumatera Utara - 259 482 - 641 1.353 1.198 2.200 452 852 
10. Sumatera Barat - - 176 = 436 359 768 7 530 ‚ 743 
11. Riau - - . - — 203 A 54 — 142 - 
12 Sumatera Selatan - 70 24 = — - 262 — 249 — 
13. Lampung = - 34 - 153 ya 146 = 176 - 
14 Kalimantan Selatan - 95 279 — 202 E 220 — 302 — 
15 Kalimantan Barat - - 99 = 65 — - 936 - 8 
16 Kalimantan Timur - 31 127 = 1 = 60 — 106 - 
17. Kalimantan Tengah - - = = ms - - 20 - 
18 Sulawesi Tengah = - 75 - = Е — — 50 - 
19 Sulawesi Selatan - 233 323 = 864 499 583 484 446 - 
20 Sulawesi Utara — © = © > = 77 E 338 — 165 — 
21 Sulawesi Tenggara: - —- к Na э Ж ош v = = = = = 
22. Nusa Tenggara Barat  . ~. 50 25 pl we 34 = 42 — 118 — 
23 Bali — - 267 = 203 - 114 - 155 - 
24. Nusa Tenggara Timur — - - - = = - - - - 
25 . Timor Timur . | EO ш С, — — — = T — - - — 
26. Maluku - - — - = ЭИ - - — — 
27  Inan Jaya — - - E - = 13 — 13 = 
Jumlah 579 1.702 4.019 11.272 7 015 24 654 27 572 15 217 17 039 
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GRAFIK — 1 
PENAMBAHAN PENGADAAN PERUMAHAN BERDASAR 
FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH 
YANG DIBERIKAN OLEH BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) 
1977/78 — 1982/83 


(unit rumah) 
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d. P.T. PAPAN SEJAHTERA 


Di kota-kota besar Indonesia terlihat adanya kebutuhan 
atas perumahan yang meningkat dengan pesat. Karena itu di- 
samping mengadakan perumahan rakyat untuk kelompok yang 
berpenghasilan rendah dan sedang, melalui Perum PERUMNAS 
dan Bank Tabungan Negara, Pemerintah juga telah mem- 
prakarsai pembentukan suatu lembaga keuangan non Bank, 
yaitu PT. Papan Sejahtera pada tahun 1980. Lembaga ini 
melakukan kegiatan di bidang Kredit Pemilikan Rumah bagi 
golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. 
Juga melakukan pembangunan untuk jenis-jenis rumah yang 
lebih mahal dari pada yang dibangun oleh Perum PERUMNAS 
dan BTN. 


Lembaga ini bekerja'dengan sifat swasta penuh, tanpa 
subsidi dari Pemerintah. Modalnya terdiri dari saham-saham. 
Para pemegang saham terdiri dari Bank Indonesia, beberapa 
Perusahaan Asuransi, PT. REI Sewindu dan dari pihak asing 
yaitu, International Finance Corporation (World Bank). Fungsi 
dari PT. Papan Sejahtera adalah juga menghimpun dana dengan 


jalan mengeluarkan surat-surat hutang jangka menengah dan 
jangka panjang, terutama dalam bentuk Obligasi Perumahan 
(Housing Bonds) dan menerima tabungan khusus dari calon 
pembeli rumah dalam rangka memenuhi persyaratan pem- 
biayaan sendiri. 


Dalam rangka meningkatkan pemerataan pemilikan rumah 
dan memperhatikan dasar keterjangkauan dari kelompok 
masyarakat yang dituju, maka PT. Papan Sejahtera dalam 
tahun 1983 telah menurunkan suku bunga KPR-nya dari 1896 
menjadi 1596 per tahun, dengan jangka waktu pelunasan 5-20 
tahun dan harga rumah tidak lebih dari Rp 37.500.000,- Yang 
dilayani adalah Kredit Pemilikan Rumah bagi masyarakat yang 
berpenghasilan antara Rp 200.000,- sampai Rp 1.200.000,- 
setiap bulan. 


KPR yang telah dilaksanakan dalam tahun 1982/1983 
senilai Rp 4.658, 5 juta untuk 404 rumah. Sedangkan KPR yang 
telah diberikan sejak tahun 1980 sampai tahun 1983 sebanyak 
Rp 7.480 juta untuk 687 rumah. 


3. Pemugaran Perumahan Desa. 


Kebijaksanaan program perumahan di daerah pedesaan 
diarahkan pada pelaksanaan kegiatan perintis pemugaran pe- 
rumahan desa. Dari kegiatan ini diharapkan dapat merangsang 
masyarakat dalam usaha pemugaran di desa-desa sekitarnya. 
Juga ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan dan 
pengetahuan masyarakat desa dalam teknik pembangunan 
perumahan dalam lingkungan yang sehat. Dengan titik berat 
pada kemampuan swadaya dan swakelola dari masyarakat 
desa itu sendiri serta usaha perintisannya antara lain 
meningkatkan prasarana lingkungan dan pemugaran rumah 
dengan memberikan stimulasi. 
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Untuk meningkatkan kegiatan itu, така dalam Pelita | di- 
bangun 24 unit contoh perumahan desa yang tersebar di 8 
propinsi,masing-masing 3 unit Dan dibangun contoh perumahan 
khusus di Bali 4 unit, Daerah Istimewa Yogyakarta 8 unit dan 
di Surabaya 16 unit. 


Dalam tahun 1978/1979 hasil pemugaran yang “'capai 
sekitar 397 lokasi desa yaitu 60 di lokasi desa swadaya, 317 
lokasi desa swakarya dan 20 lokasi desa swasembada. Dengan 
demikian, usaha pemugaran perumahan desa selama Pelita II 
meliputi 900 lokasi desa yang tersebar idi 24-propinsi. Kegiatan 


yang dilaksanakan adalah melalui pengadaan'perangsang be- 
rupa perrbaikan jalan lingkungan sepanjang 80.000 meter, 
MCK (mandi-cuci-kakus) sebanyak 1.209 buah, sejumlah- 

33.750 rumah dipugar, sekitar 152 rumah contoh dan 
peningkatan ketrampilan sebanyak 90 orang petugas tingkat propinsi 
sebanyak 400 orang petugas tingkat kabupaten sebanyak 
1.540 petugas tingkat kecamatan dan sekitar 45.360 anggota 
masyarakat desa di lokasi proyek. Kegiatan ini semua 
dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sosial 
gotongroyong masyarakat desa. 


Kemudian dalam tahun pertama Pelita III dilaksanakan 
kegiatan pemugaran perumahan desa sekitar 500 pedesaan 
yang tersebar | di 168 kabupaten. Tahun berikutnya di- 
laksanakan di 1.000 desa yang tersebar di 206 kabupaten 
termasuk penanggulangan khusus di 90 desa yang tersebar 
di 7 propinsi. Tahun ketiga dilaksanakan di 1.100 desa tersebar 
di 173 kabupaten termasuk penanggulangan khusus di 100 
` desa yang tersebar di 7 propinsi. Tahun keempat Pelita III usaha 
pemugaran perumahan desa dilaksanakan di 1.066 desa yang 


tersebar di 209 kabupaten, termasuk pelaksanaan 
penanggulangan khusus di 27 desa dan tersebar di 8 propinsi. 
Dengan demikian usaha pemugaran perumahan desa selama 
5 tahun terakhir dilaksanakan pada 4.027 desa yang tersebar 
di 25 propinsi. (Lihat Tabel-11). 


Sementara itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 
Pelita III meliputi pemugaran sebanyak 105.434 buah rumah, 
perintis pengadaan bahan bangunan sebanyak 264 unit, 
pengadaan fasilitas lingkungan desa sebanyak 3.024 unit dan 
pengadaan sarana pembangunan air kotor sejumlah 4.211 unit. 
Selain itu dilaksanakan pula peningkatan ketrampilan untuk 
177.029 orang di desa. 


Di samping kegiatan-kegiatan tadi, penyuluhan atau 
pembinaan umum pembangunan perumahan tetap dilanjutkan 
dengan melatih tenaga pembina pembangunan perumahan 
sebanyak 1.761 orang oleh Pusat Informasi Tehnik Bangunan 
(PITB) yang adajdi setiap propinsi. Dan selama Pelita III tenaga 
pembina yang telah dilatih berjumlah 8.201 orang. 


TABEL 11 
PENAMBAHAN PEMUGARAN PERUMAHAN DESA 
MENURUT DAERAH TINGKAT |, 
1978/79 — 1982/83 
(desa) 
No. Daerah Tingkatl/ 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
Propinsi 
1. Dl. Aceh 6 14 44 47 45 
2. Sumatera Utara 16 25 33 37 30 
3. Sumatera Barat 8 12 35 35 35 
4. Jambi 6 10 17 25 25 
5. Riau 8 10 18 30 28 
6. Bengkulu 3 5 461) 46 24 
7. Sumatera Selatan 8 10 23 30 40 
8. Lampung 10 12 20 25 26 
9. Jawa Barat 52 58 1311) 147 107 
10. JawaTengah : 112 86 152" 123 132 
11. DI. Yogyakarta 28 30 31 39 39 
12. Jawa Timur 45 53 95 108 106 
13. Kalimantan Barat 6 15 34 35 32 
14. Kalimantan Tengah 4 6 12 19 20 
15. Kalimantan Selatan | 9 14 21 24 26 
16. Kalimantan Timur ; 2 5 11 14 13 
17. Bali AM 14 24 421) 45 47 
18. Nusa Tenggara Barat 11 20 491) 51 55 
19. `` Nusa Tenggara Timur Ve 11 20 501) 49 52 
20. SulawesiSelatàn ` ==" (07M 20 43 55 ' 58 
21. Sulawesi Tengah | 8 : 17 30 30 30 
22. Sulawesi Utara ` 10 24 . 42 46 50 
23. Sulawesi Tenggara: 3 5 11 — 20 20 
24. Maluku 3 5 10 20 20 
25. Timor Timur - - - - 6 
doma: 397 500 1.0001) 1.1002) 1.0669) 


ti Termasut penangguangan bencana alam sebenyak 90 desa 
masing-masing & Bengkulu 32 desa Jawa Beret 26 desa. 
Jawa Tergan 7 desa Bat 6 desa NTB !2 desa den NTT 7 desa 

2, Termasuk penanggulangan bencana siam sebanyak 100 desa 
masing-masing & Daerah тема Aceh 2 desa. Sumatera 
Utara 2 desa jawa Barat 56 desa. Jawe Tengah 13 desa. 
Daerah Isnmewa Yogyakarta 5 desa Jawe Timor 18 desa 
бег NTT 4 desa 

3 Termasuk penanggulangan bencana aiam sebenyak 63 desa 
masing-masing & Sumatera Utara ! desa Sumatera Sela. 
tan 10 desa Lampung ! dese Jawa Barat 4 desa Jawa 
Tengen 13 Jesa Daerah istamwa Yogyakarta 5 desa. 
Jawa Tom 4 dasa Bas ! desa. NTT 4 desa NTB 6 desa 
Kakmartan Seitan 2 desa Sulawesi Utara 4 desa Suia- 
wes: Selatan 2 Jasa dan Timor Тит 6 desa 
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LANGKAH-LANGKAN KEBIJAKSANAAN 


Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir dari pada 
pembangunan perumahan adalah, agar setiap keluarga 
Indonesia baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang 
berada di daerah pedesaan menempati satu rumah yang layak. 
Diharapkan menjelang tahun 2000 sebagian besar masyarakat 
Indonesia telah menempati rumah layak di lingkungan yang 
sehat. Mengingat besarnya kebutuhan dan keterbatasan 
kemampuan Pemerintah, maka peningkatan pembangunan 
perumahan dilakukan secara bertahap dengan sasaran per- 
untukan memprioritaskan golongan masyarakat yang paling 
membutuhkan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. 


Pembangunan perumahan di daerah perkotaan dititik 
beratkan pada pengadaan dan perbaikan rumah beserta 
lingkungan untuk mengimbangi pertambahan penduduk yang 
terus meningkat. 


Dalam Pelita IV diperkirakan dapat dibangun 300.000 unit 
rumah melalui Perum PERUMNAS dan Developer swasta 
dengan dukungan KPR dari BTN. Pembangunan itu diharapkan 
dapat menjangkau semua Ibukota Propinsi dan beberapa kota 
besar lain yang berkembang pesat. Juga diusahakan 
penyebarannya ke kota-kota sedang dan kota kecil dengan 
sasaran utama golongan masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dan sedang. Pembangunan akan dilakukan didaerah 
setempat yang kaitannya erat dengan peremajaan kota antara 
lain melalui pembangunan rumah susun dan pembangunan baru 
di lahan yang baru pula. 


Di samping usaha-usaha tadi pengadaan air bersih dan 
penyehatan lingkungan sebagai unsur penunjang terus 
dimantapkan penanganannya dengan memprioritaskan pada 
keadaan yang sangat mendesak. 


Pembangunan perumahan di daerah pedesaan terutama 
ditujukan pada usaha meningkatkan mutu perumahan serta 
lingkungan yang telah ada sehingga dapat lebih memenuhi 
persyaratan perumahan yang layak. 


Pengembangan perumahan rakyat di daerah pedesaan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi 
pengembangan desa secara menyeluruh dan terpadu dengan 
menggalang partisipasi aktif masyarakat. Dilakukan secara 
lintas sektoral melalui proyek-proyek perintis Pemugaran 
Perumahan Desa dan dimaksudkan untuk lebih mempercepat 
tercapainya sasaran pembangunan perumahan di daerah 
pedesaan. 


Dalam hubungan ini diusahakan pemantapan integrasi dan 
koordinasi secara horisontal dan vertikal antara pihak-pihak 
yang erat kaitannya dengan pembangunan perumahan 
pedesaan. Dalam Pelita IV program Perintis Pemugaran 
Perumahan Desa akan lebih ditingkatkan sehingga mencapai 
+ 10% dari jumlah desa yang ada. Disamping itu akan diusaha- 
kan pengembangan perusahaan di lokasi-lokasi desa yang 
sudah dirintis sebelumnya. 


Pembangunan perumahan di daerah pedesaan juga 
ditujukan pada usaha yang dapat menunjang program 
transmigrasi dan pemukiman kembali penduduk yang terpencil. 
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Untuk lebih meningkatkan usaha-usaha pembangunan 
perumahan ditempuh beberapa kebijaksanaan yang lebih 
terarah dan terpadu, antara lain : 


1. Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan 
sesuai dengan strategi pengembangan wilayah yang 
menyangkut pengembangan daerah perkotaan maupun . 
daerah pedesaan secara terpadu. Juga harus diserasikan 
dengan kebijaksanaan lain yang ada kaitannya dengan 
perumahan rakyat : kependudukan, pertanahan, moneter 
dan perkreditan, riset dan teknologi. Pembangunan diarah- 
kan pada terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan 
peningkatan kehidupan rakyat serta pengembangan kota 
dan desa yang tertib selaras dengan pembangunan daerah. 


2. Pembangunan perumahan dalam skala besar erat kaitannya 
dengan kebijaksanaan di bidang pertanahan. Untuk itu 
diambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pengaturan 
perencanaan, penggunaan dan pengendalian tanah, 
pongendalian harga tanah, penerapan sistem perpajakan 
tanah yang tepat, pembatasan pemilikan tanah yang ber- 
lebihan, penguasaan tanah sebanyak mungkin oleh 
“Pemerintah dan lain-lain. 


3. Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat 
dengan jalan mendorong, mengarahkan serta membina 
Badan-badan Usaha Pembangunan Perumahan Swasta. 
Mengembangkan organisasi-organisasi yang bergerak di 
bidang pembangunan perumahan yang tidak mencari 
keuntungan serta mengusahakan fasilitas yang diperlukan 
untuk pengembangannya. 


4. Mengambil langkah-langkah yang mengarah pada 
pengerahan dana yang bersumber dari masyarakat sendiri 
untuk membiayai pembangunan perumahan seperti 
Tabungan Masyarakat. Asuransi serta Lembaga-lembaga 
lainnya. Sedangkan pembiayaan oleh Pemerintah hanya 
diarahkan pada usaha-usaha yang tidak dapat dilaksanakan 
oleh pihak swasta. Disamping itu perlu dikembangkan 
sistem perkreditan, pengembangan subsidi silang dan 
usaha meraih kembali keuntungan dari hasil-hasil pem- 
bangunan prasarana yang telah dilaksanakan oleh 
Pemerintah. 


5. Mengembangkan desain dan konstruksi perumahan yang 
sederhana tetapi memenuhi persyaratan kesehatan yang 
layak, sehingga harga rumah dapat terjangkau oleh rakyat 
banyak. Untuk itu perlu dikembangkan standar dan norma- 
norma bangunan perumahan, pemanfaatan bahan 
bangunan lokal yang memenuhi standar mutu, 
pengembangan industri konstruksi dan industri-industri 
bahan bangunan dengan memberikan bimbingan teknik dan 
modal kerja. 


6. Meningkatkan peranan sarana-sarana kelembagaan yang 
telah ada, melakukan penelitian, pengembangan serta 
menyempurnakan berbagai sistem pengadaan perumahan 
dengan berbagai aspeknya. Juga meningkatkan usaha 
penyediaan dan pengolahan air bersih sebagai salah satu 
unsur penunjang pembangunan perumahan yang meliputi 
daerah perkotaan dan daerah pedesaan. 
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1. INTRODUCTION 


Housing is one of the human demands which constitutes 
a very personal requirement. Both individually, as well as in 
unity and togetherness with its natural environment. It is a do- 
micle and at the same time a facility for life, providing material 
required for the preservation and development of oneself. Land 
is a major element of the natural environment which is already 
available in a complete and perfect way. For the human being, 
land is a challenge which should be worked on and managed 
to meet the requirement and its social function. 


The existence or presence of the human being constitutes 
a structural unit, in harmony, horizontal with its environment 
and his fellow human being. In vertical harmony in its relation- 
ship with God. Therefore, that basic fact should be seen and 
realized in housing God. Therefore, that basic fact should be 
seen and realized in housing which gives meaning and purpose 
in the life of a human being. 


So, housing should not be viewed only as an object or faci- 
lity for life, but it should be a resettlement process, i.e. the 
presence of the human being, creating a space for living in 
the environment of the community and its natural surroun- 
dings. 


Residing is actually living together. Therefore, the function 
of a house in man's life is like a residence in an environment 
with facilities and infrastructure required by man to socialize 
itself. 


In life with a community and with a state, man consitutes a 
social, economical and political individual. In this connection, 
housing should also be seen from the social, economical and 
state aspect. Housing is a basic requirement with its structural 
character as part of the quality of life and public welfare. 
Raising the public welfare and the quality of its life is realized 
with the national development in all sectors in an equilibrium. 
In the housing sector, its development is carried out qualita- 
tively and quantitantively, allowing its implementation accor- 
ding to its essence and function. 


The essence of national development is developing a total 
Indonesian and developing the whole Indonesian community. 


It means that development is not only pursuing physical 
progress, but also concord, harmony and balance between the 
two. 


Within the framework of such national development is re- 
quired a long term development, implemented in phases or 
stages. 


The objective of each stage is to raise the living standard 
and welfare of the whole people as well as laying a strong foun- 
dation for the next development phase. 


One of the aspects of national development is to see that 
the whole Indonesian people has a proper house in a healthy 
environment. And housing is a continuous problem, it is even 
increasing in line with the population growth as well as its dy- 
namism. 


The housing problem in Indonesian at present is among 
others marked by the existence of houses and environment, 
the condition of which is far from the conditions for an appro- 
priate family life. Therefore, in each phase of Pelita, the govern- 
ment's attention toward this development is continuously in- 
creasiny. Also, because the result of development concerns 
the reguirement of the majority of the Indonesian people who 
in general belong to the community of low income. 


Indeed, basically providing housing is the responsibility of 
the community itself. Since the beginning, in a traditional way, 
the community has made efforts of providing housing, both 
individually as well as collectively, by utilizing the existing po- 
tential of nature and natural resources. Yet, considering the 
limited ability of the community, efforts are reguired to improve 
the ability which is being arranged by the government. 


Therefore, the housing problem reguires a basic handling 
in the long run as one of the national task. 


Increasing the ability of the community has a wide me- 
aning, such as including aspects of physichology and awareness, 
technology, organization and financing which will decide to 
what extent will be the Government's role in overcoming the 
housing problem. 


In a situation where in general the ability of the community 
cannot be raised, then the Government should interfere based 
on the principle of subsidies. It means giving direct assistance 
to the community which is in great need of subsidy, financing 
and development incentives as well as creating a good climate 
for housing construction by the community. 


In so doing, efforts of meeting the requirement for housing 
is a joint responsibility between the government and the com- 
munity, whether it is individually by stressing the principle of 
mutual help solidarity as well as the community's self-support 
or autoactivity. 


The principle of subsidy which can stimulate the commu- 
nity's activity and participation is part of the Government's 
responsibility. 


Actually, for a long time the Government, experts and poli- 
tical leaders have been aware of the need to handle the housing 
problem in an overall and integrated way. 


Its first realization was in the form of a Public Housing 
Congress held from 25 until 30 August 1950 in Bandung. 
Among the proposals of that Congress was for the government 
to carry out housing construction in each province and also 
to establish a housing agency (committee) which will assure 
providing the facilities. As a follow-up of the congress, a ho- 
using policy was drafted, extension and technical guidance 
given to the community as well as arranging the financing of 
housing construction. 


Within the scope of implementing what has been outlined 
in that concept, on 20 March 1951 was established a Body 


to Assist Public Housing with its members consisting of repre- 
sentatives from the Departments of Finance, Social Affairs, 
Domestic Affairs, Health and the Bank Rakyat Indonesia. One 
of the results of the Body has been the drafting of a Regulation 
for Financing the Construction of Public Housing. Next was 
the establishment of a Treasury Foundation for the Construc- 
tion of Public Housing (YKP), a non-profitable foundation. Its 
task is constructing low cost houses within reach of the com- 
munity. YKP is spread all over Indonesia. 


Until 1955, the activities of public housing development 
were only supported by decisions at the ministerial level. It was 
not until the New Order that public housing development was 
born, continuously stabilized (consolidated) and officially be- 
came the state's policy. 


The problem of providing public housing was also covered 
with the introduction of Tap MPRS No. Il year 1960 (Decision 
no. Ill of the People's Congress) which regulates the problem 
of public housing as part of the public welfare. And such was 
the case in the Bill about the eight year overall national develop- 
ment plan (1961 — 1969). 


The housing problem was also given attention with the 
formulation of the Basic Law on Housing (Law no. 1 year 
1964). The policy as outlined among other stated that the Go- 
vernment gives guidance in building healthy houses and pro- 
vides the necessary facilities. 


After passing consolidation, the Government of the New 
Order started drafting the five year development plan. In Pelita 
|, the emphasis of housing construction was research and de- 
velopment. At the end of Pelita I, its program has become more 
directed and stable. 


The Government realizes that the program of providing 

houses for the public will involve the sale and purchase of 
house and land. This activity can only be accommodated by 
a Government owned company. 
Therefore, on 18 July 1974, by Government Decree no. 29 
was established the " Perusahaan Umum Pembangunan Peru- 
mahan Nasional" (National Housing Development Company) 
or Perum PERUMNAS and well known as PERUMNAS. 


As such, the Perum PERUMNAS is an achievement of the 
New Order Government which is able of realizing an idea spar- 
ked since the early period of independence, after passing vari- 
ous continuous efforts. The Klender project has been a stimulus 
for establishing the Perum PERUMNAS. 


Yet, in addition to those activities, the private sector is 
also joining in providing housing which is more directed at gro- 
ups in the community with low, medium and high income. 
While to own a house provided by the Perum PERUMNAS or 
by the private sector (Real Estate Indonesia), the public can 
obtain credit from the Bank Tabungan Negara (State Savings 
Bank) and PT. Papan Sejahtera. 


The development of housing construction from Pelita | — 
Ill, with the elements assisting the success of housing develop- 
ment, will be further explained. 
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THE ROLE OF THE HOUSING SECTOR IN 
NATIONAL DEVELOPMENT 


A. Policy and Program of Public Housing 


The national policy in housing construction is reflected in 
the five year development plan as an implementation of the 
Guidelines of the State's Congress (MPR). Based on that natio- 
nal policy, its application is linked with the Basic Law on Hou- 
sing (Law no. 1/1964) which has developed into an improve- 
ment with various implementing regulations. 


The objective of housing construction being implemented 
is for each family to occupy a proper house. This can only be 
achieved with a plan and in stages according to the existing 
ability of the Government and the public. 


The policy of public housing construction is closely con- 
nected with the policy in other sectors, such as the monetary 
and credit policy, policy of research and development of tech- 
nology, etc. 


Public housing construction within the framework of natio- 
nal development is implemented according to an integrated 
strategy of city (urban) development and rural development 


within the scope of a balanced territorial development pattern. 


In its implementation there has been continuous attention 
to providing of environmental facilities and social facilities as 
a supporting element. Such as road infrastructure, sanitation, 
electricity, clean water, educational facilities, health, worship, 
etc. While research and technical assistance are aimed at cut- 
ting the cost of construction, increasing the physical quality 
of the house, utilizing local building material so that the price 
of the house is within reach of the public. Apart from that, ef- 
forts are made for a policy of providing Construction Credit 
in building housing, long term Credit of Home Ownership (KPR) 
witn low interest rate for the consumer and other subsidies. 


In housing development, attention should be paid to stimu- 
lating as much as possible participation of the public. In order 
to achieve that participation, the government's policy of bu- 
ilding public housing in the urban area should be emphasized 
at efforts of assisting citizen of the low and middle income 
group to own/purchase a proper house. 


This policy is implemented through 8 development program 
of simple (moderate) house and nucleus house, building of flats 
in relationship rejuvenation program and campong improve- 
ment. 


7. Campong Improvement 


The number of people residing in most of the cities in Indo- 
nesia has increased rapidly. It is even more rapid compared 
with the present average increase of population. If the popula- 
tion (National) increase was about 2,396 annually, then in many 
cities the population increase would be 3,396 annually. In se- 
veral important cities such as Jakarta and Surabaya, it will even 
increase with 4,896 annually. This means that the existing 
number of houses compared with the population is far from 
sufficient. 


The manpower census conducted by the Central Bureau 
for Statistics (BPS) in Pelita |, showed an estimate of 25 million 
unit houses available, while the total number of families over 
the whole of Indonesia was 26.676.333 with a population of 
127.479.907 people. From the number of houses, 4.295.100 
units can be found in the urban area and 4.583.101 families 
with a population of 23.764.762 people. It means that the in- 
crease in the number of houses compared with the population 
is estimated to be around 196 annually. 


The big cities in Indonesia particularly, have experienced 
a growth and function as centre for administration (govern- 
ment), educational center, industrial center, trade center, etc. 
and in general have a strong attractive power of inviting people 
from the rural area to live in the city. So that since the 60's, 
the cities have gone through a very rapid growth. The nature 
of the growth is very premature because the cities are not yet 
ready to accommodate the newcomers. This process will con- 
tinue as long as there is an imbalance between city and village 
and creating urban problems. With the development of residen- 
tial environments in the urban area which do not fully meet 
conditions from the aspect of health, technical and ethics, they 
start to grow into a "campong area" within a city. With the 
lack of capital, low education, limited skill and minimal income, 
then the settlement area is also of a low quality. The settlement 
complex is dense and its location irregular. The basic facilities 
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such as drink water, a clean place for bath-wash-toilet (MCK), 
electricity and drainage for water and garbage (waste), are ge- 
nerally not properly available. Such an environment will much 
influence the mental and spirit of the community itself and will 
then also influence their participation in making the city's (ur- 
ban) development a success. 


In order to improve much more the housing condition in 
the campongs with sufficient high degree of facilities, besides 
the campong improvement program, the Government started 
rejuvenating parts of the city by building flats with environ- 
mental infrastructure and facilities (urban renewal). 


Basically, this urban renewal is an effort to improve the 
quality of community's life. This is carried out through an activi- 
ty packet, consisting of development of the human being in 
his environment, development of the environment and develop- 
ment of business activity. 


To improve the ability of the community in building houses 
which are healthy, strong and cheap, in Pelita | were conducted 
activities such as extension and building of model houses (ur- 
ban and rural), drafting of a system, standard and training on 
the technical aspect of construction. In 1968 were completed 
model houses in Jakarta 7 units, Semarang 3 units, Karawang - 
Yogyakarta - Surabaya - Malang, respective 2 units and Den- 
pasar 1 unit. 


Since the first year of Pelita | until the end of December 
1972 were built 134 units of model houses, respectively in 
the cities of Jakarta : 58 unit, Karawang : 32 units and Ban- 
dung : 44 units. In the fiscal year 1972/1973, were built 872 
houses spread out in the following cities : DKI Jakarta : 284 
houses; Karawang 44; Bandung 160; Semarang 128; Klaten 
40; Yogyakarta 40; Surabaya 136 and Jember 40 houses. 


The implementation of campong improvement was star- 
ted by the government of DKI Jakarta during Pelita | and com- 
pleted work covering a campong area of 2,400 hectares and 
involving 1.200.000 people. 


At the start of Pelita Il, the government assisted in intensi- 
fying and accelerating the implementation of campong im- 
provement in DKI Jaya, and at the same time developing a fi- 
nancing system by means of long t: m loan. During this period, 
campong improvement efforts we... :arried out in Jakarta and 
Surabaya, covering an area of 6.160 hectares and involving 
2.300.000 people, and at the end of Pelita II, completion of 
campong improvement increased to an area of 8.560 hectares 
involving 3.500.000 people. Apart from that, in 1978/1979, 
campong improvement was carried out in medium size cities, 
such as Semarang, Surakarta, Ujung Pandang and Bandung. 


In Pelita II, campong improvement completed covering an 


area of about 7.000 hectares for 2.500.000 people in several 
cities. 


While the implementation of campong improvement in Pe- 
lita III was decided for 200 cities consisting of 150 small cities 
covering an area of 9.000 hectares, 40 medium cities over an 
area of 4.000 hectares and 10 big cities over an area of 2.000 
hectares. 


In the fourth year of Pelita Ill, a start was made with cam- 
pong improvement in 218 cities in 26 provinces, covering an 
area of 5.102,3 heactares with a population of 1.422.900 pe- 
ople. 


As such, during four years of Pelita Ill, work was started 
with campong improvement covering an area of 13.059,9 hec- 
tares with a population of about 4.060.980 people. For Pelita 
Ill, the initial campong improvement was targeted at 200 cities 
covering an area of 15.000 with a population of about 3,5 mil- 
lion people. 


2. Providing Public Housing 


Implementing the housing program includes various poli- 
cies, such as policy about land, credit/capital, building materi- 
al/construction industry and other. It means that implementing 
a housing program is of multifunctional character and involving 
various elements of the government, both at the center (capi- 
tal) as well as in the region. For that purpose is required coordi- 
nation, integration and synchronization in a functional way of 
the various elements of the apparatus. 


During the pre-Pelita period, efforts toward an integrated 
housing program was by trying to coordinate through the ho- 
using (papan) sector and its result was still not meeting the 
expectation in view of socio-political obstacles at that time. 
With such a situation, the Government asked the private sector. 
via the Real Estate Indonesia (R.E.I.) to participate in the ho- 
using sector. And so Perum PERUMNAS, the State Savings 
Bank (BTN) and PT. Papan Sejahtera are all intended to provide 
facilities for the public in obtaining healthy and proper housing. 


a. Real Estate Indonesia (REI) 


During Pelita |, construction of houses was generally aimed 
at housing for government employees (civil servants) which 
was fully financed by the Government. In 1972, the private 
sector through the newly established Real Estate (REI), also 
started activities in the public housing sector. 


REI is essentially the only place to assemble and develop 
enterpreneurs in real estate business in Indonesia, particularly 
within the scope of national development and dedication to 
the nation and country in general. This activity is intended to 
achieving a just and prosperous society based on Pancasila and 
the 1945 Constitution. 


At the start of its establishment, Real Estate Indonesia ai- 
med its activities at building houses of the medium and luxery 
category, for the group of consumers in the society requiring 
them. Since the establishment of Real Estate Indonesia (11 
February 1972), the business people in real estate have given 
their participation in developing urban infrastructures such as 
trade/commercial centers, recreational centers and other infras- 
tructure. 


In Indonesia, Real Estate is interpreted as a private under- 
taking, but actually it is one of the tools in the implementation 
of national development. Therefore, REI is not considered as 
an organization which is pursuing profit, because REI should 
participate and have social responsibility together with the Go- 
vernment in achieving the objective of national development. 


But, as a private organization, real estate is not enjoying 
facilities from the government. To obtain an allocation of land 
for its project, REI has to pay an infrastructure assistance to 
DKIO, it has to pay for releasing land on a mutual agreement 
basis, a substantial amount of money to prepare the land, ex- 
penses for infrastructures such as electricity, water, roads, 
park, etc. without any credit facility from the Government. 


In view of the above, it is not too easy marketting the cons- 
tructed houses. There is no lack of interest, but it is not easy 
to get a potential buyer, considering that the group in the com- 
munity in need of housing is that of the low income category 
and is only able to own a house if given the opportunity of a 
long term home ownership credit. And the private sector is 
not yet in a position to extend such a service to that commu- 
nity. 


Yet, the enterpreneurs who are members of Real Estate 
Indonesia, continue with their activities of building houses. 


In Pelita Il, enterpreneurs belonging to REI made efforts 
of intensifying and giving priority of their participation, especial- 
ly to the construction of basic houses, because in its program, 
REI has set a target of building houses for the community with a 
low income. | 


Assuming that 6096 of Jakarta's population is of the low 
income workers, the number of houses to be built each year 
will be about 49.980. 


While according to data in 1972 from PTB DKI, the requirement 
of cheap houses for civil-servants members of the armed forces 
(ABRI) and retirees was about 176.500 houses. If that require- 
ment could be met in 10 years, then the need annually for 
cheap houses will be 17.650. The balance of 32.330 houses 
is regarded to be the need of the other community beyond the 
three categories mentioned above. 


Within the scope of participating in overcoming the pro- 
blem of basic housing, in a meeting on 6 August 1976 with 
its members, Real Estate Indonesia determined to fully support 
the government in its efforts of overcoming the problem of 
cheap housing. 
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The above table shows that real estate enterpreneurs are not 
only building luxury houses, but have also built 4096 of cheap 
and moderate houses, 22% medium type and 38% luxury type 
houses. 


During the period Pelita Ill, REI even more intensified its 
participation in national development, particularly in the real 
estate profession, i.e. building houses which the public need 
in a harmonious and pleasant environment. 


Apart from that, constructing offices, shopping centres, 
recreational centres as well as industrial centres for a broader 
layer of interest and can be utilized by the general public. 


In the implementation of building houses and other buil- 
dings, REI is giving more attention to socio-cultural factors in 
line with the pattern of austere living. So that efforts of REI 
in implementing construction can reflet an equitable increase 
in the nation's living standard. 


Besides housing and building construction, Real Estate In- 
donesia is also participating in international activities, because 
REI is a member of the International Federation of Real Estates 
(FIABCI) with Paris as its headquarters. Since the FIABCI cong- 
ress in Sydney in 1973, REI has been active, especially in the 
Pacific Committee. Even now, the Honorary Chairman of REI 
(Ir. Ciputra) is the Chairman of FIABCI, Pacific Committee. REI 
activities in FIABCI are continuously developed as one of the 
evidence that REI has international support in its activities. 


Apart from that, regionally REI is also a member of the 
Asia Pacific Real Estate Federation (APREF) with its headquar- 
ters in Tokyo. 


REI is also engaged in bilateral relationship with enterpre- 
neurs of real estate in Singapore, particularly in the ASEAN 
countries. This relationship is intended for adding experience 
and knowledge as well as exploring the possibilities for con- 
crete cooperation. One of the cooperation signed was a first 
step in cooperating with ASEAN countries, i.e. with SIHDA 
(Singapore Land Houses Development Association). 


2. The NATIONAL HOUSING BUILDING COMPANY 
(Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, 
better known as Perum PERUMNAS) 


Perum PERUMNAS is a Government Owned Company 
which provides houses for the public. The company's birth 
marked an achievement of the New Order government which 
is able to realize an idea already sparked since the early period 
of independence. 


Toward the establishment of Perum PERUMNAS, a big 
scale housing program of the Government, especially for urban 
areas started with the project of site and services at Klender 
which was an aid project of the World Bank. At that time the 
need was felt for a body which can be assigned the task of 
continuing the government's efforts. And as such, the Klender 
project became the embryo and encouragement for establi- 
shing the Perum PERUMNAS. 


Though formally the Perum PERUMNAS was not establi- 
shed until the first year of Pelita l, its activities were only star- 
ted with development activities of the second year of Pelita II. 


Initially, the main attention was at building houses in the 
urban areas, particularly in the big cities, within the scope of 
Government's efforts in solving the problem of housing shor- 
tage as a result of population increase. 


In the first year, PERUMNAS activities were concentrated 
at areas within and around Jabotabek (Jakarta - Bogor- Tan- 
gerang - Bekasi) with a target of 73.000 housing units. Priority 
is given to government employees (civil servants, including 
members of the armed forces, ABRI), with the emphasis on 
Group | and Il as well as retirees (75% allocation). While the 
other 2596 will be allotted to employees of Government Owned 
Companies or the private sector, Group (Category) | and II 
(1596), and those whose house had to be levelled because of 
the project (1096). And this again was carried out in stages 
in view of the number of houses to be built was still far from 
the number of applicants meeting the criteria. 


In its implementation, housing construction exceeded the 
determined target. i.e. reaching 73.155 units though faced 
with various obstacles, such as the problem of land and bu- 
ната materials. 


To implement the program as outlined in Pelita II, the a- 
mount of land released/under control was 1.810,6 hectares. 
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Not all of this land was for housing construction in Pelita | and 
Il, but also preparing for the first year of Pelita III. The released 
land was located in 9 provinces (25 cities) and the number of 
houses built reached 50.670 units of Houses Ready for Occu- 
pancy (RSH) consisting of nucleus house and moderate house. 


While the target (73.000 units), the realization of which 
reached 73.035 units, was housing construction implemented 
by Perum PERUMNAS in Pelita II for 11 Provinces (18 cities). 


The houses built consisted of various sizes, such as : 20 
M2, 36 M2, 45 M2 and 70 M2. and occupancy is based on 
renting or purchase through credit ownership to be reimbursed 
within a maximum of 20 years. 


From the result of housing production by Perum PERUM- 
NAS totalling 73.035 units in Pelita II, it became obvious that 
the role and function of Perum PERUMNAS has been increa- 
sing. It required a stable management, so that housing and en- 
vironment will be trully for the benefit of the public requiring 
a house. In other words, the result of Perum PERUMNAS pro- 
duction should be maintained in order to stay in a good condi- 
tion, also its occupant should have a safe and secured feeling 
to live in a new housing environment. 


In Pelita Ill, Perum PERUMNAS activities were guided by 
the plan drafted by Bappenas (National Planning Council), a 
target of 60.000 unit of moderate houses and 60.000 units 
of nucleus houses. For this purpose was required land of about 
2.400 hectares and in this period a policy was decided to imple- 
ment housing construction in 77 cities which meet the provisi- 
ons and with the following details : 27 provincial capitals, 33 
centers of territorial development and 17 capitals of regencies 
(kabupaten) which are non-territorial development but with a 
population of over 100.000 people. Apart from that, 30 other 
cities are reserved which because of certain reasons should 
be supported with a housing development program. As an 
example, cities which have suffered from natural disaster and a 
City which is difficult to expand in view of housing difficulties. 


For each fiscal year іп Pelita III, Perum constructed 24.000 
units and about 6.000 units built by Private Housing Deve- 


loping Agencies supported by Home Ownership Credit (KPR) 
from the State Savings Bank (BTN). 


From the 1982/1983 building program totalling 49.616 
units, up to 31 March 1983, were completed 17.214 units 
of Houses Ready for Occupancy (RSH). Also, in that year was 
implemented an accelerated building program 1983/1984, to- 
talling 56.781 units in the cities of Kediri, Subang, Lamongan 
and Jayapura. 


Since 1982/1983, an allocation was carried out regarding 
926 units of RKTM. While a house that can be sold with the 
support of the Home Ownership Credit-State Savings Bank 


(KPR-BTN) totalling 73.914 units including the DIP (Project List) 
program and direct selling. In that year also, was carried out 
the sale of plots of land ready site & service (KTM), some 97 
units. 


Apart from developing moderate houses and nucleus ho- 
uses, in Pelita lll were also built walk-up flats, especially in the 
big cities like Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang and Ban- 
dung. 


At the end of Pelita III, construction was completed in Ja- 
karta of 2.240 unit, Bandung 704 units, Palembang 3.584 u- 
nits. While in Medan and Surabaya were in the stage of comple- 
tion. In the future, 8 floorsflat will be constructed. 


c. KPR — BTN (HOME OWNERSHIP CREDIT — STATE 
SAVINGS BANK) 


The Bank Tabungan Negara (BTN) has been assigned as 
the agency to finance public housing construction. It will ex- 
tend loan to the public who will by a completed house built 
by the Government or by the private sector. The function of 
BTN Is to extend credit or loan to a member of the public for 
purchasing land and house or only a completed house. In other 
words, house and land are used as loan (credit) items to BTN. 


In view of the continuous increase in housing reguirement 
in line with the population increase, the government is also 
continuously paying attention to the public's participation and 
ability in providing houses. Making available the Home Owner- 
ship Credit is one of the efforts in the housing development 
sector through private developers. 


In 1974, in Jakarta was established a National Housing 
Policy Board (BKPN) with the task to formulate government 
policies and efforts in providing houses according to the ability 
or public purchasing power. This Board was chaired by the Mi- 
nister of Public Works (At that time there was no Junior Minis- 
ter for Public Housing, yet, or now the State Minister for Public 
Housing). 


In line with the establishment of BKPN was also formed 
Perum PERUMNAS. It is for this purpose that BTN (State Sa- 
vings Bank) is assigned to support credit funds for Perum PE- 
RUMNAS. 


At that time, apart from providing credit facilities for ho- 
using construction for the low income group which is carried 
out by the government through Perum PERUMNAS, as the first 
stage (in 1976) was implemented the availability of Home 
Ownership Credit/KPR-BTN in Surabaya and Semarang by pri- 
vate developer. In Surabaya and Semarang respectively, were 
built 8 and 9 units of KPR-BTN of the type-50 valued at Rp. 
2,5 million with a 5-year payment period. Since that time, pri- 
vate participation has been continuously growing and incre- 
asing. In both cities, like in other cities in Indonesia, tens of 
thousands of KPR-BTN have been built. Based on this fact, 
Surabaya is frequently regarded as the pioneer in building ho- 
uses with credit facility from BTN. Meanwhile the need for ho- 
using kept increasing. Considering the projection of housing 
need in Indonesia each year is 1,5 million units, then housing 
development through the BTN-credit against a price which is 
within reach of the public, with an installment of 3096 from 
the monthly income, is continuously intensified. A very encou- 
raging picture was that housing construction implemented in 
PELITA II totalled 56.670 housing unit at a cost of Rp. 68,30 
billion. In Pelita III some 103.654 units costing Rp. 129,9 
billion. 


Up to 1982, housing development by Perum PERUMNAS 
and REI was 225.604 units with the following composition 
: Perum PERUMNAS 119.030 units (46,5796), BTN - 66.907 
units (26,1796) and REI - 69.667 units (27,26%). 


The target of 150.000 houses planned for construction 
during Pelita III, the actual result was 193.318 houses until 
March 1984. 


Exceeding the target of housing construction was among 
others due to the increasing role of private developers and BTN. 
Of those 193.318 housing units, the private sector built 
100.688 housing units and the balance by Perum PERUMNAS. 


So, BTN cannot be interpreted as a Mortgage Bank, becau- 
se the function of a Mortgage Bank in the broad sense is apart 
from giving loan as performed by BTN, it can also give loan 
for purchasing land and build a house on that land. 


Initially, the main function of BTN was to support PERUM- 
NAS with home ownership credit in the sense that the houses 
built by PERUMNAS will be sold to a member of the community 
who meets certain conditions by obtaining credit from BTN. 
Because the member of the community is regarded less able 
and should be supported, then the credit from BTN for purcha- 
sing PERUMNAS houses should be soft, within reach of the 
community's purchasing power, for a period of more than five 
years with low interest rate. As a collateral is the house and 
land of those concerned. In its implementation, the credit facili- 
ty by BTN is not only assisting PERUMNAS. Also to the pur- 
chaser of the house built by the organizers and or developers 
who meets certain conditions, i.e. PERUMNAS, the Regional 
Government, non-profit housing organizations and real estates. 


Among the various types of houses built, receiving loan/ 
credit from BTN are only the housing type sites & services and 
basic housing. In the future stages it will be developed to medi- 
um class housing and for loan of this type is determined selec- 
tive terms and other technical condition, i.e. selectivity with 
regard to the organizer or developer as well as the occupant. 
In the selection of an organizer/developer who is to receive 
credit from BTN, the house to be built should meet conditions, 
such as the location, the availability of infrastructure, technical 
qualification, status of the land, cost calculation, the principle 
of pre-financing, construction supervision and bonafidity of the 
developer, city/area planning concerned. The project should 
be complete with infrastructure (road network, electricity, cle- 
an water system, drainage for waste and garbage disposal, 
the area concerned should be free from flood). The area should 
be far from other settlement areas. 


Because the house and land are the only guarantee items 
for the long term BTN credit, then from the technical point, 
the house should be accounted for regarding its durability, that 
minimum it should be of the same length as the loan/credit peri- 
od. The organizer/developer should submit evidence of his title 
on the land and gurantee that the land is free from any strings. 


Providing housing with a long term credit from| BTN is ma- 
inly aimed at the group in the community of low or middle in- 
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come. Therefore, the sales price of the house should be within 
reach or parallel with the terms of the loan facility as provided 
by BTN, especially regarding the loan period of 10 or 15 years. 
That is why the developer should make efforts to keep low 
the sales price of the house he built. The principle of pre-finan- 
cing means, that BTN will only realize the loan if the house 
was completed and ready for occupancy. Its condition is accor- 
ding to the term as decided preveiously and the condidate oc- 
cupant has met all the loan conditions as determined by BTN. 
With regard to supervising, BTN has the right to ask a third 
party to supervise the whole phase of project development so 
that it is according to the provisions as decided and approved 
by both parties (BTN and Developer). 


If all the conditions were met by the Developer, then as 
is customary when granting any loan facility, BTN still requires 
to evaluate the bonafidity of the Developer concerned. This 
evaluation will be concerned with : the financial status of the 
developer, performance/experience in similar type of work, 
structure of the company's management and its personnel. 


Before BTN states his readiness to support the loan for 
the candidate buyer of the house in a housing project, an investi- 
gation will be made about the canidate buyer or occupant. In 
general, what is meant by provisions of selection include : the 
candidate does not own a proper house, has lived in the city 
concerned for a certain period of time, has a permanent income 
and is of the category of an income group meeting the conditi- 
ons to buy a house type concerned. Apart from that, the appli- 
can belongs to an organization with a clear identity and assured 
of its survival, so that in repaying the credit, it is sufficient for 
BTN to face the management of the organization concerned. 


The applicant should submit evidence of his ability to pay his 
own share in the purchase of the house concerned, i.e. 1096 
of the price of the house as valued by BTN. The amount of 
the monthly instalment should not exceed 2596 of the appli- 
cant's total monthly income. 


Since 1976 — 1979, BTN prepared the granting of home 
ownership credit for 24.000 housing units. In addition was also 
approved a home ownership credit for 17.400 units and give 
housing construction credit for 3,661 units. All spread in 31 
cities. Apart from that, BTN also gave home ownership credit 
to 42.913 family heads of earthquake victims in Bali in 1976. 


In Pelita Ill, BTN continued to increase its activities of as- 
sisting the implementation of public housing building program 
by providing home ownership credit (KPR) to groups in the 
community of the low and middle income. Additional construc- 
tion of new houses by using the KPR-BTN facility showed posi- 
tive signs. 


In the first year of Pelita Ill, home ownership credit covered 
7.210 houses and 4.019 PERUMNAS houses, then in the fol- 
lowing year 11.172 houses and 7.015 PERUMNAS houses. 


Until 1983, efforts of Bank Tabungan Negara (BTN) conti- 
nued to increase with 13.217 houses and 17.839 PERUMNAS 
houses. (See Table 10 and Graph 1). 


As such, during the last five years, efforts of home owner- 
ship through KPR-BTN totalled 57.955 houses and 56.445 
PERUMNAS houses. 


DEVELOPMENT OF HOUSING ADDITIONS BASED ON HOME 
OWNERSHIP CREDIT FACILITIES GIVEN BY BANK TABUNGAN NEGARA 
(BTN) 1977/1978 — 1982/1983 
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d. P.T. PAPAN SEJAHTERA 


In the big cities of Indonesia can be seen a rapidly increa- 
sing need for housing. Therefore, apart from making available 
public housing for groups in the community of low and middle 
income through PERUMNAS and the State Savings Bank 
(BTN), the Government also took the initiative of establishing 
a non-Banking financial institute, i.e. P.T. Papan Sejahtera in 
1980. The activity of this Institute is Home Ownership Credit 
for groups in the community of the midle income and above. 
Also, constructing types of houses which are more expensive 
than those built by Perum PERUMNAS and BTN. 


This institute operates fully as a private undertaking 
without any subsidy from the Government. Its capital consists 
of shares and shareholders are : Bank Indonesia, several In- 
surance Companies, PT. REI Sewindu and the International 
Finance Corporation (World Bank) as the foreign party. 


The function of PT. Papan Sejahtera is also accumulating 
funds by issuing medium and long term credit certificates, es- 


pecially in the form of Housing Bonds and accepting specific 
savings from applicants of house buyers within the framework 
of meeting the conditions of own financing. 


Within the scope of improving an equitable distribution of 
home ownership and taking into consideration the reach of the 
community being aimed at, then in 1983, PT. Papan Sejahtera 
lowered its interest rate on home ownership credit (KPR) from 
1896 to 1596 annually, with a repayment (installment) of 5 
— 20 years and the price of the house not exceeding 
Rp. 37.500.000,- Those served are Home Ownership Credits 
for the community with a monthly income between 
Rp. 200.000,- to Rp. 1.200.000,- 


The Home Ownership Credit (LPR) implemented in 1982/ 
1983 had a value of Rp. 4.658,5 million for 404 houses. While 
the Home ownership credit granted since 1980 until 1983 to- 
talled Rp. 7.480 million for 687 houses. 


3. Restoration (restoring) Village (rural) Housing 


The housing program policy in the rural areas has been 
aimed at implementing activities to pave the way for restoring 
housing in the rural areas. It is expected that from this activity, 
efforts of the community can be stimulated of restoring the 
surrounding villages. It is also aimed at improving the skill and 
knowledge of the village community regarding the technical as- 
pects of housing construction in a healthy environment. By put- 
ting emphasis at the ability of self support and self manage- 
ment of the village community itself as well as effort of paving 
the way (pioneering), such as improving environmental infras- 
tructure and restoring houses by giving incentives. 


To intensify those activities, then in Pelita | were built 24 
units of village (rural) model housing spread out in 8 provinces, 
each with 3 units and a special model house constructed in 
Bali : 4 units, the Special Region(D.I.) Yogyakarta 8 unit and 
Surabaya with 16 units. 


In 1978/1979, the result of restoration reached some 397 
village locations. i.e. 60 at locations of self supporting (swada- 
ya) villages, 317 locations of self-activity villages (swakarya) 
and 20 locations of self sufficient (swasembada) villages. 


So, efforts of village housing restoration during Pelita II, 
covered 900 village locations spread over 24 provinces. This 
activity was implemented through giving incentives (stimulus), 
such as improving environmental roads with a length of 80.000 
meters, MCK (public bath-wash-toilet) 1.209, some 33.750 
houses restored, 152 model housing, and improving the skill 
of 90 personnel of the provincial level, 400 personnel of the 
kabupaten (regency) level, 1.540 personnel of the kecamatan 
(subdistrict) level and 45.360 members of the village communi- 


ty at the location of the project. All these activities are carried 
out in order to utilizing the social potential of the rural communi- 
ty in mutual help (assistance) or gotong royong. 


Then, in the first year of Pelita lll, was implemented the 
restoration of village housing in about 500 rura areas spread 
over 168 kabupaten (regencies). 


In the following year it was carried out in 1.000 villages 
spread over 206 kabupaten, including special handling of 90 
villages in 7 provinces. In the third year 1.100 villages restored 
in 173 kabupaten, including special handling in 100 villages 
of 7 provinces. And in the fourth year of Pelita Ill, restoration 
of village houses was conducted in 1.066 villages spread in 
209 regencies, including special handling in 27 villages of 8 
provinces. As such, efforts of restoring village housing during 
the last five years totalled 4.027 villages spread over 25 provin- 
ces. 


Meanwhile, activities carried out in Pelita III included res- 
toring 105.434 houses, pioneering the supply of building mate- 
rial for 264 units, providing facilities for the village environment 
totalling 3.024 units and providing drainage facilities for 4.211 
units. Apart from that, there were activities for improving the 
skill of 177.029 villagers. 


Besides the above mentioned activities, extension or ge- 
neral guidance on housing construction was continued by tra- 
ining instructors for housing construction development totalling 
1.761 persons by the Information Center for Building Techni- 
ques (PITB) which is avalable in each province. And during Peli- 
ta Ill, a toal of 6.201 instructor personnel were trained. 


POLICY STEPS. 


It is known that the final objective of housing development 
is for every Indonesian family, whether in an urban area or in 
a rural area, to occupy a proper house. It is expected that by 
the year 2000, the majority of the Indonesian community sho- 
uld have occupied a proper houses in a healthy environment. 


Considering the substantial requirement and the limited 
ability of the Government, therefore, intensifying housing deve- 
lopment is being carried out in stages with the objective of 
giving priority to groups of the community in urgent need, both 
in the urban as well rural areas. 


The construction of houses in the urban area is stressed 
at providing and improving houses and the environment in order 
to balance the continuously population increase. 


It is expected that in Pelita IV, could be built 300.000 
housing units through Perum PERUMNAS and private Develo- 
pers with the support of Home Ownership Credit from the State 
Bank (KPR-BTN). It is hoped that construction could cover 
each Provincial Capital and several other big cities with 
rapid growth. Efforts will also be made for distribution to medi- 
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um size cities and small towns with as main objective the group 
in the community of the low and middle income. Construction 
will be carried out also in area (location) which is closely linked 
with city rejuvenation, such as through the construction of flats 
and new construction at new lands. 


Apart from those efforts, the supply of clean water and 
environmental sanitation as a supporting element, the handling 
of which will be continuously consolidated by giving priority 
to urgent conditions. 


1) Bali 6 villages, West Nusa Tenggara 12 and East Nusa 
Tenggara 7 villages. 

2) Included handling of natural disasters, 100 villages respec- 
tively at DI Aceh 2 villages, North Sumatra 2, West Java 
56, Centra Java 13, DI Yogyakarta 5, East Java 18 and 
East Nusa Tenggara 4 villages. 

3) Included the handling of natural disasters, 63 villages, res- 
pectively in North Sumatra 1 village, South Sumatra 10, 
Lampung 1, West Java 4, Central Java 13, DI Yogyakarta 
5, East Java 4, Bali 1, East Nusa Tenggara 4, West Nusa 
Tenggara 6, South Kalimantan 2, North Sulawesi 4, South 
Sulawesi 2 and East Timor 6 villages. 


Housing development in the rural area is mainly aimed at efforts 
of improving the housing quality as well as the existing environ- 
ment so that it will be closer to meeting conditions of proper 
housing. 


Public housing development in the rural area is an inseparable 
part of an overall and integrated rural development strategy 
by mobilizing active public participation. It is implemented in 
8 Cross sectoral way through pioneer projects of Rural Housing 
Restoration and intended for an even more rapid achievement 
of housing development objectives in the rural area. 


In this respect, effort is made to stabilize integration and 
coordination in a horizontal and vertical way between the parti- 
es closely linked with rural housing development. In Pelita IV, 
the program of Pioneering Rural Housing Restoration will be 
even more intensified in order to reach about 1096 of the exis- 
ting number of villages. Apart from that, efforts will be made 
at developing business at the rural locations which had been 
pioneered previously. 


Rural housing development is also aimed at efforts of suppor- 
ting the transmigration program and resettlement of isolated 
population. 
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For more intensification of housing development efforts, 
several policies have been pursued which is more overall and 
integrated, such as : 


1. Housing development and resettlement are carried out ac- 
cording to the territorial development strategy which invol- 
ve integrated development of urban areas as well as rural 
areas. It will be also synchronized with other policies related 
with public housing : population, land matters, monetary 
and credit, research and technology. 


Development is aimed at the realization of a healthy living 
environment and improving the people's living standard as 
well an orderly development of city and village according 
to regional development. 

2. Housing development in a big scale is closely linked with 
the policy in the defence sector. Therefore, policy steps 
have been taken with respect to planning regulation, land 
utilization and handling, control of the price of land, ap- 
plying the appropriate land tax system, to have as much 
as possible authority or control of land by the Government 
and other. 

3. To develop and improve the role of the public by way of 
encouraging, directing as well as developing Private Hou- 
sing Development Companies (real estates). Developing 
organizations active in housing construction which is non- 
provitable as well as efforts of having the required facilities 
for its development. 

4. Totake steps in the direction of mobilizing funds from the 

public itself to finance housing construction such as Public 
Savings, Insurance as well as other Financial Institutions. 
While financing by the Government is only for activities not 
undertaken by the private sector. 
Apart from that, it is necessary to develop a credit system, 
developing cross subsidy and efforts of regaining (recove- 
ring) profits from the results of building infrastructure carri- 
ed out by the Government. 


5. Developing a design and moderate housing construction 
but meeting proper health conditions, so that the price is 
within reach of the public ar large. Therefore, it is necessary 
to develop standard and norms of housing structure, utili- 
zing local building material meeting the quality standard, 
developing construction industry and building material in- 
dustries by giving technical guidance and working capital. 

6. Intensifying the role of the existing institutional facilities, 
carry out research, development as well as improving the 
various systems of providing houses with the various as- 
pects. 


Also, intensifying activities of providing and treating of cle- 
an water as one of the supporting element for housing de- 
velopment, covering urban as well as rural areas. 
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Keperluan paling primer setiap manu- 

sia hidup di samping makanan ada- 
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an Order Baru, bukan hanya lahan 
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The basic needs of living do not on- 
Iy cover food but also housing. Dur- 
ing the era of the New Order Govern- 
ment, development efforts do not 
only prepare resettlement areas but 
also ready-for-use housing. 
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Khususnya di kota-kota besar, pengadaan lokasi merupakan salah satu problema yang dihadapi Pemerintah dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan perumahan. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah menerapkar: cara baru, yakni 
membangun rumah susun dalam berbagai tipe yang disesuaikan dengan keadaan lokasi dan memenuhi standar 
kebersihan serta kesehatan. Tampak dalam gambar, Prusiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto didampingi oleh 
Wakil Presiden Kabinet Pembangunan III Adam Malik , Mensesneg Soedharmono, Mennaker Harun Zein, Menteri 
Perindustrian, Manteri Perdagangan dan Menmud Sekretaris Kabinet sedang meninjau rumah susun yang siap 
dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan. 


It is paradoxical that the population is. continuously increasing but land allocation for housing is not. Based on 
thís paradox, the govérnment has initiated the construction of new styles of housing called flats. President Soeharto 
and Madame Tien Soeharto flanked by Vice-President, Adam Malik, State and Secretary Minister, Soedharmono, 
SH, Minister of Social Affairs Sapardjo, Minister of Manpower and Transmigration, Harun Zein, Minister of In- 
dusthy, Minister of Trade and Junior Minister/Secretary of the Cabinet Drs Moerdiono attended a ceremony of 
dedication. 


Setelah melalui berbagai peneli- 
tian terhadap rumah-rumah su- 
sun yang telah mulai dihuni oleh 
masyarakat, pembangunan ru- 
mah-rumah tipe tersebut di- 
anggap cocok untuk mengatasi 
kesulitan lokasi di berbagai kota 
besar. Untuk tahun-tahun ber- 
ikutnya Pemerintah akan terus 
menggalakkan pembangunan 
rumah susun di berbagai kota 
yang memerlukan, dan sarana- 
nya akan dilengkapi dengan ber- 
bagai fasilitas pemukiman yang 
cukup, seperti taman untuk ber- 
main bagi anak, sarana olahraga 
dan lain sebagainya. 


Housing is a social problem. In 
order to overcome this problem, 
all tenants in big cities are given 
an opportunity to obtain houses 
through their offices, private as 
well as public. 
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Dalam melaksanakan pembangunan perumahan, kalangan swasta yang 
tergabung dalam REI tidak hanya mengutamakan keuntungan/material 
saja, tetapi juga mengutamakan unsur bantuan sosialnya kepada ma- 
syarakat yang membutuhkan rumah. Langkah yang diambil anggota REI 
dalam hal ini, merupakan partisipasi mereka kepada Pemerintah. Dalam 
gambar tampak berbagai tipe rumah yang dibangun oleh pengusa- 
ha-pengusaha anggota REI. 


Most of the housing constructed by private real estate enterprises are free from dependen- 
cy on the would be-occupant orders. The first-step development of real estates is only 
for the haves but at present, the real estate enterprises have executed the installment 
credit system. Consequently, the luxurious houses are now available within reach by the 
common people. 


Disamping membangun rumah-rumah tipe 
sederhana, pengusaha anggota REI pun 
membangun rumah-rumah tipe rumah bebas 
yang sesuai dengan kehendak masyarakat 

yang memesannya. Semula karena pada 
umumnya nilai rumah tipe ini cukup tinggi, 
maka yang menjadi konsumennya adalah 
masyarakat yang mampu. Tetapi kini, agar 
masyarakat kecilpun dapat memiliki rumah 
yang sempurna ini, perusahaan REI pun su- 
dah menerapkan sistem kredit untuk pemi- 
likan rumah-rumah tersebut. Rangkuman 
gambar pada halaman ini menunjukkan ber- 
bagai tipe bebas yang dibangun pengusaha 
REI. 


Private real estate enter- 
prises always participate 
actively to help govern- 
ment efforts by construc- 
ting various types of lux- 
urious houses according to 
public needs. 


Menteri Negara Urusan Pe- 
rumahan Rakyat, mendapat 
sambutan hangat dari ma- 
syarakat yang merasa kebu- 
tuhan hidup mereka diper- 
hatikan pemerintah. 


The performance of the State 
Minister for Public Housing is ussually 
met with a cordial welcome from the 
people, due to the government atten- 
tion upon housing development. Mul- 
ti-farious types of low-cost housing 
have been established by the Govern- 
ment and private entreprises, not on- 
ly in Java island but throughout Indo- 
nesia where it is dumed necessary. 


Berbagai bentuk dan type 
rumah dibangun. Pemba- 
ngunan perumahan murah 
tidak hanya dilaksanakan di 
pulau Jawa, tetapi di selu- 
ruh daerah di Indonesia 
yang dipandang perlu. 


In densely-populated areas, 
flats have been built to meet 


the demand for public 
housing. 
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Di mana-mana dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia, didirikan 
rumah-rumah sederhana yang pemilikannya menuntut sarat ringan. 
Rumah seperti ini meskipun permanen, tetapi bisa dijangkau oleh ma- 
syarakat Indonesia yang berpendapatan menengah ke bawah. Prose- 
duril yang ditempuh tidak berliku-liku. Menteri Negara Urusan Peru- 
mahan Rakyat, Drs Cosmas Batubara selalu mengontrol program ser- 
ta perencanaan pembangunan rumah yang dilaksanakan kalangan 
swasta. Kontrol itu bahkan dijalankan sampai pada taraf pembangun- 
an fisik. 
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Low-cost housing have been established throughout Indonesia with 
a soft-term credit. These low-cost housing are permanent but they 
are within reach by the common people belonging to the middle 
and low income groups. The Minister of State for Public Housing, 
Drs Cosmas Batubara, always carries out inspections upon the pro- 
grammes and planning of private real estates. Sometimes those in- 
spections are carried out until to the physical construction phase. 
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Rangkuman foto pada halaman ini menggambarkan kegembiraan ma- 
syarakat Kotatip Jember Jawa Timur ketika menerima kunjungan 
Menteri Urusan Perumahan Rakyat ke daerahnya. 


Visit by the Minister of State for Public Housing is invariably welcome by the peo- 
ple. Photo shows Minister Cosmas Batubara and Madame during a visit to Jember 
Administrative Municipality, East Java. 
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1. PENDAHULUAN 


- Dari segi sejarah, memang banyak peristiwa-peristiwa 
nasional yang penting sangat ditentukan peranan pemuda dan 
senantiasa merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam 
kehidupan politik. Tahun-tahun 1908, 1945, dan 1966 
merupakan tonggak-tonggak sejarah yang dapat dipandang 
sebagai wujud keterlibatan generasi muda di dalam politik dan 
soal-soal kemasyarakatan lainnya. 


Tidak jarang kepeloporan dan perjuangan mereka diisi 
dengan semangat perjuangan yang penuh dengan dedikasi dan 
kreatifitas tinggi sehingga melahirkan suatu hasil yang sangat 
tinggi dalam pergerakan kemerdekaan untuk kepentingan Nusa 
dan Bangsa dengan membentuk negara Kesatuan Indonesia. 


Generasi muda sebagai lapisan masyarakat yang sedang 
beralih dari masa remaja yang berada di bawah lindungan orang 
tua, kemasa remaja yang harus memikul tanggung jawab 
sepenuhnya dalam masyarakat, perlu perhatian yang mendasar 
untuk tumbuh menjadi manusia yang baik. | 


Dewasa ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah 
mengenai generasi muda. Generasi muda masa kini tidak 
mengalami romantika perjuangan Indonesia. Kesadaran ber- 
bangsa dan bernegera (nasionalisme) semangat cinta kepada 
tanah air (patriotisme) dirasakan masih perlu ditanamkan. 
Masuknya kebudayaan asing yang dapat merubah sikap, perlu 
mendapat perhatian yang serius. 


Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila tidak meng- 
hendaki generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi rusak. 
Dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, untuk 


membentuk manusia seutuhnya, Pemerintah mengambil ke- 
bijaksanaannya yang ditegaskan dalam GBHN selama Pelita | 
dimasukkan kedalam sektor pendidikan. Pendidikan sebagai 
faktor perubahan yang paling kuat. 


Dalam pendidikan, secara berencana, teratur dan berlanjut 
suatu masyarakat mendidik generasi mudanya untuk 
mengenal, menghayati dan menguasai berbagai ilmu 
pengetahuan. Generasi muda dengan demikian dalam waktu 
yang relatif singkat dapat memiliki cakrawala pandangan yang 
lebih luas dari pada apa yang pernah dimiliki oleh para orang 
tua. 


Lebih luas lagi konsep generasi muda ditegaskan dalam 
Ketetapan MPR Nomor IV 1978 bahwa usaha pembinaan 
generasi muda ditujukan agar generasi muda dapat menjadi 
generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih 
mampu mengisi bentuk-bentuk dan cara-cara kegiatan yang 
dapat diterima oleh generasi muda itu sendiri. 


Berlandaskan Ketetapan MPR tadi dirumuskan suatu 
strategi dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda 
dalam tiga buah ayat : 


a. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk memper- 
siapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pem- 
bangunan nasional dengan memberi bekal ketrampilan, ke- 
pemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, 
idealisme dan budi pekerti luhur. 


Untuk itu perlu diciptakan iklim yang sehat sehingga 
memungkinkan kreatifitas generasi muda berkembang 


secara wajar dan bertanggung jawab. 


Dalam rangka ini perlu ada usaha-usaha guna 
mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya 
proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksana 
pembangunan nasional. 


. Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti 


sekolah organisasi fungsional pemuda seperti KNPI, 
Pramuka, organisasi olahraga dan lain-lainnya perlu terus 
ditingkatkan. Untuk itu antara lain diusahakan bertambah- 
nya fasilitas dan saranayang memungkinkan pengembang- 
an kepemudaan. 


. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang ke- 


pemudaan secara menyeluruh dan terpadu. 


Kebijaksanaan nasional itu mengandung 3 esensi dasar 
aparatur pelaksana, Pola Dasar penyelenggaraan Pem- 
binaan dan Pengembangan Generasi Muda dan sistim 
koordinasi terpadu. 


Sampai empat tahun Pelita III dalam Kabinet Pem- 
bangunan III Presiden/Mandataris MPR mengangkat 
seorang pembantunya yaitu Menteri Muda Urusan Pemuda, 
sedang Menteri negara yang berdasar Keputusan Presiden : 
Nomor 13 tahun 1978 diaturlah kedudukan, tugas pokok 
dan tata kerja serta susunan organisasi stafnya. 


Dengan berdasarkan kepada GBHN ini dari Pelita | 
hingga empat tahun Pelita III terbukti usaha-usaha 
Pemerintah dalam pembinaan generasi mudanya dengan 
melihat hasil-hasilnya yang sekarang telah dilaksanakan. 
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PROGRAMDAN KEBIJAKSANAAN 


A. Masalah 
1. Bidang Operasional 


Dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai masalah yang 
menyangkut generasi muda dari segi usia terutama golongan 
usia 15-30 tahun atau golongan pemuda merupakan kelompok 
pencari kerja yang terbesar jumlahnya. 


Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat 
tidak seimbang dengan perkembangan kesempatan kerja, 
mengakibatkan timbulnya pengangguran, baik pengangguran 
nyata maupun pengangguran semu. 


Perkembangan kota-kota menimbulkan daya tarik bagi 
pemuda-pemuda dari luar kota, sehingga menimbulkan per- 
pindahan pemuda ke kota secara spontanitas. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi menuntut berbagai macam ke- 
trampilan untuk dapat memasuki lapangan kerja tertentu. 
Umumnya pemuda-pemuda yang tidak bersekolah dan tidak 
memiliki bekal ketrampilan yang dibutuhkan. 


Untuk menciptakan lapangan kerja sendiri pada umumnya 
terbentur pada ketiadaan kemampuan berwiraswasta. Oleh 
karena mereka kurang mendapatkan kesempatan berlatih di 
bidang itu, sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Usaha- 
usaha perorangan pada umumnya kurang efektif dilihat dari 
sudut permodalan dan pemasaran karena mereka tidak ber- 
pengalaman dalam bekerja dan berusaha secara koperatif ter- 
utama dalam berorganisasi. 


Usaha dalam bentuk koperasi terutama di kalangan 
generasi muda kurang mendapatkan perhatian padahal 
koperasi merupakan soko. guru ekonomi Indonesia. 


Generasi muda di masa mendatang perlu meyakini dan 
menghayati usaha bersama secara koperatif sebagai dasar per- 
tumbuhan ekonomi Indonesia sebagai terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. 


Generasi muda masa kini tidak mengalami romantika per- 
juangan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran berbangsa dan 
bernegara (nasionalisme) semangat cinta kepada tanah air 
(patriotisme) dirasakan masih perlu ditingkatkan dalam jiwa 
generasi muda. Kurangnya tenaga pimpinan pemuda yang ter- 
latih dan kurang terarahnya kehidupan organisasi pemuda 
menyebabkan idealisme bagi kejayaan tanah air kurang 
tumbuh. 


Generasi Muda sebagai penanggung jawab bangsa dan 
negara di kemudian hari, perlu memiliki idealisme bagi ke- 
langsungan kehidupan bangsa dan negara. 


Kesempatan untuk dapat mengenal bagian lain dari tanah 
air Indonesia dan kesempatan untuk dapat bertemu dan ber- 


kenalan dengan sesama pemuda dari seluruh Indonesia masih 
belum merata, sehingga penghayatan Wawasan Nusantara 
belum banyak dilakukan di kalangan generasi muda. Mengenal 
secara lebih mendalam bagian-bagian lain dari tanah air yang 
demikian luas dan beraneka ragam sifatnya itu dapat lebih 
mempertebal rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta 
untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha 
penanaman rasa persahabatan yang didasari saling pengertian 
antar bangsa masih belum banyak dilakukan di kalangan 
generasi muda. 


Akhir-akhir ini terasa adanya kecendrungan pelanggaran- 
pelanggaran yang semakin meningkat terhadap hukum dan 
norma-norma sosial lainnya yang dilakukan oleh generasi muda, 
khususnya oleh golongan usia 15-30 tahun. Hal ini menunjuk- 
kan tipisnya disiplin nasional. Faktor yang mempengaruhi 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu bermacam-macam, 
seperti faktor ekonomi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 
Pengisian waktu yang luang yang kurang atau tidak terarah, 
mudah dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan negatif 
dalam masyarakat, seperti menyalah gunakan narkotika, 
pelanggaran seks, tindak kekerasan, dan sebagainya. 


Pengisian waktu luang yang tidak produktif dan tidak 
menimbulkan manfaat bagi masyarakat, dapat menimbukan 
sikap tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Rasa pengabdian 
berkarya, kelestarian alam dan lingkungan, kurang mendapat 
perhatian. 


Pengembangan daya kreasi sangat diperlukan bagi pem- 
bentukan pribadi dan pengembangan budaya bangsa. Namun 
kesempatan, situasi, prasarana dan sarana bagi kegiatan 
pengembangan daya kreasi masih dirasakan kurang sekali. 


Sikap mandiri sebagai sikap mental yang harus melandasi 
jiwa bangsa yang telah mencapai kemerdekaan, masih kurang 
tertanam di kalangan generasi muda. Kurang percaya pada 
kemampuan sendiri, kurang berani mengambil risiko, ke- 
cendrungan untuk lebih menghargai hal-hal yang datang dari 
luar, merupakan gejala kurang tebalnya sikap mandiri. 


Komunikasi dan tukar menukar informasi antara berbagai 
lingkungan budaya di Indonesia dapat mempertebal rasa harga 
diri bangsa dan kebanggaan nasional. Namun dirasakan sangat 
kurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dan bertukar 
informasi. Masalah-masalah ini bukan hanya masalah generasi 
muda saja tetapi pada hakekatnya juga merupakan masalah 
masyarakat dan Pemerintah. 


2. Bidang Administrasi 


a. Kelembagaan 


Struktur organisasi dan tugas sesuai dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 0222 d/o/1980 bagi Direktorat Pembinaan Generasi 
Muda dirasakan kurang cukup luas sebagai sarana pembinaan 
dan pengembangan generasi muda. 


Struktur organisasi Bidang Pembinaan Generasi Muda di 
Gaerah juga kurang dapat menampung beban tugasnya 
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terutama setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No.23 tahun 1979. Dimana kepala bidang 
Pembinaan Generasi Muda pada umumnya merangkap sebagai 
Sekretaris Satuan Pembina Generasi Muda di Propinsi dan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai 
tugas tambahan mengurus kesiswaan apalagi para Kepala 
Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan pada 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi. 


Hal ini dapat merupakan beban tugas yang berlebihan, 
sehingga tidak dapat menjamin terjangkaunya tugas yang 
demikian banyak. Hal yang sama dialami pula oleh Kepala Seksi 
Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan pada Kantor 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ 
Kotamadya. 


Di samping itu informasi yang seharusnya (rich formasi) 
belum diisi merupakan hambatan bagi pelaksanaan tugas, baik 
Direktorat Pembinaan Generasi Muda, maupun di Bidang 
Generasi Muda Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 
dan Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan di 
Kantor Departemen Pedidikan dan kebudayaan di Kabupaten/ 
Kotamadya, dan Penilik Generasi Muda di Kecamatan. 
Lembaga Pendidikan yang khusus menghasilkan tenaga-tenaga 
ahli/trampil dalam pengelolaan pembinaan generasi muda 
belum ada, sehingga tenaga yang ada sekarang dirasakan 
kurang produktif. 


b. Ketenagaan 


Dalam melaksanakan usaha pembinaan generasi muda 
sangat dirasakan kurangnya tenaga-tenaga Pembina dan 
Instruktur, baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Faktor 
tenaga Pembina dan Instruktur sangat menentukan dalam 
keberhasilan usaha pembinaan generasi muda, baik tenaga 
pegawai maupun non pegawai. Instalasi kepemudaan 
(gelanggang pemuda, pondok pemuda, pusat latihan pemuda, 
bumi perkemahan) tampak kian berkembang. Namun 
pengelolaannya masih kurang, karena kekurangan pengelola 
nya baik dalam jumlah maupun mutu. 


Sebagian besar tenaga pengelola pembinaan generasi 
muda, berasal dari lembaga pendidikan yang tidak khusus 
menghasilkan tenaga pembinaan generasi muda, sehingga 
kurang dapat menjamin kelancaran tugas dan pencapaian hasil 
yang maksimal. 


Tenaga yang ditempatkan juga belum sesuai dengan 
kebutuhan penggarapan fungsi aparat pembinaan generasi 
muda, begitu juga kurang berpengalaman dan kurang ber- 
kemampuan di bidang kepemimpinan dan ketrampilan. Yang 
sangat dirisaukan adalah, bahwa di seluruh Indonesia Penilik 
Pembinaan Generasi Muda yang merupakan ujung tombak dari 


pelaksanaan tugas pembinaan generasi muda, baru 35X saja 
yang terisi, dan inipun masih perlu ditingkatkan mutu 
ketrampilan dan pengetahuannya. Kesukaran dalam pengadaan 
tenaga teknis berikutnya adalah karena formasi yang ditetap- 
kan oleh Departemen P dan K hanya ditetapkan untuk tenaga 
edukatip dan tenaga administratif. Tenaga teknis sebenarnya 
cukup banyak di lingkungan pembina generasi muda tetapi di- 
perhitungkan sebagai tenaga administratip yang jumlahnya: 
sangat dibatasi. 


c. Ketatalaksanaan 


Dalam penyelenggaraan sesuatu kegiatan di mana 
organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, diperlukan 
umpan balik dari lapangan untuk dikembangkan apa dan di 
mana yang belum sempurna. Untuk keperluan itu, belum dapat 
terpenuhi secara teratur, mengingat betapa SPEM juga belum 
diatur sebaik-baiknya. Komunikasi dan informasi antar para 
petugas teknis pembina generasi muda, dapat meningkatkan 
dan melancarkan pelaksanaan usaha. Pembinaan generasi 
muda, namun komunikasi dan informasi itu belum terwujud. 


Kegiatan perencanaan juga belum terkoordinasi baik dalam 
lingkup horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu hasil pe- 
rencanaan yang ada masih dirasakan kurang berhasilguna ber- 
dayaguna secara maksimal. 


Sistem informasi pengelolaan belum ditata dengan baik, 
sehingga kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan 
penentuan kebijaksanaan belum dapat memenuhi harapan. 


d. Perlengkapan 


Sarana dan prasarana kerja pembina dan tenaga teknis 
terutama di daerah, belum memadai, terutama pedoman- 
pedoman pelaksanaan kegiatan, alat ketrampilan dan mobilitas 
bagi mereka yang ada di lapangan. 


e. Keuangan 


Alokasi biaya baik rutin maupun pembangunan. belum 
dapat mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan, 
apalagi kurang meratanya alokasi pada unit-unit Direktorat 
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Pemuda dan Olahraga, ter- 
masuk alokasi biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan 
sarana/prasarana. Walaupun biaya sudah ada untuk suatu 
kegiatan, namun pencairannya tidak sinkron dengan waktu 
pelaksanaan kegiatan. 


3. Kebijaksanaan Nasional tentang Kepemudaan. 


Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang timbul 
seperti tadi Pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksana- 
an. 


Berlandaskan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR Tahun 1978, 
telah dirumuskan suatu strategi dasar pembinaan dan 
pengembangan generasi muda, dalam tiga buah ayat yaitu : 


1. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk 
mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pem- 
bangunan nasional dengan memberikan beka! ketrampilan, 
kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, 
patriotisme, idealisme dan budi pekerti luhur. Untuk itu perlu 
diciptakan iklim yang sehat, sehingga memungkinkan 
kreatifitas generasi muda berkembang secara wajar dan ber- 
tanggung jawab. Dalam rangka ini perlu ada usaha-usaha 
guna mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya 
dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
pelaksanaan pembangunan nasional. 

2. Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperrti 
sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain 
KNPI, Pramuka, organisasi olahraga dan lain-lainnya perlu 
terus ditingkatkan. Untuk itu antara lain diusahakan ber- 


tambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan 
pengembangan kepemudaan. 


3. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang 
kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. 


Karena pentingnya GBHN memberikan sarat “PERLU 
DIWUJUDKAN SUATU KEBIJAKSANAAN NASIONAL 
TENTANG KEPEMUDAAN SECARA MENYELURUH DAN 
TERPADU” 


Kebijaksanaan Nasional ini mengandung 3 esensi 
dasar : aparatur pelaksana, Pola Dasar Penyeleriggara Pem- 
binaan dan Pengembangan Generasi Muda dan sistim 
koordinasi terpadu. 


1) Aparatur Pelaksana 


Dalam Kabinet Pembangunan III, Presiden/Mandataris MPR 
mengangkat salah seorang pembantunya yaitu Menteri Muda 
Urusan Pemuda. Sedang Menteri Negara yang berdasar 
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 diatur kedudukan, 
tugas pokok dan tata kerja serta susunan organisasi stafnya. 
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PROGRAM DAN KEBIJAKSANAAN 


A. Masalah 
1. Bidang Operasional 


Dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai masalah yang 
menyangkut generasi muda dari segi usia terutama golongan 
usia 15-30 tahun atau golongan pemuda merupakan kelompok 
pencari kerja yang terbesar jumlahnya. 


Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat 
tidak seimbang dengan perkembangan kesempatan kerja, 
mengakibatkan timbulnya pengangguran, baik pengangguran 
nyata maupun pengangguran semu. 


Perkembangan kota-kota menimbulkan daya tarik bagi 
pemuda-pemuda dari luar kota, sehingga menimbulkan per- 
pindahan pemuda ke kota secara spontanitas. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi menuntut berbagai macam ke- 
trampilan untuk dapat memasuki lapangan kerja tertentu. 
Umumnya pemuda-pemuda yang tidak bersekolah dan tidak 
memiliki bekal ketrampilan yang dibutuhkan. 


Untuk menciptakan lapangan kerja sendiri pada umumnya 
terbentur pada ketiadaan kemampuan berwiraswasta. Oleh 
karena mereka kurang mendapatkan kesempatan berlatih di 
bidang itu, sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Usaha- 
usaha perorangan pada umumnya kurang efektif dilihat dari 
sudut permodalan dan pemasaran karena mereka tidak ber- 
pengalaman dalam bekerja dan berusaha secara koperatif ter- 
utama dalam berorganisasi. 


Usaha dalam bentuk koperasi terutama di kalangan 
generasi muda kurang mendapatkan perhatian padahal 
koperasi merupakan soko. guru ekonomi Indonesia. 


Generasi muda di masa mendatang perlu meyakini dan 
menghayati usaha bersama secara koperatif sebagai dasar per- 
tumbuhan ekonomi Indonesia sebagai terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. 


Generasi muda masa kini tidak mengalami romantika per- 
juangan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran berbangsa dan 
bernegara (nasionalisme) semangat cinta kepada tanah air 
(patriotisme) dirasakan masih perlu ditingkatkan dalam jiwa 
generasi muda. Kurangnya tenaga pimpinan pemuda yang ter- 
latih dan kurang terarahnya kehidupan organisasi pemuda 
menyebabkan idealisme bagi kejayaan tanah air kurang 
tumbuh. 


Generasi Muda sebagai penanggung jawab bangsa dan 
negara di kemudian hari, perlu memiliki idealisme bagi ke- 
langsungan kehidupan bangsa dan negara. 


Kesempatan untuk dapat mengenal bagian lain dari tanah 
air Indonesia dan kesempatan untuk dapat bertemu dan ber- 


kenalan dengan sesama pemuda dari seluruh Indonesia masih 
belum merata, sehingga penghayatan Wawasan Nusantara 
belum banyak dilakukan di kalangan generasi muda. Mengenal 
secara lebih mendalam bagian-bagian lain dari tanah air yang 
demikian luas dan beraneka ragam sifatnya itu dapat lebih 
mempertebal rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta 
untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha 
penanaman rasa persahabatan yang didasari saling pengertian 
antar bangsa masih belum banyak dilakukan di kalangan 
generasi muda. 


Akhir-akhir ini terasa adanya kecendrungan pelanggaran- 
pelanggaran yang semakin meningkat terhadap hukum dan 
norma-norma sosial lainnya yang dilakukan oleh generasi muda, 
khususnya oleh golongan usia 15-30 tahun. Hal ini menunjuk- 
kan tipisnya disiplin nasional. Faktor yang mempengaruhi 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu bermacam-macam, 
seperti faktor ekonomi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 
Pengisian waktu yang luang yang kurang atau tidak terarah, 
mudah dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan negatif 
dalam masyarakat, seperti menyalah gunakan narkotika, 
pelanggaran seks, tindak kekerasan, dan sebagainya. 


Pengisian waktu luang yang tidak produktif dan tidak 
menimbulkan manfaat bagi masyarakat, dapat menimbukan 
sikap tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Rasa pengabdian 
berkarya, kelestarian alam dan lingkungan, kurang mendapat 
perhatian. 


Pengembangan daya kreasi sangat diperlukan bagi pem- 
bentukan pribadi dan pengembangan budaya bangsa. Namun 
kesempatan, situasi, prasarana dan sarana bagi kegiatan 
pengembangan daya kreasi masih dirasakan kurang sekali. 


Sikap mandiri sebagai sikap mental yang harus melandasi 
jiwa bangsa yang telah mencapai kemerdekaan, masih kurang 
tertanam di kalangan generasi muda. Kurang percaya pada 
kemampuan sendiri, kurang berani mengambil risiko, ke- 
cendrungan untuk lebih menghargai hal-hal yang datang dari 
luar, merupakan gejala kurang tebalnya sikap mandiri. 


Komunikasi dan tukar menukar informasi antara berbagai 
lingkungan budaya di Indonesia dapat mempertebal rasa harga 
diri bangsa dan kebanggaan nasional. Namun dirasakan sangat 
kurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dan bertukar 
informasi. Masalah-masalah ini bukan hanya masalah generasi 
muda saja tetapi pada hakekatnya juga merupakan masalah 
masyarakat dan Pemerintah. 


2. Bidang Administrasi 


a. Kelembagaan 


Struktur organisasi dan tugas sesuai dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 0222 d/o/1980 bagi Direktorat Pembinaan Generasi 
Muda dirasakan kurang cukup luas sebagai sarana pembinaan 
dan pengembangan generasi muda. 


Struktur organisasi Bidang Pembinaan Generasi Muda di 
Gaerah juga kurang dapat menampung beban tugasnya 
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terutama setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No.23 tahun 1979. Dimana kepala bidang 
Pembinaan Generasi Muda pada umumnya merangkap sebagai 
Sekretaris Satuan Pembina Generasi Muda di Propinsi dan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai 
tugas tambahan mengurus kesiswaan apalagi para Kepala 
Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan pada 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi. 


Hal ini dapat merupakan beban tugas yang berlebihan, 
sehingga tidak dapat menjamin terjangkaunya tugas yang 
demikian banyak. Hal yang sama dialami pula oleh Kepala Seksi 
Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan pada Kantor 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ 
Kotamadya. 


Di samping itu informasi yang seharusnya (rich formasi) 
belum diisi merupakan hambatan bagi pelaksanaan tugas, baik 
Direktorat Pembinaan Generasi Muda, maupun di Bidang 
Generasi Muda Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 
dan Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan di 
Kantor Departemen Pedidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/ 
Kotamadya, dan Penilik Generasi Muda di Kecamatan. 
Lembaga Pendidikan yang khusus menghasilkan tenaga-tenaga 
ahli/trampil dalam pengelolaan pembinaan generasi muda 
belum ada, sehingga tenaga yang ada sekarang dirasakan 
kurang produktif. 


b. Ketenagaan 


Dalam melaksanakan usaha pembinaan generasi muda 
sangat dirasakan kurangnya tenaga-tenaga Pembina dan 
Instruktur, baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Faktor 
tenaga Pembina dan Instruktur sangat menentukan dalam 
keberhasilan usaha pembinaan generasi muda, baik tenaga 
pegawai maupun non pegawai. Instalasi kepemudaan 
(gelanggang pemuda, pondok pemuda, pusat latihan pemuda, 
bumi perkemahan) tampak kian berkembang. Namun 
pengelolaannya masih kurang, karena kekurangan pengelola 
nya baik dalam jumlah maupun mutu. 


Sebagian besar tenaga pengelola pembinaan generasi 
muda, berasal dari lembaga pendidikan yang tidak khusus 
menghasilkan tenaga pembinaan generasi muda, sehingga 
kurang dapat menjamin kelancaran tugas dan pencapaian hasil 
yang maksimal. 


Tenaga yang ditempatkan juga belum sesuai dengan 
kebutuhan penggarapan fungsi aparat pembinaan generasi 
muda, begitu juga kurang berpengalaman dan kurang ber- 
kemampuan di bidang kepemimpinan dan ketrampilan. Yang 
sangat dirisaukan adalah, bahwa di seluruh Indonesia Penilik 
Pembinaan Generasi Muda yang merupakan ujung tombak dari 


pelaksanaan tugas pembinaan generasi muda, baru 3596 saja 
yang terisi, dan inipun masih perlu ditingkatkan mutu 
ketrampilan dan pengetahuannya. Kesukaran dalam pengadaan 
tenaga teknis berikutnya adalah karena formasi yang ditetap- 
kan oleh Departemen P dan K hanya ditetapkan untuk tenaga 
edukatip dan tenaga administratif. Tenaga teknis sebenarnya 
cukup banyak di lingkungan pembina generasi muda tetapi di- 
perhitungkan sebagai tenaga administratip yang jumlahnya: 
sangat dibatasi. 


c. Ketatalaksanaan 


Dalam penyelenggaraan sesuatu kegiatan di mana 
organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, diperlukan 
umpan balik dari lapangan untuk dikembangkan apa dan di 
mana yang belum sempurna. Untuk keperluan itu, belum dapat 
terpenuhi secara teratur, mengingat betapa SPEM juga belum 
diatur sebaik-baiknya. Komunikasi dan informasi antar para 
petugas teknis pembina generasi muda, dapat meningkatkan 
dan melancarkan pelaksanaan usaha. Pembinaan generasi 
muda, namun komunikasi dan informasi itu belum terwujud. 


Kegiatan perencanaan juga belum terkoordinasi baik dalam 
lingkup horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu hasil pe- 
rencanaan yang ada masih dirasakan kurang berhasilguna ber- 
dayaguna secara maksimal. 


Sistem informasi pengelolaan belum ditata dengan baik, 
sehingga kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan 
penentuan kebijaksanaan belum dapat memenuhi harapan. 


d. Perlengkapan 


Sarana dan prasarana kerja pembina dan tenaga teknis 
terutama di daerah, belum memadai, terutama pedoman- 
pedoman pelaksanaan kegiatan, alat ketrampilan dan mobilitas 
bagi mereka yang ada di lapangan. 


e. Keuangan 


Alokasi biaya baik rutin maupun pembangunan: belum 
dapat mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan, 
apalagi kurang meratanya alokasi pada unit-unit Direktorat 
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Pemuda dan Olahraga, ter- 
masuk alokasi biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan 
sarana/prasarana. Walaupun biaya sudah ada untuk suatu 
kegiatan, namun pencairannya tidak sinkron dengan waktu 
pelaksanaan kegiatan. 


3. Kebijaksanaan Nasional tentang Kepemudaan. 


Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang timbul 
seperti tadi Pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksana- 
an. 


Berlandaskan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR Tahun 1978, 
telah dirumuskan suatu strategi dasar pembinaan dan 
pengembangan generasi muda, dalam tiga buah ayat yaitu : 


1. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk 
mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pem- 
bangunan nasional dengan memberikan beka! ketrampilan, 
kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, 
patriotisme, idealisme dan budi pekerti luhur. Untuk itu perlu 
diciptakan iklim yang sehat, sehingga memungkinkan 
kreatifitas generasi muda berkembang secara wajar dan ber- 
tanggung jawab. Dalam rangka ini perlu ada usaha-usaha 
guna mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya 
dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
pelaksanaan pembangunan nasional. 

2. Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperrti 
sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain 
KNPI, Pramuka, organisasi olahraga dan lain-lainnya perlu 
terus ditingkatkan. Untuk itu antara lain diusahakan ber- 


tambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan 
pengembangan kepemudaan. 


3. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang 
kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. 


Karena pentingnya GBHN memberikan sarat ” PERLU 
DIWUJUDKAN SUATU KEBIJAKSANAAN NASIONAL 
TENTANG KEPEMUDAAN SECARA MENYELURUH DAN 
TERPADU” 


Kebijaksanaan Nasional ini mengandung 3 esensi 
dasar : aparatur pelaksana, Pola Dasar Penyelenggara Pem- 
binaan dan Pengembangan Generasi Muda dan sistim 
koordinasi terpadu. 


1) Aparatur Pelaksana 


Dalam Kabinet Pembangunan III, Presiden/Mandataris MPR 
mengangkat salah seorang pembantunya yaitu Menteri Muda 
Urusan Pemuda. Sedang Menteri Negara yang berdasar 
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 diatur kedudukan, 
tugas pokok dan tata kerja serta susunan organisasi stafnya. 
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Tugas pokok bidang tugasnya adalah membantu Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengikuti dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan. (Dalam Kabinet Pembangunan IV urusan 
pemuda dan olahraga ditingkatkan tugas dan tanggung jawab- 
nya sebagai Menteri Negara). 


2) Organisasi 


Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam Pelita lll, di- 
bentuk dua buah Sekretariat, yaitu dalam rangka pelaksanaan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 1978, oleh Sekretariat Menteri Muda Urusan 
Pemuda yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan 
Pemuda, sedangkan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1979 ditunjang oleh 
Sekretariat Satuan Pengendali Koordinasi dimana Sekretaris 
Menteri Muda Urusan Pemuda duduk sebagai Wakil Sekretaris 
Satuan Pengendali Koordinasi. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0212/0/78 dan Keputus- 
an Ketua Satuan Pengendali koordinasi Nomor : 03/SPK/Tahun 
1980. 

3) Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 


Kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan ialah di- 
rumuskannya suatu pola dasar melalui satu Lokakarya Nasional 
Pembinaan Generasi Muda. Pola Dasar Pembinaan dan 
Pengembangan Generasi Muda selanjutnya dikukuhkan dengan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/ 
U/1978 sebagai pedoman bagi semua pihak. Dalam pola dasar 
ini, ditetapkan antara lain program-program sebagai berikut : 


a) Kepemimpinan dan Ketrampilan, 
b) Kesegaran jasmani dan Daya kreasi, 


c) Peningkatan dan Perluasan Partisipasi Generasi Muda dalam 
Pembangunan, 

d) Patriotisme dan Idealisme, 

e) Menanamkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 

f) Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, 

g) Penciptaan iklim yang sehat guna memungkinkan kreatifitas 
generasi muda secara wajar dan bertanggung jawab, 

h) Peningkatan fungsi dan wadah pembinaan generasi muda, 

i) Peningkatan dan penambahan sarana dan fasilitas bagi 
pengembangan kepemudaan. 


4) Sistim Koordinasi Terpadu 

Untuk menjamin adanya keserasian dan keterpaduan pelak- 
sanaan program pembinaan generasi muda, maka berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 Badan Koordinasi 
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi 
Muda di bentuk dalam rangka merealisasikan isi dan jiwa 
Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1978. Untuk lebih meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pembinaan generasi muda dari 
beberapa departemen/lembaga non departemen pemerintah 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dapat 
mencapai hasilguna dan dayaguna: bagi pembangunan bangsa. 


Tugas pokok Badan Koordinasi adalah merumuskan ke- 
bijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan 
generasi muda secara menyeluruh dan terpadu, baik jangka 
pendek, jangka menengah maupun jangka panjang serta 
menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan 
program pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam 
rangka kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. 


HASIL-HASIL PEMBANGUNAN PEMBINAAN 
PEMUDA DAN OLAHRAGA 


1. Pembinaan Generasi Muda 


Perkembangan hasil-hasil pembinaan generasi muda 
selama Pelita | masih ditangani dan terkait dengan program 
pendidikan masyarakat dan orang dewasa. Sejak pelaksanaan 
Pelita | pembinaan kepemudaan dan olahraga telah dilakukan 
dengan penataran kepada 1.080 pembina pemuda dan telah 
diselenggarakannya berbagai usaha pembinaan pemuda antara 
lain pengembangan kemampuan berorganisasi, latihan 
ketrampilan, pengabdian masyarakat dan pengisian waktu 
terluang secara produktif. Kegiatan lainnya pembinaan Pasukan 
Pengibar Bendera Pusaka sebanyak 118 daerah dengan jumlah 
peserta 238 orang. Perkembangan tiap tahun sejak tahun 1967 
s/d 1983 (Lihat Tabel 1). 


Menginjak Pelita || Pembinaan Generasi Muda telah diarah- 
kan dengan lebih luas lagi dalam GBHN bahwa usaha 
pembinaan generasi muda ditujukan agar generasi muda dapat 
menjadi generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan 
lebih mampu mengisi bentuk-bentuk dan cara-cara kegiatan 
yang dapat diterima oleh generasi muda itu sendiri. 


Dalam hal ini, pembinaannya meliputi gerakan pramuka, 
melalui berbagai organisasi untuk meningkatkan kegiatan 
produktif dan kesegaran jasmani yang bersifat kreatif, melalui 
penyediaan berbagai latihan, bimbingan dan rangsangan untuk 
melaksanakan sendiri proyek-proyek sederhana serta melalui 
berbagai kesempatan kerja yang terbuka. 
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Dalam pembinaan organisasi dan aktivitas generasi muda, 
selama lima tahun terakhir telah dilaksanakan latihan wira- 
swasta dalam rangka pembentukan unit kerja produktif yang 
mengikutsertakan 25,2 ribu orang. Penataran pembinaan 
pemuda/pemimpin organisasi sebanyak 9, 7 ribu orang dan per- 
tukaran pemuda antar Propinsi sebanyak 380 orang. 


Bantuan aktivitas Pramuka dalam Pelita II telah dimantap- 
kan untuk membangun 27 buah gedung Cadika, 
menyelenggarakan Kursus Mahir II, Pelatih Dasar untuk 1.525 
orang, Perpanitera/Raimuna dengan peserta sebanyak 10.000 
orang. Musyawarah Nasional untuk 400 orang, Perkemahan 
Wirakarya untuk 5.000 orang dan Lomba tingkat Penggalang 
untuk 27 Kwartir Daerah. 


Bantuan KNPI pun dimanfaatkan untuk mengadakan ke- 
giatan-kegiatan yang meliputi : lokakarya tentang lembaga 
studi kewanitaan 85 orang, penataran anggota DPP sebanyak 
20 orang Rapat Kerja Nasional 600 orang, kaderisasi 
60 orang, dan bantuan pendidikan kader Pemuda Tingkat II 
sebanyak 11.360 orang, serta bantuan kader Pemuda Tingkat | 
untuk 780 orang dan bantuan Kongres Nasional 2.000 orang. 


Juga telah diadakan Program pertukaran Pemuda dengan 
luar negeri dengan Kanada sebanyak 102 orang, dengan 
menggunakan Kapal Pemuda Asia Tenggara sebanyak 
161 orang, serta pembinaan peserta Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka sebanyak 132 orang. 


TABEL 1 


JUMLAH PEMUDA INDONESIA YANG MENJADI PESERTA 


PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA DENGAN LUAR NEGERI 


DAFTAR JUMLAH PESERTA 
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA 
( PASKIBRAKA ) 
=== ЕНИН ЦЕННИ ИНИНИ 
Nomor. Tahun Jumlah Daerah Jumlah Peserta | Keterangan 
1. 1967 DKI 38 
2. 1968 20 daerah 40 
3. 1969 15 daerah 32 
4. 1970: 25 daerah 50 
5. 1971 26 daerah 52 
6. 1972 26 daerah 52 
7. 1973 26 daerah 52 
8. 1974 26 daerah 52 
9. 1975 25 daerah 50 
10. 1976 27 daerah 54 
11. 1977 27 daerah 54 
12. 1978 27 daerah 54 
13. 1979 27 daerah 54 
14. 1980 27 daerah 54 
15... 1981 27 daerah 54 
16. 1982 27 daerah 54 
17. 1983 27 daerah 54 
Jumlah 850 
TABEL 2 
PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN PRAMUKA 
SELAMA PELITA Ill 
Anggota/Tahun Peserta didik Anggota dewasa Jumlah 
1978/79 7.010.809 498.709 7.509.598 
1979/80 7.011.796 598.759 7.500.585 
1980/81 7.929.532 529.875 8.459.407 
1981/82 9.155.671 596.085 9.751.756 
1982/83 10.447.820 517.692 10.965.512 
Sumber Kwarnas Pramuka. 1983 
TABEL 3 


IV. Dengan Kapal 


No. Tahun I.Dengan Kanada lı. Dengan Australia itl. Dengan Malaysia 
Pemuda Asia Tenggara 
1. 1974/1975 Belum mengirim Belum mengirim Belum mengirim 1974.31 orang 
2. 1975/1976 35 orang Belum mengirim Belum mengirim 1975.31 orang 
3. 1976/1977 22 orang Belum mengirim Belum mengirim 1976. 31 orang 
4. 1977/1978 33 orang Belum mengirim Belum mengirim 1977.32 orang 
5. 1978/1979 32 orang Belum mengirim Belum mengirim 1978. 36 orang 
6. 1979/1980 41 orang Belum mengirim — 20 orang (Pemuda biasa) 1979.36 orang 
— 20 orang (Pimpinan Organisasi Pemuda) 
— 25 orang (Ketrampilan di Dusun Tua) 
7. 1980/1981 33 orang Belum mengirim — 20 orang (Pemuda biasa) 1980. 36 orang 
— 20 orang (Pimpinan Organisasi Pemuda) 
- 25 orang (Ketrampilan di Dusun Tua) 
8. 1981/1982 51 orang Belum mengirim — 20 orang (Pemuda biasa) 1981. 36 orang 
— 20 orang (Pimpinan Organisasi Pemuda) 
9 1982/1983 66 orang — 16 orang (Pemuda biasa) — 20 orang (Pemuda biasa) 1982. 36 orang 
- 4orang (Pimpinan Organisasi – 20 orang (Pimpinan Organisasi Pemuda) 
Pemuda) — 25 orang (Ketrampilan di Dusun Tua) 
10. 1983/1984 66 orang —16 orang (Pemuda biasa) Belum ada pelaksanaan 1983. 36 orang 
— 4 orang (Pimpinan Organisasi 
Pemuda ) 
Jumlah 379 orang 40 orang 235 orang 341 orang 
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Dalam pelita III usaha pembinaan generasi muda diarahkan 
kepada mempersiapkan generasi penerus perjuangan bangsa 
dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal antara 
lain kepemimpinan dan ketrampilan, kesegaran jasmani dan 
daya kreasi, patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa 
dan bernegara, kepribadian dan budi pekerti luhur serta 
peningkatan dan perluasan partisipasi generasi muda dalam 
berbagai bidang pembangunan. 


Di bidang pendidikan dan kebudayaan, usaha-usaha yang 
telah dilaksanakan dalam tahun 1978/79 sampai dengan 
tahun 1982/83 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 


Dalam pengembangan kepemimpinan dan ketenagaan telah di- : 


laksanakan latihan perintis pemuda sejumlah 20.850 orang, 
latihan pemuka pemuda sejumlah 3.108 orang, dan latihan 
penuntun pemuda sejumlah 2.756 orang serta pembina 
pemuda sebanyak 1.214 orang. 


Sementara itu telah dilaksanakan pula penataran pemuda 
tingkat nasional berupa penataran P4 Pemuda yang melibatkan 
1.850 orang, P4 Tingkat daerah 624 orang, penataran P4 di 
luar negeri (Saudi Arabia, Jerman Barat, ia dan Philipina) 
sejumlah 850 orang. 


Di samping itu telah diselenggarakan penataran-penataran 
pemuda, penataran penyegaran penatar pemuda, penataran 
pengelola Gelanggang Pemuda sejumlah 1.980 orang serta 
penataran pembina teknis pemuda sejumlah 1.565 orang. 
Demikian pula telah dibangun 20 Gelanggang Pemuda/Pusat 
Pengembangan Aktivitas Generasi Muda yaitu di : (1) Sumatera 
Utara, (2) Sumatera Selatan, (3) Lampung, (4) Nusa Tenggara 
Barat, (5) Lhok Seumawe-Aceh, (6) Pekanbaru-Riau, (7) 
Kendari- Sulawesi Tenggara, (8) Jayapura-lrian Jaya, (9) 
Bengkulu, (10) Pontianak-Kalimantan Barat, (11) Kodya 
Yogyakarta, (12) Ambon-Maluku, (13) Oongan-Bali, (14) 
Balikpapan-Kalimantan Timur, (15) Takengon-Aceh, (16) 
Bukittinggi-Sumatera Barat, (17) Grobogan-Jawa Tengah, (18) 
Lumajang-Jawa Timur, (19) Pandeglang-Jawa Barat, dan (20) 
Blitar-Jawa Timur. Juga telah dibangun 5 buah Pondok 
Pemuda, masing-masing di Cibodas-Jawa Barat, Oongan-Bali, 
Bukittinggi-Sumatera Barat, Ambarwinangun-Yogya, serta 
Nusa Dua di Bali. 


Kegiatan pembangunan ketrampilan dan daya kreasi telah 
dilaksanakan antara lain dengan kegiatan pertukaran pemuda 
antar propinsi yang melibatkan sejumlah 900 orang, pertukaran 
pemuda antar negara (Indonesia, Canada, Malaysia, Singapura) 
sebanyak 1.063 orang dalam rangka kerjasama internasional 
di bidang kepemudaan. Kegiatan lainnya adalah pembinaan 
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebanyak 26 tim dengan 
3.666 peserta serta penyelenggaraan festival pemuda di 26 
lokasi yang dilaksanakan setiap tahunnya, pembinaan 
kelompok minat pemuda yang melibatkan sejumlah 
2.440 orang, kelompok unit kerja produktif sejumlah 640 orang, 
latihan kewiraswastaan 12.780 orang, perkemahan kerja 
pemuda sejumlah 1.385 orang di berbagai Bumi Perkemahan 
Pemuda/Pramuka dan satuan tugas sukarela pemuda sebanyak 
6.815 orang. (Lihat Tabel 2). 


Pengembangan wadah-wadah generasi muda telah di- 
laksanakan dengan pemberian bantuan kepada Komite 
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pramuka serta organisasi 
pemuda lainnya. Bantuan kepada KNPI diarahkan antara lain 
pada peningkatan mutu serta pemantapan organisasi dan 
kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan 
penyelenggaraan Kongres KNPI, peningkatan dan pemantapan 
organisasi KNPI di 27 Propinsi (Dati | dan Il), pemberian bantuan 
kepada 5 Lembaga KNPI serta kepada 14 organisasi pemuda 
pendukung Deklarasi Pemuda, penyediaan publikasi sebanyak 
156.000 eksemplar serta peningkatan aktivitas berupa jenis 
latihan. 
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Bantuan kepada Pramuka dipergunakan antara lain untuk 
kegiatan berbagai latihan kepramukaan, bantuan penyelenggra- 
an Jambore Nasional 1981 yang melibatkan 28.000 orang. 
Jamboree on the Air yang melibatkan 160 orana serta 
pengadaan Gedung Cadika sebanyak 20 buah) yang tersebar 
diseluruh Propinsi serta bantuan pembangunan Gedung 
Pemuda Wiladatika di Cibubur, Jakarta. 


Dalam rangka pengembangan dan pengendalian 
operasional dan program generasi muda secara terpadu, 
kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan kebijakan dan 
program operasional terpadu yang mengikut sertakan 7.482 
orang. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan sebanyak 
3.500 orang, pengelolaan dan -pengembangan informasi 
komunikasi pemuda sebanyak 200 orang, pengendalian serta 
pengelolaan operasional pembinaan serta pengembangan 
generasi muda secara terpadu di 27 propinsi. Di samping itu 
dalam pengadaan dan peningkatan fasilitas dan sarana sedang 
dilaksanakan pembangunan Gedung Pusat Komunikasi 
Pemuda. Gedung Pusat Latihan Kepemimpinan dan Ke- 
trampilan di Cibubur, pembangunan Balai Latihan Ketrampilan 
dan Kepemimpinan Regional (bekerjasama dengan beberapa 


instansi) di Pandeglang dan Solok. 


Bantuan untuk pengembangan 5 desa Pemuda yaitu di 
desa Damuli (Sumatera Utara), desa Mandalawangi (Ciamis, 
Jabar), desa Punggaluku (Sulawesi Tenggara), desa Palola 
(Sulawesi Tengah) serta desa Pabahanan (Kalimantan Selatan). 


Sementara itu sedang dilaksanakan pembangunan Pusat 
Latihan Perintis Pembangunan Regional Pemuda/Pramuka 
di desa Rajabasa lama (Lampung). 


Jumlah pemuda Indonesia yang menjadi peserta Program 
Pertukaran Pemuda dengan Luar Negeri, dapat dilihat dalam 
Tabel-3. 


Selama empat Pelita III pembinaan generasi muda kian ber- 
kembang yang sebelumnya dalam Pelita | dan || mulai di- 
kerjakan tetapi realisasinya belum ada. Dan selama empat 
tahun Pelita III ini telah dapat dilihat perkembangannya sebagai 


berikut : 


Di bidang agama, program ditujukan untuk meningkatkan 
ketrampilan, kemampuan kewiraswastaan dan sekaligus 
meningkatkan kesadaran penghayatan dan pengamalan 
Pancasila dan ajaran keagamaan dikalangan para pemuda dan 
remaja. Terutama mereka yang berada di daerah-daerah 
pedesaan. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama tahun 
1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 adalah melalui 
penataran tenaga pembinaan sebanyak 206 orang dari semua 
golongan agama. Penataran ketrampilan kewiraswastaan bagi 
12.311 orang pemuda dan remaja disamping bantuan pem- 
binaan bagi kelompok remaja sebanyak 537 kelompok serta 
pemberian bantuan pengadaan perlengkapan/peralatan pem- 
binaan yang dikaitkan dengan kegiatan anak muda dan rema 
ja di bidang agama, olahraga, kesenian dan kegiatan sosial 
lainnya bagi 5.069 kelompok. 


Di bidang hukum telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan 
hukum dalam rangka menanamkan dan meningkatkan 
kesadaran hukum pemuda serta remaja di 10 propinsi. Di 
samping itu dilaksanakan pula pembinaan bimbingan 
kemasyarakatan dan pengentasan anak yang meliputi pendidikan 
sekolah, keagamaan, kepramukaan, ketrampilan bertani dan 
beternak serta kewiraswastaan di 14 Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Negara. 


Di bidang kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan usaha- 
usaha dalam wadah Karang Taruna dengan memberikan ber- 


bagai latihan ketrampilan kerja, kerajinan tangan serta kesenian 
dan olahraga, sehingga waktu luang dapat dipergunakan untuk 
karya produktif. Selama ini sejak tahun 1978/79 sampai 
dengan tahun 1982/83 telah diberikan bantuan perangkat per- 
alatan ketrampilan dan kerajinan tangan sebanyak 6.342 
perangkat untuk 1.752 Karang Taruna. Untuk lebih meningkat- 
kan dan mengembangkan pembinaan para remaja melalui 
Karang Taruna, telah diselenggarakan penataran bagi 1.890 
orang pengurus Karang Taruna, latihan Kader Karang Taruna 
990 orang serta latihan pembinaan Karang Taruna sebanyak 
180 orang. 


Di bidang kesehatan, berbagai kegiatan telah dilakükan. 


antara lain kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan, per- 
tolongan pertama pada kecelakaan dan usaha kesehatan dari 
anak untuk anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang 
meliputi 3.100 Sekolah Dasar. Juga telah dilaksanakan 
kegiatan meningkatkan gizi dari kesehatan anak dan remaja 
di 155 kecamatan, melindungi serta mencegah anak remaja 
dari bahaya narkotika dan obat berbahaya lainnya di 15 kota, 
mengikutsertakan remaja dalam kegiatan kesehatan 
masyarakat serta latihan kader kesehatan sebanyak 4.650 
orang. 


Di bidang industri, telah dilaksanakan latihan dan 


peningkatan ketrampilan untuk berbagai jenis ketrampilan 


antara lain kerajinan bambu dan kulit, cetak sablon, konpeksi. 


serta anyaman rotan yang melibatkan 2.460 orang, dan latihan 
lanjutan bagi 66 orang. Di samping itu diselenggarakan pula 
kegiatan widya karya yang merupakan pengenalan industri di- 
kalangan generasi muda/mahasiswa yang telah melibatkan 
1.320 orang dari barbagai perguruan tinggi untuk menimbulkan 
minat mereka supaya terlibat dalam kegiatan industri. Untuk 
kesinambungan kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan langkah- 
langkah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang 
pernah mendapat latihan melalui kerja praktek di perusahaan- 
perusahaan tertentu dan balai industri yang ada, disamping 
memberikan kesempatan untuk memperdalam ketrampilan 
mereka di daerah-daerah lain yang lebih maju. 


Di bidang pertanian, telah diselenggarakan kegiatan 
peningkatan pembinaan taruna tani dan nelayan usia 13-35 
tahun berupa kegiatan latihan pembina tingkat propinsi dan 
kabupaten yang melibatkan sebanyak 1.670 orang peserta, 


kursus pengelola aneka usaha tani bagi 12.300 orang peserta, 
kursus penyuluhan ketrampilan di bidang usaha tani sebanyak 
130 orang, bantuan sarana belajar kelompok usaha tani kepada 
sebanyak 681 kelompok, kursus pengurus Taruna Tani/nelayan 
bagi 1.560 orang serta temu karya Taruna Tani Nelayan bagi 
sebanyak 580 orang. 


Di bidang transmigrasi, telah dilaksanakan latihan 
pengalihan ketrampilan melalui kerja praktek lapangan yang 
melibatkan sejumlah 4.900 orang peserta, serta peningkatan 


: ketrampilan sebanyak 3.302 orang pemuda transmigran di 


beberapa lokasi antara lain di Bereng-bengkel di Kalimantan 
Tengah, Babalu Barat di Kalimantan Timur, Malonas di Sulawe 
si Tengah, Roraya di Sulawesi Tenggara serta Klasaman di Iri 
an Jaya. Di samping itu telah pula dilaksanakan latihan bagi 
Instruktur Pengalihan Ketrampilan Pemuda sebanyak 55 orang. . 


Di bidang ketenagakerjaan, telah dilaksanakan kegiatan 
peningkatan kesadaran buruh pemuda berupa penyuluhan yang 
melibatkan 2.580 orang. Sasaran penyuluhan adalah calon: 
calon angkatan kerja yang duduk di kelas-kelas terakhir pada 
Sekolah Menengah Atas, Akademi serta Universitas. 


Di bidang perkoperasian, telah diselenggarakan latihan bagi 
Pengurus Koperasi Pemuda/Mahasiswa yang melibatkan 233 
orang, latihan pengurus, Badan Pemeriksa, Menejer, Karyawan 
Koperasi sebanyak 1.538 orang serta latihan perkoperasian 
bagi generasi muda trampil sebanyak 2.910 orang. Dari jumlah 
itu sebagian peserta latihan telah duduk dalam kepengurusan 
koperasi baik sebagai anggota, pengurus, Badan Pemeriksa, 
Menejer maupun Pendidikan Menengah. Kegiatan usaha 
pemuda yang telah aktif dalam bidang koperasi adalah antara 
lain kegiatan simpan pinjam, pembibitan padi, pembuatan batu 
bata dan pemasarannya serta pembuatan barang-barang 
kerajinan untuk souvenir. 


Di bidang perdagangan, telah dilaksanakan pembinaan 
pengusaha muda dan pedangang kecil dalam hubungannya 
dengan pembinaan usaha golongan ekonomi lemah berupa 
penataran dan konsultasi/penyuluhan yang melibatkan 4.620 
peserta. 


2. Pembinaan Keoiahrgaan 


Selama Pelita I, proyek pembinaan Olah Raga telah me- 
laksanakan berbagai usaha untuk lebih meningkatkan kegiatan 
olah raga. Peningkatan kegiatan olah raga di Daerah dilaksana- 


kan dengan mewujudkan bentuk bantuan berupa " matching 


funds” kepada 267 Kabupaten/Kotamadya dan 26 propinsi. 


Upgrading pelatih, wasit dan para wartawan olah raga 
meliputi 250 orang dan kegiatan pertandingan-pertandingan 
olah raga Karya Pelajar berjumlah 1.242 orang serta dalam 
kegiatan olah raga Internasional berbentuk bantuan pembiaya- 
an kepada organisasi-organisasi Internasional, sebagai follow 
up peningkatan prestasi di berbagai cabang olah raga. 


Menginjak Pelita II lebih ditingkatkan lagi dengan kegiatan 
memasyarakatkan olahraga dengan mengadakan kegiatan- 
kegiatan olah raga pelajar sekitar 240.000 pelajar/mahasiswa 
meningkat dari 1.242 orang dalam Pelita I. Selain itu diadakan 
kegiatan olah raga massal sebanyak 173.500 orang. 


Realisasi bantuan kepada KONI yang dimanfaatkan untuk 
penataran pelatih olahraga sebanyak 1.8 ribu orang, pe- 
nyelenggaraan pemusatan persiapan Asian Games VIII dalam 
7 cabang olah raga, penyelenggaraan PON SD cabang olah 
raga, pengiriman pelatih olah raga 41 orang ke luar negeri dan 
pengiriman peserta pertandingan olah raga nasional/inter- 


nasional dan penyelenggaraan ceramah/workshop seminar/ 
simposium sebanyak 5 kegiatan. Selain itu telah pula ditatar 
sebanyak 2,4 ribu guru SMOA. Pembinaan pendidikan olah 
raga khususnya dilakukan melalui pengintegrasian SMOA ke 
dalam pendidikan kejuruan menjadi SGO. Demikian juga STO 
diintegrasikan menjadi Fakultas Keolahragaan pada IKIP. 

Hingga sampai empat tahun Pelita III dalam rangka 
mengolah ragakan masyarakat luas melalui permasalahan olah 
raga pelajar, mahasiswa telah meningkat dibandingkan dengan 
Pelita || dari 240.000 orang meningkat menjadi 797.037 orang 
selama empat tahun Pelita III begitu pula olah-raga pemasalan 
masyarakat meningkat dari 173.500 orang dalam Pelita II 
menjadi 1.551.577 orang. 


Di samping itu dalam rangka PON X telah dilaksanakan 
bagi mereka yang cacat sebanyak 250 orang. Selain itu telah 
pula diselenggarakan gerak jalan khusus wanita yang melibat- 
kan 2.000 orang. Penataran bagi para pelatih olah raga/guru 
olah raga pencak silat sebanyak 50 peserta. 


Penyelenggaraan kejuaran nasional, regional maupun inter- 
nasional yang melibatkan 5.723 pelajar, 2.921 mahasiswa dan 
1.943 masyarakat. 


Dalam rangka olahraga karya yang bersifat pembibitan 
telah dilaksanakan pembinaan olahraga berbakat sebanyak 424 


Menpora 9 


orang di Pusat serta 180 orang di daerah (Salatiga, Palembang, 
Ujung Pandang, Jambi dan Maluku) untuk berbagai cabang 
olahraga. 


Bantuan pembinaan organisasi olahraga dan peningkatan 
prestasi olahraga telah diberikan pada KONI diantaranya untuk ke- 
giatan Pekan Olah Raga Nasional Ke-X dengan 33.000 peserta 
dalam 41 cabang olahraga, kegiatan SEAGAMES IX dan ASEAN 
GAMES IX. Keadaan ini meningkat dibandingkan dengan 
Pelita || dari 30 cabang olahraga. 


Di bidang penelitian telah dilakukan usaha-usaha sebagai 
berikut : 


— Penelitian norm test bagi kesegaran jasmani meliputi- 
27.500 orang. 
— Penelitian norm spot skills test meliputi 12 cabang 
` olahraga. 
— Mengadakan survey terhadap pelaksanaan kurikulum 
olahraga pendidikan, dengan menyebarkan guestioner 
г sejumlah 9.830 set, meliputi 25 Dati | dan 90 Dati II. 


Dalam bidang penelitian pengembangan naskah buku-buku 
olah raga telah disiapkan 135 naskah yang meliputi berbagai 


bidang. Buku-buku sejarah pekan olahraga mahasiswa, 


pedoman mengajar olahraga di SLA, prinsip-prinsip coaching, 
dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kegiatan ke- 
olahragaan masing-masing dicetak 1.000 eksemplar. Khusus” 
buku mengenai pegangan mengajar untuk SD dicetak 50.000 
eksemplar. Di samping itu telah diterbitkan 18 nomor Buletin 
Ilmiah olahraga bulanan dicetak 1.000 eksemplar. 


Hasil-hasil yang dicapai sampai dengan tahun 1971 
meliputi : Sarjana Olahraga : 161 orang, Sarjana Muda 
Olahraga : 741 orang, dan SMOA : 6.943 orang. 


Dalam masyarakat sendiri terdapat kegairahan dan 


aktivitas olahraga antara lain Pekan-pekan Olahraga, per- . 


tandingan berbagai cabang olahraga dan lain sebagainya. 


Menginjak pada Pelita II dalam rangka pembinaan 
kesegaran jasmani dan rekreasi, pemerintah telah mengadakan 
penelitian penampilan kemampuan kerja tubuh serta 
ketrampilan/ketangkasan olahraga terhadap 12,8 ribu orang 
murid SD sampai dengan SLTA dan masyarakat umum, 
penelitian-laboratorium mengenai kesegaran jasmani. Faal kerja 
dan kesehatan olahraga terhadap olahragawan/pelajar 
sebanyak 570 orang, penelitian rekreasi pendidikan terhadap 
20,5 ribu pelajar, penelitian tentang kesehatan sekolah dengan 
data dari 14,7 ribu orang, dan partisipasi dalam beberapa 
kongres internasional sebagai cara meningkatkan mutu tenaga 
teknis/penelitian. 


Dalam rangka kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi, 
telah dilaksanakan penelitian kesegaran jasmani dan rekreasi 
anak Balita, pelajar dan remaja, mahasiswa dan pemuda serta 
karyawan dan kelompok khusus seperti olahragawan, ABRI, 
penderita cacat dan kelompok masyarakat lainnya. Kesehatan 
sekolah yang meliputi aspek-aspek kehidupan lingkungan sekolah 
sehat Pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan di se 
kolah. 


Kesegaran jasmani yang meliputi penampilan kemampuan 
gerak fisik dan ketrampilan/ketangkasan olahraga dan 
penelitian laboratoris mengenai faal kerja dan kesehatan olah- 
raga. 


Bidang Prasarana dan Sarana Olahraga 

Selama pelita II telah dibangun/direhabilitir sbanyak 7 STO 
dan 10 SMOA. Hingga empat tahun Pelita III prasarana dan 
sarana olahraga telah pula dikembangkan melalui bantuan pem- 
bangunan gedung olahraga serta kolam renang di berbagai 
tempat seluas 27.796 m2. Pembangunan lapangan olahraga 
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keras antara lain lapangan bola volley, basket, serta lapangan 
rumput seluas 342.692 m2 dan rehabilitasi bangunan/lapangan 
olahraga seluas 343.237. Peralatan Olahraga telah pula 
disediakan pengadaannya sebanyak 25.505 perangkat, di sam- 


ping bantuan bagi perguruan tinggi, Sanggar Kegiatan belajar, 


untuk bidang olahraga di 27 Propinsi dan untuk pusat latihan 
SMP/SMA Ragunan, Salatiga, Palembang, Ujung Pandang, 
Jambi serta Maluku. Juga telah disediakan kaset Senam Pagi 
Indonesia sebanyak 23.400 buah bagan Piagam Senam Pagi 
Indonesia sebanyak 266.640 lembar: bagan Pancak Silat 
12.000 lembar, pengadaan buku olahraga, buku pedoman 
Senam takraw dan olahraga tradisional sebanyak 237.600 
buku. Demikian pula telah dilaksanakan pengadaan 10 unit alat 
laboratorium/penelitian. 


Stadion Sriwedari dan Hari Olahraga Nasional 


Pemerintah juga menyadari bahwa upaya untuk meng- 
gerakkan dunia olahraga secara hasional haruslah dilakukan 
sesuai dengan saat, kejadian dan alasan yang tepat. Karena 
itu sangatlah tepat ketika Presiden Soeharto menyetujui 
penetapan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga 
Nasional. Penetapan itu tidak hanya menggambarkan 
peringatan terhadap peristiwa bersejarah karena dimulainya 
untuk pertamakali pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) 
di tahun 1948 di Surakarta. Akan tetapi lebih dari itu sebagai 
gambaran adanya apresiasi Pemerintah terhadap nilai sejarah 
serta motivasi yang mendorong terlaksananya PON itu. 


Seperti diketahui PON tahun 1948 itu lebih berbobot 
sebagai peristiwa perjuangan nasional karena saat itu untuk 
pertama kali setelah mencapai kemerdekaan kita tunjukkan 
kepada dunia luar bahwa kita masih ada (exist). Dapatlah di- 
anggap PON | itu sebagai manifestasi persatuan dan kesatuan 
nasional di tengah-tengah amukan tekanan dan badai 
pergolakan dunia internasional. Untuk lebih memberikan bobot 
sejarah maka penetapan hari bersejarah " Hari Olahraga 
Nasional” , dilakukan oleh Bapak Presiden bertepatan dengan 
peresmian purna pugar Stadion Sriwedari Surakarta, tempat 
berlangsungnya PON | tadi. 


Penetapan Hari Olahraga Nasional itu ternyata disambut 
dengan penuh antusiasme oleh seluruh rakyat. Menteri Dalam 
Negeri telah mengeluarkan instruksi keseluruh Pemerintah 
Daerah untuk menyambut penetapan hari bersejarah itu dengan 
kegiatan olahraga massa seperti, lomba gerak jalan di seluruh 
ibukota Propinsi, Kotamadya, Kabupaten sampai ke desa-desa. 
Dari hasil monitoring, tercacat tidak Kurang dari 14,7 juta 
warganegara turut berpartisipasi memulai peringatan Hari 
Olahraga Nasional itu. 


Masih dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional 
telah pula diselenggarakan " Malam Dana” , yang dihadiri oleh 
Wakil Preseiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Sebagai 
bukti nyata dari partisipasinya, malam itu para pengusaha 
menyumbang sebesar Rp. 500 juta. Juga telah dikeluarkan logo 
"Panji Olahraga” sebanyak 2,5 juta lembar. х 


Satu hal yang paling penting dicatat dalam kaitan 
penetapan Hari Olahraga Nasional sebagai awal dari ber- 
kibarnya panji Olahraga "Memasyarakatkan Olahraga dan 
Mengolahragakan Masyarakat” yakni telah dirumuskan upaya 
untuk memberikan dasar hukum berbentuk Keputusan Presiden 
tentang ketentuan tentang Jam Krida Olahraga. Hal ini di- 
maksudkan untuk memperkokoh upaya untuk menggerakkan 
olahraga kita secara nasional. 


Salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari 
Olahraga Nasional adalah diselenggarakannya " Lokakarya 
Nasional tentang Pembangunan Olahraga” yang bertujuan 
untuk menyusun " Pola dasar Pembangunan Olahraga" 
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1. INTRODUCTION 


Historically, there have been a great number of important 
national events where the role of youth is decisive. Indeed, youth 
should always be taken into account in political lives. The years 
of 1908, 1928, 1945 and 1966 are the historical milestones of 
youth involvement in political and social problems. 


Itis not rare that the leadership arid struggle of youth in the past 
were imbued by high spirit, dedication and creativity to produce 
monumental achievements for the benefit of the Country and Na- 
tion to found the Unitary Republic of Indonesia. 


In the process of change from parental tutorship to full respon- 
sibility of citizenship, the younger generation, as part of the com- 
munity, should be given the necessary attention it deserves to 
become model citizens. 


At present, Indonesia is faced with various problems on the 
younger generation. First of all, the present younger generation 
does not have the benefit of direct experience on the romanticism 
of the national struggle of Indonesia. Nationalism and patriotism 
should be implanted among the young through some promotional 
programmes. Besides, introduction of foreign civilization, gene- 
rally capable of effecting attitudinal changes, should be handled 
with care. 

Indonesia, with Pancasila as the philosophy on way-of-life, 
does not subscribe to the idea of letting the younger generation to 
grow without guidance. To develop the whole personality of man 
as dictated by Pancasila and the 1945 Constitution, the govern- 


ment has duly observed the stipulations of the Guidelines on ' 


State Policy to carry out such development through education. 


By means of education, a community cultivates the younger 
generation to take cognizance of, and master various disciplines 
of sciences. Thanks to the efforts, the younger generation may 
develop, in a relatively-short time, a wider horizon of views than 
that of the elders. 


Decree of the People's Consultative Assembly No. IV of the 
year 1978 stipulates that the promotion of the younger genera- 
tion shall be so directed that it may become one with a stronger 
sense of responsibility and higher capacity to ful fill methods and 
means of activities acceptable to the younger generation itself. 


Based on the above-mentioned decree, the basic strategy for 
the promotion and development of the younger generation has 
been drawn as follows : 

a. Development of the younger generation shall be directed to 
cultivating the future cadres of national struggle and develop- 
ment through the provision of know-how, leadership, physi- 
cal fitness, creativity, patriotism, idealism, ànd exalted cha- 
racter. 


For that purpose, a favourable climate should be develop- 
ed to enable the promotion of creativity among the younger 
generation in a natural and responsible way. 


Within this framework, there is the need for efforts to involve 
the younger generation in the process of national life and in 
the national development. 


b. Development of the vehicles for the promotion of the younger 
generation -- schools, functional organizations of youth such 
as the Indonesian Youth National Committee, Scouts Move- 
ment, sports organizations, and the likes -- should conti- 
nuously be stepped up. Among others, through the provision 
of better facilities and means for the development of youth. 


c. Anintegrated national policy should be drawn on youth. The 
national policy should cover three basic essentials: Executive 
Apparatus, Blueprint for the Promotion and Development of 
the Younger Generation, and an Integrated System of Coor- 
dination. 


Up to fourth year of Pelita III, the President/Mandatary of the 
People's Consuitative Assembly has appointed a Junior Minister 
on Youth Affairs in the Development Cabinet, while in Develop- 
ment Cabinet IV, youth affairs is assigned to a Minister of State. 
The organizational structure, functions and tasks of the Minis- 
terial office on youth affairs are stipulated in Decree of the Presi- 
dent No. 13 of the year 1978. 


True to the Guidelines on State Policy, government's efforts for 
the promotion of the younger generation during Pelita | up to the 
fourth year of Pelita Ill have brought home commendable achieve- 
ments. 


Menpora 13 


1. Operational Probiems 


At present, Indonesia is faced with various problems on youth. 
In term of age, they belong to 15 - 30 years bracket. They consti- 
tute the bigger part of work-force in need of employment. 

The rate of population growth is higher than that of employ- 
ment opportunity. The disparity brings about unemployment, reai 
as well as disguised. 


Urban development makes life in the cities quite attractive to 
youth from rural areas. Many of them flock to the cities spon- 
taneously. Needless to say, advancement of sciences and tech- 
nology requires know-how and skills to enable one to fill up employ- 
ment openings. On the other hand, the migrating youth generally 
lack education and, thus, the required skills. 


Self-employment is usually hampered by the abserice of entre- 
preneurship since their education does not provide such capabi- 
lity. Personal business undertakings are not effective on account 
of weak disposition in capital acquisition and marketing for lack of 
experience in business cooperation. 

Cooperative business does not attract the younger generation 
although it is actually the mainstay of Indonesian economy. 

The younger generation should cultivate confidence in coope- 
rative business as the main ingredient of Indonesian economy as 
dictated by the 1945 Constitution. 


Politically, lack of skilled leadership of youth movement and 
garbledicause of youthorganizations discourage growth of ideal- 
ism for the glory of the Nation. Being responsible for the future of 
the Country, the younger generation should have untarnished 
idealism to ensure the survival of the Country and Nation. 


Lack of opportunity to know the other part of the Country and to 
meet youth of the other regions results in the inadequate percep- 
tion of the archipelagic concept among the younger generation. 
Cognizance upon the other part of the country, which is so vast 
and rich in cultural diversity, will develop a stronger sense of de- 


dication to the country and nation as well as nationai unity. The 
effort to foster friendship based on mutual understanding has not 
been intensified among the younger generation. 


Recently, there has been a rising tendency among the younger 
generation to violate legal and social norms. This phenomenon 
indicates weakness of the national disciplines. The influencing 
factors originate from various quarters: economy, psychology, 
sociology, and others; lack of supervision on use of leisure time, 
vulnerability to the destructive influences in the society such as 
drug abuse, sexual infringement, show of force, and the likes. 


Unproductive use of leisure time may give rise to apathy upon 
the community. Sense of achievement and nature preservation 
are not given due consideration. 


Development of creativity is urgently needed for the promotion 
of personality and national civilization. But opportunity, condition, 
infrastructures and facilities for the development of creativity are 
far from adequate. 


The attitude of self-support as the mental attitude founding the 
national character of a free nation, has not been well impanted 
among the younger generation. Lack of self-confidency, unwil- 
lingness to take the risk, and the tendency to give a higher es- 
teem to anything of foreign origin, constitute the clear indication 
on the lack of the attitude of self-support. 


Communication and information exchanges among cultural 
environments in Indonesia will step up self-respect and national 
pride among the people of Indonesia. However, there has been 
quite limited opportunity to communicate and to exchange infor- 
mation. 

It should be admitted that these problems are not the monopo- 
ly of the younger generation, but, rather, of the Indonesian people 
in general. 


2. Administrative Problems 
a. Organization 


The organizational structure and functions of the Directorate 
for the Promotion of Younger Generation as stipulated by the 
Letter of Decision of the Minister of Education and Culture, of the 
Republic of Indonesia No. 0222/d/o/1980 have been regarded to 
be insufficient as a vehicle for the promotion and development of 
the younger generation. 


The organizational structure of the Division for the Promotion 
of Younger Generation in the Regional Administration has also 
been regarded to be inadequate to accomodate its functions, 
especially after the issuance of Decree of the President of the 
Republic of Indonesia No. 23 of the year 1979. 

According to the organizational structure, Head of the Division 
generally functions concurrently as Secretary of the Supervisory 
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Council for the Promotion of Younger Generation in provincial 
level. 


The volume of work in the post is staggering. There is a fear 
that it can not be coped up with. The same tendency accurs on 
the post of Head of the Section for the Promotion of Younger 
Generation and Sports Affairs in the Office of the Department of 
Education and Culture in second-level regions. 


In addition, failure to fill up the posts in first-level, second-level 
and third-level regions, aggravates the problems. And the lack of 
special institutions of education to produce skilled workers/ 
experts to man the promotion of younger generation, results in 
the inferior quality of the present personnel. 


b. Manpower 


In the implementation of the promotion of younger generation, 
inadeguacy of supervisors and instructors -- in guality as well as 
in guantity -- has been dully observed. The factor of supervisors 
and instructors holds a decisive role for the successful imple- 
mentation of the promotion of younger generation, regardless 
whether they are employees or otherwise. Youth installations 
(youth arenas, youth villages, youth training centres, camping 
grounds) have been growing in number. But the management 
has not been commendable for inadequacy of management per- 
sonnel, qualitatively as well as quantitatively. 


Most of the personnel for the promotion of younger generation 
do not corne from special institutions of eduction to produce 
specialists in the field. They, therefore, fail to ensure the success- 
ful implementtation of tasks, let alone to reach the maximum 
achievement. 


The fill of posts has not met the operational demand of the 
functions of personnel for the promotion of younger generation. 
They generally lack experience and capability on leadership and 
technical know-how. 


The most disheartening is the fact that only 3596 of the posts of 
field-supervisors for the promotion of younger generation have 
been filled. And all of them, throughout Indonesia, need promo- 
tion of knowledge and know-how. 


Another obstacle to the adequate supply of technical personnel 
is the employment formation of the Department of Education and 
Culture which only makes opening for educational workers and 
administrative manpower. Actually, there are more technical 
personnel, but they are registered as administrative workers, of 
which the opening for employment is quite limited. 


c. Management 


For the successful implementation of any activity where orga- 
nization is the principal means to achieve to the objective, feed- 
back is urgently needed to improve the weak links. Such a need 
has not been well-met since the management has not been ade- 
quately developed. Communication and information exchange 
among technical personnel for the promotion of younger genera- 
tion may enhance the promotional efforts, but such communica- 
tion and information exchange is yet to be cultivated. 


Planning activities have not also been well-coordinated, either 
horizontally or vertically. Results of the present planning activi- 
ties are regarded to be short of the maximum efficiency and ef- 
fectivity. 


The system for management information has not been well 
developed, resulting in the inferior information for planning and 
decision-making. 


d. Equipments 


Work facilities and infrastructures for supervisors and techni- 
cal personnel have not been adequate, especially as regard to 


operational directives, technical equipments and facilities to step 
up mobility among field-workers. 


e. Finance 


Allocation of budget, routine as well as development, has not 
been sufficient to finance all activities. It has not also been equi- 
tably distributed among units of the Directorate General for Non- 
Formal Education, Youth and Sports, including allocation of 


budget for the purchase and maintenance of facilities/infrastruc- 
tures. Some times, allocation of budget has been formalized but 
the authority for drawing is not timely for the implementation of an 
activity. 


3. National Policies on the Promotion of Younger Generation 


To cope up with the problems mentioned above, the govern- 
ment has drawn a number of policies. 


Based on Decree of the People's Consultative Assembly No. 
IV/MPR/1978, the basic strategy has been drawn for he promo- 
tion and development of younger generation, consisting of three 
main points: 


a. Development of the younger generation shall be directed to 
cultivating the future cadres of national struggle and develop- 
ment through the provision of know-how, leadership, physi- 
cal fitness, creativity, patriotism, idealis, and exalted charac- 
ter. 


For that purpose, a favourable climate should be develop- 
ed to enable the promotion of creativity among the younger 
generation in a natural and responsible way. Within this fra- 
mework, there is the need for efforts to involve the younger 
generation in the process of national life and in the national 
development. 


b. Development of the vehicles for the promotion of the younger 
generation -- schools, functional organizations of youth such 
as the Indonesian Youth National Committee, Scouts Move- 
ment, sports organizations, and the likes -- should continu- 
ously be stepped up. Among others, through the provision of 
better facilities and means for the development of youth. 


c. Anintegrated national policy should be drawn on youth. 


In view of the urgency for the promotion of younger generation, 
the Guidelines on State Policy stipulates that AN INTEGRATED 
NATIONAL POLICY SHOULD BE DRAWN ON YOUTH. The 
national policy should cover three basic essentials: Executive 
Apparatus, Blueprint for the Promotion and Development of the 
Younger Generation, and an Integrated System of Coordination. 


(1) Executive Apparatus 
In the Development Cabinet III, the President/Mandatary 
of the People's Consultative Assembly has appointed a 
Junior Minister on Youth Affairs, while in Development 
Cabinet IV, youth affairs is assigned to a Minister of State. 
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The organizational structure, functions and tasks of the Mi- 
nisterial office on youth affairs are stipulated in Decree of 
the President No. 13 of the year 1978. 

The main tasks is to assist the Minister of Education and 
Culture in supervising and coordinating the implementation 
of policies and programmes on the promotion of younger 
generation. 

(2) Organization 

To enhance the implementation of tasks during Pelita III, 
as stipulated by Decree of the President of the Republic of 
Indonesia No. 13 of the year 1978, two secretariats have 
been instituted, i.e. Secretariat of the Office of the Junior 
Minister on Youth Affairs headed by the Secretary to the 
Junior Minister on Youth Affairs, and -- in observance of 
Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 23 
of the year 1979 -- Secretariat of the Coordinating Body 
where Secretary to the Junior Minister on Youth Affairs 
holds the post of Vice Secretary. Establishment of tne sec- 
retariats have been sanctioned by the Letter of Decision of 
Minister of Education and Culture No. 0212/0/78 and Deci- 
sion of Chairman of the Coordinating Body No. O3/SPK/ 
1980. 


(3) Blueprint for the Promotion and Development of Younger 
Generation 


The national policy on youth is based on the blueprint for- 
mulated in a National Seminar on the Promotion of Younger 
Generation. The blueprint was, then, affirmed in a Decision 
of the Minister of Education and Culture No. 0323/U/1978 
as guidelines for all parties concerned. The blueprint stipu- 
lates, among others, the following programmes: 

a) Leadership and know-how; 

b) Physical fitness and creativity; 

c) Promotion and expansion of participation among younger 
generation in development; 


d) Patriotism and idealism; 

e) Implantation of national consciousness; 

f) Exalted personality and character; 

g) Promotion of sound conditions conductive to the develop- 
ment of creativity among younger generation in a natural 
and responsible way; | 

h) Promotion of functions and institutions for the develop- 
ment of younger generation: and 

i) Improvement and increase of means and facilities for the 
promotion of youth. 


(4) Integrated System of Coordination 

To ensure harmony and integrity in the implementation of 
programmes for the promotion of younger generation as 
directed by the spirit and essence of Decree of the MPR No. 
IV of the year 1978, the Coordinating Body for the Imple- 
mentation of the Promotion and Development of Younger 
Generation has been established as stipulated by Decree of 
the President No. 23 of the year 1979. 


To promote coordination on the implementation of develop- 
ment of younger generation, the Coordinating Body directs 
the activities in related Cabinet departments and non- 
departmental government institutions, in the Central as well 
as Regional Administrations to achieve efficiency and effec- 
tivity for the benefit of the national development. 


Main task of the Coordinating Body is to formulate policies 
and programmes for the promotion and development of 
younger generation in a whole and intergrated manner, to 
cover the short-term, mid-term and long-term objectives. In 
addition, the body coordinates and controls the implemen- 
tation of programmes for the promotion and development of 
younger generation within the general policy drawn by the 
government. 


ACHIEVEMENTS OF DEVELOPMENT FOR 
THE PROMOTION OF YOUTH AND SPORTS 


1. Promotion of Younger Generation 


During Pelita !, promotion of younger generation of younger 
generation was attached with the programmes for adult educa- 
tion and social development. Since Pelita |, promotional courses 
have been organized on youth and sports affairs to cover 1,080 
youth supervisors. Other activities include : development of ca- 
pability for organization management, job-trainings, social 
works, and productive use of leisure time. One of the regular pro- 
grammes is the promotion of the Legions for Flag-hoisting cover- 
ing 118 regions and 238 participants. 


Since the start of Pelita Il, promotion of younger generation 
has been expanded in scope. The Guidelines on State Policy sti- 
pulates that the efforts for the promotion of younger generation 
shall be directed to cultivate a better generation with a stronger 
sense of responsibility and higher capacity to carry out activities 
in the methods and higher capacity to carry out activities in the 
methods and means acceptable to the younger generation itself. 


The promotional efforts cover scouts movement, intensifica- 
tion of productive activities through various organizations, deve- 
lopment of physical fitness through creative trainings, and pro- 
motion as well as encouragement to carry out simple projects by 
own initiatives and through employment opportunities. 
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For the promotion of organization and activities of younger ge- 
neration, during the last five years works have been intensified 
for trainings on entrepreneurship to develop productive work- 
units covering 25.2 thousand people, promotional courses for 
youth/organization leadership to include 9.7 thousand people, 
and inter-province youth exchanges involving 380 people. 


The aid for scouts activities during Pelita Il had been used to 
built 27 buildings of scouts centres, organize the Courses for 
Functional Promotion II, Basic Intructors to cover 1,325 people, 
jamboree with 10,000 participants, National Conference to include 
400 people, Wirakarya Camping to involve 5,000 people, and 
Contests on the level of Supervisors in 27 Regional Quarters. 


The aid from the Indonesian National Youth Committee had 
been utilized to carry out various activities: seminar on research 
institutions for the study of women's role, workshop for func- 
tionaries of the central chairmanship to cover 20 people, the 
National Work Conference to include 600 people, cadre-forming 
for 60 people, and educational aid for youth cadres in second- 
level regions involving 11,360 people, aid for youth cadres in 
first-level regions (780 people). and aid for National Congress 
(2,000 people). 


Programmes have also been carried out for youth exchanges 
with Canada involving 102 people, through South-East Asia 
Youth Ship covering 161 people, and promotion of the Legion for 
Flag-Hoisting to include 132 people. 

During Pelita Ill, promotion of younger generation was directed 
to cultivating the future cadres of national struggle and develop- 
ment through the provision of leadership, know-how, physical fit- 
ness, creativity, national consciousness, exalted personality and 
character, participation of the younger generation in various acti- 
vities of development. 

In the field of education and culture, efforts had been under- 
taken during 1978/1979 - 1982/1983 on the following activities: 
pilot projects of youth trainings for the development of leadership 
and manpower involving 20,850 people, trainings for youth infor- 
mal leaders covering 3,108 people, and trainings for youth gui- 
dance to include 2,756 people and for youth supervisors of 1,214 
people. 

In addition, the refreshing course of youth instructors and 
course for managers of youth arena covered 1,980 people, and 
course for technical supervisors of youth involved 1,454 people. 
Besides, 20 Youth. Arenas/Centres for the Development of Acti- 
vities of Younger Generation in (1) North Sumatera, (2) South 
Sumatera, (3) Lampung, (4) West Nusa Tenggara, (5) Lhok Seu- 
mawe - Aceh, (6) Pekanbaru - Riau, (7) Kendari - South-East 
Sulawesi, (8) Jayapura - Irian Jaya, (9) Bengkulu, (10) Pontianak 
-West Kalimantan, (11) Yogyakarta Municipality, (12) Ambon - 
Maluku, (13) Oongan - Bali, (14) Balikpapan - East Kalimantan, 
(15) Takengon - Aceh, (16) Bukittinggi - West Sumatera, (17) 
Grobogan - Central Java, (18) Lumajang - East Java, (19) Pan- 
deglang - West Java, and (20) Blitar - East Java. And five villages 
(pondok) of youth had been established in Cibodas - West Java, 
Oongan - Bali, Bukittinggi - West Sumatera, Ambarwinangun - 
Yogyakarta, and Nusa Dua - Bali. 


Activities for the development of know-how and creativity 
covered, among others, inter-province youth exchanges involving 
900 people, international youth exchanges (Indonesia, Canada, 
Malaysia, Singapore) to include 1,063 people, promotion of the 
Legion for Flag-hoisting consisting of 26 teams and 3,666 partici- 
pants, organizing youth festivals in 26 locations annually, promo- 
tion of youth groups covering 2,440 people, productive work units 
(640), trainings on entrepreneurship (12,780), vocational cam- 
ping ground for youth (1,385), and youth volunteers (6,815). 


Development of the institutions for youth promotion was realiz- 
ed through provision of aids to the Indonesian Youth National 
Committee, scouts movement, and other youth organizations. 
The aid to the Indonesian Youth National Committee was direc- 
ted to, among others, organizing youth congress, improvement 
of organization in 27 provinces (first-level and second - level 
regions). support to 5 institutions within the Indonesian Youth 
National Committee and 14 youth organizations favouring the 
Youth Declaration, publication amounting to 156,000 copies, and 
intensification of a number of types of trainings. 


The aid to the scouts movement was used, among others, to 
financing various scouts trainings, assisting the implementation 
of the 1981 National Jamboree to include 28,000 people, Jam- 
boree-on-the-air involving 160 people, constructing the Cadika 
Buildings (20 units), and supporting the establishment of the 
meeting hall "Wiladatika" in Cibubur, Jakarta. 

Activities for the development policies and operational pro- 
grammes covered 7,482 people, while those of implementation 
management and control included 3,500 people; management 
and development of information for youth communication, 200 
people; and operational management and control for the promo- 
tion and development of younger generation in 27 provinces. 


For the provision and improvement of facilities, work has been 
being done for the consrtuction of the Building for Youth Commu- 
nication Centre, Building for Training Centre of Leadership and 
Know-how in Cibubur, and Regional Training Centres on Leader- 
ship and Know-how (under cooperation among various institu- 
tions) in Pandeglang and Solok. 

Aid had also been provided for the development of 5 youth vil- 
lages in Damuli (North Sumatera), Mandalawangi (Ciamis, West 
Java). Punggaluku (South-East Sulawesi), Palola (Central Sula- 
wesi) and Pabahanan (South Kalimantan). 

A Pilot Training Centre for Scouts/Youth Regional Develop- 
ment has been being built in Rajabasa Lama (Lampung). 


During the first four years of Pelita III, promotion of the younger 
generation had been expended to cover the following fields: 


In religious fields, the programme was directed to stepping 
up vocational skills, capacity of entrepreneurship, study and 
application of Pancasila, and religious teachings among the 
younger generation, especially those living in rural areas. During 
the period of 1978/1979 — 1982/1983, the efforts had been done 
through workshop for supervisory personnel covering 206 peo- 
ple from all religious groups, workshops on entrepreneurship 
involving 12,311 youths, promotional aid for teenage groups 
(537 groups), and provision of aid for the supply of promotional 
equipments/means related with youth activities in the fields of 
religion, sports, arts and social activities (5,069 groups). 

In the field of law, activities of legal guidances had been orga- 
nized within the framework of cultivating and improving legal 
consciousness among the younger generation in 10 provinces. 
Besides, work had been intensified for the promotion of social 
guidances and children education covering formal education, 
religion, scout movement, agricultural know-how and cattle- 
breeding and entrepreneurship in 14 houses of penitence. 


In the field of social welfare, efforts had been launched 
through the teenage social groups (karang taruna) for the deve- 
lopment of vocational skills, handicrafts, and arts and sports in 
order that leisure time can be used productively. During the 
period of 1978/1979 — 1982/1983, aid had been provided in the 
forms of vocational equipments and handicraft tools amounting 
to 6,342 packets for 1,752 teenage social groups. To step up and 
develop the promotion of youth through the teenage social 
groups, workshops had been organized for 1,890 function aries 
of teenage social groups, 990 cadres of teenage social groups 
trained, and 180 supervisors of teenage social groups upgraded. 

in the field of health, various activities had been undertaken; 
among others, improvement of environment sanitation, first-aid 
trainings, and promotion of children health covering 3,100 prima- 
ry schools. Work had also been done for the improvement of 
nutrition among children and adolescents in 155 third-level re- 
gions, prevention of abuse of narcotics and other dangerous 
drugs in 15 cities, and inclusion of youth in the activities for the 
improvement of public health as well as trainings for 4,650 health 
cadres. 

In industrial field, trainings and vocational upgradings had 
been carried out for various industrial crafts such as bamboo and 
hide works, engraved printing, garment-making and rattan plaits 
involving 2,460 people, and further training for 66 people. Besi- 
des, "widya Karya" activities had been organized to introduce 
industrial works to the younger generation within the framework 
of cultivating their interest. These activities included 1,320 stu- 
dents from various higher learning institutes. For further develop- 
ment, preparatory works have been undertaken to explore the 
possibilities of including the former trainess for job-trainings in 
the existing enterprises or industrial training centres as well as in 
training facilities in more-advanced regions. 
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In agricultural field, promotional activities had been held for 
young cadres of agriculture and fishery within the age-bracket of 
13 — 55 years. The activities took the forms of trainings for super- 
visors in first-level and second-level regions involving 1,670 par- 
ticipants, courses for management of assorted farming under- 
takings to include 12,300 people, Courses for vocational guidance 
on farming to include 130 people, aid of learning facilities for 
farming groups covering 681 groups, courses for functionaries of 
young farmers/fisherman (1,560 people), and work-meetings of 
young farmers/fisherman for 580 people. 


In the fieid of transmigration, trainings had been carried out 
for the transfer of vocational skills with 4,900 participants, promo- 
tion of vocational skills involving 3,302 young transmigrants in a 
number of location such as Bereng-bengkel in Central Kalimantan, 
West Babalu in East Kalimantan, Malonas in Central Sulawesi, 
Roraya in South-East Sulawesi, and Klasaman in Irian Jaya. 
Besides, trainings had also been organized for instructors of the 
transfer of vocafional skills covering 55 people. 


In the field of manpower development, activities had been 
organized for the promotion of general awareness among young 
labourers through information operation covering 2,580 people. 
Targets of the operation were potential labour-force studying in 
the last year of high schools, academies, and universities. 


In the fieid of cooperative affairs, trainings had been under- 
taken for functionaries of youth/student cooperatives involving 
233 people, members of audit boards, managers and administra- 
tive personnel (1,538 people) and technical trainings on coope- 
rative affairs covering 2,910 productive youths. Youth activities in 
cooperatives included saving and loans, paddy nursery, brick- 
manufacturing and marketing, as well as souvenier-handicrafts. 


In the field of trade, promotional efforts had been launched 
for young entrepreneurs and businessman within the frame work 
of developig the capacity of economically-weak enterprises 
through courses and consultations/information operation invol- 
ving 4,620 people. 


2. Sports Development 


During Pelita I, the Project for Sports Development had carried 
out various efforts for the promotion of sports activities. In the 
regions, promotion of sports activities was realized through pro- 
vision of aid in the form of "matching funds" to 267 second- evel 
regions/municipalities in 26 provinces throughout Indonesia. 


Upgradings of trainers, referees and sports journalists covered 
250 people, students' sports events 1,242 people. Fund aid was 
provided to support participation in internationa! sports events 
within the framework of stepping up achievements in various 
branches of sports. 

During Pelita II, a campaign had been introduced for the popu- 
larization of sports activities through intensification of sports acti- 
vi- 
ties; for example, students' sports events involving 240,000 stu- 
dents, and mass sports activities covering 173,500 people. 


Realization of fund aid to the Indonesian National Committee 
of Sports (KONI) had been used to finance upgradings of sports 
trainers (1,800 people), training centres of 7 sports branches 
participating in Asian Games VIII, the national sports week, parti- 
cipation of 41 sports trainers in upgrading courses abroad, parti- 
cipation in national/international sports events, and seminar as 
well as workshop (5 events). In additiori, 2,400 teachers of sports 
high schools (SMOA) had been included in refreshing courses. 
And promotion of sports education was endeavoured through in- 
tearation of the SMOA into the Sports Teachers Trainings 
Schools (SGO) and the Sports Higher Learning Institutes into 
Schools of Sports in the Teachers Training College (IKIP). 


During Pelita III, up to the fourth year, campaign for the popula- 
rization of sports through students' sports events covered 
797.037 people (up by a substantial number in comparison with 
the 240.000 students in Pelita ||), while the mass sports activities 
involved 1,551,577 people (during Pelita ||, the number was 
173.500 people). 


Sports activities had also involved 250 invalids. Walk-events 
for women covered 2,000 people. Upgrading courses for 50 
trainers of silat/self-defence sports. And the organizing of natio- 
nal. regional and international sports events involved 5,723 stu- 
dents. 2.921 university students, and 1,943 people from the pub- 
lic. 
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For talent-scouting and development, sports promotion cover- 
ed 424 people in Jakarta and 180 people in the regions (Salatiga, 
Palembang, Ujung Pandang, Jambi and Maluku) for anumber of 
sports branches. 


Fund aid for the promotion of sports organizations and impro- 
vement of sports achievements given to the Indonesian National 
Committee of Sports, had been used, among others, to finance 
the National Sports Week X with 33,00 participants in 41 branch- 
es of sports, participation in SEA-GAMES IX and ASIAN GAMES 
IX. During Pelita Il, only 30 branches of sports were participated 
in. 


In the field of research, efforts had been done for the following 
activities : 


— Norm test for physical fitness, covering 27,500 people. 

— Norm spot skills test covering 12 branches of sports. 

— Survey on implementation of sports education curriculum 
through distribution of 9,830 sets of questionnaires, covering 
90 second-level regions in 25 first-level regions. 


With the purpose of development, 135 manuscripts had been 
written for book publication covering various topics: historical 
writings on students' sports weeks, guides to sports teaching in 
high schools, principles of coaching and other treatises related 
with sports activities. They have been published with 1,000 copies 
for each title. The guide-book for sports teaching in primary 
schools was published in 50,000 copies. In addition, 18 editions 
of the Sports Scientific Bulletin have been published with 1,000 
copies each. 


Out put of sports education up to the year of 1971 was recorded 
as follows: 161 university graduates, 741 under-graduates, and 
6.943 graduates of sports high schools (SMOA). 


As a result of the campaign for popularization, public enthu- 
siasm for sports activities had been, and has been, palpable as 
witnessed, among others, by the frequency of sports events. 


For the promotion of physical fitness and recreativity, the 
government had, since the start of Pelita Il, organized studies on 
spot skills and physical prowess of 12.8 thousand people cover- 


ing pupils of primary shools, students of high schools as well as 
the public: laboratory research on physical fitness: anatomy of 
work and health in sports upon 570 sportsmervstudents; studies 
on educational recreativity upon 20.5 thousand students: re- 
search on school hygiene covering 14.7 thousand people: and 
participation ina number of international congress/seminars asa 
means to step up the guality of technical personnel/researchers. 


Activities for the promotion of physical fitness and recreativity 
had also covered the studies on children under the age of five, 
students, adolescents, university students, youth, sportsmen, 
service-men, invalids and other groups of the community: school 
hygiene, health education and health services in schools: spot 
skills and physical prowess: and laboratory research on anatomy 
of work and health in sports. 


Sports Facilities and Infrastructures 


During Pelita Il, 7 Sports Colleges and 10 Sports High Schools 
had been built/rehabilitated. Up to the fourth year of Pelita III, 


sports facilities and infrastructures had been developed through 
use of aid for the construction of sports halls and swimming pools 
reaching a total space of 27,796 square-metres, construction of 
sports courts as volley-ball, basket-ball and grass courts with a 
total space of 342,692 sq. metres, and rehabilitation of sports 
courts/halls (343,237 square-metres). Provision had also been 
arranged for 25,505 packets of sports equipments, fund aids for 


higher learning institutes, learning groups in all 27 provinces, and 
training centres in Ragunan Schools (Jakarta), Salatiga, Palem- 
bang, Ujung Pandang, Jambi and Maluku. Arrangements had 
been made for the provision of 22,400 cassettes of morning 
exercise, 266,640 copies of folders and plaquettes of Indonesia 
Morning Exercises, 12,000 copies of pencak silat folders, sports 
books, guidebooks for morning exercise, pencak silat, sepak- 
takraw and other traditional sports amounting to 237,600 copies. 
Besides, 10 units of laboratoria/research facilities had been 
established. 


Restoration of the Sriwedari Stadium and National Sports 
Day. 


The government was, and is, quite aware that nationai mobili- 
zation of sports activities should be linked with historic event and 
be based on sound reasoning. It has, therefore, been opportune 
that President Soeharto approves September 9 as the National 
Sports Day. Such a decision dose not only honour the historic 
event of the first National Sports Week in 1948 in Surakarta, but 
also reflect government's appraisal upon the historic value and 
motivation of the holding of the first national sports week. 


Indeed, the first National Sports Week in 1948 bore more 
weight of being political, rather than sports, eventto show that the 
young republic still existed. Thus, the first National Sports Week 
can be regarded as the manifestation of national unity amidst 
international turbulence and pressure. To give more historical 
significance, the sanctioning of the National Sports Day has been 
proclaimed by the President of the Republic in coincidence with 
the dedication ceremony of the restoration of the Sriwedari Sta- 
dium where the first National Sports Week took place. 


The sanctioning of the National Sports Day has been enthu- 
siastically welcomed by the whole people. The Minister of Home 
Affairs has issued an instruction to all Regional Administration to 


organize mass sports activities, such as walk events in Capital 
Cities of Provinces, Municipalities, second-level regions, down to 
the villages. No less than 14.7 million people have taken active 
participation to honour the National Sports Day. 


Within the commemoration of the National Sports Day, a 
"Fund-raising Night" has been organized, attended by the Vice 
President and a number of high dignitaries. As a token of partici- 
pation, some entrepreneurs have collected a donation of Rp. 
500.000.000,00. Besides, 2.5 million copies of "Sports Banner" 
have been issued. 


One other point is worth-noting in the sanctioning of the Natio- 
nal Sports Day. With the motto of "Socializing Sports and Sport- 
ing the Society", a legal foundation in the form of a Presidentiai 
Decree has been issued to stipulate on obligatory "Sports Hour". 
Such a decision is directed to nationally strengthening and acti- 
vating sports life. 


Last but not least, a "National Seminar on Sports Develop- 
ment" has been held in the commemoration of the National 


Sports Day to formulate "the Basic Design of Sports Develop- 
ment". 
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Wapres RI Adam Malik (alm) bersama rombongan, disambut oleh 
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dr Abdul Gafur dengan 
isteri (alm) dalam kegiatan kepemudaan. Tampak juga Yapto S 
dari Pemuda Pancasila, serta kelompok pemuda dari KNPI serta 
pelajar dan mahasiswa lainnya yang menyatakan kebulatan tekad 
untuk berdiri di belakang pembangunan nasional yang sedang 
dijalankan. 


The late Vice-President Adam Malik and his entourage are welcome by Abdul Gafur 
and his late wife in a youth activity. Also seen in the picture are Yapto S, Chairman 
of the Pancasila Youth Movement, and a number of members of the Indonesian Na- 
tional Committee for Youth as well as students who are declaring their determina- 
tion to support the national development. 
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Kebebasan pemuda dan pemudi, para remaja umumnya 
dalam mengeluarkan pendapat disalurkan dengan batasan- 
batasan untuk mengenal tanggung jawab. Pameran Pem- 
bangunan dihadiri oleh Pejabat-Pejabat Tinggi RI. Tampak 
dalam rekaman foto Wapres RI Adam Malik (alm) saat me- 
ngunjungi Pameran Pembangunan di Jalan silang Monumen 
Nasional (Monas). 


The freedom of youngsters to express their opinion is promoted without neglec- 
ting their responsibilities for national interest. High government officials have 
an opportunity to visit development exhibitions. Seen in the picture is the late 
Adam Malik, former Vice President of the Republic of Indonesia, visiting Jakar 

ta Fair 


Kegiatan para pemuda di berbagai bidang senantiasa mendapat 
perhatian Menteri Negara, dr Abdul Gafur. Disebabkan para pe- 
muda dan pemudi yang sedang membentuk kepribadiannya, ti- 
dak boleh dilepaskan begitu saja. Mereka merupakan wajah 
bangsa di hari esok. Insan-insan Pancasila ditumbuhkan sejak 
mereka menginjak remaja. Mereka diberi pengertian dalam parti- 
sipasi aktif mengisi pembangunan. 


Abdul Gafur, Minister of Youth Affairs and Sports has been giving much attentions 
on youth activities in various fields. It is indeed unwise to ignorejuveniles who are 
developing their personalities. They are the future hopes of the country. Pancasila 
principles must be implanted to them since their younger years and they must be 
given full understanding active participation in development. 
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Paskibraka di Istana Negara pada detik-detik Proklamasi Kemer- "Paskibraka", the group of best students who are given the task of hoisting and 
dekaan RI yang terdiri dari remaja yang masih pelajar, merupa- lowering the national flag on the commemoration of Indonesian independence day, 
kan i _ п action. Various traditional dresses are displayed in а development exhibition. The 

pasukan yang punya kesempatan langsung mengabd ke aim is to show that Indonesia is a unitary state in spite of diversities in traditional 
pada Tanah Air. Pakaian-pakaian adat-tradisional ditonjolkan da- овга: 


lam Pameran Pembangunan dengan maksud memperlihat bah- 
wa Indonesia adalah Negara Kesatuan meskipun mempunyai be- 
ragam pakaian tradisional. 
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Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dr Abdul Gafur bersama 
stafnya acap melaksanakan pertukaran delegasi pemuda serta 
pelajar dengan berbagai negara sahabat. Pertukaran kontingen 
pelajar dengan berbagai pertimbangan bahwa para pelajar diberi 
kesempatan untuk menimba ilmu dari negara lain. 
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The State Minister for Youth Affairs and Sports often organized youth and students 
exchange programmes with some friendly countries. The programme is designed to 
give the youngsters opportunities to abtain knowledges from other countries. 
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Berbagai kegiatan dalam cabang olahraga beladiri baik tradisional 
berupa pencak silat atau seni bela diri lainnya, mendapat perha- 
tian yang layak dari Menteri Negara, dr Abdul Gafur. " Dikem- 
bangkan terus sesuai dengan kedinamisan pembangunan nasio- 
nal”, katanya dalam salah satu pengarahan. 


Various activities of traditional and other self-defences, such as ‘pencak silat’, have 
been given proper attention by the State Minister for Youth Affairs and Sports, Ab- 
dul Gafur. Said he, " Self-defences must be developed in line with the national develop- 
ment dynamics”. 
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Dalam salah satu Pameran Pembangunan 
pada periode Kabinet Pembangunan III yang 
dilangsungkan dengan kebulatan tekad un- 
tuk membangun bahu membahu antara pe- 
muda sebagai pelopor hari esok bangsa, de- 
ngan Pemerintah Orde Baru. Berbagai ke- 
giatan kepemudaan disalurkan sesuai de- 
ngan bakat dan minat. 


The younger generation works hand-in-hand with the New 
Order Government to develop the country. A number of 
youngsters were taking part in an exhibition held during 
the Third Development Cabinet period. Youth activities 
have been conducted in conformity with their interests and 
talents. 
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Pembangunan nasional menyentuh segala sisi kehidupan bangsa. 
Pameran Pembangunan Nasional melibatkan berbagai komponen 
yang mendirikan stand-stand dalam pameran yang dilaksanakan 
setiap tahun. 
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KETERLIBATAN GENERASI MUDA DALAM 
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The national development embraces all aspects of national life. The national de velop- 
ment exhibitions, held annually, involves many components. 


Stadion Utama Senayan, berbentuk cincin. Merupakan kebang- 
gaan bangsa Indonesia. Disini berbagai kegiatan olahraga dapat 
dilangsungkan guna membina generasi muda bangsa. Rekaman 
foto menunjukkan kebangkitan olahraga sepak bola wanita, Ga- 
latama yang kerapkali jadi tulang punggung PSSI, angkat besi, 
tennis dan hockey. Tumbuh berkembangnya, lestari dan berpres- 
tasinya olahragawan kita ini tergantung dari pada atlit, saran dan 
pembinaan dari berbagai pihak. Terutama pelatih. Foto kiri ke- 
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tika dilangsungkan upacara pembukaan Hari Olah Raga Nasio- 
nal (HAORNAS) Pertama di Stadion Sriwedari Solo, tempat ber- 
langsungnya PON Pertama. 


The circular design of the Senayan Main Stadium, a national pride for Indonesia. 
Various sports activities have been accomodated in the stadium. The left-side photo 
shows the inauguration ceremony of the National Sports Day in the Sriwedari Stadium, 
Solo, site of the first National Sports Week in 1948. 


TIADA HARI 
TANPA OLAHRAGA 


Dalam salah satu kejuaraan Bowling Internasional di Jakar- 
ta, Ibu Tien Soeharto berkenan hadir dan membuka ke- 
juaraan itu dengan melemparkan Bowling pertama. Foto- 
foto lain menunjukkan olahraga bola sodok yang lebih di- 
kenal dengan Bilyard, Tenis Meja dan Soft Ball di lapangan 
Mahasiswa Kuningan, Jakarta. 


A gala throw by the First Lady Madame Tien Soeharto to mark the opening of an 
international bowling tournaments in Jakarta. Other photoes show sports games of 
billiard, table tehnis, and soft-ball in Kuningan Student Arena, Jakarta. 


Tokoh-tokoh olahragawan bertatapmuka, bertemu wicara, ber- 
diskusi, tukar pendapat untuk mendapatkan pola pembinaan 
olahraga terbaik di Indonesia. 


Sports figures discussing the basic pattern for sports promo- 
tion in Indonesia. 
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Menembak dan panahan sebagian cabang olahraga ated ih 
memerlukan konsentrasi penuh, sehingga bidikan benar-be 
kena sasaran dengan jitu. 


оп. 
Shooting and archery reguires full-length concentratio 


Rekaman foto di kedua halaman ini menunjukkan betapa aktif- 
nya generasi muda kita diberbagai bidang olahraga. 


Photoes show sports activities among the younger generation 
of Indonesia. 


Lomba sampan sebagai olahraga tradi- 
sional di Maluku masih tetap lestari bah- 
kan kian berkembang ke daerah-daerah 
lain di tanah air. Begitu pula olahraga 
perahu layar, kian banyak digemari 
muda-mudi masa kini. 


Sailing is a traditional sports in Indonesia It has 
become more and more popular among the 
younger generation 


Indonesia dikenal sebagai negeri bahari. Tak mengherankan 
apabila muncul atlit-atlit renang, sky air, loncat indah, selam, 
dan lain sebagainya yang berkaliber internasional. 


Indonesia is an archipelagic country. It is only natural 
that hydro-sports are popular all over the country. 
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Setelah menerapkan pembinaan olahraga yang terarah, Indonesia kini merupakan yudang Badminton is the sports where Indonesia reigns supreme. Winning the Thomas Cup and 
atlit badminton kaliber dunia. Thomas Cup dan Uber Cup adalah supremasi kejuaraan the Uber Cup is one of the notable achievements. Indonesia has also produced world 
bulutangkis dunie yang telah berulang kali direbut oleh atlit kita. champaions of badminton. 
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Olahraga ini memerlukan ketahanan fisik yang kuat, IQ yang 
tinggi serta mental yang tangguh. Oleh karenanya sebelum atlit 
diturunkan dalam arena pertandingan kondisi kesehatannya di- 
periksa tim kesehatan pemerintah. Faktor menu juga turut ber- 
bicara mengantar atlit-atlit kita ke kompetisi hingga meraih juara 
baik tingkat nasional maupun internasional. 


This type of sports requires a strong physique, high-rate IQ and unassailable mentality. Сот 
position of menu also affects achievements. 


Olahraga berkuda yang dibi- 


merambat ke permukaan 

dan siap mengorbit ke ting- Г 
kat Internasional. Bahkan 
Indonesia dalam even-even 
tertentu sudah sering 
mengirim kuda dan jocky 
andalannya. 


Eguestnan sports has been populariz- 
ed in Indonesia to reach an interna- 
tona! standard. 
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l. PENDAHULUAH 


Kegiatan bidang penyempurnaan administrasi dan aparatur 
Pemerintah pada dasarnya merupakan usaha yang erat kaitan- 
nya dengan pelaksanaan tugas pembangunan nasional. 
Kenyataan membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran 
tugas Pemerintah, baik tugas umum maupun demi lancarnya 
keberhasilan pembangunan diperlukan usaha di bidang itu terus 
menerus. Terutama di dalam menanggulangi kesimpangsiuran 
serta ketidaktertiban administrasi Pemerintah yang kadang- 
kadang bisa terjadi. 


Usaha penertiban serta penyempurnaan administrasi 
aparatur Pemerintah selama ini dilaksanakan secara konsekuen 
atas dasar UUD 1945 dan GBHN. Baik yang berada di tingkat 
Pusat maupun di tingkat Daerah. Oleh karena itu, seluruh 
administrasi dan aparatur Pemerintah benar-benar merupakan 
alat yang berwibawa, kuat, efektif, efisien, bersih, penuh 
kesetiaan serta taat kepada negara. 


Usaha demikian ini dilaksanakan secara bertahap dan 
menyeluruh, sesuai dengan urutan prioritasnya. Dan lebih 
mantap usaha tadi telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu 
sebagai persiapan menyongsong Pelita |. 


Kalau disimak kembali salah satu Panca Krida Kabinet 
Pembangunan |, yaitu Krida ke-5, menyebutkan : " melanjutkan 
penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur 
Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah”. Suatu program yang 
patut digarisbawahi, mengingat keberhasilan pembangunan 
nasional itu sendiri. Selama itu, berbagai hasil telah dicapai 
dalam penyempurnaan administrasi dan aparatur Pemerintah. 
Namun demikian, masih banyak lagi berbagai masalah ,serta 


tugas lain yang harus diselesaikan, mengingat ruang lingkup 
pembangunan yang kian luas dan kompleks. 


Secara khusus, dalam menanggulangi berbagai masalah 
yang timbul, diciptakan serangkaian langkah penyempurnaan 
yang efektif dan efisien. Titikberatnya ditujukan kepada 
penyempurnaan bidang organisasi/struktur, penyempurnaan 
bidang personalia, tatakerja serta bidang tata laksana. Antara 
lain penyempurnaan bidang administrasi keuangan dan 
peralatan, hubungan pemerintahan dan perusahaan, penelitian 
serta pengembangan ilmu administrasi negara dan 
penyempurnaan tatacara perencanaan, dan pelaksanaan 
pembangunan. 


Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di 
seluruh tanah air serta dalam membina kestabilan politik dan 
kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan negara 
kesatuan diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab serta dapat menjamin per- 
kembangan dan pembangunan daerah secara bersama dengan 
dekonsentrasi. 


Hubungan fungsional yang makin mantap antara lembaga- 
lembaga perwakilan rakyat dengan Pemerintah, baik di Pusat 
maupun di Paerah juga terus dikembangkan. Dipihak lain 
pemerintahan desa, juga makin diperkuat. Maksudnya agar 
pemerintahan desa kian mampu didalam menggerakkan 
masyarakat. Terutama dalam partisipasinya terhadap pem- 
bangunan dan penyelenggaraan administrasinya yang semakin 
luas dan efektif. Untuk keperluan tadi, disusunlah undang- 
undang tentang pemerintahan desa. 


Dasar-dasar kebijaksanaan tadi secara lebih terperinci dan 
menyeluruh dirumuskan dalam pelaksanaan pembangunan 
Pelita Ill,yang merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan 
penyempurnaan aparatur Pemerintah pada Pelita I dan II. Ini 
berarti, kemampuan aparatur Pemerintah dalam mengemban 
tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan 
merupakan salah satu unsur strategis bagi keberhasilan pem- 
bangunan itu sendiri. Dalam kaitan itu pula, maka usaha-usaha 
penyempurnaan terus dilakukan secara berencana. 


Sebagai gambaran misalnya, selama lima tahun terakhir ini 
telah banyak usaha-usaha penertiban dan penyusunan 
Aparatur Pemerintah sesuai dengan arah dan tujuan yang ter- 
kandung dalam Ketetapan MPR. Disamping memantapkan 
kedudukan dan hubungan kerja, telah pula dilakukan 
penyempurnaan organisasi serta personalia kesekretariatan 
untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan jasa 
pelayanan administratif bagi lembaga-lembaga negara. 


Ini berarti, pembangunan di bidang administrasi sama 
pentingnya dengan berbagai pembangunan nasional lainnya. 
Oleh sebab itu,penertiban dan penyempurnaan administrasi dan 
aparatur Pemerintah dijadikan sebagai bagian integral dari pem- 
bangunan nasional secara keseluruhan. Tegasnya, keberhasilan 
pembangunan nasional secara berdeyaguna dan berhasilguna 
dalam mewujudkan Cita-cita : nasional, disamping akan 
tergantung pada partisipasi seluruh rakyat. 


Agar lebih jelas mengenai seberapa jauh tingkat 
keberhasilan pembangunan di bidang ini, berikut ini dapat di- 
ikuti secara menyeluruh sejak dimulainya pelaksanaan Pelita 
| sampai pada Pelita III. 
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KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH 


Arah kebijaksanaan bidang penyempurnaan dan 
penertiban aparatur Pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk 
meningkatkan serta memantapkan tata penyelenggaraan 
pemerintahan. Ini berarti pula bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan harus mencerminkan peranan Pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan hasional. Oleh karena itu aparatur 
Pemerintah harus benar-benar peka terhadap berbagai masalah 
yang berkaitan dengan tugas pembangunan. Itu pula sebabnya 
kegiatan aparatur Pemerintah terus menerus dikembangkan. 
Maksudnya agar pelaksanaan tugas membimbing dan melayani 
masyarakat dalam proses pembangunan benar-benar semakin 
efektif. 


Langkah kebijaksanaan pertama-tama ditujukan untuk 
meningkatkan pengabdian serta kesetiaan terhadap Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian aparatur 
pemerintah harus benar-benar menjadi Abdi Negara dan Abdi 
Masyarakat yang bermental baik. Apalagi dalam menjalankan 
tugas pembangunan dan tugas membimbing serta melayani 
masyarakat yang demikian majemuk. 


Atas dasar landasan serta kebijaksanaan itu maka sasaran 
dan usaha penyempurnaan serta penertiban aparatur 
pemerintah ditetapkan sebagai berikut : 

— Meningkatkan hubungan fungsional yang makin mantap an- 
tara lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan 
pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Terutama ditujukan dalam rangka penyusunan rencana 
tahunan yang tercermin dalam APBN atau APBD. 
Meningkatkan pembinaan dan penerbitan aparatur 
Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk 
aparatur perekonomian negara dan daerah sehingga dapat 
menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa 
serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan menggerakkan pelaksanaan 
pembangunan secara lebih lancar. 

Mengembangkan keserasian hubungan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara 
kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah 
yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab yang dapat 
menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dan 
dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. 


Menyempurnakan tata kerja dan hubungan kerja, baik 
antara Departemen/Lembaga maupun dalam Departemen/ 
Lembaga itu sendiri, agar tercipta langkah-langkah kegiatan 
yang lebih terpadu dan serasi guna mendukung ke- 
berhasilan pencapaian tujuan-tujuan serta pelaksanaan 
program-program pembangunan-pembangunan secara 
menyeluruh. 

Meningkatkan pengawasan dan penertiban seluruh 
aparatur 'Pemerintah. Termasuk aparatur perekonomian 
negara dan daerah dalam rangka penanggulangan masalah- 
masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran 
dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, 
pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyimpangan 
lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. 
Meningkatkan produktivitas, kegairahan dan disiplin kerja 
pegawai negeri dengan terus mengembangkan sistem 
karier yang diserasikan dengan sistem prestasi kerja. 


Memantapkan pembinaan dan ketatalaksanaan aparatur 
perekonomian negara sehingga dapat menjadi pendorong 
kegiatan-kegiatan pembangunan dan produksi pada sektor- 
sektor usaha swasta yang belum mampu, pemupukan 
modal dan keuntungan, penyediaan jasa sosial ekonomi dan 
turut aktif mengamankan serta menunjang pelaksanaan 
kebijaksanaan dan program Pemerintah dalam 
pengembangan golongan ekonomi lemah. 

Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah, baik di 


tingkat pusat maupun daerah, dalam tugas-tugas umum 


pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kemampuan 
dalam penyusunan rencana, perumusan kebijaksanaan dan 
program, kemampuan dalam pelaksanaan serta 
kemampuan dalam pengendalian dan pengawasan yang 
efektif dan efisien. Hal itu dilakukan dengan sistem dimana 
setiap sektor pembangunan menjadi jelas penanggung- 
jawab dan aparatur pemerintah yang menanganinya. 
Mengembangkan administrasi pemerintah secara tertib. 
Antara lain dengan penuangan berbagai ketetapan dan 
kebijaksanaan pemerintah dalam produk peraturan 
perundang-undangan sehingga ketetapan dan kebijaksana- 
an tadi memperoleh landasan kekuatan hukum yang pasti 
dan jelas. Baik bagi para pelaksana maupun bagi 
masyarakat. 


HASIL PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI 
A. LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA 


Selama Pelita |, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk 
menempatkan kembali kedudukan Lembaga-lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara. Meliputi MPR (S), DPR (GR), 
Mahkamah Agung, DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Secara keseluruhan disesuaikan dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Juga didasarkan 
atas Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966. Di samping 
penegasan kedudukan serta hubungan kerjanya, telah pula di- 
adakan penyempurnaan organisasi dan personalia dari 
lembaga-lembaga tadi. 


Dalam kurun waktu itu dapat dirampungkan hal-hal sebagai 
berikut : 


Pada tahun 1971 dapat diselesaikan Pemilihan Umum 
secara aman dan tertib. Dengan demikian dapat dibentuk 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hasil Pemilihan Umum. 


Susunan Hakim, Mahkamah Agung, telah ditambah dan di- 
sempumakan dengan Keppres no. 1/M/Tahun 1974, guna me- 
lengkapi susunan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan 


— 
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Presiden No.38 Tahun 1968. Dalam pada itu telah diadakan 
pembaharuan Undang-undang No.19 Tahun 1964 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan 
Undang-undang No.14 Tahun 1970. 

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung berdasarkan 
Undang-undang No.3 tahun 1967 dan pengangkatan 
anggota-anggota Dewan dengan Keppres No.61 
tahun 1968. 

Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan 
PERPU yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan 
Undang-undang No.6 Tahun 1969. 

Pembaharuan Undang- undang No.17 Tahun 1965 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan dengan Undang-undang No.5 
tahun 1973. 

Penegasan mengenai kedudukan MPR sebagai Lembaga 
Tertinggi Negara. Demikian pula kedudukan Presiden, DPR, 
BPK, dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi 
Negara. Mengenai penegasan hubungan kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara 
dituangkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973. 


bbb a AGA NG GG “wae : сос ут 


Sebagai penyelenggaraan tugas-tugas legislatif di bidang 
penyiapan produk-produk peraturan perundangan, telah di- 
tingkatkan unsur-unsur koordinasi dalam Departemen dan 
Lembaga-lembaga Non Departemen. Untuk itu ditetapkan 
Instruksi Presiden No.15 Tahun 1970. Dengan demikian 
prosedur persiapan sesuatu rancangan produk-produk 
legislatif dapat terselenggara lebih tertib, dan dapat 
memperlancar proses pengambilan sesuatu keputusa 
kebijaksanaan dan pengaturan. | 


Memasuki Pelita II berbagai langkah dan usaha terus di- 
laksanakan untuk menghayati dan mengamalkan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen. Keserasian hubungan fungsional 
antara lembaga-lembaga itu juga terasa lebih mantap. Dalam 
kurun waktu tadi dilakukan penyempurnaan organisasi serta 
personalia kesekretariatan. Ini dimaksudkan untuk lebih 
meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai 
unsur lembaga-lembaga tersebut. 


Sementara itu, susunan Hakim Agung juga telah di- 
sempurnakan dengan Keppres No.1/M Tahun 1974. Ini di- 
maksudkan untuk melengkapi susunan Mahkamah Agung ber- 
dasarkan Keputusan Presiden No.38 Tahun1968. Pada Tahun 
1970 diadakan pembaharuan UU No.19 tahun 1964 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU 
No. 14 Tahun 1970. 


Melalui Undang-undang No.3 tahun 1967 dibentuk Dewan 
Pertimbangan Agung dan pengangkatan bagi anggota-anggota- 
nya dengan Keputusan Presiden No.61 Tahun 1968. Juga di- 
adakan pembaharuan Undang-undang No.17 Tahun 1965 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan Undang-undang 
No. 5 Tahun1973. 


Usaha-usaha penyempurnaan Aparatur Pemerintah tingkat 
Pusat dalam Pelita Ill adalah dituangkannya Pokok-pokok 
organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen 
melalui Keppres No.44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan 
penataan satuan-satuan organisasi di lingkungan pemerintah. 
Ini dimaksudkan sebagai usaha untuk lebih memantapkan 
kedudukan, tugas pokok dan fungsi departemen-departemen 
agar mampu mengemban tugas umum pemerintahan dan pem- 
bangunan yang lebih besar dan kompleks. 


Dengan penyempurnaan itu, berarti batas kewenangan 
serta tanggung jawab fungsional tiap-tiap departemen menjadi 
jelas. Kemudian sebagai penyelenggara tugas dan fungsi 
departemen di tingkat Propinsi, maka Pemerintah membentuk 
Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal sebagai instansi vertikal di daerah. Pembentukan ini 
disesuaikan dengan pembagian wilayah administratif yang 
dapat mencakup satu atau beberapa propinsi. Kemudian untuk 
memperlancar pelaksanaan tugas Kantor Wilayah di daerah 
Kabupaten/Kotamadya dibentuk kantor Departemen di 
beberapa daerah. 


Dalam kurun waktu 8 tahun setelah diberlakukannya 
Keppres No.44 dan 45 Tahun 1974 telah dilakukan 13 kali 
penyempurnaan. Tiap Departemen telah mengalami 
penyempurnaan, demikian pula tiap tahun dilakukan 
penyempurnaan berturut-turut dengan Keputusan-keputusan 
Presiden No.12 tahun 1976, No.6 tahun 1977, No.15 tahun 
1978, No.30 tahun 1978, No.40 tahun 1978, No.59/M 
tahun 1978, No. 47 tahun 1979, No.22 tahun 1980, No.57 
tahun 1980, No.62 tahun 1980, No.27 tahun 1981 dan 
terakhir No.15 tahun 1982. Di antara penyempurnaan itu 
terdapat restrukturisasi beberapa Departemen untuk disesuaikan 
dengan susunan Kabinet Pembangunan III. Juga terdapat 
perluasan organisasi dengan pembentukan Direktorat Jenderal. 


Penyempumaan tadi bertitik tolak dari sifat dan ruang lingkup 
tugas pokok dan fungsi Departemen-departemen bersangkutan 
sebagai pelayan masyarakat. Meskipun asas fleksibilitas dalam 


pengorganisasian telah diterapkan namun asas kontinuitas 
untuk menjamin kemampuan institusional tetap diberlakukan. 


Sesuai dengan perubahan yang dituntut karena 
meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan maka 
organisasi lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen juga 
memerlukan penyempurnaan. 


Sejak tahun 1974 telah dilakukan penelitian mendalam 
mengenai organisasi lembaga-lembaga tadi yang diharapkan 
dapat dirumuskan pola tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi 
dan susunan organisasinya. Walaupun belum berhasil dirumus- 
kan, namun.asas-asas yang dipergunakan dalam penyempurna- 
an organisasi Departemen sejauh mungkin telah diterapkan 
tanpa pengabaian sifat-sifat khusus dan ruang lingkup tugas 
pokok masing-masing. 


Walaupun pada dasarnya usaha-usaha penyempurnaan di- 
lakukan dengan penelitian secara menyeluruh, namun perhatian 
khusus diberikan kepada masalah-masalah yang mendesak, 
yaitu perlunya perubahan organisasi dari lembaga-lembaga 
Pemerintah non Departemen tertentu untuk dapat menampung 
perkembangan tugas lembaga yang bersangkutan. Dalam 
waktu lima tahun terakhir ini penyempurnaan-penyempurnaan 
yang telah dilakukan ialah terhadap : 

a. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan 
pembentukan Kantor-kantor Wilayah tingkat Propinsi secara 
bertahap (Keppres No.53 tahun 1980), 

b. Biro Pusat Statistik (BPS) karena peranannya makin penting 
(PP No.6 tahun 1980), 

c. Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk penyempurnaan 
fungsi dan kedudukannya (Keppres No.39 tahun 1978), 

d. Badan Tenaga Kerja Atom Nasional (BATAN) bagi 
peningkatan fungsinya (Keppres No.51 tahun 1979), 

e. Badan Koordinasi Keluarga Barencana Nasional (BKKBN) 
juga bagi peningkatan fungsinya (Keppres No.38 
tahun 1978), 

f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan 
penyempurnaan struktur organisasi dan tatakerja sehingga 
dalam proses aplikasi penanaman modal calon investor 
cukup hanya berhubungan dengan satu instansi (one 
stop service), yaitu dengan BKPM (Keppres No. 53 tahun 
1977), dengan penambahan satu Deputy dan dua Biro 
(Keppres No.33 tahun 1981) dan untuk perbaikan tatakerja 
dalam menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) (Keppres 
No.78 tahun 1982), dan 

g. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai lembaga 
baru yang mempunyai tugas utama untuk meningkatkan 
penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ekaprasetya 
Pancakarsa), UUD 1945 serta GBHN oleh: masyarakat 
(Keppres No.10 tahun 1979). 


Demikian pula telah disempurnakan organisasi Sekretariat 
Negara guna pemantapan fungsinya, yaitu berturut-turut 
dengan Keppres No.8 tahun 1978, Keppres No.31 tahun 1980 
dan Keppres No.16 tahun 1981. 


Dalam Pelita Ill, berbagai tata hubungan kerja telah di- | 
lembagakan dalam badan-badan organisasi.i Misalnya Badan 
Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Keppres No.26 
tahun 1979). Badan Koordinasi Bimas (Keppres No. 6 Tahun 
1979), Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pe- 
ngembangan Generasi Muda (Keppres No. 23 Tahun 1979), 
Badan Koordinasi Penanggulangan Bancana Alam (Keppres No. 
28 Tahun 1979) dan Badan Koordinasi Energi Nasional (Keppres 
No. 46 dan No. 75 Tahun 1970). 


Kecuali itu, peningkatan tata hubungan keria institusional 
dilakukan pula dalam .berbagai wadah koordinasi untuk 
menangani masalah-masalah khusus pemerintahan yang 
mendesak. 
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B. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA 


Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan krida ke-5 
Kabinet (Pembangunan I, dalam tahun 1969 telah diangkat 
Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur 
Negara (Menpan). Tugasnya mengkoordinasikan usaha-usaha 
penertiban dan penyempurnaan aparatur pemerintah. 
Kemudian dalam Kabinet Pembangunan II atas dasar Keppres 
No.9 tahun 1973 dibentuk seorang Menteri Negara yang 
membantu Presiden dalam usaha penyempurnaan administrasi 
dan aparatur pemerintah. Oleh sebab itu setiap Departemen 
dan Lembaga yang akan melakukan penyempurnaan aparatur 
dan administrasi diharuskan mengadakan konsolidasi terlebih 
dulu dengan Menteri Negara dan Penertiban dan Pendayaguna 
an Aparatur Negara. 


Pada dasarnya usaha-usaha penyempurnaan Lembaga 
pemerintah non departemen itu dilakukan dengan mengadakan 
penelitian secara menyeluruh.Namun perhatian khusus juga 
diberikan kepada masalah-masalah yang mendesak. Yaitu 
perlunya perubaha-perubahan organisasi lembaga-lembaga 
pemerintahan non departemen tertentu yang diperlukan untuk 
menampung beban perkembangan tugas lembaga yang ber- 
sangkutan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap 
penanaman modal di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) disempurnakan dengan Keppres No.53 tahun 
1977 sebagai penyempurnaan Keppres No.20 tahun 1973. 
Ketentuan pokok dan tata cara penanaman modal diatur 
dengan Keppres No.54 tahun 1977 sebagai penyempurnaan 
Keppres No. 21 tahun 1973. 


Pemantapan dan penyempurnaan aparatur Pemerintah 
tingkat daerah secara mendasar dilakukan dengan Undang- 
Undang No.5 tahun 1974. Yaitu tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah-daerah sebagai pengganti undang- 
undang No.18 tahun 1965. Dengan demikian Pemerintah telah 
meletakkan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah menurut azas-azas desentralisasi, dekonsentralisasi 
maupun tugas pembantuan secara serasi. 


Dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah, 
Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa instruksi. Antara 
lain Instruksi No.4 tahun 1979, Instruksi No.1 tahun 1981. 
Instruksi -instruksi tadi bertujuan mensukseskan pelaksanaan 
program-program pembanguan. 


| Sementara itu dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 

tahun 1981 telah diminta kepada BAPPEDA Tingkat II agar 
mengembangkan sistem perencanaan dari bawah. Yaitu pada 
tingkat Desa, dalam berbagai program pembangunan, antara 
lain Program Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu di 
mana para Camat ditunjuk sebagai pemimpin proyek-proyek- 
nya. 


Mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 
(BKPM-D) yang dibentuk ditiap Propinsi Daerah Tingkat I ber- 
dasarkan Keppres No.26 tahun 1980 maka telah diatur 
susunan organisasi dan tata kerjanya dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri No.167 tahun 1980. 


Usaha penyempurnaan administrasi Pemerintahan di 
Daerah juga terus dilakukan di tingkat Desa. Dengan di- 


tetapkannya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, maka pengaturan penyelenggaraan 
pemerintahan desa mendapatkan landasan pengaturan yang 
mantap. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang itu telah di- 
tetapkan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri, diantara- 
nya yang penting ialah penetapan-penetapan susunan 
organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, susunan organisasi 
dan tata kerja Lembaga Musyawarah Desa, Pengambilan 
Keputusan Desa, tata cara pemilihan/pengesahan/ 
pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa serta persyaratan, 
tata cara pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan dan Kepala Dusun. 


Dalam rangka pengembangan dan peningkatan peranan 
BUUD/KUD sehingga menjadi wadah utama kegiatan ekonomi 
dan pembangunan pedesaan maka dengan Inpres No.2 tahun 


' 1978 telah ditetapkan tugas dan fungsi BUUD sebagai Badan 


yang mendorong pengembangan KUD. Sebagai tindak lanjut 

dari Inpres itu dalam SKB Menteri Perdagangan dan Koperasi 

dan Menteri Dalam Negeri tahun 1978 telah ditetapkan 
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUUD dan KUD 
Pada dasarnya di setiap wilayah Kecamatan terdapat satu atau 

lebih KUD yang menangani berbagai kegiatan ekonomi di 

wilayah berdasarkan potensi ekonomi Kecamatan yang ber- 

sangkutan. Salah satu usaha penting lainnya ialah dilibatkannya 

KUD dalam pelaksanaan gagasan "listrik masuk desa”, sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1979 tentang 

Kebijaksanaan Pengusahaan Kelistrikan Nasional yang 

mengatur pemberian kesempatan kepada koperasi untuk ikut 

serta mengusahakannya. 


Penyempurnaan administrasi yang bersifat tata hubungan 
kerja institusional maupun prosedural sebagai bentuk 
komunikasi yang membantu tercapainya koordinasi secara terus 
menerus juga telah dilakukan.Penyempurnaan tata hubungan 
kerja antara berbagai Departemen/Lembaga yang telah di- 
lakukan terutama meliputi pelaksanaan program-program yang 
merupakan prioritas dalam pembangunan, seperti program- 
program peningkatan dan pengadaan produksi pangan, tata 
penyelenggaraan transmigrasi, pembinaan golongan ekonomi 
lemah, perbaikan gizi rakyat, keluarga berencana, penanaman 
modal, pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain. Demikian pula 
koordinasi yang lebih baik diusahakan dalam administrasi berbagai 
bidang seperti administrasi pelabuhan, administrasi perencana- 
an dan pembiayaan pembangunan, administrasi bantuan luar 
negeri, tata penyelenggaraan ekspor, impor dan lalu lintas 
devisa yang ditujukan untuk peningkatan ekspor bukan minyak 
dan gas bumi. 


Dalam lima tahun terakhir berbagai tata hubungan kerja 
telah dilembagakan dalam badan-badan koordinasi, seperti Badan 
Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Keppres No. 26 Tahun 
1979) Badan Koordinasi Bimas (Keppres No. 23 tahun 1979), 
Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengem- 
bangan Generasi Muda (Keppres No. 26 Tahun 1979), Badan 
Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (Keppres No. 28 
tahun 1979 dan Badan Koordinasi Energi Nasional (Keppres 
No. 46 dan No. 75 tahun 1980). 


C. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 


Penyempurnaan administrasi yang bersifat tata hubungan 
kerja institusional maupun prosedural secara terus-menerus 
telah dilaksanakan. Tata hubungan dimaksud menyangkut 


antara lembaga-lembaga negara dan antara badan-badan. 


pemerintahan. 


Kerjasama antara Pemerintah dan DPR misalnya, terus di- 
tingkatkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Bahkan 
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selama kurun waktu 1973-1978 telah dapat diselesaikan 33 
Undang-undang. Jelasnya, sejak berlakunya Tap MPR RI No. 
IX/MPR/1973 tampak nyata kelancaran kerjasama antara 
Pemerintah dan DPR, khususnya terhadap pembahasan dan 
pengolahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara. 


Pada segi lain, Dewan Pertimbangan Agung senantiasa 
memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai berbagai 


masalah penting kenegaraan. Ini menjadi bahan masukan 
khusus bagi kelancaran kegiatan pemerintah di dalam menetap- 
kan berbagai kebijaksanaan yang akan ditempuhnya. Demikian 
pula BEPEKA yang telah diperbaharui dengan Undang-undang 
No.5 tahun 1973 terhadap lembaga eksekutif telah 
melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam 
UUD 1945. Dalam kegiatan pemeriksaan BEPEKA bahkan 
senantiasa memberi petunjuk-petunjuk mengenai sasaran yang 
akan diperiksa kepada unit-unit intern pemerintah. 


Penyempurnaan tata hubungan kerja antara berbagai 
badan/lembaga Pemerintah yang telah dilakukan antara lain 
meliputi pelaksanaan program-program keluarga berencana, 
peningkatan produksi dan pengadaan pangan, tata 
penyelenggaraan transmigrasi, administrasi pelabuhan, 
administrasi pembiayaan pembangunan, administrasi bantuan 
luar negeri, tata penyelenggaraan perdagangan luar negeri, 
khususnya untuk meningkatkan ekspor, penanaman modal dan 
lain-lain. 


Berbagai tata hubungan kerja telah dilembagakan dalam 
sebuah badan koordinasi seperti Badan Pengendalian Bimas. 
Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi. 
Bahkan dalam bentuk lembaga yang langsung bertanggung 
jawab kepada Presiden seperti Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 


Dari tahun ke tahun dalam bidang-bidang tadi dapat 
dirasakan terselenggaranya pelaksanaan hubungan kerja yang 
makin mantap dan serasi. Baik antara aparatur di tingkat pusat 
dan tingkat daerah. 


Pengembangan tata penyelenggaraan hubungan kerja 
dalam dan antara lembaga Pemerintah secara serasi ditujukan 
pula untuk dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan 


pembangunan secara lebih baik, khususnya untuk menunjang 
perencanaan operasional. tahunan. 


Keputusan Presiden No.25 Tahun 1974 tentang 
pengangkatan Inspektur Jenderal Pembangunan, dan Instruksi 
Presiden No.8 Tahun 1974 tentang tatacara pengawasan atas 
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, merupakan 
penyempurnaan tata hubungan kerja di bidang pengawasan 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai badan/lembaga 
Pemerintah. Untuk menciptakan koordinasi yang sebaik- 
baiknya dalam pelaksanaan pengawasan, maka selalu diadakan 
rapat-rapat di antara semua pengawasan tingkat pusat yang 
dipimpin oleh Wakil Presiden, 


Kalau kita kaji lebih mendalam, keserasian hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah itu telah diusahakan sejak 
Pelita | hingga sekarang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
misalnya, telah memberikan landasan yang mantap bagi kesera- 
sian pelaksanaan sistem dekonsentrasi, desentraliasi dan tugas 
pembantuan. Adanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang 
dibentuk dengan Keppres No. 23 Tahun 1975 yang bertugas me- 
rumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan pem- 
bangunan di daerah telah mempunyai peranan yang penting dalam 
membantu memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas tadi. 


Di bidang pengawasan preventif telah banyak dikeluarkan 
produk-produk peraturan yang menetapkan tatacara yang 
harus ditempuh dalam melaksanakan suatu tindakan, misalnya 
berbagai peraturan Menteri mengenai pelaksanaan APBD 
sesuai dengan penyempurnaan pelaksanaan APBN 
sebagaimana telah ditetapkan dengan Keppres No.12 tahun 
1978, No.14 Tahun 1979, No.14 A Tahun 1980 dan terakhir 
disempurnakan dengan Keppres No.18 tahun 1981. Di 
bidang pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah telah di 
tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1979 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. 


D. APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA 


Kebijaksanaan Pemerintah dalam penyempurnaan aparatur 
perekonomian Negara, baik mengenai kedudukan, organisasi 
maupun manajemennya ditujukan supaya dapat melaksanakan 
fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan 
efisien sehingga menguntungkan bagi penerimaan Negara, di 
samping dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
serta dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum yang lebih 
baik dan lebih merata. Kecuali itu bagi lembaga-lembaga 
keuangan, pembinaan ditujukan ke arah kemampuan menjadi 
pendorong kegiatan pembangunan dan produksi sektor swasta 
dan koperasi yang belum mampu serta turut aktif 
mengamankan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan 
program Pemerintah dalam pengembangan pengusaha 
golongan ekonomi lemah dan stabilitas ekonomi. 


Mengingat pentingnya peranan badan-badan usaha milik 
Negara maka sejak tahun 1967 secara terus menerus. di- 
usahakan peningkatan efisiensi perusahaan. Segi lain dalam 
penyempurnaan adalah pengawasannya ke arah pengelolaan 
yang sehat. Setiap badan usaha milik Negara dalam bentuk 
perusahaan Negara diawasi oleh suatu dewan komisaris yang 
bertanggungjawab kepada pemegang saham, yakni Negara yang 
dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri yang 
membina bidang kegiatan perusahaan yang bersangkutan. 
Perusahaan Negara diwajibkan membuat rencana anggaran 
belanja yang harus disetujui oleh pemegang saham dan di- 
wajibkan pula membuat laporan secara berkala. 


Selama periode 1973-1978 perkembangan dalam rangka 
pembinaan badan-badan usaha negara oleh Pemerintah yang 
terpenting antara lain sebagai berikut : 


a. Pembentukan PT. Bahana "Pembina Usaha Indonesia” 
sebagai persero yang bergerak di bidang pengembangan 
usaha swasta nasional dengan tujuan memberi bantuan 
kepada pengusaha-pengusaha kecil (Keputusan Presiden 
No.9 tahun 1973). 

b. Pembentukan Perum Pembangunan Perumahan Nasional 
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
pengadaan perumahan dan prasarana lingkungan (PP No.29 
Tahun 1974). 

c. Pembentukan Perum Angkasa Pura (PP No.37 Tahun 1974, 
Perum Survai Udara Penas (PP No.46 Tahun 1974 dan 
Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PP No.34 
Tahun 1977). 

d. Reorganisasi Pertamina (Keppres No.44 Tahun 1975). 


Dalam pada itu, proses pengalihan bentuk perusahaan 
negara menjadi persero berjalan terus., Ini dimaksudkan agar 
perusahaan-perusahaan mampu bekerja dengan azas ekonomi 
dan administrasi niaga. Dengan demikian keuntungan yang 
diperoleh dapat dikembalikan sebagai sumber penerimaan 
negara untuk pembangunan yang pada gilirannya dapat 
memberikan manfaat kepada rakyat banyak. 


Sampai akhir tahun 1977, jumlah perusahaan negara yang 
berstatus Persero berjumlah 83 buah : 3 buah Persero 
beroperasi di sektor jasa keuangan, 37 Persero pada sektor jasa 
umum, 16 Persero bergerak di sektor industri dan 27 Persero 
lainnya pada sektor pertanian. Sedang Perusahaan Negara (PN) 
yang belum diusulkan/ditentukan statusnya menurut Undang- 
undang No.9 Tahun1969 tinggal 9 buah. Selebihnya telah di- 
usulkan untuk dialihkan bentuknya menjadi Persero, tetapi 
belum dilaksanakan berjumlah 99 buah. 
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Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perum 
dan PN berjumlah 35 buah, dengan perincian 5 buah bernaung 
di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 5 
buah di bawah Departemen Perindustrian, 3 buah di bawah 
Departemen Keuangan 1 buah di Departemen Kesehatan, 7 
buah di Departemen Pertanian, 6 buah di Departemen 
Perhubungan, 1 buah di Departemen Pertambangan, 3 buah 
di Departemen Penerangan, 1 buah di Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan 3 buah di Departemen Hankam. 


Perusahaan Negara yang berkedudukan sebagai Perjan 
berjumlah 2 buah, yaitu sebuah Departemen Keuangan dan 
sebuah lagi di bawah Departemen Perhubungan. 


Dalam rangka penyelematan Pertamina dari kebangkrutan 
dan menertibkan secara keseluruhan manajemen dan 
administrasi Pertamina, Pemerintah telah mengambil langkah- 
langkah yang diperlukan untuk di satu pihak berupa penertiban 
ke dalam tubuh Pertamina dan di lain pihak berupa 
menyelesaikan serta meringankan secara maksimal beban pem- 
bayaran hutang-hutang yang harus dipikul oleh Pertamina. 


Di bidang kelembagaan maka dengan Keppres No.44 
Tahun 1975 telah dilakukan reorganisasi dalam Pertamina, 
demikian pula penggantian pimpinan Pertamina. 


Usaha-usaha itu sekarang sebagian besar telah dapat di- 
selesaikan sehingga Pertamina dapat meneruskan fungsinya 
dengan baik. 


Selanjutnya untuk mencegah terulangnya peristiwa- 
peristiwa yang tidak diharapkan maka telah diambil 
kebijaksanaan agar semua L/C ekspor minyak dari Pertamina 
dibuka melalui Bank Indonesia. Dengan demikian Bank 
Indonesia bertindak sebagai lembaga yang menghimpun secara 
terpusat hasil-hasil ekspor minyak oleh Pertamina. Demikian 
pula dalam hal impor maka pembukuan L/C juga dilakukan 
melalui Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar Bank Indonesia me- 
miliki gambaran yang jelas mengenai kewajiban-kewajiban pem- 
bayaran dari Pertamina. 

Kemudian dalam rangka koordinasi Pemerintah telah 
menetapkan agar Pertamina dan perusahaan-perusahaan milik 
negara lainnya tidak lagi dibenarkan untuk mencari pinjaman 
luar negeri secara sendiri-sendiri. Segala pinjaman luar negeri 
untuk perusahaan-perusahaan milik negara hanya dilakukan 
oleh Pemerintah. 

Pembinaan dan usaha penyempurnaan lembaga-lembaga 
keuangan secara terus-menerus dilakukan melalui peningkatan 
efisiensi lembaga-lembaga itu agar lebih mampu memperlancar 
kegiatan ekonomi dan pembangunan. Peranan Bank Indonesia 
sebagai bank sentral dalam pelaksanaan kebijaksanaan 
moneter Pemerintah telah makin ditingkatkan, khususnya 
dalam tugas pengarahan dan pembinaan dunia Perbankan. 


Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang didirikan 
dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan 
untuk membantu mengembangkan dan melancarkan pasar 
uang dan modal telah pula diusahakan penyempurnaannya. 
Sampai akhir tahun 1977 lembaga keuangan bukan bank ber- 


jumlah 15 buah dan terdiri dari 2 lembaga pembiayaan 
pembangunan (development finance corporation), 10 lembaga 
perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga 
(Investment finance corporation) dan 3 kantor perwakilan dari 
lembaga keuangan bukan bank di luar negeri. Pada akhir tahun 
1976 telah dikeluarkan serangkaian peratuian mengenai pasar 
uang dan modal. Dengan PP No. 25 Tahun 1976 telah dibentuk 
Persero Danareksa yang bertugas menjual saham perusahaan 
yang telah dipecah dalam bentuk sertifikat saham kepada 
masyarakat luas. Demikian pula dengan Keppres No. 52 
Tahun 1976 telah dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal. 
Pasar modal itu kini'telah berfungsi setelah pembukaannya 
pada bulan April 1977. 


Dalam rangka usaha membantu memenuhi kebutuhan kredit 
para pengusaha golongan ekonomi lemah selama ini juga di- 
kembangkan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang 
khusus, seperti PT Bahana, PT Askrindo dan Lembaga Jaminan 
Kredit Koperasi. PT Bahana berkewajiban membantu 
perseroan-perseroan terbatas golongan kecil dan menengah 
dalam hal permodalan serta dalam pengelolaan perusahaan, 
sedangkan PT Askrindo dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi 
bertugas masing-masing untuk memberikan jaminan kredit 
untuk perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi-koperasi. 
Demikian pula dalam usaha membantu para pengrajin sebagai 
pengusaha dari golongan ekonomi lemah telah dibentuk BIPIK 
(Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) untuk 
mengembangkan kerajinan rakyat dengan jalan pemberian 
pendidikan dan latihan, bimbingan dan penyuluhan, bantuan 
peralatan dan percontohan, bantuan promosi dan informasi. 


Selanjutnya guna meningkatkan peranan modal dalam 
pembangunan maka dengan Keppres No. 53 Tahun1977 telah 
disempurnakan BKPM, demikian pula dengan Keppres No. 54 
Tahun 1977 dilakukan penyederhanaan dalam tatacara 
penanaman modal. 


Selanjutnya untuk meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Perjan, Perum dan Persero dalam rangka 
mencapai maksud dan tujuan diadakannya badan usaha milik 
Negara maka dengan PP No. 3 Tahun1983 telah diatur tatacara 
pembinaan dan pengawasan Perjan, Perum dan Persero. Dalam 
PP ini ditegaskan fungsi-fungsi pokok Badan Usaha Milik 
Negara sebagai aparatur perusahaan negara. 


Dalam rangka pembinaan badan-badan usaha milik Negara 
sejak tahun 1978/79 telah dilakukan pembentukan badan 
usaha baru dan penyempurnaan terhadap yang lama, antara 
lain sebagai berikut : 


a. Pembentukan Persero baru, yaitu pendirian Persero dalam 
bidang Industri Pesawat Terbang (PT Nurtanio) (PP No. 12 
Tahun 1976), Persero Danareksa yang bertugas menjual 
saham (PP No. 25 Tahun 1976), Persero di bidang Produksi 
Gula (PP No. 17 Tahun 1979 dan No. 10 Tahun 1981), 
Persero Taman Wisata candi Borobudur dan Prambanan 
(PP no. 7 Tahun 1980), Persero dalam bidang Konstruksi 


TABEL1 KEADAAN BADAN-BADAN USAHA MILIK NEGARA, 
1977/78 — 1982/83 
No. Jenis Badan Usaha 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/834) 
1. Persero Tunggal 97 99 102 109 116 117 
2. Persero Patungan 17 18 20 21 243) 25 
3. Perum 20 22 22 20 23 24 
4.  Perjan 2 2 2 2 2 2 
5. Perusahaan Negara 49 47 45 44 353) 31 
6. PT. bentuklama!) 13 13 12 12 123) 12 
7. Status Khusus?) 9 9 9 9 9 9 


Jumlah : 


t A UA i SS E‏ کے 
Perseraan Terbatas vang berai sebelum РР 12 1969 2) Termasuk bank Permenntah dan Pertamina‏ )1 
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4! Data pada bulan Desember 1982 


Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air (PP No. 32 
Tahun1980), Persero Tambang Batubara Bukit Asam (PP 
No. 42 Tahun1980), Persero dibidang Industri Kereta Api 
(PP No. 1 Tahun 1981), Persero di bidang Aneka Usaha 
Perkebunan (PP No. 16 Tahun1981) dan Persero di bidang 
Pupuk (PP No. 37 Tahun 1981) 


b. Pendirian Perum baru, yaitu Perum Asuransi Sosial Tenaga 
Kerja (PP No. 34 Tahun 1977), Perum Indonesia Farma (PP 
No. 20 Tahun 1981) dan Perum Pengangkutan Penumpang 
Jakarta (PP No. 24 tahun 1981). 

C. Pengalihan dari status Perum menjadi Persero, yaitu PT Dok 
dan Galangan Kapal (PP No. 4 Tahun 1980), PT Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja (PP No. 39 Tahun 1980) dan PT 
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PP No. 26 Tahun 
1981). 

d. Penyempurnaan organisasi, yaitu Perusahaan Tambang 
Minyak Negara (PERTAMINA) (Keppres No. 44 
Tahun 1975), Perum Pos dan Giro (PP No. 9 Tahun 1978), 
Perum Otorita Jatiluhur (PP No. 35 Tahun 1980) dan Perum 
Telekom (PP No. 34 tahun 1980). 

e. Penggabungan, yaitu pengalihan penguasaan modal Negara 
dalam PT Merpati Nusantara Airlines kepada PT Garuda 
Indonesian Airways (PP No. 30 Tahun 1978), 
penggabungan PN Perkapalan Dok Alimenjaya ke dalam PT 
Galangan Koja Indonesia (PP No. 28 Tahun 1979), 
penggabungan beberapa perusahaan perikanan Negara di 
Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur 
dan Jawa Tengah ke dalam Persero-persero Perikanan yang 
telah ada (PP No. 3 No. 4 dan No. 5 Tahun 1981) serta 
penggabungan PN Perkebunan XVI ke dalam Persero 
PT Perkebunan XV (PP No. 11 tahun 1981). 


Sementara itu proses pengalihan Perusahaan Negara (PN) 
yang belum ditentukan statusnya menurut Undang-Undang 
No. 9 tahun 1969 dan Perseroan Terbatas (PT) lama yang 
belum disesuaikan dengan PP No. 12 Tahun 1969 berjalan 
terus. Sampai pada akhir tahun 1982 badan-badan usaha milik 
Negara berstatus Persero berjumlah 142 buah, termasuk 25 Per- 
sero Patungan. Dari jumlah Persero itu, 16 Persero beroperasi di 
sektor jasa keuangan, 50 Persero di sektor jasa umum, 41 
Persero di sektor jasa industri/pertambangan dan 35 di sektor 
pertanian/perhubungan/perikanan. 


Perkembangan keadaan badan-badan usaha milik Negara 
secara lebih terperinci sampai 31 Desember 1982 dapat dilihat 
pada Tabel 1. 


Pemerintah juga secara terus-menerus mengarahkan 
kebijaksanaan perkreditan melalui perbaikan dan penyempurna- 
an terutama mengenai prosedur serta keringanan persyaratan- 
nya untuk lebih mengembangkan usaha golongan ekonomi 
lemah, khususnya yang mengenai proyek-proyek yang pem- 
biayaannya dilaksanakan melalui APBN serta untuk mendorong 
peningkatan produksi, terutama produksi untuk ekspor 
komoditi bukan minyak dan gas bumi. 


Kebijaksanaan yang menyangkut kelembagaan perbankan 
dan lembaga-lembaga keuangan non bank dilaksanakan untuk 
menumbuhkan suatu sistem yang sehat dan efektif sebagai 
sarana penunjang pembangunan. Langkah-langkah yang 
diambil di bidang perbankan meliputi usaha peningkatan 
dayaguna Bank-bank Pemerintah, peningkatan pembinaan 
Bank-bank swasta nasional dan Bank-bank Pembangunan 
Daerah melalui penyediaan bantuan teknis, bantuan pendidikan 
dan kredit likuiditas dan lain-lain. 


Kebijaksanaan Pemerintah di bidang pasar uang dan modal 
di samping bertujuan menggairahkan masyarakat dalam 
penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif , juga 
dimaksudkan untuk mempercepat proses pemerataan 
pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham. 
Minat perusahaan baik PMDN maupun PMA yang akan "go 
public” cukup besar dan keadaan itu dimungkinkan antara lain 
karena pertumbuhan ekonomi yang mantap sehingga 


kepercayaan masyarakat terus meningkat. Jumlah saham yang 
terdapat pada tahun 1977 tercatat 260.260 lembar dewasa 
ini naik menjadi 37.902.696 lembar, demikian pula nilainya 
mengalami kenaikan yang tahun 1977 tercatat Rp 3,4 milyar 
dewasa ini menjadi Rp 89 milyar. Peredaran saham rata-rata 
tiap hari 149 lembar pada tahun 1977, dewasa ini rata-rata tiap 
hari 18.084 lembar. Jumlah dividen yang dinikmati para peme- 
gang saham selama 5 tahun berdirinya Pasar Modal mencapai 
Rp. 19,74 milyar. 

Dalam rangka mendorong ekspor barang-barang non 
minyak dan gas bumi serta makin memperlancar lalu lintas 
perdagangan luar negeri Indonesia, maka Pemerintah telah 
menetapkan kebijaksanaan baru tentang pelaksanaan ekspor, 
impor dan lalu lintas devisa. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 
1982 yang disusul dengan Peraturan-peraturan Menteri 
Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri 
Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia. Berdasarkan 
kebijaksanaan itu, kepada eksportir maupun eksportir produsen 
diberikan beberapa macam kemudahan, seperti kredit lunak, 
asuransi ekspor, keringanan biaya pelabuhan dan lain-lain. 
Kepada eksportir juga dibebaskan dari kewajiban untuk menjual 
devisa/hasil ekspor kepada Bank Indonesia dengan tujuan agar 
para eksportir dapat memanfaatkan devisa yang diperolehnya 
semaksimal mungkin untuk pembelian bahan atau barang 
modal guna menunjang ekspornya lebih lanjut. 


Mengenai usaha pembinaan pengusaha golongan ekonomi 
lemah telah ditempuh aneka jenis pembinaan yang ditujukan 
kepada penanggulangan kesukaran yang dihadapi oleh para 
pengusaha golongan ekonomi lemah seperti kekurangan modal, 
kesulitan memasarkan hasil produksi, kesulitan memperoleh 
bahan baku/penolong dan kekurangan keahlian teknis/ 
manajemen. 


Dalam rangka membantu kebutuhan modal pengusaha 
golongan ekonomi lemah selama ini telah dikembangkan 
lembaga-lembaga keuangan bukan bank seperti PT Bahana, PT 
Askrindo dan terakhir pendirian Perum Pengembangan 
Keuangan Koperasi dengan Keppres No. 51 Tahun1981 yang 
merupakan peningkatan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi 
(LJKK) lama. 


Selanjutnya untuk pembinaan industri kecil diarahkan di sam- 
ping untuk meningkatkan sumbangan industri kecil dalam 
pertumbuhan ekonomi nasional juga untuk pemerataan dan 
pemantapan struktur industri. Penggairahan berusaha di- 
lakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
yang telah cukup banyak memberikan kemudahan dan 
perlindungan. Demikian pula sejak Repelita | telah dikembang- 
kan program BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri 
Kecil) dengan jalan memberikan pendidikan dan latihan, bimbing- 
an dan penyuluhan, bantuan peralatan dan percontohan, bantuan 
promosi serta pemasaran. Dalam hubungan ini Pemerintah 
telah pula mengembangkan industri kecil melalui pembangunan 
Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) di samping pembangunan 
Lingkungan Industri Kecil (LIK) sebagai tempat berproduksi dan 
berusaha yang dapat menampung tenaga kerja yang lebih 
besar. 


Sistem " Bapak/Anak Angkat” serta sistem sub-kontrak 
dalam hubungan perusahaan besar dan perusahaan kecil yang 
dikembangkan oleh Pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan 
Keppres No. 14 A Tahun 1980 Jo Keppres No. 18 Tahun 1981, 
Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Badan-badan Usaha 
Milik Negara/Daerah agar dalam hal mengadakan pembelian 
atau pekerjaan pemborongan diwajibkan untuk mengutamakan 
golongan ekonomi lemah sebagai rekanan. Di samping itu 
kepada Badan-badan Usaha Milik Negara tersebut juga diwajib- 
kan untuk mengutamakan golongan ekonomi lemah sebagai 
penyalur/distributor untuk barang-barang yang diekspor oleh 
badan-badan usaha tersebut. Langkah-langkah ini merupakan 
pembinaan yang nyata dalam rangka mengembangkan 
kemampuan golongan ekonomi lemah dan sekaligus dalam 
rangka pemerataan kesempatan berusaha. 
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E. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OPERASIONAL 


Kesungguhan Pemerintah dalam mengupayakan agar 
keseluruhan aparatur menjadi alat yang berwibawa, kuat, 
efektif, efisien dan bersih tercermin dengan diperkuatnya 
unsur-unsur pengawasan. Pengangkatan Menteri Negara 
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam 
Kabinet Pembangunan III serta Menteri Negara Penertiban 
Aparatur Negara sejak Repelita I, demikian pula perangkat 
pengawasan yang luas serta usaha penyempurnaan secara 
terus-menerus menunjukkan tekad Pemerintah tersebut. 


Untuk menanggapi masalah-masalah pengawasan 
tersebut telah diambil kebijaksanaan untuk pembentukan forum 
koordinasi dan kerjasama pengawasan seluruh aparatur 
pengawasan di bawah pimpinan Wakil Presiden yang bertujuan 
untuk mencapai sasaran pengawasan secara tepat dan terarah 
tanpa mengurangi wewenang masing-masing aparatur 
pengawasan sebaik mungkin. Sejak Januari 1974 secara 
berkala diadakan Rapat Koordinasi dan kerjasama pengawasan 
yang dihadiri oleh para Inspektur Jenderal Departemen, 
Inspektur Jenderal Pembangunan, Direktur Jenderal 
Pengawasan Keuangan Negara, wakil-wakil dari Kejaksaan 
Agung, BEPEKA, Bappenas, Sekretariat Menpan, BAKIN, 
BKPM, BAKN, LAN dan Sekdalopbang serta Sekretariat 
Negara. Rapat-rapat koordinasi dan kerjasama pengawasan 
telah merupakan forum untuk saling tukar menukar informasi 
dan pengalaman dalam mendapatkan kesatuan pengertian, 
kesatuan pendapat dan kesatuan langkah dalam memecahkan 
masalah-masalah pengawasan, membahas dan mengem- 
bangkan sistem dan metode pengawasan serta pencegahan 
tumpang-tindih dalam kegiatan pengawasan. 


Forum koordinasi dan kerjasama pengawasan itu telah 
membuahkan beberapa hasil penting, antara lain : 


a. di bidang organisasi telah dimantapkan eksistensi 
Inspektorat Jenderal departemen karena tugas, wewenang 
dan tanggung jawab disesuaikan dengan ruang lingkup 
tugas departemen yang makin meningkat berhubung dengan 
tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 
penggarapan penanaman modal dalam negeri dan asing, 
peningkatan usaha pembangunan dari pada badan-badan 
usaha negara dalam lingkungan departemen bersangkutan 
serta adanya tugas pokok yang menyangkut pengaturan 
perijinan dan pelayanan kepada masyarakat. 


b. di bidang personalia telah dilakukan pengisian tenaga sesuai 
dengan formasi melalui pengadaan kepegawaian serta 
penataran. Dengan demikian aparat pengawasan telah di- 
tingkatkan baik secara kwantitatif maupun kwalitatif. 

C. rencana kerja dan keseragaman pemeriksaan keuangan 
telah dapat dijalankan sehingga dapat dihindari adanya 
pemeriksaan yang berulang kali mengenai obyek, sasaran 
dan periode pemeriksaan yang sama dalam saat yang ber- 
samaan: demikian pula Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
dapat disusun dalam bahasa yang sama. 

d. kompilasi laporan hasil pemeriksaan telah tersusun sejak 
tahun anggaran 1974/75 yang memungkinkan untuk di- 
ketahui penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian dari masing- 
masing pimpinan departemen sebagai bahan untuk 
melakukan tindakan-tindakan administratif maupun 
tindakan hukum. 

e. sistim laporan telah disempurnakan sehingga laporan dapat 
menggambarkan perkembangan target keuangan, target 
fisik dan target fungsional serta dapat dimonitor masalah- 
masalah yang dihadapi berikut penyelesaiannya. 

f. aparat pengawasan pada tingkat daerah (Itwilda) telah 
berhasil ditingkatkan status dan kemampuannya. 

g. intensitas pengawasan telah dapat ditingkatkan dengan 
cara " penilaian kwantitatif” sebagaimana telah diterapkan 
oleh beberapa departemen. 


Satu langkah penertiban kelembagaan dan penertiban 
operasional yang penting adalah mengenai Pertamina. Pokok 
masalah yang dihadapi oleh Pertamina adalah kesulitan- 
kesulitan keuangan yang telah menimpa perusahaan penting 
milik negara itu. Kesulitan itu berpangkal pada hutang-hutang 
Pertamina yang meliputi jumlah-jumlah yang sangat besar. 
Sebagian dari pinjaman yang dilakukan oleh Pertamina memang 
ada yang digunakan untuk proyek-proyek yang produktif 
seperti proyek LNG, kilang minyak, eksplorasi dan eksploitasi 
minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tetapi sebagian lagi 
tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh 
Pemerintah, sedangkan persyaratan-persyaratan atas pinjaman 
atau perjanjian yang menimbulkan beban pinjaman itu 
kebanyakan sangat tidak menguntungkan Pertamina, per- 
syaratan-persyaratan yang tampaknya tidak lazim ada pada 
perjanjian-perjanjian yang wajar. Jumlah beban pinjaman yang 
demikian ini meliputi bermilyar-milyar dollar. 


TABEL2 
IKHTISAR PERKEMBANGAN OPSTIB DI LINGKUNGAN APARATUR NEGARA, 1) 
1977/78 — 1982/83 
(Orang) 
No. Jenis Tindakan penertiban 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/833) 
1. Kasus 1.487 1.848 964 986 1.169 839 
2. Tindakan Administrasi 1.991 2 318 1.454 1.203 1.484 961 
3. Tindakan Hukum 282 201 223 94 75 70 
4. Tindakan Lain-lain?) 122 103 15 2 E 2 
Jumlah : 2 395 2 642 1.692 1.297 1.559 1.031 


f) Мегри" Departemen Lembaga Ретептаћ Non Departemen. Lembaga Teringg: Tinggi Negara Kejaksaan Agung dan Bank-bank Pemenntah 
2) Bukan terhadap pegawai neger atau pegawa' “erusahaan Negara (Perusahaan swasta sebagai supplier kontraktor! 


3) Data pada bulan Desember 1982 
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Rangkain langkah-langkah Pemerintah untuk membantu 
mengatasi kesulitan-kesulitan Pertamina meliputi tiga hal, 
yakni : (1) bantuan keuangan Pemerintah kepada Pertamina 
untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman 
dalam negeri dan luar negeri : (2) Penelitian kembali secara 
menyeluruh program investasi Pertamina dalam proyek-proyek 
di berbagai bidang : (3) usaha penertiban dalam bidang 
administrasi keuangan dalam rangka meningkatkan 
kemampuan administrasi perusahaan. 


Dengan langkah-langkah yang diambil tersebut, beban 
kewajiban Pertamina dari kontrak sewa beli tanker yang semula 
akan mencapai jumlah sekitar 3,3 milyar dollar Amerika dapat 
ditekan sampai sekecil mungkin. Setelah tercapai persetujuan 
pembatalan kontrak, maka kewajiban Pertamina untuk 27 kapal 
tanker tersebut dari jumlah 2,8 milyar dollar Amerika tinggal 
menjadi 255 juta dollar Amerika. Untuk kontrak sewa beli lain- 
nya yang meliputi jumlah 9 tanker dengan nilai sekitar 470 juta 
dollar Amerika, diadakan usaha-usaha penyelesaian dengan cara- 
cara yang sama, sehingga kewajiban Pertamina dalam hal tanker 
samudra dapat diperkecil! lagi. 


Usaha-usaha tersebut sebagian besar telah dapat diselesai- 
kan dan telah mencapai hasil-hasil yang menggembirakan. Dari 
jumlah beban hutang Pertamina yang tercatat semula dalam 
tahun 1975 sekitar 10,5 milyar dollar Amerika, telah berkurang 
menjadi sekitar 3,4 milyar dollar Amerika yang umumnya ter- 
diri dari hutang jangka panjang untuk pembangunan proyek- 
proyek yang produktif, seperti Kilang Minyak Cilacap, LNG, 
pipa distribusi gas, eksploitasi dan eksplorasi minyak. Beban 
hutang 3,4 milyar dollar Amerika tersebut akan dapat dibayar 
dari hasil-hasil proyek yang bersangkutan. Sementara itu 
penertiban tubuh Pertamina terus dilaksanakan termasuk 
tindakan hukum terhadap yang versalah dalam peristiwa krisis 
Pertamina ini. 


Dari kegiatan operasi tertib di lingkungan Aparatur Negara 
sejak Tahun 1977 tercatat berbagai penyimpangan/ 
pemborosan keuangan negara sebanyak 1.290 kasus dan 
melibatkan 2.116 orang pegawai/pejabat. 


Di lain pihak peningkatan pengawasan dan penertiban di 
lingkungan Departemen/Lembaga dan aparatur Pemerintah 
Daerah dilaksanakan dengan Operasi Tertib berdasarkan Inpres 
No. 9 Tahun 1977 terhadap penyalahgunaan jabatan, 
komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosan-pemborosan, 
pungutan liar dan perbuatan tercela lainnya. 


Hasil penertiban sejak. dilancarkan Operasi Tertib telah di- 
tindak 10.616 orang yang tersangkut dalam 7.293 kasus. Dari 
10.616 orang yang ditindak, 9.411 orang dikenakan 
administratif, 965 orang dikenakan tindakan hukum dan 240 
orang dikenakan tindakan lain. Tabel 2. 


Sehubungan dengan berlakunya Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang dalam Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1981, Menteri Negara Penertiban 
Aparatur Negara menetapkan tatacara penyampaian laporan 
tindak pidana kepada aparatur penindak hukum sebagai 
berikut : 


a. Apabila diketahui terdapat adanya tindak pidana dalam 
lingkungan sesuatu instansi Pemerintah, maka pejabat yang 
berwenang berkewajiban untuk melaporkan kepada : 


(i): Kepolisian, sepanjang menyangkut tindak pidana biasa 
(pasal 6 ayat 1 KUHAP): 

(ii) : Kepolisian/Kejaksaan, sepanjang menyangkut tindak pidana 
khusus seperti korupsi, subversi, pelanggaran ekonomi dan 
lain-lain (pasal 284 ayat 2 KUHAP). 


b. Apabila aparatur pengawasan menemukan bukti-bukti 
adanya tindak pidana maka penanganan lebih lanjut di- 
lakukan dengan tatacara : 


(i) Dalam hal terjadi di lingkungan Departemen, maka Inspektur 
Jenderal melaporkan kepada Menteri yang bersangkutan 


dan selanjutnya Sekretaris Jenderal atas nama Menteri 
melaporkan kepada KAPOLRI/Jaksa Agung: 


(ii) Dalam hal terjadi dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat 
| maka Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi melaporkan 
kepada Gubernur Kepala daerah Tingakat | yang ber- 
sangkutan apabila tersangkanya adalah pegawai negeri 
Daerah Tingkat | atau pegawai negeri Pusat yang di- 
perbantukan. Selanjutnya Sekretaris Wilayah daerah 
Tingkat | atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat | 
melapor kepada KAPOLDA/KAJATI. 


(in) Dalam hal terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat || 
maka Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya 
melaporkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II apabila tersangkanya adalah pegawai negeri 
Daerah Tingkat II atau pegawai negeri Daerah Tingkat I yang 
diperbantukan. Selanjutnya Sekretaris Wilayah Daerah 
Tingkat Il atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat || melaporkan kepada DANRES/DANRESTA/ 
DANTABES/KAJARI. 


(iv) Tatacara tersebut berlaku juga bagi aparatur pengawasan 
di Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Sekretariat Lembaga Tertingai/Tinggi Negara dan Badan 
Usaha Milik Negara. 


Dengan PP No. 3 Tahun 1983 telah diatur kekuasaan, 
wewenang, tugas dan kewajiban Departemen dalam 
pembinaan dan pengawasan terhadap Perjan, Perum dan 
Pesero yang berada di bawah kekuasaannya dalam rangka 
pemantapan pengelolaan badan-badan usaha milik Negara 
tersebut. Di samping itu, Perum yang selama ini umumnya tidak 
memiliki perangkat pengawasan, maka dengan adanya PP 
No. 3 Tahun 1983 ditetapkan adanya Badan Pengawas yang 
tugas dan fungsinya seperti Dewan Komisaris pada Persero. 


Selama periode 1978-1982 telah dilaksanakan langkah- 
langkah kebijaksanan untuk lebih memantapkan pelaksanaan 
pengawasan dan penertiban, antara lain. 


a. Terus mengembangkan sistem pengawasan yang di- 
usahakan secara terpadu dan terarah antara sesama 
aparatur pengawasan, baik di tingkat Pusat maupun tingkat 
Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. | 

b. Meningkatkan pengawasan yang merupakan fungsi organik 
dari pelaksanaan manajemen, yaitu pengawasan oleh 
atasan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas 
pekerjaan. 

c. Menciptakan dan memantapkan iklim pengawasan 
sehingga pengawasan diterima sebagai sesuatu yang wajar 
serta dirasakan untuk kepentingan yang diawasi juga. 

d. Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasn atas 
pelaksanaan pembangunan dari berbagai macam segi, 
penggunaan uang,mutu fisik pembangunan serta 
pemenuhan fungsional proyek sehingga pengawasan itu 
bermanfaat sebagai umpan balik untuk penyempurnaan/ 
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan. 

е. Meningkatkan kepekaan terhadap sorotan -masyarakat 
dalam berbagai bentuk kritik dan lain-lain mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai abdi 
negara maupun sebagai abdi/pelayan masyarakat. 

f. Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasan untuk 
mendeteksi penyimpangan sedini mungkin agar dapat 
diambil langkah koreksi sebelum terlambat. 

g. Makin memantapkan kedudukan dan fungsi Inspektorat 
Jenderal Departemen sebagai aparatur pengawasan 
fungsional. 

h. Mengembangkan hubungan kerja pengawasan secara 
terkoordinasikan di daerah dengan cara lebih memantapkan 
kedudukan dan fungsi Inspektorat Wilayah Propinsi dan 
Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai aparat 
pengawasan Pemerintah Daerah. 
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F. PENYEMPURNAAN BIDANG KEPEGAWAIAN 


Dalam usaha meningkatkan pengabdian dan kesetiaan 
aparatur Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, 
dilaksanakan usaha-usaha secara berencana dan terarah agar 
pegawai negeri mempunyai kesetiaan dan ketaatan yang penuh 
kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah serta bersatu, bermental baik, berwibawa, ber- 
dayaguna, berhasilguna, bersih, berkualitas tinggi serta sadar 
akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur Negara, Abdi 
Negara dan Abdi Masyarakat. 


Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang pembinaan 
pegawai negeri meliputi (a) penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian, (b) pengadaan 
dan pengangkatan pegawai serta penyelesaian kepangkatan, 
(c) perbaikan penghasilan pegawai negeri, (d) peningkatan di- 
siplin pegawai negeri, (e) penyempurnaan tata usaha 
kepegawaian, (f) perbaikan penghasilan penerima pensiun/ 
tunjangan yang bersifat pensiun, (g) pemberian jaminan lain- 
nya, (h) peningkatan kemampuan manajemen para pejabat 
serta peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja pegawai, 
dan (i) usaha lain di bidang pembinaan pegawai. 


1. Perbaikan Penghasilan Pegawai 


Selama Pelita I, usaha-usaha untuk memperbaiki 
penghasilan pegawai antara lain meliputi : 


— Penambahan gaji bulan ke 13 dan 14 untuk tahun 1969, 

— Mulai 1 April 1970 diberikan tunjangan kerja sebesar 5096 
dan penghasilan, 

— Mulai 1 April 1971 tunjangan kerja dinaikkan menjadi 10096 
dari penghasilan. 

— Mulai 1 April 1972 diberikan tambahan tunjangan kerja 
sebesar 10096 dari gaji pokok sebulan, 

— Mulai 1 April 1973 diberikan tambahan tunjangan sebesar 
10096 dari gaji pokok sebulan, 

— Mulai 1 April 1974 diberikan tunjangan kerja 200% atas 
gaji pokok. Dengan penghasilan minimum pegawai negeri 
sipil terendah adalah Rp 7.500,00/bulan. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 7 
tahun 1977 sejak 1 April 1977, maka penghasilan pensiun juga 
bertambah besar, karena gaji pokok dipakai sebagai dasar 
penentuan besarnya pensiun pokok. 


Perincian perbaikan dan perbandingan penghasilan pensiun 
pegawai negeri sipil dapat dilihat dalam tabel. Tabel 3. 


Demikian pula pengurusan pensiun sejak tahun 1971 telah 
dipermudah dengan diberikannya wewenang kepada 
Departemen/Lembaga untuk menerbitkan SK pensiun bagi 
pegawainya yang dipensiunkan sehingga yang bersangkutan 
tidak perlu lagi berurusan dengan Biro Pensiun dan Tunjangan. 


2. Penyempurnaan Formasi Struktur Pegawai 
Peraturan Perundangan Pengangkatan Pegawai 


Sejak PELITA | Pemerintah telah berusaha menyem- 
purnakan penyusunan formasi, komposisi dan struktur 
kepegawaian dengan tujuan agar setiap unit organisasi 
Pemerintah mempunyai jumlah dan kwalitas yang cukup sesuai 
dengan jenis, sifat dan beban kerja yang dipikulkan kenada 
setiap satuan organisasi. 


, Langkah-langkah yang diambil mengenai soal komposisi 
dan pengadaan kepegawaian pada tahun 1971/1972 dan 
1973/1974 telah menunjukkan adanya perubahan kenaikan 
persentase pada Gol II, Ill dan IV, sedangkan Gol | menurun. 
Kecenderungan ini menggambarkan, perkembangan yang lebih.. 


Berbagai penelitian telah dilakukan d' bidang administrasi 
Pemerintah terutama di bidang kepegawaian pada tahun 1973. 
Antara lain menyangkut formasi, gaji, pengadaan pegawai, 
pembinaan, peraturan perundangan dan lain-lain. 
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Langkah-langkah : 

(i) Masing-masing Menteri dan Pimpinan Lembaga Non 
Departemen mengadakan penilaian atas kemampuan, 
kecakapan dan hasil karya para pejabat dilingkungannya 
masing-masing. Hasil penilaian dimaksudkan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah 
penertiban lebih lanjut. 

(ii) Tiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri diwajibkan untuk 
mengisi Daftar Kekayaan Pribadi yang pelaksanaannya di- 
tetapkan pada bulan Agustus tiap tahun. 

(iii) Tiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan tentang pembayaran pajak-pajak 
pribadi. 

(Iv)Dalam usaha untuk membina dan menjamin adanya 
pegawai-pegawai yang berkemampuan tinggi bersih ber- 
wibawa serta setia kepada Falsafah Pancasila, Undang- 
undang Dasar 1945. Pemerintah dan Negara maka dibentuk 
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan 
Keppres No. 82 tahun 1971 KORPRI adalah satu satunya 
wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai 
Republik Indonesia di luar kedinasan, guna lebih meningkat- 
kan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan 
pelaksanaan pembangunan. 

(v) Dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan 
kesederhanaan hidup telah ditetapkan larangan judi bagi 
pegawai negeri dengan Inpres No. 13 tahun 1973 serta 
pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan pegawai negeri 
dengan Keppres No. 10, Maret 1974. Demikian pula telah 
diterbitkan PP No. 6/1974 tentang pembatasan kegiatan 
pegawai negeri dalam usaha swasta. 


Penyempurnaan di bidang kepegawaian lebih dimantapkan 


“dengan ditentukannya pokok-pokok kepegawaian dalam 


Undang-undang no. 8 Tahun1974 yang dengan jelas mengatur 
kedudukan, kewajiban, dan hak pegawai negeri serta dasar- 
dasar pembinaannya. Kemudian ketentuan-ketentuan pelaksa- 
naannya diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan 
ketentuan-ketentuan operasionalnya diatur dengan Keputusan 
Presiden. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan teknis dituangkan 
dalam Keputusan atau Surat Edaran Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara. 


Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 8 
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud tadi maka telah ditetapkan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah 
sedangkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasionalnya 
diatur dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya petunjuk 
pelaksanaan teknis dituangkan dalam Surat Keputusan atau 
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 


Dalam lima tahun terakhir penambahan pegawai negeri 
mengutamakan penambahan tenaga pendidik serta tenaga 
kesehatan dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan tenaga 
pada sektor-sektor lainnya. Ini didasarkan pada tugas 
Pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, 
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan 
pelayanan kesehatan. 


Sejak tahun anggaran 1977 sampai dengan Nopember 
1982 pengangkatan calon pegawai berjumlah 852.755 orang. 


Menurut Keppres No. 30 tahun 1981 tentang Latihan Pra 
Jabatan, maka calon/pegawai negeri yang diangkat sejak 
1 April 1981 diwajibkan mengikuti Latihan Pra Jabatan. Calon 
pegawai negeri yang telah lulus dapat diangkat menjadi 
pegawai negeri. Tujuan dari Latihan Pra Jabatan ini agar calon 
pegawai negeri yang bersangkutan trampil melaksanakan tugas 
yang dipercayakan kepadanya, mengerti dan menghayati 
kewajiban dan hak-haknya sebagai pegawai negeri yang 
dituntut untuk setia dan taat penuh pada Pancasila, UUD 1945. 


Sebagaimana diketahui pangkat adalah kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian 
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 
penggajian. Oleh sebab itu setiap pegawai negeri diangkat 
dalam pangkat tertentu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan 


yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan 


kepada Negara dan dimaksudkan sebagai dorongan patuk lebih 
meningkatkan pengabdiannya. d 0 


Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam 
pemberian maupun kenaikan pangkat maka, ditetapkan PP 
No. 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat 
Pegawai Negeri. Jenis kenaikan pangkat berdasarkan PP ini 
adalah kenaikan-kenaikan pangkat reguler, pilihan, istimewa, 
pengabdian, anumerta, dalam tugas belajar, selama menjadi 
pejabat Negara, selama penugasan di luar instansi induk, 
selama menjalankan wajib militer dan kenaikan pangkat sebagai 
penyesuaian ijazah. Tabel 4. 


3. Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sejak Repelita | Pemerintah dalam batas-batas kemampuan 
keuangan Negara secara bertahap berusaha memperbaiki 
penghasilan pegawai negeri dalam rangka meningkatkan 
prestasi kerja guna mencapai daya guna dan hasil guna 
sebesar-besarnya. Semula perbaikan penghasilan itu dilakukan 
dengan cara menaikkan tunjangan, kemudian ditingkatkan 
dengan penyempurnaan sistem penggajian. Sejak tanggal 
1 April 1977 diadakan perubahan Peraturan Gaji berdasarkan 
PP No. 7 tahun 1977. Perbaikan penghasilan dititik beratkan 
pada gaji pokok. Hal ini sangat menguntungkan bagi pegawai 
negeri kelak bila tiba waktunya menjalani masa pensiun karena 
pensiun pokok ditetapkan berdasarkan gaji pokok. 


4. Peningkatan Disiplin Pegawai Negari 

Dalam usaha peningkatan disiplin pegawai negeri, 
Pemerintah telah mengeluarkan PP. No. 30 tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang mengatur kewajiban, 
larangan serta sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 
larangan dilanggar oleh setiap pegawai negeri. Dengan di- 
keluarkannya peraturan disiplin ini maka setiap pegawai negeri 
diharapkan akan lebih menyadari kewajiban dan 
tanggungjawabnya sehingga tercipta aparatur yang bersih, 


berwibawa dan berdayaguna serta mampu melaksanakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan. 


Dalam PP ini dirumuskan 26 kewajiban dan 18 larangan. 
Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 
kepada yang melakukan pelanggaran disiplin adalah sebagai 
berikut : 


Tingkat hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada 
pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin adalah 
hukuman-hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. 


Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari tegoran lisan 
tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 


Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan gaji 
berkala untuk paling lama 1 Tahun, penurunan gaji sebesar satu 
kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 Tahun dan 
penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 Tahun. 


Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat 
pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 
1 Tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri 
dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai 
negeri. 


PP. No. 30 tahun 1980 inilah yang digunakan sebagai 
dasar penindakan jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Kopkamtib/Operasi Tertib, Inspektorat Jenderal Departemen, 
Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya beserta 
jajarannya menunjukkan adanya pelanggaran. Penerapan 
hukum yang demikian telah berlaku dalam rangka tindak lanjut 
pada operasi-operasi yang dilancarkan, antara lain Operasi 
Tunas І, Il dan Ili dan Operasi Bersih dan Berwibawa yang baru 
lalu. 


Dalam rangka penyempurnaan tata usaha kepegawaian 
maka Pemerintah telah mengadakan Pendaftaran Ulang 
Pegawai Negeri untuk mendapatkan data kepegawaian yang 
lengkap dan dapat dipercaya agar dapat digunakan sebagai 
landasan bagi pembinaan secara tertib dan teratur. Sejak 
Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri setiap mutasi kepegawaian 


TABEL3 PERBAIKAN PENGHASILAN RATA-RATA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DARI TAHUN 1973/74 S/D 1977/1978 


1-4-1973 s/d 1-4-1974 s/d 1-1-1975 s/d 1-4-1977 Sampai sekarang 
31-3-1974 31-12-1974 31-3-1977 penghasilan 
No. Golonganruang ЏВР95% UPB 13526 berdasarkan UBP 50096 pensiun baru 
berdasarkan berdasarkan ОВР 270% berdasarkan berdasarkan кет. 
РР 12/1967 PP 8/1974 PP 8/1974 PP 8/1974 PP 7/1977 
jo PP 13/1973 jo PP 13/1974 jo PP 42/1974 jo PP 14/1977 jo PP 8/1977 
1. 1/a 1.800 2.550 4.000 7.500 13.600 | 
TM а t хл NES M a 
Я . ` я : ap mempu 
4. ма 3.200 4.050 6.350 10.300 22.000 "Узе апд stn suam 
5. Ia 4.500 5.700 9.000 14.550 29700 |. ww 
5 . 2 
6. Ше» 5.750 7.300 11.450 18.550 35.700 Belum termasuk turya 
7. с 6.350 8.050 12.700 20.550 39.700 асац 
8. Iud 6.950 8.800 13.850 22.400 43.00 вы» dikurangi asuran 
9. Ia 8.350 10.550 16.600 26.950 53.250 si kesehatan 5% dan 
10. Ш» 9.150 11.600 18.250 29.600 57.650” sun pokok 
11. с 9.850 12.450 19.600 31.750 62.250 
12. ш/а 10.600 13.500 21.100 34.200 67.050 
13. IV/a 11.750 14.900 23.450 38.000 77.150 
14. IV/b 12.800 16.200 25.500 41.300 82.550 
15. IV/c 13.600 17.250 27.150 44.000 88.150 
16. IV/d 14.650 18.550 29.200 47.300 93.950 
17. IV/e 15.450 19.550 30.850 49.950 99.900 
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yang mengakibatkan perubahan data kepegawaian dicatat 
dengan teliti. 


| Jumlah pegawai negeri sipil ditetapkan NIP dan Karpegnya 
sejak Tahun 1977/78 sampai dengan Nopember 1982 adalah 
masing-masing 953.425 buah dan 858.973 buah. 


Selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan tambahan 
beban tugas BAKN dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan 
pelayanan administrasi kepegawaian, maka berdasarkan 
Keppres No. 53 tahun 1980 telah ditetapkan pembentukan 
Kantor Wilayah BAKN tingkat Propinsi. Dalam tahun 1981/82 
untuk tahap pertama dibentuk Kantor Wilayah BAKN di Yogya- 
karta untuk melayani mutasi kepegawaian di Propinsi Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1984 di- 
harapkan. 


dapat dibentuk Kantor Wilayah BAKN di Surabaya untuk 
melayani mutasi kepegawaian di Propinsi-propinsi Jawa Timur, 
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor 
Timur. 


Sejalan dengan perbaikan penghasilan pegawai negeri, 
secara bertahap telah diusahakan pula perbaikan penghasilan 
dari para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun. 


Sejak tanggal 1 April 1977 berlaku PP No. 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Perubahan 
peraturan gaji ini menyebabkan juga perubahan dasar pensiun 
dan pensiun pokok pegawai negeri sebagaimana diatur dengan 
PP No. 8Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas 
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda. 


G. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI 


Berbagai usaha telah pula dilakukan untuk penyempurnaan 
tatakerja. Antara lain di bidang administrasi keuangan, 
administrasi penerimaan Negara, administrasi material dan 
pengelolaan perlengkapan, administrasi pengadaan barang/ 
peralatan Pemerintah, kearsipan dan sebagainya. 


Penempatan kembali BEPEKA sesuai dengan ditugaskan oleh 
UUD 1945 dan peningkatan fungsi Ditjen Pengawasan 
Keuangan Negara dari Departemen Keuangan merupakan 
usaha-usaha dalam rangka kesuksesan tugas ini. Untuk 
pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Departemen di- 
tegaskan fungsi daripada Inspektorat-inspektorat Jenderal. 
Dengan demikian akan dapat diperkecil adanya penyimpangan- 
penyimpangan yang merupakan pemborosan. 


Usaha penertiban dan penyempurnaan negara telah 
dimulai sejak tahun 1967. Dengan dikeluarkannya instruksi 
Presiden No. 17 Tahun 1967. Dalam penertiban dan pe- 
nyempurnaan ini, dilakukan penyederhanaan dalam jumlah 
dan bentuknya. Semua perusahaan negara diarahkan dalam 
kedudukan dan bentuknya pada salah satu bentuk badan usaha 
negara, yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan 
Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). 
Kemudian ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan bentuk 
ketiga jenis badan usaha negara itu ditetapkan dengan UU 
No. 9 Tahun 1969. Disusul dengan dikeluarkannya Inpres No. 
18 Tahun 1967 tentang Inventarisasi Kekayaan Perusahaan- 
perusahaan Negara. 


Selanjutnya dengan Perpu No. 1 Tahun 1969 jo UU No. 9 
tahun 1969 (UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu 
No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara 
menjadi UU) ditetapkan bahwa usaha-usaha Negara berbentuk 
perusahaan dibedakan dalam : Perusahaan Jawatan (PERJAN) 
yang tunduk pada IBW (UU Perusahaan Indonesia jaman Hindia 
Belanda), Perusahaan Umum (PERUM) yang tunduk pada UU 
No. 19 Prp Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
yang tunduk pada KUHD (Kitab UU Hukum Dagang seperti 
yang telah diubah dan ditambah). Oleh karena UU No. 19 Prp 
ini tidak sesuai dengan bentuk PERUM yang dimaksud maka 
Pemerintah menyusun RUU tentang PERUM yang akan 
menggantikan UU No. 19 Prp tahun 1960 itu. 


Dalam hubungan ini, sejak 11 April 1973 Wakil Presiden 
memimpin untuk melaksanakan pengawasan pembangunan 
dengan bantuan Departemen-departemen, Sekdalopbang dan 
Sekretariat Negara. Wakil Presiden memimpin forum koordinasi 
dan kerjasama pengawasan seluruh aparatur pengawasan pe- 
merintah dan BEPEKA. Dengan tujuan mendayagunakan aparatur 
pengawasan sebaik mungkin guna tercapainya sasaran 
pengawasan secara tepat dan terarah tanpa mengurangi 
wewenang masing-masing aparatur pengawasan. Sejak 
tanggal 16 Januari 1974 secara berkala diadakan rapat 
koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan para Inspektur 
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Jenderal Departemen, Inspektur Jenderal Pembangunan 
(Irjenbang), Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, 
wakil-wakil dari Kejaksaan Agung, BEPEKA, BAPPENAS, 
BAKIN, BKPM, BAKN, LAN, Sekdalopbang dan Sekretariat 
Menpan. 


Beberapa kegiatan penyempurnaan penting lainnya 
meliputi : 


a. Dibentuknya BAKOTAN (Badan Koordinasi Otomatisasi Ad- 
ministrasi Negara) tahun 1969. Tugasnya menanggapi 
modernisasi melalui penggunaan komputer. 

b. Penyempurnaan fungsi dan organisasi Sekretariat Negara, 
LAN, BULOG, BAKIN. BATAN, BAPPENAS, LIPI, Arsip 
Nasional, Sesdalopbang, BKKBN dan Kejaksaan Agung. 

c. Perumusan fungsi serta perubahan/penambahan struktur 
organisasi Departemen Dalam Negeri, Hankam, Keuangan, 
Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
serta Koperasi. 

d. Perumusan organisasi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat 
dan penyempurnaan tugas pokoknya , Menpan serta 
Menteri Negara Riset. 

e. Pengaturan pelayanan administrasi Wakil Presiden. 


Dalam hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 
Pemerintah Pusat kedudukan Gubernur/KDH dipertegas 
sebagai penguasa tunggal dan sebagai administrator 
pembangunan di daerah. Juga bertanggung jawab atas 
kelancaran proyek-proyek dan kegiatan usaha pembangunan 
yang berada di daerahnya. 


Langkah-langkah lain bagi kelancaran penyempurnaan 
adalah pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga 
ekonomi dan keuangan di luar perbankan. 


Tujuannya untuk memperlancar kegairahan dan kegiatan 
ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi pada 
umumnya. Untuk itu pada tahun 1970 dibentuk Lembaga 
Pengembangan Ekspor Nasional. Tugasnya memberikan 
informasi kepada instansi-instansi Pemerintah , para eksportir 
dan para pembeli di luar negeri. Ini juga dimaksudkan untuk 
lebih meningkatkan ekspor Indonesia. Tahun 1972 dibentuk 
Badan Pembinaan Pasar Uang dan Modal yang membantu 
Menteri Keuangan dalam menyusun langkah-langkah yang 
diperlukan untuk pengembangan pasar uang dan modal. 


Dalam pada itu untuk kelancaran kedayagunaan dan 
kehasilgunaan pengadaan barang-barang/peralatan yang di- 
perlukan oleh Departemen/Lembaga maka dengan Keppres 
No.10 Tahun 1980 telah dibentuk Team Pengendalian 
Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah yang bertugas 
mengendalikan dan mengkoordinasi pengadaan atau pembelian 
barang/peralatan tertentu yang dilakukan Departemen/ 
Lembaga sesuatu dengan anggaran yang disediakan, sehingga 
pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan 
berhasilguna, 


Team yang diketahui oleh Menteri Sekretaris Negara 
mempunyai fungsi-fungsi pengendalian dan koordinasi sebagai 
berikut : 


a. penetapan standar surat perjanjian/kontrak untuk berbagai 
pemborongan/pembelian termasuk pembelian tanah serta 
pedoman penggunaan standar kontrak itu, 

b. koordinasi pelelangan pekerjaan untuk pemborongan/ 
pembelian dengan nilai di atas Rp 500 juta, 

c. penetapan pekerjaan pemborongan/pembelian tanpa 
pelelangan untuk nilai pemborongan/pembelian di atas 
Rp 500 juta, 

d. pengadaan dan penetapan tatacara pengadaan kendaraan 
bermotor serta barang-barang lain yang ditetapkan oleh 
Team. 


Penyempurnaan tatacara memperlancar kegiatan dunia 
usaha terus dikembangkan, antara lain dengan penyederhana- 


an sistem perijinan. Dalam hubungan ini Departemen Per- 
dagangan dan Koperasi telah berhasil menyempurnakan 
tatacara pengajuan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) yang jauh lebih sederhana dari masa sebelumnya. 


Demikian juga pada tahun 1980/81 oleh Departemen Pertanian 
telah disempurnakan syarat dan tatacara permohonan dan 
pemberian ijin usaha di bidang pertanian dan peternakan. Di 
samping itu telah disempurnakan juga peraturan-peraturan 
tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa 
melalui PP No. 1 Tahun 1982 serta peraturan-peraturan sebagai 
tindak lanjutnya oleh Departemen Keuangan Departemen Per- 
dagangan dan Koperasi Departemen Perhubungan dan Bank 
Indonesia. Dengan langkah-langkah tadi diharapkan dapat 
makin merangsang kegiatan dunia usaha (alinea) Mengenai 
kearsipan nasional diikuti pada Bab lain. 


IV. 
SISTEM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 
DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA 


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagai rencana operasional tahunan diusahakan mencermin- 
kan pola kebijaksanaan, prioritas dan program dari Repelita 
untuk tahun bersangkutan. 


Sehubungan dengan itu Pemerintah dalam menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap didasarkan 
pada 4 prinsip, yaitu : (a) Anggaran berimbang yang dinamis, 
(b) Dana-dana pembangunan dari dalam negeri harus makin 
besar, (c) Penentuan skala prioritas yang tepat, (d) Bekerja 
berdasarkan program terpadu. 


Dalam pelaksanaan APBN prinsip yang dipergunakan ialah : 

(a) hemat, tidak mewah dan effisien, dan (b) terarah dan 

terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta 
fungsi masing-masing Departemen/Lembaga. 


Untuk menciptakan stabilitas yang sehat dan dinamis 
Pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip anggaran 
berimbang yang dinamis yang merupakan syarat untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai 
sarana peningkatan kesejahteraan lahir batin rakyat banyak 
dalam menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur. 
Dengan tuntutan akan peningkatan volume pembangunan, 
menimbulkan konsekuensi yang kian besar pula akan 
kebutuhan dana yang diperlukan. Hal ini memerlukan 
memobilisasi sumber-sumber dana dalam negeri sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan dalam pembiayaan. 


Realisasi dari usaha ini tercermin dengan meningkatnya 
volume dana pembangunan tiap tahun yang bersumber dari 
dalam negeri selama ini berupa tabungan Pemerintah. Di 
samping tabungan Pemerintah, dana pembangunan juga 
ditunjang oleh penyusunan/bantuan luar negeri yang terdiri dari 
nilai lawan bantuan program dan bantuan proyek serta fasilitas 
kredit ekspor. 


Bantuan proyek merupakan pinjaman yang bersifat lunak 
maupun setengah lunak atau pinjaman dalam rangka fasilitas 
kredit ekspor yang diterima langsung oleh Pemerintah dalam 
bentuk barang, peralatan atau jasa untuk keperluan proyek- 
proyek pembangunan tertentu yang ditetapkan. Mengingat 
betapa dana-dana pembangunan merupakan suatu kendala, 
maka Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tetap 
berdasarkan kepada skala prioritas yang tinggi dengan 
berpedoman atas dasar program terpadu dan melaksanakan 
atas disiplin anggaran. 


Untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan 
anggaran dan pelaksanaan fisik proyek sebagai penyempurna- 


an Keppres sebelumnya dalam tahun 1980 telah diterbitkan 
Keppres No. 14 A Tahun1980. Kemudian disempurnakan dengan 
Keppres No. 18 Tahun 1981. Kedua-duanya merupakan pedo- 
man pelaksanaan APBN dan juga sebagai salah satu pengaturan 
pengendalianya yang penting. Tujuan yang hendak dicapai ialah 
agar pelaksanaan APBN berjalan lebih efektif dan efisien, sekali- 
gus memberikan kesempatan pengembangan industri dalam 
negeri dengan pengutamaan produksi dalam negeri. Memberikan 
kesempatan berusaha kepada golongan ekonomi dengan 
mengutamakan mereka itu sebagai rekanan barang/jasa untuk 
pembelian oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk 
Badan Usaha Milik Negara. Juga menunjang sasaran-sasaran 
pemerataan kegiatan pembangunan dan kesempatan kerja 
dengan prioritas pengusaha setempat di daerah untuk ikut 
dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah. 


Demikian pula ketentuan berbagai pasal dalam Keppres ini 
telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan yang lebih 
memudahkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau 
Surat Keputusan Bersama beberapa Menteri. Seperti ketentuan 
tentang pengutamaan produksi dalam negeri, prakualifikasi di 
tingkat Daerah, pedoman pelaksanaan proyek Gedung 
Pemerintah dan perumahan dinas, biaya pengadaan tanah 
untuk keperluan proyek sektoral, tatacara persetujuan kontrak 
multiyears, prosedur dan penata usahaan bantuan luar negeri 
dan lain sebagainya. 


Keppres No. 14 A tahun 1980 yang disempurnakan 
dengan Keppres No. 18 Tahun 1981 mempunyai sasaran pula 
untuk menunjang penyempurnaan aparatur Pemerintah melalui 
ketentuan pengaturan pengendalian dan peningkatan 
pengawasan, terutama pengawasan yang melekat pada fungsi 
organik pimpinan terhadap bawahan. Untuk kelancaran, 
kedaya-gunaan dan kehasil-gunaan pengadaan barang/ 
peralatan yang diperlukan Departemen/Lembaga telah di- 
keluarkan Keppres No. 10 dan No. 15 Tahun 1980. 
Kebijaksanaan yang tertuang dalam kedua Keppres itu di- 
maksudkan agar pengendalian dan penentuan pengadaan 
barang/peralatan Pemerintah dapat dilakukan secara terpusat 
dan terkordinasikan. Atas dasar penilaian maka hasil 
pengendalian ini telah cukup dapat mengarahkan berbagai 
kegiatan pembangunan mencapai tujuannya secara efektif dan 
efisien. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa sejak 
terbentuknya Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan 
Pemerintah tahun 1980 sampai dengan bulan Januari 1983, 
telah dapat ditangani sejumlah 2.966 proyek dengan nilai 
semula sekitar Rp 16.371 milyar, menjadi Rp 15.444 milyar. 
Penekanan biaya ini merupakan penghematan yang tidak 
sedikit yaitu sekitar Rp 927 milyar. 
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PROSEDURE PELAKSANAAN ANGGARAN 


Rencana operasional tahunan yang tertuang dalam APBN 
merupakan pplaksanaan dari Repelita. RAPBN yang diajukan 
oleh Pemerintah dengan Nota Keuangan pada minggu pertama 
bulan Januari kepada DPR dan melalui pembahasan secara 
intensif disetujui oleh DPR mejadi APBN dalam bentuk 
Undang-undang. Sedangkan pedoman peldksanaannya di- 
rumuskan dalam bentuk Keputusan Presiden. 


Dengan kian meningkatnya APBN dari tahun ke tahun, 
terutama Anggaran Pembangunan, diperlukan tatacara 
sedemikian sehingga pelaksanaan operasionalnya semakin 
lancar, tetapi tetap tertib, terarah dan aman. Agar semakin 
besar daya serap anggaran untuk dapat mengikuti kian 
meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan maka 
penyempurnaan pedoman pelaksanaan APBN selalu di- 
usahakan. Mulai tahun anggaran 1980/81 pedoman pelaksana- 
an APBN yang sebelumnya diatur setiap tahun mengikuti UU 
tentang APBN tahun yang bersangkutan, maka pada tahun 
anggaran 1980/81 penyempurnaan dituangkan dalam Keppres 
No. 14 A Tahun 1980 yang diusahakan menjadi pedoman 
pokok bagi pelaksanaan APBN setiap tahunnya. Dalam tahun 
1981/82 Keppres No. 14 A Tahun 1980 itu disempurnakan lagi 
dengan Keppres No. 18 Tahun1981. Beberapa penyempurnaan 
terhadap Keppres No. 14 ATahun 1980 atas dasar Keppres 
No. 18 Tahun 1981 menyangkut keikut-sertaan pengusaha 
golongan ekonomi lemah dalam pelelangan untuk 
pemborongan/pembelian dengan maksud agar pemberian 
berbagai kelonggaran kepada golongan ekonomi lemah dapat 
mencapai sasarannya. 


Untuk lebih melancarkan pembiayaan maka atas dasar 
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Penertiban Aparatur 
Negara telah dirumuskan pedoman prakualifikasi di tingkat 
Daerah yang berisi petunjuk-petunjuk tentang tatacara 
registrasi dan klasifikasi pekerjaan pemborongan, pengadaan 
barang dan jasa serta jasa konsultan. SKB 3 Menteri itu 
menunjukkan usaha Pemerintah yang lebih positif guna 
menciptakan pemerataan serta daya guna adanya jaminan 
pelaksanaan sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah 
ditetapkan. SKB 3 Menteri itu yang berlaku sejak 1 Maret 1982 
mengatur setiap paket pekerjaan dengan biaya sampai 
Rp 100 juta harus dilaksanakan oleh rekanan/pemborong di 
lingkungan propinsi yang bersangkutan dengan pelelangan 
terbatas. Untuk pelelangan bersangkutan dengan pelelangan 
terbatas. Untuk pelelangan bernilai Rp 500 juta lebih dicarikan 
rekanan/pemborong dari luar propinsi yang bersangkutan 
sepanjang di propinsi tidak ada rekanan/pemborong yang 
mampu. 


Dalam Repelita III Anggaran Pembangunan menurut 
susunan vertikal meliputi 18 sektor, sedangkan menurut 
susunan horisontal meliputi 27 bagian. 


Ke-18 Sektor itu ialah Sektor Pertanian dan Pengairan, 
Sektor Industri, Sektor Pertambangan dan Energi, Sektor 
Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Perdagangan dan 
Koperasi, Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sektor 
Pembangunan Daerah, Desa dan Kota, Sektor Agama, Sektor 


Pendidikan , Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sektor 
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial,Peranan Wanita, 


Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sektor Perumahan 
Rakyat dan Pemukiman, Sektor hukum, Sektor Pertahanan dan 
Keamanan Nasional, Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi 
Sosial, Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian 
Sektor Aparatur Pemerintah, Sektor Pengembangan Dunia 
Usaha dan Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. 
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Sedangkan Susunan menurut Bagian Anggaran meliputi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Mahkamah Agung, Kepresidenan, Sekretariat Negara, 
Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Departemen 
Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen 
Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, 
Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Pembiayaan 
dan Perhitungan, Departemen Perdagangan dan Koperasi, 
Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen 
Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen 
Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, dan Departemen Sosial. 


Dalam susunan menurut Bagian Anggaran di antaranya 
terdapat Bagian Anggaran yang karena sifatnya dimaksudkan 
dalam Bagian Pembiayaan dan Perhitungan atau lebih dikenal 
dengan Bagian XVI. Dalam bagian ini terdapat sejumlah 
pembiayaan untuk penyertaan modal Pemerintah dalam badan- 
badan usaha milik Negara berbagai program bantuan Daerah 
atau Inpres pembangunan yang dikhususkan di Propinsi Timor 
Timur, dan lain sebagainya. 


Dalam hal revisi DIP tatacaranya sejak tahun anggaran 
1979/80 berdasarkan Keppres No. 14 tahun 1979 telah di- 
berikan kelonggaran yang lebih luas kepada Departemen/ 
Lembaga untuk mengadakan perubahan/penggeseran hal-hal 
tertentu bilamana keadaan memerlukannya. Kriteria pokok 
revisi adalah volume pekerjaan dan biaya tiap-tiap tolok ukur. 
Biaya sesuatu tolok ukur dapat terdiri dari satu atau beberapa 
jenis pengeluaran. 


Pada tahun anggaran 1982/83 BAPPENAS dan Ditjen 
Anggaran menelaah usaha perbaikan sistem pengisian DIP dan 
Lembaran Kerja (LK) yang berkaitan dengan usaha 
penyempurnaan sistem pengendalian. Penelahaan ini antara 
lain menghasilkan perumusan batasan dan arti bagian proyek 
dan tolok ukur sehingga diharapkan akan memudahkan 
pengukuran perkembangan pelaksanaan proyek-proyek pem- 
bangunan. 


Pelaporan lain yang perlu disebutkan ialah laporan bulanan 
dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pembangunan (SPJP) yang selambat-lambatnya 
pada tanggal 10 tiap bulan dikirimkan oleh Pemimpin Proyek 
kepada Direktur Jenderal/Pejabat setingkat yang membawah- 
kan proyek bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur 
Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga dan Kepala KPN 
setempat. Demikian pula laporan Keadaan Kas Anggaran 
Pembangunan (LKKP) yang dikirimkan oleh Bendaharawan 
Proyek selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan kepada 
KPN setempat. Baik tembusan SPJP dari Pemimpin Proyek 
maupun LKKP dari para Bendaharawan Proyek setelah diolah oleh 
KPN dikirimkan kepada Pusat Analisa Informasi Keuangan 
Departemen Keuangan untuk diproses lebih lanjut sehingga 
menjadi laporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan 
Anggaran Pembangunan yang disusun menurut Sektor/Sub 
Sektor/Program, menurut Departemen/Lembaga dan menurut 
Propinsi Daerah Tingkat |. 


Salah satu peraturan penting yang cukup terarah ialah 
Keppres No. 14 A tahun 1980 yang disempurnakan dengan 
Keppres No. 18 tahun 1981 tentang pelaksanaan APBN karena 
di antara lain lebih menegaskan selain peningkatan 
pengawasan fungsional juga kewajiban atasan untuk 
mengawasi bawahan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan 
seorang pelaksana adalah tugas dari atasan langsungnya yang 
merupakan tugas yang melekat pada setiap jabatan, seperti 
halnya kewajiban setiap atasan untuk memberikan petunjuk 
Operasional kepada bawahannya. 


Dari hasil pemeriksaan tampak kemajuan di dalam disiplin 
para pelaksana proyek yang ternyata dari perkembangan 
jumlah berita acara yang tidak benar dan realisasi fisik yang 
tidak sesuai dengan DIP. Gambarannya pada akhir Repelita |, 
Repelita Il dan pada tahun ke tiga Repelita III mengenai berita 
acara yang tidak benar itu masing-masing ialah 0,20%, 0,14% 
dan 0,09% dari nilai yang diperiksa. Jumlah kejadian realisasi 
fisik yang tidak sesuai dengan DIP juga menunjukkan per- 
kembangan yang lebih baik meskipun jumlah proyek dari tahun 
ke tahun makin meningkat, yaitu pada akhir Repelita I terdapat 
0,17 per proyek, pada akhir Repelita II terdapat 0,04 kejadian 
per proyek, sedangkan pada tahun ketiga Repelita III terdapat 
0,07 kejadian per proyek. | 


Perkembangan jumlah pemeriksaan serentak atas proyek 
proyek dari tahun 1977/-78 sampai dengan tahun 1981/akhir 
1982 dapat dilihat pada Tabel 5 sedangkan mengenai hasil- 
hasil pemeriksaan dalam tahun 1977/78 sampai dengan 
tahun 1981/akhir 1982 dapat diketahui pada Tabel 6. 


Usaha-usaha untuk lebih meningkatkan pengawasan, 
maka koordinasi pengawasan baik di tingkat Pusat maupun di 
tingkat Daerah terus dilakukan. Dalam kegiatan diusahakan 
keseragaman kerja‘ meliputi sasaran pemeriksaan, сага 
memeriksa, cara melaporkan, bentuk laporan dan kesamaan 
istilah yang dipergunakan. Untuk memperlancar pembinaan, 
dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tugas yang di- 
berikan oleh Presiden, maka tugas koordinasi dilakukan oleh 
Wakil Presiden dengan dibantu oleh Menteri Negara PPLH. 


Koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di 
Daerah Tingkat | diatur dengan Keppres No. 20 Tahun 1981 
yang melibatkan BAPPEDA, Inspektorat Wilayah Propinsi, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Wilayah 
DJPKN dan Kantor Cabang Bank Indonesia. Koordinasi sesuai 
Keppres No. 20Tahun 1981 dimaksudkan untuk menciptakan 
mekanisme penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pembangunan. 


TABEL 4 
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGALAMI KENAIKAN PANGKAT, 
1977/78 — 1982/83 
TAHUN FISKAL 
(orang) 
No. Golongan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83*) Jumlah 
Ruang 

1. l/a - - - - - — 
2. 1/b 13.658 21.750 21.435 22123 6.901 2.917 88.784 
3. l/c 19.501 16.343 25.280 27.254 16.075 8.952 113.405 
4. уа 10.241 12.326 19.842 23.912 15.282 6.193 87.706 
5. Па 16.285 23.040 23.963 24.081 16.979 7.204 111.552 
6. Ше, 24.542 21.749 33.655 40.528 29.343 23.960 173.777 
7. Пс 16.182 13.340 25.124 27.188 24.181 14.347 120.362 
8. п/а 8.620 10.138 17.658 20.251 13.962 6.420 77.049 
9. а 8.597 9.074 11.479 13.270 10.315 6.041 58.776 
10. III/b 7.883 7.460 11.523 12.240 10.047 6.915 56.068 
11. ПИС 2.926 4.337 6.635 7.508 6.465 3.642 32.513 
12. п/а 2.142 2.411 3.270 3.564 3.161 2.093 16.641 
13. IV/a 1.142 1.216 1.434 1.871 1.757 972 8.392 
14. IV/b 848 749 773 848 910 525 4.653 
15. IV/c 332 260 352 383 416 303 2.046 
16. IV/d 107 86 129 156 127 85 690 
17. IV/e 32 32 29 32 32 155 
Jumlah : 134.011 144.221 202.583 225.206 155.953 90.601 952.575 

*) Data pada bulan Nopember 1982 
TABEL 5 4 
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SERENTAK OLEH DJPKN ) 
TERHADAP PROYEK-PROYEK REPELITA DAN BADAN USAHA NEGARA, 
1977/78 — 1981/82 

Uraian Satuan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/822) 

Proyek-proyek Repelita Proyek 2.552 3.961 5.685 5.627 3.308 

(Proyek-Proyek Non Inpres) Proyek (1.687) (3.178) (4.024) (4.334) (1.371) 

(Proyek-Proyek Inpres) Proyek ( 835) ( 783) (1.661) (1.293) (1.937) 

Badan Usaha Negara Buah 1.230 256 233 370 234 

Jumlah : 3.752 4.217 5.918 5.997 3.542 


1). Direktorat Jendral 
Pengawasan Keuangan Negara 
2) Data pada bulan Desember 1982 
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TABEL 6 
HASIL-HASIL PEMERIKSAAN SERENTAK OLEH DJPKN1) TERHADAP PROYEK-PROYEK REPELITA, 


1977/78 — 1981/82 

No. Jenis Pemeriksaan Satuan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/823) 
1. Jumlah Proyek Repelita yang 

diperiksa proyek 1.687 3.178 4.024 4.216 4.821 

(96 dari jumlah proyek) (persen) (51,4496) (90,10%) (96,45%) (90,34%) (90.88%) 
2. Nilai DIP yang diperiksa juta Rp 319.462 846.773 1.687.540 2.607.795 3.240.919 
3. Nilai SKO yang diperiksa jutaRp 316.244 834.956 x2) x2) x 
4. Nilai SPMU yanc diterhitkan juta Rp 182.967 406.014 624.060 1.169.109 1.473.361 
5. Beban Tetap juta Rp 119.973 246.332 362.421 676.616 857.295 

(%)аагі Beban Tetap) (persen) (65,57%) (60,67%) (58,07%) (57,87%) (58,19%) 
6. Beban Sementara juta Rp 62.994 159.682 261.639 492.492 616.065 

(Yo) dari Beban Sementara) (persen) (34,4396) (-) (41,93%) (42,13%) (41.81%) 
7. Nilaipembayaran berdasar 

Berita Acara pelaksanaan 

fisik yang tidak sesuai | 

dengan keadaan fisiknya juta Rp 177 1.214 3.398 2.657 3.128 
8. Nilai SIAP per April tahun 

berikutnya juta Rp 158.832 546.014 704.540 971.999 1.180.162 


9. Jumlah Penyimpangan prosedur kejadian 75 181 282 332 361 


1) Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara 
2) Mulai tahun anggaran 1979-80. DIP bertungsi sebagai SKO 
3) Data pada bulan Desember 1982 
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1. INTRODUCTION 


The efforts with regard to the improvement of the state 
administration and apparatus fundamentally represent efforts 
that are closely linked to the implementation of the duties for 
national development. The facts show that for ensuring: a 
smooth progress of the government activities, both its general 
duties as those for safeguarding the smooth progress of the 
development efforts call for the continuous efforts for the im- 
provement of the administration and state apparatus. Such par- 
ticularly with a view to overcoming deviations and disorder in 
the government administration which may occasionally occur. 


These efforts for regularization and improvement of the 
administration of the state apparatus are so far being carried 
out consistently in accordance with the 1945 Constitution and 
the GBHN (National Policy Guidelines). Both at the national and 
the regional levels. Thanks to this, the entire government admi- 
nistration and apparatus truly represent a prestigefull, firm, 
effective, efficient, immaculate, loyal and dutiful entity. 


Such efforts are being carried out in a phased and compre- 
hensive manner, according to an order of priority. And these 
efforts have been initiated since the year 1967, in preparation 
of and for the introduction of the successive Pelita's. 


We may cite one of the Five Tasks - the Panca Kriaa of 
the First Development Cabinet, which reads : “to continue the 
efforts for improvement and purification of the entire State 
Apparatus at the Central and Regional levels" .A program which 
we may well stress with a view to the successful outcome 
of the development efforts. During that periods much has been 
achieved with regard to the improvement of the standards of 


state administration and apparatus. However, much has still 
to be done, in view of the increasing size and complexity of 
the scope of development. 


Specifically, for coping with various problems which have 
been arising, a series of a efficient and effective measures were 
introduced. The stress was laid on the improvement of the or- 
ganization and structures, and the research and development 
of the scientific state administration and the procedures for 
the planning and implementation of the national development. 


In order to expedite the development efforts throughout this 
country and to establish political stability and national concord, 
the harmonious relations between the Central Government and 
the Regional Administrations on the basis of the unitary state 
are to be directed towards the establishment of true, responsi- 
ble autonomous powers to safeguard regional development and 
reconstruction in a cooperative, deconcentrated manner. 


The increasingly consolidated functional relations between 
the people's representative councils and the Government, at the 
central and regional levels, are continuously being fostered. 
At the same time, the desa administration is being consoli- 
dated. The purpose is to enable the desa's to increasingly mobi- 
lize the community. Particularly with regard to the latter's parti- 
cipation in the consolidation and maintenance of the ever ex- 
panding and increasingly effective administration. For this pur- 
pose a Law on Desa Administration has been enacted. 


These fundamental policies were more comprehensively 
and specifically formulated for the realization of Pelita Ill which 
constituted a follow-up to the efforts for the improvement of 


the government apparatus during Pelita | and Il. This means 
that the capabilities of the government apparatus in carrying 
out the government's general responsbilities as well its deve- 
lopment activities constitute one of the elements of strategy 
for ensuring the very success of the development efforts. In 
this connection, the effets for improving the standards of the 
state apparatus have to be carried out in a well-planned man- 
ner. 


As an illustration, it can be cited that during the last five 
years much has been achieved for the purpose of improving 
the control and organization of the State Apparatus in accor- 
dance with the directives and objectives contained in the reso- 
lutions of the MPR (People's Consultative Congress). In additi- 
on to the consolidaton of the position and work relationships, 
also have been made efforts for improving the organisation and 
staffing of the secretarial organizations to enhance their capabi- 
lity in providing administrative services to the various govern- 
ment agencies. 


This implies that improvement of the administration is just 
as important as the other development efforts. Therefore, the 
regulating and improvement of the government's administrati- 
on and apparatus constitutes an integrated part of the overall 
development efforts. Affirmedly, the successful, effective and 
efficient completion of the national development efforts in reali- 
zing the national aspirations will depend on the active participa- 
tion of the entire nation. 


To give a better picture of whatever has been achieved 
in this sector, we present a comprehensive report covering the 
entire period covered by the Pelita's | through III, 
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POLICIES AND ACTION 


The policy with regard to the improvement and regulating 
of the Government Apparatus are basically being directed to- 
wards the improvement and consolidation of the government 
activities. This also implies that the government activities must 
reflect the role of the government in carrying out the national 
development efforts. The government apparatus therefore has 
to be truly sensitive towards the various problems relating to 
the development efforts. And for the same purpose the activiti- 
es of the state apparatus must continuously be expanded. Such 
in order to ensure that their efforts in directing and providing 
services to the community in the development process will 
truly be effective. 


The policy measures primarily are being directed towards 
enhancing the dedication and loyalty towards the Pancasila 
and the 1945 Constitution. Thus the government apparatus 
will truly be servants of the state and of the community, of 
a good mentality. This is especially important in carrying out 
their development responsibilities and their duties in giving gui- 
dance and services to this complex community. 


In consideration of these principles and policies, the tar- 
gets, efforts for regulating of the government apparatus have 
been laid down as follows : 


— Enhancing and consolidating the functional relationships 
between the people's representative councils and the go- 
vernment at the national and regional levels. Particularly 
with regard to the preparation of annual operating programs 
as reflected in the national and regional budgets. 

— Enhancing the build-up and control of the government ap- 
paratus on the national and regional levels. This to include 
the national and regional economics apparatus, establishing 
them as efficient, effective, immaculate and authoritative 
agencies, capable of carrying out general government duti- 
es and of expediting the development efforts. 

— Promoting harmonious relations between the national go- 
vernment and the regional administrations founded upon 
the truly unitarian state, and aiming at true, dynamic and 
responsible regional autonomous power to ensure regional 
progress and development, to be carried out jointly through 
deconcentration and assistance. 


Improving work procedures and relationship between and 
inside the various ministries and institutions, to ensure more 
integrated and harmonious activities to support the suc- 
cessful achievement of the development objectives and the 
comprehensive implementation of the development pro- 
grams. 

Improving the supervision and control of the entire govern- 
mental apparatus, including the central and regional econo 
mic apparatus with a view to control corruption, misuse 
of authority, leakages and waste of government assets and 
funds, illegal imposts and other deviations which hinder the 
development efforts. 

Raising productivity and the working spirit and discipline 
among civil servants through the introduction of a career 
development system commensurate with work perfor- 
mance. 

Consolidating the build-up and management of the state's 
economic apparatus, to become a real driving power for 
the development and production activities in the still impro- 
ficient private sector, the generation activities in the still 
improvicient private sector, the generation of capital funds 
and profits, the provision of socio-economic services and 
actively supporting the Government's policies and pro- 
grams for building up the economically underprivileged 
groups. 

Enhancing the capabilities of the Government's apparatus, 
at the national and regional levels, in carrying out the go- 
vernment's routine and development duties, including the 
capability in preparing plans, the formulation of policies and 
programs, in their implementation as well as in the effective 
and efficient control and supervision. This is to be realized 
through a system which clearly indicates the responsible 
agencies and government apparatus to be incharge of such 
duties. 


Devejoping an orderly government administration. Inter alia 
through the creation of various government egulations and 
policies through legislative products, whereby the govern- 
ment's regulations and policies will obtain firm and clear 
legal force. Such for the benefit of both the responsible 
agencies and the community. 


THEIMPROVEMENT OF THESTATE 
ADMINISTRATION 


1.= The Higher State Institutions. 


During Pelita | various activities were being carried out to 
reinstate the various Higher and Supreme State Institutions, 
including the MPR(S) — the (Provisional) People's Consultative 
Congress — the DPR(GR) — the (Gotong Royong) House of 
Representatives, the Supreme Court the DPA (the Advisory 
Council) and the National Audit Agency. Overall these instituti- 
ons were brought into adjustment with the relevant clauses 
in the 1945 Constitution, and also with the MPRS Resolution 
No. X/MPRS/1966. In addition to the reaffirmation of their posi- 
tion and work relationships, their organization and membership 
also were being readjusted. 


Within that same period the following items had been at- 
tended to : 


— |n 1971 General Elections were completed safely and order- 
ly. This resulted in the establishment of the elected DPR 
and MPR. 
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The number of justices at the Supreme Court was increased 
and regulated by the Keppres (Presidential Decree) No. 1/M 
of 1974, for the complementing of the composition of the 
Supreme Court on the basis of Keppres No. 38/1968. at 
the same time the Law No. 14/1964 re the BAsic Rules 
on the Judicial Powers was revised by Law No. 14/1970. 


The establishment of the Supreme Advisory Council (DPA) 
by Law No. 13/1967, and the appointment of the Council- 
lors by Keppres No. 61/1968. 


The repeal of the Laws and Ordinances in lieu of Law that 
were in contravention with the 1945 Constitution and with 
Law No. 6/1969. 

The revision of Law No. 17/1965 re the National Audit 
Agency (Bepeka) by Law No. 5/1973. 


The reaffirmation of the position of the MPR as the Supre- 
me State Institution. Similarly with regard to the position 


of the President, the DPR, the Bepeka and the Supreme 
Courth (Mahkamah Agung) as Higher State Institutions. 
The reaffirmedtion of the relationship between the Supreme 
State Institution with the Higher Institutions, and among 
the letter was provided in the MPR Resolution No. VI/MPR/ 
1973. 


For the execution of the legislational duties in the prepara- 
tion of legislative products, the coordination between the mi- 
nisterial and the n0n-ministerial institutions was being impro- 
ved. For this purpose the Presidential Instruction No. 15/1970 
was issued. Thereby the procedure for the drafting of legisla- 
tive products could be implemented more orderly, thereby ex- 
pediting the decision-making process with regard to policy and 
regulatory decisions. 


In Pelita || various measures and steps were taken for a 
true and consistent realization and implementation of the 1945 
Constitution. Better and more consolidated functional relation- 
ships between the various institutions were observed. In the 
same period the organization and personnel of the secretariates 
were being concolidated. This was done with the purpose of 
improving the capability for carrying their duties as part of 
those institutions. 


Meanwhile the composition of the Supreme Court was 
being improved by Keppres No. 1/1974. This was to further 
complement the composition of the Supreme Court as envi- 
saged by Keppres No. 38/1968. In 1970, by Law No. 14/1970 
the Law No. 19/1964 re the Basic Principles of Judicial Power 
was revised. 


By Law No. 3/1967 the Dewan Pertimbangan Agung (DPA 
= Supreme Advisory Council) was set up, and its members 
were appointed by Keppres No. 61/1968. Also was being 
revised the Law NO. 17/1965 re the State Audit Agency (Bepe- 
ka) by Law No. 5/1973. 


The efforts for improving the Government Apparatus at 
the national level during Pelita III consisted of the establishment 
of the Principles for Ministerial Organization and their Organiza- 
tional Composition By Keppres No. 44 and 45/1975 and the 
establishment of the organizational units within the govern- 
ment. The purpose was to consolidate the position, the princi- 
pal responsibilities and the functions of the ministerial depart- 
ments, to enable them to carry out the government's routine 
and development activities of a more extensive and complex 
nature. 


These improvements defined the limits of the authority 
and the functional responsibilities of every ministerial depart- 
ment. Furthermore, for the execution of the duties and functi- 
ons of the individual ministeries in the Provinces, the Govern- 
ment established Regional Offices of the respective ministeries 
or directorates general as national agencies within the provinci- 
al territories. The offices were set up by the establishment of 
regional units which may comprise either one single or several 
provinces. And for attending to the duties of the regional offi- 
ces in the various local administration units (Kabupatens and 
Municipalities) branch-offices were set up in their localities. 


Within eight years after the enactment of Keppres No. 
44-45/1974, 13 reorganizations took place. Every ministry 
was being reorganized, and every year further reorganizations 
took place on the strength of the Presidential Decrees No. 12/ 
1976, No. 6/1977, No. 15/1978, No. 30/1978, No. 40/1978, 
No. 59/M-1978, No. 47/1979, No. 22/1980, No. 57/1980, 
No. 27/1981, and latestly No. 15/1982. These reorganizations 
included the restructuring of several ministries to conform with 
the composition of the Third Reconstruction Cabinet. Their indi- 


vidual organizations also were being expanded by the establish- 
ment of (additional) Directorates General. 


In addition to the reorganizations called for by the increa- 
sed development activities, the organization of the non-ministe- 
rial agencies also required reorganization. Sincel1974 through 
investigations were made on the organization of these instituti- 
ons, with a view to finding a formulation relating to the positi- 
on, the main responsibilities and functions and their organiza- 
tional structures. Though a fully satisfactory formulation has 
not yet been found, the principles appicable to the reorganizati- 
on of the ministries are as much as possible being applied, with- 
out disregarding the specific nature and scope of every non 
ministerial institution. 


Though in principle the reorganizations were being based 
on comprehensive surveys, special attention had to be given 
to the matters of urgency, namely the urgent need of reorgani- 
zation of certain non-ministerial agencies to cope with their 
individual developments. Within the last five years reorganizati 
ons were being carried out with regard to : 


8. The BAKN (the Civil Servants Administration Agency) by 
the phased establishment of Regional Offices at the Pro- 
vincial level (Keppres No: -53/1980). 


b. The Central Statistics Office (BP6) in consideration of its 
vital role, (PP No. 6/1980). 


c. The Logistics Bureau (BULOG) for consolidating its functi- 
ons and its position (Keppres No. 39/1980) 


d. The BATAN (National Nuclear Energy Agency) for reasser- 
ting its position (Keppres No. 51/1979) 


e. the BKKBN (the Family Planning Coordinating Agency) also 
for the reassertion of its functions (Keppres No. 38/1978) 


f. The BKPM (Capital Investments Coordinating Board) by the 
improvement of its organizational structure and its opera- 
ting procedure, in order that prospective investors in their 
application process have to deal with one single agency (a 
one-stop-service), i.e. the BKPM (Keppres No. 53/1977) 
by the appointment of one Deputy and two Bureaux (Kep- 
pres No. 33/1981) and for the improvement of the proce- 
dure in establishing a Priority Scale List (DSP.(Keppres No. 
78/1982). 


g. The BP7 (the Board for Build-Up of the Education on the 
Implementation of the Guidelines for the Realization and 
Application of the Pancasila principles as a new Agency 
having the primary responsibility for enhancing the reali 
zation and implementation of the realization and imple - 
mentation of the Pancasila principles (Ekaprasetya Pan - 
cakarsa), the 1945 Constitution and the GBHN by the 
general public. (Keppres No. 10/1979). 


Moreover, the organization of the State Secretariate was 
being readjusted for consolidating its functions, successively 
by Keppres No. 8/1978, No. 31/1980 and No. 16/1981. 


During Pelita III various work relationships were being insti- 
tutionalized in several organizations. E.g. the Coordinating 
Agency for the Transmigration Operations (Keppres No. 26/ 
1979), the BIMAS Coordinating Agency (Keppres No. 6/1979), 


The Coordinating Agency for the Build-up and Development 
of the Younger Generation (Keppres No. 23/1979), The Coor- 
dinating Agency for Coping with Natural Disasters (Keppres 
Nos. 46 & 75/1970). 


In addition, the improvement of institutional work relation- 
ships was being attended to by various coordination agencies 
for specific urgent government problems. 
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2. Improvement of the State Administration 


To increase the effectiveness of the implementation of the 
Fifth 'Krida' of the First Reconstruction Cabinet, in 1979 a 
State Minister for the Improvement and Clean-Up of the State 
Apparatus (MenPan) was appointed. He was in charge of the 
coordination of the efforts for the control and improvement 
of the Government Apparatus. Subseguently, in the Second 
Reconstruction Cabinet a Minister of State was appointed, to 
assist the President in the efforts for improving the government 
administration and apparatus Consequently, every Ministry and Insti- 
tution that wanted to take any action for the improvement of 
its apparatus and administration, was reguired to coordinate 
these efforts with the MenPan. 


In principle, the efforts for the improvement of the non- 
ministerial government agencies should be based on compre- 
hensive research. However, hereby also special attention was 
to be given to urgent matters. Specifically to the reorganization 
of certain non-ministerial institutions that were needed for 
coping with the extended responsibilities of these institutions. 
To further augment the services to investors in Indonesia the 
BKPM was being reorganized by Keppres No. 53/1977, revi- 
sing Keppres No. 20/1973. The basic principles and procedures 
for capital investments were provided in Keppres No. 54/1977, 
revising Keppres No. 21/1973. 


The consolidation and improvement of the government ap- 
paratus at the regional level were basically provided for in Law 
No. 5/1974, re the Principles of Regional Government, repla- 
cing Law No. 18/1965. Thereby the Government laid the foun- 

dation for government in the regions and localities on the princi- 
ples of decentralization, deconcentration and harmonious sup- 
porting efforts. 


With regard to enhanced development in the provinces, 
the Minister of Home Affairs has issued a number of instructi- 
ons, including Instruction No. 4/1979 and Instruction No. 1/ 
1981. These instructions aimed at ensuring the successful rea- 
lization of the various development programs. 


Inter alia the Minister of Home Affairs Instruction No. 4/ 
1981 required the Local Administration level BAPPEDA (Board 
for Regional/Local Development) to develop a bottom-up sys- 
tem of planning, i.e. at the Desa level, with regard to several 
development programs, including the Integrated Kecamatan 
(District) Territorial Development Program whereby the Camats 
(district heads) were appointed as project managers. 


With regard to the Regional Capital Investment Coordinati- 
on Agencies (BKPM-D) that were set up in every Province (First 
Level Regional Units) on the strength of Keppres No. 26/1980, 
the organizational structure and operating procedures were 
provided by the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 
167/1980. 


The efforts for improving regional government administra- 
tion were enforced down to the Desa level. By the enactment 


of Law No. 5/1979 re Desa Administration, the arrangements 
for the organization of the Desa administration was given a 
solid legislational basis. For the implementation of the above- 
mentioned Law the Minister of Home Affairs issued 19 Regula- 
tions and Orders, the more important ones providing the rules 
for the organization and procedures of the Desa administration, 
the composition and procedures for Community Consultative 
Agency, Desa level decision making, the procedures for the 
election, appointment and dismissal of the Desa Chiefs, Desa 
Office Heads and Sub-Desa (Dusun) Chiefs. 


With regard to the establishment and the expanded role 
of the BUUD (Desa Unit Enterprise) and the KUD (Desa Unit 
cooperatives) as the main vehicles for the economic and deve- 
lopment activities in rural districts, the Inpres No. 2/1978 
established the responsibilities and functions of the BUUD for 
the promotion of the KUD. As a follow-up to that Presidential 
Instruction, a Joint Decree issued jointly by the Minister of 
Trade and Cooperatives and the Minister of Home Affairs in 
1978 provided implementation by laws for the establishment 
and development of the BUUD and KUD. In principle every Ke- 
camatan will have one or several KUD's attending to economic 
activities in the district, in consideration of that district's econo- 
mic potential. One of the major activities is the involvement 
of the KUD in the 'electricity for the Desa' Program, in compli- 
ance with the Government Ordinance (PP) No. 36/1979, re 
the National Electricity Operation Policy, which provides for 
the participation of cooperatives in the exploitation of electri- 
city. 


The administrative improvements relating to the instituti- 
onal and procedural work relationship in support of continuos 
coordination also have been attended to. The improved work relation- 
ships between various ministerial departments and non-depart- 
mental instituions principally refer to the realization of priority 
development programs, such as the programs for boosting the 
production of food commodities, the organization of the trans- 
migration programs, the support for the economically underpri- 
vileged entrepreneurs, the enhancement of popular nutrition, 
the family planning program, the capital investment promotion 
program, the conservation of the living environment et al. Bet- 
ter coordination also is being sought in the administration in 
various sectors, including the administration of seaports, the 
planning and financing of the development program, the admi- 
nistration of exports, imports and the foreign currency traffic 
aiming at boosting non-oil exports. 


Within the last five years various work reiationships have 
been institutionalized invarious coordinating agencies, such as 
Agency for the Coordination of Transmigration Activities (Kep- 
pres No. 26/1979), the BIMAS Coordinating Agency (Keppres 
No. 6/1979), the Agency for the Coordination of the Build-Up 
and Development of the Younger Generation (Keppres No. 23/ 
1979), the Agency for Coordinating the Efforts for Coping with 
Natural Disasters (Keppres No. 28/1070) and the National 
Energy Coordinating Agency (Keppres No. 47 & 75/1980). 


3. Relations Between Central and Regional Governments 


The administrative improvements with regard to the insti- 
tutional and procedural work relationships continue to be atten- 
ded to. These relationships refer to state institutions and go- 
vernment agencies. 


The cooperation between the Government and the DPR 
(House of Representatives) is continuosly being stepped up 
in compliance with the 1945 Constitution. During the period 
1973 — 1978 some 33 Laws have been completed. In fact, 
since the adoption of the MPR Resolution No. IX/MPR/1973 
there has been an unreserved cooperation between the Govern- 
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ment and the DPR, particularly with respect to the discussion 
and processing of the national budgets. 


On the other hand, the DPA (Supreme Advisory Council) 
Is continuously providing material for consideration with regard 
to various important matters of state. These constitute an im- 
portant input for expediting the government efforts in determi- 
ning its policies. Similarly the Bepeka (State Audit Board) since 
its rein-statement in Law No. 5/1973 is carrying out its duties 
under the 1945 Constitution vis-a-vis the executive authority. 


In their audits the Bepeka always is providing directives with 
regard to the targets to be audited by the various internal con- 
trol units. 


The improved work relationships having been esablished 
between the various government agencies and institutions in- 
clude inter alia the implementation of the family planning pro- 
gram, the boosting of the production and supplies of food com- 
modities, the organization of te transmigration, the administra- 
tion of seaports, the administration of development funding, 
the administration of foreign aid, the organization of foreign 
trade, particularly with regard to the boosting of exports, capi- 
tal investments, etc. 


Various work relationships have been institutionalized co- 
ordination agencies, such as the BIMAS Control Agency, the 
Agency for the Development of Transmigration Sites. Even in 
the form of institutions that directly report to the President, 
as e.g. the National Family Planning Coordinating Agency and 
the Agency for the Coordination of Capital Investments. 


Through the years in these sectors have been witnessed 
the development of increasingly solid and harmonious work 
relationships. Both within the government apparatus at the 
central level, and between the central and regional agencies. 


The development of harmonious work relationships within 
and between government agencies also aim at supporting a 
more perfect planning and implementation of development acti- 
vities, particularly in support of the annual operational planning. 


The Keppres No. 25/1974 re the appointment of an Ins- 
pector General for Development and the Presidential Instruction 


No. 8/1974 on the supervisory procedure for the implementa- 
tion of development projects. Constitute an improvement in 
the work relationships in the supervision being carried out by 
various Government agencies and institutions. For establishing 
a sound coordination of the supervisory activities, meetings 
are continuously to be held between all supervisory agencies 
at the national level under the chairmanship of the Vice Presi- 
dent. 


If we study this more profoundly, we will find that the har- 
monious relationships between the central and regional govern- 
ments have been ever since the beginning of Pelita . The 
Law No. 15/1974, for instance, has provided a firm basis for 
the sound implementation of the system of deconcentration, 
decentralization and supportive duties. The establishment of 
the Regional Autonomy Consultations Council by Keppres No. 
23/1975, which served to formulate the policy for government 
and development activities in the regions have played an impor- 
tant role in expediting the performance of such duties. 


With regard to preventive control a great many regulations 
have been issued, laying down the procedures for the imple- 
mentation of various actions, including the Ministerial Regulati- 
ons on the realization of the regional budgets conform 
the improved implementation of the national budget as provi- 
ded in Keppres No. 12/1978, No. 14/1979 and No. 14A,1980, 
latestly revised by Keppres No. 18/1981. With regard to the 
management of assets owned by regional governments there 
has been issued the Minister of Home Affairs Ordinance No. 
4/1979 re the Management of the Assets of Provincial Govern: 
ments. 


4. The State's Economic Apparatus. 


The Government's policy with regard to the improvement 
of the State's economic apparatus, with regard to its position 
and organization as well as with regard to its management is 
aiming at enabling it to function and sound efficient economic 
principles, beneficial to state revenues, while also improving 
the services to the community and ensuring a better and more 
widely distributed public benefit. Moreover, particularly with 
regard to financial institutions , the development efforts aim 
at establishing their capability to promote the development and 
production activities of the private sector and the cooperatives 
that are not yet able to actively participate in the safeguarding 
and support of the implementation of the government policies 
and programs for the development of the economically under- 
privileged group of entrepreneus and to promote economic 
stability. 

Bearing in mind the important position of the state-owned 
enterprises, since 1967 continuous efforts have been made 
for improving their efficiency. Another aspect of the improve- 
ment efforts relate to their control for more sound manage- 
ment. Every state-owned enterprise organized as a State Cor- 
poration is being supervised by a Board of Directors responsible 
to the shareholders, i.e. the state in this matter being represen- 
ted by the Minister of Finance and the Minister responsible for 
the corporation's sphere of activities. The state companies are 
required to prepare a budget, which has to be approved by the 
shareholders and are also required to submit periodical reports. 


During the peried 1973 — 1978 the developments with 
regard to the control of state-owned enterprises include the 
following : 


а. . The founding of the PT. Bahana ‘Pembina Usaha Indonesia’, 


as a corporation active in stimulating national private busi-. 


ness aiming at giving support to smaller enterprises (Kep 
pres No. 9/1973. 


b. The founding of the Perum Perumnas (Public Corporation 
for the Construction of Public Housing), in charge of plan- 


ning and carrying out the provision of housing and commu- 
nity infrastructure (PP No. 29/1974). 

c. The founding of the Perum Angkasa Pura (public corporati- 
on for the management of air terminals; PP No. 37/1974), 
the Perum Survei Udara Penas (Aerial Surveys; PP No. 46/ 
1974) and the Perum ASTEK (Social Insurance for the Work 
Force; PP No. 34/1977). 

d. Thereorganization of the State Oil Company PERTAMINA 
Keppres No. 44/1975. 


Meanwhile the transformation of the State Companies 
(PN) into Persero's (state-owned corporations) is being continued. 
The purpose is to enable them to operate on sound economic- 
and business administration principles. The resulting profits 
then will revert to the state as public revenues for development 
purposes and benefiting the general population. 


By the end of 1977 83 former state enterprises had achie- 
ved 'Persero' (state-owned corporation) status : 3 operating 
in the financial sector, 37 in the general services sector, 16 
in the industrial sector and the remaining 27 in the agricultural 
sector. Nine PNs (state enterprises) had not been allocated a 
status under Law No. 9/1969, while 99 have been proposed 
to be given the Persero status, but had not yet been processed. 


Thirty-five state enterprises were given the status of Pe- 
rum (public corporations) and PN (state enterprises), five co- 
ming under the aegis of the Ministry of Public Works and Elec- 
tric Power, five under that of the Ministry of Industries, three 
under the Ministry of Finance, one under the Ministry of Public 
Health, seven under the Ministry of Agriculture, six under the 
Ministry of Communications, one under the Ministry of Mining, 
three under the Ministry of Information, one under Education 
and Culture and three under Defense and Security. 


The state enterprises having Perjan (public service corpora- 
tion) status number only two, one each under the Ministry of 
Finance and the Ministry of Communications. 
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With a view to saving Pertamina from bankruptcy and put- 
ting its management and administration to order, the Govern- 
ment has taken the necessary action by on one hand restoring 
order internally and on the other hand settling and to the maxi- 
mum extent relieving the debt burdens of this oil company. 


Institutionally the Keppres No. 44/1975 reorganized the 
entire Pertamina and replaced its management. 


These measures for the greater part have been completed, 
and Pertamina can reassume its functions well. 


And to prevent the reoccurrence of such undesirable deve- 
lopments, the policy has been laid down that tall Pertamina 
oil export l/c's (letters of credit) have to be booked through 
the Bank Indonesia. Thereby the Bank Indonsia now acts as 
the agency which centralzedly collects all the Pertamina's ex- 
port proceeds. Pertamina's import (1/с'ѕ also have to be book- 
ed through the Bank Indonesia. Such to ensure that the Bank 
gets a picture of all Pertamina’s liabilities. 


And with a view to better coordination the Government 
has ruled that Pertamina and other state-owned corporations 
are not permitted themselves to seek foreign loans.All foreign 
loans for state-owned corporations well have to be arranged 
by the Government. 


The efforts for the build-up and improvement of financial 
institutions are continued steadily through stepping up their 
efficiency, to enable them to help expediting economic and 
development activities. The Bank Indonesia's role as a central 
bank implementing the government's monetary policies is 
being augmented, particularly in directing and building up the 
banking business. 


Non-banking financial institutions have been established 
with a view to collecting funds from the general public and 
to assist in developing and promoting a money and capital ex- 
change, and they are being improved. By the end of 1977 there 
were already as many as fifteen non-banking financial instituti- 
ons, including two development finance corporations, 10 in- 
vestment finance corporations and three representative offices 
(agencies) of overseas non-banking financial institutions. By 
the end of 1976 there had been issued a number of ordinances 
governing the money and capital exchange. By PP (Govern- 
ment Ordinance) No. 25/1976 the Persero Dana Reksa had 


been founded, in charge of the sale of corporation shares con- . 


verted into stock certificates to the general public. And by Kep- 
pres No. 52/1976 a Capital Exchange Executive Board (Badan 
Pelaksana Pasar Modal) was set up, which has started func- 
tioning from the day of its inauguration in April 1977. 


With a view to meeting the credit requirements of the 
economically underprivileged group of entrepreneurs, several 
special non-banking financial institutions had been established, 
as e.g. the PT. Bahana, the PT. Askrindo and the Lembaga 
Jaminan Kredit Koperasi (the Credits for Cooperatives Securi- 
ty Institution). The PT. Bahana is being required to assist small 
and intermediate size corporations in acquiring capital funds 
and in their management, while the P.T Askrindo and the Lem 
baga Jaminan Kredit Koperasi have to provide credit security 
for small corporations and cooperative societies. Moreover, to 
assist craftsmen as economically under privileged entreprene- 
urs, the BIPIK (Promotion and Development of Small Industries) 
has to develop small community industries through providing 
training and tuition, guidance and information, aid by providing 
tools, equipment and design, and assistance in promotion and 
information activities. 


Finally, to augment the role of capital funds in the develop- 
ment efforts, the Keppres No. 53/1977 provided for the esta- 
blishment of the BKPM (Capital Investment Coordination Agen- 
cy), and Keppres No. 54/1977 provided for the simplification 
of the procedure for capital investment. 
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And with a view to improving the efforts for the build-up 
and supervision of Perjan's, Perum's and Persero's and to assist 
them in attaining their aims and purposes the BUMN (Agency 
for State Owned Enterprises) was set up and by PP No. 3/1983 
were provided the procedures for such build-up and supervisi- 
on. This PP affirmed the principal functions of the BUMN as 
the apparatus for the State-Owned Corporations. 


For the build-up of the state-owned corporations, since 
1978/79 new corporations were established and the existing 
ones were being augmented, inter alia in the following manner : 


a. The establishment of new Persero's. by the founding of 
such Persero's in the aircraft construction industry (PT. Nur- 
tanio; PP No. 12/1976), the Persero Dana Reksa, in charge 
of the sale of Company shares (PP No. 25/1976) the Perse- 
ro in the Sugar Production Sector (PP No. 17/1979 and No. 
10/1981), the Persero Taman Wisata Borobudur dan Pram- 
banan (Borobudur and Prambanan Temples Tourist Areas; 
PP No. 7/1980). Persero for the Construction of Water 
Spring Works PP No. 32/1980), the Persero for the Bukit 
Coal Mines (PP No. 42/1980), the Persero for the Railway 
Industries (PP No. 1/1981) the Persero for Assorted Estates 
(PP No. 16/1981) and the Persero for Fertilizer Industries 
(PP No. 37/1981). 

b. The establishment of new Perums, including the Perum 
Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PP No. 34/1977), the Perum 
Indonesia Farma PP No. 20/1981 and the Perum Pengang- 
kutan Penumpang Jakarta (PP No. 24/1981). 

c. Transfer from Perum to Persero Status, including the PT. 
Dok and Galangan Kapal (PP No. 4/1980), the PT. Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja (PP No. 39/1980), and PT. Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (PP No. 26/1981). 

d. Reorganizations, including the Perusahaan Tambang Mi- 
nyak Negara/PERTAMINA (Keppres No. 44/1975), the Pe- 
rum Pos & Giro (PP No. 9/1978), the Perum Otorita Jatiluhur . 
(PP No. 35/1980), and the Perum Telekom (PP No. 54/ 
1980). 

e. Mergers, i.e. the transfer of the state's eguity holding in 
the PT. Merpati Nusantara Airlines to the PT. Garuda Indo- 
nesian Airways (PP No. 30/1978), the incorporation of the 
PN Perkapalan Dok Alimenjaya into the PT. Galangan Koja 
Indonesia (PP No. 28/1979), the merging of several State 
Fishery Corporations in Riau, South and Southeast Sulawe- 
si, and East and Central Java into existing Fishery Persero's 
(PP No. 3,4,5/1981), and the incorporation of the PN Per- 
kebunan XVI into the PN Perkebunan XV (PP No. 11/1981). 


Meanwhile the conversion of the PN's (state enterprises) 
of which the status had not been decided in accordance with 
Law No. 9/1969 and the old-style PT's that had not yet been 
made to conform with PP No. 12/1969, proceeded. By ultimo 
1982 there were 142 state enterprises having the Persero sta- 
tus, — including 25 jointly owned Persero's. Of this number, 
16 Persero's operated in the financial services sector, 50 in 
the general services sector, 41 in the manufacturing and mining 
services sector, and 35 in the agricultural, communications and 
fisheries sector. 


The progress of the state-owned enterprises as per 31 
December 1982 are shown in more detail on Table 1. 


The Government continuously is directing its credit policies 
toward the development of the economically underprivileged 
group of enterprises through improvement and enhancement 
with regard to simplified procedures and qualifications, specifi- 
cally for such enterprises serving projects financed from the 
national budget, and through boosting their production, speci- 
fically the production of non-oil export commodities. 


The policies with regard to banking and non-banking finan- 
cial institutions are being implemented with the-purpose of de- 


veloping a sound and effective system for supporting the deve- 
lopment efforts, The measures taken in the banking sector in- 
clude efforts for augmenting the efficiency of the Government 
banks, and the build-up of private-owned banks and regional 
development banks, through the provision of technical assis- 
tance, training assistance, liguidity credits and suchlike. 


In addition to encourage the public to mobilize their funds 
for productive purposes, the Government's policy with regard 
to the money and stock exchange also aims at accelerating 
the process of a more eguitable distribution of the nation's in- 
come through a wide-spread ownership of eguity capital. The 
interest of foreign and domestic corporations to 'go public” is 
significant, and this was made possible through the stable 
growth of the economy, increasing the confidence of the gene- 
ral public. The total number of shares in circulation in 1977 
totalled 260,260 shares, and now has risen to 37,902,696 
shares, and in value this has risen from Rpp. 3.4 million in 1977 
to Rp. 89 billion at present. The turn-over of share averaging 
149 shares daily in 1977 has risen to an average of 18,084 
shares daily at present. The total of dividend payments during 
the five years the stock exchange has existed totals Rp. 19.74 
billion. 


With a view to promoting the export of non-oil commodities 
and of foreign trade in general, the Government has introduced 
a new policy on exports, imports and foreign currency traffic, 
by PP No. 1/1982, followed by the issue of various regulations 
by the Minister of Trade and Cooperatives, the Minister of 
Finance, the Minister of Communications and the Governor of 
Bank Indonesia. 


Under this new policy, exporters and exporters/producers 
are being granted certain facilities, as e.e.g. soft loans, export 
insurance, reduction of harbor fees, etc. Exporters also are no 
longer required to sell their foreign currency earnings to the 
Bank Indonesia and are now allowed to utilize such foreign cur- 
rency earnings in an optimal manner for the purchase of materi- 
als or capital goods, needed to further support their export ef- 
forts. 


With regard to the assistance to economically underprivile- 
ged entrepreneurs, various actions are taken to help them to 
overcome a number of problems they are being faced with 
such as lack of capital marketting difficulties, difficulty in pro- 


curing raw and auxiliary materials and the lack of technical and 
managerial skills. 


To meet their need of capital, such non-banking financial 
institutions as the PT. Bahana, PT Askrindo and latestly the 
establishment of the Perum Pengembangan Keuangan Koperasi 
(Financial Support for Cooperatives) by Keppres No. 51/1981 
as an extension of the former LJKK, Have been founded. 


The support for small industries aim at increasing their con- 
tribution to national economic development, and also at a bet- 
ter distribution and the consolidation of the structure of the 
manufacturing industry. The stimulation of entrepreneurship 
also is done by the more effective implementation of thenum- 
berous laws and ordinances for the provision of facilities and 
protection. And thus, since the Repelita | the B | P | K (Promoti- 
on and Development of Small Industries) Program has been 
developed through the provision of tuition and training, guidan- 
ce and information, assistance with equipment and design, and 
assistance in promotion and marketing. 


The Government's efforts for developing small industries 
also was done by the Construction of Small Industries Operati- 
on Facilities (SUIK) and the construction of Small Industries 
Estate's (LIK) as production and operation sites, with a view 
to absorbing more workers. The system of 'Godfathers and 
Foster Children', and the subcontracting system in the relations 
with major industries is being promoted by the Government. 
Moreover by Keppres No. 14A/1980 and Keppres No. 18/ 
1981, the Central and Regional Governments and the State- 
owned Region-owned corporations must give priority economi: 
cally underprivileged enterprises as suppliers and contractors in 
making purchases and contracting out work. 


Similarly they are required to give priority to such economical- 
ly under privileged enterprises in appointing dealers and 
distributors for their export commodities. Such actions constitute 
real support with a view to augmenting the capabilities of such 
economically under-privileged enterprises and for ensuring a more 
equitable distribution of business opportunities. 


5. Operational Control and Regulation 


The Government's sincere intention to ensure that its ove- 
rall apparatus will truly be prestigeful, strong, effective, effici- 
ent and immaculate is evident from its efforts to consolidate 
the controlling machinery. The appointment of a Minister of 
State for the Control of the Development Efforts 
and of the Natural Environment in the Third Reconstruction 
Cabinet, and of a Minister of State for the Control of the State 
Apparatus from Pelita | onwards, and the establishment of an 
extensive control machinery and its continuous efforts for im- 
proving the State Apparatus is evidence of the Government's 
earnest in this respect. 


To cope with these control efforts, it has decided to set 
up a forum for the coordination and joint efforts for control 
through-out the entire control machinery under the leadership 
of the Vice President aiming at establishing appropriate and 
deliberate control efforts without detriment to the authority 
of the individual control agencies. Since January 1974 periodi- 
cal meeting were held of the coordinating and joint control ef- 
forts, attended by the inspectors general of every ministry, the 
Inspector General for Development, the Director General for 
State Finance Control, and representatives of the Attorney 
General's Office, the Bepeka (National Audit Board), the Bappe- 


nas (National Development Planning Board), the Secretariate 
of the Minister of State for the Control of the State Apparatus 
(MenPan), the BAKIN (Intelligence Coordination Office), the 
BKPM (the Capital Investments Coordination Board), the BAKN 
(the Civil Service Administration Board), the LAN (Institute for 
State Administration) and the Sekdalopbang (Secretariate for 
the Control of the Development Activities). These meetings 
constitute a forum for the exchange of information and experi- 
ence for achieving uniformity in thinking, opiniouns and action 
in solving control problems and in developing control systems 
and methods and preventing overlapping control efforts. 


This coordinating forum has already yielded important re- 
sults, including : 


a. Organizationally the institute of ministerial inspectors gene- 
ral has been consolidated, establishing their responsibilities, 
duties and authority adjusted to the scope of ministerial ac- 
tivities, which are steadily expanding by their responsibility 
for the planning and implementation of development efforts, 
arranging for domestic and foreign capital investments, 
boosting the development efforts of the state-owned corpo- 
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rations within the sphere of the individual ministerial de- 
partments and their main duties with regard to the arrange- 
ments for licensing and for services to the public. 

b. In personnel matters by the employment of personnel con- 
form the personnel establishment through the recruitment 
and training of staff. By these efforts the control machinery 
is being augmented numerically and gualitatively. 

с. The planning procedure and uniformity of financial control 
has been established, and thereby has been avoided dupli- 

‘cation of control with regard to the same objects, targets 
and control periods; the control findings reports are prepa- 
red using a uniform terminology. 

d. A standard for the compilation of inspection reports have 
been laid down since the 1974/75 budget year, making it 
possible to detect deviations and handicaps to operation 
that require the attention of the management of the indivi- 
dual ministries as input data for taking administrative or le- 
gal action. 

e. Thereporting system has been improved, so that the reports 
will accurately point out the financial, physical and functio- 
nal targets and facilitate the monitoring of the problems 
having occurred and their solution. 

f. The control machinery at the regional levels (Itwilda) has 
succesfully been augmented with regard to status and ca- 
pabilities. 

g. Theintensity of control has been augmented through 'quan- 
titative evaluation's, already being applied in several minis- 
tries. 


An important example of institutional and operation correc- 
tion has been represented through the Pertamina case. The 
principal problem having been faced by Pertamina, consisted 
of financial problems experienced by this impr tant state- 
owned corporation. These problems related to Pertamina's 
debts of huge amounts. Part of the loans contracted by the 
Pertamina were actually used for productive projects as e.g. 
the LNG projects, refineries, the exploration and mining of oil, 
distribution facilities and suchlike. However, the other part did 
not conform with the policies outlined by the Government, and 
the terms and conditions of the loans and contracts resulting 
in heavy indebtedness were not favorable for Pertamina and 
apparently did not conform with normal contracts. The indeb- 
tedness amounted to several billion dollars. 


The Government's action to assist in overcoming the Per- 
tamina's difficulties were threefold, consisting (1) financial as- 
sistance by the Government to Pertamina enabling it to repay 
domestic and foreign loans; (2) an overall revision of the Per- 
tamina's investment programs in various projects; (3) Putting 
order in the financial administration for augmenting the corpo- 
ration's administrative capabilities. 


By these actions, the Pertamina's liabilities with regard to 
the hire-purchase contracts for oil-tankers, initially amounting 
to circa 3.3 billion US dollars, could be reduced to the least 
possible amount. After an agreement was reached for the can- 
cellation of the relevant contract, Pertamina's obligations for 
the purchase of 27 tankers worth 2.8 billion dollars could be 
reduced to US$. 155 million. Other purchase contracts relating 
to 9 tankers with an aggregate worth of 470 million dollars 
was settled in the same manner, further reducing Pertamina's 
obligations relating to ocean tankers. 


These efforts largely yielded good, satisfactory results. 
Pertamina's total debt burdens amounting to $ 10,5 billion had 
been reduced to about $ 3.4 billion, mostly relating to longterm 
debts mostly for productive projects, including the Cilacap refi 
nery, the LNG projects, gas pipelines and the exploration and 
production of oil. This $. 3.4. debt could be repaid from the 
proceeds of the relevant projects. Meanwhile corrective action 
was taken within the Pertamina organization, including legal 
action against those responsible for this Pertamina. crisis. 
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The corrective activities within the State apparatus from 
1977 on included deviations and the waste of state funds, 
comprising 1,290 individual cases and involving 2,166 emplo- 
yees and officers. 


With the stepping up of the control and disciplining within 
the organization of the various ministries and non-ministerial 
institutions and the regional governments a campaign for Dis- 
cipline had been launched on the strength of Presidential Ins- 
truction (Inpres) No. 9/1977 against the misuse of authority 
and power, the commercial misuse of office, corruption waste, 
illegal imposts and other offenses. 


As a result of this Campaign, action was taken against 
10,616 officials involved in 7,293 offenses. Of this number, 
administrative action was taken against 9,411 officials, legal 
action against 965 officials and other kinds of action was taken 
against 240 officials. 


With the introduction of the Legal Action Code (KUHAP) 
incorporated in Law No. 8/1981, the Minister of State for the 
Control of the State Apparatus has laid down a procedure for 
reporting criminal offenses for application by the officials in 
charge of taking legal action, which is as follows : 


a. When, criminal offenses are discovered within a govern- 
ment agency, the competent official is required to report 
this 
(i) to the Police insofar the offense constitutes and ordi- 
nary criminal offense (Art. 6, para. 1, KUHAP); 

(ii) to the Police and the public attorney's office with re- 
gard to criminal offenses involving corruption, subver- 
sion, economic crimes, etc. (Art. 284 (2) KUHAP). 


b. When the control officers discover evidence of a criminal 
offense, this will be dealt with by the following procedure : 


(i) When the case occurs within a Ministry, the Inspector 
General reports this to the relevant Minister, and sub- 
sequently the Secretary General on behalf of the Minis- 
ter reports this to the Chief of the National Police Office 
and to the Attorney General's Office; 

(ii) When the case occurs within the organization of a Pro- 
vincial Government, the Chief Inspector of the Provin- 
cial Government reports this to the Governor (Head of 
the First Level Regional Unit), when the suspect is a 
Provincial employee or an employee of the National 
Government seconded to the Provincial Government. 
Subsequently the Provincial Secretary, on behalf of the 
Governor, reports this to the Head of Regional of the 
Governor, reportstrhis to the Head of Regional Police 
and to the Regional Attorney. 

(iii) When the offense occurred in within the organization 
of a Kabupaten or Municipality (Secondary Leval Regio- 
nal Unit) the Kabupaten Chief Inspector reports this 
to the Bupati or Mayor when the suspect is an emplo- 
yee of the Kabupaten or a Provincial employee secon- 
ded to the Kabupaten. Subsequently the Kabupaten 
Secretary, on behalf of the Bupati reports this to the 
Commander of the Local Police Resort, the Municipali- 
ty Police, the City Police and the District Attorney 

(iv) A similar procedure is applicable with regard to the 
control machinery within non-ministerial government 
institutions, the Secretariates of the Supreme or Higher 
State Institutions, and State Owned Enterprises. 


PP No.3/1983 provides for the powers, competence, duti- 
es and responsibilities of the ministerial departments with re- 
gard to their control and supervision over Perjan's Perum's and 
Persero's operating under the individual ministry's auspices with 
a view to the control over the management of such corporati- 


ons. With regard to the Perums which to date do not possess 
such control machinery, by PP No. 3/1983 has been provided 
for the establishment of a Control Board, having the duties and 
functions equal to that of the Board of Directors (Commissai- 
res) with the Persero's. 


During the period between 1978 and 1982, policy measu- 
res have been taken to consolidate the control and discipline, 
as e.g. : 


a. The continued development of an integrated and well-direc- 
ted control system between control agencies, both at the 
national level and the regional levels and the state-or provin- 
ce-owned corporations. 

b. Improving the control constituting an organic function of 
the management, i.e. the supervision by the superior offi- 
cers over their subordinates in the execution of their duties. 

C. The creation and maintenance of a control climate, in order 
that the control is accepted as something reasonable, also 
being in the interest of those being controlled. 


d. Augmenting the capabilities of the control machinery with 
regard to the implementation of development efforts in their 
various aspects, such as the use of funds, the physical qua- 
lity of the development project and the project's functional 
requirements, in order that the control may serve as a feed- 
back for improved planning and implementaion. 

e. Increasing the sensitivity with regard to the community's 
views, expressed as criticism and otherwise, with regard 
to matters relating to the performance of duties as civil ser- 
vants and servants of the community. 

f. Increasing the ability of the control agencies to detect devi- 
ations at the earliest possible time in order that corrective 
action can be taken before it is too late. 

g. Increasingly consolidating the position and functions of the 
Ministries' Inspectorates General as functional control agen- 
cies. 

h. Promoting the coordinated Regional/Local control relation- 
ships by further consolidation of the position and functions 
of the Provincial and Local (Kabupaten/Municipality) Inspec- 
torates an control agencies in the provincial/local sphere 


6. Improving the Personnel Administration 


Planned an deliberate action must be taken in the efforts 
for enhancing the dedication an loyalty of the Government ap- 
paratus as recommended in the GBHN, to implant dedication 
and loyalty among the civil servants towards the Pancasila, 


the 1945 Constitution, the Nation and the government, and 
to be in concord, having a sound mentality, prestigeful, effici- 
ent, productive, honest, perform their jobs well, and having 
a profound sense of responsibility as members of the State 
apparatus and servants of the State and the Community. 


The activities carried out to build up the quality of the go- 
vernment employees include : (a) improving the laws and ordi- 
nances regarding personnel affairs, (b) the recruitment and ap- 
pointment of government employees and their career develop- 
ment; (c) improving the remuneration for government emplo- 
yees, (d) improving the discipline among government emplo- 
yees, (e) improving the personnel administration; (f) improving 
the pensions and allowances in lieu of pensions; (g) the provisi 
on of other benefits, (h) improving the managerial skills of the 
officers and the skills and productivity of government emplo- 
yees, and (i) other effort in the field of personnel management. 


8. The Improvement of Employee Remuneration 


During Pelita I the efforts for improving employee remune- 
rations included : 


— The addition of 13th and 14th month pay for 1969. 

— From 1 April 1970 work allowances were paid amounting 
to 5096 of the earnings. 

— Starting from 1 April 1971 the work allowance was incre- 
ased to amount to 10096 of the salary. 

— Starting from 1 April 1972 an additional allowance was gi- 
ven amounting to 10096 of the basic salary. 

— Starting from 1 April 1973 another additional work allowan- 
ce was given, amounting 100% of the basic monthly salary. 

— Starting from 1 April 1974 another work allowance was 

— given amounting to 200% of the basic monthly salary. This 
brought the minimum remuneration for the lowest grade 
government employee to Rp. 7,500 per month. 


By the application of PP No. 7/1977, from 1 April 1977 
the pensions also were being increased, as the basic salary 
was used as the basis for the calculation of the basic pension. 


A specification of the improvements and the comparative 
pension pay for civilan government employees is shown in 
Table 3. 


Since the year 1971 tne procedure for application for a 
pension also have been simplified, by deregating the authority 
for issuing pension documents for employees to the individual 
ministries and non-ministerial institutions, wherefore the em- 
ployees concerned no longer have to deal with the Pension and 
Allowances Bureau. 


b. The Improvement of the Personnel Establishment Structu- 
res, and the Regulations on the Appointment of Govern- 
ment Employees 


Since the Pelita | the Government has been making efforts 
for improving the structural establishment and the personnel 
composition and structures, in order that every governmental 
organization unit will have the number and standard of emplo- 
yees adjusted to the type, nature and work load to be borne 
by. every organizational unit. 


The steps taken with regard to the composition and recru- 
itment of personnel in 1971/72 and in 1973/74 resulted in an 
increase of the percentage of Category II, 111 and IV employees, 
while that of the Category ! declined. This trend is indicative 
of a favorable development. 


Various surveys have been carried out with regard to go- 
vernment administration and primarily with regard to personnel 
matters in 1973. Inter alia relating to the personnel establish- 
ment, the remuneration and recruitment of government emplo- 
yees, training and personnel regulations, etc. 


The Steps Taken 


(i) Every Minister of Head of a non-ministerial Agency eva- 
luates the capabilities, skills and performance of the offi- 
cers within their organizations. The evaluation findings are 


Menpan 29 


to serve as a basis for considerations in deciding further 
action to be taken. 

(ii) Every government officer or employee shall be required to 
complete a List of Private Assets/Property, which shall be 
done every year in the month of August. 

(ii) Every government officer and employees shall be required 
to submit a report on the payment of his taxes. 

(iv) In the efforts to train and ensure the presence of emplo- 
yees of superior abilities, honest, prestigeful, and faithful 
to the Pancasila, the 19745 Constitutions, the Govern- 
ment and the State, there has been founded the KORPRI 
(the Corps of Employees of the Republic of 
Indonesia) by the Keppres No. 82/1971 The Korpri shall 
be the sole vessel for the association and upbuilding of 
all employees of the Republic of Indonesia outside the offi- 
cial service, for enhancing their dedication and for giving 
substance to national independence and for the realization 
of the development programs. 

(v) With a view to safeguarding the efficiency of the state ap- 
paratus and frugal living, there has been issued a ban on 
gambling for government employees, by Inpres No. 10 of 
March 1973, and other restrictions on their activities by 
Keppres No. 6/1974 on Restrictions of Activities of Go- 
vernment Employees in Private Enterprise . 
Improvements in the personnel establishment have been 

further affirmed by the description of the principles of civil ser- 

vice by the Law No. 8/1974, which explicitly regulates the po- 
sition, duties and rights of government employees and the fun- 
damental priciple for their upbuilding. The implementary rules 
have been provided in a Government Ordinance, while the ope- 
rational provisions have been provided by a Presidential Decree. 

Further directives with regard to the implementation are conta- 

ined in an Order of Circular Letter from the Head of the Civil 

Service Administration Board, the BAKN. 


For implementation of Law No. 8/1974 re Basic Principles 
for the Civil Service referred to above implementation regulati- 
ons have been provided in a Government Ordinance, while the 
operational implementation rules are contained in a Presidential 
Decree. More-over guidelines for the technical implementation 
are contained in an Order or Circular Letter from the Head of 
the BAKN. 


In the last five years recruitment of government employees 
priority was being given to educational and medical personnel, 
without, however, neglecting the personnel requirements of 
the other sectors. This has been done in consideration of the 
government policy in the equitable distribution of the develop- 
ment benefits, and specifically the even distribution of oppor- 
tunities for educational opportunities and medical care. 


From the 1977 fiscal year through November 1982, 852, 
755 prospective government employees have been recruited. 


On the strength of Keppres No. 30/1981, re Pre-Service 
Training, all candidate government employees recruited from 
April 1, 1981, on are required to attend a pre-service training 
course. The candidate government employees having passed 
this training successfully can be appointed as government em- 
ployees. The purpose of the pre-service training is to ensure 
that they will be capable of performing the duties to b entrusted 
to them, and that they comprehend and realize their duties and 
responsibilities as government employees, who are required 
to be loyal and to comply with the Pancasila and the 1945 
Constitution. 


As should be known rank, 's the position which indicates 
a government employee's place in the personnel hierarchy and 
will serve to determine his remuneration. Therefore, every go- 
vernment employee should be assigned a specific rank. Promo- 
tion is the expression of appreciation for the employee's dedi- 
cation to the state and is meant to stimulate him to enhance 
his dedication. 


With a view to safeguarding objectivity in the assignment 
of a rank and in further promotion, PP No. 3/1980 re the As- 
signment of Rank to Government Employees was issued. This 
ordinance distinguishes promotions as routine promotions, se- 
lective promotions, extraordinary promotions, promotions for 
dedication and posthumous promotions, promotions during 
study assignments, during the assumption of State Office, du- 
ring assignments outside the original government organization, 
during the performance of compulsory military service, and pro- 
motions in adjustment to educational certificates or academic 
degrees. 


c. Improvements in Governmen* Employees’ Remuneration 


Since the beginning of Pelita | the Government has within 
the limits of financial capabilities, gradually tried to improve 
the income of government employees with a view to improving 
their work performance and their efficiency and productivity. 
Initially these improvements were made by increasing allo- 
wances, followed by improving the overall remuneration sys 


terr. On 1 April 1977 there was introduced a revision of the 
Salary Rules bv PP No. 7/1977. The improvement stressed the basic 
salaries. This is advantageous when government employees 
retire, because their pension pay is calculated on the basis of 
the * basic salary. 


d. Augmenting Government Er 71оуее Discipline 


With regard to the augmenting of discipline, the Govern- 
ment has issued PP No. 30/1980 re Government Employee Dis- 
ciplinary Rules, providing for duties, prohibitions and sanctions 
for the neglect of duties or violation of prohibitions by a govern- 
ment employee. With the introduction of the disciplinary rules 
the government employees may be expected to be better a- 
ware of these duties and prohibitions, which will result in an 
honest, prestigeful and efficient government capable to contri- 
bute to the good performance of the goverment's routine and 
development duties. 


The PP specificies 26 duties and 18 prohibitions. The types 
and degrees of the disciplinary action that can be taken against 
those committing disciplinary offenses are as follows : 


The scale of disciplinary actions to be applicable to emplo- 
yees having committed disciplinary offenses include mild, me- 
dium and heavy disciplinary action. 
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Mild disciplinary action includes verbal warnings, written 
warnings and written reprimands. 


Medium disciplinary action includes deferment of periodi- 
cal salary rises for at the longest one year, reduction of salary 
to the amount of one periodical rise for at the longest one year, 
and deferment of promotion for at the longest one year. 


Heavy disciplinary action includes demotion to the next 
lower rank for at the longest one year, relief of duties, honora- 
ble involuntary dismissal and dishonorable discharge as a go- 
vernment employee. 


The PP No. 30/1980 serves as a basis for disciplinary ac- 
tion when investigations made by the Kopkamtib or the Operasi 
Tertib, the Ministry's Inspectorate General or the Inspectorate 
of the Provincial, Kabupaten or Municipality Prove a disciplinary 
offense has been committed. Such disciplinary action has been 


applied as follow-up to various compaigns, including the First, 
Second and Third Operasi Tunas and the Operasi Bersih dan 
Berwibawa. 


For the improvement of the personnel administration, the 
Government has organized a Reiterated Registration of Govern- 
ment Employees to obtain complete and reliable personnel 
data, to serve as a basis for their orderly and regular upgrading. 
Since this Reiteration Registration of Government Employees, 
every personnel movement resulting in changes in the person- 
nel data is being recorded accurately. 


The number of civil government employees who have been 
given a NIP (Official Registration Number) and a Karpeg (Emplo- 
yee Card) between the year 1977/78 November 1982 respec- 
tively are 953,425 and 858,973. 


Moreover, in consideration of the growth and the incre- 
'ased work load of the BAKN and to ensure better personnel 
administration services, by Keppres No. 53/1980, the establish- 


ment has been decided of B.A.K.N branch offices at the provincial 
level. In 1982 as an initial step a ВАКМ regional branch-office 
has been opened in Yogyakarta, to deal with personnel move- 
ments in the Central Java Province and in the Territory of Yog- 
yakarta. And in 1984 the opening is expected of a branch-offi- 
ce in Surabaya, to attend to personnel movements in the Pro- 
vinces of East Java, Bali, West and East Nusatenggara and 
East Timor. 


Parallel with the improvement of the government emplo- 
yees' earnings, efforts are made to increase the income of 
those receiving pensions or retirement allowances. 


On 1 April 1977 the PP No. 7/1977 took effect, on the 
Salary Regulations for Civilian Government Employees. This 
salary revision also will result in revision of the pension base 
and the basic pension pay for retire civilian government emplo- 
yees and for their widows, respectively widowers. 


7. Improvements in Administration 


Much has been done for the improvement of work proce- 
dures. Inter alia in the fields of financial administration, the 
administration of State revenues, material administration and 
the management of equipment, the administration of the pro- 
curement of goods and equipment for the Government, the 
administration of archives etc. 


The reinstatement of the Bepeka to reassume its duties 
under the 1945 Constitution, and the augmentation of the 
functions of the Dierectorate General for the Control of State 
Finances within the Ministry of Finance also took place with 
a view to a successful performance of these duties. For the 
exercise of such control with in the individual ministries, the 
function of the Inspectorates have been reasserted. Hereby 
we may minimize wasteful deviations. 


The control and improvement of the government corporati- 
ons have been initiated as early as in 1967, with the issuance 
of Inpres No. 17/1967. Hereby their numbers and forms have 
been reduce. All government corporations have been given a 
position and a specific form such as the Perjan (Perusahaan 
Jawatan = Service Corporation), Perum (Perusahaan Umum 
= public corporation) or Persero (Perusahaan Perseroan = 
State-owned Corporations). Then, provisions on the position 
and shape of the three types of state enterprises were incorpo- 
rated in Law No. 9/1960. This was followed by the Inpres No. 
18/967 re The Registration of the Assets of the State Enter- 
prises. 


Next by Perpu (Ordinance in lieu of Law) No. 1/1969 and 
Law No. 9/1969 (Law on the Confirmation of Perpu No. 1/ 
1969, re the Shape of State Enterprises as a regular Law) it 
was provided that the type of state enterprises are to be disti- 
nguished as Perjan, subject to the IBW (the Dutch colonial law 
on state-owned enterprises), Perums, governed by Law No. 
19-Prm/1960 and Persero, governed by the Indonesian Com- 
mercial Code (as it has been amended and added to). As the 
Law No. 19-Prp/1960 did not correspond with the intended 
shape of the Perum, the Government has prepared a Draft Bill 
to replace Law No. 19/1960. 


In this context, since 11 April 1973 the Vice President is 
managing the control over the development efforts with the 
assistance of the relevant ministerial departments, the Sekda- 
lopbang ad the State Secretariate. The Vice President presides 
over the forum for coordination and cooperation in control of 
the entire control machinery of the government and the Be- 
peka, with the purpose of maximizing the efficiency of the con- 
trol machinery in order to achieve the correct and deliberate 
control targets, without detriment to the authority of the indivi- 


dual control agencies. and from 16 January 1974 on periodical 
meetings for coordinated and joint control are being held with 
all ministerial Inspectorates General, the Inspector General for 
Development (Irjenbang), the Director General for the Control 
of State Finances, and representatives of the Attorney Gene- 
ral's office, of the Bepeka, the Bappenas, the Bakin, the BKPM, 
the LAN, the Sekdalopbang, and the secretariate of the Men- 
Pan (Minister of State for the Control of the State Apparatus. 


The other important activities for administrative improve- 
ments include : 


a. The establishment of the BAKOTAN (The Agency for Coor- 
dinating the Automation of the State Administration), which 
is in charge of the modernization efforts through computeri- 
zation. 

b. Augmenting the functions and organization of the State 
Secretariate, the LAN, the BULOG, the BAKIN, the BATAN 
the BAPPENAS, the LIPI, the National Archives, the SESDA- 
LOPBANG, the BKKBN and the Attorney General's Office. 

c. Formulating the functions and reorganizing and complemen- 
ting the organizational structure of the Ministry of Home 
Affairs, the Ministry of Defense and Security, the Ministry 
of Finance, the Ministry of Communications and the Minis- 
try of Manpower and Transmigration and Cooperatives. 

d. Formulating the organization of the office of the Minister 
of State for Public Welfare and reaffirming its principal mis- 
sion, and that of the Menpan (Minister of Sate for the Con- 
trol of the State Apparatus, and of the Minister of State 
for Research. 

e. Making arrangements for the administrative services for the 
Vice President. 


With regard to the relationship between the regional and 
central governments, the position of the Governors is being 
reasserted as the sole authority and the administrator of the 
development efforts in the provinces. Similarly his responsibili- 
ty for the progress of the development projects and activities 
within his jurisdiction. 


Other measures relate to expediting and enhancing the 
upbuilding and development of economic and financial instituti- 
ons outside the baking business. 


The objective is to arouse the spirit and promote the eco- 
nomic activities of the community and economic development 
in general. For this purpose in 1970 was set up the LPEN (The 
National Agency for Export Promotion). Its duties include provi- 
ding information to various government agencies and to expor- 
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ters and prospective customers overseas. Such with a view to 
boosting Indonesian exports. In 1972 the Agency for the Deve- 
lopment of a Money and Securities Exchange was set up to 
assist the Minister of Finance in planning the necessary steps 
for the development of a money and securities exchange. 


Meanwhile, to ensure eficiency and effectiveness in the 
procurment of goods and eguipment needed by Ministries and 
non-ministerial agencies, a Team for the Control of the Procure- 
ment of Goods and Eguipment for the Government was set 
up by Keppres No. 10/1980, that was put in charge of the con- 
trol and coordination of the procurement and purchase of certa- 
in goods and eguipment by the various Ministries and agencies 
from their budget funds, in order that these purchases and pro- 
curement may run well, efficiently and effectively. 


The Team, headed by the Minister/Secretary of State has 
the following control and coordinating functions : 


a. drawing up a standard Contract/Agreement for various con- 
tract works and purchases, including the purchase of land 
and guidelines for the use of the standard contract. 

b. coordinating the tenders for contract work and/or purchases 
worth over US$. 500,000. 


C. determining work contracts and purchases worth more than 
US$. 500,000 outside public tenders. 

d. the acguisition and the determination of purchasing proce- 
dures for motorvehicles and other goods specified by the 
Team. 


The improvement of procedures for expediting business 
activities was being continued, inter alia through the simplifica- 
tion of the procedures for the application for business permits 
and licences. In this connection the Ministry of Trade and Coo- 
peratives had achieved simplification of the procedure for appli- 
cation for trade permits (SIUP), much loss complicated than 
before. In 1980/81 the Ministry of Agriculture also had im- 
proved the terms and procedures for the application for and 
granting of permits in the agricultural and stockbreeding busi- 
ness. In addition the regulations for exports, imports and fore- 
ign currency traffic had also been revised by PP No. 1/1982, 
while follow-up regulations were issued by the Ministries of 
Finance, Trade and Cooperatives, and Communications and 
by the Bank Indonesia. By such measures expectedly business 
activities will be stimulated. 


THESYSTEMS FORFINANCING THE 
DEVELOPMENT AND FOR 
CONTROLLING THE STATE FINANCES. 


The compilation of the National Budget as the annual ope- 
rating plan should reflect the policies, priorities and programs 
of the current Pelita for that year. 


Therefore, the Government in preparing the National Bud- 
get should keep to the following four principles : (a) a balanced 
and dynamic budget, (b) the contribution of domestic revenues 
to the development funds must steadily increase; (c) an appro- 
priate scale of priorities, and (d) operating on the basis of an 
integrated program. 


In the realization of the budget, the following principles 
must be kept in mind : (a) economy devoid of luxury and effici- 
ency, (b) well-directed and controlled, conforming with the 
plans and programs, and the activities and functions of the indi- 
vidual ministerial departments and non-ministerial agencies. 


To achieve a sound and dynamic stability, the Government 
should hold on to the principle of a dynamic, balanced budget, 
which is essential for a high growth rate to insure the people's 
physical and spiritual welfare in attaining an equitable, prospe- 
rous society. The demand for an increased volume of develop- 
ment brings with is steadily increasing consequences in the 
increased need of development funds. 


The realization of the development efforts will be reflected 
by the increased need of annual development funds from do- 
mestic resources, which so far be consisted for government 
savings. In addition, the development funds have been support- 
ed by foreign aid, consisting of the countrevalue of program 
aid and project aid and also of export credit facilities. 


— Project aid consist of soft and semi-soft loans or loans in 
the shape of export credit facilities, which the government re- 
ceives directly in the shape of goods, equipment or services 
for certain specific development projects. However, bearing 
in mind that the development funds constitute a restraint, the 
Government in carrying out the development efforts still holds 
to a scale of priorities, and to the principles of an integrated 
program and to tigh budget discipline. 
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With a view to ensuring a correct realization of the national 
budget and the physical implementation of the Projects, in or- 
der to revise the earlier Keppres (No. 14), in 1980 was issued 
Keppres No. 14A, which was further revised by Keppres 18/ 
1981. Both served as guidelines for the realization of the natio- 
nal budgets, and as good control instruments. Their purpose 
was to achieve a more efficient and effective realization of the 
budget, while also providing opportunities for the development 
o! domestic industries and giving priority to domestic products. 
A so to provide business opportunities for the economically 
underprivileged group of entrepreneurs, giving the priority as 
suppliers of goods and services for central and regional govern- 
ment agencies and for state-owned corporations. This also ser- 
ved the purpose of a more equitable distribution of develop- 
ment activities and job opportunities through granting priority 
to local businessmen in participating in development projects 
in the regions. 


The provisions in various clauses of this Keppres was be- 
ing complemented by more facilitating implementation provisi 
ons contained in certain Ministerial Orders and in Joint Orders 
issued by several Ministers. These provided for priority for do- 
mestic products, regional pre-qualification procedures, and gui- 
delines for government office-buildings and residential buildings 
construction projects, the funds for the purchase of land for 
sectoral projects, the procedure for the approval of multiyear 
contracts, and the administration of foreign aid etc. 


The Keppres No. 14A/1980, as revised by Keppres No. 
18/1981, also aims at supporting the improvement of the Go- 
vernment Apparatus through introducing provisions for the 
control and increased supervision, specifically with regard to 
the control inherent in the function of the organize management 
vis-a-vis subordinate employees. For improving the efficiency 
and effectiveness of the procurement of goods and equipment 
needed by ministerial departments and non-ministerial agencies 
the Keppres No. 10 and No. 15 were issued in 1980. The policy 
incorporated in these two Presidential Decrees aim at a centrali- 


zed control and processing of such procurements. Judged by 
the resuits achieved through these measures, they seem to 
have been guite efficient and effective. In this connection it 
may be confirmed that since the setting up of the Team for 
the Control of the Procurement of Government Goods and Eau- 


ipment, in the period from 1980 through January 1983, it has 
dealt with procurements for 2.966 projects, initially priced at 
Rp. 16,371 billion has been reduced to Rp. 15,444,- This resul- 
ted in an economy to Rp. 927 billion. 


1. The Budget Realization Procedure 


The annual operations plan incorporated in the National 
Budget constitutes the realization of the Repelita. The Draft 
Budget presented by the Government in its Financial Note in 
the first week of January before the Parliament, after intensive 
discussions and approval by the Parliament becomes the Natio- 
nal Budget enacted as a Law. And the implementation guideli- 
nes are formulated as a Presidential Decree. 


With the mounting amount of the National Budget from 
year to year, and particularly of Development Budget, a proce- 
dure is required to ensure its smooth operational implementation, 
which still has to be orderly, well-directed and safe. To ensure 
the increasing absorptive powers of the budget, to cope with 
the ever expanding development activities, good implementa- 
tion guidelines are essential. Starting in the fiscal year 1980/81 
the implementation guidelines which normally follow upon the 
enactment of the Budget Law, the 1980/91 budget implemen- 
tation guidelines were incorporated in the Keppres No. 14A/ 
1980, which was meant to serve as guidelines for the Budget 
implementation in the following years. In 1981/82 this Keppres 
was revised by Keppres No. 18/1981, providing for the involve- 
ment of the economically underprivileged group of entreprene- 
urs in public tenders for the contracting of works and the pur- 
chase of goods, providing for facilities for the earlier mentioned 
category of entrepreneurs to make sure the objectives shall 
be achieved. 


To ensure appropriate financing, by the Joint Orders of 
the Ministers of Home Affairs, of Public Works and the Minister 
of State for the Control of the State Apparatus guidelines were 
issued for pre-qualification in the Provinces, containing direc- 
tives with regard to the registration and the classification of 
contract work and of the purchase of goods and services inclu- 
ding consultant services. The Joint Order of these three Minis- 
ters was evidense of the positive efforts of the Government 
to ensure the implementation of provisions, subject to certain 

set gulaification. The Joint Order of the Three Ministers, which 
took effect on 1 March 1982, provided that every parcel of 
jobs to a total value of Rp. 100 million should be awarded to 
suppliers and contractors operating in the concerning province. 
For tenders worht Rp. 500,000 or more, suppliers and contrac- 
tors from outside the province may qualify, provided no qualifi- 
ed suppliers or contracots can be found within the province. 


During Pelita III the Development Budget vertically is divi- 
ded into 18 sectors, and horizontally into 27 sections. 


The 18 sectors include the Agriculture and Irrigation Sec 
tor, the Industrial Sector, the Mining and Energy Sector, the 
Communications and Tourism Sector, the Trade and Coopera- 
tives Sector, the Manpower and Transmigration Sector, The 
Regional, Rural and-Urban Development Sector, the Religion 
Sector, the Education Younger Generation, National and the 
Belief in the Monotheistic Divinity Sector, the Public Health 
Sector, the Social Welfare, Women's Role, Population and 
Family Planning Sector, the Population Housing and Habitate 
Sector the Legal Sector, the National Defense and Security 
Sector the information Press and Social Communication Sec- 
tor, the Science, Technology and Research Sector, the Govern- 
ment Apparatus Sector, the Business Development Sector and 
the Natural Resources and Natural Environment Sector. 


And the division by Budget Sections include the People's 
Consultative Congress, the House of Representatives, the 
Supreme Advisory Council, the National Audit Board (Bepeka), 
the Supreme Court, the Presidential Office, the State Secreta- 
riate, the non-ministerial Government Agencies, the Ministry 
of Home Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry 
of Defense and Security, the Ministry of Justice, the Ministry 
of Information, the Ministry of Finance, Financing and Acco- 
unts, the Ministry of Trade and Cooperatives, the Ministry of 
Agriculture, the Ministry of Industries, the Ministry of Mining 
and Energy, the Ministry of Public Works, the Ministry of Edu- 
cation and Culture, the Ministry of Public Health, the Ministry - 
of Religion, the Ministry of Manpower, and Transmigration and 
the Ministry of Social Affairs. 


In the Division according to Budget Sections there exists 
a budget section which due to its nature is included in the Fi- 
nancing and Accounts Section, which is better known as the 
Section XVI; this section includes a number of finance items 
covering the Governments equity participation in State Enterpri- 
ses, several regional aid programs or Inpres Progress, and the 
development activities specifically in East Timor, and other 
such items. 


With reaard to the revision of DIP's (Project Budgets), sine 
1979/80 on, the strength of Keppres No. 14/1979 more leaway 
is allowed to ministerial departments and non-ministerial agen- 
cies to modify or shift certain items when circumstances make 
this necessary. The principal criteria for such modifications is 
the volume of work and the cost of certain benchmark items. 
The cost of such benchmark items may include several expen- 
ditures items. 


During the 1982/83 fiscal year the Bappenas and the Di- 
rectorate General for the Budget have made a study of the at- 
tempts to improve the system for the completion of the DIPS 
and the Work Sheetd (LK = Lembaran Kerja) linked with the 
efforts for improving the control system. This study inter alia 
resulted in formulation the definitions and meaning of such ter- 
minology as project sections and benchmark items, which may 
hopefully help to simplify the measurement of the stages of 
completion of development projects. 


The reports which must be mentioned include the monthly 
reports in the shape of Accounts for the Realization of the De- 
velopment Budget (SPJP), which at the latest on the 10th of 
every month have to be submitted by the Project Manager to 
the Director General or equivalent officer supervising the con- 
cerning projects, with a copy to the Inspectorate General of 
the Agency's Control Unit and to the Local Government Trea- 
sury office (KPN). Similarly a Report on the Cash Position of 
the Development Budget (LKKP) has to be submitted by the 
Project Treasurer at the latest on the 1Oth day of every month 
to the local KPN. Both the Project Manager's SPJP and the Pro- 
ject Treasurer's LKKP, after having been processed by the local 
KPN has to be forwarded to the Financial Information Analysis 
Center of the Ministry of Finance for further processing and 
for incorporation in the monthly: reports on the realization of 
the Development Budget, compiled by Sectors/Subsectors and 
Programs, by ministerial departments and non-ministerial go- 
vernment agencies and by Provinces. 


Another important and well-directed regulation is the Kep- 
pres No. 14A/1980, as complemented by Keppres No. 18/ 
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1981 on the realization of the National Budget (APBN), because 
it inter alia reaffirms the augmentation of functional controls 
and the responsibility for superior officers to supervise their 
subordinates. The control over the activities of an executive 
is the responsibility of his immediate superior, and constitutes a 
duty involved in every job. As also it is the duty of a superior 
officer to give operational directives to his subordinates. 


The surveys show the improved discipline of the project 
executives, which is evident from the decreasing number of 
false reports and of the physical realization in deviation of the 
DIP's. The picture at the end of Pelita |, Pelita Il and at the third 
year of Pelita Ill, show that false reports amount to respectively 
0.20%, 0.14% and 0.09% of the values investigated. The de- 
viations in physical realization not conform with the DIP show 
improvement in spite of the steady increase of projects every 
year, respectively amounting to 0.17 cases per project during 
Pelita |, 0.04 cases per project during Pelita Il and 0.07 cases 
per project up to the third year of Pelita III. 


The developments with regard to the number of spot- 
checks on projects during the period 1977/78 through ultimo 
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1982 are shown on Table 5, while the findings of the inspecti- 
ons in the period 1977/78 through ultimo 1982 are shown in 
Table 6. 


The efforts for improved control and for the coordination 
of control at the national and regional levels are being continu- 
ed. In these efforts uniformity is being strived after both with 
regard to the control targets, the control methods, the reporting 
procedure, the format of the reports and the uniformity of the 
terminology used. To expedite the organization and execution 
of control in accordance with the task imposed by the Presi- 
dent, and the coordination duties performed by the Vice Presi- 
dent with the assistance of the Minister of State for the Control 
of Development and the Natural Environments. The coordina- 
tion of the control and supervision on the development in the 
Provinces is being provided by Keppres No. 20/1981 which 
involves the BAPPEDA (Regional Development Planning Board), 
the Provincial Inspectorate, the Regional Office of the 
Directorate General for Control of the State Finances and the 
Bank Indonesia regional branch offices. Such coordination, as 
provided under Keppres No. 20/1981 is meant to provide the 
mechanism for the removel of barriers to the realization of the 
development programs. 
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Kontrol terhadap berbagai pelaksanaan proyek pembangunan fisik, merupakan salah satu tugas 
pokok Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan). Prof Dr JB Sumarlin yang menjadi Men- 
pan saat itu, sering melaksanakan peninjauan langsung ke berbagai proyek, dan meneliti apakah 
pelaksanaan proyek itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintah. Sekarang 
jabatan itu dipegang oleh Drs Saleh Afiff. 


In the Third Development Cabinet, State Minister for the Efficient Utilisastion of State Apparatus 
has a special mission covering control upon civil servant activities. The then State Minister, 
Prof Dr JB Sumarlin (At present State Minister for the National Development Planning con- 
curently Chairman of the National Planning Agency) frequently visited the regions in order to 
witness directly the physical development. Nowadays, in the Fourth Development Cabinet, 
the post is given to Dr Saleh Afiff. 


- 


Pelaksanaan pembangunan jalan raya, jembatan dan sarana.-sarana pe- 
nunjang lainnya, dikontrol secara terus menerus. Pengontrolan itu bukan 
untuk mencari-cari kesalahan para pelaksana proyek, tetapi dalam usaha 
menjaga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan 
kerugian yang bersifat fatal. 
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The working visit to control land transportation means, such as, roads, 
bridges and other means of land supporting, are not a fault finding mis- 
sion. On the contrary, they are preventing the projects from making 
mistakes. 


Perencanaan pembangunan jalan sebagaimana termaktub dalam Daf- 
tar Usulan Proyek yang kemudian melahirkan Daftar Isian Proyek, juga 
merupakan salah satu sasaran kontrol Menpan JB Sumarlin. Pelaksa- 
naan kontrol di sektor tersebut, adalah dalam rangka penelitian tentang 
kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pembangunan jalan yang sesuai 
dengan DIP. Dengan adanya pelaksanaan kontrol seperti itu, kemung- 
kinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pro- 
yek dapat dihindari. 
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Road transportation planning according to project proposals is one: 
of Minister Sumarlin targets of control. Control is executed by Su- 
marlin in order to find out whether the project is being carried out 
according to plan or otherwise. 
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Dalam menjalankan tugas kontrolnya, Menpan JB Sumarlin selalu me- 
laksanakan 'komunikasi dua arah', baik dengan pejabat Pemda, dengan 
pimpinan proyek (Pimpro) maupun dengan masyarakat. Dengan demikian, 
segala bentuk hambatan yang memungkinkan timbulnya stagnasi, dapat 


dihindari sedini mungkin. 


The two-way communication system has been executed by Minister JB Sumarlin 
to the community, regional officers as well as project leaders. By the way, all han 
dicaps which might hamper development activities can be overcome as early as 


possible. 


Keterbukaan JB Sumarlin dalam menghimpun masukan-masukan di 
lapangan, telah mengundang perhatian dan simpati masyarakat. Dengan 
berani dan senang hati masyarakat selalu memberikan informasi yang 
dibutuhkan Menpan, bahkan sering terjadi dialog yang akrab bagaikan 
anak dengan Bapaknya. Cara-cara Menpan seperti ini, secara langsung 
telah membuka cakrawala baru dalam usaha menampung keluhan dan 


keinginan rakyat. 


In his visits to some projects, Minister JB Sumarlin always conducted 
discussion openly on various problems. The people were given the oppor- 
tunity to speak up thier minds, including on misbehavirous of govern- 
ment officers. 


Dalam tugas kerjanya ke Propinsi Sumatera Barat, sebagai daerah yang telah ber 
hasil meraih 'Parasamya Purna Karya Nugraha’ pada periode Pelita 111. Menpan 
mengadakan peninjauan ke berbagai proyek pembangunan yang sedang berlang 
sung di daerah tersebut. Seperti tampak dalam gambar, Menpan yang didampingi 
` oleh Gubernur'Kepala Daerah Sumbar Azwar Anas sedang mengadakan eit 
'аџап dan berdialog dengan masyarakat setempat. 


In his working visit to West Sumatra Province, which has won the highest honour 
for its successful development, the "Parasamya Purna Karya Nugraha”, Minister 
JB Sumarlin always augmented the Governor repurt by talking directly to the peo 
ple. Governor Ir Azwar Anas is seen accompanying the Minister. 
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Dalam melaksanakan tugas kontrol, Menpan selalu bersifat terbuka. 
Kepada siapapun, apakah masyarakat setempat atau aparat yang terlibat 
langsung dalam pelaksanaan proyek, selalu diberi kesempatan oleh Men- 
pan untuk memberikan laporan/informasi tentang adanya hal-hal yang 
dinilai kurang pantas dan bersifat menghambat kelancaran pembangunan. 
Itulah salah satu sistem kerja Menpan, dalam usaha menciptakan aparat 
pemerintah yang bersih dan berwibawa. 


The openness of Minister Sumarlin during his visits to regions enhances 
the flow of inputs from the people. They are usually very glad to meet 
him. In these occasions they speak frankly to each other like a parent 
to his children. By this way, Sumarlin establihsed a new mechanism to 
gather inputs. 
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KEBIJAKSANAAN, STRATEGI DAN PROGRAM 
PENINGKATAN PERANAN WANITA 


A. 
KEBIJAKSANAAN NASIONAL 


Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara Th. 1978 menggariskan kebijaksanaan 
bahwa pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut 
sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. 
Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan 
kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuh- 
nya dalam segala kegiatan pembangunan. 


Juga digariskan bahwa peranan wanita dalam pem- 
bangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan 
keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda 
khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia se- 
utuhnya dan untuk lebih memberikan peranan dan tanggung 
jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka 
pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan di ber- 
bagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya. 


STRATEGI PELAKSANAAN 
DAN LANGKAH USAHA 


Sebagai pelaksanaan GBHN yang ditetapkan MPR tadi, 
maka Pemerintah Orde Baru dengan bertumpu pada Trilogi 
Pembangunan menempuh strategi pelaksanaan dan langkah- 
langkah usaha sebagaimana tertuang di dalam Keppres RI No.7 
Tahun 1979 tentang REPELITA III, sebagai berikut : 


a) Langkah Usaha Wanita dalam Peranan Budaya 


1) Wanita dalam posisinya sebagai Ibu rumah tangga, istri, 
pendidik, dan anggota masyarakat perlu digalang dalam 
kelompok-kelompok sosial yang sesuai melalui pendekatan- 
pendekatan yang bijaksana dan edukatif. Wadah-wadah 
kelompok ini adalah untuk menggalang solidaritas sosial 
sebagai tahap pertama menuju pembaharuan dan 
perubahan sikap mental. 
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b) 
1) 


a) 


. Sikap mental dalam lingkungan keluarga adalah dasar dari 


pertumbuhan budaya yang diawali dari lingkungan keluarga, 
masyarakat sekitar sampai kepada lingkungan yang lebih 
luas yaitu bangsa. Oleh karena itu secara terencana di- 
terapkan langkah usaha yang dapat mengurangi sikap 
mental yang negatif seperti sifat-sifat feodalistis, sifat 
boros, sifat konsumtif, sifat hiprokrif dan lain-lain. sebaliknya 
dikembangkan sikap wanita yang harus mandiri sebagai 
subyek pembangunan yang positif seperti : sifat-sifat yang 
progresif, berorientasi jauh dan lain-lain. 


Meningkatkan lembaga-lembaga budaya dengan kegiatan- 


kegiatan yang melibatkan lebih banyak wanita sebagai 
langkah agar peranan dan kemampuan wanita dapat 
meningkat. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah 
fundamental menuju peda peranan wanita dalam budaya 
yang terintagrasi dalam pembinaan bangsa. 


. Wanita-wanita pedesaan, terlebih yang bertempat tinggal: 


jauh di pelosok-pelosok akan dikelompokan dan diarahkan 
pada usaha-usaha dalam sektor-sektor pertanian, per- 
industrian, koperasi pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 
Dengan demikian inovasi modernisasi yang membawa 
perubahan-perubahan dan budaya baru secara efektif bisa, 
berjalan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.. 


Langkah Usaha Peningkatan Tenaga Kerja Wanita | 
Untuk dapat diketahui secara konsepsional, peranan wanita) 
dalam keikut sertaan pembangunan diperlukan perencanaan 


2) 


tenaga kerja wanita secara khusus, disamping perencanaan 
tenaga yang umum secara nasional. 

Meningkatkan pendataan tenaga kerja wanita yang sc- 
imbang dengan laju pembangunan. Data-data informasi ke- 
butuhan tenaga kerja wanita, kesempatan kerja yang ter- 
sedia, serta jumlah yang membutuhkan lapangan pekerjaan 


akan dibina secara khusus. 


Langkah Usaha Peningkatan Keterampilan Wanita 


1).|Usaha pendidikan ketrampilan wanita akan dikembangkan 


baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dalam 
hubungan ini akan ditingkatkan peranan wanita dalam 
usaha pengadaan pangan, kegiatan lepas panen yang 
sangat memerlukan tenaga wanita, usaha kesejahteraan 
keluarga, usaha rantai pemasaran yang banyak menyerap 
tenaga wanita serta usaha lain yang khusus merupakan 
porsi peranan wanita. 


2). Latihan kerja khusus bagi tenaga-tenaga kerja wanita yang 


memerlukan ketrampilan tersendiri akan lebih ditingkatkan. 


Untuk melaksanakan langkah itu maka di dalam Kabinet 
Pembangunan Ill ini Menteri Muda Urusan Peranan Wanita 
suatu: lembaga' yang tidak pernah dikenal sebelumnya, 
bertugas: mengkoordinasikan: segala kegiatan yang ber- 
kaitan dengan peningkatan peranan wanita yang di- 
selenggarakan oleh berbagai departemen dan lembaga 
pemerintah non departemen. 


C. PRIORITAS SASARAN 


Dalam melaksanakan langkah-langkah usaha yang di- 
gariskan di dalam Repelita III itu,telah ditetapkan prioritas 
sasaran sebagai berikut : 


Sasaran | 

Sasaran pertama adalah kaum wanita di desa atau di 
kelurahan yang ekonomis rawan di samping pelaksanaan 
10 Program Pokok PKK perlu dibantu dengan program- 
program berbagai sektor beserta keahlian dan dananya 
sehingga memungkinkan mereka dapat memberikan 
sumbangan dan berpartisipasi dalam pembangunan di 
daerah pedesaan seperti wanita di desa-desa lainnya yang 
relatif telah lebih maju.: Program-program sektoral itu di- 


b) 


pedukan dalam suatu program koordinasi yang diberi nama 
Program Terpadu P2W-KSS yang dilaksanakan di desa-desa 
dan kelurahan yang ekonomis rawan di seluruh Indonesia 
oleh berbagai instansi melalui jalur LKMD dan PKK. 


Sasaran 1! 


Sasaran kedua adalah wanita-wanita di desa/kelurahan 
yang ingin menambah pendapatan keluarga dengan 
mengerjakan kerajinan rumah. Program-program ini di- 
laksanakan secara koordinatif oleh Ditjen Industri Kecil, 
Ditjen Binaguna, Depsos, Dep P&K dan BKKBN serta PKK 
di lokasi-lokasi yang tersedia bahan baku untuk industri 
kerajinan dimaksud dan telah terdapat pula ketrampilan 
dasarnya di samping adanya kemungkinan pemasaran. 
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c) Sasaran Hi. 


Sasaran ketiga adalah tenaga kerja wanita di per- 
kebunan dan di perusahaan-perusahaan, yang dibantu 
dengan program-program lintas sektoral yang memungkin- 
kan meningkatkan produktivitas demi kepentingan per- 
kembangan perusahaan-perusahaan tempat mereka 
bekerja, di samping untuk meningkatkan kesejahteraan 
tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. selain itu 


perhatian juga mulai ditujukan kepada pegawai negeri 
wanita dalam rangka meningkatkan peranannya dalam 
pembangunan. 


d) Sasaran IV 


Adapun sasaran ke empat adalah buruh wanita tani dan 
nelayan. 
ә 


D. PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA 


a) Di dalam melaksanakan langkah-langkah usaha itu disusun 
lah program-program yang meliputi : 


1. Crash Program Keluarga Sehat (Desember 1978 s/d. 


Maret 1979). 

. Program-program P2W-KSS tahun 1979/1980 s/d tahun 
1983/1984. 

. Program Perintisan P2W-KSS di Timor Timur 1981/1 982 
s/d 1983/1984. 

. Program Perintisan Bina Keluarga dan Balita. 


> о N 


6. Program Perintisan Peningkatan Produktivitas Kerja Tenaga 
Kerja Wanita melalui Pendekatan Kesejahteraan Terpadu 
Tahun 1982/1983 dan 1983/1984. 


b) Selain program-program tadi diselenggarakan pula program- 
program/kegiatan khusus, baik di dalam negeri maupun di- 
luar negeri, bekerjasama dengan berbagai departemen dan 
lembaga (Pemerintah non departemen, perguruan tinggi, 
organisasi masyarakat terutama organisasi wanita dan 
lembaga-lembaga PBB atau lembaga luar negeri lainnya. 


PENELITIAN PENINGKATAN PERANAN PEGAWAI 
WANITA DALAM PEMBANGUNAN 


Dalam rangka usaha peningkatan peranan pegawai negeri | 
wanita dalam pembangunan, maka Lembaga Administrasi : 


Negara yang di koordinasi oleh: Kantor Menteri Muda Urusan 
Peranan Wanita telah menyelenggarakan penelitian untuk 
mengetahui lebih mendalam peranan pegawai negeri wanita 
serta hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan 
peranannya. Penelitian itu telah selesai dan hasilnya telah di- 
bukukan. 


Meskipun penelitian ini masih dalam ruang lingkup yang 
amat terbatas, namun beberapa saran untuk pemecahan 
masalah yang ditemukan, kiranya dapat dijadikan bahan per- 
timbangan oleh Pemerintah dalam usaha meningkatkan peranan 
pegawai negeri wanita dalam pembangunan. 


Adapun ikhtiar permasalahan dan saran tindak yang diaju- | 
kan sebagai hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 


A. PERMASALAHAN 


1) Situasi Pegawai Negeri Wanita dalam instansi Pemerintah 

a) Jumlah pegawai negeri wanita lebih sedikit dibanding 
pegawai negeri pria. Sebagian besar baru menduduki 
jabatan pimpinan pada tingkat eselon IV, V atau pekerjaan 
staf, sedikitnya jumlah pegawai negeri wanita yang men- 
duduki jabatan pimpinan tersebut selalu disebabkan oleh se- 
dikitnya' jumlah pegawai negeri wanita, dan belum dipanuhi 
nya persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan. 

b. Pegawai negeri yang berpendidikan Perguruan Tinggi 
umumnya adalah di bidang Sosial, sedangkan yang berasal 
dari sekolah lanjutan atas sebagian besar dari Sekolah 
Lanjutan yang bersifat umum (SMA). 

C. Secara kodrati wanita mempunyai kelebihan dalam me- 
lakukan tugas pekerjaannya yaitu lebih teliti dan lebih kecil 
kemungkinannya untuk menyalah gunakan wewenang. 
Namun sebaliknya terdapat pula sifat-sifat kodrati yang 
merupakan kelemahan dari kaum wanita. 

d. Kesadaran untuk ikut berperan secara aktif dalam pem- 
bangunan sudah disadari sepenuhnya oleh Pegawai Negeri 
Wanita. Pada umumnya mereka belum puas dengan tingkat 


karier yang dicapai sekarang dan berkeinginan untuk lebih 
meningkat kariernya dan mendapatkan kesempatan men- 
duduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi, karena merasa 
mempunyai kemampuan yang sama dengan kaum pria. 

e. sebagian besar pria. maupun wanita sependapat bahwa 
wanita dapat melakukan bidang pekerjaan apa saja se- 
bagaimana pria. 


Hambatan-hambatan dalam peningkatan peranan pegawai 
negeri wanita. 


Hambatan-hambatan dalam peningkatan peran in 
pegawai negeri wanita tersebut bersifat ekstern dan intem. 


Hambatan ekstern adalah hambatan yang disebabkan 
oleh faktorldiluaripegawai negerilwanita|itu sendiri, seperti 
kurangnya apresiasi masyarakat dan kesempatan yang di- 
berikan oleh atasan, teman sekerja serta keluarga dan 
masyarakat, sedangkan hambatan intern adalah yang ber- 
sifat intrinsik ada pada diri wanita berupa kurangnya ke- 
sadaran akan pengertian dan peranan wanita serta kurang- 
nya rasa percaya pada diri sendiri. 


2 


e 


B. SARAN TINDAK 


Untuk mengatasi situasi dan hambatan-hambatan tadi 
maka diajukan beberapa saran tindak yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan Pimpinan 
dalam usaha meningkatkan peranan pegawai negeri wanita 
dalam pembangunan yaitu : = 


Pegawai negeri wanita hendaknya diikutisertakan isecara 
aktif dalam setiap tahap pembangunan mulai dari tahap pe- 


4 


ee 
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rencanaan sampai pada tahap pengawasan baik di bidang 
legislatif, eksekutif maupun yudikatif. 


2) Untuk mengatasi kurangnya jumlah maupun persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri wanita itu, 
hendaknya diusahakan : 

8. Memperluas kesempatan wanita mengikuti pen- 
didikan/latihan didalam maupun di luar negeri. 


b. Meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dalam 
negeri, 

c. Mengadakan program khusus dalam berbagai 
tingkat pendidikan yaitu SEPADA, SEPALA, 
SEPADYA dan SESPA. | 

d. Memperluas kesempatan untuk melakukan ber- 
bagai macam pekerjaan. 

e Meningkatkan kesadaran pegawai negeri wanita 
itu sendiri akan pentingnya pengembangan dan 
peningkatan kemampuan diri. 


3 Periu menghilangkan anggapan bahwa beberapa sifat 
* kodrati wanita merupakan bagi pegawai negeri 
wanita untuk bekerja atau menduduki suatu jabatan pimpinan. 

4) Periu diadakan Panti Penitipan Bayi untuk beberapa instansi 
yang saling berdekatan bagi mereka yang mempunyai bayi/ 

alita. 


5): Perlu adanya saling pengertian antara suami dan Isteri, saling 
membantu secara harmonis dalam menyelesaikan urusan 
rumah tangga dan membina keluarganya. Disamping itu 
pegawai negeri wanita itu sendiri harus pandal membagi 
waktu antara tugas dan keluarga. 

8) Hendaknya Pimpinan tidak mengadakan diskriminasi dalam 
memberikan tugas kepada pria dan wanita. 

7) Untuk menghilangkan hambatan sebagai akibat pengaruh 
lingkungannya maka : 


a. Pegawai Negeri Wanita harus mampu menunjuk- 
kan kepada masyarakat citra dan martabat yang 
baik. 

b. Diadakan penerangan secara terus-menerus 
melalui Media Massa, Sandiwara pada Televisi, 
Radio, Film tentang pentingnya peranan wanita 
dalam pembangunan. 


C. TINDAK LANJUT 


Sebagai tindak lanjut penelitian Itu maka pihak 
Lembaga Administrasi Negara akan melaksanakan salah 
satu rekomendasi yang diajukan, yaitu menyelenggarakan 


program khusus bagi para pegawai negeri wanita dalam 
berbagai tingkat pendidikan yaitu SEPADA, SEPALA, 
SEPADYA dan SESPA. 


PROGRAM RINTISAN PENINGKATAN PRO- 
DUKTIVITAS KERJA TENAGA KERJA WANITA 


Dalam tahun anggaran 1981/1982, disamping pelaksana- 


an program P2W menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera 
(P2W-KSS) berjalan terus, maka prioritas kedua perhatian mulai 
ditujukan pula pada tenaga kerja dan angkatan kerja wanita 
yang menambah pendapetan keluarga dengan usaha industri 
kerajinan yang berpangkai di rumah tangga (Naker home-based) 
yang diselenggarakan dengan koordinasi Menteri Muda Urusan 
Peranan Wanita oleh Ditjen Industri Kecil, Dep Perindustrian, 
Dep Tenaga Kerja, Dep P & K Dep Sosial dan BKKBN. 


· garakan oleh Departemen 


Prioritas ketiga lalah tenaga kerja wanita yang bekerja di 
pabrik atau perkebunan (naker factory-employed). Dalam 
rangka prioritas kerja ini telah disusun Program Rintisan Pe 
ningkatan Produktivitas Kerja Tenaga Kerja Wanita melalui 
Pendekatan Peningkatan Kesejahteraan Terpadu yang diseleng- 

Perindustrian/Ditjen Aneka Industri dan 
Dep. Nakertrans/Ditjen Bina Hubungan Perburuhan dan Perlin- 
dungan Tenaga Kerja, Pusat Hiperkes dan PPN dan Instansi-ins- 


. tansi lainnya yang relevan dan dikoordinasikan oleh Lembaga 


Menmud UPW/Men UPW. 


A. SUMBER DAYA MANUSIA 


Program ini telah didahului dengan kunjungan-kunjungan 
Menteri Muda Urusan Peranan Wanita ke pabrik-pabrik dan per- 
kebunan yang mempelkerjakan banyak tenaga kerja wanita. 
Dari peninjauan ini diperoleh kesimpulan, bahwa produktivitas 
tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita perlu ditingkatkan 
melalui pendekatan peningkatan kesejahteraannya. Disamping 
itu telah diadakan beberapa penelitian serta uji-coba oleh Pusat 
Bina Hyperkes Dep. Nakertrans yang hasilnya memperkuat 
kesimpulan di atas. 


Dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya 
dan seluruh masyarakat Indonesia, masalah tenaga kerja tidak 
hanya merupakan masalah penyediaan lapangan kerja dan 
peningkatan ketrampilan saja, melainkan memerlukan usaha- 
usahp yang menggarap segi-segi manusiawi dari tenaga kerja 
itu sendiri, sehingga terangkat derajat dari fungsi ” mesin” 
menjadi "sumber daya manusia” dengan segala potensinya. 


Keyakinan tentang kebenaran kesimpulan ini telah dikuat- 
kan pula dengan adanya statement Mr. Andrew Steer dari 
Bank Dunia mengenai "Recent economic and Social 


Development" yang disampaikan pada pertemuan IGGI di 
Amsterdam pada tanggal 8-9 Juni 1982 yang a.l. berbunyi 
sebagai berikut : 


a). Perhaps the moet important contribution that the 
Government can make to employment oreation is by 
promoting a general upgrading in the quality of labour 
“Employability” is increased most obviously through 
education and training but other elements of human 
development health, nutrition sanitation, water and 


b) The highest 
development of human resources, partly on humanitarion 


fundamental to Indonesia's economic prospects in the 
ooming decades. 


Oleh karena itu pihak pimpinan perusahaan perlu menyadari 
bahwa ketenteraman kerja dan perasaan cinta kepada 
perusahaan merupakan syarat agar tenaga kerjanya sedia 
bekerja dengan dedikasi, produktif dan efisien. 
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Ketenteraman daniloyalitas ini timbul jikalau tenaga kerja 
yakin bahwa Pimpinan perusahaan beritikad baik dan bersedia 
mengangkat hidupnya ke taraf yang lebih baik dan menyedia- 
kan kondisi bekerja yang memenuhi syarat. Dengan demikian 
terdapat inter-dependensi yang langsung antara produktivitas 
dan efisiensi tenaga kerja di satu pihak, dan tingkat kesejahtera- 
an di lain pihak. P 


Suasana yang demikianlah yang kita cita-citakan bersama, 
sebagai hubungan Perburuhan Pancasila satu-satunya bentuk 


Hubungan Industrial yang perlu dikembangkan dalam negara 
kita. 


Dasar pemikiran ini telah dicoba untuk diterjemahkan 
dalam bentuk program dengan nama “Program Rintisan 
Peningkatan Produktivitas Kerja Tenaga Kerja Wanita melalui 
Pendekatan Kesejahteraan Secara Terpadu” di singkat Program 
rintisan Nakerwan. 


B. PENGERTIAN 


Program Rintisan Nakerwan adalah suatu program uji 
coba yang merangkum berbagai kegiatan instansi 
pemerintah dalam suatu paket kegiatan peningkatan ke- 


sejahteraan tenaga kerja wanita yang bekerja pada berbagai 
jenis perusahaan, secara terpadu, untuk meningkatkan 
produktivitas kerjanya. 


C. MAKSUD DAN TUJUAN 


1. Maksud Program 


Maksud program Rintisan Nakerwan adalah melakukan uji 
coba untuk mengetahui pengaruh peningkatan kesejahtera- 


an secara terpadu terhadap produktivitas kerja tenaga kerja 


wanita yang bekerja di perusahaan-perusahaan. 


2. Tujuan Proram 


Tujuan Program Rintisan Nakerwan adalah meningkatnya 
produktivitas kerja tenaga kerja wanita dan kesejahteraan 
tenaga kerja serta keluarganya. 


D. SASARAN PROGRAM 


a 


a) Sasaran Program Rintisan Nakerwan adalah terutama te- 


naga kerja wanita yang bekerja di perusahaan-perusahaan 
yang telah ditentukan sebagai perusahaan peserta program. 


Meskipun sasaran utamanya adalah tenaga kerja 
wanita, uji coba ini tidak bermaksud untuk mendiskriminasi- 
kan tenaga kerja yang pria. 


Untuk tahun 1982/1983, Program Rintisan Nakerwan di- 
laksanakan di 26 perusahaan di 13 propinsi sebagai berikut : 
(1) Sumatera Utara 

(2) Sumatera Barat 

(3) Sumatera Selatan 


b). 


— 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


DKI Jaya 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

Daerah Istimewa Jogyakarta 
Jawa Timur 

Bali 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Selatan 
Kalimantan Timur 
Kalimantan Selatan 

Daftar perusahaan-perusahaan tersebut terlampir. 


E. PELAKSANA PROGRAM 


Kegiatan-kegiatan program dilaksanakan oleh instansi- 
instansi yang secara fungsional mempunyai tugas yang ber- 
kaitan, sebagai berikut : 


a). Departemen Perindustrian. 

b). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
c). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
d). Departemen Dalam Negeri, 


e). Departemen Agama, 

f). Departemen Perdagangan dan Koperasi, 

g). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
h). Departemen Kesehatan. 


dan dikoordinasikan ditingkat Pusat oleh Menmud 
UPW dan ditingkat daerah oleh Gubernur KDH Tk 
| dan Bupati/Walikodya Tk || 


F. JENIS KEGIATAN PROGRAM 


Kegiatan-kegiatan itu merupakan suatu paket kegiatan 
yang meliputi : 

a) Penyuluhan dan peningkatan pelayanan kesehatan 
bagi tenaga kerja dan keluarganya. 

b) Penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada 
tenaga kerja dan pengusaha, sesuai dengan U.U 
Perburuhan. 

c) Penyuluhan dan Pembinaan norma-norma ke- 
selamatan dan kesehatan kerja yang wajar. 

d) Penyuluhan mengenai masalah gizi dan 
pengembangan institusional feeding dalam kaitan- 
nya dengan produktivitas kerja. 
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e) Penyediaan dan pengembangan fasilitas tempat 
penitipan anak. 

f) Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana 
pada tenaga kerja. 

g) Pemberantasan buta huruf gaya baru. 

h) Penyuluhan U.U Perkawinan dan Kesejahteraan 
Keluarga. 

i) Penyuluhan dan Pengembangan perkoperasian 
tenaga kerja di lingkungan perusahaan. 

j| Pengukuran tingkat produktivitas kerja tenaga 
kerja wanita, sebelum dan sesudah program 
rintisan ini dilaksanakan. 


G. KEGIATAN PERSIAPAN 


Sebagai langkah-langkah persiapan pelaksanaan 
Program Rintisan Nakerwan ini antara lain telah diadakan : 
Pertemuan dengan para Pimpinan perusahaan yang telah 
diundang ke Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1982. Un- 
tuk mendapatkan pengarahan dari Menteri Muda Urusan 
Peranan Wanita. 


— 


b) Rapat koordinasijantar instansi pada tanggal 23-24 Agustus 
1982 di Jakarta dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Pusat dan 
Daerah Tingkat I yang berpartisipasi dalam pelaksanaan 
Program Rintisan INakerwan ini dan pimpinan perusahaan 
yang akan menjadi peserta program. Rapat koordinasi ini 
mendapatkan pengarahan dan dibuka oleh Presiden. 


H. PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 


Rakor antar Instansi telah mendapatkan konsensus 
yang tertuang dalam Pokok-pokok Petunjuk Pelaksanaan 
Program Rintisan Produktivitas Kerja Tenaga Kerja Wanita 


melalui Pendekatan Kesejahteraan secara Terpadu-disingkat 


Pokok-Pokok Juklak Program Rintisan Nakerwan. 


|. KUNJUNGAN SUPERVISI TEAM LINTAS SEKTORAL 
PELAKSANAAN PROGRAM 


Program Rintisan Peningkatan Produktivitas Kerja 
Tenaga Kerja Wanita tahun 1982/1983 dilaksanakan di 13 
Propinsi meliputi 26 perusahaan, yang pada umumnya ter- 
golong perusahaan menengah. 


Jenis perusahaan yang ikut serta dalam program rintisan 
itu terdiri dari : Е 


— Perusahaan Rokok : 4 buah 
— Perusahaan Biscuit : 4 buah 
— Perusahaan Piywood : 5 buah 
— Perusahaan Elektronik : 1 buah 
— Perusahaan Cold Storage : 1 buah 


— Perusahaan Tekstil/Tenun : 4 buah 
— Perusahaan Korek Api : 1 buah 
— Perusahaan Bola Lampu : 1 buah 
— Perusahaan Lampu Tekan : 1 buah 
— Perusahaan Pengalengan Ikan : 1 buah 
— Perusahaan Pengolahan Rotan : 2 buah 
— Perusahaan Konpeksi : 1 buah 


Guna mengetahui pelaksanaan program ini di lapangan 
maka sesuai dengan jadwal pelaksanaan program telah diada- 
kan kunjungan supervisi oleh Team Lintas Sektoral ke propinsi- 
propinsi yang bersangkutan. 


Jl. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 


Pada akhir kegiatan pelaksanaan intervensi diadakan 
pengukuran akhir dan evaluasi ditingkat daerah dan pusat. 
ind hasil evaluasi pelaksanaan program ini adalah sebagai 
. berikut : 


a.Dari 26 perusahaan yang terbesar di 13 propinsi diperoleh- - 


hasil pengukuran efisiensi hari kerja terendah adalah 67,9396 
pada tahap Pra Intervensi : sedang pada tahap Pasca 
Intervensi terendah 84,47% dan tertinggi 99,6396. Secara 
Nasional rata-rata efisiensi hari kerja adalah 91,7296 pada 
tahap Pra Intervensi dan 92,654 pada tahap Pasca 
Intervensi. Jadi ada kenaikan sebesar 0,93%. 

b.Pengukuhan efisiensi jam kerja diperoleh data bahwa pada 
tahap Pra Intervensi efisiensi terendah 63,6596 tertinggi 
100%. Pada tahap Pasca intervensi terendah 67,43%, ter- 
tinggi 10096. Secara Nasional, efisiensi jam kerja pada tahap 
Pra Intervensi 94,169 dan tahap Pasca 96,8096. Ada 
kenaikan 2,6496. 

C.Pada tahap Pra Intervensi efektivitas jam kerja terendah 
65,1996 dan tertinggi 94,9096. Sedang tahap Pasca, 
efektivitas jam kerja terendah 60,5096 dan tertinggi 
33,9096. Secara Nasional didapat rata-rata efektivitas jam 
kerja 81,1996 untuk Pra dan 82,0496 untuk Pasca Interven- 
si. Ada kenaikan sebesar 0,85%. 

d.Perhitungan produktivitas waktu kerja didapat hasil pada 
tahap Pra Intervensi terendah 40,51%, tertinggi 87,83%. 
Tahap Pasca Terendah 45,47%, tertinggi 88,15%. Secara 


Nasional rata-rata produktivitas waktu kerja 70,12% untuk 
tahap Pra dan 73,58% untuk tahap Pasca. Ada kenaikan 
sebesar 3,46%. 

e.Hasil pengukuran prestasi kerja dan produktivitas kerja ter- 
catat bahwa dari 26 perusahaan diamati 74 kegiatan. Se- 
jumlah 45 kegiatan mengalami kenaikan, 19 kegiatan 
mengalami penurunan, 3 kegiatan tidak mengalami 
perobahan dan 7 kegiatan lainnya tidak ada data tahap 
Pascanya. 

. Pada perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan, 
pada umumnya intervensinya berjalan lancar, prosedur dan 
rencana waktunya sesuai dengan jadwal. Meskipun 
kenaikan ini belum significant. Atau dengan kata lain baru 
dalam taraf/tingkat kecenderungan naik. Pada perusahaan- 
perusahaan yang mengalami penurunan, pada umumnya 
intervensinya tidak lancar dan terlambat. Tetapi ada 
perusahaan yang turunnya karena kurang bahan baku atau- 
pun produksinya mengalami penurunan akibat resesi dan 
kenaikan harga bahan bakar minyak. 


-h 


g kesimpulan di atas belum dapat dinyatakan semata-mata . 


sebagai hasil usaha intervensi, karena pelaksanaan intervensi 
sangat pendek dan biasanya sukar untuk dapat melihat 
pengaruh langsung meskipun ada tanda-tanda kenaikan. 
Oleh karena itu disarankan agar uji coba dilanjutkan satu 
tahun lagi sehingga hasilnya lebih dapat mewakili yang 
sesungguhnya dengan catatan Intervensi lebih sempurna 
dan terarah. 
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PROYEK BINA KELUARGA DAN BALITA 
SALAH SATU UPAYA ORDE BARU PADA PELITA ІП 


A. PENDAHULUAN 


Pembangunan Nasional Indonesia menempatkan manusia 
Indonesia dalam posisi utama, di satu pihak sebagai prakondisi 
dan modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan, dan di lain 
pihak sebagai sasaran pembangunan yang akan menikmati 
hasil pembangunan nasional. 


Manusia Indonesia sebagai modal dasar, apabila dapat di- 
bina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang effektif akan 
merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat 
menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala 
bidang. Oleh karena itu maka pembangunan nasional dilaksana- 
kan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuh- 
nya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 


Pembangunan manusia Indonesia merupakan upaya yang 
kompleks dan berprespektif jangka panjang. Karena itu 
penanganannya menghendaki usaha sedini mungkin, me- 
nyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 


Proyek Bina Keluarga dan Balita adalah bagian integral dari 
upaya pembangunan nasional di samping upaya-upaya yang 
dilakukan oleh komponen lain, seperti BP7, Departemen Ke- 
sehatan, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, BKKBN, Lembaga Menteri Negara Urusan 
Pemuda dan Olah Raga, Kwarnas Pramuka, dan sebagainya. 
Sifat multidimensional manusia Indonesia menghendaki 
penanganannya secara menyeluruh terpadu dan ber- 
kesinambungan. 


B. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM PELITA Ill 


Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan 

Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1978 menyangkut Peranan 
Wanita dalam Pembangunan,dan Pembinaan Bangsa, dinyatakan 
bahwa : 
a) Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya 
pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh 
karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan 
yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam 
segala kegiatan pembangunan. 


b) Peranan Wanita dalam pembangunan tidak mengurangi 
peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya 
dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pem- 
binaan manusia Indonesia seutuhnya. 


c) Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada 
kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan 
keterampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang 
sesuai dengan kebutuhannya. 


Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita sebagai 
lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan untuk meningkat- 
kan peranan wanita sebagai sumber daya manusia dalam pem- 
bangunan agar dapat lebih banyak berperanserta dalam ber- 
bagai bidang pembangunan, telah memprakarsai Proyek Bina 
Keluarga dan Balita, bekerjasama dengan UNICEF sebagai 
realisasi letter of understanding yang merupakan bagian pe 
lengkap komponen 6 Rencana Induk Operasi untuk Program 
Pelayanan Dasar untuk Anak- anak di Indonesia 1979-1984. 


C. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH 


Dimulai dengan proyek rintisan yang berlokasi di kawasan 
Proyek Perbaikan Kampung (Kampong Improvement Project) 
di tiga kotamadya (Cirebon, Semarang dan Ujung Pandang) 
pada tahun 1982, pada tahun terakhir Pelita III Proyek ini di- 
perluas pelaksanaannya di 10 Propinsi. 


Tujuan umum proyek Bina Keluarga dan Balita ini, 
sebagaimana dirumuskan di dalam Petunjuk Pelaksanaan 


Proyek Percontohan Bina Keluarga dan Balita 
Tahun 1983-1984, adalah meningkatnya peranan ibu dan 
anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin 
tumbuh kembang anak yang menyeluruh dan terpadu dalam 
aspek fisik, mental (intelektual dan spiritual), emosional dan 


sosial, yang berarti pula tumbuh kembang anak menjadi 


manusia Indonesia seutuhnya yang menghayati dan mengamal- 
kan Pancasila. 


1. Identitas Proyek Bina Keluarga dan Balita 


Sifat serba muka upaya pembentukan manusia Indonesia 
seutuhnya membebani tanggung jawab kepada pelbagai 
lembaga departemental dan non departemental tadi untuk 
memberikan kontribusinya di dalam pembentukan manusia 
Indonesia seutuhnya. Meskipun demikian, untuk menjaga 
jangan sampai terjadi duplikasi dan tumpang tindih perlu di- 
tentukan tugas yang jelas, sesuatu yang mencerminkan 
identitas penanganan. Proyek Bina Keluarga dan Balita pada 
Lembaga Menteri Negara Peranan Wanita pada hakekatnya 


Meneg UPW 8 


berfungsi sebagai trigger (pelatuk) untuk mendorong proses 
pelembagaan dan pembudayaan bentuk sosialisasi tertentu. 
Diharapkan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh proyek ini 
mempunyai dampak tebar (spread effect) dan reperkusi, baik 
melalui lembaga Pemerintah, maupun melalui lembaga-lembaga 
kemasyarakatan. Apa yang telah ditangani oleh Proyek Bina 
Keluarga dan Balita mempunyai ciri khusus yang mewujudkan 
identitasnya, yang membedakan dari upaya penanganan 
komponen lain. Ciri khusus Proyek Bina Keluarga dan Balita 
adalah sebagai berikut : 


1) mempunyai kekhasan periode penanganan (period specific) 
dalam arti bahwa sasaran akhirnya adalah mereka yang 
tergolong di dalam kelompok umur tertentu, yaitu mereka 
yang pada usia balita, suatu periode pembentukan kritis 
kedirian manusia. 


2) di dalam usaha mencapai keseimbangan, keserasian dan 
keselarasan pertumbuhan dimensi karakter manusia, Pro- 
yek Bina Keluarga dan Balita memberikan perhatian yang 
pada perkembangan dimensi mental-intelektual, emosional, 
sosial dan moral (konsensia) di dalam kerangka kaidah 
negara yang fundamental Pancasila dan UUD 1945 (traits 
specific). 

3) di dalam upaya intervensi sosial terhadap tumbuh kembang 
Balita Proyek Bina Keluarga dan Balita menggunakan ibu 
pada khususnya, dan keluarga pada umumnya, sebagai en- 
try point. Dengan demikian Proyek Bina Keluarga dan Balita 
merupakan intervensi sosial tidak langsung terhadap balita 
(agent specific). 


4) Proyek Bina Keluarga dan Balita menggunakan “alat” yang 
khas sebagai media interaksi antara ibu dan/atau anggota 
keluarga lainnya, dengan anak balitanya (tool 
specific)” Alat” tadi adalah Alat Permainan Edukatif (APE), 
cerita-cerita anak-anak, nyanyian-nyayian rakyat, yang 
diharapkan dapat membantu pembentukan karakter terten- 
tu yang merupakan pembentukan karakter tertentu yang 
merupakan bagian integral ciri manusia Indonesia 
seutuhnya,penggalian alat permainan, cerita-cerita rakyat, 
dan nyanyian-nyanyian rakyat dari sumber budaya In- 
donesia yang diperkirakan akan mencapai dampak yang 
sama, kiranya perlu digiatkan. 


2. Landasan Pemikiran Ilmiah 


Apa yang ingin dicapai melalui Proyek Bina Keluarga dan 
Balita pada hakekatnya didasarkan pada asumsi-asumsi yang 
telah mempunyai kebenaran ilmiah : 


1 bahwa tumbuh kembang anak pada hakekatnya tidak 
mengikuti ritme yang sama, adakalanya grafik pertumbuhan 
menajam, akan tetapi ada pula masa-masa pertumbuhan 
yang menunjukkan grafik yang lebih mendatar. 
bahwa masa balita adalah periode pembentukan kritis, pada 
waktu itu proses tumbuh kembang anak berjalan dengan 
tempo yang tinggi, pada saat itu terjadilah proses 
pengorganisasian kedirian seseorang yang berjalan amat 
cepat, apabila pada masa tadi seorang anak mendapatkan 
stimulasi yang tepat, berada di dalam lingkungan belajar 
(learning environment) yang membantu besar 
kemungkinannya pertumbuhan anak akan mencapai dera- 
jat optimal, 
3 apa yang diuraikan tersebut pada hakekatnya erat 
hubungannya dengan sifat pertumbuhan bagian dari kulit 


Otak (Cortex) yang disebut supragranular, granular dan in- 
fragranular. Bagian dari tubuh manusia tadi baru mengalami 
proses penyempurnaan pada periode balita, 


4) bahwa ibu pada khususnya, dan keluarga pada umumnya, 
berada di dalam posisi yang amat menentukan untuk dapat 
menciptakan lingkungan belajar yang menguntungkan bagi 
pertumbuhan anak balita secara optimal, 

9) bahwa ibu yang merupakan obyek-lekat yang dekat dengan 
anak, dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap tum- 
buh kembang anak di dalam posisinya sebagai pemuas 
kebutuhan, model bagi sikap dan perilaku, pembentuk 
utama konsep diri anak, dan pemberi rangsangan yang 
terdekat, | 

oleh karenanya, melalui peningkatan pengetahuan, ketram- 

pilan dan kesadaran ibu, sebagaimana yang dituju oleh Pro- 

yek Bina Keluarga dan Balita, diharapkan bahwa ibu dapat 
lebih berpartisipasi secara positif di dalam proses pemben- 
tukan manusia Indonesia seutuhnya. 


3. Landasan Formal 


Proyek Bina Keluarga dan Balita pada hakekatnya di- 
laksanakan didalam rangka mengemban amanat UUD 1945 
dan GBHN. 
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1) Pembukaan UUD 1945 menggariskan bahwa pembentukan 
Pemerintah Negara Indonesia-pada hakekatnya dilakukan 
antara lain untuk " memajukan kesejahteraan umum" dan 
"mencerdaskan : kehidupan bangsa" . Proyek Bina Keluarga 
dan Balita merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa tadi. 

2) Landasan Pembangunan Nasional yang termaktub di dalam 
Pola Dasar Pembangunan Nasional, GBHN 1978 
menegaskan bahwa ” ------ hakekat Pembangunan Nasional 
adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan 
Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.” Perumusan 
ini memberikan arah dan meletakkan sasaran akhir jangka 


panjang bagi Proyek Bina Keluarga dan Balita. 

3) Pokok-pokok kebijaksanaan dalam Pelita III menyangkut 
peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan 
bangsa yang menjadi landasan formal Proyek Bina Keluarga 
dan Balita telah kami sebutkan di muka bagian 2). 


Apa yang dikemukakan di atas jelas menunjukkan dasar for- 
mal Proyek Bina Keluarga dan Balita. 


4. Pelembagaan Proyek Bina Keluarga dan Balita 


Dari apa yang diuraikan di muka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa baik dari segi juridis formal maupun segi ilmiah Proyek 
Bina Keluarga dan Balita mempunyai landasan yang mantap. 
Karenanya nilai-nilai yang terkandung di dalam proyek ini perlu 
melembaga. Pola asuh sebagaimana dikembangkan oleh Proyek 
Bina Keluarga dan Balita harus mencapai derajat pelembagaan 
yaitu suatu kondisi psikologis di mana pola asuh tadi diterima 
sebagai suatu tata nilai dan sebagai norma, dan karenanya pola 
asuh tadi kemudian diinkorporasikan di dalam sikap dan peri- 
laku sehari-hari. Dalam kondisi demikian pelaksanaan pola asuh 
tadi tidak lagi ditopang oleh stimulasi dari luar, akan tetapi telah 
menjadi bagian dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Dengan 
kata lain, anggota-anggota masyarakat telah meng- 
internasionalisasikan pola asuh bersama tata nilai yang me- 
landasinya di dalam dirinya sendiri. 


Sebagaimana dijelaskan di muka, fungsi Lembaga Menteri 
Negara Urusan Peranan Wanita hanyalah menjadi pelatuk 
(trigger) yaitu dengan cara mempersiapkan materi pola asuh 
dan!melatih para pelatih. Pada tahap selanjutnya, pola asuh 
ini haruslah melembaga di dalam masyarakat, melalui partisi 
pasi komponen sektoral, pemerintah daerah, dan organisasi 
kemasyarakatan. 


Untuk itu digariskan strategi untuk mencapai derajat pe- 
lembagaan tadi. Ada beberapa tahap kegiatan yang perlu di- 
ambil yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan strategi 
"percikan minyak” (oil spot strategy). Dengan strategi tadi 
Proyek Bina Keluarga dan Balita berusaha melakukan serangkai- 
an tindakan membentuk/memperkuat institusi dan kemampuan 
(institution and capacity building) mulai dari Pusat dan 
kemudian menyebar ke pemerintah daerah yang lebih rendah, 
serta kemasyarakat. Penyebaran ke propinsi-propinsi pun di- 
lakukan secara bertahap sesuai dengan jangkauan rentangan 
pengendalian Pusat. 


Tahap-tahap yang perlu dilalui adalah sebagai berikut : 


1) Inkorporasi Proyek Bina Keluarga dan Balita ke dalam 
struktur yang ada (existing structure) 


Pada tahap awal eksistensinya, Proyek Bina Keluarga dan 
Balita ditangani oleh suatu tim yang disebut Tim Nara Sumber 
dan Asistensi Teknis Proyek Bina Keluarga dan Balita yang ber- 
tanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Urusan 
Peranan Wanita. Tim ini pada hakekatnya merupakan organ 
yang dicangkokkan (transplanted organ) yang sifatnya ad hoc. 
Tugas utamanya adalah mengembangkan materi dan melatih 
pelatih propinsi, disamping.membantu Menteri Negara Urusan 
Peranan Wanita merumuskan kebijaksanaan Nasional 
mengenai pola asuh anak balita. Karena'fungsinya sebagai pe- 
latuk maka eksistensinya juga bersifat temporer. Pada suatu 
ketika fungsinya harus diabsorbi oleh struktur yang ada. Proses 
alih ketrampilan tahap pertama sebaiknya adalah tim ke salah 
satu unit di kalangan Lembaga Menteri Negara Urusan Peranan 
Wanita dan kepada leading sector yang akan menanganinya. 
Kedua unit terakhir inilah yang nantinya akan melestarikan pe- 
lembagaan proyek ini. 


Di samping itu suatu Kelompok Kerja Bina Keluarga dan 
Balita dibentuk Untuk menjembatani fungsi teknis dan fungsi 
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operasional. Kelompok Kerja ini beranggotakan sektor-sektor ' 


yang secara konsepsial relevan bagi pelembagaan proyek ini. 


2) Difusi ke Propinsi dan Satuan Daerah Sub Provinsial 


Di dalam usaha menyebarluaskan proyek ini ke tingkat 
Propinsi dan ke satuan pemerintahan di bawah Propinsi di- 
tempuh 4 tahap pengembangan : 


a. peletakan fondasi — 1 tahun 
b. diseminasi — 2 tahun 
c. semi'swadaya dengan Supervisi 1 tahun 
d. swadaya penuh | | 


Apa yang dilaksanakan pada masing-masing tahap tadi 
dapat digambarkan dengan diagram dan matrix (lampiran 2 
dan 3). 


e. Realisasi Proyek Bina Keluarga dan Balita 
1. Proyek Perintis Bina Keluarga dan Balita 


Sebagai telah disebutkan di muka Proyek Perintis berlokasi 
di 3 kotamadya (Cirebon, Semarang dan Ujung Pandang). 


Dengan modal Proyek Perintis di 3 lokasi tersebut, program 
ini telah dikembangkan dengan dukungan dana APBD dan 
swadaya masyarakat. 

a) di Propinsi Sumatera Barat, di desa Jambak Kabupaten Koto 

Tengah, dengan swadaya masyarakat. 
b) di Kota Madya Semarang ke lima lokasi : 

. Krobokan 

. Tugurejo 

. Banyumanik 

. Bugangan 

. Jatibarang 
C) di Kota Madya Cirebon ke dua lokasi : 

. Sunyaragi 

. Kalijaga 


2. Proyek Percontohan 


Sesudah diadakan evaluasi terhadap Proyek Perintis Bina 
Keluarga dan Balita pada tanggal 7 sampai dengan 9 Pebruari 
1983 program Bina Keluarga dan Balita ditingkatkan men- 
jangkau sasaran daerah yang lebih luas di sepuluh Propinsi. 
(daftar lampiran 1) 


Di samping sepuluh Propinsi tersebut, sesuai dengan 
permintaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Nusa 
Tenggara Timur, maka propinsi Nusa Tenggara,Timur telah 
mengambil langkah-langkah positif untuk pengembangan 
program Bina Keluarga dan Balita secara swadaya. 


Sebagai hasil positif yang diperoleh dari Proyek Per- 
contohan Bina Keluarga dan Balita, dapat disebutkan : 


a) sejumlah tenaga Tim Nara Sumber dan Asistensi Teknis 
Bina Keluarga dan Balita di tingkat Propinsi ditetapkan dan 
telah mendapat latihan, yang siap mengembangkan pro- 

` gram Bina Keluarga dan Balita di wilayahnya di lokasi pro- 
yek dan lokasi lain di wilayahnya dalam rangka pelem- 
bagaan program Bina Keluarga dan Balita. 

b) sebagian daerah (Propinsi : Lampung, Sulawesi Selatan dan 

Jawa Timur) telah menyelenggarakan latihan kader BKB 

pada bulanimaret '84, dan daerah lain segera menyusul, 


penyempurnaan kurikulum dan materi latihan tenaga telah 
disempurnakan, 


d) Materi Bina Keluarga dan Balita telah diselesaikan menjadi 
5 buku. 


c) 


l. : Dasar, Landasan Konsepsional dan implimentasi BKB 
11. | :Pedoman pelaksanaan kegiatan lapangan bagi kader 
BKB: | 


ltt. :Hal ichwal ibu, keluarga dan masyarakat. 
IV. :Perkembangan anak balita. 
V. Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE). 


4. Penutup 


Demikianlah sekedar gambaran tentang Proyek Bina 
Keluarga dan Balita, sebagai salah satu upaya Orde Baru dalam 
Pembangunan Nasional pada Pelita Ill. Apa yang dihasilkan oleh 
Proyek Bina Keluarga dan Balita selain untuk masyarakat 
dilokasi Proyek, juga diharapkan dapat diterima dan diman- 
faatkan oleh masyarakat seluruhnya, baik melalui lembaga- 
lembaga Pemerintah maupun  lembaga-lembaga 
kemasyarakatan dalam rangka membangun manusia Indonesia 
seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. 

Diagram menunjukkan pola penyebaran (difusi) proyek 
Bina Keluarga dan Balita. Pola ini mengungkap bahwa 
dampak tebar proyek Bina Keluarga dan Balita berjalan sebagai 
berikut : 


. tahun pertama : 1 lokasi 
. tahun kedua 5 lokasi 
. tahun ketiga 25 lokasi 
. tahun keempat : 125 lokasi 


. tahun kelima sesuai dengan kemampuan daerah 


Secara terperinci kegiatan bagi setiap tahap dapat dijabar- 
kan di dalam matriks (lampiran 3). 


LAMPIRAN І 
DAFTAR PENETAPAN DESA 
LOKASI PROYEK PERCONTOHAN BINA 
KELUARGA DAN BALITA TAHUN 1983/1984 


Propinsi Kabupaten. Kecamatan Desa 
1. Sumatera Barat Padang Pariaman Lubuk Alung Simpang Tiga 
2. Lampung Lampung Selatan Gedong Tataan Sukabanjar 
3. JawaBarat Bandung Pameungpeuk Bojongkunci 
4. Јама Tengah Semarang Klepu Ngempon 
5. Daerah Istimewa 
Yogyakarta Gunung Kidul Nglipar Pengkol 
6. Jawa Timur Pasuruan Gempol Kepulungan 
7. Bali Tabanan Penebel Riang Gede 
8. Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah Praya Semaya 
9. Sulawesi Selatan Gowa Palangga Kampili 
10. Sulawesi Tenggara Kendari Ranome Eto Langgea 


e mm — —————‏ س 
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DIAGRAM 
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN PROYEK BKB 


Peletakan Diseminasi Swadaya 


Tingkat Fondasi _ Tahun kedua Semi Swadaya Penuh 
Pusat LJ 
Propinsi [22] 
Kabupaten 
H 
Kecamatan H 
——— = Fondasi 
————— = Pembinaan 
= After care 
Lampiran 3 
MATRIKS KEGIATAN BKB UNTUK SETIAP TAHAP 
PENGEMBANGAN 
TAHAP PENGEMBANGAN 
Peletakan Diseminasi 
Fondasi Tahun1 Tahun 2 Swadaya .. Swadaya penuh 


1. Baseline 1. Pembinaan 
survey a 
2. Memperkenalkan 2. Latihan Pelatih 
Kabupaten. 
3. Pembentukan 3. Peletakan 
Timnas Fondasi 
b 


1. After Care 1. After Care Terserah 
a b Kepada Daerah 
2. Pembinaan 2. Pembinaan 
b [e 
3. Latihan Pelatih 3. Latihan Pelatih 
Kecamatan Desa 
4. Melatih pelatih 4. Peletakan Fondasi — 4. Fondasi 
с а 


5. Penentuan 
kader dan 
kelompok 
sasaran 

6. Pendirian 
Pusat BKB 

7. Melatih 
Kader 

8. Penyuluhan 
& Kunjungan 

9. Supervisi 

10. Monitoring 
dan Evaluasi 


nnn ګګ‎ 
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POLICY, STRATEGY AHD PROGRAM 
FOR STEPPING UP WOMEN'S ROLE. 


1. NATIONAL POLICY. 


The People's| Consultative Assembly in the Broad Outlines 
of the State Policy (GBHN) of 1978 stated that the condition 
for an overal development is the optimal participation of men 
and women. Therefore, women have equal right, duty and op- 
portunity to fully join men in all development activities. 


It is also outlined taht women's role in development does 
not reduce their role in developing a prosperous ' family in 
general and developing the younger generation in particular, 
in the framework of developing a complete Indonesian end to 
even more increase the role and responsibility of women in 
development. It is necessary that women's knowledge and skill 
shold be improved in various sectors according to the need. 


2. STRATEGY IMPLEMENTATION AND ACTIVITIES 


In the implementation of GBHN as determined by the Peo- 
ple's Consultative Assembly (MPR), the New Order Govern- 
ment which is using the Trilogy of Development as its pillar 
is pursuing a strategy of implementation and activities as for- 
mulated in Presidential Decree no. 7 year 1979 on REPELITA 
Ill as follows : 


(a) Women's Role in Cultural Activities 


1). In her capacity as housewife, educator and member of the 
community, it is necessary for the female to be organized in 
social groups according to a prudent and educational approach. 
The intention of these groupings is to establish social solidarity 
as a first step toward a renewal and change in mental attitude. 


2) The mental attitude in a family environment is the basis for 
a cultural growth which starts in the family's circle, the sur- 
rounding community up to a wider environment, i.e. the nation. 


Therefore, a planned activity is applied which can reduce the 
negative mental attitude, such as feudalism, extravagance, 
consumptive, hypocrite, etc. 


On the contrary, there should be developed an independent 
female attitude as a positive subject of development, such as 
a progressive character with long term orientation, etc. 


3) Enhancing cultural institutes with activities involving more 
women as a step for stepping up the role and ability of women. 
These steps are fundamental toward an integrated cultural role 
of women in the nation's development. 


4) Women in the rural areas, especially those living in remote 
areas will be grouped and guided toward activities in the sec- 
tors of agriculture, industry training cooperatives, health, etc. 
As such the innovation of modernization will lead to new cha- 
nges and culture which will take place in an effective way 
within the framework of developing of a total human being. 


(b) Activities for stepping up Women's labor force 


1) To know in a conceptional way the women's role in their 
particiaption of the development, a specific planning is required 
for the women's labor force, besides a nationally general man- 
power planning. 


2) Improving of data about the women's labo: force, in propor- 
tion with the rate of development. Data about the need for 
women's labor force, existing employment opportunities as 
well as the number requiring employment which will be develo- 
ped specifically. 


(c) Activities for Improving the Women's Skill 


1) Efforts in the training of skill for women will be developed, 
both horizontally as well as vertically. In this respect, the rolw 


women will be intensified in the sectors of food supply, post 
harvest activities which require substantial women labor, fami- 
ly welfare, marketing chains which absorb considerable women 
labor as well as other activities which constitute specific wo- 
men's role. 


2) Special job training for women labor requires specific skill 
will be even more intensified. 


In order to implement those efforts, in this Illrd Develop- 
ment Cabinet, the Junior Minister for Women's Affairs is as- 
signed the task of coordinating all activities related to the step- 
ping up of the women's role which are carried out by several 
departments and non-departmental government institutes. 


3) Priority of Objective 


Within the framework of implementing the efforts as out- 


lined-in Repelita III, the following priority of objective has been 
established : 


a). Objective | 


The first objective is the women is rural areas or at the 
kelurahan (village administrative unit) with a sensitive econo- 
my, besides implementing the 10 Basic Program of PKK (Family 
Welfare Promotion Movement) should be assited with program 
In various sectors, both the skill as well as the fund, to enable 
them of contributing and participating rural area development 
like the women in other rural areas who are relatively more 
advance. 

These sectoral programs are integrated in a coordination pro- 
gram called Integrated Program of P2W-KSS, which is carried 


out in economically sensitive villages and kelurahan throughout 
Indonesia by various agencies through the Rural Community 
Welfare Institute (LKMD) and the Family Welfare Promotion 
Movement (PKK). 


b). Objective II 


The second objective is women in the village/kelurahan 
desiring to increase their family income by carrying out home 
industry. These programs are coordinated by the Directorate 
Generral for Small Industry, the Directorate General for Deve- 
lopment and Utilization, the Department of Social Affairs, the 
Department of Education and Culture the National Coordinating 
Board for Family Planning as well as the Family Welfare Promo- 
tion Movement (PKK) at locations where raw material is avai- 
lable for the above mentioned handicraft industry and also the 
existence of basic skill besides the possibility for marketing. 
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c) Objective Ill 


The third objective is the women labor force in estates and 
companies where with the assistance of cross sectoral pro- 
grams they will be able of increasing productivity for the sake 
of the companies progress which employ them, in additional 
to improving the welfare of the labor force and their families. 
Furthermore, there has also been a start of giving attention 


to female civil servants within the scope of stepping up their 
role in development. 


d) Objective IV 


The fourth objective is women as labor force in agriculture 
and fishery. 


4) Programs for Stepping Up Women's Role 


8) Within the framework of implementating those activities, 
programs have been drafted covering : 


С 1 


. Crash Program for a Healthy Family (December 1978 up 
1983/1984. 

. Programs of P2W-KSS, 1979/1980 up to 1983/1984. 

Pioneer Program of P2W-KSS in East Timor, 1981/1982 

up to 1983/1984. 

Pioneer Program for the Development of Family and Chil- 

dren under the age of five. 


> WN 


5. Pioneer Program for Increasing Productivity of Women La- 
bor Force through Integrated Family Approach, 1982/1983 
and 1983/1984. | ! 


b) In addition to the above programs, there are also special pro- 
grams/activity arranged domestically as well as overseas in 
Cooperation with various departments and non-departmental 
government institutes, universities, mass organization, special- 
ly woman organization and United Nations Institutes or other 
overseas institutes. 


STUDY OFSTEPPING UP THE ROLE OF FEMALE 
CIVIL SERVANTS IN DEVELOPMENTS 


Within the framework of stepping up the role of female 
civil servants in development, the Public Administration Insti- 
tute (LAN) in cooperation with the Office of the Junior Minister 
for Women's Affairs have conducted studies for a deeper 
knowledge of female civil servants role as well as the problems 
which they face in performing their role. 

The study has been completed and the result put into book 
form. 


Though the study has been in a limited scope, nevertheless 
several suggestions in solving the problem have been found 


and could be used as subject for consideration by the govern- 
ment of stepping up the role of female civil servants in the de- 
velopment. 


The summary of problems and action proposal submitted 
as a result of the study are as follows : 


a). Problems 


1) The condition of female civil servants in Government agen- 
cies : 


a. The number of female civil servants is less compared with 
that of male civil servants. Most of them are just assuming 
managerial positions at the level of echelon IV, V or staff 
work. The low amount of female civil servants assuming 
those managerial positions are caused by their small num- 
ber and the fact that they do not yet meet the conditions 
for assuming those positions 


b. Civil servants with a University degree are generally in the 
Social science while the majority of high school graduates 
are from general senior high schools (SMA). 


c. Because of her nature, the female has an advantage in per- 
forming her task, i.e. being more accurate and the possibili- 
ty is less for their misusing authority. But, by nature, the 
female civil servant has also her weakness. 


d. The consciousness for an active participation in the deve- 
lopment has been fully realzed by the Female Civil Servant. 
In general, they are not yet satisfied with level of career 
achieved until now and they would like to see an improved 
career and to have the opportunity for assuming higher po- 
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sitions because they feel to have the same ability as their 
female colleagues. 

Most of the male and female civil servants share the opinion 
that the female can do any job like the male. 


2) Obstacles in stepping up the role of female civil servants. 


The nature of obstacles in stepping up the role of female 
civil servants is external as well as internal. 


The external obstacle is due to the factor beyond the fe- 
male civil servant herself, such as less appreciation by the pu- 
blic and less opportunity given by the superior, colleague as 
well as the family and community, while the internal obstacle 
is of a female's intrinsic nature in the form of insufficient aware- 
ness and understanding of the females's role as well as less 
self-confidence. 


b). Action Proposal 


In overcoming the situation and those obstacles, several 
action proposals have been submitted for consideration in de- 
termining the Management policy of stepping up the role of 
female civil servants in the development, i.e. : 


1) The female civil servant should have active participation in 
every stage of development, starting from planning up to the 
stage of supervision both in the legislative and executive as 


well as in the judicative sector. 


2) To overcome the lack in number as well as conditions that 
should be by the female civil servant, efforts should be made : 


a. To expand the opportunity for the female civil servant to 
follow education/training domestically as well as overseas. 

b. To improve domestic educational facilities. | 

с. To arrange special programs in the various levels of educa- 
tion, i.e. SEPADA, SEPALA, SEPADYA and SESPA. 


d. To expand the opportunity of performing a variety of jobs. 
e. Toenhance the awareness of the female civil servant her- 


self on the importance of developing and improving her abi- 
lity. j 


3) Itis necessary to eliminate the opinion that several natural 
characteristics of the female are obstacles for the female civil 
servant to assume managerial position. 


4) It is necessary to arrange a place to look after babies for 
several government agencies with adjacent location to assist 
those having a baby/child under the age of five. 


5) There should be mutual understanding between husband 
and wife, mutual help and harmony in solving household pro- 
blems and in family development. 

In addition, the female civil servant should be able to divide 
her time for her duty and family. 


6) There should be discrimination by Management in assigning 
task to the male and female. 


(8 


7) To eliminate the obstacles as a, result of environmental in- 
fluence : i 


a. the Female Civil Servant should be able to demonstrate to 
the public, a good image and prestige. 


b. there should be continuous information via the Mass Media, 
Plays on Television, Radio and Film about the importance 
of women's role in the development. 

c) Follow-up Action | —7 

As a follow-up of the study, the Public Administration Insti- 
tute will implement one of the submitted proposals, i.e. ar- 
ranging a special program for female civil servants at various 
educational levels such as SEPADA, SEPALA, SEPADYA and 

SESPA. 


PIONEER PROGRAM FOR STEPPING UP PRODUCTIVITY 


In the budget year 1981/1982, besides continuing the pro- 
gram toward a Healthy and Welfare Family (P2W-KSS), as a 
second priority, there was a start for paying attention to man- 
power and female labor who are trying to have additional in- 
come from handicraft activities at home (home based man- 
power), arranged with the coordination of the Junior Minister 
for Women's Affairs by the Directorate General for Small Indus- 
try, the Department of industry, the Department of Manpower, 
the Department of Education and Culture, the Department of 
Social Affairs and National Coordinating Board for Family Plan- 
ning. 


The third priority has been female employed at factories 
or estates (factory employed). in this respect was drafted a 
Pioneer Program for Stepping Up Productivity of the Female 
Labor Force through an Integrated Welfare Improvement Ap- 
proach arranged by the Department of industry/the Directorate 
General for Multivarious Industry and the Department of Man- 


power and Transmigration/the Directorate General for Develo- 
ping Manpower Relations and Manpower Protection, the Cen- 
tre for Company's Hygiene, Health and Occupational Safety 
(Hiperkes), the Centre of Government owned Estates (PPN) 
and other relevant agencies and coordinated by the Institute 
of the Junior Minister for Women's Affairs/Junior Minister for 
Women's Affairs. 


This program was preceded by visits of the Junior Minister 
for Women's affairs to factories and estates employing much 
female labor. From this observation it was concluded that man- 
power productivity, especially the female labor, should be im- 
proved through an approach of improving its welfare. 


In addition, studies and tests had been conducted by the 
Centre for Developing Hiperkes of the Department of Manpo- 
wer and Transmigration, the result of which confirmed the a- 
bove conclusion. 


Within the framework of developing a total Indonesian and 
the whole Indonesian community, manpower is not only a pro- 
blem of providing employment fields and improving skill, but 
also requiring a human approach of the manpower itself, and 


as such raises the stendard and function of " machine" into 
"human resources" with all of its potentials. 


The firm belief in the truth of this conclusion was also con- 
firmed by the statement of Mr. Andrew Steer of the Worid Bank 
on " Racent Economic and Social Development" , presented at 
the IGGI meeting in Amstterdam on 8 - 9 June 1982, which : 
among other stated : 


a) Perhaps the most important contribution that the Govern- 
ment can make to employment creation is by promoting 
a general upgrading in the quality of labour " Employability" 
is increased most obviously through education and training 
but other element of human development health, nutrition, 
sanitation, water and housing - are also essantial. 

The highest priority must also continue to be given to the 
development of human resources, partly on humanitarian 
grounds - which are sufficient justification in themselves 
- but also because the development of this human resources 
is fundamental to Indonesia's economic prospects in the 
coming decades. 


b 


ы d 


Therefore, management of companies should realize that 
the feeling of work safety and tove for the company are condi- 
tional for the manpower's willingness to work with full dedica- 
tion, productive and efficient. 


Safety and loyalty wif merge if the manpower is ПЕРУ 
ced of the good intention апа Willingness of company's mana- 
gement in raising the living standard and provide working con- 
ditions which meet the conditions which meet the conditions. 
And so, direct inter-dependency will be established between 
productivity and manpower efficienty on one hand, and the 
level of welfare on the other side. 


‘Itis such an atmosphere thet we all desire as the Pancasila 
Industrial Relations, the single Industrial Relations that should 
be developed in our country. 


An effort was made of translating this idea into a program 
called " Pioneer Program for Stepping Up (Upgrading) Producti- 
vity of Female Labor Force through an Intagrated Weifare Ap- 


: proach”, known as "Program Rintisan Nakerwan" . 


2) CONCEPT 


This " Program Rintisan Nakerwan" is a test-program co-' 
vering various government agencies in an activity package of 
upgrading the welfare of female labor force working at various 


types of companies, in an integrated way to raise their produc- 
tivity. 
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3) PURPOSE AND OBJECTIVE 


a) Purpose of the Program 


The purpose of the "Program Rintisan Nakerwan" is to test 
the influence of an integrated welfare Improvement on the pro- 
ductivity of female labor force working in the companies 


b) Objective of the Program 


The objective of the " Program Rintisan Nakerwan" is the incre- 
ase in productivity of the female labor force, the welfare of 
the labor force and their family. 


4) AIM OF THE PROGRAM 


8) The aim of the " Program Rintisan Nakerwan" is mainly the 
female labor force working at companies assigned as compani- 
es participating in the program. 


Though its main is the female labor force, this test has 
no intention to discriminate the male work force. 


b) For 1982/1983, the " Program Rintisan Nakerwan” had been | 
conducted in 26 companies of the following Provinces : 


(3) South Sumatra 

(4) DKI Jaya 

(5) West Java 

(8) Central Java 

(7) Yogyakarta Special District 
(8) East Java 

(9) Bali 


10) North Sumatra 
(11) South. Sulawesi 


(12) East Kalimantan 


(1) North Sumatra 
(2) West Sumatra 


(13) South Kalimantan 
The list of the companies is attached. 


6) PROGRAM IMPLEMENTATION 


Program activities have been carried out by agencies 
which functionally has task relevancy, such as : 


a) Department of Industry 

b) Department of Manpower and Transmigration 
c) Department of Education and Culture 

d) Department of the Interior 

e) Department for Religious Affairs 


f) Deparment of Trade and Cooperatives 
g) National Coordinating Board for Family Planning 
h) Department of Health MEE 


and at the Central level coordinated by the Junior Minister for 
Women's Affairs and at the Regional Level by the Governor, 
Head of the Ist Level Administration and the Bupati/Mayor, Ilnd 
Level Administration. i 


6) TYPES OF PROGRAM ACTIVITIES 


The activities constitute a package of activities covering : 


a) Extension and Improving health service for the labor force 
and their family. 

b) Extension regarding the right and duty of a labor force and 
the enterpreneur according to the Labor Law. 

c) Extension and Development of proper standards of occupa- 
tional safety and health. 

d) Extension on the problem of nutrition and the development 
of feeding institutionally in its relation with work produc- 
tivity. | 


e) Providing and developing facilities where baby'children can 
be taken care of while the mother is at work (nursery). 

f) Family planning extension and service to workers. 

g) New style illiteracy eradication. 

h) Extension on Marriage Law and Family Welfare. 

i) Extension end development of labor cooperatives within the 
company's environment. 

j) Measuring the productivity level of the female labor force, 
prior to and after implementing the pioneer program. 


7) PREPARATORY ACTIVITIES 


Among the activities in preparing the implementation of this 
" Nakerwan" Pioneer Program can be mentioned : 


a) Meeting with the management of companies invited to 
Jakarta on 22 August 1982 to receive directives from the 
Junior Minister for Women's Affairs. 

b) Inter-agencies coordination meeting in Jakarta on 23 - 24 


August 1982, attended officials from the Central Level and 
1st level Regional Administration who participate in the im- 
plementation of the Pioneer Program "Nakerwan" dan 
management of companies who will be program partici- 
pants. This coordination meeting received guidance and 
was opened by the President. 


8) Directives for Program Implementation. 


The inter-agency meeting achieved a concensus in the 
form of Basic Guidance for Implementing the Pioneer Program 
on Improving Female Labor Force Productivity through an Inte- 
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grated Welfare Approach, called briefly the " Juklak Program 
Rintisan Nakerwan" . 


9) The Visit of the Cross Sectoral Supervisory Team for Pro- 
gram Implementation. 


The Ploneer Program on Improving Female Labor Force 


Productivity In 1982/1983 was conducted in 13 provinces co- 
vering 26 companies and they are generally of the medium size 


category. 
The types of companies participating in this pioneer program 
consisted of : 
— Cigerette — 4 units 
Biscuit — 4 units 
~ Plywood — 5 units 
— Electronics — A1 unit 
— Cold Storage — 1 unit 


FITS} I 


Textile/Weaving — 4units 
Matches = 1 unit 
Electricai bulbs — 1 unit 
Pressure Lamps — 1 unit 
Canned Fishery — 1 unit 
Rattan processing — 2 units 
Garments — 1 unit 


Within the scope of knowing the program implementation 


in the field in line with the program schedule, a supervisory 
visit was arranged by the Cross Sectoral Team to the provinces 
concerned. 


10) Evaluation Result of the Program Implementation. 


At the completion of the activities, a final mesurement and 


evaluation was made at the Central as well as Regional Level, 
with the following result : 


Of the 26 biggest companies in the 13 provinces, the lo- 


west work efficiency was 67,9396 for the Pre Intervention 
stage : while the lowest for the post intervention stage was 
84.4796 and the highest 99,6396. Nationally, the average 
efficiency for a work day was 91,7296 at the Pre Interven- 
tion stage and 92,0596 at the Post Intervention stage. So, 
there was an increese of 0.9396. 


. Data on stabilizing working efficiency showed for the Pre 


Intervention a low 63.6596 and a high 10096. The lowest 
for the Past Intervention stage was 67.4396 and a highest 
of 10096. Nationally, the working hour efficiency at the Pre 
Internation stage was 94.1696 and 98.804 for the Past 
Intervention stage, an increase of 2.6496. 


. Thelowest working hour effectivity for the Pre Intervention 


stage was 65.19% and the highest 94.90%. While for the 
Past intervention etage : lowest 60.5096 and highest 
93.9096. Nationally, there was an average effectivity of 
working hour : 81.1996 for the Pre Intervention stage and 
82.0496 for the past intervention, an increase of 0.8596. 


Calculating of working hour productivity at Pre Intervention 
stage showed a lowest of 40.5196 and highest 87.8396. 


The lowest for Past Intervention was 45.4796 and highest 
88.15% Nationally, an average working hour productivity 
of 70.1296 for the Pre and 73.5896 for the Post Interventi- 
on, an increase of 3.4696. 


. The result of work measuring work performance and pro- 


ductivity showed that of the 26 companies, 74 activities 
were observed. Some 45 activities showed an increase, 19 
showed a decrease and 3 with no changes, while 7 other 
activities had no Past Intervention records. ' 


In companies showing an increase, the intervention went 
smooth, the precedure and time according to schedule. 
Though this increase is not significant, yet, or still is at e 
standard/level of tendency to increase. 


Companies showing an decrease, the intervention was ge- 
neraily not smooth and delayed. But there were companies 
due to shortage of raw material or the drop in production 
caused by the recession end the increase in fuel prices. 


. The ebove conclusion cannot be regarded as soley the result 


of intervention, because its implementation is very short 
and usually it is difficult to observe a direct result though 
there were signs of an increase. Therefore, it is suggested 
to continue the test for another year in order for the result 
to be truly representing & much improved and directed inter- 
vention data. 
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IV 


PROMOTING THE WELFARE OF THE 
` FAMILY AND OF 
PRESCHOOL — AGE CHILDREN 


in the national development efforts the Indonesian human 
is awarded a prominent position, both as a pre-condition and 
a human resource, as well as the beneficiary of these efforts, 
who will ultimately enjoy the results of national development. 


As a human resource, the Indonesian man when appropria- 
tely developed and employed as an effective worker, will repre- 
sent a major asset for the development efforts in every sec- 
tor. Therefore the national development program is being car- 
ned out with a view to creating the allround indonesian and 
in establishing the Indonesian community. 


The build-up of the Indonesian human is a complex and 


comprehensively and continuously. 


The promotion of the welfare of the Indonesia family and 
of pre-school age children constitutes and integral part of the 
overal national development efforts, and has to be carried out 
in conjunction with the other efforts carried out by other deve- 
lopment components, including the BP7, the Ministry of Public 
Health, the Ministry of Religious Affairs, the Ministry of Educa- 
tion and Cultural Affairs, the BKKN (Family Planning Coordina- 
tion Board), the organization of the Minister of State for Youth 
and Sports, the National Headquarters of the Pramuka (Boy 
Scout) Movement, et al. The multi-dimensional nature of the 
Indonesian Man requires to be handied in a comprehensive, 


longrange job. Therefore it has to be taken in hand very early. ‘integrated and continuous manner. 


The Policy Principles for Pelita Ill 


in the GBHN (the General National Policy Guidelines) as 
expressed in the MPR Resolution No. IV/MPR/1978, relating 
to the role of women in the Development and Upbuilding of 
the Nation, it has been stated : 


a. The overall development efforts call for the participation 
of men as well as women to a maximum degree in all fields. 
Therefore the women must have the same rights, responsi- 
bilities and opportunities as men to have full share in all de- 
velopment activities. 


b. The women’s participation in the development efforts shall 
not prejudice her role in the promotion of family welfare 
in general, and of the younger generation in particular, in 
the efforts for the development of the aliround, sound 
Indonesian human. 


c. In order truely to give an appropriate role and responsibility 
to women in the national development efforts, the knowled- 
ge and skills of the women in various fields need building 
up in accordance with the requirements. 


The Office of the Minister of State on Women’s Participati- 
on as the agency in charge of coordinating the efforts for en- 
hancing the participation of the women as human resources 
for the development efforts, and ensure their increased parti- 
Cipation in various development sectors, has taken the initiative 


- for the Project for the Promotion of the Welfare of the Family 


and of the 'Balita' (Bawah Lima Tahun = Below Five Years’ 
age = pre-school age children) with the support of the UNICEF 
in the realization of the Letter of Understanding which is com- 
plementary to the Six major Operating Plans for the Basic Ser- 
vices Program for Indonesian Children, 1974 - 1984. 


Policy and Action 


Starting with the Pioneer Projects located at the Kampong Im- 
provements Projects in three municipalities — Cirebon, Sema- 
rang and Ujung Pandang — in 1982, in the last-year of Pelita 
lili the project was expanded to cover ten Provinces. 


The purpose of the Projects for the Promotion of the Welfare 
of the Family and the 'Belita' as spelled out in the Directives 
for the Realization of the Pilot Projects for the Promotion of 
Family and Balita Welfare 1983 — 1984 was to enhance the 
role of the mother and of other family members in as early as 
possible fostering the growth and overall development, in a 
comprehensive and integrated manner, covering the physical, 
mental (inteleect and mind), emotional and social aspects, of 
the children, which involves the development of the child to 
become allround and sound Indonesian Humans (Manusia 
Indonesia Seutuhnya) who truly conceive and apply the Pan- 
casila Principles. 


a. Identifying the Family and Balita Welfare Project 


The multi-facet natura of the efforts for developing the 
allround, sound Indonesian Human imposes a responsibility on 
the many ministerial department and non-ministerial agencies 
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to contribute to the efforts for the creation of the sound, all- 
round Indonesian Human. However, to avoid overlaps and du- 
plication, it will be necessary to explicitly define the objectives 
and identify the efforts. The Family and Balita Welfare Project 
of the Office of the State Minister for the Participation of 
Women, essentially serves as a triggering device to stimulate 
the institutionalizing and inculturation forceof a specific sociali- 
zation force. Hopefully this project will have a spread effect and 
repercussions, both via governmental as well as community ins- 
titutions. That what is being achieved by the Family and Balita 
Welfare Project has its specific characteristics which identify 
it, distinguishing it from the efforts being made by other ager - 
cies, these characteristics including : 


1) period specific characteristics, in the sense that its ultimate 
target belong to a specific age group, i.e. the children below 
the age of five years, an age which is critical in the shaping 
of human personalities. 


2 


— 


with regard to the efforts for achieving a well-balanced, har- 
monious and concordant development of the human cha- 
racter dimension, the Project for the Promotion of Family 
and Balita Welfare gives special attention to developing the 


mental-intellectual, emotional, social and moral (conscien- 
ce) dimensions in the context of the state ideology which 
is basically founded upon the Pancasila and the 1945 Cons- 
titution. 


3 


— 


In its social intervention in the development of the Balita 
group, the Project uses the mother, and in general the family 
as an entry point, and thus the Project constitutes an indi- 
rect (agent specific) social intervention. 


4 


^ 


The Project is tool specific, in the choice of its interaction 
media between the mother and/or other family members 
with the Balita group. As its tool it uses APE (Alat Perma- 
inan Educative = Educative Play Tools), including childrens 
tales, folk songs, which are expected to shape certain cha- 
racter traits which constitute an integral characteristic part 
of the sound, allround Indonesian human. So, retrieving tra- 
ditional toys, folk stories and folk songs from the Indonesian 
cultural heritage, which are hoped to create the desired im- 
pact, should be encouraged. 


b. A Scientific Philosophic Basis 


The objectives which are expected to be achieved through 
the Family and Balita Welfare Project are fundamentally being 
based on the following assumptions : 


1) a child's growth does not follow an even rhythm, the 
growth curve sometimes rising sharply, while at other times 
levelling off. 


2) the pre-school age period is one of critically decisive nature, 
the children's growth process then having a high tempo; 
in this period the process of personality formation goes very 
fast, when the children are receiving the proper stimulation, 
living in a learning environment which provides opportuniti- 
es for the children's growth to reach an optimal level; 


3 


— 


the conditions referred to in item 2) are closely linked with 
the development of the cortex, which can be defined as 
supragranular, granular or infragranular. This part of the 
human brain only experiences this growth process during 
that age period: 


4 


— 


the mother in particular, and the other family members in 
general are in a most decisive position to create a good lear- 
ning environment to ensure a pre-scholl age child's optimal 
development; 


5 


— 


the mother represents a close adhering object for the child, 
and can have a strong influence on a child's development, 
as the one satisfying a child's, as a model for its attitudes 
and behavior, as the principal shaper of a child's personality 
and as the generator of stimulants: 


6 


— 


therefore, the upgrading of a mother’s knowledge, skills 
and awareness, which is what the Project aims at, may en- 
sure that the mothers can participate more actively in the 
process of shaping the sound, allround Indonesian Human. 


c. The Formai Basis 


The Family and Balita Welfare Promotion Project essential- 
ly represents the implementation of the mandates imposed by 
the Pancasila Principles and the 1945 Constitution. 


1) The Constitution’s Preamble asserts that the Indonesian 
Government was founded inter alia to " promote general 
welfare” and "to develop the people's lives". The Project 
for the Promotion of Family and Balita Welfare forms a part 


of the Government's efforts for promoting general welfare 
and developing the people's lives. 


2) The Foundation for National Development referred to in the 
Basic Design for National Development in the GBHN 1978 
affirms that " ... essentially National Development consists 
of the development of the sound, allround Indonesian 
Human and of the Indonesian Society in general" . This for- 
mula gives direction to, and sets the long-term goals for 
the Project for the Promotion of Family and Balita Welfare. 


3 


— 


The basic Pelita III policies relating to the women’s Partici- 
pation in the build-up and development of the nation, which 
constitutes the formal basis for the Project for the Promoti- 
on of Family and Balita Welfare, has already been referred 
to in Section 2). 


The matters referred to hereabove explicitly indicate the 
formal basis of the Project for promoting the Family and Balita 
Welfare. 


d. The Institutionalization of the Project 


From the above expose one can conclude that in its legal- 
formal aspects and its scientific aspects the Project for the Pro- 
motion of Family and Balita Welfare has a sound foundation. 
Therefore the values contained in the Project needs institutio- 
nalization. The pattern of care developed it. the Project must 
achieve its institutionalization, i.e. the psychological condition 
in which that pattern of care can be accepted as a value system 
and a norm, and will thus be incorporated in routine attitudes 
and behavior. In these conditions the pattern of care no longer 
has to be supported by external stimulation, but will become 
part of routine attitudes and behavior. In other words, the mem- 
bers of the community will have internalized the pattern of care 
and its underlying value system completely. 


As we already explained earlier, the Office of the Minister 
Of State for the Participation of Women only functions as a 
trigger, through preparing the substance of the pattern of care 
and by training the instructors. At the next stage, this pattern 
of care must have been institutionalized within the community, 
through the participation of the various sectoral components, 
the provincial governments and the community's organiza- 
tions. 


For this we have to lay down a strategy for achieving such 
institutionalization. At certain stages we need activities which 
in essence represent the implementation of a so-called oil-spot 
strategy. By this strategy the Project for Promotion of Family 
and Balita Welfare shall take various steps for institution capa- 
city building, starting at the national level and proceeding down 
to the lower regional administration levels and to the general 
public. Even the diffusion to the provincial level shall be done 
in stages, in consideration of the control span of the central 
government. 


The various stages to be passed through are as follows : 


1) incorporation of the Project in the existing structure. 


At this early stage the Project shall be attended to by a Team 
of Personal sources and Technical Assistance for the Project 
for promotion of Family and Balita Welfare, which reports di- 
rectly to the Minister of State for the Participation of the 
Women. This Team constitutes a 'transplanted organ' of an 
ad hoc nature. Its main task is to prepare the material and to 
train the provincial instructors, besides assisting the earlier- 
mentioned Minister of State in the formulation of the national 
policy with regard to the patterns of care for the pre-school 
age children. Because of its 'trigger' function its existence IS 
of a temporary nature. At one time its functions have to be 
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absorbed by the existing structures. The first phase in the pro- 
cess of the transfer of skills preferably shall be from the Team 
to a unit within the organization of the Minister of State, and 
to the leading sector which shall take charge. The two latter 
units will eventually preserve the institutionalization of the Pro- 
jects. 


In addition a Work Group for the Promotion of Family and Balita 
Welfare will be set up to bridge over the technical and operati- 
onal functions. This Work Group will consist of representatives 
of the sectors which conceptually are relevent for the Proiect’s 
institutionalization. 


2) Diffusion to the Provinces and Sub-Provincial Units 


In the diffusion of the activities to the Provinces and sub- 
provisional territorial units, the following stages occur : 


a. Foundation laying (1 year) 

b. Dissemination (2 years) 

c. Supervised semi-autonomy (1 year) 
d. Full autonomy. 


Based on the experience obtained by the Pioneer Projects 
in the three locations referred to earlier, the program was fur- 
ther developed with the support of regional budget funds and 
the community funds. 


a) In West Sumatra Province, in the Desa Jambak, Kabupaten 
Koto Tengah, supported by community 
b) In the Semarang Municipality at five locations : 


— Krobokan 

— Tunurejo 

— Banyumanik 
— Bugangan, and 
Jatibarang : 


c) In the Cirebon Municipality at two locations : 
— Sunyaragi, and 
— Kalijaga. 

3) Pilot Projects 


After the evaluation of the Pioneer Projects on 7 through 9 
February, the Program for the Promotion of Family and Balita 
Welfare was futher extended to targets in ten Provinces. 


Outside those ten Provinces, at the request of the Chair- 
man of the Team for Promoting the PKK (Family Welfare Pro- 
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gram) in East Nusatenggara Province, that Province took posi- 
tive action to launch the Family and Balita Welfare Program 
in that East Nusatenggara Province supported by autonomous 
funds. 


Among the positive results of the Pilot Project for Family 
and Balita Welfare, the following may be mentioned : 


a) several members were appointed and trained for the Provin- 
cial Teams of Personal Sources and Technical Assistance 
for the Promotion of Family and Balita Welfare, ready to 
extend the Family and Balita Welfare Program within the indi- 
vidual Provinces at the Project locations and also at other 
locations within the Province with a view to the institutiona- 
lization of that Program. 


b 


— 


in several provinces (Lampung, South Sulawesi, East Java) 
training courses were organized for BKB SMS in March 
1984, other regions to follow later. 


— 


с) curriculum and training material for staff had been impro- 


ved. 


d) The material for the Promotion of Family and Balita Welfare 

have been incorporated in five booklets : 

|. The basis, conceptual foundations and implementation 
of the Program for the Promotion of Family and Balita 
Welfare (BKB). 

ll. Guidelines for the Program Implementation. 

Il. About the Role of the Mother, the Family and the Com- 
munity. 

IV. Raising the Pre-School Age Child. 

V. The use of Educational Playing Tools (Toys). 


4. Conclusion 


Thus our expose of the Family and Balita Welfare Promoti- 
on Project, as one of the travails of the New Order for National 
Development during Pelita Ill. Hopefully that what has been 
achieved by the Project will also be acceptable for and taken 
benefit of by the communities even outside the project locati- 
ons, either through the Government agencies or the communi- 
ty's organizations with a view to the creation of the allround, 
sound Indonesian Human and the development of the entire 
Indonesian society. 


Menteri Negara Urusan 
Peranan Wanita, Ny 
Lasiyah Soetanto SH 
dalam rekaman foto 
yang memancarkan 
profile wanita Indone- 


sia. Bawah : Menteri 
Negara Urusan Peran- 
an Wanita sedang ter- 
libat dalam berbagai 
kesibukan kaum wani- 
ta dan dengan Menteri 
tenaga kerja, Sudomo. 


Indonesian women's 
profile is reflected by 
the performance of 
Mrs Lasijah Soetanto, 
SH, as a State Minister 
for the Promotion of 
women's Role in 
Development. She and 
Minister of Manpower 
Sudomo are seen in 
interaction with 
women's groups. 


Dalam merumuskan setiap kebijaksanaan, Menteri Urusan Peranan 
Wanita, Ny Lasiyah Soetanto SH banyak menyerap input/masukan dari 
berbagai organisasi kewanitaan, seperti organisasi wanita wiraswasta 
atau karier. Masukan-masukan tersebut sangat besar artinya dalam me- 
netapkan suatu kebijaksanaan yang sesuai dengan tuntutan masyara- 
kat luas, terutama kaum wanita. Bahkan masalah tenaga kerjapun ter- 
masuk problema yang ikut dipecahkan oleh Menteri Urusan Peranan 
Wanita, selain oleh Menteri Tenaga Kerja. 


State Minister for the Promotion of the Role of women, Mrs Lasijah Soetanto, 
SH receives inputs from various women organizations, women entrepreneurs and 
careered women for their interests as a wife. Said inputs bear a strong significance 
for the formulation of policies conforming with women aspirations. Job oppor- 
tunities, especially those for women assigned to Arab Saudi, are not only a pro- 
blem of Manpower Minister but they also of the State Minister for the Role of 
Women, Mrs L Soetanto, SH. 
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Dalam usaha meningkatkan ketrampilan kaum wanita, tenaga-tenaga 
anli di bidang kewanitaan sering ditugaskan kelapangan untuk mem- 
bina kaum-kaum ibu di berbagai daerah. Sedangkan untuk mencari titik 
temu pendapat tentang kewanitaan, diskusi, tukar pendapat dan bahkan 
musyawarah selalu diadakan. Hal tersebut tidak hanya dimaksudkan 
untuk kepentingan kaum Ibu saja, tetapi sekaligus juga untuk kepen- 
tingan rumah tangga dan Generasi Penerus Bangsa Indonesia. 


Experts in the field of women are spreaded out in regions to improve women's 
Skills through discussions and deliberations. This programme is not only for 
women's interest but also for the benefit of household and the Indonesian 
younger generation. 
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Disamping sebagai ibu rumah tangga, wanita pun merupakan 
” Tonggak Negara” . Bahkan salah seorang ahli kemasyarakatan di 
PBB pernah menyatakan, bahwa yang paling tepat menduduki ja- 
batan urusan ekonomi dan pangan adalah wanita. Namun demikian, 
T bukan berarti tidak mampu memegang jabatan di bidang lain. Di 
NGANG 4 l | | Indonesia, kaum wanitanya telah aktif berperan di berbagai bidang 
oc PALE | | чац S pembangunan, bahkan sejak Pelita III jabatan Menteri pun sudah 

ir ' A ada yang diduduki oleh wanita. 
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A woman as the lady of the house constitutes a state pillar. One of the United 
Nations' sosiologists once stated that women were the right person to 
manage economic, monetary and food problems. This is, of course, only one 


side of the coin. In Indonesia, women have been prepared and trained in 
various skills in order to improve their capabilities and self-confidence. 
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Dalam usaha menghimpun input atau 
masukan-masukan dari masyarakat, Menteri 
Urusan Peranan Wanita tidak hanya menyerap 
dari organisasi-organisasi wanita dalam negeri 
saja, juga dari organisasi-organisasi wanita 
negara lain. Bahkan pada saat-saat tertentu, 
Menteri Urusan Peranan Wanitapun sering 
terlibat tukar fikiran dan pendapat dengan 
Menteri-Menteri lain dalam memecahkan 
masalah kewanitaan nasional. Seperti tampak 
dalam gambar, Menteri Urusan Peranan Wanita 
sedang menerima kunjungan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara, Dr Saleh 
Afiff. 


Inputs concerning the role of women in 
development are not only received from women 
organizations in Indonesia but also from foreign 
friendly countries. Their women programmes 
are not directly transfered to Indonesian women 
programmes but utilizied as a comparative 
study. Every nations belong to specific 
backgrounds of socio-culture and socio- 
economy which are different one another. For 
this purpose, Information exchange concerning 
women programmes among countries should 
be executed. Seen in this picture, the State 
Minister for the Efficient Utilization of State Ap- 
paratus, Dr Saleh Afiff, during a working visit. 
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Kegiatan Menteri UPW selalu disesuaikan dengan 
organisasi yang dihadapinya. Pada waktu tertentu, 
kadangkala Menteri UPW muncul di tengah tengah 
remaja putri yang sedang aktif dalam kegiatan ke 
pramukaan. Pada kesempatan seperti itu, disamping 
memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nase 
hat, Menteri UPW pun menerima input atau masuk 
an-masukan dari para remaja tersebut. 


The activities of the State Minister for women Af- 
fairs, Mrs L Soetanto, in meeting women's organisa- 
tions are flexible. When she appeared among 
girlguides she always gives them necessary 
guidances and hopes that they will provide her with 
some inputs. Some proposals are received directly 
by the Minister. In giving guidances she always talks 
humorously, іп a woman-to-woman. 
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Untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pendapatan kaum wanita, berbagai pro 
gram telah diperkenalkan Pemerintah kepada kaum ibu di pedesaan. Bahkan untuk melihat per 


kembangannya, Menteri UPW Ny Lasiyah Sutanto tak segan-segan turun ke daerah-daerah. 
Dari masalah menu masak sehari-hari sampai kepada masalah kebersihan dan pembuatan kue. 


tidak luput dari perhatian Menteri 


Minister Soetanto touring rural areas to intensify direct cont 


the people, talking about domestic chores. 


act with 


{ 


"Kesehatan itu bukan mutlak berada di rumah-rumah gedung saja, te- 
tapi di rumah sederhana sekalipun bisa diciptakan asal mau menjaga 
kebersihan”, demikian antara lain petunjuk Menteri UPW kepada kaum 
Ibu. Disamping itu, Menteri juga tidak lupa mengingatkan, agar kaum 
Ibu selalu berusaha meningkatkan IO anak-anaknya sejak masih kecil. 


Health is not the monopolistic right of luxurious houses but also of the 
simple houses. " The most important effort is to keep the environment 
sanitation", said the Minister to women. She also advices them in order 
to built up children's intelligence as early as possible. 


Industri kerajinan yang b 


anyak dikelola kaum ibu-ibu ternyata 
hasilnya mampu menem 


bus pasaran internasional. Terutama 
anyaman-anyaman. Menteri UPW Ny L Soetanto SH terus 


memperhatikan dan mengikuti perkembangan industri kecil 
Ini. 


Handicraft industry by women proves to be worth of international 
marketing f oto shows Minis ter Soetanto observing small scale in- 


dustry of that kind during an official visit 


Mengatur dan menanggulangi masalah perekonomian rumah tangga 
tampaknya memang ringan. Tetapi bila ditelaah sedemikian rupa, ma- 
salah tersebut sebetulnya cukup berat dan untuk mengatasinya diper- 
lukan ketrampilan seorang ibu rumah tangga (kaum wanita). Untuk men- 
dapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai ketrampilan tersebut, tentu- 
nya tidak hanya melalui pendidikan formal saja. Kadangkala pendidik- 
an informalpun turut memegang peranan besar dalam hal ini. 


Skilled women are able to pro- 
duce creations which will in- 
crease their household incomes. 
These efforts can be reached if 
women have acguired some 
skills in accordance with their 
conditions. The skill and know- 
how are not only obtained from 
formal education but also from 
informal trainings which 
sometimes hold a big role; 
among others, how to improve 
housing sanitation by the supp- 
ly of fresh water to drink. 
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Untuk lebih mengaktifkan peranan wanita tani dalam pembangunan, 
diterapkan sebuah proyek peningkatan Peranan Wanita Tani yang kini 
berkembang pesat dan banyak mengundang minat kaum ibu-ibu pedesa- 
an. Rangkaian foto menunjukkan aktivitas wanita tani dari perkebunan, 
peternakan sampai kepada perikanan. 


l 


A project has been undertaken to promote the role women farmers in 
development. It has attracted a widespread interest among women in 
rural areas. Photoes show various activities of women in agriculture, 
plantation, cattle breeding and fishery. 
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Tak adajalan buntu bagi orang- 


orang cacat untuk menjadi se- 


orang cendekiawan dalam pem- 


bangunan bangsa. Mereka da- 


pat disalurkan di berbagai bi- 


dang pendidikan dan kejuruan, 
sesuai dengan bakatnya. 


Being handicapped is not a han 
dicap to participate in the na- 
tional development. Handicap 
ped people have been trained in 
various vocational skills to make 
a living as well as to support 
development. 


Presiden dan Ibu Tien Soeharto 
dalam aktifitasnya sebagai Kepala 
Negara dan Ibu Negara, juga sering 
meluangkan waktu untuk turut me- 
resmikan penggunaan gedung yang 
telah selesai dibangun, baik dalam 
Pelita |, Pelita II maupun Pelita III. Se- 
perti tampak dalam gambar, Ibu Tien 
Soeharto sedang menggunting pita 
tanda diresmikannya penggunaan 
gedung wanita di Jawa Tengah. 


Soeharto and First Lady 


| Soeharto in official 


Dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional, wanita 
Indonesia harus mampu memecahkan segala persoalan yang di- 
hadapinya, baik yang menyangkut peranannya sebagai seorang 
isteri maupun secara individu. Untuk itu, kaum wanita harus se- 
lalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya di berba- 
gai bidang. Bahkan setiap menghadiri acara-acara resmi yang 
diadakan kaum wanita, Presiden dan Ibu Tien Soeharto selalu 
mengingatkan, bahwa peranan kaum wanita dalam mensukses- 
kan pembangunan sangat dibutuhkan. Dalam rekaman gambar 
pada halaman ini, tampak Kepala Negara, Ibu Tien Soeharto, Ny 
Nelly Adam Malik dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang 
menghadiri “ Musyawarah Nasional Peranan Kaum Wanita dalam 
Pembangunan”. 


Women in development should not recede to the background. Women 
must be active in development activities, as wives as well as being in- 
dividuals. President Soeharto has repeatedly emphasized the importance 
of women's role in development. Photoes show President Soeharto, 
Madame Soeharto, Mrs Nelly Adam Malik, and Sri Sultan Hamengku- 
buwono IX during an official occasion. 


Rekaman foto ketika Meneg Minister Soetanto inaugurating use of fresh waster project. 
meresmikan proyek air bersih. 


Urusan Peranan Wanita, Ny L Soetanto 


Dalam kunjungan kerjanya ke Irja, Menteri Ny L Soetanto 
SH disambut meriah masyarakat setempat. Mereka mem- 
butuhkan petunjuk-petunjuk Menteri dalam usaha men- 
sukseskan pembangunan di berbagai sektor. 


During a visit to Irian Jaya Province, Minister Soetan 
to was warmiy welcome by the people. They are in 
deed in need of development on all sectors. 


we 


Olahraga itu sehat. Tak mengenal usia, jenis dan tempat. Dimanapun 
dan kapanpun olahraga jalan kaki bisa dilakukan. Dalam gambar tam- 
pak Meneg UPW Ny L Soetanto SH dan Gubernur DKI Tjokropranolo 
(waktu itu) ikut memeriahkan olahraga jantung sehat dalam rangka 
Hari Ibu '81 di Jakarta. 


Sports is healthy, regardless of age. Photo shows Minister of State for the Promo- 
tion of the Role of Women Mrs L Soetanto and Tjokropranolo, then Governor of Jakar- 


ta, campaigning for “healthy heart” sports during the commemoration of Mothers 
Day 1981, in Jakarta. 


PERTIMBANGAN AGUNG 


DEWAN 


PENDAHULUAN 


KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN 
PERTIMBANGAN AGUNG 


INTRODUCTION 


STATUS AND FUNCTIONING OF SUPREME ADVISORY 
COUNCIL 


I. PENDAHULUAN 


Dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia se- 
bagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA) merupakan lembaga di antara lembaga-lembaga 
negara lainnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA) dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA). Sebagai penyelenggara 
negara, Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk ber- 
sama-sama mencapai tujuan negara. DPA sebagai salah satu 
Lembaga Tinggi Negara merupakan Badan Penasehat 
Presiden/Pemerintah. 


Kedudukan, tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 pasal 16 yang berbunyi : (1) Susunan 
Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang- 
undang, (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas 
pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada 
Pemerintah. DPA merupakan sebuah Council of State yang ber 
kewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada 
Pemerintah. Mengenai tugas DPA lebih ditegaskan lagi oleh 
Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dan Undang-undang No. 4 
tahun 1978, tentang perubahan dan penyempurnaan UU No. 
3 tahun 1967 yaitu : 


(1). Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi 
jawab atas pertanyaan Presiden. 

(2). Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul 
dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. 


Adapun mengenai ruang lingkup tugas DPA, Undang- 
undang No. 4 tahun 1978 dalam penjelasan pasal 2 menetap- 
kan bahwa : 

Dewan Pertimbangan Agung memberikan pertimbangan atau 
nasehat serta mengajukan usul, mengenai masalah-masalah 
kenegaraan dan kemasyarakatan terutama masalah-masalah 
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nasional kepada Presiden, baik atas permintaan Presiden 
maupun atas inisiatif sendiri. 


Dalam pada itu UU No. 3 tahun 1967 dalam penjelasannya 
menyebutkan bahwa susunan keanggotaan DPA meliputi 
Unsur-unsur dari seluruh kehidupan masyarakat, dan titik 
beratnya terletak pada kebijaksanaan dan pengalaman 
anggotanya. Dengan demikian, maka anggota-anggota DPA 
terdiri dari tokoh-tokoh ahli pada bidang-bidang kenegaraan, 
politik, kemasyarakatan dan kekaryaan. 


Dari uraian mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan 
tugas DPA serta komposisi keanggotaannya, dapat diartikan 
bahwa sesungguhnya landasan konstitusional telah 
memberikan fungsi dan peranan yang sangat penting kepada 
DPA dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal 
ini memungkinkan DPA untuk dapat menunaikan embanan 
(тіѕі)пуа, yaitu membantu mensukseskan tugas Presiden/ 
Mandataris MPR dalam menyelenggarakan pemerintahan 
negara, serta melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara 
dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya demi terwujudnya cita- 
Cita bangsa dan negara Republik Indonesia. 


Dalam masa Pemerintahan Orde Baru telah 4 kali dibentuk 
Dewan Pertimbangan Agung yang masa jabatannya sesuai 
dengan masa Jabatan Presiden, yaitu : (a) DPA periode 
1968-1973, (b) DPA periode 1973-1978, (c) DPA periode 
1978-1983, (d) DPA periode 1983-1988. 


Sebagai badan penasehat DPA senantiasa berusaha 
menunaikan tugas konstitusionalnya dengan sebaik-baiknya, 
sesuai tuntutan permasalahan yang dihadapi dalam setiap 
periode. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Dewan 
Pertimbangan Agung senantiasa bertautan (relevan) dengan 


berbagai persoalan yang dihadapi oleh Presiden selaku 
Mandataris MPR. Sejalan dengan itu perhatian Dewan juga 
disesuaikan dengan pembidangan yang tercantum dalam Garis 
garis Besar Haluan Negara, yaitu meliputi aspek-aspek 
kehidupan masyarakat yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik 
dan pertahanan keamanan. 


Dalam pelaksanaan tugasnya DPA periode 1983-1988 
berusaha bekerja secara konsepsional strategis, dengan 
program kerja yang sejauh mungkin disesuaikan dengan irama 
atau tahap-tahap pelaksanaan operasional kegiatan 
Pemerintah. Konsep strategis pelaksanaan tugas DPA untuk 
kurun waktu 1983-1988 meliputi pentahapan sebagai berikut : 
a. Tahap pertimbangan mengenai gambaran atau pokok - 

pokok pikiran tentang Pelita IV yang dihubungkan de 
ngan Pelita V dan Pelita VI. 

b. Tahap pertimbangan dalam rangka membantu 
Presiden/Mandataris MPR menyusun Repelita IV, 

c. Tahap pertimbangan, membantu Presiden/Mandataris 
dalam menyusun program tahunan pelaksanaan 
Repelita IV dalam bentuk APBN, 

d. Tahap pertimbangan yang dihubungkan dengan 
pelaksanaan program-program tahunan. 

e. Tahap pertimbangan mengenai pelaksanaan Tap-tap 
MPR lainnya yang disesuaikan dengan waktu-waktu 
penanganannya oleh Pemerintah, dan 

f. Tahap pertimbangan yang bersifat insidental, yaitu 
mengenai masalah-masalah yang timbul, baik dalam 
rangka pelaksanaan program-program Pemerintah 
maupun masalah-masalah lain yang timbul di dalam 
negeri secara berdiri sendiri, baik yang ada kaitannya 
dengan dan/atau dipengaruhi oleh perkembangan- 


perkembangan regional dan internasional maupun 
tidak. 
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KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS 
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 


A. KEDUDUKAN DPA 


Dalam rangka pelaksanaan pasal 16 UUD 1945,oleh 
Pemerintah Orde Baru telah dibentuk UU nomor 3 tahun 1967 
tentang DPA, yang kemudian dirubah dan disempurnakan 
dengan UU nomor 4 tahun 1978. Sesuai dengan peranan DPA 
sebagai Badan Penasehat Presiden atau Badan Pertimbangan 
Pemerintah Pusat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, 
maka DPA berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah 
Pusat. Disamping itu dalam pelaksanaan tugasnya, DPA 
mempunyai kedudukan yang otonom, artinya tidak tergantung 
pada Presiden, DPR serta kekuatan-kekuatan sosial dalam 
masyarakat. Demikian pula Pimpinan dipilih dari dan oleh 
anggota DPA itu sendiri. 


1. Keanggotaan 


DPA bukan merupakan suatu lembaga perwakilan seperti 
halnya MPR dan DPR. Oleh karenanya susunan keanggotaan 
Dewan tidak mengutamakan pencerminan kekuatan-kekuatan 
sosial politik, melainkan mencerminkan unsur-unsur dari 
seluruh kehidupan masyarakat dengan bertitik berat pada 
kebijaksanaan dan pengalaman para anggotanya. Susunan 
keanggotaan Dewan terdiri atas tokoh-tokoh politik, karya 
daerah, dan tokoh-tokoh nasional. Dengan demikian anggota- 
anggota DPA, dipandang sebagai tokoh-tokoh ahli di bidang 
kenegaraan, politik, kemasyarakatan dan kekaryaan. 
Sedangkan jumlahnya ditentukan sebanyak-banyaknya 
45 orang termasuk Pimpinan DPA. 


Untuk menjadi anggota DPA harus memenuhi syarat-syarat 
yang telah ditentukan. Di samping itu keanggotaan DPA tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, 
Menteri, Jaksa Agung, Ketua/Hakim Mahkamah Agung, Ketua/ 
Anggota BEPEKA, Anggota DPR, Pimpinan MPR dan Jabatari- 
jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota DPA 
dilakukan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden, setelah 
terlebih dulu mendengar serta memperhatikan pertimbangan 
dan sarari-saran Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan 
Partai-partai Politik, Pimpinan Organisasi Karya dan atau 
Pimpinan Organisasi yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar 
penyusunan keanggotaan Dewan dapat dilakukan dengan 
seksama, sehingga dapat diwujudkan suatu susunan yang 
meliputi berbagai unsur kehidupan masyarakat dengan titik 
berat pada kebijaksanaan dan pengalaman. 


Para anggota DPA yang telah diangkat, sebelum 
memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji di 
hadapan Ketua Mahkamah Agung menurut agamanya masing- 
masing. Dan sesuai dengan tugasnya memberikan 
pertimbangan kepada Presiden, maka masa jabatan anggota 
Dewan disesuaikan dengan masa jabatan Presiden yaitu 
5 tahun. Oleh karena itu masa jabatan anggota DPA berakhir 
bersamaan dengan masa jabatan Presiden. 


2. Pimpinan dan Badan-badan Kelengkapan 


Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan 
sebaik-baiknya, Dewan di samping mempunyai Pimpinan juga 
mempunyai badan-badan kelengkapan yaitu Badan Pekerja, 
Komisi-komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Ad Hoc, 
Panitia Perumus dan Sekretariat Jenderal. 
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a. Pimpinan 


Pimpinan DPA terdiri atas seorang Ketua dan beberapa 
orang Wakil Ketua dan merupakan kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolektif. Ketua dan Wakil-wakil Ketua diangkat oleh 
Presiden atas usul Dewan yang dipilih dari dan oleh anggota- 
anggota Dewan sendiri. Ketua DPA dapat menghadiri sidang- 
sidang Kabinet Paripurna yang membahas berbagai masalah 
yang dihadapi Negara, juga soal-soal penentuan kebijaksanaan 
umum Pemerintah dan kelancaran penyelenggaraan pemerin- 
tahan negara. 


Meskipun ruang lingkup tugas DPA berada di luar kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan,namun Pimpinan Dewan dapat 
mengikuti dari dekat dan secara kontinyu terhadap kebijaksana- 
an yang dijalankan oleh Presiden/Pemerintah. Di samping itu 
Pimpinan DPA juga penting peranannya dalam mengarahkan 
Dewan untuk menduduki posisi dan menjalankan tugasnya 
sesuai dengan konstitusi, sehingga Badan Penasehat ini benar- 
benar berarti dalam kehidupan kenegaraan. 


b. Badan Pekerja 


Badan Pekerja adalah merupakan badan kelengkapan 
Dewan yang bersifat tetap dan mempunyai peranan utama 
dalam masa antar Sidang. Pimpinan Dewan menjadi Pimpinan 
Badan Pekerja, demikian juga Sekretaris Jenderal DPA sebagai 
Sekretaris Badan Pekerja. Tugas Badan Pekerja adalah 
menetapkan program kerja Dewan, masa sidang, tema dan 
acara sidang, serta naskah-naskah bahan sidang. Dalam 
melaksanakan tugasnya Badan Pekerja senantiasa mengikuti 
perkembangan masalah-masalah kenegaraan dan 
kemasyarakatan serta kebijaksanaan Presiden/Pemerintah di 
segala bidang. 


c. Komisi-komisi 


DPA mempunyai beberapa Komisi yang bersifat tetap dan 
susunan keanggotaan Komisi disesuaikan dengan jumlah 
anggota Dewan yang dibagi secara berimbang dan setiap 
Anggota Dewan Wajib menjadi anggota salah satu Komisi. 
Pembagian itu pada dasarnya merupakan cara kerja untuk 
mempermudah Dewan dalam mengikuti perkembangan dan 
mengadakan penelitian terhadap masalah-masalah diberbagai 
bidang. 


Menurut Peraturan Tata Tertib DPA periode 1983-1988, 
Dewan mempunyai 4 (empat) Komisi yaitu : Komisi Politik, 
Komisi Ekonomi, Keuangan dan Industri, Komisi Kesejahteraan 
Rakyat, Komisi Pertahanan Keamanan. Selain melakukan tugas 
atas keputusan Dewan, Komisi berkewajiban secara kontinyu 
mengikuti perkembangan-perkembangan dan mengadakan 
penelitian masalah yang menyangkut bidangnya masing- 
masing. 


d. Badan Urusan Rumah Tangga 


Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dibentuk oleh Sidang 
dan mulai menjalankan tugas dan kewajibannya segera setelah 
dibentuk. Tugas BURT adalah : memberi saran kepada 
Pimpinan DPA tentang kebijaksanaan dan garis-garis umum 
yang menyangkut tata kerja/organisasi DPA, memeriksa 
rancangan anggaran belanja DPA, mengawasi penggunaan 
anggaran belanja DPA, menetapkan garis kebijaksanaan 
penyelenggaraan kesejahteraan anggota dan pegawai 
Sekretariat Jenderal DPA, dan mengikuti pelaksanaan 
peraturan-peraturan tentang kedudukan keuangan Ketua, 
Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan. 


e. Panitia Ad Hoc, Panitia Perumus dan Panitia lainnya 


Selain Badan Pekerja, Komisi dan BURT yang merupakan 
badan-badan kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, maka 
Pimpinan Dewan atas saran Badan Pekerja atau Sidang dapat 
membentuk suatu Panitia Ad Hoc untuk melakukan penelitian 
. terhadap suatu masalah atau tugas-tugas khusus lainnya. 


Tiap-tiap pembentukan Panitia Ad Hoc disertai dengan 
ketentuan tentang tugas kewajiban dan waktu penyelesaian- 
nya. Hasil pekerjaannya digunakan untuk kepentingan tugas 
Dewan. Panitia Ad Hoc dibubarkan setelah tugasnya dianggap 
selesai. 


Dewan dapat juga membentuk Panitia Perumus yang ber- 
tugas merumuskan pokok-pokok pikiran tentang sesuatu 
masalah yang dikemukakan oleh anggota dalam suatu sidang 
ataupun rapat Badan Pekerja. Sedangkan tugas-tugas tertentu 
di luar Panitia Ad Hoc dan Panitia Perumus dapat dilaksanakan 
oleh Panitia-panitia lain yang dibentuk menurut keperluan. 


f. Sekretariat Jenderal 


Badan kelengkapan lainnya yang bersifat tetap ialah 
Sekretariat Jenderal yang berkewajiban melaksanakan urusan 
administrasi, persidangan dan kerumahtanggaan Dewan. 


Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Jenderal yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPA atas 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sekretaris Jenderal ini 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 


Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan 


Pertimbangan Agung terdiri : 


— Biro Permusyawaratan, bertugas menyelenggarakan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan 
persidangan dan rapat-rapat. 

— Biro Penelitian,bertugas melakukan penelitian 
mengenai semua masalah kenegaraan dan ke- 
masyarakatan yang penting serta menyajikan bahan- 
bahan yang diperlukan oleh sidang/rapat dan Pimpinan 
DPA, 

— Biro Tata Usaha, bertugas menyelenggarakan segala 
pekerjaan ketatausahaan/administrasi Lembaga dan 
Sekretariat Jenderal DPA. 


Sekretariat Jenderal juga dilengkapi dengan Staf Ahli 
Pimpinan DPA yang tugasnya membantu dan memberikan 
informasi/bahan mengenai berbagai masalah yang diperlukan 
bagi kelancaran tugas-tugas Pimpinan dan Sekretariat Jenderal 
DPA. 


B. PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 


Tugas konstitusional DPA adalah memberi jawab atas 
pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada 
Pemerintah. Untuk dapat menunaikan tugasnya yaitu memberi 
nasehat kepada Presiden, maka Dewan dalam membantu 
Presiden mempunyai kedudukan yang otonom tidak tergantung 
pada Presiden dan DPR ataupun kekuatan-kekuatan sosial 
dalam masyarakat. Dengan demikian DPA dapat memberikan 
pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pendiriannya sendiri, 
namun tidak terlepas dari tanggungjawab terhadap masyarakat 
dan negara. 


DPA dapat memberikan pertimbangan/nasehat/usul 
kepada Presiden/Pemerintah mengenai masalah-masalah yang 
bersifat nasional. Dengan adanya nasehat dari DPA dan 
Pengawasan dari DPR Presiden/Pemerintah dalam menjalankan 
kebijaksanaan sesuai ketetapan Wakil-wakil rakyat di MPR 
diharapkan dapat menjamin terwujudnya cita-cita rakyat yang 
hendak dicapai yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. 


1. Penyusunan dan Penyampaian Pertimbangan 


Apabila ada masalah yang dianggap perlu untuk dijadikan 
bahan pertimbangan,maka oleh Komisi yang bersangkutan 
ataupun oleh Anggota Dewan diajukan kepada Badan Pekerja 
guna dijadikan acara Sidang Dewan. 


Dalam mengajukan pertimbangan mengenai sesuatu 
masalah, Dewan berusaha memberikan cara pemecahannya 
sebagai sumbangsih pikiran untuk dijadikan bahan bagi unsur- 
Unsur kebijaksanaan Pemerintah yang sedang dilaksanakan. 
Dewan juga berusaha melihat dan menelaah berbagai masalah 
seobyektif mungkin. 


Pertimbangan DPA kepada Presiden/Pemerintah diberikan 
atas permintaan Presiden ataupun atas inisiatif Dewan sendiri 
yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Dengan 
demikian diminta atau tidak diminta, Dewan wajib dan dapat 
memberikan pertimbangari kepada Presiden berupa nasehat 
atau usul mengenai masalah-masalah nasional. Dalam 
prakteknya DPA lebih banyak memberikan pertimbangan atas 
inisiatif sendiri dibandingkan dengan jawaban atas pertanyaan 
Presiden. 


Jumlah pertimbangan DPA yang telah disampaikan kepada 
Presiden dalam masa Orde Baru ini meliputi berbagai masalah 
di-bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, politik dalam dan luar 
negeri serta bidang pertahanan keamanan. Dari pertimbangan- 
pertimbangan tadi ternyata mendapat tanggapan positif dari 
Presiden, sebagaimana yang tercermin dalam pidato-pidato 
kenegaraan Presiden setiap tangggal 16 Agustus. 


Adapun pertimbangan DPA yang diajukan itu dikualifikasi- 
kan oleh Presiden dalam 3 kategori, yaitu : 

a.’ Apabila isi pertimbangan Dewan sama dengan garis 
kebijaksanaan Presiden, maka pertimbangan itu men- 
dukung dan memperkuat kebijaksanaan Presiden, 

b. Apabila dalam pertimbangan Dewan itu terdapat 
pandangan yang berbeda, maka oleh Presiden 
pertimbangan dijadikan bahan untuk 
" check and recheck" dalam pelaksanaan kebijaksana- 
an yang dijalankan Pemerintah. Dengan demikian jika 
terdapat kekurangan dalam kebijaksanaan Pemerintah, 
pertimbangan itu dapat mengisinya, 

c. Apabila isi pertimbangan Dewan memuat hal-hal yang 
baru sama sekali, maka pertimbangan itu merupakan 
bahan untuk dibahas atau didalami oleh Presiden/ 
Pemerintah. 


Secara umum pertimbangan, nasehat atau usul DPA di- 
rasakan manfaatnya oleh Presiden/Pemerintah, sehingga lebih 
memantapkan arti fungsi dan peranan Dewan dalam membantu 
mensukseskan pelaksanaan tugas Presiden. Pertimbangan 
yang diajukan oleh DPA kepada Presiden selama Pelita | sampai 
dengan Pelita III sebanyak 98 buah, dengan perincian sebagai 
mana terlihat dalam tabel dilampiran belakang. 


2. Persidangan dan Rapat-rapat 


Persidangan dan rapat-rapat DPA diatur secara terperinci 
dalam Peraturan Tata Tertib Dewan. Yang dimaksud dengan 
Sidang ialah Rapat Paripurna DPA. Sedangkan Rapat ialah per- 
temuan resmi yang diadakan oleh Badan-Badan Kelengkapan 
Dewan atau panitia-panitia yang dibentuk oleh DPA. Sidang 
dan Rapat Dewan adalah tertutup dan pembicaraan-pem- 
bicaraannya bersifat rahasia, keculai jika Dewan menentukan 
lain. Sidang dan rapat yang diadakan oleh Dewan didasarkan 
pada prinsip musyawarah untuk mufakat. 
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Sidang merupakan kekuasaan tertinggi dalam DPA yang 
diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan di 
tempat kedudukan Dewan. Dikatakan mempunyai kekuasaan 
tertinggi, karena mempunyai kewenangan untuk menentukan 
keputusan terakhir tentang masalah-masalah yang sebelumnya 
telah dirumuskan atau ditentukan dalam rapat-rapat tingkat 
Badan Kelengkapan Dewan dan Panitia-panitia lainnya. 


Sidang, adalah suatu forum untuk membicarakan berbagai 
persoalan secara luas dimana para anggora Dewan dapat 
menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai pokok 
persoalan yang dibahas oleh Dewan. Sidang berakhir dengan 
menghasilkan pokok-pokok pikiran Dewan yang disusun oleh 


Panitia Perumus dan setelah disahkan oleh Sidang akan dijadi- 
kan dasar oleh Badan Pekerja untuk menyusun rancangan 
pertimbangan Dewan kepada Presiden. 


Pimpinan Dewan dapat mengundang Menteri, Pimpinan 
Lembaga Negara, Pimpinan Organisasi politik/karya dan 


. Organisasi-organisasi lainnya atau perorangan untuk menghadiri 


Sidang Dewan guna memberikan penjelasan yang diperlukan 
oleh Dewan. 


Demikian cara kerja Dewan Pertimbangan Agung dalam 
menunaikan fungsinya sebagai badan penasehat yang berdiri 
di luar kegiatan penyelenggaraan Pemerintah demi kelancaran 
pelaksanaan tugas Presiden/Pemerintah. 


Lampiran. 
DAFTAR PERTIMBANGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 


YANG DISAMPAIKAN 


KEPADA PRESIDEN RI 


TAHUN 1969 — 1984 
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NO.URUT TANGGAL NO. PERTIMBANGAN 


TENTANG 


me——— TEE A 
_ ir 


1. 14 Mei 1969 17/54/11/1969 
2. 27 Меі 1969 18/54/1/1969 
3. 6 Agustus 1969 19/Sd/I11/1969 
4 22 Agustus 1969 20/Sd/IV/1969 
5. 23 Oktober 1969 21/Sd/V/1969 
6. 1 Nopember 1969 22/Sd/V/1969 
7. 7 Pebruari 1970 24/50/1/1970 
8 17 Juni 1970 25/Sd/111/1970 
(257/A/DPA/1970) 
9. 26 Juni 1970 26/Sd/1/1970 
10. 11 Januari 1971 27/A/DPA/1971 
11. 16 Pebruari 1971 28/Sd/l/1971 
12. 25 Pebruari 1971 29/Sd//1971 
13. 25 Mei 1971 30/Sd/ll/1971 
14. 29 Juni 1971 31/Sd/ll/1971 
15. 16 Oktober 1971 32/Sd/IV/1971 
16. 10 Januari 1972 33/59/11/1971 
17. 31 Juli 1972 34/Sd/ll/1972 
18. 26 Agustus 1972 35/Sd/IV/1972 
19. 2 Desember 1972 36/Sd/V/1972 
20. 19 Pebruari 1973 37/Sd/ll/1973 
21. 20 Pebruari 1973 38/Sd/ll/1973 
22 23 Pebruari 1973 39/Sd/l/1973 
23. 24 Pebruari 1973 40/Sd/l/1973 
24 5 Maret 1973 41/Sd/ll/1973 
25 21 Juli 1973 42/BP/DPA/1973 
26 23 Nopember 1973 04/Pert/II/DPA/73 
27. 26 Januari 1974 O5/Pert/I/DPA/74 
28 21 Pebruari 1974 06/Pert/I/DPA/74 
29. 23 Pebruari 1974 07/Pert/l/DPA/74 
30. 16 April 1974 08/Pert/I/DPA/74 
31. 30 Mei 1974 O9/Pert//DPA/74 
32. 28 September 1974 10/Pert/IV/DPA/74 
33. 7 Pebruari 1975 11/0РАЛ/1975 
34 7 Maret 1975 12'0РАЛ/1975 
35 29 Маге! 1975 13/DPA/I/1975 
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Pemecatan Tenaga Kerja pada Perusahaan 
Asing. 

Ketertiban dan Penertiban Hukum. 
Penyudahan masalah tahanan G-30-S/PKI dan 
penanggulangan Subversi umum. 

Pengaruh kenaikan harga Bensin. 

Masalah Pemilihan Umum 

Penyelenggaraan Urusan Haji tahun 1969/1970. 
Pelaksanaan Pemilihan Umum. 

Masalah Asia Tenggara. 


Masalah Kenakalan Anak-anak dan Pemuda. 
Masalah Persiapan Pemilihan Umum. 

Nota Keuangan dan RAPBN 1971/1972. 
Keprofessionalan di Bidang Olah Raga. 
Soal-soal dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. 
Masalah Mapenas. 

Status Anggota MPRS dalam masa peralihan 
Masalah Pimpinan MPR. 


Masalah Sosial Ekonomi. 

Masalah Otonomi Daerah. 

Pola Pembangunan yang sebaiknya bagi 
Indonesia. 

Masalah kehidupan Demokrasi Pancasila. 
Masalah Kedudukan Hakim dan pembinaan 
Hukum Nasional. 

Pelaksanaan Politik Luar Negeri bebas aktif. 
Persiapan-persiapan guna menghadapi 
kemungkinan normalisasi hubungan antara 
RI dan RRC. 

Masalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan. 
Masalah Pengadaan Pangan. 

Koperasi dalam Perekonomian Desa. 
Masalah Komunikasi Dua Arah. 

Masalah Modal Asing. 

Masalah Kemewahan. 

Pandangan dan saran mengenai Repelita II. 
Mengenai masalah Otonomi Daerah. 
Masalah Kepartaian. Kekaryaan dan 
Keormasan. 

Pemanfaatan dan Pendayagunaan Sumber- 
Sumber Kekayaan alam Indonesia. 
Menjelang Tridasawarsa Indonesia Merdeka. 
Pembangunan/Pembinaan HukumNasional. 


61. 
62. 


21 Mei 1975 

6 Juni 1975 

21 Juni 1975 

15 Juli 1975 

29 Agustus 1975 
21 Oktober 1975 
19 Pebruari 1976 
6 Maret 1976 

22 April 1976 

2 Juni 1976 

28 Juli 1976 

30 Juli 1976 

21 Desember 1976 
3 Januari 1977 
12 Januari 1977 


23 Pebruari 1977 
15 Maret 1977 


7 April 1977 
12 September 1977 


24 Oktober 1977 
6 Pebruari 1978 


21 Maret 1978 
18 Pebruari 1978 


31 Oktober 1978 
7 Desember 1978 


15 Pebruari 1979 
26 Maret 1979 


24 April 1979 


28 April 1979 


28 Juli 1979 
7 Agstus 1979 


28 September 1979 
10 Oktober 1979 


6 Desember 1979 
14 Maret 1980 

21 Maret 1980 

10 April 1980 

17 April 1980 


17 April 1980 


14/0РАЛІ/1975 
15/0РАЛІ/1975 
16/DPA/II/1975 
17/0РАЛІ/1975 
18/DPA/BP/1975 
19/DPA/BP/1975 
20/0РАЛ/1976 
21/А/ОРА/1976 
22/DPA/I/1976 
23/DPA/II/1976 
24/DPA/IV/1976 
25/DPA/BP/1976 
26/DPA/IV/1976 
27/DPA/BP/1977 
28/DPA/1977 


29/DPA/I/1977 
30/0РАЛ/1977 


31/DPA/BP/1977 
32/DPA/II/1977 


33/DPA/BP/1977 
34/DPA/I/1978 


35/0РАЛІ/1978 
132/E/DPA/1978 


02/DPA/III/1978 
03/DPA/BP/1978 


04/0РАЛ/1979 
05/A/DPA/1979 


06/BP/DPA/1979 


07/DPA/III/1979 


08/DPA/IV/197 
09/DPA/IV/1979 


10/DPA/V/1979 
11/DPA/1979 .. 


12/DPA/VI/1979 

14/DPA/VII/1980 
15/DPANII/1980 
16/DPA/VII/1980 


17/DPA/I/1980 


18/DPA/I/1980 


Ketahanan Nasional yang berpangkal pada 
Ketahanan Masyarakat 

Pelaksanaan Pemerataan Pembangunan. 
Situasi Baru di Asia Tenggara. 

Ketahanan Masyarakat dalam hubungannya 
dengan partisipasi rakyat untuk pembangunan. 
Keadaan darurat di Timor Portugis. 

Usaha Pemantapan Pemilu tahun 1977. 
Masalah Generasi Muda Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional. 

Memantapkan Kebijaksanaan Sosial Ekonomi 
Pancasila. 

Menghadapi Situasi Tahun 1976/1977. 
Kesadaran dan Disiplin Nasional. 

Masalah Pemilihan Umum Tahun 1977. 
Kelanjutan Kebijaksanaan Integrasi Timor Timur. 
Pandangan Akhir Tahun 1976. 

Penjelasan Tambahan tentang Pandangan Akhir 
Tahun 1976. 

Tentang Moral Pancasila Dalam Pendidikan 
Nasional. 

Penggunaan Sistim Bilangan. 

Tentang Jaminan Sosial Dalam Pembangunan. 


Masalah Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977. 
Masalah-masalah vital di masa yang akan 
datang. 
Operasi Tertib (OPSTIB). 
Masalah-masalah penting menjelang Sidang 
Umum MPR bulan Maret 1978. 
Memorandum Akhir Tugas 1975-1978. 
MEMORANDUM : 
I. Masalah kenaikan pajak ekspor bagi ekspor 
kayu gelondongan (log). | 
II. Pendayagunaan hutan sagu dan nipah serta 
potensi-potensinya. 
ill. Peningkatan Konsulat RI di Sabah menjadi Kedutaan 


REPELITA III. 

Saran sehubungan "Kebijaksanaan 

15 Nopember". 

Situasi terakhir di kawasan Indocina. 

Delapan Jalur Pemerataan Dalam pemerataan 
kesempatan kerja. 

Beberapa masalah yang berkaitan dengan tertib 
perundang-undangan di bidang Kepegawaian. 
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan 
dan beberapa persoalan hukum dan peradilan. 


Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam KTT 
Non Blok di Havana, Cuba. 

Perspektif politik dan militer serta masalah 
pengungsi di Asia Tenggara. 

Pemerintahan Desa. 

Pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha. 

Inflasi. 

Situasi politik strategis di kawasan Asia Tenggara 
dalam hubungannya dengan politik luar negeri 
Indonesia. 

Pendidikan Nasional. 

Masalah memerangi kemiskinan dan 
keterbelakangan. 

Perkembangan situasi Politik dan Militer di 
kawasan Samudera Hindia. 

Masalah swasembada pemenuhan kebutuhan 
pokok rakyat di bidang pangan serta 
pemenuhannya 
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75. 


22 Oktober 1980 


10 Nopember 1980 


10 Nopember 1980 
10 Nopember 1980 


10 Nopember 1980 


31 Januari 1981 
27 Mei 1981 


28 Juli 1981 
31 Agustus 1981 


24 September 1981 


7 Desember 1981 
12 Pebruari 1982 


1 April 1982 
15 April 1982 
1 Juni 1982 


28 Agustus 1982 


29 Nopember 1982 


Pebruari 1983 


7 Pebruari 1983 
5 Maret 1983 


25 Juli 1983 
19 Oktober 1983 
27 Februari 1984 


17 Maret 1984 


19/BP/DPA/1980 


20/DPA/IV/1980 


21/DPA/IV/1980 
22/DPA/IV/1980 


23/DPA/IV/1980 
024/V/DPA/1981 


025/VI/DPA/1981 


026/VI/DPA/1981 
27/VDPA/1981 
28Л1/0РА/1981 


29/M/DPA/1981 
30/IV/DPA/1982 


31/V/DPA/1982 
32/BP/DPA/1982 
ЗЗЛ/ОРА/1982 
34/1/0РА/1982 
35Л1/0РА/1982 
36/IV/DPA/1983 


37/IV/DPA/1983 
38/V/DPA/1983 


О1Л/ОРА/1983 
02/IV/DPA/1983 
OS/V/DPA/1984 


04/VI/DPA/1984 


Masalah Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 
tahun 1980 tentang kewajiban penyediaan kayu 
untuk kebutuhan dalam negeri dikaitkan dengan 
ekspor kayu bulat (log). 

Usaha memantapkan dan mengamankan 
stabilitas nasional yang dinamis. 
Perkembangan situasi dalam dan luar negeri. 
Peningkatan diversifikasi dan produksi pangan 
serta nilai gizi makanan rakyat. 

Masalah Perburuhan. 

Pemantapan Stabilitas Nasional yang dinamis. 


Masalah-masalah keuangan perbankan dan 
perkreditan dalam hubungannya dengan 
pemantapan stabilitas nasional yang dinamis. 
Masalah Pendidikan Tinggi. 

Masalah-masalah Maritim di Indonesia. 

Usaha Pemantapan Pemilihan. Umum 

tahun 1982. 

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 

tahun 1982/1983. 

Transmigrasi. ‚ 
Pelaksanaan Pemilihan Umum 1982. 
Menghadapi keadaan Purna Pemilihan Umum 
1982. | 
Bahan masukan untuk Garis-gans Besar Haluan 
Negara tahun 1983. 

Menjelang Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 1983. 

Beberapa kebijaksanaan pokok jangka pendek 
dan jangka panjang di bidang Ekuin. 

Jaminan Sosial. 

Memorandum akhir Tugas DPA 

Tahun 1978 – 1983. 

Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pelita 
Keempat. 

Beberapa Pokok Pikiran Tentang Repelita IV. 
Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam 
Pelita IV. Khususnya Golongan Yang 
Berpendapatan Rendah. 

Tinjauan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (APBN) Tahun 1984-1985. 
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INTRODUCTION 


In the system of political institutions of the Republic of Indone- 
sia as stipulated in the 1945 constitution, the Supreme Advisory 
Councils (DPA) is one of the State Organs besides the People's 
Consultative Assembly (MPR), House of People's Representati- 
ves (DPR), Supreme Court (MA), and Supreme Audit Board 
(BPK). As state Organs, the Highest State Institutes and High 
State Institutes are assigned with the tasks and authority Council 
Is a High State Institute functioning as Advisory Council to the 
President/Government. 

The Status, function and authority of the Council are stipulated 
in Article 16 of the 1945 Constitution: (1) Composition of the 
Supreme Advisory Council is sanctioned with law, (2) the Council 
Is assigned with the task of procuring answers to inguiries sub- 
mitted by the President, and is given the right to make sugges- 
tions to the Government. The Supreme Advisory Council is a 
councils of state obliged to provide views to the Government. 
Function of the council is further prescribed in the Decree of the 
People's Consultative Assembly No.III/MPR/1978 and law No.5 
of the year 1978 on Amendment to Law No.3 of the year 1967 : 
(1) The Supreme Advisory Council is obliged to provide answers 

to the inquires of the President. 

(2) The Supreme Advisory Council is given the right to submit 
propositons to the President. 

On the scope of the function of the council, Law No.4 of the 
year 1978, in the explanation on article 2, stipulates that : the 
Supreme Advisory Council provides proposition or advices and 
submits suggestions on public and social issues, especially on 


national level, to the President, either solicited by the President 
or by its own initiative. 

Explanation of Law No.3 of the year 1967 stipulates that the 
compositiion of membership of the council shall represent all so- 
cial walks of life with the emphasis on the wisdom and experience 
of the members. Membership of the supreme Advisory Council, 
therefore, consists of prominent figures on public administration, 
politics, and social as well as functional organizations. 


On account of the status, obligations, rights and functions of 
the Supreme Advisory Council as well as the composition of its 
membership, the constitutional basis has, in essence given an 
important role to the Supreme Advisory Council in the political 
system of the Republic of Indonesia. The authority enables the 
council to well exercise its mission, i.e. to assist the President 
Mandatary of the People's Consultative Assembly (MPR) in con- 
ducting the public administration, and carrying out the Guidelines 
toward the creation of the ideals of the Nation and State of the 
Republic of Indonesia. 

During the New Administration, the Supreme Advisory Council 
has undergone 4 (four) terms of office in correspondence with 
those of the President : (a) 1968 - 1973 term of office, (b) 1973 - 
1978, (c) 1978 - 1983, and (d) 1983-1988. 

As an advisory council, the DPA has always been executing its 
constitutional tasks to the best of its ability in regard of the chal- 
lenges in each term of office. The advices of the council has, the- 
refore, been always relevant with the problems faced by the Pre- 
sident as mandatary of the People's Consultative Assembly. The 


council has also been directing its topics of deliberation in confor- 

mity with those written in the Guidelines on State Policy. i.e. the 

economic, social cultural, political and defence and security as- 
pects of Indonesian public life. 

In the exercise of its tasks, the Supreme Advisory Council of 
the 1983-1988 term of office shall work in conceptional-strategist 
fashion with work programmes adjusted as best as possible to 
the phasing of operational activities of the government. The Stra- 
tegic concept for the exercise of the council's tasks during the 
1983-1988 term of office covers the following phases : 

a. The phase for advices on the general outlines. and main 
ideals about Pelita IV in relation with Pelita V and Pelita VI. 

b. The phase for advices to assist the President'Mandatary of 
the People's Consultative Assembly in drafting the Pelita IV. 

c. The phase for advices to assist the President'Mandatary of 
the People's Consultative Assembly in drawing the yearly 
programmes for the implementation of Pelita IV in the form of 
draft of the National Budget. 

d. The phase for advices related with the implementation of the 
yearly programmes. 

e. The phase for advices on the implementation of other de- 
crees of the People's Consultative Assembly and the time for 
the implementation. 

f. The phase for incidental advices on current issues. either in 
relation with the realization of government programmes or in- 
dependent domestic affairs as effected by regional and inter- 
national development or otherwise. 
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STATUS AND FUNCTIONING OF 
SUPREME ADVISORY COUNCIL 


A. STATUS OF THE COUNCIL. 


In the exercise of Article 16 of the 1945 Constitution during the 
New Order Administration, Law No. З of the year 1967 has been 
sanctioned and its amandement by.kaw No. 4 ofthe year 1978. In 
view of the function of the Supreme Advisory Council as an advi- 
sory board to the President or Central Government, the seat of 
the council is in the residence of the Central Government. In car- 
rying out its tasks, the council is given an autonomous status, not 
being dependent upon the President,the House of People's Re- 
presentatives or any other institution. Chairmanship of the Coun- 
cil is elected among the council members. 


1. Membership 


Supreme Advisor Council is not an institution of formal repre- 
sentation like the People's Consultative Assembly and House of 
People's Representatives. Hence, its membership does not reflect 
socio-political forces, but the elements from all walks of life with 
the emphasis on wisdom and experience of the members. Mem- 
bership of the council consists of prominent figures of political 
life, functional organizations, regional institutions, and national 
personalities. Members of the council are, therefore, regarded as 
experts in public administration, politics, social life and functional 
field. The number of members, including the chairmen, of the 
council are 45. 

To be eligible for membership of the council, one should meet 

a pre-determined specific requirements. 
Membership of the Council can not be held concurrently with 
offices of the Presidency, vice President, cabinet Ministers, At- 
torney General, Chairman/Superior Judge of the Supreme 
Court, chairman/member of the supreme Audit Board, members 
of Parliament, chairmanship of the People's Consultative As- 
sembly and other offices which, by legal stipulations, should not 
be held concurrently with any other one. 


Appoiritment and discharge of members of the Supreme Advi- 
sory Council are afficiated by the President with a Presidential 
Decree after previous consultation with chairmanship of the 
People's Consultative Assembly, the Parliament, political parties, 


functional organizations, arid/or other organizations. The Con- 


sultations are aimed at establishing an acceptable composition 
of membership covering the varied elements of the public with 
the emphasis on wisdom and experience. 

Before taking office, the appointed members of the council 
should be inducted with the oath of office by chairman of the Su- 
preme Court according to their respective religions. And in con- 
formity with the task of the council to provide advices to the Presi- 
dent, its term of office is made in concord with that of the Presi- 
dent, i.e. 5 (five) years. The Council's term of office expires in 
coincidence with that of the President. 


2. Chairmanship and Associated Bodies 


To well exercise its tasks. the council has - in addition to chair- 
manship - a number of associated bodies, i.e. Working Group. 
Committees, In-House Services Board, Ad-hoc Committee, 
Drafting Committee, and Secretariat General. 
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a. Chairmanship 


Chairmanship of the Supreme Advisory Council comprises of 
one chairman and number of vice-chairman. The chairmanship 
is a collective leadership. Chairman and vice-chairman are 
appointed by the President through nomination by the council. 
Chairman of the council shall be present in plenary sessions 
discussing national issues, including the general policy of the 
government and the smooth running of public administration. 

Although the scope of authority of the Supreme Advisory 
Council is an extra-executive one, chairmanship of the council 
may closely and continuously monitor the policies of the Presi- 
dent/Government. 


b. Working Group 


The Working Group is a permanent associated body of the 
Council and hold the prime role during the period of between- 
sessions. Chairmanship of the council leads the working group; 
Secretary General of the council functions as secretary of the 
group. The tasks of the group are drawing work programmes of 
the council, schedule of sessions, topic and agenda of sessions, 
and draft of session deliberation. The group shall closely observe 
national and public issues as well as government policies in all 
fields of activities. 


c. Committees 


The Supreme Advisory Council is equipped with a number of 

committees. Membership composition of the committees 

is adjusted with the number of council members, evenly distributed 

to committees. Every member of the council is obliged to become 

member of one committee. Division of Council into committees is 

a mechanism to enhance the council to monitor and study issues 
in various fields. 

According to the code of conduct of the 1983 — 1988 Supreme 

Advisory Council, there are 4 (four) committees, i.e. : Political 
committee, the committee on Economic, Financial and Industrial 
Affairs, the committee on People's welfare, and the committee on 
Defence and Security. 
Aside from exercising the tasks assigned by the council, the 
committees are also obliged to continuously monitor develop- 
ment and make studies on issues related with their respective of 
duties. 


d. in-house Services Board 


The In-house Services Board is set up by a session and 
promptly takes office upon establishment. Main tasks of the 
board are: to submit suggestion to the chairmanship of the council 
on the policies and general outlines of organization/work manage- 
ment of the council, to study the budget draft of the council, to 
supervise the actual expenditure of the council's budget, to draw 
the policy on the welfare of council members and employees of 
the council's Secretariat General, and to monitor the implementation 
of legal stipulations on the financial resources of the chairman, 
vice-chairman and members of the council. 
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e. Ad-Hoc Committee, Drafting Committee and Other Tempo- 
rary. 

Besides the permanent working Group, Committees and In- 
house Services Board, the Chairmanship of the council upon 
suggestion by the working Group or Session - is authorized to set 
up an Ad-Hoc Committee to make a study on a certain issue or to 
carry out specific tasks. 

Establishment of an Ad-Hoc Committee shall be complete with 
the stipulation on its tasks and time-schedule. The output of the 
committee shall be used for the benefit of the exercise of the 
council'S tasks. An Ad-Hoc Committee shall be dissolved upon 
completion of its tasks. 

The council may also set up a drafting committee with tasks of 
drawing the principal ideas on a certain issue conveyed by coun- 
Cil member in session or a meeting of the working Group. Specific 
tasks outside the jurisdiction of Ad-Hoc Committee of Drafting 
Committee can be assigned to other temporary committees as 
required. 


f. Secretariat General 


Another permanent associated body is the Secretariat General 
which burdene with tasks of general administration, session 


arrangement and in-house general services of the Supreme 

Advisory council. 

The Secretariat General is headed by a Secretary General 
who is answerable to the chairmanship of the council. The Secre- 
tary General is appointed and discharged by the President. 

The Organizational Structure of the Secretariat General of the 
Supreme Advisory Council comprises of : 

— Bureau of Session Management, assigned with the task 
organizing and managing all affairs directly related with the 
convening of sessions and meetings; 

— Bureau of Researches, assigned with the task of Conducting 
researches and Studies on national and public issues and 
preparing materials needed by the sessions/meetings and 
chairmanship of the council; 

- Bureau of Administration, assigned with the task of exercis- 
ing the general administration of the Secretariat General as 
well as of the council. 

The Secretariat General also employs Experts Staff for the 
Chairmanship of the council with the task of providing informa- 
tion/related materials on certain issues to enchance the imple- 
mentation of the task of council's Chairmanship and Secretariat 


General. 


B. FUNCTIONING OF THE SUPREME ADVISORY COUNCIL. 


The constitutional task of the Supreme Advisory Council is to 
provide answer on the inquiry of the President. Besides, the 
council is authorized to submit suggestion to the government on 
its own initiatives. To uphold its tasks to its best, the council is 
given an autonomous status, not being dependent upon the Pre- 
sident, the House of People's Representatives or any other insti- 
tutions. Thus, the Supreme Advisory Council shall produce advices 
on its own guided by its sense of responsibility to the people and 
state. 

The Supreme Advisory Council gives propositions / advices / 
suggestions to the President / Government on national issues. 
The advices of the council, coupled with the constitutional control 
of the House of People's Representatives upon the President / 
Government on the implementation of policies in the true spirit of 
the decrees of people's representatives in the People's Consul- 
tative Assembly, is expected to ensure the realization of the ideal 
ofthe people i.e. the creation of a just and prosperous society ba- 
Sed on Pancasila. 


1. Formulation and Submission of Advices 


In case an issue is deemed necessary to be discussed, the 
concerned committe or member of the council refers it to the 
Work ing Group in order to be included in the agenda of the next 
Session. 

In the consideration of an issue, the council shall make sug- 
gestion on the options of solution as contribution or input for the 
formulation of government policies. The council shall also try its 
best to see the light on any issue as objective as possible. 

Propositions of the council are made to the President / Govern- 
ment as solicited by the President or on the initiative of the council 
lo be conveyed in written form or orally. Solicited or otherwise, 
the council is obliged and authorized to give propositions to the 
President Constituting advices or suggestions on national issues. 
In practice, the Supreme Advisory Council makes more proposi- 
lion on its own initiatives rather than inquired by the President. 


The propositions of the council conveyed to the President 
during the New Order Administration cover various issues on 


economic, socio-cultural, domestic and international political 
fields as well as defence and security. In general, the proposi- 
tions receive positive responses from the President as manifest 
in the State addresses of the President on the occasions of the 
Proclamation Day Commemoration. 


The prospositions of the Council can be classfied in to three 
categories, i.e. : 

a. Incase the essence of a proposition is in line with policies of 
the President it is a reaffirmation of the said policies. 

b. In case a proposition of the council contains some differing 
views, the difference shall be used by the President for 
"check-and-recheck" in carrying out government policies. 
Through such a mechanism, any discrepancy in government 
policies can be rectified. 

c. In case a proposition contains altogether new ideas, it shall 
be treated by the President / Government as input to be fur- 
ther discussed. 

In general, the President / Government can appreciate the 
benefit of the Council's advices or suggestions. And this fact, of 
course, establishes the status and function of the Supreme Advi- 
sory Council in assisting the President to carry out his executive 
tasks. 

During Pelita I, through Pelita III. the Council has submitted 98 
propositions to the President. 

The topics of deliberation are given in the Addendum. 


2. Sessions and Meetings 


Sessions and meetings of the council have been meticulously 
regulated in the Council's Code of Conduct. A session is a plena- 
ry session of the council. A meeting is an official meeting by any 
associated bodies of the council or temporary committes set up 
by the council. Sessions and meetings of the Supreme Advisory 
Council are closed ones Areated at the Strictest Confidence. ex- 
cept if the council stipulates otherwise. Sessions and meetings 
are carried out on the principle of "deliberation of consensus" 
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Sessions holds the highest authority of the Supreme Advisory 
council, and shall be convened at least once in two months in the 
seat of the council. The session is said to hold the highest autho- 
rity since it is vested with the authority to take the final decision on 
the issues which have been discussed in the associated bodies 
and temporary committees. 

Session is a forum for in-depth discussion on various issues 
where members of the councils are given issues being discus- 


sed. A session is closed with the formulation of prevailing ideas 
drafted by the Drafting Committees. Having approved by the ses- 
Sion, it shall be referred to the working Group to prepare the draft 
of proposition to the President. 

The Supreme Advisory may invite cabinet Ministers, chair- 
manship or other State Organs, leadership of political parties / 
functional groups and other organizations or individuals to attend 
a session of the council to convey required by the council. 


Addendum: 
LIST OF ADVISORY NOTES OF 
SUPREME ADVISORY COUNCIL 
SUBMITTED TO 
THE PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA 
1969 — 1984 
No. Date Number of Advisory Subject of Deliberation 
Notes 
1. 14May 1969 17/5d/11/1969 1. Discharge of Workers in foreign enterprises 
2. 27 May 1969 18/Sd/l/1969 2. Legal order and disciplinary measures. 
3. 6August 1969 19/Sd/111/1 969 3. Final solution on September-30 Movement detainees and 
covercoming subversion cases. 
4. 22 August 1969 20/Sd/IV/1969 4.  Effectof petrol price increase. 
5.  23October 1969 21/Sd/V/1969 5. General Elections. 
6. 1November 1969 22/Sd/V/1969 6. Programme of pilgrimage 1969/1970. 
7.  7February 1970 24/sd/l/1970 7. General Elections. 
8. 17June 1970 25/Sd/111/1970 
(25/A/DPA/1970) 8. Theissue of south-east Asia. 
9. 26June 1970 26/Sd/11/1970 9. Juvenile delinguency and Youth. 
10. 11 January 1971 27/A/DPA/1971 10. Preparation of General Elections. 
11. 16 February 1971 28/Sd/1/1971 11. Financial Notes and Draft of National Budget 1971/1972. 
12. 25 February 1971 29/Sd//1971 12.  Professionalism in Sports. 
13 25May 1971 30/S5d/ 1971 13. Issues onthe implementation of General Elections. 
14. 29June 1971 31/54/11/1971 14. IssuesonBapenas. 
15. 160Осіобег 1971 32/Sd/IV/1971 15. Status of members of the Provisional People's © 
Consultative Assembly in transitional period. 
16. 10January 1972 33/Sd/ 1972 16. Chairmanship of the People's Consultative Assembly. 
17. 31 July 1972 34/Sd/M/1972 17. Socio-economic problems. 
18. 26 August 1972 35/Sd/IV/1972 18. Issues on autonomous regions. 
19. 2December 1972 36/Sd/V/1972 19.  Approviate development pattern for Indonesia. 
20. 19 February 1973 37/Sd/1/1973 20. Issue onthe exercise of Pancasila Democracy. 
21. 20February 1973 38/Sd/11/1973 21. Status of Judges and promotion of national legal system. 
22. 23February1973 39/Sd/1/1973 22. Implementation of free-and-active. Foreign policy. 
23. 24February 1973 40/Sd/1/1973 23. Preparatory measures to possible resumption of 
diplomatic relations between RI and People’s Republic 
China. 
24. 5March1973 41/Sd/11/1973 24. Contribution for educational promotion. 
25. 21 July 42/BP/DPA/1973 25.  FoodSupply. 
26. 23November 73 04/Pert/II/DPA/73 26. The role of cooperatives in rural economy. 
27. 26 January 1974 05/Pert/I/DPA/74 27.  Two-way communication system. 
28. 21 February 1974 06/Pert/l/DPA/74 28. Foreign Capital. 
29.  23February 1974 07/Pert/I/DPA/74 29. Issue on luxurious living. 
30. 16 April 1974 08/Pert/li/DPA/74 30. Ideas and suggestion on Repelita Il. 
31. 30May 1974 09 'Pert/lli/DPA/74 31. Problems of autonomous regions. 
32. 28 September 74 10'Per'IV/DPA/74 32. Issues on political parties, functional groups and social 
organization. 
33 7February 1975 11/DPAN/ 1975 33. Effective use and mobilization of Indonesia's natural 
resources. 
34 7 March 1975 12/DPA/1/1975 34. Welcoming 30 th. anniversary of Indonesian 
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Independence. 


Number of Adlvisory 


Notes 


Subject of Deliberation 
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35. 
36. 


37. 
38. 
39. 


40. 
41. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46. 
47. 


48. 


49. 
90. 
51. 
52. 


53. 


54. 


99: 


56. 


57. 
58. 


59. 
60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 
68. 


69. 
70. 


71. 
72. 
73. 
74. 


79; 


29 March 1975 
21 May 1975 


6 June 1975 
21 June 1975 
15July 1975 . 


29 August 1975 
21 October 1975 
19 February 1976 


6 March 1976 

22 April 1976 

2 June 1976 

28 July 1976 

30 July 1976 

21 Desember 1976 


3 January 1977 
12 January 1977 
23 February 1977 
15 March 1977 

7 April 1977 


12 September 1977 
24 October 1977 


6 February 1978 


21 March 1978 
18 February 1978 


31 October 1978 
7 December 1978 


15 February 1979 
26 March 1979 
24 April 1979 

28 April 1979 

28 July 1979 


7 August 1979 


28 September 1979 
10 October 1979 


6 December 1979 
14 March 1980 


21 March 1980 
10 April 1980 

17 April 1980 

17 April 1980 

22 October 1980 


13.DPA/I/1975 
14/DPA 11/1975 


15/DPAII/1975 
16/DPA 11/1975 
17/DPA/II/1975 


18/DPA/BP/1975 
19/DPA BP/1975 
20/DPA/11976 


21/A/DPA/1976 
22/DPA/I/1976 
23'DPA/II/1976 
24/DPA/IV/1976 
25/DPA/BP/1976 
26/DPA/IV/1976 


27/DPA/BP/1977 
28/DPA/1977 
20/DPA/L/1977 
30/DPA/IL/1977 
31/0РАЛ/1977 


32/DPA/II/1977 
33/DPA/BP/1977 


34/DPA/I/1978 


35'0РАЛІ/1978 
132/E/DPA/1978 


02/DPA/II/1978 
03/DPA/BP/1978 


04/DPA/I/1979 


05/A/DPA/1979 


06'BP’DPA/1979 


07'0OPAIII/1979 


08/DPA/IV/1979 


09'DPAIV/1979 


10/DPA/V/1979 
11/DPA/1979 


12/DPA VI/1979 
14/DPA/VII/1980 


15 DPA VII/1980 
16 .DPA/VII/1980 
17/DPA/V/1980 
18.DPA/1/1980 
19.BP/DPA/1980 


35. 
36. 


37. 
38. 
39. 


40. 
41. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46. 
47. 


48. 


49. 
50. 
51. 
52. 
53. 


54. 
55. 


56. 


57. 
58. 


59. 
60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 
68. 


69. 
70. 


71. 
72. 
73. 
74. 
75. 


Development/promotion of national legal system. 
National Resilience originating from community 
resilience. 

Equittable distribution of development actvities. 
New development in South-east Asia. 
Community resilience in relation with community 
participation in development activities. 

Critical situation in Portuguese Timor. 

Efforts to safeguard the 1977 General Elections. 
Promotion of the Younger Generation in the National 
Resilience. 

Promotion of Pancasila Socio-economic Policies 
Analysis on situational Trend in 1976/1977. 
National Discipline and Conciousness. 

Issues on the 1977 General Elections. 

Further Development on the Policy of East Timor 
Integration. 

Year-End Review, 1976. 


Supplementary Remarks on the year-End Review, 1976. 
Pancasila Morality in the National Education. 

Use of Digital System. 

Aspect of Social Welfare in Development. 

Issue on the Implementation of the 1977 General 
Elections. 

Impending Vital Issues. 

The Order Operation (OPSTIB). 


Prevailing Issues on the eve of the General Conference of 
the People s Consulatative Assembly to be Convened in 
March 1978. 

End-of-Term Memorandum, 1973-1978. 

Memorandum : 

|. Issue on the Increase of Export Tax on the Export of Log. 

Il. To cultivate the resources of sago plantation and Nipah. 
IIl. Promotion of Status of RI Consulate in Sabah. 
REPELITA III. 

Suggestion on the "November 15 Policy" 

(Monetary Policy). 

Recent Development in Indochina. 


Eight Distributional Approaches on the equittable 
Distribution of Employment Opportunities. 

Some Issues related with the Legal Order on 
Employmentship. 

Equittable Distribution of Opportunities for Legal 
Justice and some Legal and Justice Issues. 
Attendance of the Government of the Republic of 
Indonesia in the Non-Aligned Summit in Havana, Cuba. 
Political and Military Perpectives of Refugees in 
South-East Asia. 


Rural Administration. 

Equittable Distribution of Employment and Business 
Opportunities. 

Rate of Inflation. 

Political Strategy Situation of South-East Asia and its 
Interrelation with Indonesia' s Foreign Policy. 
National Education System. 

The Fight for Eradication of Poverty and Backwardness. 
Development of Political and Military situation in the 
Indian Ocean. 

Self-Supporting Food Programme. 


Issue onthe joint Letter of Decision of Three Ministers 
on the obligation of Wood Supply for Domestic use in 
Relation with the Export of Log. 
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No. Date Number of Advisory Subject of Deliberation 


Notes 
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76. 10November 1980 20/DPA/IV/1980 76.  Effortsforthe Promotion of a Dynamic National 
Stability. 

77. 10 November 1980 21/DPA/IV/1980 77. Recent Development on Domestic and Overseas 
Situations. 

78. 10 November 1980 22/DPA/IV/1980 78. Stepping-up Food Production and Driversification and 
Nutrition of People's Consumption. 

79. 10 November 1980 23/DPA/IV/1980 79. Issue on Manpower. 

80. 31 January 1981 024/V/DPA/1981 80. Promotion of aDynamic National Stability. 

81. 27May1981 025/V/DPA/1981 81. Financial, Banking and Credit Issues in Relation with the 
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Rangkuman foto pada halaman ini menggambarkan jalannya acara pe- 
lantikan Anggota Dewan Pertimbangan Agung di Istana Negara, Ketua 
Mahkaman Agung mengambil sumpah para anggota DPA, acara ramah 
tamah para anggota DPA dengan Presiden Soeharto dan berbagai 
kegiatan DPA dengan Ketuanya M Panggabean, Wakil-wakil Ketua ter- 
diri dari Prof Dr Soenawar Soekowati SH, Dr H J Naro SH, Ali Murtopo 
(aim), Sapardjo dan jabatan Sekjen dipangku oleh KRMH, Piet Wiryawan 
SH. 


The installation of members of the Supreme Advisory Council 
was held at the State Palace. Flanked by President Soeharto, 
Chairman of the Supreme Court, Moedjono LLM, took the oaths 
of members of the Supreme Advisory Council. Members of the 
Supreme Advisory Council were having a chat with President 
Soeharto after their installation. Various activities of the Supreme 
Advisory Council which presently is chaired by retired General 
M Panggabean, whilst its vice-chairmen are Prof Dr Sunawar 
Soekowati LLM, Dr H J Naro and Sapardjo was then one of vice- 
chairmen. The Secretary-General of the Supreme Advisory Coun- 
cil is held by KRMH Piet Wiryawan LLM. 


Dalam usaha melengkapi fasilitas kerja para anggota DPA, Pemerintah 
telah membangun sarana/gedung perkantoran Lembaga ini dan meleng- 
kapinya dengan berbagai peralatan kerja yang dibutuhkan. Gambar pada 
halaman ini diambil ketika gedung perkantoran tersebut sedang dikerja- 
kan dan kini telah selesai. Sedangkan gambar lainnya menunjukkan, ber- 
bagai kegiatan DPA ke lapangan, seminar dan pertemuan-pertemuan 
dengan pejabat tinggi negara-negara sahabat. 
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The Supreme Advisory Council office building was near сот- 
pletion. Members of the Supreme Advisory Council always seek 
for inputs either from the communicaties, friendly nations or 


meetings. 


Dalam usaha mewujudkan peranannya sebagai penasehat 
Presiden, pada waktu-waktu tertentu para anggota DPA 
langsung mengadakan peninjauan ke daerah dan menghimpun 
masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Masukan- 
masukan ini selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam 
merumuskan suatu pendapat yang akan diusulkan kepada 
Presiden. 


In collecting inputs, occasionally some members of the Supreme 
Advisory Council made on-the-spot observation on development 
activities. Sometimes some inputs were obtained when members 
of the Supreme Advisory Council made observations to the 
regions. Based on such inputs the Supreme Advisory Council 
will make suggestions to be handed to the President. 


Gambar pada halaman ini menunjukkan berbagai kegiatan anggota DPA The pictures show various activities of the Supreme Advisory 
di lapangan, yang juga melibatkan Presiden dan Ibu Tien Soeharto serta Council, involving President Soeharto and Madame Tien Soehar- 
Mensesneg, Soedharmono. to as well as State Secretary Soedharmono LLM. 


Badan 


Pemeriksa Keuangan 


PENDAHULUAN 

KEBIJAKSANAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
PELAKSANAAN TUGAS DAN BERBAGAI MASALAH YANG 
DIHADAPI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 


INTRODUCTION 

THE POLICY THE AUDIT BOARD 

IMPLEMENTING BEPEKA'S TASK AND THE PROBLEMS 
FACED 


BPK 2 


| PENDAHULUAN 


Setelah mengalami berbagai perkembangan sejak pem- 
bentukannya, maka tahun 1973 Badan Pemeriksa Keuangan 
didudukkan kembali pada proporsi sebenarnya yakni sebagai 
Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya ter- 
lepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak ber- 
diri di atas Pemerintah. 


Karena kedudukannya adalah independent di luar 
Pemerintah, maka Bepeka sebagai aparat pengawas ekstern 
tidak: melakukan pemeriksaan secara keseluruhan tetapi me- 
manfaatkan laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh ber- 
bagai unit dan aparat pengawasan intern pemerintah. 


Sejak tahun 1973 Bepeka bekerja secara konsepsional dan 
dengan rencana yang lebih mantap, karena telah ditetapkan 
Pola Dasar Rencana Kerja Bepeka dan Pola Rencana Kerja 
Jangka Panjang. Arah dan langkah-langkah kebijaksanaannya 
secara bertahap dalam lima tahun sekali dituangkan dalam 
rencana kerja jangka menengah,yaitu Rencana Kerja Lima 
Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (RKLT Bepeka) yang di- 
tetapkan mulai berlaku dari tanggal 1 April 1974 sampai 
dengan 31 Maret 1979 (RKLT-I), sedangkan RKLT-II dimulai 
1 April 1979 -31 Maret 1984. Kemudian RKLT setiap tahunnya 
dijabarkan dalam rencana operasional tahunan yaitu Program 
Pelaksanaan Rencana Kerja (PPRK), yang sejak tahun kedua 
Pelita III (1980/81) dirubah menjadi Rencana Kerja Tahunan 
(RKT). 


RKLT dan RKT selain dimaksudkan sebagai landasan kerja 
formal, sekaligus berfungsi sebagai sarana pengendali kegiatan 
Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok Badan, 


juga akan memudahkan dilakukannya evaluasi atas hasil-hasil 


kegiatan Badan secara tahunan maupun lima tahunan. 


Hasil evaluasi atas kegiatan dimaksud dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijaksanaan Bepeka 
lima tahun berikutnya. Selain itu diharapkan pula agar berdasar- 


kan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok Bepeka itu dapat 
ditemukan pandangan dan horison baru yang bermanfaat bagi 
kesempurnaan penyusunan RKLT berikutnya. 


Sejak tahun keempat Pelita diterbitkan Buku Hasil 
Pemeriksaan Tahunan (Buku Haptah) yang selain memuat hasil 
pemeriksaan atas tanggung jawab Pemerintah tentang 
keuangan negara juga memuat pelaksanaan berbagai kegiatan 
yang mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok 
Bepeka. Pelaksanaan tugas dimaksud menyangkut pembinaan 
organisasi dan administrasi maupun pembinaan kerjasama 
dengan pemerintah, Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya 
serta dengan badan-badan internasional. Dengan menggunakan 
buku-buku Haptah sebagai sumber informasi utama, penilaian 
atas hasil tugas pokok Bepeka masajabatan 1973-1978 dan 
1979-1983 dilakukan dengan mengikuti perincian prioritas dan 
krida-krida yang ditetapkan dalam RKLT-I dan RKLT-II. Penilaian 
nya dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. 


Pengawasan atau pemeriksaan pada umumnya dapat di- 
bagi dalam beberapa jenis, di antaranya pengawasan intern dan 
pengawasan ekstern. Masing-masing pengawasan ini di- 
perlukan dan struktur pengawasan itu membuka kemungkinan 
untuk menerapkan prinsip efisiensi, kehematan dan efektifitas 
dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jalan memanfaatkan 
hasil pekerjaan pemeriksaan intern untuk keperluan 
pemeriksaan ekstern. 


Sistem pengendalian intern (built in control) yang berfungsi 
secara memuaskan sangat bermanfaat bagi pimpinan 
organisasi atau instansi yang bersangkutan, karena mampu 
memberikan informasi, pengamanan dan pengendalian yang 
diperlukan. Sistem ini juga dapat bermanfaat bagi aparat 
pengawasan ekstern untuk menilai data pengandalan yang 
akan diperiksa, sehingga dapat digunakan untuk menentukan 


sejauhmana sebagian dari pekerjaan pemeriksaan dapat di- 
lakukan secara uji petik (sampling). 

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan ekstern ini, maka 
Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) yang merupakan suatu 
Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan Pemerintah ber- 
tugas sebagai Pemeriksa Ekstern melakukan pemeriksaan atas 
tanggungjawab Pemerintah dalam menguasai dan mengelola 
Keuangan Negara. Guna meningkatkan pelaksanaan tugas 
pokok tadi, Bepeka sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara 
terus berusaha mengembangkan hubungan kerjasamanya dengan 
Pemerintah, DPR, maupun Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
lainnya. 


Selain memeriksa pelaksanaan APBN, APBD serta 
Anggaran Perusahaan-perusahaan Negara dan menguji ke- 
taatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 


. Bepeka bertugas pula menilai apakah penggunaan keuangan 


dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawab- 
kan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di samping 
itu berdasarkan ketentuan ICW dan IAR, Badan melakukan 
tuntutan Perbendaharaan terhadap para Bendaharawan yang 
terbukti bertanggungjawab atas kerugian Negara. Selanjutnya 
jika dipandang perlu Bepeka mengajukan rekomendasi dan 
saran-saran kepada Pemerintah. 


Dalam melaksanakan tugas konsitusionalnya, Bepeka 
menetapkan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi : (a) 
pemeriksaan atas pengurusan keuangan serta ketaatan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) pemeriksaan 
atas efisiensi dan kehematan serta (c) pemeriksaan atas 
efektiftas pencapaian hasil program. Sedangkan tujuan dari 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa bukanlah 
mencari-cari kesalahan, akan tetapi mencegah adanya 
kebocoran uang negara sehingga dapat digunakan 
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan serta meng- 
hindarkan pejabat dan pegawai negeri dari penyelewengan. 
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KEBIJAKSANAAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN 


Selama tahun 1973/74 Badan Pemeriksa Keuangan masih 
dalam tahap konsolidasi dan kegiatannya mengadakan orientasi 
dengan berbagai pihak. Atas dasar kesan-kesan yang diperoleh 
dari orientasi dimaksud serta berbagai informasi dan saran yang 
diterima, diadakan persiapan-persiapan untuk menuangkan 
pemikiran-pemikiran yang timbul dalam bentuk kebijaksanaan 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

Didorong oleh keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pokok 
Bepeka harus diabdikan pada kepentingan pembangunan 


nasional, maka ditetapkan untuk mengaitkan/menghubungkan 
masa perencanaan Bepeka jangka menengah dengan masa Repe- 
lita. Kaitan ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Lima Ta- 
hun Bepeka (RKLT Bepeka) yang disusun berdasarkan suatu Pola 
Dasar Rencana Kerja dan Pola Rencana Kerja Bepeka Jangka 
Panjang. RKLT dimaksud merupakan tahap-tahap perencanaan 
Bepeka yang berkesinambungan dan pada setiap tahapnya di- 
tetapkan krida-krida yang mencakup kegiatan tugas pokok dan 
penunjangnya. 


A. Pola Dasar Rencana Kerja dan Pola Rencana Kerja Jangka 
Panjang 


Dalam meningkatkan tanggungjawab keuangan negara, 
Bepeka diwajibkan meningkatkan kegiatannya yakni dengan 
menyusun suatu pola rencana kerja yang dapat memberikan 
dasar dan arah dalam pelaksanaan tugasnya. Dari pola rencana 
itu secara bertahap dan berkesinambungan dapat diwujudkan 
keadaan yang diinginkan dalam masa lima tahun mendatang 
serta dalam jangka panjang. 


Adapun tujuan dari Pola Dasar Rencana Kerja Bepeka, 
mewujudkan kesempurnaan tanggungjawab pemerintah dalam 
keuangan negara untuk mencapai tujuan nasional. 


Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bepeka mempunyai 
beberapa modal dasar yang harus dipelihara dan terus di- 
kembangkan, agar pemeriksaan dapat terus ditingkatkan luas- 
lingkup maupun ruanglingkup pemeriksaannya. Berdasarkan 
pola dasar tadi ditetapkan pula Pola Rencana Kerja Jangka 
Panjang (20-25 tahun) yang merupakan usaha pengarahan 
dalam melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemeriksaan 
terhadap tanggungjawab keuangan negara. Sasaran utamanya 
lalah terlaksananya peningkatan dalam mutu pemeriksaan 
terhadap tanggungjawab keuangan negara. Dengan demikian 
pengelolaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam 
pembangunan nasional, sehingga tercipta mekanisme 
pengawasan keuangan negara yang mantap. 


Usaha Bepeka dalam jangka panjang untuk meningkatkan 
pemeriksaan dilakukan secara bertahap,sehingga merupakan 
rangkaian program peningkatan pemeriksaan yang terus 
meningkat dan herkembang secara berkesinambungan. Tujuan 
RKLT untuk setiap tahapnya adalah (a) meningkatkan kegiatan 
pemeriksaan Bepeka untuk meningkatkan tanggungjawab 
keuangan negara serta (b) meletakkan landasan pemeriksaan 
yang lebih mantap untuk meningkatkan pemeriksaan tahap 
berikutnya. 


Ruanglingkup pemeriksaan yang dicapai dalam periode 
lima tahun pertama adalah melaksanakan pemeriksaa terhadap 
penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan pada 
peraturan perundangan yang berlaku. Di samping itu juga 
pemeriksaan atas beberapa aspek tertentu mengenai efisiensi 
dan kehematan serta pencapaian target/kegiatan sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan tugas selama RKLT-I ditetapkan urutan 
prioritas sebagai berikut : 


a. Mencapai ketertiban administrasi keuangan sebagai salah 
satu syarat dasar untuk dapat tersusunnya pertanggung- 
jawaban yang baik. 

b. Usaha dalam segala tindakan keuangan untuk memenuhi 
syarat ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. 

c. Melaksanakan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan 
atas prosedur yang baik. 

d. Mengusahakan agar penguasaan, pengurusan dan 


pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan secara 
efisien dan ekonomis serta hasilnya dapat dicapai dan ber- 
manfaat sesuai dengan tujuan. 


Pelaksanaan urutan priotas dari tahun ke tahun ditingkat- 
kan sesuai dengan tingkat perbaikan administrasi keuangan 
yang telah dicapai Pemerintah di setiap bidang. Dalam masa 
lima tahun pertama (1974-1979) dilakukan pembinaan di 
bidang umum dan pemeriksaan serta kerjasama dengan 
instansi-instansi di luar Bepeka. Dalam RKLT-Il pembinaan 
dilakukan dalam bidang pemeriksaan, unsur penunjang 
pemeriksaan, kerjasama dengan instansi-instansi di luar Bepeka 
serta pembinaan penyelesaian kerugian negara. Untuk 
meningkatkan mutu pemeriksaan dalam RKLT-Il dibentuk 
Proyek Peningkatan dan Pengembangan Pemeriksaan Bepeka. 
Peningkatan lainnya adalah adanya pembinaan mengenai 
penyelesaian kerugian negara, yang perlu ditertibkan secara 
tuntas. 


B. Pembinaan dan Pengarahan Kebijaksanaan Pemeriksaan 


Guna menjamin dan memantapkan mutu pemeriksaan, 
Bepeka telah menyusun norma-norma untuk keperluan tata- 
laksana dan tatalaku pemeriksaan atas tanggungjawab 
keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas pokoknya secara 
terarah, efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang di- 
tetapkan, Bepeka mempunyai pedoman berupa Juklak di 
bidang pemeriksaan keuangan. 


Usaha-usaha yang ditempuh untuk meningkatkan mutu 


pemeriksaan antara lain (a) mendatangkan tenaga pengajar dari - 


General Audit Office Amreika Serikat (b) menyelenggarakan 
Kursus Pemeriksaan Pengelolaan serta (c) membentuk Proyek 
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Peningkatan dan Pengembangan Pemeriksaan Bepeka. 


Kebijaksanaan lain adalah membina organisasi dan tata 
kerja Bepeka serta mengadakan pembinaan terhadap personil/ 
pegawainya. Pembinaan terhadap pegawai diarahkan agar 
mereka mempunyai tanggungjawab berdasarkan rasa bangga, 
menegakkan martabat pribadinya. Selain itu juga diadakan 
Penataran P-4, sumpah pegawai negeri, sumpah jabatan serta 
Sapta Prasetya Jati Bepeka dan Ikrar Pemeriksa. Hal ini di- 
maksudkan agar mereka selalu ingat dan waspada dalam 
menghadapi segala macam cobaan dan tantangan dalam 
melaksanakan tugas pemeriksaannya. 


C. Pembinaan Hubungan Kerja 


Hubungan kerjasama Bepeka dilakukan dengan 
Pemerintah, DPR, Lembaga-lembaga Tinggi Negara serta 
“dengan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan internasional. 
Hubungan kerja itu dimaksudkan untuk mendorong terciptanya 
penyusunan pertanggungjawaban keuangan negara yang sempur- 
na serta terciptanya koordinasi pengawasan dan pemeriksaan. 
Sedangkan hubungan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rak- 
yat dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tahunan Bepeka atas 
tanggungjawab keuangan negara dapat dimanfaatkan secara 
maksimal, arah pemeriksaan Bepeka sejalan dengan yang diha- 
rapkan, dan hasil peninjauan DPR dapat dimanfaatkan oleh 
Bepeka. 


Guna memperlancar hubungan kerjasama yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Dasar - 1945, diusahakan pula 
peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara 
lainnya. 


Demikian pula untuk meningkatkffn pelaksanaan tugas 
pokok Bepeka dimanfaatkan juga perkembangan pengetahuan 
di bidang pengawasan dan pemeriksaan lembaga-lembaga 
pemeriksa keuangan internasional, lembaga-lembaga penelitian 
dan kongres-kongres internasional yang ada relevansinya 
dengan bidang tugas Bepeka. 


D. Pembinaan Penyelesaian Kerugian Negara 


Kebijaksanaan Bepeka di bidang pembinaan penyelesaian 
kerugian negara meliputi juga kerugian negara sebagai akibat 
dari tindak pidana korupsi, tidak memenuhi kewajiban sesuai 
dengan perjanjian serta kerugian-kerugian lain yang pada dasarnya 


menimbulkan kerugian bagi negara. Kebijaksanaan ini ber- 
sumber pada ketentuan Indische Comptabiliits Wet (ICW) 
dan Instructie voor de Algemene Rekenkamer (IAR). 


PELAKSANAAN TUGAS DAN BERBAGAI 
MASALAH 


YANG DIHADAPI 


BADAN PEMERIKSA 


KEUANGAN 


A. Ruang. Lingkup Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan 


Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, Badan 
Pemeriksa Keuangan menetapkan ruanglingkup pemeriksaan 
yang meliputi pemeriksaan atas pengurusan keuangan serta 
ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
pemeriksaan atas efisiensi serta kehematan dan pemeriksaan 
atas efektifitas pencapaian hasil manfaat yang diharapkan. 
Tugas pemeriksaan Bepeka terhadap pertanggungjawaban 
keuangan negara meliputi antara lain, pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran 
Perusahaan-perusahaan milik negara. 


Dengan pemeriksaan yang mencakup ruang lingkup dan 
bidang pemeriksaan tadi, diharapkan dapat dipenuhi keinginan 
semua pihak yang berkepentingan. 


Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bepeka ditempuh dengan 
dua cara yaitu : sebagai pemeriksaan-buril (desk-audit atau 
Centralized audit) dan pemeriksaan setempat (field audit atau 
Site audit). 


Pemeriksaan buril mendukung unsur kontinuitas yang 
dilakukan oleh setiap Unit Pemeriksa atas dokumen-dokumen 
yang diterima dari instansi luar. Sedangkan pemeriksaan 
setempat dilakukan di instansi-instansi sebagai tindak lanjut 
dari indikasi menghasilkan pemeriksaan yang lebih lengkap, 
bulat dan tinggi derajat kebenarannya. 


Pemeriksaan Bepeka atas pelaksanaan APBN meliputi 
pemeriksaan atas Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja 
serta pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Negara. 
Pemeriksaan ini untuk sebagian terbesar meliputi ruang lingkup 
pemeriksaan atas pengurusan keuangan dan ketaatan pada 
peraturan perundangan. Dan untuk dapat melakukan 
pemeriksaan yang meliputi ruanglingkup efisiensi, kehematan 
dan efektifitas pencapaian hasil masih dibutuhkan penetapan 
norma-norma yang lebih seksama. Dalam pemeriksaan atas 
Anggaran Pendapatan ditemukan beberapa masalah 
antara lain : (ај adanya ketentuan tentang “Rahasia Bank” 


sedangkan banyak pendapatan Negara yang disetorkan melalui 
Bank, (b) adanya pungutan yang digunakan untuk membiayai 
berbagai macam pengeluaran, yang mengakibatkan' tidak 
tertibnya administrasi APBN. Dalam pemeriksaan atas 
Anggaran Belanja termasuk Anggaran Belanja Barang, 
Pemeliharaan Barang dan Anggaran Belanja Pegawai masalah 
yang ditemukan adalah : 


a. masih lemahnya pengendalian intern, 

b. belum cermatnya penyusunan DIP, sehingga pemeriksaan 
atas pencapaian target dalam DIP dirasakan kurang mantap, 

c. belum tertibnya pembukuan/penatausahaan barang, sehingga 
pemeriksaan atas Belanja Barang dan Pemeliharaanya 
belum dapat memberikan hasil yang memuaskan, 

d. masih dilakukannya usaha penertiban administrasi 
kepegawaian, sehingga pemeriksaan atas Belanja Pegawai 
belum dilaksanakan secara mantap, 

e. masih kurang jelasnya pembiayaan'beberapa proyek yang 
dilakukan dari dua sumber,sehingga pertanggungjawaban 
pembiayaannya menjadi kurang jelas. 


Dalam pada itu pemeriksaan terhadap Keuangan Daerah 
masih bersifat membina/memberikan bimbingan ke arah 
perbaikan administrasi dalam pengelolaan uang APBD dan Badan 
Usaha Milik Daerah serta pengurusan keuangan Proyek Inpres. 
Untuk masa yang akan datang pemeriksaan diarahkan pada 
penertiban dan pembinaan Perhitungan Anggaran Daerah 
dan pengurusan barang, pembinaan pelaksanaan tuntutan ganti 
rugi Daerah serta perluasan pemeriksaan ke Daerah Tingkat || 
dan Proyek Daerah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam 
pemeriksaan atas Proyek Inpres bantuan kepada daerah pada 
umumnya sama seperti pada pemeriksaan atas pelaksanaan 
APBN. 


Pemeriksaan atas Badan-badan Usaha Milik Daerah belum 
dapat disandarkan pada hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
intern, karena masih sangat minimnya.laporan hasil pemeriksa- 
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an yang diterima oleh Bepeka. Juga pembinaan dari Pemda yang 
bersangkutan terhadap perusahaan-perusahaan daerah masih 
belum memadai. Pemeriksaan atas Badan Usaha Milik Negara 
pada instansi berdasarkan pada hasil pemeriksaan Direktorat 
Akuntan Negara dan aparat pengawasan intern pemerintah 
lainnya. Sedangkan pemeriksaan atas Yayasan Negara dan 
dana-dana lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah didasarkan 


pada pengertian bahwa dana-dana itu merupakan bagian dari 
keuangan yang dipupuk dan dikelola di luar APBN. Demikian 
pula Pemeriksaan atas barang milik negara dan barang yang 
dikuasai oleh negara ditujukan pada ketertiban pengelolaannya 
serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 


B. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai 


1. Perkembangan Kepegawaian 


Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga/ 
pegawai telah dilakukan berbagai usaha yang dilaksanakan 
secara bertahap setiap tahun secara berkesinambungan sejak 
Pelita |. Selain itu juga telah diusahakan peningkatan 
kesejahteraan pegawai di lingkungan Bepeka. 


Sampai tahun 1973 jumlah pegawai Bepeka sebanyak 
635 orang (362 orang pegawai teknis dan 273 orang pegawai 
administrasi). Kemudian dalam periode Pelita II jumlah pegawai 
mencapai 1.150 orang dengan perbandingan pegawai teknis 
sebanyak 862 orang dan pegawai administrasi 288 orang. 
Dengan kata lain perbandingan antara tenaga teknis dan tenaga 
administrasi menjadi 3 : 1. Namun realisasinya sampai akhir 
Pelita Il mencapai jumlah pegawai sebanyak 1.139 orang yang 
terdiri atas 446 orang pegawai teknis dan 693 orang pegawai 
administrasi. 


Melihat angka tadi berarti sasaran jumlah pegawai yang 
direncanakan hampir terpenuhi,tetapi usaha untuk menambah 
tenaga teknis hingga mencapai perbandingan 3 : 1 belum 
terpenuhi (perbandingan yang dicapai 2 : 3). Pengadaan tenaga 
teknis erat kaitannya dengan usaha pendidikan dan latihan 
yang diberikan kepada tenaga administrasi dan atau calon 
pegawainya. Usaha itu belum dapat mencapai jumlah pegawai 


teknis yang diharapkan karena terbatasnya tempat pendidikan 
dan biaya yang tersedia serta fasilitas-fasilitas lainnya. 


Dalam periode Pelita III sesuai dengan pembaharuan dan 
pengembangan struktur organisasi, jumlah pegawai mencapai 
1.600 orang yang terdiri atas 1.200 orang pegawai teknis dan 
400 orang pegawai administrasi. Langkah dan kebijaksanaan 
yang ditetapkan dalam Pelita III untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas tenaga manusia adalah berupa penyusunan pola 
pembinaan kepegawaian, mencukupi kebutuhan pegawai 
administrasi, meningkatkan mutu pegawai dengan me- 
nyelenggarakan pendidikan dan latihan serta pengiriman 
pegawai ke lembaga pendidikan di luar negeri dan meningkat- 
kan kesejahteraannya. 


Sampai akhir Maret 1983 jumlah pegawai seluruhnya 
mencapai 1.350 orang yang terdiri atas 779 orang tenaga 
teknis dan 571 orang tenaga administrasi, atau dengan per- 
bandingan kurang lebih 3 : 2. Dengan demikian terlihat adanya 
perkembangan penambahan pegawai teknis yang mengarah 
pada perbandingan yang dikehendaki antara pegawai teknis 
dengan pegawai administrasi, yaitu 3 : 1 


Perkembangan jumlah pegawai teknis dan pegawai 
administrasi selama periode Pelita. | sampai dengan tahun ter- 
akhir Pelita III dapat dilihat dalam Tabel 1. 


TABEL 1 
DAFTAR PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI (TEKNIS DAN ADMINISTRASI) BEPEKA 
SEJAK TANUN 1973 s/d 1983 


Golongan 1973 1974 1975 1976 1977 


1978 1979 1980 1981 1982 1983 


Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. Tek. Adm. 


V. e - - 5 - - -= - - - = - = - >= - = - - - - - -= - 
d ب‎ ас т э ж ت‎ = ka جك = ات‎ uw e шы aan Чі = A - 2 = 

c 3 - 3 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 10 - 

b 3 - 3 - 3 - 1 - 4 - 4 - 13 - 16 - 20 - 2 - 20 - 

a 3 - 5 - 5 - 4 - 17 = 18 - 17 = 47 - 29 - 24 - 8 = 

M. d 19 - 21 - 23 - 27 - 20 - 20 - 24 - 31 1 21 1 29 1 48 1 
с 7 - 8 - 19 - 16 - 22 - 29 - 21 2 20 1 52 1 54 - 29 1 

b 23 2 18 3 19 1 38 6 71 69 3 69 4 100 1 116 1 129 1 180 - 

a 81 10 87 6 128 8 102 53 114 15 114 57 141 75 197 19 150 26 128 24 96 9 

п. d 33 7 25 13 24 8 10 20 17 25 19 24 29 24 45 3 86 2 93 1 105 1 
с 36 12 27 25 63 28 107 21 129 25 116 33 111 10 95 8 75 8 98 9 85 7 

b 131 51 140 38 123 9 72 47 29 55 288 70 11 115 48 87 63 117 133 47 153 112 

a 23 38 28 30 4 37 3 60 - 107 - 165 8 310 5 373 20 365 50 340 18 286 

l d - 2 - 26 - 26 - 33 - 29 - 2 - 32 - 30 - 27 - 34 - 3 
C - 45 - 32 - 39 - 34 - 33 - 42 - 46 - 43 = 45 - 39 - 32 

b - 44 - 49 - 65 - 64 - 57 - 47 - 42 - 50 - 46 - 39 - 33 

a - 38 - 23 - 20 - 2 - 20 - 21 - 33 - 35 - 48 - 57 - 52 


Jumlah 362 283 365 245 414 241 383 360 424 371 419 490 446 693 577 651 636 687 768 592 779 571 


2. Perkembangan Pendidikan dan Latihan Pegawai 


Salah satu usaha peningkatan mutu pemeriksaan Bepeka 
adalah melalui peningkatan serta perluasan keahlian dan 
. pengetahuan para pemeriksa. Untuk memenuhi kebutuhan 
: tenaga pemeriksa keuangan, Bepeka menyelenggarakan 
berbagai pendidikan dan latihan bagi pegawainya, antara lain : 
a. Kursus Verifikatur, yang diikuti oleh peserta lulusan SLA 

atau pegawai yang sudah menduduki pangkat minimal Il/a, 


b. Kursus Penilik, yang diikuti oleh peserta lulusan Akademi 
atau pegawai yang menduduki pangkat ll/b, 

c. Kursus Pemeriksa Muda, yang diikuti para peserta lulusan 
Perguruan Tinggi atau pegawai yang menduduki pangkat 
Ш/а. 


Setiap jenis kursus, berlangsung antara 6 sampai dengan 
9 bulan, dan setelah lulus yang bersangkutan diangkat menjadi 
tenaga pemeriksa keuangan. 


Untuk meningkatkan mutu pemeriksaan yang sekaligus 
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa, 
diselenggarakan Kursus Pemeriksaan Pengelolaan yang diikuti 
oleh para pemeriksa dari Bepeka atau instansi lainnya. Keempat 
macam pendidikan dan latihan ini bersifat reguler dan oleh 
karenanya diselenggarakan secara terus menerus sesuai 
dengan kebutuhan, sehingga seluruh tenaga pemeriksa dapat 
dipenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya. Gambaran per- 
kembangan pendidikan dan latihan pegawai selama periode 
Pelita | sampai tahun 1983 dapat dilihat pada Tabel 2. 


TABEL 2 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI, 1973— 1983 


Jumlah Peserta 


No. Pendidikan dan Latihan 

1973 1974 1975 1975 1977 1975 1979 1980 1981 1982 1983 
——— I—— nn 
4. Kursus Verifikatur - - - - 32 - - 145 — - - 
2. KursusPeniiik = = = - - - 52 55 11 24 - 
3. Kursus Penyesuaian Penilik - = 38 24 26 - - - - 13 15 
4.  KursusPemeriksa Muda | - - 35 43 - 47 45 - 18 - - 
5. Kursus Penyesuaian Pemeriksa Muda - - - - - - == - — 20 22 
6. Kursus Pemeriksaan Pengelolaan - - - - - 33 39 67 90 100 50 


Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan para pegawainya diselenggarakan pula berbagai 


bentuk pendidikan dan latihan lain atau mengirimkan para. 
` pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang di- — | 
menjalani masa pensiun, diberikan tanda penghargaan 


selenggarakan oleh instansi lain atau di luar negeri. 


Usaha-usaha itu antara lain : 


a. sejak akhir Pelita | setiap tahunnya mengikutsertakan para 
pejabat Bepeka pada Sekolah Staf dan Pimpinan 
Administrasi (SESPA), kemudian melakukan pengiriman 
tenaga teknis pemeriksa Bepeka lulusan Akademi Dinas 


Pemeriksa Keuangan dan lulusan SDPK serta SLTA untuk . . 


melanjutkan pendidikannya di Institut Ilmu Keuangan, 


b. mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti Penataran 
Program Perencanaan Nasional di Universitas Indonesia, 


C. menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris bagi para pejabat 


Bepeka terutama untuk menghadapi Kongres Asian | 
Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI) yang 


diselenggarakan di Indonesia. Juga mengirimkan para 
pegawai/pejabat untuk mengikuti kursus serupa yang di 
selenggarakan oleh Laboratorium Bahasa Inggris AURI, 
Lembaga Indonesia Amerika dan British Council dalam 
rangka pengiriman tugas belajar ke luar negeri. 

| p | 


d. mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pendidikan 
menejemen auditing di USA. 


Penataran Kewaspadan Nasional serta berbagai ceramah baik 
yang barsifat pembinaan teknis pekerjaan maupun pembinaan 
mental. 


a 


3. Pemberian Tanda Kehormetan dan Tanda Penghargaan 


Dalam periode Pelita I-Ill sejumlah pegawai Bepeka telah 
menerima tanda kehormatan dari negara yang berupa Satya 


Lencana Karya Satya sehubungan dengan jasa pengabdiannya 


sebagai pegawai negeri selama 25 tahun atau lebih. Di samping 
itu Bepeka juga memberikan tanda penghargaan kepada para 
pegawai teladan yang telah berprestasi baik dalam melaksana- 
kan tugasnya. Demikian juga para pegawai yang akan 


pensiunan sebagai penghargaan pengabdiannya selama di 


Bepeka sampai dengan saat pensiun. Lihat Tabel 3. 
N E 


Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai dan 
menambah gairah kerja Bepeka telah membangun perumahan 
dinas bagi para pegawainya. Rumah dinas yang dibangun 
sampai dengan tahun keempat Pelita | berjumlah 188 buah : 34 


buah di Bogor, 2 buah di Yogyakarta dan 152 buah berada di 


Jakarta. Dalam periode Pelita 11-1! pembangunan rumah dinas 
dilanjutkan, sehingga pada tahun terakhir Pelita Ill rumah dinas 


| seluruhnya berjumlah 620 buah. 


Menurut lokasinya jumlah rumah dimaksud dalam tahun 
1983 adalah sebagai berikut : Jakarta 266 buah, Bogor 270 
buah, Yogyakarta 49 buah dan dj Ujungpandang sebanyak 
35 buah. Di samping itu, kendaraan bermotor sebagai alat 


. mobilitas memegang peranan penting dalam menunjang 


keberhasilan suatu kegiatan pemeriksaan. Oleh karenanya 
Bepeka telah dan terus berusaha agar kebutuhan kendaraan 
bermotor dapat dipenuhi sebagaimana layaknya. Dalam periode 
Pelita 1-1! pengadaan kendaraan bermotor terus dilakukan 


sehingga dalam tahun terakhir Pelita Ill seluruhnya mencapai . 
224 buah. 


Selain perumahan, kendaraan dan sebagainya, maka 
dalam usaha memelihara dan meningkatkan kesehatan para 
pegawai dan keluarganya Bepeka telah menyediakan tenaga 


© dokter umum maupun dokter gigi. Di samping itu diadakan pula 


tempat olahraga dan sarana latihan jantung sehat di gedung 
Bepeka. 
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TABEL З 
JUMLAH PEGAWAI YANG MENERIMA TANDA KEHORMATAN & PENGHARGAAN 


aa. سكسسس س‎ aaa س‎ aaa aa a е ек naga anaa аи 


Tanda Kehormatan 


Jumlah Pegawai Yang Menerima 
No. Tahun Satya Lencana Karya Satya 
Kel Kell Ке KelV KeV 


Tanda Penghargaan 


Jumiah Jumiah Jumiah 
Pegawai Pegawai Pegawai 


Pensiunan Teladan. Karena Jumlah 


meninggal | 
| g dalam tugas 

1. 1973 — m 9 = — — — — 9 
2. 1974 – — 2 — — 14 2 - 18 
3. 1975 — - — - - — 5 - 5 
4. 1976 = — - - = 14 1 = 15 
5. 1977 - — 2 E EE 6 = = 8 
6. 1978 = = = = = 9 2 = 11 
7. 1979 - = -— - = — 1 - 1 
8. 1980 - = = - = 8 = = 8 
9. 1981 - 12 34 10 - 5 - = 61 
10. 1982 - - 4 2 - 3 - 1 10 
Jumlah - 12 51 12 - 59 11 1 146 


C. Hubungan kerjasama dengan Pemerintah, DPR, Lembaga- 
lembaga Tinggi Negara dan Lembaga-lembaga Internasional 


1. Hubungan kerjasama dengan Pemerintah. 


Hubungan kerjasama timbal-balik antara Bepeka dengan 
Pemerintah dari tahun ke tahun telah dibina dan diting- 
katkan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh penjelasan dan 
kejelasan tentang berbagai kebijaksanaan yang berkaitan 
dengan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan negara, serta untuk memperoleh pengertian dan 
kesatuan bahasa dalam pelbagai masalah. 


Dengan memperhatikan aspek kerjasama yang ditujukan 


untuk menjamin kelancaran mekanisme pengawasan dan . 


pemeriksaan keuangan negara, usaha-usaha yang telah 
dilakukan adalah : | 


— Mengusahakan agar laporan aparat pengawasan intern 
pemerintah dapat diterima oleh Bepeka secara teratur dan 
mutakhir untuk menghindari pemeriksaan yang: tumpang 
tindih dan dapat lebih memanfaatkan hasil kegiatan aparat 
pengawasan tersebut. Usaha ini dari tahun ke tahun 
menunjukkan peningkatan, namun beberapa aparat 
pengawasan intern departemen/lembaga belum mengirim- 
kannya kepada Bepeka secara teratur dan lengkap. 

— Menyelesaikan penyusunan peraturan perundangan tentang 
keuangan negara sebagai pengganti ICW serta peraturan- 
peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan pengelolaan keuangan negara dalam 


masa pembangunan. Pemerintah telah berusaha menyusun 
RUU tentang keuangan negara, namun belum dapat di- 
selesaikan secara tuntas. Walaupun demikian Bepeka tetap 
mendorong agar pemerintah dapat segera menyelesaikan 
dan mengajukannya kepada DPR agar undang-undang itu 
dapat segera terwujud. Undang-undang ini akan menjadi 
pangkal tolak yang mendasar bagi peraturan-peraturan 
perundangan lainnya mengenai keuangan negara. 

— Hubungan kerjasama dengan Menteri PPLH dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai 
berbagai kebijaksanaan pembangunan nasional,berbagai 
masalah di bidang keuangan negara dan masalah koordinasi 
pengawasan. 


Hubungan kerjasama lainnya berbentuk penyelenggaraan 
pertemuan/konsultasi dengan Presiden,para Menteri aparat- 
aparat pengawasan intern pemerintah, pemerintah daerah dan 
para pejabat instansi Pemerintah/Lembaga/Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah. Frekuensi pertemuan/konsultasi yang diadakan 


` selama Pelita Il sampai dengan tahun keempat Pelita III terlihat 


dalam Tabel-5. 


Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan 
Presiden menghasilkan penjelasan sekitar kebijaksanaan 
pembangunan nasional dan berbagai masalah di bidang 
keuangan negara. < 


TABEL 5 | 
FREKUENSI PERTEMUAN & KONSULTASI, PELITA II s/d TAHUN KEEMPAT PELITA Ill 


—— MÀ AE 


Uretan Hubungan kerja sama 


Presiden 1: 1 
Sidang Kabinet Paripurr 3 - 1 
Rapat Koordinasi Pengawasan - 1 
Pertemuan/Konsultasi 14 13 
dengan para pejabat 

pemerintah.lembaga negara/ 

BUMN BUMD 

e Pemutakhiran data dengan - - 
aparat pengawasan intern 

pemerintah 


Qc C^ 0 


el 
Jumlah pertemuan dalam Tahun Anggaran | 


dengan'dalam bentuk 74/75 75/76 76/77 


77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 


— 1 
1 1 

2 1 1 Е 
— 1 


wh amb b д 


EI C DC аа a U ae, 


^ ° 


| Kehadiran Bepeka dalam Sidang Kabinet Paripurna dapat: 
lebih memahami latar belakang berbagai kebijaksanaan 
pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
pokok Bepeka. Pertemuan konsultasi dengan berbagai pejabat 
Pemerintah telah digunakan oleh Bepeka untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan dan kebijaksanaan di lingkungan 
instansi yang bersangkutan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
serta usaha peningkatan kerjasama di waktu mendatang. Selain 
itu diadakan juga pertemuan dengan beberapa Inspektur 
Jenderal untuk menjajagi kemungkinan penyelenggaraan 
pertemuan berkala dengan setiap aparat pengawasan intern 
pemerintah untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai 
masalah yang dihadapi masing-masing. Hasil pertemuan tadi 
kemudian dikembangkan menjadi pertemuan pemutakhiran 
data pemeriksaan Bepeka yang diadakan setiap tahun 
menjelang diterbitkannya Buku Haptah Bepeka. 


Di samping itu Bepeka juga melakukan berbagai kegiatan 
lain meliputi : 


a. Mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dengan 


pemberian bantuan tenaga pengajar/penceramah dan: 


menyelenggarakan kursus/penataran dalam suatu 
kerjasama. Kerjasama sangat bermanfaat sebagai sarana 
untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman untuk 
meningkatkan kemampuan teknis para pegawai. 


b. Memberikan pengarahan/ceramah pada berbagai 
kesempatan dengan materi yang menyangkut cara 
pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan 
keuangan negara, sistem pengendalian intern dan peranan 
Bepeka dalam pengawasan keuangan negara. 


2. Hubungan kerjasama dengan DPR dan Lembaga Tinggi 
Negara lainnya. 


Secara umum hubungan kerjasama dengan DPR yang telah 
dibina adalah : (a) Bepeka berhasil mengejar ketinggalan untuk 
memenuhi kewajiban memberitahukan hasil pemeriksaannya 
kepada DPR tepat pada waktunya, (b) penyampaian Buku 
Haptah setiap tahun dan (c) dicapainya kesepakatan tentang 
hubungan kerja yang menyangkut penyampaian Buku Haptah, 
Nota Hasil Pemeriksaan atas PAN, masalah anggaran Bepeka 
dan sifat-sifatnya pertemuan lain yang diadakan. 


Dari hubungan kerjasama dengan Mahkamah Agung 
Bepeka memperoleh pertimbangan mengenai penanganan 
pengadilan bendaharawan. Atas permintaan Dewan 
Pertimbangan Agung, Bepeka telah menyusun sebuah buku 
: “Peranan Bepeka Dalam Kerangka Kehidupan Bangsa dan 
Negara". 


3. Hubungan kerja dengan Lembaga-lembaga Pemeriksa 
Keuangan Internasional. 


Dalam usaha meningkatkan pelaksanaan tugas pokoknya, 
Bepeka memanfaatkan perkembangan di bidang pengawasan 
dan pemeriksaan keuangan negara melalui hubungan kerja 
dengan badan-badan internasional lainnya. Hubungan kerja ini 
diwujudkan dalam bentuk ikut serta pada berbagai kongres dan 
seminar, sumbangan berupa kertas kerja mengenai bidang yang 
dibahas. Selain itu diadakan kunjungan ke berbagai lembaga 
pemeriksa keuangan tertinggi/ekstern di benua Amerika, Eropa, 
Asia, Afrika untuk melakukan studi perbandingan mengenai 
sistem pemeriksaan yang dianut negara-negara tadi. 


Secara umum hubungan kerja yang telah dibina selama 
ini sebagai berikut : 


a. Sebagai anggota INTOSAI Bepeka selalu aktif mengikuti 
berbagai kegiatan Intosai yang pada umumnya berbentuk 
kongres sekali tiga tahun dan seminar-seminar interregional. 


Selama Pelita 1-1 Bepeka telah mengikuti beberapa 
Kongres, antara lain : 


— Kongres ke-8 di Madrid, Spanyol dari tanggal 13 s/d 
22 Mei 1974, 

— Kongres ke-9 di Lima, Peru dari tanggal 17 s/d 26 Oktober 
1977, 

— Kongres ke-10 di Nairobi,Kenya dari tanggal 14 s/d 
25 Juni 1980, 

— Kongres ke-11 di Manila dari tanggal 19 s/d 27 April 1983. 


Sedangkan beberapa Seminar/Simposium yang diikuti Bepeka 
adalah : 


— Seminar Interregional ke-2 Intosai tentang Government 
Auditing di Berlin Barat dari tanggal 2 s/d 14 September 
1974, 

— Seminar Interregional ke-3 Intosai tentang Government 
Auditing di Berlin Barat tanggal 3 s/d 21 Mei 1976, 

— Seminar Operasional Auditing in the Public Sector yang 
diselenggarakan selesai kongres ke-9 Intosai di Peru pada 
tahun 1977, 

— Simposium standar-standar akuntansi, pemeriksaan dan 
pengawasan intern serta pelaksanaannya yang di- 
selenggarakan sesuai kongres Intosai ke-11 di Manila 
tanggal 29 april s/d 1 Mei 1983. 


b. Sebagai anggota ASOSAI kegiatan-kegiatan yang diikuti 
Bepeka adalah : 


— First Regional of Asian Auditor's dengan tema Selected 
Aspects of Government . Auditing di Pilipina dari tanggal 

. 27 Nopember s/d 8 Desember 1977. 

— Seminar tentang Training of Auditor's di Berlin Barat dari 
tanggal 27 September s/d 8 Oktober 1978, 

— Assembly pertamina Asosai di New Delhi tanggal 7 s/d 11 
Mei 1979, 

— Seminar/Training dengan tema The Audit of Public Works 
di Manila tahun 1979, | 

— Training dengan tema The Audit of Revenues di New Delhi 
tahun 1979, 

— Seminar tentang The Audit of Computerized Programs di 
Tokyo tahun 1980, 

— Seminar tentang The of Public Enterprises With Reference to 
Plantations di Colombo pada bulan Oktober 1980, 

— Seminar tentang The Audit of Computerized Programs ke 
2 pada bulan Juli 1981, 

— Workshop sebagai persiapan Seminar dengan tema The 
Supportive Role of SAI in National Development di Manila, 
Oktober 1981, 

— Assembly ke-2 dan Seminar Internasional kesatu Asosai di 
Korea Selatan, tanggal 12 s/d 18 April 1982, 

— Seminar The Audit of Computerized Programs ke-3 
di Tokyo, Juli 1982. 


c. Dalam rangka studi perbandingan dan hubungan kerja timbal 
balik Bepeka telah melakukan berbagai kunjungan kerja ke 
beberapa lembaga pemeriksa keuangan tertinggi di luar negeri, 
seperti : 

— Jerman Barat, Austria, Belanda dan Amerika Serikat 
tahun 1975, 

— Inggris, Norwegia, 
tahun 1976, 

— Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Amerika 
Serikat, Italia, Pakistan, Srilangka, Brazil, Venezuela dan 
Spanyol pada tahun 1977, 

— Inggris, Belanda, Denmark, Swedia dan Mesir tahun1980, 

— Pilipina, Singapura, Thailand dan Malaysia tahun 1983. 


Perancis, Denmark dan Pilipina 
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d. Sumbangan kertas kerja dari Bepeka untuk kongres/seminat 
Asosai adalah sebagai berikut : 


_ — The Audit of Public Health Agencies and Envinronmental 
Protection Activities yang disampaikan kepada Kongres 
Intosai IX di Peru, Oktober 1977, 


— Problems of Adopting and Implementing Modern Audit 
"Techniques in Developing Countries yang disampaikan 
kepada Kongres Intosai ke-X di Kenya, Juni 1980, 


. — Financial Control in the International and Supranational 
Fields yang disampaikan kepada Kongres Intosai X di 
Kenya, Juni 1980, 
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— Toward a New Role Identification for State Audit Systems 
in- National Development yang disampaikan kepada 
Assembly ll/Seminar Asosai di Korea Selatan, April 1982, 

— Audit of Hospital and Other Health Services yang di- 

Sampaikan pada Kongres Intosai XI di Manila, April 1983. 


Pada pihak lain Bepeka telah menerima kunjungan 
kehormatan duta besar negara sahabat dan kunjungan tamu 
luar negeri antara lain dari : Jepang, Korea Selatan, Belanda, 
Australia, Srilangka, Amerika Serikat, Inggris, Papua Nugini, 
Perancis, Pilipina, Belgia. Dan dari kunjungan-kunjungan 
tersebut ada beberapa negara yang berkunjung lebih dari satu 
kali. 
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1. INTRODUCTION 


Within the framework of practicing a democratic constitu- 
tional life based on Pancasila and the 1945 Constitution, accor- 
ding to pure perception, the Audit Board as one of the State's 
High Level Institutes is constitutionally given a task of auditing 
the Government's accountability on the State's financing. 


The task assumed by the Audit Board is essentially a transfer 
of authority of the people's sovereignty for safeguarding and 
securing the State's finances in a constitutional atmosphere. 
This task is one of confidence and an honorable task conside- 
ring the nature of its position in upholding the foundation of 
a democratic life based on Pancasila. 


_ In implementing its task, the Audit Board is actually functi- 
oning as an external supervisor for the Government in the Sta- 


te's financial sector. 


Since the New Order, the development in the Republic of 
Indonesia has been growing continuously and rapidly. The de- 
velopment growth requires more intensive and directed super- 
vision with the support of proper audit personnel, both with 
respect to quality as well as quantity, sufficient taces. DUM 
structure and budget. 


Therefore, the Audit Board or known as BEPEKA, being 
the highest state financial supervisory apparatus in Indonesia 
which by virtue of the 1945 Constitution is given the task to 
audit the accountability of the state's financing, is continuously 
making efforts of improving itself and intensify its activities in 
line with the rate of development now taking place in Indone- 
sia. Especially, in the last ten years (1973 — 1983), since Law 


No. 5 year 1973 became effective, BEPEKA has made efforts 
to improve and enhance, both its organizational structure and 
Work system as well as personnel, other facilities and infra- 
structure which support its task. 


1973 was an important year for Bepeka and can be regar- 
ded as a new chapter in the history of Bepeka, because : 
with Law no. 5 year 1973, a re-arrangement was made with 
respect to position, task, obligation, authority as well as mem- 
bership of Bepeka. The most important change concerned its 
position and membership of Bepeka. - 


According to Law no. 17 year 1965, the position of Bepe- 
ka is subordinated as a tool of the President/Great Leader of 
the Revolution, having the highest authority of auditing, super- 
vising and investigation (examination) on the administration 
and management of the state's finances. This deviates from 
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the 1945 Constitution. 


With Law no. 5 year 1973, the position of Bepeka i is retur- 
ned to be in iine with the 1945 Constitution, i.e. as the highest 
state institute which in the execution of its task is free from 
any influence and authority of the Government, but is not a- 
bove the Government. 


Actually, since the New Order government, Bepeka's posi- 
tion is no longer subordinated or as a tool of the President but 


returned to its position and function according to the 1945: 


Constitution, i.e. the Decree of the Provisional People's. 
Consultative Assembly (MPRS) No. X/MPRS/1966. But that 
MPRS Decree only regulates in general about all state's institu- 
tes, both in the centre(Capital) as well as In the region. It was 
not until Law no. 5 year 1973 that Bepeka is re-arranged in 
a rather complete and detailed way. Regarding Bepeka's mem- 
bership, according to Law no. 17 year 1965, members of sepe- 
ka consist of representatives of political parties, the armed for- 
ces and mass organizations or individuals having public sup- 
port, totalling 16 members. Furthermore, according to this law, 
the position of the Chairman and Vice Chairman of Bepeka is. 
respectively as Minister Coordinator and Minister. The Chair- 
man, Vice Chairman and member of Bepeka are appointed by 
the President. 


According to Law no. B year 1973, Bepeka is a Board con- 
sisting of a chairman concurrently member, vice chairman con- 
currently member and five members. They are appointed by 
the President at the proposal of the House of Representatives 
(Parliament). To be nominated as member of Bepeka, a candi- 
date should meet certain requirements as provided by law. 


Based on Law no. 5 year 1973, the findings of Bepeka 
are reported to the House of Representatives (DPR), taking note 
of provisions in the prevailing law. 


In MPR Decree No. I!I/MPR/1978, article 10 paragraph З 
it is decided that ways of reporting will be jointly determined 
by the leaders of both Bepeka and Parliament (DPR), taking 
note of the provisions in the prevailing law. 


In ICW (Indische Comptabiliteitswet, the Netherland In- 
disch Law on accountability) are two articles arranging the pro- 
blem of reporting the findings to Parliament (DPR), i.e. Article 
58a stating that Bepeka is authorized in connection with its 
task, to pass information to DPR, if regarded necessary in the Sta 
te's interest. Article 71 determined that Bepeka will send com- 
plete information of its activities in the past year to the govern- 
ment, in which is also stated all irregularities and deviations 
` found as well as steps which according to Bepeka are neces- 
sary in the interest of managing the state's finances. It is ac- 
companied by a government's explanation, Bepeka's notice, 
to be submitted as soon as possible to DPR. 


As of 1972/1973, Bepeka's notice or findings is intended 
to be in the form of an Annual Audit Result Book (Haptah Book) 
containing audit on the government's accountability regarding 
the state's financing, also containing a description about the 
Implementation of various activities supporting the execution of 
Bepeka's basic task, both concerning the development of its 
organization and administration as well as the development 
of cooperation with the government, other high level state insti- 
tutes as well as international organizations. 


By utilizing the Annual Audit Result Book (Haptah Book) 
as the main source of information, evaluating the implementati- 
on result of Bepeka's task during its tenure 1973 — 1978 and 
1979 — 1983, is done by following the breakdown (detail) 
of priorities and activities as determined in the first and second 
five-years work plan (RKLT-Il and RKLT-II). Evaluation is carried 
out quantitatively as well as qualitatively. А 


= 
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As is known, in management, supervision is known as one 


. of the elements in the management cycle. 


The word supervision (control) and audit (examination) are 
frequently used in the same or almost the same meaning. Both 
supervision as well as audit (examination or review) are inten- 


ded for obtaining information, whether the State's financial 
management is carried out properly, i.e. : 


1. According to the Law, severai regulations, provisions as 
well as planning concerned. 

2. According to the principle of management accountability 

and effectiveness. 


Information about this implementation is reported to the 
party concerned. Depending on the type of its audit, the fin- 
dings in the form of information is submitted to the House of 
Representatives and or the President, Minister, President Direc- 
tor of a Government owned Company, etc., to be utilized as 
the basis for taking decisions. 


Supervision in general can be divided into several types, 
such as : internal supervision and external supervision. 


In more detail, a distinction can be made in supervision/au- 
dit carried out by : 


1. Interna! supervisory (audit) unit, positioned in a Government 
owned Company (State Company) or in a Government 
agency within the domain of a Department or Institute. This 
unit is performing its audit mainly for the interest of State 
Company's board (management) or Government agency 
concerned. 

. The internal supervisory apparatus of a Department (Inspec- 
torate General) which is positioned in a Department is per- 
forming the audit mainly for the interest of the Department 
concerned. 

. The Government's Internal! Supervisory Apparatus, the 
Agency for Supervising Development (BPKP), is a non- 
Departmental Government's Institute which is subordinated 
to and directly responsible to the President. 

. The Inspector General for Development also functions as 
an internal supervisory apparatus, but has a special task 
and reports the result of his findings to the President. 

. The Territorial Inspectorate of a Province, positioned in the 
Ist Level Regional Administration (Province) is performing 
its audit for the interest of the Province concerned. 

. The Territorial Inspectorate of the Kabupaten (Regency), 
positioned in the Ilnd Level of Regional Administration (Ka- 
bupaten) is performing its audit for the interest of the Kabu 
paten concerned. 

. The External supervisory apparatus, i.e. the Audit Board 
with an independent position outside of the Government 
and performing its audit for the interest of the State. The 
result of its findings is submitted to the House of Represen- 
tatives. 


It is clear from this explanation that although audit (super- 
vision) basically contain the same nucleus, i.e. comparing im- 
plementation with certain criteria (comformity with regulation, 
conformity with the principle of management accountability 
and effectivity). Yet, several level of audit (supervision) contain 
different objective, depending on the unit's apparatus position 
performing the audit (supervision) as well as depending on the 
party receiving the findings concerned. As such, each supervi- 
sory unit or apparatus is indeed required, and the structure of 
such a supervision (audit) opens the possibility for applying 
the principle of management accountability and effectiveness 
in performing the audit (sepervision) by utilizing the findings 
of internal audit for the purpose of external audit (supervision). 


Utilizing the internal findings is regulated by Law. 


THE MEANING (CONCEPT) AND BENEFIT OF INTERNAL 


In connection it should be also stated the important role 


of internal control system in managing State's finances. 


The internal control system as a concept includes organiza- 
tional structure and ali ways or acts (steps) which are coordina- 
ted in an agency or organization, with the aim of safeguarding 
property, testing the accuracy and truth of bookkeeping data, 
enhancing the efficiency of activities and encourage obeying 
the management policy of an agency or organization concer- 
ned. 


A proper internal control system should have the following 
features : 


1. an organizational structure with a correct separation of 
function. .. 

2. asystem of delegating authority and procedure of recording 
or bookkeeping in such a way so that a proper control can 


be realized on property, debt, earnings and expenditures. 


3. proper implementation of various procedures by all parts 
of the organization concerned and by the employees in per- 
forming their task or function. 

4. the level of employees quality corresponding with the task 
and its responsibility. 

5. an effective internal auditing unit. 


The above mentioned elements should be complete in an 
organization, as a condition for satisfactorily functioning of the 
internal control system. 


CONTROL. 


The above elements are mutually supporting, end the 


_ weakness of one element can complicate the effective functi- 


oning of the system. 


The benefit of an internal control system for the management 
of an agency or organization is that the system provides infor- 
mation, security and control which are very much required. 
Following is its explanation : | 


1. Tha information should be complete, reliable and available 
as soon as possible. 


2. Safeguarding is necessary to prevent an agency or organi- 
zation from waste, embezzlement, stealing, inefficiency 
and loss (damage). 


3. Control is necessary to determine that policy, guidance and 
various instructions of management are obeyed by the 
employees. 


Apart from being useful for the management of an agency 
or organization concerned, this system is also beneficial for 
the internal control apparatus. Based on a study of the existing 
internal control system, an external controller can evaluate the 
" control ability” of the administratlon to be audited, so that 
as a follow-up, for the efficiency of auditing, can be determined 
to what extent part of the auditing work can be limited only 


to an audit by sampling. 


THE POSITIONS OF THE AUDIT BOARD 


According to the elucidation of article 23 paragraph (5) 
of the Provisional People's Consultative Assembly (MPRS) 
Decree No. X/MPRS/1966 and Article 10 of the People's Con- 
sultative Assembly (MPR) Decree no. IV/1973, Law no. 5 year 
1973 on the Audit Board which was promulgated on 16 July 
1973, the position of the Audit Board (in article 1) is formulated 
as follows : 


"The Audit Board is a high level instute of the state which 
in the performance of its task is free from the influence 
and authority of the government, but is not above the go- 
vernment". 


Furthermore, in the General Elucidation of Law no. 5 year 
1975 is among other stated as follows : 


"The Audit Board with a task of auditing the government's 
accountability with respect to the state's finances, is a 


BEPEKA's position 


board which is free from the influence and authority of 
the government and performing audit from outside the go- 
vernment's body regarding the control and management 
of the state's finances within the framework of the govem- 
ment's accountability against the Highest State Institute, 
i.e. the People's Consultative Assembly (MPR)" 


From the above description it can be concluded that the 
position of Bepeka within the constitutional structure of the 
Republic of Indonesia is that of a high level state's institute, 


parallel with the government, not subjected to or becomes a 


tool of the government, but on the other hand it is also not 
above the government. As such, its position is like the other 
high level state institutes, such as the House of Representati- 
ves (DPR), the Supreme Advisory Council (DPA) and the Supre- 
me Court (MA). | 


the 


among 
House of Representatives (DPR), the Government 
and other high level state's institutes 
(Based on the 1945 Constitution and MPR Decree 
no. Ш/МРА/1978 : 
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The task of Bepeka as determined in Article 23 paragraph 
(5) of the 1945 Constitution is to audit the accountability of 
the state's finances and submit its findings to the House of 
Representatives. 


This task of Bepeka was re-affirmed in Article 2 of Law 
No. 5 year 1973 as follows : 


1. Bepeka is assigned with auditing the government's respon- 
sibility concerning the State's finances. 

Bepeka is assigned to especially audit the implementation 
of the State budget. 

Performing the audit as mentioned in paragraph (1) and (2) 
of this article is based on law 

the findings of Bepeka are submitted to the House of Repre- 
sentatives (DPR). 


> о N 


As is customary with auditors work system, the audit fin- 
ding is also submitted to the government. Furthermore, in Arti- 
cle 3 of Law no. 5 year 1973 is also determined that if Bepeka 
found problems creating the suspicion of a criminal act or acti- 
ons harming the state's finances, then Bepeka informs the go- 
vernment (the President or Minister) about the case. Especially 
concerning criminal problems, the information is directed to 
the police and or the office of the public prosecutor. 


In performing its task, Bepeka has the authority of asking 
information which should be given by any individual, govern- 
ment agency or service or private, as long as it is not contra- 
dicts the law. This authority is in essence covered all sector 
related to state's financing. This is stated in article 4 Law no. 
5 year 1973 and its elucidation. This authority of asking infor- 
mation, apart from stated in Law no. 5 year 1973, is also sta- 
ted in ICW and in its implementation can be done in several 
ways according to the need or how the audit will be conducted. 


Requesting the material for auditing or the information can 
be via a letter to the department and or agency concerned, 
or by inviting the official concerned for a hearing or in the fra- 
mework of data updating for clarification or explanation con- 
cerning certain problems being the result of auditing, or by di- 
rectly visiting or calling at the agency concerned. 


In securing Bepeka's authority implementation, Law No. 
5 year 1973 determined that an individual or agency or service, 
intentionally not fulfilling its obligation of giving information 
and other auditing material to Bepeka, by rejecting to give infor- 
mation, or avoid to give information, also preventing, obstruc- 
ting or thwarting auditing, will be sanctioned with a maximum 
penalty of eighteen month detention or a fine of one million rupiah. 
Also. for giving false (faked) information, the sanction is heavi- 
er, i.e. a maximum sentence of 3 years detention or a maximum 
fine of two million rupiah. According to the Law, those actions 
are grouped as crime. 


In performing its task of auditing the responsibility con- 
cerning state's financing, Bepeka has the following main func- 
tions : 


1. an Operational function, i.e. performing supervision and au- 
dit on the state's financial accountability in accordance with 
the authority as determined in the 1945 Constitution. 

2. the function of giving recommendation to the government 
regarding the administration, management and accounting 
for the state's finances. 

3. Judiciary function, i.e. arranging a financial (treasury! pro- 
Secuting process aginst the treasurer commiting a mistake 
or neglect, resulting in a loss for the state, and follow the 
process of prosecuting compensation by the government 
against a civil servant non-treasury who as the consequen- 
ce of violating a law or failing his responsibility has caused 
loss to the state. 


TASK, OBLIGATION AND AUTHORITY OF THE STATE AUDIT BOARD 


THE 1945 CONSTITUTION 
ARTICLE 23 PARAGRAPH (5) 


LAW NO. 5 / 1973 
ON THE AUDIT BOARD 


TASK 


Audit : Informing : 


. the government's 
accountability with 

respect to state's 

finances/property 


. all implementation of the 
state budget, regional 
budget, state companies, 

regonal state companies 

based on the prevailing law 
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OBLIGATION 


1. Its findings to DPR and 
the Government 


. Actions harming the state's 
finances to the 
government; especially 
criminal problems to the 

police/public prosecutor 


AUTHORITY 


Requesting information which 
should be submitted by : 


— every individual 

— government agency/service 
— the private sector 

as long as it does not 
contradict the law 


Operative 


Function 


BEPEKA's 

FUNCTION 
Function of 
Recommendation 


Function of 


Testing whether state's expenditures are according to the 
State's Budget provisions and regulations concerning state's 
financial control and management. 


Evaluate whether the state's expenditures are according to 
ways to ways that can be accounted for according to the deter- 
mined objective. Elucidation : Article 2, Law No. 5 year 1973 


Give suggestion and consideration to the Government if regard- 
ed necessary for the state's interest or there are matters which 
can lead to reducing or economizing expenditures of the state 
and simplifying state's financial management. Article 59 ICW 
jo. Article 41 (2) IAR. 


Conducting a judicial account, i.e. examine, audit and take deci- 
sion regarding matters related to/treasury prosecution. Article 


Judiciary 


77, 79, etc. ICW Article 36 up to 39 IAR. 


THEPOLICY OF THE AUDIT BOARD 


In MPR Decree No. IV/MPR/1973 jo. No. IV/MPR/1978 
on the Outlines of the State Policy (GBHN) is among other sta- 
ted that in improving the state's finances accountability, Bepe- 
ka is obligated to intensify its activities in accordance with the 
authority as determined in the 1945 Constitution. 


In order to intensify its activities, Bepeka has drafted a 
blueprint for operation (work plan) which can give a basis and 
direction in performing its function. In phases and continuously 
could be realized the desired situation in the coming five years 
and in the long run, in order to realize an intensification of Bepe- 
ka's audit on the efficient and effective accountability of the 
state's finances. 


An explanation on the basis and direction of the desired 
phases of audit intensification is put in a five year work program 
(RKLT) with the aim of improving the government's accounta- 
bility in managing the state's finances within the framework 
of achieving the national objective. 


Perfection of the government's responsibility in managing 
the state's finances includes : 


1. If the state's finances administration, management and ac- 
countability were controlled effectively, an orderly adminis- 
tration, properly reported as well as meeting provisions of 
the prevailing law, so that a misuse and irregularities can 
be avoided. 

2. If the use of the state's finances is according the principle 
of management accountability in order to prevent waste. 

3. If the result or benefit obtained is according to the deter- 
mined obiective. 


Within the framework of achieving the objective, the audit 
performed by Bepeka has the aim of realizing an efficient and 
effective state's financial system in national development. 


The policy of Bepeka in achieving the desired audit objec- 
tive, is carried out by considering the following factors : 


1. the government policies in implementing the Outlines of 
the State Policy (GBHN). 

2. Organization and management of control and administra- 
tion of state's finances. 

3. Laws and regulations concerning the state's finances. 

4. the system and condition of the state's financial adminis- 
tration 

5. Ability and skill of personnel in charge of control and ma- 
nagement of state-finances. 

6. the Government Internal Control Apparatus (APIP) 

7. Attention (interest) of the House of Representatives regar- 
ding the state's finances as well as being curious of Bepe- 
ka's findings. 

8. Condition and areal size of Bepeka's operational territory. 

9. Ability and skill as well as mental condition of Bepeka's 
audit personnel. 

10. Facilities and infrastructure owned by Bepeka in perfor- 
ming its audit function. 


Based on the above thinking, Bepeka has decided on a 
Long Term Work Plan, covering a period of 20 to 25 years 
which is an effort in the direction of implementing development 
and intensify auditing the states financial accountability. 
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The objectiveof the Long Term Work Plan is the realization 
of enhancing the guality of auditing the state's financial ac- 
countability, so that the management of the state's finances 
is efficient and effective in national development, and the crea- 
tion of a supervisory mechanism for the state's finances which 
IS stable as well supported by a proper administration in Bepe- 
ka's mechanism. 


The above mentioned enhancing of the auditing quality 
includes the following scope of auditing : 


1. Audit of the financial accountability with the objective of 
evaluating : 


a. the correctness of implementing financial operations. 
b. proper consultation of the presented financial reports. 
с. obeying the prevailing laws and regulations. 


2. Management accountability audit with the objective of eva- 
luating : 


a. Management accountability in administering and utili- 
zing of the available facilities (manpower, cash, equip- 
ment, space, etc.) 

b. Causes of inefficient and uneconomical practices, inclu- 
ding lack in the information system, administrative pro- 
cedure or organizational structure. 


3. The correct choice of alternatives in performance to obtain 
the determined result with the least sacrifice. 


The scope of auditing carried out is not yet sufficient, if 
only covering the level of audit against. financial control and 
management and faithfulness, but also includes auditing of 
management accountability as well as program accountabi- 
lity in achieving the determined or planned result or benefit. 


This enhancing of audit quality has been planned to be 
achieved through stages of five-years work program (RKLT) 
andit is estimated that all will accomplished within the period 
of 20 to 25 years since 1974 (RKLT-I). The planning and im- 
plementation of enhancing this audit quality will be reviewed 
at each phase of RKLT, adjusted to the result of enhancing 
Bepeka's auditing and development of the state's financial de- 
velopment. 


By implementing in phases the three scopes of audit, one 
of Bepeka's effort wil! be achieved to enhance the quality of 
auditing in performing its function. 


In performing its function, Bepeka is not only considering 
the scope of its audit which contains the element of audit, but 
also the size of its auditing scope, i.e. the extent of scope or 
the reach of audit objective that can be implemented in order 
of achieving the desired objective. The size of audit scope will 
depend on the position, task, obligation and authority of the 
control apparatus concerned, whether it is a government inter- 
nal control apparatus or as an external government control ap- 
paratus, or as an external government control apparatus. 


Bepeka has determined that its scope of audit includes the 
auditing of : 


1. the Central government's financial accountability. 

2. the Regional government's financial accountability. 

3. financial accountability of government owned companies 
and regional state owned companies (BUMN and BUMD). 


In the grouping, the auditing scopeis based on the fact 
that the state's financial management is in a broad sense and 
is based on the existing or prevailing laws and regulation, and 
it seemed that there is a distinction between financial manage- 
ment and accountability by the central government with the 
regional government, BUMN and BUMD. 


In Law no. 5 year 1973, Article 2 paragraph (1) and (2) 
Is determined Bepeka is assigned with auditing the govern- 
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ment's accountability regarding state's financing, and is also 
assigned with auditing all implementation of the State Budget. 
This elucidation states among other that audit performed on the 
accountability of the state's finances, including the State Bud- 
get implementation (both the routine as well as the develop- 
ment budget), the Regional Budget as well as the Budget of 
Government owned Companies, in fact all the state's property. 


Based on the above mentioned article can be concluded 
that Bepeka's audit on the government's accountability regar- 
ding the state's finances, should be interpreted in the broadest 
sense, i.e. the auditing of the state's total property, both mana- 
ged by the central government, the regional government as 
well as BUMN and BUMD. 


Auditing the central government's accountability of the 
state's finances include : 


the State Budget 

bookkeeping and calculating of the budget 

inventory of the state's treasury (IKMN) or material/goods 
management. 

funds outside the budget 

settlement of state's losses. 


TE dug 


Auditing the regional government's accountability of the 
state's finances include : 


1. the Regional Budget 

2. bookkeeping and calculation of the Regional Budget 

3. inventory of the Region's Property (IKMD) and management 
of the region's material/goods. 

funds outside the regional budget 

aid program for regional development Presidential Instruc- 
tion/Inpres projects . 

Settlement of the region's losses. 


Auditing the financial accountability of BUMN and BUMD 
which are grouped according to the form of the state company, 
include : 


1. Perusahaan jawatan/Perjan (Departmental agency/com- 
pany) 

Perusahaan umum/Perum (public corporation) 
Perusahaan perseroan/Persero (public/state company) 
Pertamina (the national oil company) 

the bureau of logistics 

government owned banks 

regional government owned company/undertaking 


mus 


zi 
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According to Article 23 paragraph (5) of the 1945 Consti- 
tution, Bepeka has the task of auditing the state's financial 
accountability. indirectly through the results of its findings, in 
performig its task, Bepeka is obligated to join enhancement 
of the government's responsibility regarding the state's finan- 
ces. But, actually the enhancing of the state's financial accoun- 
tability also depends on the government's own efforts in best 
possible application of the accountability principle and internal 
control system. 


Bepeka's long range efforts of intensifying its auditing 
(both regarding the scope as well as size of the scope) is done 
in phases and its planning is in the form of Bepeka's Five-year 
Work Program which was started since 1974, with the imple- 
mentation of RKLT | year 1974-1979, followed by RKLT-II 
year 1979 — 1984, RKLT Ill 1984 — 1989 and the following 
RKLT's, so that it will constitute a series of audit intensifying 
program which will continuously increase and develop. 


The objecftive of the Five-year Work Program for each pha- 
Se IS : 

First : to intensify Bepeka's auditing activities within the 
framework of improving the state's financial accountability. 


Second : to lay a more stable audit foundation in order 
to intensify auditing in the following phases. 


Furthermore, annually the implementation of its operational 
program is put in the form of Bepeka’s Annual Work Program 
(RKT). 


Bepeka's organization and work system continued to be 
developed according to the need and efforts are made for an 
effective application of its implementation. 


During the period 1973 - 1983, changes and improvement 
were made twice regarding the organizational structure and 
work system of Bepeka's General Secretariat, i.e. originally it 


was based Bepeka's Decision No. 80/SK/K/1973 dated 3 
October 1973, then changed by SK No. 20/SK/K/1979 dated 
16 June 1979 and afterwards improved with SK No. 80/SK/K/ 
1982 dated 1 December 1982. 


The policy of developing and improving the organization 
Is carried out with the objective for Bepeka, in performing its 
task can follow the development of the state's financial 
administration, especially with the rapid growth of national 
development. 


PERSONNEL DEVELOPMENT. 


The task of implementing audit by Bepeka is based on the 
1945 Constitution, because its task is one of confidence and 
honor. The Bepeka auditors entrusted of performing a task of 
confidence and honor are obliged to hold in high esteem that 
confidence and honor. However that may be, the role of the 
individual is decisive for the success of the task assigned to 
him. 


By auditing is meant here a job of testing truth and eva- 
luate the situation and or application of a set of knowledge 
which is professionally technical or a set of values of which 
one is convinced and its truth is according to consensus. 


As such, an auditor is an individual who in performing its 
task has possessed or given a set of standards and values, the 
truth of which has been standardized based on laws and regula- 
tions as well as public values. Therefore, the auditors generally 
consists of individuals who are always conscious of trying to 
distantiate itself from doing something which he knows is con- 
tradictory to the set of standard and values he owns and using 
them for testing the truth of implementing the task carried out 
by others (the agency being audited). 


With the meaning and awareness of the essence of the 
task and function of the auditors, it is proper that for each 
individual employee of the auditing institute who carries a 
constitutional message such as Bepeka, is conducted an in- 
tensive and directed development and care in order for him/her 
possessing a responsibility based on the feeling of pride and 
awareness of a high degree of self-respect, in upholding his 
individual prestige as a human being and citizen, entrusted with 
a task of reminding and showing other officials (the agency 
being audited) the correct rules and proper values. 


It is for the purpose of development and care that Bepeka 
has issued the following decisions : 


1. Letter of Decision no. 15/SK/K/1980 dated 29 March 1980 
on the Policy of Developing Bepeka's Personnel. The deci- 
sion contains basic personnel policies aiming at developing 


appropriate quality and quantity of personnel and personnel. 


development in performing its task with the objective of 
inviting and appealing to employees for a best possible 
implementation of its task. In the decision is also deter- 
mined the policy priorities in personnel development. It is 
known that in the Republic of Indonesia, personnel develop- 
ment is being handled by at least three agencies : 


a) the personnel administration aspect is centrally carried out 
by the Central Office for Civil Servants (BAKN). 


b) education and training of personnel in general is carried out 
and or is the responsibility of the Public Administration Ins- 


titute (LAN). 
C) directly conducted by the agency concerned. 


Temporary observation indicated that personnel develop- 
ment conducted by three agencies is still not stable because 
the lack of a standard education and training pattern resulting 
in respective implementation by the agency and not uniform, 
yet. 


2. Decision No. 16/SK/K/1980 dated 1 April 1980 jo. No. 
41/SK/K/1981 dated 26 May 1981, on the Establishment 
of the Audit Board Honorary Council. The task of this 
Council is handling problems that could discredit the good 
name and honor of Bepeka. The decision is intended to 
create a clean and authoritative Bepeka apparatus in per- 
forming Bepeka's task. 


3. Decision No. 17/SK/K/1980 dated 1 April 1980 on : 


a. the development of general administrative personnel 

b. the development of personnel in structural position 

c. the development of personnel in functional position 

d. appreciation, punitive action and deciding penalty of 
functional position. 


This decision is an effort for improving the quality and skill 
of Bepeka personnel in performing its task in an effective 
and efficient way as well promoting working spirit. 


4. The Decision of the Audit Board No. 14/SK/K/1975 dated 
29 March 1975 about the Sapta Prasetya Jati Bepeka and 
Ikrar Pemeriksa (Auditor's Pledge). 


Considering that performing the auditing task by Bepeka 
auditors especially, supported by all of Bepeka's personnel in 
general, is essentially a task of confidence and honor based 
on the 1945 Constitution, then to Bepeka's employees (espe- 
cially the auditors), besides administrative personnel develop- 
ment and education as well as skill training, is also given moral 
and spiritual development aspects. This policy is made apart 
from the conducted of the Guidance for the Perception and 
Practise of Pancasila (P4), the presence of a civil servant's 
oath, functional oath as well as the Sapta Prasetya Jati Bepeka 
and the Ikrar Pemeriksa. 


All Bepeka's employees are obligated to perceive and 
practise the Sapta Prasetya Jati Bepeka, while especially for 
every Bepeka auditor is obligated to express and implement 
the Ikrar Pemeriksa (auditor's pledge). The intention is always 
remembering and being alert when facing all kinds of temptati- 
ons and challenge in performing the audit's task, because apart 
from ability and skill, is also necessary honesty and willingness 
for introspection, so that the objectivity of Bepeka's findings 
could be maintained. 
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DEVELOPING WORKING RELATIONSHIP 


Working relationship between Bepeka with the govern- 
ment including the government's internal control apparatus, 
the House of Representatives (DPR) and other high level state 
institutes are for the purpose of obtaining information and clari- 
ty of various policies concerning the state's financial manage- 
ment and control as well as to obtain understanding and unity 
of language (uniformal language) on various problems. 


1. The aim of cooperation with the government is : 


a. Encourage the creation of an improved (perfect) accounta- 
bility of the state's finances based on orderly administration 
and complying with the prevailing laws and regulations. 


In this respect, the basic problem is : 


1. Drafting a law and regulation replacing the ICW/IBW and 
its implementing regulations. 

2. establishing a central budget bookkeeping. 

3. drafting of the State's property balance. 


b. Encourage the creation of control and audit coordination 
with the following basic problems : 


1) Scope, time and place of audit to avoid overlapping, gap 
and confusion. 

2) Uniformity of meaning about control, management and sta- 
te's financial accountability. 

3) Uniformity of follow-up on a problem. 

4) Utilization of findings. 


2. Working relationship with the House of Representatives 
(DPR) | 

In order to have a smooth working relationship as determined 

in the 1945 Constitution, MPR Decree No. VI/MPR/1973, MPR 

Decree No. III/MPR/1978 and Law по. 5 year 1973, efforts 

toward a working relationship with DPR is intended for : 


a. maximum utilization of the annual findings of Bepeka and 
all information on the findings about the state's financial 
accountability. 


b. the direction of Bepeka's audit is according to expectations. 
c. results of DPR's review could be utilized by Bepeka. 


3. Working relationship with other high level state institutes. 


In order to have a smooth working relationship as determi- 
ned in the 1945 Constitution, MPR Decree No. VI/MPR/1973 
and MPR Decree No. III/MPR/1978, efforts are also made to 
improve cooperation with the other high level state institutes. 


4. Working relationship with international audit institutes 
which are members of INTOSAI and ASOSAI (Asian Organi- 
zation of Supreme Audit Institution) and with research insti- 
tutes as well as international congresses in the sector of 
state's financial control and audit. 


Within the framework of intensifying the implementation of 
Bepeka's task, the development in the field of control and audit 
should be observed and utilized by arranging closer cooperation 
with Intosai and Asosai as well as with members of Intosai, 
Asosai as well as other international agencies through : 


a. Congress of Itosai, Asosai by utilizing the congress results 
and exchange of information. 

b. attending seminars as well as processing and developing 
the seminar results. 

c. Cooperation in other fields by : 


1) arranging an exchange of documents, library material, pu- 
blication and results of research. 

2) discussing the collection of research material 

3) processing and developing results of research 

4) obtaining assistance of experts and education as well as 
training 

5) conducting a joint audit on international agencies. 


DEVELOPING THE SETTLEMENT OF STATE'S LOSSES 


The policy of Bepeka in developing the settlement of sta- 
te's losses is no longer limited to the lack of treasury as aresult 
of treasurers act and events harmful to the state resulting acts 
of civil servant(s) non-treasury, but also including state's loss 
as a result of the criminal corruptive acts, not fulfilling the obli- 


gation according to the agreement with the client to be fined 
or claimed, mismanagement resulting in corruption (leakage) 
and waste as well as other losses which basically, directly or 
indirectly are harmful to the state. 


IMPLEMENTING BEPEKA'S TASK AND 
THE PROBLEMS FACED 


The Audit Board’s activity covers auditing of the State 
Budget, the Regional Budget, Government owned companies 
(BUMN) and Regionally owned state companies (BUMD) with 
the objective of evaluating the 2-K : 

Obeying the prevailing laws. An orderly cash and goods/mate- 
rial management administration, the 3-E: Efficiency, effectivity 
and economy which is basically implemented as follows : 


1. Testing and evaluating financial documents/reports/calcula- 
tions received by Bepeka or conducting audit (examination) 
at the centre of filing administration of those financial do- 
cuments/reports/calculations. The policy pursued by 
Bepeka is to obtaining complete information according to 
the requirements of its auditing, and is by means of ob- 
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taining regularly and up-to-date financial documents/re- 
ports/calculations from government agencies in the capital, 
the regional government and BUMN as well as BUMD. Prior 
to this there should be an inventory about the requirements 
of financial documents/reports/calculations for each audi- 
ting unit in performing the audit. For accepting and filling 
of those documents, Bepeka has constructed a building for 
archives. 


2. Discuss reports of the government's internal control appa- 
ratus (LAPIP). It is impossible for Bepeka to audit all the 
state's financial accountability. Therefore a policy is pursu- 
ed to utilize the finding of the government's internal control 
apparatus, i.e. by discussing the LAPIP. 


3. Conducting a field audit by visiting the agency or project 
concerned, both within the sphere of the central govern- 
ment as well as that of the regional government, BUMN 
and BUMD. On this occasion, the first step is testing and 
evaluating whether the internal control system is proper, 
because at the end this system should be reliable (assure 
corectness of the information) regarding its financial ac- 
countability, austerity, effectiveness and efficiency. 


A proper internal control system includes : 


a. an organizational structure with correct separation of func- 
tion. 

b. a delegation of authority system and recording/bookkee- 
ping procedure in such a way, so that a proper control can 
be realized on property, debt, earnings and expenditures. 

с. a proper implementation of various procedures by all secti- 
ons of the organization concerned and by employees in per- 
forming their task/function. 

“d. the level of personnel qualitv is 
task/responsibility. 

e. an effective internal auditing unit. 


corresponds with the 


Within the scope of assuring and stabilizing Bepeka's auditing, 
a policy is made on standards (norms) for the purpose of audit 
management and procedure on the state's financial accounta- 
bility. Both the finances under control and management of the 
central government, regional government as well as BUMN or 
BUMD. The auditing standards are compiled in a book called 
" Auditing Standards of the State's Financial Accountability" , 
published in 1976. This standard covers the range of auditing, 
terms of auditing ability, the way of audit implementation and 
a professional nature of the audit report. 


To see that Bepeka's audit personnel has a guide in perfor- 
ming its task with a direction, efficient and effective according 
to the plan, Bepeka has also issued a " Pumrik" and " Juklak" 
for auditing the state's finances. 


Bepeka is obligated to inform its findings to the House of 
Representatives and the policy so far has been in the form of 
an annual report of the audit findings. There is an instruction 
about the book concerning its shape (form), material and con- 
tent of the Haptah Book as well as the method of composing 
the audit report to composing the Haptah Book and the attach- 
ments. 


The policy pursued by Bepeka in improving the quality of its 
audit is mainly aimed at enhancing the scope of its auditing 
on the control and management as well as financial accounta- 
bility. 


Several aspects concerning efficiency and austerity as well 
achieveng the planned target toward management audit, i.e. 
an audit stressing at evaluating management accountability 
or economy and program accountability. 

This effort is carried out : 


1) by inviting teaching staff from the General Audit Office 
(GAO) of the United States of America for giving an orien- 
tation on theory and practice of management audit. This 
is carried out by arranging a Management Audit Course 
(MAC) attended by senior auditors of Bepeka. 

by arranging Management Audit Course attended by Bepe- 
ka auditors and also giving the opportunity to auditors out- 
side Bepeka. 

by establishing a Project for Enhancing and Developing of 
Bepeka auditing with the aim, apart from improving the 
quality and skill of Bepeka auditors, also to try implementing 
and applying management auditing. 


2) 


3) 


The policy of enhancing auditing toward this management au- 


diting, apart from included in the five year work program, RKLT 
1, RKLT II and RKLT Ill and its implementation program in the 


Annual Work Program (RKT), is also compiled in various guide 
or instruction. 


So far. the implementation of thepolicy enhancing the quality 
of auditing has given various encouraging hopes and result. 
Also, the government has made efforts in improving adminis- 
tration, regulations, management and supervising the state's 
finances, especially within the framework of making national 
development a success. 


Nevertheless, Bepeka is still facing various problems which 
require handling and attention nationally, i.e. : 


a. the lack of a national law regulating the state's finances 
so that there is difference in interpretation concerning the 
meaning of state's finances. 

b. the lack of norms (standards) of auditing state's finances. 
generally applicable which can be used as basis for auditors 


state's finances. 
c. the lack of a national law regulating control and audit of 


state's finances prevailing for control and audit apparatus 
of state's finances. 

d. there are still various government's programs or activities 
beyond the reach of Bepeka as well as the government's 
internal control apparatus, such as : 


Program or activity, the auditing of which depends on sett- 
ling the problem of "bank secret" and "treasury secret". 
Managing of Budget item XVI, especially the Government's 
Capital Participation 

the settlement of government's debts 

4. Foreign aid and loan 

the calculation of fuel oil (BBM) basic price 

the utilization of electronic data processing equipment 
(Computer). 


e. Auditing of the State's Financial Accountability, covering 


both the State's budget bookkeeping and Budget Calcula- 
tion as well as the State's Treasure List at the Centre and 
in the Region as well as BUMN and BUMD. 


f. lack of regulation regarding accumulation and utilization of 


funds outside the budget. 


g. the settlement of State's losses including Central Govern- 


ment agencies, The Regions as well as BUMN апа BUMD. 


With Bepeka's efforts for improvement during the last ten 
years, the following is expected : 
With the establishment of a five-year working program based 
on the ideas in Bepeka's Work Program and which is annually 
explained in an annual work program, it is expected that ail 
of Bepeka's policies in performing its task could be implemen- 
ted with a better direction and more stabilized so that its result 
will be better than in the previous years. 


In the sector of the state's financial audit, there is continuous 
effort to improve the quality of audit toward a management 
audit with more emphasis on testing and evaluating such as- 
pects as efficiency, economy and efectivity. It is expected that 
Bepeka's efforts to participate in assisting and encouraging 
the government improving its accountability regarding the sta- 
te's financial management could be achieved so that at the 
end could be realized a perfection of the government's accoun- 
tability in managing the state's finances within the framework 
of efforts achieving the national goal, i.e. a just and|prosperous 
society based on Pancasila and the 1945 Constitution. 
Apart from that is also expected an improvement in the scope 
of auditing by determining a more effective audit strategy and - 
tactic linked with the present system of controlling and auditing 
the state's finances, especially by utilizing the findings of the 
government's internal control apparatus. 


, Regarding improving working relationship with the govern- 


ment, it is hoped to achive a better improved accountability 
of the state's finances and the creation of a coordination and 


| audit activities. 
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The hope, the initial and last desire as the basis of this 
summary is not solely intended: for obtaining understanding 
and cooperation from all parties for Bepeka's interest by way 
of support for improving the technical and operational ability 
of the audit and control apparatus for the sake of success of 
the auditing and controlling itself, but it is actually far beyond 
that and even more important, i.e. through the public's trust 
(confidence) and conviction in the quality and ability of the au- 
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dit and control apparatus, it is then hoped that the public's con- 
fidence and tranquility will also developed. 


The growth and development of such trust/confidence in 
the community will be a starting point in the development of 
national stability. and interest to participate in implementing 
national development which in its turn will enhance national 
resilience. ai 


Rangkuman gambar pada halaman ini menunjukkan jalannya acara peresmian 
penggunaan gedung perkantoran Badan Pemeriksa Keuangan yang terletak 
di Jalan Gatot Subroto Jakarta, oleh Presiden dan Ibu Tien Soeharto, serta 
saat Umar Wirahadikusumah meninggalkan gedung BEPEKA dan menye- 
rahkan piagam penghargaan kepada pegawai yang telah menunjuk kan 
dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. 
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President Soeharto and Madame Tien Soeharto inaugurated the new office 
of the Supreme Audit Board at Jalan Gatot Subroto Jakarta. Seen in the pic- 
ture Mr Umar Wirahadikusumah presenting letters of recommendation to a 
number of outstanding empleyees before the end of his term of office as 
Chairman of the Supreme Audit Board. 
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 


Sebelum menduduki jabatan Wakil Presiden priode 1983-1988, Umar Wirahadikusumah memangku 
jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA). Gambar pada halaman ini menunjukkan saat- 
saat pengangkatan beliau sebagai Ketua Bepeka, suasana kesibukan kerja beliau sehari-hari dan 
saat-saat beliau menyerahkan buku memorie yang berisikan hasil pemeriksaan keuangan berbagai 
Instansi Pemerintah kepada Ketua MPR/DPR-RI, Amirmachmud disaksikan oleh Sekjen DPR-RI, Wang 
Suwandi. 


Mr Umar Wirahadikusumah, Chairman of the Supreme Audit Board prior to his appointment as 
Vice President by the People's Consultative Assembly. Seen in the picture Mr Umar was deliver- 
ing the audit memory of various Departments and State High Institutions to the Chairman of the 
House of People's Representatives. H Amirmachmud, witnessed by the Secretary General of the 
House of People's Representatives. 
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Untuk melengkapi kontrol data-data dokumen dan administrasi berbagai Instansi Pemerin- Observation tours to projects located in the regions were sometimes made by Mr Umar 


tah yang sedang diperiksa, Ketua BEPEKA pada saat dijabat Umar Wirahadikusumah, Wirahadikusumah to check the truth of the reports received. 
sering mengadakan peninjauan langsung ke lokasi berbagai proyek yang sedang 


Rangkuman gambar pada halaman ini menunjukkan jalan acara serah terima 
jabatan Ketua BEPEKA, dari Umar Wirahadikusumah kepada M Jusuf yang 
sebelum menjabat Menhankam/Pangab dan saat-saat pelantikan M Jusuf 
sebagai Ketua BEPEKA di Istana Negara yang dihadiri oleh segenap Menteri 
Kabinet Pembangunan IV serta pejabat tinggi negara lainnya. 


The appointment of Mr M Jusuf as new Chairman of the Supreme Audit 

Board, replacing Mr Umar Wirahadikusumah. The ceremony was held at 

the State Palace, attended by all Ministers of the Fourth Development 

Cabinet, civil as well as military figures and some members of the 
Parliament. 
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Badan Administrasi 


Kepegawaian Negara 


PENDAHULUAN 

TUGAS BAKN 

PEMBINAAN & PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

TATA USAHA KEPEGAWAIAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PENATARAN KEPEGAWAIAN 


INTRODUCTION 

THE TASK OF BAKN 

DEVELOPING AND IMPROVING THE ADMINISTRATION OF CIVIL SERVANTS 
RECRUITMENT OF CIVIL SERVANTS 

CIVIL SERVANTS ADMINISTRATION 

SALARY (INCOME) OF CIVIL SERVANTS 

UPGRADING OF CIVIL SERVANTS 


—— 
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1 PENDAHULUAN 


Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam 
menghadapi tugas-tugas pembangunan adalah penting. 
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara. Sebagai 
Aparatur Negara, sangat menentukan dalam menyelenggara- 
kan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan 
nasional, seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan Pancasila. 


Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana- 
an pembangunan nasional terutama tergantung dari ke- 
sempurnaan Aparatur Negara. Kesempurnaan ini pada pokok- 
nya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Untuk itu 
diperlukan Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan taat 
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, 
kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih, berkwalitas tinggi dan 
sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara, Ab- 
di Negara dan Abdi Masyarakat. 


Dalam hal itu Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
(BAKN) mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, 
memelihara dan mengembangkan Administrasi Negara di 
bidang " KEPEGAWAIAN" sehingga tercapai kelancaran jalan- 
nya pemerintahan. 


TUGAS BAKN 


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ten- 
tang Pokok-pokok Kepegawaian jo Keputusan Presiden nomor 
11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan 
Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka 


hmm Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah sebagai 
erkut : 


— Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan 
kebijaksanaan Presiden, 


merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian, 


menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata 
usaha pensiun, 


— Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bim- 
bingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang- 
undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada 
Cepartemen-departemen dan Lembaga-lembaga 
Negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen. 


| 


PEMBINAAN DAN PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN 


Sejak Pelita I telah banyak dilakukan perbaikan-perbaikan, 
penyempurnaan dan pembinaan administrasi pemerintah di ber- 
bagai bidang. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan, 
penyusunan formasi, pengangkatan pegawai, kenaikan 
pangkat, pengangkatan calon pegawai, pemensiunan dan ben- 
tuk mutasi lainnya adalah langkah-langkah kearah pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil yang betul-betul tangguh menghadapi 
tugas-tugas pembangunan yang sejak Pelita | sampai Pelita III 
terus mengalami perkembangan. 


Usaha penyempurnaan di bidang kepegawaian terutama 
ditujukan untuk lebih memperlancar pelaksanaan mutasi 
kepegawaian, seperti pemberian persetujuan pengangkatan 
pegawai baru, kenaikan pangkat dan pemberian pensiun 
kepada yang berhak. 


PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 


Untuk menghadapi tugas-tugas penyempurnaan sesuai 
dengan tuntutan pembangunan, maka telah dikeluarkan se- 
jumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Surat 
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 
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Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian telah cukup 
memadai. 


Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu diharap- 
kan akan lebih memperkuat landasan dan peningkatan penyem- 
purnaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 


Diantara peraturan perundang-undangan yang sudah di- 
keluarkan adalah sebagai tersebut dalam lampiran 1. 


PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 


Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penga- 
daan Pegawai Negeri Sipil, apabila calon Pegawai Negeri Sipil 
yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 
satu tahun dan telah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri 
Sipil, dalam pangkat tertentu menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 


Agar calon Pegawai Negeri Sipil trampil melaksanakan 
tugas yang dipercayakan kepadanya, maka calon Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981 harus mengikuti 
Latihan Pra Jabatan. Bahan materi Latihan Pra Jabatan terdiri 
dari : 

— Pancasila, 

— Undang-Undang Dasar 1945, 

— Garis-garis Besar Haluan Negara, 

— Peraturan Kepegawaian, 

— KORPRI, 

— Pengetahuan Perkantoran 

— Tugas Pokok Instansi yang bersangkutan. 


TATA USAHA KEPEGAWAIAN 


Untuk mengetahui data kepegawaian yang tepat, lengkap 
dan dapat dipercaya, Pemerintah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1973 mengadakan Pendaftaran Ulang 
Pegawai Negeri Sipil secara serentak dan menyeluruh. 


Berdasarkan hasil pendaftaran ulang itu, maka jumlah 
seluruh pegawai pada tahun 1974 adalah sebagai berikut : 


HASIL PENDAFTARAN ULANG 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN DAERAH 


TAHUN 1974. 
———— im... 


NO. JENIS JUMLAH PROSENTASE 
KEPEGAWAIAN 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 1.164.192 815% 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 363.617 18,5 96 

JUMLAH SELURUHNYA 1.427.809 100 296 


Mn U‏ ج ا و ب 
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Kepada Pegawai Negeri Sipil telah dibertkan NIP dan Kar- 
tu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) sebagai tanda identitas 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan Surat 
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 
01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975. 


Hasil pendaftaran Pegawai Negeri Sipil sangat berguna 
bagi landasan pembinaan dan penyusunan formasi Pegawai 
Negeri Sipil serta memelihara tata usaha kepegawaian yang 
tertib dan teratur. Dengan demikian setiap data kepegawaian 
yang diperlukan dapat ditemukan apabila diperlukan. Sebab 
tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur merupakan 
Syarat mutlak bagi pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 


JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT 


DAN DAERAH SAMPAI DENGAN 
DESEMBER 1983. 
NO. JENIS 
KEPEGAWAIAN JUMLAH PROSENTASE 


1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 


2.404.003 
377.197 


cc ee ena TS SP 
JUMLAH SELURUHNYA 2.781.200 
Bae СШ ыш ыы د > ا‎ A SE AAA 


Dengan demikian terdapat penambahan jumlah Pegawai 
Negeri Sipil sejak bulan Maret 1974 sampai dengan bulan 
Desember 1983 adalah 1.353.391 orang, atau sama dengan 
1.353.391/1.427.809 x 100% = 94,78%. | 


PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 


Untuk lebih mengarahkan Pegawai Negeri Sipil dalam 
pembangunan, maka sesuai dengan kemampuan keuangan 
Negara, Pemerintah selalu menaikkan penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut dalam lampiran 2. 


PENATARAN KEPEGAWAIAN 


Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tata usaha 
kepegawaian, maka Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
mengadakan penataran terhadap pejabat yang diserahi tugas 
bidang kepegawaian. 


NO. 


BENTUK 


PERATURAN 
PEMERINTAH 


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN DARI PADA 
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 


NOMOR 
PERATURAN URUT 


3 


amb 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
27 


NOMOR 


20 


21 


20 
24 


12 
13 


TAHUN 


1978 


1978 


1978 
1978 


TENTANG 


Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil. 

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 

Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara. 

Formasi Pegawai Negeri Sipil. 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya 
Cuti Pegawai Negeri Sipil. 

Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda, Dan 
Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya. 


Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 
Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang 
Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang 
Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/ 
Gaji Kehormatan, Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. 

Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara. 

Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 
Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/ 
Tunjangan Yang Bersifat Pensiun. 


Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 


Gaji Pokok Jaksa Agung. 
Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 


Yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 


Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/ 
Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (delapan puluh) Tahun. 

Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan 
Janda/ Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (delapan puluh) Tahun. 
Pengujiari Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang 
Bekerja Pada Negara Republik Indonesia. 


Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden 
Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan 
Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 70 (tujuh puluh) Sampai Dengan 
80 (delapan puluh) Tahun. 

Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/ 
Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 70 (tujuh puluh) Sampai Dengan 

80 (delapan puluh) Tahun. 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 Tentang 
Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/ 
Tunjangan Yang Bersifat Pensiun. 


Penghasilan Terendah Bagi Penerima Pensiun. 


Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 
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53 


54 


45 


46 


1978 


1979 


1979 


1979 


1979 


1979 
1979 
1979 


1979 


1979 
1979 


1979 


1980 
1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 


1530 


1986 


1960 


1900 
1980 


1980 


1980 


195^? 


Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak Yan Gas Bumi Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan 
Pensiunan Janda/Dudanya. 


Penyesuaian Pensiun Pokck Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/ 
Dudanya. 


Penganckatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat | Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 


Pemberian Gaji Bulan ke 13 Dalam Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai 
Negeri Sipil. 


Penilaian Pelaksanaan Pekerjaa 1 гест: Ncgeri Sipil. 

Daftar Urut Kepangkatan Peu twat Nez zr Sipil. 

Pengangkatan Calon/Peoawai Perusahan Jawatan Kereta Api Menjadi 
Calan/Pegawai Negeri Sir" 

Penetapan Keinbah Dai, Fenyusi da Pension Pokok Bagi Pensiunan 
Pegawai Negeri Tenentu Seria Jenoa Ov anya. 

Pemberhentian Peg await: шоп Sexi 

Pemberian Gaji bulan K-empat belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 
Kopadüue Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara. 

Pemberian Pensiun Ta: abahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada 
Para Penerima Pensiun. Tunjangan Yang Bersifat Pensiun. 

Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Neg.-ri Sipil. 

Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wek," Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara Beserta Jandanya 

Нак Keuangan/Administratif Kepala Dasrah/ wakil Kepala Daerah Dan Bekas 
Wakil Kepala Daerah Beserta Jarda'D: ianya. 

Pemberian Tunjangan Kenarru..is: Kepada Bekas Anggota Komite Nasional 
Indonesia Pusa Dan Jar 'Duganya. 


Pengenckatan Penawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri 
Teksti, Balai Besar Penelitian Inn siri Selulosa Dan Balai Besar 
Pengen angan Irnidusta Lunam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 


Tunjangar Penghargaan Paw Bekas Ketua/Wakil Ketua/Bekas Anggota 
Dewan Рггігпрапс зп Agur.s Dan Badan F emeriksa Keuangan/Dewan 
Pengawas Keuangan Yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 1965 Sena Jarda/Dudanya. 


Perubahan Dan Per. mlana 1 Aias Pera.uran Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 Tentang Perat an Gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Pemberian Tunjanga^ Per aik л Penghasilan Pensiun Bagi Pegawai 
Negeri Dan Pejabat Negara. 

Pomberian Tunangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima 
Pensiun:Tunjargan Yang Bersifat F ansiun. 


Pemberian Tunjangan Pernatan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan 
Kebarnc saan/Kemerdekaan Dar Nekas Anggota Komite Nasional Indonesia 
Pusat. 

Pei 2iuran Disiplin Pegawai N.-geri Sips. 

Pengangkatan Pegawai Yayasa 1 Televisi R! Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
Perubahan Atas Р: awuran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang 


Gaji Gas? show ^n/Ue: e Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota 
“етра: а Terinuy von. gara. 


PADASSA Ates Р aturan Pemerir ah Nomor 15 Tahun 1980 tentang 
Pombe an Tuna. gan Perbaik c Henghastan Pensiun Bagi Penerima 
егш Tunangan Yang. ог. tE Sun. 


Mer ANA ттт Penat atab 6 лэ” 16 Tahun 1980 Tentang 


Tener f 05 UD 002427990047 ar Bagi Perintis Pergerakan 
дб заз UC. cin Daa Be ss га са Komite Nasional Indonesia 
TUS 1. 


55 


56 


57 


66 


67 


72 


73 


74 


47 


37 


40 


10 
23 


10 


1980 


1980 


1980 


1980 


1980 
1980 


1981 
1981 
1981 


1982 
1982 


1982 


1982 


1983 


1983 
1983 


1984 


1984 


1984 


1984 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 Tentang 
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan 
Pejabat Negara. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak 
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah/ Serta 
Janda/Dudanya. : E | | 


Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil. 

Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta 
Janda/Dudanya. 


Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara. 
Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Perawatan Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. 


Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen 
Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 


Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun. 


Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala 
Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan. 


Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas 
Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi. 


Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan 
Negara Garam. 


Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacad 
Akibat Kecelakaan Karena Dinas. 


Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 


Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun 
Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan 
Penerima Pensiun/Tunjangan. 


Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 Tentang 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 Tentang 
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan 
Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 1980. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 Tentang 
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima 
Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980. 


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 Tentang 
Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan 
Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia 
Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 1980. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERATURAN 
PELAKSANAAN DARI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 
BESERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAANNYA 


NO. BENTUK NOMOR NOMOR TAHUN TENTANG 
PERATURAN URUT 
1 2 3 4 5 6 
I. KEPUTUSAN 1 56 1974 Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya 
PRESIDEN luran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan 
Penerima Pensiun. 
2 28 1975 Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G. 30 S/PKI Golongan C. 
3 7 1977 Penyesuaian Pangkat Dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 Ke Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977. 
4 8 1977 Perubahan Dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, 
Penyetoran, Dan Besarnya luran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, 
Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun. 
5 13 1977 Tunjangan Khusus lrian Jaya. 
6 14 1977 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. 
7 15 1977 Tunjangan Jabatan Strukturil. 
8 16 1977 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan. 
9 17 1977 Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum. 
10 18 1977 Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama. 
11 19 1977 Tunjangan Jabatan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran. 
12 20 1977 Tunjangan Jabatan Jaksa. 
13 21 1977 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada BEPEKA. 
14 22 1977 Tunjangan Jabatan Peneliti. 
15 23 1977 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Di Bidang 
Persandian. 
16 44 1977 Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977. 
17 45 1977 Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977. 
18 50 1977 Tunjangan Jabatan Jaksa Agung 
19 32 1978 Perubahan Pada Lampiran-lampiran E Dan B XV Keputusan Presiden 
Nomor 15 Tahun 1977. 
20 11 1979 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 Tentang 
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. 
21 12 1979 Tunjangan Khusus Timor Timur. 
22 25 1979 Tunjangan Jabatan Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Dan 
Peradilan Umum. 
23 26 1979 Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1977 
Tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977. 
24 35 1979 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1979 Tentang 
Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota 
Dan Tenaga/Penasehat Ahli Dari Pada Dewan/Sub Dewan, Panitia Team 
Lembaga Dan/atau Badan Koordinasi. 
25 62 1979 Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Bekas TRIKORA Dan Janda/ 
Dudanya. 
26 19 1980 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan/ 
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Diperbantukan Pada Perguruan Tinggi Swasta Dan Sekolah Swasta 
Bersubsidi. 


27 


28 


32 


49 


71 


25 


32 


11 


11 


22 


1980 


1981 
1981 


1981 


1981 
1981 
1981 


1982 


1982 
1982 


1982 


1982 


1983 


1983 


1983 


1983 


1984 


1984 


Perubahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Tunjangan 
Khusus Timor Timur 


Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan 
Khusus Irian Jaya 


Tunjangan Jabatan Hakim Yang Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan/ 


 Justisial. 


Badan Pertimbangan Kepegawaian. 


Perubahan Pada Lampiran A, B, C dan F Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Struktur Sebagaimana Telah 
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1979. 

Pengalihan Jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang 
Memangku Jabatan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar Menjadi 
Pegawai Negeri Sipil Pusat. 


Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa. 

Pemberian Tunjangan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang 
Diperbantukan Kepada Pemerintah Daerah Otonom. 

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pensiunan Bekas Ketua Dan 
Bekas Anggota BP-KNIP Serta Jandanya. 

Tunjangan Bahaya Nuklir. 

Latihan Pra Jabatan. 

Uang Sidang bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Mahkamah Agung. 


Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan 
Pelayaran. 


Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api. 
Perubahan Pada Lampiran A, B, Dan E Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Strukturil . Sebagaimana Telah 


Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 
Tahun 1980. 


Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 Tentang 
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Bidang Pendidikan. 


Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat Dari Penjajahan 
Belanda. 

Pengangkatan, Tenaga Honorer yang Bekerja Pada Pemerintah 

Propinsi Daerah Tingkat | Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
Pengangkatan Pejabat Dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah 
Propinsi Daerah Tingkat | Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil 


Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 Tentang 
Tunjangan Jabatan Jaksa. 


Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan 
Peradilan Umum. 

Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara. 

Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah 
Otonom. 
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SURAT EDARAN SEBAGAI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI 
PELAKSANAAN DARI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TANUN 1974 


NO. BENTUK NOMOR NOMOR TAHUN TENTANG 
PERATURAN URUT 
1 2 3 4 5 6 
Hi. SURAT 1 01 9-1-1975 Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai 
EDARAN Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil. 
KEPALA BAKN 
2 02 11-2-1975 Surat Keterangan Tidak Terlibat Dalam С. 30 S/PKI Bagi Pelamar Calon 
Pegawai Negeri Sipil. 
3 03 18-3-1975 Pas Foto Untuk Keperluan Pengangkatan Pegawai Baru. 
4 04 2-4-1975 Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
5 05 3-4-1975 Peningkatan Penyelesaian Mutasi Kepegawaian. 
6 06 7-6-1975 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri/Pegawai Tahun 
Anggaran 1975/1976. 
7 07 12-6-1975 Penyelesaian Status Pegawai Negeri Sipil. 
8 08 16-6-1975 Penyederhanaan Penyelesaian Mutasi Kepegawaian Dan Pemberian 
Pensiun. 
9 09 30-7-1975 Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Pusat. 
10 10 31-7-1975 Penanda Tanganan Usul Mutasi Kepegawaian Yang Diajukan ke BAKN. 
11 11 29-9-1975 Surat Keterangan Kecakapan Jasmani Majelis Penguji Kesehatan/Dokter. 
12 12 14-10-1975 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil. 
13 13 22-10-1975 Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri 
Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah Yang 
Terlibat Dalam Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI Golongan C. 
14 14 24-10-1975 Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 
15 15 27-10-1975 Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturil. 
16 16 31-10-1975 Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri INPRES 10 Tahun 1973 Dari 
Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
17 01 22-1-1976 Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30.S/PKI Untuk Mutasi Kepegawaian. 
18 02/SE/1976 1976 Pelaksanaan Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pejabat Negara. 
dan SE/1.11/ 
DJA/IV.4/2/76 
19 03 1-3-1976 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara. 
20 04 4-3-1976 Petunjuk Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. 
21 05 8-3-1976 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 
22 06 9-8-1976 Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya. 
23 07 2-9-1976 Eselonering Kepala Badan Pada Departemen. 
24 08 14-9-1976 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 
1976/1977. 
25 09 17-9-1976 Petunjuk Laporan Dan Pengiriman Berkas Mutasi Pegawai Negeri Sipil. 
26 01 25-2-1977 Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 
27 02 7-3-1977 Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 
28 03 7-7-1977 Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan 
Janda/Duda. 
29 04/SE/1977 1977 Pelaksanaan Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil, 
dan SE 1.18/ Janda/Duda, Dan Anak Yatim Piatunya Di Propinsi Irian Jaya. 
DJA/VII/4/3/ 
1977 MENKEU 
30 05/SE/1977 1977 Pelaksanaan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri 
dan SE 1.25/ Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (delapan puluh) 
DJAVIN/4/4/ Tahun Atau Lebih. 
1977 MENKEU 
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51 


52 


E © 


55 


60 


01 


02/SE/1978 
dan SE.1/DJA/ 


IV/0/3/78 
MENKEU 


03 


04 


05/SE/1978 
dan SE.1.47/ 


0/12/78 
MENKEU 


01 


02/SE/1979 
dan SE.808.2/ 


2058/S.J. 


MENDAGRI. 


03 


05 


06 


07 


08 


09 


28-5-1977 
28-5-1977 
30-5-1977 
30-5-1977 
30-5-1977 
30-5-1977 
30-5-1977 


7-6-1977 
7-6-1977 
1-7-1977 


28-7-1977 


30-8-1977 


5-9-1977 
7-9-1977 


9-9-1977 


24-11-1977 


10-12-1977 


27-2-1978 


16-3-1978 


25-3-1978 


1-11-1978 


12-12-1978 


9-3-1979 
29-3-1979 


29-3-1979 


29-3-1979 


18-4-1979 
23-5-1979 


16-6-1979 


26-6-1979 


—— Tatan —— س‎ No — 


Tunjangan Jabatan Strukturil. 

Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu.di Bidang Pendidikan. 
Tunjangan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 
Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama. 

Tunjangan Jabatan Jaksa. 

Tunjangan Jabatan Peneliti. 

Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang 
Persandian. 

Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran. 

Tunjangan Jabatan BEPEKA. 


Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya 
Yang Bekerja Pada Negara RI. 

Petunjuk Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan 
Pensiunan Janda/Duda. 


Tambahan Jabatan Strukturil Di Lingkungan Departemen Agama Dan 
SEKNEG. 
Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Tahun Anggaran 1977/1978. 


Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 
1977/1978. 


Tunjangan Jabatan Strukturil Jaksa Agung. 

Pegawai Negeri Sipil Yang Rendah Pangkatnya Membawahi Secara 
Langsung Pegawai Negeri Sipil Yang Lebih Tinggi Pangkatnya. 

Tambahan Jabatan Strukturil Eselon III Ke Bawah Dalam Lampiran Keputusan 
Presiden Nomor 15 Tahun 1977. 

Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Anggota MPR/ 
DPR, DPRD Tingkat | Dan DPRD Tingkat II. 

Pelaksanaan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 70 (tujuh puluh) 

sampai dengan 80 (delapan puluh) Tahun Dalam Tahun Anggaran 1978/1979. 


Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pelaksanaan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil Dan Janda/Dudanya Yang Akan Berlaku Sejak 1-4-1979. 


Daftar Riwayat Hidup. 


Pelaksanaan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Dan Janda/Dudanya Yang Akan Berlaku Sejak 1-4-1979. 


Pengangkatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah Tingkat | 
Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 


Pengesahan Salinan Atau Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar, Tanda Lulus, 
Ijazah, Surat Keterangan Penggantian Surat Tanda Tamat 
Belajar/Tanda Lulus/ljazah. 


Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 
1978/1979. 


Tunjangan Jabatan Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Dan 
Peradilan Umum. 


Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Pada 
Proyek Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, Organisasi Profesi, Negara 
sahabat atau Badan Internasional. 


Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1978/1979. 
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61 


62 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 
83 
84 


85 


86 


87 


88 


89 


4 

10 

11 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
07/SE/1980 
dan 1.12/DJA/ 
VII. 1/3/80 
09 
10/SE/1980 
dan SE-1.16/ 
DJA/1.0/3/80 
11 
12 
13/SE/1980 
dan SE-1-19/ 
DJA/1.0/3/80 
14 
15/SE/1980 
dan SE-1.29/ 
DJA/1.0/5/80 
(SE/74/80) 
16 
17/SE/1980 
dan SE.1.29/ 
DJA/1.0/5/80 
18 
19/SE/1980 
dan SE-1.38/ 
DJA/1.0/7/80 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

01 

02 
03 


28-6-1979 


9-7-1979 


17-1-1980 
11-2-1980 
11-2-1980 
11-2-1980 
12-2-1980 
28-2-1980 
5-3-1980 
17-3-1980 


24-3-1980 


25-3-1980 


31-3-1980 


3-4-1980 


5-4-1980 


1980 


13-5-1980 


1980 


24-6-1980 


7-7-1980 


21-8-1980 


10-9-1980 
30-10-1980 
10-11-1980 


17-11-1980 


10-12-1980 


26-1-1981 


26-1-1981 


29-1-1981 


Pengangkatan Calon/Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi 
Calon/Pegawai Negeri Sipil. 


Pelaksanaan Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi 
Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Beserta Janda/Dudanya. 


Tunjangan Jabatan Penatar Tingkat Nasional. 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

Petunjuk Pengisian Formulir Di Bidang Kepangkatan Dan Penggajian. 


Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Timor Timur. 


Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada 
Perguruan Tinggi Swasta Bersubsidi. 


Pedoman Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya. 


Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas 
Anggota DPA dan BEPEKA/Dewan Pengawas Keuangan Yang Diangkat 
Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 Dan Undang- 
undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 
Serta Janda/Dudanya. 


Pemberian Pensiun Kepada Bekas Kepala Daerah Dan Bekas Wakil Kepala 
Daerah Serta Janda/Dudanya. 


Pemberian Penghargaan Bagi Bekas Pegawai TRIKORA Dan Janda/ 
Dudanya. 


Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/ 
Dudanya. 


Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Timor Timur. 


Penyempurnaan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980 Tanggal 
12-2-1980 dan Nomor 06/SE/1980 Tanggal 26-2-1980. 


Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil 
Serta Janda/Dudanya Yang Masih Menerima Uang Muka Pensiun Dan Yang 
Tidak Mempunyai Surat Keputusan Asli Atau Surat Keputusan Pengganti. 


Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 
1979/1980. 


Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima 
Tunjangan Keluarga. 


Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang 
Memangku Jabatan Kepala Sekolah Dasar. 


Tunjangan Jabatan Hakim Yang Dipekerjakan Untuk Tugas Peradilan. 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 


Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi 
Pegawai Negeri Sipil. 


Pengangkatan Dalam Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 


Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1979/1980. 


Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 


Perubahan Pada Lampiran A, B, C, E dan Е Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Strukturil. 
Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kampanye Pemilihan Umum. 


90 04 5-2-1981 Peningkatan Ketertiban Dalam Lingkungan BAKN. 
91 05 11-2-1981 Syarat Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri. 
92 06 23-3-1981 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku 
Jabatan Jaksa. 
93 07/SE/1981 26-5-1981: Pelaksanaan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil 
dan SE-1.19/ Dan Pejabat Negara. 
DJA/I./0/5/ : 
1981 
94 08 26-5-1981 Perpanjangan Pemberian Tunjangan Kerja di Timor Timur. 
95 09/SE/1981 7-7-1981 Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. 
dan 368/Men. 
Kes/EBNII/ 
1981 
96 10 7-7-1981 Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Yang Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu/ASPAL. 
97 11/SE/1981 5-8-1981 Latihan Pra Jabatan. 
dan 181/ 
Seklan/7/1981 
98 12/SE/1981 5-8-1981 Pelaksanaan Ujian Dinas. 
dan 193/ 
Seklan/8/1981 
99 13 21-8-1981 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 
1980/1981. š 
100 14 27-8-1981 Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen 
Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
101 15 31-8-1981 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1981/1982. 
102 16 16-9-1981 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1981/1982. 
103 17 16-9-1981 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1981/1 982. 
104 18/SE/1981 1-10-1981 Tunjangan Bahaya Nuklir. 
dan SE-1.8/ 
DJA/1.0/10/81 | 
105 19 18-12-1981 Pemberian Pensiun Kepada Bekas Kepala Daerah Dan Bekas Wakil Kepala 
Daerah Serta Janda/Dudanya. 
106 01 11-1-1982 Pembentukan Kantor Wilayah | Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 
107 02 16-1-1982 Uang Sidang Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Mahkamah Agung. 
108 03 16-2-1982 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota/Pengurus Organisasi Yang 
Melakukan Kampanye PEMILU. 
109 19-3-1982 Laporan Pensiun, Dan Permintaan Pensiun Janda/Duda Dari Pensiunan Yang 
Keputusan Pensiunnya Ditetapkan Sebelum 1 Januan 1981. 
110 05 30-3-1982 Ralat Lampiran XV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980. 
111 06 21-4-1982 Daftar Riwayat Hidup. 
112 07 25-5-1982 Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan 
Pelayaran. 
113 08 29-5-1982 Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api. 
114 09/SE/1982,  28-7-1982 Petunjuk Pelaksanaan Dan Pembiayaan Latihan Pra Jabatan. 
170/Seklan/ 
7/1982 dan 
SE.89/A.1/0782 
115 10 29-7-1982 Tatacara Pengusulan Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Proyek Pemerintah. 
116 11 7-9-1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 Tentang 
. Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan. 
117 12 12-10-1982 Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala 


Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan. 
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1 4 5 6 
118 SK.314/1982, 22-10-1982 Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat Dari Penjajahan 
SE.158/KM.3/ Belanda. 
1982 dan 13/SE 
11982 
119 14 26-10-1982 Perubahan Pada Lampiran A, B, E, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Strukturil. 
120 15/SE/1982 27-10-1982 Team Penilai Dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yeng Membuat 
| dan 704/KEP/ Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara. 
J.10/1982 
121 16 18-11-1982 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Yeng Berpangkat Pembina 
Tingkat | Golongan Rueng IV/b Ke Atas. 
122 17 10-12-1982 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1982/1983. 
123 01 5-1-1983 Penetapan Kembali Pensiun Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Pada 
Perguruan Swasta Bersubsidi. 
124 02/SEM983 29-1-1983 Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti. 
dan 75/KEP/. 
10/83 
125 03 2-3-1983 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1982/1983. 
126 04 19-3-1983 Pengangkatan Pejabat Dan Tenega Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah 
Daerah Tingkat | Timor Timur Menjadi Pegawai Nageri Sipil. 
127 05 24-3-1983 Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negari Sipil Bekas Pegawai Perusahaan 
Negara Garam. 
128 06 6-4-1983 Usul Kenaikan Pengkat Anumerta Dan Uang Duka Tewas Pegawai Nageri 
Sipil. 
129 07 16-4-1983 Perubahan/Tambahan Pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 
1977 Tentang Tunjangan Jabatan Strukturil. 
130 08 26-4-1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
131 10 7-5-1983 Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Pada Pengurus KORPRI. 
132 11 9-5-1983 Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Pejabat Negara 
133 12 29-7-1983 Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan 
Peradilan Umum. 
134 13 29-7-1983 Tunjangan Jabatan Jaksa. 
135 14 23-9-1983 Pengangkatan Menjadi Pegawal Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri 
Sipil Yang Pengangkatannya Mulai Beriaku Dalam Tahun Anggaran 
1981/1982 
136 01 16-1-1984 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Tahun 
Anggaran 1983/1984. 
137 02 16-1-1984 Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun 


Anggaran 1983/1984. 
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LAMPIRAN П 
PERBAIKAN PENGHASILAN RATA-RATA PEGAWAI NEGERI SIPIL 


PELITA | S/D ill 
NG: 1800. “MASAK ——— iG DELL ——— aaa 
RUANG KERJA 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 l/a 4 1.053 1.753 2.353 3.353 4.050 7.500 10.000 
2 Ib 7 | 1.072 1.772 2.372 3.372 4.050 7.500 10.000 
| Ис 9 1.093 1.793 2.393 3.393 4.050 7.500 10.000 
Vd 11 1.199 1.899 2.499 3.480 4.558 7.500 10.920 
5 Ша 12 3.016 4.659 6.212 8.582 10.952 17.500 24.440 
: 11 13 3.747 5.621 7.494 10.354 13.214 18.940 29.490 
Пус 13 4.166 6.249 8.332 11.512 14.692 21.060 32.790 
: а 13 4.612 6.918 9.224 12.744 16.246 23.310 36.300 
10 i ic 15 6.446 9.669 12.892 17.812 22.732 32.580 50.370 
" Wi 15 7.036 10.554 14.072 19.442 24.812 35.580 55.370 
io "e 15 7.651 11.477 15.302 21.142 26.982 38.670 60.310 
уз Uh 16 8.293 12.440 16.440 22.586 29.246 41.910 65.270 
Ml үз 18/21 9.904 14.856 19.808 27.368 34.928 50.050 77.950 
^ i 18/21 10.664 15.996 21.328 29.468 37.608 53.890 83.930 
" Mi 18/21 11.450 17.175 22.900 31.640 40.380 57.860 90.110 
kh 18/24 12.262 18.394 24.524 33.884 43.244 61.970 96.510 
. We 18/24 13.100 19.650 26.200 36.200 46.200 66.000 103.100 
PP 12/67 PP 12/67 PP 12/67 PP 12/67 PP 12/67 PP 12/67 
PP 12/67 jo. jo. jo. jo. jo. jo 
PP 10/70 PP 17/71 PP 13/72 PP 35/73 PP 11/74 РР 41/75 
aaa aan a ААИНИН БОЕ aa Aa aa M ee 
PERSENTASE 
| KENAIKAN 
1976/1977 1977/1978 1-1-1980 1-1-1981 1-2-1984 PELITA s/d 
S/D S/D S/D SAMPAI 
1979/1980 31-12-1980 31-1-1984 SEKARANG PELITA III - 
11 12 13 14 15 16 
ا‎ na ы и =н шышы جج ج ج‎ 
10.500 15.990 ў 25.600 32.200 36.800 3395% 
10.700 20.540 32.900 41.100 — 47.300 431296 
10.900 23.650 37.900 47.300 54.400 487796 
11.100 |. 27.310 43.700 54.700 62.900 514696 
24.440 38.190 57.300 68.800 79.100 252396 
29.490 43.180 64.600 77.800 89.400 228696 
32.790 45.740 68.700 82.400 94.700 217396 
36.300 48.400 72.600 87.200 100.200 257396 
50.370 64.270 90.000 106.100 122.200 179196 
55.370 67.830 95.000 112.000 128.900 173296 
60.310 71.490 100.000 118.000 135.900 168996 
65.270 75.260 111.600 131.600 151.900 173296 
77.950 102.790 144.000 164.500 189.200 181096 
83.930 | 107.900 151.100 172.700 198.600 1762% 
90.110 121.770 175.000 194.900 224.100 1857% 
96.510 127.430 178.400 203.900 234.500 1812% 
103.100 133.200 186.500 213.200 245.100 1771% 
РР 12/67 РР7/77 РР7/77 РР7/77 
)О PP 7/17 jo jo jo 
PP 7/76 PP 14/80 PP 47/80 PP 8/84 


| Keterangan 
f. Setiap Pegawai Negeri Sipit dianggap mempunyai seorang isteri 
suami dan 3 itiga) orang anak 
2 Dalam perhitungan ani belum termasuk tunjangan jabatan 
3 Belum dikurangi iuran маро 10% dari penghasilan 
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| INTRODUCATION 


The position and role of Civil Servants (government 
employees) are important in facing development tasks. A civil 
servant is an element of the State's Apparatus, and as such 
very decisive in running the government and in development 
effort to reach the national objective as stated in the 1945 Con- 
stitution and Pancasila. 


The smooth running of the government and implementa- 
tion of national development, mainly depend on the perfect 
condition of the State's Apparatus. Basically, this perfection 
depends on the civil servant's perfect condition. Therefore is 
required a civil servant who is full of loyalty and obedience to 
the Pancasila, the 1945 Constitution, the State and Govern 
ment as well as united, good mentality, authority (integrity), 
strong, efficient, effective, clean, of high guality and aware 
of his/her responsibility as a State Apparatus, Servant of the 
State and Servant of the public or community. 


In this respect, the Central Office for Civil Servants (BAKN) 
has a function of improving, maintaining and developing the 
Administration of the State in the PERSONNEL sector, so that 
a smooth running of the government is achieved. 


THE TASK OF B.A.K.N. 


According to Law No. 8 year 1974 on the Basis of Per- 
sonnel jo Presidential Decree No. 11 year 1984 about the 
status, task, function and organization of the Central Office 
for Civil Servants, the task of BAKN is as follows : 


a. the planning of personnel management as required by the 
President. | 

b. the planning of regulations with regard to Civil Servants. 

c. to conduct the administration of Civil Servants and their 
pensions. 

d. in charge of conducting supervision, coordination and direc- 
ting the execution of regulations applicable to Civil Servants 
in general and their pensions as carried out by the 
Departments and Government (State) Institutes/Non- 
Departmental State Institutes. 


DEVELOPING AND IMPROVING THE ADMINISTRATION OF 
CIVIL SERVANTS. 


Since Pelita I, much has been done in improving, perfec- 
ting and developing various sectors of the government's ad- 
ministration, such as improving laws and regulations, compil- 
ing information, appointments of civil servants, promotions, ap 
pointing candidate civil servants, retirement and other forms 
of mutations. Those are activities toward developing a civil ser- 
vant with real integrity if facing development tasks which since 
Pelita | till Pelita III continued to grow and develop. 


The improvement of laws and regulations for civil servants 
as the implementation of Law No. 8 year 1874 on the Basic 
of Personnel has been quite proper. 


Itis expected that the above law will add strenght to the 
foundation and the intensification in improving the develop- 
ment of Civil Servants. 


Attachment | shows the law and regulations issued in 
the past. 
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RECRUITMENT OF CIVIL SERVANTS 


According to the provisions in Government Decree no. 6 
year 1976 on the Recruitment of Civil Servants, if an aspirant 
after a probation period of at least one year has met all the 


required conditions, the authorized official can appoint the - 


aspirant as a Civil servant, with a certain position (rank) ac- 
cording the prevailing regulations.. 


To be skillful in performing the entrusted task, the aspirant 
or candidate civil servant appointed as of 1 April 1981 should 
follow a pre-job training. The subjects for this pre-job training 
are : 


— Pancasila 

— the 1945 Constitution 

— The Outlines of the State Policy (GBHN) 
— civil servants regulations 

— KORPRI (All Civil Servants Organization) 
— office knowledge 

— basic task of the agency concerned. 


CIVIL SERVANTS ADMINISTRATION 


Within the framework of having a correct, complete and 
reliable data of civil servants, the Government by Presidential 
Decree no. 27 year 1973, conducted a simultaneous and overall 
re-registration of civil servants. 


Based on that re-registration, the total number of civil ser- 
vants in 1974 was as follows : 


RESULT OF CIVIL SERVANTS RE-REGISTRA 
TION AT THE CENTRAL (GOVERNMENT) 
LEVEL AND IN THE REGION IN 1974 


No. Typeof Civil Servant Total Percentage 

1. Civil Servant, Central 1.164.192 81,596 

2. Civil Servant, Region 363.617 18,596 
Overall total 1.527.809 100 


All civil servants are provided with a number (NIP and an 
Identity Card as Civil Servant (KARPEG) according to the cir- 


cular letter of the Head of the Central Office for Civil Servants 
No. 01/8e/1975 dated 9 January 1975. 


The résult of the Civil Servants registration is very useful 
as a foundation for developing and drafting a formation of Civil 
Servants as well as maintaining an orderly and correct civil ser- 
vants administration. In so doing, when data of a civil servant 
is required it can be easily obtained. A correct and orderly civil 
servants administration is an absolute requirement for develop- 
ing a Civil Servant. 


THE NUMBER OF CIVIL SERVANTS 
AT THE CENTRAL (GOVERNMENT) LEVEL AND 
REGION UP TO DECEMBER 1983 


No. Typeof Civil Servant Total Percentage 

1. Civil Servant, Central 2.404.003 86 96 

2. Civil Servant, Region 377.197 14 96 
Overall total 2.781.200 100 96 


According to the above table, since, March 1974 up to 
December 1983, there was an increase in the number of civil 
servants of 1.353.391 persons, or 1.353.391:1.427.809 x 
100% = 94.7896 


SALARY (INCOME) OF CIVIL SERVANTS 


For a better guidance of civil servants in development ac- 
cording to the State’s financial ability, the Government is con- 
tinuously improving the salary of civil servants with the details 
shown in Attachment Il. 


UPGRADING OF CIVIL SERVANTS 


For a better performance in civil servants administration, 
the Central Office for Civil Servants is conducting upgrading 
of officials in charge of personnel sector. 


REGULATIONS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
WHICH HAVE ESTABLISHED AS IMPLEMENTING REGULATIONS OF 


LAW No. 8 YEAR 1974 
No. Typeof Sequence Number Year Description 
Regulation number 
1 2 3 4 5 6 
1 Government 1 20 1975 Authority for appointing, transferring and terminating of Civil Servants 
Decree 2 21 1975 Oath/Pledge of Civil Servants 
3 4 1976 A Civil Servant becomes Government Official 
4 5 1976 Formation of Civil Servants 
5 6 1976 Recruiting Civil Servants 
6 20 1976 Membership of Civil Servants in a Political Party or Functional Group 
(Golongan Karya) 
7 24 1976 Leave of Civil Servants 
8 5 1977 Adjustment of basic pension of former Civil Servant, Widow/Widower, 
and his/her orphan in the Irian Jaya Province 
9 7 1977 Salary regulation of Civil Servants 
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1 3 4 5 6 

10 8 1977 Determining Basic Pension of former Civil Servants and 
Widow/Widower 

11 9 1977 Changes in Government Decree No. 26 year 1973 conceming the 

Financial Status of the President and the Vice President of the 
Republic of Indonesia. 

12 10 1977 Changes in Government Decree No. 17 year 1967 onthe Financial 
Status of a Minister of the Republic of Indonesia. 

13 11 1977 Changes in Government Decree No. 15 year 1974 on Salary/ 
Honorary Salary, Honorary Bonus for the Chairman, Vice Chairman 
and Member of the Highest Level Government (State) Institute. 

14 12 1977 Adjustment of Basic Pension of a former Government (State) Official. 

15 14 1977 Changes and Additions in Government Decree No. 18 year 1977 on 
Granting Pension Aid to Pension Receptors/Allowance of a Pension 
Nature. 

16 19 1977 Status, Financial Status and Other Civil Servant Rights for Provincial 
Head and Deputy Provincial Head. 

17 20 1977 Basic Salary ofthe Attorney General. | 

18 21 1977 Pension of the Vice Chairman of the People's Consultative Assembly, 
Republic of Indonesia not holding the position of Vice Chairman 

.of Parliament, Republic of Indonesia. 

19 22 1977 Adjustment of Basic Pension of Specific former Government Official 
and Widow/Widower after reaching the age of 80 years. 

20 23 1977 Adjustment Basic Pension for Retired Civil Servant and Widow/ 
Widower after reaching the age of 80 years. 

21 26 1977 Health Test of Civil Servants and Other Personnel working for the 
Republic of Indonesia. 

22 5 1978 Financial Status of the President and Vice President as well as Former 
President and Vice President of the Republic of Indonesia. 

23 6 1978 Adjustment of Basic Pension of Former Civil Servants and their 
Widow/Widower after reaching the age of 70 years upto 80 years. 

24 7 1978 Adjustment of Basic Pension of a Specific Former Government Official 

| and the Widow/Widower after reaching the age of 70 up to 80 years. 

25 8 1978 Changes in Government Decree No. 11 year 1977 on Granting 

| Pension Aid to Receptors of Pension/Allowance of a Pension Nature. 

26 12 1978 Minimum Income of Pensioners (Retirees). 

27 13 1978 Appointment of employee/Teacher of subsidised Private School as a 
Civil Servant. 

28 31 1978 Appointment of employee of the Oil and Natural Gas Institute as a Civil 
Servant. | 

29 2 1979 Adjustment of Basic Pension of a Retired Civil Servant and Pension of 
the Widow/Widower. 

30 3 1979 Adjustment of Basic Pension of a Specific Former Government Official 
and the Widow/Widower. 

31 5 1979 Appointment of employee working for the Ist Level Regional 
Administration/Province in East Timor as a Civil Servant. 

32 9 1979 Granting a 13th month Salary in the fiscal year 1979/1980 to Civil 
Servants. 

33 10 1979 Evaluation of a Civil Servant's Work Performance. 

34 15 1979 Sequence List of Rank/Position of Civil Servants. 

35 16 1979 Appointment of Candidate/Employee of the Railway Company as 
Candidate/Civil Servant. 

36 19 1979 Re-affirmation and Adjustment of Basic Pension of Specific Retired 
Civil Servant and the Widow/Widower. 

37 32 1979 Termination of a Civil Servant. 

38 37 1979 Granting of a 14th Month Salary in Fiscal year 1979/1980 to Civil 


Servants and Government Officials. 
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3 4 5 
39 38 1979 
40 3 1980 
41 8 1980 
42 9 1980 
43 10 1980 
44 14 1980 
45 12 1980 
46 13 1980 
47 14 1980 
48 15 1980 
49 16 1980 
50 30 1980 
51 37 1980 
52 44 1980 
53 45 1980 
54 46 1980 
55 47 1980 
56 48 1980 
57 49 1980 
58 50 1980 
59 51 1980 
60 55 1980 
61 12 1981 
62 25 1981 
63 30 1981 


Granting of Additional Pension in Fiscal year 1979/1980 to Receptors 
of Pensior/Allowance of a Pension Nature. 


Ranking Appointment of a Civil Servant. 


Pension for the Former Chairman and Former Vice Chairman ofthe 
Provisional People's Consultative Assembly and his Widow. 


Financial/Administrative Right of Region Head (Govemor)/Deputy 
Region Head and Former Region Head/Former Deputy Region Head 
andthe Widow/Widower. 

Granting of Honorary Allowance to Former Member of the Central 
Indonesian National Committee and the Widow/Widower. 
Appointment of employee of the Main Centre for Textile Industry 
Research and Development, Main Centre for Cellulose Industry 
Research and Main Centre for Metal and Machinery Industrial 
Development as Civil Servant. 

Appreciation Allowance for Former Chairmar/Vice Chairman/Former 
Member of the Supreme Advisory Council and the Audit Board/ 
Monetary Supervisory Council who were Appointed prior the 
Promulgation of Law No. 17 year 1965, and the Widow/Widower. 
Changes and Additions in Government Decree No. 7 year 1977 on 
Salary Regulation of Civil Servants. 


Granting of Improved Allowance in Pension Income for Civil Servants 
and Government Officials. 

Granting of Improved Allowance in Pension Income for Receptors of 
Pension/Allowance of a Pension Nature. | 
Granting of Improved Allowance of Income for Pioneer of National 
Movement/Independence and Former Member of the Central 
Indonesian National Committee. 

Disciplinary Regulations for Civil Servant. 

Appointment of Television RI Foundation employee as Civil Servant. 
Changes in Government Decree No. 15 year 1974 on Salary/ | 
Honorary Salary/Honorary bonus for the Chairman, Vice Chairman 
and Member of Highest Level/High Level Government (State) 
Institute. 

Changes in Government Decree No. 15 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance in Pension Income for Receptors of Pension' 
Allowance of a Pension nature. | 
Changes in Government Decree Мо. 16 year 1980 оп Granting of 
Improved Allowance in Income for National Movement Ріопеегѕ/ 


Independence and former Member of the Central Indonesian 
National Committee. 


Changes in Government Decree No. 14 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance for Civil Servant and Government Official. 
Changes in Government Decree No. 9 year 1980 on Financial/ 
Administrative Right of Region Head/Former Region Head and the 
Widow/Widower. 


Granting of Additional Allowance to Pension of Widow/Widower of 
Civil Servant. 


Financial/Administrative Right of Minister of State and Former 
Minister of State and the Widow/Widower. at 
Re-assessment/Adjustment Basic Pension of Former Govemme 
Official. 


Appointment Head of Kelurahan and Kelurahan apparatus as civil 
servant. | 
Disability allowance апа Grievance compensation for Civil Servant. 
Social Insurance for Civil Servant. 


Appointment as Civil Servant of Art Personnel within the Depa! (теп 
of Information. 


= 
№ 
e 
P» 
o 


64 4 1982 
65 27 1982 
66 37 1982 
67 40 1982 
68 1 1983 
69 10 1983 
70 23 1983 
71 4 1984 
72 8 1984 
73 9 1984 
74 10 1984 


Granting of Death Allowance for family of Pension receptor (recipient). 


Granting of Pension or Appreciation Allowance to Former Head of 
Kelurahan and the Kelurahan Apparatus. 
Adjustment/Re-assessment of Basic Pension of Teacher in 
Permanent Service of Subsidized Private School. 

Determining Pension for Civil Servant formerly Civil Servant of the 
Government owned Salt Company. 

Treatment of Candidate Civil Servant Killed or Disabled due to 
Accident while on Duty. 


Permit to Marry and Divorce for Civil Servant. 


Granting Salary/Pension/13th Month Allowance in Fiscal Year 1983/ 
1984 to Civil Servants, Government Officials and Receptors of 
Pension/Allowance. 


Revoking Government Decree No. 32 year 1972 on the Central 
Office for Civil Servants. 


Changes in Government Decree No. 14 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance for Civil Servants and Government Officials as 
had been changed by Government Decree No. 47 year 1980. 


Changes in Government Decree No. 15 year 1980 on Granting of 
Improved Pension Allowance for Receptors of Pension/Allowance 

of a Pension Nature as had been changed by Government Decree 
No. 45 year 1980. 

Changes in Government Decree No. 16 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance for National Movement Pioneers/Independence 
and Former Member of the Central Indonesian National Committee 
as had been changed by Government Decree No. 46 year 1980. 
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1 2 3 4 5 6 

39 38 1979 Granting of Additional Pension in Fiscal year 1979/1980 to Receptors 
of Pension/Allowance of a Pension Nature. 

40 3 1980 Ranking Appointment of a Civil Servant. 

41 8 1980 Pension for the Former Chairman and Former Vice Chairman of the 
Provisional People's Consultative Assembly and his Widow. 

42 9 1980 Financial/Administrative Right of Region Head (Governor)/Deputy 
Region Head and Former Region Head/Former Deputy Region Head 
andthe Widow/Widower. 

43 10 1980 Granting of Honorary Allowance to Former Member of the Central 
Indonesian National Committee and the Widow/Widower. 

44 11 1980 Appointment of employee of the Main Centre for Textile Industry 
Research and Development, Main Centre for Cellulose Industry 
Research and Main Centre for Metal and Machinery Industrial 
Development as Civil Servant. 

45 12 1980 Appreciation Allowance for Former Chairman/Vice Chairman/Former 
Member of the Supreme Advisory Council and the Audit Board/ 
Monetary Supervisory Council who were Appointed prior the 
Promulgation of Law No. 17 year 1965, and the Widow/Widower. 

46 13 1980 Changes and Additions in Government Decree No. 7 year 1977 on 
Salary Regulation of Civil Servants. 

47 14 1980 Granting of Improved Allowance in Pension Income for Civil Servants 
and Government Officials. 

48 15 1980 Granting of Improved Allowance in Pension Income for Receptors of 
Pension/Allowance of a Pension Nature. 

49 16 1980 Granting of Improved Allowance of Income for Pioneer of National 
Movement/Independence and Former Member of the Central 
Indonesian National Committee. 

50 30 1980 Disciplinary Regulations for Civil Servant. 

51 37 1980 Appointment of Television RI Foundation employee as Civil Servant. 

52 44 1980 Changes in Government Decree No. 15 year 1974 on Salary/ 
Honorary Salary/Honorary bonus for the Chairman, Vice Chairman 
and Member of Highest Level/High Level Government (State) 
Institute. 

53 45 1980 Changes in Government Decree No. 15 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance in Pension Income for Receptors of Pension/ 
Allowance of a Pension nature. 

54 46 1980 Changes in Government Decree No. 16 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance in Income for National Movement Pioneers/ 
Independence and former Member of the Central Indonesian 
National Committee. 

55 47 1980 Changes in Government Decree No. 14 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance for Civil Servant and Government Official. 

56 48 1980 Changes in Government Decree No. 9 year 1980 on Financial/ 
Administrative Right of Region Head/Former Region Head and the 
Widow/Widower. 

57 49 1980 Granting of Additional Allowance to Pension of Widow/Widower of 
Civil Servant. 

58 50 1980 Financial/Administrative Right of Minister of State and Former 
Minister of State and the Widow/Widower. 

59 51 1980 Re-assessment/Adjustment Basic Pension of Former Government 
Official. 

60 55 1980 Appointment Head of Kelurahan and Kelurahan apparatus as civil 
servant. 

61 12 1981 Disability allowance and Grievance compensation for Civil Servant. 

62 25 1981 Social Insurance for Civil Servant. 

63 30 1981 Appointment as Civil Servant of Art Personnel within the Department 
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of Information. 


1 3 4 5 6 

64 4 1982 Granting of Death Allowance for family of Pension receptor (recipient). 

65 27 1982 Granting of Pension or Appreciation Allowance to Former Head of 
Kelurahan and the Kelurahan Apparatus. 

66 37 1982 Adjustment/Re-assessment of Basic Pension of Teacher in 
Permanent Service of Subsidized Private School. 

67 40 1982 Determining Pension for Civil Servant formerly Civil Servant of the 
Government owned Salt Company. 

68 1 1983 Treatment of Candidate Civil Servant Killed or Disabled due to 
Accident while on Duty. 

69 10 1983 Permit to Marry and Divorce for Civil Servant. 

70 23 1983 Granting Salary/Pension/13th Month Allowance in Fiscal Year 1983/ 
1984 to Civil Servants, Government Officials and Receptors of 
Pension/Allowance. 

71 4 1984 Revoking Government Decree No. 32 year 1972 on the Central 
Office for Civil Servants. 

72 8 1984 Changes in Government Decree No. 14 year 1980 on Granting of 
Improved Allowance for Civil Servants and Government Officials as 
had been changed by Government Decree No. 47 year 1980. 

73 9 1984 Changes in Government Decree No. 15 year 1980 on Granting of 
Improved Pension Allowance for Receptors of Pension/Allowance 
ofa Pension Nature as had been changed by Government Decree 
No. 45 year 1980. 

74 10 1984 Changes in Government Decree No. 16 year 1980 on Granting of 


Improved Allowance for National Movement Pioneers/Independence 
and Former Member of the Central Indonesian National Committee 
as had been changed by Government Decree No. 46 year 1980. 
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DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS IMPLEMENTING 
REGULATION OF LAW NO. 8 YEAR 1974, AS WELL AS LAWS AND REGULATIONS WHICH 
HAD BEEN DETERMINED AS ITS IMPLEMENTING REGULATIONS 


No. Туреої Seguence Number Year Description 
Regulation Number 
1 2 3 4 5 6 
|| Presidential 1 56 1974 Allotment, Utilization, Way of Deduction, depositing and Amount of 
Decree Contribution Collected from Civil Servants, Government Official and 
Pension Recipients. 
2 28 1975 Treating those involved in the G.30-S/PKI (Communist revolt of 
30 September 1965) Category C. 
3 7 1977 Adjustment of Rank/position and Basic Salary of Civil Servant 
according to Government Decree No. 12 year 1967 into Government 
Decree No. 7 year 1977. 
4 8 1977 Changes and Additions in Decree of the President of the Republic of 
Indonesia No. 56 year 1974 on Division (allotment), Utilization, Way of 
deduction, Depositing, and Amount of Contribution Collected from 
Civil Servants, Government Officials and Pension Recipients. 
5 13 1977 Irian Jaya Special Allowance. 
6 14 1977 Official expense account for a Specific Government Official. 
7 15 1977 Structural Official expense account. 
8 16 1977 Official expense account for specific Civil Servant in the Educational 
Sector. 
9 17 1977 Official expense account of a judge at the Supreme Court and General 
Judiciary. 
10 18 1977 Official expense account of a Judge at a Religious Judiciary. 
11 19 1977 Official expense account for the Chairman and Member of Maritime 
Court. 
12 20 1977 Official expense account for a District Attorney. 
13 21 1977 Official expense account for a Specific Official assigned at BEPEKA 
(Audit Board). 
14 22 1977 Official expense account for an Investigator (Researcher). 
15 23 1977 Official expense account for a Civil Servant assigned at the Code 
sector (cryptography). 
16 44 1977 Additional Position/Function as stated in the attachment of 
Presidential Decree No. 15 year 1977. 
17 45 1977 Additional Position/Function as stated in the Attachment of 
Presidential Decree No. 15 year 1977. 
18 50 1977 Official expense account for the Attorney General. 
19 32 1978 Changes in Attachment E and B XV of Presidential Decree No. 15 
year 1977. 
20 11 1979 Changes in Presidential Decree No. 14 year 1977 on Official expense 
account for Specific Government Official. 
21 12 1979 East Timor Special Allowance. 
22 25 1979 Official expense account for Alternative Secretary (Registrar) at the 
Supreme Court and General Judiciary. 
23 26 1979 Changes in Presidential Decree No. 45 year 1977 on Additional 
Function as stated in the Attachment of Presidential Decree No. 15 
year 1977. 
23 35 1979 Changes in Presidential Decree No. 65 year 1972 as had been 
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changed by Presidential Decree No. 21 year 1979 on Honorarium for 
Chairman/Vice Chairman, Secretary/Vice Secretary, Member and 
Expert Advisor of a Council/Sub Council, Committee of the Institute 
and/or Coordinating Body. 


о A aapa Tan ج ا‎ 
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1 2 3 4 5 6 

24 62 1979 Granting of Appreciation to former employees of TRIKORA and the 
Widow/Widower. 

25 19 1980 Official expense account for Civil Servants Assigned/attached to a 
Private University and subsidized Private School. 

26 20 1980 Changes in Presidential Decree No. 12 year 1979 on East Timor 
Special Allowance. 

27 21 1980 Changes in Presidential Оесгее No. 13 year 1977 on Irian Jaya 
Special Allowance. 

28 44 1980 Official expense account for a Judge Assigned for Judiciary Task. 

29 67 1980 Civil Servant's Supervisory Board. 

30 69 1980 Changes in Attachments A, B, C and F of Presidential Decree No. 15 
year 1977 on Structural Official expense account as had been 
changed several times and latest with Presidential Decree No. 26 
year 1979. 

31 71 1980 Transfer as Civil Servant atthe Centre of a Type of Civil Servant 
inthe Region assuming the position of Teacher and Administrative 
Personnel of an Elementary School. 

32 2 1981 Extension Age Limit of a District Attorney. 

33 8 1981 Granting of Rice Allowance to Civil Servant atthe Centre assigned at 
Autonomous Regiorial Government. 

34 9 1981 Granting of Additional Income to Retired Former Chairman and 
Former Member of the Working Committee of Central Indonesian 
National Committee (BP-KNIP) and the Widow/Widower. 

35 12 1981 Allowance for Nuclear Danger. 

36 30 1981 Pre Job Training. 

37 59 1981 Session Bonus for the Board and Members of BEPEKA (Audit Board) 
and the Supreme Court. 

38 12 1982 Allowance for Maritime (Navigation) Safeguarding and Rescue for 
Civil Servants assigned at Maritime Security and Rescue Installations. 

39 25 1982 Official expense account for Volcanic Mountain Observers. 

40 29 1982 Changes in Attachment A, B and E of Presidential Decree No. 15 
year 1977 on Structural Official expense account as had been 
changes several times and latest by Presidential Decree No. 69 
year 1980. 

41 30 1982 Changes in Presidential Decree No. 16 year 1977 on Official Expense 
Account for a Specific Civil Servant in the Educational Sector. 

42 32 1982 Appreciation for Irian Jaya's Freedom Fighters againts Dutch 
Colonialism. 

43 2 1983 Appointment of Honorary Personnel Working at the Provincial 
Government of East Timor, as Civil Servant. 

44 11 1983 Appointment as Civil Servant Official and Honorary Personnel 
Working with the Provincial Government of East Timor. 

45 43 1983 Changes in Presidential Decree No. 20 year 1977 on Official expense 
account of a District Attorney. 

46 44 1983 Official expense account for a Judge and Registrar at the Supreme 
Court and General Judiciary. 

47 11 1984 Position, Task, Function and Orgnization of the Central Office for Civil 
Servants. 

48 22 1984 Procedure of Providing and Distributing of Salary Subsidy and 


Pension for an Autonomous Region. 
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CIRCULAR LETTER AS TECHNICAL GUIDANCE FOR IMPLEMENTING LAWS AND REGULATIONS 
AS HAVE BEEN DETERMINED AS IMPLEMENTATION OF LAW NO. 8 YEAR 1974 


No. Typeof Seguence Number Year Description 
Regulation Number 
1 2 3 4 5 6 
Hl Circularofthe 1 01 9- 1-1975 Guide for Requesting, Determining and Utilizing Basic Number of Civil 
Head Central Servant and Identity Card of Civil Servant. 
Office for Civil 
Servants, | 
2 02 11- 2-1975 Certificate not Involved in the G.30 S/PKI (Communist 30 September 
1965 Revolt) for Applicants of Civil Servant. 
3 03 18- 3-1975 Passport photo for Appointment as Civil Servant. 
4 04 2- 4-1975 Appointment Teacher of Government Primary (Elementary) School as 
Civil Servant. 
5 05 3- 4-1975 Intensifying the Settling of Civil Servants mutation. 
6 06 7- 6-1975 Implementing the Appointment of a Government Elementary School 
Teacher/Civil Servant for Fiscal Year 1975/1976. 
7 07 12- 6-1975 Settlement Status of Civil Servant. 
8 08 16- 6-1975 Simplifying Settlement of Personnel Mutation and the Granting of 
Pension. 
9 09 30- 7-1975 Assistant for Civil Servants atthe Centre. 
10 10 31- 7-1975 Signing of Personnel Mutation Proposal as submitted to the Central 
Office for Civil Servants (BAKN). 
11 11 29- 9-1975 Certificate of Physical Fitness from the Health/Medical Test 
Council/Physician. 
12 12 14-10-1975 Authority of Appointing, Transferring and Terminating Civil Servants. 
13 13 22-10-1975 Guide for Administrative Settlement for Civil Servant/Personnel/ 
Employee Goverriment owned Company/Government Personnel 
involved in the Communist revolt of 30 September 1965 (G. 30 S/PKI). 
14 14 24-10-1975 Guide for Taking Oath/Pledge of Civil Servant. 
15 15 27-10-1975 Position/Ranking of Civil Servant in Structural Function. 
16 16 31-10-1975 Appointment of Teacher INPRES (Presidential Instruction) No. 10 
year 1973 Government Elementary School from Candidate Civil 
Servant as Civil Servant. 
17 01 22- 1-1976 Certificate not Involved in the 30 September 1965 Communist Revolt 
(G. 30 S/PKI) for Personnel Mutation. 
18 02/SE/1976 1976 Adjustment implementation of Basic Pension for Former Government 
and SE/1.11/ Official. 
DJA/IV.4/2/76 
19 03 1- 3-1976 Civil Servant becoming Government Official. 
20 04 4- 3-1976 Guide for Drafting of Civil Servants Formation. 
21 05 8- 3-1976 Recruiting of Civil Servant. 
22 06 9- 8-1976 Membership of Civil Servant in a Political Party or Functional Group 
(Golongan Karya). 
23 07 2- 9-1976 Determining of Echelon for Agency/Service Head in a Department. 
24 08 14- 9-1976 Implementing Appointment of Government Elementary School 
Teacherin Fiscal Year 1976/1977. 
25 09 17- 9-1976 Guide for reporting and sending of file for mutation of civil servant. 
26 01 25- 2-1977 Request and Granting of Leave for Civil Servant. 
27 02 7- 3-1977 Implementation of Civil Servants Salary Regulations. 
28 03 7- 7-1977 Implementation of Determining Basic Pension of Former Civil Servant 
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and the Widow/Widower. 


30 


31 
32 


41 


42 


45 


47 


49 


50 


51 


52 


53 


04/SE/1977 1977 
and SE.1.18/ 

DJANII/ 

4/3/1977 

MENKEU. 

05/SE/1977 1977 
and SE1.25/ 

DJA/VII/4/ 

1977 

MENKEU. 

06 28- 5-1977 
07 28- 5-1977 
08 30- 5-1977 
09 30- 5-1977 
10 30- 5-1977 
11 30- 5-1977 
12 30- 5-1977 
13 7- 6-1977 
14 7- 6-1977 
15 1- 7-1977 
16 28- 7-1977 
17 30- 8-1977 
18 5- 9-1977 
19 7- 9-1977 
20 9- 9-1977 
21 24-11-1977 
22 10-12-1977 
01 27- 2-1978 


02/SE/1978 16- 3-1978 


and SE.1/Dja/ 
IV/0/3/78 

MENKEU. 

03 25- 3-1978 
04 1-11-1978 


05/SE/1978 12-12-1978 
and SE.1.47/0 

12/78 

MENKEU. 


01 9- 3-1979 


Implementation of Adjusting Basic Pension of Former Civil Servant, 
Widow/Widower, and his/her orphans in the Iriari Jaya Province. 


Implementation of Adjusting Basic Pension for Retired Civil Servant 
and the Widow/Widower after Reaching the Age of 80 (eighty) 
Years or More. 


Structural Official Expense Account. 

Official expense account for Specific Civil Servant in the Educational 
Sector. 

Official expense account of a Judge at the Supreme Court and 
Religious Judiciary. 

Official Expense account of a Judge at Religious Judiciary. 

Official expense account of a District Attorney. 


Official expense account for Investigator (Researcher). 

Official expense account for Civil Servant assigned in the Code sector. 
Official expense account for Chairman and Member of the Maritime 
Court. 

Official expense account for BEPEKA (the Audit Board). 

Health Test/Examination for Civil Servant and other Personnel 
working for the State of the Republic of Indonesia. 

Guide for determining Basic Pension of Retired Civil Servant and 
Retired Widow/Widower. 

Additional Structural Position within the Department of Religious 
Affairs and State Secretariat (SEKNEG). 

Implementing the Appointment of Religious Teacher in Fiscal 

Year 1977/1978. 

Implementing the Appointment of Government Elementary School 
Teacher in Fiscal Year 1977/1978. 

Structural Official Expense Account of the Attorney General. 

Civil Servant of a Lower Ranking directly Supervising a Civil Servant of 
Higher Rank/Position. 


Additional Structural Function for Echelon IIl and Lower as Stated in 
the Attachment of Presidential Decree No. 15 year 1977. 

Payment of Civil Servant Salary who is appointed Member of the 
People's Consultative Assembly (MPR)/House of Representatives 
(DPR), Provincial Representative Council (DPRD of 1st Level) and 
DPRD ofthe 2nd Level. 

Implementation of Adjusting Basic Pension for Retired Civil Servant 
arid the Widow/Widower having reached the age of 70 (Seventy) up to 
80 (eighty) years in Fiscal Year 1978/1979. 


Appointment of Personnel/Teacher of Subsidized Private School as 
Civil Servant. 

Appointment as Civil Servant an employee of the Oil and Natural Gas 
Institute. 

Implementation of Adjusting Basic Pension and of Civil Servant and 
the Widow/Widower which will become effective as of 1 April 1979. 


Curriculum Vitae. 
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58 . 


59 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


02/SE/1979 29- 
and SE.808.2. 
2558/S.J. 
MENDAGRI. 
03 29- 
05 29- 
06 18- 
07 23- 
08 16- 
09 26- 
10 28- 
11 9- 
01 17- 
02 11- 
03 11- 
04 11- 
05 12- 
06 28- 
07/SE/1980 5- 
and 1.12/DJA/ 
VII. 1/3/80. 
09 17- 


10/SE/1980 24- 
and 


SE-1.16/DJA/ 
1.0/3/80. 
11 25- 
12 31- 


13/5Е/1980 3- 


14 5. 


15/SE/1980 
and SE-1-21- 
DJA/1.0/5/ 
80 (SE/74/80) 


16 13- 


3-1979 


3-1979 


3-1979 


4-1979 


5-1979 


6-1979 


6-1979 


6-1979 


7-1979. 


1-1980 
2-1980 
2-1980 
2-1980 
2-1980 
2-1980 
3-1980 
3-1980 


3-1980 


3-1980 


3-1980 


4-1980 


4-1980 


1980 


5-1980 


Implementation of Adjusting Basic Pension for Retired Regional Civil 
Servant and the Widow/Widower which will become effective as of 
1-4-1979. 


Appointment of employee working with the 1st Level Regional 
Government (Province) of East Timor as Civil Servant. 


Legalization of Copy or Photocopy of Evidence of graduation, 
Certificate, Diploma or Substitute Evidence Having Graduated/ 
Certificate/Diploma. 


Implementation of the Appointment of Teacher Government 
Elementary School in Fiscal Year 1978/1979. 


Official Expense Account of Alternate Registrar at the Supreme Court 
and General Judiciary. 


Promotion of Civil Servant Attached to a Government Project, 
Government Owned Company, Professional Organization, Friendly 
Country or International Agency. 


Implementation of Appointment of Government Elementary School 
Teacherin Fiscal Year 1978/1979. 


Appointment as Candidate employee/Civil Servant of Candidate/ 
Employee of State Railway Company. 


Implementation of Re-assessment and Adjustment of Basic Pension 
Retired Employee of a Specific Government Owned Company and the 
Widow/Widower. 


Official expense account for Upgrading Instructor at the National level. 
Evaluation List of a Civil Servant's Job Performance. 

Sequence Ranking List of Civil Servants. 

Termination of a Civil Servant. 


. Appointment within Rank of Civil Servant. 


Guide to fill in the rank/position sector and salary administration. 
Implementation of Granting Special Allowance for East Timor. 


Official expense account for Civil Servant at a Subsidized Private 
Higher Learning Institute (University). 

Guide for Administering Pension for Civil Servant and the 
Widow/Widower. 


Appreciation Allowance for Former Chairman/Former Vice 
Chairman/Former Member of the Supreme Advisor Council (DPA) 
and BEPEKA (the Audit Board)/Monetary Supervisory Council who 
were appointed prior to the Promulgation of Law No.3 Year 1967 and 
Law No.17 year 1965 and tha Widow/Widower. 

Granting of Pension to former Governor and Former Deputy Governor 
and the Widow/Widower. | 

Granting Appreciation to former personnel of TRIKORA and the 
Widow/Widower. 


Granting of Honorary Allowance to former member of KNIP (Central 
Indonesian National Committee) and the Widow/Widower. 


Implementation of granting East Timor Special Allowance. 


Improvement Circular of the Head BAKN (Central Office for Civil 
Servants) No. 05/SE/1980 dated 12-2-1980 and No. 06/SE/1980 
dated 26 February 1980. 


1 3 4 5 6 
78 17/SE/1980 1980 Implementing the settlement of administration of Retired former Civil 
and Servant and the Widow/Widower who are still receiving an advance on 
SE.1.29/ pension and in possession of the original copy of the Decision Letter or 
DJA/1/1.0/ Substitute/alternate Decision Letter. 
5/80. 
79 18 24- 6-1980 Implementation of Appointment Teacher Government Elementary 
School in Fiscal Year 1979/1980. 
80 19/SE/1980  7- 7-1980 Change in Civil Servant's Age Limit, entitled receiving a family 
allowance. 
81 21 21- 8-1980 Evaluating Official and Superior of Evaluating Official for Civil 
Servants assuming the position of Headmaster of Elementary School. 
82 22 10- 9-1980 Official expense account of a judge Assigned with Judiciary Task. 
83 23 30-10-1980 Disciplinary Regulations for Civil Servant. 
84 24 10-11-1980 Appointment as Civil Servant, an employee of the Television RI 
Foundation. 
85 25 17-11-1980 Appointment within Rank and Promotion of Civil Servant. 
86 26 10-12-1980 Implementing the Appointment of Religious Teacher at Government 
Elementary School for Fiscal Year 1979/1980. 
87 01 26- 1-1981 Appointment Head of Kelurahan and his apparatus as Civil Servant. 
88 02 26- 1-1981 Changes in Attachments A, B, C, E and F of Presidential Decree 
No. 15 year 1977 on Structural Official Expense Account. 
89 03 29- 1-1981 Civil Servantconducting a General Election campaign. 
90 04 5- 2-1981 Improving orderly situation at the Central Office for Civil Servants 
| (BAKN). 
91 05 11- 2-1981 Conditions for Appointment of Religious Teacher at Government 
| Elementary School. 
92 06 23- 3-1981 Extension Age Limit Retirement for Civil Servant assuming the 
position of District Attorney. 
93 . 07/SE/1981 26- 5-1981 Implementation of Granting Pension for Widow/Widower/Child of 
and SE-1.19 Civil Servant and Government Official. 
DJA/I.0/5/ 
1981. 
94 08 26- 5-1981 Extension of Granting Working Allowance in East Timor. 
95 09/SE/1981 7- 7-1981 Treatment, Disability Allowance and Grievance pay for Civil 
and 368/Men. Servant. 
Kes./EB/VII. | 
96 10 7- 7-1981 Administrative Action and Disclipinary Penalty againts Civil Servants 
Possessing/Utilizing Fake Diploma/ASPAL. 
97 11/SE/1981 5- 8-1981 Pre Job Training. 
and 181/ 
Seklam/ 
7/1981. 
98 12/SE/1981 5- 8-1981 Implementation of Service Examination. 
and 
193/Seklam/ 
8/1981. | 
99 13 21- 8-1981 Implementing the Appoinment of Government Elementary School 
Teacher in Fiscal Year 1980/1981. 
100 14 27- 8-1981 Appointment of Art Personnel within the department of Information as 
Civil Servant. 
101 15 31- 8-1981 Implementation of Appointing Religious Teacher at Governmertt 
Elementary School in Fiscal Year 1981/1982. 
102 16 16- 9-1981 Implementation of Appointing Teacher and Guard of Government 
Elementary School in Fiscal year 1981/1982. 
103 17 16- 9-1981 Implementation of Appointing Religious Teacher at Government 


Elementary School in Fiscal Year 1981/1982. 
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105 
106 
107 
108 


109 


110 


111 
112 


113 
114 


115 
116 
117 


118 


119 


120 
121 
122 
123 


124 


125 
126 


127 


18/SE/1981 
and SE-1.8 
DJA/I.O/ 
10/81. 


19 
01 


02 


09/SE/1982, 
170/SEKLAN/ 


7/1982 and 
SE.89/A.1/ 
0782. 

10 

11 

12 


SK.314/ 


1982, SE.158/ 


KM.3/1982 
and 13/SE/ 
1982. 

14 
15/SE/1982 
16 

17 

01 


02/SE/1983 
and 75/KEP 
J.10/83. 


03 
04 


05 


1-10-1981 


18-12-1981 


11- 1-1982 


16- 1-1982 


16- 2-1982 


19- 3-1982 


30- 3-1982 


21- 4-1982 
25- 5-1982 


29- 5-1982 
28- 7-1982 


29- 7-1982 


7- 9-1982 


12-10-1982 


22-10-1982 


26-10-1982 


27-10-1982 


18-11-1982 


10-12-1982 


5- 1-1983 


29- 1-1983 


2- 3-1983 


19- 3-1983 


24- 3-1983 


Allowance for Nuclear Danger. 


Granting of Pension to Former Head of Region and Former Deputy 
Head of Region and the Widow/Widower. 

Establishment Office of Territory | of the Central Office for Civil 
Servants. 

Meeting (Session) Bonus for the Executive and Member of the Audit 
Board and Supreme Court. 

Civil Servant who is a Member/Executive of an Organization 
Conducting Campaign for the General Elections (PEMILU). 
Pension Report and Pension Request of Widow/Widower of 
Pensioner whose Retirement Decision was decided on 1 January 
1981. 

Correction of Attachment XV, Circular of the Head Central Office for 
Civil Servants No. 23/SE/1980 dated 30 October 1980. 
Curriculum Vitae. 

Allowance for Maritime Safety and Rescue of Civil Servants assigned 
at Maritime (Navigational) Safety and Rescue Installations. 


Official Expense Account for Volcanological Observers. 


Guide for Implementing and Financing of Pre Job Training. 


Proposal System for Career Ranking Position of Executive at a 
Government Project. Е 
Changes in Presidential Decree No. 16 year 1977 regarding Official 
expense account of a Specific Civil Servant in the Educational sector. 
Granting of pension or Appreciation Allowance for Former Head of 
Kelurahan and its Apparatus. 

Appreciation for freedom fighters of Irian Jaya against Dutch 
colonialism. 


Changes in Attachment A, B, E and F of Presidential Decree No. 15 
year 1977 on Structural official expense account. 

Team for Evaluation and Appreciation of Civil Servants having made 
new invention of benefit to the State. 

Termination of Civil Servant Staff Level I Group column IV/b and 
above. 

Implementing Appointment of Teacher and Guard of Government 
Elementary School for Fiscal year 1982/1983. 

Pension re-assessment of former Teacher in Permanent Service at 
Subsidized Private School. 


Credit Point for Position of Investigator (Researcher). 


Implementing the Appointment of Religious Teacher at Government's 
Elementary School for Fiscal year 1982/1983. 

Appointment of Official and Honorary Personnel Working for the 1st 
Level Regional Government in East Timor as Civil Servant. 


Determining Pension for Civil Servant, former employee of 
Government owned Salt Company. 


128 06 6- 4-1983 Proposal for Posthumous Promotion and Death Allowance for Civil 
Servant. 

129 07 16- 4-1983 Changes/Additions of Attachment Presidential Decree No. 15 
year 1977 on Structural Official expense account. 

130 08 26- 4-1983 Permit for Marriage and Divorce of Government Official. 

131 10 7- 5-1983 Echelon similarity for executive position at the board of KORPRI (All 

| . . Civil Servants Organization). 

132 11 9- 5-1983 Civil Servant Pension and Government Official Pension. 

133 12 29- 7-1983 Official expense &ccount for Judge and Registrar at the Supreme 
Court and General Judiciary. 

134 13 29- 7-1983 Official expense account for District Attorney. 

135 14 23- 9-1983 Appointment as Civil Servant for Candidate Civil Servant whose 
appointment became effective in Fiscal Year 1981/1982. 

136 01 16- 1-1984 Implementing the Appointment of Teacher and Guard of Government 
Elementary School in Fiscal Year 1983/1984. 

137 02 18- 1-1984  Implgmenting the Appointment of Religious Teacher at Government 


Elenyentary School in Fiscal Year 1983/1984. 
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IMPROVEMENT AVERAGE INCOME OF CIVIL SERVANT 


PELITA | UP TO PELITA Hi. 
| ATTACHEMENT || 
Category Service (FISCAL YEAR) 

NO. column period 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. l/a 4 1.053 1.753 2.353 3.353 4.050 7.500 10.000 10.500 
2. Me 7 1.072 1.772 2.372 3.372 4.050 7.500 10.000 10.700 
3. i/c 9 1.093 1.793 2.393 3.393 4.050 7.500 10.000 10.900 
4. i/d 11 1.199 1.899 2.499 3.480 4.558 7.500 10.920 11.100 
5, Ша 12 3.016 4.659 6.212 8.582 10.952 17.500 24.440 24.440 
6. Ши 13 3.747 5.621 7.494 10.354 13.214 18.940 29.490 29.490 
7. с 13 4.166 6.249 8.332 11.512 14.692 21.060 32.790 32.790 
8. ша 13 4.612 6.918 9.224 12.744 16.246 23.310 36.300 36.300 
9. Шуа 15 6.446 9.669 12.892 17.812 22.732 32.580 50.370 50.370 
10. Шу 15 7.036 10.554 14.072 19.442 24.812 35.580 55.370 55.370 
11. 111/c 15 7.651 11.477 15.302 21.142 26.982 38.670 60.310 60.310 
12. ш/а 16 8.293 12.440 16.440 22.586 29.246 41.910 65.270 65.270 
13. IV/a 18/21 9.904 14.856 19.808 27.368 34.928 50.050 77.950 77.950 
14. IV/b 18/21 10.664 15.996 21.328 29.468 37.608 53.890 83.930 83.930 
15. IV/c 18/21 11.450 17.175 22.900 31.640 40.380 57.860 90.110 90.110 
16. IV/d 18/24 12.262 18.394 24.524 33.884 43.244 61.970 96.510 96.510 
17. IV/e 18/24 13.100 19.650 26.200 36.200 46.200 66.200 103.100 103.100 
55 РР 12/67 РР 12/67 РР 12/67 РР 12/67 РР12/67 РР 12/67 РР 12/67 РР 12/67 
јо јо jo jo jo jo jo 

PP 10/70 PP17/71 PP1372 | PP35/73 PP11/74 PP 41/75 PP 7/76 
Percentage 
increase 
1977/1978 1- 1-80 1- 1-81 1- 2-84 Pelita! 
upto upto upto until upto 
1979/1980 31-12-80 31- 1-84 now Pelita Ill 

12 13 14 15 16 

15.990 25.600 32.200 36.800 339596 

20.540 32.900 41.100 47.300 431296 

23.650 37.900 47.300 54.400 487796 

27.310 43.700 54.700 62.900 514696 

38.190 57.300 68.800 79.100 252396 

43.180 64.800 77.800 89.400 228696 

45.740 68.700 82.400 94.700 217396 

48.400 72.600 87.200 100.200 257396 

64.270 90.000 106.100 122.200 179196 

67.830 95.000 112.000 128.900 173296 

71.490 100.000 118.000 135.900 168996 

75.260 111.600 131.600 151.900 173296 

102.790 144.000 164.500 189.200 181096 

107.900 151.100 172.700 198.600 176296 

121.770 175.000 194.900 224.100 185796 

127.430 178.400 203.900 234.500 181296 

133.200 186.500 213.200 245.100 177196 

PP 7/77 PP 7/77 PP 7/77 PP 7/77 
jo jo jo 
PP 14/80 PP 47/80 PP 8/84 


Legend 

1. Each ovii servant ts regarded having one wife husband three children 
2 In this caiculabon is not included official expense account. 

3 No deduction yet of 10% computsory contniouhion trom income 
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Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah Lembaga 
Negara Non Departemen yang mempunyai fungsi khusus, yakni : me- 
ngatur administrasi kepegawaian di seluruh Indonesia. Semua pegawai 
negeri, baik pegawai pusat, pegawai pusat yang diperbantukan ke 
daerah, maupun pegawai daerah di daerah pasti terdaftar disini. Dalam 
tugas sehari-hari, Kepala BAKN, A.E. Manihuruk didampingi oleh 5 orang 
Staf Ahli, yang masing-masing : Agoes Tjahya Madjan Bc AK, Drs 
Soedarno, Bc AK, Soejono, R Soeprapto dan Drs C Manurung. Untuk 
jabatan Sekretaris Jenderal dipangku oleh Dra Suhardjilah. Agar tercip- 
ta mekanisme kerja yang lancar dalam melayani administrsi kepegawai- 
an, seluruh pegawai BAKN sangat teliti dalam menjalankan tugasnya. 


As non-departmental institution, the State 
Personnel Administrative Body functions 
as a body which is responsible for the ad- 
ministration of civil servants in Indonesian, 
both in the central as well as regional 
levels. Head of the State Personnel Admi- 
nistrative Body in the performance of his 
tasks, is assisted by five experts, those are 
Mr Agus Chahyo Madjan Bc AK, Drs Su- 
darno Bc. AK, Soedjono, R Soeprapto and 
Drs C Manurung. Acting as Secretary Ge- 
neral Dra Suhardjilah. 


ogizea by GOOGIE 


— 


Pengembangan dan peningkatan volume kegiatan BAKN sejalan 
dengan lajunya pelaksanaan pembangunan nasional di segala bi- 
dang. Semakin meningkatnya laju pembangunan nasional, maka se- 
makin banyak pula jumlah tenaga/pegawai negeri yang dibutuhkan 
oleh berbagai Instansi Pemerintah. Disinilah peranan BAKN, tidak 
hanya mencatat dan mengkaitkannya dengan jumlah anggaran 


belanja negara yang dibutuhkan untuk gaji dan keperluan dinas pe- 
gawai negeri saja, tetapi juga meneliti apakah penempatan pegawai 
pada jabatan tertentu cocok dengan ketrampilan dan kemam- 
puannya. 


On the other side, the national development activities reguire skilled workers 
т all fields. Recruitment of professional employees in support of development 
activities is part of the function of the State Personnel Administrative Body, 
especially as regard to administrative aspects. 


Sebagai pusat penggerak kepegawaian ke seluruh pelosok tanah 
air, tertib administrasi di bidang kepegawaian negara dilaksana- 
kan BAKN secara cermat dan teliti. Pengangkatan pegawai, 
pemindahan, ditempatkan untuk sementara dan pegawai yang 
dinas di luar pun harus diketahui dan dicatat oleh BAKN, karena 
hal itu secara langsung akan menyangkut masalah pengeluar- 
an SK dan penentuan anggaran yang dibutuhkan untuk gaji serta 
biaya perjalanan tugas pegawai negeri di seluruh Indonesia. 


The accuracy in the recruitment of employees, including tour of duty and tour of area 
system. within and without the country is a prerequisite in personnel administration. 
This is the challenge faced by the State Personnel Administrative Body nowadays. 


Yang tercatat di BAKN bukan hanya pegawai negeri yang masih 
aktif saja, tetapi pegawai yang telah pensiun, yang meninggal dunia 
serta isteri/suami dan anak yang menjadi tanggung jawabnya tetap 


tercatat dalam administrasi BAKN. Bahkan pada saat-saat terten- 
tu, BAKN pun mengadakan pertemuan dengan para pensiunan pe- 
gawai negeri dan janda atau anak-anak pegawai negeri yang telah 
meninggal. Seperti nampak dalam gambar, kepala BAKN, A.E. Mani- 
huruk sedang berada di tengah para pensiunan, janda dan keluar- 
ga pegawai negeri yang telah meninggal dunia. 


Those who have registered at the State Personnel Administrative Body not 
only active civil servants but also the pensioners including the members 
Of their families. At certain occasions a number of meetings between the 
pensioners and widow pensioners and their children were held by the State 
Personnel Administrative Body. 


Lembaga Administrasi Negara 


PENDAHULUAN 

KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS 
KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL- 
HASIL YANG DICAPAI 


INTRODUCTION 
THE POLICY OF TASK IMPLEMENTATION 
ACTIVITIES AND RESULTS ACHIEVED 


L.A.N. 2 


I. PENDAHULUAN 


Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek 
kehidupan bangsa yang sedang dilaksanakan oleh bangsa 
Indonesia dewasa ini baru akan berhasil dengan baik apabila 
didukung oleh suatu sistem administrasi pemerintah yang 
berdayaguna dan  berhasilguna. Oleh karena itu upaya 
penyempurnaan administrasi pemerintah merupakan salah satu 
usaha yang perlu dilaksanakan secara terus menerus dan 
karenanya merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional. 


Usaha Penyempurnaan Administrasi dan Aparatur 
Pemerintah secara lebih intensip sebenarnya telah dimulai 
tahun 1966, sejak lahirnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru 
menyadari dan meyakini sepenuhnya akan kedudukan, fungsi 
dan peranan administrasi dan aparatur yang sangat 
menentukan dalam usaha mewujudkan cita-cita dan tujuan 
nasional. Oleh karenanya penertiban dan penyempurnaan itu 
diarahkan agar aparatur negara mampu menyelenggarakan 
tugas-tugas pembangunan. Berdasarkan keyakinan dan- 
kesadaran serta kebijaksanaan pokok tadi, maka usaha-usaha 
penertiban dan penyempurnaan administrasi dan aparatur 
pemerintah terus menerus dimantapkan. Pelaksanaannya di- 
lakukan secara bertahap, terpadu, berdasarkan sekala prioritas 
pembangunan nasional. Setiap tahap merupakan kelanjutan 
dan peningkatan dari tahap sebelumnya. 


Disamping itu titik berat penertiban dan penyempurnaan 
administrasi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan 
semangat pengabdian dan kesetiaannya sebagai unsur 
Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. 
Implementasinya harus dapat diciptakan aparatur negara yang 
bersih dan berwibawa. Dalam pada itu administrasi pemerintah 
disempurnakan dan dikembangkan secara tertib dan sejauh 
mungkin dituangkan dalam berbagai bentuk perundang- 
undangan, sehingga diperoleh landasan hukum yang pasti dan 
jelas baik bagi aparatur pelaksanaan maupun masyarakat yang 
berkepentingan. Penyempurnaan administrasi pemerintah 
meliputi bidang-bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan 
kepegawaian setara menyeluruh baik di Pusat maupun di 
Daerah dan mencakup seluruh tingkat hirarkhi organisasi. 


Organisasi sebagai suatu sarana perlu disesuaikan dengan 
perkembangan tuntutan pelaksanaan tugas dalam pencapaian 


tujuan. Oleh karenanya penyempurnaan di bidang kelembagaan 
senantiasa mendapat perhatian dan didasarkan atas berbagai 
asas tertentu untuk dapat menciptakan suatu organisasi 
aparatur pemerintah yang benar-benar sehat. Setiap 
perubahan, ada kaitannya dengan berbagai masalah lainnya 
seperti implikasinya terhadap bidang kepegawaian, keuangan 
dan sarana kerja. Karena, sarana dan prasarana kerja sangat 
penting untuk terlaksananya tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna. Untuk itu penertiban dan penyempurnaannya 
selalu diusahakan, sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksana- 
an tugas agar sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara 
optimal. 


Di bidang ketatalaksanaan misalnya, maka usaha 
penyempurnaan organisasi departemen-departemen di- 
sesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing 
Departemen agar dapat diselaraskan dengan tuntutan 
administrasi pembangunan yang semakin meningkat, sebagai 
akibat dari bertambah luasnya jangkauan dan ruang lingkup dari 
tahun ke tahun. Dengan demikian akan terpenuhi asas 
fleksibilitas dalam pengorganisasian departemen tanpa 
mengorbankan asas kesinambungan dalam pelaksanaan tugas- 
tugasnya. Penyempurnaan di bidang kelembagaan tersebut 
dilakukan juga’ terhadap lembaga-lembaga Pemerintah non 
Departemen dengan menggunakan asas pengorganisasian 
sebagaimana yang digunakan dalam penyempurnaan 
organisasi departemen. 


Demikian juga hubungan kerja antar instansi terus menerus 
dikembangkan misalnya dalam administrasi perencanaan 
pembangunan, pembiayaan penanaman modal, serta 
administrasi dalam bidang-bidang lainnya yang diprioritaskan. 
Dalam kerangka ini semua Lembaga Administrasi Negara telah 
melakukan berbagai penelitian sebagai masukan untuk 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dalam 
berbagai bidang yang melibatkan hubungan kerjasama antar 
instansi, misalnya : administrasi pelaksanaan proyek-proyek 
Inpres, penyusunan pembukuan alat-alat kantor, pembukuan 
peralatan kearsipan, pusat informasi administrasi pemerintah, 
perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan di bidang 
industri serta peningkatan peranan Pegawai Negeri Wanita 
dalam pembangunan. Langkah-langkah kegiatan ini adalah 


sesuai dengan fungsi pokok LAN yaitu: membantu Presiden 
dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan 
mengembangkan dayaguna dan hasilguna administrasi Negara 
sehingga tercapai kelancaran jalannya Pemerintah dalam arti 
yang seluas-luasnya. Penyempurnaan organisasi Aparatur 
Pemerintah daerah juga terus ditingkatkan dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pokok- 
'pokok Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas 
nya tersebut baik tugas umum pemerintahan maupun tugas- 
tugas pembangunan, Lembaga Administrasi Negarapun telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian bagi 
penyempurnaan administrasi dan manajemen pemerintah 
daerah yang bersangkutan. 


Adalah logis, bahwa kesempurnaan administrasi dan 
aparatur pemerintah akan ditentukan oleh tingkat kesempurna- 
an aparatur pelaksana. Demikian pula jumlah dan mutunya 
harus selalu sepadan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 
Dalam hubungan ini pendidikan dan latihan pegawai 
mempunyai peranan yang sangatpenting, karenausaha-usaha 
di bidang tersebut merupakan bagian integral dari kebijaksana- 
an di bidang kepegawaian juga merupakan bagian integral dari 
kebijaksanaan penyempurnaan administrasi dan aparatur 
pemerintah secara keseluruhan. Dalam hal pendidikan bagi 
pegawai negeri, maka LAN pun bertugas merencanakan dan 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan 
pegawai negeri termasuk memberi petunjuk serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraannya di lingkungan 
Departemen atau Badan-badan Pemerintah lainnya. Disamping 
itu juga mengembangkan dan memajukan Ilmu Administrasi 
Negara di Indonesia termasuk pengeluaran buku-buku pedoman 
yang bersifat teknis administratif di bidang tata administrasi 
pemerintahan. 


Kegiatan lainnya adalah memberikan pertimbangan- 
pertimbangan di bidang administrasi negara kepada instansi- 
instansi pemerintah dan instansi lainnya yang memerlukannya, 
juga menyelenggarakan hubungan kerjasama di bidang yang 
sama. 


Demikian gambaran umum usaha-usaha yang telah di- 
lakukan LAN dalam upayanya mengembangkan tata 
Administrasi Pemerintah selama periode Pelita | hingga Pelita III. 


L.A.N. 3 


KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN 
TUGAS 


Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah instansi yang 
berfungsi sebagai "think tank” bagi Presiden dan membantu 
Presiden dalam usaha menertibkan dan menyempurnakan 
berbagai aspek administrasi negara di tingkat Pusat maupun 
tingkat Daerah, termasuk aparat Perekonomian Negara dan 
Administrasi Pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang di- 
laksanakan oleh LAN punya jangkauan nasional dalam arti 
mempunyai akibat positif terhadap Aparatur Negara secara 
keseluruhan dan tidak hanya bermanfaat bagi suatu instansi 
atau untuk suatu Pemerintah Daerah saja. 


Sebagai suatu Badan Pusat yang berperan sebagai staf 
Presiden, LAN tidak mempunyai wewenang pengaturan 


(pouvoir executi ve) yang mengikat masyarakat banyak, tetapi 
terbatas pada pemberian pelayanan terhadap berbagai aparatur 
pemerintah dalam aspek tertentu dari Administrasi Negara. 


Dalam pelaksanaan tugasnya Lembaga Administrasi 
Negara mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral dan innovatif yang sekaligus berarti, bahwa dalam 
menjalankan fungsinya selalu mempergunakan pendekatan 
multi fungsional dan interedisipliner. Demikian juga kebijaksana- 
an dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang 
Pendidikan dan Latihan. 


Kebijaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan 


Kebijaksanaan dalam bidang ini meliputi berbagai kegiatan, 
yaitu kegiatan yang bersifat "action research" , pembinaan 
kegiatan dan unit Organisasi & Manajemen (O & M) pada Apara- 
tur Pemerintah, kegiatan perkonsultasian, peningkatan perpus-- 
takaan, dokumentasi serta usaha-usaha standarisasi dan norma- 
lisasi alat-alat kantor dan barang-barang cetakan Pemerintah. 


Kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat 
"action research” berbeda dengan apa yang lazim dilakukan 
oleh Perguruan-perguruan Tinggi. Yang menjadi tugas Lembaga 
Administrasi Negara diserahkan pada perumusan kebijaksana- 
an Pemerintah terutama yang mempunyai ruang lingkup 
nasional dan kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain usaha-usaha 
penelitian yang dijalankan mempunyai bobot nasional dan ber- 
sifat jangka panjang. 


Kegiatan bidang O & M diarahkan pada pengembangan ke- 
mampuan petugas O & M di lingkungan instansi Pemerintah 
untuk melakukan analisa manajemen dan hal-hal yang bersi- 
fat O & M dalam arti yang tradisional. Sedangkan kegiatan 
perkonstruksian ditujukan pada usaha peningkatan kemampu- 
an " in-house consultacy” bagai aparatur sebagai keseluruhan 
antara lain menyangkut usaha penyempurnaan di bidang peru- 
musan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan 
pekerjaan staf paripurna (completed staff work), pengembang- 


an manajemen dan sebagainya. 


Dalam kegiatan perpustakaan LAN sebagai pusat 
pengembangan Ilmu Administrasi di Indonesia perlu memiliki 
berbagai bahan tentang administrasi negara baik yang terbit 
di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Administrasi 
Negara yang terbit di luar negeri diperlukan guna mengetahui 
perkembangan Ilmu Administrasi Negara dengan segala aspek- 
nya. Di samping itu, juga untuk mengetahui prinsip-prinsip 
administrasi yang dikembangkan para ahli di negara lain 
kemudian diterapkan di Indonesia sesuai dengan situasi dan 
kondisi Indonesia sebagai negara berkembang setelah melalui 
tahap-tahap pengkajian secara mendalam. 


Dalam kaitan dengan kegiatan perpustakaan, maka 
kegiatan dokumentasi telah ditingkatkan dengan maksud untuk 
memungkinkan pemilikan sega!» jenis publikasi yang bersifat 
ilmiah, produk hukum untuk dipanai dalam menunjang kegiatan 
penelitian maupun kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan. 


Usaha-usaha standar.sasi dan normalisasi alat-alat kantor 
dan barang-barang cetakan Pemerintah merupakan tanggung 
jawab Lembaga Administrasi Negara, namun belum mencapai 
tahap penentuan standar alat kantor termasuk komputer dan 
barang cetakan pemerintah. 


Kebijaksanaan Bidang Pendidikan dan Latihan 


Kegiatan-kegiatan bidang ini menyangkut masalah 
pengembangan kemampuan Pegawai Negeri terutama Pegawai 
negeri Sipil, melalui kegiatan yang diselenggarakan sendiri 
ataupun yang diselenggarakan oleh berbagai Departemen dan 
Instansi pemerintah. 


Mengingat pentingnya peranan pendidikan dan latihan bagi 
pegawai negeri sipil, maka ditingkatkan pula peranan Lembaga 
Administrasi Negara selaku instansi Pembina Fungsional 
pendidikan dan latihan tadi. Hal ini penting, mengingat peranan. 
pemerintah dalam proses pembangunan Nasional dan 
menuntut pula kemampuan seluruh aparatur pemerintah secara 
terus menerus. Oleh karenanya kegiatan bidang pendidikan dan 
latihan oleh Lembaga Administrasi Negara lebih ditujukan ke 
arah pengaturan yang menyangkut berbagai hal yakni : 


1. Merencanakan berbagai jenis pendidikan dan latihan yang 
dibutuhkan oleh aparatur pemerintah termasuk perencana- 
an anggarannya. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan 
koordinasi berbagai jenis pendidikan dan latihan bagi 
pegawai negeri yang bersifat "pra jabatan” maupun " dalam 
jabatan”. 
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2. Peningkatan isi dan kualitas pengajaran sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan. Ini menyangkut berbagai 
kegiatan seperti pengembangan kurikulum, tenaga 
pengajar, penentuan kebutuhan peralatan dan lain sebagai- 
nya. 

3. Mewujudkan pendidikan dan latihan penjejangan bagi para 
pejabat struktural yaitu : SEPADA, SEPALA, SEPADYA dan 
SESPA. 


Walaupun adanya koordinasi dalam bidang pendidikan dan 
latihan, LAN membatasi diri pada kegiatan penyelenggaraan 
diklat yang pelaksanaannya terpusat seperti : SESPA, Training 
for trainers, Training for Officer Course dan STIA serta kegiatan 
lain yang bersifat innovatif. Dalam melaksanakan diklat di 
lingkungan masing-masing Departemen atau Lembaga Non 
Departemen disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang 
dirumuskan dalam berbagai buku yang digunakan sebagai 
patokan. 


Disamping itu dalam usaha mengembangkan Ilmu 
Administrasi di Indonesia, LAN memberikan kesempatan 
kepada para pegawai negeri sipil untuk memperoleh pendidikan 
kesarjanaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. 


Selain kebijaksanaan dalam bidang Penelitian & 
Pengembangan dan Pendidikan & Latihan, juga ditempuh 
kebijaksanaan mengenai tugas-tugas Kesekretariatan di LAN 
yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana. 
Prinsip "the right man at the right place” juga diterapkan di 
Lembaga Administrasi Negara. 


Kebijaksanaan lain adalah juga dalam kerjasama, yakni 
kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan 
Pemerintah Daerah, kerjasama dengan Pemerintah Asing, serta 
organisasi-organisasi/perkumpulan-perkumpulan ilmiah di 
Indonesia. 


1. Usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan 
Administrasi Pemerintah secara intensif pada Pelita | 


Penyempurnaan administrasi dan aparatur Pemerintah 
merupakan usaha terus-menerus yang diperlukan untuk 
menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, 
baik tugas-tugas umum maupun untuk menggerakkan dan 
memperlancar usaha pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan 
sebagai langkah penanggulangan kesimpang siuran dan ketidak 
tertiban administrasi Pemerintah yang dialami pada 
tahun 1966. 


Usaha-usaha ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai 
sejak tahun 1967 dan ditujukan agar keseluruhan administrasi 
dan aparatur tadi benar-benar merupakan alat yang berwibawa, 
kuat, efektif, efisien dan bersih penuh kesetiaan dan ketaatan 
kepada Negara dan Pemerintah. Kemudian diisi oleh tenaga- 
tenaga ahli serta mampu menjalankan tugas di bidangnya 
masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada 
kepentingan Negara dan Rakyat. Usaha itu juga merupakan 
perwujudan dari salah satu Pancakrida Kabinet Pembangunan ! 
yang berbunyi “melanjutkan penyempurnaan dan 
pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat 
Pusat sampai Daerah”. | 

Adapun usaha penyempurnaan pada masa Pelita | meliputi 
antara lain : (a) mengembalikan kedudukan dan'fungsi lembaga- 
lembaga negara sesuai dengan semangat dan'ketentuan UUD 
1945 dan peningkatan pelaksanaan fungsi serta hubungan 
kerja lembaga-lembaga negara, (b) meningkatkan dayaguna 
seluruh aparatur Pemerintah dalam pelayanan sebesar-besar- 
nya kepada masyarakat, (c) meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas administrasi dan aparatur Pemerintah di tingkat 
Pusat dan Daerah, (d) de-etatisme dan de-birokratisasi, (e) 
orientasi kepada tugas pokok, fungsionalisasi dan de- 
personalisasi, (f) meningkatkan koordinasi, integrasi dan- 
sinkronisasi tugas-tugas serta fungsi-fungsi pemerintahan di 
bidang pembangunan, (9) membina sistem karier bagi 
kepegawaian negara yang dihubungkan dengan sistem jasa 
(merit system) juga membersihkan aparatur negara dari unsur- 
unsur Gestapu/PKI. 


Tujuan lainnya ialah mengusahakan agar administrasi 
Pemerintah juga dapat menjadi sarana bagi penyelenggaraan 
pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara 
meningkatkan kemampuannya dalam merumuskan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan penyusunan program-program 
pembangunan dan pengendalian pelaksanaannya. 


2. Langkah-langkah dan hasil penyempurnaan Administrasi 
Negara. 


a. Lembaga-lembaga Tinggi Negara 


Berbagai langkah dan usaha telah dilakukan untuk 
menempatkan kembali kedudukan Lembaga-lembaga tadi yaitu 
MPR (S), DPR (GR), Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan 
Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan UUD 1945. 


Usaha-usaha yang telah dilaksanakan selama Pelita | adalah 
sebagai berikut : 


(1) Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum 
tahun 1971. 

(2) Penambahan dan penyempurnaan susunan Hakim 
Mahkamah Agung, sehingga kekuasaan kehakiman dapat 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 serta 
penyelesaiannya. 

(3) Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung pada 
tahun 1967 dan pengangkatan anggota-anggotanya. 

(4) Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan 
PERPU yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang- 
undang No. 6 tahun 1969. 

(5) Pembaharuan Undang-undang tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (BEPEKA) sehingga dapat melaksanakan fungsi- 
nya sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh UUD 1945. 

(6) Penegasan tentang kedudukan MPR sebagai Lembaga 
Negara Tertinggi Negara dan Presiden, DPR, BEPEKA serta 
Mahkamah Agung (MA) selaku Lembaga Tinggi Negara 
serta penegasan hubungan kerja Lembaga Tertinggi Negara 
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. 


Di samping itu juga dalam penyelenggaraan tugas-tugas 
legislatif bidang penyiapan produk-produk peraturan per- 
undangan telah ditingkatkan koordinasi pada. Departemen- 
departemen dan lembaga-lembaga non departemen, sehingga 
prosedur persiapan sesuatu rancangan produk-produk legislatif 
dapat terselenggara dengan lebih tertib. Dengan demikian 
dapat memperlancar proses pengambilan keputusan ke- 
bijaksanaan dan pengaturan. 


b. Aparatur Penyempurnaan Administrasi Negara 


Menjelang akhir tahun 1966 dibentuk suatu Panitia 
Pembantu Presiden di bawah pimpinan dan tanggungjawab 
Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera yang bertugas untuk 
menanggapi masalah penertiban administrasi Pemerintah. 
Kemudian ditinjau dan disesuaikan kembali susunan ke- 
anggotaannya, sehingga tahun 1967 dibentuk Team Pembantu 
Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi 
Pemerintah (Team PAAP). 


Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan krida 
ke-5 Kabinet Pembangunan I, maka dalam tahun 1969 telah 
diangkat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan 
Aparatur Negara (MENPAN) dengan tugas mengkoordinir 
usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur 
Pemerintah. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan II istilah/ 
sebutannya diganti menjadi Menteri Negara Penertiban dan 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 


Demi terjaminnya pengarahan yang mantap serta 
koordinasi dan sinkronisasi usaha penyempurnaan administrasi 
dan aparatur Pemerintah, maka setiap Departemen dan 
Lembaga yang akan melakukan penyempurnaan aparatur dan 
administrasi di lingkungannya masing-masing diwajibkan 
berkonsultasi lebih dahulu dengan MENPAN. 


c. Administrasi dan aparatur Pemerintah tingkat Pusat dan 
Daerah. 


Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan 
aparatur pemerintah di tingkat Pusat, hubungan Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah serta aparatur Pemerintah 
Daerah. Di tingkat Pusat telah dilakukan berbagai langkah untuk 
meningkatkan dayaguna dengan penyempurnaan serta 
penertiban dalam struktur organisasi, kepegawaian, hubungan 
kerja (ketatalaksanaan), administrasi keuangan dan material 
serta administrasi perencanaan dan pelaksanaan pem- 
bangunan. 
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Dalam pembagian tugas serta perumusan tugas pokok dan 
fungsi Departemen dianut prinsip pembagian tugas-tugas 
Pukok Pemerintah ke dalam tugas-tugas pokok Departemen- 
departemen dan Lembaga-lembaga non Departemen. Jadi 
tugas pokok suatu Departemen merupakan pelaksanaan dari 
sebagian tugas pokok Pemerintah dan diperinci menjadi fungsi- 
fungsi Departemen yang terhagi dalam tugas-tugas pokok 
Ditjen dan Badan-badan lain yang merupakan unsur pelaksana 
dalam Departemen. 


Sejak tahun 1972 telah dilakukan penelitian mendalam 
mengenai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi semua 
Departemen dan hasilnya menunjukkan bahwa pola organisasi 
Departemen perlu disempurnakan. Dalam tahun berikutnya di- 
persiapkan rencana peraturan yang baru tentang pokok-pokok 
organisasi Departemen dengan segala perubahannya. Di 
samping itu dilakukan juga penelitian terhadap organisasi 
beberapa Lembaga non Departemen seperti LAN, LIPI, BPS, 
LAPAN, BATAN, BAKOSURTANAL, BKKBN dan lain-lain. 


Tahun 1972 diadakan peninjauan kembali serta penegasan 
tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang 
diubah namanya menjadi Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara (BAKN). BAKN berfungsi menyempurnakan, membina 
dan mengembangkan Administrasi Negara di bidang 
kepegawaian. Sementara itu tahun berikutnya dimulai 
penelitian untuk merumuskan pengaturan kegiatan 
Departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lain 
mengenai perizinan usaha di bidang jasa-jasa (services). 


d. Penyempurnaan di bidang kepegawaian. 


Tujuan penyempurnaan ini di arahkan agar satuan-satuan 
organisasi Lembaga-lembaga Pemerintah mempunyai jumlah 
dan kualitas pegawai yang rasionil sesuai dengan jenis dan 
volume pekerjaan yang dipunyainya serta jaminan adanya 
pegawai dalam jumlah dan kualitas yang dipertukan terutama 
dalam pelaksanaan pembangunan. 


Langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah antara 
lain : (a) Perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil, (b) 
Perbaikan pengurusan dan penghasilan pensiun para pensiun, 
(c) Penyempurnaan dibidang formasi dan struktur pegawai, (d) 
Penyelesaian kepangkatan, (e) Perbaikan Tata Usaha 
kepegawaian, (f) Penyempurnaan peraturan perundang- 
undangan tentang kepegawaian, (g) Pendidikan dan latihan 
untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan (h) berbagai 
penelitian di bidang kepegawaian. 


e. Penyempurnaan tata hubungan kerja antar lembaga. 


Berbagai usaha dilakukan untuk penyempurnaan tata 
hubungan kerja di antara lembaga-lembaga negara dan badan- 
badan Pemerintah, sehingga tugas pemerintahan dapat 
terselenggara secara lebih baik. 


Penyempurnaan ini dimaksudkan juga untuk melancarkan 
proses perencanaan operasional pembangunan. Hal yang 
penting lainnya di bidang ini ialah penyusunan keserasian tata 
hubungan kerja antara lembaga/badan pemerintahan guna 
menunjang pelaksanaan suatu program usaha yang merupakan 
prioritas dalam pembangunan. 


Sementara itu terdapat berbagai masalah penyempurnaan 
tata hubungan kerja yang menyangkut hubungan koordinasi 
Institusional dan keserasian prosedur-prosedur di bidang 
pelaksanaan anggaran pembangunan,penanaman modal,kredit 
investasi, bantuan luar negeri dan lam lain. 
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f. Penyempurnaan tatakerja, pengawasan dan penertiban 
administrasi. 


Untuk penyempurnaan ini berbagai usaha telah dilakukan 
seperti administrasi pengerahan penerimaan negara, 
administrasi keuangan, inventarisasi kekayaan negara, 
pengadaan, pengawasan dan lain sebagainya sehingga tugas- 
tugas Pemerintah dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. 


Penerimaan negara bagi Anggaran Negara merupakan hal 
yang penting bagi pembangunan. Peningkatan penerimaan 
negara diusahakan dengan suatu kebijaksanaan untuk mem- 
perluas wajib pajak tanpa melepaskan asas keadilan dan 
kewajaran serta tetap berorientasi untuk tidak mengurangi 
hasrat serta kegairahan berusaha, yang sangat diperlukan bagi 
kelangsungan pembangunan. Misalnya dengan tata cara 
pemungutan pajak melalui MPS dan MPO, maka usaha 
ekstensifikasi wajib pajak telah memberikan hasil baik. Kecuali 
itu juga disempurnakan organisasi dan administrasi perpajakan. 


Dalam bidang pengawasan dan penertiban administrasi, 
diambil langkah-langkah untuk menyempurnakan cara-cara 
pengawasan secara lebih efektif, yaitu dengan ditempatkannya 
kembali BEPEKA sesuai dengan yang ditugaskan oleh 
UUD 1945 juga peningkatan fungsi Ditjen Pengawasan 
Keuangan Negara dari Departemen Keuangan. 


Penyempurnaan usaha bidang tatakerja dan tata laksana 
juga menyangkut perbaikan-perbaikun dalam administrasi 
peralatan. Sedangkan pelaksanaan inventarisasi milik negara 
dilakukan dan disempurnakan tahun demi tahun. 


Mengingat bahwa arsip merupakan pusat ingatan dan 
sumber informasi bagi sesuatu organisasi, maka bidang 
kearsipan mendapatkan perhatian dalam perbaikan dan 
penyempurnaannya. Dalam hubungan ini ditetapkan ketentuan 
ketentuan pokok kearsipan dan struktur organisasi Arsip Na- 
sional untuk meningkatkan danipendayagunaan arsip sebagai 
sumber data dan informasi dalam administrasi negara. 


g. Perusahaan-parusahaan Negara. 


Tujuan penyempurnaan ini adalah agar Perusahaan- 
perusahaan Negara tidak lagi menjadi beban Pemerintah. 
Pemerintah memberikan dasar hukum yang sesuai dengan sifat 
usaha serta dengan pemberian otonomi operasional yang lebih 
besar dalam batas-batas peraturan perundangan yang berlaku, 
efisiensi kerja dapat ditingkatkan. Penyempurnaan itu ditujukan 
untuk pengelolaan yang lebih baik dari pada kekayaan negara 
yang dipisahkan sebagai modal perusahaan tadi. Semua 
perusahaan negara diarahkan dalam kedudukan dan bentuknya 
kepada salah satu badan usaha negara yaitu Perusahaan 
Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan 
Perusahaan Perseroan (PERSERO). 


Untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan negara 
merupakan perusahaan yang sehat dalam organisasi, per- 
modalan dan manajemen serta kepengusahaannya maka 
sebelum diadakan pengalihan bentuknya ke dalam bentuk yang 
baru diadakan penelitian-penelitian terlebih dahulu antara lain 
tentang kemungkinan penggabungan beberapa perusahaan 
negara atau membubarkan perusahaan-perusahaan negara 
yang tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Dalam usaha 
penertiban perusahaan-perusahaan negara itu dipakai sebagai 
dasar ialah prinsip de-etatisme dan demokrasi ekonomi. Dengan 
demikian berarti bahwa bidang-bidang usaha tadi akan dibatasi 
sampai bidang-bidang yang memang menjadi tugas Pemerintah 
serta bidang-bidang vital dan strategis yang menguasai hajat 
hidup orang banyak. Bidang-bidang lain di luar itu secara ber- 
tahap menjadi kegiatan usaha masyarakat sendiri. 


KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 
DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI 


A. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Lembaga 
Administrasi Negara berfungsi sebagai " pusat” penelitian dan 
pengembangan di bidang Administrasi Negara dan bersifat 
systems building yang berlandaskan sistem Administrasi 
Negara. 


Pada tahun 1976/1977 diselesaikan pelembagaan dari 
unit-unit pelaksana teknis dari Departemen-departemen. Juga 
penelitian administrasi terhadap lembaga-lembaga Pemerintah 
non Departemen yang meliputi aspek-aspek status, kedudukan, 
tugas pokok, fungsi dan organisasi masing-masing lembaga 
itu. Seperti diketahui tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan 
adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan 
pengembangan dalam bidang administrasi negara serta 
mengatur-membimbing-mengkoordinir dan mengawasi 
kegiatan tadi baik yang dilaksanakan oleh lembaga ataupun 
instansi lainnya. Di samping itu juga merencanakan, 
menyelenggarakan dan mengkoordinir usaha-usaha 
modernisasi administrasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 


Pada periode yang sama diselesaikan pula pelembagaan 
dari unit-unit pelaksana teknis dari Departemen-departemen. 
Penelitian administrasi terhadap lembaga-lembaga Pemerintah 
non Departemen yang meliputi aspek-aspek status, kedudukan, 
tugas pokok, fungsi dari organisasi masing-masing lembaga 
tadi. Pada tahun 1977/1978 kegiatan di bidang ini dipusatkan 
pada penyempurnaan bidang ketatalaksanaan, terutama yang 
menyangkut prosedur dan tata kerja baik antar Departemen 
maupun di dalam Departemen sendiri. 


Salah satu kegiatan penting dalam penyempurnaan bidang 
ketatalaksanaan adalah penelitian mengenai hubungan kerja 
antar instansi yang ditujukan pada hubungan kerja yang ber- 
sifat lintas sektoral maupun lintas regional. 


Kegiatan penelitian lainnya adalah penelitian terhadap 
perwakilan-perwakilan Ri di luar negeri dengan maksud 
menjadikan Kedutaan Besar RI di luar negeri merupakan satu- 
satunya perwakilan negara dan Pemerintah RI di negara yang 
bersangkutan. Penelitian lainnya adalah Administrasi Pemerin- 
tah Desa sebagai satuan administrasi pemerintahan yang teren- 
dah, dimaksudkan sebagai usaha mencari pemecahan masalah 
yang dihadapinya. 


Dalam hubungannya dengan departemen maka diadakan 
penelitian dan pengembangan sistem perencanaan, 
penyusunan program dan anggaran (SIPPA) yang untuk tahun- 
tahun selanjutnya dilaksanakan tidak hanya terbatas pada 
Departemen melainkan dalam scope nasional. 


Lembaga Administrasi Negara juga bertanggungjawab 
untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang Ilmu 
Administrasi di Indonesia, baik dikalangan Pemerintahan 
maupun di masyarakat luas. Untuk itu telah diterbitkan majalah 
triwulan yang berisi artikel-artikel tentang kebijaksanaan 
pemerintah dan pengetahuan tentang administrasi. Dalam 
hubungan ini pengembangan perpustakaan ilmu administrasi 
di LAN merupakan yang diprioritaskan dan pada Repelita II telah 
tersedia jumlah buku sebanyak 1.400 volume yang meliputi 
berbagai bidang administrasi dan bidang-bidang lain yang ada 
kaitannya dengan administrasi. 


Di samping itu juga diadakan peningkatan fasilitas 
perpustakaan lainnya seperti fasilitas ruang baca, fasilitas 
penyimpanan buku, fasilitas reproduksi dan sebagainya. Dalam 


usaha peningkatan produktivitas pegawai negeri, ditetapkan 
suatu sistem nilai prestasi kerja yang didasarkan atas kriteria- 
kriteria yang obyektif. Untuk itu LAN mengadakan penelitian 
di berbagai instansi tingkat pusat dan daerah dalam rangka 
pengumpulan data kemudian diolah dan digunakan sebagai 
bahan dalam mencari sistem penilaian prestasi kerja tadi. 


Yang paling menonjol dari beberapa masalah dalam 
pelaksanaan tugas dan rencana kerja di bidang penelitian dan 
pengembangan selama Pelita II adalah beban kerja yang terasa 
semakin besar dan belum terimbangi dengan teraga yang 
memadai secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk 
mengatasinya telah ditempuh suatu jalan penambahan beban 
kerja bagi tenaga yang sudah ada maupun dengan memper- 
kerjakan tenaga ahli di luar LAN yang karena tugas dan 
keahliannya bersedia membantu dalam bidang penelitian dan 
pengembangan ini. 

Menginjak pada Pelita III berbagai kegiatan dalam 
penelitian dan pengembangan kian ditingkatkan. Antara lain 
penelitian dan pengembangan ketatalaksanaan, penelitian di 
bidang administrasi/manajemen, pengembangan kegiatan 
organisasi dan manajemen dan konsultasi serta peningkatan 
fungsi perpustakaan dan dokumentasi administrasi. 


Dalam tahun 1980/1981 penelitian terhadap berbagai 
aspek ketatalaksanaan yang dilakukan oleh LAN adalah 
penelitian sistem manajemen nasional yang dimaksudkan untuk 
dapat menyusun suatu konsepsi yang merupakan suatu 
patokan tentang sistem administrasi negara yang berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian lainnya 
adalah tentang koordinasi di tingkat daerah antara instansi 
vertikal dengan Pemerintah daerah dan bertujuan untuk 
mempelajari dan menyusun pola hubungan fungsional yang 
terjadi di tingkat daerah antara instansi-instansi vertikal di 
daerah tersebut dengan perangkat Pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Di samping itu diadakan juga penelitian dalam 
pembakuan sarana kerja administrasi dan tata persuratan yang 
tujuannya untuk mengumpulkan dan mengolah data dan 
informasi yang diperlukan bagi penyusunan pembakuan sarana 
kerja dalam bidang surat menyurat bagi instansi Pemerintah. 
Juga penelitian sistem pengawasan pembangunan sektoral dan 
regional dengan ditujukan untuk memecahkan permasalahan 
yang timbul dalam sistem pengawasan terhadap pembangunan 
sektoral dan regional. 


Dalam hubungannya dengan penelitiandan pengembangan 
ini maka pada tahun 1983 diselenggarakan Temu Karya 
Administrasi Pembangunan Pedesaan dengan Aspek Khusus 
Kepemimpinan Pedesaan. Maksudnya adalah sebagai bahan 
penyempurnaan administrasi pembangunan pedesaan khusus- 
nya tentang aspek kepemimpinannya. Juga pada tahun yang 
sama diselenggarakan Temu Karya Administrasi Pembangunan 
Pedesaan ASEAN yang hasilnya dimaksudkan sebagai bahan 
dalam penyempurnaan administrasi pembangunan pedesaan 
pula. Kegiatan Lembaga Administrasi Negara pada Pelita III 
dalam bidang administrasi/manajemen meliputi hal-hal antara 
lain : 

a. penelitian untuk perbaikan manajemen koordinasi proyek- 
proyek transmigrasi untuk mengusahakan perbaikan 
manajemen pelaksanaan program transmigrasi. 
penelitian ‘bagi peningkatan manajemen kepaniteraan P4 
Pusat dengan maksud meneliti dan mempelajari serta 
menyempurnakan organisasi dan tatalaksana Kepaniteraan 
P4 Pusat dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasil- 
guna pelaksanaan tugasnya. 
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TABEL 1 | 
REKAPITULASI DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL 


TAHUN 
INTANSI/ 
PENYELENGGARA 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 JUMLAH 
ANG ALUM ANG ALUM ANG ALUM ANG ALUM ANG ALUM 
KATAN NI KATAN NI KATAN NI KATAN Ni KATAN NI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 DEP. DALAM NEGERI 14 421 - — - - 1 39 15 460 
2 DEP.KEUANGAN 5 160 4 157 4 150 11 357 24 824 
3 ОЕР. PENERANGAN 25 1412 26 1419 19 1720 33 913 103 5464 
4 DEP.KEUANGAN 4 140 5 180 10 405 29 1160 48 1885 
5 DEP. PERDAKOP 2 64 3 82 4 170 2 58 11 374 
6 DEP. PERINDUSTRIAN - - - — 1 30 - - 1 30 
7 DEP. PERHUBUNGAN 12 457 18 684 10 441 37 1777 77 3359 
8 DEP. KESEHATAN 3 120 4 120 2 40 1 31 10 311 
9 DEP. AGAMA 17 725 5 156 5 130 - - 27 1011 
10 DEP. NAKERTRANS 1 27 19 545 - - 53 1672 73 2244 
11 DEP. PERTANIAN - - — — - — 4 117 4 117 
12 DEP. PERTAMBANGAN - — - - - - 1 4 1 4 
13 DEP. SEKRETARIAT DPA - - 1 27 1 25 - - 2 52 
14 KEJAKSAAN AGUNG 5 235 3 146 - - 2 79 10 460 
15 BAKN 1 74 9 983 - - - - 10 1057 
16 BIRO PUSAT STATISTIK 14 721 16 596 18 885 8 325 56 2527 
17 BEPEKA 5 182 3 124 - - 5 88 13 394 
JUMLAH: 108 4738 116 5219 74 3996 187 6620 485 20573 
TABEL 2 
Pendidikan dan Latihan Tehnis Fungsional 
No.  INSTANSIPENYEL. NAMA DIKLAT pirate EAM 
ANGKATAN PESERTA 
1. Dep. Perdagangan 1. Penyuluh Per 1 30 
dan Koperasi koperasian/KUD 
2. Pembina Usaha 1 30 
Koperasi 
3. Pembina dan Pengawas 1 30 
Koperasi 
4. Penataran Komoditi 1 30 
Perdagangan dan 
Perkoperasian 
2. Dep. Kehakiman Kursus Kader Administrasi 1 20 
Keimigrasian 
3. Dep. Kesehatan 1. Penataran Management 1 35 
Kesehatan Tingkat 
Propinsi 
2. Penataran Management 2 60 
Kesehatan 
Tingkat Kabupaten 
4. Dep. Perindustrian 1. Instruktur Penyuluh 3 81 
Industri 
2. Instruktur 1 27 
Kewiraswastaan 
industri. 
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TABEL 3 
JUMLAH PENYELENGGARAAN DAN ALUMNI SESPA 
AKHIR TAHUN PELITA II - SAMPAI DENGAN TAHUN KE З REPELITA Ill 


يجيو ت س ا ее‏ 


Sampai dengan 
Repelita II 1979/1980 1980/1981 1981/1982 Jumlah 
No Pedan UE Ang Alum Ang Alum Ang Alum Ang Alum Ang Alum 
katan ni katan ni katan ni katan ni katan ni 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Lembaga Administrasi Ne- 17 548 1 28 1 30 1 33 20 639 
gara/ Interdep 
2. Dep. Dalam Negeri 4 130 1 33 1 35 1 34 7 232 
3. Dep. Kehakiman 6 158 1 23 1 24 1 29 9 234 
4. Dep. Perdagangan dan 3 69 1 30 - — 1 15 5 114 
Koperasi 
5. Dep. Pertanian 4 112 1 30 1 28 1 28 7 119 
6. Оер. Agama - = 1 30 1 30 1 27 3 87 
7. Dep. Pekerjaan Umum 8 288 - - — - 1 28 9 316 
8. Dep. Kesehatan 3 78 1 30 1 27 1 33 6 168 
9. Dep. Tenaga Kerja dan 9 274 — - 1 30 1 30 11 334 
Transmigrasi 
10. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan - = 1 30 1 29 2 60 4 119 
11. Dep. Perhubungan 10 299 - - 1 30 1 30 12 359 
— SESPA Reguler BUMN — -— - — 1 30 1 30 2 60 
— SESPA Khusus 1 28 - = — - — — 1 28 
12. Dep. Pertambangan dan – - 1 30 1 30 — = 3 60 
Energi 
13. Dep. Penerangan 4 90 20 — — — - 5 110 
14. Dep. Perindustrian 7 220 1 29 — = - = 8 249 
15. Dep.Sosial 3 68 — — 1 24 — — 4 92 
16. Dep. Luar Negeri 6 160 - - - 5 = = 6 160 
17. Dep. Pertahanandan Keamanan 5 139 — - 1 27 — — 6 166 
Jumlah 90 2.502 11 313 13 374 13 377 127 3.726 
TABEL 4 


JUMLAH ALUMNI SESPA SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 JANUARI 1984 
ке — ——  —— — — A 


JUMLAH 
Nomor INSTANSI PENYELENGGARA ANGKATAN ALUMNI KETERANGAN 
aa PA aa ا ا ا ا و‎ 
1. Lembaga Administrasi Negara 15/9 XXI 667 peserta 
2. Departemen Dalam Negeri 15/9 VIII 262 peserta 
3. Departemen Luar Negeri | s/d XI 151 peserta 
4. Departemen Kehakiman Is/dX 264 peserta 
5. Departemen Perdagangan Is/d V 114 peserta 
6. Departemen Penerangan Is/d VI 140peserta 
7. Departemen Pertanian Is/d VII 199 peserta 
8. Departemen Perindustrian Is/d IX 276 peserta 
9. Departemen Pekerjaan Umum 15/9 XI 379 peserta 
10. Departemen Perhubungan : 
— Reguler “I s/d XIV 
-BUMN Is/d VI 625 peserta 
— Khusus BUMN 15/9 111 
11. Departemen & К | s/d XIV 400 peserta 
12. Departemen Kesehatan I s/d VII 199 peserta 
13. Departemen Agama 15/9 VIII 226 peserta 
14. Departemen Sosial 19/9 V 119 rt 
15. Depart T j enda 
partemen Tenaga Kerja 15/а XI 304 
JE E peserta 
na epartemen Hankam I s/d VII 234 peserta 
n Jumlah : 4.649 peserta 


ل د 
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C. bekerjasama dengan Pemda Tingkat | Sulawesi Utara dalam 
mengadakan penelitian untuk mempelajari dan mengadakan 
Inventarisasi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan 
antar instansi di wilayah Propinsi Tingkat | Sulawesi Utara. 


Juga dengan Pemda Tingkat | 
mengadakan penelitian dalam bidang informasi, proses 
penyambilan keputusan, hubungan kerja, kepegawaian, 
pengelolaan materiil dan masalah pekerjaan staf. 


Kalimantan Tengah 


Dalam kegiatan organisasi dan manajemen serta konsultasi 
yang ada pada setiap instansi Pemerintah dalam usaha 
perbaikan organisasi dan tatalaksana terus ditingkatkan. Juga 
kegiatan pembinaan dilakukan pada unit-unit tingkat pusat 
termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Bank-bank Pemerintah 
maupun Pemerintah Daerah Tingkat | dan II. 


Dalam upaya menambah serta meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan para analis manajemen pada instansi-instansi 
Pemerintah, diadakan penataran/latihan O dan M, baik di 
tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Usaha-usaha di bidang 
perpustakaan dan dokumentasi administrasi terus ditingkatkan 
mengingat semakin pentingnya peranannya sebagai faktor 
penunjang bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan 
pengembangan serta pendidikan dan latihan pegawai negeri. 
Dengan demikian kepustakaan akan berfungsi sebagai sumber 
data dan infomrasi dalam penyempurnaan administrasi Pemerin 
tah dilndonesia. Demikian pula penambahan buku-buku dan 
majalah di perpustakaan selain usaha pembelian juga merupa 
kan sumbangan dari British Council, ASIAF, APDAC, ILO dan 
lain-lain dan dewasa ini di LAN jumlah buku/majalah yang 
ada sebanyak 21.872 buah. 


B. PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Sesuai dengan fungsi dan tugasnya Lembaga Administrasi 
Negara berwenang dan bertanggungjawab mengadakan 
pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan 
latihan bagi pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam bentuk memberikan pedoman-pedoman, konsultasi, 
perumusan kebijaksanaan teknis serta menyelenggarakan 
pendidikan dan latihan untuk mengembangkan program- 
program itu di departemen, lembaga pemerintah non 
departemen dan daerah. 


Tujuannya, adalah untuk meningkatkan mutu, 
kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, sikap dan kepribadian 
semangat pengabdian, kesetiaan, cara berfikir, pandangan dan 
bahasa pegawai serta untuk mendukung sistem karier dan 
prestasi kerja. Kesemuanya ini diarahkan untuk penyempurna- 
an dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah dalam 
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan terutama 
tugas-tugas pembangunan. 


Di samping itu Lembaga Administrasi Negara juga 
menyelenggarakan sendiri berbagai jenis pendidikan dan latihan 
tertentu, karena sifatnya harus dilaksanakan secara terpusat 
seperti : (1) pendidikan dan latihan yang mempunyai pengaruh 
ganda-multi plying effect, (2) pendidikan dan latihan yang ber- 
sifat innovatif artinya mengenalkan hal-hal yang baru dan (3) 
pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk menyatukan 
sikap, cara berfikir/cara pandang dan bahasa di antara aparatur 
Pemerintah khususnya pada tingkat pimpinan atas. 


Pendidikan dan Latihan pegawai negeri meliputi dua hal 
yakni pendidikan dan latihan bidang teknis fungsional, dan 
pendidikan dan latihan bidang administrasi meliputi bidang- 
bidang administrasi umum, teknik-teknik pengelolaan dan 
administrasi bidang pembangunan. Penyelenggaraan berbagai 
jenis pendidikan dan latihan yang sifatnya teknis dan teknis 
fungsional seluruhnya diserahkan pada Departemen dan 
Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan dimonitor oleh 
Lembaga Administrasi Negara. 


1. Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional 


Pendidikan semacam ini bersifat pengetahuan dan 
ketrampilan teknis untuk sesuatu pekerjaan dan yang 
bersangkutan dengan tugas pokok tanggung jawab fungsional 
dari suatu Departemen Instansi, 


Selain diselenggarakan oleh Departemen'Instansi yang 
bersangkutan, pendidikan dan latihan ini juga dilakukan dengan 
cara penugasan ke lembaga diklat itu, baik di dalam maupun 
dil luar negeri, lembaga Pemerintah atau swasta seperti 
Universitas, Sekolah Kejuruan serta Pusat Latihan Keahlian dan 
Kejuruan. 
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Secara umum hampir semua Departemen/Instansi telah 
menyelenggarakan jenis pendidikan dan latihan serupa ini. 
Rekapitulasi Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dari 
tahun 1979/1980 hingga tahun keempat Pelita III dapat dilihat 
pada Tabel 1. Jenis pendidikan dan latihan yang di- 
selenggarakan oleh berbagai instansi dapat dilihat pada - 
Tabel-2. 


2. Pendidikan dan Latihan Bidang Administrasi 


Berdasarkan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, 
Pendidikan dan Latihan bidang Administrasi dibedakan 
menjadi : (a) Pendidikan dan Latihan Administrasi Umum, (b) 
Latihan Teknik-teknik Pengelolaan (manajemen) dan (c) Latihan 
Administrasi Bidang Pembangunan. 


Pendidikan dan Latihan Administrasi Umum 


Jenis pendidikan dan latihan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemampuan bidang manajemen, kepemimpinan 
dan lain-lain yang secara umum diperlukan oleh para pejabat 
pimpinan. Oleh karenanya pendidikan dan latihan ini mencakup 
diklat penjenjangan untuk jabatan struktural yang di- 
selenggarakan secara reguler, latihan yang tidak bersifat 
reguler, latihan Pra Jabatan dan Pendidikan Akademis. Latihan 
penjenjangan reguler diselenggarakan dengan maksud untuk 
mempersiapkan seorang pegawai negeri yang potensial guna 
dapat menduduki eselon tertentu atau memantapkan 
kemampuan seseorang yang telah berada pada jabatan eselon 
tertentu. 


Adapun latihan penjenjangan reguler ini terdiri dari : SESPA 
(Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi), SEPADYA (Sekolah 
Pimpinan Administrasi tingkat Madya), SEPALA (Sekolah 
Pimpinan Administrasi tingkat Lanjutan) dan SEPADA (Sekolah 
Pimpinan Administrasi tingkat Dasar). 


Keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional dalam 
mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagian besar tergantung 
pada kesempurnaan pegawai negeri. Dalam hubungan ini 
tidaklah dapat disangkal bahwa betapa pentingnya pegawai 
negeri yang menduduki jabatan eselon ||, karena terhadap 
atasan mereka harus mampu bertindak sebagai staf yang 
tangguh serta mampu memberikan pendapat dan menyiapkan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional yang tepat. Terhadap 
bawahan harus mampu melaksanakan kebijaksanaan secara 
rasional, efisien dan efektif serta harus dapat disegani dan 
menjadi suri tauladan bagi bawahannya. 


SESPA merupakan jenjang latihan administrasi umum, 
reguler dan tertinggi khusus bagi pegawai negeri sipil serta 
dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai yang potensial 


Eselon || Eselon Ill ket е 
ега 
No. Instansi/Departemen m Ө 9 
Jumlah Range Range Jumlah Range Range umia 
Lk Pr Total Umur Pangkat Lk Pr Total Umur Pangkat gos 
n 
|. DEPARTEMEN: 
1. Dep. Kehakiman 9 - 9 46-55thn IV/b-IV/c 14 3 17 42-55thn  IV/a-IV/d 26 orang 1 orang eselon | 
2 Dep. Dikbud - - = - — 174 20 194  38-51thn Ilic-IV/c 194 orang = 
3. Dep. Sosial з — 3 53-55thn iVa 50 1 51 39-50thn  Ill/b-IV/a 54orang — Jorang ABRI 
4. Dep. Perdagangan 3 — 3 43-53thn IV/a-IV/c 16 - 16 40-53thn  |V/a-IV/c 19 orang B | 
| i j — - IV/a-IVd 77 - 77 39-57thn Ill/c-IV/d 84 orang eselon 
5. Dep. Perindustrian 7 7  45-48thn AER 
Е 3 — 36-54 thn /с-1!!/а 21 orang = 
6. Dep. Transmigrasi 4 - 4 50-51thn IV/a-IV/ 17 17 
- — ll/c-iIVja 57 - 57 —  Wc-iV/a 67orang X 3eselonl 
7. Dep. Agama 10 10 Sk AN 
AGAMA 
8. Dep. Pertanian 11 = 11 42-45thn Il/d-IV/c 124 4 128  44-55thn IV/a-IVb 139огапд = 
9. Dep. Perhubungan = 4 — ша 64 - 64 -  lii/d-IV/a 65orang 2 попеѕеіоп 
10. Dep. Tenaga Kerja 2 - 2 50-51thn IV/a-IV/b 20 - 20 36-54thn IM/c-IV/a 22 orang - 
11. Dep. Kehutanan 20 - 20 36-50thn  Ill/a-lll/d = ge cs x = 20 orang = 
12. Dep.Per.Pos.Tel. 6 - 6 44-53thn  lValVb = = - E = 6 orang 5 
13. Dep. Pekerjaan Umum 7 - 7 36-521һп ll/b-IVaa 48 1 49 30-53thn  Ili/d-IV/b 56 orang - 
14. Dep. Koperasi 26 - 26 36-54thn Ill/d-IV/b 1 - 1 46thn IV/a 27 orang - 
l. L.P.N.D. 
1. MPR-RI BI ue — du - = 5 — 5 43-50thn IV/a-IV/b 5 orang = 
2. SEKJENDPR-RI. 15 1 16 41-49thn IV/a -- - - - 16orang il 
3. DPA-RI. 6 - 6 — |V/a-IV/c - =- - - = б orang 
4. Mahkamah Agung RI. 1 4 5 44-53thn  IV/b-IV/c 9 5 14 38-53thn  Il/d-IV/b : S orang = 
. Kej 32 - 32 44-54thn  IV/a-IVid - - - - - orang - 
à каш шыш - =- - ~ - 13 4 17 35-53thn IM/c-IV/b 17 orang = 
7. BP7 6 - 6 44-53thn  lV/a-IV/b - =- - = " 6 orang = 
8. Dinas PU-DKI. 6 1 7 36-52thn  ll/b-iV/ja 46 1 47 41-50thn  Iil/d-IV/b 54 orang = 
9. BATAN 4 — 4 - Mavic 15 - 15 -  |Va-IVb 19огапд = 
10. BKKBN 4 — 4 46-48thn Va 21 - 21 38-50thn Il/b-IV/c 25 orang - 
11. BPPT 7 — 7 38-51thn  Il/d-IV/a 1 - 1 52 thn иа Borang 1 Letkol eselon II 
12. DEPAN RI 3 - 3 47-56thn Letkol 7 1 8 34-55thn иа Ilorang 1 Letkol eselon III 
13. Sek. Kabinet RI. 46 - 46 38-55thn  Ill/b-IV/d 20 — 20 41-50thn  I/d-IV/a 660rang 1 Kolonel eselon || 
14. LIPI 15 2 17 41-53thn  IV/a-IV/c 31 4 35 39-54thn  1V/a-IV/c 52 orang = 
15. ВАРРЕМАЅ 24 3 27 39-51thn  Ill/b-IV/e ES n: ЭЖЕ = - 27 orang = 
16. ВКРМ 22 3 25 33-481һп  Ill/b-IV/b р Ж = — 25 orang = 
17. BAKN 9 2 11 42-54thn  IV/a-IV/b کک‎ зы = - 11 orang = 
18. Lem. Sandi Negara 16 - 16  48-59thn  Ill/c-IV/c T - - 16orang - 
19. DEWAN TELKOMRI 2 — 2 49-52thn Kolonel Es "um um = - 2 orang A 
20. BAKIN 10 — 10 38-49thn ш/а 14 1 15 38-49thn п/а 25 orang 
21. Dewan Pertahanan Kea- = 
manan Nasional 1 - 1 4thn  Letkol.Pol. — - = = - 1 orang 
ll. PEMDA 
1. Pemdatk. I Sulsel. 12 2 14 39-56thn IV/b-IV/d 29 2 31 41-55thn  lV/a-IV/b 45orang No. urut 10 
2. Pemdatk.l & 11 80r. LetkolPurn. 
Prop. Sumsel. 4 — 4 48-52thn IV/c-IV/d 64 1 65 40-51thn  IV/c-IV/d 69orang 1or. Letkol. 
З. Prop. Dati | Bali 7 1 8  43-53thn IV/b-IV/d 22 — 22 39-53thn  IV/a-IV/b 3Oorang 120r.Kol 
4. Prop.DatilNusa Teng-  ' 1ог. KolPum. 
gara Barat 1 1 2 = IV/c - =- - E = 2orang 7 or. Kapten 
5. Gubernur KDH Tk I 110r. Mayor 
Jawa Timur 7 ~ 7 44-54thn IV/b-IV/c 45 1 46 40-53thn  Ill/d-IV/b 53 orang 20r. Mayor Purn 
6. Gubernur KDH Tk.I No. urut 11 
5 ME 3 1 4 4253thn — IWd-IVic 29 - 29 40-53thn  lll/d-IVb — 33orang 3o; Letkoleesioni 
. Gubernur KOH Tk. | 
Sumut, Medan - ~ - = - 24 1 25 40-49thn  |V/-IV/b  25orang 
8. Gubernur KDH Aceh 4 - 4  48-54thn — IV/b-IVIc 29 - 29 42-50thn Ша-Ма ^ 33orang 
9. Gubernur KDH Tk. | 
Bengkulu 3 - 3 A4453tn IV/alV/b 2 - 2 42-45thn IV/a Sorang 
10. Gubernur KDH Tk. | 
Jateng 12 - 12 49-5dthn  IV/b-IVId 260 5 265 33-58thn  IlMa-IV/c — 277 orang 
11. Gubernur KDH Tk. | 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 4 — 4 44-51thn IV/b 9 - 9 43-53thn  lV/a-IV/b 13 orang 
c ELLE NO 1357 55 1412 1829 orang 


TABEL 5 
DATA PEJABAT YANG BELUM MENGIKUTI SESPA 
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dalam kedudukannya sebagai pejabat eselon II atau 
memantapkan kemampuan mereka yang sudah duduk dalam 
jabatan itu. Pegawai negeri yang menjadi sasaran utama 
penyelenggaraan SESPA sebenarnya adalah pegawai negeri 
golongan IV, namun dalam kenyataannya masih ada yang 
belum mencapai golongan itu. 


Karena mereka harus benar-benar mampu berfikir dan 
berpandangan secara nasional, maka perlu adanya kesatuan 
bahasa, kesatuan sikap dan pandangan di antara mereka. Oleh 
karena itu SESPA sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
Lembaga Administrasi Negara dan penting sekali adanya hanya 
satu SESPA. Akan tetapi mengingat fasilitas fisik pendidikan 
dan latihan yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara 
belum memadai/belum mencukupi, maka pelaksanaan SESPA 
masih tetap diselenggarakan oleh Departemen-departemen di 
samping di LAN sendiri dengan program, kurikulum dan metode 
pengajaran tetap satu macam atau satu jenis. Penyelenggara- 
annya tetap harus mengikuti penuh pedoman dari Lembaga Ad- 
ministrasi Negara dan menjadi tanggungjawab LAN pula. 


Kurikulum, metode belajar-mengajar serta tenaga pengajar 
untuk pendidikan dan latihan penjenjangan-. SESPA ini sesuai 
dengan standarisasi penuh yaitu seluruhnya adalah 
Administrasi dan Manajemen. Pedoman dari Lembaga 
Administrasi Negara antara lain juga menentukan bahwa 
SESPA yang diselenggarakan di suatu Departemen terbuka 
bagi peserta dari instansi lain dan penyalurannya dikoordinir 
oleh Lembaga Administrasi Negara. Berarti walaupun 
penyelenggaraannya tersebar di berbagai Departemen dan di 
LAN sendiri, namun tetap dengan satu program yang sama 
serta sedikit banyaknya tetap bersifat interdepartemental. 


Pada dasarnya peserta-peserta dari Departemen-departe- 
men untuk mengikuti SESPA 'interdepartemental tadi tidak ada 
sistem jatah atau penjatahan, namun diharapkan semakin 
banyak instansi yang terwakili pada setiap angkatan sesuai 
dengan fasilitas yang tersedia dan syarat-syarat yang dipenuhi- 
nya. 


Hingga akhir tahun 1977/1978 telah terselesaikan 
penyelenggaraan SESPA antar Departemen sebanyak 
3 Angkatan yaitu angkatan XIII sampai dengan angkatan XV. 
Kemudian tahun berikutnya 2 Angkatan (Angkatan XVI dan 
XVII). Pada tahun yang sama diselenggarakan pula orientasi 
bagi semua pejabat eselon | dengan tujuan agar mereka dapat 
memahami dan memanfaatkan kecakapan dan keterampilan 
bawahannya yang telah mengikuti SESPA atau latihan-latihan 
lannya. Sampai dengan awal tahun 1978/1979 telah di- 
selenggarakan SESPA sebanyak 75 Angkatan termasuk 
14 Angkatan SESPA antar Departemen yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Administrasi Negara. Jumlah pegawai negeri 
yang telah lulus SESPA hingga tahun tersebut sebanyak 2.248 
orang. 


Penyelenggaraan SESPA dari tahun ke tahun terus di- 
sempurnakan dan dalam tahun kedua Pelita III diadakan 
perbaikan mengenai susunan pelajaran, metode maupun 
pelaksanaannya. Dalam tahun itu telah diselenggarakan 13 
Angkatan dengan jumlah peserta 361 orang. Dengan demikian 
sampai tahun kedua Pelita III telah diselenggarakan sebanyak 
120 Angkatan SESPA dengan jumlah alumni 3.647 orang. 
Perincian penyelenggaraan dan alumni SESPA dari tahun 
terakhir Pelita Il hingga tahun ketiga Pelita III dapat dilihat pada - 
Tabel 3. Sedangkan jumlah alumni keseluruhan hingga 
Januari 1984 adalah sebanyak 4.649 peserta dengan perincian 
penyelenggaraan dan angkatan lihat Tabel-4. Pada umumnya 
lulusan SESPA diserahi kepercayaan untuk menduduki jabatan 
yang penting di Instansinya masing-masing, baik di Pusat 
maupun di Daerah. Dan pimpinan instansi telah menilai positif 
terhadap lulusan SESPA. 
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Walaupun jumlah pegawai negeri yang telah mengikuti 
SESPA sudah sedemikian banyaknya, tetapi masih ada para 
pejabat eselon II dan ||| dari berbagai Instansi/Departemen yang 
belum mengikuti SESPA yaitu sebanyak 1.829 orang dengan 
perinciannya sebagaimana terlihat dalam Tabel 5. 


Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) 


SEPADYA adalah latihan penjenjangan reguler setingkat 
dibawah SESPA yang dimaksudkan untuk mempersiapkan 
pegawai yang potensial menduduki jabatan eselon III atau 
memantapkan kemampuan mereka yang telah berada pada 
jabatan itu. 


Berbeda dengan SESPA, penyelenggaraan SEPADYA 
dilakukan oleh masing-masing Departemen/Instansi dengan 
pedoman-pedoman yang diberikan Lembaga Administrasi 
Negara yakni dengan standar : 8096 menyangkut Administrasi 
dan Manajemen sedangkan 2096 menyangkut bidang substansi 
Departemen/Instansi yang bersangkutan. 


SEPADYA dari suatu Departemen/Instansi dapat diikuti 
oleh peserta dari Departemen/Intansi lain, sehingga dapat 
memberikan masukan (in-put) baru dalam diskusi-diskusi yang 
diselenggarakan. Di samping itu juga membantu instansi- 
instansi yang jumlah pegawainya tidak banyak. Dan 
sebagaimana halnya dengan SESPA, diusahakan pula 
penyempurnaan-penyempurnaan dalam penyelenggaraan 
pendidikan SEPADYA ini. Penyelenggaraan SEPADYA dari 
tahun ke tahun hingga tahun ketiga Pelita III dapat dilihat pada - 
Tabel 6. 


Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) 


SEPALA, merupakan latihan penjenjangan di bawah 
SEPADYA juga diselenggarakan sendiri oleh Departemen/ 
Instansi dengan mengikuti pedoman dari Lembaga Administrasi 
Negara dengan standar : 7096 menyangkut Administrasi dan 
Manajemen dan 3096 bidang substansi Departemen/Instansi 
yang bersangkutan. Latihan penjenjangan ini dimaksudkan 
untuk mempersiapkan pegawai yang potensial untuk 
memegang jabatan eselon IV atau memantapkan kemampuan- 
nya yang telah menduduki jabatan itu. Penyelenggaraan 
SEPALA dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam Tabel 7. 


Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) 


SEPADA merupakan latihan penjenjangan terendah 
dalam sistem latihan penjenjangan. Latihan ini dimaksudkan 
untuk pegawai yang potensial menduduki jabatan eselon V atau 
memantapkan kemampuan bagi pegawai yang telah 
menduduki jabatan itu. Penyelenggaraan sama seperti 
SEPADYA dan SEPALA dengan standar : 6096 Administrasi 
dan Manajemen, 4096 bidang substansi Departemen/Instansi 
yang bersangkutan. Hingga tahun keempat Pelita III telah di- 
selenggarakan sebanyak 80 Angkatan dengan Alumni 2.607 
peserta (perinciannya lihat Tabel-8) 


Latihan yang tidak bersifat reguler 


Berbagai latihan Administrasi dan Manajemen yang tidak 
bersifat reguler diselenggarakan dalam tahun ketiga Pelita III 
baik oleh Lembaga Administrasi Negara maupun oleh berbagai 
Departemen/Instansi lain atau kerjasama antara keduanya. 
Jenis-jenis latihan yang telah diselenggarakan antara lain : 


a. Departemen Agama : 


Pendidikan Administrasi Umum - 4 Angkatan - 145 orang 
peserta 

— Kursus Calon Pengatur (SUSCATUR) -4 Angkatan - 
300 orang peserta 

— Kursus Calon Penata (SUSCATA) - 4 Angkatan - 300 orang 
peserta. 


TABEL 6 
JUMLAH PENYELENGGARAAN DAN ALUMNI SEPADYA 
SAMPAI DENGAN TAHUN KE З REPELITA Ill 


Ъз з, зуу ААЖ——_С — „——— ma n 
Sampal dengan 


Repelita || 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 Jumlah 
No. Instansi/Penyelenggara aoe 
в . 8 _ M E 
$ E & E E f l E f E 
€ 2 € 2 c 3 = = D 3 
< d 4 & < < $ 4 a چ‎ < 
1. Dep. Dalam Negeri 1 24 1 28 1 34 2 75 2 81 7 242 
2. Dep. Penerangan 10 378 1 30 1 34 2 60 1 30 15 528 
3. Dep. Pertanian 21 600 2 60 1 30 1 30 1 30 26 750 
4. Dep. Perindustrian 6 168 1 30 2 80 1 24 1 27 11 329 
5. Dep. Perhubungan 12 350 1 30 2 60 1 30 3 84 19 554 
— Perjan Kereta Api = - 1 30 — ~ — - - - 1 30 
— Perum Pos Giro m - 2 60 — - - – - - 2 60 
6. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan 21 630 — - 4 120 2 55 1 30 28 835 
7. Оер. Kesehatan a — — - - — 1 30 1 30 2 60 
8. Dep.Agama 7 210 2 80 1 35 3 111 1 29 14 465 
9. Dep. Nakertrans 3 75 1 28 1 27 1 26 4 111 10 267 
10. Dep. Sosial 3 78 1 30 2 50 2 50 1 25 9 233 
11. Dep. Pertambangan dan Energi 3 89 – - 2 30 = = = 29 4 148 
12. Dep. Pertahanan & Keamanan = Е — — — = 2 47 1 26 "3 73 
13. Sekretariat D.P.R. 1 24 — - 1 23 = = = = 2 47: 
aa aa ы. em ا‎ maa د‎ en ea E na a aa 
Jumlah 88 2.626 13 406 17 519 18 538 18 532 154* 4.621 
TABEL 7 


JUMLAH PENYELENGGARAAN DAN ALUMNI SEPALA 
SAMPAI DENGAN TAHUN KE-3 PELITA Ill 


Sampai dengan 
Repelita li 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 JUMLAH 
No. Instansi/Penyelenggara E = E = $ z E z 5 
c 
2 E 3 E RE E E E 
£2 22 242 3 1 3 
1. Dep. Dalam Negeri 5 150 2 60 11 88 8 243 9 327 27 768 
2. Dep. Penerangan 8 316 1 50 2 100 11 347 8 312 30 1.125 
3. Dep. Pertanian 30 900 2 60 4 123 6 178 7 211 49 1.472 
4. Dep. Perindustrian 10 341 - - 2 60 4 95 5 120 21 616 
5. Dep. Perhubungan 6 192 — — 1 20 6 150 4 120 17 482 
— Perjan Kereta Api - - 1 30 - - - - - = 1 30 
— Perum Telekomunikasi ~ - 1 30 - - - а - = 1 30 
6. Dep. PdanK = = 2 - - - 1 30 6 177 7 207 
7. Dep. Agama 2 64 2 75 1 30 9 220 3 90 17 539 
8. Dep. Nakertrans 2 2 B - - - 1 24 4 99 5 123 
9. Dep.Sosial 6 204 5 150 7 210 5 124 2 56 25 744 
10. Dep.Pertambangan dan Energi - - - - - - 1 34 2 54 3 88 
11. Dep.Hankam = < z — — — 1 30 4 102 5 132 
12. Sekretariat D.P.R. 1 30 = - 1 25 2 59 - = 4 114 
13. Sekretariat D.P.A. 1 31 - = 1 24 - - - - 2 24 
шс A cu ا ا‎ s i anna area 
Jumlah 69 2.228 14 455 22 690 55 1.594 54 1.668 214 6.625 
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b. Departemen Tenaga Kerja Management Skill 
Development Seminar - 2 Angkatan - 50 orang peserta. 

c. Biro Pusat Statistik : Kursus Administrasi Praktis - 2 
Angkatan - 60 orang peserta. 

d. Badan Tenaga Atom Nasional : Kursus Orientasi Umum-2 
Angkatan-105 orang peserta 

e. Lembaga Administrasi Negara : Seminar 
Pembangunan - 1 Angkatan - 25 peserta. 


Latihan Pra Jabatan 


Latihan ini baru diatur pelaksanaannya pada tahun 1981 
dan penyelenggaraannya khusus bagi pegawai baru. Oleh 
karenanya pada waktu itu belum seluruh Departemen/Instansi 
yang menyelenggarakannya dan baru 6 Instansi/Penyelenggara 
dengan 40 Angkatan dan 6.502 orang peserta (1981/1982). 
Kemudian pada tahun keempat Pelita III (1982/1983) telah di- 
seragamkan pola penyelenggaraannya dan dilaksanakan di 
seluruh Departemen/Instansi di seluruh Indonesia yang 
mempunyai Calon Pegawai. Karena latihan ini merupakan 
keharusan bagi seorang calon pegawai, maka peserta harus 
lulus dalam latihan itu. 


Administrasi 


Perkembangan dari tahun ke tahun dalam penyelenggara- 
an Latihan Pra Jabatan berikut latihan-latihan sebelumnya yang 
diklasifikasikan sebagai Latihan Pra Jabatan dapat dilihat pada - 
Tabel-9. 


Pendidikan Akademis 


Salah satu tugas Lembaga Administrasi Negara ialah 
mengembangkan serta memajukan Ilmu Admnistrasian Negara 
di Indonesia. Untuk mengemban missi tersebut dan ber- 
dasarkan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1971 ditetapkan 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di lingkungan Lembaga 
Admnistrasi Negara. 


Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) merupakan 
integrasi dari Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara 
(PTDIAN) yang didirikan tahun 1960 dan Akademi Ilmu 
Administrasi (AIA) yang dibentuk tahun 1961. Oleh karena- 
nya program STIA terdiri dari Tingkat Akademi dan Tingkat 
Doktoral. Diselenggarakan di Jakarta, Bandung dan Ujung 
Pandang. 


Mahasiswa STIA adalah pegawai dari berbagai 
Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, 
Pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
Oleh sebab itu untuk mengikuti pendidikan STIA harus 
mendapat penugasan dari instansinya masing-masing, minimal 
secara resmi mendapat izin. Minat instansi-instansi untuk 
mengikut sertakan pegawainya dalam pendidikan STIA 
semakin meningkat. Ini terlihat dari perkembangan jumlah 
mahasiswa STIA hingga tahun 1983/1984 (lihat Tabel-10). 
Pada awal tahun 1976/77 ketiga Kampus STIA di Jakarta, 
Bandung dan Ujung Pandang telah menghasilkan 226 orang 
Sarjana Muda dan 283 Sarjana Lengkap. Kemudian pada tahun 
berikutnya telah menghasilkan lulusan sebanyak 2.156 orang, 
terdiri dari 1.200 orang Sarjana dan 956 Sarjana Muda 
(1978/1979). Perkembangan jumlah lulusan STIA dalam 
Pelita lil dapat dilihat dalam Tabel-11. 


Latihan Teknik-teknik Pengelolaan (Manajemen) 


Latihan jenis ini dimulai pada Pelita Ill merupakan program 
latihan yang sangat penting dan meliputi pengetahuan dan 
ketrampilan tertentu dalam pemecahan masalah-masalah 
Administrasi atau cara-cara untuk menyelesaikan pekerjaan 
pada suatu aspek administrasi tertentu. 


Latihan ini terutama diselenggarakan di masing-masing 
Departemen:Instansi, baik untuk pegawainya sendiri maupun 
pegawai dari instansi lain. Lembaga Administrasi Negara 
terutama hanya menyelenggarakan latihan yang bersifat 
Inovatif , memperkenalkan suatu teknik baru yang khusus 
diperuntukan bagi calon instruktur. 
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Jenis latihan dari tahun ke tahun berbeda-beda 
pelaksanaannya. Pada tahun pertama Pelita Ill ada 15 jenis, 
tahun berikutnya 10 jenis, tahun ketiga ada 25 jenis latihan 
dan pada tahun keempat Pelita III 26 jenis latihan. Rekapitulasi 
Latihan Teknik Pengelolaan dapat dilihat pada Tabel-12. 


Pendidikan dan Latihan Administrasi Bidang Pembangunan 


Latihan Administrasi bidang Pembangunan adalah latihan 
mengenai administrasi penyelenggaraan pada sektor atau 
bidang pembangunan tertentu. Latihan jenis ini sangat penting 
karena erat kaitannya dengan penerapan administrasi atau 
manajemen, baik secara umum atau pada suatu aspek tertentu 
yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pembangunan. Dan 
pada dasarnya program ini diselenggarakan oleh Departemen/ 


Instansi masing-masing dengan mengikuti pedoman-pedoman 
yang telah digariskan oleh Lembaga Administrasi Negara. 
Pelaksanaannya bekerjasama dengan LAN. 


Jenis latihan lain yang diselenggarakan oleh Lembaga Ad- 
ministrasi Negara antara lain : Penataran bagi Pemeriksa di 
lingkungan Departemen (Penataran OPSTIB). Penataran bagi 
Pemeriksa wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kodya. Kursus 
dan Seminar Administrasi Pembangunan. Sementara itu 
diselenggarakan oleh Departemen/Instansi-instansi lainnya an- 
tara lain : Penataran masalah Transmigrasi, Penataran Evaluasi 
Proyek-proyek Pembangunan, Kursus-kursus mengenai 
Industri-Koperasi-Kesehatan dan lain sebagainya. Hasil pelaksa- 
naan Diklat Administrasi bidang Pembangunan dapat dilihat 
dalam Tabel-13. 


Pendidikan dan Latihan Luar Negeri 


Sebagai pelengkap dari program pendidikan dan latihan 
dalam negeri, dimanfaatkan juga sumber-sumber dari luar 
negeri melalui pendidikan dan latihan luar negeri, yang 
mencakup : 


— Penugasan kepada pegawai untuk mengikuti program- 
program luar negeri, 

— Program di dalam negeri dengan tenaga ahli dan 
kerjasama dengan pihak luar negeri. 


Beberapa Departemen/Instansi telah menyelenggarakan 
program latihan luar negeri di dalam negeri, antara lain : 
Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan. Di 
samping itu berbagai Departemen/Instansi juga telah 
menugaskan pegawainya mengikuti program di luar negeri 
seperti : BAPPENAS, Departemen Keuangan, Departemen 
Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen P & K dan lain- 
lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 


LAN mengkoordinasikan program pendidikan dan latihan 
luar negeri, baik untuk pegawainya sendiri maupun untuk 
berbagai departemen/instansi lainnya. 


Program pendidikan dan latihan di dalam negeri dengan 
memanfaatkan sumber luar negeri antara lain : 


1. Management Skill Development Seminar dan 
Performance Improvment Programmes (PIP) dengan 
Agency for International Development (AID) yang di- 
selenggarakan di Departemen Keuangan. Kemudian di- 
selenggarakan juga di Lembaga Administrasi Negara. 

2. Latihan O & M Lanjutan, Latihan Pelatih O & M dengan 
bantuan Royal Institute of Public Administration (RIPA) 
dari Inggris, diselenggarakan di Lembaga Administrasi 
Negara. 

3. Latihan-latihan untuk Pengembangan Manajemen 
Administrasi (Administrative Management Development 
Course) dengan bantuan dari Friderich Nauman Stiftung 
(FNS) Jerman, diselenggarakan di Lembaga Administrasi 
Negara, Perwakilan Jawa Barat di Bandung. 

4. Seminar on the management of Agro Industrial 
Cooperation with Foreign Partners di LPP Yogyakarta, 
yang merupakan kerjasama antara LAN-SBPN- 
Departemen Pertanian dan Sc de Iyon 


TABLL 8 
JUMLAH PENYELENGGARAAN DAN ALUMNI SEPADA 
SAMPAI DENGAN TAHUN KE-3 REPELITA lll 


Sampai dengan | 
Repelita li 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 JUMLAH 
No.  Instansi/Penyelenggara 8 © с 5 = 
т £ PE Pt: i: Dig 
2 3 e 3 P з e 3 e 3 e 3 
< < < < 4 < < < 4 &4 « « 
1. Dep. Dalam Negeri 5 412 2 60 3 75 = — 6 186 16 723 
2. Оер. Репегапдап 1 38 5 150 1 50 4 160 4 152 15 560 
2. Dep. Perindustrian — - — - 5 72 3 72 6 147 15 291 
4. Dep. Perhubungan 1 32 — — 1 30 5 145 2 48 9 251 
— Perjan Kereta Api - - 1 30 = = = Е - - 1 30 
5. Dep.Agama — — — - 1 35 3 96 5 144 9 275 
6. Оер. Sosial - — - — — 2 45 6 178 8 223 
7. Оер. Hankam 2 60 - - = - 2 60 3 100 7 220 
— TNI - AL — — 1 30 - - - - = - = — 
Jumlah 9 542 10 270 10 262 19 578 32 955 80 2.607 
TABEL 9 
REKAPITULASI LATIHAN PRA JABATAN 
TAHUN 1979/1980 s/d 1982/1983 
1979/1980 1980-1981 1981/1982 1982-1983 JUMLAH 
| aa”! ٠ ٠. ج ص‎ _ 
TA NSK ra Sekian kali Peserta Sekian kali Peserta Sekian kali Peserta 
Dep. Keuangan 2 15 - - 2 15 
Dep. Pertambangan 2 32 4 32 6 64 
Dep. Perhubungan 4 145 - - 4 145 
Dep. Agama 53 10224 - - 53 10224 
Dep. Nakertrans 6 340 10 732 16 1072 
Dep. Penerangan — - 2 183 2 183 
BEPEKA 5 300 - - 5 300 
Sekretariat DPR — = 1 4 1 4 
Sekretariat DPA - - 3 24 3 24 
Lembaga Administrasi Negara — - 2 66 2 66 
JUMLAH 72 11056 22 1041 94 12097 
TABEL 10 
JUMLAH MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI 
1979/1980 s/d 1981/1982 
TINGKAT AKADEMI TINGKAT DOKTORAL JUMLAH TK. AK 
No. KAMPUS 
1979/1980 1980/1981 1981/1982 1983/1984 1979/1980 1960/1981 1981/1982 1983/1984 1979/1980 
1. JAKARTA 1301 1271 1373 1799 1004 1065 1216 1606 
2. BANDUNG 897 947 1000 1074 1031 1081 910 1300  11.039/10.884 
3. UJUNGPANDANG 195 199 217 766 424 415 515 317 
JUMLAH 2393 2417 2590 3639 2459 2561 2641 3223 
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5. Management of Training (MOT) Training of Trainers (TOT). 
Training Officers Course (TOC) bekerjasama dengan 
Pemerintah Australia, dan diselenggarakan di LAN dan 
beberapa Departemen. 

6. Seminar on Assessment of Training Needs Through 
Development of Training Unit yang diselenggarakan 


bersama dengan Departemen Pertambangan dengan 
tenaga ahli dari Australia. 

. Project Planning and Management, kerjasama dengan 
Yayasan Jerman untuk Negara berkembang. 


C. PENINGKATAN FASILITAS DAN PRASARANA FISIK 


Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dengan 
sebaik-baiknya, telah dilakukan peningkatan atau 
pengembangan staf Lembaga Administrasi Negara dan juga 
sarana fisik serta sarana penunjang lainnya. 


Peningkatan ini meliputi rehabilitasi kantor, pusat LAN, di- 
samping penambahan dan penggantian peralatan kantor serta 
kendaraan-kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Administrasi 
Negara. Demikian pula pembangunan rumah-rumah dinas bagi 
para pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. 
Peningkatan ini tidak hanya di Jakarta saja tetapi juga di- 
laksanakan di Bandung dan Ujung Pandang. 


D.KERJASAMA LEMBAGA ADMINISTRASI 


Pembangunan tambahan gedung kantor dan pendidikan 
di Perwakilan Lembaga Administrasi Negara Jawa Barat di 
Bandung seluas 840 m2 bertingkat 3, kemudian di Ujung 
Pandang seluas 1.290 m2 bertingkat 3 juga serta pem- 
bangunan gedung pusat Pendidikan Pegawai Negeri di 
Pejompongan Jakarta seluas 9.148 m2 berlantai 3. 


Peningkatan lainnya adalah penambahan peralatan dan 
perabotan kantor. Di samping itu untuk menjaga hal-hal yang 
tidak diinginkan dibentuklah Satuan Pengaman (SATPAM) di- 
bawah pimpinan Kodak Metro Jaya. Demikian juga pem- 
bangunan mesjid-mesjid di kompleks-kompleks/perumahan 
dinas. 


NEGARA 


DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LUAR NEGERI 


1. Kerjasama LAN dengan Pemerintah Daerah. 


Kerjasama ini terjadi atas permintaan pihak Pemerintah 
Daerah kepada Lembaga Administrasi Negara dalam usaha 
membantu penyempurnaan aparatur dan administrasi 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Realisasi kerjasama 
seperti ini didahului dengan mengadakan identifikasi terhadap 
masalah-masalah yang perlu diperbaiki serta menetapkan ruang 
lingkup usaha-usaha perbaikan yang akan dilakukan dalam 
kerjasama tadi. 


Adapun bentuk persetujuan antara kedua belah pihak 
dapat diwujudkan berupa : 


a. Piagam atau naskah kerjasama bidang penyempurnaan 
aparatur dan administrasi. 

Surat Keputusan Gubernur KDH yang bersangkutan, 

c Piagam kerjasama antara LAN dengan Pemda yang 
bersangkutan disertai dengan Surat Keputusan Gubernur 
KDH tentang pembentukan Tim Penelitian sebagai 
pelaksana dari sebagian isi persetujuan kerjasama itu. 


Dalam pelaksanaan semua bentuk kerjasama itu pem- 
biayaannya ditanggung oleh Pemda yang bersangkutan. Dalam 
bidang penelitian dan pengembangan, LAN memberikan 
bantuan tenaga untuk duduk dalam Tim dan memberikan 
pengarahan dalam pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam 
pendidikan LAN memberikan bantuan tenaga pengajar, 
membantu menyusun kurikulum, menentukan metode 
pengajaran dan sebagainya. 


Sesuai dengan tugas Perwakilan Lembaga Administrasi 
Negara untuk membantu meningkatkan dayaguna dan hasil- 
guna administrasi serta aparatur daerah pada umumnya, maka 
secara terus menerus diberikan juga bantuan berupa konsultasi 
maupun tenaga dalam usaha peningkatan dan penyempurnaan 
administrasi dan aparatur Pemerintah yang bersangkutan. 


Salah satu bentuk konkrit kerjasama Perwakilan LAN Jawa 
Barat adalah kesediaan Pemda untuk meminjamkan ruangan 
berikut perlengkapannya. Selama tahun-tahun Pelita | kegiatan 
Perwakilan lebih banyak diarahkan untuk menumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya Administrasi Negara beserta segala 
usaha untuk peningkatan efektivitas dan efesiensinya. 
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Kegiatan operasional sebagai bantuan teknis kepada 
Pemerintah Propinsi Jawa Barat antara lain berupa Latihan 
Jabatan Administrasi Kepegawaian. Kemudian di lingkungan 
Perwakilan dibentuk Akademi Ilmu Administrasi yang di- 
maksudkan .untuk membantu Pemda mendapatkan tenaga 
pimpinan serta mempertinggi derajat pengetahuan, kecakapan 
dan kepribadian staf personalia pada Badan-badan Pemerintah/ 
Perusahaan Negara. Selain itu juga diadakan kerjasama 
dengan Universitas di Pilipina cg Local Government Centre 
dalam bidang riset dan konsultasi. 


Dalam pada itu ruang lingkup kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan meliputi bidang Latihan 
jabatan dan pendidikan serta Penelitian/Research dan lain-lain. 
Latihan jabatan dan pendidikan yang dilaksanakan antara lain : 


— bidang Coaching O & M yang dilaksanakan 2 angkatan 
dan di ikuti oleh Kepala-kepala Biro, Bagian dan Subdit 
pada Dinas-dinas Otonom Tingkat | serta Kantor Pemda. 
Jumlah pesertanya sebanyak 100 orang. 

— bidang upgrading pegawai dan kursus-kursus diseleng- 
garakan dalam 6 angkatan meliputi kursus Pendidikan 
Administrasi Perkantoran dan kursus ketrampilan 
mengetik. Disamping itu juga diadakan kerjasama dengan 
Universitas Hasanuddin dalam bentuk : kuliah-kuliah 
bersama, pertukaran penempatan tenaga-tenaga ahli/ 
teaching staf dan saling memanfaatkan fasilitas 
pendidikan yang diperlukan dalam bidang ilmu 
pengetahuan. 


2. Kerjasama LAN dengan Luar Negeri. 


Salah satu usaha pengembangan di bidang Administrasi 
Negara adalah melalui studi perbandingan dengan sistem 
administrasi yang berlaku di negara lain. Bagi Indonesia sebagai 
negara berkembang yang sedang giat melakukan pem- 
bangunan di segala bidang, studi perbandingan dengan negara- 
negara lain akan banyak manfaatnya. Atas dasar ini telah 
diadakan kerjasama bidang administrasi yang mencakup 
berbagai aspek antara lain : pengiriman karya siswa, pertukaran 
pikiran dan pengalaman antar pejabat kedua negara, pertukaran 
tenaga ahli ataupun kerjasama penelitian. Perkembangan 
kerjasama ini ditinjau dari tahun ke tahun untuk menilai dan 
menyempurnakan program-programnya agar manfaatnya 


TABEL 11 
JUMLAH LULUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI 
1979/1980 s/d 1981/1982 
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1979/1980 1980/1981 1981/1982 JUMLAH 1979/1980 1980/1981 1981/1982 JUMLAH 
1. JAKARTA 125 91 114 330 167 166 198 351 
2. BANDUNG 13 45 68 126 45 43 100 188 
3. UJUNG PANDANG - - 11 11 53 35 47 135 
JUMLAH 138 136 193 467 265 244 345 674 
TABEL 12 
REKAPITULASI DIKLAT TEHNIK PENGELOLAAN 
TAHUN 
1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 JUMLAH 
N 2. 2 2 2. 2 
0. INSTANSI < _ < _ < Е < _ < = 
« z « 2. « = « z « F4 
x ар x = x = x = x Б 
2 3 2 3 $ 3 2 3 2 3 
& « « « « « < < < « 
1. DEP.DALAM NEGERI 20 835 7 307 3 107 6 257 36 1506 
2. DEP.KEHAKIMAN 2 62 7 223 2 50 3 100 14 435 
3. DEP.PENERANGAN 6 233 = - 5 216 4 170 15 619 
4. DEP.KEUANGAN = - 7 231 10 275 10 368 27 874 
5. DEP.PERDAKOP 5 184 7 260 10 264 17 366 39 1074 
6. DEP.PERTANIAN = = 2 59 6 195 14 696 22 890 
7. DEP.PERINDUSTRIAN 3 93 1 40 3 100 - - 7 233 
8. DEP.PERTAMBEN - — 4 87 9 239 7 143 10 469 
9. DEP. PEKERJAANUMUM 6 171 ЕА - - - - " 6 171 
10. DEP.PERHUBUNGAN 13 412 24 624 2 38 2 55 41 1129 
11. DEP.P&K 12 401 15 483 17 565 - - 44 1449 
12. DEP.KESEHATAN 1 48 20 698 7 256 = = 28 1002 
13. DEP. AGAMA 12 563 28 1003 28 1234 - - 68 2800 
14. DEP.NAKERTRANS 12 317 16 516 в 5 41 1524 77 1602 
15. DEP. SOSIAL 7 255 6 169 3 98 1 30 17 552 
16. LAN 20 578 24 707 6 207 7 153 57 1645 
17. BIROPUSAT STATISTIK 8 128 5 156 5 152 = E 18 436 
18. BAKN 1 37 - = - = 1 90 2 127 
19. BNI1946 » 2 1 46 1 27 1 22 З 95 
20. BATAN 5 2 2 104 2 104 - >- 4 208 
21. LAN JABAR 39 760 47 1087 6 121 2 52 94 2020 
22. LAN SULSEL 3 81 8 168 3 89 2 39 16 377 
23. BEPEKA Е = 5 106 3 68 2 70 10 244 
24. DKIJAYA E E 3 152 5 295 4 204 12 651 
25. SEKRETARIAT DPA 2 40 - - 1 25 = چ‎ 3 65 
26. SEKRETARIAT DPR 2 - 2 45 = = vllo 2 45 
27. ARNAS E = » E = - 1 41 1 41 
_ TU “—).———— —  ———— 
JUMLAH 172 5198 241 7271 145 4960 125 4320 683 21749 


dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan kerjasama 
selanjutnya, sehingga benar-benar dapat menunjang usaha- 
usaha pembangunan bangsa kita. 


Aspek-aspek yang dibina dalam pelaksanaan tugas pokok 
Lembaga Administrasi Negara yang berkaitan dengan 
pendidikan dan bantuan teknik luar negeri ini adalah : (a) 
penyempurnaan penggalian, pemanfaatan dan penyaluran 
bantuan teknik luar negeri dengan instansi-instansi yang 
berwenang, (b) pembinaan bersama dengan Instansi pembina 
fungsional lainnya mengenai perencanaan, latihan kesiapan dan 


pemanfaatan bantuan, beasiswa dan sebagainya untuk 
instansi-instansi pengirim/yang memanfaatkan bantuan itu, dan 
(с) penyempurnaan kerjasama dengan perwakilan/negara donor 
agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan Pemerintah Indonesia. 


Kerjasama yang selama ini telah dilakukan oleh LAN adalah 
dengan Pemerintah Perancis, Australia dan dengan Pemerintah 
Jerman. Selain itu juga pada tahun 1977 negara kita telah 
menjadi tuan rumah daripada Sidang Executive Council Eropa 
ke XXIII dan Sidang Preparatory Expert Committee on the 
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Reassessment of the Status of Public Administration in Asia 
Pasific. Hasil daripada Sidang tersebut antara lain membentuk 3 
Centres baru selain yang telah ada, yaitu : (a) Centre for 
Development Diplomacy in Asia and the Pasific, (b) Association 
of Governors. and Mayors of Mayor Cities in Asia and 
the Pasific, (c) Regional Training Programme of. Commercial 
Attaches and Economic Officers. 


Kerjasama dengan Pemerintah Perancis yang telah di- 
laksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara selama ini 
meliputi : 

1. LAN ПАР 
Publique). 


(Institut International D'Administration 


a. Kursus Pre Departure Training (PDT) Perancis-LAN: kursus 
ini adalah merupakan persiapan bagi para calon karya- 
siswa yang akan bertugas belajar tersebut. Pesertanya dari 
berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah non 
Departe.nen. Pada tahun keempat Pelita Ill dari 10 orang 
peserta kursus tersebut yang berhasil lulus sebanyak 5 
orang yaitu dari Deplu, Departemen Keuangan dan 
BEPEKA. 

b. Program Ph.D: dalam tahun yang sama karyasiswa yang 
mengikuti program ini sebanyak 2 orang yaitu dari 
Departemen Keuangan. 


c. Specialized Session selama 3 bulan, dimaksudkan untuk 
memberikan penyegaran kembali bagi para pejabat yang 
pernah memperoleh pendidikan IIAP Perancis dan telah 


dikirim 3 orang dari DPA, Departemen Ajama dan 
Departemen Kehakiman. 

d. Seminar France Asia mengenai Town Management and 
Engineering yang diselenggarakan di Paris dan diikuti oleh 
berbagai utusan dari Asia Pasific. 

e. Seminar Development di Perancis yang diikuti oleh 16 
orang dari Departemen Dalam Negeri pada tahun 1982. 

f. Rapat Komisi LAN-IIAP yang diadakan setiap tahun 
dengan tempatnya bergantian. 

g. Pertemuan Alumni LAN-IIAP di Lembaga Administrasi 
Negara dengan General de lassus. 


2. LAN - FNEGE Perancis. 


Seminar Top Management yang diikuti oleh top manager 
dari berbagai perusahaan. 


b. Executive Seminar on the Management of Agro Industrial 


with foreign Partners di LPP Yogyakarta. 


c. Pertemuan Alumni Top and Middle Manager Seminar. 


Sedangkan kerjasama dengan Pemerintah Australia di- 
lakukan mulai tahun 1982 dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan para pejabat diklat serta pengajar yang akan 
memperkuat kedudukan instansinya masing-masing. 


Kerjasama yang telah dilakukan oleh Lembaga 
Administrasi Negara ataupun dengan Departemen/Instansi 
lainnya ini meliputi : (a) Management of Training (MOT) 
sebanyak 3 angkatan, (b) Training of trainers dilaksanakan 8 
angkatan, (c) Training officer Course dilaksanakan 2 angkatan 
dengan tujuan para staf/pelaksana kegiatan diklat. 


Kemudian kerjasama dengan Frederich Nauman Stiftung 
(Pemerintah Jerman) berupa penyelenggaraan program latihan 
di bidang administrasi yang pelaksanaannya di Bandung. Dalam 
hal ini Perwakilan LAN Jawa Barat tersebut ditugasi sebagai 
Counterpart. Pada Pelita || kerjasama dengan FNS ini telah 
melatih sebanyak 2.352 orang yang mencakup antara lain : 
(a) Administrasi Pemerintah Daerah, (b) Latihan Sistem Analisa 
dan Data Kuantitatif, (c) Latihan Manajemen Kepegawaian, (d) 
Latihan Minaut/Pengambilan Keputusan dan (e) Training 
Costing and Evaluating. Pada Pelita III diselenggarakan 14 jenis 
latihan dan terdiri dari 26 angkatan dengan peserta sebanyak 
642 orang. 


Demikian gambaran umum kebijaksanaan, program dan 
pelaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai LAN dalam 
usaha penertiban dan penyempurnaan Administrasi dan 
aparatur pelaksana selama Pelita | hingga Pelita III. 


TABEL 13 
REKAPITULASI DIKLAT 


ADMINISTRASI BIDANG PEMBANGUNAN 


TAHUN 

1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 JUMLAH 

No. INSTANSI/ z z z => z 
PENYELENGGARA чы _ < _ чы _ < _ 
< z 4 2 3 z 3 z 3 z 
x = = = = = 
= 3 $ 3 g 3 2 3 g 3 
« 4 « « « « « « « « 
1. Dep. Dalam Negeri 3 280 - = = = — - 3 280 
2. Dep. Penerangan - - - - 1 12 — - 1 12 
3. Оер. Perdakop 8 266 6 222 З 90 - E 17 578 
4.  Dep.Pertanian — — 3 150 3 125 — = 6 275 
5. Dep. Perindustrian 3 90 5 120 4 108 - = 12 318 
6. Оер. Kesehatan 2 180 5 150 = — 1 30 8 360 
7. Оер. Perhubungan – - - = = = 1 20 1 20 
8. Dep. Narkertrans — - - = = = 3 85 3 85 
9. LAN | E 0 = 25 25 У = 4 25 
10. LAN JABAR - - 1 25 = = = = 1 25 
11. BEPEKA = x = - 2s 105 - - — 2 105 

JUMLAH 16 816 20 667 14 465 5 135 55 2083 
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1. INTRODUCTION 


National development which covers all aspects of a 
nation's life and being implemented by the Indonesian nation, 


will only have good results if supported by an efficient and ef- 
fective government administrative system. Therefore, there 
should be a continuous effcrt of improving the government's 
administration and it should be an integral part of national 
development. 


Actually, effort of a more intensive improvement of the 
government's administration and apparatus was started in 
1966 with the birth of the New Order. The government of the 
New Order fully realized and is convinced of the decisive posi- 
tion, function and role of administration in efforts of realizing 
the national ideals and objective. Therefore, putting in order 
and improving are aimed at the state's apparatus in order to 
be able of implementing development tasks. Based on the 
above conviction and awareness as well as basic policy, there 
has been continuous efforts for putting in order and improv- 
ing the state's administration and apparatus. Its implementa- 
tion is carried out in phases, integral based on the national 
development priority scale. Each phase constitutes a continua- 
tion of the previous phase. 


Apart from that, the stress of putting in order and improving 
the government administration is aimed at enhancing the spirit 
of devotion and loyalty of the State's Apparatus, as Servant 
of the State and as the public's servant. Its implementation 
should be able to create a state's apparatus which is clean and 
with authority. 


Meanwhile, as orderly and as much as possible, the 
government administration is improved and developed by way 
of laws and regulation in order to have a legal basis, both for 
the executive apparatus as well as for the public concerned. 


Improving the government administration includes overall 
the sectors of institutions, management and personnel in the 
Centre (Central Government) as well as in the Region and 
covers the whole organizational level of hierarchy. 


As a facility, an organization should be adjusted to the 
development of task implementation demand in achieving the 
objective. Therefore, there has been continuous interest in the 
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institutional sector and based on various specific bases in order 
to create a'truly healty government apparatus. Each change 


is connected with various other problems such as its implica- 
tion with personnel, finance and work facilities. Because work 
facility and infrastructure are very important for an efficient 
and effective task implementation. Therefore, there is con- 
tinuous effort of putting in order and improvement according 
to the task implementation need, so that there can be max- 
mum utilization of facility and infrastructure. 


As an example, in the management sector, effort of im- 
proving departmental organization is adjusted to the respective 
need of the department so that it can be in harmony with the 
increasing demand of development administration, as a result 
of the annual expanding reach as well as scope. 


In so doing, the principle of flexibility in a department I 
organization could be met without sacrificing the principle of 
continuity in performing its tasks. The improvement in that ins- 
titutional sector is also carried out with Non-departmental 
Government Institutes by applying the principle of organiza- 
tion as has been the case with improving departmental 
organization. 


As such, inter-agency working relationship is continuous- 
ly developed, like the administration of development plan - 
ning, capital investment financing as well as other ad- 
ministrative sectors which are given priority. 


Within this framework, all Public Administration Institutes 
(LAN) have carried out various research/study as input for im- 
proving a smooth administrative performance in various sec- 
tors involving inter-agency working relationship such as : the 
administration of implementing Inpres (Presidential Instruction) 
project, drafting of office equipment accounting, archieves 
equipment accounting, central information of government ad- 
ministration, expanding employment opportunities of develop- 
ment in the industrial sector as well as enhancing the role of 
Female Civil Servants in development. 


These activities are according to the basic function of the 
Public Administration Institute, i.e : 


assisting the President in improving, maintaining, enhancing 
and developing the efficiency and effectivity of the State's ad- 
ministration in order to achieve a smooth running of the Govern- 
ment in its widest sense. 


Improving the organization of the Regional Government Ap- 
paratus is also continued within the scope of implementing Law 
No. 5 year 1979 on the Principles (Basic) of Rural Government 
(Administration). In performing its tasks, both general ad- 
ministration as well as development tasks, the Public Ad- 
ministration Institute has also assisted in carrying out study 
activities for the sake of administrative improvement and 
management of regional government concerned. 


It is only logical, that the perfection of a government ad- 
ministration and apparatus will be determined by the level of 
perfection of the executive apparatus. Also, its number and 
quality should always balance the need of task implementation. 


In this respect, employees education and training has a 
very important role because effort in that sector is an integral 
part of the personnel policy and is also and integral part of the 
policy for as overall improvement of the government's ad- 
ministration and apparatus. 


Regarding the education of civil servants, the Public Ad- 
ministration Institute has also the task of planning and 
education and training of civil servants including providing 
guidance as well as supervision of arrangements within the 
sphere of the Department or other Governmental Agencies. 


In addition, it is also developing and enhancing the science 
of Public Administration in Indonesia, including the publication 
of guide books (manuals) with an administrative technical 
character in the field of public (government) administration. 


Other activity is passing considerations (advice) in the field 
of public administration to government agencies (services) and 
other agencies, if required, also arranging a working relation- 
ship in similar sector. 


The above is a general picture of activities conducted by 
the Public Administration Institute (LAN) in its effort of develop- 
ing a Governmental (Public) Administration system during the 
period of Pelita | until Pelita III. 


L.A.N. 21 


2 ana sem — Ф Ф A Doo 


= э 4 46 sa. a= a 


THE POLICY OF TASK IMPLEMENTATION 


The Public Administration Institute (LAN) is an agency 
functioning as a” think tank” for the President and assists the 
President in efforts of putting in order and improving various 
aspects of the state’s administration at the Central Govern- 
ment level as well as in the Region, including the State's 
Economic apparatus and Development Administration. 


Activities performed by the Public Administration Institute 
(LAN) has a national scope in the sense of having a positive 
effect on the State’s Apparatus as a whole and is not only 
beneficial for an agency or Regional Administration 
(government). 


As a Central Agency functioning as a Presidential staff, 
LAN has no executive authority (pouvoir executif) binding the 
public at large, but limited to providing service to various 
government apparatus in a specific aspect of the State’s 
Administration. 


In performing its function, the Public Administration In- 
stitute gives priority to activities of cross sectoral and in- 
novative nature which means that in its task LAN is always 
using the multi functional and interdisciplinary approach. And 
so it is regarding the policy of Reseacrh and Development as 
well as Education and Training sector. 


The Policy in the Research and Development Sector 


The policy in this sector includes various activities, i.e. 
having an "action research” , developing activities and O & M 
unit of a Government Apparatus, consulting activities, enhan- 
cing libraries, documentary as well as activities concerning 
standardizing and normalizing office equipment and 
Government's printed matter. 


Research and development activities of an "action 
research” nature is different from what is generally carried out 
by Universities. The task of the Public Administration Institute 
is formulating the Government's policy, mainly having a na- 
tional scope and then put into various laws and regulations. 
In other words, research activities of a national character and 
long term nature. 


Activities in the field of Organization and Management (O 
& M) is directed at developing of an O & M staff's skill within 
the sphere of a Government agency in conducting manage- 
ment analysis and matters of an O & M character in the tradi- 
tional sense. While consulting activity is directed at effort of 
improving the ability of in-house consultancy for the apparatus 
as a whole, such as effort of improving policy formulation, deci- 
sion making, completed staff work, management development, 
etc. 


In the library sector, the Public Administration Institute as 
the centre for developing the Administration knowledge in Indo- 
nesia should have various material on government administra- 
tion both published domestically as well as overseas (foreign). 
Foreign publication on State Administration is required for 
following the development of State Administration science in 
all its aspects. Apart from that, also to be aware of administra- 
tion principles being developed by experts of other countries 
and then to be applied in Indonesia according to the situation 
and condition in Indonesia as a developing country after pass- 
ing phases of thorugh study. 


With respect to library activity, documentation has been 
enhanced with the aim of having all kinds of publication of 
a scientific nature, legal products to be in supporting activities 
in research as well as education and training. 


Standardization activity and normalizing of office equip 
ment and Government printed matters are the responsibilitv 
of the Public Administration Institute, but has not yet reached defin 
ing the standard of office equipment, including computer and 
government printed matter. 


THE POLICY IN EDUCATION AND TRAINING 


Activities in this sector concern the problem of develop- 
ing the skill of Government Employee, especially Civil Servant 
through own arrangement or arranged by various governments 
departments and agencies. 


Considering the important role of education and training 
for civil servants, the role of the Public Administration Institute 
is also enchanced as the agency for functional development 
of education and training. This important considering the 
government's role in the national development process which 
also demands a continuous ability of the whole government ap- 
paratus. That is the reason why educational and training ac- 
tivities by the Public Administration Institute is more directed 
toward arranging various aspects, such as : 


1. Planning various types of education and training required 
by the government apparatus including budget planning. 
In this respect, coordinating activities are carried out on 
various types of pre-job and on-the-job education and 
training. 

Enhancing the content and quality of teaching according 
to development need and this involves activities such as 


curriculum development, teaching staff, defining equipment 
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requirement, etc. 

The realization of career education and training for struc- 
tural officials, i.e. SEPADA, SEPALA, SEPADYA AND SESPA 
(the four stages of Staff Management Courses, low, ad- 
vanced, intermediate and senior). 


Even though there is coordination in education and train- 
ing, the Public Administration Institute restricts itself to arrang- 
ing training and education of a centralized implementation such 
as : SESPA, Training for trainers, Training for Officer Course 
and STIA (Administration Science Institute) as well as activities 
of an innovative character. 


In organizing education and training within the respective 
Departments or non-Departemental Institutes, it is adjusted to 
indicators formulated in various books which are used as 
standard. 


Apart from that, in developing the Administration Science 
in Indonesia, the Public Administration Institute is giving the 
opportunity to civil servant of obtaining a degree study at the 
University for Administration Science. 


In addition to the policy of Research & Development and 
Education & Training, there is also a policy concerning 
secretarial tasks at the Public Administration Institute concer- 
ning personnel with facility and infrastructure. The principle 
of the right man at the right place is also applied to the Public 
Administration Institute. 


Another policy is in the field of cooperation, i.e coopera- 
tion between the Public Administration Institute and the 
Regional Government, cooperation with Foreign Governments 
as well as scientific organization/associations in Indonesia. 


1. Intensive efforts to improve and enhance the Government's 
Administration in Pelita | 


Enhancing the Government's administration and ap- 
paratus is a continuous effort necessary to secure a smooth 
implementation of government's tasks, both generally as well 
as tasks for activating and to accelerate development. This 
is also intended of overcoming confusion and disorder of the 
Government administration as experienced in 1966. 


Since 1967, these efforts started in stages with the ob- 
jective that the whole administration and apparatus is one with 
authority, strong, effective, efficient, clean, full of devotion 
and loyalty to the State and Government. And then to be fill- 
ed with personnel who are experts and able of performing in 
their respective fields and only serve the interest of the State 
and the people. 


The effort is also a realization of one of the Ist Develop- 
ment Cabinet's five endeavours, stating : "continue efforts 
toward an overall improved and clean Government Apparatus 
in the Central as well as Regional Government" . 


During Pelita I, improvement efforts included : (a) restor- 
ing the position and function of the state institutes according 
to the spirit and provisions of the 1945 Constitution and ster- 
ping up the implementation of function as well as working rela- 
tionship of the government institutes : (b) enhancing the ef- 
ficiency of the whole government's apparatus in extending the 
biggest service to the public, (c) improving administrative ef- 
ficiency and effectivity and Government apparatus at the Cen 
tre as well as in the Region, (d) de-etatism and de-bureaucratism, 
(e) orientation to basic task, functionalization and de- 
personalization, (f) stepping up coordination, integration and 
synchronization of government's task as well as function in 
development, (g) to develop a career system for government 
employees related to a merit system for cleaning the state's 
apparatus from elements of Gestapu/PKI (communist coup of 
30 September 1965). 


The other objective is for the government administration 
to become a facility for better arrangement of development. 
And this is by improving the ability for formulating policies in 
drafting development program and implementation control. 


2. Steps and result of improving Government's Adrhinistration. 
A. High Level Government (State) Institutes 


Various steps and efforts have been taken to restore the posi- 
tion of those institutes, i.e. the (Provisional) People's Con- 
sultative Assembly or MPR (S), the (Mutual Assistance) House 
of Representatives of DPR (GR), the Supreme Court, the 
Supreme Advisory Council and the Audit Board according to 
the provisions of the 1945 Constitution. During Pelita |, the 
following efforts can be mentioned : 


(1) Establishment of the House of Representatives (Parlia- 
ment, DPR) and the People's Consultative Assembly as 
result of the 1971 General Elections. 

(2) Addition and improvement of the composition of the 
Supreme Court so that the judiciary can perform its func- 
tion according to the 1945 Constitution as well as its 
accomplishment. 


(3) The establishment of the Supreme Advisory Council in . 
1967 and the appointment of its members. 

(4) Statement of revoking various Laws and PERPU contradic- 
ting the 1945 Constitution and Law no. 6 year 1969. 
(5) Revision of Law on the Audit Board (BEPEKA) so that it can 
perform according to the assignment stated in the 1945 

Constitution. 

(6) Confirming the position of the People's Consultative 
Assembly (MPR) as the Highest State Institute and the 
President, House of Representative (DPR), the Audit Board 
as well as the Supreme Court as the Hight Level State In- 
stitute as well as confirming the working relationship of 
the High Level State Institute with/or inter High State In- 
stitutes, Apart from that, in carrying out its legislative tasks 
of preparing laws and regulations, coordination has been 
improved at Departments and non-Departmental in- 
stitutesm, so that the preparation procedure of a draft 
legislative product can be implemented properly. And so 
It can accelerate the process of making decision regarding | 
policy and arrangement. 


b. The State Administration Reform Apparatus 


Toward the end of 1966, a Committee was established 
to assist the President, led by and under the responsibility of 
the Ampera's Cabinet Minister of Manpower with the task of 
responding to problems of putting in order the government's 
administration. And then to review and re adjust the composi- 
tion of its members so that in 1967 was established a Com- 
mittee assisting the President for putting in order the 
Government's Apparatus and Administration (PAAP Team). 


Within the framework of a better improved and effective 
implementation of the fifth objective of the Ist Development 
Cabinet, in 1969 has been appointed a Minister of State im- 
proving and cleaning the State Apparatus (MENPAN) with the 
task to coordinate effort of putting in order and improve the 
government apparatus. Then in the Ilnd Development Cabinet 
the title was changed into Minister of State for reform and ef- 
ficiency of the State's Apparatus. 


For assuring a stable guidance as well as coordination and 
synchronization of efforts improving the government ad- 
ministration and apparatus, each Department and Institute in- 
tending to improve its own apparatus and apparatus is 
obligated to have prior consultation with the MENPAN. 


Government administration and apparatus at the Central and 
the Region 


Various efforts have been made to improve the government 
apparatus at the Central Level, the relationship of the Central 
Government with the Regional Government as well as the 
Regional Government's apparatus. At the Central Level, effort 
were made to enhance efficiency by improving as well as 
putting in order the structure of organization, personnel work 
ing realtionship (management), financial and material ad- 
ministration as well as planning and development's implemen- 
tation planning. 


In task allocation as well as basic function distribution and 
function of the Departement is followed the principle of 
distributing the Government's basic task into basic tasks of 
the Department and non-Departmental Institutes. So, a 
Department's; basic function is implementing part of the 
Government's basic function and broken down into 
Departmental function which are divided into basic functions 
of the Directorate General and other agencies as the executive 
element in a Department. 


Since 1972, a thorough study was conducted regarding 
basic task, function and organization of all Departments and 
the result showed that there should.be improvement in the 
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Department's Organizational pattern. In the following year. 
forla plan was prepared on new regulations regarding the prin- 
ciples of a Department's! organization and all its changes. 


Apart from that, there was also a study on the organiza- 
tion of several non- Departmental institutes, such as the Public 
Administration Institutes (LAN), the Indonesian Institute foi 
Science (LIPI), the Central Bureau for Statistics (BPS), the Na- 
tional Institute for Aeronautics and Space (LAPAN), the National 
Atomic Energy Board (BATAN), BAKOSURTANAL, the Coor- 
dination Board for National Family Planning (BKKBN), etc. A 
review was made in 1972 as well as confirming the basic task 
and function of the Office for Personnel Affairs (KUP) with the 
name changed into Central Office for Civil Servants (BAKN). 
BAKN's function is to Improve, develop and expand the State's 
Administration in the personnel sector. Meanwhile, in the 
following year a start was made with the study to formulate 
the arrangements of Departmental activities and other govern- 
ment agencies regarding the granting of permits (licensing) and 
other services. 


d. Improving the Personnel Sector 


The aim of this improvement is for the organizational units 
of Government Institutes to have personnel, rational in number 
and quality according to the type and volume of work as well 
as assuring the presence of personnel which is sufficient in 
number and quality as required mainly in the implementation 
of development. 


Among the steps taken by the Government can be men- 
tioned : 


(a) Improving the income of civil servants. 

(b) Improving the administration and income of pensioners 
(retirees). 

Improving personnel formation and structure. 
Settlement of position/rank 

Improving personnel administration 

Improving laws and regulation on civil servants. 
Education and training to enhance , personnel ability, and 
various studies in the personnel sector. 


(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 


e. improving inter-Institute's working relationship 


Various efforts have been taken to improve the working 
relationship between state's institutions and Government agen- 
cies in order to achieve a better implementation of the govern- 
ment's task. 


This improvement is also intended to accelerate the pro- 
cess of the development's operational planning. The other im- 
portant thing in this sector is arranging for a harmonious wor! 
ing relationship between the government's institute/agencv ' : 
support implementing a program having priority 
development. 


Meanwhile, there have been other problems of improving 
working relationship concerning institutional relationship and 
procedural harmony in the sector of development budget im- 
plementation, capital investment, investment credit, foreign 
aid, etc. 


f. Improving work system, control (supervision) and ad- 
ministrative reform 


For this improvement, various efforts have been carried out, 
such as the administration of mobilizing state's earnings (in- 
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come, revenue), financial administration, inventory of the 
state's treasure, supply (provision), control/supervision, etc, 
with the aim of an even better implementation of the 
government's tasks. 


The State's revenues in a State Budget is very important 
for development. Intensifying state's revenues should be 
through a policy of increasing the number of tax payers without 
abandoning a just and proper principle as well as continuous orien- 
tation at the spirit of doing business which is very important 
for a continued development. As an example, with the system 
of tax collection through MPS and MPO good result has been 
obtained in efforts of tax payers extensification. Apart from 
that, there was also improvement in the tax organization and 
administration. 


In the sector of control and administrative reform, steps 
were taken of improving a more effective control, i.e. by restor- 
ing the position of the Audit Board (BEPEKA) according to the 
task as stated in the 1945 Constitution, also intensifying the 
function of the Directorate General for Supervising State's 
Finances, Departement of Finance. | 


Effort of improving the work system and management also 
concerned improvement in equipment administration. While 
inventory of the state's treasure is carried out and improved 
annually. 


As the archives is a central source of information for an 
organization, this sector has been given the appropriate atten- 
tion and improvement. In this respect, basic regulation on ar- 
chives and organizational structure of the National Archives 
had been established to improve and efficient use of archives 
as a source of data and information in the state's 
administration. 


g. Government Owned Companies (State Companies) 


The objective of improvement is for the State Companies 
to stop being a continuous burden for the Government. The 
Government has provided a legal basis according to the 
business nature as well as granting autonomous operation 
which is bigger within the limits of prevailing laws and regula- 
tions, so that work efficiency could be enhanced. The im- 
provement is directed at better management of the state's 
treasure which has been separated a capital for the company. 


All state companies are guided in position and form to one 
of the state undertaking companies, i.e. PERJAN (Departmen- 
tal Agency), PERUM (Public Cooperaton) and PERSERO 
(Public/State Company). 


To see that state companies are healthy with respect to 
organization, capital, management and business practice, prior 
to the change or transfer into a new form, there should be prior 
study on the possibilities of combining (merger) several state 
companies or dissolving state companies which are no longer 
functioning properly. 


In improving the state companies has been used the prin- 
ciple of de-etatism and economic democracy. It means that 
business sectors will be restricted only to those being the task 
of the Government as well as vital sectors and strategic, con- 
trolling life of the masses. Other sector beyond that scope will 
be for the public. 


ACTIVITIES AND RESULTS ACHIEVED 
A. RESEARCH AND DEVELOPMENT 


As explained earlier, the Public Administration Institute 
functions as the centre for research and development of the 
State's Administration sector and has the character of systems 
building based on a State's Administration system. 


In 1976/1977 was completed the institutionalization of 
Department's technical execution units. Also, an administra- 
tion study of non-departmental government institutes cover- 
ing aspects such as status, position, basic task, function and 
organization. 


As it is known, the task of the Research and Development 
Centre is to arrange research and development activities in the 
state administration sector as well as organize-guide- 
coordinate and supervise (control), both carried out by another 
institutes or agency. Apart from that, it also plans, arranges 
and coordinates administrative modernization efforts by utiliz- 
ing the benefits of progress in science and technology. 


At the same period was completed the institutionalization 
of technical execution units of the Departments. The ad- 
ministration study on non-departmental government institu- 
tions covered aspects of status, position, basic task, organiza- 
tional of the respective institutes. 


In 1977/1978, activity. in this sector was concentrated 
at improving the management, especially the procedure and 
working system between the Departments as well as within 
the Department itself. 


One of the important activity in improving the management 
was a study about the inter-agency working relationship aim- 
ed at a cross sectoral as well as cross regional working 
relationship. 


Other research activity was regarding Indonesian represen- 
tations overseas (embassies etc.) with the aim of establishing 
the Embassy of the Republic of Indonesia overseas as the sole 
government representation and the Government of Indonesia 
in that country concerned. 


Other study was the Rural Government Administration as 
the lowest government administration unit with the objective 
of finding a solution for operational problems being faced with. 


In its relation with a department was carried out research 
and development of a system concerning planning, program 
and budget drafting (SIPPA) which for the following years will 
not be restricted to department but in a national scope. 


The Public Administration Institute is also responsible for 
disseminating knowledge about Administration Science in In- 
donesia, both within the Government's circle as well as the 
public at large. To this end has been published a quarterly 
magazine containing articles on the government's policy and 
knowledge about administration. In this connection, the 
development of a library about administration science was 
given priority at LAN and in Repelita || there was available some 
1.400 volume covering various fields of, and as well as hav- 
ing relationship with administration. 


In addition, there is also an improvement in library facilities, 
such as reading room, depositing facility for books, reproduc- 
tion, etc. In efforts of improving the civil servant's ability, was 
established an evaluation system of work performance based 
on objective criteria. For this purpose, the Public Administra- 


tion Institute conducted research at various agencies of the 
Central and regional level within the framework of collecting 
data which was then processed and utilized as material in sear- 
ching for an evaluation system for work performance. 


The most obvious from the various problems in implemen- 
ting the task and work program in the field of research and 
development during Pelita ||, was the feeling of an increasing- 
ly heavier work load which could not be balanced by sufficient 
personnel, both in quantity as weil as in quality. To overcome 
this problem a policy was pursued of adding workload to the 
existing personnel as well as by engaging experts outside of 
LAN, who due to their task and expertise were willing to assist 
in this research and development. 


When entering Pelita III, there was continuous intensifica- 
tion in research and development, such as research and 
development in management, study in administration/manage- 
ment, developing activities of organization and management 
and consultation as well as stepping up the function of library 
and documentation administration. 


In 1980/1981, a study by LAN on various aspects of 
management was on the study of national management 
system with the aim of drafting a concept which will be a stan- 
dard for the state's administration system based on Pancasila 
and the 1945 Constitution. Other research was about coor- 
dination at the regional level between vertical agencies with 
the regional government with the objective of studying and 
drafting a blueprint on functional relationship occurring at the 
regional level between vertical agencies in the regional with 
the regional government agencies concerned. In addition, there 
was also a research on standarization of administrative facili- 
ty and correspondence procedure with the aim of collecting 
and processing of data and information required for compos- 
ing a standard of correspondence procedure for government 
agencies. Also, a research about the regional and sectoral 
development control system aiming at solving problems emerg- 
ing in the control system of sectoral and regional development. 


In its relationship with this research and development, 
in 1983 was conducted a Rural Development Administration 
Seminar with a Special Aspect on Rural Leadership. Its ob- 
jective was material for improving rural development ad- 
ministration, especially the leadership aspect. 


Also, in the same year was arranged an ASEAN Rural 
Development Administration Seminar intended as material for 
improving the administration of rural development. 


In Pelita Ill, the activities of the Public Administration In- 
stitute in the sector of administration/management included 
among other : 


a. research for improving transmigration project management 
coordination in order to improve the transmigration program 
management implementation. 

b. research for improving the management of the P4 Pusat 
Registrar's Office (P4 Pusat — Central Commitee for the Set- 
tlement of Labour Dispute), within the framework of im- 
proving the efficiency and effectivity in performing its task. 

c. cooperate with the Ist Level Government of Sulawesi Utara 

` in conducting a research for studying and making an inven- 
tory of problems emerging inter-agency relationship in the 
territory of Sulawesi Utara Province. 
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Also, a research with the Provincial Government of Cen- 
tral Kalimantan in the field of information, decision making pro- 
cess, working relationship, personnel, material management 
and staff problems. с 


There has been continuous effort to improve activities in 
organization, management and consultation already existing 
іп each Government agency. Also, the development of units at 
the Central level, including government owned Companies and 
Government owned Banks as well as those owned by the Ist 
and lind Level Regional Government. 


Within the framework of adding and improving knowledge 
and skill of management analysts at Government Agencies, 


upgrading/training was conducted on Organization and 
Management (О & М), both at the low as well as advanced 
level. 


Intensifying of activities continued in the sector of library 
and documentation administration in view of its increasingly 
important role as a supporting factor for research and develop- 
ment activities as well as for education and training of civil 
servants. As such, the library will function as data and infor- 
mation source in improving the Government's administration 
in Indonesia. 


Regarding additional books and magazines at the library, 
besides purchases there was also aid from the British Council, 
ASIAF, APDAC, ILO and other,and at present, the Public Ad- 
miniStration Institute has some 21.872 books/magazines. 


B. EDUCATION AND TRAINING 


In line with its function and task, the Public Administra- 
tion Institute has the authority and responsibility of develop- 
ing and coordinating the arrangement of education and train- 
ing for civil servants. This activity can be in the form providing 
guidance, consultation, techincal policy formulation as well as 
arranging education and training for developing programs at 
a departmental, non-departmental government institute and 
region. 


Its objective is to improve quality, ability, skill, knowledge, 
attitude and personality, spirit of devotion, loyalty, way of 
thinking, outlook and personnel language as well as suppor- 
ting career system and performance. All is directed toward im- 
proving and enhancing the skill of government's apparatus 
in performing general governmental tasks and especially 
development tasks. 


Apart from that, the Public Administration Institute itself 
is arranging various types of specific education and training, 
because its character should be carried out centrally, such as : 


(1) education and training with a multiplying effect, 

(2) education and training of innovative nature-it means in- 
troducting new matters, and 

(3) education and training with the aim of conforming attitude, 
way of thinking/outlook and language among the 
government apparatus, mainly at the top management 
level. 


Education and training of civil servants has two aspects, 
i.e. education and training in the technical functional sector, 
and education and training in the administration sector cover- 
ing general administration, management techniques and 
development administration. 


Arranging various types of education and training with a 
technical nature and technical functional is all in the hands of 
the Department and Government Agency concerned and 
monitored by the Public Administration Institute. 


1. Education and Training of Technical Functional. 


The nature of this education is technical knowledge and 
skill for a job and related to basic task/functional responsibili- 
ty of a Department/Agency. 


Apart from organized by the Department/Agency concern- 
ed, this education and training is also carried out by assigning 
at an educational and training institute, both domestically as 
well as overseas (foreign), Government or private Institute such 
as a University, vocational school as well as a Centre for train- 
ing Expertise and vocational. 


Generally, almost all Departments/Agencies have arranged 
such an educational and training. 
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A summary of technical functional education and training 
from 1979/1980 until the fourth year of Pelita Ill. 


2. Education and Training in the Administration Sector. 


Based on Presidential Instruction no. 15 year 1974, Educa- 
tion and Training in the Administration sector is divided into 
: (a) Education and Training in General Administration, (b) Train- 
ing in management techniques and (c) Training of Administra- 
tion in the development administration sector. 


Education and Training in General Administration. 


This type of training and education is intended for improv- 
ing the ability in management, leadership and other which are 
generally required by managers. That is why this education 
and training covers ranking (hierarchy) educationaland train- 
ing for structural position (function) organized regularly, train- 
ing of a non-regular nature, pre job training and Academic 
Education. Regular ranking training is intended for preparing 
a potential employee to assume a specific echelon or con- 
solidating his/her ability already existing at a position in a 
specific echelon. | 


This regular ranking training consists of : SESPA (School 
for staff and Management or Staff Management Training 
Course), SEPADYA (Madya or intermediate level), SEPALA 
(lanjutan or advanced level) and SEPADA (Basic level staff 
management course ; those are the four ranking courses in 
management training). 


The success in realizing national development efforts is 
for the major part depends on the perfect condition of a civil 
servant. In this respect, the importance of civil servants assum- 
ing the position of echelon-ll cannot be denied, because toward 
their superior they should be able to act as a capable staff as 
well as able to give an opinion and prepare correct national 
policies. Toward their subordinates they should be able to carry 
out the policy in a rational way, efficient and effective and they 
should be respected and: become a model for their 
subordinates. 


SESPA is ranking in general administration, regular and 
highest, especially for civil servants as well as intended for 
preparing potential employees in their position as officials of 
echelon II or stabilizing the ability of those already in that posi- 
tion. The main object in arranging this SESPA is actually civil 
servants of the category IV, yet in reality there are still those 
who have not reached that category (class). 


It is of utmost importance for them to be able of thinking 
and having a national outlook, and therefore there should be 
among them unity in language, attitude and outlook. That is 
the reason why SESPA is fully the responsibility of the Public 
Administration Institute and important to have one SESPA only. 


But, in view of the still insufficient education and training 
physical facilities owned by the Public Administration Institute, 
apart from arranged by LAN, SESPA is still being organized 
by Departments but with one type of program, curriculum and 
teaching method. Arrangements should be fully according to 
the guide from the Public Administration Institute and remain 
the responsibility of LAN. 


The curriculum, learning-teaching method as well as lec- 
turers for this SESPA-ranking education and training are recor- 
ding to full standardization, i.e. it is all about Administration 
and Management. 


Among the guidance from the Public Administration In- 
stitute is a stipulation that SESPA organized by a Department 
is open for participants from other agency and this coordinated 
by the Public Administration Institute. Though arrangements 
are spread over various departments and at LAN, it remains 
having the same program and more or less of an interdepart- 
mental nature. 


Basically, the participants from the Departments in join- 
ing this interdepartmental SESPA are not decided by allot- 
ment system, but is expected that as much as possible agen- 
Cy is represented at each class according to the available 
facilities and having met the conditions. 


Until the end of 1977/1978, three classes of inter- 
Departmental SESPA were completed, i.e. Class XIII-XV, then 
two classes (XVI and XVII) in the next year. In the same year, 
an orientation was also arranged for officials of echelon | with 
aim of comprehending and utilizing the skill and ability of their 
subordinates who have followed/attended SESPA or other 
training. 


Up to early 1978/1979, some 75 classes of SESPA had 
been arranged, including 14 Inter-departmental SESPA organiz- 
ed by the Public Administration Institute. The number of civil 
servants graduated from SESPA in that year was 2.249. 


SESPA arrangements are continuously improved and in the 
second year of Pelita Ill, improvements were made in the cur- 
riculum, method as well as its implementation. In that year, 
13 classes were organized with some 361 participants. 


The breakdown of SESPA arrangements and alumni from 
the final year of Pelita Il up to the third year of Pelita Ill is shown 
in Tabel 3. While the total number of alumni until January 1984 
was 4.649 participants, and Tabel 4 shows the details. 


Generally, SESPA alumni are entrusted to assume impor- 
tant position in their respective agencies, both at the Central 
level as well as in the Region. And management of the agen- 
cies has a positive evaluation of SESPA alumni. 


Though the number of civil servants attending SESPA has 
been substantial, still there are officials of Echelon II dan III 
of various Agencies/ Department not having attended SESPA, 
totalling 1.829. 


STAFF ADMINISTRATION COURSE FOR MADYA 
termediate Level) or SEPADYA 


(In- 


SEPADYA is a regular ranking training, one level below 
SESPA (the top management training course) and the aim is 
to prepare potential civil servants assuming position of echelon 
Ш or consolidating their skill already assuming that position. 


Unlike SESPA, SEPADYA arrangement is carried out by 
the respective Department/Agency with guidance from the 
Public Administration Institute, i.e. with the following standard 
: 8096 concerning Administration and Management while 2096 
is the substance of the Department/Agency concerned. 


SEPADYA of a Department/Agency can be attended by 
participant from other Department/Agency in order to give new 
input in the discussions. Apart from that, it also assists agen- 
cies without much personnel. And like SESPA, efforts are made 
to improve arrangements at this SEPADYA. 


STAFF MANAGEMENT TRAINING COURSE FOR ADVANCED 
LEVEL (SEPALA, below Madya) 


SEPALA is arranging training below the SEPADYA which 
is also organized by the Department/Agency itself by follow- 
ing the guidance from the Public Administration Institute with 
the standard : 7096 Administration and Management and 3096 
subject matter of the Department/agency concerned. This 
ranking training is to prepare potential employees to assume 
position echelon IV or consolidating skill of those already 
assuming that position. 


STAFF MANAGEMENT COURSE FOR BASIC LEVEL (SEPADA, 
the lowest rank) 


SEPADA is the lowest ranking training in this ranking 
system. It is intended for potential employees to assume posi- 
tion in echelon V or to consolidate the employee's skill already 
assuming that position. Like SEPADYA and SEPALA, the train- 
ing is organized with the standard : 6096 Administration and 
Management, 4096 subject matter of the Department/Agen- 
cy concerned. 


Until the fourth year of Pelita III, 78 classes were arrang- 
ed with 2.575 alumni. 


TRAINING OF A NON REGULAR CHARACTER 


Several Administration and Management training of a non- 
regular nature had been organized in the third year of Pelita 
lll, both by the Public Administration Institute as well as by 
various Departments/Agencies or in cooperation of both. 


Among the types of training are : 
a. Department of Religious Affairs ; 


— General Administration Education-4 Classes-145 
participants. 

— Course for Candidate Coordinator 
SUSCATUR-4 Classes 300 participants. 

— Course for Candidate for Administration (SUSCATA)-4 
Classes-300 participants. 


b. Department of Manpower : Management Skill Develop- 
ment Seminar-2 Classes-50 participants. 

с. Central Bureau for Statistics : Practical Administration 
Course-2 Classes-60 participants. 

d. National Atomic Energy Board: General Orientation 
Course-2 Classes-105 participants. 

e. the Public Administration Institute : Development Ad- 
ministration Seminar : 1 Class-25 participants. 


(Controller), 


PRE JOB TRAINING 


Arrangement for implementing this course was only 
started in 1981 and it was especially organized for new 
employees. That is the reason why at that time not all Depart- 
ments/Agencies have arranged it and only 6 Agency/Organizor 
with 40 Classes and 6.502 participants (1981/1982). 


Then at the fourth year of Pelita III (1982/1983), there 
was uniformity in the pattern for implementation and con- 
ducted in all Departments/Agencies throughout Indonesia ha- 
ving candidate employees. 


Because this course is obligatory for candidate employee 
(civil servant), the participant should pass this training. 
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Tabel 9 will show the annual development of job training 
arranged with the earlier training classified as Pre Job Training. 


ACADEMIC EDUCATION 


One of the task of the Public Administration Institute is 
developing and advancing the State's Administration Science 
in Indonesia. In performing that mission and based on Presiden- 
tial Decree no. 5 year 1971 it was decided that University for 
Administration Science will be within the domain of the Public 
Administration Institute. 


The University for Administration Science (STIA) was an 
integration of the University of State Administration Science 
(PTDIAN), established in 1960 and Academy for Administra- 
tion Science (AIA) established in 1961. That is why the STIA 
program consists of a doctorate and academic degree. It is 
organized in Jakarta, Bandung and Ujung Pandang. 


Studies of STIA are employees of various Departments, 
non-Departmental Government (Institute, the Regional Govern- 
ment as well as Government Owned Companies/Region. 
Therefore, to attend STIA education should have an assign- 
ment from the respective agency, minimal should have an of- 
ficial permit. 


The interest of agencies for their employees participating 
in STIA education has been increasing. 


In early 1976/1977, the campus of STIA Jakarta, Ban- 
dung and.Ujung Pandang produced 226 bachelor degree and 
283 masters. Then.in the next year it produced 2.156 persons 
. 1.200 with full degree and 956 bachelor degrees 
(1978/1979). 


MANAGEMENT TECHNIQUES TRAINING. 


This type of training started in Pelita Ill and is very impor- 
tant training program, covering specific knowledge and skill 
in administrative problem solving or ways of completing a job 
at one specific administrative aspect. 


This training is mainly organized by the respective Depart- 
ment/Agency, both for its own employee as well as from other 
agencies. The Public Administration Institute is mainly for ar- 
ranging training of an innovative character, introducing a new 
technique especially for a candidate instructor. 


From year to year, there is a different in the way of im- 
plementing this type of training. In the first year of Pelita III 
there were 15 types, the next year 10 types, in the third year 
25 types of training and at the fourth year of Pelita III, 26 types 
of training. 


EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENT 
ADMINISTRATION. 


This administrative training in the development sector IS 
a training about implementating administration at a sector or 
specific development sector. This type of training is very im- 
portant because it is closely related with the application of ad- 
ministration or management,both generally or both a specific 
aspect connected with the development's implementation. 
And basically, this program is arranged by the respective 
Department/Agency, with the guidance as defined by the 
Public Administration Institute. Its implementation is in 
cooperation with the Public Administration Institute. 
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The type of training arranged by the Public Administra- 
tion Institute covers among other : (a) Upgrading for auditors 
in the sphere of the Department (OPSTIB upgrading), 
Upgrading of auditors for territory of a Province, Kabupaten 
(regency) and Municipality, Development Administration 
Course and Seminar. Among the training arranged by the 
'Department/Agencies can be mentioned : Upgrading on 
Transmigration, Upgrading on Evaluation of Development Pro- 
jects, Courses on Industry-Cooperatives-Health, etc. 


EDUCATION AND TRAINING OVERSEAS (FOREIGN) 


To complement the domestic education and training pro- 
gram, Sources overseas (abroad) are also utilized through 
education and training, such as : 


—  Assigning civil servants to attend programs overseas. 
— Programs domestically with experts and foreign 
cooperation. 


Several |departments have arranged training program 
overseas and domestically, such as : the (Department of 
Health and the Department of Finance. Apart from that, several 
Jepartment/agency have assigned their employees to attend 
»verseas programs, such as : BAPPENAS (the National Plann- 
ng Council), Department of Finance, Department of 
Agriculture, the Department of Health, the Department of 
Education and Culture, etc., both short term as well as for long 
term. 


The Public Administration Institute is coordinating the 
overseas education and training program, both for its own 
employees as well as of other department/agency. 


The domestic education and training program among other 
utilizes foreign sources, such as : 


1. Management Skill Development Seminar and Performance 
Improvement Programmes (PIP) with the Agency for In- 
ternational Development (AID) arranged at the 'Depart- 
ment of Finance. It was then also organized at the Public 
Administration Institute. 

2. Advance Course of Organization and Management, 
Organization & Management Trainers with the assistance 
of the Royal Institute of Public Administration (RIPA) from 
the United Kingdom, arranged by the Public Administra- 
tion Institute. 

3. Administrative Management Development Course with the 
assistance of the Friderich Nauman Stiftung (FNS), Ger- 
many, arranged by the Public Administration Institute, 
West Java branch in Bandung. 


4. Seminar on the management of Agro Industrial Coopera-. 


tion with Foreign Partners at LPP in Yogyakarta, which was 
cooperation between the Public Administration Institute 
(LAN) - SBPN - Department of Agriculture and So de lyon. 

5. Management of Training (MOT), Training of Traininers 
(TOT), Training Officers Course (TOC) in cooperation with 
the Government of Australia and arranged at the Public 
Administraton Institute and several departments. 

6. Seminar on Assessment of Training Needs Through 
Development of Training Unit, jointly arranged with the 
Department of Mines and experts from Australia. 

7. Project Planning and Management, a cooperation between 
the German Institute for Developing Countries. 
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C. IMPROVING FACILITIES AND PHYSICAL 
INFRASTRUCTURE. 


Within the framework of the best implementation of basic 
task, staff improvement or development of the Public Ad- 
ministration Institute and also physical facilities as well as other 
supporting facilities. 


This improvement included rehabilitation of the Public Ad- 
ministration Institute's head office, besides additions and 
replacing office equipment as well as motor vehicles in order 
to step up a smooth implementation of the Public Administra- 
tion Institute's task. Also, the construction of houses for of- 
ficials of Public Administration Institute. This improvement is 
not only in Jakarta,but also in Bandung and Ujung Pandang. 


The construction of additional offices building and educa- 
tion at the Agency office of the Public Administration Institute 
in Bandung was a 3-storey building of 840 m2, then at Ujung 
Pandang a 3 storey building of 1.290 m2 as well as the con- 
struction of a Centre for. Civil Servants' Training at Pejom- 
pongan, Jakarta, a 3-storey building covering an area of 9.148 
m2. 


Other improvements included additional office equipment 
and furniture. In addition, to be prepared of unpleasant 
situation, was established a Security Guard (SATPAM) un- 
der the leadership of the Jakarta Metropolitan Police. There 
was also the construction of mosques at the complex of of- 
ficial housing. 


D. COOPERATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN- 
STITUTE WITH THE REGIONAL GOVERNMENT AND 
OVERSEAS 


1. LAN's cooperation with the Reglonal Government. 


This request of the Regional Government to the Public Ad- 
ministration Institute to assist improving the apparatus and ad- 
ministration of the Regional Government concerned. Realiza- 
tíon of such a cooperation is preceeded by identifying the pro- 
blems that need improvement as |well as defining the scope 
of improvement activities which will be done within the opera- 
tion. The form of agreement between the two parties could 
be : 

a. a Cooperation character or document concerning the im 
provement of the apparatus and administration. 

b. Decision Letter from the Provincial Government concern- 
ed, or 

с. a cooperation character between the Public Administration 
Institute and the Regional Government concerned accom- 
panied by the decision letter of the Governor, head of the 
Province on the establishment of a Study Team as executor 
of part the cooperation agreement. 


In the implementation of all forms of cooperation, its finan- 
cing will be by Regional government concerned. In reseacrh 
and development, LAN assists with teaching staff, assists draf- 
ting the curriculum, defining the teaching method, etc. 


In line with LAN's Agency task of assisting in improving 
efficiency and effectiveness of the regional adminitration as 
well as thelapparatus i in general, continuous assistance is also 
given by way of consultation as well as staff within the scope 
of intensifying and improving the regional administration and 
apparatus concerned. 


One of the concrete form of LAN's West Java Agency 
Cooperation is the Regional government's willingness to pro- 
vide space and its equipment. During Pelita I, the Agency ac- 
tivity is more directed at developing awareness for the impor- 
tance of State Administration with all the effort to improve ef- 
fectivity and efficiency. 


Among the operational activity as a technical aid to the 
West Java Provincial Government Personnel Administration Of- 
ficers Training. And then, within the sphere of the LAN's Agen- 
cy is established an Administration Science Academy with the 
intention to assist the regional government obtaining manage- 
ment staff as weli as enhancing the degree of knowledge, abili- 
ty and personality of the personnel staff at Government Agen- 
 cies/Government owned Company. Apart from that, 
Cooperaton is arranged with a University in the Philippines cq 
Local Government Centre in the field of research and 
consultation. 


Meanwhile, the scope of cooperation with the South 
Sulawesi Regional Government/covered job training and educa- 
tion as well as researchi, etc. 


Among the conducted job training and education can bé men- 
tioned : 


— Organization & Management Coaching conducted with 2 
classes and attended by Heads of Bureaus, Section and 
Sub-sections at the Autonomous Agency of the Ist Level 
Administration (Province) as well as Regional Government's 
Office, with a total of 100 participants. 


— Upgrading of personnel and courses arranged in 6 classes 
covering Office Administration Training and typing skill 
course. In addition, a cooperation is arranged with the 
Hasanuddin University in the form of : joint lectures, ex- 
change in employing (appointing) experts/teaching staff and 
mutual utilization of educational facilities required in the 
science sector. | 


2. LAN's COOPERATION WITH OVERSEAS 


One of the development effort in the State Administra- 
tion sector is through comparative study with administration 
system prevailing in other countries. 


For Indonesia as a developing country being active with 
development in all sectors, a comparative study with other 
countries will be very beneficial. On this basis a cooperation 
is arranged in the administration sector covering various 
aspects, such as : the sending of working students, exchange 
of ideas and experience between officials of both countries, 
exchange of experts as well as research cooperation. The 
development of this cooperation is reviewed annually to 
enhance and impreve its programs so that its benefit can be 
used as a basis for improving further cooperation so that it can 
truly support the development efforts of our nation. 


The aspects developed in implementing the basic task 
of the Public Administration Institute related to education and 
foreign technical aid are : (a) improving the extraction, utiliza- 
tion and distribution of foreign technical aid with the authorized 
agencies, (b) joint development with other development agency 
regarding planning, training in readiness and aid utilization, 
scholarships, etc., for agencies sending/utilizing the aid, and 
(c) improving cooperation with the representative/donor coun- 
try so that the extended aid is truly according to the Indonesian 
Government's requirement. 


L.A.N. 29 


= aa ch ma P o omo oo 


= з Los X m a= woo 


е. 


The cooperation so far has been conducted by the Public 
Administration Institute has been with the Government of 
France, Australia and Germany. 


In 1977, Indonesia hosted the XXillird European Council 
Executive Meeting and the Preparatory Expert Committee 
Meeting on the Reassessment of the Status of Public Ad- 
ministration in Asia and the Pacific. Among the result of the 
Meeting was the establishment of 3 new Centres besides the 
existing ones, i.e. : (a) Centre for Development Diplomacy in 
Asia and the Pasific, (b) Association of Governors and Mayors 
of Major Cities in Asia and the Pasific, (c) Regional Training 
Programme of Commercial Attaches and Economic Officers. 


The Public Administration Institute's cooperation with the 
French Government so far, includes : 


1. LAN-IIAP (Institute International 
Publique). 


a. Pre Departure Training Course (PDT) France-LAN: this is 
a preparatory course for candidate working students which 
be assigned a study assignment. Participant are from 
various Departments and non-Departmental Government 
Institutes. In the fourth year of Pelita Ill, of the 10 course 
participants only five passed, i.e. from the Department of 
Foreign Affairs, Department of Finance and the Audit 
Board (BEPEKA). 

b. aPh.D program; in the same year, two working students 


D'Administration 


. from the Department of Finance attended this program. ' 


c. a 3-month Specialized Session, intended as a refresher for 
officials ever attending IIAP Training in France, and 3 were 
sent from the Supreme Advisory Council, the Department 
of Religious Affairs and the Department of Justice. 

d. France Asia Seminar on Town Management and Engineer- 
ing arranged in Paris and attended by various represen- 
tatives from Asia and the Pasific. 

e. Development Seminar in France attended by 16 persons 
from the Department of the Interior in 1982. 

f. LAN-IIAP Committee Meeting held annually in alternate 
place. 
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д. LAN-IIAP Alumni Meeting at the Public Administration In- 
stitute with General de lassue. 


2. LAN — FNEGE FRANCE 


a. Top Management Seminar by top managers of various 
companies. 


b. Executive Seminar on the Management of Agro Industrial 


with foreign Partners at LPP Yogyakarta. 
c. Alumni meeting of Top and Middle Management Seminar. 


While cooperation with the Australian Government was 
started in 1982, aiming at improving the ability of educational 
and training officials and lecturers who will consolidate posi- 
tion at their respective agencies. 


Cooperation conducted by the Public Administration In- 
stitute or with other Department/Agency covers : (a) Manage- 
ment of Training (MOT), 3 classes; (b) 8 classes of Training 
for Trainers, (c) 2 classes of Training Officer Course aiming 
at the staff/executors of education and training activities. 


Then there is cooperation with Friderich Nauman Stiftung 
(the West German government) in the form of training program 
in administration held in Bandung. In this case, LAN's West 
Java Agency was assigned as counterpart. 


In Pelita Il, cooperation with FNS trained 2.352 persons 
covering : (a) Regional Governmental Administration, (b) 
Analysis System and Quantitative Data Training, (c) Personnel 
Management Training (d) Minaut/Decision Training and (e) 
Costing and Evaluating Training. 


In Pelita lll, 14 types of training were arranged consisting 
of 26 classes with 642 participants. 


Such is the general picture of the Public Administration 
Institute in its effort to put in order and improve the Admini- 
stration and the executive apparatus during Pelita | until Pelita 
Hi. 
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Pelaksanaan pembangunan nasional di sektor Lembaga Administrasi Negara 
dilakukan di berbagai bidang, baik pembangunan sarana gedung perkantor- 
an maupun peningkatan kemampuan kerja para personil. Seperti tampak 
dalam gambar, beberapa gedung perkantoran LAN yang telah selesai di- 
bangun dan acara caramah atau penataran dalam rangka meningkatkan ke- 
mampuan personil. Kini LAN yang diketuai oleh Prof Bintoro Tjokroamidjojo, 
MA telah menerapkan sistem administrasi modern dalam menciptakan hasil- 
guna dan tepatguna untuk pembangunan nasional. 


The establishment of the National Institute of Public Administration is an in- 
tegral part of the national development in all fields. This includes the 
construction of its building and the recruitment of its personnels. Regular 
lectures are held. This institute is headed by Prof Bintoro Tjokroamidjojo MA 
who applies modern administration system in order to achieve efficient and 
effective results. 
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Sejalan dengan peningkatan laju pembangunan dari Pelita ke Pelita, pertukaran pendapat dengan ahli-ahli 
administrasi negara-negara yang sudah maju merupakan sarana yang cukup efektif untuk meningkatkan 
kapasitas kerja LAN. Untuk itu, LAN terus menjalin kerjasema yang lebih erat dengan ahli-ahli negara-negara 


Discussion or exchange of ideas represents and effective medium. The more so the exchange of experts 
in the field of administration from developed countries. This has been performed in order to achieve up-to- 
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maju tersebut dalam rangka menciptakan sistem administrasi yang sesuai dan memenuhi tuntutan pemba- 
ngunan nasional di segala bidang. Dalam gambar tampak. Mensesneg Soedharmono. SH sedang mengadakan 
suatu pertemuan dengan LAN. 
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date admınistr ation in line with the demand of development. Seen in the picture Soedharmono LLM in his 
capacity as Minister/Secretary of state met the officials of the National Institute of Public Administration. 
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Tata-cara me-manage pembangunan yang sedang berjalan di se- PERASA LA ii RG SR ban ai Ê 
buah negara sedang berkembang, memerlukan kehati-hatian da- knowledge on effective management system. Exchange of experts in the framework 
lam management. Tukar-menukar tenaga expert sudah meru- of transferring know-how is a necessity in increasing development results in all fields. 
pakan hal yang biasa untuk tukar-menukar technologie-know- 

how. Langkah ini dilakukan untuk memantapkan hasil-hasil pem- 

bangunan di segala bidang. Hingga ketrampilan bidang admi- 

nistrasi, menjamin langkah pembangunan berikutnya. 
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Kepada aparat yang menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi dalam menjalankan 
tugas, diberi penghargaan. Hal-hal seperti ini telah mendorong semangat para apa- 
rat untuk menunjukkan prestasi dan baktinya di masa mendatang. Di samping 
itu, Ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Unit LAN juga telah menun- 
jukkan keaktifannya dalam menunjang karir suami di Instansinya, baik secara moril 
maupun dalam bentuk penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan keluarga melalui 
berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi rumah tangga. 
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Those who have the ability to do their best efficiently will be awarded letters of recommendation. In this 
way the National Institute of Public Administration has promoted working spirit among its employees. Seen 
in the picture the employees wives organization (Dharma Wanita Unit LAN) organized a number of social 
activities 
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Biro Pusat Statistik 


STATISTIK YANG AKURAT MENUNJANG 
PEMBANGUNAN 


ACCURATE DATA TO ENHANCE DEVELOPMENT 
PLANNING AND IMPLEMENTATION 
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BIRO PUSAT STATISTIK 


Untuk memenuhi berbagai ragam dan jenis statistik, baik 
untuk kepentingan Pemerintah maupun masyarakat konsumen 
data, maka kegiatan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini telah 
mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Melanjutkan 
kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Undang- 
Undang No. 6/1960 tentang Sensus, Undang-Undang 
No. 7/1960 tentang Statistik. Memperbaiki tingkat ketelitian 
dan ketetapan waktu penyajian statistik yang telah ada. 
Memperluas dan memperbaiki data ekonomi pokok, meliputi 
berbagai sektor. Memperbaiki dan mengarahkan statistik sosial 
kependudukan dan dapat menyingkap permasalahan sosial 
penduduk yang sedang dihadapi dewasa ini. Mengembangkan 
perstatistikan di berbagai daerah sampai unit administrasi 
terkecil. Secara simultan menggarap peningkatan efektifitas 
organisasi pelaksanaan statistik, termasuk usaha koordinasi 
kegiatan statistik yang dilakukan berbagai instansi, dalam hal 
pembakuan metodelogi dan prosedur. Meningkatkan baik 
jumlah maupun kualitas tenaga yang trampil dibidang 
perstatistikan, serta mengusahakan sarana dan prasarana 
pokok menurut kebutuhan minimal. 


e Survai Pertanian Tanaman Pangan 


Tujuan diadakannya survai ini ialah untuk mengumpulkan 
data produksi, produktivitas per hektar/pohon, struktur ongkos 
tanaman padi, palawija dan hortikultura. Pelaksanaan lapangan 
dilakukan di seluruh Indonesia dengan memperhatikan potensi 
luas tanaman, luas panen serta besarnya produksi. Daerah 
penelitian dibagi dalam daerah potensi dan deerah evaluasi. 
Termasuk daerah potensi, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Sedang 
propinsi-propinsi lainnya termasuk dalam kategori daerah 
evaluasi. .' | 


e Survai Konstruksi / Indikator Konstruksi 


Atas dasar hasil Sensus Konstruksi 1977 telah disusun 
beberapa rencana untuk memperbaiki dan menyusun statistik 
konstruksi yang lebih lengkap dan akurat. Statistik konsturksi 
yang dikembangkan meliputi statistik bangunan, jembatan- 
/jalan, sarana pengairan, waduk/dam, lapangan terbang, 
instalsi listrik dan lain sebagainya. Pada tahap pertama, pada 
tahun 1982/1983 dikumpulkan statistik bangunan melalui 
survai konstruksi terhadap perusahaan konstruksi di seluruh 
Indonesia. 


Pilot survai dilakukan di DKI Jakarta, mencakup 100 
perusahaan konstruksi yang cukup besar potensinya. Survai 
ini dapat diselesaikan pada bulan Januari 1982. Sebagai tindak 
lanjutnya, dilakukan survai konstruksi di 6 propinsi potensial. 
Termasuk Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mencakup kurang 
lebih 6596 dari seluruh potensi perusahaan konstruksi yang ada 
di seluruh Indonesia. 


Juga dikumpulkan data sekunder di sektor konstruksi. 
Misalnya, proyek B.I. (Keputusan Presiden 14-A), Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dari PU, dan Perumnas/Cipta Karya 
Departemen Pekerjaan Umum. 


e Survai Industri Besar, Sedang dan Kecil 


Pada tahun 1970 sebenarnya sudah pernah dilaksanakan 
kegiatan survai semacam ini. Namun titikberatnya ditujukan 
pada Industri Besar dan Sedang saja. Hasilnya telah selesai dan 
diolah serta memberikan gambaran tentang struktur Indonesia, 
penyerapan tenaga kerja, kebutuhan akan bahan-bahan baku 
dan penolong serta besarnya produksi. Penyelesaian suvei 
industri tahap ini bersifat menyeluruh dan mencakup semua 
propinsi. 


Survai industri kedua yang mencakup periode 1971 telah 
pula dimulai sejak awal 1971. Hingga kini masih terus berjalan. 
Kemudian dalam rangka pelaksanaan sensus industri 
tahun 1973 telah pula dilakukan persiapan-persiapan teknis 
untuk itu. 


Menginjak Pelita || telah pula diadakan statistik industri, 
terdiri atas sensus industri, survai industri dan sensus 
konstruksi. 


Sensus Industri meliputi berbagai jenis data pokok, seperti 
jumlah perusahaan industri besar, sedang, dan kecil, tenaga 
kerja di bidang industri, struktur upah dan gaji, pemakian bahan 
baku, pembentukan modal, dan produksi. Sehubungan dengan 
pesatnya perkembangan sektor industri, maka Sensus Industri 
yang diadakan pada tahun 1964 baik dalam sistem dan 
metodeloginya, pengumpulan data, maupun pengolahan serta 
penyajian datanya, dikembangkan dan disempurnakan untuk 
digunakan dalam Sensus industri 1974. Kemudian diadakan 
modifikasi daftar isian Sensus Industri 1974 dan digunakan untuk 
memperoleh data tentang statistik industri triwulanan dan 
tahunan dalam tahun-tahun di mana tidak diadakan sensus. 


Pada tahun 1974/75 dilakukan Survai Industri Besar dan 
Sedang baik triwulan maupun tahunan dan Survai Industri Kecil 
dan Kerajinan Rumah Tangga yang pelaksanaannya dipadukan 
dengan survai Pertanian. Dalam tahun itu juga telah 
diselesaikan pengolahan data survai-survai tahun sebelumnya 
sampai menjadi publikasi, antara lain (1) Kepadatan Perusahaan 
Industri dan Tenaga Kerja di Sektor Industri terhadap Jumlah 
Penduduk ditiap Propinsi, Kabupaten, dan Kotamadya Tahun 
1973, (2) Laporan Hasil Survai Industri Kecil dan Kerajinan 
Rumah Tangga periode Januari-April 1973, (3) Daftar Nama 
dan Alamat (Directory) Perusahaan-Industri Besar/Sedang. 
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Pada tahun 1975/76 di samping menyelesaikan 
pengolahan dan penyajian data Survai Industri Besar dan 
Sedang tahun 1974/75 masih dilakukan Survai Industri Besar 
dan Sedang baik triwulanan maupun tahunan sebagai salah 
satu bahan pembanding terhadap hasil Sensus Industri 1974. 
Sejak tahun 1975/76 diadakan penelitian tentang penanaman 
modal dalam negeri dan penanaman modal asing di sektor 
industri. Juga pada tahun 1976/77 dilakukan Survai Industri 
Besar dan Sedang triwulanan terhadap 186 buah perusahaan, 
dan tahunan terhadap 8.131 buah perusahaan di seluruh 
Indonesia. Pada tahun itu juga dilakukan pengolahan dan 
penyajian data atas pelaksanaan Survai tahun 1975/76. 


Survai Industri Besar dan Sedang triwulan tahun 1977/78 
mencakup sejumlah 400 buah perusahaan, sedang yang tahun- 
an mencakup 10.000 buah perusahaan. Dalam tahun yang 
sama telah pula dilakukan pengolahan dan penyajian data hasil 
Survai tahun sebelumnya. 


Tahun 1975, 1976, dan 1977 diadakan beberapa kali 
sensus konstruksi percobaan, yaitu di DI Yogyakarta, 
Kotamadya Surabaya, Sukabumi, Ujung Pandang, Semarang, 
Medan, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Untuk memantapkan 
pelaksanaan Sensus konstruksi telah diadakan kerjasama dan 
konsultasi antar-instansi. Di samping itu juga diadakan 
pertemuan dengan para kontraktor/pemborong besar di DKI 
Jakarta, dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan dan 
saran-saran tentang daftar isian yang: akan dipakai. 


Kegiatan-kegiatan selama tahun anggaran 1977/78 dan 
1978/79 mencakup mulai dari penyusunan rencana pelaksana- 
an, daftar pertanyaan, manual dan organisasi, sampai kepada 
penerbitan hasil pengolahan secara bertahap. Di dalam 
pelaksanaan proyek Sensus Konstruksi ini tidak dijumpai 
masalah-masalah pokok yang menonjol, sehingga pelaksanaan 
proyek ini tidak mengalami hambatan yang berarti. 


Pada akhir tahun 1982 ini data yang dikumpulkan dalam 
rangka Survai Industri Besar dan Sedang tahun 1981 telah 
diolah, dan pada akhir tahun anggaran 1982/83 hasilnya sudah 
dapat dipublikasikan. Survai Industri Besar dan Sedang tahun 
1982 merupakan kegiatan lanjutan pelaksanaan survai-survai 
tahun sebelumnya. 


Survai triwulanan yang selama ini dipakai untuk mengikuti 
gerak laju pertumbuhan sektor industri, khususnya industri 
besar dan sedang, sudah dapat menghasilkan indeks industri 
sampai triwulan kedua tahun 1981. 


Survai industri lainnya yang dilaksanakan dalam tahun 
anggaran 1982/83 ini adalah survai industri kecil semesteran 
yang diharapkan dapat mengukur gerak laju pertumbuhan sub 
sektor industri setiap enam bulan. Hasil survai semester 
tahun 1982 sedang dalam pengolahan. 


e Survai Pertambangan Besar dan Energi 


Peningkatan statistik perdagangan ini telah dilakukan 
melalui sistem pengolahannya, sehingga sejak tahun 1971 
angka tahunan di bidang ekspor-impor mengalami perbaikan 
dalam besarnya lingkungan (coverage) dan jumlah/jenis tabel 
yang bisa diproduksi. 


Kemudian, sejak tahun 1974/75 diadakan perbaikan 
pengadministrasian dokumen. Pada tahun berikutnya telah 
berhasil digunakan klasifikasi komoditi yang bersifat tunggal, 
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baik untuk ekspor maupun impor, sesuai dengan klasifikasi - 
Brussel Tariff Nomenclature . 


Publikasi hasil kompilasi data Statistik Ekspor dan Impor selama 
Pelita II terus ditingkatkan kecepatannya dan ketepatannya. 
Selama Pelita Il telah diterbitkan berbagai publikasi secara 
bulanan, triwulanan, maupun tahunan berupa : (1) Statistik 
Ekspor tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 menurut Jenis 
Barang, Negeri Tujuan, dan Pelabuhan Ekspor, (2) Statistik 
Ekspor Bulanan sampai dengan tahun 1978, (3) Statistik Impor 
tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 menurut Jenis Barang , 
Negeri Asal dan Pelabuhan Tujuan, (4) Data Perdagangan 
Indonesia ASEAN 1969-1976, (5) Data Perdagangan 
Indonesia- MEE 1969-1976 : (6) Data Statistik Kayu 
1969-1976, (7). Data Statistik Teh 1969-1976, (8) Data 
Perdagangan Karet 1969-1976, (9) Data Perdangan Kopi 
1969-1976, (10) Data Perdagangan Coklat 1969-1976, dan 
berbagai publikasi khusus lainnya. 


Memasuki Pelita III, dilakukan survai tambang bahan galian 
industri untuk daerah tingkat | Riau, Jambi, dan Bengkulu. Di 
samping itu, dalam program pembaharuan daftar alamat 
perusahaan kecil telah dilakukan pendaftaran ulang untuk 
daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sumatera barat. 


e Surval Harga Konsumen 


Survai harga konsumen menghasilkan statistik harga dan 
indeks harga konsumen (IHK) yang disajikan secara bulanan 
dan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain 
sebagai indikator laju inflasi, indikator penyesuaian upah buruh, 
dan sebagainya. Sejalan dengan itu disusun pula statistik harga 
dan indeks harga 9 bahan pokok secara mingguan. 


Penyempurnaan-penyempurnaan terus dilakukan, baik 
yang menyangkut kemampuan tenaga di lapangan, maupun 
tata cara perhitungan indeksnya. Untuk itu pada 
tahun 1982/83 diadakan latihan bagi pejabat pengelola di 
daerah Tingkat | dan Tingkat II dan berbagai survai tambahan 
seperti Survai Tarip Sewa Rumah, Tarip Pembantu Rumah 
Tangga dan Uang Sekolah di 27 ibukota propinsi, serta Survai 
Pembelanjaan dan Survai Kualitas Barang di DKI Jakarta. 


e Survai Harga Perdagangan Besar 


Pencatatan statistik harga perdagangan besar dilakukan 
setiap bulan antara tanggal 15-20, dan mencakup harga-harga 
di sektor pertanian, industi, pertambangan/penggalian, ekspor 
dan impor di seluruh ibukota propinsi dan beberapa kotamadya 
dan kota kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. 


e Survai Perdagangan Luar Negeri 


Yang termasuk dalam statistik perdagangan luar negeri 
adalah statistik impor, statistik ekspor, dan statistik perkapalan. 
Statistik-statistik ini disusun berdasarkan keterangan- 
keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen yang di- 
terima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dokumen PPUD), 


Bank Devisa (dokumen PEB), Badan Penguasa Pelabuhan 
(dokumen L.2 Scheme). Dokumen-dokumen itu dikirim dari 
250 buah pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Dengan diadakannya perbaikan prosedur pengiriman dokumen, 
maka masalah kelambatan penerimaan dokumen tadi secara 
berangsur-angsur telah dapat diatasi. 


e Survai Keuangan 


Data statistik keuangan meliputi statistik keuangan negara, 
perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainya. Data 
keuangan negara mencakup keuangan Pemerintah Daerah 
Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan Pemerintah Ting- 
kat Desa. Data yang dikumpulkan adalah realisasi penerimaan 
rutin dan pembangunan serta realisasi pengeluaran rutin dan 
pembangunan setiap tahun anggaran. 


Kegiatan komposisi data statistik keuangan ini secara 
terus-menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, baik 
dalam hal daftar pertanyaan yang digunakan maupun metode- 
logi dan jumlah sampel yang dipakai. Untuk keuangan Daerah 
Tingkat | dan Daerah Tingkat II pengumpulan data dilakukan 
secara lengkap, sedang untuk Pemerintah Tingkat Desa dengan 
cara sampel. 


. © Survai Harga Produsen 


Pencatatan statistik harga produsen dilakukan pada 
tanggal 15-20 setiap bulan, dan mencakup data statistik harga 
yang diterima petani, yaitu harga barang-barang produksi 
pertanian, dan harga yang dibayar petani yang meliputi harga 
barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga tani. 
Harga-harga ini dikumpulkan di daerah pedesaan di semua 
propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Irian Jaya, dan 
Timor Timur. 


e Statistik Harga-harga 


Dalam Statistik Harga-harga termasuk Statistik Harga 
Konsumen, Statistik Harga Perdangangan Besar, Statistik 
Harga Produsen, Statistik Keuangan Negara, dan Survai Biaya 
Hidup. 


Dalam rangka meningkatkan, menyempurnakan dan 
memperluas ruang lingkup daerah pengumpulan data statistik 
harga konsumen, maka sejak tahun 1974/75 telah dilakukan 
perluasan jumlah dan perbaikan jenis barang, sedang jumlah 
kota yang dicacah secara berkala dinaikkan dari 38 buah kota 
menjadi 96 buah kota di seluruh Indonesia. 


Diantara data Statistik Harga Konsumen yang telah di- 
terbitkan dalam berbagai bentuk publikasi mingguan, bulanan, 
maupun tahunan selama Repelita ||, yang penting adalah : (1) 
Perkembangan Mingguan Harga Eceran beberapa jenis bahan 
pokok di Ibukota Propinsi di seluruh Indonesia, dan (2) 
Perkembangan Mingguan Indeks 9 bahan pokok di Ibukota 
Propinsi di seluruh Indonesia. 


Statistik harga Perdagangan Besar, yang pencatatannya 
dilakukan antara tanggal 15-20 tiap bulan, mencakup harga 
perdagangan besar di sektor pertanian, industri, pertambangan 
dan penggalian, impor dan ekspor di semua ibukota propinsi, 
di beberapa kotamadya dan kota kabupaten penting lainnya 
diseluruh Indonesia. Demikian pula diadakan kompilasi harga 
perdagangan besar di pasaran internasional sebagai 
pembanding harga perdagangan besar di dalam negeri. 


Hasil pengolahan data yang dikumpulkan disajikan dalam 
publikasi Indikator Ekonomi yang diterbitkan setiap bulan, baik 
berupa data harga maupun indeksnya. Secara khusus dalam 
tahun 1978/79 telah berhasil disusun publikasi-publikasi 
penting, antara lain : 


(1) Angka Indeks Perdagangan Besar Bahan Bangunan 
1971-1978, | 

(2) Angka Indeks Harga Perdagangan 
1971-1978. 


Statistik Harga Produsen, yang pencatatannya dilakukan 
pada tanggal 15 setiap bulan, mencakup data statistik harga 
yang diterima dan harga yang dibayar oleh para petani di 
pedesaan di seluruh Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Irian 


Besar Indonesia 


Jaya. 


Dari pengumpulan data selama Pelita II telah dapat di- 
terbitkan berbagai data Statistik Harga Produsen yang lebih 
terperinci dan disajikan dalam Indikator Ekonomi bulanan. 


Statistik Keuangan Negara meliputi realisasinya penerima- 
an dan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan setiap 
tahun anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah 
Daerah Tingkat ||, dan Pemerintah Tingkat Desa. 


Kegiatan Kompilasi Data Statistik Keuangan Negara yang 
telah ditulis sejak tahun 1972/73, kian ditingkatkan selama 
Repelita ||, baik dalam penyempurnaan konsep dan definisi 
yang digunakan dalam peningkatan kualitas petugas 
pengumpul data, maupun dalam mempererat kerjasama antar- 
instansi. Khusus untuk penyempurnaan daftar isian yang di- 
gunakan untuk mencatat realisasi pengeluaran Pemerintah 
Tingkat Desa, pada tahun 1975/76 telah dilakukan studi 
percobaan di tingkat daerah, di Sumatera Barat, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. 


Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data di bidang 
Statistik Keuangan Negara/Pemerintah selama Pelita || telah 
diterbitkan publikasi-publikasi, antara lain : (1) statistik 
Keuangan 1966, 1971/72, (2) Statistik Keuangan 1972/73, 
1973/74, 1974/75, (3) Statistik Keuangan Daerah Tingkat | 
1975/76-1977/78, (4) Statistik Keuangan Daerah Tingkat II, 
1975/76-1977/78, dan (5) Statistik Keuangan Desa, 
1975/76-1977/78. 


Guna mengukur perkembangan harga-harga selama Pelita | 
dan Pelita II Pemerintah menggunakan Indeks Biaya Hidup (IBH) 
yang mencakup 62 macam barang dan jasa, dan yang di- 
dasarkan pada Survai Biaya Hidup tahun 1957/58 terhadap 
rumah tangga buruh industri di Jakarta. 


Pengumpulan, pengolahan dan penyajian hasil 
penghitungan Indeks Biaya Hidup ini selama Pelita II terus di- 
tingkatkan mutunya. 


Hasil penghitungan Indeks Biaya Hidup kota Jakarta selain 
disajikan dalam publikasi Indikator Ekonomi bulanan, juga di- 
sajikan dalam lembaran khusus yang memuat analisa tentang 
penurunan atau kenaikan indeks bulan yang bersangkutan. 


Disamping kegiatan-kegiatan penghitungan Indeks Biaya 
Hidup dari 11 kota yang pernah disurvai pada awal Pelita II, 
telah diadakan survai sejenis untuk kota-kota Ambon dan 
Kupang dalam tahun 1976/77, dan untuk kota Palu dalam 
tahun 1977/78. Dari Survai Biaya Hidup itu diharapkan dapat 
diperoleh gambaran yang jelas tentang pola konsumsi 
masyarakat dan berbagai data pokok dari ketiga ibukota 
propinsi itu. 


Dengan pesatnya perkembangan dan perubahan pola 
konsumsi rumah tangga selama Pelita | dan Pelita ||, maka 
diadakan Survai Biaya Hidup 1977/78, dengan tujuan 
mendapatkan pola konsumsi/diagram timbangan yang akan di- 
gunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Harga Konsumen 
(IHK), dalam pengertian sehari-hari sama dengan Indeks Biaya 
Hidup. | 


Dalam tahun 1978/79 survai Biaya Hidup dilaksanakan 
dalam dua gelombang di 17 ibukota propinsi di Indonesia, ialah 
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, 
Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, 
Mataram,Kupang, Ujung Pandang, Manado, Ambon, dan 
Jayapura. 


Dengan komputerisasi pengolahan data yang dikumpulkan 
secara bulanan dari 17 ibukota propinsi itu dan sistem 
pelaporan yang semakin baik dan cepat, maka setiap awal 
bulan dapat disajikan baik Indeks Harga Konsumen masing- 
masing kota, maupun Indeks Gabungan (IHK Indonesia), yang 
pemakaiannya telah diumumkan pada bulan April 1979. 
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e Survai Perdagangan Penyaluran Dalam Negeri 


Yang dikumpulkan dalam statistik ini adalah keterangan 
struktural dan kegiatan operasi perusahaan perdagangan dan 
jasa-jasa perdagangan. 


Pada tahun 1982/83 dilaksanakan survai khusus restoran, 
perhotelan dan jasa-jasa. Survai ini dilakukan di 12 propinsi. 
Jumlah sampel 3.500 unit yang dipilih secara purposif. 


e Survai Wisatawan Dalam Negeri, Wisatawan Asing 
dan Hotel 


Kegiatan pengumpulan data pokok tentang wisatawan 
dalam negeri, wisatawan asing dan hotel, kecuali dilakukan 
oleh Biro Pusat Statistik sendiri, dilakukan pula dalam bentuk 
kerjasama antara Biro Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 
Pariwisata. Dalam rangka peningkatan promosi dan produk 
pariwisata setiap tahun sampai tahun 1982 dilakukan kompilasi 
data tentang kedatangan wisatawan asing melalui pelabuhan- 
pelabuhan utama yang didasarkan atas hasil pengolahan 
kartu E/D (Embarkasi/Disembarkasi) dari Direktorat Jenderal 
Imigrasi. 


Kegiatan pehgumpulan data untuk menunjang peningkatan 
promosi dan produksi pariwisata terus ditingkatkan dan di- 
kembangkan. Di samping itu sejak tahun 1982 pengolahan 
statistik tingkat penghunian kamar dilakukan dengan bantuan 
komputer yang memungkinkan penyajian data bulanan. 


e Kompilasi Data Statistik Perhubungan 


Selama Repelita II berhasil diterbitkan berbagai publikasi 
tentang Angkutan Darat. 


Dalam rangka implementasi sistem "L-2 Scheme" yang 
disarankan oleh Rapat Statistik Negara-negara ESCAP dalam 
forum ASEAN, maka pada tahun 1974/75 telah dikembangkan 
suatu pembinaan di bidang Statistik Angkutan Laut. Dengan 
pengembangan Sistem ini dimungkinkan penggolongan barang 
menurut ciri-ciri kapal, sehingga tidak hanya tersedia data yang 
diperlukan untuk analisa agregatif, melainkan juga data yang 
berguna untuk pengaturan kapal, khususnya perkapalan 
nasional. Demikian pula penyusunan Statistik Antar Pulau terus 
diusahakan peningkatannya. Selama Pelita II telah diselesaikan 
berbagai pengolahan dan penyajian data sampai dengan 
keadaan tahun 1977 dalam Statistik Angkatan Laut. Di 
samping publikasi tahunan sampai dengan tahun 1977, secara 
teratur disajikan pula data statistik bulanan dalam lembaran- 
lembaran khusus maupun dalam publikasi Indikator Ekonomi. 


Di bidang Statistik Angkatan Udara selama Pelita II telah 
disusun berbagai publikasi tahunan maupun bulanan. Publikasi 
tahunan sampai dengan keadaan tahun 1977 memuat data 
tentang jumlah pesawat terbang sipil menurut jenis dan ukuran, 
daftar alamat perusahaan penerbangan, lalu lintas pesawat, 
penumpang, barang, bagasi dan pos di tiap pelabuhan udara. 
Di samping itu secara teratur disajikan pula data lalu lintas 
pesawat penumpang bulanan dalam lembaran khusus maupun 
dalam publikasi Indikator Ekonomi. 


Pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data yang 
tercakup dalam Statistik Komunikasi selama Pelita II terus 
ditingkatkan. Publikasi-publikasi penting yang dihasilkan antara 
lain " Statistik Komunikasi tahun 1974-1977" , yang memuat 
berbagai data pokok tentang lalu lintas pos, jumlah pesawat 
radio, televisi dan telepon di tiap propinsi, lalu lintas telepon, 
telegram dan telex, penerimaan dari hasil penjualan benda- 
benda pos, penerimaan atas jasa penggunaan telepon, telegram 
dan telex, dan berbagai data pokok lainnya. Dengan semakin 
luasnya ruang lingkup data yang dikumpulkan, maka di- 
harapkan penghitungan konstribusi sub-sektor komunikasi 
dalam pendapatan nasional akan menjadi lebih baik. 
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Di bidang Statistik Pariwisata selama Pelita II telah 
dilakukan berbagai kegiatan pengumpulan data pokok. Dengan 
kerjasama antar-instansi dalam bulan Agustus 1975 telah 
dilaksanakan Survai Pengeluaran Turis (Tourist Expenditure 
survey) di tiga pelabuhan internasional, yaitu Halim 
Perdanakusuma, Polonia-Medan, dan Ngurah Rai-Denpasar. 
Dalam tahun 1975/76 juga telah dirintis kegiatan Inventarisasi 
Akomodasi di 14 propinsi di Indonesia, dan hasilnya telah 
digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Survai Tingkat 
Penghunian Kamar Hotel pada tahun 1976 dan 1977. Demikian 
pula dalam rangka peningkatan promosi dan produk pariwisata 
telah dilakukan berbagai survai, antara lain Survai Biro 
Perjalanan 1977/78, Survai Restoran dan Katering 1978/79, 
Survai Penanaman Modal di bidang Pariwisata 1978/79, Survai 
Klasifikasi Hotel 1978/79, dan kompilasi data mengenai 
kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing melalui tiga 
gerbang utama, ialah Medan, Jakarta, dan Denpasar, yang 
didasarkan atas hasil pengolahan kartu E/D (Embarkasi/ 
Disembarkasi) dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun ` 
1978. 


Sebagaihasil pengolahan survai-survai di bidang pariwisata 


telah diterbitkan antara lain "Directory Hotel dan 
Losmen 1975", "Tingkat Penghunian Kamar 
Hotel 1976, 1977", "Kunjungan Wisatawan Asing ke 


Indonesia 1978" dan beberapa publikasi penting lainnya. 


Dalam bidang angkutan darat telah diterbitkan antara lain : 
" Statistik Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan 1981" dan 
" Statistik Lalu Lintas Angkutan Kereta Api 1981". 


Pengolahan statistik antar pulau terus ditingkatkan dan 
telah berhasil diterbitkan publikasi statistik angkutan antar 
pulau keadaan tahun 1981. Diterbitkan pula publikasi data 
angkutan laut lainnya sampai dengan keadaan tahun 1981 dan 
secara teratur disajikan data bulanan keadaan tahun 1982 
dalam lembaran-lembaran berita ringkas dan dalam publikasi 
Indikator Ekonomi. 


Di bidang angkutan udara telah disusun publikasi tahunan 
sampai dengan keadaan tahun 1981, yang memuat data 
tentang jumlah pesawat terbang sipil menurut jenis dan ukuran, 
lalu lintas angkutan penumpang, barang, bagasi dan pos di 
seluruh pelabuhan udara di Indonesia. Di samping itu secara 
teratur disajikan publikasi data bulanan keadaan tahun 1982 
dalam lembaran berita ringkasan dan Indikator Ekonomi. 
Berbagai publikasi telah diterbitkan, antara lain : Lalu Lintas 
Angkutan Udara yang memuat keadaan sampai dengan bulan 
November 1982. 


e Survai Struktur Blaya Bus dan Truk Umum 


Survai Struktur Biaya Bus dan Truk Umum pertama kali 
dilaksanakan pada tahun 1977 di 11 propinsi. Banyak 
perubahan, antara lain, dalam jumlah sarana angkutan, 
perbaikan dan pembangunan prasarana angkutan. Maka pada 
tahun 1982 diadakan Survai lagi sekaligus dengan perluasan 
daerah survai menjadi 15 propinsi. 


Kegiatan lapangan Survai Struktur Biaya Bus dan Truk 
Umum itu telah dilakukan. Yang merupakan satuan 
pencacahan adalah perusahaan angkutan bus antar kota, 
perusahaan angkutan bus antar propinsi dan perusahaan 
angkutan truk yang terdaftar pada instansi LLAJR di propinsi. 
Propinsi yang dicakup dalam survai tahun 1982 adalah : Daerah 
Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Selatan. 


Data yang dikumpulkan meliputi jumlah armada yang di- 
operasikan, jumlah tenaga kerja, pengeluaran perusahaan, 


pendapatan bruto perusahaan, pembentukan modal, harga 
kendaraan, biaya operasional, upah dan gaji tenaga 
operasional, pembayaran sewa, asuransi, bunga dan pajak, 
jasa-jasa yang dibeli, dan lain sebagainya. Semua data itu telah 
selesai diolah dan hasil-hasilnya telah tersedia. 


* Survai Angkutan Udara 


Survai ini dilakukan sejak tahun 1981 dengan tujuan 
memperoleh data struktur biaya perusahaan angkutan udara. 


Dalam tahun 1982/83 kegiatan survai ini mencakup DKI 
Jakarta yang merupakan pusat kegiatan penerbangan bagi 
dalam dan luar negeri. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara 
pencacahan langsung terhadap perusahaan-perusahaan 
penerbangan nasional baik milik pemerintah maupun milik 
swasta. Data yang dikumpulkan meliputi antara lain : 


— Keterangan umum perusahaan, seperti status pemilikan 
modal, bentuk badan hukum, klasifikasi penerbangan. 

— Indikator produksi seperti keberangkatan pesawat, 
kilometer pesawat, jam terbang, jumlah penumpang, dan 
barang yang diangkut. 

— Penerimaan, yaitu pendapatan perusahaan yang diperoleh 
dari penerbangan. 

— Pengeluaran, yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk 
keperluan operasi penerbangan. Pembentukan modal, dan 
sebagainya. 


• Surval Sosial Ekonomi 

Dalam tahun 1976/77 sampai dengan 1977/78 dilakukan 
Survai Sosial Budaya, Kesehatan, dan Fasilitas Desa, yang 
pelaksanaannya diintegrasikan dengan Survai Sosial Ekonomi 


Nasional. Survai ini telah dapat diselesaikan sampai pada tahap | 


pengolahan, sedang hasilnya diharapkan akan segera dapat di- 
terbitkan dalam bentuk publikasi. 


Sebagai hasil kerjasama dengan UNICEF telah disusun dan 
diterbitkan Statistik Profil Ibu dan Anak di Indonesia. Kegiatan 
tahun 1982/83 khusus di pusatkan pada pengumpulan data 
yang terperinci tentang angkatan kerja yang dapat dipakai 
sebagai kelanjutan atau bahan -pembanding hasil Sensus 
Penduduk 1980, serta pengumpulan data di bidang 
kriminalitas, industri kecil/kerajinan rumah tangga dan 
konsumsi makanan jadi dan keterangan kualitatif tentang 
kesejahteraan rumah tangga. Survai di bidang kriminalitas baru 
dilakukan untuk pertama kali dan dilaksanakan pada periode 
September sampai dengan Desember 1982. Perencanaan dan 
persiapan survai, seperti pengambilan sampel, penyusunan 
daftar isian, buku pedoman untuk pelaksanaan lapangan, 
latihan master instruktur telah dilakukan di pusat, sedang 
latihan petugas lapangan telah dilaksanakan di tingkat daerah. 
Pada survai ini 60.000 rumah tangga yang dicacah. 
Pengolahannya dilakukan pada tahun berikutnya, sedang pada 
tahun 1982 dilakukan pengolahan data SUSENAS tahun 
sebelumnya, termasuk penerbitan beberapa publikasi hasilnya. 


e Profil Statistik Anak dan Ibu, dan Indikator 
Kesejahteraan Rakyat 


Telah ditingkatkan kegiatan pengumpulan data statistik 
sosial baik melalui survai sampel maupun penelitian secara 
lengkap, dan juga data sekunder yang dikutip dari sumber lain. 
Usaha penyempurnaan dan pengembangannya telah diadakan 
baik dalam ruang lingkup kelengkapan data yang dikumpulkan 
maupun dalam sistem dan metoda pengumpulannya. 


e Survai Tabungan Masyarakat 


Yang dilakukan pada tahun 1982/83 adalah mengadakan 
eksplorasi metode yang telah diterapkan di beberapa negara, 
seperti Amerika Serikat dan Jepang. Berdasarkan eksplorasi 
itu dan dengan melakukan kompilasi serta pengolahan data 
dasar segera akan dilakukan percobaan survai. 


e Sensus Pertanian 


Persiapan Sensus Pertanian sudah dimulai sejak 
tahun 1968 dan kegiatan-kegiatan utamanya selama 
tahun 1968-1971 antaranya adalah : penyusunan perencanaan 
umum dan penyelenggaraan National Demonstration Centre 
on Agricultural Census Technigues (NEC) di Kabupaten 
Sukabumi bersama-sama pihak FAO (Nopember- 
Desember 1971). Tahun 1973 adalah pembentukan Tim 
Perencanaan Operasional dan telah dilakukan 
Sensus Pertanian 1973. 


Pembangunan Statistik Pertanian dalam Pelita II 
meliputi Perbaikan Statistik Pertanian, Sensus 
Pertanian 1973, Sensus Perikanan, Sensus dan Survai Kopi. 


Dalam tahun pertama Pelita || dimulai perencanaan 
penelitian metode dan daftar-daftar isian yang dipakai dalam 
pengumpulan data Statistik Pertanian, dan terus ditingkatkan 
perbaikan dalam sistem, metodologi dan organisasi pelaksana- 
an sampai ke tingkat kecamatan. 


e Persiapan Sensus Pertanian 1983 


Sensus Pertanian ketiga setelah kemerdekaan di- 
selenggarakan pada tahun 1983. 


Tahapan pelaksanaan sensus pertanian 1983 ini meliputi 
beberapa jenis kegiatan pencacahan lengkap maupun sampel. 
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain 
penyusunan Direktori Perusahaan Pertanian, Sensus KUD, 
Survai Koperasi dan Evaluasi Penggunaan Tanah. 


e Sensus Penduduk 


Sensus penduduk diadakan pada tahun 1971. Tujuan 
pokok dari Sensus Penduduk itu adalah untuk memperoleh 
data-data struktur yang bertalian dengan penduduk menurut 
keadaan pada tanggal 24 September 1971 (census date), data- 
data pokok mengenai kondisi perumahan penduduk, dan 
rangka pikiran untuk landasan survai-survai lanjutan dan 
sensus-sensus lainnya. 


Pelaksanaan sensus penduduk 1971 telah dilaksanakan 
dengan pencacahan lengkap guna mendapatkan keterangan- 
keterangan dasar dan pencacahan secara sampel guna 
memperoleh keterangan-keterangan secara terperinci. 


Penelitian diadakan tentang rendemen dan konversi dari 
padi sawah ke beras, tentang nilai koreksi luas baku sawah 
di beberapa desa di Jawa Barat, dan tentang konversi palawija 
di beberapa daerah di Jawa untuk secara bertahap memperbaiki 
estimasi tentang areal sawah, produksi beras dan palawija, 
terutama sehubungan dengan adanya perkembangan 
tehnologi, perkembangan kultur tehnis dan sebagainya. 


Di samping itu diadakan penelitian dan perencanaan 
pembuatan alat-alat ubinan baru yang lebih baik dan teliti di- 
bandingkan dengan alat ubinan yang telah dipakai selama 
Repelita I. Peralatan itu terdiri dari timbangan dacin dengan 
tingkat ketelitian sampai 5 gram dan alat ubinan ukuran 2% 
x 2% m2, dan dipakai di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I 
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan 
Propinsi-propinsi lain. Peralatan tadi siap digunakan di daerah- 
daerah mulai periode survai pertanian putaran 23 pada bulan 
Januari sampai dengan April 1977. 


Khusus untuk daerah yang sulit dihubungi, seperti daerah- 
daerah pegunungan, daerah-daerah yang berhutan, daerah 
kepulauan dan lain sebagainya, diadakan studi percobaan 
survai ubinan yang disederhanakan. Dalam tahun 
anggaran 1977/78 penetrapan metode ubinan yang di- 
sederhanakan ini makin dikembangkan. Untuk itu diadakan 
peningkatan pengawasan tehnis pelaksanaan Survai Pertanian 
di daerah. 
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Daftar Survai Pertanian telah disederhanakan dan 
pelaksanaan penggunaannya diintegrasikan dengan daftar- 
daftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertanian. 
Dalam tahun anggaran 1975/76 telah dilakukan Survai 
Pertanian putaran 18, 19 dan 20 di seluruh Indonesia, kecuali 
Irian Jaya, telah dapat diselesaikan pengolahannya sampai 
dengan hasil survai putaran 19. Pada tahun 1976/77 di- 
laksanakan Survai Pertanian putaran 21, 22 dan 23 dan 
pengolahan untuk tahap terakhir. 


Kegiatan Survai Pertanian dalam tahun 1977/78 
merupakan kelanjutan pelaksanaan dan pengolahan putaran 
24, 25 dan 26. Hasilnya digunakan sebagai bahan bagi 
perhitungan produksi, imput-output dan keterangan- 
keterangan lain yang sangat diperlukan untuk penghitungan 
pendapatan nasional dari sektor pertanian. Dalam 
tahun 1978/79 dilaksanakan dan diolah putaran 27 dan 28, 
sedang putaran 29 dilaksanakan pencacahannya. 


Dengan makin berkembangnya teknologi pertanian, kultur 
teknis dan sebagainya, maka diperlukan angka konversi yang 
mutakhir untuk perhitungan estimasi produksi padi/beras. 
Sehubungan dengan itu, dilaksanakan Survai Percobaan 
Simulasi Model Penduga Produksi Beras di beberpa propinsi 
potensi pertanian, khususnya pertanian padi. Pengolahan hasil 
survai beserta analisanya akan digunakan untuk memperbaiki 
estimasi produksi pada tahun-tahun yang akan datang. 


Selama tahun 1978/79 telah disajikan tiga kali ramalan 
produksi padi tepat pada waktunya, ialah : (1) Ramalan II 
tahun 1978 pada pertengahan bulan Juli 1978, (2) Ramalan 
lil tahun 1978 pada pertengahan bulan Oktober 1978, dan (3) 
Ramalan | tahun 1979 pada pertengahan bulan Pebruari 1979. 
Ramalan-ramalan itu diperlukan sebagai dasar bagi penyusunan 
kebijaksanaan pemerintah di bidang pangan. Angka tetap untuk 
produksi tahun 1978 seluruh Indonesia yang terperinci menurut 
propinsi dan kabupaten sedang dalam tahap penyusunan pu- 
blikasinya. 


e Statistik Penduduk 


Sebagai hasil penelitian tahun pertama pelaksanaan proyek 
Sampel Registrasi Penduduk, pada tahun 1975/76 telah di- 
selesaikan laporan tentang besarnya ketidaklengkapan 
pelaporan rutin tentang Statistik Vital, ialah statistik tentang 
kelahiran dan kematian. Dalam tahun yang sama telah diterbit- 
kan dalam bentuk publikasi " Penduduk Jawa dan Madura Hasil 
Registrasi Penduduk 1974”. 


Dalam tahun 1976/77 telah dilaksanakan penelitian 
Sampel registrasi penduduk untuk keadaan tengah dan akhir 
tahun 1976, dan pada tahun itu pula telah disajikan analisa 
dan evaluasi Proyek Sampel Registrasi Penduduk 
tahun 1974/75 dan diterbitkan publikasi " Penduduk Jawa dan 
Madura hasil Registrasi Penduduk 1975". 


Guna lebih memantapkan Sampel Registrasi Penduduk 
untuk tahap-tahap berikutnya, maka dalam tahun 1976/77 
disusun suatu angket mengenai KAP (Knowledge, Attitude dan 
Practice) bagi para penduduk dan Kepala Desa di daerah 
penelitian. 

Pengolahan dan analisa hasil penelitian Sampel registrasi 
Penduduk tahun kedua (1975/76) selesai dalam 
tahun 1977/78. | 

Dalam tahun yang sama telah selesai pengolahan dan 
penerbitan publikasi penduduk untuk tahun 1976. 

Survai Penduduk Antar Sensus diadakan pada 
tahun 1975/76 sebagai jembatan antara Sensus Penduduk 
tahun 1971 dan Sensus Penduduk tahun 1980. 

Kegiatan lapangan dilaksanakan dalam tahun 1975/76 
diseluruh Indonesia, kecuali di Nusa Tenggara Timur, Maluku 
dan Irian Jaya. di mana kegiatan dilaksanakan pada 
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tahun 1976/77. Hasil survai ini berupa (1) Analisa 
Kependudukan, yang menggambarkan hubungan antara sifat- 
sifat demografi dan fertilitas serta KAP tentang Keluarga 
Berencana, (2) Analisa Angkatan Kerja, yang menggambarkan 
perubahan dan struktur ketenagakerjaan sebelum tahun 1976 
dan perkembangannya dimasa depan di setiap propinsi, (3) 
Analisa tentang keadaan rumah tangga. 


Survai sosial penduduk diadakan pada 1976/77 dengan 
tujuan untuk memperoleh keterangan tentang ciri-ciri sosial 
penduduk masyarakat Indonesia beserta perkembangannya. 
Survai ini mencakup dua kegiatan pokok, ialah : (1) Survai 
Angkatan Kerja Nasional (SAKENAS) yang dilaksanakan di 
seluruh Indonesia secara sampel survai, dan (2) Statistik 
Fasilitas Sosial Desa (FASDES), yang dilaksanakan di seluruh 
desa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. 


Diselidiki pula konsumsi/pengeluaran rumah tangga 
dengan menggunakan daftar SUSENAS (Survai Sosial Ekonomi 
Nasional). Pengolahan kedua kegiatan pokok survai tadi telah 
selesai, dan hasilnya telah diterbitkan pada tahun 1977/78. 


Sehubungan dengan kian mendesaknya kebutuhan akan 
data tentang. ciri-ciri sosial ekonomi penduduk masyarakat 
Indonesia serta perkembangannya di masa mendatang, maka 
kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Survai Sosial Penduduk 
telah dikembangkan dan ditingkatkan dalam bentuk Survai 
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survai ini dilaksanakan 
setiap tahun. Indikator-indikator yang dikumpulkan dalam 
survai ini mencakup : (1) data pokok yang meliputi nama 
anggota rumah tangga, hubungan anggota dengan kepala 
rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan 
pendidikan, (2) data sasaran yang mencakup angkatan kerja, 
konsumsi/pengeluaran rumah tangga, kesehatan, sosial dan 
budaya, usaha rumah tangga dalam bidang peternakan dan 
perkebunan karet rakyat, dan fasilitas sosial desa. 


Sebagai kelanjutan kegiatan tahun 1977/78, maka pada 
tahun 1978/79, juga dikumpulkan data tentang usaha 
perdagangan rumah tangga dan usaha industri/kerajinan rumah 
tangga. 


• Sensus Penduduk Tahun 1980 


Tujuan Sensus Penduduk 1980 adalah untuk 
mendapatkan data dan keterangan tentang kependudukan 
yang diperinci menurut jumlah, jenis kelamin, golongan umur, 
status perkawinan, kewarganegaraan, pendidikan, agama, 
tenaga kerja, lapangan usaha/kerja, kesuburan ibu, penderita 
cacat, perpindahan penduduk dan keadaan bangunan tempat 
tinggal. Data yang diperoleh dari Sensus Penduduk 1980 ini 
sangat berguna untuk penyusunan rencana dan evaluasi 
pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan nasional. 


Sensus Penduduk 1980 yang diselenggarakan dalam bulan 
Oktober 1980 telah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap 
pertama pencacahan secara lengkap dan tahap kedua 
pencacahan secara sampel yang meliputi kurang lebih 596 dari 
seluruh penduduk. 


Pengolahan beberapa data Sensus Penduduk baik secara 
lengkap untuk data dasar maupun secara sampel telah 
menghasilkan publikasi-publikasi, antara lain : (1) Penduduk 
Indonesia 1980 menurut Propinsi dan Kabupaten-Kotamadya, 
(2) Penduduk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku dan Irian Jaya menurut propinsi dan 
Kabupaten-Kotamadya, dan sebagainya. : 


Lebih dari 300 tabel analisa berhasil dikeluarkan dan telah 
dilakukan analisa untuk beberapa pokok (topik). Sekarang telah 
selesai dibahas naskah publikasi analisa yang meliputi bidang- 
bidang fertilitas, umur perkawinan, perumahan, migrasi, 
angkatan kerja dan keluarga berencana. Dalam tahun 1982/83 
dipublikasikan : Sampel Sensus Seri S No. 2. yang bersifat na- 
sional maupun per propinsi. 
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THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 


Within the framework of meeting the reguirements for 
various kinds and types of statistics, both for the Government's 
interest as well as for the consumers community, until now 
the Central Bureau of Statistics has taken the following steps : 


To continue activities which have been incorporated in 
Law no. 6/1960 on Census, Law no. 7/1960 on Statistics, 


To improve the level of accuracy and timeliness in pre- 
senting the existing statistics, 


To expand and improve basic economic data. covering va- 
rious sectors, 


To improve and direct the social statistics of population 
and able of revealing the social problems of the people being 
faced at present, 


To develop statistics in various areas up to the smallest 
administrative unit, 


Simultaneously work on improving the organizational ef- 
fectivity of implementing statistics, including efforts of coordi- 
nating statistical activities conducted by various (government) 
agencies, with respect to standardization of methodology and 
procedure, 


Increasing both the number as well as the quality of skilled 
personnel in the field of statistics, and 


Trying to have basic facilities and infrastructure qccording 
to the minimum requirement. 


~ 


e Survey of Food Crope 


The objective of this survey is to collect production data, 
productivity per hectare/tree, cost structure of cereals, secon- 
dary crop and horticulture. Field work is carried throughout 
Indonesia taking note of the crop's potential area, crop (har- 
vest) volume as well as size of production. 


The study area is divided into potential area and evaluation 
area. 


Among the potential areas are : West Java, Central Java, 
Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, Aceh, North 
Sumatra, West Sumatra, South Sumatra. While the other pro- 
vinces are in the category of evaluation area. 


e Survey of Construction/Construction Indicator 


Based on the result of the 1977 Construction Censes, 
several plans were drafted to improve and to compose a more 
complete and accurate construction statistics. The constructi- 
on statistics developed, included buildings, bridges/roads, irri- 
gation facilities, reservoir/dam, airfields, electricity installations, 
etc. 


In the first phase, in 1982/1983, construction statistics 
were collected through a survey construction of construction 
companies. 


The pilot survey conducted was in DKI Jakarta, including 
100 construction companies with a sufficient big potential. 
This survey could be completed in January 1982. As a follow- 
up, a construction survey was conducted in 6 potential provin- 
ces, including North Sumatra, DKI Jakarta, West Java, Central 
Java, East Java and South Sulawesi. This covered about 6596 


.of the existing potential of construction companies all over In- 


donesia. 


There was also collected secondary data in the constructi- 
on sector, such as the B.I. project (Presidential Decree 14-A), 
Building Construction Permit (IMB) of Public Works, and PE- 
RUMNAS/Cipta Karya of the Department of Public Works. 


e Survey of Large, Medium and Small Industry 


Actually, in 1970, a similar survey was ever conducted. 
But the stress was at Large and Medium Industry, only. The 
result was completed and processed as well as giving a picture 
of the Indonesian structure, manpower absorption, raw materi- 
al requirement and supporting material as well as the size of 
production. The completion of this phase of the industrial sur- 
vey was overall and covered all provinces. 


The second industrial survey covering the 1971 period 
was also started since early 1971 and is still continuing until 
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now. Then within the framework of implementing the industrial 
census of 1973, technical preparations for that purpose were 


also carried out. 


When entering Pelita ||, a statistics on industry was also 
implemented, consisting of census of industry, survey of indus- 
try and construction census. 


The industrial census covered various types of basic data, 
such as the number of large, medium and small industrial com- 
panies, manpower in the industrial sector, the structure of sala- 
ries and wages, the use of raw material, capital formation and 
production. In view of the rapid development of the industrial 
sector, then the Industrial Census which was held in 1964, 
both its system and methodology, data collection, as well as 
data processing and its presentation, was developed and im- 
proved to be used in the 1974 Industrial Census. Then a modifi- 
ed.questionnaire of the 1974 Industrial Census was made and 
used to obtain data on quarterly and annual industrial statistics 
in the years when no census was held. 


In 1974/75, a Large and Medium Industrial Survey was 
conducted, both quarterly as well annually and a Survey on 
Small Industry and Handicraft, the implementation of which 
was integrated with the Agricultural Census. In that same year 
was also completed the processing or surveyed data from the 
previous year until its publication, covering subjects such as 
: (1) Density of Industrial Companies and Manpower in the In- 
dustrial Sector against the number of population in each Provin- 
ce, Kabupaten (Regency) and Municipality in 1973, (2) Report 
on the result of Small Industry/Handicraft Survey covering the 
period of January — April 1973; (3) a Directory of Large/Me- 
dium Industrial Companies. | | 


In 1975/76, apart from completing processing and presen- 
tation of data on Large and Medium Industrial Survey 1974/75, 
there was also a Survey of Large and Medium Industries, both 
guarterly as well as annually, as one of the comparative materi- 
al against the result of the 1974 Industrial Census. 


Since 1975/76, a study was made on domestic as well 
as foreign capital investment in the industrial sector. Also, in 
1976/77 was conducted a Survey of Large and Medium Indus- 
tries, quarterly on 186 companies and annually on 8.131 com- 
panies throughout Indonesia. In that year was also processed 
and presented data of the Survey conducted in 1975/76. 


The quarterly Survey of Large and Medium Industries in 
1977/78 covered some 400 companies, while the annually in- 
cluded 100.000 companies. In the same year was also proces- 
sed and presented data of the previous year's survey result. 


‘In 1975, 1976 and 1977, several trial construction census - 


were made, i.e. DI (Special District) Yogyakarta, Municipality 
of Surabaya, Sukabumi, Ujung Pandang, Semarang, Medan, 
West Java and DKI Jakarta. Tostabilize the implementation 
of the Industrial Census, an Inter-agency cooperation and con- 
sultation was arranged. Apart from that, meetings were held 
among the big contractors in DKI Jakarta, with the objective 
of obtaining reactions and. suggestions on the questionnaire 


to be issued. 


Activities during the fiscal years 1977/78 and 1978/1979 
included the drafting of plans for implementation, list of questi- 
ons, manual and organization and publishing of data result in 
phases. In the implementation of this Construction Census pro- 
ject, no pronounced basic problems were encountered, so that 
the implementation of this project took place without any 
meaningful obstacles. . 


At the end of 1982, the collected data within the scope 
of the Large and Medium Industrial Survey 1981 was process- 
ed, and at the end of fiscal year 1982/83, its result could be 
published. The Large and Medium Industrial Survey 1982 was 
a continuation of survey activities in the previous year. 
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The quarterly survey so far used for following the growth 
rate of the industrial sector, especial the large and medium in- 
dustries, led to the production of an industrial index until the 
second quarter of 1971. 


Other industrial survey implemented in fiscal year 1982/83 
was the semester survey of small industry with the expectation 
to record the growth rate every six months of the industrial 
sub sector. The survey result of semester | of 1982 was still 
in process. 


e Survey of Big Mining and Energy 


Enhancing this trade (Commercial) statistic is conducted 
through its processing system so that since 1971, the annual 
figure for export-import improved in coverage and the number/ 
type of table that could be produced. 


Then, since 1974/75 an improvement was made in the 
administration of documents. And in the following year it . was 
succeeded in utilizing a monocommodity classification, both 
for export as well as for import, according to the Brussel Tariff 
Nomenclature classification. 


e Tariff Nomenclature 


The publication of compilation suit on Export and Import 
Statistical data during Pelita Íl, its speed and accuracy continu- 
ed to be improved. During Pelita II, various publications were 
published, monthly, quarterly as well as annually, such as : 1) 
Annual Export Statistics 1974, 1975, 1976 and 1977 ac- 
cording to type of commodity, country of destination and Ex- 
port Harbour; (2) Monthly Export Statistics up to 1978; (3) 
Annual Import Statistics 1974, 1975, 1976 and 1977 ac 
cording to type of commodity, Country of origin and Harbour 
destination; (4) Data on Indonesian ASEAN trade 1969 — 
1976; (5) Data on Indonesia — European Economic Community 
(EEC) trade 1969 — 1976; (6) Data on Wood Statistics 1969 
— 1976; (7) Data on Tea Statistics 1969 — 1976; (8) Data 
on Rubber Trade 1969 — 1976; (9) Data on Coffee Trade 1969 
— 1976; (10) Data on Cocoa Trade 1969 — 1976, and several 
other special publications. 


When entering Pelita III, a survey was made of mineral in- 
dustries in the Provinces of Riau, Jambi and Bengkulu. Apart 
from that, in the program of reviewing the directory. of small 
industries, was also held a re-registration for the regions of 
West Java, Central Java, Special District (DI) Yogyakarta, East 
Java, North Sumatra and West Sumatra. 


Consumer Price Survey 


The consumers price survey produced price statistics and 
consumers price index (IHK), presented monthly and can be 
used for various purposes, such as inflation rate indicator, labor 
wages adjustment indicator, etc. At the same time was also 
drafted a price and index statistics for 9 essential commodities 
on a weekly basis. 


Improvements are continuously made, both concerning the 
ability of field personnel as well as the system of index calcula- 
tion. For this purpose, in 1982/83 was held a training for per- 
sonnel in charge of data processing in the Provinces and Regen- 
cies and various additional surveys such a Housing Rental Sur- 
vey, Household servants tariff and School fees in 26 Provincial 
capitals as well as expenditures survey and commodity (goods! 
quality survey in DKI Jakarta. 


e Wholesale Price Survey 


The recording of wholesale price statistics is carried out 
monthly, between the 15th and 20th of the month, and in- 
cluded prices in the sectors of agriculture, industry, mining/ex- 
traction, export and import in all the provincial capitals and se- 


veral municipalities as well as other cities in the kabupaten 
throughout Indonesia. 


e Foreign Trade Survey 


Including in the foreign trade statistics are statistics on 


import, export and shipping. These statistics are composed 
based on the information stated in the documents received 
from the Directorate General of Customs (PPUD document), 
Foreign Exchange Bank (PEB document), Port Administrator 
(L.2 Scheme document). Those documents were sent from 
250 harbours spread over all of Indonesia. With the improve- 
ment in the procedure of despatching documents, the problem 
of delay in receiving the documents could be gradually over- 
come. 


e Financial Survey 


Financial statistical data includes the state's financial sta- 
tistics, banking and other financial institutions. The state (go- 
vernment) financial data includes the Regional Government of 
the 1st Level (Province), and the Regional Government of the 
2nd Level (Regency/kabupaten). The collected data constitutes 
the realization of routine and development earnings as well as 
the realization of routine and development expenditure for each 
fiscal year. 


The composition of this financial statistical data continued 
to be improved and perfected, both with respect to question- 
naires utilized as well as methodology and the number of sam- 
ples used. For the finances of the Province and the Kabupaten, 
the data collection is complete, while for the authority of the 
Village level, it is only by sampling. 


e Producers Price survey 


Recording of the producers price statistics is carried out 
between the 15th — 20th of each month, and includes price 
statistical data received from the farmers, i.e. price of agricul- 
tural products and the price paid by the farmer consisting of 
the price for good/service for the consumption of the farmer's 
household. These price are collected in the rural areas of all 
the provinces in Indonesia, except DKI Jakarta, Irian Jaya and 
East Timor. 


e Prices Statistics 


The Prices Statistics include the Consumers Price Statis- 
tics, the Whole-sale Price Statistics, the Producers Price Statis- 
tics, the State's Financial Statistics and the Living Cost Survey. 


Within the framework of intensifying, improving and ex- 
panding the range of collecting are for consumers price statisti- 
cal data, then since 1974/75 was conducted the expansion 
and improvement of commodity (goods) types, while the num- 
ber of cities frequently surveyed was increased from 38 cities 
to 96 cities throughout Indonesia. 


Among the Consumers Price Statistical data which have 
been published in various forms such as weeklies, monthlies 
as well annually during Repelita ||, were important : )1) the 
Weekly Development of Retail prices of various essential com- 
modities in the Provincial capital throughout Indonesian, and 
(2) Weekly Index Development of 9 essential commodities in 
the Provincial capitals throughout Indonesia. 


Wholesale Prices Statistics, the recording of which is held 
between the 15th — 20th of each month, covers wholesale 
prices in the sectors of agriculture, industry, mining and extrati- 
on, import and export in all provincial capitals, in several muni- 
cipalities and other important towns of the kabupaten (regency) 
all over Indonesia. And so a compilation was made of wholesale 
prices in the international market as a comparison of domestic 
wholesale price. 


Result of processing the collected datais presented in an 
Economic Indicator publication, published monthly containing 
price data as well as its index. 


In 1978/79, especially the following important publicati- 
ons were composed, such as : 


(1) Building Material Wholesale Price Index Figure 1971 
— 1978 

(2) Indonesia's Wholesale Price Index Figure 1971 — 
1978. 


The Producers Price Index which is recorded on the 15th 
of each month coveres statistical data on price received and 
price paid by farmers in the rural areas throughout Indonesia, 
except DKI Jakarta and Irian Jaya. 


From data collecting during Pelita Il, various Producers 
Price Statistics could be published which is more detailed and 
presented in a monthly Economic Indicator. 


The State's Financial Statistics covered the realization of 
its earnings (revenues) and expenditures, both routine as well 
as development for each fiscal year of the Ist Level regional 
Administration, the Ilnd Level and the government at the village 
level. 


Compilation activities of the State's Financial Statistical 
data which was written since 1972'73, during Repelita || was 
even more enhanced, both in improving the concept and defini- 
tion used in raising the quality of data collecting personnel as 
well as closer inter-agency cooperation. Especially, regarding 
the forms (to fill out) used for recording the expenditure realiza- 
tion of the Village Level Administration, in 1975/76 was con- 
ducted a trial study at the regional level in West Sumatra, Yog- 
yakarta and West Java. 


From the result of data collecting and processing during 
Pelita Il in the State/Government Financial Statistics, publcati- 
ons were issued such as: (1) Financial Statistics 1966, 197 1/ 
72; (2) Financial Statistics 1972/73, 1973/74, 1974/75; (3) 
Financial Statistics of the Ist Level Administration 1975/76 - 
1977/78; (4) Financial Statistics for the lind Level Administra- 
tion 1975/76 - 1977/78; and (5) Village Financial Statistics 
1975/76 - 1977/78. 


To measure prices development during Pelita | and Pelita 
II, the Government is using the Living Cost Index (LBH) co- 
vering 62 goods and service and which is based on the Living 
Cost Survey of 1957/58 on house-hold of industrial labour in 
Jakarta. 


Collecting, processing and presenting results of this Living 
Cost Index calculation during Pelita II, its quality is continuously 
improved. 


The result of Living Cost Index calculation for Jakarta city, 
apart from being presented in the monthly Economic Indicator 
publication, it is also presented in a special bulletin containing 
analysis about the decrease or increase of the monthly index 
concerned. 


Apart from activities calculating the Living Cost Index of 
11 cities ever surveyed at the beginning of Pelita Il, a similar 
survey was held for the cities of Ambon and Kupang in 1976/ 
77, and for Palu in 1977/78. 


From that Cost of Living Survey is expected a clear picture 
of the public's consumption pattern and various basic data of 
the three provincial capitals. 


With the rapid development and change in the housenold 
consumption pattern during Pelita | and Pelita ||, a Living Cost 
Survey 1977/78 was held with the objective of obtaining a 
pattern of consumption/diagram equitibrium which could be 
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now. Then within the framework of implementing the industrial 
census of 1973, technical preparations for that purpose were 
also carried out. 


When entering Pelita ||, a statistics on industry was also 
implemented, consisting of census of industry, survey of indus- 
try and construction census. 


The industrial census covered various types of basic data, 
such as the number of large, medium and small industrial com- 
panies, manpower in the industrial sector, the structure of sala- 
ries and wages, the use of raw material, capital formation and 
production. In view of the rapid development of the industrial 
sector, then the Industrial Census which was held in 1964, 
both its system and methodology, data collection, as well as 
data processing and its presentation, was developed and im- 
proved to be used in the 1974 Industrial Census. Then a modifi- 
ed.questionnaire of the 1974 Industrial Census was made and 
used to obtain data on quarterly and annual industrial statistics 
in the years when no census was held. 


In 1974/75, a Large and Medium Industrial Survey was 
conducted, both quarterly as well annually and a Survey on 
Small Industry and Handicraft, the implementation of which 
was integrated with the Agricultural Census. In that same year 
was also completed the processing or surveyed data from the 
previous year until its publication, covering subjects such as 
: (1) Density of Industrial Companies and Manpower in the In- 
dustrial Sector against the number of population in each Provin- 
ce, Kabupaten (Regency) and Municipality in 1973, (2) Report 
on the result of Small Industry/Handicraft Survey covering the 
period of January — April 1973; (3) a Directory of Large/Me- 
dium Industrial Companies. 


In 1975/76, apart from бен processing and presen- 
tation of data on Large and Medium Industrial Survey 1974/75, 
there was also a Survey of Large and Medium Industries, both 
quarterly as well as annually, as one of the comparative materi- 
al against the result of the 1974 Industrial Census. 


Since 1975/76, a study was made on domestic as well 
as foreign capital investment in the industrial sector. Also, in 
1976/77 was conducted a Survey of Large and Medium Indus- 
tries, quarterly on 186 companies and annually on 8.131 com- 
panies throughout Indonesia. In that year was also processed 
and presented data of the Survey conducted in 1975/76. 


The quarterly Survey of Large and Medium Industries in 
1977/78 covered some 400 companies, while the annually in- 
cluded 100.000 companies. In the same year was also proces- 
sed and presented data of the previous year's survey result. 


‘In 1975, 1976 and 1977, several trial construction census - 


were made, i.e. DI (Special District) Yogyakarta, Municipality 
of Surabaya, Sukabumi, Ujung Pandang, Semarang, Medan, 
West Java and DKI Jakarta. Tostabilize the implementation 
of the Industrial Census, an Inter-agency cooperation and con- 
sultation was arranged. Apart from that, meetings were held 
among the big contractors in DKI Jakarta, with the objective 
of obtaining reactions and suggestions on the questionnaire 
to be issued. 


Activities during the fiscal years 1977/78 and 1978/1979 
included the drafting of plans for implementation, list of questi- 
ons, manual and organization and publishing of data result in 
phases. In the implementation of this Construction Census pro- 
ject, no pronounced basic problems were encountered, so that 
the implementation of this project took place without Any 
meaningful obstacles. 


At the end of 1982, the collected data within the scope 
of the Large and Medium Industrial Survey 1981 was process- 
ed, and at the end of fiscal year 1982/83, its result could be 
published. The Large and Medium Industrial Survey 1982 was 
a continuation of survey activities in the previous year. 
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The quarterly survey so far used for following the growth 
rate of the industrial sector, especial the large and medium in- 
dustries, led to the production of an industrial index until the 
second quarter of 1971. 


Other industrial survey implemented in fiscal year 1982/83 
was the semester survey of small industry with the expectation 
to record the growth rate every six months of the industrial 
sub sector. The survey result of semester | of 1982 was still 
in process. 


e Survey of Big Mining and Energy 


Enhancing this trade (Commercial) statistic is conducted 
through its processing system so that since 1971, the annual 
figure for export-import improved in coverage and the number/ 
type of table that could be produced. 


Then, since 1974/75 an improvement was made in the 
administration of documents. And in the following year it . was 
succeeded in utilizing a monocommodity classification, both 
for export as well as for import, according to the ыо Tariff 
Nomenclature classification. 


e Tariff Nomenclature 


The publication of compilation result on Export and Import 
Statistical data during Pelita fl, its speed and accuracy continu- 
ed to be improved. During Pelita ll, various publications were 
published, monthly, quarterly as well as annually, such as : 1) 
Annual Export Statistics 1974, 1975, 1976 and 1977 ac- 
cording to type of commodity, country of destination and Ex- 
port Harbour; (2) Monthly Export Statistics up to 1978; (3) 
Annual Import Statistics 1974, 1975, 1976 and 1977 ac- 
cording to type of commodity, Country of origin and Harbour 
destination; (4) Data on Indonesian ASEAN trade 1969 — 
1976; (5) Data on Indonesia — European Economic Community 
(EEC) trade 1969 — 1976; (6) Data on Wood Statistics 1969 
— 1976; (7) Data on Tea Statistics 1969 — 1976; (8) Data 
on Rubber Trade 1969 — 1976; (9) Data on Coffee Trade 1969 
— 1976; (10) Data on Cocoa Trade 1969 — 1976, and several 
other special publications. 


When entering Pelita lll, a survey was made of mineral in- 
dustries in the Provinces of Riau, Jambi and Bengkulu. Apart 


` from that, in the program of reviewing the directory. of small 


industries, was also held a re-registration for the regions of 
West Java, Central Java, Special District (DI) Yogyakarta, East 
Java, North Sumatra and West Sumatra. 


Consumer Price Survey 


The consumers price survey produced price statistics and 
consumers price index (IHK), presented monthly and can be 
used for various purposes, such as inflation rate indicator, labor 


wages adjustment indicator, etc. At the same time was also 


drafted a price and index statistics for 9 essential commodities 
on a weekly basis. 


Improvements are continuously made, both concerning the 
ability of field personnel as well as the system of index calcula- 
tion. For this purpose, in 1982/83 was held a training for per- 
sonnel in charge of data processing in the Provinces and Re’ 
cies and various additional surveys such a Housing Rer’ 
vey, Household servants tariff and School fees in 26 " 
capitals as well as expenditures survey and comme 
quality survey in DKI Jakarta. 


e Wholesale Price Survey 


The recording of wholesale price st 
monthly, between the 15th and 20th 
cluded prices in the sectors of agricult: 
traction, export and import in all ther 


veral municipalities as well as other cities in the kabupaten 
throughout Indonesia. 


e Foreign Trade Survey 


Including in the foreign trade statistics are statistics on 
import, export and shipping. These statistics are composed 
based on the information stated in the documents received 
from the Directorate General of Customs (PPUD document), 
Foreign Exchange Bank (PEB document), Port Administrator 
(L.2 Scheme document). Those documents were sent from 
250 harbours spread over all of Indonesia. With the improve- 
ment in the procedure of despatching documents, the problem 
of delay in receiving the documents could be gradually over- 
come. 


e Financial Survey 


Financial statistical data includes the state's financial sta- 
tistics, banking and other financial institutions. The state (go- 
vernment) financial data includes the Regional Government of 
the 1st Level (Province), and the Regional Government of the 
2nd Level (Regency/kabupaten). The collected data constitutes 
the realization of routine and development earnings as well as 
the realization of routine and development expenditure for each 
fiscal year. 


The composition of this financial statistical data continued 
to be improved and perfected, both with respect to question- 
naires utilized as well as methodology and the number of sam- 
ples used. For the finances of the Province and the Kabupaten, 
the data collection is complete, while for the authority of the 
Village level, it is only by sampling. 


e Producers Price survey 


Recording of the producers price statistics is carried out 

between the 15th — 20th of each month, and includes price 

| statistical data received from the farmers, i.e. price of agricul- 

tural products and the price paid by the farmer consisting of 

| the price for good/service for the consumption of the farmer's 

| household. These price аге collected іп the rural areas of all 

| the provinces in Indonesia, except DKI Jakarta, Irian Jaya and 
East Timor. 


e Prices Statistics 


The Prices Statistics include the Consumers Price Statis- 
tics, the Whole-sale Price Statistics, the Producers Price Statis- 
tics, the State's Financial Statistics and the Living Cost Survey. 


Within the framework of intensifying, in 
panding the range of collecting 
cal data, then since 1974/7§ ansion 
and improvement of commoc рт 
эе | ities 


|proving and ex- 
price statisti- 


Result of processing the collected datais presented in an 
Economic Indicator publication, published monthly containing 
price data as well as its index. 


In 1978/79, especially the following important publicati- 
ons were composed, such as : 


(1) Building Material Wholesale Price Index Figure 1971 
— 1978 

(2) Indonesia's Wholesale Price Index Figure 1971 — 
1978. 


The Producers Price Index which is recorded on the 15th 
of each month coveres statistical data on price received and 
price paid by farmers in the rural areas throughout Indonesia, 
except DKI Jakarta and Irian Jaya. 


From data collecting during Pelita ||, various Producers 
Price Statistics could be published which is more detailed and 
presented in a monthly Economic Indicator. 


The State's Financial Statistics covered the realization of 
its earnings (revenues) and expenditures, both routine as well 
as development for each fiscal year of the Ist Level regional 
Administration, the Ilnd Level and the government at the village 
level. 


Compilation activities of the State's Financial Statistical 
data which was written since 1972'73, during Repelita Il was 
even more enhanced, both in improving the concept and defini- 
tion used in raising the quality of data collecting personnel as 
well as closer inter-agency cooperation. Especially, regarding 
the forms (to fill out) used for recording the expenditure realiza- 
tion of the Village Level Administration, in 1975/76 was con- 
ducted a trial study at the regional level in West Sumatra, Yog- 
yakarta and West Java. 


From the result of data collecting and processing during 
Pelita Il in the State/Government Financial Statistics, publcati- 
ons were issued such as : (1) Financial Statistics 1966, 1971/ 
72; (2) Financial Statistics 1972/73, 1973/74, 1974/75; (3) 
Financial Statistics of the Ist Level Administration 1975/76 . 
1977/78; (4) Financial Statistics for the IInd Level Administra. 
tion 1975/76 - 1977/78; and (5) Village Financial Statistics 
1975/76 - 1977/78. 


To measure prices development during Pelita I and Pelita 
Il, the Government is using the Living Cost Index (LBH) co 
vering 62 goods and service and which is based on the Living 
Cost Survey of 1957/58 on house-hold of industrial labour in 
Jakarta. 


Collecting, processing and presenting results of this Living 
Cost Index calculation during Pelita II, its quality is Continuously 
improved. 


Ther of Living Cost Index calculation for Jakarta city, 


to apart from being presented in the monthly f CONOMIC Indicator - 
ave Publication, it is also presented in à Special bulletin ‹ ontaining ^e 
lies analysis about the decrease of increase of they monthly Index 3 in 
the concerned. reas 
Apart from activities calculating the | ЛИ (ost Index of acre- 
8nd 11 cities ever surveyed at the beginning Of Pelita Il, a ami inecti- 
in survey was held for sha Of Ambon and + upang in 1976 sal, etc. 
77, and for Palu in 
a was con- 
From that Cost of Living Survey is «cred a cle cudied and 
of the public's consumption pattern il various ba” .Thoselequ- 
the three provincial capitals h an accura- 
i A x 2 m2, 
Wah the rapid development ai. nange "m 
i A ovinces. That 
consumption pattern during Palu nd Peli? 

| in 1e start of the 
Survey 1977/78 was held Ai! fè objet f ary up to April 

pattern of consumption/d/5; (qu 
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used as a basis for calculating the Consumers Price Index (IHK), 
in daily life it has the same meaning as Living Cost Index. 


In 1978/79, a Living Cost Survey was conducted in two 
stages in 17 Provincial capitals in Indonesia, such as Jakarta, 
Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, 
Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, 
Kupang, Ujung Pandang, Manado, Ambon and Jayapura. 


Computer processing of the monthly collected data from 
17 provincial capitals and on increasingly better and rapid reporting 
have made it possible that at the beginning of each month can 
be presented, both the Consumers Price Index of the respective 
Cities as well as the Combined Index (IHK Indonesia), and its 
utilization announced in April 1979. 


e Domestic Distribution Trade Survey 


In this statistics is collected data about structural informa- 
tion and operational activities of trading companies and trading 
services. 


In 1982/83, a special survey was conducted on restau- 
rants, hotel business and services in 12 provinces. Some 3.500 
sample units were chosen proportionately. 


o Survey of Domestic Tourists, Overseas (Foreign) 
Tourists and Hotels 


Collecting activities of basic data about domestic tourists, 

. foreign tourists and hotels, except by the Central Bureau of 
Statistics itself, it was also done in a cooperation between the 
Central Bureau of Statistics and the Directorat General of Tou- 
rism. Within the scope of intensifying tourist promotion and 
tourist product, each year until 1982 was carried data compila- 
tion about the arrival of foreign tourists through the main harbo- 

 urs/ports based on the result of processing the Embarkation/ 
Debarkation (E/D) Cards from the Directorate General of Immi- 
gration. 


The data collecting activity to support enhancing promoti- 
on and tourism product continued to be improved and deve- 
loped. Apart from that, since 1982, statistical processing of 
room occupancy was carried out with the aid of a computer, 
allowing a monthly data presentation. 


e Compilation of Communication Statistical Data 


During Pelita Il, various publications on land transportation 
were published. 


Within the framework of implementing the ” L-2 Scheme” 
system as suggested by the Statistical Conference of ESCAP 
countries in the ASEAN forum, in 1974/75 was started with 
_ the development of Statistics in the Sea Transportation sector. 
The development of system made it possible to group the 
goods according to the vessels characteristics, so that there 
will data available not only required for aggregate analysis, but 
also data useful for vessel arrangement, especially national 
shipping. | 
It was the Same with Interisland Statistics which continued 
to be improved. 


During Pelita Il, various data processing and presentation 
were completed concerning Sea Transportation Statistics until 
1977. Apart from annual publication up to 1977, regularly was 
also presented monthly statistical data in special bulletins as 
well as in the Economic Indicator publication. 


During Pelita Il, in the Air Transportation Statistical sector 
was composed annual as well as monthly publication. The an- 
nual publication up to 1977 contained data about the civilian 
airplanes according to type and size, address of the airlines, 
air traffic, passengers, cargo, luggage and postal at each air- 
port. Apart from that, regulariy is presented data about monthly 


BPS 14 


air passengers traffic in special bulletins as well as in the Econo- 
mic Indicator. 


There was continued improvement in the collection, proces- 
sing till the presentation of data covered in the Communication 
Statistics during Pelita Il. Among the important publications 
produced was the " Communication Statistics 1974 — 1977" 
containing various basid data about postal traffic, the number 
of radio sets, television and telephone in each province; traffic 
of telephone, telegram and telex and several other basic data. 
With the ever increasing scope of the data collected, it is ex- 
pected that calculating the contribution of the communication 
sub-sector in national income could be much better. 


During Pelita ||, various basic data collecting activities were 
carried out in the Tourism Statistical sector. With inter-agency 
cooperation in August 1975 was implemented a Tourist Expen- 
diture Survey at three international airports, i.e. Halim Perdana- 
kusuma-Jakarta, Polonia-Medan and Ngurah Rai-Denpasar. In 
1975/76 was also started with taking Invetory of Accommoda- 
tion in 14 provinces in Indonesia and the result was used as 
the basis for implementing a Survey of Hotel Room Occupancy 
Rate in 1976 and 1977. Also, was carried out other surveys 
such as Travel Bureaus Survey 1977/78, Restaurants and 
Catering Survey 1978/79, Survey of Capital Investment in 
Tourism 1978/79, Hotel Classification Survey 1978/79, and 
data compilation about arrival and departure of foreign tourists 
from the three main gates, i.e. Medan, Jakarta and Denpasar, 
which was based on result of processing E/D (Embarkation/ 
Debarkation) Card from the Directorate General of Immigration 
during 1978. 


As a result of surveys in the tourist sector, among other 
was published a " Directory of Hotels and Inns 1975”, " Hotel 
Rooms Occupancy Rate 1976, 1977”, "Foreign Tourist vi- 
siting Indonesia 1978" and several other important publicati- 
ons. 


In the land transportation sector was among other publi- 
shed "Statistics of Motor Vehicles and Length of Roads 
1981”, "Statistics of Railways Transportation Traffic 1981” . 


The processing of interisland statistics continued to be 
improved and succeeded in publishing an interisland transporta- 
tion statistics 1981. There was also a publication about other 
sea transportation data up to the situation in 1981 and regularly 
is presented a monthly data of the situation in 1982 in a sum- 
marized hews bulletin and in the Economic Indicator publicati- 
on. 


In the air transportation sector was issued an annual publi- 
cation of 1981, containing data about the number of civilian 
aircrafts according to type and size, passenger traffic, goods, 
luggage and mail at all Indonesian airports. In addition, regularly 
is presented a monthly data on the situation in 1982 as a news 
bulletin summary and in the Economic Indicator. Among the 
other publication could be mentioned : Air transport containing 
the situation up to November 1982. 


e Survey of Bus and General Truck Cost Structure 


This survey of bus and general truck cost structure was 
first conducted in 1977 at 11 province. Many changes such 
as the number of transportation facilities, improvement and 
development of transportation facilities. 

Therefore, in 1982 another survey will be conducted simul- 
taneously with expanding of survey areas to 15 provinces. 


Field activities in the survey of bus and general truck cost 
structure had been implemented. Constituting the unit in the 
census was the intercity bus companies, inter-province bus 
companies and truck transportation companies registered at 
the agency of Highway transportation traffic or LLAJR in the 
province. The provinces covered in the 1982 survey were : 


Aceh Special District, North Sumatra, West Sumatra, Riau, 
Lampung, South Sumatra, West Java, Central Java, Yogya- 
karta Special District, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, 
East Nusa Tenggara, North Sulawesi and South Sulawesi. 


Data collected covered the fleet in operation, the number 
of manpower, companies expenditures, gross income of com- 
panies, capital formation, price of vehicle, operational cost, 
wages and salaries of operational manpower, insurance, inte- 
rest and tax, purchased services, etc. All those data had been 
processed and the results available. 


e Air Transportation Survey 

This survey was conducted since 1981 with the objective 
of obtaining cost structure data of air transportation compani- 
es. 


In 1982/1983, this survey covered DKI Jakarta as the cen- 
tre of aviation activities, domestic as well as overseas (foreign). 
Its implementation was by direct survey at national airline com- 
panies, both government owned as well as private. The collect- 
ed data included among other : 


— general companies information such as capital ownership 
status, legal status of the company, flight classification. 

— production indicator, such as flight departure, aircraft kilo- 
meter, flying hours, number of passengers and cargo trans- 
ported. 

— Earnings (revenues), i.e. company's earnings from aviation 
activities. 

— Expenditures, i.e. cost expended for flight operational requi- 
rements, capital formation, etc. 


e Social Economic Survey 


In 1976/77 up to 1977/78 a Survey was conducted on 
Socio-Cultural, Health and Rural Facilities, the implementation 
of which was integrated with the National Social Economic 


Survey. This survey was completed up to the processing phase ' 


while its result is expected to be issued soon in the form of 
a publication. 


As a result of cooperation with UNICEF, was composed 
and published a Statistic of the Profile of Mother and Child in 
Indonesia. 


Activities in 1982/83 were particularly concentrated at 
collecting detailed data on manpower which could be used as 
a continuation or comparative material of the 1980 Population 
Census result, as well as collecting data in the sector of crime, 
small industry/handicraft and consumption of biscuit/bread 
(prepared food) and qualitative information household welfare. 
Survey of the crime sector was only conducted for the first 
time and implemented in the period of September up to Decem- 
ber 1982. 


The planning and preparation of the survey, such as taking _ 


samples, drafting of a form (to fill out), guide book for field 
work, training of master instructor was done at the centre (ca- 
pital) while the training of field personnel was carried out in 
the region. This survey covered 60.000 household. Processing 
was done in the following year, while in 1982 data processing 
was carried out of the SUSENAS (national economic census) 
of the previous year, including the issuance of various publicati- 
ons. 


e The Child and Mother Statistical Profile and Public 
Welfare indicator 


Collecting of social statistical data was intensified, both 
through sample survey as well as by complete study/research, 
and also secondary data quoted from other sources. Efforts 
for its improvement and development was carried out both 


within the framework of completing the data collected as well 
as in its system and method of collecting. 


e Public Savings Survey 


In 1982/83 was carried out an exploration method which 
has been applied in several countries, such as the United States 
of America and Japan. Based on that exploration and by compi- 
lation as well as processing of basic data, a trial survey will 
be soon conducted. 


e Agricuitural Census 


Preparation for this Agricultural Census was started since 
1968, and its main activities during 1968 — 1971, included 
: drafting of a general plan and organizing a NATIONAL 
DEMONSTRATION CENTRE ON AGRICULTURAL CENSUS 
TECHNIQUES (NEC) at the Kabupaten (Regency) Sukabumi 
together with the FAO (November — December 1971). In 
1973 was established an Operational Planning Team and the 
1973 Agricultural Census conducted. 


Developing of an Agricultural Statistics in Pelita II in- 
cluded : the improvement of Agricultural Statistics; the 1973 
Agricultural Statistical data, and continuous improvement with 
and Survey. 


In the first year of Pelita || was started with the planning 
of a research method and forms to be filled out in collecting 
Agricultural Statistical data, and continuos improvement with 
regard to the system, methodology and the implementing orga- 
nization up to the level of subdistrict (kecamatan). 


e Preparation For The 1983 Agricultural Census 


The third Agricultural Census after independence was 
conducted in 1983. 


Phases of implementing this 1983 agricultural census 
covered various activities of complete census as well as sam- 
ple. Among the activities carried out : composing a Directory 
of Agricultural companies, Village Unit Cooperatives (KUD) 
Census, Survey of Cooperatives and Evaluation of Land use. 


e Population Census 


The population census was conducted in 1971. The main 
objective of the Population Census is to obtain structural data 
linked with the population according to the situation on 24 
September 1971 (census date), basic data concerning public 
housing condition, and the framework of thinking for the foun- 
dation of further surveys and other census. 


The 1971 population census was a complete census to 
obtain basic information and sample census for obtaining deta- 
iled information. 


Study (research) was carried out on yield (output) and con- 
version from paddy to rice, about the corrective value of the 
standard size of a paddy field (sawah) in various villages in 
West Java, and on conversion of second crop in various areas 
in Java for improving in stages the estimation of sawah acre- 
age, production of rice and second crop, especially in connecti- 
on with the development in technology, culture technical, etc. 


Apart from that, a study (research) and planning was con- 
ducted for making better tools for new tiles, then studied and 
compared with tile' equipment used during Repelita I. Thoselegu- 
ipment consist of a weight scale measurement with an accura- 
cy level up to 5 grams and tile equipment of 2% x 2% m2, 
and used in West Java, Central Java and other provinces. That 
equipment is ready for use in the areas since the start of the 
23rd round of the agricultural survey in January up to April 
1977. 
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Especially for areas which are difficult to reach, such as 
mountainous area, forest areas, island, etc. is conducted a sim- 
plified tile survey study trial. In the fiscal year of 1977/78, the 
application of this simplified tile method had been more deve- 
loped. Therefore, an intensified technical supervision was carri- 
ed out in implementing Agricultural Survey in the region. 


The list of agricultural survey had been simplified and its 

utilization integrated with lists issued by the Directorate Gene- 
ral of Agriculture. 
In the fiscal year 1975/76 was conducted Agricultural Survey 
round 18, 19 and 20 throughout Indonesia, except lrian Jaya, 
and its processing could be completed up to the survey result 
of round 19. In 1976/77, Agricultural survey round 21, 22 and 
23 was conducted and the processing of the final phase. 


Agricultural Survey activity in 1977/78 was a continuation 
of implementing and processing of round 24, 25 and 26. Its 
result was used as material for production calculation, input- 
output and other information very much required for calculating 
national income from the agricultural sector. In 1978/79 was 
conducted and processed round 27 and 28, while round 29 
was being implemented. 


With the increasing development of agricultural technolo- 
gy, culture technique etc., up-to-date conversion figure is nee- 
ded for calculating the production estimate of paddy/rice. In 
this connection was carried out a Trial Survey of Model Simula- 
tion for Estimating Rice Production in several provinces with 
agricultural potential, especially paddy agriculture. The proces- 
sing of survey result as well as is analysis will be used to im- 
prove production estimate in the coming years. 


During 1978/79 were presented three predictions of pad- 
dy production at the correct time, i.e. : (1) Prediction II year 
1978 in mid July 1978; (2) Prediction III year 1978 in mid Oc- 
tober 1978; and (3) Prediction | year 1979 in mid February 
1979. Those predictions are necessary as a basis for drafting 
a government's policy in the food sector. A detailed and perma- 
nent figure for the 1978 production throughout Indonesia ac- 
cording to province and regency (kabupaten) has been in the 
stage of publications preparation. 


e Population Statistics 


As a study of the first year implementation of the Populati- 
on Registration Sample, in 1975/76 was completed a report 
on the extent of routine reporting incompletenes about Vital 
Statistics, i.e. statistics on birth and mortality. In the same year 
was issued a publication called " The Population of Java and 
Madura, 1974 Result of Population Registration". 


In 1976/77 was carried out a study on population registra- 
tion sample for midyear and the end of 1976, and in that year 
also, was presented an analysis and evaluation of the Populati- 
on Registration Sample Project year 1974/75 and published 
the " Population of Java and Madura, 1975 Result of Population 
Registration" . 


Within the framework of more stabilizing the Populatión 
Registration Sample for future phases, in 1976/77 was drafted 
an enquette concerning KAP (Knowledge, Attitude and Prac- 
tice) for the population and Village Head in the study area. 


Study result's processing and analysis of the second year 
(1975/76) of the Population Registration Sample was com- 
pleted in 1977/78. In the same year was also completed the 
processing and publication of population for the year 1976. 


Inter-census Population Survey was conducted as a bridge 
between the Population Census 1971 and the Population 


Census 1980. 
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Field activities were carried out in 1975/76 throughout 
Indonesia, except East Nusa Tenggara, Maluku and lrian Jaya, 
where activities took place in 1976/77. 


The result of the survey was : (1) Population Analysis, illus- 
trating the relationship between demographic characteristics 
and facilities as well as KAP on Family Planning; (2) Manpower 
Analysis, illustrating changes and structure of manpower prior 
to 1976 and its future development in each province; (3) Analy- 
sis on household condition. 


A population social survey was conducted in 1976/77 
with the aim of obtaining social characteristics of the Indonesi- 
an community and its development. This survey covered two 
basic activities, i.e. : (1) the National Manpower Survey (SA- 
KERNAS) carried out all over Indonesia as a sample survey, 
and (2) Village (Rural). Social Facilities Statistics (FASDES) 
conducted in all villages of Java, Bali, West Nusa Tenggara 
and South Sulawesi. 


Also surveyed was household consumption/expenditures 
using the SUSENAS (National economic survey) List. The pro- 
cessing of both basic survey activities was completed and pu- 
blished in 1977/78. 


In view of the ever increasing need for data about the soci- 
al economic narure of the Indonesian society and its future de- 
velopment, the activities covered in the Population Social Sur- 
vey were developed and intensified in the form of National Eco- 
nomic Social Survey (SUSENAS). This survey is conducted 
annually. 


The indicators collected in this survey included : (1) basic 
data about household members, relationship of member and 
family head, sex, age, maritil status and education, (2) data 
on manpower, household consumption/expenditures, health, 
social and cultural, household activities in the field of live-stock 
and people's rubber plantation, and village social facilities. 


As a continuation of activities in 1977/78, in 1978/79 was 
also collected data household business activities and household 
activities in the sector of industry/handicraft. 


e 1980 Population Census 


The objective of the 1980 Population Census was to obta- 
in detailed data and information about population according 
to number, sex, age group, group, marital status, citizenship, 
education, religion, manpower, field of business/employment, 
mother's fertility, the handicapped, population migration and 
housing living condition. Data obtained from the 1980 Populati- 
on Census has been very useful in drafting a government plan 
and evaluation about the implementation of national develop- 
ment. 


The 1980 Population Census conducted in October 1980, 
was in two phases. The first phase was a complete census 
and the second phase the sampling system covering about five 
percent of the total population. 


The processing of several Population Census data, both 
complete for basic data as well as the sampling method, result- 
ed among other in the publication of : (1) Indonesia's Population 
in 1980 according to Province and Regency/Municipality; (2) 
the Population of Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku and lrian Jaya according to Province and 
Kabupaten (Regency), etc. 


More than 300 analysis tables were issued and an analysis 
was also made on several topics. At present, a review was 
completed on the manuscript for publication about analysis 
covering the sectors of fertility, marital age, housing, migration, 
manpower and family planning. 


In 1982/83 was published : Census Sample Serial S no. 
2 which has a national as well as provincial character. 
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Setelah memberikan petunjuk tentang ‘betapa pentingnya arti statistik yang benar dalam pem- 
bangunan’ kepada aparat Biro Pusat Statistik, Presiden dan Mensesneg Soedharmono didaulat 
oleh Kepala BPS Drs Azwar Rasjid untuk berfoto bersama. Pada gambar lain kelihatan, Presiden 
dan Ibu Tien Soeharto sedang melayani petugas pengumpul data dari Biro Pusat Statistik, dan 
suasana kerja aparat Biro Pusat Statistik di kantor. 


prm | 


Having briefed by President Soeharto, the officials of the Central Bureau of Statistics took photo 
together with President Soeharto accompanied by the Minister/Secretary of State, Soedhar- 
mono, LLM. Drs Azwar Rasjid was appointed as a New Head of the Central Bureau of Statistics. 
Seen in the picture President Soeharto and Madame Tien replying the questions asked by data 
collectors at Jalan Cendana, Jakarta. 
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It is for this reason that the Central Bureau of Statistics should monitor the pro- 


Karena pentingnya data-data yang akurat dalam merumuskan langkah kebijaksanaan pem- 
bangunan nasional, Presiden Soeharto selalu memperhatikan perkembangan peranan Biro Pusat cess of data collecting operations by field- workers. Seen in the picture President 
Statistik. Pada saat-saat tertentu, Presiden Soeharto secara langsung memberikan petunjuk Soeharto is briefing a number of field-workers before their departure to their places 
dan pengarahan kepada aparat yang bertanggung jawab di bidang ini. of destination. 
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Angka-angka yang sudah diuji ринв disimpan di Bank Data Biro Pusat со Peralatan yang digunakan Data collecting operation covers the whole area of Indonesia. The accurary of 
int iie: a AGREED реа аре Бои enit. data has а great impact on development targets. 
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Pentingnya peranan Biro Pusat Statistik, kini sudah mulai dirasakan masyarakat. Hal itu terbukti dengan semakin 
banyaknya kalangan masyarakat yang meminta bantuan penjelasan data ke Biro Pusat Statistik. Rangkuman foto 
pada halaman ini menggambarkan jalannya acara kunjungan Mensesneg Soedharmono, SH ke Bank Data Biro 
Pusat Statistik, dan berbagai kalangan masyarakat yang meminta bantuan data dari BPS. 


Miryster/Secretary of State, Soedharmono LLM tried a computer machine to retrieve data. The data collected 
are stored in Data Bank at the Central Bureau of Statistics building. More and more people come to this place 
to search for data. 


" Kedinamisan angka-angka statistik mencerminkan kedinamisan pembangunan terpadu yang sedang dilaksanakan 
Pemerintah” , demikian antara lain petunjuk Presiden Soeharto kepada aparat BPS ketika menjelang berakhirnya 
Pelita III. Sejalan dengan petunjuk Presiden itu, kini ketrampilan aparat BPS terus ditingkatkan. Seperti tampak 


dalam gambar, aparat BPS sedang menjalankan tugasnya di lapangan. 


"The increase of figures shows the dynamic of development efforts which have 
been performed in a unified operation in line with the guidelines on State Policy", 
President said to High Ranking Officials of the Central Bureau of Statistics before 


the end of PELITA Ill. 


Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja aparatnya, BPS sering mengada- 
kan latihan-latihan kerja atau loka karya. Untuk melaksanakan tugas ke daerah- 
daerah terpencil, kini aparat BPS telah dilengkapi dengan kendaraan roda dua. 
Hasil pengumpulan data dengan sistem 'door to door' telah menambah keakuratan 
data. 


Field-workers need to be upgraded in line with their respective fields. A number 
of two-cycle transports have been distributed in order to enable-them to cover 
isolated areas. In fact, door-to-door operation has given better results. 


AN JAPAN 


Mka 1981 


Berhasilnya bangsa Jepang memajukan negaranya, tidak terlepas dari peranan data-data 
statistiknya yang akurat. Pengalaman negara itu, telah menarik perhatian negara Asean 
dan termasuk Indonesia. Seperti tampak dalam rangkuman foto pada halaman ini, suasana 
pertukaran pengalaman negara Asean dengan Jepang tentang statistik, dan kegiatan 
diskusi-diskusi aparat BPS dengan beberapa ahli statistik negara maju lainnya. 


Japan is one of the countries which glorify the important meaning of accurate statistical 
data. Japan and ASEAN countries have exchanged experiences in this field. Such a 
meeting has also been organized with various developed countries. Panel discussion has 
been held in order to improve the rule of procedure of the Central Bureau of Statistics. 
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Pendataan dilakukan terhadap seluruh bidang atau sektor kegiatan, baik yang berkaitan langsung 
dengan kegiatan Pemerintah maupun kegiatan kalangan swasta dan masyarakat banyak. Karena 
Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) belum merata di setiap daerah, maka di daerah-daerah tertentu 
pelaksanaan pendataan dilakukan di kantor Lurah atau Pemda setempat. Gambar sebelah kanan 
atas adalah Kantor Biro Pusat Statistik, Jakarta. 
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In order to avoid miscalculation in the formulation of development planning, it is necessary 
to collect reliable data. Data collecting has been performed in various places such as in agri- 
cultural fields, offices and other places where it is demeed necessary. Seen in the picture, the 
Central Bureau of Statistics at Jl Dr Sutomo No 8 Jakarta. 
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1. PENDAHULUAN 


Dalam Garis- garis Besar Haluan Negara secara jelas di- 
sebutkan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan 
Pemerintah adalah dalam rangka "Pembangunan Manusia Se- 
utuhnya " dan Pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. 
Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan tersebut 
haruslah dapat menciptakan keselarasan, keserasian dan 
keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan 
mental. Kedua aspek ini akan dapat tercapai terutama bahwa 
manusia tersebut haruslah sehat jasmani dan rohani. Sehat 
jasmani dan rohani ini dapat tercapai apabila tingkat 
kecenderungan gizi yang diisyaratkan dapat terpenuhi dengan 
baik. 


Pada struktur pembangunan yang demikian ini, maka 
pangan mempunyai peranan yang sangat penting. Dapat di- 
katakan bahwa pangan adalah merupakan " Pelita kehidupan” 
Hal ini tidak berarti bahwa hidup adalah untuk makan tetapi 
sebaliknya makan adalah untuk hidup. Dengan demikian 
pangan diperlukan oleh semua orang. Kecukupan pangan dan 
gizi yang merata untuk semua lapisan, mencakup berbagai 
dimensi, baik tempat, waktu, volume dan kualitas. Untuk 
mencapai program kecukupan pangan dan gizi ini, fungsi 
logistik sangat menentukan. 


Pangan mempunyai arti yang relatif penting ditinjau dari 
pemenuhan gizi manusia maupun dari segi sosial dan politik. 
Arti pangan ditinjau dari pemenuhan gizi penduduk, erat kaitan- 
nya dengan usaha Pemerintah dalam rangka pembangunan 
manusia seutuhnya. 


Ditinjau dari segi sosial dan politik, pangan dapat dengan 
mudah menimbulkan keresahan dan kerusuhan di dalam 
masyarakat apabila terjadi kerawanan. Pangan bukan hanya 
sekedar untuk memenuhi kebutuhan seseorang guna 
mempertahankan hidupnya, tetapi ia dibutuhkan dalam rangka 
menjaga stabilisasi sosial maupun stabilisasi politik. Bahkan 
merupakan batu uji kehidupan ekonomi sesuatu bangsa. Berarti 
pangan tidak hanya merupakan kebutuhan individu, namun 
menyangkut jangkauan yang lebih luas dan melibatkan 
masyarakat dan bangsa secara menyeluruh. 


Pemenuhan pangan bagi penduduk baik kuantitas maupun 
kualitas merupakan tanggungjawab Pemerintah dan juga 
masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi yang 
baik akan membentuk manusia sehat jasmani dan rohani yang 
merupakan modal utama pembangunan bangsa dan negara. 
Penyediaan pangan dan gizi merupakan satu sarana yang terus 
menerus ditingkatkan sebagai landasan pembangunan manusia 
seutuhnya dalam jangka panjang, disebabkan oleh beberapa 
faktor tantangan : 


(a) jumlah konsumsi pangan yang terus meningkat dari tahun 
ke tahun, 


(b) pangan tersebar secara merata diseluruh tanah air dan 


segenap lapisan masyarakat, 

(c) harga pangan terjangkau oleh daya beli masyarakat, 

(d) kecenderungan bahwa pola konsumsi masyarakat 
menjurus kebahan pangan beras, sehingga ketergantungan 
kepada beras semakin besar. 


Bilamana disimak lebih lanjut mengenai komoditi pangan 
akan ditemui berbagai masalah yang memerlukan perhatian 
secara seksama dan mendalam. Terutama adanya faktor 
pembatas seperti keterbatasan penyediaan pangan, ke- 
terbatasan usaha tani, keterbatasan prasarana logistik, 
keterbatasan dana dan sebagainya. 


Pentingnya fungsi logistik pangan mengingat kondisi 
obyektif Indonesia dengan berbagai macam ketidak 
seimbangan. Seperti halnya ketidak seimbangan di dalam 
bidang yang berkaitan dengan pangan antara lain : ketidak 
seimbangan struktur produksi, ketidak seimbangan domisili 
penduduk di kota dan di desa dengan aneka ragam sumber 
pendapatan, ketidak seimbangan sektor konsumsi (pola 
konsumsi dan tingkat konsumsi yang berbeda-beda) dan 
banyak lagi ketidak seimbangan yang terjadi. Kehadiran logistik 
di tengah-tengah ketidak seimbangan,menjadi semakin penting 
mengingat arah pembangunan nasional adalah untuk 
mengurangi ketimpangan-ketimpangan. Peranan logistik 


pangan tidak hanya untuk menjaga keamanan pangan di dalam 
negeri tetapi juga untuk menjaga ketidak seimbangan pangan 
dunia, mengingat persoalan pangan dunia nampaknya 
mempunyai permasalahan yang lebih komplek lagi. Seperti kita 
lihat bahwa pangan juga dapat dipakai sebagai senjata politik. 


Menyadari bahwa peranan pangan sangat besar dalam 
kehidupan suatu bangsa, baik peranannya sebagai sumber 
kehidupan sebagai faktor penunjang kestabilan ekonomi, politik 
dan keamanan, maka Pemerintah selalu berupaya agar pangan 
senantiasa tersedia. Dengan kondisi permasalahan seperti itu 
Pemerintah memandang sektor pertanian masih menjadi 
prioritas didalam setiap Pelita, meskipun peran sektor pertanian 
ini sedikit demi sedikit mulai di imbangi oleh sektor industri. 


Di dalam Pidato Presiden pada DPR (tanggal 16 Agustus 
1983) dengan jelas disebutkan : Bahwa pada REPELITA IV 
pertumbuhan sektor industri diperkirakan 9,596 rata-rata 
setahun dan sektor pertanian 3% rata-rata setahun " Dengan 
laju pertumbuhan tersebut berarti sektor industri peranannya 
akan lebih menonjol dari struktur ekonomi Indonesia makin 
seimbang”. 


. Keinginan untuk “tinggal landas” dalam perekonomian kita 
inilah yang mendorong tekad Pemerintah untuk dapat men- 
Ciptakan struktur ekonomi yang seimbang. Pengertian struktur 
ekonomi yang seimbang yaitu adanya kemampuan dan 
kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatandan 
kemampuan pertanian yang tangguh 


Dasar inilah yang dipakai landasan untuk melanjutkan 
Pembangunan pada Repelita IV yaitu : Meletakkan titik berat 
pada sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan 
dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin- 
mesin industri baik industri berat maupun industri ringan. 


Dengan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang dan 
setelah dilampauinya tahap-tahap pembangunan lima tahun, 
diharapkan akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional 
ialah masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. 
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Dalam Garis- garis Besar Haluan Negara secara jelas di- 
sebutkan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan 
Pemerintah adalah dalam rangka "Pembangunan ManusiaSe- 
utuhnya " dan Pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. 
Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan tersebut 
haruslah dapat menciptakan keselarasan, keserasian dan 
keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan 
mental. Kedua aspek ini akan dapat tercapai terutama bahwa 
manusia tersebut haruslah sehat jasmani dan rohani. Sehat 
jasmani dan rohani ini dapat tercapai apabila tingkat 
kecenderungan gizi yang diisyaratkan dapat terpenuhi dengan 


baik. 
Pada struktur pembangunan yang demikian ini, maka 
pangan mempunyai peranan yang sangat penting. Dapat di- 
katakan bahwa pangan adalah merupakan " Pelita kehidupan” 

Hal ini tidak berarti bahwa hidup adalah untuk makan tetapi 
sebaliknya makan adalah untuk hidup. Dengan demikian 
pangan diperlukan oleh semua orang. Kecukupan pangan dan 
gizi yang merata untuk semua lapisan, mencakup berbagai 
dimensi, baik tempat, waktu, volume dan kualitas. Untuk 
mencapai program kecukupan pangan dan gizi ini, fungsi 
logistik sangat menentukan. | 


Pangan mempunyai arti yang relatif penting ditinjau dari 
pemenuhan gizi manusia maupun dari segi sosial dan politik. 
Arti pangan ditinjau dari pemenuhan gizi penduduk, erat kaitan- 
nya dengan usaha Pemerintah dalam rangka pembangunan 


manusia seutuhnya. 

Ditinjau dari segi sosial dan politik, pangan dapat dengan 
mudah menimbulkan keresahan dan kerusuhan di dalam 
masyarakat apabila terjadi kerawanan. Pangan bukan hanya 
sekedar untuk memenuhi kebutuhan seseorang guna 
mempertahankan hidupnya, tetapi ia dibutuhkan dalam rangka 
menjaga stabilisasi sosial maupun stabilisasi politik. Bahkan 
merupakan batu uji kehidupan ekonomi sesuatu bangsa. Berarti 
pangan tidak hanya merupakan kebutuhan individu, namun 
menyangkut jangkauan yang lebih luas dan melibatkan 
masyarakat dan bangsa secara menyeluruh. 


Pemenuhan pangan bagi penduduk baik kuantitas maupun 
kualitas merupakan tanggungjawab Pemerintah dan juga 
masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi yang 
baik akan membentuk manusia sehat jasmani dan rohani yang 
merupakan modal utama pembangunan bangsa dan negara. 
Penyediaan pangan dan gizi merupakan satu sarana yang terus 
menerus ditingkatkan sebagai landasan pembangunan manusia 
seutuhnya dalam jangka panjang, disebabkan oleh beberapa 
faktor tantangan : 


(a) jumlah konsumsi pangan yang terus meningkat dari tahun 
ke tahun, 


(b) pangan tersebar secara merata diseluruh tanah air dan 


segenap lapisan masyarakat, 

(c) harga pangan terjangkau oleh daya beli masyarakat, 

(d) kecenderungan bahwa pola konsumsi masyarakat 
menjurus kebahan pangan beras, sehingga ketergantungan 
kepada beras semakin besar. 


Bilamana disimak lebih lanjut mengenai komoditi pangan 
akan ditemui berbagai masalah yang memerlukan perhatian 
secara seksama dan mendalam. Terutama adanya faktor 
pembatas seperti keterbatasan penyediaan pangan, ke- 
terbatasan usaha tani, keterbatasan prasarana logistik, 
keterbatasan dana dan sebagainya. 


Pentingnya fungsi logistik pangan mengingat kondisi 
obyektif Indonesia dengan berbagai macam ketidak 
seimbangan. Seperti halnya ketidak seimbangan di dalam 
bidang yang berkaitan dengan pangan antara lain : ketidak 
seimbangan struktur produksi, ketidak seimbangan domisili 
penduduk di kota dan di desa dengan aneka ragam sumber 
pendapatan, ketidak seimbangan sektor konsumsi (pola 
konsumsi dan tingkat konsumsi yang berbeda-beda) dan 
banyak lagi ketidak seimbangan yang terjadi. Kehadiran logistik 
di tengah-tengah ketidak seimbangan,menjadi semakin penting 
mengingat arah pembangunan nasional adalah untuk 
mengurangi ketimpangan-ketimpangan. Peranan logistik 


pangan tidak hanya untuk menjaga keamanan pangan di dalam 
negeri tetapi juga untuk menjaga ketidak seimbangan pangan 
dunia, mengingat persoalan pangan dunia nampaknya 
mempunyai permasalahan yang lebih komplek lagi. Seperti kita 
lihat bahwa pangan juga dapat dipakai sebagai senjata politik. 


Menyadari bahwa peranan pangan sangat besar dalam 
kehidupan suatu bangsa, baik peranannya sebagai sumber 
kehidupan sebagai faktor penunjang kestabilan ekonomi, politik 
dan keamanan, maka Pemerintah selalu berupaya agar pangan 
senantiasa tersedia. Dengan kondisi permasalahan seperti itu 
Pemerintah memandang sektor pertanian masih menjadi 
prioritas didalam setiap Pelita, meskipun peran sektor pertanian 
ini sedikit demi sedikit mulai di imbangi oleh sektor industri. 


Di dalam Pidato Presiden pada DPR (tanggal 16 Agustus 
1983) dengan jelas disebutkan : Bahwa pada REPELITA IV 
pertumbuhan sektor industri diperkirakan 9,596 rata-rata 
setahun dan sektor pertanian 396 rata-rata setahun " Dengan 
laju pertumbuhan tersebut berarti sektor industri peranannya 
akan lebih menonjol dari struktur ekonomi Indonesia makin 
seimbang”. 


Keinginan untuk " tinggal landas" dalam perekonomian kita 
inilah yang mendorong tekad Pemerintah untuk dapat men- 
Ciptakan struktur ekonomi yang seimbang. Pengertian struktur 
ekonomi yang seimbang yaitu adanya kemampuan dan 
kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatandan 
kemampuan pertanian yang tangguh 


Dasar inilah yang dipakai landasan untuk melanjutkan 
Pembangunan pada Repelita IV yaitu : Meletakkan titik berat 
pada sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan 
dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin- 
mesin industri baik industri berat maupun industri ringan. 


Dengan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang dan 
setelah dilampauinya tahap-tahap pembangunan lima tahun, 
diharapkan akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional 
ialah masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. 
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MASALAH PANGAN INTERNASIONAL 


Meningkatnya saling ketergantungan dan saling 
mempengaruhi negara satu dengan yang lainnya, makin 
nampak bahwa suatu negara tidak mungkin bisa berdiri sendiri. 
Karena dalam dunia modern, sebuah negara sulit untuk dapat 
memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bekerjasama 
dengan negara lain. 


Dewasa ini, permasalahan pangan dunia semakin komplek 
dan saling kait mengait. Karena masalahnya sangat luas juga 
kepentingan produksi, persediaan dan kecukupan gizi tidak 
selalu seirama. Masalah pangan ditentukan juga oleh masalah 
non pangan seperti masalah energi dan sumber daya alam, 
lingkungan hidup, pengangguran, perdagangan internasional 
moneter dan lain-lain. 


Jika ditelaah kembali dalam kurun waktu 1970-an terdapat 
tiga macam krisis yang relatif menonjol dan sempat 
menggoyahkan hubungan ekonomi internasional. 


1. Krisis Pangan, tahun 1972. 


Krisis ini disebabkan karena cuaca yang tidak 
menguntungkan, kekeringan yang telah melanda di- 
berbagai negara di Dunia.Amerika Serikat sebagai negara 
penyediaan pangan yang besar tak luput dilanda 
kekeringan sehingga menciutnya persediaan. Kegagalan 
panen yang terjadi diberbagai negara mengakibatkan 
kelaparan dan krisis pangan terutama di negara-negara yang 
sedang berkembang. 
2. Krisis Energi, tahun 1974/75 


Krisis ini sangat dirasakan baik oleh negara kaya maupun 
negara miskin. Negara-negara peng-impor minyak merasa 
terpukul dengan defisit neraca pembayarannya seperti 
yang dialami Amerika Serikat. Sebaliknya negara penghasil 


minyak seperti Arab, Iran dan Kuwait mengalami surplus 
dollar, sehingga timbul adanya petro dollar dari negara- 
negara tersebut. Keadaan ini mengakibatkan bursa valuta 
internasional mengalami kegoncangan. 

3. Krisis moneter, hampir bersamaan dengan krisis energi 
disusul pula adanya krisis moneter. Krisis moneter ditandai 
dengan adanya keganjilan kurs antara mata uang akibat 
tidak ada keseimbangan neraca pembayaran antar negara. 
Krisis moneter internasional ini membawa akibat yang 
sangat besar bagi negara yang mengandaikan hasil ekspor 
pertaniannya sebagai sumber devisa negara. 


Krisis-krisis tersebut memberikan momentum baru bagi 
peninjauan kembali secara menyeluruh hubungan ekonomi 
Internasional. Dari serangkaian masalah tadi, yang relatif lebih 
menonjol adalah masalah penemuan kebutuhan pangan. 
Persediaan pangan merupakan fungsi dari pada siklus panenan 
dunia dampak kebijakan pemerintah suatu negara. Kekurangan 
pangan dan kemiskinan merupakan masalah yang dapat 
mempengaruhi kehidupan ekonomi, stabilitas politik dan 
kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. 


Secara global permasalahan pangan dunia bukanlah karena 
tidak mencukupinya produksi pangan dunia dalam arti yang ab- 
solut. Tetapi permasalahannya adalah tidak meratanya pro- 
duksi pangan dunia. Secara garis besar persoalan pangan dunia 
yaitu : 

Produksi pangan dunia yang tidak merata, 

Harga pangan di pasaran internasional sering berfluktuasi, 
Konsumsi pangan yang terus meningkat, 

Keadaan stok pangan dunia yang tidak stabil, 
Produktivitas pangan yang relatif menurun. 
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A. PRODUKSI PANGAN DUNIA YANG TIDAK 
MERATA 


Produksi pangan dunia sebagian besar justru terpusat di- 
negara-negara maju seperti Amerika Serikat, USSR dan Eropa 
terutama untuk gandum dan biji-bijian. Sedang di belahan bumi 
lainnya tercatat kekurangan pangan. 


Pusat-pusat produksi pangan dunia : 


a. Lebih kurang 5896 produksi serealia, 2096 produksi 
gandum dan 224 produksi biji-bijian lainnya berada di- 
kawasan Asia dan Pasifik (Tabel 1). 

b. Lebih kurang 91% gabah dunia dihasilkan di kawasan Asia 
dan Pasifik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,54 
per tahun (Tabel 2) dan pertumbuhan penduduk 296 
per tahun (Tabel 3) 

c. Keamanan pangan di Asia Pasifik sangat tergantung pada 
produksi gabah/beras. 

d. Pertumbuhan produksi serealia di kawasan Asia , Pasifik 
relatif lebih tinggi (3,196) dibandingkan dengan dunia lain- 
nya (2,396) dan dibanding dunia secara menyeluruh (2,696) 
(Tabel 1) 

e. Pertumbuhan produksi serealia dikawasan Asia danPasifik 
(3,196) melebihi pertumbuhan penduduk (296) (Tabel 3) 


Persediaan pangan dunia dikuasai oleh negara-negara 
maju. Negara-negara yang sedang berkembang yang umumnya 
padat penduduk, penghasilannya relatif lebih rendah dan hanya 
sebagian kecil yang jadi pusat produksi pangan. Sehingga 
negara-negara ini belum mampu mencukupi kebutuhan pangan 
nya sendiri. Akibatnya, masih harus tergantung pada impor 
dari negara-negara maju. 


Bulog 4 


Khusus untuk bahan pangan beras dunia mempunyai ciri- 

Ciri tersendiri yang antara lain : 

— Adanya keterlibatan yang besar dari Pemerintah dalam 
perberasan : 

— Lebih kurang 9196 produksi beras berada di Asia dan 
Pasifik merupakan negara yang sedang berkembang dan 
umumnya beras menjadi makanan pokok sebagian besar 
penduduknya : | 

— Lebih kurang 90% beraslangsung dikonsumsi manusia dan 
hanya sebagian kecil yang digunakan untuk makanan ter- 
nak atau industri : 

— Perdagangan beras dunia & 396 dari produksi beras dunia, 
dimana 8596 dikonsumsi atau di impor oleh negara-negara 
yang sedang berkembang khususnya dikawasan Asia. 


Pertumbuhan permintaan terhadap pangan dunia pada 
umumnya disebabkan karena pertumbuhan penduduk di- 
kawasan Asia dan Afrika. Di negara yang defisit sumber bahan 
pangan dan relatif miskin, pertumbuhan penduduknya relatif 
tinggi antara 2-3,596 melebihi pertumbuhan pangan (1,796). 
Sebaliknya konsumsi di negara kaya seperti Amerika Serikat, 
Jepang, Eropa Barat dan akhir-akhir ini Uni Sovyet, membutuh- 
kan lebih banyak daging, mereka menaikkan permintaan 
sumber makanan ternak yang berasal dari serealia. 


Negara-negara khusus di Asia, menjadi pusat produksi 
beras. Namun karena beras menjadi makanan utama sebagian 
besar penduduk dan di pihak lain masih tingginya jumlah atau 


tingkat perkembangan penduduk berakibat produksi. beras hanya untuk 


TABEL 1 
PERTUMBUHAN PRODUKSI SEREALIA 


1971 — 1981 
(JUTA TON) 
Rata-rata/tahun Rata-rata/tahun Pertumbuhan 
Wilayah Geografis untuk 3tahun untuk 3 tahun rata-rata/tahun 
s/d 1971 s/d 1981 1971 - 1981 
Asia dan Pasifik 455,01 616,56 3,196 
Dunia lainnya 776,68 976,20 2,3 Yo 
Afrika 61,14 71,30 1,596 
Amerika Utara 262,72 370,03 3,5% 
дап Тепдаһ 
Amerika Selatan 51,21 67,32 2,896 
Eropa 199,06 247,73 2,296 
Lain-lain 202,56 219,82 0,8% 
Dunia 1.231,69 1.592,76 2,6% 
Sumber : Disarikan dari FAO Production Yearbook, 1981 
TABEL 2 
PRODUKSI GABAH 1971 — 1981 
(JUTA TON) 
Rata-rata/tahun Rata-rata/tahun Pertumbuhan 
Wilayah Geografis untuk 3tahun untuk 3tahun rata-rata/tahun 
s/d 1971 s/d 1981 
Asia dan Pasifik 282,52 357,88 2,496 
Dunia lainnya 27,27 38,37 3,596 
Afrika 7,34 8,41 1,496 
Amerika Utara 5,35 9,11 5,596 
dan Tengah 
Amerika Selatan 9,57 13,37 3,4% 
Егора 1,82 1,92 0,5% 
Lain-lain 3,19 5,56 5,796 
Dunia 309,79 395,25 2,596 
Sumber : Disarikan dari FAO Production Yearbook, 1981. 
TABEL 3 
PERTUMBUHAN PRODUKSI SEREALIA DAH 
PERTUMBUHAN PENDUDUK 
1971 —1981 
Produksi Serealia Penduduk 
Wilayah Geografis (1971-1981) (1971-1981) 
(%) (%) 
Asia dan Pasifik 3,1 2,0 
Dunia lainnya 2,3 1,7 
Afrika 1.5 2,9 
Amerika Utera 3,5 1,6 
dan Tengah 
Amerika Selatan 2,8 2,4 
Eropa 2,2 0,5 
Lain-lain 0,8 0.9 
Dunia 2,6 1.9 


Sumber : Disarikan dari FAO Production Yearbook, 1981 
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mencukupi kebutuhan dalam negeri. Bahkan impor masih di- 
perlukan seperti halnya Indonesia. Negara yang mempunyai 
potensi ekspor beras tersebar didunia adalah Thailand x 3096 
sahamnya dari potensi ekspor beras terbesar diiDunia adalah 
Thailand + 3096 sahamnya dari perdagangan dunia dalam 
tahun 1982. Kemudian disusul Amerika + 22% dari 
perdagangan beras dunia. 


Semakin disadari bahwa ketergantungan pangan terhadap 
negara lain akan menimbulkan masalah yang cukup rawan. 
Akibatnya pada akhir abad ke XX ini negara-negara 
berkembang berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan 
produksinya. Indonesia sejak memasuki Pelita 1969, terus 
berusaha meningkatkan produksinya dengan jalan mencari bibit 
unggul, inovasi teknologi, adanya Bimas, Insus dan sebagainya. 


B. HARGA PANGAN DI PASARAN INTERNASIONAL 
SERING BERFLUKTUASI 


Sebagai akibat daripada penyediaan pangan dunia yang 
tidak stabil parkembangan harga pangan dunia (bahan makanan 
pokok) sering berfluktuasi, kadangkala menurun dan kemudian 
meningkat cukup tajam. Keadaan harga pangan yang kurang 
menentu ini disebabkan karena berbagai faktor antara lain : 


— Produksi yang sangat tergantung pada cuaca,sehingga 
kegagalan panen di suatu negara akan dapat menggoncang- 
kan pasaran pangan internasional. Apalagi seandainya pe 
ristiwa itu terjadi di negara-negara produsen pangan seper 
ti Amerika Serikat, Uni Sovyet dan lain-lain. 


—  Terpusatnya produksi pangan dunia (dalam arti eksportabel 
supply) di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, 
berarti negara tersebut mempunyai andil yang besar dalam 
pembentukan harga di pasaran Internasional. Sebagai 
contoh adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Amerika 
Serikat yakni "Program PIK” (Payment In Kind) 
Januari 1983. Tujuannya adalah untuk mengurangi areal 
tanam bagi bahan pangan seperti beras, gandum, jagung, 
kedele, sehingga menyebabkan harga pangan di pasaran 


internasional meningkat. Ketidakstabilan harga cenderung 


memberi kesempatan yang lebih besar pada negara yang 
mampu melakukan spekulasi. Yang paling menderita 
adalah negara yang tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan fluktuasi. Kebanyakan diantara mereka adalah 
negara-negara yang berkembang. Akibatnya, mereka 
menghadapi kesulitan di dalam perencanaan pembangunan 
ekonominya. Kebijaksanaan yang diambil negara-negara 
produsen pangan, sering berpengaruh pula terhadap harga 
pangan dunia. 


Dari data tersebut terlihat bahwa Amerika Serikat 
memegang peranan terbesar dalam perdagangan pangan dunia. 
Rusia dan China meskipun mempun 
terbesar untuk gandum dan beras namun relatif sedikit yang 
memasuki pasaran dunia (dalam drtian eksportabel supply), 
karena sebagian besar produksinya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. 


А 


/ 


Dari berbagai komoditi pangan terlihat bahwa harga gula 
sering nampak berfluktuasi tajam. Faktor pendorong ketidak 
stabilan harga gula dunia dikarenakan produksi gula dunia yang 
kurang menentu. Satu saat naik dengan angka cukup bésar, 
namun tahun berikutnya terjadi defisit gula. Negara seperti 
Uni Sovyet, China dan Jepang yang merupakan konsumen gula 
cukup besar, nampak berperan dalam mempengaruhi harga 
gula di pasaran dunia. Seperti yang pernah terjadi di 
tahun 1980, harga gula dunia meningkat 3 x lipat dari harga 
tahun 1979. Penyebab kenaikan harga ini karena kegagalan 
panenan gula di Uni Sovyet. Sehingga Rusia membeli secara 
besar-besaran gula dipasaran Internasional. Akibatnya harga 
gula melonjak. 


Khusus untuk beras, situasi harganya mudah berfluktuasi, 
karena : 


— Ekspor beras dunia relatif kecil (11-12 juta ton) atau hanya 
2-396 dari produksi beras dunia, bila dibanding dengan 
ekspor komoditi pangan lainnya seperti : gandum 20,34, 
biji-bijian 1196, jagung 1496, kedele 2996 dari produksinya. 

— Untuk kebutuhan impor beras kurang lebih hampir sama 
dengan jumlah kemampuan ekspor tersebut. 

— Sebagian besar ekspor beras berpusat di Asia (yang juga 
konsumen beras utama), pengekspor beras yang terbesar 
pada saat ini ialah : Thailand, Amerika Serikat dan Pakistan. 

— Negara-negara pengimpor beras sebagian besar adalah 
negara sedang berkembang (Indonesia, Korea Selatan, 
Saudi Arabia, Nigeria dan sebagainya) yang mempunyai 
kemampuan keuangan relatif berbeda-beda. 


Ketidak stabilan harga panen dunia membawa akibat pada 
masalah kelaparan dunia dalam beberapa hal : 


Pertama, ketidakstabilan harga akibat kekurangan 
persediaan pangan mendorong timbulnya " winfall" profit bagi 
yang menguasai stock pangan dunia Keuntungan ini jelas tidak 
dinikmati oleh petani yang menghasilkan tetapi para perantara 
pemasaran pangan. 


TABEL 4 
i KONTRIBUSI EKSPOR BEBERAPA NEGARA 
/ TERHADAP PERDAGANGAN PANGAN DUNIA 


/ 1982/1983 (96) 
Negara | Beras Gandum Biji-Bijian Kedele Jagung 
uc TT rm" J WWW 
U.S.A. 21,6 40,9 59,3 88,1 71,1 
Kanada | — 21,5 7,0 - = 
Australia — 8,2 1,5 = = 
Argentina - 7,7 12.2 3,9 8.6 
Thailand 31,0 - 2,7 — 3,4 
China 43 = = = 
Pakistan 6,9 — — — — 
Afrika Selatan - - 3,7 — 5,3 


www, 


(Sumber : USDA "Foreign Agricultur Circular, Juli 1983). 
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Kedua, fluktuasi harga pangan dunia dapat membuat 
strategi perencanaan produksi oleh para petani produsen relatif 
sulit. Negara pengimpor pangan menjadi sulit didalam 
perencanaan impor dengan pemakaian sumber devisa yang 
relatif terbatas. Akibatnya Pemerintah akan lebih banyak campur 
tangan didalam menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri 
demi menjaga stabilitas politik dalam negeri. Hal ini amat di- 
rasakan Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, dimana 
impor memegang peranan yang dominan dalam mencukupkan 
kebutuhan pangan masyarakat. 


Konsumsi pangan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan. Faktor yang ikut mendorong kenaikan konsumsi 
pangan yakni pertambahan penduduk baik dinegara maju 
maupun dinegara yang sedang berkembang. Pada tahun 1980 
penduduk dunia mencapai 4,4 milyar , dengan tingkat parkem- 
bangan rata-rata 1,7 &/tahun (negara maju = 0,6% dan negara 
sedang berkembang = 296). 


Bagi negara-negara sedang berkembang persoalan pangan 
akan semakin berat, karena negara-negara sedang berkembang 
yang didiami oleh 7496 penduduk dunia hanya menghasilkan 
produksi pengan + 45% dari produksi serealia dunia, 
sedangkan konsumsinya meliputi 4896 dari konsumsi pangan 
dunia (tahun 1980). Dengan demikian berarti bahwa hampir 
у bagian dari penduduk dunia mengkonsumsi kurang dari 50% 


produksi serealia dunia. Sebaliknya negara-negara maju yang 
hanya didiami oleh 2696 penduduk dunia, menghasilkan 5596 
dari produksi pangan dunia dan mengkonsumsi sebesar 5596 
dari konsumsi serealia dunia. 


Perkembangan konsumsi beberapa komoditi pangan 
selama З tahun terakhir menunjukkan gambaran sebagai beri- 
kut : 


Peningkatan konsumsi pangan terjadi dinegara-negara 
seperti Rusia, Amerika Serikat, Indonesia, Korea Selatan, 
Nigeria dan Argentina. Kekurangan konsumsi pangan dan 
sumber dalam negeri, ditutup dengan impor dari luar negeri. 
Impor pangan dapat melalui berbagai jalur (a) bantuan : (b) 
sistem imbal beli : (c) perdagangan. Ketiga jalur ini relatif tak 
stabil untuk menjamin kecukupan pangan dalam negeri. 
Adanya inflasi harga, dan kompetisi permintaan di antara 
negara-negara maju, seperti Jepang, Rusia, membatasi 
perdagangan pangan secara komersial. Jika impor tidak 
diperoleh pada waktu yang tepat dan dana yang tidak 
mencukupi, dapat menimbulkan bahaya kelaparan terutama di 
negara-negara yang relatif miskin. Kita masih ingat Coup di 
Nigeria dan Ethiopia (1970) karena kelaparan dan kekeringan, 
karenanya impor pangan bukanlah penyelesaian jangka panjang 
untuk mencukupi kebutuhan pangan. Sebanyak mungkin 
keperluan konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dan produksi- 
nya sendiri, sedangkan impor dapat dianggap sebagai suplemen 
saja. 


US $/MT, FOB 
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Harga Beras di Bangkok (Thailand 25%). 
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Harga Kedele di USA (No.3 yellow). 
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TABEL & 
PERKEMBANGAN KONSUMSI BAHAN PANGAN DUNIA 1980/81 s/d 1982/83 


(JUTA TON) 
1980/81 A% 1981/82 A% 1982/83 
Gandum 444,3 -0,1 444,1 4,8 465,6 
Beras 266,0 4,5 278,1 2,7 285,5 
Biji-bijian 741,9 -1,2 733 1,5 743,8 
Kedele 71.8 3,6 74,4 5,8 78,7 


(Sumber : USDA 'Outlook & Situation’ Juni 1983) 


C. STOCK PANGAN DUNIA YANG TIDAK 
STABIL | 


Selama 10 tahun terakhir (1972-1982) keadaan stock 
pangan dunia sering berfluktuasi secara tajam. Kadang-kadang 
meningkat sangat besar yakni mencapai 30,7 & namun tahun 
berikutnya menurun lebih 296. Stock pangan ini sangat penting 
artinya dalam menjaga keamanan pangan dunia,dimana akhir- 
akhir ini masalah keamanan pangan menjadi topik pembicaraan 
baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. 


Keamanan pangan mempunyai pengertian bahwa suatu 
negara akan mampu menjamin kecukupan pangan bagi 
penduduknya, sekalipun dalam keadaan darurat seperti 
kegagalan panenan, bencana alam dan sebagainya. Untuk 
menghadapi situasi pangan yang labil ini telah mendorong 
berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama dalam 
membentuk cadangan pangan baik di tingkat Internasional, 
nasional maupun regional. Sebagai contoh FAO telah 
mengeluarkan gagasan untuk membentuk "World Food 
Security” yang tampaknya telah mampu menggerakkan 
negara-negara anggotanya untuk mulai merintis usaha tersebut 
baik di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. 
Di tingkat ASEAN telah dibentuk “ASEAN FOOD SECURITY 
RESERVE” (AFSR). 


Pada dasarnya kemampuan pemupukan stock pangan 
dunia erat hubungannya dengan peningkatan produksi dan 
kemampuan pemupukan stock nasional di masing-masing 
negara. Oleh karena produksi pangan bersifat labil, banyak 
tergantung pada keadaan cuaca, strategi penanaman oleh 
petani, dorongan dan insentif Pemerintah, dan lain-lain 
sehingga stock pangan tersebut juga sulit dipertahankan pada 
tingkat tertentu. Dengan adanya fluktuagi stock pangan akan 
berpengaruh pula dalam usaha meniaga keamanan pangan 
dunia baik menyangkyt keamanan bidang penyediaannya 
maupun keamanan di bidang harganya. 


Stock pangan dunia di samping sering mengalami fluktuasi 
yang tajam dilain pihak stock tersebut + 60% berada di negare 
negara maju, sedangkan di negara-negara sedang berkembang 
hanya dari 4096. Berapa sebetulnya stock pangan yang di- 
perlukan dan cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masing 
masing negara ? Ada berbagai pendapat dan perkiraan 
mengenai besarnya jumlah stock pangan yang harus dikuasal 
ditiap negara. FAO memperkirakan stock tersebut besamy? 
adalah + 17% dari konsumsi, atau tergantung dari kondisi di- 
masing-masing negara. 


TABEL 6 
PERKEMBANGAN STOCK PANGAN (SEREALIA) DUNIA 
1972 — 1982 (JUTA TON 
Tahun Beras Gandum Biji-bijian Total A% % Stock Dunia 
Serealia dari konsumsi 
1972 30 91,5 95.4 216,8 - 18 
1973 24 70.9 77,1 172,0 -20,7 14 
1974 28.8 81,3 75,6 185,7 7,9 15 
1975 29 75,7 73,9 178,6 - 38 14 
1976 36.5 76,7 74,0 187,2 4,8 14 
1977 36.8 114,8 93,1 244.7 30,7 18 
1978 39,4 97,2 102,2 238,7 - 2,5 17 
1979 428 117,0 113,7 273,5 14,5 19 
1980 41.8 104.7 108,5 255.0 - 6,76 18 
1981 40.4 96.9 93,4 230,7 - 9,5 16 
1982 41,3 101,6 132 274,9 19,2 19 


ce 


(Sumber : FAO, "Food Outlook", Maret 1983). 
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Nil. : 
MASALAH PANGAN NASIONAL 


Pangan di Indonesia mempunyai pengertian yang luas 
mencakup semua bahan makanan baik yang termasuk bahan 
makanan pokok maupun yang bukan pokok. Didalam 


pengertian bahan pangan meliputi segenap komoditi yang 
tercakup dalam neraca bahan makanan (Food Balance Sheet) 
yang dihitung oleh Biro Pusat Statistik. 

Komoditi pangan yang tercakup di dalam neraca bahan 
makanan yakni : 
1. Padi-Padian : 

— Beras 

— gandum 

— Jagung 
2. Makanan berpati : 

— Ubi jalar 

— Ubi kayu 

— Sagu 
3. Gula 
4. Biji Berminyak : 

— Kacang 


— Kedele 
— Kelapa 


Buah-buahan 
Sayur-sayuran 
Daging dan telur 
Susu 

. Ikan 

O. Minyak dan lemak. 


2 009m 


Dari berbagai komoditi di atas, beras menduduki tempat 
yang utama dan bahkan orang mengatakan, pangan di 
Indonesia adalah identik dengan beras. Hal ini memang cukup 
beralasan karena merupakan makanan pokok sebagian besar 
rakyat Indonesia. Oleh karena beras saat ini masih mempunyai 
peranan yang paling besar didalam kedudukan pangan di 
Indonesia, maka pembahasan masalah pangan nasional dan 
regional lebih dititik beratkan pada komoditi beras. 


A. KETIMPANGAN PRODUKSI PANGAN 


Situasi pangan kita dewasa ini yakni setelah melewati 
tahap pembangunan selama hampir tiga Pelita, dimana ciri 
pokok masalah pangan yaitu ketimpangan antara pola 
penyebaran produksi dan konsumsi belum sepenuhnya berhasil 
menggesernya. 


— Konsumsi masih menunjukkan kenaikan terus menerus. 
Hal ini disebabkan pengaruh yang cukup besar dari 
pendapatan masyarakat terhadap permintaan beras, 
tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi 
dan komposisi umur yang lebih berat ke usia muda sehingga 
jumlah takaran yang dimakan lebih banyak. Dilain pihak, 
tingkat konsumsi beras di masyarakat Indonesia masih - 
belum mencapai tingkat "levelling off” 


— Produksi pangan/beras belum dapat mencukupi kebutuhan 
penduduk. Produksi pangan bersifat fluktuasi dan tidak 
merata penyebarannya. 


Pokok-pokok permasalahan pangan di Indonesia pada dasarnya 
tidak terlepas dari adanya ciri-ciri pangan kita baik ditingkat 
produksi maupun konsumsinya. 


Sebagaimana diketahui produksi pangan kita sangat 
dipengaruhi oleh keadaan iklim/cuaca, kesuburan tanah, 
keadaan petani dan sebagainya. Indonesia yang mempunyai 
27 propinsi dan terdiri dari 13.600 buah pulau yang berbeda 
alam, keadaan, keadaan iklim/cuaca, berbeda kesuburan tanah 
dan sebagainya telah menciptakan ciri-ciri dibidang produksi 
antara lain : 


1. Pusat Produksi Yang Tidak Merata 


Selama hampir tiga Pelita yang telah kita lalui, ternyata 
belum banyak pergeseran-pergeseran yang berarti dalam 
pusat-pusat produksi pangan baik beras maupun produksi 
palawija. Daerah-daerah produksi pangan masih berpusat 
di Pulau Jawa yang relatif padat penduduknya dan terbatas 
areal tanah pertaniannya, sehingga peningkatan melalui 
ekstensifikasi sulit dilakukan. Daerah produsen padi masih 
berkisar di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedang 
untuk Luar Jawa terpusat di Sulawesi Selatan dan Bali. 
Bahan pangan lainnya seperti palawija dan ubi-ubian, 
pusat-pusat produksi juga terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 
khususnya di Jawa Timur tetap paling menonjol dalam 
bahan produksi pangan secara nasional. Kalau dilihat Pulau 
Jawa yang luas tanahnya hanya sekitar 796 dari seluruh 


luas wilayah Indonesia, tapi dihuni oleh x 6496 dari 
penduduk Indonesia, maka beban Pulau Jawa sudah 
terlampau berat untuk mencukupi kebutuhan pangannya. 
Pergeseran pusat-pusat produksi pangan ke Luar Jawa 
sangat diperlukan produksi pangan di Indonesia dapat 
dilihat dalam diagram di halaman berikutnya. 


2, Produksi Pangan Bersifat Fluktuasi 


Laju produksi pangan sulit untuk diatur, karena 
produksi pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim/ 
keadaan cuaca, adanya serangan hama, bencana alam/ 
banjir dan sebagainya. Di samping itu petani juga bebas 
menentukan pilihan komoditi yang akan ditanam, artinya 
apakah ia akan menanam padi,atau palawija atau tebu dan 
lain-lain tergantung oleh keinginan petani itu sendiri. 
Keadaan yang demikian ini kadang-kadang menyebabkan 
kurang stabilnya perkembangan produksi pangan. 


Terlihat disini bahwa perkembangan produksi pangan 
sering berfluktuasi secara tajam. Seperti halnya yang terjadi 
dalam tahun 1975 karena adanya serangan hama produksi 
beras turun sebesar 0,6096, padahal tahun sebelumnya 
menunjukkan peningkatan cukup besar 4,58%.Di tahun 
1980 karena keadaan cuaca yang baik produksi beras 
dapat meningkat sangat besar + 13,2896. Dengan adanya 
perkembangan produksi pangan yang sulit dipastikan 
secara tepat, sehingga menyulitkan dalam perencanaan, 
penyediaan stock pangan maupun hal-hal lainnya. 


3, Produksi Pangan Yang Bersifat Musiman 


Pola tanaman dan pola panen komoditi pangan sangat 
dipengaruhi antara lain oleh tersedianya air dalam hal ini 
curah dan distribusi hujan. Sebagian besar penanaman padi 
mengikuti pola hujan pada waktu bulan-bulan sekitar 
Nopember, Desember, Januari,Pebruari dan sebagian kecil 
penanaman padi terjadi pada bulan-bulan Maret, April, Mei. 
Panen raya yang tejadi pada bulan-bulan Maret s/d Juli 
meliputi x 7096, sedang panen gandum terjadi pada bulan 
Agustus s/d Oktober hanya meliputi t 3096. Seperti di- 
ketahui, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu kepulauan 
dengan keadaan musim atau curah hujan yang berbeda, 
menyebabkan pola tanam dan pola panen antar daerah 
tidak merata sepanjang tahun. 
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| TABEL б 
PERKEMBANGAN KONSUMSI BAHAN PANGAN DUNIA 1980/81 s/d 1982/83 


(JUTA TON) 
1980/81 A% 1981/82 A% 1982/83 
Gandum 444,3 -0,1 444,1 4,8 465,6 
Beras 266,0 4,5 278,1 2,7 285,5 
Biji-bijian 741,9 -1,2 733 1,5 743,8 
Kedele 71,8 3,6 74,4 5,8 78,7 


(Sumber : USDA 'Outlook & Situation' Juni 1983) 


C. STOCK PANGAN DUNIA YANG TIDA 
STABIL i 


Selama 10 tahun terakhir (1972-1982) keadaan stock 
pangan dunia sering berfluktuasi secara tajam. Kadang-kadang 
meningkat sangat besar yakni mencapai 30,796 namun tahun 
berikutnya menurun lebih 296. Stock pangan ini sangat penting 
artinya dalam menjaga keamanan pangan dunia,dimana akhir- 
akhir ini masalah keamanan pangan menjadi topik pembicaraan 
baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. 


Keamanan pangan mempunyai pengertian bahwa suatu 
negara akan mampu menjamin kecukupan pangan bagi 
penduduknya, sekalipun dalam keadaan darurat seperti 
kegagalan panenan, bencana alam dan sebagainya. Untuk 
menghadapi situasi pangan yang labil ini telah mendorong 
berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama dalam 
membentuk cadangan pangan baik di tingkat Internasional, 
nasional maupun regional. Sebagai contoh FAO telah 
mengeluarkan gagasan untuk membentuk "World Food 
Security” yang tampaknya telah mampu menggerakkan 
negara-negara anggotanya untuk mulai merintis usaha tersebut 
baik di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. 
Di tingkat ASEAN telah dibentuk” ASEAN FOOD SECURITY 
RESERVE" (AFSR). 


Pada dasarnya kemampuan pemupukan stock pangan 
dunia erat hubungannya dengan peningkatan produksi dan 
kemampuan pemupukan stock nasional di masing-masing 
negara. Oleh karena produksi pangan bersifat labil, banyak 
tergantung pada keadaan cuaca, strategi penanaman oleh 
petani, dorongan dan insentif Pemerintah, dan lain-lain 
sehingga stock pangan tersebut juga sulit dipertahankan pada 
tingkat tertentu. Dengan adanya fluktuasj stock pangan akan 
berpengaruh pula dalam usaha menjaga keamanan pangan 
dunia baik menyangkut keamanan bidang penyediaannya 
maupun keamanan di bidang harganya. 


Stock pangan dunia di samping sering mengalami fluktuasi 
yang tajam dilain pihak stock tersebut + 604 berada di negara- 
negara maju, sedangkan di negara-negara sedang berkembang 
hanya dari 4096. Berapa sebetulnya stock pangan yang di- 
perlukan dan cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masing- 
masing negara ? Ada berbagai pendapat dan perkiraan 
mengenai besarnya jumlah stock pangan yang harus dikuasai 
ditiap negara. FAO memperkirakan stock tersebut besarnya 
adalah x 1796 dari konsumsi, atau tergantung dari kondisi di- 
masing-masing negara. 


TABEL 6 
PERKEMBANGAN STOCK PANGAN (SEREALIA) DUNIA 
1972 — 1982 (JUTA TON 

Tahun Beras Gandum Biji-bijlan Total A % % Stock Dunia 

Sereelia dari konsumsi 
1972 30 91,5 95,4 216,8 - 18 
1973 24 70,9 77,1 172,0 -20,7 14 
1974 28,8 81,3 75,6 185,7 7,9 15 
1975 29 75,7 73,9 178,6 - 38 14 
1976 36,5 76,7 74,0 187,2 4,8 14 
1977 36,8 114,8 93,1 244,7 30,7 18 
1978 39,4 97,2 102,2 238,7 - 25 17 
1979 42,8 117,0 113,7 273,5 14,5 19 
1980 41.8 104,7 108,5 255,0 - 6,76 18 
1981 40,4 96,9 93,4 230,7 - 9,5 16 
1982 41,3 101,6 132 274,9 19,2 19 


(Sumber : FAO, "Food Outlook", Maret 1983). 
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MASALAH PANGAN NASIONAL 


Pangan di Indonesia mempunyai pengertian yang luas 
mencakup semua bahan makanan baik yang termasuk bahan 
makanan pokok maupun yang bukan pokok. Di.dalam 
pengertian bahan pangan meliputi segenap komoditi yang 
tercakup dalam neraca bahan makanan (Food Balance Sheet) 
yang dihitung oleh Biro Pusat Statistik. 

Komoditi pangan yang tercakup di dalam neraca bahan 
makanan yakni : 


1. Padi-Padian : 
— Beras 
— gandum 
— Jagung 

2. Makanan berpati : 
— Ubi jalar 
— Ubi kayu 
— Sagu 

3. Gula 

4. Biji Berminyak : 
— Kacang 


— Kedele 
— Kelapa 


5. Buah-buahan 

6. Sayur-sayuran 
7. Daging dan telur 
8. Susu 

9. Ikan 

1 


O. Minyak dan lemak. 


Dari berbagai komoditi di atas, beras menduduki tempat 
yang utama dan bahkan orang mengatakan, pangan di 
Indonesia adalah identik dengan beras. Hal ini memang cukup 
beralasan karena merupakan makanan pokok sebagian besar 
rakyat Indonesia. Oleh karena beras saat ini masih mempunyai 
peranan yang paling besar didalam kedudukan pangan di 
Indonesia, maka pembahasan masalah pangan nasional dan 
regional lebih dititik beratkan pada komoditi beras. 


A. KETIMPANGAN PRODUKSI PANGAN 


Situasi pangan kita dewasa ini yakni setelah melewati 
tahap pembangunan selama hampir tiga Pelita, dimana ciri 
pokok masalah pangan yaitu ketimpangan antara pola 
penyebaran produksi dan konsumsi belum sepenuhnya berhasil 
menggesernya. 


— Konsumsi masih menunjukkan kenaikan terus menerus. 
Hal ini disebabkan pengaruh yang cukup besar dari 
pendapatan masyarakat terhadap permintaan beras, 
tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi 
dan komposisi umur yang lebih berat ke usia muda sehingga 
jumlah takaran yang dimakan lebih banyak. Dilain pihak, 
tingkat konsumsi beras di masyarakat Indonesia masih - 
belum mencapai tingkat ” levelling off” 


— Produksi pangan/beras belum dapat mencukupi kebutuhan 
penduduk. Produksi pangan bersifat fluktuasi dan tidak 
merata penyebarannya. 


Pokok-pokok permasalahan pangan di Indonesia pada dasarnya 
tidak terlepas dari adanya ciri-ciri pangan kita baik ditingkat 
produksi maupun konsumsinya. 


Sebagaimana diketahui produksi pangan kita sangat 
dipengaruhi oleh keadaan iklim/cuaca, kesuburan tanah, 
keadaan petani dan sebagainya. Indonesia yang mempunyai 
27 propinsi dan terdiri dari 13.600 buah pulau yang berbeda 
alam, keadaan, keadaan iklim/cuaca, berbeda kesuburan tanah 
dan sebagainya telah menciptakan ciri-ciri dibidang produksi 
antara lain : 


1. Pusat Produksi Yang Tidak Merata 


Selama hampir tiga Pelita yang telah kita lalui, ternyata 
belum banyak pergeseran-pergeseran yang berarti dalam 
pusat-pusat produksi pangan baik beras maupun produksi 
palawija. Daerah-daerah produksi pangan masih berpusat 
di Pulau Jawa yang relatif padat penduduknya dan terbatas 
areal tanah pertaniannya, sehingga peningkatan melalui 
ekstensifikasi sulit dilakukan. Daerah produsen padi masih 
berkisar di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedang 
untuk Luar Jawa terpusat di Sulawesi Selatan dan Bali. 
Bahan pangan lainnya seperti palawija dan ubi-ubian, 
pusat-pusat produksi juga terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 
khususnya di Jawa Timur tetap paling menonjol dalam 
bahan produksi pangan secara nasional. Kalau dilihat Pulau 
Jawa yang luas tanahnya hanya sekitar 7% dari seluruh 


luas wilayah Indonesia, tapi dihuni oleh x 6496 dari 
penduduk Indonesia, maka beban Pulau Jawa sudah 
terlampau berat untuk mencukupi kebutuhan pangannya. 
Pergeseran pusat-pusat produksi pangan ke Luar Jawa 
sangat diperlukan produksi pangan di Indonesia dapat 
dilihat dalam diagram di halaman berikutnya. 


2. Produksi Pangan Bersifat Fluktuasi 


Laju produksi pangan sulit untuk diatur, karena 
produksi pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim/ 
keadaan cuaca, adanya serangan hama, bencana alam/ 
banjir dan sebagainya. Di samping itu petani juga bebas 
menentukan pilihan komoditi yang akan ditanam, artinya 
apakah ia akan menanam padi,atau palawija atau tebu dan 
lain-lain tergantung oleh keinginan petani itu sendiri. 
Keadaan yang demikian ini kadang-kadang menyebabkan 
kurang stabilnya perkembangan produksi pangan. 


Terlihat disini bahwa perkembangan produksi pangan 
sering berfluktuasi secara tajam. Seperti halnya yang terjadi 
dalam tahun 1975 karena adanya serangan hama produksi 
beras turun sebesar 0,60%, padahal tahun sebelumnya 
menunjukkan peningkatan cukup besar 4,5896.Di tahun 
1980 karena keadaan cuaca yang baik produksi beras 
dapat meningkat sangat besar t 13,2896. Dengan adanya 
perkembangan produksi pangan yang sulit dipastikan 
secara tepat, sehingga menyulitkan dalam perencanaan, 
penyediaan stock pangan maupun hal-hal lainnya. 


3, Produksi Pangan Yang Bersifat Musiman 


Pola tanaman dan pola panen komoditi pangan sangat 
dipengaruhi antara lain oleh tersedianya air dalam hal ini 
curah dan distribusi hujan. Sebagian besar penanaman padi 
mengikuti pola hujan pada waktu bulan-bulan sekitar 
Nopember, Desember, Januari,Pebruari dan sebagian kecil 
penanaman padi terjadi pada bulan-bulan Maret, April, Mei. 
Panen raya yang tejadi pada bulan-bulan Maret s/d Juli 
meliputi x 7096, sedang panen gandum terjadi pada bulan 
Agustus s/d Oktober hanya meliputi + 3096. Seperti di- 
ketahui, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu kepulauan 
dengan keadaan musim atau curah hujan yang berbeda, 
menyebabkan pola tanam dan pola panen antar daerah 
tidak merata sepanjang tahun. 
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KETELA POHON Sumut 3.0 KACANG HIJAU NTT 8.3 


KEDELE 


Jatim 29.8 Jatim 59.36 
Jateng 21.4 
Lain-lain 2.8 dk е * 
D Jabar 14.5 : Jateng 19.7 7 Jateng 27.95 
Bali 2.4 Jabar 3.3 Aceh 0.56 
Sulsel 1.3 
Sulsel 8.4 
Yogya 4.9 Jabar 5.92 
Yogya 7.0 Lampung 5.3 Lampung 2.45 


TABEL 7 
FLUKTUASI PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN 
SELAMA PELITA II & PELITA Ill 


Komoditi 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982”) 
Beras 4,52 0,60 4,35 0,20 10,38 1,99 13,28 10,53 4,05 
Jagung -18,40 -3,59 -11,40 22,30 22,65 -10,30 11,26 15,84 -13,03 
Kedele 8.87 0,07 -11,53 0,19 9,18 10,21 -5,59 1,04 -5,33 
Ubi Kayu 16,49 -3,72 -2,83 2,44 3,84 6.58 -1,59 1.04 -5,33 
Ubi Jalar 3.44 -1,46 12.14 3,32 5,00 5,33 0 -7,23 4,79 


Catatan: °) Beras = sementara 
Palawija = ramalan III 
Sumber : DEPTAN. 
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4. Produksi Ditangan Jutaan Petani Kecil 

Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian 
besar penduduknya mempunyai mata pencaharian dibidang 
pertanian. Dari hasil Sensus pertanian terlihat bahwa 
umumnya produksi pangan dilola oleh 12-14 juta petani 
kecil yang memiliki tanah rata-rata 0,1 sampai 0,5 Ha. 
Kecilnya pemilikan tanah ini menggambarkan sifat 
"subsistensi" petani, yang pada prinsipnya hasil pertanian- 


nya adalah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Ada- 
nya pemilikan tanah yang kecil-kecil ini menyulitkan 
peramalan panen, waktu panen, keadaan panen dan 
sebagainya baik mengenai beras maupun palawija. 


Keadaan demikian ini mengakibatkan perlunya adanya 
persediaan pangan yang cukup sebagai cadangan. 


B. KETIMPANGAN KONSUMSI PANGAN 


Di samping ketimpangan dibidang produksi, dibidang 
konsumsi pangan juga nampak adanya ketimpangan- 
ketimpangan. Sehingga membuat permasalahan pangan di 
Indonesia semakin komplek. Ketimpangan yang terjadi dibidang 


konsumsi pangan ini tidak terlepas dari ciri-ciri konsumsi 
pangan, baik yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia itu 
sendiri seperti faktor kebiasaan, pola pengeluaran rumah 
tangga dan sebagainya. 


e CIRI-CIRI POLA KONSUMSI PANGAN 


1. Pola Konsumsi Yang Berbeda-Beda 


Pada umumnya di Indonesia terdapat 2 pola konsumsi pangan 
yaitu : 


— Daerah dengan pola pangannya “beras” yang meliputi 
daerah Sumatera, Kalimantan, Jakarta,Jawa Barat dan 
mulai tahun 1976 Yogyakarta terlihat mengarah ke beras. 

— Daerah dengan pola pangannya “beras + jagung” meliputi 
daerah : Jawa Tengah,Jawa Timur,Sulawesi, Bali dan Nusa 
Tenggara. 


Pola konsumsi yang berbeda-beda dibeberapa daerah ataupun 
adanya kecendrungan perubahan pola konsumsi masyarakat 
akan membuat makin kompleknya keadaan. Seperti halnya 
daerah Yogyakarta yang dulunya berpola makanan "beras + 
jagung” tetapi mulai tahun 1976 pola makanan penduduk telah 
berubah menjadi “beras”, sehingga hal ini mengakibatkan 
konsumsi jagung perkapita telah menurun dengan drastis 
90,596 dibanding konsumsi per kapita tahun 1970. 


PENGGOLONGAN PROPINSI MENURUT POLA KONSUMSI 
TAHUN 1976 x) 


Pola Konsumsi Beras 


1. DI Aceh 6. Bengkulu 1. Kalsel 

2. Sumbar 7. DKI Jaya 12. Kalteng 
3. Riau 8. Jabar 13. Kalbar 

4. Jambi 9. МТВ 

5. Sumsel 


Pola Konsumsi Rasagung/Rasagung Umbi 
1. Jatim 3. Sulsel 
2. Sultra 4. Sultra 


Pola Konsumsi Rasumbi 


1. Jatim 
2. DI Yogyakarta 
3. Sumut 


Pola Konsumsi Rasumbigung 


1. Jateng 
2. Bali 
3.NTT 
4. Sulteng 


Pola Konsumsi Lainnya 
Maluku 


2. Tingkat Konsumsi Pangan Yang Berbeda 
di Tiap Daerah 


Didalam menu makanan sehari-hari di Indonesia beras 
merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumir 
penduduk. Daerah-daerah yang mempunyai tingkat konsumsi 
beras perkapita yang tinggi yakni Bengkulu, Aceh, Sumbar, 
Kalbar antara 150-160 kg per kapita per tahun. Untuk daerah- 
uderah Jateng, Yogyakarta,Jatim, konsumsi beras berkisar 
antara 70-100 kg per kapita per tahun, sedang konsumsi 
terendah ialah Maluku x 69 kg per kapita per tahun, dalam 
tahun 1978. Perkembangan konsumsi per kapita per tahun 
bahan pangan dapat dilihat pada Tabel 8. 


3. Konsumsi Meningkat Terus 


— Konsumsi beras baik di Pulau Jawa maupun di Luar jawa 
menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama 
tahun 1970-1976 yakni di Pulau Jawa naik + 13,8896 dan 
di Luar Jawa naik 5,9396. Sebaliknya untuk konsumsi 
bahan pangan seperti Jagung dan ubi-ubian justru 
mengalami penurunan sangat besar, seperti halnya 
komoditi jagung daerah-daerah yang mengalami penurunan 
konsumsinya antara lain Jabar 91,796, Jateng 47,896, 
Yogya 20,496 dan Jatim 29,796. 


Adanya beberapa sebab penggunaan beras sebagai 
makanan pokok semakin bertambah antara lain : 


1. Adanya prestise dalam masyarakat, di mana terdapat suatu 
anggapan bahwa beras mempunyai kedudukan yang lebih 
tinggi dibanding dengan pangan lainnya seperti jagung, ubi- 
ubian dan lain-lain, sehingga apabila jagung ataupun ubi 
tersebut dipakai sebagai makanan pokok akan menurunkan 
status sosialnya. Oleh sebab itu masyarakat selalu 
berusaha untuk dapat DERE beras sebagai 
makanan pokoknya. 


2. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik 
memungkinkan meningkatnya pendapatan masyarakat. 
Akibatnya penduduk cendrung akan mengubah pola 
konsumsinya dari jagung ke beras (elastisitas pendapatan 
terhadap permintaan beras sebesar 0,3-0,4). 

З. Konsumsi terhadap beras relatif tidak sama dari tahun ke 
tahun tergantung pada peningkatan produksi, pertambahan 
penduduk,elastisitas permintaan dan kenaikanpendapatan. 
Namun antara 1980 s/d 1983 konsumsi beras meningkat 
rata-rata diatas 496 setiap tahun. Untuk mempertahankan 
tingkat konsumsi yang sama, produksi harus dapat 
meningkat minimum 496 setahun. Dengan adanya ciri-ciri 
tersendiri baik dibidang produksi bahan pangan maupun 
konsumsi membuat permasalahan pangan di Indonesia 
lebih komplek dan perlu penanganan tersendiri dan terpadu. 
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TABEL 8 
RATA-RATA PER KAPITA BERAS, JAGUNG, KETELA POHON 
DAN KETELA RAMBAT DI INDONESIA, 1978 (DALAM KILOGRAM) 
-——— aa ae am ÉD ee an м 


No. Propinsi 


Beras 


Jagung 


Keteia Pohon Ketela Rambat 


eee 


1. D.I. Aceh 174,02 1,90 13,06 12,11 
2. Sumatera Utara 164,64 0,35 10,13 2,08 
3. Sumatera Barat 151,84 1,05 13,85 3,73 
4. Riau 147,24 0,65 17,96 9,34 
5. Jambi 147,88 0,44 13,85 14,78 
6. Sumatera Selatan 133,64 0,59 29 24 5,89 
7. Bengkulu 126,78 2,98 15,00 3,68 
8. Lampung 122,87 2,28 88,93 2,94 
9. DKI. Jakarta 107,92 0,43 5,55 2,24 
10. JawaBarat 142,79 1,91 23,92 2,94 
11. JawaTengah 85,70 23,92 57,67 5,12 
12. D.I. Yogyakarta 73,06 9,97 90,29 2,51 
13. JawaTimur 79,69 31,30 77,43 4,00 
14. Bali 131,92 2,56 26,76 59,55 
15. Nusa Tenggara Barat 129,35 6,47 18,98 11,26 
16. Nusa Tenggara Timur 105,51 56,71 55,52 6,40 
17. Timor Timur’ — — — = 
18. Kalimatan Barat 146,33 1,13 34,61 3,36 
19. Kalimantan Tengah 153,66 0,19 43,28 4,86 
20. Kalimantan Selatan 151,04 3,00 21,47 3,42 
21. Kalimantan Timur 133,33 1,22 23,68 3,45 
22. Sulawesi Utara 121,53 33,89 22,38 4,91 
23. Sulawesi Tengah 111,19 15,01 10,04 7,95 
24. Sulawesi Selatan 140,11 15,87 19,70 2,99 
25. Sulawesi Tenggara 77,06 71,36 71,99 4,43 
26. Maluku 69,2 0,32 71,30 1,50 
27. Irian Jaya" = — — - 
INDONESIA 117,83 16,73 46,08 5,81 
* Datatidak tersedia 
Sumber : BPS. 
IV. 


KEBIJAKSANAAN PANGAN NASIONAL 
A. RUANG LINGKUP KEBIJAKSANAAN 


PANGAN ` 


Membicarakan ruang lingkup kebijaksanaan pangan tidak 
dapat dilepaskan dari kebijaksanaan secara keseluruhan, baik 
menyangkut aspek pangan maupun non pangan. Sehingga 
dengan demikian kita dapat menggolongkan ruang lingkup 
kebijaksanaan pangan Nasional kedalam tiga masalah besar 
yang satu sama lain saling berkaitan. 


(А). Kebijaksanaan dibidang Produksi ; 

(B). Kebijaksanaan dibidang Konsumsi dan Harga : 

(C). Kebijaksanaan Distribusi dan berbagai aspek yang terkait 
dengannya. 


1. Kebijaksanaan di Bidang Produksi 


Usaha untuk mencapai swasembada,kecukupan gizi dan 
peningkatan pendapatan petani hanya bisa dimungkinkan 
dengan adanya peningkatan produksi. Oleh karena itu 
kebijaksanaan di bidang produksi diperlukan untuk mendorong 
peningkatan produksi yang pada gilirannya diharapkan dapat 
membantu pencapaian tujuan lainnya. Demikian juga dalam 
kerangka makro pembangunan ekonomi kita, dimana didalam 
trilogi pembangunan kita mengenal usaha mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan 
ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan produksi, dan 
kebetulan kedudukan sub sektor pertanian tanaman pangan 
mempunyai sumbangan yang cukup besar yaitu sekitar 1996 
terhadap Produk Domestik Bruto. Peningkatan produksi pangan 
mempunyai arti yang besar dan luas bagi perekonomian 
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nasional dan kehidupan sebagian terbesar rakyat Indonesia 


yang hidup di pedesaan. 


Kebijaksanaan untuk meningkatkan produksi telah sejak 


lama diusahakan. Yang terlihat paling menonjol dengan arah 
yang pasti dan hasilnya memuaskan yaitu sejak dimulainya 
sistem Bimas. 


BIMAS yang dimulai dengan BIMAS GOTONG ROYONG 
pada tahun 1969 dan kemudian diubah menjadi BIMAS 
NASIONAL yang disempurnakan pada tahun 1970 pada 
asasnya adalah usaha untuk mendorong peningkatan produksi 
melalui panca usaha tani. BIMAS tepat untuk Indonesia karena 
sifat pertaniannya yang kecil-kecil jadi tidak cukup hanya di- 
berikan rangsangan tetapi harus benar diberikan kakl sehingga 
membuat kebijaksanaan pertanian dapat berjalan, BIMAS 
dengan paket teknologi baru dan permodalan adalah salah satu 
kaki dari kebijaksanaan pertanian. 


Apabila kita amati perkembangan produksi padi sebagai 
bahan pangan utama terlihat bahwa peningkatan produksi 
selalu timbul setelah adanya inovasi baik teknologis maupun 
kelembagaan. 


Periode sebelum 1969 : terdapat dua macam inovasi yaitu 
diketemukan bibit unggul 
Bengawan, Sigadis, Syntha, Dewi 
Tara dan revolusi PB 5 PB 8 serta 
di ciptakannya Rumus tani. 


Periode 1969-1973: inovasi teknologi dalam bentuk bibit 
unggul seperti Pelita 1/1, Pelita 1/2 
dan C-IV serta inovasi dibidang 


kelembagaan yaitu sistem BIMAS. 


inovasi teknologi dalam bibit unggul 
Asahan, Brantas dll serta sistem 
pencegahan wereng yang terpadu. 


inovasi dalam bentuk kelembagaan 
seperti Insus dan Opsus serta 
pendekatan sumber daya manusia. 


Periode 1974-1978: 


Periode 1979-sekarang: 


Jika dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa unsur 
terpenting daripada kebijaksanaan di bidang peningkatan 
produksi adalah perlunya inovasi yang terus menerus baik 
teknologi , organisasi dan kelembagaan. Di samping perlunya 
pengembangan sarana dan prasarana yang lain seperti irigasi 
dan lain-lain. 


2. Kebijaksanaan Harga dan Konsumsi 


Kebijaksanaan harga sangat erat kaitannya dengan 
masalah pangan,karena memiliki dua sisi yaitu sisi yang - 
menunjang kebijaksanaan produksi dan sisi yang mengarahlan 
kebijaksanaan distribusi. Kebijaksanaan harga untuk 
menunjang produksi adalah kaki yang kedua dari kebijaksanaan 
pertanian, karena memberikan kepastian tentang pendapatan 
petani dan sekaligus jaminan pasar padi produksi petani. 


Secara historis kebijaksanaan harga pangan di Indonesia 
dapat digolongkan dalam berbagai masa perkembangan sbb : 


a. Kebijaksanaan Pangan Murah : yaitu kebijaksanaan harga 
pangan yang ditetapkan sejak jaman penjajahan sampai 
tahun 1959, di mana harga pangan diatur murah untuk 
menjamin agar upah buruh perkebunan dijaman penjajahan 
dapat dipertahankan. 

b. Kebijaksanaan Upah Natura : selama periode 1959-1966 
dimasa inflasi yang terutama ditujukan kepada pegawai 
negeri dan penerimaan upah tetap. 

c. Kebijaksanaan Tekan Inflasi : selama periode 1966-1969 
dimana disadari bahwa harga beras sebagai " Price Leader" 
maka stabilisasi harga pangan khususnya adalah alat ampuh 
untuk menekan laju inflasi. 

d. kebijaksanaan Perangsang harga Kepeda Petani : dimana 
sejak tahun 1969 kebijaksanaan harga ditujukan untuk 
memberikan rangsangan kepada petani untuk me- 
Iningkatkan produksi sekaligus menjamin pasarannya. Dan 
untuk itulah dibentuk Badan Urusan Logistik yang 
menampung surplus yang dipasarkan sekaligus 
mengamankan harga dasar tersebut. 

e. Kebijaksanaan Harga Pangan Menyeluruh : yang dimula 
sejak 1980 dimana kita mengenal berbagai Inpres harga 
dasar produksi tanaman pangan. Disini.unsur perimbangan 


antar komoditi mulai diperhatikan. Dengan kebijaksanaan 
harga baru tersebut kita memasuki tonggak sejarah baru 
dalam kebijaksanaan harga pangan. Jika dikaitkan dengan 
kebijaksanaan pangan lainnya maka kebijaksanaan harga 
tersebut adalah untuk menunjang program diversifikasi 
pertanian di bidang produksi. 


Kebijaksanaan harga tidak semata-mata ditujukan kepada 
bidang produksi saja tetapi juga untuk para konsumen. 
Kebijaksanaan harga yang kita miliki saat ini adalah pisau 
bermata dua yaitu untuk menjamin kepastian harga bagi 
produsen dan disisi lain melindungi konsumen agar tidak 
terpukul oleh kenaikan harga pasar , yang tidak terjangkau 
khususnya kepada golongan penghasil tetap dan rendah. Dilihat 
macamnya kita sudah memasuki kebijaksanaan harga pangan 
yang beraneka ragam mencakup berbagai komoditi untuk 
mendorong usaha diversifikasi pangan baik di'bidang produksi 
maupun konsumsi. 


3. Kebijaksanaan di Bidang Distribusi 


Yang dimaksud dengan kebijaksanaan di bidang distribusi 
adalah suatu pengaturan atau tindakan khusus dalam rangka 
mengarahkan pola distribusi pangan kepada konsumen. 
Di dalam ekonomi pasar bebas distribusi diserahkan kepada 
mekanisme pasar secara sepenuhnya. 


Pengalaman dinegeri kita kebijaksanaan distribusi yang 
Spesifik baru ditujukan kepada para penerima penghasilan tetap seperti 
pegawai, ABRI dan lain-lain dalam bentuk upah natura (bebas). 
Sedang sejak 1969 kita menganut sistem mekanisme pasar 
sebagai dasar untuk mengarahkan distribusi. Pemerintah hanya 
mengarahkan melalui campur tangan pelepasan stock 
pengaturan perdagangan antar pulau dan penentuan harga 
maksimum untuk melindungi konsumen berpenghasilan 
rendah. 


Dalam keadaan khusus kita kenal bentuk kebijaksanaan 
di bidang distribusi misalnya pencatuan bencana alam, paket 
gizi dalam rangka pilot proyek perbaikan gizi yang pernah di- 
laksanakan di Yogyakarta, Jateng dan NTB. Namun bentuk- 
bentuk yang khusus tersebut hanya bersifat sementara khusus- 
nya dalam keadaan darurat. 


Dengan demikian bentuk kebijaksanaan dibidang distribusi 
di Indonesia yang tepat jika kita sebut” kebijaksanaan distribusi 
melalui mekanisme pasar yang terarah” atau guided market 
mechanism. Dan sebagai arah kebijaksanaan dibidang distribusi 
sudah sangat jelas digariskan dalam GBHN dan penjabarannya 
dalam Repelita yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 
sekaligus untuk meratakannya dengan melalui kebijaksanaan 
harga yang dapat melindungi konsumen, namun masih cukup 
merangsang bagi produsen. 


B. KEBIJAKSANAAN PANGAN DALAM PELITA 
1, 1, 11 dan MENGHADAPI PELITA IV 


Sebagaimana dimaklumi bahwa sejak mulai Repelita | 
sampai dengan Repelita 111, landasan kebijaksanaan 
Pembangunan tetap berpijak pada prinsip Trilogi Pembangunan 
yakni pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Pada 
Pelita IV kebijaksanaan Pembangunan juga masih berpijak pada 
Trilogi Pembangunan tersebut. 


Didalam Pola Pembangunan jangka panjang tetap 
memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat 
pada usaha swasembada pangan. Dengan deniikian berarti 
bahwa kebijaksanaan dalam bidang pangan akar. menyangkut 
berbagai aspek antara lain aspek peningkatan produksi 
(menyangkut pasca panen), aspek kependudukan, aspek 
pemenuhan gizi dan sebagainya. 


Pada setiap tahap Pelita sektor pertanian tetap merupakan 
prioritas utama. Hal ini disebabkan sektor pertanian 
memberikan penyediaan lapangan kerja sebagian besar penduduk 
Indonesia (+ 60,996). Selain itu sektor pertanian memberikan 
saham yang paling besar dalam pertumbuhan ekonomi 
(pembentukan GDP = Gross Domestic Product). Pada Pelita 
li! saham dari sektor pertanian makin kecil dan mulai digeser 
dengan sektor keuangan dan jasa serta sektor pertambangan 
dan penggalian.Saham sektor pertanian di dalam pembentukan 
GDP dari tahun ketahun selama periode Pelita mengalami 
penurunan sebagai berikut : 


— tahun 1969 - 45,86% (awal Pelita 1). 
— tahun 1973 = 40,1396 (menjelang akhir Pelita II). 
— tahun 1974 = 38,6796 (awal Pelita II). 
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— tahun 1978 - 29,4896 (menjelang akhir Pelita II). 
— tahun 1979 - 28,0996 (awal Pelita III). 


Meskipun peran sektor pertanian makin menurun namun 
sektor ini masih memberikan sumbangan yang besar. Pada 
Pelita III ini sektor industri mulai lebih dikembangkan, saham 
sektor industri dalam pembentukan GDP sekitar 11,796 
tahun 1981. 


Kebijaksanaan yang ditempuh dalam setiap Pelita adalah : 


meletakkan titik berat pada Sektor pertanian 
dan industri yang mendukung sektor 
pertanian. А 

meletakkan titik berat pada sektor pertanian 
dengan meningkatkan industri yang mengolah 
bahan mentah untuk menjadi bahan baku. 
meletakkan titik berat pada Sektor pertanian 
menuju swasembada pangan dan men- 
ingkatkan industri yang mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi. 

meletakkan titik berat pada sektor pertanian 
untuk melanjutkan usaha menuju swasembada 
pangan dengan meningkatkan industri yang 
dapat menghasilkan mesin industrie sendiri 
baik, industri berat maupun industri ringan. 


Repelita I: 
Repelita II: 


Repelita III: 


Repelita IV: 


Pada Pelita IV titik berat masih disektor pertanian, namun 
diimbangi pula dengan peningkatan sektor industri. Hal ini 
sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam 
pembangunan jangka panjang yakni adanya struktur ekonomi 
yang seimbang. Struktur ekonomi yang seimbang yaitu suatu 
keadaan ekonomi dimana terdapat kemampuan dan kekuatan 
industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan ke 
mampuan pertanian yang kukuh.Dengan meningkatnya bidang 
industri dan pertanian secara bertahap akan terpenuhilah ke 
butuhan pokok rakyat dan tercapailah struktur ekonomi 
yang seimbang. Hal ini merupakan landasan yang kita perlu 
kan untuk "tinggal landas”. 


Kebijaksanaan pangan di Indonesia dilatar-belakangi oleh 
problem-problem di bidang pangan yang dihadapi seperti yang 
telah diuraikan di dalam bab terdahulu. Pada pokoknya, 
problema pangan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu problema 
yang bersifat struktural (faktor cuaca/iklim, produksi yang 
bersifat fluktuatif dan sebagainya) dan problema yang bersifat - 
Institution (problema yang disebabkan oleh faktor manusia 
sendiri misalnya kebiasaan pola makan, faktor penduduk dan 
sebagainya). Berdasarkan problema-problema tersebut, maka 
kebijaksanaan pangan didalam. 3 Pelita terdahulu dan 
menyongsong Repelita IV tetap dihadapkan pada permasalahan 
yang sama. Perbedaan kebijaksanaan pada setiap Pelita terietak 
pada penekunan dalam masalah yang akan dipecahkan. Seperti 
halnya dengan kebijaksanaan di bidang pembangunan ekonomi 
lainnya, maka kebijaksanaan di bidang panganpun didasarkan 
pada Trilogi Pembangunan. Penekanan kebijaksanaan pada 
Pelita | yaitu : Stabillsasi, Pelita II : Pertumbuhan, Pelita III : 
Pemerataan dan Pelita IV : Pemerataan, dimana keadilan sosial 
lebih ditekankan. 


Berbagai kebijaksanaan pangan yang telah ditempuh dalam 
setiap periode Pelita antara lain : 


1. Pelital 


— Awal Pelita | (tahun 1969) adalah merupakan masa-masa 
Pembangunan Nasional baik di bidang ekonomi, politik, 
keamanan dan sebagainya. Kebijaksanaan di bidang pangan 
yakni melalui kebijaksanaan di bidang produksi pangan yang 
tujuannya untuk peningkatan produksi guna mengejar 
ketinggalan dari konsumsi. Pada periode ini dilancarkan - 
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penggunaan teknologi baru secara besar-besaran melalui 
sistem BIMAS/INMAS yakni : 

— penggunaan pupuk 

— benih unggul. 

— pemberantasan hama (insektisida/pestisida). 


Kebijaksanaan di bidang kependudukan dengan dilancarkan 
"Program Keluarga Berencana” tahun 1969. Tujuan 
program KB adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan 
penduduk. Walaupun hasil dari program tersebut baru da 
pat dipetik dalam jangka panjang 10-20 tahun, namun 
Pemerintah menyadari bahwa laju pertumbuhan penduduk 
yang tinggi akan menimbulkan berbagai aspek seperti 
penyediaan berbagai fasilitas pangan, sandang, perumahan 
dan sebagainya, sehingga sedini mungkin program tersebut 
harus sudah dirintis. Apabila tingkat pertumbuhan 
penduduk dapat diperkecil bearti laju permintaan konsumsi 
pangan dapat diperkecil pula. Karena dapat dikatakan 
bahwa konsumsi pangan adalah merupakan fungsi dari 
penduduk. 


Kebijaksanaan di bidang harga yakni dengan mulai di- 
tetapkannya " harga dasar"(floor price). Tujuan penetapan 
harga dasar pada beras adalah untuk memberikan 
rangsangan agar petani dapat meningkatkan produksinya. 


Diperkenalkannya "Theori Bufferstock” atau dikenal 
dengan "theori waduk” yang untuk pertama kalinya di- 
terapkan di Indonesia Pemerintah dalam hal ini BULOG 
menggunakan istilah Bufferstock tersebut mengandung arti, 
bahwa dalam menjaga stabilisasi harga beras diusahakan 
melalui kebijaksanaan floor price dan ceiling price. 


Adanya kebijaksanaan untuk mendorong peran koparasi 
yakni dengan mengikutsertakan KUD dalam pengadaan 
pangan nasional semakin besar. Awal tahun 1973/74 
pengadaan beras melalui KUD meliputi 7396 berkembang 
menjadi 9796 dalam tahun 1981/82. 


Polita Il 


Kebijaksanaan peningkatan produksi pangan masih tetap 
diteruskan dan diperluas areal jangkauannya. Program 
Bimas/Inmas makin disebar luaskan. Kebijaksanaan harga 
dasar tiap tahun ditinjau kembali. Hal ini dalam usaha untuk 
memberi rangsangan pada petani untuk meningkatkan 
produksinya. Kebijaksanaan harga dasar diperluas untuk 
komoditi jagung (tahun 1977/78). 

Pada awal Pelita ||, 9 April 1974 dilaksanakan kebijaksanaan 
baru yakni "Paket Anti Inflasi”. Stabilitas harga pangan 
sangat penting peranannya, mengingat bobot sektor 
makanan adalah terbesar (42,584) dalam Indeks Harga 
Konsumen. 

Dalam rangka pemantapan sarana penyangga stock pangan 
Pemerintah mengambil kebijaksanaan pembangunan 
gudang-gudang baru yang tersebar diseluruh Indonesia 
yang berkapasitas + 1 juta ton. 


Palita lll 


Kebijaksanaan baru pada bidang produksi yakni 
meningkatkan mutu intensifikasi. Tahun 1979 diadakan 
suatu pola kegiatan baru yaitu yang dinamakan Intensifikasi 
Khusus (Insus) dan Intensifikasi Umum (Inmum). Selain In- 
sus dan Inmum mulai di kembangkan pula Operasi khusus 
(tahun 1980) terutama di daerah-daerah rawan pangan, 
seperti di NTT dengan Operasi Nusa Makmur, NTB dengan 
Operasi Tekad Makmur, Sulsel dengan Operasi Lappo Ase 
|,Sumsel denganOperasi Karya Makmur dan sebagainya. 
Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada beras telah 
dilaksanakan kebijaksanaan diversifikasi produksi dengan 
berbagai jenis tanaman pangan dan diversifikasi pola 
konsumsi pangan. Hal ini bertujuan pula untuk lebih 
mempercepat tercapainya sasaran swasembada pangan. 


— Sesuai dengan issue pokok Pelita III yaitu pemerataan maka 
kebijaksanaan yang ditempuh antara lain : 

— pemerataan stabilitas harga pangan antar desa dan kota, 
antar komoditi, antar daerah dan antar musim, sehingga 
seluruh penduduk dapat menerima harga yang layak baik 
produsen maupun konsumen. 

— pemerataan panyediaan stock pangan di seluruh pelosok 
tanah air, sehingga dapat dicapai usaha pencukupan pangan 
dan gizi masyarakat. 


4. Pelita IV 


— Sebagaimana yang telah digariskan dalam GBHN 
(Ketetapan MPR 1983) pada Repelita IV bahwa titik berat 
tetap pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri 
yang bertujuan untuk terciptanya struktur ekonomi yang 
seimbang. Dengan dasar sasaran pembangunan tersebut 
maka berbagai pemikiran yang mungkin dapat dikaji lebih 
lanjut guna mencapai ekonomi yang seimbang, dan juga 
dalam rangka pembinaan wilayah ditanah air kita. 


Kerangka pemikiran kebijaksanaan dalam Repelita IV 

antara lain : 

a. Kebijaksanaan di bidang produksi pangan yaitu diarahkan 
untuk menggeser pusat-pusat produksi dari P. Jawa ke Luar 
Jawa. Mengingat bahwa beban P. Jawa sudah terlalu berat 
untuk menyediakan bahan pangan. 

Hal ini disebabkan karena : 

— P. Jawa yang luasnya hanya 796 dari wilayah Indonesia 
namun penduduknya sebesar 6596, berarti pangan yang 
harus disediakan sangat besar pula. 

— Lahan pertanian makin lama makin sempit, karena tergeser 
untuk keperluan non pertanian seperti perumahan, 
bangunan industri dan sebagainya. Petani-petani gurem 
makin banyak jumlahnya. Petani yang memiliki tanah 
kurang dari 0,5 Ha, meningkat dari sebanyak 45,796 pada 
tahun 1973 menjadi 63,1 pada tahun 1980. Ditinjau dari 
segi sosial keadaan demikian sangatlah rawan. 

— Ditinjau dari segi keamanan, apabila dalam keadaan darurat 
(masa perang) P. Jawa terganggu supply pangannya, maka 
ini akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa 
Indonesia karena bagaimanapun juga manusia tidak dapat 
bertahan hidup kuat tanpa makan. 


— Ditinjau dari segi kesatuan ekonomi, mengandung arti 
bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik yang potensial 
maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa dan 
bahwa keperluan hidup masyarakat harus tersedia merata, 
di seluruh tanah air.Dengan mulai tergesernya pusat-pusat 
produksi ke luar Jawa berarti mendorong pemerataan baik 
pemerataan produksi, tenaga kerja dan pemerataan 
pendapatan. 


— Ditinjau dari segi politik, pengembangan pusat-pusat 
produksi ke luar Jawa antara lain akan memungkinkan 
pertumbuhan ekonomi yang optimum didaerah tersebut dan 
dapat selalu disesuaikan dengan potensi yang ada dan pada 
akhirnya pemerataan pembangunan akan lebih cepat 
tercapai. Hal ini secara politis menguntungkan karena 
dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan saling 
menunjang antara satu daerah dengan daerah lain dan antar 
sektor pertanian dengan sektor industri, dapat 
menyebabkan rasa kesatuan dan kesadaran nasional men- 
jadi lebih tinggi. 


b. Kebijaksanaan dalam perberasan, seperti kita ketahui 
bahwa campur tangan Pemerintah dalam masalah 
perberasan masih sangat besar. Diharapkan untuk masa 
mendatang campur tangan Pemerintah dapat dikurangi 
terutama dalam bentuk phisik seperti penanganan stock 
dapat mulai dialihkan ke koperasi-koperasi. Untuk 
pengangkutan memang sudah diserahkan pada kekuatan 
pasar misalnya pada pengangkutan Anpu (antar pulau) dan 
sebagainya. 


c. Kebijaksanaan disektor industri, dimana diarahkan bahwa 
industri-industri yang akan dikembangkan disesuaikan 
dengan hasil atau potensi daerah. Sebagai contoh bahwa 
suatu daerah mempunyai potensi untuk penanaman ubi 
kayu, maka pada daerah dapat didirikan suatu industri 
tapioka seperti kita lihat di daerah Temanggung. Jadi disini 
ada timbal balik antara sektor pertanian dan sektor industri. 
Memang ini memerlukan jangka yang panjang dan modal 
yang cukup besar, tapi untuk menuju struktural ekonomi 
yang seimbang, perlu mulai dirintis dan dikembangkan. Apa 
lagi dalam rangka "tinggal landas” perekonomian kita. 


V. FUNGSI DAN KEGIATAN BULOG DALAM 
LOGISTIK PANGAN 


A. SEJARAH LEMBAGA PANGAN DI INDONESIA 


Jika kita telusuri kembali sejarah lembaga pangan di 
Indonesia kita tidak dapat lepas dari peran pangan itu sendiri 
dari sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai Pemerintah 
Orde Baru sekarang ini. Peran pangan khususnya beras dalam 
kehidupan perekonomian masyarakat masih cukup besar, 
karena pangan menyangkut kebutuhan seluruh umat manusia. 
Di Indonesia komoditi pangan terutama beras mempunyai 
peranan yang sangat besar, baik dilihat dari sudut pengeluaran 
masyarakat, penyediaan gizi, penyediaan lapangan kerja dan 
bahkan ditinjau dari sudut kestabilan ekonomi maupun politik. 


Adanya gejolak baik harga maupun terganggunya penyediaan 
pangan akan mudah menimbulkan ketidak stabilan ekonomi 
dan politik bahkan dapat mengganggu Ketahanan Nasional. 
Sebaliknya apabila situasi harga pangan mantap dan supply 
pangan terjamin dapat ikut mendorong kemantapan 
perekonomian. Melihat peran pangan yang cukup besar 
didalam kehidupan suatu bangsa, maka banyak negara-negara 


yang ikut campur tangan dalam mengatur komoditi pangan/ . 


beras tersebut. Dapat disebutkan disini bahwa ciri-ciri dalam 
perberasan baik di Indonesia maupun negara-negara lain yakni 


adanya keterlibatan yang besar dari pemerintah dalam 
perberasan. 


1. 1966 — 1967 (KOLOGNAS) 


Dalam tahun 1986 kondisi politik dan perekonomian 
mengalami goncangan akibat peristiwa G-30-S PKI. Gudang- 
gudang beras kosong, persediaan devisa tidak ada dan inflasi 
mengganas, mencapai 112,174 selama tahun 1964. Masalah 
pokok yang dihadapi khususnya di bidang perberasan adalah : 


— mengisi gudang-gudang dan pasaran dengan beras. 
— menjaga jangan sampai beras menjadi sumber inflasi dan 
bahkan beras diharapkan dapat turut menjinakkan inflasi. 


Sehubungan dengan situasi yang demikian ini, maka mulai 
tahun 1966 diadakan perubahan-perubahan prinsipiil yang 
meliputi : policy dasar dan policy operasionil serta penyesuaian 
kelembagaan dan cara-cara kerja. 


Oleh karena logistik untuk operasi-operasi pengamanan 
dan supply beras untuk pasaran adalah merupakan prioritas 


Bulog 15 | 


maka dibentuklah KOLOGNAS dengan Keputusan Presidium 
Kabinet Ampera No.87/1966, tanggal 23-4-1966. 


Kebijaksanaan dan tindakan yang diambil untuk 
menanggulangi kekurangan stock waktu itu adalah mencari 
beras di Luar Negeri. Sedangkan untuk pengendalian inflasi 
dengan tindakan menutup 2 sumber pokok inflasi yaitu : 


— defisit anggaran negara, 

— kredit murah. 

Oleh sebab itu dalam tahun 1967 ditempuh kebijaksanaan 

dasar yakni : 

— balance budget (anggaran seimbang) 

— kredit mahal dan selektif. 

— perencanaan impor beras berada ditangan Menteri 
Keuangan/Sub Dewan Moneter). 


Untuk pembelian beras pengadaan Dalam Negeri bersumber 
dari hasil BIMAS dan dari perdagangan biasa. 


2. 1967 — 1969 (BULOG) 


— KOLOGNAS dibubarkan dengan KEPPRES No. 64, tanggal 
10 Mei 1967 dan diganti dengan BULOG (Badan Urusan 
Logistik) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 
1967. BULOG dalam hal ini dinyatakan sebagai "Single 
Purchasing Agency” (berdasarkan KEPPRES RI 
No.272/1967) dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single 
FirmancingAgency (Inpres No. 1/1968),Semua pembayaran 
pembayaran LN&DN dilakukan dengan sistem L/C (Letter 
of Credit) dan ini merupakan suatu hal yang baru pada saat 
itu. 

— Kenaikan harga beras akhir tahun 1967 masih berlangsung 
terus dalam awal tahun 1969. Pemerintah (BULOG) waktu 
itu tidak dapat berbuat banyak sebab stock yang dikuasai 
sangat kecil + 150.000 ton. 


Adanya pengalaman yang demikian, maka kebijaksanaan 
tahun 1968 memberikan prioritas yang utama dibidang "- 
pembentukan stock beras” Pemerintah. Pada tahun ini mulai 
mengintrodusir standard dan grade beras melalui independent 
surveyor untuk pembelian-pembelian Dalam Negeri serta 
memberikan rangsangan pada harga pembelian produsen 
dengan menggunakan rumus tani sebagai patokan. 


3. 22 Januari 1969 (Reorganisasi Struktur BULOG) 


— Berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi BULOG 
yang dahulu dirubah. Tugas BULOG yaitu membantu 
terlaksananya usaha Pemerintah untuk menstabilkan harga 
pangan khususnya 9 bahan pokok. Di bidang beras ikut 
membantu kelancaran pemasaran beras dengan jalan 
melakukan pengendalian di bidang : pengadaan, penyaluran 
dan penyediaan. Tahun 1969 mulailah dibangun konsep- 
konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya 
dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : 


— adanya konsep floor dan ceiling price, 

— adanya konsep bufferstock, 

— adanya sistem dan tatacara pengadaan, pengangkutan, 
penyimpanan dan penyaluran. 


Mulai tahun 1969 terjadi pergeseran dari orientasi distribusi 
phisik ke orientasi operasi harga dipasaran. Selama itu pula 
dilakukan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi 
BULOG. Tahun 1971 komputerisasi, komunikasi SSB mulai 
diperkenalkan. 

— Dari tahun-ketahun tugas-tugas BULOG tidak semakin 
ringan tetapi sebaliknya tugas tersebut semakin bertambah 
berat. Jumlah komoditi yang dikelola bertambah banyak. 

— Tahun 1970/71, dengan tercapainya stabilisasi yang lebih 
mantap dan didukung oleh stock beras yang kuat maka 
harga pangan khususnya beras dapat dikendalikan secara 
baik melalui mekanisme pasar. Orientasi Kebijaksanaan 
Pemerintah priode tahun 1970/71 adalah Kebijaksanaan 
Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi operasi Bufer 
stock. Sistem intervensi dengan " Bufferstock Operation" 
untuk memelihara stabilisasi harga akan tetap berlangsung 
terus di Indonesia karena : 


— produksi beras tetap bersifat musiman, 

— produksi beras tetap diliputi ketidak pastian, 

— produksi beras belum merata di seluruh daerah, 

— saham beras dalam Indeks Harga Konsumen masih besar. 
— konsumsi beras masih terus meningkat. 


Dilihat dari sudut pemeliharaan ketahanan nasional, maka 
beras, sebagai bahan pangan utama merupakan unsur yang 
penting dan amat vital sehingga kegiatan bufferstock mutlak 
diperlukan. 


— Periode tahun 1980-an menjaga stabilisasi harga bahan 
pangan terutama komoditi yang dikelola BULOG masih 
tetap menjadi tugas utama Orientasi bufferstock masih 
tetap dijalankan dan bahkan untuk menunjang operasi ini 
telah dibangun gudang-gudang yang terbesar di wilayah 
Indonesia. Dengan makin tersebarnya stock tersebut maka 
fluktuasi harga akan lebih mudah dikendalikan. Hal ini 
terlihat dengan adanya tingkat inflasi mulai dapat dijinakkan. 
Apabila tahun 1967 tingkat inflasi masih sekitar 112,17 
berangsur-angsur mulai menurun yakni tahun 1968 = 
85,1696, tahun 1969 = 9,8996, tahun 1970 = 8,8896 dan 
periode tahun 1980 mencapai 15,9796, tahun 1981 - 
7,0996 dan tahun 1982 = 9,69%. 


4. Penyempurnaan Struktur Organisasi BULOG 
(KEPPRES 39/1978) 


Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas BULOG 
dan semakin bertambahnya komoditi yang ditangani dalam 
pengendalian harga bahan-bahan pokok, maka dengan 
Keppres 39/tahun 1978 telah dilakukan penyempurnaan 
struktur organisasi BULOG. 


B. FUNGSI DAN TUGAS BULOG 


Melihat fungsi dan tugas BULOG biasanya secara langsung 
diindentifikasikan sebagai Logistik Pangan. Memang fungsi dan 
tugas BULOG sangat erat kaitannya dengan masalah Logistik 
Pangan. 


Masalah logistik yang sering dibicarakan biasanya selalu 
dihubungkan logistik dalam bidang militer. Namun sebetulnya 
pengertian logistik tidak hanya terbatas pada bidang militer 
saja, tetapi juga menyangkut mengenai masalah-masalah yang 
berhubungan dengan masyarakat luas. Pengertian logistik 
memang tidak mudah untuk didifinisikan secara umum dan 
diterima semua pihak, karena adanya unsur-unsur yang khas 
dari setiap pihak yang dimasukkan dalam pengertian logistik 
sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 
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Pada dasarnya ruang lingkup logistik berisikan kegiatan- 
kegiatan sebagai berikut : 


— Perencanaan dan pengembangan, pengadaan, 
penyimpanan, pemindahan, penyaluran, pemeliharaan, 
pengungsian dan penghapusan material/alat perlengkapan, 

— pemindahan dan perawatan personil/anggota, 

— Pembuatan serta penyelenggaraan faktor-faktor 
pendukung/fasilitas, 

— Pengusahaan atau pemberian pelayanan bantuan-bantuan. 


Sumber pangan berasal dari jutaan petani, sifat produksi 
yang musiman dan secara berkelanjutan terus dibutuhkan. 
Akibat sifatnya yang demikian, maka masalah logistik pangan 
menjadi lebih peka karena menyangkut kebutuhan seluruh 


umat manusia. Oleh sebab itu Pemerintah memandang perlu 
menangani logistik pangan secara tersendiri. 


Kebijaksanaan pangan nasional yang meliputi aspek 
produksi, konsumsi dan distribusi merupakan hal yang saling 
berkaitan satu dengan yang lain. Hubungan yang erat dari 
ketiga aspek tersebut dapat diterangkan sebagai suatu 
rangkaian dimana perubahan pada produksi sebagai titik awal 
akan berpengaruh pada konsumsi sebagai titik akhir. Untuk 
menciptakan keseimbangan maka distribusi pangan 
mempunyai peran yang sangat penting. Adanya kenyataan 
bahwa pola produksi dan pola konsumsi tidak tersebar merata 
diseluruh wilayah nusantara, serta adanya perbedaan tingkat 
sosial dan ekonomi disetiap daerah maka distribusi pangan 
tidak hanya meliputi aspek penyediaan pangan saja, tetapi juga 
meliputi aspek pengendalian harga. Pada dasarnya kebijaksana- 
an operasional BULOG merupakan penjabaran dari tugas pokok 
(mission) BULOG seperti tercantum pada Keppres RI 
No. 39/1978 ps.2, yaitu melaksanakan pengendalian harga 
beras, gabah, gula, gandum dan bahan pokok lainnya guna 
menjaga kestabilan harga baik bagi produsen maupun bagi 
konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah. 


Secara umum fungsi BULOG dtinjau dari berbagai segi adalah : 


— Dari kacamata ekonomi fungsi BULOG adalah memelihara 
stabilitas harga pangan antara harga dasar (floor price) dan 
harga maksimum (ceiling price). 

— Dilihat dari makro-ekonomi, maka fungsi BULOG adalah 
menjaga stabilisasi dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. 

— Dari sudut mekanisme pasar, fungsi BULOG adalah 


GAMBAR 3. 
ARUS KEGIATAN UTAMA BULOG 


menyeimbangkan supply dan demand pada tingkat harga 
tertentu (didaerah produksi pada saat panen keseimbangan 
supply dan demand diatur agar tidak berada dibawah harga 
dasar. Sedang didaerah produksi maupun daerah minus 
pada musim paceklik, keseimbangan supply dan demand 
diatur agar tidak melewati harga maksimum yang 
ditetapkan). 

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka fungsi-fungsi diatas 

adalah : 


a. Melaksanakan pengadaan beras dan gabah di Dalam Negeri 
sesuai dengan ketentuan Pemerintah. 

b. Melaksanakan penyebaran beras atau gabah keseluruh 
wilayah Negara Republik Indonesia guna meratakan 
persediaan dan menstabilkan harga. 

c. Melakukan peng-impor-an beras, gula, gandum dan bahan 
pokok lainnya guna memenuhi kebutuhan di Dalam Negeri 
dengan tidak mengganggu stabilitas harga baik harga pro- 
dusen maupun harga konsumen. 

d. Melakukan dan atau mengkoordinir penjualan bahan pokok 
untuk memperoleh tingkat harga yang tidak melampaui 
harga tertinggi dalam rangka melindungi konsumen. 

e. Memelihara persediaan penyangga (bufferstock) dari bahan- 
bahan pokok secara nasional agar pengaruh daripada 
perkembangan harga bahan pokok di Luar Negeri dapat 
ditekan guna kestabilan ekonomi Dalam Negeri. 


Fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya merupakan penanganan 
logistik secara pisik dan meliputi kegiatan pengadaan, 
transportasi, penyaluran serta pemeliharaan stock. Arus 
kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 


MONITOR 
DAN ANALISA 


Beli 
Beras/Ga 


PASAR 


golongan 
anggaran 


GUDANG 


Move in 
(angkut) 
dari Daerah 
lain 


Beli 
Beras dari 
LN 


Berbicara mengenai tugas dan fungsi BULOG itu tidak bisa 
kita hindarkan untuk membicarakan kebijaksanaan pangan 
yang ditempuh oleh Pemerintah. Intinya adalah mengusahakan 
pangan agar merata, yang terjangkau oleh daya beli rakyat 
banyak dan masih menggairahkan petani untuk meningkatkan 
produksi, menganekaragamkan pola konsumsi pangan dan 
meningkatkan gizi rakyat. Dengan demikian dalam menjaga 
stabilitas harga pangan, maka operasional BULOG didasari oleh 
dalil logistik, yang terdiri atas "five right” yaitu : 


— the right guantity (volume-volume yang tepat) 


Memelihara tingkat persediaan pangan yang aman 
di semua tempat secara terus-menerus. lain 


Salurkan 
untuk Benca 
na alam/sosi 


Move in 
(angkut) 
ke daerah-2 


of the right items (dengan kualitas-kualitas yang tepat) 
— to the right units (untuk konsumen-konsumen yang tepat). 
on the right places (ditempat-tempat yang tepat) 

at the right time (dan pada waktu-waktu yang tepat). 


Di BULOG hal tersebut ditambah satu lagi yaitu ” dengan harga- 
harga yang tepat”, karena harga untuk konsumen yang terdiri 
dari golongan anggaran, PN/PNP, atau pasar umum adalah 
berbeda. Begitu juga dengan harga antar varietas dan antar 
daerah. 
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C. PERANAN BULOG DALAM KAITANNYA DENGAN 
WAWASAN NUSANTARA 


Wilayah nusantara mengandung sumber kekayaan alam 
dan dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar merupakan 
suatu modal dasar yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa 
Indonesia yang merdeka untuk pembangunan nasional. Tujuan 
pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan 
Pancasila. Untuk ini maka wawasan nusantara yang 
merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi dan 
pertahanan dan keamanan harus selalu dijaga stabilisasinya. 
Fungsi BULOG dalam kaitannya dengan pangan adalah 
menjaga agar pangar selalu tersedia di seluruh wilayah 
nusantara pada volume yang tepat, dengan kualitas yang tepat, 
untuk konsumen yang tepat, ditempat yang tepat pada waktu 
yang tepat dan dengan harga yang tepat. Karena seperti di- 
ketahui bahwa pangan merupakan salah satu bahan kebutuhan 
pokok manusia, memegang peranan penting untuk tercapainya 
tujuan pembangunan manusia seutuhnya. 


Peranan pangan dalam kaitannya dengan aspek 
kehidupan manusia sebenarnya cukup komplek dan hubungan- 
nya dengan aspek stabilisasi adalah sebagai berikut : 


DARI SUDUT STABILITAS EKONOMI 


Sektor pangan didalam Indeks Harga Konsumen (IHK) 
menduduki bobot yang paling besar dibanding sektor lainnya 
seperti perumahan, sandang dan jasa. Seperti kita ketahui 
bahwa IHKtersebut adalah sebagai indikator pengukur inflasi dan 
ini dapat dipakai sebagai barometer perkembangan 
perekonomian suatu negara. Di Indonesia bobot pangan adalah 
paling besar dalam IHK, sehingga apabila ada ketidak stabilan 
pada sektor pangan akan mudah mempengaruhi stabilitas 
ekonomi. Dari bobot sektor makanan sebesar 42,5896, bobot 
beras mencapai 11,5896, berarti peranan sektor makanan 
khususnya beras cukup besar dalam inflasi. Untuk menjaga 
fluktuasi harga beras yang menyolok, Pemerintah mengadakan 
pengawasan, yakni melalui "mekanisme harga” atau lebih 
dikenal dengan ” Theori Bufferstock" . Artinya apabila harga 
gabah/beras mengalami kenaikan terutama pada musim 
paceklik, Pemerintah dalam hal ini BULOG melakukan Operasi 
Pasar (Market Operation) dengan tujuan menambah persediaan 
dipasaran. Sebaliknya jika harga gabah/beras turun sampai 
batas harga dasar yang ditetapkan, Pemerintah mengadakan 
pembelian, yaitu bertujuan menambah permintaan dipasaran 
sehingga harga bisa ditingkatkan. Usaha yang dilakukan oleh 
Pemerintah dalam bidang pangan beras semuanya bertujuan 
menjaga stabilisasi harga maupun kebutuhan pangan. 
Diharapkan dengan keadaan pangan yang stabil, stabilisasi 
ekonomi dan politik dapat dipelihara. 


TABEL 9 
DIAGRAM TIMBANGAN DALAM IHK 


Sektor % 


Макапап 42,58 
Perumahan 26,29 
Aneka Barang & Jasa 21,08 
Sandang 10,05 


(Sumber : BPS, Survey Biaya Hidup 1977/78) 


Peranan pangan yang cukup besar dalam bidang ekonomi 
adalah wajar karena dari sektor panganlah sebagaian besar 
rakyat Indonesia mendapatkan mata pencahariannya dan 
sebaliknya kesektor makananlah sebagian besar pendapatan 
masyarakat dibelanjakan. 
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Tinjauan peranan pangan dalam berbagai aspek kegiatan 
ekonomi adalah sebagai berikut : 


1. Dari Sudut Pengeluaran 


— Ditinjau dari pola pengeluaran masyarakat yang dapat dilihat 
di dalam SUSENAS terbukti bahwa dari sejumlah 
pengeluaran rumah tangga sebagian besar + 7096-7896 lari 
kesektor bahan makanan, dan lebih khusus lagi komponen 
terbesar adalah untuk bahan pangan pokok yakni padi- 
padian dan hasilnya yang meliputi x 36,5896. Sedangkan 
pengeluaran untuk bahan bukan makanan hanyalah 
menduduki sekitar 2796-3096. 


— Telah terjadi penurunan pada pola pengeluaran untuk bahan 
makanan selama periode dua Pelita, namun penurunannya 
relatif kecil terutama di tahun 1976 yakni sekitar 1-596. 
Tahun 1978 penurunan pola pengeluaran masyarakat untuk 
bahan pangan cenderung lebih besar khususnya di Pulau 
Jawa 10,7696 dan di Luar Jawa 3,5396. 


— Nampaknya dengan kemajuan ekonomi yang lebih baik atau 
meningkatnya pendapatan seseorang akan dapat 
menggeser pola pengeluarannya tidak semata-mata untuk 
pangan, tetapi mulai dialihkan ke bidang non pangan. Di 
Pulau Jawa pengeluaran untuk bahan pangan penurunnya 
lebih cepat dibandingkan di Luar Jawa. Kenyataannya 
menunjukkan bahwa bahan pangan masih menduduki 
tempat yang sangat penting dalam pola pengeluaran 
masyarakat, meskipun prosentase menunjukkan 
penurunan. Dari seluruh pengeluaran untuk bahan 
makanan, sebagian besar (+ 36,5896) digunakan untuk 
padi-padian termasuk beras. 


Kelompok Pengeluaran Untuk Konsumsi Beras 


Sebagaimana disebutkan di muka bahwa kelompok pangan 
adalah bukan hanya beras saja, tetapi di Indonesia peranan 
beras sebagai makanan pokok penduduk semakin besar dibanding 
komoditi pangan lainnya. Dari kelompok pengeluaran terlihat 
bahwa semakin meningkat pendapatan masyarakat (dalam hal 
ini ditinjau dari pengeluarannya) akan semakin meningkat pula 
konsumsi berasnya. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan 
beras sebesar 0,3-0,4 menunjang terjadinya peningkatan 
konsumsi beras dimasa datang. Lain halnya komoditi jagung 
semakin baik pendapatan semakin menurun konsumsinya. 


2. Dari Sudut Pemenuhan Gizi 


Ada pepatah yang mengatakan bahwa : makan adalah untuk 
hidup bukan hidup untuk makan. Memang demi kelangsungan 
hidup manusia memerlukan makan karena didalam makananlah 
segala sumber zat yang diperlukan tubuh dapat diperoleh, baik 
kalori protein, mineral, lemak, segala macam vitamin dan 
sebagainya. Untuk membentuk tubuh yang sehat jasmani 
diperlukan gizi yang cukup dan gizi yang cukup ini dapat 
diperoleh dari bahan makanan. Jadi jelaslah bahwa pangan 
dalam pemenuhan gizi manusia sangat besar peranannya. Dari 
berbagai komoditi bahan pangan pokok penduduk, ternyata 
beras merupakan sumber kalori terbesar (+ 350 kalori) 
dibanding bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi-ubian,sagu 
dan kentang yang kandungan kalorinya dibawah 350 kalori. 
Konsumsi beras selama tahun 1968-1981 menunjukkan 
peningkatan cukup besar yakni + 2,6996. Peningkatan 
konsumsi beras selain disebabkan karena meningkatnya 
pendapatan masyarakat, adalah disebabkan pertambahan 
penduduk sebesar 2,396 dalam periode yang. sama. 


3. Dari Sudut Penyediaan Lapangan Kerja 


Dilihat dari sudut penyediaan lapangan kerja, kegiatan sektor 
pertanian terutama yang bergerak disektor produksi pangan 
menyerap sekitar + 60,996 angkatan kerja (tahun 1978). Hal 
ini belum termasuk lapangan kerja bagi pelaku-pelaku niaga 
input dan out-put pertanian, industri bahan pangan dan lain- 
lain. Sedangkan penyediaan lapangan kerja di sektor kegiatan 
non pangan relatif lebih kecil seperti halnya : sektor jasa + 
12,496, sektor industri pengolahan 7,596, perdagangan 
14,996, bangunan 1,696 dan sebagainya (sumber : Survey 
Angkatan Kerja Nasional/Sakernas 1978). Didalam tahun 1982 
besarnya prosentase tersebut kemungkinan berubah sesuai 
dengan kemajuan pembangunan yang sedang dijalankan. 
Namun sektor pertanian/produksi pangan peranannya masih 
lebih besar dibanding sektor-sektor lainnya. 


TABEL 10 
PENGELUAHAN UNTUK BAHAN MAKANAN 
Jenis Pengeluaran % dari pengeluaran 
untuk bahan makanan 
— Padi-padian dan hasilnya 36,58 
— Ubi-ubian dan hasilnya 2,35 
— Ikan dan hasil ikan lainnya 8,63 
-Daging 4,94 
— Telur, susu dan hasil lainnya 3,20 
– Sayur-sayuran 7,94 
— Kacang-kacangan 3,64 
— Buah-buahan 3,72 
— Konsumsi lainnya 4,86 
— Makanan yang sudah jadi 6,75 
— Minuman yang mengandung alkohol 0,19 
— Tembakau sirih 7,28 


(Sumber : Susenas 1978). 


DARI SUDUT STABILITAS SOSIAL & POLITIK 


Kegoncangan sektor pangan dapat menimbulkan keresahan, 
ketegangan sampai kerusuhan-kerusuhan dimasyarakat. 
pangar dapat melumpuhkan sesuatu negara. Jika persediaan 
beras berkurang dan harga naik tidak terkendalikan, dapat 
mengakibatkan merosotnya daya beli nasional yang mungkin 
akan melahirkan kelesuan ekonomi yang selanjutnya dapat 
menimbulkan pengangguran massal yang dapat mengganggu 
Kamtibmas. Pada akhirnya dari pandangan politik, kecukupan 
dan keamanan pangan berakibat mengurangnya" ketegangan 
politik” yang dapat menimbulkan ” ketidak mantapan situasi 
politik nasional” ..Pengalaman yang telah dialami dimasa yang 
lalu dari kejatuhan Kabinet dimasa Orde Lama sampai protes- 
protes mahasiswa menunjukkan demikian pentingnya pangan 
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masih jelas di ingatan kita 
yang terjadi pada tahun 1972/73. Akibat kekeringan yang 
melanda berbagai negara, berakibat banyak negara mengalami 
kegagalan panen hingga kerawanan panganpun terjadi. Beras 
maupun bahan pangan lainnya naik tajam, t 7296 yakni dari 
Rp 49,39/kg menjadi Rp 85,17/kg. Akibat dari naiknya harga 
pangan khususnya harga beras menimbulkan demonstrasi dan 
kerusuhan dimasyarakat waktu itu yang menuntut penurunan 
harga-harga pangan/beras. 


Dengan demikian Pemerintah selalu berusaha untuk 
menjaga stabilitas terutama stabilitas harga komoditi pangan. 
Dengan stabilnya harga pangan atau beras dapat mendorong 
pula terciptanya stabilitas sosial dan politik. Berarti sebagai 


stabilisasi harga mempunyai andil yang besar dalam 
menciptakan kestabilan sosial dan politik. 


DARI SUDUT MENJAGA KETAHANAN NASIONAL 


Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemauan dan 
ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin 
kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara. 
Di sektor pangan hal ini berarti bahwa kebutuhan pangan yang 
terus meningkat akibat pertambahan' penduduk maupun 
perubahan pola konsumsi perlu selalu dijamin ketersediaannya. 
Dalam suatu kondisi dimana produksi pangan Dalam Negeri 
masih kurang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya 
maka.impor sebetulnya masih diperlukan. Untuk kondisi yang 
normal, dimana keadaan devisa negara cukup besar ataupun 
situasi pangan dunia yang mantap, maka impor masih mungkin 
dilakukan. Tetapi pada kondisi devisa yang menipis dan situasi 
pangan dunia yang tidak stabil, ketergantungan supply pangan 
dari luar kurang bisa diharapkan, padahal kebutuhan akan 
Pangan tidak bisa dihilangkan. Keadaan ini tentu akan 
berpengaruh terhadap situasi pangan Dalam Negeri. Apabila 
terjadi kerawanan pangan yang ditimbulkan oleh tidak tersedia- 
nya pangan dalam jumlah yang cukup, hal ini tentu akan 
mengganggu jalannya pembangunan nasional karena pada 
situasi pangan yang rawan kemungkinan terjadinya gejolak 
nasional lebih mudah. Apabila Ketahanan Nasional terganggu 
maka akan menyebabkan terganggunya pula usaha pencapaian 
tujuan nasional. Oleh karena itu dalam mencukupi kebutuhan 
pangan Dalam Negeri maka peningkatan produksi pangan 
Dalam Negeri akan lebih menguntungkan. 


Hubungan pangan sebagai bagian dari sumber daya alam 
dengan Ketahanan Nasional dapat digambarkan seperti 
dibawah ini: Dari gambar ini terlihat bahwa perubahan dalam 
salah satu aspek akan berpengaruh terhadap Ketahanan 
Nasional. Menurutnya supply pangan yang berasal dari sumber 
daya alam berpengaruh tidak saja terhadap aspek ekonomi 
tetapi juga aspek lain dan selanjutnya akan berpengaruh 
terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat 
menggangu keamanan. 


Gambar 4 
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VI. 
SISTEM LOGISTIK PANGAN BULOG 


A. RUANG LINGKUP SISTEM LOGISTIK 
PANGAN 


Pengertian yang paling umum dipakai mengenai sistem 
adalah sekelompok hal, dapat berupa benda, aktivitas dan 
sebagainya atau kombinasi-kombinasi daripadanya yang 
mempunyai satu kesatuan fungsi atau organisasi . Jadi suatu 
sistem adalah suatu unit yang terdiri atas sekumpulan fungsi 
dan tugas yang mempunyai hubungan sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan kelompok fungsi dari tugas tersebut 
dapat diidentifikasikan sebagai suatu Satuan tujuan, baik se 
cara fungsional maupun secara logika. Sistem sebagai suatu 
kesatuan, dipisahkan dari lingkungannya oleh suatu batas. 


Kegiatan yang terjadi didalam suatu sistem dalam proses 
input dan menghasilkan output sering sama dengan fungsi dari 
sistem itu. Fungsi suatu sistem pada umumnya terdiri dari 
beragam bagian kegiatan atau operasi sebagai tugas untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Bagian-bagian dalam sistem 
yang demikian ini dalam sistem Logistik Pangan dapat di- 
kelompokan menjadi : 


— komponen lokasi dan fasilitas-fasilitasnya, 
— komponen transportasi, 

— komponen inventory, 

— komponen komunikasi, 

— komponen movement barang-barangnya. 


Selain daripada pengertian tersebut untuk memahami 
sistem Logistik Pangan BULOG yang beroperasi atas dasar 
Kredit Bank yang harus dibayar kembali, wajib meng-approach 
segala-galanya sebagai "100 Business Organization” 
sehingga jika akan melakukan pengeluaran biaya, apalagi untuk 
investasi, selalu bertanya kepada dirinya sendiri : ” Inputnya 
sekian tetapi outputnya apa dan berapa”. 


Hal ini berarti selalu membandingkan cost dan benefitnya,atau 


tambahan benefitnya. Atas dasar orientasi dasar ini, sejak 
semula Pemerintah telah menggariskan kebijaksanaan untuk 
membatasi fasilitas-fasilitas BULOG seminimal mungkin, yakni 
hanya pada fasilitas-fasilitas yang benar-benar dasar saja 


yakni : 

— Organisasi yang sekecil mungkin 

— komunikasi yang dapat menghubungkan tempat-tempat di 
seluruh Indonesia secara cepat. | 

— Fasilitas pergudangan yang tersebar untuk menjaga stock 
secara merata diseluruh pelosok tanah air melengkapi 
pergudangan swasta dan gudang-gudang KUD yang ada. 

— Dalam proses angkutan, BULOG menggunakan kekuatan 
pasar yang ada untuk menjamin barang sampai ditempat 
dengan kondisi tetap seperti yang diinginkan. Juga 
mengenai survey kualitas barang yang masuk (impor dan 
DN), BULOG menggunakan jasa-jasa independent 
surveyors. 

— Dalam pembelian-pembelian DN, yang berhadapan 
langsung dengan petani-petani adalah KUD-KUD dan 
penggilingan-penggilingan swasta (besar dan kecil). 

— Dalam hal pembelian-pembelian LN, kebijaksanaan 
Pemerintah adalah memberi prioritas yang lebih dulu kepada 
hubungan G to G (Govt to Govt) karena sumber-sumbernya 
mengikuti urutan : 


— grant (hibah). | 

— soft loans (kredit lunak jangka panjang 20-30 tahun). 

— komersiil, yang dengan G to G kontrak, kita sebagai pembeli 
mendapat keringanan-keringanan premium, export tax, 
restribusi-restribusi dan lain-lain, yang membuat harga FOB 
selalu di bawah Harga Pasar Bebas. 


Hanya dalam kasus tertentu karena ada pertimbangan- 
pertimbangan politis, dipergunakan hubungan govt (Indonesia) 
dengan P (Private), misalnya impor dari Cina dan Taiwan. 
Private-nya itu adalah penunjukan khusus dengan persetujuan 
Pemerintah dari private peng-ekspor yang bersangkutan 
diantara "P" yang boleh masuk ke negara-negara tersebut. 
Oleh karena itu, impor umumnya menggunakan dan melibatkan 
KBRI-KBRI atau KONJEN-KONJEN RI setempat. 


B. FUNGSI PENGADAAN PANGAN 


Dalam hubungan logistik pangan yang dianut BULOG pada 
prinsipnya mengutamakan tersedianya barang-barang 
kebutuhan pokok terutama beras dan juga mengusahakan 
tersedianya 8 bahan pokok lainnya secara cukup, tersebar 
merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat 
banyak. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara 
kepulauan yang luas dengan prasarana yang masih terbatas. 
Stock nasional untuk mencukupi kebutuhan setiap waktu di- 
segala tempat ini dipupuk melalui sumber Dalam Negeri dengan 
melaksanakan fungsi pengadaan DN, dan sumber Luar Negeri 
melalui impor untuk melengkapi kekurangan stock dari 
pengadaan DN. Fungsi pengadaan Dalam Negeri oleh BULOG 
mempunyai fungsi ganda : 


— pertama untuk mempertahankan harga dasar, yang 
kemudian untuk menjamin pendapatan riil petani yang 
layak, dan tetap merangsang petani untuk terus menerus 
meningkatkan produksi. 

— kedua, untuk memperkuat persediaan nasional atau di- 
artikan menyusun bufferstock. Pada musim panen 
bufferstock ini akan digunakan untuk menambah supply 
kepasaran. 


Sedangkan fungsi pengadaan Luar Negeri (Impor) adalah 
sebagai tambahan untuk mengisi “gap” antara produksi dan 
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konsumsi tahunan dan mengamankan ” carry over” persediaan 
tahun berikutnya. Dengan keberhasiln produksi akhir-akhir ini, 
fungsi impor semakin kecil. 


Secara lebih terperinci, pemupukan stock pangan nasional 
ditujukan untuk : 


— mengurangi peredaran bahan pangan dimasyarakat pada 
saat panen terutama didaerah-daerah surplus (menggeser 
fungsi permintaan), 

— menambah supply didaerah-daerah minus (menggeser 
fungsi penawaran), 

— menambah supply didaerah-daerah surplus pada musim 
paceklik (menggeser fungsi penawaran, mengurangi sifat 
musiman produksi). 

— menambah supply didaerah-daerah yang dilanda bencana 
(mengurangi sifat ketidak pastian produksi). 


Dengan demikian, maka stock BULOG, disetiap daerah 
mengandung unsur-unsur : 


— commitment stock, 

— stabilisasi stock, 

— emergency stock, 

— reserve stock untuk pipe line/carry over, 
— buffer stock. 


Harga maksimum 


a. untuk proteksi konsumen 
b. untuk menjaga inflasi 
C. untuk memelihara stabilitas ekonomi 


PRODUKSI KONSUMSI 
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IMPOR 


HARGA DASAR (Harga maksimum) 


dibantu dengan : 
— Substitut (terigu, bulgur) 
— Program keluarga berencana 


a. untuk proteksi petani produsen 

b. untuk menjamin pendapatan riil petani 
(menjaga daya beli riil yang kuat): 

C. untuk mencegah resesi ekonomi, positipnya 
untuk merangsang peningkatan ' Возр” à 
produksi pangan dan produksi dari 
sektor-sektorain (memelihara 
pertumbuhah ekonomi). 


C. FUNGSI DISTRIBUSI 


Sisi lain dari mekanisme stock adalah fungsi penyaluran 
yang ditujukan untuk memelihara harga maksimum. 
Kebijaksanaan penyaluran ini mencakup dua aspek, yakni : 


— distribusi makro berupa menyebar-luaskan supply dan 
persediaan. 

— distribusi mikro berupa menyampaikan barangnya kepada 
konsumen yang bersangkutan. т. 


. Aspek makro menitikberatkan "regional destinations" 
dimana masalah-masal: logistik menonjol, sedangkan aspek 
mikro titik beratnya pada '" consumers destination" , dimana 
masalah-masalah marketing sangat menonjol. 


Didalam distribusi makro, yang sangat menonjol adalah 
Masalah-masalah angkutan dan dalam hal ini terdapat 2 
dimensi persoalan : 


— Pertama adalah dimensi persoalan pemindahan persediaan 
di dalam negeri. 

— kedua adalah dimensi persoalan destinasi dan angkutan 
beras luar negeri yang diimpor. 


Distribusi mikro menyangkut penyampaian bahan pangan 
kepada berbagai golongan konsumen, yaitu : 


— distribusi ke Golongan Anggaran. 

— distribusi ke Perusahaan-perusahaan Negara tertentu. 
— Operasi Pasar untuk konsumen umum. 

— keperluan Bencana Alam/Sosial. 


Salah satu instrumen yang merupakan mata-rantai 
penghubung #htara sistem logistik pangan dengan sistem 
pangan secar& keseluruhan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). 
Sejak tahun 19 3, ribuan KUD terbentuk secara massal, yang 
selain menyalurkan sarana-sarana produksi pertanian juga 
berfungsi " sebagai jaminan” pasar dengan "jaminan harga” 
bagi para petani. Pada beberapa tahun terakhir ini KUD juga 
bergerak dibidang distribusi ke konsumen. 


Didalam sistem logistik pangan yang diterapkan 
Pemerintah, jalur-jalur logistik dari tempat-tempat petani 
melalui jalur-jalur swasta dan koperasi ke tempat-tempat 
konsumen tetap berjalan dan dipelihara, sedangkan jalur 
Pemerintah adalah bersifat sebagai pendukung. 
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D. PENYIMPANAN DAN PERGUDANGAN 


Tujuan penyimpanan adalah agar beras yang dibeli baik 
ex Dalam Negeri maupun ex Luar Negeri dapat menjadi buffer 
antar musim. Tetapi secara regional, fungsinya berbeda-beda. 


a. Untuk distribusi kepasar-pasar, biasanya dipusat-pusat 
konsumsi (di kota-kota). Juga fungsinya adalah benar-benar 
untuk menjamin dan menyediakan " first" or "immediate" 
supply for the market sehingga dapat mencegah kenaikan 
harga-harga dalam kurun' waktu yang sesingkat-singkatnya. 

b. Untuk menampung produksi. Biasanya di daerah-daerah 
sentra produksi (di Kabupaten-kabupaten) fungsinya 
memang mumi menyimpan beras yang dalam musim panen 
ditarik dari peredaran, untuk persiapan menghadapi musim 
paceklik guna dilepas kembali ke pasaran. 

c. Untuk keperluan transit : 
biasanya didekat pelabuhan, 

— di daerah surplus: untuk mendukung move out, 

— di daerah minus : untuk menerima move in/impor. 


d. Untuk mencegah kerawanan pangan. di daerah-daerah 
terpencil/terisolir. 
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Masalah penyimpanan mencakup dua aspek strategis 
yaitu : lokasi penyimpanan, dan jumlah yang disimpan. 


Secara teoritis, gudang-gudang akumulasi ditempatkan 
di pusat-pusat produksi, gudang-gudang transit di dekat 
pelabuhan dan gudang-gudang distribusi di pusat-pusat 
konsumsi. Tetapi didalam prakteknya terlihat pula faktor-faktor 
prasarana transpor, ongkos angkut dan sebagainya, yang 
semuanya harus diperhitungkan untuk mencapai biaya 
management dan eksploitasi yang minimal. 


Walaupun dalam penentuan lokasi gudang belum selalu 
berkaitan secara langsung dengan sistem pertahanan dan 
keamanan negara (pertimbangan ekonomis lebih dominan), 
tetapi dalam hal-hal tertentu, terutama pada daerah-daerah 
yang terisolir dan strategis lokasi gudang BULOG lebih banyak 
ditentukan oleh pertimbangan HANKAMNAS seperti : Natuna, 
Sedanau, Ternate, Morotai, Putusibau, Sangir Talaut, Nabire 
dan lain-lain. 


Didalam penyimpanan ini BULOG selama tahun 70-an 
menghadapi kenyataan-kenyataan sebagai berikut : 

a. Gudang-gudang yang ada (Non BULOG) umumnya adalah 
merupakan gudang general cargo (bukan untuk beras), 
lokasinya tidak/kurang tepat untuk beras dan sudah tua 
sekali karena semua gudang adalah warisan struktur 
ekonomi Belanda tahun 1940-an. 

b. Gudang-gudang itu dapat dikatakan tidak memenuhi syarat- 
syarat minimal yang dapat menjamin keamanan 
penyimpanan secara kuantitatif maupun kualititatif. 

c. Gudang-gudang itu dikelola oleh Non Ekspert. 


Struktur ekonomi lama memang tidak kenal bufferstock 
yang membutuhkan penyimpanan jangka lama. Dalam 
struktur ekonomi lama, jaringan pergudangan sekaligus 
dengan penggilingan besar dikuasai oleh kalangan ekonomi 
kuateGudang-gudang itu sederhana sekali, dan kegunaannya 
hanya menyimpan beras untuk beberapa waktu saja. 


Menyadari arti pentingnya sektor pangan dalam 
menunjang stabilisasi nasional, Pemerintah telah memutuskan 
untuk menguasai stock pangan yang cukup, yaitu sebesar 
kurang lebih 5 juta ton yang tersebar diseluruh Indonesia dan 
dibina dalam rangka tugas Pengamanan Pangan. 


Untuk menampung bahan pangan dengan mem- 
pertimbangkan terbatasnya kapasitas gudang yang memenuhi 
persyaratan, Pemerintah sejak tahun 1974 secara bertahap 
telah membangun gudang-gudang baru sebagai berikut : 


1. PELITA Il (Pembangunan Gudang Tahap 1) 1.129.000 ton 
2. PELITA III : 


a. Sedang dalam Pembangunan (Tahap II) 
b. Rencana akhir PELITA III (Tahap III) 
3. PELITA IV: 
a. Rencana Tahap IV 
b. Rencana Tahap V 


979.000 ton 
1.214.000 ton 


660.000 ton 
1.216.000 ton 


Jumlah 


Pentahapan pembangunan gudang disesuaikan dengan 
kebutuhan dalam menjawab permasalahan pangan dari waktu- 
kewaktu. 


Pembangunan tahap | dalam PELITA II yang telah selesai 
difokuskan pada penjagaan harga pasar. Pembangunan gudang 
pada PELITA III yang sedang berjalan sekarang ini adalah untuk 
pelaksanaan program pemerataan penyediaan pangan dan 
menjaga harga dasar padi serta palawija. Sedangkan 
pembangunan gudang pada PELITA IV nantinya lebih diarahkan 
untuk menampung/menyimpan stock pangan nasional 
sehingga fungsinya sebagai buffer kelangkaan pangan dari Luar 
Negeri ataupun terjadinya masa paceklik yang panjang dapat 
terlaksana dengan baik. | 


Selain daripada itu, sejak tahun 1973 Pemerintah juga 
telah merangsang KUD yang selain untuk menyalurkan sarana- 
sarana produksi pertanian juga dimaksudkan sebagai lembaga 


5.198.000 ton. 


yang ikut menangani masalah pangan sebagai pemegang stock 
untuk tingkat desa atau kecamatan. Sehubungan dengan itu 
Pemerintah sejak dua tahun terakhir ini aktif membangun 
gudang-gudang dengan kapasitas kurang lebih 200 ton di KUD- 
Los dalam program GLK-KUD (Gudang, Lantai Jemur dan 
los). 

Dengan demikian maka pengamanan pangan ini bukan saja 
menjadi tanggung jawab Pemerintah (BULOG) tetapi juga 
melibatkan masyarakat. 


Tempat-tempat penyimpanan beras itu wajib memberi 
proteksi kepada beras dan bahan pangan lainnya yang disimpan 
dan proyeksi itu dapat digolongkan dalam : 

— Proteksi phisik. 

— Proteksi bio kimia. 
Proteksi Phisik : 

a. Lokasi bangunan wajib : 


— ditempat yang bebas banjir, 
— bebas dari debu dan asap, 
— jauh dari kompleks yang mudah terbakar. 


Bangunannya sendiri wajib : 

— anti maling, 

— anti bocor (water proof). 

Proteksi bio Kimia : 

Beras sebagian besar terdiri dari karbohidrat, peka terhadap 
kuman-kuman dan serangga beras, jamur pada kadar air 
tertentu, suhu dan kelembaban udara yang tinggi. Oleh 
karena itu ventilasi, suhu, sanitasi dan hygiene didalam 
ruang gudang perlu dijaga dengan baik. 


Menurut jumlah yang disimpan, harus dapat menjamin 
keamanan pangan diwilayah penanganannya. Jumlah yang 
disimpan disuatu daerah pada satu-satuan waktu ditentukan 
dengan mempertimbangkan dua faktor penting yaitu 
kebutuhan penyaluran dan kelancaran supplynya. 

Kebutuhan penyaluran ada yang bersifat relatif tetap 
(pasti) : dan ada yang bersifat tidak tetap tetapi diduga 
(predictable) dan ada yang bersifat tidak dapat diduga 
(unpredictable). Kebutuhan yang bersifat tetap adalah 
penyaluran untuk Golongan Anggaran dan penyaluran yang 
didasarkan pada kontrak berjangka (PN/PT). Kebutuhan yang 
bersifat " predictable" adalah penyaluran untuk Operasi Pasar. 
Selanjutnya yang bersifat "unpredictable" adalah untuk 
bantuan bencana alam. 

Kelancaran supply sangat ditentukan oleh daerah asal, 
ketersediaan alat angkutan, cuaca dan fasilitas bongkar-muat. 


x 


Dalam prakteknya, kedua faktor diatas dirangkum dalam 
satu rumusan yang disebut Minimum Stock Requirement 
(MSR). 

MSR adalah jumlah stock yang diperlukan untuk : 


Kebutuhan selama "lead time" (jangka waktu pengisian 
kembali), 
— Mengantisipasi kenaikan kebutuhan selama "lead time”, 
— Pemenuhan kebutuhan untuk menghadapi keterlambatan 
angkutan. 


E. ANGKUTAN PANGAN 


Angkutan darat, laut dan sungai merupakan ” jembatan” 
antar tempat-tempat supply dan tempat-tempat konsumsi, 
pada saat ini dikenal dua kelompok Supply Points : 


a. Supply Points utama untuk pangan produksi Dalam Negeri 
ditiga daerah surplus, yaitu pelabuhan-pelabuhan : 

— Surabaya , Probolinggo dan Meneng Banyuwangi (Jatim), 

— Ujung Pandang dan Pare-Pare (Sulsel), 

— Benoa (Bali), 

— Kadang-kadang Ampenan/Lembar (Lombok). 


b. Supply Points yang merupakan terminal points beras Luar 
Negeri, yaitu pelabuhan-pelabuhan : 


— Belawan (untuk Aceh), 


— Pakanbaru (untuk Riau), 

— Padang (untuk Bengkulu), 

— Palembang (untuk Bangka, Belitung dan Bengkulu), 
— Jakarta (untuk Jabar, Kalbar dan Bengkulu), 

— Cirebon (untuk Jabar), 

— Semarang (untuk Jateng dan Yogyakarta), 

— Cilacap (untuk Jateng dan Yogyakarta), 

— Pontianak (untuk daerah pedalaman), 

— Banjarmasin (untuk Kalteng), 

— Balikpapan (untuk Tarakan), 

— Bitung (untuk Ternate, Luwuk dan Posso), 

— Ambon (untuk Ende, Waingapu dan lain-lain), 
— Jayapura (untuk Sorong, Fak-Fak dan lain-lain). 
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Peranan supply points ini sebagai terminal beras impor 
telah mengecil sejak 2 tahun terakhir ini, sejalan dengan 
mengecilnya impor beras hingga dibawah setengah juta ton 
pertahun karena keberhasilan produksi nasional. 


Angkutan darat dengan truck umumnya berjalan baik, 
kecuali angkutan darat didaerah-daerah tertentu, seperti di NTT 
yang masih kekurangan truck. 


Angkutan sungai terjadi secara sporadis didaerah-daerah 
tertentu saja dengan kapal-kapal sungai berkapasitas muat 
kecil-kecil seperti ke Kalteng. Angkutan KA jarak jauh 
tersendat-sendat berhubung adanya peraturan-peraturan 
penyediaan gerbong antar wilayah eksploitasi. Belakangan ini 
trayek-trayek antar pulau dan pada waktu-waktu tertentu 
memerlukan angkutan dengan charter kapal-kapal dan Perahu 
Layar Motor (PLM). Sejalan dengan laju pembangunan pada 
akhir-akhir ini dibidang angkutan menunjukkan peningkatan. 
Dulu pembelian-pembelian beras Dalam Negeri dari pedalaman 
rata-rata 500.000- 600.000 ton, tahun 1980 hampir 1,6 juta 
ton beras harus diangkut dari KUD-KUD dan Non KUD di- 
pedalaman kepenggilingan-penggilingan, kota-kota dan 
pelabuhan-pelabuhan dan pada tahun 1981 dan 1982 yang 
lalu jumlah ini masing-masing mencapai 2 juta ton beras. 


Demikian juga halnya dengan angkutan darat kepedesaan. 
Tidak kurang 1,5 juta ton pupuk, 1,5 juta ton karung goni dan 
sebagainya harus diangkut kepedesaan. Untuk komoditi beras 
yang diangkut oleh Pemerintah (BULOG) saja setiap tahunnya 
meningkat 2096 sampai 8996. 


Volume angkutan beras antar daerah 96 peningkatan 


Pada PELITA | (rata-rata) 286.333 ton 096 

Pada PELITA || (rata-rata) 345.401 ton 2096 
Tahun 1979/1980 489.595 ton 4296 
Tahun 1980/1981 927.561 ton 8996 
Tahun 1981/1982 - 1.100.000 ton 2096 


Angkutan pangan ini adalah " the core of Food Logistics" , 
karena kita tidak dapat mengelakkan adanya perbedaan- 
perbedaan produksi dan konsumsi antar daerah dan antar 
waktu. Dalam hal ini kita mengenal adanya daerah-daerah 
defisit. Demikian pula, karena kondisi dan fasilitas beberapa 
pelabuhan yang tidak dapat dimasuki kapal-kapal impor, maka 
harus ada pemindahan bahan pangan dari pelabuhan yang satu 
ke yang lain. Dengan adanya beberapa daerah Surplus dan 
daerah minus, maka kita selalu dihadapkan pada beberapa 
alternatif pengiriman yang harus dipilih. Dari daerah mana harus 
dikirimkan untuk daerah defisit tertentu ? 


Dari berbagai alternatif daerah asal pengiriman, dengan 
alasan ekonomi, haruslan dipilih kombinasi pengiriman dimana 
jumlah biaya seluruhnya adalah minimal. Salah satu metode 
untuk " minimizing" biaya angkutan adalah " linear programing” 
atau yang dalam penerapannya disebut " model transportasi”. 


Untuk perencanaan angkutan nasional tersebut diperlukan 
masukan berupa : 
— jumlah surplus dan defisit pangan di tiap daerah, 
— ongkos angkut antar daerah, 
— tersedianya prasarana angkutan/kapal/truck dan kapasitas- 
nya. 


Adapun besarnya surplus dan defisit pangan ditiap daerah 
ditentukan atas dasar data sebagai berikut : 


— posisi stock daerah, 

— perkiraan penggunaan, 

— perkiraan pengadaan, 

— rencana destinasi impor, 

— minimum stock reguirement. 


Masalah-masalah " panjang kade”, " jam kerja”, 1 atau 2 palka, 
jumlah " gang buruh” dan sebagainya yang biasanya soal kecil 
menjadi soal besar dan menghambat jalannya logistik pangan 
mempunyai sekaligus mengacau "lead time” dan akhirnya 
merusak Minimum Stock Reguirement digudang penerima. 


F. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 


Dalam operasi Logistik Pangan peranan kecepatan dan 
ketepatan penyimpanan informasi dari daerah-daerah 
13.600 buah pulau, mempunyai jaringan komunikasi yang 
belum sempurna, merupakan hal yang periu dipikirkan secara 
khusus. Sehingga arus informasi dapat cepat dan tepat diterima 
di Pusat, untuk kemudian segera diolah dan diadakan suatu 
tindakan yang cepat dan tepat pula guna memecahkan 
masalah-masalah yang terjadi. 


Karena BULOG bertugas menjaga stabilisasi harga-harga 
dengan stock, maka dalam Operasi Logistik Pangan di BULOG 
dibutuhkan informasi-informasi tentang situasi didaerah-daerah 
yakni : 


— Situasi harga diseluruh daerah, 

— Situasi persediaan pangan dimasyarakat termasuk produksi, 

— Situasi persediaan pangan yang dikuasai oleh DOLOG- 
DOLOG, 

— Situasi angkutan terutama di pelabuhan, 

— situasi keuangan DOLOG-DOLOG yang dapat digunakan 
untuk menunjang operasi BULOG. 


Disamping itu, dibutuhkan pula informasi dari DOLOG- 
DOLOG mengenai hasil-hasil didaerah-daerah yang telah 
dicapai dari usaha-usaha sebelumnya seperti : 


— Hasil pengadaan Dalam Negeri yang dihubungkan dengan 
usaha pengembangan perkoperasian (KUD), 

— Hasil penjualan beras kepasar bebas yang juga dihubungkan 
dengan usaha pengembangan koperasi yakni penjualan 
beras dengan sistem konsinyasi kepada KUD-KUD Model, 

— Hasil-hasil Operasi Angkutan/pemindahan stock. 
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Berdasarkan Laporan-laporan itu, secara harian diadakan 
pengolahan laporan-laporan dan analisanya dipusat yang 
kemudian dapat ditentukan tindakan-tindakan apa yang 
diperlukan didaerah-daerah. Jadi Management Information 
System BULOG dimaksudkan : 


a. Pertama sebagai salah satu alat pengambilan keputusan, 
b. Kedua sebagai salah satu alat pengawasan dan 
pengendalian situasi dilapangan. 


Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Management 
Information System (MIS), BULOG mengenal dua laporan : 


a. Laporan harian yang berupa berita-berita kawat/SSB/ 
telepon dari seluruh Indonesia, yang sudah dikode-singkat 
yang dikenal dengan sistem R/R (Recording dan Reporting), 

b. Laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan tertulis 
15 harian dan bulanan, yang berisi pertanggungan jawab 
yang lebih terperinci terhadap laporan yang sudah di- 
laporkan secara cepat pada laporan R/R pada hari-hari 
sebelumnya. 


Dengan dikenalnya 2 (dua) macam laporan diatas, maka 
BULOG Pusat tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi 
yang ada didaerah-daerah, disamping tetap dijamin kebenaran 
laporan tersebut karena disusul dalam laporan pertanggung: 
jawaban secara periodik 15 harian atau bulanan pada waktu 
waktu berikutnya. 


Untuk keperluan itu, BULOG menggunakan jaringan SSB 
dari Gudang-Gudang DOLOG ke SUBDOLOG-SUBDOLOG dan 
dari SUBDOLOG-SUBDOLOG ke DOLOG yang selanjutnya pada 
hari itu juga diteruskan dari DOLOG ke BULOG dengan jaringan 


SSB atau Telex. Sesuai dengan kepentingannya, MIS terdiri 
dari 2 (dua) bidang yaitu : 


a. Bidang Persediaan (Inventory Section), 
b. Bidang Keuangan (Financial Section). 


Bidang Persediaan meliputi laporan-laporan : 


— Pengadaan Dalam Negeri yang dihubungkan dengan 
laporan harga pada tingkat produsen/harga dasar (floor 
price), 

— Laporan stock, laporan kondisi kualitas yang dihubungkan 
dengan penyediaan stock minimum yang harus tersedia 
dimasing-masing daerah, 

— Laporan angkutan, laporan posisi kapal yang menyangkut 
pangan, yaitu dari daerah kelebihan stock yang harus di- 
keluarkan agar dapat menampung pengadaan baru, untuk 
dikirim kedaerah lain yang membutuhkan stock, 

— Laporan penjualan beras/market operation yang di- 
hubungkan dengan laporan harga pada tingkat konsumen/ 
harga maksimum (ceiling price), 


See ee o TES c cM 


— Laporan angkutan beras impor, yaitu kapal yang 
mengangkut beras dari Luar Negeri kedaerah-daerah yang 
membutuhkan pengisian stock. 


Bidang Keuangan meliputi laporan-laporan : 


— Laporan Neraca dan Rugi Laba, 

— Laporan Pertanggung-jawab Keuangan, 

— Laporan Hasil Penjualan Beras, yang dihubungkan dengan 
penerimaan uang di Bank Indonesia. 


Dalam menampung arus laporan yang meliputi 27 DOLOG, 
89 SUBDOLOG dan Gudang-Gudang BULOG tersebut, BULOG 
telah menggunakan komputer untuk mengolah data-data yang 
masuk, baik berasal dari laporan harian,tengah bulanan atau 
bulanan. 


Pengolahan data dengan komputerisasi hanya diseleng- 
garakan di BULOG Pusat, namun nampaknya akan sulit untuk 
waktu-waktu yang akan datang, mengingat penyebaran stock 
yang lebih merata, menyebar keseluruhan daerah. 


үн 
ERA PEMBANGUNAN LOGISTIK PANGAN 
Di INDONESIA 


Secara umum sistem logistik dan peranan pangan di- 
Indonesia telah diungkapkan, baik ditinjau dari pembahasan 
situasi masalah pangan Internasional maupun dari waktu ke 
waktu, yang tentu saja turut memepengaruhi situasi pangan 
di Indonesia. Karena dalam sistem perekonomian Internasional, 
baik ekonomi moneter maupun perdagangan komoditi pangan 


serta non pangan secara langsung maupun tak langsung ikut 
mempengaruhi perkembangan perekonomian Nasional. 

Untuk lebih memudahkan menelusuri mengenai analisa 
sistem logistik dan peranan pangan di Indonesia, maka secara 
kronologis dapat diikuti secara seksama lebih lanjut ungkapan 
Era Pembangunan Logistik Pangan di Indonesia. 


e SEJARAH LEMBAGA PANGAN DI INDONESIA 


Kelahiran BULOG ditengah ketidakstabilan ekonomi. 

Sejarah keberhasilan lembaga pangan di Indonesia tidak terlepas pada 
permasalahan yang dihadapi pada awal Orde Baru, Pasca G 
30 S/PKI. Proses disropsi politik akibat peristiwa G 30 S/PKI 
pada akhir 1965 dan awal 1966 terus berjalan, dimana proses 
disropsi ekonomi juga berjalan terus hampir-hampir melumpuh- 
kan seluruh kegiatan Nasional. Kepemimpinan Negara, Bangsa 
dan masyarakat goyah dan hampir mencapai taraf kelumpuhan. 
Klimaks kekacauan politik dan ekonomi itu adalah pada 
tanggal 11 Maret 1966 dengan dikeluarkannya Surat Perintah 
Sebelas Maret atau dikenal dengan SUPER-SEMAR yang 
memberi mandat untuk membubarkan PKI. Kemudian secara 
bertahap menyelesaikan masalah ekonomi. Suatu tugas yang 
maha berat bagi pemegang mandat SUPER-SEMAR ditengah 
pewarisan yang sangat rawan. js 


Gudang-gudang BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) 
kosong melompong, persediaan devisa habis tanpa bekas dan 
inflasi mengganas. Oleh karena itu problema pokok sesudah 
tanggal 11 Maret 1966 adalah : Pertama , bagaimana mengisi 
gudang-gudang dan pasaran dengan beras untuk membendung 
dan menghentikan proses disropsi ekonomi, Kedua... - 
mengusahakan beras tidak lagi menjadi sumber inflasi, Ketiga, - 


dn beras dapat dipakai sebagai senjata untuk menjinakkan 
asi. 


Sehubungan dengan hal tadi sejak tahun 1966 mulai di- 
adakan perombakan yang prinsipil mengenai kebijaksanaan 
dasar (konsepsional), kelembagaan ditata kembali 
institusional) dan juga mengenai tata cara kerja (operasional). 


Oleh karena operasi pertama pada saat itu adalah 
bagaimana mengatur logistik untuk operasi pemulihan 
keamanan dan mengatur suplai beras untuk pasar yang 
mekanismenya sedang menuju disropsi, maka dibentuklah 
KOMANDO LOGISTIK NASIONAL (KOLOGNAS) berdasar 
Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87/1966 tanggal 
23 April 1966. 


Tugas pokok daripada KOLOGNAS adalah mengendalikan 
operasional bahan kebutuhan hidup. 


Untuk lebih meningkatkan efektivitasnya dengan 
Keppres- 182/1966 tanggal 22 Agustus 1966, KOLOGNAS di- 
tempatkan dibawah Ketua Presidium Kabinet AMPERA yang 
menjabat sebagai Panglima KOLOGNAS. Sementara itu BPUP 
tetap berjalan dengan tugas membeli padi/beras di dalam dan 
Luar Negeri. Jadi di dalam pengurusan beras ada dualisme. 
Untuk meniadakan dualisme tadi pada 31 Agustus 1966 
melalui KEPPRES KAB No. 11/EK/KEP/8/1966, BPUP dibubar- 
kan dan dilebur kedalam KOLOGNAS. 


Penguasaan stock oleh pemerintah pada saat itu demikian 
kecilnya sehingga tidak cukup untuk operasi pengamanan 
dalam rangka penumpasan G-30-S/PKI, apalagi untuk 
mempengaruhi harga dipasar-pasar. Stock yang dikuasai di- 
gudang-gudang kurang lebih hanya 200.000 ton ditambah 
stock yang masih ada di Luar Negeri yang sudah dibeli 
+ 120.000 ton. BPUP dan KOLOGNAS berusaha mencarikan 
beras dimanfaatkan karena masih berupa padi, hasil yang di- 
capai dari impor tahun 1966 sebesar 308.500 ton termasuk 
EX PL-480. 
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KOLOGNAS tidak hanya menangani beras saja, tapi juga 
mempunyai tugas-tugas dalam bidang Non beras antara lain 
mengelola dan menyalurkan barang-barang ex impor darurat 
dan ex "Stop-Gap Yen Kredit" guna mengisi kekosongan 
barang impor yang terjadi waktu itu. 


Hasil nyata setelah adanya KOLOGNAS ditunjukkan 
dengan stabilnya harga beras pada akhir 1966. Hal ini tercermin 
dari perkembangan harga rata-rata bulanan selama tiga bulan 
itu semula harga beras per-kilogram bulan Oktober 1966 adalah 
Rp 8,56, turun menjadi Rp 8,51/kg pada bulan berikutnya dan 
kemudian hanya naik sedikit menjadi Rp 8,91/kg pada bulan 
Desember 1966. 


Dimana situasi tadi berhasil memberikan kelegaan 
masyarakat. Sehingga perayaan Idul Fitri, Natal di penghujung 
tahun 1966 dan Perayaan Tahun Baru dapat dilakukan dengan 
suasana tenang. Persediaan beras, tepung terigu, tekstil cukup 
banyak dipasaran dan mampu mengimbangi permintaan 
masyarakat. Begitu pula halnya dengan sarana transportasi, 
seperti bus dan kendaraan umum lainnya,sudah berjalan 
dengan baik. 


e Situasi Tahun 1967, BULOG Lahir 


Untuk lebih memperbaiki situasi perekonomian, pada awal 
tahun 1967 dimulai tindakan membendung “banjir” uang yang 
beredar dengan jalan menerapkan kebijaksanaan uang ketat. 
Prinsip Anggaran Belanja Negara yang seimbang, mulai di- 
perkenalkan. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah tidak 
bisa dilakukan tanpa batas, melainkan harus disesuaikan 
dengan penerimaannya. Begitu pula dengan penyaluran kredit- 
kredit, disamping dilakukan dengan sangat efektif, dikenakan 
pula suku bunga yang sangat tinggi. 


Policy uang ketat tadi diterapkan juga dalam sektor per- 
berasan. Pembelian beras Dalam Negeri dibiayai oleh Anggaran 
Negara melalui KBN. Impor beras diserahkan kepada pihak 
swasta, sedang stock beras Pemerintah dibatasi jumlahnya. 
Untuk inengatasi hambatan-hambatan dalam lalu lintas barang 
dilakukan dengan jalan de'kontrol, de'etatisme serta melalui 
demokratisasi ekonomi. Dibidang kelembagaan, karena berba - 
gai pertimbangan, maka berdasar KEPPRES No. 64 
tanggal 10 Mei 1967 KOLOGNAS dibubarkan dan diganti 
dengan Badan urusan Logistik (BULOG) berdasarkan KEPPRES 
KAP No. 114/U/KEP/67 tanggal 10 Mei 1967.Guna yang ber- 
akibat timbulnya kembali penyakit inflasi. Hal ini disebabkan 
oleh ulah para spekulan ketika terjadi musim kemarau yang agak 
panjang yang menggagalkan panen gadu tahun 1977. Harga 
beras melonjak dengan cepat dan mencapai Rp 28,27/kg, pada 
bulan Desember 1967. Kemudian meningkat lagi hampir dua 
kali lipat pada bulan Januari 1968, yakni menjadi Rp 40,88/kg. 
Jika dibandingkan dengan harga beras pada bulan - 
Januari 1987 itu adalah sebesar 5 (lima) kali lipat. 


Stock beras Pemerintah yang berjumlah 200.000 ton pada 
bulan Desember 1967, ternyata tidak cukup untuk mengendali- 
kan gejolak harga yang terjadi. Sebagai akibatnya, timbul 
gerakan demonstrasi yang mulai melanda Jakarta. Laju inflasi 
yang sebelumnya sudah dapat ditekan, "yakni hanya sekitar 
596 hingga bulan Juli tern yata meningkat lagi sampai sekitar 
11096 diakhir tahun 1967 . 


Perjalanan pahit tahun 1967 ini telah menyadarkan semua 
orang akan kenyataan bahwa beras memegang peranan 
penting dalam menciptakan stabilitas sosial ekonomi dan 
politik. Sehingga pada tahun itu timbul istilah populer bahwa 
"Ekonomi Indonesia adalah ekonomi beras”. Oleh karena itu 
usaha penyehatannya harus dimulai dengan penyelesaian 
masalah-masalah perberasan. Penyediaan beras harus 
mendapat prioritas utama, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Peningkatan produksi Dalam Negeri mutlak diperlu- 
kan. Bersamaan dengan itu kebutuhan terhadap adanya 
instrumen stabilisasi harga yang mantap semakin besar. 
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Dibidang peningkatan produksi Dalam Negeri, introduksi 
pola bimbingan massal (BIMAS) yang telah dimulai 
tahun 1963/64 kian dikembangkan dan dimantapkan. 
Walaupun pola ini masih banyak mengandung kelemahan, 
terutama masatah pendanaan Logistik sarana produksi serta 
jaminan pasar. 


Dengan diperkenalkannya sistem BIMAS Gotong Royong 
(BIMAS GR) musim tanam 1968/1969 maka BULOG secara 
operasional mulai mempunyai keterikatan dalam menjamin 
peningkatan pendapatan para petani. BIMAS GR pembiayaan- 
nya dilakukan oleh swasta asing, yang dimulai dengan CIBA. 
Kemudian musim tanam berikutnya dengan 
COOPA, HOECHST dan AHT. Perusahaan-perusahaan ini 
menyediakan sarana produksi, dimana petani menerima paket 
sarana produksi melalui Pemerintah daerah/Kepala Desa tanpa 
melalui Bank dan mengembalikannya dengan menyerahkannya 
sebagian dari produksinya kepada BULOG. Sistem BIMAS GR 
inipun tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Pengendalian dari 
petani tidak seperti yang diharapkan karena berbagai sebab 
sehingga terdapat selisih antara biaya dan pengembalian yang 
menjadi beban kerugian bagi BULOG. Untuk itu sistem tadi di- 
ganti dengan BIMAS yang disempurnakan mulai tahun 1970. 


Walaupun tidak luput dari kelemahan, namun dengan 
sistem ini telah dapat dipetik banyak hasil positif, penggunaan 
sarana/teknologi produksi baru yang meluas, penggunaan 
sarana lepas panen, produksi meningkatkan dan sebagainya. 


Keadaan ini telah memberikan inspirasi agar momentum 
ini semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan. Maka dirasa perlu 
rasionalisasi kebijaksanaan dan refungsionalisasi lembaga- 
lembaga yang ada. 


Rasionalisasi kebijaksanaan harga dimulai dengan di- 
perkenalkannya " RUMUS TANI" : harga satu kilogram beras 
ditingkat penggilingan pedesaan ditetapkan sama dengan satu 
kilogram pupuk urea, yang waktu itu berhaga Rp 26,40. 


Rumus inipun masih mengandung kelemahan, karena input 
produksi yang diperhitungkan hanya pupuk. Oleh karena itu 
kemudian diperkenalkan pendekatan Incremental Banefit-Cost 
Ratio (IBCR) yang dicetuskan oleh Dr. Saleh Affif dan - 
Dr. Leon A. MEARS, yang pada prinsipnya untuk mendorong 
petani beralih dari teknologi tradisional ke teknologi yang lebih 
baru. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, yakni 
sejak musim hujan 1968/69, di Kecamatan Klari, Kabupaten 
Kerawang dilakukan kegiatan tepadu yang diberi nama Pilot 
Proyek Tani Makmur. Proyek Tani Makmur ini diorganisir oleh 
Tim Bantuan Tehnis Pemerintah Perancis, yang pada prinsipnya 
dimaksud untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan proses 
produksi, pengolahan serta pemasaran padi atau beras di- 
tambah dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya guna 
menuju pada sasaran pembangunan pedesaan atau rural 
development. Pilot Proyek Tani Makmur ini selain melibatkan 
Departemen Pertanian, diikutsertakan pula unsur-unsur dari 
Pemerintah daerah Jawa Barat BULOG, Bank Bumi Daya dan 
PN Pertani. 


Secara lebih luas Proyek Tani Makmur tadi mempunyai 
tugas penyuluhan dan pendidikan untuk bidang-bidang 
produksi, pengelolaan da pemasaran, tugas-tugas penelitian 
lainnya serta bertugas pula mengembangkan lingkungan itu ke 
sektor-sektor lainnya. Proyek yang merupakan sebuah modal 
unit ekonomi yang serba manfaat ini, ditiap Kabupaten dapat 
menjadi contoh bagi Kecamatan dan desa-desa. Jika hal ini 
dapat terwujud, maka dampaknya akan sangat positif, karena 
Investasi di daerah pedesaan dilakukan oleh masyarakat 
setempat. Dengan demikian, aktivitas tadi sudah identik 
dengan pembangunan pedesaan yang tinggal landas (take off) 
dengan kekuatan sendiri. 


Pikiran-pikiran yang berkembang pada saat itu adalah, 
bahwa Proyek Tani Makmur ini akan didirikan ditiap kabupaten. 
Kemudian sarana-sarana yang dimiliki BULOG ex Bimas GR di- 
integrasikan kedalam sistem ini.Mungkin pelaksanaan Proyek 
Tani Makmur in terlalu cepat, dalam arti tanpa pematangan 
kondisi masyarakat, sehingga akhirnya hilang ditelan oleh 
masalah-masalah yang lebih mendesak. 


Menyadari bahwa masalah utama yang dihadapi petani 
dalam program Bimas adalah adanya "jarak" antara 
penyediaan sarana produksi dengan petani, maka Prof. Ir. 
Sudarsono Hadisaputro dari UGM mencoba mengembangkan 
model lembaga ekonomi pedesaan yang diberi nama Badan 
Usaha Unit Desa (BUUD). Pendirian BUUD, terutama untuk 
membantu mendekatkan sarana produksi seperti pupuk, benih 
unggul, insektisida, kredit Bank dan sebagainya kepada petani, 
sehingga para petani akan lebih mudah mendapatkannya. 
Disamping itu dimaksud pula agar petani disekitar BUUD dapat 
mengolah gabahnya dan menjual berasnya dengan lebih 
mudah. Dengan kondisi demikian para petani dapat menempuh 
jalan pintas dalam memasarkan berasnya ke pasaran beras 
giling, yang waktu itu masih dikuasai penggilingan padi besar. 
Hal ini menjadikan petani dapat berperan lebih baik dalam 
pasaran beras giling, juga nilai tukar (terms of trade) beras 
terhadap barang-barang lainnya menjadi lebih baik. Jika dilihat 
dari aspek pemasaran produksi hasil pertanian, BUUD 
merupakan pipeline atau " pipa saluran” yang menghubungkan 
desa sebagai sentra produksi dengan konsumen di luar desa. 
Khususnya dalam penyaluran ke konsumen dikota-kota. 
Saluran demikian memang sangat efisien dan memperpendek 
beberapa rantai pemasaran dalam perdagangan beras. Pada 
mulanya dicoba di Yogyakarta sebagai pilot proyek, kemudian 
dilibatkan secara massal dalam pengadaan beras mulai tahun 
1973/74. BUUD terus berkembang mengikuti dinamika 
keadaan dan BULOG membantu sepenuhnya perkembangan 
BUUD ini yang akhirnya menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). 
Bersamaan dengan itu BRI juga mulai merintis berdirinya BRI 
Unit Desa yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian 
kredit kepada petani lebih mudah dan lancar, sehingga program 
Bimas dalam rangka peningkatan produksi dapat lebih berhasil. 


e BULOG Bebenah Diri 


Sejalan dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang 
ditempuh Pemerintah dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi 
sektor pangansberas, BULOG yang dibentuk dalam suasana yang penuh 
dinamika juga melakukan penyesuaian. Organisasi BULOG 
yang semenjak pembentukannya pada tahun 1967 diarahkan 
untuk melayani penyediaan beras bagi Pegawai Negeri, ABRI 
dan perusahaan negara maka semenjak tahun 1969 organisasi 
BULOG disesuaikan dengan tuntutan mekanisme buffer stock 
yang dirancang untuk mengakomodir kebutuhan program 
stabilisasi dan rehabilitasi-demand side dan supply side 
orientation. Unit organisasi didaerah-daerah diperkuat agar 
mampu melaksanakan pengamanan Harga Dasar. 


Sebenarnya harga dasar itu menyangkut banyak aspek : 
produksi, dana untuk melakukan pembelian dalam rangka 
pengamanannya, harga eceran beras, inflasi dan sebagainya. 
Oleh karena itu, penetapan harga dasar dilakukan dengan 
mengikut-sertakan semua unsur yang terkait : Departemen 
Pertanian, Departemen Keuangan, Ditjen Koperasi Depd kop, 
BAPPENAS, BULOG dan Bank Indonesia. Dimana sejak tahun 
1973 ketentuan mengenai tingkat harga dasar ini ditinjau 
secara berkala dan ditetapkan dengan Instruksi Presiden yang 
diumumkan pada saat petani mulai mengolah sawah untuk 
penanaman musim hujan. 


Pikiran-pikiran untuk menerapkan Harga Dasar berjalan 
terus, lembaga-lembaga yang terkait dalam masalah pangan 
mulai ditata kembali. Tugas dan fungsi BULOG diadakan 


refungsionalisasi lagi dengan KEPPRES No. 11/1969. Waktu 
berjalan terus dan pada tanggal 1 Nopember 1969 diumumkan 
policy harga dasar baru, yang mulai berlaku untuk panenan padi 
untuk MH 1969/1970. 


Perubahan kebijaksanaan yang mendasar diantaranya 
juga terjadi perubahan pola operasional BULOG, yaitu dengan 
menerapkan sistem buffer-stock, beralih dari pola sebelumnya : 
Sistem target. 


Dalam rangka menjaga agar tingkat harga beras tidak 
terlalu bergejolak, dalam arti diupayakan agar tingkat harga itu 
selalu berada pada batas-batas yang tidak terlalu merugikan 
konsumen maupun petani produsen, maka mulai April 1970 
ditetapkan usaha menerapkan teori Buffer stock dengan floor 
price (harga batas terendah) dan celling price (harga batas tertinggi) 
Fluktuasi harga masih tetap ditolerir sepanjang tidak melampaui 
harga batas terendah dengan harga batas tertinggi. Margin 
antara harga batas terendah dengan harga batas tertinggi di- 
maksudkan untuk tetap memberikan kesempatan berkembang- 
nya perdagangan bebas antar musim dan antar daerah. 


Sejalan dengan teori buffer stock tadi, maka Pemerintah 
harus bertindak jika tingkat harga dipandang sudah 
mengancam harga batas terendah dan harga batas tertinggi. 
Jika tingkat harga sudah mendekati harga batas, terendah dan 
dikhawatirkan akan merosot terus, pembelian dipasar Dalam 
Negeri pun dilakukan dan baru berhenti jika harga batas 
terendah tadi sudah cukup aman. Begitu pula sebaliknya, 
penyaluran beras Operasi Pasar (O P) dimulai bilamana tingkat 
harga sudah demikian tinggi. Operasi Pasar baru dihentikan, 
bilamana tingkat harga sudah diperkirakan tidak akan 
melampaui harga batas tertinggi. 


Dengan kebijaksanaan baru ini tidak hanya produsen yang 
dilindungi, tetapi juga konsumen sekaligus. Kebijaksanaan 
buffer stock ini, pada musim panen pada saat harga biasanya 
jatuh, maka produsen yang dilindungi. Sedangkan pada saat 
paceklik pihak konsumen yang mendapat giliran untuk di- 
lindungi dari kenaikan harga beras yang tidak wajar. 
Kebijaksanaan sebelumnya hanya dititik beratkan pada pihak 
konsumen saja. Sisi lain dari sistem buffer stock adalah Harga 
Batas Tertinggi. Penetapan Harga Batas Tertinggi sebagaimana 
halnya penetapan harga dasar, melibatkan banyak 
pertimbangan. Asumsi dasar yang dianut adalah, antara suplai 
(total penyediaan) dan permintaan dalam satu tahun sudah 
terdapat keseimbangan. Sedangkan untuk memenuhi suplai 
antar daerah perlu didorong adanya usaha perdagangan yang 
dilaksanakan oleh mekanisme pasar yang ada. 


Atas dasar pemikiran tadi, maka Hargp Batas Tertinggi di- 
tentukan dengan memperhitungkan ongkos penyimpanan : 
sewa gudang, susut, bunga Bank dan biaya perawatan. Untuk 
merangsang perdagangan antar daerah, maka diperhatikan pula 
ongkos pemindahan barang dari daerah surplus kedaerah yang 
memerlukan. Oleh karena itu Harga Batas Tertinggi dapat 
berbeda antar daerah. 


e Mencari Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan 


Sejalan dengan adanya pergeseran aktivitas BULOG setapak 
demi setapak dari orientasi demand side beralih ke supply side 
yang dimulainya sejak pertengahan tahun 1968, maka kredit 
BULOG pun diarahkan pada kepentingan untuk meningkatkan 
suplai beras Dalam Negeri dalam arti seluas-luasnya. Aktivitas 
BULOG sejak medio 1968 tadi dapat dikatakan sudah 
mencakup pengembangan dalam sektor produksi, pengolahan 
(processing) dan pemasaran (marketing). Ini berarti secara 
diam-diam BULOG sudah berubah menjadi salah satu - 
development Agency dalam sektor produksi, pengolahan dan 
pemasaran itu. 


*) Dalam Kabinet Pembangunan IV Ditjen Koperasi Departemen Perdagangan dialihkan ke Ditjen Bimas 
Dep. Koperasi 
**| Sejak tanggai... kedudukan Bank Indonesia diganti oleh Bank Rakyat Indonesia 
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e Stabilisasi Untuk Pertumbuhan 


Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 
menetapkan, bahwa kelangsungan peningkatan produksi beras 
perlu dijaga dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan serta 
menjamin meratanya penyebarannya kepada masyarakat pada 
tingkat harga yang menguntungkan petani produsen dan tidak 
memberatkan konsumen. Disamping itu disebutkan pula bahwa 
usaha-usaha meningkatkan perbaikan kesehatan rakyat antara 
lain dilaksanakan dengan peningkatan nilai gizi makanan rakyat. 


Sesuai dengan ketetapan itu maka REPELITA II 
menentukan,bahwa akan diambil langkah-langkah kebijaksana- 
an, antara lain pertama, menjaga stabilisasi harga pangan pada 
taraf yang berada dalam jangkuan daya beli rakyat banyak serta 
dapat menjamin pendapatan petani yang layak dan kedua, - 
meningkatkan nilai gizi dan pola konsumsi pangan. 


e Paket Anti inflasi 


Suasana dalam memasuki PELITA || kurang 
menguntungkan. Target swasembada beras yang dicanangkan 
pada awal PELITA I tidak tercapai. Disamping itu krisis energi 
dunia pada akhir tahun 1973 dan peristiwa Malari pada awal 
1974 telah pula turut menggoyahkan sendi-sendi stabilisasi 
yang dirintis untuk menciptakan pra kondisi bagi pelaksanaan 
PELITA 1l. 


Selain itu dunia Internasional diliputi pula oleh suasana 
kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan yang kian 
meningkat sejak tahun 1972, dimana pengaruhnya semakin 
terasa dalam tahun 1973. Terjadinya krisis ini berakibat pada 
adanya kegagaian panen secara luas, diperberat lagi oleh 
semakin merosotnya cadangan pangan Internasional sampai 
tingkat terendah selama 10 tahun terakhir. Pemulihan stock 
cadangan ini ke tingkat semula diperkirakan membutuhkan 
waktu tidak cukup 1 (satu) tahun karena memerlukan surplus 
produksi beras terus menerus selama beberapa tahun. Krisis 
minyak bumi yang terjadi diakhir tahun 1973 dikhawatirkan 


akan menyebabkan harga pupuk petrokimia semakin mahal. 


Harga pupuk di Luar Negeri terus menerus meningkat dari 
US$ 250/ton FOB menjadi US$ 400 ton FOB yang berarti pula 
menjadi penghambat yang cukup serius terhadap usaha-usaha 
pemulihan produksi tadi. Sehubungan dengan itu timbul 
prakarsa untuk mengadakan "World Food Conference” di 
Roma yang diselenggarakan oleh PBB dalam bulan Nopember 
1974. Prakarsa ini merupakan ekspresi kekhawatiran yang 
meluas mengenai prospek pangan sedunia. 


Awal Pelita || ini, harga beras Luar Negeri mengalami 
kenaikan yang cukup tinggi, menjadi 3 sampai 4 kali harga 
tahun 1972, sedangkan krisis energi dilain pihak juga 
mendorong kenaikan harga-harga barang baku industri yang 
menjadi barang impor bagi Indonesia. Dengan kenaikan ini 
sudah jelas ancaman inflasi dari barang impor menjadi semakin 
besar untuk tahun 1974/75. 


Sehubungan dengan ini, Pemerintah mengeluarkan Paket 
Kebijaksanaan Anti Inflasi pada tanggal 9 April 1974, yang inti- 
nya mengeluarkan peraturan-peraturan yang ketat terhadap 
kebijaksanaan mengenai uang dan kredit serta kebijaksanaan 
pengisian stock bahan-bahan pokok dan bahan-bahan Strategis 
untuk menanggulangi efek inflasi dari keadaan yang tidak 
menguntungkan tadi. Tindakan itu diperlukan untuk memulih- 
kan kepercayaan rakyat pada rupiah yang merupakan pra- 
Syarat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pelita 
Il yang menjadikan pertumbuhan sebagai thema sentralnya. 


Didalam kerangka paket anti inflasi ini, BULOG diminta 
untuk terus meningkatkan jumlah stock beras. Sehingga 
sehubungan dengan penggarisan Pemerintah tadi disetujui 


pembangunan gudang-gudang BULOG dengan kapasitas lebih 
kurang 1,1 juta ton. 
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Untuk lebih memacu peningkatan produksi dan bagian 
yang dapat dibeli oleh BULOG, harga dasar gabah dinaik kan 
37,596 dari harga dasar tahun sebelumnya. Panen 
tahun 1974/75 berlangsung baik. Karena panen gadu tahun 
sebelumnya juga baik, maka dalam panen raya 1974/75 posisi 
stock masyarakat sudah jauh lebih baik daripada dua tahun 
sebelumnya Pengadaan gabah/beras di Dalam Negeri berhasil 
ditingkatkan menjadi 536.060 ton setara beras, yang berarti 
dua kali pengadaan tahun sebelumnya atau sama dengan 
154% dari pengadaan rata-rata selama Pelita |. Jumlah 
pengadaan Dalam Negeri sebesar itu benar-benar mencermin- 
kan keadaan produksi yang baik, karena pembeliannya di- 
lakukan tanpa mengejar target fisik, tapi kembali pada 
penerapan mekanisme buffer stock yang murni. Bersamaan 
dengan itu, sesuai dengan komitmen Pemerintah untuk 
meningkatkan jumlah stock beras BULOG, beras impor yang jumlah 
keseluruhannya mencapai 1,1 juta ton lebih juga mulai ber- 
datangan. Permintaan terhadap Operasi Pasar mengalami 
penurunan. Akibatnya, jumlah stock beras yang dikuasai 
BULOG pada akhir setiap bulannya terus meningkat jauh 
melampaui tingkat yang pernah dicapai selama Pelita |. 


Penyimpanan beras menjadi lebih lama,sehingga dikhawatirkan 
akan mengalami penurunan mutu , lebih-lebih mengingat 
bahwa sampai dengan Desember 1974 realisasi pembangunan 
gudang baru yang lebih memenuhi syarat baru mencapai 
3.500 ton, yaitu di Bali, 46.000 ton diharapkan dapat selesai 
pada bulan Januari 1975 dan 395.000 ton lainnya pada April- 
Juni 1975. Untuk mem-percepat perputaran stock yang 
sebagian besar tersimpan di Jawa dilakukan pelonggaran per- 
bedaan harga antara daerah dari 2296 pada 1973/74 menjadi 
4596 pada 1974/75. 


Dengi.ı semakin lama dan semakin banyaknya beras ter- 
simpan di gudang-gudang maka kebutuhan terhadap 
perawatan kualitas yang lebih intensif dan terorganisir semakin 
terasa. Untuk itu dibeberapa DOLOG dibentuk unit Pest dan 
Qualitiy Control dengan tugas : pertama, melakukan perawatan 
dan pemeliharaan stock dan kedua, melakukan pengawasan 
preventif dan represif terhadap stock yang dimiliki di gudang- 
gudang. 


Masih didalam kerangka kebijaksanaan anti inflasi yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah, BULOG juga ditugaskan menjaga 
kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok dan strategis 
lainnya, yakni daging (menjelang lebaran) dan garam di Jakarta 
serta harga minyak goreng. 


Dalam melaksanakan tugas tambahan yang dipercayakan 
oleh Pemerintah ini BULOG mengimpor sejumlah minyak 


goreng serta membentuk Holding Ground sapi di Tambun, 
Bekasi. 


Dengan strategi "low profile” yang diterapkan selama dua 
tahun terakhir dan dengan didukung oleh keberhasilan produksi 
selama tiga musim berturut-turut, akhirnya BULOG dapat 
memenangkan sasaran paket anti inflasi. Laju inflasi umum 
dapat ditekan dari 47,3996 menjadi 22,2596. Jumlah Operasi 
Pasar mengalami penurunan yang Cukup besar, dari 417.681 
ton pada 1973/74 (1972/73 mencapai 768.468 ton) mejadi 
hanya 342.533 ton dalam 1974/1975. 


* Tak Luluh Oleh Wereng tak Lekang Oleh Panas 


Pada saat memasuki tahun 1975/76 FAO mengeluarkan 
Food Out Look yang bernada pesimis. Harga pupuk yang tinggi 
diperkirakan akan sangat mengganggu program pembangunan 
pertanian pangan di negara-negara berkembang yang potensial, 


terutama negara-negara yang tidak mempunyai sumber 
minyak. 


Menghadapi Situasi seperti itu, Pemerintah dengan sangat 
berhati-hati melakukan beberapa penyesuaian. Harga dasar 


gabah dinaikkan dengan persentase yang cukup tinggi, ham- 
ріг 4096, kenaikan ini kemudian tercatat sebagai tingkat 
kenaikan tertinggi dalam sejarah harga dasar. 


Bersama dengan dimulainya pelaksanaan tahun kedua 
Repelita II, pada 1 April 1975 BULOG menetapkan kenaikan 
harga batas tertinggi beras sebesar 2596 di atas harga sebelum- 
nya. Dengan penetapan ini berarti bagian harga eceran yang 
diterima petani atas harga dasar dapat ditingkatkan dari 6996 
pada 1974/75 menjadi 7896 pada 1975/76. 


Dengan dilakukannya harga yang demikian itu ternyata 
mempunyai dampak yang luas terhadap perdagangan swasta. 
Lebih-lebih mengingat pengalaman tahun sebelum nya dimana 
meskipun BULOG memberi toleransi margin pedagang sebesar 
31%, tetapi karena pada waktu yang bersamaan BULOG 
mengintensifkan Operasi Pasar, maka marginnya hanya 
mencapai 11 - 1296 saja. Kelesuan dunia usaha swasta ini 
terlihat pada saat pengadaan Dalam Negeri berlangsung. 
Meskipun karena wereng telah memusnahkan sebagian 
pertanaman tahun 1975, pengadaan Dalam Negeri tetap dapat 
mengumpulkan 539.272 ton setara beras. 


Dibalik wereng yang menghancurkan ratusan ribu hektar 
tanaman padi, pada tahun ini tercatat adanya pengembangan 
daerah pengadaan seperti Lampung, Sumatera Utara, Jambi, 
Bengkulu, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Semakin 
meluasnya daerah pengadaan ini merupakan angin segar bagi 
Pemerintah, karena hal ini membuktikan bahwa program 
Pembangunan yang dilaksanakan sebelumnya telah semakin 
menyentuh aspek pemerataan keseluruhan daerah. 


Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Kegagalan 
panen MK 1975 telah menyebabkan melejitnya harga beras 
pada penghujung 1975, terutama di Pulau Jawa. Rata rata 
harga beras di Jawa selama periode Agustus-Desember 
mencapai 2796 diatas rata-rata Januari-Juli tetapi berkat 
penyebaran persediaan yang telah dilakukan sebelumnya, 
melalui pendekatan Minimum Stock Reguirement, kenaikan 
harga tadi dapat ditekan dan dilokalisir. Sehingga rata-rata, 
kenaikan harga beras di Indonesia selama priode itu hanya 
mencapai 996. 


Tantangan dan cobaan datang silih berganti tanpa habis- 
habisnya. Panen MH 1976/77 ditandai oleh serangan hama 
wereng di Sumatera Utara, Aceh dan Jambi, gangguan banjir 
dan tikus di Aceh. Bencana pada musim hujan ini kemudian 
disusul oleh kemarau yang panjang dan kering sepanjang jalur 
Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Seluruh Jawa terus ke 
NTB dan NTT. Selama periode Juli 1976 jumlah pengadaan 
beras di Dalam Negeri hanya mampu mencapai 78% dari 
pengadaan tahun sebelumnya pada periode yang sama- 
pengadaan di Jawa saja mengalami penurunan 2496. 


Dalam menghadapi gejala ini, pada bulan Juli 1976 BULOG 
mulai melakukan langkah-langkah persiapan guna menghadapi 
segala kemungkinan sebagai akibat dari musim kemarau 
dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan KADOLOG 
seluruh Jawa pada tanggal 10 dan 17 Juli. Dalam pertemuan 
ini antara lain mulai dipikirkan kemungkinan melaksanakan 
pengadaan jagung dan gaplek serta cara-cara penyalurannya. 
Rapat Koordinasi serupa diulangi lagi pada 14 Agustus guna 
mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan serta 
Operasi Pasar. Diantara keputusan-keputusan penting yang 
diambil dalam pertemuan ini adalah untuk melaksanakan - 
Operasi Pasar langsung ke desa-desa atau "task force” di- 
samping pola Operasi Pasar melalui pedagang dikota-kota. 
Jumlah Operasi Pasar melonjak menjadi 88 7rıbu ton atau lebih 
dari dua kali Operasi Pasar tahun 1972. Walaupun demikian, 
tidaklah berarti bahwa keadaan tahun 1976 lebih berat dari 
tahun 1972. 


Dengan pelaksanaan Operasi Pasar yang lebih intensif, 
perbedaan harga beras antar-waktu di pedesaan mengalami 
penurunan menjadi hanya sekitar 1396. Demikian juga di 
perkotaan hanya menjadi 6,496. 


Untuk lebih mendekatkan sistem pencatatan harga beras 
kepada realita dilapangan, pada tahun ini mulai diterapkan 
metoda rata-rata tertimbang atau " weighted average" dalam 
pencatatan harga di Jakarta. Perubahan ini merupakan langkah 
persiapan menuju pengembangan wilayah penghitungan laju 
inflasi dari hanya satu kota (Jakarta) menjadi 17 kota. 


e Dari Kemarau Ke Kemarau 


Meskipun berkat kerja keras yang diilhami oleh pengalaman 
tahun-tahun sebelumnya tahun 1976/77 dapat dilalui dengan 
tingkat stabilitas harga yang jauh lebih baik inflasi 
umum 12,1296 dan inflasi kelompok makanan 10,7796, 
setahun tetapi tantangan dari bidang produksi terus berlanjut 
pada tahun 1977/78. Sumatera Utara dilanda serangan hama 
wereng yang cukup dahsyat. Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Yogyakarta, NTB daf Sulawesi Selatan mengalami kekeringan. 
Kekeringan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB malah 
sampai menimbulkan masalah kerawanan pangan. Produksi 
beras hanya naik 0,2%. 


Akibat dari keadaan tadi, pengadaan gabah/beras di Dalam 
Negeri berjalan lambat hanya mampu mengumpulkan 
404 ribu ton setara bera$ yang kemudian tercatat sebagai 
jumlah pengadaan terendah selama Pelita Il. Pada hal tahun 
anggaran ini BULOG dihadapkan pada dua peristiwa penting, 
yaitu Pemilihan Umum, 2 Mei 1977 dan Sidang Umum MPR, 
Maret 1978 yang memerlukan dukungan stabilitas harga 
pangan. 


Disamping itu, beberapa indikator konsumen memperlihat- 
kan bahwa secara ekonomipun tugas stabilisasi harga pangan- 
beras akan semakin berat. Kenaikan gaji pegawai negeri dan 
kian meluasnya pembangunan prasarana ke daerah pedesaan 
serta semakin dipercepatnya pembangunan industri akan 
menambah sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. Di lain 
pihak, untuk mengamankan proses pembangunan diperlukan 
laju inflasi yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. 
Selain mempengaruhi laju inflasi keadaan demikian juga ber- 
pengaruh terhadap konsumsi beras. Permintaan terhadap 
Operasi Pasar dalam jumlah besar sudah mulai terasa pada 
bulan Mei dan jumlah ini terus naik dari bulan ke bulan, melebihi 
Operasi Pasar pada bulan yang sama tahun-tahun sebelumnya. 


Dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi, BULOG 
melakukan "crash program” impor, sehingga selama 
tahun 1977 jumlah impor beras mencapai 1,964 juta ton- 
untuk anggaran 1977/78 mencapai 2,308 juta ton. Jumlah 
impor ini menyerap 2026 dari volume perdagangan beras dunia. 
Bahkan bersamaan dengan kedatangan beras impor, jumlah 
Operasi Pasar juga terus meningkat. Peningkatan itu sangat 
terasa pada bulan Oktober dimana Operasi Pasar melonjak 
dari 1.900 ton perhari pada bulan September, menjadi 4.000 
ton perhari pada bulan Oktober. Hal yang serupa juga terjadi 
di daerah daerah lain seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan lain-lain. Secara 
keseluruhan, untuk pertama kalinya jumlah Operasi Pasar 
melebihi 2 juta ton selama waktu satu tahun anggaran. Angka 
ini kemudian ternyata merupakan jumlah Operasi Pasar ter- 
tinggi selama Pelita | dan ||. 


Dengan rekor Operasi Pasar tadi, laju inflasi dapat ditekan 
menjadi hanya 10,88?» per tahun. 
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e Tugas Ditambah Lagi 


Kesibukan BULOG dalam mengendalikan harga beras ter- 
nyata tidak mengurangi hasrat Pemerintah untuk memberinya 
tugas-tugas baru, tetapi justru dengan memperlihatkan ke- 
efektifan pola operasi BULOG pada tahun itu BULOG diserahi 
tugas untuk mengatur impor kedele yang jumlahnya cenderung 
terus meningkat. 


Bersamaan dengan pengumuman harga dasar, 
menyongsong musim hujan 1977/78 Pemerintah juga 
mengumumkan, untuk pertama kalinya, adanya harga dasar 
jagung. Dengan demikian tugas pengamanan harga dasar ber- 
tambah satu lagi. 


Setelah melalui masa-masa tegang yang berlangsung 
selama tiga tahun terus menerus, 1975 sampai 1977, 
memasuki tahun terakhir Pelita II suasana yang melegakan 
mulai tumbuh. Serangan hama wereng mulai mereda dan 
keadaan cuaca sangat menguntungkan program peningkatan 
produksi. Keadaan produksi padi pada tahun ini tercatat 
merupakan titik balik dari keadaan produksi tahun-tahun 
sebelumnya. Produksi padi meningkat 10,3896 atau 43% di- 
atas produksi tahun pertama Pelita |. 


Keberhasilan panen ini ternyata menimbulkan tekanan- 
tekanan terhadap operasi pengadaan Dalam Negeri. Selama 
periode Januari-Mei, pengadaan gabah/beras di Jawa mencapai 
7396 di atas jumlah pengadaan pada periode yang sama tahun 
sebelumnya. Tekanan terhadap pengadaan Dalam Negeri juga 
dialami di Sumatera Utara, Lampung, Bali dan NTB. 


Untuk mencegah terjadinya penurunan harga di bawah 
harga dasar, BULOG membentuk SATUAN TUGAS atau 
SATGAS yang bertugas untuk membeli gabah langsung dari 
petani sesuai dengan harga dasar. Berbeda dengan 
"TASK FORCE" 1973 yang lebih berorientasi pada usaha 
pemupukan stock beras Pemerintah yang sempat terkuras 
akibat kemarau panjang 1972, maka SATGAS 1978 ini lebih 
berorientasi pada pengamanan harga agar tidak turun lebih 
rendah dari harga dasar. 


Secara keseluruhan, selama tahun anggaran 1977/78 
jumlah pengadaan gabah/beras di Dalam Negeri mencapai 8€1 
ribu ton lebih setara beras. Sejalan dengan itu jumlah impor 
dapat ditekan menjadi 1,277 juta ton. 


Keberhasilan BULOG dalam menempuh cadangan pangan 
Pemerintah dan efektifitas operasinya dalam memelihara 
stabilitas harga pangan merupakan salah satu pertimbangan 
Pemerintah untuk men-devaluasi-kan rupiah terhadap dollar AS 
dan mata uang asing lainnya pada 15 Nopember 1978 
(KNOP- 15). 


Kepercayaan Pemerintah itu diwujudkan BULOG dengan 
keberhasilannya dalam menekan kenaikan harga beras. Indeks 
harga beras pada bulan Nopember berjasil ditekan dengan 
0,49% yang berarti sumbangan beras terhadap laju inflasi pada 
bulan tadi hanya 0,08%. 


Selain kebijaksanaan moneter tadi pada tahun 1978 
Presiden juga mengeluarkan dua langkah penting yang sangat 
erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas BULOG. Pada 
tahun 1978 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 
yang antara lain mengatur keterlibatan KUD secara massal 
dalam pengadaan pangan di Dalam Negeri. Ikatan kerja yang 
lebih erat antara BULOG sebagai penanggung jawab penga- 
daan pangan dengan KUD menjadi semakin kuat ketika dalam 
menyusun kabinet Pembangunan III, Presiden membentuk lem- 
baga Menteri Muda Urusan Koperasi yang dipercayakan kepada 
Bustanil Arifin SH yang tetap menjabat sebagai KABULOG. 


Bulog 30 


Guna lebih memantapkan pembangunan Koperasi sebagai 
soko guru pembangunan nasional, maka dalam kabinet 
Pembangunan IV, lembaga Menteri Muda Urusan Koperasi 
telah ditingkatkan menjadi suatu lembaga Departemen yang 
dipimpin oleh Menteri Koperasi. 


Lebih lanjut selama kurun waktu Pelita III, situasi dan 
permasalahan perekonomian pangan, terutama yang berkaitan 
dengan tugas dan peranan BULOG, secara kronologis dapat 
digambarkan sebagai berikut : 


1. Kenaikan produksi pangan cenderung "levelling off” . 

2. Merupakan "Tahun Prihatin”, yaitu tahun dimana kita 
tertimpa musibah wereng yang ketiga kalinya. Sehingga 
impor beras kita membengkak besar sekali. Impor beras 
mencapai tingkat yang terbesar sejak kemerdekaan, yaitu 
sekitar 2,5 juta ton. Sehingga Indonesia menjadi 
"the biggest importer of rice”, dimana sekitar 2596 
marketable surplus beras dunia disedot untuk mencukupi 
permintaan dalam negeri. 


Tetapi dilain pihak, terdapat hal yang menggembirakan 
karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih naik 5,396 per 
tahun antara lain akibat kenaikan harga minyak bumi. Akhirnya 
tahun 1979/80 ditutup dengan laju inflasi sebesar 19,1396. 


Memasuki tahun kedua (1980/81) keadaan berubah sama 
sekali dan ternyata merupakan " Tahun Titik Balik Ekonomi 
Indonesia”. Dimana produksi beras meningkat luar biasa 
(134 per tahun) yang dalam sejarah belum pernah tercapai 
peningkatan produksi sedemikian besarnya, pertumbuhan 
ekonomi riil mencapai 9,696 per tahun, suatu tingkat tertinggi 
yang pernah kita capai, serta neraca perdagangan maupun 
neraca pembayaran mencapai angka surplus yang cukup 
berarti. Tahun anggaran 1980/81 ditutup dengan laju inflasi 
sebesar 15,8596. 


Pada tahun ke tiga (1981/82) situasi "bumper crop” 
terulang kembali dimana produksi beras meningkat 1096 dari 
tahun sebelumnya Pendapatan per kapita naik menjadi 
US$ 520 per tahun, suatu tingkat pendapatan yang perlu kita 
perhatikan implikasinya, karena masyarakat dengan pen- 
dapatan demikian, umumnya telah berorientasi kepada kualitas 
pangan dan pelayanan yang baik. Terjadinya " Bumper crop” 
dua tahun berturut-turut, juga sangat mewarnai operasi BULOG 
sebagai berikut : 

1. Komposisi stock BULOG yang biasanya 7096 berasal dari 
impor dan 3096 berasal dari Dalam Negeri, pada 
tahun 1981/82 menjadi terbalik sama sekali, yaitu menjadi 
20% berasal dari impor dan 8096 berasal dari Dalam Negeri. 

2. Kalau sebelumnya banyak DOLOG “panen” dipelabuhan, 
tinggal menerima beras yang berasal dari impor saja, tetapi 
pada tahun 1981/82 aktivitas pengadaan beralih di Sub 
DOLOG-Sub DOLOG di pedalaman, khususnya di daerah 
pengadaan. 

3. Sebelum tahun 1981/82 kapal-kapal sibuk mundar-mandir 
antara Bangkok-Jakarta, tetapi pada tahun tersebut, beralih 
yaitu dari Jatim, Bali, NTB dan Sulsel ke daerah-daerah 
defisit. 

4. Karena periode pengadaan relatif singkat (sekitar 3-4 
bulan), maka kebutuhan gudang sangat meningkat, 
berbeda dengan mengimpor beras, kedatangan dapat 
diatur. 

5. Perputaran stock menjadi lambat sekali dan akibatnya 
banyak beras tua dan beras turun mutu. 


Disamping itu dalam tahun itu BULOG mendapat tugas 
baru sebagai berikut : 


Pertama , adalah meningkatkan sarana lepas panen bagi 
KUD seperti tercantum dalam Inpres 11/1981 
tanggal 9 September 1981. Esensinya adalah menginstruksi- 
kan kepada Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri 


Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Muda Koperasi dan KABULOG untuk meningkatkan sarana 
lepas panen bagi KUD, sedangkan tugas BULOG adalah 
pendayagunaan sarana lepas panen secara optimal, yaitu 
melaksanakan pengaturan dan pengalokasiannya. 


Kedua, adalah Keppres No. 50/1981 tanggal 
2 Nopember 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam. 
Dalam pasal 8 Keppres itu tugas BULOG adalah menjaga 
kestabilan harga dan pemasaran hasil ternak unggas. Melalui 
Keppres ini usaha peternakan ayam berubah dari skala besar 
menjadi skala kecil, yakni 5.000 ekor per usaha peternakan 
ayam petelur dan 750 ekor per usaha peternakan ayam potong. 
Dengan demikian maka produksi akan berubah secara 
mendasar, sehingga pola penanganan stabilitas harga harus 
melihat adanya perubahan ini. 


Tugas ketiga, adalah Keppres No. 9/1982 tanggal 1 Maret 
1982 tentang tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri, Pegawai 
Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang 
berlaku sejak Januari 1982. Pelaksanaannya, khususnya untuk 
daerah yang baru melaksanakannya masih perlu disempurna- 
kan, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. 
Penyempurnaan menyangkut prosedur dan pelaksanaannya, 
agar semua berjalan tertib, lancar, dan kualitas yang terjamin. 


Akhirnya tahun 1981/82 ditutup dengan laju inflasi 
sebesar 9,896. 


Beberapa suksesgemilang dalam bidang stabilisasi harga 
pangan dalam tahun ke empat (1982/83) itu adalah sebaga: 
berikut : 


1. Walaupun dilanda kemarau kering dan panjang, pengadaan 
beras dalam negeri masih tetap mencapai hampir 2 juta ton. 

2. Kebutuhan pangan dari sumber impor dapat ditekan hanya 
505.000 ton saja, padahal beberapa ahli asing meramalkan 
impor Indonesia akan membengkak mejadi 2 juta ton. 

3. Subsidi pangan walaupun sudah dicadangkan dalam APBN, 
namun BULOG tidak menggunakannya. 

4. Inflasi dapat ditekan hanya 8,496 saja tahun 1982/83. 


Sebagai akibat resesi ekonomi dunia yang pengaruhnya 
sangat dirasakan dalam tahun 1982/83, pemerintah telah 
mengambil beberapa langkah kebijaksanaan antara lain 
menaikkan harga BBM pada bulan Januari 1983. Pengaruh 
terhadap gejala harga memang hanya sesaat , yaitu harga 
pada bulan Januari 1983 saja dimana inflasi mencapai 4,59%. 


Prestasi yang menggembirakan yaitu penekanan susut 
beras dari 2,2496 menjadi 1,5696. Usaha ini cukup berarti 
dalam rangka menekan defisit yang diderita, walaupun ter- 
dengar adanya berasiturun mutu, tetapi prosentasenya sejak 
tiga tahun terakhir semakin menurun. 


Kebijaksanaan Moneter tanggal 30 Maret 1983, yaitu 
devaluasi mata uang Rupiah terhadap US$. Dollar dari Rp. 625: 
per U.S Dollar menjadi Rp 979,- per U.S. Dollar. 


Tahun kelima merupakan tahun terakhir Pelita III, 
keberhasilan yang telah dicapai selama empat tahun yang lalu 
dapat dipelihara. Tugas penting pada awal tahun 1983/84 
adalah mengamankan ekses kebijaksanaan kenaikan BBM, 
kebijaksanaan devaluasi Rupiah tanggal 30 Maret 1983, 
pengamanan harga selama berlansungnya Sidang Umum MPR 
dan selama bulan puasa/lebaran yang semuanya telah dapat 
dilalui dengan baik. 


Pengamanan harga yang berhasil pada saat adanya 
" Kebijaksanaan Moneter tanggal 1 Juni 1983" , dimana Bank- 
bank dibebaskan menentukan tingkat bunga dan Bank Sentral 
mengembalikan diri sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai 
Bankers Bank dan menstabilkan nilai mata uang. 


Rapat Kerja BULOG yang diadakan. pada tanggal 
1-3 Agustus 1983 juga berbeda dengan tahun-tahun sebelum- 
nya, yaitu khususnya mendapat pengarahan dari Bapak 
Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa disamping karya dinilai 
cukup berhasil, tetapi kita tetap diminta untuk tetap waspada 
dalam mengamankan kestabilan pangan untuk tahun-tahun 
yang akan datang. 


Pada bulan Januari 1984 BULOG mendapat tugas baru 
untuk komoditi "Minyak Goreng” yaitu diminta oleh Bapak 
Presiden untuk monitoring, mulai dari penghasil bahan bakunya 
dan pengkapalan, sampai ke pengolahan dan pendistribusian- 
nya. Disini dapat dilihat perlunya BULOG mengadakan 
monitoring secara terus menerus dan akurat. Dengan cara 
demikian dapat disusun perhitungan baru dan langkah-langkah 
yang mantap dalam perdagangan komoditi itu, dan dengan pola 
tataniaga yang sempurna itu diharapakan mekanisme per- 
dagangan akan berjalan sehat dan wajar, bukan saja mata 
rantainya perlu dipersingkat sehingga memperiancar arus 
dokumen dan barang-barang, tetapi juga celah-celah yang 
memungkinkan terjadinya spekulasi dapat dihindarkan, 
sehingga pasaran minyak goreng dapat stabil. Akhirnya inflasi 
tahun 1983/84 ditutup dengan laju inflasi sebesar 12,6396. 


Bulog 31 


maw = of 


Bulog 32 


I. INTRODUCTION 


In the Brief outline of the State "8 Policy it is clearly stated 
that National Development as carried out by the Government 
is within the scope of thg " Development of a total Indonesian" 
and the Development of 4he whole Indonesian people. it means 
that development should create accord, harmony and balance 
between physical and mental development. 

This state of healthy body and mind can be achieved when 


the level of nutritional trend as Suggested could be met pro- 
perly. 


In such a development Structure, food has a very important 
role. Food can be said "the flame of life". It does not mean 
that living is for eating. But on the contrary, one eats in order 
to live. And as such food is needed by everyone. 


An equitable sufficiency in food and nutrition included vari- 
ous dimension such as place, time, volume and quality. And 
in achieving this program of sufficient food and nutrition, logis- 
tics has a very decisive role. 


From the point of meeting man's nutrition as well as social- 
ly and politically, food has a relative important meaning. The 
meaning of food viewed from fulfilling people's nutrition is clo- 


sely related with the Government's effort of developing a total 
Indonesian. 


From the socio-political point of view, food can easily 
create restlessness and disturbances in the society, especially 
when there is sensitive situtation. Food is not just for meeting 8 
need to survive, but also required for maintaining social and 
political stability. It is also a test for a nation's economic life. 
Therefore, food is not only an individual need, it is more far 
reaching, involving the community and nation as a whole. 


Meeting the people's need for food, both in guantity as 
well as in quality, is the Government's responsibilityland that 
of the community Sufficient food and good nutrition will create 
a healthy human being,physically as wellasmentally, which is 
a major for the development of the state and nation. Providing 
food and nutrition constitutes a facility which should be conti- 
nuously enhanced as a basis for long term development of 
a complete man caused by several challenging factors : 


(a) the continuous annual increase of total food consumption, 

(b) equitable distribution of food in the whole country and all 
layers of the community, 

(c) food price which is within reach of the public's purchasing 
power 

(d) atrend of the public's consumption pattern in the direction 
of rice so that there is an increasing dependency on rice. 


Further observation of this food commodity will show that 
various problems require more serious attention, mainly limita- 
ting factors such as limitation in food supply, farmers activities, 
logistics infrastructures, limited funds, etc. 


The significance of food logistics function is considering 
Indonesia's objective condition with its various imbalances. 
Like imbalance in a sector related to food, such as : an imbalan- 
ce of production structure, of consumption (a difference in con- 
sumption pattern and level) and many other imbalances. 


The presence of logistics amid these imbalances becomes 
increasingly important in view of the national development 
course which is to reduce imbalances. The role of logistics is 
not only the safeguarding of food domestically, but also of the 
world’s imbalance in food, considering that the world food pro- 
blem appeares to be more complex. As can be seen, food can 
also be used as a political weapon. 


Realizing the major role of food in a nation's life, its role 

as a source of life, as a factor of supporting stability in econo- 
my, politics and security, the Government has been taking 
steps for a continuous food supply. 
In view of that condition the Government still regards that the 
agricultural sector should be given priority in each Pelita, 
though gradually this sector is being equalled by the industrial 
sector. 


In the Presidential address to Parliament (on August 16, 
1983) it was clearly emphasized : " that in Repelita IV, the ave- 
rage annual increase in the industrial sector is estimated at 
9.596 and the agricultural sector 3% , With that growth rate, 
the role of the industrial sector will be more pronounced and 
a more balanced Indonesian economic structure”. 


It is the desire for our economy's "take-off" which encou- 
raged the Government's determination of creating a balanced 
economic structure. The meaning of a balanced economic 
structure is the existence of the ability and strength of an ad- 
vanced industry supported by the ability and strength of a res- 
ponsive agriculture. 


This is the basis for continuing development in Repelita 
IV, i.e. putting emphasis on the agricultural sector toward food 
self-sufficency by enhancing the industry, able of producing 
own industrial equipment, both for heavy as well as light in- 
dustry. 


By achieving a balanced economic structure and with the 
passing of various phases of five-year development plans, it 
is expected that the objective of National Development, i.e. 
a just and prosperous society based on Pancasila, will be ac- 
complished. 
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THE INTERNATIONAL FOOD PROBLEM 


The increasing interdependency and mutual influence 
among the nations have shown that it is impossible for a coun- 
try to stand alone, because in a modern world it is difficuit for 
a country of meeting its own needs without cooperation with 
other countries. 


At present, the world food problem has become more 
complex and more inter-related. Because of the extensive pro- 
biem, the interest of production, supply and nutritional need 
is not always in harmony. The food problem is also decidad 
by non-food factors such as energy and natural resources, envi- 
ronment, unemployment, international trade, monetary, etc. 


Looking back at the 1970's, we can observe three rela- 
tively pronounced crises which shook international economic 
relations. 


1. The Food Crisis of 1972. 
This crises was caused by unfavorable weather conditions, 
droughts hitting several countries in the world. The United 
States of America as the biggest food supplier was not free 
from drought which reduced supply. Harvest failure in 
various countries resulting in famine and food crisis, mainly 
in the developing countrles. 


. The Energy Crisis of 1974/75. 
This has been very much felt, both by rich as well as poor 
countries. Oil importing countries were hit by balance of 
payment deficit such as experlenced by the U.S.A. On the 
other hand, oil producing countries, such as Saudi Arabia, 


Iran and Kuwait had a dollar surplus resulting in the creation 
of a petro dollar in those countries. But it also caused com- 
motion in the international foreign exchange market. 


. The Monetary crisis, almost simultaneously with the energy 
crisis followed by a monetary crisis which is marked by the 
imbalance in exchange rates, disrupting the payment ba- 
lance between countries. This international monetary crisis 
had tremendous impact on countries relying on agricultural 
products as the country's foreign currency source. 


The above crisises gave new momentum for a total review 
of International economic relations. From the series of pro- 
blems, that of meeting food needs is relatively pronounced. 
Food supply is a function of the world's harvest cycle, of the 
impact of a Government's policy. Lack of food and poverty 
are problems which can influence the economy, political stabili- 
ty and the quality of life of nations in the world. 


Globally, this world food problem is not bacause insuffici- 
ent world food production in its absolute sense. But it is a pro- 
blem of unegual distribution of world food production. 

In brief outlines, the world food problem is as foollows : 


a. the world food production is not evenly spread 

b. the frequent fluctuation of food price in the international 
market 

the increasing food consumption 

the unsteble world food stock 

the relative decrease in food productivity. 


c. 
d. 
e. 


A. UNEVEN SPREAD OF WORLD FOOD 
PRODUCTION 


Most of the worid's food production is just centralized in 
developed countries as the U.S.A., U.S.S.R. and Europe, main- 
ly for wheat and grains, while the other part of the world is 
short of food. 


World production centres : 


a. About 5896 of cereal production, 2096 of wheat pro- 
duction and 2296 other grains are in the Asia and Paci- 
fic region. 

About 9196 of world paddy production is from the Asia 
and Pecific region with an average annual growth rate 
of.2,596 and 2% population growth. 

Food security in Asia and Pacific is very dependent on 
the production of paddy/rice. 

d. The cereal production growth in the Asia and Pacific 
region is relatively higher (3,196) compared with the 
other countries (2,396) and compared with the world 
as 8 whole (2,696) 

The cereal production growth in the Asia and Pacific 
region (3,196) is exceeding population 


b. 


с. 


The world's food supply is controlled by the developed 
countries. In general, the developing countries with a dense 
population, relative low income and only a small part being food 
production centres, so that they are not yet able to be self- 
sufficient in food. The result is dependency on import from the 
developing countries. 


Especially for world rice food production there are specific 
characteristics, such as : 


— the considerable involvement of the Government in rice 
— about 9196 of rice production comes from Asia and the Pa- 
cific which constitute developing countries, where in gene- 
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ral rice is the main food for the majority of its population. 

about 9096 of rice is directly consumed by humans and only 

a small part used for cattle food or the industry: 

— the worid's rice trade is about 396 of world rice production, 
of which 8596 is consumed or imported by the developing 
countries, especially in the Asian region. 


The cause of growth in demand of world food generally 
is the population growth in the Asia and African region. In co- 
untries with a shortage of food resources and relatively poor, 
the population growth is relative high, between 2 - 3,596, ex- 
ceeding food growth (1,796). On the other hand, consumption 
in the rich countries such the U.S.A., Japan, Western Europa 
and lately the Soviet Union, require more meat in spite of in- 
creasing demand for cattle food resources originating from 
cereals. 


Specific countries in Asia are rice production centres. But 
as rice is the main food for most of the population, while on 
the other hand there is still the high population growth, the 
rice production is only sufficient to meet domestic demand. 
Even import is still required, like Indonesia as an example. The 
country with the biggest rice export potential in the world is 
Thailand with about 3096 share of the world trade in 1982, 
followed by the U.S.A. with about 2296 of the world rice trade. 


It has been increasingly realized that dependency of food 
on other country (ies) can create a sufficient sensitive situation. 
That is why at the end of this XXth century, the developing 
countries are putting all efforts to increase their production. 
Indonesia, since entering Pelita in 1969, has been continuing 
efforts of increasing production through the search for selected 
spawner, technological innovation, the presence of Bimas 
(mass guidance), Insus (special intensification), etc. 


B. THE FREQUENT FLUCTUATION OF FOOD 
PRICE IN THE INTERNATIONAL MARKET 


As a result of the unstable supply of world food, frequent 
fluctuation of world food price (major food item), sometimes 
decreasing foliowed by a sudden sharp increase. This uncertain 
condition of the food price is caused by various factors, such 
as : 

— Production very much depends on the weather, so that har- 
vest failure in a country can create a shock in the internatio- 
nal food market. Especially, if such a situation occurred in 
food, producing countries such as the U.S.A., the Soviet 
Union, etc. 

— the concentration of food production (in the sense of expor- 
table supply) in the big countries such as the U.S.A., 
meaning that country having a major share in shaping the 
international market price. As an example, the policy of the 
U.S.A. government, i.e. the "PIK Program" (Payment in 
Kind) of January 1983 aiming at reducing arable land for 
food items such as, rice, wheat, corn, soy bean, resulting 
in an increase of food price in the international market. An 
unstable price tends to open more opportunity for countries 
able to speculate, and suffering moat are the countries not 
in a position to adjust themselves to fluctuations, most of 
them developing countries. Tha resuit was their having dif- 
ficulties in economic development planning. 


. The policy pursued by the food producing countries, fre- 
guently had influence on world food price. 


From the data in Table here can be seen that the U.S.A. 
is indeed having a major share in the world's food trade. Russia 
and China, though being the biggest producer of wheat and 
rica, but relative small amount entering the world market (in 
the sense of exportable suppiy), because the major part of their 
production is for domestic consumption 


From Graph 1 it can be seen that of the various food com- 
modities, the sugar price showed a frequent and sharp fluctua- 
tion. The stimulating factor for an unstable world sugar price 
is the uncertain sugar production in the world. The increase 
can be quite high at a certain time but the following year there 
was a sugar deficit. Such countires as the Sovlet Union, China 
and Japan being sufficient large sugar consumers, could be 


seen having an influencing role in the worid market sugar price. 


As it once occurred in 1980 when the sugar price three 
times of the price in 1979. The reason for that price was the 


failure of sugar harvest in the Soviet Union. As a result the 
Soviet Union did large scale sugar purchases in the international 
market and this ied to an escaiation of the price. 


Especially for rice, its price is very sensitive to fluctuation 

because : 

— the relative small amount of world rice export (11 — 12 

` ton), or only 2 — 396 of the world rice production compared 

with other food commodities such as : wheat 20.396, gra- 
ins 1196, corn 1496, soy bean 2996 of its production. 
For the need of rice import it is almost similar to the ability 
of exporting). 

— Most of the rice export is concentrated in Asia (which is 
also the main consumer), the biggest rice exporters at pre- 
sent are : Thailand, the U.S.A. and Pakistan. 


The unstable world food price also affected the problems 
of world famine, such as : 


— The majority of rice importing countries are developing 
countries (such as Indonesia, South Korea, Saudi Arabia, 
Nigeria etc.) having a different financial capability. 


First : unstable price due to shortage of food supply en- 
couraged the occurrence of windfall profit for those controlling 
world food stock. It is obvious that this profit is not enjoyed 
by the farmer producing the food item, but by food marketing 
brokers. 


Second : the fluctuation of world food price can relatively 
complicate producer farmers in composing a production plan- 
ning strategy. It has become difficult for food importing countri- 
es to plan import with the use of relatively limited foreign cur- 
rency. As a consequence, the Government has become more 
involved in maintaining a stable domestic food price for the 
sake of its political stability. This was very much felt by Indone- 
sia several years ago where import played a dominant role in 
meeting food requirement for the people. 


The world consumption have continued showing an in- 
crease annually. A factor encouraging food consumption in- 
crease is the population growth in developed as well as develo- 
ping countries. 


In 1980, the world population reached 4.4 billion with an 
average annual growth rate of 1,796 (for developed countries 
0,696 and for developing countries 296). 


TABLE 
EXPORT CONTRIBUTION OF SEVERAL 
COUNTRIES TO WORLD FOOD TRADE 


1982/1983 (96) 

Country Rice Wheat Grains Soy bean Corn 
U.S.A 21,6 40,9 59,3 88,1 71,1 
Canada - 21,5 7,0 - = 

Australia ~ 8,2 15 ~ - 

Argentina - 7,7 12,2 39 8,6 
Thailand 31,0 2,7 3,4 
China 4,3 - = - 
Pakistan 6,9 — — — 
South Africa - 3,7 - 5,3 


ыыы ari T E iE ا‎ лл ———— TR 


. Source : USDA, Foreign Agricuttural Circular, July 1983. 
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For developing countries the food problem is growing 
heavier because 7496 of the world population live in the develo- 
ping countries while food production is only about 4596 of the 
world's cereal production, while consumption is 4896 of the 
world's food consumption (year 1980). So, it means that al- 
most % of the world's population is consuming less that 5096 
of the world's cereal production. On the other hand, the deve- 
loping countries with only 2696 of the world's population, pro- 
duced 5596 of the world's food production and. consumed 
about 5596 of the world's cereal consumption. 


The food consumption increase took place in the Soviet 
Union, U.S.A., Indonesia, South Korea, Nigeria and Argentina. 


Shortage in food consumption and domestic resources is met 
with import from overseas. Food import can be through various 
means : (a) aid; (b) counter-purchase; (c) trade. The three 
means are relatively unstable to secure sufficient food domesti- 
cally. The existence of price inflation and demand competition 
in developing countries such as Japan, Soviet Union, limit food 
trade in a commercial way. If import could not be obtainad 
timely and funds insufficient, famine could be the result, mainly 
in relatively poor countries. We could still recall the Coup in 
Nigeria and Ethiopia (1978), due to famine and drought, there- 
fore food import is not a long term solution for meeting food 
requirement. As much as possible, domestic consumption 
should be met by local production while import should be re- 
garded only as supplement. 


TABLE | 
CONSUMPTION DEVELOPMENT OF THE WORLD'S FOOD ITEMS 
1980/81 through 1982/83 (million ton) 


1980/81 A% 1981/82 A% 1962/83 
Wheat 44,3 -0,1 444,1 4,8 465,6 
Rice 266,0 4,5 278,1 2,7 285,5 
Grains 741,9 -1,2 733 1,5 743,8 
Soy bean 71,8 3,6 74,4 5,8 78,7 


1975 1976 


Legend: 
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1980 1981 1982 


Wheat - price in the USA (Hard, Winter no. 2) 
Sugar price in Cuba 

Rice price in Bangkok (Thailand 2596) 

Corn price in Bangkok 

Soy bean price in the USA (no. 3 yellow) 


C. THE UNSTABLE WORLD FOOD STOCK 


In the last ten years (1972 — 1982), the worid food stock 
went through a period of sharp fluctuations. Sometimes the 
increase could be very big reaching 30,796, but dropped more 
than 296 the following year. This food stock is very important 
in maintaining world food security, where lately this problem 
nas become a topic of discussion both in the developed as well 
as in the developing countries. 


Food security means that a country is able to meet its food 

demand for the people even in an emergency situation such 
as harvest failure, natural disaster, etc. To face this unstable 
tood situation, several countries were encouraged to cooperate 
in establishing a food stock, both in the international level as 
well as national or regional level. 
As an example, FAO has suggested to establish a " World Food 
Security" which seemed able of moving its member, countries 
to start pionerring the effart, internationally, nationally as well 
as regionally. At the ASEAN level, was formed the " ASEAN 
FOOD SECURITY RESERVE" (AFSR). 


Basically, the ability to accumulate world food stock is 
closely related with increasing food production and the ability 
of accumulating national stock in the respective countries. In 
view of the unstable nature of food production, much depend 
on the condition of the weather, strategy of planting by the 
farmers, Government's encouragement and incentive, etc., 
making it difficult for the food stock to be maintained at a cer- 
tain level. With the presence of food stock fluctuation, it will 
also influence efforts maintaining world food security, whether 
it is concerned with supply as well as with its price. 


World food stock, besides frequently being subjected to 
sharp fluctuation, on the other hand, its stock is about 6096 
in the hands of the developed countries, while that amount 
of food stock required and quite safe to meet the respective 
need of a country. Several opinions and suggestions have been 
voiced in this respect. FAO estimated the stock should be 
about 1796 of the consumption or depending on the condition 
of each country. 


THE NATIONAL FOOD PROBLEM 


Food in Indonesia has a wide meaning involving all food 


stuff, including food as main food as well as non-food. In food ° 


stuff is included all commodities included in the Food Balance 
Sheet as calculated by the Central Bureau of Statistics (BPS). 


Below is a list of food included in the Food Balance Sheet : 
1. Cereals 


— rice 3. Sugar 

— wheat 

— corn 4. Ойу seeds : 

— peanut 

2. Food containing starch — soy bean 

— sweet potatoes — coconut 

— cassava 

— sago 


5. Fruits 8. Milk 


6. Vegetables 9. Fish 


7. Meat and egg 10. Oil and fat 


From the above commodities, rice has the most prominent 
position, and it is even said that food in Indonesia is identical 
with rice. There is sufficient reason for that, because rice is 
the besic food for most Indonesians. And in view of its domi- 
nant role in Indonesia's food position, discussion on national 
and regional food is more stressed on rice commodity. 


A. IMBALANCED FOOD PRODUCTION 


At present, our food situation after passing development 
phases of almost three Pelitas, has a basic food problem cha- 
racteristic, i.e. ап unbalance between production distribution 
trend and consumption still prevailing. 


— Consumption is still showing a continuous increase. It is 
caused by the quite big influence of the public's opinion 
toward rice demand, the still rather high level of population 
growth and age competition leaning more to a younger age 
so that more volume of food is consumed. 

On the other side, the rice consumption level of the In- 
donesian community has not yet reached the state of "levelling 
off”. 

The production of food/rice is not yet able to meet the people's 

demand. Food production is fluctuating and it is not egually 

distributed. Basically, the principle problems of food in In- 
donesia cannot be separated from the nature of our food, both 
its production level as well as its consumption. 


Itis known that our food production is very much influenc- 
ed by the condition of weather, soil fertility, the farmers condi- 
tion, etc. 

Indonesia with its 27 provinces and consisting of islands with 
various natural conditions, climate/weather, soil fertility, etc. 
has created characteristics in the field of production, such as : 


1. Production centre not egualiy distributed 


After three Pelita it became obvious that not much 
meaningful shifts have taken place in production cen- 
tres, both rice as well as secondary crops. Production 
centres are still concentrated in Java with its dense 
population and limited arable agricultural land so that 
enhancement through extensification is difficult to 
implement. 

The paddy production area is still around West Java, 
East Java while for outside Java it is centered in South 
Sulawesi and Bali. Other food stuff such as secondary 
crops, cassava/sweet potatoes (root crops), the pro- 
duction centre of which is also concentrated on the 
island of Java and especially East Java which is still 
the most prominent in food production nationally. 

If we look at Java with a land area of only about 796 
of the total Indonesian territory but where about 6496 
of the Indonesian people live, then the burden for the 
island of Java is too heavy for meeting its food require- 
ment. 

The shift of production centres to outside Java is very 
much required. Graph or Diagram 2 shows Indonesia's 
food production. Below is the legend for Graph 2 : 
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GRAPH 2 
DISTRIBUTION OF 


FOOD PRODUCTION . 
(Average 1969 - 1981) 


Cassava 


Yogya 4.7 


Small green 
pea 


iscellaneous 7.9 
Sumbar 1.3 
Sumut 3.0 


Soy bean 


2. Food Production of fluctuative nature 


The rate of production is difficult to manage because 
production is very much influenced by climate/weather 
condition, plant disease (germs plague), natural disas- 
ter, etc. In addition, the farmer is also free to choose 
the commodity he will plant, whether it is paddy, or 
secondary crop or sugar cane. Such a situation can 
sometimes cause a less stable food production deve- 
lopment. 


From the above it is clear that there is frequent sharp 
fluctuation in the development of food production. 
Such was the case in 1975, when due to germ attack, 
the rice production decreased - 6,7096, while in the 
previous year it showed a quite high increase of 
4,58%. In 1981, due to excellent weather, rice produc- 
tion increased considerably to about 13,3896. 

With the food production development difficult to de- 
termine accurately, it complicates planning, providing 
Stock supply and other matters. 


3. Food Production with a seasonal character 


The pattern of planting and harvesting of food 
commodity is much influenced by the availability of 
water, in this respect the rainfall and its distribution. 
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Sumsel 2.9 Aceh 2.5 


Jabar 22.5 
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Rice Corn 


11.0 


Miscellaneous 9.5 


Lempung 3.6 
Sulut 3.1 
Jabar 3.1 


Sulsel 8.6 
NTT 5.3 


Sweet 
potatous 


Jatim 15.3 


Sulut 1.9 i 6.8 


NTB 7.7 


Sugar cane 
(equal to sugar 1978 - 1980) 


Jatim 59.36 


Jeteng 27.95 


Aceh 0.56 


Sulsei 1.3 
Lampung 2.45 


Jabar 5.92 


Most of the rice planting is following the rain pat 
tern during the months of November, December, 
January, February and for a small portion, paddy plan- 
ting is in the months of March, April, May. The grand 
harvest is in the months of March through July (about 
70%), while harvest from dry-paddy field is in August 
through October, only about 30%. Indonesia's thou- 
sands of islands and the differences in weather conditi- 
ons (rainfall) of the country, are factors for an uneven 
spread intra-regionally of the planting and harvest pat- 
tern throughout the year. 


4. Production by millions of small farmers 


Indonesia is an agrarian country where the majority 
of its people live from working in the agricultural sector. 
The Agricultural Census showed that generally, about 
12 — 14 small farmers were involved in food producti- 
on, owning an average 0.1 to 0.5 Ha of land. This small 
possession illustrates the subsistance nature of the far- 
mer, and in principle the result of his work is for meé = 
ting his family’s requirements. | 
The possession of such a small plot of land makes it 
difficult to predict the harvest, harvest time, the har- 
vest condition etc., both as rice as well as in the form 
of secondary crop. In view of this situation it is neces- 
sary to have a sufficient food supply for stock purpo- 
ses. 


TABLE 7 
FLUCTUATION IN FOOD PRODUCTION 
DEVELOPMENT DURING PELITA ll & PELITA 1 


————MM—MM—————————————— M———————————W————————— ——————— ——— MM 


1976 


Commodity 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982* 
Rice 4 52 -0,60 4,35 0,20 10,38 1,99 13,28 10,53 4,05 
Corn -18,40 -3,59 -11,40 22,20 22,65 -10,30 11.26 15,84 -13,03 
Soybean 8,87 0,07 -11,55 0,19 9,18 10,21 -5,59 1,04 -5,33 
Cassava 16,49 -8,72 -2,83 2,44 3,84 6,58 -1,50 1,04 -5,33 
Sweet potato 3,44 -1,46 1214 , 3,32 5,00 5,33 0 “7,23 4,79 
Legend: ") rice = provisional : 

Palawija ‘Secondary crop) = prediction III Й 
Source: Dept. af Agncuiture. 

B. IMBALANCE IN FOOD CONSUMPTION 
Besides the imbalance in production. in consumption there rated from the specifics of food consumption, the result 


are imbalances making the food problem in Indonesia more 
complex. This imbalance in food consumption cannot be sepa- 


of the human behaviour such as habit, pattern of household 
expenses, etc. 


THE CHARACTERISTICS OF FOOD 
CONSUMPTION PATTERN 


1. Differing Consumption Pattern 


In general there are in Indonesia two food consumption pat- 

terns : Ў 

— the area with the rice food pattern, such as in Sumatra, 
Kalimantan, Jakarta, West Java and since 1976 in Yog- 
yakarta could be observed a tendency toward rice. 

— the area with rice -- corn food pattern such as Central 
Java, East Java, Sulawesi, Bali and Nusa Tenggara. 


The differring consumption pattern in several areas or the ten- 
dency of changing pattern of public consumption will make 
the situation more complex. Such as in the Yogyakarta area, 
where previously the pattern was "rice-- corn", but since 
1976, the food pattern of the people has changed into “rice”, 
resulting in a drastic decrease of per capita corn consumption 
of about 90,596 compared with the per capita consumption 
in 1970. | 


PROVINCIAL GROUPING ACCORDING TO 
CONSUMPTION PATTERN, YEAR 1976 


Rice Consumption Patterr. 


. D.I. Aceh 

. West Sumatra 
Riau 

Jambi 

. South Sumatra 

. Bengkulu 

. DKI Jaya 

. West Java 

. West Nusa Tenggara 
. East Kalimantan 
11. South Kalimantan 
. Central Kalimantan 
. West Kalimantan 
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Rice-Corn/Rice-corn-cassava Consumption Pattern 
1. East Java 


2. Southeast Sulawesi 
3. South Sulawesi 


Rice-Cassava Consumption Pattern 


1. East Java 2. D.I. Yogyakarta 3. North Sumatra 


Rice-Cassava-Corn Consumption Pattern 


1. Central Java 

2. Bali 

3. East Nusa Tenggara 
4. Central Sulawesi 


Other Pattem : Maluku 


Source : BPS (Central Bureau of Statistics), Peta Konsumsi Pangen di Indonesia tahun 1976 (Indonesia's Food 
Consumption Atlas, 1976). 


2. Food Consumption Level Differing in 
Each Area/Region 


In the daily menu rice is still the basic food item and con- 
sumed in considerable quantity by the Indonesians. Areas with 
a high level per capita of rice consumption are Bengkulu, Aceh, 
West Sumatra, West Kalimantan, between 159 — 160 Kg per 
capita per annum. 


For areas such as Central Java, Yogyakarta, East Java, 
the rice consumption was between 70 — 100 kg per capita 
per annum, while the lowest consumption was for Maluku, 
about 69 kg per capita per annum in 1978. The development 
of the annual per capita consumption of food stuff is shown 
in the following table. 


3. Continuous increase of Consumption - 


— Rice consumption, both at Java as well as outside Java 
showed a significant increase during 1970 — 1976, i.e. 
at Java increased about 13,88% and outside Java 
5,93%. On the other hand, there was a sharp decreased 
in the consumption of cassava/sweet potato; areas 
showing a sharp drop in corn consumption, such as 
West Java — 91,7%, Central Java — 47,8%, Yogya- 
karta — 20,496 and East Java — 29,7%. 
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There were several reasons for the increasing rice consumption 
as the basic food, such as : 


1. The existence of prestige in the community, an assump- 
tion that rice is of a higher standing compared with corn, 
cassava/sweet potato, etc., and the use of non-rice food 
item will lower their social status. The reason why many 
people making continuous effort to have rice as the ba- 
sic food. 

2. The improvement in economic growth allowing for an 
increase, also, of people's income, resulting people tend 
to change their consumption pattern from corn to rice 
(income elasticity against rice demand 0,3-0,4). 


3. The rice consumption from year to year was relatively 
not the same, depending on production increase, popu- 
lation growth, elasticity of demand and increased in- 
come. But, between 1980 — 1983, rice consumption 
increased an average of over 4%’ annually. 

To maintain the same level of consumption, there should 
be a minimum production increase of 496 annually. 
With its own characteristics, both in food production 
sector as well consumption, the food problem in Indone- 
sia has become more complex and requires specific and 
integrated handling. 


THE NATIONAL FOOD POLICY 
A. THE SCOPE OF FOOD POLICY 


Discussing the scope of food policy cannot be separated 
from the policy as a whole, both its food aspect as well:as the 
non-food aspect. in so doing we divided the scope of the natio- 
nal food policy into three major inter-related groups. 


(A) The Production Policy 
(B) The Policy on Consumption and Price 
(C) The Policy on Distribution and its related aspect. 


1. The Production Policy 


Efforts of achieving self-sufficiency, sufficient nutrition 
and increasing farmers' income are only possible with the pre- 
sence of production increase. Therefore, a production policy 
is necessary to encourage production increase which in turn 
is expected to support achieving other objectives. Also, within 
the scope of our macro economic development where in our 
trilogy of development we know efforts of reaching a quite 
high economic growth. Basically, economic growth is in- 
creasing production and it so happened that the position of 
the sub sector food crop agriculture has a sufficient large con- 
tribution, about 1996 against the Gross Domestic Product. 
Food production increase has a significant meaning for the nati- 
onal economy and the life of the major part of the Indonesian 
people living in the rural areas. 


The policy of increasing production has been carried out 
for some time, and it has taken a positive direction with satis- 
factory results since the introduction of the BIMAS (mass gui- 
dance) system. 


Bimas which started in 1969 with BIMAS GOTONG 
ROYONG (mutual cooperation) was then changed into BIMAS 
NASIONAL which was improved in 1970. It is basically an ef- 
fort of increasing production through the " panca usaha tani" 
(five-element agricultural intensification program comprising 
application of fertilizers, control of pests and diseases, planting 
of high yielding seeds, better farming methods and better irriga- 
tion). 


Bimas is appropriate for Indonesia in view of the small 
characteristics of its agriculture, and as such it is not sufficient 
to give only an incentive, but there should be steps so that 
the agricultural policy is indeed functioning. And one of those 
steps is Bimas with a new technological package and capital. 


When observing the paddy production being the major 
food item, we can see that there is always a production in- 
crease whenever there is good innovation, both technological 
as well as institutional. 
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The period prior to 1969 two types of innovations, 
i.e. the discovery of select- 
ed spawners high |yielding 
seeds Bengawan, Sigadis, 
Syntha, Dewi Tara and the 
revolutionary PB 5, PB 8 
and the Farmer Formula. 
technological innovation in 
the form of selected spaw- 
ners such as Pelita 1/1, Pe- 
lita 1/2 and C-IV, and insti- 
tutional innovation. i.e. the 
BIMAS system. 
technological innovation in 
the form of selected spaw- 
ners Asahan, Brantas, 
etc., and the integrated 
system of wereng germ 
prevention. 
institutional innovation 
such as Insus (special in- 
tensification) and opsus 
(special oparation) and the 
- approach of human resour- 
ces. 


The period 1969 - 1973 


The period 1974 - 1978 


The period 1979 - until now 


From the above it is clear that the main element of the po- 
licy to increase production is the need for a continuous innova- 
tion whether it is technology, organization and institution. In 
addition to the necessity of developing other. facilities and in- 
frastructures, such as irrigation, etc. 


2. The Price and Consumption Policy 


The price policy is very closely related to the food problem 
because of its two aspects, i.e. supporting the production poli- 
cy and directing (guiding) the distribution policy. The price poli- 
cy to support production is the second step (the first step was 
Bimas) of the agricultural policy, because it provides assurance 
of the farmer's income and simultaneously assuring a market 
for paddy produced by the farmers. 


Historically, the foga price policy in Indonesia can be 
grouped into various periods of development : 


a. The policy of cheap food : this is a food price policy esta- 
blished since the colonial period until 1959, when the food 
price was arranged cheap to assure that labour wages at 
the estates in the colonial pariod could be maintained. 


b. The policy of wages in kind (in natura) : during the period 
of 1959 - 1966, an inflation period, it was mainly directed 
to (government) civi! servants and those on the regular pay- 
roll. 

c. The Policy of Suppressing inflation : during the period of 
1966 - 1969 it was realized that the rice price was the 
" price leader" , so food price stabilization especially, is an 
effective tool for suppressing the inflation rate. 

d. The policy of price incentive for the farmer : since 1969 
the price policy was directed at giving incentives to the far- 
mer to increase production and at the same time to assure 
its market. For this purpose is established the Bureau for 
Logistics Affairs which collected the surplus marketed and 
simultaneously secured the basic price. 

e. The Overall Food Policy : it started since 1980 with the vari- 
ous Inpres (Presidential instruction) on the basic of food 
crop production. 

Here a start was made of paying attention to a balance bet- 
ween the commodities. This new food policy is a milestone 
in the history of food policy. 

If related to the other food policy, then the food policy is 
to support the agricultural diversification program for the 
production sector. 


The price policy is not solely directed at the production 
sector but also at the consumers. Our present price policy is 
a double-edged knife, i.e. assuring a definite price for the produ- 
cer and protecting the consumer from a blow (hit) by an increa- 
se of food price which is beyond reach, especially for those 
of the low income group. Looking at the type we have a variety 
of food price policy including several commodities to encourage 
effortslofifood diversification, both production'as welljas|con- 
sumption. 


3. Distribution Policy 


Distribution policy is a regulation or special measures 
within the scope of guiding the food distribution pattern toward 
the consumer. In a free market economy, distribution is left 
totally to the market mechanism. 


According to the experince in our country, the specific dis- 
tribution policy is just directed to those with a permanent in- 
come, like civil servants, members of the armed forces (ABRI), 
etc. in the form of wages in kind (rice). While since 1969 we 
assumed a market mechanism system as the basis for guiding 
distribution. The Government is only guiding through stock re- 
lease, regulating inter-island trade and determining the maxi- 
mum price in order to protect consumers of a low income. 


In special cases we knew a form of policy in the distributio- 
nal sector, e.g. rationing in a natural disaster, nutrition package 
within the scope the pilot project for nutrition improvement 
ever carried out in Yogyakarta, Central Java and East Nusa 
' Tenggara. But, those special types were of a temporary cha- 
racter and particularly for an emergency situatio. : 


So, the type of Indonesia's policy in the distributional sec- 

tor is appropriate if called " distribution policy through a guided 
market mechanism" or guided market mechanism. 
And the direction of this policy in the distributional sector is 
very cleariy emphasized in the Brief Outline of the State Policy 
(GBHN) with its explanation, i.e. meeting the requirement of 
food and nutrition and simultaneously an equitable distribution 
through a price policy which provide protection to the consu- 
mer, and yet still of sufficient incentive to the producer. 


B. THE FOOD POLICY IN PELITA |, II, Il! AND|IN/FACING PELITA IV 


As is known, since the beginning of Repelita | up to Repeli- 
ta Ill, the basis of development policy remains to be based on 
trilogy of development, i.e. the equitable distribution of deve- 
lopment and its resuits. And in Pelita IV, the development is 
still based on the trilogy of development. 


At each phase of Pelita, the agricultural sector remains 
to have top priority because this sector provides employment 
for most of the Indonesian population (about 60,996). In addi- 
tion, the agricultural sector has the bisggest share in the econo- 
mic growth (shaping the Gross Domestic Product, GDP). 
During Pelita Ill, the agricultural sector share became increa- 
singly smaller and shifted by the sectors of finance and ser- 
vices, mining and minerals. The agricultural's share in the for- 
mation of GDP from year to year during the Pelita period, 
showed the following decrease : 


— 1960 = 45,8696 (the start of Pelita |) 

— 1973 = 40,1396 (toward|the|end of Pelita |) 
— 1974 = 38,0796 (the start of Pelita II) 

— 1978 = 29,4896 (toward the end of Pelita 11) 
— 1979 = 28,096 (the start of Pelita III). 


Though the role of the agricultural sector has been de- 
creasing, It remains a large contributor. In Pelita III, the industri- 
al sector started to develop, and the industry's share in GDP 
was about 11.796 in 1981. 


The policy pursued in each Pelita is as follows : 


Repelita | : putting emphasis on the agricultural sec- 
tor and industry supporting the agricultural 
sector. 

Repelita ll : putting emphasis on agricultural by enhan- 


cing industry processing raw material into 
basic material. 


Repelita III : putting emphasis|on agriculture toward 
| food self-sufficlency and enhancing the 
Industry processing raw material into fi- 

nishad products. 
Repelita IV : putting emphasis on agriculture in continu- 


ing efforts for food self-sufficiency and en- 
hancing the industry which can produce 
machineries for the industry, both light and 
heavy industry. 


In Pelita IV, the emphasis is still on agriculture but also 
balanced with enhancing the industrial sector. And this is in 
line with the objectivas to be achieved in long term develop- 
ment, i.e. a balanced economic structure. A balanced economic 
structure is an economic situation in which is available the ca- 
pability and strength of an advanced industry supported by the 
strength. and ability of a strong agricuiture. 


With the improvement of the industry and agriculture in 
phases, the people's basic neads can be met and a balanced 
economic structure achieved. And this is what we require for 
the "take off". 


Indonesia's food policy had as background problems which 

was described earlier. Basically, the food problem can be di- 
vided into two groups, i.e. : 
1) of a structural character (the factor of weather/climate, fluc- 
tuating production, etc.) and 2) problems of an institutional 
character (problems caused by the human factor itself like 
eating habit, population, etc..). Based on the above problems, 
the food policy in the three previous Pelita and in facing the 
4th Repelita remained to face the same problems. The policy 
difference at each Pelita has been the perseverance in facing 
the problems to be solved. Similar to the economic develop- 
ment policy in other sectors, the food policy, too, is based on 
the trilogy of development. 
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In Pelita |, emphasis was on Stabilization, Pelita || : Growth, 
Pelita III : equitable distribution and Pelita IV : equitable distribu- 
tion with the stress on social justice. 


Various food policies had been pursued in each Pelita peri- 
od such as : 


1. Pelita 


the start of Pelita I (1969) was a period of National 
Development in the sectors of economy, politics, secu- 
rity, etc.. The food policy was through the food pro- 
duction policy with the aim of increasing production 
to level the backlog in consumption. In this period was 
launched the application of new technology on a grand 
scale through the BIMAS/INMAS (mass guidance/mass 
intensification) system, i.e. : 


— the use of fertilizer | 
— selected spawner (high yielding seeds) 
— fight against germs (insecticide/pesticide) 


The Population policy by launching in 1969 the 
FAMILY PLANNING PROGRAM, with the objective of 
reducing the rate of population growth. 

Though the result of this program can be enjoyed on 
the long term, a period of 10 to 20 years, the Govern- 
ment realizes that high population growth can create 
various aspects, like providing various facilities for 
food,clothing, housing etc.,so that as early as possible 
that program should be started. | 
The price policy with determining the floor price. The 
objective of this floor price is to provide an incentive 
for the farmer to increase its production 

The introduction of a " Bufferstock theory" or known 
as "waduk theory”, which was applied for the first 
time in Indonesia. The Government, in this respect the 
BULOG (Logistics Bureau) has been using the term 
bufferstock, meaning that in maintaining stabilization 
of rice price efforts will be made with a floor price and 
ceiling price policy. 

The policy of encouraging the role of cooperatives, i.e. 
with the KUD (Village Unit Cooperative) joining more 
actively in providing food for the nation. In early 1973/ 
74, rice supply through KUD was 7396 and this in- 
creased to 9796 in 1981/82 


2. Pelita ll 


The food production policy continued with its area ex- 
panded, and so was the Bimas/Inmas program which 
was given wider distribution. The policy of floor price 
is reviewed annually in order ofjgiving incentive to the 
farmer for increasing its production. This floor price 
policy was expanded to corn commodity (1977/78). 
At the start of Pelita III, 9 April 1974, a " Anti inflation 
Package" was carried out. Price stabilization of food 
price was very important due to its dominant role in 
the Consumers Price Index (42,5896). 

Within the scope of stabilizing the buffer stock, the 
Government started constructing godowns (werehous- 
es) all over the country with a capacity of about 1 milli- 
on ton. ә 


3. Pelita lil 


There was anew policy in the production sector, i.e. 
enhancing the guality of, intensification. In 1979 a new 
activity was introduced, called Special Intensification 
(Insus) and General Intensification (Inmum). 
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Besides Insus and Inmum, there was also developed 
Special Operation or Opsus (in 1980), mainly in sensi- 
tive food areas such in East Nusa Tenggara, the Wel- 
fare Determination Operation, South Sulawesi with its 
Lappo Ase | Operation, South Sumatra with its Welfare 
Activities Operation, etc. 

In reducing the dependency on rice, a production diver- 
sification policy was carried out with various food 
crops and a diversification of food consumption policy. 
It was also intended to accelerate achieving the objec- 
tive of self-sufficiency in food. 

In line with the basic issue of Pelita III, i.e. equitable 
distribution, the following policy has been pursued : 


— equitable distribution of food price stabilization bet- 
ween village and city, so that the whole population 
can get a proper price, both the producer as well 
as the consumer. 

— equitable distribution of food stock supply through- 
out the country, so that efforts of meeting the 
people’s food and nutrition need can be achieved. 


4. Pelita IV 


As stated in the Brief Outline of the State's Policy/ 
GBHN (Decision of the People's Consultative Assem- 
bly/MPR of 1983), in Pelita IV, the emphasis remained 
on the agricultural sector by enhancing the industry 
aiming at the creation of a balanced economic struc- 
ture. 

With the above basis of development objective, various 
ideas could be given further consideration in achieving 
a balanced economy, and also within the scope of terri- 
torial development in our country. 

The framework of the policy during Pelita IV among 
others include : 


a. The food policy in the production sector which is 
directed at shifting production centres from Java 
to outside Java in view of the too heavy burden 
for Java of supplying food. 

This is caused by : 


— The size of Java is only 796 of the Indonesian 
territory but with a 6596 population, meaning 
food supplied should be in considerable quantiti- 
es, too. ' 

— Soil for agriculture continuously decreasing 
because being shifted to non-cultural purpose 
like housing, industrial construction, etc. The in- 
creasing number of " questionable" farmers. Far- 
mers owning less than O.5 Ha of land increased 
from 45,796 in 1973 to 63,196 in 1980. From 
the social aspect such a situation is very sensi- 
tive. 

— From the security aspect, if in an emergency 
(state of war), the food supply of Java will be 
disturbed, it will endanger the life of the Indonesi- 
an nation, because no matter how, man cannot 
endure without food. 

— From the aspect of economic unity, it means that 
the wealth of the Archipelago, both potential as 
well as actual, is capital and joint possesion of 
the Nation, and that the people's need should be 
supplied equitably throughout the country. 
With the start in shifting of production centres 
to outside Java it means encouraging equitable 
distribution in production, manpower and in- 
come. ' 

— From the political aspect, the development of 
production centres to outside Java will enable 


Optimum economic growth in those areas con- 
cerned and it can always be adjusted to the exis- 
ting potential and at the end eguitable distribution 
of development can be achieved sooner. Politi- 
cally, this is advantageous because with a ba- 
lanced economy and mutual support among the 
regions and between the sectors of industry and 
agriculture, can create a better feeling of unity 
and national awareness. 


b. As weknow, there is considerable Government's 
interference in the rice problem. It is expected that 
in the future this could be reduced, mainly in its 
physical shape, like stock handling could be trans- 
ferred to cooperative gradually. Indeed, transpor- 
tation has been left to market strength such as in- 


ter-island transportation (Anpu), зіс. 


c. The industrial policy which is directeu at developing 
industries and adjusted to the region's produce or 
potential. 

As an example, a region or area has a potential for 
planting of cassava, then a tapioca industry can 
be established like the one of Temanggung. As 
such there is a mutual relationship between the 
agricultural and the industrial sector. And this re- 
quires a long period and sufficient large capital, but 
in order to head for a balanced economy, a start 
or pioneering should be made and development. 
The more, in the scope of our economic "take off”. 


V. BULOG'S FUNCTION AND ACTIVIT!ES IN 
FOOD LOGISTICS 


A. THE HISTORY OF FOOD INSTITUTIONS IN INDONESIA 


In tracing the history of food institution in Indonesia, we 
are closely connected with the role of food itself since the 
period prior to independence until the present New Order. The 
role of food, especially rice in the people's economic life is still 
considerable because food involves the need of mankind. 
In Indonesia, food commodity and especially rice has a major 
role, viewed from the public's expenses, nutrition supply, provi- 
ding of employment field and even if viewed from the aspect 
of economic as well as political stabilization. 


The presence of price commotion as well disturbance in 

supplying food will facilitate unstability, economical as well 
as political, even can disturb National Resiliency. On the other 
hand, if there is a stable food price and food supply is assured, 
it can encourage economic stability. 
In view of the quite big role of food in nation's life, many coun- 
tries interfere in managing food commodity/rice. It can be said 
the special features of the rice case in Indonesia as well as 
in other countries is the existence of interference of the govern- 
ment in rice. 


1. 1966 — 1967 (KOLOGNAS, National Logistic 
Command) 


In 1966 there was commotion in the political and econo- 
mic condition as a result of 3O September communist coup, 
known as G-30-S PKI. Rice warehouses were empty, there was 
no foreign currency reserve and a violent inflation reaching 
112,1796 during 1964. 


The basic problems faced, especially in the rice sector such as : 
— to supply the godowns and the market with rice. 
— to prevent rice becoming a source of inflation, indeed 
rice is expected to assist in controlling inflation. 


In view of such a situation, as of 1966, principle changes 
had taken place covering : the basic policy and the operational 
policy and adjustment of institution and way of operations. 


Logistics for safeguarding and supply of rice being a priori- 
ty, by Decree of the Ampera Cabinet Presidium no. 87/1966, 
dated 23 April 1966, a KOLOGNAS (national command logis- 
tics) was established. 


The policy and steps of overcoming the shortage of stock 
was by searching for rice overseas, while in controlling inflati- 
on, the Government closed two major sources of inflation : 

— the state budgest deficit 

— cheap credit. 


Therefore, in 1967 the Government pursued a basic policy, 

i.e. : 

— a balanced budget 

— 8 cheap and selective credit 

— the planning of rice import is by the Minister of Finance/ 
Monetary Council. 


The source of domestic supply rice purchase will be the 
result from Bimas and from regular trade. 


2. 1967 — 1969 (BULOG, Bureau of Logistic) 


— By Presidential Decree no. 64 dated 10 May 1967, KO- 

LOGNAS was dissolved and replaced by BULOG (Bureau 
in charge of Logistics, Logistics Bureau), established by 
Presidential Decree no. 114/KEP, 1967. 
In this respect, BULOG was declared as the "single pur- 
chasing agency" (based on Presidential Decree no. 272/ 
1967) and Bank Indonesia appointed as the Single Finan- 
cing Agency (Presidential Instruction, Inpres. no.1/1968). 
Ali foreign and domestic payments will be by Letter of Cre- 
dit (L/C) system and at that time this was new. 

— Тһе rice price increase at the end of 1967 continued in early 
1969. There was not much the Government (BULOG) could 
do because the controlled stock was very small, about 
150.000 ton. 


With that experience, the policy in 1968 gave top priority 
to the formation of rice stock of the Government. In that year 
was Started the introduction of rice standard and grade through 
an independent surveyor for domestic rice purchasing and 
giving incentives to the producer's purchase price by applying 
the farmer's formula as a standard. 


3. 22 January 1969 (Reorganization of BULOG'S 
Structure) 


— Based on Presidential Decree no. 11/1969, the previous 
BULOG's structure was changed. 
The task of BULOG was to assist the realization of Govern- 
ment efforts in stabilizing food price, especially the 9 basic 
items or essential commodities. With respect to rice, to join 
in a smooth marketing of rice by applying control in : provi- 
sion, distribution and supply. In 1969 was started with es- 
tablishing basic concepts of food policy which was closely 
related with the national economic development pattern, 
such as : 


— the presence of a floor price and ceiling price concept 

— the buffer stock concept 

— the system and arrangement of provision, purchase, 
stocking and distribution. 
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Since 1969 there had been a shift from physical distributi- 
on orientation to market price operational orientation. During 
that period changes in Bulog's organizational structure were 


made. 


— From year to year, Bulog's tasks did not become easier, 
on the contrary it became increasingly heavier. The 
number of commodity handled increased. 

— |n 1970, with the achievement of better stabilization sup- 
ported by a strong rice stock, the food price, rice in particu- 
lar, could be properly controlled through market mecha- 
nism. 

The Government Orientation Policy of the period 1970/71 
was a Rice Price Stabilization Policy with a Bufferstock 
orientation. 

The intervention system with " Bufferstock operation" for 
maintaining price stabilization will be continuously main- 
tained in Indonesia because : 


— rice production remains to have a seasonal character, 

— rice production remains to be uncertain 

— rice production is not, yet, equally distributed in the 
whole region 

— rice share in the Consumer Index Price is still dominant 

— the continuous rice consumption. 


From the aspect of maintaining national resilience, rice as 
the principal food item is an important element and very vital 
so that bufferstock activities are a necessity. 


The period of the 1980's of maintaining the stabilization 
of food price, especially commodities managed by BULOG, was 
still the main task. The bufferstock continued and even sup- 
ported this operation by the construction of warehouses spread 
in the Indonesian territory. With the increasing stock distributi- 
on, price fluctuation will be easier to control. And this could 
be seen with the rate of inflation started to being arrested. 
If in 1967 the inflation rate was still about 112,17%, it gradual- 
ly decreased to 85,1696 in 1968, for 1969 : 9,8996, 1970 
: 8,8896 and the period of 1980 reaching 15,9796 in 1981 
: 7,0996 and 9,6996 in 1982. 


4. Improving Bulog's Organizational Structure 
(Presidential Decree No.39/1978) 


With the increase of BULOG's task and also the continuous 
increase of commodities managed in controlling the price of 
basic or elementary commodities, by PRESIDENTIAL DECREE 
no. 39/1978 was carried out the improvement of Bulog's 
organizational structure. 


B. BULOG'S FUNCTION AND TASK 


Considering Bulog's function and task, usually it is directly 
identified with Food Logistics. Indeed, it is closely related. 


The logistics problem frequently discussed is generally 
connected with military logistics. But, actually logistics is not 
only limited to the military, but also involve problems having 
relations with the community at large. It is indeed not easy 
to make a generaldefinition of the meaning of logistics and ac- 
ceptable to all concerned, because the presence of specific 
elements from each party included in the meaning of logistics 
according to their respective interest. 


Basically, the scope of logistics include activities such as : 


— planning and development, provision, storage, move- 
ment, distribution, maintenance, evacuation and the 
write-off of material/equipment 

— transfer and maintain of personnel/member 

— establishing and arranging supporting factors/facilities 

— management or extending of aid services. 


The source of food is from the millions of farmers, the sea- 
sonal character of production and the continuous need,resulting 
in the logistics problem becoming more sensitive because it 
concerns the need of the whole mankind. That is why it is ne- 
cessary for the Government to manage the food logistics. 


THE FUNCTION AND TASK OF BULOG 


In the national food policy is included the aspects of pro- 
duction, consumption and distribution, all mutually related. The 
close relationship of the three aspects can be explained as a 
series where production change as a starting point will influen- 
ce consumption at the finishing end. To create a balance, food 
distribution has a very important role. The fact that the pattern 
of production and consumption being not equally distributed 
throughout the archipelago, and the presence of difference in 
Socio-economic level in each region, the food distribution is 
d only involving food supply but also the aspect of price con- 

rol. 
Basically, Bulog's operational policy is the distribution of its 
basic mission as stated in Presidential Decree no. 39/1 978, 
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page 2, i.e. to implement price control of rice, unhulled paddy, 

sugar, wh.at and other basic commodities to maintain price 

stability, both for the producer as well as for the consumer 

according to the government’s general policy. 

In general, Bulog’s function can be seen from several angles 

such as : | 

— its economic function i.e. the maintenance of food price sta- 
[Айу between floor price and ceiling price. | 

— from the macro-economic point : Bulog's function 15 to 
maintain stability and enhancing economic growth. | 

— from the aspect of market mechanism, Bulog's function 
is to balance supply and demand at a certain price level.(in 
the production area as well as in the minus area during the 
lean period before harvesting, known ag paceklik, the balan- 
ce of supply and demand is arranged so as not to exc 
the established ceiling price). 


If further explained then the above functions will be : 


a. to carry out supplying domestically rice and unhulled paddy 
according to the Government’s decisior, 

b. to carry out the distribution of rice or unhulled paddy 
throughout the territory of the Republic of Indonesia in 0 
to have an equal spread of supply and price stabilizations. 

C. to carry out the import of rice, sugar, wheat and other basic 
commodities to meet domestic requirements without dis- 
turbing price, both for the producer as well as price for the 
consumer. " 

d. tocarry out and/or coordinate the sale of basic commodities 
to obtain a price level not exceeding the highest price within 
the scope of consumer protection. І 

e. to maintain nationwide the bufferstock supply of basic 
commodities so that the influence of basic commodities 
price development overseas could be suppressed for the 
purpose of domestic economic stabilization. 


Basically, the above functions constitute physical logistics 
handling and include activities such as supply, transportation, 
distribution and stock maintenance. The flow of activities can 
be illustrated as below : 


il 
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Speaking of Bulog's function and task, we cannot avoid dis- 
cussing the Government's food policy. Its nucleus is efforts 
of having egual spread of food within reach of the public's pur- 

chasing power and remain being an incentive for the farmer 

` to increase production, diversification of food consumption pat- 
tern and improving nutrition of the public. So, maintaining food 

price Bulog's operations is based on the definition of logistics 
consisting of five rights : 


— the right of quantities (accurate volumes) 


If producer prices 
tend to drop below 
floor price 


Sell rice/unhulled 
rice to KUD & non KUD 


Mill unhulled rice to rice 


Move in (transport) 
from other area 


Rice purchase from 
overseas 
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The flow of Bulog's 
Main Activities 


BULOG 


MONITORING 


PRICES & MARKET 
Ly ANALYSIS 


maintain level of 

safe food supply at 
all places 

continuously 


— of the right items 
— to the right units 
— on the right places 
— at the right time 


(with accurate qualities) 
(to the proper consumers) 
(at the proper places) 

(at the appropriate times) 


BULOG has added to the above, "with the proper prices”, 
because price for the consumer consisting of the budgeted 
group, Government owned Companies/Govt. owned estate 
companies (PN/PNP), or the general market, is varying. 


if consumer prices 
tend to increase 
above ceiling price 


Sell to General 


market (market operation) 


Sell to budgeted 
group 


Sell to state co. 
and govt. estate co 


Distribution for 
natural disaster/ social 


Move out to other 
areas 


C. BULOG'S ROLE IN CONNECTION WITH THE 
ARCHIPELAGO CONCEPT 


The territory of the archipelago contains natural resources 
with a large population, constituting a basic capital owned by 
an independent Indonesian nation for its national development. 
The objective of national development is the creation of a just 
and prosperous society where materially and spiritually there is 
equal distribution based on the Pancasila. For this purpose, 
the archipelago concept constituting a unity of politic, socio- 
cultural, economy, defence and security, the stabilization of 
which shouid ba always maintained. Bulog's function in con- 
nection with food is to see that there is always food available 


in the whole archipelago, at the proper volume,time and price. 


it is known that as one of man's basic requirement, food has 
an important role in achieving the development of a total man. 


The role of food in relation to the actual aspect of hurrian 
life is sufficient complex and its connection with stabilization 
aspect is as follows : 


a. From the aspect of Economic Stabilization. 


The food sector has the most dominant position in the Con- 
sumers Price Index compared with the other sectors, such 
as housing, clothing and services. As is known, the Con- 
sumers Price Indes (IHK) is an indicator for measuring inflati- 
on, and this inflation can be used as a barometer of the 
country's economic development. In Indonesia, food is the 
dominant factor, so whenever there is instability in the food 
sector, it will easily influence the economic stabilization. 


COMPONENTS IN IHK 


Sector 96 
Food 42,58 
Housing 26,29 
Various Gooda 21,08 
& Services 

Clothing 10,05 


(Source : BPS, Cost of living'survey, 1977/78) 


The share of 42,5896 for food of which rice is 11,5896 
meens that the role of the food sector, especially rice is suffici- 
ent big in inflation. To guard against a sharp fluctuation of rice 
price, the Government exercised control, i.e. through price 
mechanism or better known as the Bufferstock Theory. It 
means, if the price of unhulled rice/rice increased during the 
lean period before harvesting (paceklik), the Government c.q. 
Bulog, carried out Markat Operation with the objective of incre- 
asing the market supply. On the other hand, if the price of un- 
hulled rice/rice dropped to the floor price limit as determined, 
the governmént will make purchases with the objective of in- 
creasing the market demand so that the price can be increased. 
All igovernment efforts in the rice food sector were aimed at 
maintaining price stabilization as well as food requirement. It 
is expected that with a stable food situation, economic and 
political stabilization could be maintained. 
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The sufficient big role of food in the economy is proper 
because it is from the food sector that the majority of the Indo- 
nesian people has its living, but on the other hand, it is to the 
food sector that the public is spending its income. 


Below is a review of the role of food in various aspects 
of économic activities : 


8.1. From the point of Expenses. 


— Observed from the pattern of expenses by the com- 
munity it can be seen in SUSENAS (national economic 
census) that most of the household expenses, about 
70-8096 was for food and more specific, the major 
component was for basic commodities, i.e. careal and 
its products covering about 36,5896. While expenses 
for non-food only covered about 27-3096. 

— During the second period of Pelita II, there was a de- 
crease in expenses for food item, but the decrease 
was relative small especially in 1976, about 1 - 596. 
In 1978, the pattern of decrease in public expenses 
for food tended to be bigger, especially in Java : — 
10,7695 and for outside Java - 3,5396. 

— It seemed that with the improvement in economy or 
the increase in a person's income can shift the expen- 
ses pattern, not solely for food but started to shift 
to the non-food sector. 

At Java, expenses for food items decreased more.ra- 
pidly compared with that for outside Java. 

It is a fact that food items still have a very important 
place in the public's expense pattern, though . the 
percentage is decreasing. Of the total expanse for 
food, most of it (about 36,5896) is used for the careal 
group, including rice. 


EXPENSES (EXPENDITURES) FOR FOOD ITEMS 


Type of expense 96 of expenses 
for food item 
— cereal and its products 36,58 
— cassava and its products 2,35 
— fish and ohter fish product 8,63 
— meat 4,94 
— egg. milk and other product 3,20 
— vegetables 7,94 
— nuts, and other 3,84 
— fruits 3,72 
— other consumption 4,86 
— ready made food (biscuit, bread and other) 6,76 
— drinks containing alcohol 0,19 
— tobacco for sirih (betel leaf) 7,28 


Source : Susenas 1978 Inational econemic census) 


e Group of expenses for rice consumption 


As mentioned earlier, the food group is not only rice, but in 
Indonesia the role of rice as the basic food of the people conti- 
nued to increase compared with other food commodities. . 
Of the group of expenses it can be seen that with the continu- 
ous increase of the community's income (in this respect 
viewed from its expenditures), its rice consumption will also 
increase. The income elasticity against the demand in rice was 
about 0,3 — 0,4, supporting the occurrence of a rice consump- 
tion increase in the future. К is the reverse with corn, the better 
the income, the less corn consumed. 


a.2. From the aspect of meeting the nutrition. 


There is a saying : eat in order to live and live to eat. In- 
deed, for continuing life, man needs food because In 
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food there are the various sources of substances required 
for the growth such proteine calory, mineral, fat, all kinds 
of vitamins, etc. To achieve a healthy body requires suffi- 
cient nutrition which can be obtained from food. And so 
we can see the prominent role of food in meeting man's 
requirement for nutrition. 

It turned out that from the various basic food commodity 
of the people, rice is the major calory source (about 300 
calories) compared with the other food items such as 
corn, cassava/sweet potato, sago and potato with a ca- 
lory content of below 350 calories. 

Rice consumption during 1968 — 1981 showed a suffici- 
ent big increase of about 2,6996. Besides the increase 
in people's income, rice consumption increase was also 
caused by population growth of about 2,396 in the seme 
period. 


From the aspect of providing employment fields 


Viewed from the aspect providing employment field, acti- 
vities of the agricultural sector, especially that of food 
production absorbed about 60,996 of the labour force 
(1978), not yet included field employment for those invol- 
ved with input and output in agriculture, food stuff indus- 
try, etc. 

While providing employment field in the non-food sector 
is smaller, such as in : services about 12,496, processing 
industry 7.596, trade 14,996, construction 1,696, etc: 
(source : National Idbour survey/Susenas 1978). 

In 1982, the amount of percentage could change in line 
with the development progress, but the role of the agri- 
cuitural/food production sector will still be bigger com- 
pared with the other sectors. 


b. From the aspect of Socio-Political Stability. 


Commotion in the food sector can create restlessness, ten- 
sion up to public disturbances. Food càn paralyzed a state. If 
the rice supply is decreasing and the price cannot be con- 
trolled, it could resuit in a decrease of the national purcha- 
sing power and this in turn will cause a sluggish economy 
which in turn will generate mass unemployment and can 
disturb public order and security. Finally, from the political 
vlew, food sufficiency and security will reduce political ten- 
sion which can create an " unstable national political situa- 
tion“. Past experience from the fall of the Cabinet of the 
Old Order period to students protests showed how impor- 
tant food could be in the life of the Indonesian people. 
It is still fresh in our minds what took place in 1972/73. 
The drought hitting several countries resulted in harvest fai- 
lures and created a sensitive food situation. There was a 
sharp increase of rice as well as other food items, of about 
7296, i.e. from Rp. 49,39/kg to Rp. 85,17/kg. As a conse- 
quence of the food price increase, especially the rice price, 
demonstrations and disturbances broke out demanding a 
decrease in food/rice prices. 

Therefore, the Government has always been making efforts 
of maintaining stability, especially the stability of food com- 
modity price. A stable price of food or rice could also encou- 
rage the creation of socio-political stability. 

So, price stability could be a very important factor in crea- 
ting stability, social as well as political. 


c. From the aspect of maintaining National Resilience 


Actually, National Resilience is the ability and perseverance 
of a nation securing its existence toward the glory of people 
and state. In the food sector meaning that the increasing 
need for food as a result of population growth as well as 
the change in consumption pattern, its supply will always 
be assured. 


If domestic production still could not meet the consumpti- 
on demand of the public, then import is actually still reguired. 
For a normal condition where there is sufficient foreign curren- 
Cy or a stable situation of the world's food, import could still 
be carried out. But where the foreign currency reserve is thin- 
ning out and an unstable world food situation, dependency of 
food supply from overseas cannot be expected, while the need 
for food cannot be removed. This situation will definitely influ- 
ence the domestic food condition. A sensitive food situation 
created by the lack of sufficient food supply, will disturb a 
smooth national development because a sensitive food condi- 
tion could facilitate national commotion. If National Resilience 
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was disturbed, it will also disturb efforts of achieving the natio- 
nal objective. Therefore in meeting domestic food requirement, 
increase of domestic food production will be more advantage- 
ous. 


The relationship of food as a natural resource with National 
Resilience is illustrated as below. 


The below picture shows that a change in one of the as- 
pects will have in fluence at National Resilience. The decrease 
in food supply originating from natural resources, not only in- 
fluences the economic aspect, but also other aspects and will 
influence people's welfare and disturb security. 


VI. 
BULOG'S FOOD LOGISTIC SYSTEM 


A. THE SCOPE OF FOOD LOGISTICS SYSTEM 


The most common meaning used for a system is a group facts 
(situation) which could be an article (object), activity, etc, or 
its combination having a unity in function or organization. So, 
a system is a unit consisting of a group of function and task 
having such a relationship, enabling that group of function and 
task to be identified as unit of objective, both in a functional 
as well as logical way. The system, as a unity, is separated 
from its environment by a boundary. 

Activities occurring within a system, in a process of input 
and producing an output are frequently similar to the function 
of that system. Generally, the function of a system consists 
of several activities or operation as a task of achieving the re- 
quired objective. Parts within such a system, in the system 
of Food Logistics can be grouped into : 


— component of location and its facilities, 
— component of transportation, 

— component of inventory, 

— component of movement of its goods. 


In addition to the above meaning, to understand the Food Lo- 
gistics system of BULOG which operates on the basis of Benk 
Credit and should be repaid, everything has to be approached 
as a " 100 Business Organization”, so that in the event of 
making expenditures, especially for investment, one should ask 
himself the following : 


"What is the input and how is the output” . It means conti- 
nuously comparing cost and benefit, or added benefit. Based 
on this orientation, since the beginning the Government has 
outlined a policy of limiting BULOG's facilities to a minimum, 
i.e. only to actual basic facilities, such as : 


— an organization as small as possible, 
— а communication which can establish quick contact 
with places throuhout Indonesia, 


— warehouse facilities scattered to maintain an equally 
spread stock to all corners of the country, supplemen- 
ting warehouses which belong to the private sector 
and the existing warehouses of Village Unit Coopera- 
tives (KUD), 


— in the transportation process, BULOG shall utilize the 
existing market strength/force to assure the commodi- 
ty arriving at the location in the desired condition. Also 
concerning the survey of commodity quality (import 
and domestic), BULOG shall use the services of inde- 
pendent surveyors. 


In domestic purchasing, facing the farmers directly are 
the KUD's and private (rice) mills (big and small). 


— |n the case of overseas purchases, the Government's 
policy is giving first priority to the Government to 
Government (G to G) relation with the sources ac- 
cording to the following sequence : 


— grant 

— soft loans (soft long term credit, 20 - 30 years) 

— commercial which with the G to G contract, we 
as purchaser receive facilities such as premium, 
export tax, retributions, etc., making the FOB price 
constantly below the Free Market Price. 


Only in specific cases, because of political considerations, is 
utilized the relationship of Government (Indonesia) with the 
P (rivate), such as import from China and Taiwan. Private is 
by special appointment with the Government's approval of the 
private exporter concerned, among the P allowed to enter that 
country. 

Therefore, import in general is using and involving the Indonesi- 
an Embassy or Consulate General. 
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B. THE FUNCTION OF FOOD SUPPLY 


With respect to food logistics pursued by Bulog, in princi- 

ple it gives priority to the supply of basic commodity needs, 
especially rice and also the availability, in phases, of the other 
8 basic commodities, egually distributed with a stable price 
within reach of the public at large. This is in view of Indonesia 
being an archipelago with limited infrastructures. 
The national stock to meet the requirement at any time and 
anywhere is developed through domestic resources by imple- 
menting the function of domestic supply and from overseas 
sources through import to supplement stock shortage from 
domestic supply. The function of domestic supply by Bulog 
has a double function : 


— first: to maintain the floor price and then to assure an 
appropriate real income of the farmer, and continue 
to stimulate the farmer for increasing production. 


— second : to strengthen the national stock or esta- 
blishing a bufferstock. During harvest time, this buf- 
ferstock is used to add supply to the market. While 
the function of import is as a supplement to fill the gap 
between annual production and consumption and to 
safaguard carry over of next year's stock. 


With the success of production lately, the function 
of import is decreasing. In more details, the accumulati- 
on of the national food stock is directed at : 

— reducing food stuff circulation in the community during 
harvest time, especially in the surplus areas (shifting 
the demand function), 

— adding supply in minus areas (shifting the supply func- 
tion) 

— adding supply to surpius areas during the lean period 
before harvesting or paceklik (shifting the supply func- 
tion, reducing the character of seasonal production). 

— adding supply in areas hit by disaster (reducing the 
character of uncertainty in production). 


In so doing, the Bulog stock in each area contains the elements 
of : 

— commitment stock 

— Stabilization stock 

— emergency stock 

— reserve stock for pipe line/carry over 

— buffer stock. 
The stock mechanism can be illustrated as foliows : 
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C. THE FUNCTION OF DISTRIBUTION 


Another aspect of stock mechanism is the function of dis- 
tribution which is directed at maintaining a maximum price. 
This distribution policy has two aspects, i.e. : 
macro distribution by widely spreading of supply and 
stock 
micro distribution by delivering the good to the consu- 
mer concerned. 


The macro aspect emphasized regional destinations where 
logistics problems are pronounced, while the micro aspect 
emphasized on consumers destination, where probiems of mar- 
keting are very pronounced. 


In macro distribution, the problem of transportation is very 
pronounced and in this case we have two problem dimensions : 


— first : moving the domestic supply 
— second : destination and transporting imported rice. 


Micro distribution is concerned-with delivery of food stuff to 


Е 
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totake care the maximum 


price 


To fll the gap between production and 


the various consumer groups, i.e. : 


— distribution to the budgeted group 

— distribution to specific companies owned by the 
state 

— requirement for natural disaster/social. 


One of the instruments constituting a link between the 
food logistics system and the food system as a whole is the 
Village Unit Cooperatives (KUD, Koperasi Unit Desa). Since 
1973, thousands of KUD were established on a grand scale, 
in addition to channelling food production facilities it also func- 
tions as a market assurance with price assurance for the far- 
mers. In the last years this KUD is also active in distribution 
to the consumer. In the food logistics system applied by the 
Government, logistics lanes from the farmers location passing 
the private lanes and cooperatives to the consumer locations 
remain operating and maintained, while the Government's lane 
is only of a supporting character. 


—.. oem 
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D. STORAGE AND WAREHOUSE (GODOWN) 


The objective of storage is to see that the purchased rice, 
domestically as well as from import, can become a buffer in 
between seasons. But regionally, its function varies. 


a. For distribution to markets, usually at the consumers cen- 
tres (in the cities/urban area). Its function is also truly as- 
suring and providing first or immediate supply for the market 
inorder to prevent price increase in the shortest possible 
time. 

b. to accommodate production. 

Usually in the areas of production centres (at the Kabupa- 

"ten, regency) its function is indeed purely storage of rice 
withdrawn from circulation during harvest time, for prepara- 
tion in facing the lean period before harvesting (paceklik) 
to be released again to the market. 

c. For trarisit purposes : 

— usually close to the harbour 
— in the surplus area : to support move out 
— in the minus area : to accept move in/import. 


d. To prevent a sensitive food situation in remote/isolated 
areas. 
The problem of storage is concerned with strategic aspects, 
i.e. : the storage location and the amount stored. 


Theoretically godowns for accumulation are located in the 
production centres, transit godowns near the harbour and go- 
downs for distribution at consumption centres. But in practice 
are also observed factors of transport infrastructure, transpor- 
tation cost, etc., all of which should be calculated to achieve 
minimum management and exploitation cost. 


Though determining godown location is not always linked 
directly with state's defence and security system (economic 
consideration is more dominant), but in specific instances, es- 
pecially in isolated and strategic areas, the Bulog godown loca- 
tion is determined more by the consideration of HANKAMNAS 
(national defence and security), such as : Natuna, Sedanau, 
Ternate, Morotai, Putusibau, Sangir Talaut, Nabire, etc. 


With regard to this storage, during 1970, Bulog was faced 
with the following facts : 


a. the existing godowns (non-Bulog) are generally for general 
cargo (not for rice), the location is not/less proper for rice 
and also very old because all dated from the Dutch econo- 
mic structure in the 1940's. | 

b. It can be said that thuse goaown did not meet the minimal 
conditions for securing a safe storage. quantitatively as well 

as qualitatively. 

c. The godowns were managed by non-experts. 


The old economic structure, was alien to bufferstock 
which requires long term storage. In the old economic struc- 
ture, the godown chains with the mills were for the majority 
controlled by the strong economic group. The godowns were 
very primitive and its utilization as rice storage was only for 
a short period. 

Realizing the importance of the food sector in supporting 
national stabilization, the Government decided to control suffi- 
cient food stock, i.e. about 5 million ton spread over the whole 
Indonesian territory and developed with the scope of Food 
Safeguarding. 

To accommodate food stuff by considering the limited ca- 
pacity of warehouses meeting the reguirements. The Govern- 
ment since 1974, in stages started constructing new 
warehouses as foliows : 


1. PELITA Il (Construction of Godown Phase 1) 1.129.000 ton 
2. PELITA III 
a. Under construction (Phase II) 


b. Program at the end of PELITA III 
(Phase 111) 


979.000 ton 


1.214.000 ton 
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3. PELITA IV 
a. Program Phase IV 660.000 ton 
b. Program Phase V 1.216.000 ton 


Total 5.198.000 ton 


The construction of warehouses in phases is adjusted to 
the need of meeting food problems from time to time. 


The completed construction of phase | in Pelita Il was fo- 
cussed at market price control. The construction of godown 
in Pelita Ill now in process, is for implementing the program 
of eguitable food supply and controlling the floor price of paddy 
and secondary crop. While construction in Pelita IV will be more 
directed at accommodating/storing the national food stock so 
that its function as buffer of food scarcity overseas or long 
lean period before harvesting, can be carried out properly. 


Furthermore, since 1973, the Government also stimulated 
the formation of KUD, in addition to channelling agricultural 
production facilities, also intended as an institution joining in 
handling the food problem as holder of the stock at the village 
or Subdistrict (kecamatan) level. In this connection, for the last 
two years the Government has been active in constructing 
warehouses with a capacity of about 200 tons at KUD's in 
the scope of GLK-KUD program (Godown, Drying floor and 
kiosk). So, the safeguarding of food is not only the Govern- 
ment's responsibility (BULOG) but also involving the communi- 
ty (public). 


Rice storage locations are obligated for the protection of 
rice and other food stuff stored there and the protection can 
be grouped as follows : 


Physical protection 
Biochemical protection. 
Physical protection : 


a. Location of building : — should be free of flood 

— free from dust and smoke 

— far from inflammable complex 
— should be free from burglary 
— should be water proof. 

— Biochemical protection : 


E 


The building itself : 


For the major part rice consists of hydrocarbon, sensitive 
to rice-germ and insect, fungus (mushroomlJat a certain water 
content, temperature, ana high air humidity, Therefore, ventila- 
tion, temperature, sanitation and hygiene in the warehouse 
should be properly controlled. 


According to the amount stored, food safety should be 
assured in its bandling territory. The amount stored in area at 
a certain period is decided by considering two important fac- 
tors, i.e. the requirement of distribution and its smooth supply. 


There is distribution need with a relative but firm character; 
and there is also a characteristic which is not firm but predic- 
table and an unpredictable one. A need with a firm character 
is distribution for the budgeted group and that which is based 
on a timely contract (PN/PT). Predictable is a distribution for 
market operation, and unpredictable for natural disaster aid. 


A smooth supply is determined by the area of origin, the 
availability of transportation, weather and handling (loading- 


. unloading) facilities. 


In practice, both factors mentioned above are enclosed 
in a formula called Minimum Stock Requirement (MSR). 


MSR is the minimum of stock required for : 


— the need for lead time 
— anticipating increase of need during lead time. 
— meeting the need in facing delay of transportation. 


E. FOOD TRANSPORTATION 


Transportation by land, sea and river constitute a bridge 
between supply and consumption locations, at present two 
Supply Points are known : 


a. Main Supply Points for domestic food production in three 
surplus areas, i.e. the harbours of : 


— Surabaya, Probolinggo and Meneng/Banyuwangi (East 
Java) 

— Ujung Pandang and Pare-Pare (South Sulawesi) 

— Benoa (Bali) 

— Occasionally Ampenan/Lembar (Lombok). 


b. Supply Points which are terminal points for imported rice, 
i.e. : 
— Belawan (for Aceh) 
— Pekanbaru (for Riau) 
— Padang (for Bengkulu) 
— Palembang (for Bangka, Belitung and Bengkulu) 
— Jakarta (for West Java, West Kalimantan and Bengkulu) 
— Cirebon (for West Java) 
— Semarang (for Central Java and Yogyakarta) 
— Cilacap (for Central Java and Yogyakarta) 
— Pontianak (for the hinterland) 
— Banjarmasin (for Central Kalimantan) 
— Balikpapan (for Tarakan) 
— Bitung (for Ternate, Waingapu and other) 
— Jayapura (for Sorong, Fak-Fak and other). 


The role of supply points as terminal for imported rice has 
decreased for the last two years, in line with the decrease in 
rice import to less than 500.000 ton annually, due to the suc- 
cess of national production. 


. Land transportation by truck is generally good except for 
certain areas, such as East Nusa Tenggara where there is still 
shortage of truck. 


River transpor took place sporadically, only in specific 
areas by river vessels with small capacity such as to Central 
Kalimantan. Long distance railway transportation was intermit- 
tent because of provisions for providing wagons between ex- 
ploitation regions. Lately, these inter-island routes and at certa- 
in times required transportation by chartered vessels and mo- 
torized sailing boats (PLM). 


In line with the development rate lately, the transportation sec- 
tor has been showing an increase. Previously, domestic rice 
purchases from the hinterland averaged 500.000 — 600.000 
ton, in 1980 almost 1.6 million ton of rice had to be transported 
from KUD's and Non-KUD in the hinterland (interior) to the 
mills, cities and harbours, and in 1981 and 1982 the respective 


amount reached 2 million ton of rice. So it was with land trans- 
portation to the rural areas. Not less than 1.5 million ton of 
fertilizer, 1,5 ton of gunny sacks etc. should be transported 
to the rural areas. For rice commodity, transported by the Go- 
vernment (Bulog) alone increased annually 20 to 8996. 


Volume of rice transportation between areas 96 of increase 


in Pelita | (average) 286.333 ton 0 
in Pelita || (average) : 345.401 ton 20 
1979/1980 489.595 ton 42 
1980/1981 927.561 ton 89 
1981/1982 1.100.000 ton 20 


This food transportation is the core of Food Logistics be- 
cause we cannot avoid the difference in production and con- 
sumption intra regional and time. In this respect we know the 
existence of [deficit areas. | Also, because of condition and faci- 
lities some harbours cannot accomodate vessels with imported 
rice (food), then the food stuff should be transferred from one 
harbour to the other. With the existence of several surplus and 
minus areas, we are always faced with several alternatives for 
shipment. From which area should there be shipment and to 
which specific deficit area? 


From the several alternatives of areas for origirial ship- 
ment, with economic consideration, should be selected a com- 
bination of shipment where the total cost will be minimal. One 
of the methods for minimizing transportation cost is the linear 
programming or in its application is called model transportation. 


For such national transportation planning is required input 
like : 


— total food surplus and deficit for each area 

— intra area transportation cost 

— the availability of transportation/vessel/truck |infral- 
Istructure and its capacity. 


The amount of food surplus and deficit for each area is 
determined on the basis of the following data : 


— stock position of the area 

— estimate use 

— estimate supply 

— import destination program (plan) 
— minimum stock requirement. 


The problems of wharf (quay) length, working hours, one 
or two holds (of a ship), number of manpower, etc., usually 
minor things but can become major problems and obstruct food 
logistics process and at the same time create confusion in lead 
time and at the end damage Minimum Stock Requirement at 
the receiving godown. 


F. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 


In Food Logistics operation, the role of speed and accuracy 
of storing information from areas constitute a very important 
requirement. Our country consisting of 13.600 islands, a still 
incomplete communication network are factors for special con- 
sideration. So that the flow of information could be quick and 
accurately accepted at the Central office, for speedy proces- 
sing, quick and accurate steps to be taken in solving the faced 
problems. 


Because Bulog is assigned with maintaining the stabiliza- 
tion of prices andjstock, in Food Logistics (Operation at Bulog 
is required information on the situation in the regions, i.e. : 


— price situation in the whole region (area) 
— food supply situation in the community including pro- 
duction 


— food supply situation controlled by Logistics Depots 

— transportation situation, especially at harbours 

— financial situation of Logistics Depot (DOLOG) used for 
supporting Bulog's operation. 


In addition is also required information from the DOLOGS 
regarding results achieved in the regions and previous efforts 
like : | 

— result of domestic supply linked with efforts of deve- 

| loping cooperatives (KUD) | 

— result of rice sales to the free market, also linked with 

efforts of developing cooperatives, i.e. the rice sales 
with the consignment system to KUD's Model 

— result of Transportation/Stock transfer operations. 
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Based on those reports, is conducted daily processing of 
reports and analysis at the Central office and then steps could 
be determined on what is required in the regions. With Bulog 
Management Information System is meant : 


a. as one of the tools for making decisions 
b. as one of the contro! tools and handling of field situation. 


In view of the above, in its Management Information Sys- 
tem, Bulog has two reports : 


a. a daily report in the form of news by cable/SSB/telephone 
from all over Indonesia, short coded and known as R/R sys- 
tem (Recording and Reporting). 

b. ап account report by way of a written report, bi-weekly and 
monthly report containing a detailed account of an earlier 
report submitted quickly to R/R report in previous days. 


With those two types of reports, Bulog Head Office is al- 
ways up-to-date with information about the regions, in addition 
to assuring the truth of those reports because they are followed 
by account reports submitted subsequently every 15 days 
or monthly. 


For this purpose, Bulog is using a SSB network from 
godown to Bulog Subdolog and from Subdologs to Dolog and 
submitted the same day from Dolog to Bulog by SSB network 
or Telex. According to its importance, MIS consists of two 
sections : 


8. Inventory section 
b. Financial section. 


The Supply section covers reports such as : 


— domestic supply linked with price report at the level 
of producer/floor price; | 

— Stock report, quality condition report linked with mini- 
mum stock supply which should be available in the res- 
pective regions; 

— reports on transportation, ships position transporting 
food, i.e. from stock surplus area which should be is- 
sued in order to accommodate new supply, to be sent 
to other areas in need of stock; 


— transportation report of imported rice, i.e. ships trans- 
porting rice from overseas to areas in need of stock 
supply. 


The Financial Section covers reports such as : 


— report of loss & profit balance 

— Financial account report 

— report of rice sales result linked with cash receipt at 
Bank Indonesia. 


In accommodating the flow of reports covering 27 DO- 
LOG, 89 SUBDOLOG and BULOG godowns, BULOG is using 
a computer for processing the incoming data, both coming 
from daily or monthly reports. 


The data processing by computer is only done at Bulog's 
head office, but it seemed to be difficult in the future in view 
of the more evenly spread of the stock to the whole region. 


Generally speaking, the system and role of food logistics in In- 
donesia are related with temporal conditions as well as interna- 
tional situation and problems of food supply. In the intemational 
economic system, monetary economy and commodities trade, 
will, directly or indirectly, affect the national economy of Indone- 
sia. 

In order to facilitate the tracing of the analysis on the system 
and role of food logistics in Indonesia the progress of the Deve- 
lopment Era of Food Logistics in Indonesia is chronologically 
given below. 


The Birth of the National Logistics Board amidst Economic 
Instability 

The success story of food institutions in Indonesia can not be 
separated with the problems faced at the beginning of the New 
Order Era at the wake of the G-30-S/PKI communist revolt. The 
process of political disruption as a result of the abortive coup had 
been continuing at the end of 1965 and all year long in 1966 
Coupled with the process of economic disruption, the political 
trend nearly paralyzed the whole national activities. The climax of 
the chaos came at 11th of March 1966 with the issuance of the 
March-11-Instruction (SUPERSEMAR) which gave the authority 
to dissolve the Indonesian Communist Party. Ever since, efforts 
had been launched to cope up with the economic problems pha- 
se-by-phase. This was obviously a difficult task for the bearer of 
the March-11-Instruction. 

At the time, the warehouses of the Executive Board of Food Af- 
fairs were virtually empty. Foreign exchange reserve was nill, 
while inflation was raging. Thus, the main problems during the 


Bulog 52 


period after 11th of March 1966 were as follows : 


— first, how to find rice stock for the warehouses and 
the markets in order to prevent further process 
of economic disruption; 

how to prevent the supply of rice to become a 
factor of inflation; 

how to use the supply of rice as a means to 
curb inflation. 


- secondly, 


= thirdly, 


Within this context, a fundamental reorganization had been 
applied since 1966 on basic policies (concepts), organizational 
structures (institution), and management (operation). 

Since the first effort was aimed at regulating food logistics to 
enhance the operation for security restoration as well as manag- 
ing food supply for the markets, a National Logistics Command 
was established by a decision of the Ampera Cabinet Presidium 
No. 87/1966 dated April 23rd, 1966. The main task of the Com- 
mand was to control the supply of daily needs. 

In order to step up the effectivity of the Command, it was 
made, by a Presidential Decree No. 182/1966 dated August 
22nd 1966, directly unswerable to the Ampera Cabinet Presi- 
dium. Meanwhile, the Executive Board for Food Affairs was con- 
tinuing the function the accumulate rice stock from domestic as 
well as foreign sources. There was, then, a dualism in the mana- 
gement of rice supply. To break the dualism, a Presidential Decree 
No. 11/EK/KEP/8/1966 dissolved the executive board and merged 
it into the National Logistics Command. 

The rice stock under the control of the government was so 
small, that it was not sufficient to support the.operation of security 


restoration, let alone to influence market situation. The standing 
stock was a meagre 20,000 tons, plus 120,000 tons in the pro- 
cess of shipping from abroad. The executive board and the Com- 
mand had to purchase rice abroad since the domestic piling, 
being in the form of paddy, was not immediately ready for use. 
Rice import in 1966 reached an amount of 308,500 tons, inclu - 
ding the PL-480 aid programme. 

The National Logistics Command did not only manage rice af- 
fairs but also non-rice problems; among others, the management 
and distribution of emergency import goods and the "stop-gap 
yen-credit" to fill up the vacuum of import goods. 


One of the most important achievement of the Command was 
the price stabilization of rice by the end of 1966 as reflected in the 
monthly average rice price during the last three months of 1966 : 
Rp. 8.56/kg in October, Rp. 8.51/kg in November, and Rp. 8.91/ 
kg in December. 

Such an achievement gave confidence to the community. The 
Idul Fitri and Christmas festivities at the end of 1966 could be ob- 
served in a peaceful condition. The supply of rice, flour, and textil- 
es were enough and to spare in the market. And the transporta- 
tion means, such as busses and other public vehicles, had been 
functioning satisfactorily. 


1967, the National Logistics Board was Born 


In order to improve the economic situation, early in 1967 a 
measure had been taken to control money circulation by applying 
a tight-money policy. The balanced budget was introduced. 
Government expenditure could not be decided at will, but it 
should be made at par with the national revenue. The distribution 
of credit, in addition to stringent selection, was extended with a 
relatively-high interest rate. 

The tight money policy was also exercised in rice marketing. 
The purchase of domestice rice was financed by the National 
Budget through the treasury offices. The import of rice was en- 
trusted to private entrepreneurs, while the government rice stock 
was limited. Hindrances to the flow of goods were overcome by 
the principle of de control, de'etatisme as well as economic de- 
mocratization. As far as institutional problems were concerned, 
due to various considerations, a Presidential Decree No. 64 
dated May 10th, 1967 dissolved the National Logistics Com- 
mand to be replaced by the National Logistics Board established 
by a Presidential Decree No. 114/U/KEP/67 dated May 10th, 
1967. 

The 200,000 tons of government rice stock in December 1967 
proved to be insufficient to control market prices. As a result, a 
wave of demonstrations were raging over Jakarta. The rate of in- 
flation, about 5% until July 1967, had been soaring up to 110% 
by the erid of 1967. 


The bitter experience of 1967 had brought about a widespread 
awareness that rice held an important role in creating social, eco- 
nomic and political stabilities. Thus the emergence of the popular 
term that "Indonesian economy is rice economy". The policy of 
economic restoration had, therefore, to be begun with the solu- 
tion of rice problems. The supply of rice should be given the high- 
est priority, short-term as well as long-term. The stepping up of 
domestic production was an absolute necessity. Meanwhile, the 
need for stabilization instrument of market prices had been felt 
stronger and stronger. 


For the promotion of domestic production, the Mass Guidance 
System, introduced in 1963/1964, was improved, although the 
improvemertt was still marred by a number of weaknesses, espe- 
cially as regard to the funding of production means logistics and 
market insurance. 


With the introduction of the system of the Mutual Assistance 
Mass Guidance during the planting season of 1968/1969, the 
National Logistics Board had made an operational commitment 
to ensure the increase of farmers' income. The financing of the 
mutual assistance mass guidance was incurred by foreign pri- 
vate enterprises, first by CIBA, to be followed in the succeeding 
planting seasons by COOPA, HOECHST and AHT. These enter- 
prises supplied production means distributed to the farmers by 
the Regional Governments/Village Heads without use of banking 
services. The production means credit was repayed by the far- 
mers by handing over part of their productions to the National Lo- 
gistics Board. Needless to say, the mutual assistance mass gui- 
dance was not without deficiencies. One of them was the delayed 
repayment of credits due to various causes, resulting in some 
loss on the part of the National Logistics Board on account of the 
disparity of the credits extended and the repayment received. To 
prevent further loss, the mass guidance had been improved 
again since 1970. 

In spite of some loopholes, the improved system had given 
substantial positive results; for example, the widespread use of 
production means/technologies, application of post-harvest faci- 
lities, production increase, and so on. 


This situation had given rise to the inspiration that the mo- 
mentum should be utilized as best as possible. Thus a need was 
felt for the rationalization of policies and refunctionalization of 
existing institutions. 

The rationalization of pricing policies was begun with the intro- 
duction of the "Farming Formula": the price of one kilogramme of 
rice in rural areas was made the equivalent of the price of one 
kilogramme of urea fertilizers", or Rp. 26.40 at the time. 

Such a formula bore incompatability since the production input 
accounted for was only fertilizer. In later development, the incre- 
mental benefit-cost ratio was introduced by Dr. Saleh Affif and 
Dr. Leon A. Mears. In principle, the ratio encouraged farmers to 
switch from traditional technology to modern ones. 


The operational pricing policy of rice consisted of: 


1. arelatively high basic price to stimulate production; 

2. aceiling price to ensure reasonable price for consumers; 

3. areasonable margin between the two prices to encourage 
inter-season and inter-insular trading; and 

4. maintenance of bufferstock. 


tthe same time, since the wet season of 1968/69, an integrat- 
ed Prosperous Farmers Pilot Project was introduced in Klari sub- 
district, Krawang Regency. The project was organized by a' 
French Government Technical Aid Team. In principle, it was di- 
rected to integrating the activities of production process, pro- 
cessing and marketing of rice or paddy as well as other social- 
economic activities to achieve the targets of rural developmertt. 
The pilot project involved elements of the West Java Regional Go- 
vernment, the National Logistics Board, Bank Bumi Daya, and 
theState-Owned Pertani Enterprise in addition to the Department 
of Agriculture. 
In a wider sense, the project was assigned the tasks of guidan- 
ce and education in the fields of production, processing, and 


marketing, researches, as well as the expansion of the unit to 
Cover other sectors. The multi-purpose project of economic unit 
model in regency level may function as a good example for sub- 
districts and villages. If such an ideal was realized, the impact 
would be quite constructive since investment in rural areas would 
be made by the local community. In such a reasoning, the activity 
would be an equivalent of rural development take-off by own re- 
sources. 

The idea widely voiced at the time was that for the project to be 
established in every regency. Later, the facilities at the disposal 
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of the National Logistics Board inherited from the former mutual 
assistance mass guidance, could be integrated into the system. 
Anyway, the project proved to be too advanced in concept, neglect- 
ing the preparation of the community, that at the end it was over- 
shadowed by more urgent problems. 

With the realization that the main problem faced by farmers in 
the mass guidance programme was the existence of a "gap" bet- 
ween the supply of production means and the farmers, Prof. Ir. 
Sudarsono Hadisaputro of the University of Gajah Mada tried to 
develop a model rural economic institution called the rural business 
unit (Badan Usaha Unit Desa - BUUD). The establishment of 
such a unit was mainly aimed at helping to put production means 
such as fertilizers, hybrid seeds, insecticides, bank credits and 
the likes, closer to the farmers to facilitate easier access. Besides, 
it was also intended to help farmers in the surrounding areas to 
process and market their rice production. In such a condition, far- 
mers could resort to a short-out of marketing their production in 
the form of hulled rice, breaking a former dependency to big rice 
mills and getting better terms of trade. In term of marketing the 
agricultural productions, the rural business unit was a 'pipeline' 
connecting rural areas as production centres and consumers 
living outside rural areas, especially in urban environment. Such 
a channel was quite efficient and reduced the marketing links in 
rice trading. At the beginning, it was tried in Yogyakarta as a pilot 
project, and then was thoroughly involved in the rice-stockpiling 
since 1973/1974. 


The rural business units continued to flourish, obeying the 
dynamics of realities. The National Logistics Board fully support- 
ed the development of the business units, which later became 
rural cooperatives. At the same time, the Bank Rakyat Indonesia 
paved the way for the establishment of rural banking units to faci- 
litate the extension of credits to the farmers in order to enhance 
the mass guidance programme within the framework of stepping 
up production. 


In-house Ordering of the National Logistics Board 


In line with the policies and strategies pursued by the govern- 
ment within the framework of stabilizing and rehabilitating the 
food sector, especially of rice, the National Logistics Board also 
exercised the necessary adjustment. Although at its birth in 1967 
the Board was directed to serving the supply of rice for civil ser- 
vants, servicemen and employees of state-owned enterprises, 
the organization of the Board was adjusted in 1969 to the de- 
mand of the bufferstock mechanism designed to accomodate the 
needs of stabilization and rehabilitation programmes — the de- 
mand-side and supply-side orientation. The organization units in 
the regions were reinforced in order to be able to apply the basic 
price. Actually the basic price covered a number of aspects: pro- 
duction, purchasing fund to safeguard production, retail price of 
rice, inflation, and so on. Thus, the decision-making process on 
basic price involved all related institutions: Department of Agri- 
Culture, Department of Finance, Directorate General of Coopera- 
tives, the National Planning Agency, the National Logistics 
Board, and the Central Bank of Indonesia. Since 1973, the provi- 
Sion on basic price had periodically been reviewed and sanc - 
tioned by a Presidential Instruction which was made public at the 
time farmers began tilling rice-fields for wet-season planting. 


The ideas on the application of basic price had been develop- 
ing, and related institutions continually improved. The tasks and 
functions of the National Logistics Board were refunctionalized 
again by a Presidential Decree No. 11/1969. Anew policy on ba- 
Sic price was announced on November 1st 1969, coming into ef- 
fect for rice harvests of 1969/1970 planting seasons. 
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A fundamental change of policies also took place; among 
others the modification of the Board operation, i.e. the buffer’ 
Stock system to replace the former target system. | 

To prevent uncontrolled fluctuation of rice prices, 1.6. to keep 
prices at the level not harmful to consumers as well as farmers 
alike, a theory was introduced in April 1970 on bufferstock with 
floor price and ceiling price. Price fluctuation was tolerated as 
long as it was within the bounds of the floor price and the ceiling 
price. The margin between the floor price and ceiling price was 
aimed at leaving the option open for the development of inter- 
season and inter-region free trading. 

According to the bufferstock theory, the government should 
take the necessary measures in case the price level was regard- 
ed to have threatened the limit of floor price or of ceiling price. | 
the price level at a given time was moving closer to the floor price 
and feared to worsen further, the purchase of market supply was 
undertaken until the price level became safe above the floor 
price. On the other hand, the rice distribution for market operation 
would be begun in case the price level had gone too high. The 
market operation would be stopped once the price level was re- 
garded to be no longer too high. 

The new policy did not only protect producers, but also con- 
sumers. During harvest time, when the price usually went down, 
the bufferstock policy protected the producers, while at the time 
of scarcity, it benefitted the consumers. The other aspect of the 
bufferstock policy was the institution of the ceiling price. The 
basic assumption was the creation of balance between supply 
and demand. Meanwhile, the inter-region flow of supply was en- 
couraged through trade undertakings according to market mec- 
hanism. 


Due to the above-mentioned reasoning, the ceiling price was 
computed by taking into account the costs of stockpiling: ware- 
house rent, depreciation, bank interest, and maintenance cost. 
To stimulate inter-region trading, transportation cost was also 
accounted for, thus making possible different ceiling prices 
among regions. 


Capital Acquisition for Rural Economic Institution 


In construe with the shift of the logistics board activities from 
demand-side to supply-side orientation in a gradual manner 
since the mid of 1968, the credit extended by the board was 
directed to enhancing the stepping-up of domestic rice supply in 
its widest sense. The board activities had covered development 
endeavours in the sectors of production, processing and market- 
ing. It signified that, without much ado, the national logistics 
board had become one of development agencies in the sectors 
of production, processing and marketing. 


Stabilization for Further Growth 


The Guidelines on State Policy 1973 stipulated that the conti- 
nuity of rice production increase should be maintained with the 
objectives of meeting the need for food supply as well as ensur- 
ing the equitable distribution to the community in a price level fa- 
vourable to farmer-producers and, at the same time, not too high 
for consumers. Besides, it was also revealed that the efforts for 
the promotion of public health would be realized through, among 
others, the improvement of nutritional content in people's food 
consumption. 

In accordance with the stipulations, the REPELITA II provided 
that policies would be drawn, among others, to: 

1. maintain the stabilization of food prices at a level within reach 
of the people's purchasing power and ensuring reasonable 
income for the farmers; and 


2. improve the nutritional content in the food consumption pat- 
tern of the people. 


Ant-inflation Paket 


The general situation on the eve of PELITA || was not so favour- 
able. The target of self-supporting rice production declared at the 
start of PELITA | had not been achieved. Besides, the world 
energy crisis at the end of 1973 and the January Upheaval in 
1974 contributed substantially in the interference of the national 
stability so carefully maintained to create favourable pre-condi- 
tions for the implementation of PELITA ІІ. 

In addition, the international world was clouded by uneasiness 
on the possibility of food crisis which became more and more 
dreadful since 1972. Such a crisis was due to widespread failures 
of harvest and the eroding reserve of years. The restoration of 
stock reserve to the former level was estimated to need more 
than one year since it needed a continuing rice production in- 
crease in a number of years. The petroleum crisis at the end of 
1973 was feared to increase the prices of petrochemical fer- 
tilizers. The price of fertilizers abroad had been going up from 
US $ 250/ton FOB to US $ 400/ton FOB. This was a serious ob- 
stacle to the efforts for production rehabilitation. In this relation, 
an initiative came up for the convening of "World Food Con- 
ference" organized by the United Nations during November 1974 
in Rome. The initiative was actually an expression of widespread 
uneasiness on the prospect of world food supply. 

At the start of Pelita II, the price of rice in international market 
experienced a sharp increase, to three to four times of that in 
1972. On the other hand, the energy crisis stimulated price hikes 
of industrial raw materials imported by Indonesia. The price in- 
creases obviously made the threat of inflation due to the import of 
goods became more menacing in 1974/1975. 

In this regard, the government issued an anti-inflation policy 
packet on the 9th of April 1974. In essence, the packet consti- 
tuted the enactment of a set of tight regulations on monetary and 
credit affairs as well as policies on the stockpiling of basic needs 
and strategic materials to combat the effect of inflation due to the 
unfavourable conditions. The measure was needed to restore 
public confidence upon the Indonesian currency, Rupiah, a pre- 
condition to cultivate community participation during Pelita II 
which crowned growth as the central theme. 


Within the operation of the anti-inflation packet, the National 
Logistics Board was asked to continuously step up the national 
rice stockpiles. To that end, the construction of stockpiling ware- 
houses was carried out to reach a capacity of 1.1 million tons. 

In order to encouraged production increase and thus a bigger 
amount of purchase by the National Logistics Board, the basic 
price of paddy was increased by 37.5% of that in the previous 
year. The 1974/75 harvest provided to be a success. Since the 
dry-season harvest of the previous year was also satisfactory, 
the stockpile position after the in-season harvest of 1974/75 was, 
by far, better than that during the two preceding years. The do- 
mestic rice/paddy supply increased into 536,060 tons of rice 
equivalent, or twice of that in the previous year and 15496 of the 
average stockpiling during Pelita I. The amount reflected favou- 
rable productions conditions since the buving operation was un- 
dertaken without specified physical targets, but with the applica- 
tion of a pure buffer-stock mechanism. At the same time, in con- 
cord with the government's commitment to step up rice stockpile 
at the disposal of the National Logistics Board, the imported rice 
supply with a total amount of 1.1 million tons had begun to arrive. 
As result, the rice stockpile under the control of the National 

Logistics Board at the end of every month continued to rise, over 


and above the highest level ever achieved during Pelita I. The 
length of stockpiling period became longer, thus giving rise to the 
fear of quality depreciation, especially in view of the quite limited 
realization of warehouses construction until December 1974, i.e. 
a total capacity of 3,500 tons in Bali while a 46,000-ton capacity 
was projected to be completed by the end of January 1975 and 
another 395,000-ton capacity during April - June 1975. To en- 
hance the circulation of stock which was mainly found in Java, 
the inter-region difference of ceiling prices was loosened from 
2296 during 1973/74 to 4596 in 1974/75. 


With the increasing amount of rice stockpile, the need for more 
intensive and organized quality maintenance became obvious. 
For that purpose, in some logistic depots, a Pest and Quality 
Control Unit was established with the objectives of: first, carrying 
out the maintenance of stocks; and secondly, undertaking pre- 
ventive as well as repressive supervision upon the stocks kept in 
warehouses. 

Within the context of the anti-inflation policy announced by the 
government, the National Logistics Board was also assigned to 
maintain the price stability of main stuff goods and other strate- 
gic materials, i.e. meat (during Idul Fitri festivity), salt, and coo- 
king oil. 

In the implementation of the additional tasks entrusted by the 
government, the National Logistics Board imported cooking oil 
and organized a holding ground for cattles in Tambun, Bekasi. 

The low-profile strategy applied during the last two years, coupled 
with favourable production in three consecutive planting seasons, 
enabled the Board to reach the targets of the anti-inflation packet. 
The rate of inflation was brought down from 47.39% to 22.25%. 
The volume of market operations reduced substantially, from 
417,681 tons during 1973/74 to 342,533 tons in 1974/75. (The 
figure for 1972/73 was 768,468 tons). 


The Wereng Pest and the Long Draught were not here to stay 


Just before the 1975/76 planting season, FAO issued a pessi- 
mistic Food Outlook. The high prices of fertilizers were estimated 
to be a big obstacle to the development programmes of food agri- 
culture in developing countries, especially those which did not 
own oil resources. 

To cope up with such a situation, the government of Indonesia 
carefully made some adjustments. The basic price of paddy was 
increased by a high percentage, nearly 40%. This was the all- 
time record in the increase of basic price. 


At the start of the second year of Repelita II, the National Logis- 
tics Board decided the increase of ceiling price by 25% as of the 
1st of April 1975. Such a decision made farmers' share of the 
retail price -- according to basic price -- could be stepped up from 
69% in 1974/75 to 7896 during 1975/76. 

The application of such a price structure brought about an ex- 
tensive impact upon the private trade. Experience in the previous 
year proved that, although the businessmen margin tolerated by 
the Board was given at 3196, the intensification of market opera- 
tions made the actual margin about 11 - 12 percent. The drop of 
the private business was reflected at the time of domestic stock- 
piling. In spite of some production loss due to the wereng pest in- 
vasion in 1975, the domestic stockpiling had reached 539,272 
tons of rice equivalent. 

On the other side of the wereng pest invasion destroying thou- 
sands of hectares of rice-fields, the year recorded some develop- 
ment such as in Lampung, Nort Sumatera, Jambi, Bengkulu, 
North Sulawesi and South-East Sulawesi. These extension of 
rice fields constituted a new hope to the government since they 
proved that the former development programmes had touched 
the aspect of equitable distribution to all the regions. 
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At last, the most dreadful disaster occured. The harvest failure 
of 1975 planting season had resulted in the soaring-up of rice 
price at the end of 1975, especially in the Island of Java. The 
average price of rice in Java during the period of Ausgust - De- 
cember was 27% higher than the January - July average. Due to 
the distribution of the standing supply, however, the price hike 
could be curbed and localized. On the average, the increase of' 
rice price throughout Indonesia during that period reached 9%. 

Challenges and hardships came frequently. The wetseason 
harvest of 1976/77 was marked by wereng pest invasion in North 
Sumatera, Aceh and Jambi; and flood as well as mice pest in 
Aceh. The wet-season misfortune was then followed by long 
draught along South Sumatera, Jambi, Lampung, the whole of 
Java, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara. During 
the period of July 1976, the amount of rice stockpiling from do- 
mestic sources only recorded 78% of that in the previous year for 
the same period -- the figure for West Java decreased by 24%. 


To cope up with the decreasing trend, the National Logistics 
Board started in July 1976 the preparatory measures to deal with 
any possibility as a result of the long draught. A coordination 
meeting was held with all logistics depots throughout Java as of 
10 through 17 of July 1976. The meeting discussed, among 
others, the feasibility of organizing the supply of corn and cas- 
sava powder as well as the system of distribution. The coordina- 
tion meeting was reconvened on 14 August 1976 to review the 
steps taken thus far as well as the market operation. Among the 
important decisions of the meeting was the execution of direct 
market operations to rural areas or a "task force" in addition to 
the existing patttern of market operations through businessmen 
in urban area. As a result, the volume of market operations went 
up to 887,000 tons, or more than twice of that in 1972. Neverthe- 
less, the volume increase did not signify that the situation in 1976 
was much worse than that of 1972. 

With the implementation of more-intensive market operations, 
the temporal difference of rice price in rural areas experienced a 
slight decrease to about 13%. The figure for urban areas was 
6.4%. 

In order to develop a closer tally between the records of rice 
prices with field realities, the year saw the introduction of the 
weighted average method in Jakarta. The change was a prepa- 
ration toward the computation region expansion of inflation rate 
from one city (Jakarta) to cover 17 cities throughout Indonesia. 


From Draught to Dryness 

Although hard work inspired by experiences in the previous 
years succeeded in achieving a better price stability during 1967/ 
77 -- general inflation rate of 12.1296 and inflation rate of food 
group of 10.7796 per annum -- challenges still hampered the pro- 
duction field until 1977/78. North Sumatera was bad stricken by 
wereng pest invasion. West Java, Central Java and West 
Nusa Tengara experienced a prolonged draught, resulting in 
food crisis. Rice production only increased by 0.276. 

As a consequence, rice stockpiling from domestic sources be- 
came a difficult process and only succeeded in accummulating 
404,000 tons of rice equivalent; this was the lowest amount of 
stockpiling during Pelita II. What was more, during that financial 
year, the National Logistics Board was face with two important 
events, i.e. the General Elections on May 2nd, 1977, and the Ge- 
neral Conference of the People's Consultative Assembly, which 
needed the support of rice price stability. 

Besides, a number of consumption indicators showed that, in 
economic terms, the task to maintain the price stability of food -- 
especially of rice -- would become more and more complex. The 
increase of civil servants' salary, the expansion of the develop- 
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mentt of infrastructures to cover rural areas, and the acceleration 
of industrial development would multiply the amount of money in 
circulation. On the other hand, in order to stabilize the process of 
development, a lower rate of inflation would be needed. Need- 
less to say, the increasing amount of money in circulation did not 
only affect the rate of inflation but also on rice corisumption. The 
need for market operations in substantial amount had been felt 
since May. The actual amount of market operations had been 
going up every month, surpassing those of the same period in the 
previous years. 

To overcome the challenges, the National Logistics Board car- 
ried out "crash programme" imports, so that during 1977, the vo- 
lume of rice import reached 1.964 million tons, during 1977/78 as 
much as 2.308 million tons. The total amount of the import ab- 
sorb ed 20% of the volume of world trade. 


At the same time, the volume of market operations had also 
been increasing, especially during the month of October as high 
as 4.000 tons per day, well above the 1,900 tons per day in Sep- 
tember. The trend also occured in other regions such as North 
Sumatera, West Java, Yogyakarta, East Java, and Bali. All-in all, 
it was the first time the volume of market operations went over 
two million tons during one financial year. It proved to be the re- 
cord for Pelita | and Pelita II. 

With the record of market operations, the rate of inflation had 
been brought down to 10.88% for that year. 


More-and-more Tasks 


The tight schedule of the Board's activities to control the price 
of rice did not prevent the government to give more tasks, but 
rather, it was regarded a proof on the effectivity of the Board's 
operation pattern. Thus, at that very year, the National Logistics 
Board was entrusted with another task, i.e. to manage the import 
of soy bean -- the amount of which tended to be ever increasing. 

In coincidence with the announcement of a new basic price for 
rice on the eve of the 1977/78 planting season, for the first time 
the government applied a basic price for corn. In such a way, 
another task to control the basic price had been added. 

After three consecutive years of great tension, as of 1975 
through 1977, a better situation had been developed at the start 
of the last year of Pelita Il. Wereng pest invasion subsided. Rice 
production had arrived at a turning point, increasing by 10.3896 
from the previous year or 4396 above the figure for the first year of 
Pelita |. 


The successful harvest brought in pressure upon the opera- 
tions of domestic stockpiling. During the period of January 
through May, rice/paddy stockpiling in Java increased by 7396 in 
comparison with the same period of the previous year. The same 
pressure was also felt in North Sumatera, Lampung, Bali and 
West Nusa Tenggara. 

To prevent a sharp drop of price to a level lower than the basic 
price, the Board organized task-forces to directly buy the paddy 
from the farmers at basic price. The task force 1978 was different 
from the one of 1973. While the task force of 1973 was oriented to 
accummulating government's rice-stock which became very low 
in the wake of the long draught of 1972, the 1978 task force was 
directed to controlling the price level in order that it would not go 
below the basic price. 

In totality, during the financial year of 1977/78, the amount of 
rice stockpiling from domestic sources reached 881,000 tons of 
rice equivalent. Thus, the need for imported rice could be held 
down to 1.277 million ton. 

The achievements of the Board in accummulating the govern- 
ment's food-stock as well as managing its operations to maintain 


the stability of food prices constituted one of the government's 
considerations to devalue the Rupiah currency against the US 
dollar and other foreign exchanges on November 15th, 1978. 

The governments confidence was won by the Board through 
its success in putting down the increase of rice prices. The price 
index of rice for the month of November could be kept down by - 
0.4996, making a mere - 0.0896 share from rice upon the rate of 
inflation during that month. 

In addition to the monetary policy of 1978, the President also 
took two important measures which were closely related with the 
implementation of the Board's tasks. In 1978, the President is- 
sued a Presidential Instruction No. 2/1978 which stipulated, 
among others, the mass participation of rural cooperatives in 
food stockpiling from domestic sources. A closer work-relation 
was realized between the National Logistics Board as responsi- 
bility-holder for food stockpiling and rural cooperatives when, in 
the Development Cabinet III, the President Instituted a Junior Mi- 
nister for Cooperative Affairs and entrusted the post to Bustanil 
Arifin, SH who, at the same time, retained his office as Heads of 
the National Logistics Board. 


In order to promote further development of cooperatives as the 
mairistay of the National Development, the status of the Junior 
Minister for Cooperative Affairs was stepped up to become a 
port folio Ministership. 


During Pelita III, the situation and problems of food economy, 
especially as related with the tasks and roles of the National 
Logistics Board, can chronologically be described as follows : 

At the start of Pelita III, a sense of pessimism prevailed. The in- 
crease of food production tended to be levelling-off. The wereng 
pest launched the third wave of invasion. The import of rice had to 
be undertaken in a staggering amount: an all-time record of 2.5 
million tons, making Indonesia "the biggest importer of rice". 
About 2596 of the marketable surplus of the world rice supply 
was absorbed to meet the domestic demand in Indonesia at that 
time. 

However, there were some favourable conditions. The na- 
tional economic growth rate still reached 5.596 due to, among 
others, the price hikes of oil commodities. The 1979/80 financial 
year was closed with a yearly rate of inflation of 19.13%. 

At the opening of the second year of Pelita Ill, the situation 
changed altogether. It proved to be "a Turning Point Year of Indo- 
nesian Economy". Rice production increased by a precedent 
1396. The real economic growth reached 9.696, also a new pre- 
cedence. The balance of trade as well as the balance of payment 
recorded a significant surplus. The yearly rate of inflation was 
15.8596. 


In the third year of Pelita III, the "bumper crop" situation appear- 
ed again. Rice production went up by 10%. The yearly income- 
per-capita rose to US $ 520. The implication of the income impro- 
vement should be carefully attended to since a community with 
that level of income tended to be quality-oriented as well as service- 
oriented. 

The case of "bumper crop" in two consecutive years gave cer- 
tain colouring to the Board's operations : 

1. The composition of the Board's stock -- used to be comprised 
of 7096 from import and 3096 from domestic sources -- was 
reversed in 1981/82, i.e. 20% from import and 80% from do- 
mestic sources. 

2. While atthe previous years a great number of logistics depots 
did harvest in seaports (receiving imported rice), the year of 
1981/82 saw the stockpiling activities shifting to the hinter- 
land by sub-depots. 

3. While prior to 1981/82 ships were busy shuttling from Bang- 
kok - Jakarta vice versa, the year witnessed ships plying the 


seas between East Java, Bali, West Nusa Tenggara and 
South Sulawesi to other regions within the archipelago. 

4. Since the period of stockpiling was relatively short (about 3 to 
4 months), the need for warehousing facilities was soaring 
up. The case was quite different with import stockpiling since 
the arrival of supply could be arranged. 

5. The circulation of stock became very slow, resulting in old 
stuff and quality depreciation. 

Besides, the Board was assigned with additional tasks since 

the third year of Pelita III. 


First, the Presidential Instruction No. 11/1981 dated 9 Septem- 
ber 1981 burdened the Board with the efforts for the promotion of 
post-harvest facilities for rural cooperatives. The essence was 
instructing the Minister of Trade and Cooperatives. Minister of 
Finance, Minister of Agriculture, Minister of Home Affairs, Junior 
Minister for Coopertive Affairs, and Head of the National Logis- 
tics Board to promote the utilization of post-harvest facilities 
through better management and allocation. 


Secondly, the Presidential Decree No. 50/1981 dated 2 November 
1981 on the promotion of poultry farming. Article 8 of the Decree 
stipulated the task of the Board to maintain the stabilization of the 
prices and marketing of livestocks. Through this presidentia! 
decree, poultry farming changed from big-scale into small-scale 
undertakings, i.e. a maximum of 5,000 hens per undertaking and 
750 for broilers. By such a mechanism, the production pattern ex- 
perienced a fundamental change. And the pattern for the mainte- 
nance of stabilization should take this change into account. 


Thirdly, the Presidential Decree No. 9/1982 dated 1 March 1982 
concerning food allowance for civil servants, employees of state- 
owned eriterprises, coming into effect as of January 1982. Its im- 
plementation, should be improved due to some weaknesses par- 
ticularly in the regions where the application was just initiated. 
The promotional efforts covered its procedure as well as its ope- 
ration, in order that all services could be exercised in an orderly 
and smooth manner with commendable quality. 

The rate of inflation during the year was 9.8%. 

Some notable achievements in the stabilization of food prices 
during the fourth year of Pelita Ill were as follows : 

1. In spite of long draught, rice stockpiling from domestic sources 
reached nearly two million tons. 

2. Thesupply of food fromimported sources could be kept as low 
as 505,000 tons although some distinguished foreign experts 
had predicted that the import would reach two million tons. 

3. There was no need to use food subsidy although it had been 
allocated in the State Budget. 

4. The rate of inflation could be held down as 8.4% for the year 
(1982/83). 


As a consequence of the world economic recession, so strong- 
ly felt during 1982/83, the government had introduced a number 
of policies, among others the increase of the price of oil energy as 
of January 1983. Its impact on the general prices was temporal, 
effecting only the price index in January 1983, when the monthly 
rate of inflation reached 4.59%. 

The glad tiding was the decreasing percentage of rice depre- 
ciation, from 2.2496 to 1.5696. This achievement was significant 
within the framework of lowering the deficit, in spite of some criti- 
cism on the quality depreciation of rice. Anyway, the percentage 
of depreciation had been decreasing during the last three years. 

On March 30, 1983, a new, monetary policy was introduced, 
devaluating the Rupiah currency from a rate of exchange of 
Rp. 625 to Rp. 979 per US dollar. 

During the fifth and final year of Pelita III, the positive results 
achieved in the four previous years could be maintained. One of 
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the most important missions at the beginning of the 1983/84 fi- 
nancial year was to cope up with the excess of the policy on the 
increase of oil prices, the devaluation of the Rupiah anounced 
on 30 March 1983, maintenance of price stability during the con- 
vening of the General Conference of the People's Consultative 
Assembly as well as during the fasting month. All of these had 
been well exercised. 

The price control was quite successful in the wake of the 1st of 
June 1983 Monetary Policy which gave authority to the banks to 
fix their own interest rates and returned the Central Bank to its 
former functions as bankers' barik as well as of safeguarding the 
currency value. 

The Work Meeting of the National Logistics Board convened 
as of 1st through 3rd of August 1983 bore a distinct difference 
from the former ones in that it benefited from the President's ad- 
dress. It evaluated the successful undertakings of the Board as 
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well as made a suggestion for the institution to be always on 
guard in maintaining food stability. 

Since January 1984, the National Logistics Board was assign- 
ed by the President with a new additional task of monitoring the 
raw material producers, the shipping processing and distribution 
of cooking oil. The monitoring activities should be continuously 
and accurately carried out in order to make possible a meticulous 
formulation of new cost account and trade policies of the com- 
modity. 


With and improved business management, it was expected that 
the mechanism of trade would function reasonably. It did not only 
out some of the commercial links to enhance the flow of docu- 
ments and goods but also prevent loopholes as regard to the 
sem! of speculation. Thus the market of cooking oil would be 
stable. 


Badan Urusan Logistik (BULOG), struktur organisasinya langsung bertanggung jawab 
kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kabulog, Bustanil Arifin, SH didampingi 
oleh seorang wakil dan tiga orang Deputy. Jabatan Wakil Kabulog dijabat oleh Sukriya 
Atmaja dan jabatan Deputy masing-masing dipangku oleh Prof DR Ibrahim Hasan, Sali- 
moen Soerjoatmodjo, Drs Ashari Nasution dan Sekretaris dijabat oleh Siswopranowo. 
SH. Untuk meningkatkan kelancaran kerja, kini BULOG telah dilengkapi dengan gedung 
perkantoran yang memadai dan peralatan kerja yang serba modern. 
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The National Logistics Board called Bulog is directiy responsible to the Head of State. modjo and Drs Ashari Nasution with Secretary Siswopranowo, LLM. The Agency which 
Its structural organization is as follows : Head of the Agency Bustanil Arifin, LLM., Vice- has to manage the basic necessities of the people has been equipped with ultra-modern 
Chairman Sukriya Atmaja, three Deputies are Prof Dr Ibrahim Hasan, Salimoen Soerjoat- instruments. 
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Setiap panen raya berlangsurtg, hasil pertanian rakyat berlimpah ruah. Agar 
peningkatan produksi pertanian ini tidak menimbulkan kemerosotan harga 
jual gabah, maka BULOG selalu melaksanakan pembelian berdasarkan harga 
dasar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, ketika musim paceklik tiba, BULOG 
pun melaksanakan dropping kebutuhan bahan pokok yang diperlukan 
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In times of production abundance, the National Logistics Board buys farmers 
crops with the advantageous floor-price. On other hand, at the shortage 
of food supply the Agency organizes market operations. 
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Peranan BULOG tidak hanya melaksanakan pembelian hasil pertanian rakyat, 
tetapi juga menjaga stabilitas harga jualnya secara merata di berbagai daerah 
di Indonesia. Maka itu, dalam pelaksanaan pendistribusian kebutuhan bahan 
pokok ke seluruh penjuru tanah air, alat angkutan interinsuler dan angkutan 
darat sangat memegang peranan penting. 


The Agency for Logistics and the Depots of Logistics have provided 
warehouses in regions. This effort is aimed at enhancing market operations 
to densely-populated areas. By this way, the government is able to safeguard 
the stability of prices from the interference of and intermediaries. 


Masalah pangan adalah problema nasional yang keseimbangannya harus se- 
lalu terkontrol. Untuk itu, segala Kebijaksanaan dan langkah yang diterap- 
kan selalu berdasarkan konsep yang matang. Tiada tindakan atau langkah 
kira-kira, tetapi semua kebijaksanaan yang diterapkan terlebih dulu sudah 
diuji dampak positif dan negatifnya. 


Food problem is 
a national pro- 
blem. The pro- 
gramme of the 
National Logis- 
tics Board to run 
its mission is al- 
ways communi- 
cated to the peo- 
ple. No specula- 
tion. The imple- 
mentation of this 
programme has 
been tried out in 
advance. 
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Depot Logistik di daerah-daerah, bertanggung jawab langsung menjaga sta- The Depots of Logistics in the regions are responsible to safeguard the stabili- 
biltas harga pangan di masing-masing daerah. Berbagai upaya dan kebijak- ty of food prices in the regions. For this purpose, various policies have been 
sanaan diterapkan untuk itu. executed. 


Musim kemarau panjang 
sering merupakan hambat- 
an bagi para petani dalam 
meningkatkan hasil pa- 
nennya. Bahkan hal inipun 
pernah menimbulkan kega- 
galan tanaman padi di be- 
berapa daerah. Dalam 
musim-musim seperti itu, 
BULOG memegang peran- 
an penting dalam usaha 
mengendalikan stabilitas 
harga beras di pasaran dan 
memberikan bantuan ke- 
pada rakyat petani yang 
mengalami kegagalan pa- 
nen tersebut. 


Long drought, especially in 
unirrigated ricefields, fre- 
quently worries the 
farmers about their 
harvest. In this case the 
role of the National 
Logistics Board has been 
increasing. The stability of 
the market prices of staple 
food must be maintained. 
The people in rural areas 
usually depend their in- 
come on food productions 
and the market situation. 


Kendati sistem pertanian pad 
telah dikembangkan ke arah 
mekanisasi, namun di beberapa 


daerah tertentu bajak yang 
ditarik sapi atau kerbau masih 


saja digunakan rakyat petani 
untuk mengolah sawah. Hal ini 
bukanlah merupakan bukti 
bahwa rakyat petani tersebut 
tidak diperhatikan, karena 
dalam usaha pengolahan ta- 
naman selanjutnya, seperti pe- 
milihan bibit, perawatan dan 
sistem panen, mereka selalu 
memperoleh petunjuk dari petu- 
gas penyuluh pertanian. 
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The System of rice-field cultiva- season. Yet in some regions the | 
tion has been modernized by utilization of cows and buffa- | 
mechanization. It is not altoge- loes are still in practice. | | 
ther depended upon the rainy 
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Melihat padi menguning, menggembirakan setiap petani. Untuk menjamin 
tercapainya panen yang berhasil seperti ini, diperlukan bibit unggul dari benih 
yang baik. Begitu pula pemupukan, penyemprotan hama, harus sesuai dengan 
petunjuk penyuluh pertanian di lapangan. 


Every fariner will be cheerful in looking after his yellow paddy. In order to 
produce good harvest, farmers reguire high-yield seeds, fertilizers, pest 
sprayers and guidances from the agricultural field-workers. 
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Menyadari akan pentingnya peranan KUD dalam menata kehidupan mereka 
sehari-hari, seperti memasarkan hasil petaniannya, memperoleh bantuan 
pengadaan bibit, pupuk, pestisida dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, ke- 
inginan para petani untuk berkoperasi telah tumbuh dengan suburnya. Dengan 
demikian, KUD langsung berhadapan, secara konfrontatif dengan para 
pengijon. 
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Rural couperatives are continously developed. In order to accelerate food 
production, farmers have been provided with credits through rural 
cooperatives. By this way farmers are saved from the grasp of money- 
lenders. 
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Koperasi Unit Desa (KUD) yang didirikan oleh para petani di berbagai daerah, 
merupakan wadah yang sangat berperanan dalam usaha memasarkan hasil 
pertanian mereka. Meskipun pengelolaan KUD tersebut belum kese- 
luruhannya dapat dikatakan sukses, namun pembenahan ke arah koperasi 
yang sempurna sudah mulai dilaksanakan. 


In order to prevent farmers going into the hands of money-lenders, the 
farmers has established Rural Cooperatives throughout Indonesia. 
Although not all cooperative undertakings operate successfully, the benefit 
of cooperatives has been begun to be enjoyed by farmers. 
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Pertanian merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung suksesnya Agriculture constitutes one of the important factors in enhancing the suc- 
pembangunan. Beberapa tahun lamanya, pertanian merupakan fasilitas utama cess of development. For several years, agricultural programmes have been 
dalam pembangunan nasional. given top priority. 
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Dalam rangka mengendalikan stabilitas harga beras, pada ruhi harga beras di pasaran dan tidak pula akan menimbul- 
saat-saat produksi panen tanaman pangan dalam negeri kan kerawanan pangan secara menyeluruh. 

menurun BULOG selalu melaksanakan dropping kebutuhan 

bahan pokok tersebut ke pasaran. Dengan demikian, menu- Market operation is carried out in order to stabilize market 
runnya hasil panen padi nasional tidak akan mempenga- prices. By this way, speculators' efforts to get great ad- 


vantage from the unstablised prices are countered. 
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Setelah Pemerintah menerapkan kebijaksanaan pembinaan 'Tebu Rakyat Intensifikasi' 
(TRI), perkebunan tebu dalam negeri'telah menunjukkan perkembangan pesat, sehingga 
kadang-kadang rakyat petani merasa kekurangan lahan. Untuk masa mendatang, 
kebijaksanan TR: akan lebih dikembangkan, supaya kebutuhan gula pasir dalam negeri 
dapat dipenuhi dengan produksi gula nasional sendiri. 
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The increase of sugar production the responsibility of the Natıonal Logistics Board in 
meeting in this case the basic needs of the people. Domestic production of sugar has, 
lately, been able to meet domestic need as well to form some Stockpiling. 
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Peningkatan produksi gula pasir merupakan tanggung jawab nasional Bulog, 
dalam kaitan memenuhi keperluan bahan pokok. Gula pasir yang dihasilkan 
di dalam negeri akhir-akhir ini bahkan sudah mencukupi stock nasional, di 
samping konsumsi sehari-hari. 


Small-holders' sugar cane intensification produces the good raw material of 
cane-sugar. The non-intensification is also expanding rapidly. Consequent- 
ly, this programme has accasionally been hampered by the lack of cultiva- 
tion field. Various policies on sugar-cane intensification will be stepped up 
in order to meet the need for sugar. 
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Untuk menampung hasil pertanian rakyat, BULOG telah mendirikan fasilitas 
pergudangan yang memadai di berbagai daerah. Dengan berhasilnya usaha 
penyuluhan pertanian meningkatkan produksi tanaman pangan rakyat, maka 


untuk masa-masa mendatang kemungkinan Indonesia tidak akan mengim- 
por bahan pangan lagi. 


Warehouses of the Agency and the Depots of Logistics are prepared to 
stockpile the abundance of food production. The achievement in the sector 
of food production has broken Indonesia's dependence upon imported supply. 
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Dalam rangka memeratakan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh 
daerah, BULOG dan DOLOG daerah juga dilengkapi dengan sarana pergu- 
dangan yang memadai. Dengan demikian, kelancaran pendistribusian kebu- 
tuhan bahan pokok ke pasar-pasar telah berhasil menciptakan stabilitas) harga 
yang terkendali. 


The Agency for Logistics has a special mission of not only to buying food 
productions from farmers but also of egually distributing them throughout 
Indonesia, and of maintaining price stability. In order to support this effort, 
the provision of warehouses, inter-insular shipping, and land transportation 
has extended a decisive contribution. 
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Dalam usaha memecahkan ma- 
salah pangan nasional, BULOG 
selalu memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi, baik dalam ben- 
tuk ikut dalam seminar-seminar 
masalah pangan, maupun pe- 
ninjauan ke berbagai daerah 
sumber pangan dan memberi- 
kan informasi yang dibutuhkan 
dalam rangka pemantapan 
pengadaan pangan nasional. 
Seperti tampak dalam gambar, 

kalangan masyarakat yang 

mengikuti seminar pangan dan 
para wartawan selalu diberikan 

kebebasan meninjau  gu- 


dang-gudang BULOG dan 
DOLOG. 


Food production problems are 
also discussed in seminars. 
Press-men constitute people's 
representatives in charge of 
disseminating information on 
national food situation to the 
people. There is no worry con- 
cerning food supply. The na- 
tional stock of rice is favou- 
rable. Participants of seminars 
and press-men are, at any time, | 
allow to observe the ware- 
houses of the Agency for Logis- 
tics and the Depots Logistics. | 
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Arsip Nasional 


l. PENDAHULUAN 
ll. PROGRAM PEMBINAAN 
I. KERJASAMA KEARSIPAN 
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l. INTRODUCTION 
1. DEVELOPMENT PROGRAM 
I. COOPERATION IN ARCHIVAL MATTERS 
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1. PENDAHULUAN 


Berdasarkan fungsinya. Undang-undang Nomor 7 tahun 
1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 
menyebutkan bahwa ada dua pengertian mengenai Arsip Per- 
tama Arsip Dinamis, artinya arsip yang digunakan secara 
langsung dalam perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan 
kebangsaan pada umumnya.Atau digunakan secara langsung 
dalam penyelenggaraan administrasi negara. Sedang penger- 
tian Arsip Statis mempunyai arti sebaliknya. 


Pengertian tadi sudah menyangkut wewenang lembaga 
kearsipan. Dalam hal ini adalah Lembaga Arsip Nasional RI. 
Yaitu arsip yang fungsinya lebih terletak sebagai bahan 
pertanggungjawaban nasional. 


Jika di bidang kearsipan dinamis usaha dan kegiatan Arsip 
Nasional diarahkan pada usaha meningkatkan peranan, fungsi 
dan kemampuan kearsipan dalam / penyelenggaraan 


administrasi negara, maka di bidang kearsipan statis ditujukan 
kepada penyediaan prasarana untuk memungkinkan terlaksana- 
nya kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan perawatan arsip- 
arsip secara baik. Juga sebagai usaha untuk menjamin 
keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional mengenai 
perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan 
khususnya serta bahan bukti sejarah perjuangan bangsa pada 
umumnya. 


Dalam kaitan itu, sejak Pelita i pemerintah telah berusaha 
menyediakan prasarana maupun sarana yang memenuhi syarat 
tehnis kearsipan sebagaimana diperlukan. Kemudian, sebagai 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 dan 
Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1974 tentang Struktur 
Organisasi Arsip Nasional dilaksanakan pula kegiatan Sejarah 
Lisan, Persiapan Pendirian Perwakilan di daerah, kerjasama 
internasional bidang kearsipan serta berbagai kegiatan lainnya. 


Jelasnya, sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 
tahun 1971 lembaga Arsip Nasional telah melakukan 
serangkaian usaha untuk terus meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan administrasi kearsipan baik pada 
badan-badan pemerintahan pusat maupun daerah. Ini di- 
maksudkan sebagai usaha untuk lebih memantapkan 
pengendalian administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas 
pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan. Juga diarahkan 
agar keseluruhan penyelenggara kearsipan, terutama pada 
aparatur pemerintah merupakan suatu sistem yang baik dan 
diikuti oleh semua unsur organisasi dalam aparatur pemerintah. 
Dengan demikian terdapat keseragaman khususnya terhadap 
penyelenggaraan sistem kearsipan. 


Untuk lebih jelasnya, dapat diikuti berbagai kegiatan Arsip 
Nasional selama lima belas tahun sejak berlangsungnya 
pelaksanaan Pelita | seperti diuraikan lebih lanjut. 
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PROGRAM PEMBINAAN 


Sejalan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas utama 
dalam program pembinaan diletakkan pada bidang kearsipan 
dinamis. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai usaha di dalam 
menunjang sistem informasi yang efisien dan efektif. Dengan 
demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis, baik bagi arsip- 
arsip yang merupakan bahan bukti resmi mengenai 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pem- 
bangunan, dapat diselamatkan serta dilestarikan. Terutama 
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional se- 
bagaimana digariskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1971 
. tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. 


Untuk sistem pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan 
dinamis hingga saat ini telah berhasil ditentukan dan di- 
kembangkan suatu sistem kearsipan yang baik. Artinya, pola 
serupa itu sudah dapat dijadikan sebagai pola baku dalam 
sistem administrasi di Indonesia. Sistem ini dikenal dengan 
nama " Sistem Kearsipan Kartu Kendali” . Kini sistem itu telah 
disebarluaskan dan diterapkan oleh berbagai instansi 
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. 


Tegasnya, kegiatan bidang kearsipan dinamis sampai saat 
ini telah ditujukan kepada usaha pemantapan. Pada segi lain 
terus diusahakan usaha-usaha pembenahan arsip-arsip dinamis - 
In-aktif sebagai realisasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No. 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. 


Dalam kaitan ini dilaksanakanlah kegiatan penelitian dan 
pemilikan di berbagai instansi. Hasilnya, di samping dijadikan 
masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem juga di- 
maksudkan untuk mengenali masalah-masalah/hambatan yang 
terjadi di berbagai instansi. Terutama yang berkaitan dengan 
usaha-usaha pembinaan kearsipan. 


Masalah-masalah pokok yang menjadi hambatan terhadap 
usaha pembinaan kearsipan dinamis ini umumnya menyangkut 
beberapa segi meliputi : 


1. belum tersusunnya tata kerja/prosedur kerja kearsipan yang 
sesuai dan seirama dengan kebijaksanaan dan pencapaian 
tujuan organisasi/instansi. 

. belum adanya perencanaan dan penempatan personil yang 
cocok untuk menangani kegiatan-kegiatan kearsipan. 

. keterbatasan tenaga-tenaga yang terlatih baik untuk 

menangani bidang kearsipan. 

masih adanya sikap yang belum "responsive" terhadap 

perlunya perubahan dan perbaikan dalam administrasi 

kearsipan. 

. belum tersedianya cukup dana dan peralatan yang di- 

perlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan kearsipan 

tersebut. 

belum cukupnya "managerial back up” untuk usaha itu. 


Untuk mengatasi hambatan tadi dilakukan konsultasi 
langsung. Kepada Tim Pembina dan Penertiban Kearsipan di 
Instansi misalnya, diberikan pengarahan dan bantuan. Sedang 
untuk menanggulangi kesulitan di bidang tehnis Lembaga Arsip 
Nasional menerbitkan buku-buku pegangan bagi petugas 
kearsipan. 


Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para 
petugas pelaksana/pengelola arsip dinamis pada instansi- 
Instansi di tingkat Pusat dan Daerah, Arsip Nasional secara 
reguler menyelenggarakan penataran kearsipan dinamis. 
Terbagi atas penataran arsip dinamis aktif dan penataran arsip 
dinamis in aktif. 


Penataran arsip dinamis aktif ditekankan kepada 
kemampuan untuk melaksanakan sistem pemberkasan arsip 


(filing system) sedang untuk arsip dinamis in aktif pada latihan 
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kerja praktis untuk melakukan penanganan dan pembenahan 
arsip-arsip in aktif. 


Selain menyelenggarakan penataran , Arsip Nasional juga 
membantu secara langsung penataran-penataran kearsipan 
yang diselenggarakan oleh masing-masing Departemen/ 
Instansi, baik dengan jalan pembinaan Kurikulum dan 
penyiapan materi pelajarannya maupun juga penyediaan dan 
bantuan tenaga-tenaga pengajarnya. 


Dalam rangka pengadaan dan penyediaan tenaga 
kearsipan secara menyeluruh Arsip Nasional bekerjasama 
dengan Universitas Indonesia cg. Jurusan Ilmu Perpustakaan, 
Fakultas Sastra Ul. Pada tahun ajaran 1982/1983 dapat dibuka 
program diploma ilmu kearsipan (D-2) yang bertujuan mendidik 
para calon tenaga kearsipan tingkat menengah (middle grade 
atau sub-profesional archivist). 


Untuk menjamin tersedianya tenaga kerasipan yang sangat 
dibutuhkan Arsip Nasional sejak tahun 1982/83 setiap tahun- 
nya menyediakan bea siswa ikatan dinas bagi 15 orang 
mahasiswa program D-2 Ilmu Kearsipan itu. Dengan demikian 
dalam beberapa tahun mendatang akan dapat tersedia tenaga 
kearsipan yang cukup bagi pelaksanaan tugas-tugas Arsip 
Nasional baik di Pusat maupun Daerah. 


Sejauh keadaan memungkinkan akan tetap diusahakan 
pengiriman tenaga-tenaga kearsipan ke luar negeri untuk men- 
dapatkan pendidikan yang diperlukan. Pada tahun 1982/83 di- 
kirimkan 3 orang pegawai Arsip Nasional RI ke negeri Belanda. 


Mengingat berbagai instansi Pemerintah baik di Pusat 
maupun di daerah telah mulai menerapkan sistem kearsipan 
pola baru, maka sejak akhir Pelita || titik berat pendidikan dan 
latihan bidang kearsipan tidak lagi pada kearsipan dinamis, 
tetapi mulai beralih pada kearsipan statis.Hal ini mengingat 
berbagai Pemerintah Daerah telah merintis pembentukan Pusat 
Arsip bagi penyimpanan dan perawatan arsip-arsip in-aktif. 


Untuk memenuhi tenaga kader ahli kearsipan misalnya, 
Arsip Nasional mengirimkan pegawai-pegawainya ke luar 
negeri untuk mendapatkan pendidikan di bidang kearsipan, 
karena di Indonesia belum terdapat lembaga pendidikan bagi 
pendidikan ahli kearsipan. 


Sesuai dengan perkembangan kearsipan baik di Pusat, 
maupun di Daerah, kebutuhan akan ahli kearsipan sudah sangat 
mendesak. Maka paja tahun terakhir Repelita || dengan 
bekerjasama dengan Universitas Indonesia telah diselenggara- 
kan program pendidikan Purna Sarjana Ilmu Kearsipan. Di 
samping itu dengan bekerjasama dengan UNESCO dan 
SARBICA Arsip Nasional telah pula menyelenggarakan 
penataran di bidang mikro film. 


Mengingat bahwa dalam Pelita III mulai dilakukan 
penanganan arsip-arsip in-aktif pada berbagai instansi 
Pemerintah dan dilakukan penanganan arsip-arsip statis secara 
lebih intensif, maka pelaksanaan pendidikan dan latihannya 
juga dititikberatkan pada kearsipan in-aktif dan kearsipan 
statis. 


Dalam rangka usaha melengkapi bahan-bahan sejarah 
perjoangan bangsa dan bahan-bahan bukti tentang kehidupan 
kebangsaan kita, dalam rangk^ pelaksanaan kerjasama 
kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Kerajaan Belanda telah dilaksanakan usaha-usaha 
untuk mendapatkan kembali arsip-arsip Pemerintah RI yang 
pada masa Perang Kemerdekaan (tahun 1945-1950) dirampas 
oleh pihak Belanda dan disimpan di Negeri Belanda. Usaha- 


usaha ini telah berhasil dengan adanya kesanggupan dan 
persetujuan Pemerintah Belanda untuk mengembalikan arsip- 
arsip itu kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai per- 
wujudan dari persetujuan tadi, sebagian dari arsip-arsip itu pada 
bulan Nopember 1975 yang lalu telah diserahkan kembali 
kepada Pemerintah R.I dan kini disimpan di Depot Arsip 
Nasional di Ragunan. 


Selain itu dalam rangka kerjasama kearsipan antara Arsip 
Nasional R.I. dan Algemeen Rijksarchief di Negeri Belanda sejak 
tahun 1972/73 telah dilaksanakan pula pertukaran mikrofilm 
dari arsip-arsip statis yang tersimpan di kedua lembaga itu yang 
dianggap penting bagi penelitian dan penulisan sejarah kedua 
bangsa masing-masing. 


Usaha-usahaki bidang perluasan koleksi arsip-arsip (statis) 
ini akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pelaksanaannya, 
dan diusahakan juga untuk keperluan dengan negara-negara 
lain yang menyimpan bahan-bahan kearsipan yang memuat 
tentang kegiatan kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia. 


Kegiatan pengumpulan keterangan-keterangan untuk 
keperluan penelitian dan penulisan sejarah perjuangan bangsa 
dilaksanakan pula dalam bentuk proyek Sejarah Lisan. Dengan 
cara wawancara ini dimaksudkan agar keterangan-keterangan 
yang telah direkam itu dapat tersimpan sebagai sumber bahan 
keterangan yang tidak lagi terikat ataupun terbatas kegunaan- 
nya pada masa hidup seseorang yang mengetahui ataupun 
mengalaminya saja, tetapi juga pengalaman dan keterangan- 
keterangan dan selanjutnya dapat diwariskan kepada dan dapat 
dimanfaatkan pula oleh generasi bangsa yang akan datang. 


Selama Repelita || kegiatan-kegiatan di bidang kearsipan 
statis dititikberatkan pada penyediaan prasarana untuk 
menunjang kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan 
perawatan arsip-arsip secara lebih baik. 


Dalam Repelita III dilaksanakan realisasi pemeriksaan arsip- 
arsip statis secara lebih intensif untuk selanjutnya arsip-arsip 
tadi disimpan dan dirawat di Arsip Nasional. Penarikan arsip- 
arsip dari Departemen-departemen dan instansi-instansi 
Pemerintah lainnya akan lebih menjamin keselamatan arsip 
sebagai bahan bukti sejarah perjuangan bangsa bagi generasi 
yang akan datang dan juga sebagai bahan informasi dalam 
penyelenggaraan administrasi negara. 


Di samping itu akan membantu pelaksanaan penertiban 
dan penyempurnaan kearsipan dinamis pada Departemen- 
departemen dan Instansi-instansi lainnya, karena penarikan 
arsip statis itu akan mengakibatkan tersedianya cukup ruangan 


pada Instansi-instansi itu yang memungkinkan penataan arsip- . 


arsip dinamis secara lebih baik dan teratur. 


Di samping arsip-arsip statis yang diterima dari instansi- 
instansi Pemerintah selama ini telah berhasil dilakukan per- 
luasan seleksi arsip/dokumen penting, dari badan-badan atau 
perorangan yang diserahkan kepada Arsip Nasional secara suka 
rela atau dengan memberikan sekedar ganti rugi. Perluasan 
koleksi arsip ini meliputi juga arsip-arsip tentang Indonesia yang 
ada di luar negeri yang dianggap penting untuk didapatkan 
kembali dalam bentuk aslinya, mikrofilm atau bentuk reproduksi 
lainnya, antara lain : 


— arsip-arsip Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 

— arsip-arsip yang dikembalikan oleh Pemerintah Kerajaan 
Belanda, 

— mikrofilm dari arsip-arsip tentang Indonesia sebagai hasil 
saling tukar antara Indonesia dan Belanda, 

— mikrofilm dari arsip-arsip mengenai Indonesia yang di- 
peroleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

— arsip-arsip yang diserahkan oleh perorangan (Koleksi 
Bondan), 

— mikrofilm dari arsip-arsip perorangan (Koleksi Hatta) dan 
lain sebagainya. 


Dalam rangka memperkaya khasanah kearsipan, Arsip 
Nasional juga melaksanakan proyek Sejarah Lisan. Untuk 
mengumpulkan keterangan-keterangan tentang peristiwa- 
peristiwa sejarah yang tidak terdapat dalam bentuk tulisan 
dengan cara menyelenggarakan wawancara dengan para tokoh 
pejuang dan tokoh-tokoh bangsa yang direkam. Hasil rekaman- 
nya disimpan dan dirawat di Arsip Nasional. Pelaksanaan pro- 
yek Sejarah Lisan ini dibantu oleh tenaga-tenga dari berbagai 
Universitas dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya. Proyek Se- 
jarah Lisan ini tetap dilaksanakan dan ditingkatkan dalam 
Repelita III. 


Dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk 
keperluan re.torasi arsip dan reprografi, maka kegiatan 
perawatan dan pengawetan arsip serta kegiatan pemikrofilman 
arsip-arsip yang penting terus ditingkatkan. 


Juga dilakukan peningkatan pelaksanaan inventarisasi dan 
registrasi arsip serta penerbitan bahan-bahan arsip sebagai 
sumber sejarah dan bahan dasar penelitian. 


Dalam Repelita III di.samping dilaksanakan peningkatan 
terhadap usaha-usaha perluasan koleksi kearsipan, sejarah lisan- 
dan lain sebagainya , juga akan dirintis usaha pengumpulan 
arsip-arsip film dan audio-visual yang sudah tidak diperlukan 
lagi dan dalam kegiatan sehari-hari oleh instansi yang 
bersangkutan untuk selanjutnya disimpan dan dirawat di Arsip 
Nasional. 


Untuk penelitian kertas, dalam Repelita III ini mulai di- 
persiapkan suatu laboratorium yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Selulose, 
Bandung. 


Kegiatan pembinaan bidang kearsipan dinamis-in-aktif di- 
tujukan untuk menciptakan mekanisme kerja penyusutan arsip 
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 
34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. Sesuai ketentuan 
Pasal 17 PP tersebut. Prioritas penanganan dilaksanakan 
terhadap tumpukan/timbunan arsip-arsip in aktif yang tidak 
teratur. 


Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan secara 
terperinci dalam Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI nomor 
SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip In aktif Sebagai 
Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah 
Tentang Penyusutan Arsip. 


Dalam rangka pembenahan dan penertiban arsip in aktif 
di samping masalah-masalah teknis kearsipan yang perlu 
mendapatkan perhatian juga masalah penyediaan gedung 
ruangan sebagai tempat/pusat pengumpulan dan penyimpanan 
arSip in aktif pada tiap-tiap Instansi/Departemen serta fungsi dan 
kedudukan Unit-unit Kearsipan sebagai pengelola Pusat Arsip 
Instansi/Departemennya. Keadaan sekarang menunjukkan 
bahwa kedudukan Unit Kearsipan dalam struktur organisasi 
Departemen/Instansinya sangat tidak sebanding dengan beban 
kerja dan tanggungjawab yang harus dipikulnya, yaitu 
sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang nomor 7 
tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1979 
itu 

Selain kegiatan tadi telah disiapkan pula pedoman yang 
dapat digunakan untuk menentukan nilai guna arsip, sehingga 
diharapkan setiap Departemen/Instansi akan segera dapat 
menyusun jadwal Retensi Arsip yang sangat diperlukan sebagai 
dasar bagi penyusutan arsip. 


Kegiatan pembinaan kearsipan statis pada 
tahun 1982/1983 merupakan kelanjutan dan peningkatan dari 
kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan bertujuan untuk 
menyelamatkan dan melestarikan bahan bukti sejarah 
perjuangan bangsa dan bahan pertanggungjawaban nasional 
sebagai bagian warisan budaya bangsa. Untuk itu selalu terus 
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diusahakan peningkatan di bidang penyimpanan dan penataan 
arsip, perawatan dan pengawetan arsip, pengelolaan dan 
inventarisasi arsip serta pelayanan informasi dan referensi yang 
merupakan bagian kegiatan-kegiatan rutin dari suatu lembaga 
kearsipan nasional. 


Arsip Nasional RI kini selain menyimpan dan merawat 
arsip-arsip dalam bentuk tekstual/tulisan, juga arsip-arsip 
pandang-dengar (audio visual), meliputi arsip film, arsip foto 
dan arsip suara (rekaman). Untuk arsip-arsip pandang-dengar 
yang memerlukan tempat penyimpanan dan cara perawatan 
khusus sedang dibangun depot seluas 3.220 M2 yang diharap- 
kan akan bisa digunakan pada akhir tahun 1983/84. Dengan 
adanya kegiatan pembenahan dan penertiban arsip-arsip in aktif 
pada Departemen dan Instansi-instansi, maka dapat ditingkat- 
kan kegiatan penyerahan arsip-arsip statis kepada Arsip 
Nasional. Kegiatan semacam ini dilakukan pula pada tingkat 
Daerah, bahkan beberapa PemerintahlDaerah Tingkat | telah 


mendirikan Pusat Arsip Daerah dan siap untuk menyerahkan 
arsip-arsip statisnya kepada Arsip Nasional Daerah/Perwakilan 
Arsip Nasional di Daerah. 


Atas dasar kenyataan tadi dirasakan kian mendesak 
keperluan untuk mendirikan Perwakilan Arsip Nasional di 
Daerah-daerah Tingkat | itu, namun sampai tahun 1982/1983 
belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya dana dan tenaga 
yang ada pada Arsip Nasional ВІ. Pada tahun 1983/1984 di- 
harapkan dapat dimulai dengan persiapan bagi pendirian 
Perwakilan Arsip Nasional di beberapa Daerah Tingkat I, seperti 
Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menampung 
kegiatan yang semakin meningkat dari Perwakilan Arsip 
Nasional di Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan pada 
tahun 1982/1983 telah dilakukan persiapan bagi pembangunan 
depot arsip seluas 2.000 M2 di Ujung Pandang yang di- 
harapkan dapat di selesaikan pembangunannya pada 
tahun 1983/1984. 


Kegiatan Konservasi Kearsipan 


Kegiatan Konservasi kearsipan yang dilakukan bidang 
kearsipan statis tujuannya untuk menyelamatkan dan melestari 
kan bahan-bahan bukti sejarah perjoangan bangsa, dan bahan 
pertanggungjawaban nasional sebagai bagian dari pewarisan 
budaya bangsa. 


Dalam rangka kegiatan ini dilaksanakan usaha-usaha 
peningkatan kemampuan dalam tehnik perawatan dan 
pemeliharaan arsip-arsip dan usaha perluasan, Koleksi yang 
tidak hanya terbatas pada arsip-arsip dalam bentuk tekstual, 
tetapi juga bisa dilihat (film, foto) dan yang didengar (rekaman 
suara) atau arsip-arsip audio-visual, 


Sejak tahun 1981/1982 khasanah kearsipan nasional 
mulai diperkaya dengan arsip-arsip film yang berasal dari 
penyerahan film oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan 
yang diperoleh sebagai hasil kerjasama dengan pemerintah 
Belanda, yang berupa film-film koleksi Rijkavoorlichtingsdienst 
mengenai peristiwa-peristiwa di dan menyangkut Indonesia dari 
masa 1945-1946 dalam bentuk video tape serta perolehan 
berasal dari Imperial War Museum di London, Museum Sono 
Budoyo di Yogyakarta dan dari perorangan. Selain koleksi arsip 
film pada Arsip Nasional juga terdapat koleksi arsip foto hasil 
penyerahan dari Departemen Penerangan R.I dan perolehan dari 
Koninklijk Institut voor de Tropen di Amsterdam dalam rangka 
kerjasama kebudayaan/kearsipan dengan pemerintah Belanda. 


Perluasan koleksi arsip audio-visual ini mengharuskan 
Arsip Nasional untuk selain menyediakan ruangan-ruangan 


penyimpanan dengan persyaratan khusus mengenai suhu dan 
kelembaban udaranya, juga penyediaan/pengadaan peralatan 
dan perlengkapan guna keperluan perawatan dan pemeliharaan 
arsip-arsip film dan foto itu. Karena harganya cukup mahal, 
belum bisa dipenuhi semuanya. Dalam usaha meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan arsip audio- 
visual ini, Arsip Nasional pada bulan Nopember 1981 mengikuti 
"Seminar on Audio-Visual Archives” yang diadakan oleh 
SARBICA (Southeast Asian Regional Branch-International 
Council on Archivies) di Manila. 


Pada tahun 1981/1982 ini Arsip Nasional juga menerima 
penyerahan arsip-arsip statis dari Departemen Dalam Negeri, 
Sekretariat Negara, Induk Administrasi Angkatan Darat, Biro 
Pusat Statistik dan Lembaga Kantor Berita Nasional " Antara" , 
serta dari perorangan-perorangan antara lain Dr. Ruslan 
Abdulgani, Moh. Bondan, dr, A. Halim, dan lain-lainnya. 


Selain itu dari Algement Rijksarchief di Negeri Belanda dan 
dari India Office and Library di London diterima pula dan bentuk 
mikrofilm koleksi arsip dari beberapa pejabat di masa 
pemerintahan Hindia-Belanda dan pemerintahan Raffles di 
Indonesia. . 


Kegiatan Sejarah Lisan sebagai usaha perekaman 
keterangan sebagai usaha untuk melengkapi kekurangan dalam 
bahan-bahan tertulis/arsip-arsip tetap dilanjutkan dan telah 
berhasil mengumpulkan sejumlah besar rekaman wawancara 
dari tokoh-tokoh dan pelaku-pelaku dalam berbagai peristiwa 
sejarah yang penting di Indonesia. 


KERJASAMA KEARSIPAN 


Kegiatan kerjasama bidang kearsipan dimulai sejak Pelita 
ll. Kerjasama bukan saja dilakukan pada tingkat regional tetapi 
telah meningkat pada tingkat Internasional. Wadah kerjasama 
Internasionl dan Regional itu adalah ICA (International Council 
on Archives) dan SARBICA (Southeast Asian Regional Branch 
International Council on Archives). Kedua Badan Kearsipan 
Internasional dan Regional ini merupakan wadah kerjasama 
bagi meningkatkan keahlian dan pengembangan profesi 
kearsipan. Di samping itu juga merupakan forum bagi 
pendekatan serta usaha-usaha penyelesaian mengenai 
masalah-masalah umum yang menyangkut kearsipan. 


Keanggotaan pada badan-badan tadi dimanfaatkan sejauh 
mungkin untuk menunjang usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan 
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nasional. Sepanjang usaha itu menyangkut kepentingan 
bersamadari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka 
perjuangan untuk mencapai sasarannya dilaksanakan melalui 
SARBICA dan dengan dukungan negara-negara sedang ber- 
kembang lainnya. 


Pada Sidang Umum ke III, SARBICA telah memilih Kepala 
Arsip Nasional RI sebagai Ketua SARBICA. Sejak tahun 1974 
Indonesia cg. Kepala Arsip Nasional RI dalam kedudukannya 
sebagai Regional Rapporteur untuk kawasan Asia Tenggara 
dan Oceania. Juga menjadi anggota Committee on Archival 
Development dari I.C.A.Committee ini bertujuan untuk mem- 
bantu perencanaan program pengembangan dan pelaksana 
an kegiatan-kegiatan kearsipan di negara-negara yang sedang 
berkembang. 


Kerjasama regional di bidang kearsipan khususnya di- 
tujukan pada bidang pendidikan dan latihan tenaga-tenaga 
kearsipan, Job-training dan lain sebagainya. Juga untuk 
mendapatkan tenaga ahli sebagai konsultan ataupun struktur 
pada latihan ataupun kegiatan yang diadakan di Indonesia. 


Bersama dengan anggota-anggota SARBICA lainnya 
sedang diusahakan pula berdirinya Regional Training Institute 
for Archival Science untuk negara-negara di Asia Tenggara, di 
samping itu juga ada kegiatan di bidang pemikrofilman dalam 
usaha untuk saling memberikan informasi profesional serta 
usaha peningkatan pelayanan informasi untuk keperluan 
penelitian dan lain-lain. 


Kerjasama internasional di bidang kearsipan ini selain di- 
"laksanakan melalui organisasi-organisasi internasional (I.C.A. 
UNESCO dan lain sebagainya). Juga dilaksanakan secara bilateral, 
khususnya dengan negara-negara yang telah mempunyai per 
janjian kebudayaan dengan Indonesia, misalnya dengan Nege 
ri Belanda. 


Selain itu Arsip Nasional juga memanfaatkan kesempatan 
yang diberikan oleh beberapa negara dan Yayasan, seperti Ford 
Foundation, dan lain-lainnya untuk pengiriman tenaga untuk 
dididik dan dilatih dalam bidang kearsipan di luar negeri, misal- 
nya di negeri Belanda, Amerika dan Inggris. Collogium on Oral 
History (1978) dan lain sebagainya telah memberikan manfaat 
yang besar pada Arsip Nasional khususnya dan dunia kearsipan 
di Indonesia pada umumnya dalam usaha pengembangan 
kearsipan. Penyelenggaraan "Seminar On Record 
Management” oleh SARBICA pada tahun 1975 yang mem- 
bicarakan tentang fungsi dan peranan kearsipan di negara- 
negara sedang berkembang dan pentingnya pengelolaan arsip 
dinamis secara baik untuk usaha-usaha pembangunan dan 
dalam hubungannya dengan administrasi negara, sangat mem- 
bantu usaha dan kegiatan Arsip Nasional dalam pelaksanaan 
program perbaikan dan penyempurnaan kearsipan dinamis di 
Indonesia. 


Dalam hubungannya dengan ICA kita telah pula dapat 
memanfaatkan sejauh mungkin untuk menunjang kegiatan- 
kegiatan nasional, misalnya dalam rangka usaha Pengembalian 
arsip-arsip dari negeri Belanda dan Negara-negara bekas 
penjajah. Hal ini sesuai dengan Resolusi No. 4212 dari Sidang 
Umum UNESCO yang ke 19 (1977) dan Round Table 


Conference on Archives (1977) yang membahas pelaksanaan 
masalah itu di lihat dari segi tehnis kearsipan. 


Usaha dan cara Indonesia dalam mendapatkan kembali 
arsip-arsipnya, khususnya dari Pemerintah Belanda, mendapat- 
kan perhatian dari negara-negara lainnya. Hal itu mereka pelajari 
untuk kiranya dapat mereka terapkan dalam usaha mendapat- 
kan kembali arsip-arsip dari negara bekas penjajahnya. 


Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, pada 
tahun 1982/1983 kegiatan kerjasama internasional di bidang 
kearsipan dilakukan untuk menunjang kepentingan dan 
kegiatan kearsipan nasional. 


Kerjasama di bidang ke?rsipan dengan negeri Belanda 
tetap dilanjutkan dan dilak: akan dalam rangka perjanjian 
kebudayaan antara Indor.csia dengan Belanda,sedang 
keanggotaan Arsip Nasional RI dalam Internasional Council on 
Archives (ICA) juga semakin mantap sehingga kehadiran dan 
keikutsertaan Indonesia kian diperhitungkan dalam kegiatan 
dan percaturan kearsipan internasional, khususnya yang 
menyangkut kegiatan-kegiatan bagi perkembangan kearsipan 
di negara-negara berkembang. Pada tahun 1982 Arsip Nasional 
RI dipercayakan untuk menyelenggarakan Sidang Executive 
Committee- International Council on Archives (ICA) yang 
merupakan Sidang Executive Committee- ICA yang pertama ka ` 
li diadakan di benua Asia. 


Dalam tahun 1982/83 tetap dilanjutkan kegiatan 
penyusunan " Guide to the Sources of the History of Asia”, 
yang merupakan suatu proyek bersifat internasionl dan regional 
yang disponsori oleh UNESCO dengan bekerjasama dengan 
ICA dan lembaga-lembaga kearsipan di negara-negara 
bersangkutan. 


Kerjasama di bidang kearsipan dengan Negeri Belanda 
sebagai bagian dari pelaksanaan kerjasama kebudayaan tetap 
dilanjutkan dan ditingkatkan dalam bentuk pertukaran mikrofilm 
dari arsip-arsip yang penting bagi kedua negara dan dalam 
pendidikan/latihan jabatan tenaga kearsipan. Selain itu dalam 
rangka kerjasama Indonesia-Belanda ini, Arsip Nasional secara 
aktif juga ikut serta menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian 
dan pengembangan Studi Indonesia yang dikoordinir oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
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Based on its function, Law no. 7 year 1971 on Basic Provi- 
sions of Archival Matters stated that there are two meanings 
of Archives. р 


First, the Dynamic Archives, і.е. archives used directly in plan- 
ning and conducting national life in general. Or it is used directly 
in the state's administrative conduct. While the meaning of 
Static Archives is the reverse. 


The above meaning involves the authority of the archives 
institute, in this respect the National Archives Institute of the 
Republic of Indonesia, i.e. archives, the function of which lies 
in the material that nationally should be accounted for. 


If dynamic archives is concerned with efforts and activities 
of the National Archives directed to efforts of improving the 
role, function and ability of archives in the state's administra- 


tive conduct, the static archives sector is directed at providing 
infrastructure for the realization of collecting, storing and main- 
taining archives properly. Also, to secure the safety of material 
which should be accounted for nationally with regard to plan- 
ning, implementing and government's conduct in particular as 
well as historic evidence material of the nation's struggle in 
general. 


In this respect, since Pelita |, the government has made 
efforts of providing infrastructure as well as facilities which 
meet the reguired technical conditions for archives. Then, as 
the implementation of Law no. 7 year 1971 and Presidential 
Decree no. 26 year 1974 on the Organizational Structure of 
the National Archives, activities have been carried out such 
as Oral History, Preparation of Establishing a Representative 
in the region, international cooperation in the archival sector 
and other activities. 


So, since the stipulation of Law no. 7 year 1971, the Nati- 
onal Archives has carried out a series of activities to continue 
improving the efficiency and effectiveness of arranging archi- 
ves administration, both for government agencies in the capital 
as well as in the regions. This is intended as an effort for better 
stabilization of administrative handling in supporting the imple- 
mentation of the government task and other development acti- 
vities. The intention is also, that the whole archival arrange- 
ment, particularly concerning the government's apparatus, 
constitutes a good system and being adhered to by all organiza- 
tional elements in the government's apparatus. In so doing, 
uniformity can be achieved, specifically with regard to arra- 
nging the system of archives. 


For a better picture, below is a description of the National 
Archives activities during the fifteen years since the start of 
Pelita |. 
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DEVELOPMENT PROGRAM 


In line with the development of reguirement, the main prio- 
rity in the development program is given to the sector of dyna- 
mic archives. This activity is intended as an effort of supporting 
an efficient and effective information system. In so doing, the 
arrangement of dynamic archives, both for archives as official 
evidence material regarding the government's administrative 
conduct as well as development, can be safeguarded and pre- 
served. Particularly as evidence of national responsibility as. 
stipulated in Law no. 7 year 1971 on Basic Provisions of Ar- 
chives. | í 


Until now, for the system of management and arrange- 
ment of a dynamic archives, a good archives system has been 
successfully determined and developed. Which means that 
such a pattern has become the standard pattern for the admi- 
nistrative system in Indonesia. This system is known as " Archi- 
ves system with card control”. At present, the system is wide- 
ly spread and applied by various government agencies, both 
at the capital level as well as in the region. 


Until now, activities in the sector of dynamic archives have 
been directed at consolidation. But efforts are still being conti- 
nued to straighten in-active dynamic archives as a realization 
of implementing the Government Decree no. 34 year 1979 on 
Reducing Archives. 


In this connection, research and survey activities are carri- 
ed out at various agencies. The result, becoming an input for 
improvement and augmentation of the system is also intended 
for familiarizing with problems/obstacles occurring at various 
agencies. Especially thosehaving relationship with efforts of 
developing archives. 


The basic problems which are obstacles for developing a 
dynamic archives, generally concern several factors such as : 


1. The lack of a work system/work procedure for archives in 
line with and keeping pace with the policy and achieving 
the objective of the organization/agency. 

. The lack of a planning and personnel assignment/placement 

which are appropriate for handling of archives activities. 

The limited well trained personnel for handling the archives 

sector. 

There is still an attitude of being not responsive toward the 

need for a change and improvement in the administration 

of archives. 

The lack of sufficient funds and equipment required to sup- 

port development activities in the archives sector. 

The insufficient managerial back up for those efforts. 


In overcoming those obstacles, direct consultation is held. 
To the Team for Developing and Straightening Archives at an 
agency, for example, direction/guidance and assistance are ex- 
tended. While to overcome obstacles in the technical sector, 
the National Archives Institute is publishing guide books for 
archives personnel. 


To improve the ability and skill of personnel in charge with 
operating/managing a dynamic archives at government agenci- 
es in the capital as well as in the Region, the National Archives 
is regularly conducting upgrading for dynamic archives, consis- 
ting of upgrading for active dynamic archives and upgrading 
for inactive dynamic archives. 


Upgrading of active dynamic archives ts stressed at the 
ability to carry out a filing system, while for the inactive dyna- 
mic archives at practical training in handling and straightening 
of inactive archives. 
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Besides arranging upgrading, the National Archives is also 
assisting directly the upgrading of archives organized by the 
respective Department/Agency, both by developing a curricu- 
lum and preparing of study material as well as providing and 
assisting with teaching personnel. 


Within the framework of an overall provision and supply 
of archives personnel, the National Archives is cooperating 
with the University of Indonesia cq the Discipline of Library, 
Faculty of Literature, University of Indonesia (UI). In the acade- 
mic year 1982/1983, a program diploma for archives (D-2) 
could be started with the objective of educating middle grade 
candidates in archival matters (sub-professional archivist). 


To assure the availability of archivists who are urgently 
required, the National Archives since 1982/83 has been gran- 
ting annually scholarships on a service contract basis to 15 
students for D-2 program (Archives discipline). In so doing it 
is expected that in the coming several years, there will be avai- 
lable sufficient archivists to work at the National Archives, both 
in the capital as well in the regions. 


In as far as feasible, efforts will be continued of sending 
archivists overseas for obtaining the required education (trai- 
ning). In 1982/1983, 3 employees of the National Archives 
of the Republic of Indonesia were sent to the Netherlands. 


Considering that various Government agencies, both in the 
capital as м 41 as in the regions have started applying the sys- 
tem of dynamic archives, since the end of Repelita Il, the em- 
phasis of education and training in the archival sector is no 
longer at dynamic archivies, but started to shift to static archi- 
ves. Because various Regional Governments have started with 
the formation of a Central Archives for storing and maintaining 
inactive archives. 


To meet the requirement of cadre archivists, for example, 
the National Archives is sending its employees overseas to ob- 
tain training in the archives sector, because Indonesia has not 
yet educational institutes for training archivists. 


In line with the development of archives, both in the capital 
as well as in the regions, there is a very urgent need for experts 
in archives. Therefore, at the last year of Repelita ||, in coopera- 
tion with the University of Indonesia was arranged an educatio- 
nal program for doctor in the discipline of archives. In addition, 
in cooperation with UNESCO and SARBICA, the National Archi- 
ves has also arranged upgrading in the field of microfilm. 


Taking into consideration that in Pelita Il a start was made 
in handling inactive archives at various government's agencies 
and also handling of static archives more intensively, the imple- 
mentation of education and training was also stressed at inac- 
tive and static archives. 


Within the scope of completing material on the history of 
the nation's struggle and evidence on the life of our nationa, 
within the framework of implementing cultural cooperation bet- 
ween the Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of the Kingdom of the Netherlands, efforts have 
been carried out for the return of archives belonging to the 
Government of the Republic of Indonesia which during the 
struggle for Independence (1945 — 1950) were confiscated 
by the Dutch and kept in the Netherlands. Those efforts have 
been successful with the willingness and agreement from the 
Dutch Government to return those archvies to the Govern- 
ment of the Republic of Indonesia. As a realization of that 
agreement, part of those archives were submitted in November 


1975 to the Government of Indonesia and are now kept at the 
Depot of the National Archives at Ragunan. 


Apart from that, within the framework of cooperation in 
the sector of archives between the National Archives of In- 
donesia and the Algemeen Rijksarchief in the Netherlands, sin- 
ce 1972/73, an exchange was conducted of microfilms from 
static archives kept at both institutes and regarded important 
for research and the writing of history of both nations. 


Efforts for expanding the collection of archives (static) are 
still being pursued and its implementation intensified, and ef- 
forts are also made for the need with other countries keeping 
archival material about the life and struggle of the Indonesian 
nation. 


Activities of collecting information for the purpose of re- 
search and writing the history of the nation's struggle is also 
carried out in the form of Oral History project..It is intended 
that through interviews the recorded information can be stored 
as source material, the use of it is no longer tied or restricted 
to the life period of a person who only knew or experienced, 
but the experience and information can become a legacy and 
also utilized by the coming generations. 


During Repelita II, activities in the field of static archives 
were emphasized at providing infrastructure to support activiti- 
es of proper collecting, storing and maintaining of archives. 


In Repelita lll, a more intensive examination of static archi- 
ves was carried out, and those archives then stored and main- 
tained at the National Archives. 


Withdrawing the archives from the Departments and other 
government agencies will offer a better security in safeguarding 
the archives as evidence about the history of the nation's strug- 
gle to the next generation and also as information material in 
conducting the state's administration. 


Apart from that, it will also assist in the implementation 
of straightening and improving dynamic archives at the Depart- 
ment and other government agencies, because with the with- 
drawal of those static archives, there will be sufficient space 
available at those government agencies which will enable the 
organizing of a better and orderly dynamic archives. 


Besides the static archives received so far from the Go- 
vernment agencies, an expansion was successfully conducted 
of selected archives/important documents from material sub- 
mitted by individuals voluntarily to the National Archives or 
against a small taken of appreciation. The expansion of this 
archival collection also included archives about Indonesia avai- 
lable overseas and which are important for regaining in its origi- 
nal form, microfilm or other reproductions, such as : 


— archives of the Emergency Government of the Republic 
Indonesia (PDRI) in Sumatra during the struggle for indepen- 
dence. 

— archives returned by the Netherlands Government. 

— microfilms and archives about Indonesia as a result of ex- 
change between Indonesia and the Netherlands. 

— microfilms and archives about Indonesia obtained from the 
United Nations Organization. 

— archives submitted by an individual (Bondan collection). 

— micro films of individual archives (Hatta Collection), etc 


Within the framework of expanding our wealth of archives, 
the National Archives is also implementing the Oral History pro- 
ject. The implementation of this project is assited by manpower 
from various Universities and other scientific institutes. This 
Oral History project continuous to be implemented and inten - 
fied in Repelita III. 


With the availability of equipment and facilities for the pur- 
pose of archives restoration and reprography, the activities 
such as archives maintenance and conservation as well micro- 
film activities for important archives are continuously im- 
proved. 


There are also activities of intensifying inventory and regis- 
tration of archives as well as the publication of archival material 
as a source for history and basic material for research. 


In Repelita III, besides carrying out the intensification of 
activities in expanding archival collection, oral history and o- 
ther, also a start will be made with the collection of film archi- 
ves and audiovisual which are no longer required in daily activi- 
ties of the government agencies concerned so that they can 
be stored and maintained at the National Archives. 


For paper research, in Repelita lll a start made with the 
preparation of a laboratory, the implementation of which is car- 
ried out in cooperation with Cellulose Research Institute at Ban- 
dung. 


Activities of developing a dynamic-static archival sector 
is aimed at creating a mechanism and a reduction of archives 
as stipulated in the Government Decree no. 34 year 1979 
about the Reduction of Archives. In accordance with Article 
17 of that Government Decree, priority is given to the handling 
of piles/accumulation of inactive archives of irregular nature. 


Its technical implementation is further arranged and detail- 
ed in a Circular (Letter) by the Director of the National Archives 
of the Republic of Indonesia no. SE/01/1981 on the Handling 
of Inactive Archives as the implementation of Transitional Pro- 
visions of the Government Decree of Reducing Archives. 


Within the framework of straightening and order of this 
inactive archives, apart from archival problems of a technical 
nature which require attention, there is also the problem of pro- 
viding building/space as a place/center for collecting and accu- 
mulating inactive archives at each Government agency/Depart- 
ment as well as the function and the status of Archival Units 
as the Center for managing the archives at the agency/Depart- 
ment concerned. The present condition shows that the status 
of the Archival Unit within the structure of the Department/ 
Agency is not equal to its workload and responsibility, as stipu- 
lated in Law no. 7 year 1971 and Government Decree no. 34 
year 1974. 


Apart from those activities, there was also prepared a gu- 
ide which can be used in determining an archival value so that 
each Government Department/Agency is expected able to draft 
an Archival Retention Schedule which is very much required 
as a basis for reducing archives. 


Activities of developing static archives in 1982/1983 are 
a continuation and intensification of activities in previous years 
with the objective of safeguarding and preserving evidence ma 
terial about the history of the nation's struggle and material 
to be accounted for nationally as part of the nation's cultural 
heritage. For that purpose, continuous efforts are made to im- 
prove the storage and arrangement of the archival sector, main- 
tenance and conservation of archives, management and inven- 
tory of archives as well as information service and reference 
which constitute part of the routine activities of a national ar- 
chives institute. 


At present, the National Archives of the Republic of Indo- 
nesia is not only storing and maintaining archives in the form 
of texts/writings (manuscripts), but also audio-visual archives, 
covering archives of films, photographs and recordings (voice). 


For audio-visual archives which require special storage and 
maintenance, a depot is being built covering an area of 3.220 
M2, expected for completion and utilized at the end of 1983/ 
1984. With the existing activities of-straightening and arra- 
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nging of inactive archives at Department and Agencies, efforts 
of submitting static archives to the National Archives. Such 
activity is also carried out in the regions, even several Regional 
Government of the First Level (Province) have started establi- 
shing a Regional Archives Center and ready to submit its static 
archives to the Regional National Archives/Representative of 
the National Archives in the Region. 


Based on the above facts it is felt that it has become more 
urgent to establish a National Archives Representation at each 
Region of the First Level (Province), yet until 1982/1983 it 
could not be implemented due to the limited funds and man- 


power available at the National Archives of the Republic of In- 
donesia. 


It is expected that in 1983/1984, a start will be made with 
the preparation of establishing National Archives Representati- 
on (Agency) in several Regions of the First Level, such as Aceh, 
Central Java and East Java. 


To accommodate the ever increasing activities of the Nati- 
onal Archives Agency in the province of South Sulawesi, prepa- 
rations were made in 1982/1983 for the construction of a de- 
pot covering an area of 2.000 M2 at Ujung Pandang and its 
construction is expected for completion in 1983/1984. 


Conservation of Archives 


Activities of conserving archives are conducted in the sta- 
tic archives sector with the objective of safeguarding and pre- 
serving evidence material about the history of the nation's 
struggle, and material to be accounted for nationally as part 
of the nation's cultural heritage. 


Within the framework of these activities, efforts are carried 
out to improve the technical ability in treating and maintaining 
archives and efforts of expanding the collection which is not 
only limited to archives in the form of texts, but can also be 
seen (film, photograph) and can be listened to (voice recording) 
or audio-visual archives. 


Since 1981/1982, the library of the National archives star- 
ted to be added with film archives originating from the submis- 
sion of films by the Center of the Government's Film Production 
(PPFN) and which was obtained as a result of cooperation with 
the Netherlands Government, in the form of films from the col- 
lection of the Rijksvoorlichtingsdienst (Government Information 
Service) about events in and about Indonesia from the period 
of 1945 — 19486 in video tapes and those obtained from the 
Imperial War Museum in London, the Museum Sono Budoyo 
in Yogyakarta and from individuals. 


Apart from this collection of audio-visual archives, at the 
National Archives can also be found a collection of photo archi- 
ves submitted by the Department of Information of the Repu- 
blic of Indonesia and gifts the Koninklijk Instituut voor de Tro- 
pen (Royal Institute for the Tropics) in Amsterdam within the 


framework of cooperation in the field of culture/archives with 
the Netherlands Government. 


Expansion of this collection of audio-visual archives com- 
pelled the National Archives to provide space for storage which 
require special provisions with regard to temperature and its 
air humidity. Also, providing and supply of equipment and facili- 
ties for treating and maintaining those archives of films and 
photographs. 


Because of the quite high value, not all could be met, yet. 


Within the framework of improving the knowledge and the 
ability to manage this audio-visual archives, in November 1981, 
the National Archives attended a "Seminar on Audio-Visual 
Archives" arranged by SARBICA (Southeast Asian Regional 
Branch — International Council on Archives) in Manila. 


In 1981/1982, the National Archives also accepted the 
transfer of static archives from the Department of Domestic 
Affairs, the State Secretariat, the Army's Administrative Cen- 
ter, the Central Bureau for Statistics (BPS) and the National 
News Agency Foundation " Antara" , as well as from individuals 
such as Dr. Ruslan Abdulgani, Moh, Bondan , dr. A. Halim 
and other. 


Apart from that, was also received from the Rijksarchief 
in the Netherlands and from the India Office and Library in Lon- 
don, a collection of microfilm archives from various officials 
during the period of the Netherlands Indisch Government of 
Raffles in Indonesia. 


COOPERATION IN ARCHIVAL 
MATTERS 


Activities in the field of cooperation on archival matters 
started since Pelita II. This cooperation is not only conducted 
at the regional level, but has raised to the International level. 


The vehicle for International and Regional cooperation is 
ICA (International Council on Archives) and SARBICA. 


Both International and Regional Agencies on Archives is 
a place for cooperation in enhancing expertise and developing 
professionalism in archives. 


Apart from that, it is also a forum for approach as well 
as settling of general problems concerning archival matters. 


Membership of those agencies is utilized as much as possi- 
ble to support national efforts and activities. In as much as 
the activity is concerned with mutual interest of countries in 
the Southeast Asian region, effort of achieving its objective 
is carried out via SARBICA and with the support of other deve- 
loping countries. 
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In its 3rd General Meeting, SARBICA selected the Director 
of the Indonesian National Archives as chairman of SARBICA. 


Since 1974, the Director of the National Archives of Indo- 
nesia, in his capacity as Regional Rapporteur for theSouth Asi- 
an region and Oceania, is also a member of the Committee on 
Archival Development of I.C.A. The objective of this Commit- 
tee is to assist planning development program and implemen- 
ting activities in the developing countries. 


Regional cooperation in the archives sector is particularly 
aimed at education and training of archives personnel, job trai- 
ning, etc. Also to abtain expert(s) as consultant as well as ins- 
tructor at a training or activities conducted in Indonesia. 


Together with the other members of SARBICA, efforts are 
also made in establishing a Regional Trading Institute for Archi- 
val Science for countries in Southeast Asia, apart from activiti- 
es in the sector of microfilm as an effort of mutual exchange 


of professional information as well as efforts of enhancing in- 
formation service for the purpose of research and other. 


International cooperation in this archives sector, apart from 
being implemented through international organizations (I.C.A., 
UNESCEO, etc.), is also conducted bilaterally, particularly with 
countries which already has a cultural agreement with Indone- 
sia, for example the Netherlands. 


Furthermore, the National Archives is also utilizing the 
opportunity given several countries and Foundations, such as 
the Ford Foundation and other for sending personnel to be edu- 
cated and trained overseas in archival matters, such as in 
the Netherlands, the U.S.A. and Great Britain. 


Colloqium on Oral History (1978) and other have been of 
great benefit to the National Archives in particular and to the 
archives sector in Indonesia generally, in efforts of developing 
archives. The arrangement of the " Seminar on Record Mana- 
gement" by SARBICA in 1975, discussing the function and 
role of archives in the developing countries and the importance 
of proper management of dynamic archives in development 
activities and in its relationship with the state's administration, 
had been a great help for the efforts and activities of the Na- 
tional Archives in implementing its improvement program and 
the improvement of dynamic archives in Indonesia. 


In the relationship with ICA, as much as possible we have 
also utilized the opportunity to support national activities, such 
as within the framework of returning archives from the Nether- 
lands and countries which had colonies in the past. 


Like in previous years, in 1982/1983, international coope- 
ration in the archives sector is continued and implemented 


within the scope of the cultural agreement between Indonesia 
and the Netherlands, while the membership of the National Ar- 
chives in the International Council on Archives (ICA) has be- 
Come more stable so that Indonesia's presence and participa- 
tion have been increasingly taken into consideration in the inter- 
national activitie of archives, especially activities regarding the 
development of archives in the developing countries. 


In 1982, the National Archives of the Republic of Indonesia 
was entrusted with the task of organizing the Meeting of the 
Executive Committee — International Council on Archives 
(ICA), which was the first Meeting of the Executive Committee 
— ICA to be held in Asia. 


In 1982/83, activities are continued to draft a " Guide to 
the Sources of the History of Asia" , which is a project with 
an international and regional character, sponsored by UNESCO 
in cooperation with ICA and other archives institutes in the 
countries concerned. 


Cooperation in the archives sector with the Netherlands 
as part of implementing cultural cooperation remained to be 
continued and intensified by way of a microfilm exchange 
which is important for both countries and in the education/trai- 
ning of personnel for archives. 


Apart from that, within the framework of Indonesia — Ne- 
therlands cooperation, the National Archives has been actively 
participating and support implementing research activities and 
the development of Indonesia Study which is coordinated by 
the Directorate General for Higher Education of the Department 
of Education and Culture. 
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Arsip Nasional Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga 
Non Departemen yang mempunyai tugas khusus, yakni meng- 
arsipkan atau menyimpan arsip tentang kegiatan Pemerintah 
Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh kegiatan Peme- 
rintah Republik Indonesia dari masa persiapan kemerdekaan 
sampai masa pembangunan sekarang ini, tersimpan secara baik 
di Lembaga Negara ini. 


The National Archives of the Republic of Indonesia - one of 
many non-departmental institutions has a great deal af docu- 
ments dated back to preproclamation period as well as the pre- 
sent development implementation era carried out by the New 
Order Government. 
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Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Arsip Nasio- 
nal Dra Soemartini didampingi oleh beberapa orang tena- 
ga ahli, yang 2 orang diantaranya adalah Drs A Hadi Abu- 
bakar sebagai Sekretaris dan Drs Machfudi Mangkudilaga 
sebagai Kepala Pusat Konservasi Kearsipan. Rekaman foto 
pada halaman ini, menggambarkan saat-saat kunjungan 
Mensesneg Soedharmono, SH dan pejabat-pejabat Peme- 
rintah lainnya ke Kantor Pusat Arsip Nasional di Jalan 
Ampera Raya, Cilandak III Jakarta. 


Various forms and sorts of documents which are maintain- 
ed in a newly-erected building of the National Archives. 
The management of the National Archives is presently led 
by Dra Soemartini who assisted by among others, Drs A 
Hadi Abubakar, her secretary, and Drs Machful Mangku- 
dilaga, Chief of Document Conservation Centre. Seen in 
the picture are Minister/State Secretary Soedharmono and 


other prominent figures visiting the National Archives. 


Dalam usaha memelihara keutuhan dan keselamatan arsip seluruh kegiatan 
Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan data-data penting sejarah 
nasional ini, kini Lembaga Arsip Nasional telah dilengkapi dengan fasilitas 
perkantoran dan sarana kerja yang memadai. Untuk bidang-bidang pekerja- 
an tertentu telah digunakan peralatan yang modern, seperti komputer dan 
lain-lainnya. Sejalan dengan peningkatan peralatan kerja tersebut, kemam- 
puan kerja aparat Lembaga inipun ditingkatkan secara terus menerus, baik 
melalui penataran-penataran, maupun melalui tambahan pendidikan formal 
yang diperlukan. 


Documentation must be conducted and maintained orderly and accurately. 
Various forms and methods in safeguarding the bundles of documents hav- 
ing a great importance for Indonesian histories. Special actions have been 
taken to maintain the National Archives collections. 
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Dalam rangkuman foto pada halaman ini, digambarkan ja- 
lannya kesibukan kerja petugas Arsip Nasional sehari-hari. 
Disini terlihat, betapa pekerjaan mengarsipkan seluruh 
data-data kegiatan Pemerintah Republik Indonesia dilaksa- 
nakan petugas dengan tertib dan teliti. Seluruh bundel ar- 
sip yang mempunyai arti penting dalam sejarah nasional 
keutuhan dan keselamatannya dijaga secara khusus. 


Both modern technology and skilled and dedicated ar- 
chivists are urgently needed to maintain the national do- 
cumentations. Archivists work to promote the growth of 
the national development through national documentation 
maintenance. 


Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional 


l. PENDAHULUAN 

NH. KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH 

lll. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 

IV. PELAKSANAAN DAN HASIL-HASIL PROGRAM K.B. 
(PELITA |, Il, 111) 


l. INTRODUCTION 

І. FAMILY PLANNING AS NATIONAL PROGRAMME 

Ill. FAMILY PLANNING SERVICES 

IV. PROGRAMME EXECUTION AND RESULTS 
(PELITA І, Il, AND III) 
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I. PENDAHULUAN 


Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang ber- 
kembang menghadapi masalah yang dewasa ini merupakan 
problema dunia yaitu masalah peledakan penduduk. Berdasar- 
kan sensus penduduk tahun 1961, 1971 dan 1980, Indonesia 
berpenduduk 97.085.348 orang, 119.208.229 dan 
147.490.298. Apabila pertambahan penduduk yang tinggi 
tetap dibiarkan dalam arti tidak dikendalikan, maka dalam 
tahun 2000 penduduk Indonesia diperkirakan akan menjadi tiga 
kali lipat jumlah penduduk tahun 1961. Melihat gejala ini, 
Pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya dilaksanakan 
Program Kependudukan Keluarga Berencana. 


Pada masa sebelum Repelita dilaksanakan Keluarga 
Berencana belum menjadi suatu gerakan nasional. Keluarga 
Berencana terutama, belum diperkenalkan sebagai suatu 
gerakan yang luas mencakup kaitan-kaitan ekonomis dan 
sosial. Usaha KB ini diperkenalkan hanya sebagai alasan-alasan 
kesehatan dengan menjarangkan kelahiran. Dengan kata lain, 
motivasinya lebih banyak pada segi kesehatan saja. Titik berat 
kampanye KB waktu itu adalah alasan-alasan persatuan 
membangun identitas bangsa, serta ikut dalam percaturan 
politik dunia, maka Pemerintah belum sempat memberikan 
dukungan politis maupun dukungan teknis operasional. 


Di pihak lain masyarakat sendiri belum bisa menerimanya 
sebagai pembatasan kelahiran untuk mengurangi tekanan 
penduduk menuju kesejahteraan ekonomi. Padahal kenyataan 
nya pembangunan ekonomi pada masa itu berjalan sangat 
lambat. Menurut catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 
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Indonesia lebih kurang 1,696 selama tahun 1960-1964, 
merupakan pertumbuhan di bawah tingkat pertumbuhan 
penduduk. 


Dari survai demografi yang dilakukan pada tahun 1963, 
diperkirakan angka pertumbuhan sebesar 2,8 setahun. 
Sesudah periode tahun 1966 yakni setelah Pemerintah Orde 
Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat, maka masalah penduduk 
ini mendapat perhatian yang sesungguh-sungguh. Secara 
resmi, Progam Nasional Keluarga Berencana mulai dilaksanakan 
pada tahun 1970 berdasarkan struktur organisasi yang ditetap- 
kan dengan Keppres No. 33/1972 dan disempurnakan kembali 
dengan Keppres No. 38/1978 mencakup program 
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Lebih luas lagi di- 
tuangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
TAP MPR No. IV tahun 1978 menegaskan bahwa kebijaksana- 
an kependudukan perlu dirumuskan secara nasional dan 
menyeluruh serta dituangkan dalam program-program 
kependudukan yang terpadu. Bidang-bidang yang ditangani 
meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian 
terutama kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, 
penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang, pola 
urbanisasi yang berimbang merata serta perkembangan dan 
penyebaran angkatan kerja. 


GBHN 1978 selanjutnya menegaskan bahwa tujuan 
program Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan ke- 
sejahteraan Ibu dan anak dalam rangka menjamin terkendalinya 
pertumbuhan penduc'.». Indonesia. 


Berhasil tidaknya pelaksanaan program Keluarga 
Berencana akan menentukan pula berhasil tidaknya usaha 
mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu 
masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat 
mendesak dan harus ditangani sungguh-sungguh. 


Dalam Pelita I, II dan selama empat tahun Pelita III 
berlangsung, dapat dilihat angka-angka jumlah peserta keluarga 
berencana semakin naik dan cukup membesarkan hati serta 
merupakan indikasi keberhasilan pelaksanaan program 
Keluarga Berencana diIndonesia. Sampai dengan empat tahun 
Pelita III kegiatan Keluarga Berencana terus diintensifkan 
terutama yang berhubungan dengan usaha-usaha penerangan 
dan motivasi, pendidikan, latihan, pelayanan Keluarga 
Berencana. Dan belakangan kampanye KB dilakukan melalui 
safari KKB (Keluarga Kecil Bahagia)” Seyum"” terpadu. Tujuan- 
nya meningkatkan jumlah peserta KB baru, mendorong proses 
pendidikan moral dalam rangka menumbuhkan gairah 
masyarakat serta memassalkan pelayanan keluarga kecil 
bahagia bersama masyarakat. 


Pelaksanaan "Safari Seyum Terpadu KKB” ternyata 
mampu mencapai hasil yang cukup mengagumkan. Mendekati 
jumlah yang ditargetkan oleh Pelita Ill untuk peserta KB aktif. 
Dari target 12,7 juta peserta KB aktif sampai September 1983 
yang sudah tercapai sekitar 12 juta. (Lihat tabel 1). Dan 
mengenai hasil pencapaian target peserta KB baru selama 
Pelita Ill (Lihat tabel 2). 
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TABEL 1 
PENCAPAIAN HASIL PESERTA KB BARU DAN 
PESERTA KB AKTIF PER PROPINSI 


TAHUN 1983/1984 ") 
PROPINSI PESERTA KB BARU PESERTA KB AKTIF 

TARGET PENCAPAIAN % PENCAPAIAN % THDPUS 
D КІ. JAKARTA 226.680 135.488 59,7 474.074 43,0 
JAWABARAT 941.116 537.052 57,0 2.307.733 47,1 
JAWA TENGAH 748.957 447.335 59,7 2.399.410 58,0 
D.I. YOGYAKARTA 102.866 32.178 31,2 290.939 73,9 
JAWA TIMUR 851.993 355.086 41,6 3.301.728 65,1 
BALI 53.947 25.878 47,9 276.230 70,6 
JAWA BALI 2.925.509 1.533.017 52,4 9.050.114 56,6 
D.I. ACEH 38.562 21.014 54,4 133.943 32,7 
SUMATERA UTARA 169.048 100.119 59,2 593.511 48,0 
SUMATERA BARAT 68.268 : 37.475 54,8 196.538 396 . 
SUMATERA SELATAN 80.484 . 46.753 52,8 266.615 37,2 
LAMPUNG 76.500 - 58.113 75,9 296.342 ` 34,6 
NUSA TENGGARA BARAT 125,349 24.964 19,9 190.030 45,6 
KAL. BARAT | 56.947 27.034 47,4 160.619 39,9 
KAL. SELATAN 29.701” 19.903 67,0 141.805 41,3 
SULAWESI UTARA 39.984 31.046 77,6 179.550 56,9 
SULAWESI SELATAN 146.683 48.043 32,7 474.104 53,5 
LUAR JAWA BALI | 839.506 414.464 49,3 2.633.057 43,3 
RIAU - | 30.976 15.126 48,8 50.379 14,8 
JAMBI 29.808 11.872 39,8 52.662 21,1 
BENGKULU 21.621 13.942 64,4 53.902 42,8 
NUSA TENGGARA TIMUR 41.592 28.926 69,5 - 52.762 14,3 
KALIMANTAN TENGAH 6.803 13.457 197,8. 30.176 19,8 
KALIMANTAN TIMUR 20.684 12108 58,5" 39.900 20,0 
SULAWESI TENGAH 9.890 12.316 124,5 41.472 21,5 
SULAWESI TENGGARA 17,570 9.984 56,4 20.180 15,1 
MALUKU 24.601 8.004 326 19.934 9,8 
IRIAN JAYA 22.210 5.091 22.9 14.000 - 7,1 
TIMOR TIMUR 12.090 1.445 11.9 3.004 3,8 
LUAR JAWA BALI || 237.845 132.301 55,6 378.371 16,9 
INDONESIA 4.0022.860 2.079.782 51,9 12.061.542 49,6 
° Deta sampel Bulan September 1963. 

TABEL 2 
HASIL PENCAPAIAN PESERTA KB BARU 
SELAMA PELITA Ili TAHUN 1979/80 — 83/84 *) 

DAERAH 79/80 80/81 81/82 82/83 63/84 * 
JAWA DAN BALI 
TARGET SASARAN 1,676.400 1.560.000 1.249.060 2.687.723 2.925.509 
HASIL 1.772.174 2.145.402 2.075.029 2.825.938 1.533.017 
AJB. | 
TARGET SASARAN 696.433 852.370 595.815 721.771 839.506 
HASIL 400.912 768.992 717.090 851.598 414.464 
A.J.B. |! 
ARCET SASARAN 68.238 265.548 173.234 212.101 237.845 
HASIL 56.705 136.850 174.778 207.940 132.301 
NASIONAL 
TARGET SASARAN 2.341.071 2.677.918 2.018.109 3.621.595 4.002.860 
HASIL 2.229.791 3.051.244 2.966.897 3.885.476 2.079.782 
PROSENTASE 95.2 113,9 147,0 107,3 51,9 


"| Osta sempe dengan bulan September 1963 
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KELUARGA BERENCANA 
SEBAGAI PROGRAM NASIONAL 


A. 


Program kependudukan keluarga berencana di Indonesia 
ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Kecil yang Bahagia dan 
Sejahtera, yang merupakan sumber daya manusia dengan 
mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya 
pertumbuhan penduduk Indonesia. Dengan mewujudkan 
Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera ini diharapkan akan 
dapat terbentuk pola tingkah laku fertilitas di tiap-tiap keluarga 
yang menguntungkan bagi pengendalian jumlah kelahiran 
masyarakat Indonesia. Guna patokan dalam usaha-usaha untuk 
mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan suatu target 
demografis berupa penurunan angka fertilitas dari 4496 pada 
tahun 1971 menjadi 2296 pada tahun 1990. 


TUJUAN PROGRAM 


Untuk mencapai tujuan tadi maka penggarapan program 

nasional keluarga berencana diarahkan kepada dua bentuk 
sasaran, Sasaran langsung : Yaitu para pasangan usia subur, 
dengan jalan mereka secara bertahap agar mejadi peserta 
keluarga berencana yang aktif lestari sehingga memberikan 
efek langsung penurunan fertilitas. 
Sasaran tidak langsung : yaitu organisasi-organisasi/lembaga- 
lembaga kemasyarakatan, instansi-instansi Pemerintah 
maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat (wanita, pemuda) 
diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses 
pembentukan sistem nilai di kalangan masyarakat yang dapat 
mendukung usaha pelembagaan norma keluarga kecil yang 
bahagia dan sejahtera. 


B. STRATEGI PROGRAM 


| Program Kependudukan Keluarga Berencana dalam 
^ pelaksanaannya memiliki pedoman dalam bentuk strategi 
program yang merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan di 
lapangan. 


Dalam bab ini diuraikan mengenai program kependudukan 
Keluarga Berencana sebagai bagian integral dari program 
pembangunan, political commitment, partisipasi masyarakat, 
BKKBN sebagai koordinasi dan desentralisasi manajemen. 


1. Program Kependudukan Keluarga Berencana Se 
bagai Bagian Integral Dari Program Pembangunan 
Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pem- 
bangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan 
masyarakat Indonesia seutuhnya berarti meliputi semua aspek 
kehidupan penduduk, baik yang bersifat material maupun yang 
bersifat spiritual. Pembangunan di bidang material dan spiritual 
merupakan tanggung jawab bersama baik Pemerintah maupun 
masyarakat. 


Peningkatan usaha pembangunan yang pada mulanya di- 
titik beratkan pada aspek material terutama di bidang ekonomi, 
telah diperluas sedemikian rupa sehingga meliputi pula aspek 
spiritual dan di bidang sosial termasuk aspek Kependudukan 
Keluarga Berencana. 


Program Kependudukan Keluarga Berencana yang 
merupakan salah satu program pembangunan menjadi bagian 
integral dari program pembangunan manusia Indonesia seutuh- 
nya. Sehingga dengan keberhasilan program ini akan 
membawa pengaruh positif terhadap kegiatan pembangunan 
lainnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, dalam 
pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana 
harus melibatkan seluruh masyarakat, baik lembaga-lembaga 
Pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya 
guna menjamin keberhasilan Program Kependudukan Keluarga 
Berencana ini. 


2. Kesepakatan Politik (Political Commitment) 


Dalam rangka melibatkan masyarakat dan Pemerintah 
secara langsung pada program Kependudukan Keluarga 
Berencana, diperlukan suatu kesepakatan politis (political 
commitment), baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari 
Pemerintah. 


Menyadari akan pentingnya hal ini maka Presiden Soeharto 
pada tahun 1967 menandatangani suatu deklarasi dengan 
pemimpin-pemimpin dunia lainnya tentang permasalahan 
kependudukan yang dihadapi oleh dunia dan perlunya 
pemecahan masalah itu. Masyarakat melalui wakil-wakil dalam 


MPR menetapkan tentang perlunya pelaksanaan Program 
Kependudukan Keluarga Berencana. Penetapan kebijaksanaan 
oleh MPR yang dituangkan dalam GBHN 1973 dan GBHN 1978 
serta dijabarkan kegiatannya oleh pemerintah melalui Pelita II 
dan Pelita III. Kesepakatan yang dikemukakan itu merupakan 
kesepakatan politis pada tingkat nasional yang selanjutnya 
dijabarkan sedemikian rupa secara operasional pada berbagai 
tingkat dan lapangan (propinsi, kabupaten/kodya, kecamatan 
dan desa). Penjabaran kesepakatan politis ini pada tingkat 
lapangan sangat penting, karena pada akhirnya pelaksanaan 
program Kependudukan Keluarga Berencana dilaksanakan di 
lapangan terutama tingkat pedesaan dan lebih utama lagi pada 
tingkat pasangan suami isteri. 


Kesepakatan politis pada tingkat lapangan sangat di- 
tentukan oleh peranan Pemerintah Daerah (Gubernur, 
Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa); dalam rangka 
menarik atau menumbuhkan partisipasi instansi-instansi 
Pemerintah di wilayahnya dan masyarakat di lingkungannya. 


Keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana 
yang mulai tampak dewasa ini adalah salah satu realisasi 
kesepakatan politis tadi, disamping usaha pengelola daa 
pelaksana Program Kependudukan Keluarga Berencana yang 
terus menerus. 


3. Partisipasi Masyarakat 


Dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga 
Berencana disadari sepenuhnya bahwa tidaklah mudah hal itu 
diterima begitu saja oleh masyarakat. Menyadari hal ini maka 
Pemerintah sejak zaman Orde Baru telah mengambil langkah 
dan inisiatif untuk sejak semula mengikutsertakan masyarakat 
dan menyadarkan penduduk akan perlunya pelaksanaan 
program Kependudukan Keluarga Berencana. Dengan 
demikian, inisiatif yang telah diambil Pemerintah perlu dilanjut- 
kan. Sehingga pelaksanaan program Kependudukan Keluarga 
Berencana pada suatu saat sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab masyarakat itu sendiri. 


Pengalihan tanggung jawab pelaksanaan program 
Kependudukan Keluarga Berencana kepada masyarakat 
secepat mungkin merupakan salah satu hal yang sangat 
menentukan dalam mewujudkan tujuan program 
Kependudukan Keluarga Berencana ialah suatu keluarga kecil 
yang bahagia dan sejahtera. 


Pengalihan tanggung jawab pada masyarakat mulai 
dengan timbulnya partisipasi masyarakat melalui kelompok- 
kelompok akseptor atau paguyuban-paguyuban akseptor 
dengan berbagai nama yang bervariasi, PPKBD, SKB, APSARI, 
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Bu Halimah, dan lain-lain. Dengan adanya kelompok akseptor 
ini pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana 
telah mulai ditangani sendiri oleh masyarakat pada tingkat desa 
atau dukuh. 


Pengalihan tanggung jawab melalui kelompok-kelompok 
atau paguyuban-paguyuban seperti yang telah dikemukakan 
tadi perlu berlanjut. Artinya, tidak hanya berhenti pada kelompok 
atau paguyuban tersebut, tetapi perlu diteruskan sampai 
pada unit terkecil dari kelompok masyarakat yaitu keluarga- 
keluarga sehingga masyarakat sendiri akan memenuhi 
kebutuhan, misalnya alat kontrasepsi. Pada akhirnya 
Pemerintah hanya bersifat mengayomi. 


4. Koordinasi Fungsional 


Uraian yang telah dikemukakan tadi, dalam pelaksanaan- 
nya memerlukan suatu koordinasi fungsional dalam rangka 
pengarahan program, pengarahan daya, dana dan sarana. 
Selain hal itu, dalam pelaksanaan program Kependudukan 
Keluarga Berencana diperlukan suatu wadah koordinasi untuk 
menghimpun berbagai disiplin dan sumber yang bersifat saling 
menunjang dalam mencari pemecahan persoalan 
kependudukan. 


Badan atau wadah ini tidak berada алізт salah satu 
Departemen sehingga dalam pengelolaan prouram yang di- 
koordinasikannya lebih bersifat dinamis, terbuka. Menyadari 
hal ini maka Pemerintah membentuk suatu badan koordinasi 
yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga 
Berencana. Sifat koordinasi yang ada pada BKKBN adalah 
koordinasi fungsional, artinya tiap-tiap instansi atau lembaga- 
lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan 
program Kependudukan Keluarga Berencana mengambil 
peranan sesuai dengan fungsinya masing-masing. 


Unit pelaksana atau pelaksana mulai dari tingkat pusat 
sampai tingkat kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan 
yang telah disepakati dengan bimbingan teknis operasional 
BKKBN setempat dan atas petunjuk-petunjuk dari pimpinan 
wilayah. 


Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas koordinasi, 
BKKBN berfungsi merencanakan, mengarahkan/membimbing 
dan mengevaluasi pelaksana program Kependudukan Keluarga 
Berencana. 


5. Desentralisasi Manajemen 


BKKBN dalam melaksanakan program Kependudukan 
Keluarga Berencana di tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, 
kecamatan diberikan wewenang untuk mengatur taktik sesuai 
dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan tetap 
berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum yang disepakati 
secara nasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa tiap- 
tiap wilayah memiliki potensi, ciri-ciri kebudayaan dan adat 
istiadat yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan 
program Kependudukan Keluarga Berencana. Tiap-tiap 
propinsi, kabupaten/kodya dan kecamatan dirangsang untuk 
mengajukan usul-usul kegiatan atau proyek sesuai dengan 
kondisi wilayahnya dan kebutuhan masing-masing daerah. 


Adanya desentralisasi manajemen telah menimbulkan 
inovasi bagi setiap pengelola program di BKKBN untuk 
memajukan wilayahnya masing-masing dengan berbagai kreasi 
yang patut melegakan hati. Bersamaan dengan desentralisasi 
manajemen ini tampak pula nilai-nilai kepemimpinan dan 
aktualisasi kepribadian yang mendapatkan penyaluran yang 
wajar melalui pencapaian target yang telah disepakati secara 
nasional pada RAKERNAS Program Kependudukan Keluarga 
Berencana setiap tahun. 


6. Pendekatan Penggarapan Progam 


Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana 
didasarkan atas pendekatan urutan prioritas utama yang ber- 
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hubungan dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 
kesiapan institusi, kesiapan masyarakat serta keterbatasan 
sumber (daya, dana dan sarana). Berdasarkan hal itu maka 
penggarapan program dibagi atas wilayah penggarapan sebagai 
berikut : 


— Jawa Bali 


Wilayah Jawa Bali meliputi propinsi-propinsi DKI Jaya, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan 
Bali. Wilayah Jawa Bali ini merupakan wilayah pertama 
program Kependudukan Keluarga Berencana dan penggarapan- 
nya dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970. 


— Luar Jawa Bali | 


Wilayah Luar Jawa Bali I meliputi propinsi-propinsi : Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang memasuki 
program nasional sejak tahun 1973. 


— Luar Jawa Bali || 


Wilayah Luar Jawa Bali Il yang terdiri dari propinsi-propinsi 
Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, 
Irian Jaya dan Timor Timur merupakan wilayah terakhir yang 
memasuki penggarapan secara intensif dalam tahun 1979. 


Pendekatan penggarapan program atas dasar wilayah 
seperti yang telah dikemukakan itu, untuk masa mendatang 
akan diubah menjadi pendekatan penggarapan atas dasar 
pencapaian program. Pendekatan pencapaian program ini 
meliputi tiga daerah fase yang terdiri atas : 


— Daerah Fase | 


Daerah fase I, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif di bawah 1596 dari PUS, sering pula disebut 
sebagai daerah perluasan jangkauan. Titik berat kegiatan 
adalah mencari peserta KB baru. 


— Daerah Fase II 


Daerah fase ||, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif sekitar 1596-3596 dari Pasangan Usia Subur 
(PUS) yang ada. Titik berat pada daerah fase II ini adalah 
pembinaan KB. Pada fase ini dinamika masyarakat mulai 
tampak dengan timbulnya pos KB, paguyuban KB, dan lain-lain. 


— Daerah Fase III 


Daerah fase III, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif di atas 35% dari jumlah PUS yang ada. 
Kegiatan kelompok-kelompok akseptor di desa sudah 
menunjukkan kemantapan dan masyarakat makin berperan 
dalam pengelolaan program. Dinamika masyarakat mulai 
kelihatan menjurus kepada usaha memenuhi kebutuhan untuk 
mencapai Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera. 


Kelompok akseptor telah berkembang dengan merata dan 
titik berat kegiatan adalah pelembagaan. Khusus mengenai fase 
Il! ini, dalam waktu yang tidak lama akan dibahas sedemikian 
rupa sehingga lebih mencerminkan situasi pencapaian di 
lapangan. Artinya, fase III mungkin akan dikembangkan 
menjadi dua atau tiga fase pencapaian program. 


7. Integrasi Program KKB Dengan Program Pem. 
bangunan Lainnya 


Pencapaian hasil program KKB yang telah mulai dirasakan 
dewasa ini perlu lebih dimantapkan dan dilembagakan dalam 
masyarakat. Dalam rangka pemantapan dan pelembagaan ini 
program Kependudukan Keluarga Berencana diintegrasikan 
dengan program-program pembangunan lainnya. 


Dengan integrasi program, misalnya dengan bidang 
kesehatan dan gizi ditujukan pada usaha penurunan kematian 
anak-anak yang akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak 
memiliki anak yang banyak. 


Begitu pula halnya dengan usaha peningkatan produksi dan 
kerjasama dibidang koperasi untuk menaikkan pendapatan 
masyarakat pada umumnya dan peserta KB pada khususnya. 
Biaya anggaran yang diperlukan dalam rangka program 
integrasi Kependudukan Keluarga Berencana ini dengan aspek 
pembangunan lainnya pada umumnya sudah merupakan 
bagian integral instansi tempat program Kependudukan 
Keluarga Berencana diintegrasikan. 


Strategi yang telah dikemukakan tadi dalam pelaksanaan. 
nya untuk penggarapan sasaran dibagi atas dua yaitu sasaran 
langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah 
pasangan usia subur (15-49itahun) dari peserta KB sedang- 
kan sasaran tidak langsung adalah aparatur pemerintah serta 
organisasi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut lihat Gambar-1 
tentang skema sasaran Program Nasional Kependudukan 
Keluarga Berencana. 


8. Panca Karya 


Dalam rangka intensifikasi pelaksanaan program untuk 
menjawab tantangan-tantangan dasawarsa 80-an, maka di- 
perlukan segmentasi sasaran yang lebih terperinci. Untuk itu 
telah dikembangkan suatu strategi yang dihasilkan pada 
RAKERNAS program Kependudukan Keluarga Berencana 
tahun 1982 yaitu Panca Karya dan Catur Bhaya Utama. Kelima 
karya tersebut adalah : 


Pertama : 

Kegiatan serta upaya untuk mengatur fertilitas ditujukan 
terhadap pasangan usia subur yang istrinya belum berusia 30 
tahun atau jumlah anak kurang dari 3 orang. Tujuannya, 
membantu pasangan tersebut untuk hanya mempunyai anak 
maksimum 2 orang. Sekaligus memelihara kesehatan keluarga 
agar tidak ada kekhawatiran anak yang hanya 2 orang itu dalam 
keadaan kurang sehat atau meninggal. Membantu berarti pula 
memberikan pelayanan kontrasepsi yang sebaik-baiknya. 


Kedua : 


Kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan fertilitas 
dan mempertahankan kesehatan ibu dan keluarga. Kegiatan 
ini ditujukan untuk pasangan usia subur yang istrinya telah 
berusia lebih dari 30 tahun atau anaknya tiga orang atau lebih 
agar mereka tidak menambah jumlah anak lagi. Ini semuanya 
demi kesehatan ibu, anak maupun keluarga secara 


keseluruhan. Istrinya terbebas dari kemungkinan bahaya- 
bahaya mengandung pada usia rawan. Di samping bagi 
pasangan yang lebih muda atau calon-calon pasangan usia 
subur. 


Ketiga : 


Kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan generasi 
baru yang memahami Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan 
Sejahtera (NKKBS). Kegiatannya lebih banyak dalam bidang 
pendidikan kependudukan, gerakan pemuda, olahraga, 
pramuka, promosi gadis yang menonjol sebagai juara olahraga 
seni dan sebagainya. Sehingga para pemudi kita mempunyai 
alternatif lain selain kawin, mengandung, punya anak saja dan 
sebaliknya memiliki cita-cita tinggi yang berguna bagi pem- 
bangunan. 


Keempat : 


Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses 
pelembagaan secara fisik dalam usaha KKB, sehingga secara 
kelompok makin lama proses penanganan KB-nya makin 
menjadi bagian yang integral dari kegiatan masyarakat sendiri. 
Kegiatan tersebut adalah usaha peningkatan pendapatan 
keluarga, koperasi, usaha-usaha bantuan sosial untuk 
peningkatan kemampuan kelompok peserta dan sebagainya. 
Sifat kegiatannya harus selalu menghidupkan kelompok bu- 
kan perorangan. Kegiatan ini harus pula berorientasi pada wa- 
nita untuk menjadikan mereka potensial. 


Kelima : 


Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses 
pelembagaan mental dan lebih bersifat dukungan psychologis. 
Kegiatannya berupa program UPGK untuk menjamin anak 
balita, penitipan anak balita, program usaha untuk orang tua, 
pembentukan lembaga jaminan hari tua dan kegiatan-kegiatan 
yang kiranya dapat mempunyai arti menyalurkan harapan 
jaminan hari tua bukan melalui ingin punya anak banyak agar 
terjamin atau sebagai hiburan, kebanggaan dan sebagainya. 
Termasuk di sini adalah pendidikan P4 dan keagamaan untuk 
meningkatkan kesetiaan kita kepada Pancasila dan keimanan 
para peserta dan keluarganya sehingga dapat dicapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. 


Sedangkan Catur Bhaya Utama adalah empat dukungan 
untuk menunjang program Kependudukan Keluarga Berencana 
yang meliputi dukungan ketenagaan, dukungan dana yang 
memadai, dukungan sarana dan peningkatan/penyempurnaan 
metoda. 


C. PERKEMBANGAN PROGRAM 


Pada dasarnya organisasi bertujuan menyediakan wadah, 
tempat orang-orang melakukan kerjasama untuk mencapai 
program. Salah satu prinsip dalam organisasi adalah besar atau 
kecilnya wadah tersebut tergantung pada besar atau kecilnya 
beban kerja. Oleh sebab itu, perubahan organisasi BKKBN 
Kependudukan Keluarga Berencana yang meliputi jumlah 
penduduk,jumlah PUS, jumlah CU, jumlah klinik KB dan jumlah 
kecamatan. 


Sejak tahun 1968, struktur organisasi BKKBN telah menga- 
lami perluasan jangkauan program, peningkatan program KB, dan 
penambahan program kependudukan. Pelaksanaan program 
Kependudukan Keluarga Berencana di Indonesia telah melalui 
beberapa periode yaitu organisasi non-pemerintah, periode 
organisasi semi-pemerintah, periode organisasi Pemerintah. 


1. Periode Organisasi Non Pemerintah 


Gagasan Keluarga Berencana di Indonesia sudah di- 
perkenalkan oleh beberapa tokoh masyarakat sejak 
tahun 1950-an. Baru pada tahun 1957, penyelenggaraannya 


secara terorganisasi dan dipelopori oleh suatu organisasi non- 
pemerintah bernama Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI). Organisasi ini berstatus non-pemerintah akan 
tetapi pengurus dan para anggotanya terdiri sebagian para 
pejabat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sarana- 
sarana pelayanan yang dipergunakan PKBI sebagian besar 
menggunakan klinik-klinik KB Pemerintah yaitu milik 
Departemen Kesehatan dan ABRI. 


Usaha KB di bawah organisasi non-pemerintah ini, di- 
lakukan secara diam-diam karena saat itu Pemerintah Indonesia 
secara resmi belum menyetujuinya. 


2. Periode Organisasi Semi Pemerintah 


Pada tahun 1967, Presiden Soeharto turut 
menandatangani deklarasi kependudukan sedunia. Dengan 
perkembangan situasi yang menguntungkan itu, pada 
permulaan tahun 1968 Presiden Soeharto menyampaikan jiwa 
deklarasi tersebut di hadapan sidang DPR dan menyatakan 
bahwa Pemerintah menyetujui Program Nasional 
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Bu Halimah, dan lain-lain. Dengan adanya kelompok akseptor 
ini pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana 
telah mulai ditangani sendiri oleh masyarakat pada tingkat desa 
atau dukuh. 


Pengalihan tanggung jawab melalui kelompok-kelompok 
atau paguyuban-paguyuban seperti yang telah dikemukakan 
tadi perlu berlanjut. Artinya, tidak hanya berhenti pada kelompok 
atau paguyuban tersebut, tetapi perlu diteruskan sampai! 
pada unit terkecil dari kelompok masyarakat yaitu keluarga- 
keluarga sehingga masyarakat sendiri akan memenuhi 
kebutuhan, misalnya alat kontrasepsi. Pada akhirnya 
Pemerintah hanya bersifat mengayomi. 


4. Koordinasi Fungsional 


Uraian yang telah dikemukakan tadi, dalam pelaksanaan- 
nya memerlukan suatu koordinasi fungsional dalam rangka 
pengarahan program, pengarahan daya, dana dan sarana. 
Selain hal itu, dalam pelaksanaan program Kependudukan 
Keluarga Berencana diperlukan suatu wadah koordinasi untuk 
menghimpun berbagai disiplin dan sumber yang bersifat saling 
menunjang dalam mencari pemecahan persoalan 
kependudukan. 


Badan atau wadah ini tidak berada daim salah satu 
Departemen sehingga dalam pengelolaan prouram yang di- 
koordinasikannya lebih bersifat dinamis, terbuka. Menyadari 
hal ini maka Pemerintah membentuk suatu badan koordinasi 
yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga 
Berencana. Sifat koordinasi yang ada pada BKKBN adalah 
koordinasi fungsional, artinya tiap-tiap instansi atau lembaga- 
lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan 
program Kependudukan Keluarga Berencana mengambil 
peranan sesuai dengan fungsinya masing-masing. 


Unit pelaksana atau pelaksana mulai dari tingkat pusat 
sampai tingkat kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan 
yang telah disepakati dengan bimbingan teknis operasional 
BKKBN setempat dan atas petunjuk-petunjuk dari pimpinan 
wilayah. 


Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas koordinasi, 
BKKBN berfungsi merencanakan, mengarahkan/membimbing 
dan mengevaluasi pelaksana program Kependudukan Keluarga 
Berencana. 


5. Desentralisasi Manajemen 


BKKBN dalam melaksanakan program Kependudukan 
Keluarga Berencana di tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, 
kecamatan diberikan wewenang untuk mengatur taktik sesuai 
dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan tetap 
berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum yang disepakati 
secara nasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa tiap- 
tiap wilayah memiliki potensi, ciri-ciri kebudayaan dan adat 
istiadat yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan 
program Kependudukan Keluarga Berencana. Tiap-tiap 
propinsi, kabupaten/kodya dan kecamatan dirangsang untuk 
mengajukan usul-usul kegiatan atau proyek sesuai dengan 
kondisi wilayahnya dan kebutuhan masing-masing daerah. 


Adanya desentralisasi manajemen telah menimbulkan 
inovasi bagi setiap pengelola program di BKKBN untuk 
memajukan wilayahnya masing-masing dengan berbagai kreasi 
yang patut melegakan hati. Bersamaan dengan desentralisasi 
manajemen ini tampak pula nilai-nilai kepemimpinan dan 
aktualisasi kepribadian yang mendapatkan penyaluran yang 
wajar melalui pencapaian target yang telah disepakati secara 
nasional pada RAKERNAS Program Kependudukan Keluarga 
Berencana setiap tahun. 


6. Pendekatan Penggarapan Progam 
Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana 
didasarkan atas pendekatan urutan prioritas utama yang ber- 
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hubungan dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 
kesiapan institusi, kesiapan masyarakat serta keterbatasan 
sumber (daya, dana dan sarana). Berdasarkan hal itu maka 
penggarapan program dibagi atas wilayah penggarapan sebagai 
berikut : 


— Jawa Bali 


Wilayah Jawa Bali meliputi propinsi-propinsi DKI Jaya, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan 
Bali. Wilayah Jawa Bali ini merupakan wilayah pertama 
program Kependudukan Keluarga Berencana dan penggarapan- 
nya dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970. 


— Luar Jawa Bali | 


Wilayah Luar Jawa Bali | meliputi propinsi-propinsi : Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang memasuki 
program nasional sejak tahun 1973. 


— Luar Jawa Bali II 


Wilayah Luar Jawa Bali II yang terdiri dari propinsi-propinsi 
Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, 
Irian Jaya dan Timor Timur merupakan wilayah terakhir yang 
memasuki penggarapan secara intensif dalam tahun 1979. 


Pendekatan penggarapan program atas dasar wilayah 
seperti yang telah dikemukakan itu, untuk masa mendatang 
akan diubah menjadi pendekatan penggarapan atas dasar 
pencapaian program. Pendekatan pencapaian program ini 
meliputi tiga daerah fase yang terdiri atas : 


— Daerah Fase | 


Daerah fase I, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif di bawah 1596 dari PUS, sering pula disebut 
sebagai daerah perluasan jangkauan. Titik berat kegiatan 
adalah mencari peserta KB baru. 


— Daerah Fase II 


Daerah fase II, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif sekitar 1596-3596 dari Pasangan Usia Subur 
(PUS) yang ada. Titik berat pada daerah fase II ini adalah 
pembinaan KB. Pada fase ini dinamika masyarakat mulai 
tampak dengan timbulnya pos KB, paguyuban KB, dan lain-lain. 


— Daerah Fase III 


Daerah fase III, yaitu daerah-daerah yang memiliki jumlah 
peserta KB aktif di atas 3596 dari jumlah PUS yang ada. 
Kegiatan kelompok-kelompok akseptor di desa sudah 
menunjukkan kemantapan dan masyarakat makin berperan 
dalam pengelolaan program. Dinamika masyarakat mula 
kelihatan menjurus kepada usaha memenuhi kebutuhan untuk 
mencapai Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera. 


Kelompok akseptor telah berkembang dengan merata dan 
titik berat kegiatan adalah pelembagaan. Khusus mengenai fase 
Ill ini, dalam waktu yang tidak lama akan dibahas sedemikian 
rupa sehingga lebih mencerminkan situasi pencapaian di 
lapangan. Artinya, fase Ill mungkin akan dikembangkan 
menjadi dua atau tiga fase pencapaian program. 


7. Integrasi Program KKB Dengan Program Pem: 
bangunan Lainnya 


Pencapaian hasil program KKB yang telah mulai dirasakan 
dewasa ini perlu lebih dimantapkan dan dilembagakan dalam 
masyarakat. Dalam rangka pemantapan dan pelembagaan Ini 
program Kependudukan Keluarga Berencana diintegrasikan 
dengan program-program pembangunan lainnya. 
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Dengan integrasi program, misalnya dengan bidang 
kesehatan dan gizi ditujukan pada usaha penurunan kematian 
anak-anak yang akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak 
memiliki anak yang banyak. 


Begitu pula halnya dengan usaha peningkatan produksi dan 
kerjasama dibidang koperasi untuk menaikkan pendapatan 
masyarakat pada umumnya dan peserta KB pada khususnya. 
Biaya anggaran yang diperlukan dalam rangka program 
integrasi Kependudukan Keluarga Berencana ini dengan aspek 
pembangunan lainnya pada umumnya sudah merupakan 
bagian integral instansi tempat program Kependudukan 
Keluarga Berencana diintegrasikan. 


Strategi yang telah dikemukakan tadi dalam pelaksanaan. 
nya untuk penggarapan sasaran dibagi atas dua yaitu sasaran 
langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah 
pasangan usia subur (15-49tahun) dari peserta KB sedang- 
kan sasaran tidak langsung adalah aparatur pemerintah serta 
organisasi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut lihat Gambar-1 
tentang skema sasaran Program Nasional Kependudukan 
Keluarga Berencana. 


8. Panca Karya 


Dalam rangka intensifikasi pelaksanaan program untuk 
menjawab tantangan-tantangan dasawarsa 80-an, maka di- 
perlukan segmentasi sasaran yang lebih terperinci. Untuk itu 
telah dikembangkan suatu strategi yang dihasilkan pada 
RAKERNAS program Kependudukan Keluarga Berencana 
tahun 1982 yaitu Panca Karya dan Catur Bhaya Utama. Kelima 
karya tersebut adalah : 


Pertama : 


Kegiatan serta upaya untuk mengatur fertilitas ditujukan 
terhadap pasangan usia subur yang istrinya belum berusia 30 
tahun atau jumlah anak kurang dari 3 orang. Tujuannya, 
membantu pasangan tersebut untuk hanya mempunyai anak 
maksimum 2 orang. Sekaligus memelihara kesehatan keluarga 
agar tidak ada kekhawatiran anak yang hanya 2 orang itu dalam 
keadaan kurang sehat atau meninggal. Membantu berarti pula 
memberikan pelayanan kontrasepsi yang sebaik-baiknya. 


Kedua : 


Kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan fertilitas 
dan mempertahankan kesehatan ibu dan keluarga. Kegiatan 
ini ditujukan untuk pasangan usia subur yang istrinya telah 
berusia lebih dari 30 tahun atau anaknya tiga orang atau lebih 
agar mereka tidak menambah jumlah anak lagi. Ini semuanya 
demi kesehatan ibu, anak maupun keluarga secara 


keseluruhan. Istrinya terbebas dari kemungkinan bahaya- 
bahaya mengandung pada usia rawan. Di samping bagi 
pasangan yang lebih muda atau calon-calon pasangan usia 
subur. 


Ketiga : 


Kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan generasi 
baru yang memahami Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan 
Sejahtera (NKKBS). Kegiatannya lebih banyak dalam bidang 
pendidikan kependudukan, gerakan pemuda, olahraga, 
pramuka, promosi gadis yang menonjol sebagai juara olahraga 
seni dan sebagainya. Sehingga para pemudi kita mempunyai 
alternatif lain selain kawin, mengandung, punya anak saja dan 
sebaliknya memiliki cita-cita tinggi yang berguna bagi pem- 
bangunan. 


Keempat : 


Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses 
pelembagaan secara fisik dalam usaha KKB, sehingga secara 
kelompok makin lama proses penanganan KB-nya makin 
menjadi bagian yang integral dari kegiatan masyarakat sendiri. 
Kegiatan tersebut adalah usaha peningkatan pendapatan 
keluarga, koperasi, usaha-usaha bantuan sosial untuk 
peningkatan kemampuan kelompok peserta dan sebagainya. 
Sifat kegiatannya harus selalu menghidupkan kelompok bu- 
kan perorangan. Kegiatan ini harus pula berorientasi pada wa- 
nita untuk menjadikan mereka potensial. 


Kelima : 


Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses 
pelembagaan mental dan lebih bersifat dukungan psychologis. 
Kegiatannya berupa program UPGK untuk menjamin anak 
balita, penitipan anak balita, program usaha untuk orang tua, 
pembentukan lembaga jaminan hari tua dan kegiatan-kegiatan 
yang kiranya dapat mempunyai arti menyalurkan harapan 
jaminan hari tua bukan melalui ingin punya anak banyak agar 
terjamin atau sebagai hiburan, kebanggaan dan sebagainya. 
Termasuk di sini adalah pendidikan P4 dan keagamaan untuk 
meningkatkan kesetiaan kita kepada Pancasila dan keimanan 
para peserta dan keluarganya sehingga dapat dicapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. 


Sedangkan Catur Bhaya Utama adalah empat dukungan 
untuk menunjang program Kependudukan Keluarga Berencana 
yang meliputi dukungan ketenagaan, dukungan dana yang 
memadai, dukungan sarana dan peningkatan/penyempurnaan 
metoda. 


C. PERKEMBANGAN PROGRAM 


Pada dasarnya organisasi bertujuan menyediakan wadah, 
tempat orang-orang melakukan kerjasama untuk mencapai 
program. Salah satu prinsip dalam organisasi adalah besar atau 
kecilnya wadah tersebut tergantung pada besar atau kecilnya 
beban kerja. Oleh sebab itu, perubahan organisasi BKKBN 
Kependudukan Keluarga Berencana yang meliputi jumlah 
penduduk, jumlah PUS, jumlah CU, jumlah klinik KB dan jumlah 
kecamatan. 


Sejak tahun 1968, struktur organisasi BKKBN telah menga- 
lami perluasan jangkauan program, peningkatan program KB, dan 
penambahan program kependudukan. Pelaksanaan program 
Kependudukan Keluarga Berencana di Indonesia telah melalui 
beberapa periode yaitu organisasi non-pemerintah, periode 
organisasi semi-pemerintah, periode organisasi Pemerintah. 


1. Periode Organisasi Non Pemerintah 


Gagasan Keluarga Berencana di Indonesia sudah di- 
perkenalkan oleh beberapa tokoh masyarakat sejak 
tahun 1950-an. Baru pada tahun 1957, penyelenggaraannya 


secara terorganisasi dan dipelopori oleh suatu organisasi non- 
pemerintah bernama Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI). Organisasi ini berstatus non-pemerintah akan 
tetapi pengurus dan para anggotanya terdiri sebagian para 
pejabat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sarana- 
sarana pelayanan yang dipergunakan PKBI sebagian besar 
menggunakan klinik-klinik KB Pemerintah yaitu milik 
Departemen Kesehatan dan ABRI. 


Usaha KB di bawah organisasi non-pemerintah ini, di- 
lakukan secara diam-diam karena saat itu Pemerintah Indonesia 
secara resmi belum menyetujuinya. 


2. Periode Organisasi Semi Pemerintah 


Pada tahun 1967, Presiden Soeharto turut 
menandatangani deklarasi kependudukan sedunia. Dengan 
perkembangan situasi yang menguntungkan itu, pada 
permulaan tahun 1968 Presiden Soeharto menyampaikan jiwa 
deklarasi tersebut di hadapan sidang DPR dan menyatakan 
bahwa Pemerintah menyetujui Program Nasional 
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Kependudukan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dengan bantuan dan bimbingan Pemerintah. 
Sehubungan dengan itu, Presiden mengeluarkan Instruksi 
Nomor 26 tahun 1968. 


Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut dan hasil 
pertemuan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat dengan beberapa Menteri lainnya serta tokoh-tokoh 
masyarakat yang terlibat dalam usaha Lembaga Keluarga 
Berencana Nasional (LKBN). Maka lembaga ini berstatus 
sebagai lembaga semi pemerintah, yang berfungsi 
mengembangkan program Kependudukan Keluarga Berencana 
dan segala jenis bantuan yang diperoleh. 


3. Periode Organisasi Pemerintah 
a. Periode Organisasi atas Dasar Keppres Nomor 8/1970 


Dalam periode LKBN, proses pengenalan program Keluarga 
Berencana kepada masyarakat mendapat tanggapan yang 
positif. Tidak terdapat tantangan yang berarti, sehingga 
Pemerintah berkesimpulan bahwa masyarakat telah siap 
menerima Keluarga Berencana. Atas dasar itu maka program 
Keluarga Berencana dijadikan program Nasional dan dimasuk- 
kan sebagai bagian integral pembangunan nasional. Untuk 
mengelola program Keluarga Berencana tersebut dibentuklah 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/1970. 


Di tingkat daerah, sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan dibentuk pula Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional Daerah Tingkat | dan BKKBN Daerah Tingkat II. 
Berdasarkan pertimbangan prioritas di bawah Keputusan 
Presiden Nomor 8 Tahun 1970 ini, wilayah penggarapan 
program baru mencakup 6 (enam) Propinsi di Jawa Bali, yaitu 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa 
Timur, dan Bali. 


Setelah program berjalan kurang lebih dua tahun, dirasakan 
dengan organisasi yang ada tidak sesuai lagi dengan tingkat 
kemajuan dan perluasan program KB. 


Di samping itu fungsi pokok BKKBN yang meliputi 
merencanakan, menilai, dan mengawasi belum dapat dilakukan 
dengan baik karena fungsi-fungsi tersebut tak tergambar di 
dalam struktur BKKBN. Atas dasar itu, Presiden mengembang- 
kan dan menyempurnakan organisasi BKKBN dengan 
Keppres 33 tahun 1972. (Lihat gambar 1). 


b. Periode Organisasi Berdasar Keppres Nomor 33/1972 


Dalam Keppres Nomor 33 tahun 1972 status BKKBN 
diperjelas dan dipertegas sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. 
Program Keluarga Berencana telah berkembang dan diperluas 
ke sepuluh Propinsi di luar Jawa Bali: D.I. Aceh, Sumatera 
Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Dari segi ope- 
rasional di lapangan program yang semula berorientasi pada 
klinik telah berkembang pada pendekatan pedesaan, sehingga 
muncul pos-pos KB dan paguyuban KB, sistem banjar, sistem 
jorong dan sebagainya. 


Sementara itu pelaksanaan program KB pun telah 
memasuki suatu tahap yang memerlukan dukungan kebijaksa- 
naan kependudukan secara menyeluruh khususnya yang dapat 
membantu meningkatkan penurunan tingkat fertilitas. 


Perkembangan program tersebut menuntut peningkatan 
dan pengembangan organisasi lebih lanjut sehingga untuk 
ketiga kalinya diadakan perubahan organisasi BKKBN melalui 
Keppres 38 tahun 1978. 


C. Periode Organisasi Berdasar Keppres Nomor 38 Tahun 1978 


Pada tahun 1978 ditetapkanlah Keputusan Presiden 
Nomor 38 tahun 1978 sebagai penyempurnaan Keputusan 
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Presiden Nomor 33 tahun 1972. Peningkatan dan 
penyempurnaan beberapa kali Keputusan Presiden tersebut 
adalah untuk meningkatkan susunan organisasi-organisasi 
BKKBN agar dapat menunjang program Kependudukan 
Keluarga Berencana. Tetapi dasar-dasar penyelenggaraan 
program Keluarga Berencana di Indonesia tidak mengalami 
perubahan. 


BKKBN tetap merupakan badan koordinasi pelaksanaan 
program yang berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. 


Berdasarkan Keppres Nomor 38 tahun 1978 tugas 
pokoknya cukup kompleks dibandingkan dengan tugas-tugas 
sebelumnya yaitu mempersiapkan kebijaksanaan umum dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan program Kependudukan 
Keluarga Berencana Nasional yang mendukungnya, serta 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaannya di 
lapangan. Di sini terlihat program Kependudukan adalah tam- 
bahan tugas baru yang harus dilaksanakan secara nasional 
bersama pembangunan lainnya . Penjelasan lebih lanjut ten- 
tang Keppres 38 tahun 1978, (lihat gambar-2). 


Di samping itu masalah pendidikan dan latihan KKB dirasa 
perlu dilaksanakan BKKBN. Untuk mengemban tugas BKKBN 
yang sudah kompleks, maka demi kelancaran pelaksanaan 
tugasnya sehari-hari Kepala BKKBN didampingi oleh Team 
Pertimbangan Pelaksanaan Program (TP3) yang anggotanya 
terdiri dari pejabat dari beberapa Departemen, serta tokoh 
masyarakat yang dianggap langsung berkepentingan dengan 
penyelenggaraan program Kependudukan Keluarga Berencana. 


Sedang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan program 
Kependudukan Keluarga Berencana adalah tetap Unit 
Pelaksana/Pelaksana Program yang terdiri atas : 


1. Departemen/Instansi pemerintah yang atas dasar fungsional 
mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam 
penyelenggaraan program Keluarga Berencana nasional 
kependudukan baik di pusat maupun di daerah. 

2. Perkumpulan/organisasi masyarakat, dan pelaksana - 
pelaksana lainnya yang atas dasar suka rela dan 
kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha serta 
mengambil bagian dalam penyelenggara Program 
Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 


Sampai saat ini departemen-departemen/instansi pemerintah, 
perkumpulan/organisasi masyarakat dimaksud tadi yang telah 
aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kependudukan 
Keluarga Berencana antara lain : 


— Departemen Kesehatan 

— Departemen Penerangan 

— Departemen Dalam Negeri 

— Departemen Agama 

— Departemen Sosial 

— Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi 
— Departemen Pertanian 

— ABRI 

— PKBI 

— Muhammadiyah 

— LPK NU 

— Dewan Gereja Indonesia 

— PERDHAKI 

— PKMI 

— Lembaga Demografi UI 

— Dharma Wanita 

— KOWANI 

— Pusat Penelitian Studi Kependudukan (PPSK) 


— YIS 
— Zero Population Growth 


Dalam periode ini jangkauan program Kependudukan 
Keluarga Berencana diperluas lagi ke sebelas Propinsi di luar 
Jawa Bali || yaitu Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur, sehingga 
seluruh wilayah Republik Indonesia sudah dijangkau program 
Kependudukan Keluarga Berencana. Pada kenyataannya antara 
Propinsi/Kabupaten yang satu dengan lainnya berbeda beban 
kerjanya, maka dalam pengorganisasiannya dibedakan antara 
BKKBN propinsi/kabupaten Tipe A, B dan C dengan kriteria : 
jumlah penduduk, PUS, Cu, Klinik KB dan Kecamatan. 


Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana 
di daerah dilaksanakan oleh Unit-unit Pelaksana/Pelaksana 
Program tingkat propinsi dan kabupaten/kotamadya. Dengan 


Gambar : 1. 


15—44 КВ Ваги 


Perluasan Jangkauan 


Aparatur Pemerintah yang Mendukung KB 


Institusi Masyarakat yang mendukung KB 


Pembinaan 


landasan UU Nomor 5 tahun 1974, maka Gubernur Kepala 
Daerah maupun Bupati Kepala Daerah, adalah penanggung 
jawab program di wilayahnya masing-masing. 


Pengorganisasian dari tingkat pusat sampai dengan tingkat 
kabupaten/kotamadya serta hubungan kerja antara BKKBN, 
Pemda, dan para Unit Pelaksana baik di tingkat pusat maupun 
di daerah dapat dilihat dalam Gambar-3. 


Program Kependudukan Keluarga Berencana tahun demi 
tahun berkembang dan telah meluas sampai ke pedesaan di 
seluruh Indonesia. Maka untuk kelancaran dan pemantapan 
pelaksanaan program pedesaan di tiap-tiap kecamatan dibentuk 
Pengawas PLKB dan di tingkat Desa ditugaskan PLKB sesuai 
dengan kebutuhan dan umumnya seorang PLKB melayani 2-3 
desa. 


SKEMA SASARAN PROGRAM NASIONAL KEPENDUDUKAN 
KELUARGA BERENCANA 


Masyarakat 
Adil & 
Makmur 


KB Lestari Irisan NKKBS 


Pelembagaan & Pembudayaan 
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Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 
Keluarga Berencana terutama menjelang akhir Pelita | segera 
membutuhkan tersedianya sarana pelayanan agar mereka 
mendapatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk melaksanakan 
Keluarga Berencana. 


Sasaran utama untuk melayani pelaksanaan Keluarga 
Berencana adalah tersedianya klinik-klinik Keluarga Berencana 
yang mudah dapat dicapai oleh masyarakat banyak. 


Di samping memberikan pelayanan Keluarga Berencana, 
klinik-klinik tersebut memberikan pelayanan untuk meningkat- 
kan kesehatan, khususnya bagi Ibu dan Anak, dan kegiatan 
perbaikan gizi. Dengan demikian klinik-klinik Keluarga 
Berencana pada hakekatnya sekaligus merupakan sarana 
utama bagi peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 


Klinik Keluarga Berencana pada dasarnya adalah Badan 
Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). Jumlah klinik Keluarga 
Berencana dalam tahun 1969/70 terdapat 727 buah dan dalam 
tahun terakhir Pelita | (1973/74) meningkat menjadi 
2.235 buah. Perkembangan jumlah klinik Keluarga Berenca- 
na dalam periode tersebut (lihat Tabel 3). 


Bagi daerah agak terpencil yang penduduknya tidak dapat 
dicapai oleh klinik Keluarga Berencana, pelayanan dilakukan 
oleh Team Medis Keliling Keluarga Berencana. Selama Pelita 
| telah dikembangkan 89 buah Team Medis Keliling Keluarga 
Berencana yang tersebar di daerah Jawa dan Bali. 


Sementara itu kepada kaum Ibu yang baru melahirkan di 
rumah sakit atau klinik bersalin, dilakukan “pendekatan 
khusus”. Pendekatan ini dimaksudkan agar mereka dapat 
memperoleh pelayanan langsung pada waktunya. Kegiatan ini 
dimulai sejak tahun 1979 meliputi 6 buah klinik diJakarta dan 
Bandung. Sejak tahun 1971 kegiatan diperluas ke daerah lain- 
nya di Jawa, Bali dan Sumatera sehingga seluruhnya meliputi 
26 buah Rumah Sakit. 


Kecuali itu, terhadap Ibu-ibu yang melahirkan di luar rumah 
sakit (klinik bersalin), misalnya melahirkan di rumah sendiri, 
dilakukan pula “pendekatan khusus", sehingga Ibu yang 
bersangkutan langsung memperoleh pelayanan Keluarga 
Berencana pada waktunya. 


Konsep pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga 
Berencana sesudah melahirkan di luar rumah sakit tersebut 
telah diselesaikan perumusannya pada akhir Pelita | (1973/74). 


Menginjak Pelita II usaha pelayanan Keluarga Berencana 
keadaannya makin berkembang sehingga banyak negara- 
negara tetangga dan negara-negara sahabat di dunia 
mengagumi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di- 
Indonesia. 


Ii. 
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 


A. JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA 


Dalam tahun 1978/79 jumlah klinik KB telah meningkat 
menjadi 4.134 klinik dibandingkan 3.791 klinik pada 
tahun 1977/78. Dengan demikian pada akhir Pelita || jumlah 
Klinik Keluarga Berencana mendekati dua kali lipat dibanding- 
kan dengan jumlah pada tahun terakhir Pelita I. Dalam tahun 
1973/74, jumlah Klinik Keluarga Berencana mencapai 2.235, 
meliputi : klinik-klinik yang dikelola ABRI, Instansi Pemerintah 
lain dan klinik-klinik swasta seperti Muhammadiyah, PKBI dan 
Dewan Gereja Indonesia. Perkembangan jumlah klinik Keluarga 
Berencana selama Pelita || (Tabel 4). Dalam tahun 1978/79 
Team Medis Keliling ini telah melakukan pelayanan sebanyak 
202.349 kali. Dalam empat tahun Pelita III tahun 1978/83 di- 
usahakan untuk terus meningkatkan sarana pelayanan baik 
dalam jumlah maupun mutunya. 


Pada tahun 1978/79 terdapat 4.134 klinik dari berbagai 
status pemilikan, meningkat menjadi 6.586 klinik pada tahun 
1982/83. Jumlah ini merupakan sekitar 8896 di atas sasaran 
Pelita III yang berjumlah 3.443 klinik. (Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 5) 


Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kegiatan 
pelayanan melalui Team Medis Keliling terus dikembangkan 
dalam Pelita III. Untuk itu selama tahun 1979/80-1982/83 
sekitar 1.650.342 team gerak klinik Keluarga Berencana telah 
berkunjung ke desa-desa. Dan usaha-usaha penyeragaman tarif 
pelayanan terutama bagi dokter swasta terus dilaksanakan. 


Di samping usaha” peningkatan pelayanan Keluarga 
Berencana melalui klinik Keluarga Berencana dan team medis 
keliling selama lima tahun terakhir pelayanan melalui rumah 
sakit juga dikembangkan. Baik secara langsung memberikan 
pelayanan maupun memberikan pengayoman medis kepada 
para peserta Keluarga Berencana. 


Pada tahun 1978/79 jumlah rumah sakit yang memberikan 
pelayanan Keluarga Berencana adalah 148 rumah sakit, 
meningkat menjadi 382 rumah sakit pada tahun 1982/83, 
peningkatan sekitar 15896. Bila dibandingkan dengan sasaran 
Pelita lil yang berjumlah 164 rumah sakit maka pencapaian 
pada tahun keempat Pelita III adalah 13396 di atas sasaran. 


Dalam meningkatkan pelaksanaan Keluarga Berencana di 
daerah perkotaan, dirasakan masih terdapat berbagai 
kelemahan. Maka sejak tahun 1981/82 telah dilaksanakan 
pengamatan seksama dan penjajagan cara penggarapan 
Keluarga Berencana yang setepat-tepatnya di daerah 
perkotaan. Berdasarkan kepada pengamatan seksama maka 
telah dilakukan penataan. Pada tahun 1982/83 mulai diusaha- 
kan pengembangan Keluarga Berencana di daerah kota. Untuk 
mengetahui penyebaran jumlah klinik KB di seluruh Indonesia, 
lihat Tabel 6. 


TABEL 3 
JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA 
MENURUT STATUS DI JAWA DAN BALI 


1969/70 — 1973/74 
PELITA | 
по кар — LI 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 
2. ABRI E Moo 1.786 1.838 
" dinde) Pemerintah lain _ _ у E: 187 
Т И ч A L " Е 105 152 Pis 


121”) 1 


465”) 


—6# wc Cr nee ME 
Catatan : °) Belum ada penncian menurut status 1 ‚861 2 , 1 37 2 s 235 
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TABEL 4 JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA MENURUT STATUS, 


1973/74 — 1978/79 

Status Klinik 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 
1. Dept Kesehatan 1.838 2.413 2.673 2.898 3.058 3.411 
2. ABRI 187 250 288 307 313 319 
3. Instansi Pemerintah lain 42 84 93 98 107 109 
4.Swasta 168 271 289 317 313 295 

Jumlah: 2.255 3.018 3.343 3.620 3.791 4134 
TABEL 5. JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA MENURUT STATUS, 

1978/1979 — 1982/1983 (klinik) 

Status Klinik 1978/79 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 *) 
1. Departemen Kesehatan 3.411 4.237 4.652 5.082 5.412 5.647 
2 ABRI 319 372 401 427 466 475 
3. Instansi Pemerintah Lain 109 164 176 192 220 229 
4. Swasta 295 345 380 428 488 512 

Jumlah: 4.134 5.118 5.609 6.129 6.586 6.863 


"| Data sampai dengan September 1983 


TABEL 6 
JUMLAH KLINIK KB DI JAWA BALI DAN LUAR JAWA BALI 
PER PROPINSI TAHUN 1971/1972 — 1983/1984 ") 


PROPINSI 7172 7273 73/74 7475 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84) 
DKI. JAKARTA 137 159 168 173 174 184 198 207 206 238 265 318 339 
JAWA BARAT 379 459 486 506 546 553 563 577 621 684 753 803 834 
JAWA TENGAH 363 494 562 577 653 675 694 706 713 726 735 758 780 
D.I. YOGYAKARTA 95 115 115 119 120 121 123 119 121 125 128 129 132 
JAWA TIMUR 762 760 764 955 1.000 1.030 1.072 1.150 1.174 1.211 1.275 1.327 1.397 
BALI 135 150 150 152 152 156 156 156 157 157 158 160 167 
JAWA BALI 1.861 2.137 2235 2.482 2645 2719 2806 2915 2992 3.140 3.314 3.492 3.649 
D.I. ACEH = = = 44 54 69 78 98 141 153 162 170 171 
SUMATERA UTARA 2 = = 129 147 184 190 226 249 275 318 375 416 
SUMATERABARAT i РА = 47 80 109 116 127 204 214 234 242 246 
SUMATERA SELATAN Е = 2 63 82 100 104 110 125 153 185 228 252 
LAMPUNG = - - 34 42 67 76 86 84 106 139 156 156 
NUSA TENGGARA BARAT - - - 40 40 76 76 78 84 94 125 138 140 
KALIMANTAN BARAT - - - 17 33 38 72 82 84 117 137 149 152 
KALIMANTAN SELATAN - - - 22 31 50 60 84 107 118 131 141 146 
SULAWESI UTARA - - - 72 99 102 102 115 119 127 129 130 133 
SULAWESI SELATAN - - - 68 90 106 111 213 226 232 250 275 278 
LUAR JAWA BALI = = = 536 698 901 985 1.219 1.423 1.589 1.810 2.004 2.090 
RIAU = 2. = - i = = Е 65 108 114 123 129 
JAMBI e z z = = 2 = 2 66 83 95 103 105 
BENGKULU = - - - - - = - 74 83 86 95 103 
NUSA TENGGARA TIMUR - - - - - - - = 83 111 134 139 140 
KALIMANTAN TENGAH - - - - - - - = 86 96 106 122 129 
KALIMANTAN TIMUR - - - - - - - = 99 117 127 134 137 
SULAWESI TENGAH - - - - - - - - 85 94 101 108 109 
SULAWESI TENGGARA - - - - - - - - 55 59 59 58 61 
MALUKU > E E 2 = - 2 = 50 70 88 98 97 
IRIAN JAYA = E = = B - - - 39 46 66 77 79 
TIMOR TIMUR - - - - - — - - 1 13 29 33 35 
LUAR JAWA BALI || = E S = = E S = 703 880 1.005 1.090 1.124 
INDONESIA 1861 2137 2235 2877 3343 3620. 3791 4132 5118 5609 6129 6.586 6.863 


Sumber Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat. °) Data sampai dengan September 1983 
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B. PERBEKALAN DAN PERLENGKAPAN 


Kegiatan perbekalan dan perlengkapan keluarga berencana 
merupakan kegiatan penunjang dalam berbagai bidang yang 
mempengaruhi berhasilnya pelaksanaan program keluarga 
berencana secara keseluruhan. Misalnya penyediaan alat kon 
trasepsi fasilitas kerja sarana angkutan dan lain sebagainya. 


Pada tahun pertama Pelita | keadaan penyediaan obat/alat 
kontrasepsi sangat kurang. Maka selama masa Pelita I berbagai 
langkah telah diambil dalam rangka memantapkan penyediaan 
alat kontrasepsi tersebut, sehingga pada akhir Pelita 
penyediaan alat kontrasepsi telah terdapat kemajuan-kemajuan 
sebagai berikut : Produksi IUD telah mulai dilakukan di 
Indonesia (sejak akhir Pelita | tahun 1973/74) : penyediaan pil 
telah mulai disediakan melalui dana dalam negeri (sejak tahun 
1973/74). Sebelum itu umumnya bersumber dari bantuan 
luar negeri. Kegiatan swasta dalam lapangan produksi alat 
kontrasepsi telah mulai berkembang, misalnya Kondom. 


Selama Pelita | jumlah alat berupa pil berjumlah 17.707,4 
ribu butir, IUD berjumlah 486,9 ribu dan kondom 43,3 ribu gros 
(lihat tabel 7). 


Di samping penyediaan alat kontrasepsi, selama Pelita I 
telah dapat pula disediakan sarana angkutan (kendaraan) untuk 
para petugas/pelayanan keluarga berencana dan peralatan 
. medis untuk klinik keluarga berencana, serta peralatan untuk 
pusat-pusat latihan Keluarga Berencana. 


Untuk menghindarkan ketergantungan terus menerus alat 
kontrasepsi dari luar negeri dalam Pelita II juga masih 
dilanjutkan usaha-usaha pengadaan dan pembuatan 
kontrasepsi IUD di dalam negeri. Sehingga selama Pelita II 
penyediaan alat kontrasepsi berupa pil, IUD dan kondom makin 
meningkat. 


Jumlah pil dalam Pelita II berjumlah 1.945.503,6 ribu butir 
meningkat dari 17.707,4 ribu butir selama Pelita I, begitu juga 
dengan jumlah IUD berjumlah 3.860,5 ribu meningkat dari 
486,9 ribu dalam Pelita | ; jumlah Kondom meliputi 1.223,5 
ribu gros meningkat dari jumlah 43,4 gros dalam Pelita | (lihat 
Tabel-8). 


Selain penyediaan alat kontrasepsi telah pula dilakukan 
peningkatan penyempurnaan sistem logistik baik dari segi 
organisasi distribusi maupun sistem pergudangan. Di bidang 
organisasi, diarahkan kegiatan logistik untuk memperkuat 
susunan organisasi melalui penyempurnaan sistem logistik 
Keluarga Berencana dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. 
Di bidang distribusi kontrasepsi telah dilakukan penyempurnaan 
yaitu dengan ditunjuknya Jawa Timur sebagai pusat logistik 
untuk wilayah Indonesia Bagian Timur, sehingga memperlancar 
penyediaan di lapangan. Pusat-pusat distribusi dialihkan dari 
tingkat Propinsi ke tingkat Kabupaten/Kotamadya, sehingga 
jangkauan distribusi ke tingkat pedesaan akan lebih dekat. 
Dengan adanya penyempurnaan sistem tersebut, selama 
Pelita II telah ditingkatkan kegiatan monitoring pergudangan 
dan pengamatan arus gerak alat kontrasepsi untuk menjamin 
kelancaran di lapangan. 


Hingga tahun ke empat Pelita III penyediaan berbagai alat 
kontrasepsi terus mengalami peningkatan. Pengadaan Pil KB 
dalam tahun 1982/83 berjumlah 104.258.800 meningkat di- 
bandingkan tahun terakhir Pelita || 45.742.000 butir. 
Pengadaan IUD bertambah dari 1.476.000 buah dalam akhir 
Pelita Il menjadi 2.714.000 buah dalam tahun 1982/83. Begitu 
pula pengadaan Kondom meningkat dari 321.000 gros tahun 
akhir Pelita II menjadi 403.600 gros tahun 1982/83. (Lihat 
Tabel 9). 


Sedangkan pengadaan kontrasepsi suntikan yang baru di 
mulai pada tahun pertama Pelita III telah mencapai 3.200 ribu 
vial (botol obat) pada tahun 1982/83. Sejalan dengan kemajuan 
yang dicapai dalam memasyarakatkan KB, maka Indonesia juga 


` telah mampu melakukan perakitan Pil KB sendiri. Sehingga 


kemampuan merakit dalam tahun 1979/80 telah meningkat 


` dari 18 juta siklus menjadi 30 juta siklus pada tahun keempat 


Pelita III. 


Selain itu sebagai tindak lanjut usaha swasembada di- 
bidang kontrasepsi maka telah selesai dilakukan studi 


. kelayakan dan mulai dilakukan persiapan pendirian pabrik 


kondom di dalam negeri. Demikian pula studi kelayakan bagi 
produksi di dalam negeri jenis IUD terbaru . Untuk mengetahui 
daerah penyebaran peralatan Klinik dan Kontrasepsi lihat 
Tabel 10 dan 11. 


TABEL 7 
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI 
PADA KLINIK-KLINIK KELUARGA BERENCANA 


1969/70 — 1973/74 
( dalam rupiah ) 
PELITA i 
1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
1. PIL (Cyele) 1.100 1.000 2.500 9.000 17.707,4 
2. IUD (butir) 98 236,5 257 436 486,9 
3. KONDOM — - ` 25 10 43,4 
(gros) 
Catatan : Semua angka-angka dalam Tabel 7 adalah angka yang sudah diperballi 
TABEL 8 
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA KLINIK KELUARGA BERENCANA 
1973/74 — 1978/79 
(dalam ribuan) 
Alat Kontraeepel 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 | 1978/79 Jumlah 
1. Pil (cyele) 17.7074 17.5438 35.7485 30.6873 647820 45.7420 194.503,6 
2.100 (buah) 486,9 600,8 630,1 630,1 524,0 1.476,0 3.860,5 
3. Kondom (gross) 48,4 284,2 267.6 285,7 62.0 321,0 1.223,5 
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TABEL 9 
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI PADA KLINIK 
KELUARGA BERENCANA, 
1977/78 — 1982/83 


AE AAA en el ыл OU. о ы Sr maa PN Sma ee ERR REC 
Alat 


Kontrasepsi Satuan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
ж-з ы шш эы GÓP RR nan 
1. Pil ribu siklus 64.782.0 45.742.0 48.609,8 69.325.2 68.153,6 104.258,8 - 
2. IUD ribu buah 524,0 1.476,0 1.078,1 956,8 2.855,9 2.714,0 - 
3. Kondom ribu gross 62,0 324,0 183,7 122,3 391,7 403,6 - 
4. Suntikan ribu vial - - - 300,0 800,0 3.200,0 - 
*) Angka diperbaiki. 
TABEL 10 
ALOKASI PERALATAN KLINIK 
TAHUN 1979/1980 dan 1980/1981 
(satuan set) 
IUD KIT 1980/1981 
WILAYAH 1979/80 1980/1981 IUD MINI MCHKIT PHYSICIAN KIT PHNKIT 
JAWA BALI 987 141 141 1.950 
LUAR JAWABALI 1 555 282 282 3.066 
LUAR JAWA BALI II 371 - - = 
ABRI 60 - = = 


Sumber Badan Koordmasi Keluarga Berencana Nasional Pusat 


C. TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 


Dalam rangka mensukseskan Keluarga Berencana 
(Jawa-Bali) jumlah tenaga dokter telah bertambah dari 
421 orang dalam tahun 1969/70 meningkat menjadi 
1.186 orang dalam tahun terakhir Pelita | (1973/74). Dalam 
tahun 1969/70 tenaga bidan tercatat 855 orang meningkat 
jadi 2.241 orang. Peningkatan jumlah tenaga yang melayani 
klinik Keluarga Berencana tersebut juga berlaku bagi tenaga 
pembantu bidan dan tenaga administrasi. 


Sejalan dengan bertambahnya jumlah klinik KB dan 
meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana, dilakukan 
penambahan tenaga pelayanan. Untuk tahun 1978/79 jumlah 
dokter telah meningkat menjadi 2.882 orang dari jumlah 
2.750 orang pada tahun 1977/78. Di samping itu tenaga bidan 
tahun 1978/79 telah pula meningkat menjadi 4.568 orang dari 
jumlah 4.436 dalam tahun 1977/78. Begitu pula jumlah 
personil pelayanan di klinik secara keseluruhan telah bertambah 
dari 14.110 orang tahun 1977/78 meningkat pada 
tahun 1978/79 menjadi 14.669 orang. Perkembangan tenaga 
pelayanan di klinik pada tahun terakhir Pelita | dan selama 
Pelita || dapat dilihat dalam Tabel 12. 


Dengan semakin meluasnya daerah penggarapan dan 
semakin meningkatnya jumlah klinik Keluarga Berencana, 
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jumlah rumah sakit, frekuensi pelayanan melalui TMK dan 
semakin meningkatnya jumlah peserta Keluarga Berencana, 
kian dirasakan kebutuhan penambahan tenaga pelayanan 
medis dan para medis seperti dokter, bidan, pembantu bidan, 
dan pencatat laporan. Dalam hubungan ini maka jumlah tenaga 
dokter telah meningkat dari 2.882 orang pada tahun 1978/79 
menjadi 4.303 orang tahun 1982/83. 


Tenaga bidan meningkat dari 4.568 orang menjadi 6.239 
orang tenaga pembantu bidan naik dari 3.715 orang menjadi 
4.928 orang. Demikian juga tenaga pencatat dan pelaporan 
telah naik dari 3.504 orang menjadi 4.478 orang. Per- 
kembangan jumlah tenaga pelayanan di klinik Keluarga 
Berencana dapat dilihat pada Tabel 13. 


Untuk melakukan penggarapan yang serasi dan saling 
menunjang antara kegiatan penerangan motivasi dan pelayanan 
kontrasepsi di daerah pedesaan mulai tahun 1981/82 telah di- 
kembangkan kegiatan terpadu dalam melakukan kegiatan 
pelayanan dan penerangan melalui Team Keluarga Berencana 
Keliling (TKBK). TKBK merupakan usaha untuk lebih mendekat- 
kan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat secara 
terpadu di bidang pelayanan kontrasepsi dan penerangan 
motivasi. 


pencatat dan pelaporan (serta dokumentasi) yang berlaku 


TABEL 11 
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI 
TAHUN 1969/1970 — 1981/1982 


JENIS KONTRASEPSI 
WILAYAH TAHUN 

PIL (CYELE) IUD (ВІЛ) KONDOM (GROSS) 

1. JAWA BALI 1969/1970 268.403 128.437 11.132 

2. JAWA BALI 1970/1971 1.209.841 241.072 1.190 

3. JAWABALI 1971/1972 2.152.619 277.550 20.494 

4. JAWA BALI 1972/1973 6.357.699 839.350 4.721 

5. JAWA BALI 1973/1974 14.793.595 486.950 30.096 

6. JAWA BALI -LJB I 1974/1975 14.956.391 546.300 223.691 

7. JAWA BALI - LJB I 1975/1976 28.779.941 399.200 181.314 

8. JAWA BALI — LJB | 1976/1977 18.357.600 592.850 223.261 

9. JAWA BALI — LJB | 1977/1978 66.883.591 806.806 35.703 

10. JAWA BALI -LJB | 1978/1979 50.208.446 525.740 53.247 

11. JAWA BALI - LJB I + II 1979/1980 48.194.310 1.078.100 160.538 

12. JAWA BALI- LJB! + II 1980/1981 51.230.312 956.403 88.272 

13. JAWA BALI - LJB I + II 1981/1982 68.582.379 989.682 231.249 

TABEL 12 
JUMLAH PERSONALIA KLINIK KELUARGA BERENCANA 
MENURUT KATEGORI, 1973/74 — 1978/79 

Personalia Klinik 1973/74 1974/75 ` 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 

1. Dokter 1.186 1.956 2.316 2.569 2.750 2.882 

2. Bidan 2.241 3.421 3.919 4.213 4.436 4.568 

3. Pembantu Bidan 1.959 2.657 3.098 3.349 3.532 3.715 

4. Tenaga Administrasi 1.970 2.609 2.995 3.232 3.392 3.504 

Jumlah: 7.356 10.643 12.328 13.363 14.110 14.669 

TABEL 13 
JUMLAH PERSONALIA KLINIK KELUARGA BERENCANA 
MENURUT KATEGORI, 
1978/79 — 1982/83 
(orang) 

Personalia Klinik 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Dokter 2.882 3.594 3.808 3.975 4.303 
2. Bidan 4.568 5.476 5.707 5.974 6.239 
3. Pembantu Bidan 3.715 4.319 4.525 4.661 4.928 
4. Tenaga Administrasi 3.504 3.927 4.096 4.242 4.478 
Jumlah: 14.669 17.316 18.136 18.852 19.948 


D. PELAPORAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN PENELITIAN/PENGKAJIAN 


Sejak awal tahun 1971/72 telah dilaksanakan satu sistem 


seragam secara nasional. 


Dalam rangka penyeragaman sistem pencatat dan 


Selain itu telah pula dilakukan untuk mengadakan 


pembinaan penelitian Keluarga Berencana selama masa Pelita 


| dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 


a. 


pelaporan telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 


an 


. Pendaftaran klinik Keluarga Berencana. 


Penggunaan kartu dan formulir yang seragam secara b. 


nasional. 


Penggunaan sistem laporan yang seragam secara nasional. 


Mempercepat proses pelaporan balik. 


Identifikasi ciri-ciri akseptor secara terus menerus. 


Inventarisasi Lembaga-lembaga Penelitian yang bergerak di 
bidang penelitian yang ada hubungannya dengan Keluarga 
Berencana (sosial, psikologi, antropologi dan lain 
sebagainya). 

Inventarisasi lembaga penelitian yang bergerak di lapangan 
Keluarga Berencana yang terdapat pada universitas/ 
perguruan tinggi. 

Latihan bagi petugas penelitian Keluarga Berencana (di 
dalam maupun di luar negeri). 
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Sementara itu telah dilakukan penelitian-penelitian yang 
secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 


a. Penelitian data dasar : 


(1) Penelitian fertilitas dan mortalitas. 

(2) Penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan praktek 
Keluarga Berencana. 

(3) Pencatatan data pokok tentang kelahiran dan kematian. 

(4) Identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 
pelaksanaan Keluarga Berencana. 


b. Penelitian dalam rangka follow up : 


(1) Penelitian tentang kebenaran pelaporan jumlah akseptor. 

(2) Penelitian kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi. 

(3) Penelitian tingkah laku akseptor setelah menerima alat 
kontrasepsi. 

(4) Faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu metode 
Keluarga Berencana. 


c. Penelitian dalam rangka penelitian program : 


(1) Penelitian kemampuan Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana. 

(2) Penilaian alat mass media untuk Keluarga Berencana. 

(3) Penilaian hasil latihan yang telah dilakukan. 

(4) Penelitian tentang efisiensi dan efektifitas pembiayaan. 


Untuk itu selama Pelita || dilaksanakan usaha-usaha 
pengembangan sistem pencatat dan pelaporan peserta 
Keluarga Berencana. Dalam tahun 1978/79 usaha-usaha ini 
ditingkatkan antara lain dengan telah dikembangkannya sistem 
pencatat dan pelaporan PPKBD serta sistem pencatat dan 
pelaporan kegiatan penerangan motivasi, yang dilakukan di 
Kecamatan (dan sistem pencatat dan pelaporan pelayanan 
kontrasepsi yang disempurnakan. 


Dalam rangka mempertinggi daya guna dari data-data dan 
informasi yang tersedia, telah dikembangkan sistem 
penyebaran dan pelayanan data dalam tata kerja Jaringan 
Informasi dan Dokumentasi Keluarga Berencana dan 
Kependudukan. 


Dalam Pelita II, kegiatan penelitian dan penilaian t terutama 
diarahkan untuk kebutuhan operasional di lapangan yang dapat 
segera dipergunakan bagi kepentingan pelaksanaan program 
selanjutnya. Dengan demikian prioritas kegiatan adalah 
penelitian terapan yang akan memberikan data untuk perbaikan 
dan pengembangan program. 


- 


Kegiatan penelitian dilaksanakan meliputi penelitian- 
penelitian untuk program operasional, penelitian data dasar, 
penelitian untuk pengembangan program pedesaan dan 
penelitian-penelitian biomedis. Penelitiani-penelitian tersebut 
diarahkan untuk mempercepat jangkauan program di pedesaan 
serta proses pelembagaan dalam masyarakat. Usaha-usaha 
penelitian ini ditingkatkan pelaksanaannya dalam 
tahun 1978/79. Selanjutnya dilaksanakan penelitian demografi 
mengenai pengaruh terhadap penurunan fertilitas dari kegiatan 
program Keluarga Berencana. 


Selama lima tahun Pelita III terakhir ini sistem pencatat 
dan pelaporan yang ada, terus ditingkatkan dan disempurna- 
kan. 


Dalam rangka meningkatkan data kependudukan dan 
penyebaran informasi, dilakukan kegiatan registrasi vital 
dengan maksud agar diketahui secara tepat perkembangan 
jumlah penduduk di suatu daerah pada jangka waktu tertentu. 
Sejalan dengan itu dilakukan pula berbagai penelitian/ 
pengkajian berbagai masalah Kependudukan dan Keluarga 
Berencana, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga 
penelitian Universitas. Kegiatan penelitian/pengkajian yang di- 
lakukan meliputi penelitian data dasar, penelitian operasional 
bagi penyempurnaan pelayanan dan menejemen, serta 
penelitian pengembangan. Dalam usaha kerjasama penelitian 
yang lebih luas telah dirintis kerjasama internasional antara 
negara-negara berkembang terutama di kawasan ASEAN guna 
mencoba pendekatan-pendekatan baru yang bersifat 
perbandingan, dan diperluas dengan usaha pertukaran para ahli 
di bidang pengkajian program Keluarga Berencana. 


Selain itu dilakukan penelitian pendahuluan menggali 
berbagai potensi tanaman yang mengandung bahan baku alat 
kontrasepsi »il Keluarga Berencana untuk dikembangkan. 


Mengingat luasnya aspek penelitian yang ingin dicakup 
dan terbatasnya kemampuan yang ada, maka mulai di- 
kembangkan pendekatan baru penelitian dengan sistem 
modular. Dengan sistem ini berbagai kebutuhan penelitian 
dikelompokkan, yang meliputi aspek sosial ekonomi, imigrasi, 
tingkat kesertaan Keluarga Berencana, gizi, dan kesehatan 
lingkungan, kelangsungan pemakaian kontrasepsi serta 
fertilitas yang akan dapat memberikan gambaran yang bulat 
mengenai situasi program. Dengan demikian, penelitian/ 
pengkajian ditetapkan berdasarkan prioritas-prioritas sesuai 
dengan perkembangan di lapangan dan sasaran yang ingin 
dicapai dari waktu ke waktu. 


PELAKSANAAN DAN HASIL-HAS IL PROGRAM К.В 
(PELITA І, Il, DAN Ш) 


A. PENERANGAN DAN MOTIVASI 


Kegiatan penerangan dan motivasi Keluatga Berencana 
selama Pelita | ditujukan untuk memberikan penerangan seluas- 
luasnya kepada masyarakat tentang terdapatnya kemungkinan 
bagi mereka untuk melaksanakan perencanaan Keluarga 
Berencana. Usaha ini dilakukan melalui penerangan umum, 
penerangan kelompok, penyuluhan tatap muka serta 
pendidikan kependudukan. 


Sedangkan dalam Pelita || ditujukan untuk pencapaian 
peserta Keluarga Berencana baru dan pembinaan kelestarian 
peserta lama melalui pelembagaan KB di dalam kehidupan 
masyarakat dan penerimaan keluarga kecil yang bahagia 
sejahtera. Usaha kegiatan penerangan dilakukan dengan 
berbagai pendekatan, cara dan saluran untuk membangkitkan 
partisipas: uktif dan bertanggung jawab dari semua unsur dan 
potensi yang ada di masyarakat. Hingga Pelita Ill kegiatan 
penerangan dan motivasi telah berkembang dari penyampaian 
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` pesan Keluarga Berencana secara sempit ke ruang jlingkup 


yang lebih luas yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat mengenai permasalahan kependudu- 
kan. Selain itu diarahkan untuk memberi: pengayoman guna 
membina kelestarian para peserta Keluarga Berencana yang 
ada. 

Pelaksanaannya mempunyai tiga arah yaitu wilayah-wilayah 
yang mencapai kesertaan masyarakat cukup tinggi, diarahkan 
kepada usaha mempercepat pelembagaan dalam rangka 
perpindahan tanggung jawab program kepada masyarakat » 


Sedangkan kepada wilayah yang berkembang tetapi 
mempunyai pencapaian belum cukup tinggi, diarahkan pada 
peningkatan peserta baru dan meningkatkan kelestarian 
peserta yang ada. Bagi wilayah-wilayah yang baru 
melaksanakan program khususnya sejak tahun 1979/80 di 
arahkan kepada kebijaksanaan usaha pengembangan. 


Pengetahuan dan sikap menerima program dan alat 
kontrasepsi merupakan syarat utama bagi keberhasilan 
pelaksanaan program. Untuk itulah penerangan dan motivasi 
dilakukan. Sehingga calon-calon akseptor maupun masyarakat 
secara luas mengerti, menerima dan melaksanakannya secara 
sukarela. Usaha demikian secara garis besarnya bertujuan : 
a. meningkatkan pengetahuan, membangun sikap dan praktek 

KB sehingga tercapai penambahan peserta baru melalui 
perluasan jaringan komunikasi, informasi, dan pendidikan. 
b. membina kelestarian peserta KB. 
c. meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat 
menjamin berlangsungnya proses penerimaan. 


Usaha-usaha penerangan dan motivasi yang telah di- 
laksanakan selama ini menurut media dan jumlah sasaran yang 
dicapai terdiri dari tiga kegiatan : penerangan massa, kelompok 
dan perorangan. 


Penerangan massa dilakukan melalui media-media 
komunikasi massa seperti radio, televisi, film/slide, surat kabar, 
mobil unit penerangan (Mupen KB), publikasi, promosi , 
pameran penerangan kelompok. 


Melalui radio kegiatan penerangan KB selama ini di- 
integrasikan dengan acara siaran radio yang ada. Di samping 
itu juga membuat program-program khusus seperti pada 


tahun 1977-1980 telah dilaksanakan satu drama bersambung 
melalui radio (swasta dan RRI) berjudul ” Butir-butir Pasir di 
Laut”. Disiarkan setiap hari selama lima menit yang dalam 4 
tahun itu mencapai 1.200 episode. 


Melalui Televisi umumnya siaran kependudukan dan KB 
berupa berita kegiatan program. Begitu juga dengan media 
persuratkabaran yang diharapkan bisa membentuk dan 
membina pendapat umum yang mendukung program KB, 
menyebarluaskan informasi, serta sarana umpan balik. 

Selama ini film ternyata dinilai sebagai sarana penerangan 
dan motivasi yang cukup efektif. Pada umumnya film-film yang 
diproduksi selama ini disajikan melalui mobil unit keliling yang 
beroperasi di pedesaan. Selama tahun 1970-1980 sudah 
diproduksi film-film KB dengan 41 judul sebanyak 2.247 copy. 


Mobil unit penerangan KB mulai digunakan dalam program 
penerangan pada awal Pelita II dengan menempatkan sebuah 
mobil unit penerangan KB di tiap kabupaten dan kotamadya 
di Jawa dan Bali. Sedangkan Luar Jawa dan Bali kegiatan ini 
dilakukan oleh mobil unit penerangan dari Departemen 
Penerangan. Tabel 16. 


Kegiatan ini bertugas di dalam masyarakat yang sedang 
membangun, merangsang timbulnya forum komunikasi -dan 
Keluarga Berencana dan soal-soal pembangunan dalam 


TABEL 14 
JUMLAH KEGIATAN MUPEN KB Di JAWA BALI 
APRIL 1980 — MARET 1981 
Jumlah MUPEN KB Jumlah Kegiatan Jumlah Kelurahan yang 
PROPINSI dikunjungi 
DKI JAKARTA 5 224 221 
JAWA BARAT 24 2.898 2.455 
JAWA TENGAH 35 3.642 3.598 
DI YOGYAKARTA 5 530 497 
JAWA TIMUR 37 3.295 3.110 
BALI 8 760 695 
QUE TABEL 15 
JUMLAH JURU PENERANG KB DI JAWA BALI DAN LUAR JAWA BALI | 
MENURUT PROPINSI TAHUN 1975/1976 — 1980/1981 
DES == aki 
o», ЫШ ^ ہے‎ 
PROPINSI - ER JUMLAH JUPENKB 

ut 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/1980 1980/81 
DKI. JAKARTA | f 28 29 29 30 30 30 
JAWA BARAT iy 386 384 390 392 393 394 
JAWA TENGAH EN 466 480 480 495 498 498 
D.I. YOGYAKARTA 74 74 74 74 74 74 
JAWA TIMUR : | 544 544 543 547 548 548 
BALI 50 50 50 50 50 50 
JAWA BALI 1.548 1.561 1.566 1.588 1.593 1.594 
D.I. ACEH a a = 123 123 131 131 
SUMATERA UTARA ye = = 138 175 185 184 
SUMATERABARAT = = 83 83 85 85 
SUMATERA SELATAN ^ = = 44 44 84 85 
LAMPUNG ; = = 70 70 71 71 
NUSA TENGGAR ` BARAT E = 40 46 56 56 
KALIMANTAN BA: AT. . m = 24 46 106 106 
KALIMANTAN SEL: TAN | = = 69 72 88 90 
SULAWESI UTARA ° Ра = 27 51 84 84 
SULAWESI SELATAN . = = 169 169 169 169 
LUAR JAWA BALI | = = 787 879 1.059 1.061 
JUMLAH SELURUH 1.548 1.561 2 353 2 467 2.652 2.655 


Sumber : Badan Koordinasi Keiuarga Berencana Nasionai Pusat. 
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masyarakat pedesaan. Frekuensi kegiatan rata-rata 150 kali 
di Jawa dan Bali dan 60 kali untuk luar Jawa/Bali per bulan. 


Usaha-usaha kegiatan penerangan selama Pelita | dengan 
Cara penerangan yang bersifat umum terutama melalui media 
massa seperti Radio, Film, Surat Kabar (Pers) dan Televisi. 


Sedangkan penerangan umum sifatnya dilakukan kepada 
bantuan atas para peserta seminar/raker/pertemuan kelompok, 
serta mengirimkan tenaga-tenaga penerangan untuk 
melakukan pendekatan terhadap berbagai kelompok tokoh 
masyarakat yang berpengaruh dilingkungannya. Untuk itu juga 
selama ini disiapkan tenaga-tenaga jupen KB dan tersebar 
diseluruh pelosok tanah air, (Lihat tabel 15) 


B. PENYULUHAN MELALUI PLKB 


Penyuluhan tatap muka dilakukan pendekatan secara 
langsung kepada calon akseptor maupun mereka yang telah 
menjadi akseptor. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas-petugas 
lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta petugas-petugas 
penerangan lainnya. Jumlah perkembangan petugas PLKB 
maupun petugas lain selama Pelita | jumlah PLKB 
11.673 orang: Pimpinan Kelompok, 2.120 orang: Pengawas 
297 orang serta koordinator berjumlah 44 orang. 


Dalam Pelita Il usaha-usaha penerangan didukung tenaga 
sukarela yang disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana 
Desa (PPKBD). Disamping itu telah berkembang organisasi- 
organisasi sukarela dikalangan masyarakat khususnya para 
peserta Keluarga Berencana yang bertujuan meningkatkan 
pelayanan KB kepada para anggotanya dan masyarakat 
umumnya (organisasi Paguyuban). Perkembangan PPKBD 
maupun organisasi paguyuban selama Pelita Il secara kumulatif 
terdapat 34.780 tenaga PPKBD dan 55.285 organisasi 
paguyuban (Lihat tabel 16). Keberhasilan usaha pelembagaan 
semakin tumbuh dan berkembang seperti dapat dilihat dalam 
Pelita II, begitu juga selama empat tahun Pelita III petugas 
PPKBD dan paguyuban terus meningkat dari 34.780 unit dalam 
tahun 1978/79 (akhir Pelita II) meningkat menjadi 53.094 unit 
dalam tahun 1982/83 (Lihat tabel 17). 


Paguyuban dalam akhir Pelita || berjumlah 55.285 
meningkat sampai empat tahun Pelita III tahun 1982/83 
menjadi 126.751 unit. Meningkatnya wilayah dan jangkauan 
program pada masa Pelita III telah mendorong ditingkatkannya 


usaha-usaha perluasan daya jangkau jaringan penerangan 
sehingga seluruh desa ada dalam ruang lingkup usaha 
penerangan. 


Usaha ini merupakan perwujudan pendekatan yang lebih 
akrab dengan masyarakat dalam rangka mempercepat proses 
pelembagaan dan pembudayaan. Jalur yang digunakan, sama 
halnya dalam Pelita | dan II. Lebih ditingkatkan lagi dengan 
memanfaatkan tenaga dan sarana yang ada dalam masyarakat 
seperti organsasi pemuda, wanita, mahasiswa, tani, olah raga 
dan lain-lain organisasi. 


Kegiatan penerangan kepedesaan ditempuh, antara lain 
dengan tim penerangan keliling. Sedangkan dalam rangka 
meningkatkan para peserta di daerah perkotaan sejak tahun 
1981/82 telah dilakukan penataan kegiatan penerangan 
dengan mengikutsertakan swasta melalui saluran komersil. 
Tahun 1982 melalui hasil penataan mulai dikembangkan 
program Keluarga Berencana perkotaan di 5 kota besar yaitu 
Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Di 
samping itu tahun 1981/82 dilakukan pemantapan usaha 
penerangan untuk berbagai kelompok masyarakat khusus, 
antara lain melalui jalur khotbah bagi kelompok agama, 
penerangan bagi kelompok masyarakat keturunan Cina,melalui 
BAKOM PKB (Badan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa). 
Serta pemanfaatan tenaga mahasiswa yang melakukan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) untuk meningkatkan partisipasi generasi 
muda dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana. 


TABEL 16 
JUMLAH PPKBD DAN PAGUYUBAN. 
1973/74 — 1978/79 
1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 
PPKBD ; i 11.837 20.077 24.384 29.418 34.780 
PAGUYUBAN = 2.200 10.777 21.030 45.474 55.289 
PPKBD Pembartu Pembina Keluarga Berencana Desa 
@ABEL 17 
JUMLAH PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA 
(PPKBD) DAN PAGUYUBAN, 
1978/79 — 1982/83 
(Unit) 
Jenis Organisasi 1978/79 1979/80 1980/1981 1981/82 1982/83* 
1 PPKBD 34.780 49.152 50.204 45.276 50.072 
2 Paguyuban 55 285 98 783 109 318 121.956 126.751 
Jumlah: 90 065 147 935 159 522 167.232 176.823 
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C. PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Sasaran utama bidang pendidikan dan latihan adalah 
melatih dan mendidik tenaga Keluarga Berencana untuk 
meningkatkan ketrampilan teknis operasional para pelaksana, 
dan mengembangkan lebih lanjut program pendidikan 
kependudukan di sekolah dan perguruan tinggi serta merintis 
pengembangan pendidikan kependudukan dikalangan sekolah 
swasta, perguruan agama serta berbagai pendidikan luar 
sekolah. 


1. Pendidikan Keluarga Berencana 


Dalam perkembangan program Keluarga Berencana telah 
dilakukan berbagai latihan bagi anekaragam kategori personil. 
Selama Pelita | telah dididik tenaga dokter berjumlah 1.499 : 
orang : bidan dan pembantu bidan 4.889 orang, tenaga PLKB/ 
pemimpin kelompok pengawas koordinator 11,635 orang : 
Petugas pencatatan dan pelaporan 4.144 orang : petugas 
penerangan 5.744 orang dan Petugas lain-lain 1.990 orang. 

`` Menginjak pada Pelita II pendidikan tenaga personil terus 
meningkat dibandingkan dengan Pelita | yaitu tenaga dokter 
dari 1.499 orang pada Pelita | meningkat menjadi 1.733 orang 
selama Pelita ||, tenaga bidan/pembantu bidan dari 4.889 orang 
dalam Pelita | meningkat dalam Pelita || menjadi 5.446 orang. 
Peningkatan tenaga-tenaga lainnya telah dijelaskan dalam 
Tabel 6. 

Hingga sampai tahun ke empat Pelita III pendidikan dan 
latihan tenaga Keluarga Berencana terus bertambah. Selama 
empat tahun Pelita III untuk berbagai jenis ketrampilan telah 
dididik dari berbagai tenaga personil KB sebanyak 
71.876 orang meningkat dari Pelita || sebanyak 43.306 orang. 
Perinciannya dapat dilihat dalam Tabel 22. 


Sejalan dengan perkembangan pendidikan dan latihan 
personil Keluarga Berencana untuk menampung kegiatan 
pendidikan latihan KB. Dimulai dalam Pelita || telah dibangun 
gedung pusat latihan KB di daerah-daerah Jawa-Bali dan di se- 
puluh propinsi di luar Jawa-Bali, hingga tahun ke empat Pelita 
I. 


2. Pendidikan Kependudukan 


Program pendidikan kependudukan dirintis sejak tahun 
1972/73 Pelita | yang ditujukan untuk membina serta mengem- 
bangkan pengertian kesadaran dan perubahan sikap serta ting- 
kah laku yang bertanggungjawab dan rasional terhadap hu- 
bungan antara pertumbuhan penduduk dengan perkembangan 
sumber-sumber kehidupan yang terdapat di lingkungan ma- 
sing-masing. 


Selama Pelita | telah dapat diselesaikan penyusunan 
bahan-bahan pelajaran pendidikan kependudukan dan dapat 
dirumuskan 26 bahan pelajaran dari 26 judul. 


Dalam Pelita II mulai tahun 1972/73 pendidikan dan latihan 
kependudukan lebih ditingkatkan dengan mengembangkan 
sistem pendidikan kependudukan pada tingkat Sekolah Dasar, 
Sekolah Lanjutan Pertama , Sekolah Lanjutan Atas, SPG, 
Perguruan Tinggi dan melalui program sekolah. Dalam 
hubungan ini disusun materi pengajaran yang diintegrasikan 
kedalam bidang-bidang studi yang berkaitan dengan kurikulum- 
nya. Tahun 1975 telah dilaksanakan kurikulum pendidikan 
umum, disamping itu dilakukan usaha-usaha pengadaan buku, 
penyediaan buku, penyediaan tenaga guru pendidikan 
Kependudukan. 


Selama awal Pelita І tahun 1974/75 sampai dengan empat 
tahun Pelita II telah dilatih sebanyak 15.240 orang tenaga guru 
SD, Guru SLP 5.130 orang. Guru SLA 2.510 orang: Calan 
Sarjana IKIP 130 orang: Guru PLS 10.480 orang: Guru SPG 
1.360 orang: Guru untuk Critical Mass 218 orang dan Guru 
untuk pelatih Guru-guru 565 orang serta lain-lain berjumlah 
240 orang. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 18. 


. Untuk mendukung usaha pelembagaan dan pembudayaan 
KB melalui pendidikan kependudukan, program pendidikan di 
sekolah dan perguruan tinggi serta merintis perkembangan 
pendidikan kependudukan di kalangan sekolah swasta dan 
perguruan agama berbagai pendidikan luar sekolah terus di- 
kembangkan. 


Selama empat tahun Pelita III jumlah tenaga guru Negeri 
yang telah dididik melalui pendidikan kependudukan terus 
meningkat dibanding Pelita || yaitu dari 35.873 orang dalam 
Pelita ll meningkat pada empat tahun Pelita III menjadi 45.909 
orang tenaga guru. Sejak tahun 1978-1982 telah dapat dididik 
dan dilatih sejumlah 30.779 orang atau sekitar 3096 dari 


Sasaran yang direncanakan selama lima tahun 
1979/80-1983/84. 


Berdasarkan evaluasi penataan berbagai segi pendidikan 
kependudukan dalam rangka pendidikan dan latihan 
kependudukan di luar sekolah, jumlahnya telah mencapai 
sekitar 10.759 orang tenaga guru. Perkembangannya dapat 
dilihat dalam Tabel 19. 


TABEL 18 
JUMLAH TENAGA GURU PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN 
YANG TELAH DILATIH, 1973/1974 — 1978/1979 


(orang) p 
Jumlah 
Jenis Tenaga Guru 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1974/75 - 1978/79 
1. GuruSD PE 320: 520 = 6.600 7.740 . 15.240 
2. Guru SLP | с m 560: 940 = 1.500 2.130 5.130 
3. Guru SLA — 280 520 540 810 360 2.510 
4. Calon Sarjana IKIP - 50 = 30 50 - 130 
5. Guru PLS = 560 1.250 550 3.640 4.480 10.480 
6. Guru SPG - — — 480 700 180 1.360 
7. Guru untuk Critical Mass - 25 193 — — - 218 
8. Guru untuk Pelatih 
Guru-guru - - - 65 500 — 565 
9. Lain-lain = - — — — 240 240 
Jumlah: = 1.795 3.423 1.665 13.860 15.130 35.873 


Bawaan 
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TABEL 19 
JUMLAH TENAGA GURU PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN YANG DILATIH, 


1978/1979 — 1982/1983 
| (orang) 

Jenis Tenaga Guru 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Guru SD/Ibtidaiyah 7.740 1.355 332 395 3.870 
2. Guru SLP/Tsanawiyah 2.130 - 266 60 4.650 
3. Guru SLA/Aliyah 360 367 142 30 1.059 
4. Dosen Pendidikan 

Tinggi/IAIN/APDN - — 120 105 85 
5, Guru PLS1) 4.480 1.029 870 779 797 
6. Guru SPG2) 180 57 71 = - 

7. Guru untuk Pelatih 
Guru-guru - 2.727 - 54 - 
8. Lain-lain 240 2.270 9.182 4.880 298 
ا‎ 
Jumlah: 15.130 7.805 10.983 6.303 10.759 
11 Pencokan Luar Sekolah 


2) Sekolah Pendidikan Guru 


D. HASIL-HASIL PELAKSANAAN KB 


Secara nasional kegiatan Program KB yang dimulai pada 
tahun 1970 yang waktu itu baru mencakup 6 Propinsi di Jawa 
dan Bali yang dihuni 6596 dari seluruh penduduk Indonesia. 
Kemudian pada Pelita II tahun 1974/1975, pelaksanaannya 
telah diperluas ke 10 propinsi di luar Jawa dan Bali | yang 
proporsi penduduknya meliputi 2696 dari seluruh penduduk 
Indonesia. Pada tahun 1978/1979 diperluas lagi dengan 11 
propinsi lainnya. 2 


Dengan demikian semenjak awal Pelita III, pelaksanaan 
Program Nasional Kependudukan Keluarga Berencana telah 
mencakup 27 Propinsi seluruh Indonesia yang menurut Sensus 
penduduk tahun 1980 berpenduduk kurang lebih 145 juta jiwa. 


1. Pengetahuan Masyarakat Tentang KB 


Keberhasilan dalam dimensi perluasan jangkauan dapat 
diukur antara lain, dengan makin meningkatnya pengetahuan, 
sikap, dan penerimaan gagasan Keluarga Berencana oleh 
masyarakat. Dari indikator demikian terlihat bahwa pelaksana- 
an program telah makin menyebar luas. 


DariSurvai Penduduk Antar Sensus yang dilakukan BPS 
tahun 1976 dilaporkan bahwa 754 dari pasangan usia subur 
(PUS) di Jawa Bali telah pernah mendengar tentang Keluarga 
Berencana. Kemudian dari Survai Sosial Ekonomi Nasional - 
(SUSENAS) tahun 1979 diperoleh hasil bahwa 7796 dari 
seluruh pasangan usia subur di Indonesia telah mengetahui apa 
Itu program Keluarga Berencana. 


Hal ini menunjukkan bahwa perluasan jangkauan telah 
mampu menyampaikan pesan dan menambah pengetahuan 
tentang Keluarga Berencana kepada penduduk. Susenas 
menunjukkan pula bahwa pengetahuan tentang alat 
kontrasepsi dari wanita dalam lima tahun kawin dan berumur 
50 tahun menunjukkan hal yang menggembirakan seperti ter- 


2. Peserta Keluarga Berencana Baru 


Aspek perluasan jangkauan yang meliputi pula usaha untuk 
mengajak peserta Keluarga Berencana baru menunjukkan hasil 
yang menggembirakan. Hal ini terlihat dengan makin 
гда Berencana baru Setiap 
n ke arah menguntungkan 
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Selama Pelita | yang programnya baru di wilayah Jawa Bali 
(Jakarta, Jawa Barat,Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 
Timur, dan Bali), jumlah peserta Keluarga Berencana baru yang 
diperoleh terus meningkat. Kalau pada tahun 1969/70 jumlah 
peserta Keluarga Berencana baru diperoleh hanya berkisar 53 
ribu peserta, maka pada tahun 1974/75 meningkat menjadi 
sekitar 1,5 juta. Hal ini ternyata terus meningkat sampai lebih 
dari 2,2 juta peserta pada tahun 1978/79 bahkan pada tahun 
1980/81 dicapai lebih dari 3 juta Keluarga Berencana baru 
dalam setahun. 


Ditinjau dari pencapaian target yang telah ditentukan, 
dalam Pelital target peserta КВ baru sebanyak 3.025.000 telah 
tercapai 3.201.458 peserta atau berarti 105,84. Dalam 
Pelita II yang targetnya sebanyak 9 juta peserta baru, dapat 
dicapai 10.236.618 peserta atau 113,796. Berkat Gerakan 
KKB Safari Senyum Terpadu, target Pelita III sudah hampir 
tercapai seperti telah diuraikan tadi. 


Data pencapaian itu telah memberi gambaran kepada kita 
betapa pengalaman dari tahun ke tahun selama Pelita | memberi 
petunjuk bahwa dalam pengelolaan Program Kependudukan 
Keluarga Berencana pada permulaannya masih mencari-cari 
bentuk pendekatan yang tepat. Hal ini tergambar dari fluktuasi 
dan masih rendahnya hasil pencapaian target. Akan tetapi, 
kemudian dalam Pelita II bentuk-bentuk pendekatan dan 
strategi nasional dapat dikatakan telah terumuskan dengan 
lebih tepat. Melalui strategi, yang disertai dengan disentralisasi 
penggarapan dan pengembangan Keluarga Berencana di 
pedesaan. Tampak betapa pencapaian hasil peserta KB 
semakin meningkat secara meyakinkan. 


Mengenai metode kontrasepsi yang dipakai, terlihat bahwa 
pada awal program, tahun 1969/70, pilihan pertama peserta 


ini menunjukkan makin besarnya peminatnya. Suntikan pada 
tahun 1974/75 hanya dipilih oleh 4.283 peserta KB baru atau 
sekitar 0,3%. Tetapi pada tahun 1980/81 meningkat sampai 
112.031 atau berarti 3,796 dari seluruh hasil peserta KB baru 
tadi. Demikian pula medis operatif pria dan medis operatif wani- 
ta yang pada tahun 1974/75 hanya menjadi pilihan dari 9.683 
atau 0,6% peserta KB baru. Tetapi pada tahun 1980/81 mening- 
kat menjadi 52.298 atau 2,54 dari seluruh hasil peserta KB. 
Selain itu, sejak digiatkannya penggarapan penggunaan kontra- 
sepsi IUD, proporsi peserta baru yang memilih IUD secara berang- 
sur-angsur meningkat kembali kalau pada tahun 1974/75 pilihan 
terhadap IUD mencapai titik terendah yaitu 11,796, maka pada 
tahun-tahun 1977/78 dan pada tahun 1981/82 menjadi 16,796 
(Lihat tabel-21). 


3. Karakteristik Peserta KB Baru 


Dari peserta KB baru telah diperoleh selama ini yang 
menggembirakan bukan saja jumlahnya yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Tetapi secara kualitatif, karakteristik 
mereka makin mengarah menguntungkan dalam penurunan 
fertilitas. Dilihat dari umur, sebagian besar peserta baru berusia 
di bawah 30 tahun. Rata-rata median umur peserta baru dari 
tahun ke tahun menunjukkan kecendrungan makin muda. Kalau 
pada tahun 1971/72 median umur peserta baru di Jawa Bali 
adalah 29,55 tahun, maka pada tahun 1979/80 menjadi makin 
muda, yaitu 26,2 tahun dan pada tahun 1980/81 adalah 26,1 
tahun. Di samping itu, dari paritas atau jumlah anak hidup 
(Living children) yang dimiliki para peserta KB baru 
menunjukkan pula kecendrungan makin kecil. Kalau median 
paritas peserta baru di Jawa Bali pada tahun 1971/72 tercatat 
3,8 anak, maka angka median paritas pada tahun 1978/79 
adalah 2,44 anak, dan pada tahun 1980/81 adalah 2,39 anak. 
Tendensi yang positif seperti ini terlihat pula pada ciri-ciri 
peserta KB baru di Luar Jawa Bali yang relatif programnya 
masih baru. 


Jika ditinjau dari lapangan pekerjaan mereka, lebih dari 
6096 peserta KB dari keluarga petani. Sedangkan dari segi 
tingkat pendidikan rendah atau hanya tamat SD ke bawah. 


Dengan gambaran keseluruhan ciri-ciri peserta KB dapat 
disimpulkan bahwa para peserta KB yang telah dapat diajak 
dan memakai kontrasepsi, rata-rata mempunyai paritas (jumlah 


anak hidup) masih sedikit, berumur muda, berpendidikan 
rendah, dan dari masyarakat petani di pedesaan. 


Menurut lapangan pekerjaan suami peserta KB baru selama 
Pelita |, Il dan Pelita Ill tahun keempat yang meliputi : Pegawai 
Negeri, Pegawai Swasta,dan pedagang yang umumnya ting- 
gal diperkotaan Kelompok tani (petani), merupakan kelompok 
baru tertinggi jumlah prosentasenya. Jumlah kelompok tani 
pada akhir Pelita | meliputi 59,496 meningkat menjadi 63,996 
akhir Pelita Il dan tahun 1982/83 menjadi 70,796. Sedangkan 
pekerja lepas akhir Pelita | meliputi 9,514 pada Pelita II, 14,296 
dan tahun 1982/83, 14,996. - 


4. Pesera KB Aktif (Current Users) 


Secara kuantitatif hasil usaha pembinaan untuk 
memantapkan penerimaan ide Keluarga Berencana selama ini 
tercermin dari adanya jumlah peserta KB Aktif (Current Users) 
yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan target Pelita III 
sampai bulan September 1983 tinggal 0,74 lagi yang belum 
tercapai . 


Dari data survei statistik tahun 1971/72 di enam propinsi 
di Jawa dan Bali, diperkirakan baru terdapat 366.669 peserta 
yang kemudian pada akhir Pelita | meningkat menjadi 1,68 juta 
peserta lestari (aktif). Dan lima tahun kemudian (1978/1979) 
di enam belas propinsi program dilaporkan terdapat sejumlah 
5,54 juta peserta КВ aktif. Kemudian pada akhir 
tahun 1980/81 yang merupakan tahun kedua Pelita III dengan 
daerah program telah meliputi 27 propinsi, peserta KB aktif 
meningkat menjadi sekitar 7,7 juta peserta. 


Dari segi jumlah peserta menurut metode penggunaan alat 
kontrasepsi sampai tahun 1983/84 dapat dilihat dalam Tabel 
22. 


Usaha pembinaan yang terus diintensifkan sampai akhir 
tahun Pelita Ill memberi gambaran yang makin  menggembira- 
кап |dengan mencapai 12 juta peserta KB aktif dan merupakan 
5096 dari pasangan usia subur. 


Dari angka-angka yang terkumpul selama ini baik dari 
survei penduduk antar sensus (SUPAS), SUSENAS, maupun 
laporan-laporan jelas menunjukkan bahwa usaha-usaha рет. 
binaan peserta KB telah membuahkan hasil tingkat prevelensi 
yang terus meningkat. 


TABEL 20 
PROSENTASE WANITA DALAM 5 TAHUN KAWIN DAN BERUMUR KURANG 
DARI 50 TAHUN YANG MENGETAHUI ALAT KB MENURUT 
ALAT KONTRASEPSI YANG DIKETAHUI SUSENAS 1979 


Daerah PUS 
Daerah Kota & Pedesaan 
Jawa Bali 18.129.987 
Luar Jawa Bali | 5.699.080” 
Luar Jawa Bali || 1.627.214” 
Indonesia ' 25.456.281 
Daerah Kota | 
Jawa Bali 3.351.031 
Luar Jawa Bali | 1.078.495 
Luar Jawa Bali || 299.922 
Indonesia 4.729.448 
Daerah Pedesaan 
Jawa Bali 15.160.712 
Luar Jawa Bali | 4.635.585 
Luar Jawa Bali II 1.401.295 
Indonesia 21.197.592 


Cara yang Diketahui 
Pil Kondom 
67,8 15,0 13,1 
64,6 41,4 40,1 
39,3 23,9 19,7 
65,3 21,5 19,6 
61,9 52,2 44,7 
76,5 57,1 51,6 j 
62,0 41,7 37,8 
65,2 52,7 45,9 
67,4 13,0 12,4 
61,7 37,6 37,2 
32,5 18,8 14,8 
13,8 18,8 18,8 


Wanita dalam status kawin dan berusia kurang dari 50 tahun 


Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional, 1979, BPS. 
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TABEL 21 
HASIL PESERTA KB BARU PER-METODE 
KONTRASEPSI 1969/1970 — 1981/1982 
I -—.—.—— mo 5 


Jumlah peserta KB baru per-metode 


"emn Pil IUD Kondom Tab. Vag. Suntikan Sterilisasi Total 
% % % % % % % 
1969/1970 14.579 29.040 9.484 — — — 53.103 
27,5 54,7 17,6 100,00 
1970/1971 79.768 76.373 24.918 8.609 - - 181.059 
44,0 42,2 13,8 1,7 100,00 
1971/1972 281.757 212.668 16.296 8.609 — — 519.330 
54,3 40,9 3,1 1,7 100,00 
1972/1973 607.050 380.253 77.418 14.168 - — 1.078.889 
56,3 35,2 7,2 1,3 | 100,00 
1973/1974 857.700 293.171 210.551 7.655 - — 1.369.077 
62,6 21,4 15,4 0,6 100,00 
1974/1975 1.087.760 187.153 301.094 2.918 4.283 9.683 1.592.891 
68,8 11,7 18,9 0,2 0,3 0,6 100,00 
1975/1976 1.330.269 251.994 356.282 1.955 11.451 14.634 1.966.585 
67,6 12,6 18,1 0,1 720,6 0,7 100,00 
1976/1977 1.481.703 400.234 279.080 1.730 27.536 22.507 2.212.790 
68,8 18,1 12,6 0,1 1,2 1,1 100,00 
1977/1978 1.595.544 366.619 201 .053 1.172 48.460 35.620 2.248.468 
70,9 16,3 8,9 0,1 2,2 1,6 100,00 
1978/1979 1.524.497 405.698 176.880 1.374 67.566 39.869 2.215.884 
68,8 18,3 8,0 0,1 3,0 1,6 100,00 
1979/1980 1.524.497 398.215 167.701 2.740 64.519 45.685 2.229.791 
69,6 17,9 7,5 0,1 2,9 2,0 100,00 
1980/1981 2.120.854 496.846 264.306 4.909 112.031 52.298 3.051.244 
69,5 16,3 8,7 0,2 3,7 1,7 100,00 
1981/1982 2.235.569 547.258 285.456 + 144.028 58.432 3.270.743 
68,3 16,7 8,7 4,4 1,8 100,00 
1982/1983 2.055.260 892.477 182.412 5.815 660.056 89.456 3.885.476 
52,9 23,0 4,7 0,1 17,0 2,3 100,00 
1983/1984 856.018 614.879 69.934 710 488.986 . 49.255 2.079.782 
41,2 29,6 3,4 0,0 23,5 2,3 100,00 


°) Data sampa dengan bulan September 1983 


TABEL 22 
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT 
METHODE KONTRASEPSI 1979/80 — 83/84 ") 


(dalam ribuan) 

eee 

METHODE KONTRASEPSI 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 *) 

.——— ———— ا 

PIL 4.1 24.0 4.994,0 5.619,2 6.699,2 6.636,1 
IUD ( 63,5%) ( 641%)  ( 63.8%)  ( 598%) ( 5509) 

poss E 3 pi | Kaki 2.908,5 3.3224 

‘9% 9% 6,6% 9 

KONDOM 409.6 prs Bi e) ( 2. ( s 
SUNTIKAN (063%) ( 619) — ( 97%) ( $549) ( 4,9%) 

166 106,8 81,2 658 1.1220 
LAIN-LAIN ( Mau ( 1.4%) ( 0,9%) ( 5,9%) ( 9,3%) 

196,5 255,9 338 385,3 

497, 791,5 8.809,0 11 
( 100%) ( 100%) ( 100%) | s к 


100%) ( 100%) 


1 Data sampa dengan bular September 1967 


BKKBN 22 


BKKBN 24 


i. INTRODUCTION 


Indonesia, being one in the group of developing countries 
is facing what nowadays is regarded as one of world's pro- 
blems, namely the problem of population explosion. Based on 
a census conducted in 1961, 1971 and 1980, Indonesia's 
population amounted to 97.085.348, 119.208.229 and 
147.490.298 people. If nothing is done against this high 
population growth, in the sense that it is not being controlled, 
the country's population in the year 2.000 is estimated at three 
times the number in 1961. Observing this symptom, the 
Government as well as te community became aware of the 
need to implement population and family planning 
programmes. 


During the time before the Repelita or the Five Year- 
Development plans were executed, family planning has not 
become a national movement yet . At that time. family plan - 
ning in the first place has notyet been introduced as a wide 
movement which has economic and social inter-relations. Fami- 
ly planning efforts were introduced only as health reasons done 
by spacing childbirths. In other words, its motivation was more 
in health aspects. The emphasize of family planning campaigns 
at that time was for reasons of unity in building up the nation's 
identy, also for reasons of participating in worlds's policy, so 
that the government had no opportunity to provide political 
as well as technical-operational support. 


On the other hand, the community itself had not yet ac- 
cepted family planning as a birth control tool to decrease the 
stress of population growth and to head for economic welfare. 


While in fact economic growth and.to head for economic 
welfare. While in fact economic growth at that time was very 
slow. According to available datas, economic growth in In- 
donesia was about 1.696 during 1960 — 1964, meaning that 
it was below the population growth. 


.. А demographic survey conducted in 1963 revealed that 
the population growth was 2.896 annually. After the year 1966 
since the establishment of the New Order Government, which 
oriented himself to economic development and the improve- 
ment of people's welfare, population matters were given 
sincere attention. Officially, family planning thus became a na- 
tional programme in 1970 based on an organizational struc- 
ture which was established by a President's decree namely the 
Keppres no. 33/1972, later on further to be completed by Kep- 
pres no. 38/1978, concerning population and family-planning 
programmes. 


The national programme was then more extensively men- 
tioned in the Indonesian Main Guidelines of the State's Policy 
(GBHN) and the People Council's Decision no IV/1978 (Tap 
MPR IV/1978), stating that population policies should be for- 
mulated at national and overall scale and further to be brought 
into practise through integrated programmes. Fields to be at - 
tended to are : births to be controlled, deathrates to be reduc- 
ed especially infant mortality rates life expectancies to be 
brought up, population spreading to be made more balanced 
and harmonious, urbanization patterns to be made more even 
and balanced, labour force placing to be improved. 


Further the GBHN of 1978 firmly stated that family plan- 
ning programme's objectives were among others : to improve 
mother and child's welfare within the frame of a controlled In- 
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donesia population growth. The success or failure obtained in 
the implementation of family planning programmes will also 
become a determinant factor in the efforts to achieve prosperi- 
ty for the whole nation. Therefore, population problems are 
indeed urgent matters in the real sense of the word and should 
be solved with great care. 


During the first and second Five Year Plan or the Pelita 
land II and the four years of Pelita III, datas have revealed that 
there had been a constant rise in the numbers of family plan - 
ning acceptors, giving sufficient reasons to be optimistic, in- 
dicating also that so far family planning programmes were suc- 
cesfull. Up to the fourth year of Pelita III, family planning ac- 
tivities have been continuously intensified, especially those 
which have connection with efforts in the field of information 
and motivation, education, training and family planning ser- 
vices. Lately, a special kind of family planning campaign has 
been introduced, namely the one which is called in Indonesian 
language "Safari Senyum Terpadu KKB" or the integrated 
population and family planning programme Safari Senyum. The 
goals of mentioned special campaigns are : to increase the 
number of new acceptors, to boost the moral education pro 
cess in the frame. of increasing the community's awareness 
and to further popularize the idea of a small happy family norm 
within the society. 


The execution of " Safari Senyum Terpadu KKB" proved 
to have achieved considerable results; the number of new ac- 
ceptors obtained is close to the number targeted for Pelita III 
on active family planning acceptors. Placing the target of 12.7 
million people for active acceptors, the achieved number till 
September 1983 has been 12 million. For results concerning 
achieved targets in family planning acceptors during Pelita III. 
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FAMILY PLANNING AS NATIONA!. PROGRAMME 


A. THE PROGRAMME ' S OBJECTIVES 


The Population and Family Planning Programmes in In- 
donesia are aimed to bring into reality small, happy and pro- 
sperous families which are human resources, by arranging 
births within the frame of controlling population growth in the 
country. By bringing into reality these small, happy and pro- 
sperous families, it is hoped that each family can have its 
behavioural fertility pattern which is favorable for controlling 
the number of births in the Indonesian community. As a 
guideline in the efforts to achieve the goal, a demographic 
target has been stated, that is : to reduce the fertility rate from 
4496 in 1971 to 2296 by 1990. 


To achieve mentioned goal, the execution of the National 
Programme in family planning has been directed towards two 


kinds of targets, namely : 


* Direct target, who are the eligible couples, by getting them 
to become active and permanent family planning acceptors, 
stage by stage, in order to give a direct impact on the fer- 
tility decrease. 


* Indirect target, which are organizations and institutions in 
the community, private as well as government offices, 
community leaders (women, youth), all of them are ex- 
pected to give their support in establishing value systems 
which can pave the way towards the small happy family 
norm. 


B. THE PROGRAMME'S STRATEGY 


The Population and Family Planning Programme's execu- 
tion has as guideline a strategy which is the foundation of ac- 
tivities carried out in the field. 


In this chapter the Population and Family Planning Pro- 
gramme will be described as an integral part of the develop- 
ment programme, a political commitment, a community par- 
ticipation with the BKKBN or the National Family Planning Coor- 
dinating Body acting as coordinating and decentralizing 
manager. 


1. The Population and Family Planning Programme as Integral 
Part of the Development Programme 


National development is basically to build up the Indone- 
sian human being as a whole and the entire Indonesian com- 
munity. The development of the entire Indonesian communi- 
ty means the development in every aspect of people's life, 
materially as well as spiritually. And this development in 
material as well as in spiritual sense is indeed the responsibili- 
ty of both the Government as well as the community. 


Intensification in development efforts which initially were 
stressed on material aspects especially in economic field, was 
then extended in such a way that it also covered the spiritual 
and social aspects; included the population and family plann- 
ing aspects. 


So, the population and family planning programme which 
was one of the development programmes became an integral 
part of the development programme of the Indonesian human 
being as whole. And thus, success which may be achieved 
in the efforts, will give a positive influence on other develop- 
ment activities, or the other way around. Therefore, the 
Programme's execution should involve all parts of the com- 
munity, government as well as other institutions in the Com- 
munity, to ensure the success of the programme. 


2. The Political Commitment 


In the frame of directly involving the community and the govem 
ment in the Population and Family Planning Programme, a 
political commitment is needed, from the community as well 
as from the government themselves. 


President Suharto who was aware of the importance of 
the matter, took the step to sign a declaration in 1967, together 
with other world leaders, concerning population problems fac- 
ed by the global society, and to look for the needed solutions. 
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Through their representatives in the People's Council, the Com- 
munity stated the need to implement the population and family 
planning programme. Policies achieved were put in the Main 
Guidelines of State's Policy 1973 and People Council's Deci- 
sion 1978 and government activities in the matter were con- 
ducted through Five-Year Development Plans, the Pelita Il and 
Pelita Ill. Approved policies reached at the time were actually 
political agreements at national level, which further were outlin- 
ed operationally as such and at several levels and fields (pro- 
vince, district/city, sub-district and village level). To outline the 
political agreement at the field level has been very important, 
because population and family planning programmes will be 
executed in the field especially at the village level and at the 
end even more significant at the level of the eligible couples 
themselves. 


The political commitment at the field level in the mean- 
time is very much determined by the local government's role 
(the governor, the districthead/mayor, the sub district's head 
and the village head) in the frame of attracting or getting par- 
ticipation from government offices in their area or the com- 
munity in their local environment. 


The success achieved in the population and family plan- 
ning programmes as seen nowadays is really one of the reali - 


zations of mentioned political commitment, besides being the 


fruit of the good and constant managing and execution efforts. 
3. Community Participation 


While implementing the population and family planning 
programme, people is fully aware that the idea will not easily 
be accepted by the community. Aware of the fact, since the 
New Order came into office, the government has taken steps 
and the initiative to involve the community from the very begin- 
ning and to make the public be aware of the need to imple- 
ment the population and family planning programmes. Con- 
sequently, the initiative already taken by the government, 
should be further carried out, so that at a certain time in the 
future programmes will fully become the community's 
responsibility. 


This transfer of responsibility in the programme's execu- 
tion from the government to the community as soon as possi- 
ble has become one of the very determinant factors in reaching 
the goal of mentioned programmes, namely creating small hap- 
py and prosperous families. 


The transfer of responsibility to the community has been 
initiated with community participation through groups of ac- 
ceptors under several kinds of names such as PPKBD, SKB, 
APSARI, Bu Halimah or others. The participation of these 
groups of acceptors means that the population and family plan- 
ning programmes have been implemented by the communi 
ty itself, at village or sub village level. 


The transfer of responsibility through groups as just men- 
tioned needs їо be continued. Meaning, it should not stop at 
those groups or circles of acceptors, but need to be further 
extended to the smallest units in the community, namely the 
families so that at the end the community itself can meet its 
own needs like for instance their need for contraception 
devices. And at last the government will only have the task 
to supervise or to give its guidance. 


4. Functional Coordination 


Explanations just brought forward, in real practise need 
functional coordination within the frame of programme direc- 
tion, directional guidance in the use of power, funds and 
facilities desides, in the execution of population and family 
planning programmes, a coordinating body is needed to bring 
together the most supporting disciplines and resources in order 
to find solutions to problems. 


The body should not be part of one of the departments 
so that the coordinated programme management is more 
dynamic and open. Being aware of this fact, the government 
then created a coordinating body which is later known as the 
BKKBN - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional or 
the National Family Planning Coordinating Body (NFPCB), to 
carry out the population and family planning programmes. The 
coordinating characteristic which is owned by the BKKBN is 
the functional coordination, meaning that each office or social 
institution involving itself in population and family planning pro- 
grammes is doing its role according to its respective function. 


Each executing unit or executive from the central level till 
the sub district or village level are carrying out their activities 
which have been approved before under the technical and 
operational supervision of the local BKKBN while regional 
supervision of the local BKKBN while regional authorities are 
also giving their guidance. Further, in conducting its coor- 
dinating job, the BKKBN has the function to make the plan- 
ning, to give directives, to provide its guidance and to evalua- 
te the execution of the programmes. 


5. Management Decentralization 


In executing the population and family planning program- 
mes, the BKKBN at provincial, district/city and sub district level 
is given the authority to plan the strategy which is in line with 
their respective local conditions while holding to the guidance 
and general decisions which have been approved at national 
level. This needs to be done because each region has its own 
potension, cultural characteristics and traditions which should 
be taken into account in the programme's implementation. 
Each province, district or sub-district is encouraged to submit 
suggestions concerning activities or projects to be undertaken 
which are in accordance with respective local conditions and 
needs. 


Thus, decentralization in management is giving the chance 
of innovation to every programme manager in the coordinating 
body to bring development to their respective region by 
creating promising activities. Decentralization in management 
is at the same time demonstrating managerial values while per- 
sonal actualization can get its natural canalization through 
target achievements which have been approved at national 
level in the annual national working conference of the Popula- 
tion and Family Planning Programmes. 


6. Programme Execution Approach 


The execution of the Population and Family Planning Pro- 
grammes is based on the approach of priority sequence 
especially which has its connection with population numbers, 
population density, the institution's ability, the community's 
maturity and resource limitations (power, funds, facilities). 
Based on mentioned matters, programme execution is done by 
dividing areas into working regions, as can be seen below : 


* Java — Bali : 


The region Java — Bali is covering the provinces Jakarta 
Raya, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java and the 
island of Bali. This region has been the first in the programme 
and has been intensively worked upon since 1970. 


* Outside Java — Bali | 


The region outside Java — Bali l is covering the provinces 
: Aceh, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, 
Lampung, West Kalimantan, South Kalimantan, South 
Sulawesi, North Sulawesi and West Nusa Tenggara which was 
incluaed in the programme since 1973. 


* Outside Java — Bali II 


The region of outside Java — Bali Il consists of the pro- 
vinces : Riau, Jambi, Central Kalimantan, East Kalimantan, 
Central Sulawesi, South East Sulawesi, Maluku, East Nusa 
Tenggara, lrian Jaya and East Timor. This region is the last 
to enter the intensive programme execution, namely since 
1979. 


The approach of programme execution based on working 
regions as just put forward, will be changed in the future to 
become execution approaches based on programmes achieve- 


"ment. This will cover regional stages as can be seen here under: 


* Region Stage !: Covering regions where the number of fami- 
ly planning acceptors is less than 1596 of the eligible couples, 
often called as extension regions. In this case, activities are 
stressed on looking for new acceptors. 

* Region Stage II : Covering regions where the number of fami- 
ly planning acceptors is about 15 to 35% of the existing eligi- 
ble couples. Here activities are stressed on giving guidance to 
acceptors. At this stage the community's dynamic awareness 
can be observed through the formation of family planning of- 
fices, groups etc. 


* Region Stage III : Covering regions where the number of ac- 
tive family planning acceptors is more than 3596 of the eligi- 
ble couples in the area. Here, activities of acceptor groups in 
the villages are already showing a certain stability and the 
community's role in managing the programme have become 
even greater. The community's dynamic spirit begins to show 
its direction towards meeting its needs on its way to create 
the small, happy and prosperous families like desired. 


Groups of acceptors are growing extensively while the em- 
phasize of activities is institutionalizing. Especially about this 
third stage can be said that within a short time the matter will 
be discussed as such, in order to reflect more clearly the 
achieved situation in the field. This will mean that stage III will 
perhaps be developed into two or three stages of programme 
achieving activities. 


7. Integration of Population and Family Planning Programmes 
With Other Development Programmes 


Results achieved in the programme which are already felt 
at present need to be further stabilized and institutionalized 
in the community. For the purpose the population and family 
planning programmes need to be integrated with other develop- 
ment programmes. 
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With programme integration, for instance with health and 
nutrition fields, efforts are aimed at the decline of infant mor- 
tality which will give its influence on the community, not to 
have many children. 


The same will happen in the efforts to stimulate produc- 
tion and cooperation in cooperatives to generate the income 
of the community in general and family planning acceptors in 
particular. Costs needed to finance the integrated program- 
mes with other developments aspects generally become an 
integral part of the body where the integrated programmes are 
being conducted. 


The strategy just mentioned in pursuing its targets, is us- 
ing two methods, namely aiming at the direct target and the 
indirect target. The direct target are the eligible couples (15 
- 49 years of age) among family planning acceptors, while the 
indirect targets are the government tools and the social 
organizations within the community. For further information, 
see picture 1, showing sketches of targets of the National Pro- 
gramme on Population and Family Planning. 


8. Five Activities Or Panca Karya 


Within the frame of intensification in programme execu- 
tion to meet the challenges of the eighties decades, a more 
specified segmentation of targets is needed. For the purpose 
a strategy has been developed, which was the result of the 
1982 national working conference of the Population and Family 
Planning Programme. The strategy was called " Panca Karya” 
or the "Five Activities" and the Catur Bhaya Utama. The Five 
Activities comprises : 


* First : Activities or efforts to handle fertility, aimed at eligi- 
ble couples of which the wife is under the age of 30 and still 
has less than 3 children. The objective is : to help them to have 
at the most two children. And at the same time to look after 
te family's health to ensure that the two children are always 
in good health; to avoid fear of getting sick or endangered by 
death. To support them means also giving them the best possi- 
ble contraceptional services. 


* Second : Activities which are aimed at controlling the fer- 
tility and keeping the halth of the mother and her whole fami- 
ly. These activities are aimed at eligible couples of which the 
wife is already above the age of 30 and have three children 
or more, so that the couple will not get another child anymore. 


This is done for the health of mother, child and the whole fami- 
ly. The wife will be freed from the danger of pregnancy at a 
later age, the same goes for younger couples or would-be eligi- 
ble couples. 


* Third : Activities which are aimed at looking after the new 
generation who is aware of the small happy and properous 
family norm. In this case, activities consist for a greater part 
of population education, youth movements, sports, scout 
movements and the promotion of girls who have shown ex- 
cellent achievements in the field of sport or culture and others. 
By doing these activities, the young people, especially the girls 
will see that there are other alternatives except marriage, 
pregnancy and taking care of children. On the other hand they 
will be encouraged to faster high aspirations for the future 
which will be of benefit for development. 


* Fourth : Activities which are aimed at stimulating the physical 
institutionalizing process of population and family planning ef- 
forts, so that stage by stage the family planning implementing pro 
cess in groupsystem, increasingly become an integral part of 
activities in the community itself. Said activities comprises 
family-income generating efforts, cooperatives, social 
assistance to raise the ability of group members or other ac- 
tivities. The activities should always be directed towards the 
development of groups and not of individuals. Efforts should 
also be oriented to women in order to make them more 
potential. 


* Fifth : Activities which are aimed at supporting the mental 
institutionalizing process and have a more psychological en- 
couraging nature. The activities can be nutrition generating ef- 
forts for the family or usually called the UPGK, to help the under 
five group, managing deposit-homes for the underfives, pro- 
grammes for the elderly, to establish old-age insurance institu- 
tions and other activities which may give significance as kind 
of old-age insurance, not by having many children but never- 
theless providing a secured feeling, a pleasant recreation, a 
certain pride or others. Here-in is included the moral Pancasila 
(P4) and religious education to increase our feelings of loyalty 
to the Pancasila, the members and their family's faith, inorder 
to achieve the material and spiritual happiness after all. 


What is mentioned as the Catur Bhaya Utama consists of 
four (catur = 4) assistances to support the Population and 
Family Planning Programmes, namely : assistance in power, 
sufficient funds, facilities and improved/completed methods. 


C. THE PROGRAMME'S DEVELOPMENT 


Basically, the organization has the aim to provide a body, 
a place where people can join forces to achieve the 
programme's goal. One of the principles in the organisation 
was, the size of the body should depend on the size of the 
job to be done. Therefore, the change in the organization of 
BKKBN is covering the number of population, the number of 
eligible couples, the number of family planning clinics, and the 
number of sub districts. 


Since the beginning, the organizational structure of the 
BKKBN has gone through an extensification of programme 
achievement, a family planning programme upturn and a 
population programme increase. In fact, the Population and 
Family Planning Programme in Indonesia has gone through 
several periods, that is the period of non-governmental 
organizations, the period of semi-government organizations 
and the period of government organizations. 


1. The Period of Non — Government Organizations 


The idea of family planning in Indonesia has been introduc- 
ed since the fifties by a number of community leaders. But only 
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in 1957, an organized implementation has been pioneered by 
a non government organization named Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI) or in English The Indonesian Plann- 
ed Parenthood Association (IPPA). Although the organization 
adopted the non government status, part of its members were 
government officials, at the central office as well as in its local 
chapters. Part of the services used by the PKBI are owned by 
the government like clinics of the Department of Health or the 
ABRI (the Armed Forces) clinics. 


At that time the non government organization's activities 
were done at a low profile, because the Indonesian Govern- 
ment did not approve yet to the movement. 


2. The Period of Semi - Government Organizations 


In the year 1967. President Suharto signed a declaration 
on world population. In the sphere of this favorable deve- 
lopment of situations, early in 1968, the President de 
clared the declaration's spirit in front of the Parlement and 
further expressed the government's approval to population 
and family planning efforts done by the community with the 


support and guidance by the government, Related to this, the 
President also'signed an instructional decision no. 26-1968. 


Based on this Presidential Instruction, together with the 
results of a meeting between the coordinating minister on 
people's welfare with some other ministers and community 
leaders, a semi-government organisations came into existence. 
It was called Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) 
or the National Family Planning Institution. The institution was 
given the status of semi-government and had the function of 
stimulating and developing the population and family plan- 
ning programme and managed all kinds ofiassistance and aids 
received for the purpose. 


3. The Period of Government Organizations 
a. Period of Organizations Based on Keppres no. 8/1970 


During the period of LKBN, the introducing process of fami- 
ly planning programmes to the community experienced a 
positive response. There was no significant objection from the 
public, so that the Government came to the conclusion that 
the community was ready to accept family planning. Based 
on the conclusion, the programme was approved to become 
a National Programme and taken up as an integral part of the 
National Development Plan. And to manage the National Pro- 
gramme, the BKKBN or the National Family Planning Coor- 
dinating Body has been called into existence by Presidential 
Decision of the Republic of Indonesia no. 8/1970. 


Thus, in accordance with the growing needs, at the region 
level, BKKBN level | and || have been established. And based 
on priority considerations under this Keppres no. 8/1970, new 
programme implementing areas are covering 6 provinces in 
Java — Bali, namely the special province of Jakarta Raya, West 
Java, Central Java, Yogyakarta, East Java and Bali. 


When the programme was going for about two years, the 
existing organization proved to be insufficient compared to the 
development speed and the extensification of family planning 
programmes. Besides, the BKKBN's main function of planning, 
controlling and evaluating could not be satisfactorily done, 
because those functions were not reflected yet in the body's 
structure. Based on ‘this consideration, the government 
developed and completed the organization with another 
Presidential Decision, the Keppres no. 33 in 1972. 


b. The Period of Organization Based on Keppres 33/1972 


The Presidential Decision Keppres no. 33/1972 made the 
BKKBN's status clearly and firmly stated as a non-ministerial 
government institution which was placed directly under the 
President. The Family Planning Programmes have been 
developed and extended to ten provinces outside Java and Bali 
: Aceh, West Sumatera, North Sumatera, Lampung, South 
Sulawesi, West Kalimantan and West Nusa Tenggara. From 
operational sides in the field, the programme which first was 
clinic oriented, later on adopted the rural approach, bringing 
into reality a number of family planning centres, associations 
or groups in family planning, the banjar system, the jorong 
system or others. 


Meanwhile,'the family planning programme's execution 
has been entering a stage where an overall support to popula- 
tion policies is needed, especially those which can contribute 
to a decline in fertility rate. Programme development proved 
to require further organizational improvement and arrangement 
so that for the third time.an organizational change within the 
BKKBN must be made, through another presidential decision, 
the Keppres no. 38/1978. 


C. The Period of Organization Based on Keppres no. 38/1978. 


In 1978 a Presidential Decision no. 38 has been called in- 
to existence to complete the Keppres no 33/1972. Im- 


provements and perfectionalizing efforts through several 
presidential decisions have been necessary to make the 
BKKBN's organizational structure get the ability to support the 
population and family planning programmes. But the basic pro- 
gramme execution in Indonesia does not change. 


The BKKBN remains the coordinating body for programme 
execution which bears the status of non-ministerial govern- 
ment institution which is sub-ordinate and directly responsi- 
ble to the President. Based on the Keppres no. 38/1978 its 
main task becomes complex compared to its previous tasks, 
namely to prepare a general policy and to coordinate its sup- 
porting population and family planning programmes, and also 
to coordinate the programme execution in the field. Here we 
can see its additional new task which has to be conducted at 
national scale together with other development programmes. 
For futher axplanations concerning Keppres no. 38/1978, see 
picture no. 2. 


Except for matters just mentioned, education and train- 
ing problems still need to be done by the BKKBN. in order to 
be able to carry out its increasingly complex job, to facilitate 
the daily routine, the head of the BKKBN is assisted by a team 
named the Tim Pertimbangan Pelaksanaan Program (TP3) - a 
team which stands by the BKKBN head in programme execu- 
tion -- with members consisting of officials from several 
ministeries and some community leaders who are directly con- 
nected with the programme's execution. Those who are ex- 
ecuting the programme, are still the executing units or pro- 
gramme executors, comprising : 


1. Ministeries/government offices which according to function 
are doing efforts or taking part in population and family plann- 
ing programme execution, at central levels as well as at regional 
levels. 


2. Associations/organizations in the community and other ex- 
ecutives which on voluntary basis and their own abilities are 
conducting activities and taking part in the National Popula- 
tion and Family Planning Programme Execution. 


Ministeries/government offices, associations and organiza- 
tions which so far are actively participating in programme ex- 
ecutions are among others : 

— Ministry of Health 
— Ministry of Information 


. — Ministry of Domestic Affairs 


— Ministry of Religion 

— Ministry of Social Affairs 

— Ministry of Labor and Transmigration 

— Ministry of Agriculture 

— The Armed Forces 

— PKBI (or the Indonesian Planned Parenthood Ass.) 
— Muhammadiyah 

— LPK NU 

— Dewan Gereja Indonesia 

— Perdhaki 

— PKMI 

— Lembaga Demografi Universitas Indonesia 

— Dharma Wanita 

— Kowani 

— Pusat Penelitian Studi Kependudukan (PPSK) 
— UGM 

— PUSSI 

— YIS 

— Zero Population Growth 


During this period the Population and Family Planning Pro- 
gramme execution is further extended to eleven provinces out- 
side Java — Bali, namely covering Jambi;.Bengkulu..Riau, Cen- 
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tral Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South- East 
Sulawesi, East Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya and East 
Timor. Thus the entire Indonesian archipelago is already 
covered by the National Programme. 


While in fact the burden in terms of jobs to be done in one 
province or district differs from another province or districts, 
the way they are organized within the BKKBN can be classified 
in systems like BKKBN province or district Type A,B and C, 
based on the criteria : number of population, eligible couples, 
family planning clinics and sub-district. 


The Population and Family Planning Programme in the 
region es executed by executing units or Programme Executors 
at province, district or city level. Based on Law no. 5 in 1974, 


the governor as well as the bupati or district head, are the 
responsible persons in their own region. Concerning the 
management of the central level till the district or city level, 
and also about the working relation between the BKKBN and 
the local government, the executing units at the central level 
as well as at the region level. 


Thus, year by year the Population and Family Planning Pro- 
gramme is growing and has been extended to the rural areas 
all through Indonesia. And so, in facilitating and stabilizing the 
rural programme execution, each sub district is appointing its 
own family planning field supervisor, the PLKB, also at village 
level, according to needs; generally one PLKB is giving his ser- 
vices to 2 or 3 villages. 


TL 
FAMILY PLANNING SERVICE 


A. NUMBER OF FAMILY PLANNING CLINICS 


The awareness which was growing in the community to 
implement family planning programmes especially towards the 
end of Pelita | soon required the availability of facilities, in order 
to give the best possible opportunity for programme execution. 


The main target for service are the availability of family 
planning clinics which can be easily reached by a great number 
of people. Except for giving family planning services, the clinics 
are also aimed to give health increasing services, especially 
for Mother and Child, and are also conducting activities to im- 
prove nutritional conditions. Thus, the clinics bacome basically 
the main facilities for raising people's welfare in general. 


Family Planning clinics are basically bodies for the welfare 
of Mother and Child or known as the BKIA. Its number in the 
years 1969/70 was 727 clinics which was rising by the last 
year of Pelita | (1973/74) and became 2.235 clinics. For fur- 
ther datas on the number of clinics at mentioned period. 


For rather isolated areas where its inhabitants cannot be 
reached by family planning clinics, services are rendered by 
a roving family planning medical team. During Pelita | 89 units 
of these roving medical teams have been operated, all over 
Java and Bali. 


Meanwhile, special approaches have been made towards 
women who just have given birth in hospitals and maternity 
clinics. The approach is meant to render direct services on the 
right time. These activities started since 1979 which involv- 
ed 6 clinics in Jakarta and Bandung. The activities has been 
extended to other areas in Java, Bali and Sumatera since 1971, 
to at last covering entirely 26 hospitals. 


Apart from this, special approaches towards women who 
have given birth outside the hospitals or maternity clinics, for 
instance at their own home, have been made. So that men- 
tioned mothers also got family planning services at the right 
time. The concept formulation on the execution of family plan- 
ning services for non-hospital births has been completed at the 
end of Pelita I. (1973/1974). 


Entering the period of Pelita || efforts in family planning 
services are even more developed, so that neighbour countries 
and other countries in the world which have close relations, 
are all admiring the way how family planning programmes are 
being implemented in Indonesia. 


In the years 1978/1979 the number of family planning 
clinics are increasing to become 4.134 compared to the 
number of 3.791 in 1977/1978. So, at the end of Pelita Il the 
number of family planning clinics has been close to twice the 
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number in the last year of Pelita I. In the years 1973/1974 the 
number of the clinics was 2.235 covering : clinics which were 
managed by the Armed Forces, other government bodies and 
private owned clinics of Muhammadiyah, the PKBI (the IPPA) 
and the Indonesian Council of Churches. For the growth of 
number of clinics during Pelita II. 


Other datas are revealing that during 1978/1979 the ro- 
ving or the mobile units of the medical teams have services as 
much as 202.349 times. And during the three years of Pelita 
ili, 1978-83 efforts have constantly been done to increase 
facilities for good services, in terms of number as well as in 
quality. 


In the years 1978/1979 there were 4.134 clinics, owned 
by several bodies, a number which rose to 6.586 clinics in the 
years 1982/83. This number is about 8896 above the target 
set for Pelita lil, which has been 3.433 clinics. 


In the frame of wider service achievement, activities 
through mobile units of the medical team have constantly been 
developed during Pelita Ill. For the purpose during the years 
1979/80-1982/83 about 1.650.342 teams have visited the 
villages. And efforts in striving for uniformity in service fee, 
especially for private practising doctors, have been done 
continually. 


Besides efforts to increase family planning services 
through clinics and mobile units of the medical team, during 
the last five years, service through hospitals have also been 
developed. These have been done by directly rendering the ser- 
vices as well as by giving medical protection to family plann- 
ing acceptors. 


In the years 1978/1979 the number of hospitals giving 
family planning services is 148 hospital, a number which has 
been increased to 382 hospital in 1982/83, meaning an increase 
of 15896 has been achieved. If the amount is compared to the 
target set for Pelita Ill of about 164 hospitals, the achievement 
in the fourth year of Pelita Ill has been 133% above the target. 


In stimulating the family planning execution in urban areas 
people still feel the barrier of some weaknesses. And that was 
the reason why in 1981/82 some intensive reseacrh efforts 
have beenconducted and examinationsforthe mostappropriate 
family planning methodes especially for urban areas have been 
carried out. And based on those intensive research efforts, ar- 
rangements have been made. In the years 1982/83 urban fami- 
ly planning activities have been initiated. To know more about 
the spreading and number of family planning clinics all over 
Indonesia. 


B. PROVISION AND EQUIPMENTS 


Activities in obtaining family planning supply and equipment 
are in fact supporting actvities for several fields which have 
great influence on the succes of family planning execution as 
8 whole. For instance, to provide contraception devices, to 
make available the working and transportation facilities and 
others. 


At the first year of Pelita I the provision abillity of medicine 
and contraceptive device was very low. Thus during the Pelita 
| several steps have been taken in the frame of stabilizing men- 
tioned conditon. And so at the end of the Pelita |, some pro- 
gress had been achieved in the provision of contraceptive 
devices, as follows : Production of the IUD had been started 
in Indonesia (since the end of Pelita lin 1973/74); the pill has 
been made available by using domestic funds (since 1973/74). 
Beforehand, those things were available only by foreign aids. 


Private sector's activities in the field of contraceptive equip- 
ment production started to grow, for example the condom 
production. 


During the Pelita | contraceptives amounted to : the pill 
17.707,4 thousand pieces. IUD 486,9 thousand and condoms 
43.3 thousand gross. 


Except in the provision of contraceptives, during the Pelita 
| transmportation facilities (vehicles) for family planning 
workers have also been provided, and the need for medical 
equipments for family planning clinics, and other equipments 
for family planning training centres have been met. 


To avoid constant dependency on foreign made contracep- 
tives, during Pelita || efforts to produce domestic made IUD's 
are still continued. The result was that during Pelita || the pro- 
vision of contraceptives like the pill, IUD and condoms was 
constanly increasing. 


The number of pills during Pelita Il thus became : from 
17.707,4 thousand during Pelita | increased to 1.945.503,6 
thousand ; IUD from 486,9 thousand during Pelita | increased 
to 3.860,5 thousands ; Condoms from 43,4 thousand gross 
during Pelita | became 1.223,5 thousand gross. 


Except in the provision of contraceptives, increased ef- 
forts in improving the logistic systems have been conducted 
from organizational side as well as from distributional side and 
warehouse system. In the organizational field, logistic activities 
are aimed to strengthen the organization through the improve- 
ment of family planning logistic systems at the central till the 
rural level. In the field of contraceptives distribution, im- 
provements have also been carries out, namely appointing East 
Java as the logistic center for the Eastern Region of Indonesia, 
so that supply in the field has been facilitated. 


Distribution centres have been removed from provincial 
level to district and city levels, so that the distribution to rural 
levels become closer and easier. By improving the systems, 
during Pelita || warehouse monitoring and the control on the 
flow of contraceptives have been stimulated to ensure the 
smooth execution in the field. 


Up to the fourth year of Pelita III there was a constant rise 
in the provision of contraceptives. During the years 1982/83 
the provision of pills amounted to 104.258.800, compared to 
the number of 45.742.000 at the last year of Pelita Il. The pro- 
vision of IUD's amounted to 2.714.000 during 1982/83, com- 
pared to 1.476.000 at the end of Pelita Il. The same increase 
took place in the case of condoms, from 321.000 gross at the 
end of Pelita || to became 403.600 gross during 1982/83. 


In the meantime, the provision in injective contraceptives 
which only began in the first year of Pelita Ill, have amounted 
to 3.200 vials (bottles) in the years 1982/83. In pace with the 
progress achieved in popularizing family planning ideas, In- 
donesia has gained the ability to carry out the assembling job 
of the pill. During the years 1978/80 this ability has resulted 
in the assembling of 18 million cyclus of pills and later on in- 
creased to 30 cyclus of pills in the fourth year of Pelita III.. 


As further continuance steps to selfsupporting efforts in 
the field of contraceptives production, a feasibility study has 
been finished and preparatory activities have been conducted 
to establish a domestic condom factory. Also a feasibility study 
to produce the latest kind of IUD domestically. To have a pic- 
ture of the spreading region of contraceptives and clinical 
equipments. 


C. MANPOWER IN THE FAMILY PLANNING SERVICES 


For the purpose of gaining success in family planning pro- 
grammes in Jawa-Bali, the number of doctors has increased 
from 421 in hte years 1969/70 to 1.186 doctors during the 
last year of Pelita | (1973/74). The number of midwives also 
increased from 855 registered in 1969/70 to 2.241. The in- 
crease in number of manpower giving their services in family 
planning clinics goes also for those working as assistant mid- 
wives and in the administration department. 


To keep pace with the increase of clinic numbers and the 
increased family planning services, additional manpower has 
also been recruited. For the years 1978/79 the number of doc 
tors has been increased to 2.882, from the number of 2.750 
during 1977/78. The number of midwives also increased to 
4.568 in the years 1978/79, from the number of 4.436 dur- 
ing 1977/78. The same happened on other personnel in clinics, 
which experienced an overall increase from 14.110 in the years 
1977/78 to 14.669 during 1978/79. 


With the constanly expanding working areas and the ever 
increasing number of family planning clinics, number of 
hospitals, closer service frequencies through TMK and the 


increase of family planning acceptors, the need for additional 
medical and para medical manpower has been more and more 
severely felt. Mentioned manpower comprising : doctors, mid- 
wives, assistant midwives and poteurs. In this connection, 
again the number of doctors increased from 2.882 during 
1978/79 to 4.303 during 1982/83. 


In the meantime the number of midwives increased from 
4.568 to 6.239 and the number of assistant midwives increas- 
ed from 3.715 to 4.928. The same increase also occured in- 
the field of raporteurs : from 3.504 to 4.478. 


To be able to conduct an harmonious execution and to 
carry out information, motivation and contraception service 
activities which are supporting each other, in rural areas dur- 
ing the years 1981/82 integrated activities have been prac- 
tised through the Team Keluarga Berencana Keliling (TKBK) 
or the mobile unit of the family planning team. This TKBK has 
actually been an effort to bring family planning services closer 
to the public in an integrated way and in the field of contracep- 
tion service, information and motivation. 
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D. REPORTING, POPULATION DATAS, RESEARCH AND EXAMINATION 


Since early 1971/72, a certain reporting and documenta- 
tion system which is uniform nation-wide, has been validated. 
In the frame of uniformity in the reporting and recording 
system, steps being taken are as follows : 


a. registration of family planning clinics 

b. the use of nation wide similar cards and forms 

c. the use of a reporting and recording system which is 
uniform nationwide 

d. to speed up the process of reports in return 

e. Continuous identification of acceptor's characteristics 


Apart from those already mentioned, steps have been 
taken to provide guidance in family planning research efforts 
during Pelita I, like for instance : 


a. The inventory of research institutions which involve 
themselves in research efforts connecting with family plan- 
ning (social, psychological, anthropological aspects and 
others) 

b. Inventory of reseacrh institution which involve themselves 
in family planning matters, situated in universities or 
academies etc. 

c. Trainings for family planning research workers (within the 
country as well as in foreign countries). 


Meanwhile, research efforts have been conducted, which 
mainly can be grouped as follows : 


a. Research on basic datas : 


(1) Research on fertility and mortality 

(2) Research on knowledge, attitudes and family planning 
practise 

(3) Basic data registration on births and deaths 

(4) Identification of supporting and obstruting factors in family 
planning execution | 


b. Research in the frame of further steps . 


(1) Research on the validity of reports on acceptor's number 

(2) Research on the continuity in the use of contraceptives 

(3) Research onacceptor's behaviour after using contraceptives 

(4) Factors which influence the choice of a certain family plan- 
ning method. 


c. Research in the frame Programme Research : 


(1) Research on family planning-field worker's ability 
(2) Evaluation on the mass media for family planning 
(3) Evaluation on the accomplished training's results 
(4) Research on the efficiency and effectivity of budgeting. 


For the purpose efforts have been done during Pelita II to 
improve the recording and reporting systems on family plann- 
ing acceptors. During the years 1978/79 these efforts were 
further stimulated a.o. by developing the recording and repor- 
ting systems in the field of PPKBD as well as in information 
and motivation activities, carried out in subdistricts. Also im- 
proved recording and reporting systems in contraception ser 
vices have been implemented. 
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In the frame of increasing the benefit of available datas 
and information, a data distribution and service system has 
been developed within the population and family planning in- 
formation and documentation working network. During Pelita 
ll, research and evaluation activities were especially aimed at 
operational needs in the field, which soon can be utilized for 
further execution purposes. Thus the priority in activities are 
applied research efforts which can provide datas for pro- 
gramme developments and improvements. 


Research activities were covering ; research for operational 
programme, basic data research, research for the development 
of rural programmes and biomedical researches. Mentioned 
research efforts were directed towards the acceleration of pro- 
gramme achievement in the rural areas and its stabilization 
in the community. These research efforts were stimulated 
during the years 1978/79. Further demographic research ac- 
tivities have been conducted on the influence of family plan- 
ning programme activities towards fertility decline. During the 
five years of Pelita III the available report and recording system 
have been constantly stimulated and perfectionalized. 


In the frame of increasing population datas and the 
distribution of information, vital registration activities have 
been done in order to obtain the right datas on population 
growth in a certain region at a certain time period. Ih pace with 
this, several research and examination activities concerning 
population and family planning matters are also implemented, 
through cooperation with research institutions in universities. 
Research efforts and examinations being done are covering 
basic data research, operation research for service and 
management improvements and research on development. 


Within the frame of wider research cooperation, an interna- 
tional working together between developing countries has been 
initiated, especially among ASEAN countries to try out new 
approaches which have comparative manners later on further 
to be extended by doing exchange of experts in the field of 
family planning programme examinations. 


Except mentioned research, preparatory research efforts 
are also conducted to dig out datas on several potential kinds 
of herbs which may contain some basic material to produce 
contraceptive pills for family planning purposes. 


Considering the large research aspects to be covered while 
the existing ability is very limited, a new research approach 
has been initiated using the modular system. Through this 
system several research needs have been systematically 
grouped, covering aspect ; social-economics, immigration, family 
planning participation rate, nutrition, healthy environment, per- 
manent use of contraceptives and fertility which can give a 
full picture on programme situation. By doing this, research 
and examination efforts are determined by priorities according 
to developments in the field and targets to be achieved from 
phase to phase. 


IV. 


PROGRAMME EXECUTION AND RESULTS 
(Pelita І, Il, and lll) 


A. INFORMATION AND MOTIVATION 


Family planning information and motivation activities du- 
ring Pelita | were aimedat giving information as wide as possi- 
ble to the community as on the available possibility for them 
to plan family planning implementation. These efforts have 
been conducted through general information, information by 
groups, face to face information and population education. 


During Pelita Il activities were aimed at reaching more new 
family planning acceptors and efforts to give guidance to gain- 
ed acceptors in order to stay permanently by institutionali - 
zing family planning ideas within community life and the accep- 
tance of the small, happy and prosperous family norm. Infor- 
mation activities have been conducted through several ap- 
proaches, methode and canals to stimulate active participa- 
tion and responsibility from all elements and potencies existing 
in the community. 


Up to Pelita Ill, information and motivation activities have 
grown from a small scale family planning message distribu- 
tion to a larger scale, namely for the purpose of increasing 
people's knowledge and awareness on population problems. 
Activities were also aimed at giving protection and guidance 
in order to make people become permanent family planning 
acceptors. The execution took three directions which are : 
regions achieving sufficiently high community participation, aim- 
ed at the acceleration of institutionalizing efforts in the frame 
of transfering responsibility to the community ; regions which 
are progressing but nevertheless did:not reach a high achieve- 
ment yet, so that activities were aimed at the increase of new 
acceptors and permanent acceptors at the same time. For new 
regions which just started with programme implementation, 
efforts sincé 1979/80 were especially aimed at making 
policies indevelopment efforts. 


Knowledge, attitudes towards programme acceptance and 
contraceptives are indeed main requirements for succes in pro- 
gramme execution. For the purpose information and motiva 
tion activities have been carried out, with the objective that 
would-be acceptors as well as the community will fully under - 
stand, accept and participate in programme implementation 
voluntarily. 


The main lines of these efforts have the aim : 


a. to increase knowledge, to build up attitudes and family plan 
ning practices so that new acceptors can be gained through 
extensification of communication networks, information 
and education 

b. to stimulate permanent family planning acceptors 

с. to put the foundation for socio-cultural mechanism which 
is able to ensure the continuity of acceptance process. 


Seen from the media view and achieved number of targets, 
information and motivation efforts implemented so far consist 
of there activities mass information, groupswise and 
individual. 


Mass information has been done through mass com 
munication media like radio, television, film/slide, newspaper, 
mobile information units (Mupen KB), publications, promotions 
and group information exhibitions. 


Family planning information activities through air have 
been done so far by integration with the existing radio program 
mes. Also by designing special programmes as has been done 
in 1977/80, when a serial drama-play was broadcasted 
through private and the government owned RRI, which was ti- 
tiled " Butir-butir pasir di Laut”. The serial was broadcasted every 
day for five minutes, and during 4 years had amounted to 
1.200 episodes. 


Population and family planning coverings through televi- 
sion have exposed programme activities. Coverings through 
news papers are also hoped to form and rear public opinion 
as to support the family planning programmes, to spread out 
information widely and function as feed back facility. 


Information activities through film showings are so far 
seen as a sufficiently effective information and motivation 
facility. Generally, films produced so far are shown through 
the roving mobile units, operating in rural areas. During the 
years 1970-1980, 41 titles of family planning films have been 
produced, of which 2.247 copies have been made. 


Family planning information mobile units have been 
operated since the begining of Pelita II, by placing one unit in 
each district and city throughout Java dan Bali. While for 
regions outside Java and Bali these activities are done by in- 
formation mobil units from the Department of Information. 


Activities like this, conducted in a community which is in 
the mid of development programmes, are really challenging the 
existence of family planning and communication forums and 
development items in rural communities. The frequency of ac- 
tivities is averagely 150 times in Java and Bali against 60 times 


in regions outside Java-Bali, per month. 


Information activities during Pelita | which has general 
characteristic are especially conducted through the mass media 
like radio, film showings, newspapers and television. While 
groupswise information are given to seminar and working con- 
ference participants or other groups and also by sending in- 


. formation workers to make approaches to influential groups 


of community leaders. For the purpose a number of family plan- 
ning information workers have been recruited and spread out 
all over the country. 


B. INFORMATION THROUGH FIELDWORKERS (PLKB) 


There is also a direct approach through face to face infor- 
mation to aspirant acceptors as well as existing acceptors. Ac- 
tivities are carries out by family planning field workers or the 


PLKB and other information officers. The growth in number : 


of PLKB or other information officers during Pelita | involved 
the number of 11.673 people. The number of group leaders 
was 2.120, supervisor 297 and coordinators 44. 


During Pelita H information efforts have been supported 
by volunteers, called the PPKBD or Pembantu Pembina 
Keluarga Berencana Desa. Furthermore, other voluntary 
organization have grown within the community, especially 


among family planning acceptors who have great intention to 
increase family planning services to members of organizations 
and to the large community. (mentioned organization = 
paguyuban). The number of volunteers or PPKBD has grown 
during Pelita Il it, amounted to 34.780 people and the number 
of voluntary organizations or paguyubans amounted to 55.285 
paguyubans. 


As can be observed during Pelita II, institutionalizing efforts 
have grown succesfully, while during four years of Pelita III 
the number of PPKBD and paguyuban also grew from 34.780 
units in 1978/79 to 53.094 units during 1982/83. 
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When at the end of Pelita || the number of voluntary 
organizations or paguyubans was 55.285, it became 126.751 
units during four years of Pelita III, in the years 1982/83. The 
increase of region and working area during Pelita III has en- 
couraged further extensification of information network 
reaching ability do that the whole village is fully covered by 
information efforts. | 


These efforts are actually realizations of a closer approach 
with the community in the frame of the acceleration of the in- 
stitutionalizing and popularizing process. The canals used dur- 
ing Pelita | and ||, have been the same. Again, stimulating ef- 
forts have been done by the utilization of power and facilities 
which already exist in the community, for instance the youth 
organisations, women organizations, student associations, 
agricultural groups, sports and other organizations. 


Information activities to rural areas have been conducted, 
a.o. by operating the roving mobile information units. In the 
meantime, to increase participation in urban areas, arranging 
information activities through commercial canals and involv - 
ing the private sectors have been done since the years 
1981/82. And based on new arrangements, urban family plan- 
ning programmes have been developed in five big cities : Jakar- 
ta, Semarang, Surabaya, Medan and Ujung Pandang. 


Next to all that have been mentioned, during 1981/82, 
information efforts have been stabilized for special communi- 
ty groups, a.o, through sermons for religious groups, lectures 
for Chinese origin community groups through the Bakom PKB 
(the communication body for the Nation's Unity). Also univer- 
sity students during the KKN (Kuliah Kerja Nyata) or assign- 
ed practice; these are utilized to increase youth's participation. 
in the population and family planning programmes. 


C. EDUCATION AND TRAINING 


The main target in the field of education and training is 
to provide training and education for family planning workers 
in order to increase their technical operational skill as ex- 
ecutors, and to further develop population educational pro- 
grammes in schools and univerisities, also to initiate popula- 
tion education in private schools, religious schools and several 
non formal educations. 


1. Family Planning Education 


Within family planning programme developments several 
training courses have been given to many categories of per- 
sonnel. During Pelita | additional education has been given to 
1.499 doctors, 4.889 midwives and assistant midwives, and 
also 11.635 officers consisting of fieldworkers (PLKB), group 
leaders and supervising coordinators; further 4.144 officers 
in the field of recording and reporting : 5.744 information of- 
ficers and 1.990 other officers. 


Entering the period of Pelita Il, personnel upgrading educa- 
tions has been further increased if compared with the condi- 
tion during Pelita ! namely : from 1.499 during Pelita | the 
number amounted to 1.733 doctors during Pelita II ; from 
4.899 during Pelita amounted to 5.466 midwives and assis- 
tant midwives during Pelita II. 


Until the fourth year of Pelita lll education and training pro- 
grammes for family planning workers have been constantly in- 
creased. Thus, during the four years od Pelita Ill several kinds 
of additional skills have been given to many types of family 
planning personnel, of which the number amounted to 71.876 
people compared to 43.306 people during Pelita II. 


In pace with the development in training and education pro- 
grammes for family planning personnel to catch with activities, 
buildings for training centres have been built throughout Java 
and Bali during Pelita Il and in 10 provinces outside Java and 
Bali. These activities have been carried out till the fourth year 
of Pelita III. 


2. Population Education 


Population education programmes have been initiated 
since 1972/73 and aimed at guiding and developing the 
knowledge, awareness and change in atitudes or rational and 
responsible behavior towards the connection between popula- 
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tion growth with the available lifea resources growth in their 
respective environments. 


During Pelita | the composion of population education 
material has been completed and 26 teaching items have been 
formulated out of 26 titles. During Pelita Il in the years 1972/73 
population education and trainings have been further 
stimulated by developing population education systems at 
elementary school level, yunior and senior high school levels, 
Teachers school level, university level and through other school 
programmes. In this connection teaching materials have been 
integrated into fields of studies which are taken in the curiculum. 
In 1975 a general education curriculum has been practised, 
while efforts to provide books and teacher or trainers in the 
field of population education are being conducted. 


During the begining of Pelita | in the years 1974/75 till the 
four years of Pelita || 15.240 elementary school teachers have 
been trained next to 5.130 yunior high school teachers, 2.150 
senior high school teachers, 130 aspirant IKIP graduated 
masters in education, 10.480 PLS teachers, 1.360 teachers 
of the Teachers School, 218 teachers of the Critical Mass, 565, 
teachers for teachers training programmes and 240 others. 


To support the family planning institutionalizing and 
popularizing efforts through population education, education 
programmes in schools and universities, and preliminary ef- 
forts of population education in private school and religious 
colleges, several other non-school educations have been 
extended. 


During four years of Pelita III, the number of teachers of 
government owned schools who have gone through popula- 
tion education has increased, namely from 35.873 teachers 
during Pelita || to 45.909 teachers during four years of Pelita 
Ill. Since 1978-1982 30.779 people have been educated and 
trained, which means as much as 3096 of the target planned 
for five years from 1979/80 till 1983/84. 


Based on an evaluation on several population education 
aspects in the frame of non-school population education and 
training programmes, the number amounted to 10.759 
teachers. 


D. FAMILY PLANNING EXECUTION RESULTS 


The national family planning programmes which started 
in 1970 covered only 6 provinces in Java and Bali,at that time 
inhabited by 6596 of the whole population in Indonesia. Dur- 
ing Pelita Il in the years 1974/75, the execution was extend- 
ed to 10 provinces outside Java-Bali I, of which the popula- 
tion was 2696 from the whole population. In the years 1978/79 
the execution was further extended to || other provinces. 


Thus, since the beginning of Pelita III, the National Pro- 
gramme on Population and Family Planning has covered all the 
27 provinces in Indonesia which according to the 1980 popula- 
tion census was populated by about 145 million people. 


1. The community's knowledge on family planning 


Achieved success in the dimension of the extensification 
of reaching ability can be measured among others by increase 
in knowledge,the change in attitudes and the acceptance of 
family planning ideas in the community.From mentioned in- 
dicators one can observe the even wider implementation of 
the programme.A population survey between census con- 
ducted by the BPS (Central Body in Statistics) in 1976 has 
revealed that 7596 of eligible couples in Java-Bali have ever 
heard about family planning. Later on, a social-economical na- 
tional survey done in 1979 gave the result that 77% of eligi- 
ble couples all over Indonesia already understand what family 
planning programme is. 


These conditions are indicating that the extensification of 
reaching ability can deliver its messages and give additional 
knowledge to the population. The Susenas or the social 
economical survey also indsicated that women's knowledge 
on contraceptives (those who are married and under the age 
of 50) is sufficiently. 


2. New Family Planning Acceptors 


Achievement extensification aspects which also cover ef- 
forts in obtaining new family planning acceptors, are show- 
ing promising results. This is indicated by the rapid increase 
of new acceptors years and their characteristics which 
favorably is moving towards fertility decline. 


At the beginning of the programme, in the regions of Java- 
Bali (Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java 
and Bali), the number of new family planning acceptors was 
constantly rising during Pelita |. When the number was still 
53.000 acceptors during 1969/70, it increase during 1974/75 to 
become 1,5 million acceptors.the increase went on to become 
2.2 million during 1978/79 and further 3 million new family 
planning acceptors were registered during 1980/1981. 


Viewed from the stated target echievement, the Pelita | 
target of 3.025.000 new family planning acceptors has been 
execeeded; the achievement was 3.201.458 new acceptors, 
which means 105,896. During Pelita ||, the target set was 9 
million new acceptors, and the result was 10.236.618 new 
acceptors, meaning achievement was 113,796. As mentiode 
before, due to the new movement, namely the Safari Senyum 
Terpadu, the target for Pelita Ill has nearly been achieved. 


Datas on achivement afforts as described above have 
given us a picture as how experiences from year to year dur- 
ing Pelita | are indicating that in the begining population and 
family planning programme management was still looking for 
the right way of approach. This situation was reflected in the 
fluctuations and the low result in achieving its target. But later 
on, during Pelita ||, shapes of approach and national strategies 
have been more appropriately formulated. So through these 
strategies accompanied by decentralized execution and 
development of family planning programmes in rural areas, 
more convincing results have been achieved. 


As on contraceptive methods to be used, one can see that 
in the begining of the programme, during the years 1969/70, 
family planning acceptors' choice was respectively the IUD 
54,896, the pill 27,596 and condom 17,796. Later on, the 
choice was moving more and more in the direction of the pill, 
to at last during the years 1979/80 new family planning ac- 
ceptors prefer the pill (69,696), the IUD (17,996) condom 
(7,596), injectives (2,996), medical surgery for men (vasec- 
tomy) and women (tubectomy) (296), the was using vaginal 
tablet (0,296). Although one now gets the impression, that 
there has been a shift from the IUD to the pill, nevertheless 
one can also observe promising trends, which are a.o. that less 
preference have been given to less effective contraceptive 
devices, for instance : the use of condom which was 17,896 
during the years 1969/70 and reduced to 8,796 during 
1980/81. 


On the contrary, more effective methods like the injec- 
tives and the medical surgeries, are getting more and more 
preference. In the years 1974/75 injectives have been used 
by 4.283 new family planning acceptors or about 0,396. But 
during 1980/81 the number increased to become 112.031, 
meaning about 3,796 of the resulted new acceptors on the 
whole. The same can be seen in the case of medical surgeries 
for men as well as for women, which in the years 1974/75 
was the choice of only 9.683 people or 0,696 from the number 
of new acceptors. But in the years 1980/81 the number in- 
creased to become 52.298 or 2,596 from the number of new 
acceptors on the whole. 


Apart from this, since the use of IUD's has been promoted, 
the proportion of new acceptors prefering the IUD are rising 
again step by step. When IUD preference during 1974/75 has 
reached its lowest point which was 11,796, there was an in- 
crease during 1977/78 and in the years 1981/82 the number 
amounted to 16,796. 


3. Characteristics of New Family Planning Acceptors 


Pleasant developments concerning family planning accep- 
tors are not only revealed by the rising number year after year. 
But qualitatively, their characteristic are more and more 
favorable for fertility decline purposes. Viewed from the age 
aspect, the bigger part of acceptors are below 30 years. And 
from year to year the average median age of new acceptors 
tend to become even younger. If during the years 1971/72 the 
median age for new acceptors in Java-Bali was 29,55 years, 
it became 26,2 during 1979/80 and 26,1 during 1980/81. 


Furthermore, there is also a tendency of decline of the liv- 
ing children owned by new family planning acceptors. When 
the median paritas of new acceptors in Java-Bali during 
1971/72 was known as 3,8 children, it declined during 
1978/79 to 2,44 and further during 1980/81 to 2.39 children. 
Positive tendencies like mentioned can be also oberved from 
the characteristics of new family planning acceptors outside 
Java-Bali, where the programmes relatively just started. 


Viewed from the profession side, more than 6096 of the 
family planning acceptors are peasants, while from education 
level side, they are low educated people, only elementary 
school graduates or lower. 


Thus from overall picture of the acceptor's characteristics 
can be concluded that acceptors who are joining the program- 
mes and are using contraceptives, have a small average 
number of living children, are still young, low educated and 
come from rurel communities in the villages. 


The profession of the husbands of new acceptors during 
Pelita |, Il and the fourth year of Pelita III consists of civil ser- 
vants, private sector workers, merchants who are generally 
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living in urban areas. While groups of peasants, are new groups 
highest in percentage, which number at the end of Pelita | was 
59,496 and amounted to 63,996 at the end of Pelita II, further 
became 70,796 during the years 1982/83. As for the group 
of private workers, its number at the end of Pelita | was 9.5196, 
14,296 during Pelita Il and increased during 1982/83 to 14,996. 


4. Current Users 


Quantitatively, the results of guiding and stablizing efforts 
in the acceptiance of family planning ideas so far, are actually 
reflected in the number of current users, which is increasing 
year after year. And only 0,7% of the target set for Pelita III 
had to be achieved till September 1983. According to a 
statistical data survey done in 1971/72 in six provinces of 
Java-Bali, the number of acceptors was estimated at 366.669 
people ; during Pelita | the number amounted to 1.68 million 


BKKBN 36 


active permanent users. Five years later (1978/79), a number 
of 5.54 million active acceptors has been reported i n16 pro- 
vinces. Again later on, at the end of 1980/81 which was the 
second year of Pelita III when programme areas are covering 
27 provinces, active family planning acceptors amonuted to 
about 7.7 million people. 


Constantly intensificated efforts to develop the program- 
mes till the end of Pelita III has given an ever promising pic- 
ture by reaching the number of 12 million active family plann- 
ing acceptors which is half of the eligible couples. 


From the figures having been collcted so far from inter cen- 
sus population surveys (SUPAS) or from social-economical 
surveys as well as from other reports, one can clearly see that 
family planning stimulating efforts have resulted in an ever in- 
creasing prevalence level. 
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Family planning has become a national problem. In his visit to the regions, President Soehárta Iwys ask fhe& people 


to joint the family planning programme. In order to prevent population explosion, the family planning programme is 


harus disukseskan, maka pada saat tertentu Presiden Soeharto pun ikut turun ke lapangan. memberikan pengarahan 
dan dorongan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan program Keluarga Berencana. Seperti tampak dalam gam- 
bar, Presiden Soeharto sedang berdialog langsung dengan peserta KB Lestari tingkat nasional. 
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Demikian pula halnya dengan Kepala BKKBN, Dr Haryono Suyono, dalam usaha 
mensukseskan program Keluarga Berencana beliaupun sering terjun langsung 
ke lapangan, memberikan penjelasan tentang cara-cara melaksanakan KB dan 
tujuan nasional yang terkandung dalam program Keluarga Berencana tersebut. 
Dalam gambar terlihat Kepala BKKBN mengadakan peninjauan ke beberapa 
daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 


All layers of the Indonesian community have been met by the people from East 
Nusa Tenggara. 


"Untuk memasyarakatkan KB memang harus dengan 
sistem door to door, karena KB tidak bertentangan de- 
ngan agama”, demikian petunjuk Kepala BKKBN ke- 


pada setiap aparat penyuluh KB yang akan ditugas- 
kan ke lapangan. 


Discussion or the exchange of ideas on ways of con- 
trolling thb population growth through birth control 
system. Head of the Coordinating Body for Family 
Planning, Dr Haryono Suyono, appreciates logical 
ideas extended 
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Dari paguyuban sampai kepengenalan alat kontrasepsi, semuanya ditujukan kepada usaha Various activities for the promotion of family planning programme to prevent population 
pemasyarakatan program KB. explosion. 
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am rangkuman foto di halaman ini terlihat berbagai kegiatan pemasyarakatan program Development without birth control is trivial. All components of New Order should parti 
Keluarga Berencana, agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. cipate in this field. 


KELUARGA BERENCANA 


DEWI SARTIKA 


KODIM 0613 - CIAMIS 


Setelah Pemerintah melaksanakan berba- 
gai usaha, baik dalam bentuk penerangan 
dan pengarahan secara langsung kepada 
anggota masyarakat maupun melalui 
spanduk atau poster-poster yang ditem- 
patkan dilokasi-lokasi tertentu, kini pro- 
gram Keluarga Berencana sudah dikenal 
dan telah dihayati oleh seluruh lapisan 
masyarakat, baik yang berada di kota 
maupun di pedesaan. Kenyataan ini 
merupakan salah satu prestasi kerja 
aparat BKKBN, baik yang bertugas di 
Pusat maupun bertugas di lapangan. 
Dalam rangkuman foto di halaman ini, 
terlihat kegiatan Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana (PLKB) sedang 
memberikan penyuluhan dan penjelasan 
kepada masyarakat calon peserta KB di 
daerah pedesaan dan pemasangan poster 
di salah satu bus kota. 


Family planning field workers hold a 
decisive role in the popularization of the 
programme, through direct communica- 
tion as well as by use of posters. 


Tingkat keberhasilan pen- 
Capaian akseptor KB se- 
nantiasa dicatat seakurat 
mungkin. Dari hasil penda- 
taan itu dapat diketahui 
jumlah akseptor Keluarga 
Berencana yang menggu- 
nakan alat kontrasepsi 
yang diperkenalkan peme- 
rintah dan tingkat 
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lanjutnya. Dalam gambar 
ini tampak Gubernur Jatim 
Wahono dan Nyonya Wa- 
hono sedang melihat gra- 
fik kependudukan dan KB 
Dati II Jember. 


Data on family planning ac- 
ceptors are recorded as ac- 
curately as possible. Photo 
shows the Governor of 
East Java, Wahono and 
Madame reviewing a popu- 
lation chart, including on 
family planning, in the Re- 
gional Administration Of- 
fice of the Second-level 
Region of Jember. 
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Apa yang dinamakan dan disebut sebagai “Norma Keluarga 
Kecil Bahagia dan Sejahtera” atau disingkat dengan NKKBS, 
divisualkan melalui rangkuman foto pada halaman ini. Kepada 
yang belum terlanjur mempunyai anak banyak, terutama pa- 
sangan suami isteri usia subur, dianjurkan untuk hanya memi- 
liki dua anak saja. Anjuran ini ditujukan kepada seluruh masya- 
rakat Indonesia, baik yang berada di kota maupun yang berada 
di pedesaan. 


Criteria of "small and happy family" ın visualization. Two 
children are enough 


Suksesnya program Keluarga 
Berencana, berarti laju per- 
tumbuhan tingkat kelahiran da- 
pat ditekan. Terkendalinya per- 
tumbuhan tingkat kelahiran pe- 
nambahan penduduk, merupa- 
kan salah satu faktor pendu- 
kung keberhasilan pemba- 
ngunan nasional secara keselu- 
ruhan. Karena itu, kesadaran 
masyarakat untuk ikut melaksa- 
nakan program Keluarga Beren- 
cana merupakan partisipasi 
yang bersifat mendukung 
keberhasilan pembangunan na- 
sional dalam menciptakan 
bangsa Indonesia yang adil dan 
makmur. Kampanye КВ dilaksa- 
nakan juga melalui ceramah 


agama. 
Chairman of the Coordinat ng Board of the Na 
tional Family Planning Programme frequently visits 8 
the regions. Door-to-door operation Contributes 
substantially. Family planning is not « ontrary to 4 


religious teachings. 
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Peralatan untuk mensukseskan Keluarga Berencana yang tampak dalam gambar, kini sudah 
diproduksi di dalam negeri. 


Seen in the picture a number of family planning instruments, most of them domestic 
production. 
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Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 


l. PENDAHULUAN 

I. KEBIJAKSANAAN UMUM DAN KEBIJAKSANAAN 
DI BERBAGAI'BIDANG | 

Ill. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL 

IV. PENGEMBANGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH 


l. INTRODUCTION 

I. BASIC POLICIES AND SECTORAL APPROACHES 

ШЕ DEVELOPMENT OF CAPITAL INVESTMENT 

IV. PROMOTION OF ECONOMICALLY — WEAK GROUP 


I. PENDAHULUAN 


Selama periode Pelita | kegiatan investasi dan pem- 
bentukan modal menunjukkan perkembangan yang meng- 
gembirakan, karena perkembangan iklim ekonomi yang kian 
baik sejak dilaksanakannya usaha-usaha stabilisasi ekonomi 
dan moneter dalam tahun 1966. 


Perkembangan pembentukan modal itu adalah hasil dari 
pelbagai kebijaksanaan di bidang pengerahan dana, 
peningkatan fungsi-fungsi lembaga keuangan, pemberian 

“beberapa perangsang bagi penanaman modal : penyederhanaan 
dan peningkatan lembaga pengelola penanaman modal serta 
penyederhanaan - penyederhanaan prosedur penanaman 
modal. | 


Dalam hubungan ini telah dibentuk Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) sebagai peningkatan koordinasi 
pengelolaan aplikasi dan perijinannya yang semula dilakukan 
oleh Panitia Penanaman Modal. Kebijaksanaan itu dimaksudkan 
agar proses pengelolaan aplikasi semakin cepat dan terkoordinir 
sehingga jumlah maupun realiasasi penanaman modal kian 
meningkat. ' 


Fungsi BKPM adalah mengkoordinasikan perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal secara menyeluruh, juga . 
untuk mengembangkan proyek-proyek yang diprioritaskan. 
Dalam menjalankan fungsinya BKPM adalah sebagai pelaksana 
perencanaan penanaman modal dalam satu keterpaduan usaha 
baik secara administratif, sektoral maupun regional. 


Di samping fungsi-fungsi tadi ditekankan pula pentingnya 
fungsi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah 
disetujui Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi itu BKPM 
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bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan 
Daerah yang turut membina penanaman modal di bidangnya 
masing-masing. Hasil pengawasan itu memperoleh data dan 
informasi yang dapat dianalisa dan dievaluasi 
kepentingan penyempurnaan pelaksanaan penanaman modal 
yang bersangkutan. 


Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa 
Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan 
dan bimbingan terhadap dunia usaha serta berusaha men- 
Ciptakan iklim usaha yang sehat sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan dunia usaha itu sendiri. Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) terus didorong dan ditingkatkan peranannya. 
Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) terbuka di sektor- 
sektor yang menghasilkan barang-barang yang sangat di- 
perlukan dan dapat memperluas ekspor, yang memerlukan 
modal investasi besar dan teknologi tinggi. Dengan syarat tidak 
membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional 
serta tidak menghambat perkembangan perusahaan nasional. 


Dunia usaha dikelompokkan dalam Usaha Swasta 
(Nasional dan Asing), Koperasi dan BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara). Dalam membina hubungan antar badan-badan usaha 
tadi, Pemerintah menciptakan iklim dan tata hubungan yang 
mendorong terciptanya kondisi hidup berdampingan yang 
saling membantu. Di sektor perdagangan disusun pola 
distribusi barang-barang penting yang disalurkan melalui 
pedagang-pedagang golongan ekonomi lemah. 


Golongan ekonomi lemah merupakan salah satu unsur 
penting di dunia usaha nasional. Golongan ini pada umumnya 
merupakan satuan-satuan usaha kecil yang tersebar di berbagai 


untuk 


sektor, di kota maupun di pedesaan. Usaha-usaha ini berdiri 
sendiri dan tidak terorganisasikan sehingga sekalipun potensi- 
nya cukup besar namun kedudukannya belum kuat. Usaha 
golongan ini masalahnya kompleks karena menyangkut 
masalah permodalan, teknik dan juga masih bersifat serba 
tradisional. 


Untuk meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah 
(termasuk koperasi), Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 
yang memberikan keringanan dan kemudahan-kemudahan 
dalam mengikuti tender-tender yang dilakukan Pemerintah 
maupun Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu golongan 
ekonomi kuat yang menang tender melakukan sub kontrak 
dengan golongan ekonomi lemah dan prioritas pengusaha 
setempat dengan tujuan agar yang lemah dapat terlindungi. 


Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memberikan 
perhatian khusus pada golongan ekonomi lemah agar dapat 
memegang peranan yang lebih besar dalam perekonomian 
nasional yakni dengan menyediakan sarana dan memberikan 
bimbingan khusus pada golongan itu. Sarana-sarana yang di- 
sediakan meliputi bantuan permodalan seperti Kredit Investasi 
Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), bantuan 
manajemen dan penyertaan modal oleh PT. BAHANA serta 
asuransi kredit oleh PT. ASKRINDO. Selain itu dilaksanakan 
bimbingan-bimbingan teknis, latihan-latihan ketrampilan,bim- 
bingan manajemen oleh berbagai Departemen dan Lembaga 
agar dapat berusaha lebih baik. Untuk mencapai efisiensi, 
diusahakan koordinasi antar lembaga tadi dengan memadukan 
program-programnya. 
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KEBIJAKSANAAN UMUM DAN KEBIJAKSANAAN 
DIBERBAGAI BIDANG 


Beberapa kebijaksanaan di bidang penanaman dimaksudkan 
untuk lebih menggairahkan investasi. Kebijaksanaan-kebijak 
sanaan yang dilaksanakan antara lain dengan lebih me- 
nyederhanakan prosedur perijinan penanaman modal. 
Mengeluarkan peraturan-peraturan dalam bidang skala prioritas 


penanaman modal (DSP) serta pengaturan dalam penggunaan 
tenaga kerja asing dan pengaturan penanaman modal yang 
lebih mantap di beberapa sektor tertentu (kehutanan, industri 
dan pertambangan non minyak). 


A. Kebijaksanaan Umum 


Usaha pengarahan kegiatan penanaman modal (PMA dan 
PMDN) bertujuan untuk : (1) mengusahakan penggarapan 
potensi penanaman modal yang ada, (2) memperluas 
kesempatan kerja bagi tenaga Indonesia, (3) meningkatkan 
partisipasi dalam kegiatan usaha dan (4) menyebarkan kegiatan 
penanaman modal ke daerah-daerah. 


Penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) Bidang Usaha 
Penanaman Modal merupakan pengarahan Pemerintah 
terhadap kegiatan penanaman modal swasta yang dilakukan 
melalui koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). 


DSP disusun secara terpadu (regional dan sektoral) agar 
dari dana-dana pembangunan yang tersedia dan usaha kegiatan 
penanaman modal dapat mencapai hasil yang sebesar-besar- 
nya. BKPM sebagai pelaksana perencanaan penanaman modal 
dalam satu keterpaduan usaha bertujuan agar hasil yang 
terpadu dapat dicapai. 


DSP disusun berdasarkan pokok-pokok dalam GBHN dan 
Repelita dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan 
beberapa pengarahan khusus yang disesuaikan dengan per- 
kembangan prekonomian nasional dan internasional yang 
sedang berjalan. DSP merupakan perpaduan berbagai ke- 
bijaksanaan dan usul-usul dari departemen-departemen teknis 
yang membidangi sektor-sektor dan instansi-instansi lain yang 
berhubungan dengan kegiatan penanaman modal seperti Bank 
Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
dan sebagainya. Dengan demikian DSP tersusun sebagai 


konsensus nasional yang mantap dalam bidang penanaman 
modal. 


Dalam pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal di- 
perlukan pembinaan dan pengawasan yang tujuannya untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpang 
an terhadap ketentuan/persyaratan penanaman modal yang 
berlaku. Pengawasan ini meliputi beberapa aspek di luar 
produksi seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan 
penyertaan modal nasional dan pencegahan pencemaran 
lingkungan hidup. Sedangkan pengawasan terhadap 
pelaksanaan PMA dan PMDN dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran kapasitas produksi yang benar-benar dapat direalisir 
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 


Proyek-proyek prioritas utama dilaksanakan agar potensi 
serta keuntungan komparatif yang dimiliki Indonesia dapat 
terealisir, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata 
untuk menunjang sasaran pembangunan nasional yang di- 
rencanakan. Ini disadari karena proyek-proyek tersebut 
memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekono- 
mian maupun lingkungan proyek itu sendiri. 


Dalam pada itu BKPM Daerah pun merupakan lembaga 
pengawasan yang efektif karena dapat menjalankan tugas 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu 
proyek penanaman modal secara langsung, sehingga dapat 
memperoleh informasi lengkap mengenai pelaksanaan proyek- 
proyek penanaman modal serta penyimpangan-penyimpangan 
yang mungkin terjadi. 


B. Kebijaksanaan di berbagai bidang 


Peningkatan peranan di bidang pemilikan saham dalam 
usaha bersama atau patungan diarahkan juga untuk 
meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan peningkatan 
manajemennya oleh pihak kita. Oleh karenanya ada 
pembatasan tentang penggunaan tenaga kerja warga negara 
asing pendatang antara lain dengan menetapkan langkah- 
langkah tertentu. Pembatasan tenaga kerja warga negara asing 
itu dengan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup 
sama sekali bagi mereka, jenis-jenis pekerjaan yang dikerjakan 
dalam waktu-waktu tertentu dan sebagainya. 


Di bidang kehutanan dikeluarkan kebijaksanaan tentang 
pemberian Hak Pengusaha Hutan (HPH) kepada para 
pengusaha nasional. HPH bagi usaha yang bersifat patungan 
diberikan kepada peserta Indonesia agar pengadaan bahan 
bakunya berada dalam tangan kita, sedangkan untuk perusaha- 
an asing di Indonesia secara berangsur-angsur memindahkan 
pemilikan sahamnya kepada pihak nasional. 


Selanjutnya untuk lebih menjamin kebutuhan kayu bagi 
industri perkayuan dalam negeri, maka pemegang HPH diwajib- 
kan untuk memproses 40% hasil produksi kayu gelondongan- 
nya di dalam negeri atau menjualnya kepada industri perkayu- 
an nasional. Sisanya 60% untuk ekspor. 
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Dalam usaha meningkatkan kemampuan bersaing 
terhadap barang-barang produksi dalam negeri dengan barang- 
barang impor,Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 15 
Nopember 1978 (Kenop 15). Kebijaksanaan ini pun dimaksud- 
kan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri 
nasional dengan memperluas pasarannya di dalam maupun di 
luar negeri. Selain itu dilaksanakan sistem sertifikat ekspor bagi 
perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan impor dan 
mengekspor hasil produksinya setelah diproses di dalam negeri. 
Pelaksanaan sistem ini dimaksudkan untuk membebaskan 
pungutan bea masuk atas impor bahan baku yang diproeses 
di dalam negeri tersebut untuk tujuan ekspor. Sehingga barang- 
barang hasil produksi Indonesia akan lebih mampu bersaing di 
pasaran luar negeri. Pengembangan sektor industri ini bertujuan 
untuk meningkatkan jumlah jenis dan nilai barang-barang 
produksi dalam negeri untuk pasaran dalam negeri dan 
memperbesar peranannya di pasaran internasional,juga untuk 
menunjang peningkatan hasil devisa. Usaha-usaha ke arah ter- 
Capainya tujuan itu sudah mulai dirasakan. 


Investasi dalam bidang-bidang usaha pertanian kehutanan 
dan industri hasil hutan ditingkatkan terus. Dasar pertimbangan 
untuk meningkatkan penanaman modal bidang ini adalah 
kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dan potensinya 


sebagai sumber pendapatan devisa. Juga sumbangannya 
dalam pemerataan pembangunan ke daerah-daerih 8i luar 
Jawa serta dampaknya terhadap kelestarian sumber daya alam 
dan lingkungan hidup. 


Untuk menarik minat para pengusaha dalam bidang ini 
diambil beberapa langkah sebagai berikut : 


8. memberi prioritas tinggi dalam DSP kepada penanaman- 
modalnya, bahkan beberapa proyeknya dinyatakan sebagai 
proyek-proyek prioritas utama. 


b. melaksanakan promosi langsung kepada pemilik modal kuat 
agar mau mendiversifikasikan usahanya yang telah berhasil 
di luar bidang pertanian ke bidang pertanian. 


Dalam usaha mengembangkan bidang pertambangan non 
minyak dan gas bumi telah dikeluarkan kebijaksanaan tentang 
perjanjian kerjasama pengusahaan penambangan batu bara, 
yang memberikan wewenang kepada PN. 


Batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan untuk 
mengadakan perjanjian kerjasama dengan kontraktor swasta 
untuk jangka Waktu 30 tahun. Dalam ketentuan itu dinyatakan 
bahwa kontrakt@f swasta wajib menyetorkan minimal 13,596 
daripada produksinya kepada PN. Batubara dan salah satu 
imbalannya kofitraktor tadi diberi insentip dalam bidang per- 
pajakan. Di samping kebijaksanaan itu juga diadakan Kontrak 
Karya Pertambangan beberapa generasi yang memberikan 
fasilitas pembebasan pajak khusus dan menentukan peraturan 
pungutan yang lebih sederhana dan pasti. 


ш 
PERKEMBANGAN PERANAMAN MODAL 


A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 


Sesuai azas demokrasi Pancasila, modal harus diberi 
tempat yang sewajarnya, sesuai dengan manfaatnya dalam 
pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangun- 
an tidak akan mungkin tanpa adanya pemupukan modal dalam 
negeri sendiri secara besar-besaran. Sedangkan penggunaan 
modal itu harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan- 
kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien. 


Setiap negara berkembang mengalami kemerosotan atau 
kemacetan perkembangan ekonomi, karena kelemahan 
masyarakatnya untuk memupuk modalnya sendiri, lemahnya 
kemampuan para pengusaha swasta/pemerintah. Kelemahan- 
kelemahan itu masih ditambah dengan kesulitan lainnya seperti 
adanya dominasi perekonomian pada umumnya dan dominasi 
modal khususnya oleh orang-orang asing yang memiliki dan 
berusaha dengan modal dalam negeri. Dengan adanya dominasi 
tadi kemampuan Pemerintah untuk bertindak secara radikal 
dalam waktu yang sangat singkat mejadi terbatas. Sedangkan 
sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu dipenting- 
kan di atas segala-galanya adalah perbaikan nasib rakyat. 
Karena itu pengakhiran dominasi orang asing atas 
perekonomian Indonesia harus dilaksanakan dengan cara me- 
manfaatkan orang asing dan modalnya, tanpa meninggalkan 
kenyataan yang barlaku. 


Pembangunan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan 
oleh rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilisasi modal dari 
seluruh masyarakat. Oleh karenanya Undang-undang tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri mengandung ketentuan- 
ketentuan yang dapat merangsang dan menjamin pemupukan 
modal kecil maupun modal yang besar. Antara lain pemupukan 
modal dengan cara tabungan-tabungan, deposito berjangka, 
pembelian kertas-kertas berharga, mendapat perangsang- 
perangsang supaya makin lama semakin menjadi sumber- 
sumber modal yang berarti. 


Undang-undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal di 
berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, pertambangan dan lain sebagainya. 
Dalam hubungan ini berbagai fasilitas dan perangsang yang di- 
berikan kepada para penanam modal antara lain berupa : (1) 
Bebas bea masuk untuk barang modal yang diimpor . (2) 
Penyusutan yang dipercepat untuk investasi di luar gedung dan 
tanah. (3) Tarip pajak yang rendah. (4) Carry Forward of 
Losses- Kompensasi kerugian. (5) Pengampunan pajak secara 
umum dan tidak dituntutnya pajak atas modal yang bersumber 
dari Deposito. 


Dengan diberikannya bebetapa fasilitas perangsang serta 
kian baiknya iklim ekonomi, investasi berhasil ditingkatkan. 
Sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan Pelita |, 
permohonan penanaman modal dalam negeri (РМОМ!тепсараі 
jumlah 2.517 buah proyek dengan rencana Investasi sebesar 
Rp 2.158,1 milyar. Dari jumlah itu disetujui sebanyak 1.894 
buah proyek dengan rencana investasi sebesar Rp 1.331, 2 
milyar. Perkembangan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada 
Tabel 1. 


Di lihat dari segi permohorian maupun penanaman modal 
yang telah disetujui, tampak bahwa sektor industri yang 
meliputi industri dasar, industri ringan, industri tekstil, industri 
kimia dan industri farmasi merupakan sektor dengan jumlah 
proyek dan rencana penanaman modal yang terbesar. Sampai 
dengan akhir Maret 1974 permohonan penanaman modal 
dalam negeri untuk sektOf industri itu tercatat sejumlah 1.531 
proyek atau sekitar 61,296 dari 66luruh jumlah proyek, dengan 
investasi sebesar Rp 1.018,8 milyar (47,296) dari seluruh per- 
mohonan penanaman modal dalam negeri. Dalam periode yang 
sama penanaman modal yang disetujui untuk sektor industri 
berjumlah 1.303 proyek dengan rencana invetasi sebesar Rp 
789,6 milyar (88,396 dari seluruh jumlah proyek dan 597396 
dari seluruh rencana PMDN yang telah disetujui). 


Seperti tercermin dalam jumlah permohonan penanaman 
modal, maka sektor-sektor yang cukup menarik minat para ' 
penanaman modal dalam negeri dalam Pelita | adalah sektor 
kehutanan dengan nilai investasi sebesar Rp 228,0 milyar, 
sektor pariwisata dengan nilai investasi Rp 142,8 milyar, sektor 
perkebunan Rp 102,9 milyar dan sektor pengangkutan & per- 
hubungan dengan nilai investasi sebesar Rp 100,3 milyar. 


Dalam tahun terakhir Pelita | sektor perumahan rak- 
yat banyak menarik minat para penanam modal, yaitu de- 
ngan meningkatnya jumlah permohonan modal sebanyak 14 
buah proyek dengan tambahan rencana investasi sebesar 
Rp 42,8milyar. Sedangkan sektor perikanan dan peternak - 
an masih belum mendapat perhatian besar dari para penanam 
modal dalam negeri, ini terlihat dari rendahnya jumlah proyek 
dan rencana investasi yang telah disetujui di kedua sektor tadi. 


Sampai akhir Maret 1974 jumlah proyek yang disetujui 
untuk kedua sektor itu adalah 14 buah dan 18 buah proyek 
dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp 12,3 milyar 
dan Rp 2,8 milyar. 
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TABEL 1 
JUMLAH APLIKASI DAN PERSETUJUAN 
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
NOPEMBER 1968 s/d MARET 1974 


(menurut perkembangan kumulatif) 


APLIKASI 
Nopember 1968 
SEKTOR s/d Maret 1978 s/d Maret 1971 s/d Maret 1972 s/d Maret 1973 s/d Maret 1974 
Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana 


Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman 
Proyek (milyar Rp. Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) 


1. Pertambangan 2 1.5 5 8.9 8 19.3 12 21.1 16 26,6 
2. Kehutanan 24 13,9 83 60.9 129 98.9 170 132.2 241 228,6 
3. Perkebunan 54 17.1 91 39.3 114 51,2 139 83,1 156 103.0 
4. Perikanan 5 1,3 8 1.8 15 7,5 24 14,0 34 22.5 
5. Pengangkutan/ 
Perhubungan 32 16.5 45 28,7 75 51,7 101 91,6 117 100,3 
6. Pariwisata 27 14,0 64 45,9 94 73,8 136 103,2 195 142.8 
7. Pertanian — - 25 2.9 39 73 52 9,0 65 20,9 
8. Peternakan - - 3 0.2 9 2.7 21 4,7 40 9.9 
9. Perindustrian 220 82,2 476 155,9 753 288,4 1,158 551,8 1,531 1.018,9 
10. Perumahan Rakyat - - 3 1,3 6 51,2 21 76,1 35 118,9 
11. Lain-lain 15 1,5 7 2.7 6 1,8 6 1,7 87 365,7 
379 . 148,0 810 348,5 1.247 653,8 1.837 1.088,5 2.517 2.158,1 
PERSETUJUAN 
s/d Maret 1970 s/d Maret 1971 s/d Maret 1972 s/d Maret 1973 s/d Maret 1974 
Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana 


Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman Jumlah Penanaman 
Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) Proyek (milyar Rp.) 


0,1 3 7,7 5 18,9 5 18.9 7 20,3 

14 8.0 27.0 90 65.1 127 97,4 184 154,4 

7 6,8 61 21,1 83 30.8 106 57,8 125 82,7 

5 1.3 1.3 8 1,7 10 6,9 14 12,3 

18 9.3 27 13.3 48 29.4 71 66,4 90 93,4 

12 47 35 17.3 59 36,1 81 71.3 93 82.9 

= = 21 2.8 28 5,9 36 7.2 4,7 14,8 

= = 3 0,2 6 1.2 16 2.6 18 2,8 

133 23,0 361 101.9 616 230.0 928 437.2 1.303 789,6 

e = 2 1.5 2 1.5 1 8.5 9 772 

5 12 5 12 - - - - 4 0,8 
— و‎ шшш a ee nga men ma Dam 

225 64.4 576 195.9 945 420.7 1.387 774,2 1.894 1.331,2 
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TABEL 2 
PERKEMBANGAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
YANG TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH R.I. MENURUT BIDANG USAHA 
DARI TAHUN 1968 SAMPAI DENGAN MARET 1979 
(Investasi dalam jutaan Ruplah) 


1968 - Maret 1974 1968 - Maret 1975 1968 - Maret 1976 


No. Bidang Usaha 


Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 
1. Pertanian 52 49.904 63 58.054 71 77.742 
2. Kehutanan 224 143.739 263 176.028 276 173.090 
3. Perikanan 19 11.227 20 11.727 20 14.816 
4. Pertambangan logam = - = a = = 
5. Pertambangan lainnya 10 47.610 13 50.045 13 50.045 
6. Industri makanan 331 99.253 367 129.227 380 150.912 
7. Industri tekstil 352 304.522 390 370.140 417 427.208 
8. Industri kayu 50 23.314 67 35.568 86 60.189 
9. Industri kertas 92 32.997 103 35.916 116 56.827 
10. Industri kimia 300 106.640 341 127.601 358 165.135 
11. Industri min.non logam 50 35.408 74 57.036 86 66.634 
12.  Industri logam dasar 48 72.020 54 77.864 49 94.083 
13.  Industri barang logam 176 64.254 191 73.749 208 111.093 
14.  Industri lainnya 27 11.641 31 13.308 31 13.308 
15.  Tenagalistrik 1 1.169 1 1.169 1 1.169 
16. Konstruksi 5 13.006 5 13.006 5 13.006 
17.  Perdagangan 3 928 3 928 3 928 
18. Hotel 97 76.080 100 18.395 98 73.339 
19. Pengangkutan 87 81.946 94 93.988 .03 103.950 
20. Jasa Perdagangan 9 77.156 10 78.225 14 93.534 
21.  Jasasanitary 1 185 1 185 1 185 
22.  Jasarekreasi 11 5.561 15 6.753 15 7.437 
23.  Jasalainnya 1 150 1 150 1 150 
1.946 1.258.710 2.207 1.489.062 2.352 1.754.780 
DEE—-—————————————— —————— aa 
1968 - Maret 1977 1968 - Maret 1978 1968 - Maret 1979 
Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 
80 122.939 103 210.158 124 258.022 
291 193.120 344 263.740 377 319.706 
23 15.735 25 17.403 26 26.311 
13 50.045 13 50.045 17 81.748 
397 202.109 460 264.666 495 336.534 
433 443.062 477 545.712 523 695.935 
101 74.728 128 108.770 145 132.638 
128 73.980 149 95.036 160 107.215 
372 177.836 408 358.470 434 392.290 
94. 120.290 121 253.551 144 199.521 
52 99.957 59 103.749 64 113.326 
218 123.213 250 168.849 285 197.525 
32 13.597 34 16.511 39 18.178 
1 1.169 1 1.169 1 1.169 
5 13.006 6 15.596 7 17.656 
3 928 3 928 3 528 
98 73.339 98 81.571 104 80.895 
109 121.887 120 137.056 131 162.841 
23 132.834 34 172.864 37 184.964 
1 185 1 181 1 185 
15 7.447 17 16.869 17 16.869 
1 150 3 624 3 624 
2 490 2.061.546 2.853 2.883.522 3.137 3.453.009 
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Sampai dengan akhir Pelita | dari 1,894 proyek PMDN yang 
disetujui, 536 buah proyek terletak di DKI Jaye, 371 proyek 
di Jawa Barat, 169 proyek di Jawa Tengah, 209 proyek di 
Jawa Timur dan 581 proyek berada di luar Jawa. 


Sebagian besar dari proyek PMDN selama periode Pelita 
merupakan proyek-proyak yang sifatnya "cepat 
menghasilkan”. Berarti proyek-proyek PMDN ity mengambil 
peranan penting delam peningkatan produksi dan penciptaan 
lapangan kerja bagi 600.000 orang, 


Selama periode Pelita || jumlah proyek PMDN yang telah di- 
setujui sebanyak 1.191 buah dengan rencang investasi sebesar 
Rp 2.194,4 milyar dan selama itu setiap tahun jumleh proyek 
PMDN yang disetujui rata-rata 238 buah dengan rencana 
investasi rata-rate Rp 438,9 milyar, 


Peningkatan fungsi dan peranan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal sebagai " one stop service" yang memper- 
Cepat proses aplikasi penanaman modal, merupakan salah satu 
faktor penyebab meningkatnya jumiah proyek dan rencana 
investasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 


Perkembangan PMDN dengan perincian menurut sektor-sektor 
kegiatannya selama Pelita || dapat dilihat pada Tebel 2. Angka- 
angka tadi termasuk yang dicabut ijin usahanya sebagai akibat 
dari hambatan-hambatan yang dihadapinys seperti kesulitan 
dalam mendapatkan permodalan, proyeknya tidek fassible lagi 
dan sebagainya. Sampai akhir Pelita || sudah ada 104 proyek 
dengan rencana investasi sebesar Rp 44,9 milyar yang dicabut/ 


dibatalkan ijin usahanya. 


Seperti dalam Pelita I, proyek investasi di sektor industri 
yang telah disetujui dalam Pelita II adalah yang terbesar jumlah- 
nya, yakni sejumlah 2.289 atau 72,996 dari seluruh proyek 
yang telah disetujui dengan nilai investasinya meliputi 
Rp 293,2 milyar (66,496 dari seluruh rencana PMDN yang telah 
disetujui). Sektor perindustrian ini terdiri dari industri dasar, 
industri ringan, industri tekstil, industri kimia dan industri 
farmasi/obat-obatan. 


Sektor-sektor lain yang telah disetujui dalam periode itu 
melipyti sektor : kehutanan 377 proyek dengan investasi Rp 
319,7 milyar, pengangkutan/perhubungan 131 proyek dengan 
investasi Rp 162,8 milyar,hotel/pariwisata 121 proyek dengan 
Investasi Rp 105,8 milyar dan sektor pertanian/peternakan 
sebanysk 124 proyek dengan investasi sebesar Rp 258 milyar. 


Lokasi proyek-proyek tadi antara lain terdapat di DKI 
Jaya sebanyak 750 proyek, Jawa Barat 688 proyek, Jawa 
Timur 370 proyek, Jawa Tengah 273 proyek, Sumatera Utara 
187 proyek, Kalimantan Timur 154 proyek. Sedangkan sisanya 
sebanyak 715 proyek tersebar di daerah-daerah lain. 
Pemerataan penyebaran proyek ke daerah-daerah diusahakan 
dengan cara memberikan insentif yang lebih menarik bagi 
investor-investor yang menanamkan modalnya di daerah- 
daerah. (lihat Tabel 3). 


TABEL 3 
REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
MENURUT BIDANG USAHA DARI TAHUN 
1968 SAMPAI DENGAN MARET 1979 


(dalam jutaan Rupiah) 
No. Bidang Usaha 1968 Maret 1978 1968 Maret 1979 
Proyek Investasi Proyek Investasi 
1. Pertanian 56 56.938 68 107.572 
2. Kehutanan 100 58.443 129 91.486 
3. Perikanan 12 15.965 14 11.926 
4. Pertambangan 7 6.542 9 211.751 
5. Industri Makanan 205 120.762 244 165.247 
6. Industri Tekstil 179 151.917 209 185.988 
7. Industri Kayu 66 43.109 88 74.831 
8. Industri Kertas 78 46.950 83 58.881 
9. Industri Kimia 188 173.722 195 167.501 
10. Industri Mineral Non Logam 59 107.830 83 202.450 
11. Industri Logam Dasar 47 63.186 47 66.210 
12. Industri Barang Logam 137 95.611 161 131.424 
13. Industri Lainnya 16 4.856 16 4.856 
14. Konstruksi 4 54.047 4 54.047 
15. Hotel 51 54.192 56 67.009 
16. Perdagangan 1 1.163 1 1.163 
17. Pengangkutan 43 27.376 48 30.201 
18. Jasa Perdagangan 17 38.367 26 69.197 
19. Jasa-jasa Lainnya 9 3.399 12 3.644 
=_= Ес anaa a ا‎ Ес 
Jumlah : 1.275 1.124.375 1.493 1.705.384 
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Pelaksanaan proyek-proyek yang telah disetujui selama 
Pelita Il, dapat menciptakan kesempatan kerja untuk 
1.262,855 orang, disamping itu banyak pula kesempatan kerja 
yang tercipta secara tidak langsung oleh proyek-proyek 
penanaman modal. Selama periode Pelita || sejumlah 1.169 
proyek dengan rencana investasi Rp 560,1 milyar telah habis 
masa bebas pajak, sedangkan yang telah habis masa 
keringanan pajaknya adalah 1.003 proyek dengan rencana 
investasi sebanyak Rp 661,5 milyar. 


Dari jumlah rencana PMDN yang telah disetujui sampai 
akhir Pelita Il realisasinya mencapai Rp 1.705,3 milyar atau 
49,496 dari seluruh rencana investasi PMDN (Lihat Tabel 4 
dan Grafik 1). 


Sedangkan pemasukan pajak dari perusahaan-perusahaan 
Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan akhir Pelita 
|| sebesar Rp 205,8 milyar. 

Pada tahun ke empat Pelita III Pemerintah telah menyetujui 
sebanyak 226 proyek baru dengan rencana investasi sebesar 
Rp 1.723.575 juta. Dalam tahun itu terjadi perubahan- 
perubahan terhadap investasi yang telah ada, yakni : 

a. 83 proyek yang berlokasi di 85 tempat melakukan 
perluasan kapasitas/perubahan modal dengan nilai investasi 
Rp 1.532.963 juta, 

b. 76 proyek melakukan penanaman modal dengan nilai 
investasi Rp 287.734 juta, 

c. 16 proyek PMA dengan investasi Rp 88.552 juta mengalih- 
kan statusnya menjadi PMDN. 

d. 50 proyek telah mengundurkan diri/dibatalkan karena tidak 
melaksanakan realisasi sesuai dengan yang direncanakan. 

Nilai investasinya Rp 39.495 juta. 


Dengan memperhitungkan perubahan-perubahan tadi 
maka nilai investasi secara keseluruhan pada tahun keempat 
Pelita Ill berjumlah sebesar Rp 3.593.329 juta. Apabila di- 
bandingkan dengan Pelita-pelita sebelumnya, maka jumlah 
proyek dan investasi dalam PMDN yang telah disetujui selama 
Pelita lil adalah 243 proyek dengan nilai investasi 
Rp 1.121.418 juta (1979/1980), 184 proyek dengan nilai 
Investasi Rp 2.648.059 juta (1980/1981), 79 proyek dengan 
nilai investasi Rp 2.704.705 juta (1981/1982) dan 192 proyek 
dengan nilai investasi Rp 3.593.329 juta (1982/1983). 


Dari data tadi terlihat bahwa kenaikan nilai investasi 
selama tahun-tahun itu meliputi 139,396 (1980/1981), 0,7696 
(1981/1982) dan 32,996 (1982/1983). Sedangkan jumlah 
proyek terjadi penurunan sebesar 47,396 (1981/1982) dan 
kenaikan pada tahun 1982/1983 sebesar 97,996. 


Bidang usaha dalam proyek-proyek baru yang menonjol 
adalah usaha industri dengan 152 proyek, pertanian 35 proyek 
dan perhotelan 13 proyek, bidang usaha lainnya meliputi 
kurang dari 9 proyek. 


Dilihat dari jumlah rencana investasinya bidang industri 
juga merupakan bidang yang menonjol dengan rencana 
investasi sebesar Rp 908,5 milyar. Sedangkan bidang per- 
tambangan nilai investasinya sebesar Rp 427,3 milyar, 
pertanian Rp 155,9 milyar, perhotelan Rp 87,1 milyar dan jasa 
perdagangan sebesar Rp 78,3 milyar. 


TABEL 4 
PERKEMBANGAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG 
TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA, | 
1968 S/D MARET 1979 ") DAN 1979/80 — 1982/83 


(Investasi dalam juta rupiah). 
1968 s/d Maret 1979”) 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

No. Bidang Usaha 
Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 
1. Pertanian 124 258.022 14 76.318 13 18.988 24 99.960 16 86.050 
2. Kehutanan 377 319.706 28 78.232 43 390.077 29 242.102 5 53.991 
3. Perikanan 26 26.311 3 6.234 3 6.082 3 8.117 4 15.856 
4. Pertambangan Logam - - - = 1 819 — - - = 
5. Pertambangan Lainnya 17 B1.748 3 39.760 2 3.601 4 5.854 8 427.315 
6. IndustriMakanan 495 336.534 25 42.718 17 73.350 12 22.492 28 152.038 
7. Industri Tekstil 523 695.935 44 81.949 19 42.780 23 52.880 18 51.146 
8.: Industri Kayu 145 132.638 25 75.775 23 105.748 28 167.843 30 124.514 
9. Industri Kertas 160 107.215 20 57.026 3 3.808 9 27.802 8 47.132 
10. Industri Kimia 434 392.290 25 146.319 16 . 265.397 27 188.058 32 158.720 
11. Industri Mineral Bukan Logam 144 299.521 20 115791 11 107.073 6 359.321 14 265.673 
f2. IndustriLogam Dasar 64 113.326 4 13.925 6 31.441 5 25.693 6 72.890 
13. Industri Barang Logam 285 197.525 18 34.364 20 40.192 17 56.234 15 32.411 
14. Industri Lainnya 39 18.178 3 2.128. - - 1 5.048 1 4.000 
15. TenagaListrik 1 1.169 - = - - 1 418.585 - = 
16. Konstruksi 7 17.656 - - 1 2.952 3 11.552 3 13.613 
17. Perdagangan 3 928 - - - - - - - — 
18. Hotel 104 88.895 6 9.081 9 18.357 9 40.728 13 87.115 
19. Pengangkutan 131 162.841 13 20.746 6 33.205 7 11.698 8 14.160 
20. JasaPerdagangan 37 184.964 6 10.000 3 9.600 - - 11 78.296 
21. Jasa Sanitary 1 185 - = - - = = = = 
22. Jasa Rekreasi 17 16.869 1 1.583 ari - - - - 
23. JasaLainnya 3 624 - - 735 7 27.847 6 38.655 
Jumlah : 3.137 3.453.080 258 811.949 197 1.154.205 215 1.771.814 226 1.723.575 
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Telah diperbaiki dengan memperhitungkan 
proyek yang mengundurkan diri dan merubah 
status dari PMA ke PMDN. 
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Proyek-proyek di bidang industri yang sangat menonjol 
adalah industri mineral non logam dengan rencana investasi 
sebesar Rp 265,7 milyar, industri kimia dengan nilai investasi 
Rp 158,7 milyar, industri makanan Rp 152,0 milyar, industri 
kayu Rp 124,5 milyar dan industri logam dasar dengan nilai 
investasi sebesar Rp 72,9 milyar. Sedangkan di bidang 
pertanian yang sangat menonjol adalah proyek perkebunan, 
pertanian tanaman pangan dan peternakan dengan nilai 
investasi seluruhnya sebesar Rp 86,0 milyar, kehutanan Rp 54 
milyar dan perikanan Rp 15,8 milyar. Jumlah investasi di bidang 
usaha industri mengalami kenaikan sebesar 0,34%, di bidang 
pertambangan sebesar 7,1996 (kenaikan ini disebabkan adanya 
investasi dari PT. Persero Tambang Batubara Bukit Asam 
sebesar Rp 377,4 milyar untuk menghasilkan batubara uap dan 
antrasit). 


Dari perkembangan proyek-proyek PMDN per daerah 
tingkat/propinsi, daerah yang sangat menonjol dalam menyerap 
proyek dan investasi PMDN adalah daerah Jawa Barat dengan 
jumlah proyek 45 dan nilai investasinya Rp 455,3 milyar. 
Sumatera Selatan dengan 6 proyek yang investasinya sebesar 
Rp 419,6 milyar, DKI Jaya 31 proyek dengan investasi sebesar 
Rp 189,6 milyar, Jawa Tengah 22 proyek investasinya sebesar 
Rp 104 milyar dan Jawa Timur 29 proyek dengan nilai 
investasinya Rp 65,1 milyar. PMDN yang telah disetujui oleh 
Pemerintah menurut Dati | dapat dilihat dalam Tabel 5 dan 
Tabel 6. 


Dalam tahun keempat Pelita III bidang usaha yang paling 
banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang usaha industri 
yakni sebanyak 67.713 orang tenaga kerja. Kemudian bidang 


usaha pertanian menyerap 14.685 orang dan usaha per- 
tambangan menyerap 7.056 orang. Selanjutnya pada tahun- 
tahun itu bidang usaha perhotelan menyerap 2.281 orang dan 
perdagangan menyerap 2.1840 orang tenaga. Dalam bidang 
usaha industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah industri 
makanan yaitu sebanyak 28.496 orang, kemudian industri 
kayu 11.835 orang dan industri tekstil menyerap 8.827 orang. 
Sedangkan usaha pertanian yang banyak menyerap tenaga 
kerja adalah perkebunan, pertanian tanaman pangan dan 
peternakan yang pada tahun itu seluruhnya menyerap sej- 
banyak 9.827 orang. Kemudian usaha kehutanan menyerap 
3.558 orang dan perikanan 1.300 orang. Perkembangan 
jumlah tenaga kerja yang terserap pada proyek-proyek PMDN 
sampai tahun keempat Pelita III dapat dilihat pada Tabel ба 


Investasi per tenaga kerja dalam tahun 1982/1983 di 
bidang industri rata-rata mencapai Rp 13,4 juta dan bidang 
pertanian sebesar Rp 10,6 juta. Investasi per tenaga kerja yang 
terbesar terjadi dalam bidang pertambangan yaitu sebesar Rp 
60,8 juta, antara lain disebabkan oleh besarnya investasi yang 
diperlukan untuk eksplorasi. Realisasi PMDN selama 
tahun 1968 sampai dengan permulaan tahun 1983 berjumlah 
2.611 proyek, yang berarti 70,396 dari jumlah proyek yang di- 
setujui selama tahun-tahun itu. Rencana investasinya seluruh- 
nya berjumlah Rp 13.323,5 milyar dan relaisasinya berjumlah 
Rp 5.025,8 milyar atau sebesar 3896. Lihat Tabel 8. 

Dalam tahun keempat Pelita III Proyek PMDN yang 
telah habis masa bebas pajaknya ada 4 proyek dengan nilai 
investasi Rp 9.791 juta, dan yang habis masa keringanan pajak- 
nya sebanyak 6 buah dengan investasi sebesar Rp 16.580 juta. 


TABEL 5 
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG TELAH 
DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT DAERAH 
TINGKAT I 1979/1980 — 1982/1983 


(Investasi dalam juta rupiah) 

No. Daerah Tingkat | / Propinsi 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 
1. D.K.I. Jakarta 41 66.480 23 65.742 25 531.511 31 189.561 
2. Jawa Barat 64 317.917 38 111.868 42 544.323 45 455.271 
3. Jawa Tengah 20 64.033 9 22.500 18 33.998 22 103.949 
4. D.I. Yogyakarta 1 515 2 2.395 2 5.825 2 1.365 
5. Jawa Timur 33 58.614 24 41.161 21 49.524 29 65.133 
6. D.I. Aceh 4 7.031 — - 5 48.634 3 6.292 
7. Sumatera Utara 16 54.597 8 20.629 3 16.322 8 45.118 
8. Sumatera Barat 1 78 2 2.834 2 7.450 7 52.156 
9: Riau 5 26.211 11 47.875 8 32.472 7 21.444 
10. Jambi 5 13.154 4 17.190 1 3.159 5 9.466 
11. Bengkulu = - 2 4.791 — - 1 5.679 
12. Lampung 4 4.862 3 94.471 7 29.238 7 26.153 
13. Sumatera Selatan 6 31.501 5 6.681 6 13.059 6 419.608 
14. Kalimantan Barat 10 37.619 9 45.255 6 11.759 11 52.477 
15. Kalimantan Timur 11 51.615 15 446.329 17 144.771 12 114.229 
16. Kalimantan Tengah 7 14.066 8 52.071 6 21.213 2 15.052 
17. Kalimantan Selatan 6 21.899 11 52.800 8 43.210 6 18.868 
18. Sulawesi Utara 1 938 - - 2 3.321 2 4.648 
19. Sulawesi Tengah 7 18.877 6 19.253 1 2.207 - - 
20. Sulawesi Tenggara Е - 1 1.157 2 7.580 2 6.947 
21. Sulawesi Selatan 8 8.668 5 43.296 7 13.245 10 33.952 
22. .Maluku 3 4.945 5 19.193 10 65.576 7 43.113 
23. Bali 2 804 1 1.485 8 39.736 = = 
24. Nusa Tenggara Barat = — — - 1 666 2 6.954 
25. Nusa Tenggara Timur 2 2.837 1 3.345 - — 2 26.140 
26. Iran Jaya 1 4.688 4 31.884 1 103.015 = E 
27. Timor-Timur - — — - — — = = 


Jumlah : 258 811 949 


aru. 2 fet get o pe maan 
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197 1.154.205 215 1.771.814 


TABEL 6 
REKAPITULASI INVESTASI PMDN YANG DISETUJUI PEMERINTAH 


MENURUT LOKASI DARI TAHUN 1968 — 31 DESEMBER 1983. 


(DALAM JUTAAN RP) 

No. LOKASI JUMLAH PROYEK INVESTASI 

1. D.K.I. JAKARTA 812 2.220.513 

2. JAWABARAT 938 5.826.451 

3. JAWATENGAH 344 1.984.905 

4. D.I. YOGYAKARTA 55 84.372 

5. JAWATIMUR 492 2.482.462 

6. D.I. ACEH 44 400.277 

7. SUMATERAUTARA 204 840.016 

8. SUMATERABARAT 65 308.489 

9. RIAU 90 748.305 

10. JAMBI 47 101.270 

11. BENGKULU 18 73.627 

12. LAMPUNG 72 356.100 

13. SUMATERA SELATAN 75 892.702 

14. KALIMANTAN BARAT 110 403.225 

15. KALIMANTAN TIMUR 217 1.209.940 

16. KALIMANTAN TENGAH 104 200.745 

17. KALIMANTAN SELATAN 63 230.582 

18. SULAWESI UTARA 38 189.024 

19. SULAWESI TENGAH 27 134.488 

20. SULAWESI TENGGARA 14 60.694 

21. SULAWESI SELATAN 91 392.803 

22. MALUKU 55 261.143 

23. BALI 36 160.296 

24. NUSA TENGGARA BARAT 10 56.659 

25. NUSATENGGARA TIMUR 8 36.329 

26. IRIANJAYA 20 252.217 

27. TIMOR-TIMUR = — 

28. BEBERAPADATII. = = 

JUMLAH : 4.050 19.907.634 

CO SUAM. TIADA RUM V NA EUN NANAMAN MUH AI DATA is ' tn | 
| TABEL 6 a 
JUMLAH TENAGA KERJA PADA PROYEK-PROYEK 
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, 
1968 S/D MARET 1979 DAN 1979/80 — 1982/83 
(orang) 
| 1968 s/d 

No. Bidang Usaha Maret 1979 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1. Pertanian 433.600 70.209 6.146 42.234 9.827 
2. Kehutanan 118.870 8.450 25.985 21.171 3.558 
3. Perikanan 8.024 4.000 699 776 1.300 
4. Pertambangan 33.452 609 689 3.966 7.056 
5. Industri Makanan 164.115 5.955 5.778 2.232 28.496 
6. IndustriTekstil 192.130 22.938 14.134 8.326 8.817 
7. Industri Kayu 34.014 10.931 11.618 12.582 11.835 
8. Industri Kertas 19.952 3.570 677 1.826 1.938 
9. Industri Kimia 74.783 5.088 3.194 6.199 6.139 
10. Industri Mineral bukan Logam 29.736 4.530 4.086 2.389 4.081 
11. Industri Logam Dasar 12.940 568 2.947 2.709 1.951 
12. Industri Barang Logam 55.073 592 3.773 4.647 3.853 
13. Industri Lainnya 11.183 - — 324 603 
14. TenagaListrik 2.000 - - = = 
15. Konstruksi 459 - 54 499 1.005 
16. Perdagangan 457 633 - 2.147 - 
17. Hotel 22.278 1.199 1.589 = 2.281 
18. Pengangkutan 34.245 1.977 6.268 865 1.037 
19. Jasa Perdagangan 11.895 - 714 — 2.184 
20. JasaSanitary 27 37 2 = = 
21. Jasa Rekreasi 3477 = a ES = 
22. JasaLainnya 145 - 51 2.672 767 
Jumlah : 1.262.855 141.286 88.402 115.573 96.728 
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TABEL 6 b 
REKAPITULASI INVESTASI PMDN YANG DISETUJUI PEMERINTAH 
MENURUT SEKTOR DARI TAHUN 1968 — 31 DESEMBER 1983. 


(DALAM JUTAAN RP) 
— ae echt ьа И 
No. SEKTOR JUMLAH PROYEK INVESTASI 
ص‎ ICI IE TU VA c A ena ea ۹ SN ANA .._. 


1. PERTANIAN 199 1.531.742 
2. KEHUTANAN 481 1.574.776 
3. PERIKANAN 48 278.151 
4. PERTAMBANGAN 47 1.188.952 
5. INDUSTRI MAKANAN- 545 985.897 
6. INDUSTRI TEKSTIL 605 1.259.429 
7. INDUSTRIKAYU 244 821.909 
8. INDUSTRI KERTAS 200 1.015.680 
9. INDUSTRI KIMIA 518 2.450.481 
10. INDUSTRI MINERALNON LOGAM 205 3.797.428 
11. INDUSTRI LOGAM DASAR 89 1.504.157 
12. INDUSTRI BARANG LOGAM 362 1.279.028 
13. INDUSTRI LAINNYA 42 30.986 
14. INDUSTRI TENAGALISTRIK 2 419.754 
15. KONSTRUKSI 31 247.804 
16. PERHOTELAN 145 502.244 
17. PERUMAHAN 40 244.287 
18. ANGKUTAN 160 429.288 
19. JASA 66 344.441 
———————— ai ana кыз AE AN ا‎ 
JUMLAH: 4.029 19.907.634 
t SUMBER BADAN KOORDINASI IN NANAMAN MODAI 
DATA DS ! 143 
d 
4 
na TABEL 7 
PE REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
4 1968 s/d MARET 1983 
| | (Investasi dalam juta ruplah) 
| | | | 
$ س‎ — 
1968 s/d 1968 s/d 1968 s/d 1968 s/d 
1979 * 
| No. Bidang Usaha Бае, Maret 1980 Maret 1981 Магеї 1982 Maret 1983 
| Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek investasi 
1. Pertanian 68 107.572 69 182.683 76 199.568 121 418.914 138 513.186 
| 2. Kehutanan 129 91.486 132 102.870 147 142.342 247 491.913 247 491.913 
| 3. Perikanan 14 11.926 14 11.926 15 15.043 21 25.180 23 30.660 
4. Pertambangan 9 211751 9 211.751 10 229.192 14 232.120 16 233.064 
5. Industri Makanan 244 165.247 244 165.247 268 189.758 355 227.541 382 281.592 
| 6. Industri Tekstil 209 185.988 209 185.988 227 218.354 370 574.621 407 726.790 
: 7. Industri Kayu 88 74.851 88 74.831 101 113.061 177 255.077 199 349.793 
| 8. Industri Kertas 83 58.881 84 62.484 94 84.198 41 116.713 47 349.793 
9. Industri Kimia 195 167.501 197 168.608 211 239.715 324 644.862 355 130.166 
| tri Mineral Bukan Logam 83 202.450 83 202.450 84 260.800 152 333.465 163 1.130.986 
| "n deed Logam Dasar 47 66.210 47 66.210 49 73.072 60 94.952 65 364.510 
| 12. Industri Barang Logam 161 4 162 131814 171 140.737 251 185.696 266 95.832 
| 14. Konstruksi 4 54.047 4 54047 5 56107 13 58 499 13 8.787 
| 15 Hotel 56 67.009 56 67.009 60 72.729 82 133.823 84 58.499 
| 16. Perdagangan 1 1163 1 1.163 1 1.163 — - 1 133.647 
17. Pengangkutar, 48 30.201 48 30.201 54 38.857 78 91.933 80 1.163 
18. Jasa Perdagangan 26 69.197 26 69 197 29 74.711 1 1.163 34 92.963 
19 Jasa Lainnya 12 3.644 12 3.644 13 5.227 92 173.700 68 102.132 
Jumlah : 1.493 1.705.404 1.501 1.796.979 1632 2159144 2422 4067935 2611 5.025.843 
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GRAFIK | 
PERSETUJUAN DAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, 
1968 S/D MARET 1983 
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B. Penanaman Modal Asing (PMA) 


Dalam upaya menghentikan kemerosotan ekonomi dan 
melaksanakan pembangunan ekonomi, asas yang penting yang 
harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus 
didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat 
Indonesia sendiri. Namun demikian asas itu tidak boleh me- 
nimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi 
modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri selama 
benar- benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat 
tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. 


Berdasarkan pangkal yang rasional dan realistis, di- 
tetapkanlah Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing. 
Untuk mencapai maksud itu kepada modal asing diberikan 
pembebasan/kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain, 
tetapi Undang-Undang ini tidak membuka seluruh lapangan 
usaha bagi modal asing. 


Dominasi modal asing seperti dikenal dalam jaman 
penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. Perusahaan- 
perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap 
tertutup bagi modal asing dan setiap ijin penanaman modal 
asing ditentukan jangka waktu berlakunya tidak lebih dari 30 
tahun. 


Kecuali itu dalam menentukan bidang-bidang usaha mana 
modal asing diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnya 
memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada dan 
rencana-rencana pembangunan yang akan disusunnya. Dalam 
hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan 
iktikad baik negara dan bangsa Indonesia dapat juga di- 
perhitungkan sebagai modal yang berharga. Penanaman modal 
asing menurut Undang-undang itu dapat dilakukan dalam 
bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus prosen 
terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerjasama antara 
modal asing dan modal nasional. 


Fasilitas dan perangsang penanaman modal asing di- 
berikan berdasarkan Undang-undang tentang Penanaman 
Modal Asing dan juga merupakan daya tarik yang efektif bagi 
masuknya modal asing ke Indonesia. Jumlah penanaman modal 
asing terus meningkat di semua sektor. Permohonan yang telah 
disetujui pada periode Pelita | sejumlah 715 buah proyek 
dengan rencana penanaman modal sebesar US$ 3.278,3 juta, 
belum termasuk perubahan/penambahan modal dan 
penanaman modal asing di sektor perminyakan. 


Sektor-sektor pertambangan, industri dan kehutanan 
merupakan sektor-sektor yang lebih menarik bagi para 
penanam modal asing dan sampai akhir Pelita | jumlah investasi 
yang telah disetujui di ketiga sektor ini mencakup sekitar 
84,396 dari seluruh rencana penanaman modal asing. Di sektor 
pertambangan tidak ada tambahan penanaman modal asing 
yang disetujui, sehingga jumlahnya tetap US$ 490,7 juta. 
Kenaikan masing-masing sebanyak 23,596, 45,796 dan 14,996 
dari seluruh rencana penanaman modal asing. Sejalan dengan 
peningkatan jumlah proyek dan rencana penanaman modal 
asing yang disetujui, realisasi PMA sebagai persentase dari 
seluruh rencana penanaman modal yang telah disetujui juga 
meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun yang hingga akhir 
Pelita | menjadi 37,196. Ini mencerminkan adanya perbaikan 
dalam proses aplikasi dan realisasi penanaman modal asing. 
Realisasi PMA yang terbesar adalah di sektor industri yakni 
sebesar US$ 704,5 juta atau 49,796 dari seluruh rencana 
investasi di sektor itu. Di sektor kehutanan US$ 165,3 juta atau 
33,796 dari seluruh rencana investasinya. Perincian realisasi 
PMA menurut sektor dapat dilihat dalam Tabel 8. 


Dari sejumlah 343 PMA yang telah disetujui terletak di 
DKI Jaya dengan rencana investasi sebesar US$ 780,3, di 
Jawa Barat dalam periode yang sama tercatat 86 proyek 
dengan rencana investasinya US$ 665,4 juta. Meskipun jumlah 
proyek PMA yang terletak di Kalimantan Timur dan Irian Jaya 
hanya 29 proyek dan 11 proyek, namun jumlah rencana PMA 
di kedua daerah itu relatif besar yaitu meliputi US$ 307,1 juta 
di Kalimantan Timur dan US$ 443,2 juta di Irian Jaya. 


Ditinjau dari sifat penanaman modal, sebagian besar PMA 
yang telah disetujui bersifat joint venture terdapat di sektor 
industri, tekstil, farmasi, dan industri ringan. Yang bersifat 
investasi langsung sebanyak 113 proyek (15,8%) dan yang 
sifatnya kontrak karya berjumlah 17 proyek. 


Di samping itu perkembangan PMA mengambil peranan 
penting dalam penciptaan lapangan kerja dan dalam hubungan 
ini ditetapkan persyaratan bidang tenaga pimpinan perusahaan 
dan tenaga kerja bagi tiap permohonan PMA yang meliputi 
persyaratan tenaga pimpinan, bukan pimpinan dan tenaga 
buruh kasar. 


Setiap proyek PMA yang bersifat joint venture komposisi 
pimpinannya diatur berdasarkan perubahan dalam struktur 
pemilikan sahamnya dari waktu ke waktu serta mengingat 
tersedianya keahlian-keahlian itu pada pihak Indonesia. 


TABEL 8 
REALISASI PENANAMAN MODAL ASING MENURUT SEKTOR 
1967 s/d Maret 1974. 
1967 s/d Maret 1972 1968 s/d Maret 1970 1967 s/d Maret 1971 1967 s/d Maret 1973 1967 s/d Maret 1974 
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai 
SEKTOR Jumlah Investasi Jumlah Investasi Jumlah Investasi Jumlah Investasi Jumlah Investasi 
Proyek (jutaan US$) Proyek (jutaan US$) Proyek (jutaan US$) Proyek (jutaan US$) Proyek (jutaan US $) 
Pertambangan (di luar minyak) 5 2.08 8 11.4 13 35.9 17 169.52) 18 172.6 
Kehutanan 25 10.60 40 32.3 49 88.6 60 121.6 65 160,3 
Industri!) 48 26.36 98 46.9 157 175.0 179 400.1 225 704.5 
Industri Farmasi — — 8 1.6 16 18.7 19 14,0 28 46.3 
Perikanan 3.52 8 4.7 10 15.4 10 20.4 11 28.9 
Pengangkutan dan Perhubungan 3 2.66 5 4.3 6 6.6 10 7.62) 11 9.9 
Real Estate 3 1.08 7 5.0 7 6.4 9 7.9 9 18.7 
Perusahaan Jasa Pembangunan - - = = 6 2.4 8 5.4 8 6.8 
Perhotelan/Pariwisata 2 0.24 5 1.9 6 18.2 7 26.8 18 46,5 
Pertanian dan Perkebunan 2 0.20 15 3,6 15 15,5 15 18.0 18 20.9 
Jumlah : 92 46.74 194 117.7 285 380.3 334 791.3 411 1.215.4 


M — € ag — —— ga € M MÓ M M € — —————————--ышыш+өөө_—————————————_—‏ س 
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Penggunaan tenaga asing bukan pimpinan dalam perusahaan 
dibatasi sampai jumlah tertentu dengan jangka waktu 
penggunaan 2-3 tahun dan untuk selanjutnya tenaga asing tadi 
diganti dengan tenaga-tenaga Indonesia. Sedangkan untuk 
buruh kasar dalam proyek penanaman modal penggunaan 
tenaga asing tidak diperkenankan, kecuali jika memerlukan 
keahlian khusus. Melalui kebijaksanaan yang mengatur 
penggunaan tenaga itu maka proses peningkatan keahlian, 
penciptaan lapangan kerja dan proses Indonesianisasi tenaga 
kerja dapat diselenggarakan secara simultan. 


Sesuai dengan gelombang pasang surut ekonomi dunia, 
prosentase peningkatan Penanaman Modal Asing yang 
disetujui pada Pelita || berbeda-beda antara tahun yang satu 
dengan tahun lainnya. Jumlah PMA yang disetujui meliputi 797 
proyek dengan rencana investasi sejumlah US$ 7.444,3 juta. 
Proyek yang disetujui setiap tahunnya rata-rata 43 buah 
dengan investasi US$ 996,7 juta. 


Sebagaimana halnya dalam Pelita I, maka sektor 
perindustrian merupakan sektor yang paling menarik untuk 
PMA. Ini terlihat dari jumlah proyek maupun jumlah rencana 
investasinya. Jumlah proyek yang disetujui dalam sektor ini 
sebanyak 483 buah dengan investasi US$ 4.554,5 juta, terdiri 
dari : industri kimia 122 proyek dengan investasi US$ 813,0 
juta barang logam 135 proyek-investasi US$ 468,1 juta, 
industri tekstil 67 proyek-industri makanan 61 proyek-industri 
logam dasar 20 proyek dengan investasi masing-masing US$ 
1.099,2 juta, US$ 267,6 juta dan US$ 1.196,8 juta. Dari 
angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa yang terbesar in- 
vestasinya adalah industri logam dasar, yaitu sebanyak US$ 
1.196,8 juta. 


Sektor lain yang menarik para penanam modal asing adalah 
sektor kehutanan.Proyek yang disetujui untuk sektor ini men- 
capai 82 buah dengan jumlah investasi US$ 530,4 juta. Selan- 
jutnya sektor pertanian memperoleh 51 proyek dengan rencana 
investasi sebesar US$ 193,6 juta, sektor 
pengangkutan/perhubungan 20 proyek dengan -investasi 
sebesar US$ 44,2 juta. Realisasi penanaman modal asing 
dalam sektor industri selama periode Pelita I-Il yang meliputi 
US$ 1.914,6 juta (4296 dari rencana investasi PMA yang 
disetujui) merupakan realisasi yang terbesar. Sedangkan 
realisasi di sektor kehutanan hanya meliputi US$ 244,6 juta 
(Lihat Tabel 9). 


Sampai dengan tahun terakhir Pelita || proyek-proyek PMA 
yang dicabut/dibatalkan ijin usahanya berjumlah 125 buah 
dengan rencana investasi sebesar US$ 824,7 juta. 
Pencabutan/pembatalan ijin usaha ini disebabkan karena : (1) 
mengalihkan usaha PMA ke PMDN, (2) mengadakan likwidasi 
perusahaan karena ada kesulitan-kesulitan pelaksanaan dan (3) 
mengundurkan diri/tidak ada kegiatan karena berbagai kesulitan 
yang dihadapinya. Di samping beberapa proyek yang mem- 
batalkan diri maka dari 797 proyek PMA yang disetujui, 
sebanyak 308 proyek dengan invetasi sebesar US$ 1.362,3 
juta berlokasi di DKI Jaya dan sebanyak 257 proyek lainnya 
berada di sekitar pulau Jawa. Sedangkan di luar pulau Jawa 
yang mendapatkan rencana investasi PMA di atas US$ 100 
juta adalah Sumatera Utara, Irian Jaya, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Selatan dan Maluku. Perkembangan proyek 
Penanaman Modal Asing menurut lokasinya dapat dilihat pada 
Tabel 10. 


TABEL 9 
REALISASI PENANAMAN MODAL ASING MENURUT BIDANG USAHA 
S/D BULAN MARET 1979 
(daiam jutaan US $) 
1967 s/d Maret 1978 1967 s/d Méret 1978 

No. Bidang Usaha Proyek Modal Proyek Modal 
1. Pertanian 53 122,8 56 88,5 
2. Kehutanan 58 208,6 67 244,6 
3. Perikanan 14 42,7 16 62,8 
4. Pertambangan Logam 8 1,053,2 7 915,6 
5. Pertambangan Lainnya 3 32,3 4 54,3 
6. IndustriMakanan 38 61.6 42 93,5 
7. Industri Tekstil 53 688,0 62 505,0 
8. Industri Kayu 11 28.6 12 44,9 
9. Industri Kertas 8 18,1 10 22,9 
10. Industri Kimia 103 256,2 119 383,4 
11. Industri Mineral Non Logam 19 410.2 20 411,9 
12. Industri Logam Dasar 18 96,3 18 56,2 
13. Industri Barang Logam 94 201,1 111 378,7 
14. Industri Lainnya 5 3.9 5 18,1 
15. Konstruksi 44 42,4 46 104,9 
16. Perdagangan 2 9,2 2 9,2 
17. Hotel 5 53,3 6 57,3 
18. Pengangkutan 15 27,2 ` 16 33,3 
19. Komunikasi 1 10,6 1 10,6 
20. Jasa Sosiai Perdagangan 29 100,8 28 113,9 
21. Jasa Sosial Masyarakat 3 0,6 2 0,6 
22. JasaRekreasi 5 12.8 5 12,8 
Jumlah: 589 3,480,5 655 3,623,0 
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Sejak tahun 1978 telah ditetapkan bahwa kecuali untuk Selama periode Pelita 1! sebanyak 405 proyek dengan 
beberapa proyek yang memerlukan modal besar dan teknologi investasi sebesar US$ 592,2 juta telah habis masa bebas pajak- 
tinggi, proyek PMA harus berbentuk patungan. Hingga akhir nya (tax holiday) dan 97 proyek dengan investasi sebesar US$ 
tahun Pelita || proyek PMA patungan berjumlah 673 buah 88,6 juta telah habis masa keringanan pajaknya. Terhadap 
(84,496 dari seluruh jumlah proyek PMA yang disetujui), proyek-proyek tersebut dikenakan ketentuan-ketentuan per- 
sedangkan proyek investasi langsung dan kontrak masing- pajakan yang berlaku. 
masing berjumlah 109 dan 15 proyek. 


Dalam usaha memperluas kesempatan kerja, Penanaman Kemudian pada tahun keempat Pelita III proyek PMA ber- 
Modal Asing pun mempunyai peranan penting, ini terlihat dalam | tambah dengan yang baru sebanyak 38 buah dengan rencana 
Tabel 11 yang menunjukkan bahwa proyek-proyek PMA yang — !Vestasi sebesar US$ 2.328,8 juta. Di samping itu juga terjadi 
disetujui sampai akhir Pelita II dapat menampung sebanyak beberapa perubahan terhadap investasi yang telah ada antara 
387.731 tenaga kerja Indonesia dan 27.927 tenaga kerja lain : 
asing. Disamping peranan dalam memperluas kesempatan a. 21 proyek melakukan penambahan modal dengan nilai in- 


kerja, PMA juga berperan dalam penerimaan negara yang vestasi sebesar US$ 117,2 juta, 
sampai akhir tahun Pelita II jumlah penerimaan negara dari b. 48 proyek melakukan penambahan modal dengan nilai 
pajak-pajak perusahaan PMA sebanyak Rp 450,7 milyar. investasi US$ 257,9 juta, 

| 

| 

| TABEL 10 


PERKEMBANGAN PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING 
YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH RI MENURUT LOKASI 
DARI TAHUN 1967 SAMPAI DENGAN MARET 1979 ) 
(Investasi dalam jutaan US $) 


| 1967 sampai dengan Maret 1979. 
| No. Lokasi Usaha Proyek Investasi 


| | 1. DKI Jakarta 308 1.362,3 
he i 2. JawaBarat 158 1.692,4 
| 7 3. Jawa Tengah 19 212,3 
| , 4. D.I. Yogyakarta 3 2,6 

ít | 5. Jawa Timur 80 360,9 

|, | 6. D.I. Aceh 6 328,5 
E Te 7. Sumatera Utara 45 1.077,1 
ni 8. Sumatera Barat 5 66,5 
n » 9. Riau 17 52.9 
E 10. Jambi 3 9,9 
", | 11. Bengkulu - - 
wo 12. Lampung 7 85,0 
" 13. Sumatera Selatan 12 68,5 
D 14. Kalimantan Barat 11 15,7 
15. Kalimantan Timur 23 321,3 

x 16. Kalimantan Tengah 19 80,9 
t 17. Kalimantan Selatan 8 75,5 
ts 18. Sulawesi Utara 3 81,9 
К 19. Sulawesi Tengah 6 11,4 
М 20. Sulawesi Tenggara 3 28.2 
>» 21. Sulawesi Selatan 9 112,1 
2 22. Maluku 10 109,2 
= 23. Bali 4 24,2 
N 24. Nusa Tenggara Barat 1 2,0 
s 25. Nusa Tenggara Timur 2 33,8 
à 26. lrian Jaya 10 265,8 
d 27. Timor Timur - - 
28. Beberapa Datil. 25 963,4 

Jumlah : 797 7.444,3 
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16 proyek dengan investasi US$ 205,4 juta mengalihkan 
statusnya dari PMA menjadi PMDN dan 

10 proyek mengundurkan diri karena tidak merealisasikan 
rencananya sebesar US$ 84,8 juta. 


О 


2 


Dengan perkembangan-perkembangan itu maka nilai 
investasi dalam tahun terakhir Pelita III secara keseluruhan ber- 
jumlah US$ 2.413,7 juta. 


Selama periode tadi nilai investasi setiap tahunnya me- 
ningkat terus seperti dalam perkembangan berikut : ada10 pro- 
yek dengan investasi sebesar US$ 1.465,9 juta (1979/1980), 
10 proyek dengan investesi|USI$ 751,2 juta|(1980/1981),5 
proyek dengan investasi US$ 954,3 juta (1981/1982) dan 12 
proyek dengan investasi US$ 2.413,7 juta (1982/1983). 


Seperti halnya pada periode Pelita -| dan Pelita II, maka 
dalam periode Pelita III bidang usaha yang sangat manonjol 
adalah bidang usaha industri dengan 28 proyek, sedangkan 
dalam usaha perdagangan 5 proyek dan usaha pertanian 
4 proyek. Rencana investasi dalam usaha industri berjumlah 
US$ 2.059 juta. Ini merupakan kenaikan yang cukup besar 
karena pada awal Pelita III baru mencapai US$ 277,6 juta. 
Sedangkan bidang usaha pertanian pada tahun keempat 
Pelita !!l mengalami penurunan, waleupun tahun sebelumnya 
mengalami kenaikan juga. 


Lokasi yang sengat besar menyerap proyek PMA pada 
tahun 1982/1983 adalah DKI Jaya yakni menyerap sebanyak 
20 proyek. Sedangkan daerah-daerah lainnya seperti Jawa 
Barat hanya 11 proyek, Jawa Timur 3 proyek, Riau dan irian 


TABEL 11 
JUMLAH TENAGA KERJA PADA PROYEK-PROYEK 
PENANAMAN MODAL ASING MENURUT BIDANG USAHA 


(1967 s/d MARET 1979) 

No. Bidang Usaha Tenaga Asing Tenaga Indonesia Jumlah 

1. Pertanian 270 93.503 93.773 

2. Kehutanan 17.713 94.137 111.850 

3. Pertambangan 2.939 11.392 14.331 

4. Perindustrjan 4.553 133.048 137.599 

5. Konstruksi 1.240 26.732 27.972 

6. Hotel 227 8.551 8.778 

7. RealEstate 633 15.044 15.677 

8. Jasa-jasalainnya 352 5.326 5.678 

Jumlah 27.927 387.731 415.658 

TABEL 12 
REALISASI PENANAMAN MODAL ASING 
1967 s/d MARET 1983 
(Investasi dalam juta US $) 
No Bidang Usaha 1967 s/d Maret 1979 1987 s/d Maret 1980 1967 s/d Maret 1981 1967 s/d Maret 1982 1967 s/d Maret 1983 
Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 

1. Pertanian 56 91,4 56 91,4 56 91,4 61 225,2 81 236,0 
2. Kehutanan 67 239,3 68 242,4 75 270,3 77 330,8 84 451,3 
3. Perikanan 16 62,9 17 68,8 20 83,8 23 119,2 23 89,1 
4. Pertambangan Logam 7 915,6 7 915,6 7 915,6 - - - - 
5. Pertambangan Lainnya 4 54,4 4 54,3 4 543 11 969,9 12 983,9 
6. Industri Makanan 45 91,4 47 94,9 49 1823 49 197,2 50 184,0 
7. Industri Tekstil 58 807,6 59 808,4 63 824,2 63 873,0 64 892,9 
8. Industri Kayu 11 44,7 11 44,7 11 44,7 17 55,5 17 55,5 
9. Industri Kertas 10 22,9 11 30,9 12 33,6 12 44,9 12 44,9 
10. Industri Kimia — 113 300,7 114 317,9 116 325,8 120 894,7 127 809,7 
11. Industri Mineral Bukan Logam 18 405,4 19 405,5 23 4224 23 498,5 26 627,3 
12. Industri Logam Dasar 19 251,9 19 251,4 19 251,4 19 267,4 19 267,4 
13. Industri Barang Logam 114 428,9 116 429,2 125 453,0 129 691,4 139 529,9 
14. Industri Lainnya 5 18,1 5 18,1 6 19,5 6 19,5 6 19,5 
15. Konstruksi 43 105,2 43 105,2 46 109,2 46 120,2 49 122,5 
16. Perdagangan 2 79,2 2 79,2 2 79,2 2 79,2 2 79,2 
17. Hotel 6 57,3 6 57,3 6 57,3 6 111,4 6 57,3 
18. Pengangkutan 16 38,3 16 38,3 17 39,5 17 48,4 17 46,4 
19. Komunikasi 1 2,6 1 2,8 1 2,8 1 2,8 1 2,8 
20. Jasa 27 111,9 27 111,9 28 114,3 - - = A 
21. Jasa Sosial Masyarakat 2 0,6 2 0,6 2 0,6 43 - - - 
22. Jasa Rekreasi 5 12,5 5 12,5 6 14,5 - 215,1 44 144,3 
Jumlah : 645 41429 655 4.181,3 694 4.310,3 725 §.762,3 759 5.643,9 
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Jaya masing-masing 2 proyek. Tetapi apabila ditinjau dari nilai 
rencana investasi, yang terbesar adalah Jawa Barat yakni 
sebanyak US$ 1.338,7 juta sedangkan DKI Jaya hanya US$ 
807,9 juta, Riau US$ 117,7 juta. 


Sedangkan tenaga kerja yang diserap oleh proyek PMA 
dalam tahun ke empat Pelita III adalah sebagai berikut : bidang 
usaha industri menyerap 13.095 orang (12.705 orang 
Indonesia dan 390 orang asing). Usaha pertanian 2.144 orang 
(2.038 orang Indonesia dan 106 orang asing) serta usaha jasa 
hanya menyerap 638 orang (601 orang Indonesia dan 37 orang 
asing). Pada tahun itu bidang usaha usaha industri yang paling 
banyak menyerap tenaga kerja ialah industri barang logam yaitu 
sebanyak 4.448 orang (4.303 orang Indonesia dan 145 orang 
asing) dan industri kimia 2.229 orang (2.160 orang Indonesia 
dan 69 asing). Investasi per tenaga kerja di bidang industri 
mencapai US$ 24,1 ribu atau Rp 151,1 juta. 


Realisasi Penanaman Modal Asing menurut bidang usaha 
hingga tahun ke empat Pelita III adalah sebanyak 759 proyek 
yang merupakan 9396 dari jumlah yang disetujui. Dari rencana 
investasi yang disetujui sejumlah US$ 13.015,1 juta, telah 
direalisir sebesar US$ 5.643,9 juta atau sekitar 43,496 (Lihat 
Tabel 12 dan Grafik 2). 


Di samping itu jumlah proyek yang telah habis masa bebas 
pajaknya ada 3 proyek dengan rencana investasi sebesar 
Rp 11,8 milyar, sedangkan yang habis masa keringanan pajak- 
nya ada 3 proyek dengan rencana investasi Rp 4,8 milyar. 


Agar dunia usaha memperoleh sumber pembiayaan yang 
baru dan dapat dicapai pemerataan pendapatan yang lebih adil 
melalui perluasan pemilikan perusahaan-perusahaan oleh 


masyarakat, diadakan Pasar Modal. Dalam usaha 
mengembangkan Pasar Modal itu dibentuk Team Persiapan 
yang kemudian ditingkatkan menjadi Team Pasar Uang dan 
Modal. Selanjutnya pada tahun 1972 dibentuk Badan Pembina 
Pasar Uang dan Modal dengan tugas utamanya mempersiapkan 
pembentukan pasar uang dan modal serta mengawasi Bursa 
Efek. 


Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal merupakan 
perwujudan dari pada pembentukan Pasar Modal dan badan 
ini tugasnya adalah : (1) mengadakan penelitian terhadap 
perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar 
Modal, (2) menyelenggarakan bursa Pasar Modal yang ber- 
dayaguna dan berhasilguna, (3) mengikuti perkembangan 
perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya 
melalui Pasar Modal secara terus menerus. 


Untuk melaksanakan Pasar Modal dikeluarkan serangkaian 
peraturan yang mengatur tatacara perdagangan saham di Pasar 
Modal yakni berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi 
oleh perusahaan yang akan menawarkan sahamnya di Pasar 
Modal seperti penyataan pendaftaran, penyusunan prospektus, 
penyampaian laporan keuangan yang diperiksa oleh akuntan 
publik, adanya keuntungan dan sehagainya. 


Penyebaran partisipasi masyarakat ke daerah-daerah di- 
selenggarakan dengan mengikutsertakan bank-bank 
Pemerintah yang bertindak sebagai perantara dalam 
menyebarluaskan prospektus dan keterangan-keterangan yang 
diperlukan masyarakat. Dan sekarang sudah ada beberapa 
perusahaan yang menyatakan niat untuk "go public” , khusus- 
nya perusahaan-perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN. 


GRAFIK 2 
PERSETUJUAN DAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING, 
1967 S/D MARET 1983. 
(proyek) Proyek (juta US$) Investasi 
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Persetujuan Ё 


PENGEMBANGAN GOLONGAN EKONOMI 
LEMAH 


GBHN menentukan bahwa usaha untuk memeratakan hasil 
pembangunan harus mencakup program untuk menciptakan 
kesempatan yang lebih luas kepada golongan ekonomi lemah 
yang sebagian besar terdiri dari golongan pribumi. Antara 
lain mengembangkannya dengan cara meningkatkan program- 
program yang dimaksudkan untuk menciptakan iklim dan 
memperluas kesempatan yang mendorong perkembangan 
mereka. 


Pada dasarnya usaha pengembangan itu mencakup usaha- 
usaha peningkatan dalam bidang permodalan, keahlian serta 
ketrampilan berproduksi dan keahlian/ketrampilan serta ke- 
sempatan dalam pemasaran. 


Untuk itu Pemerintah berusaha memberikan fasilitas per- 
kreditan untuk memperkuat permodalan serta meningkatkan 
keahlian dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 


A. Fasilitas perkreditan untuk memperkuat permodalan 


Bantuan permodalan yang disalurkan lewat program per- 
kreditan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap 
pengembangan golongan ekonomi lemah yaitu berupa kredit 
kecil yang dimulai sejak tahun 1971 berupa Kredit Investasi 
Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). 


KIK merupakan pinjaman investasi yang berjumlah setinggi- 


tingginya Rp 5 juta dan berjangka waktu maksimum 5 tahun 
dengan suku bunga 12% setahun. Sedangkan KMKP adalah 
pinjaman untuk modal kerja yang berjumlah setinggi-tingginya 
Rp 5 juta dengan jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 
1596 setahun. Kemudian sesuai dengan perkembangan per- 
ekonomian, suku bunga KIK diturunkan menjadi 10,5 9o/tahun 
dan KMKP 1296 setahun. 


Mengingat sederhananya tingkat pengetahuan dan ke- 
trampilan para pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, peme- 
rintah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang lebih 
mudah, sehingga bantuan permodalan selama sepuluh tahun 
yang lalu semakin besar seperti terlihat pada Tabel 13 dan 


Tabel 14. 


Pada akhir tahun ke empat Pelita III jumlah KIK mencapai 
Rp 414 milyar, meningkat 10,796 dari tahun sebelumnya dan 
nilai permohonan yang disetujui mencapai Rp 716 milyar. 
Sedangkan nilai pemberian KMKP-nya meningkat 14,596 
hingga mencapai Rp 806 milyar dan nilai permohonannya 
meningkat mejadi Rp 1.524 milyar. 


Dalam hubungannya KIK dan KMKP ini pada tahun 1971 
didirikan PT. Askrindo yang bertujuan memperlancar kegiatan- 
kegiatan pemberian bantuan kredit kepada golongan ekonomi 
lemah dan membantu perkembangan perusahaan-perusahaan 
kecil dan menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut 
PT. Askrindo diwajibkan secara otomatis menutup 
pertanggungan untuk setiap Kredit Investasi Kecil dan Kredit 
Modal Kerja Permanen. Oleh karenanya PT. Askrindo memberi- 
kan prioritas bagi usaha-usaha bidang pertanian, industri, 
perdagangan dan jasa. 


Di samping KIK dan KMKP pemerintah telah menyediakan 
kredit-kredit yang lebih kecil dengan persyaratan yang lebih 
lunak dan lebih mudah untuk memperolehnya yaitu Kredit Mini 
yang dimulai sejak awal Pelita II. 


Kredit Mini diberikan dalam jumlah setinggi-tingginya Rp 
200.000 untuk tiap nasabah dengan suku bunga 1296 
setahun. Jumlah dana yang disediakan meningkat terus dari 
tahun ke tahun. 


Bagi pengusaha yang telah menunjukkan peningkatan 
usahanya sejak Juli 1980 disediakan fasilitas Kredit Mini 
dengan jumlah pinjaman antara Rp 200.000, - sampai 
Rp 500.000,- per nasabah. Suku bunganya 10,54 per tahun 
untuk investasi dan 1296 setahun untuk keperluan modal kerja. 
Dana kredit mini ini berasal dari Bank Indonesia dan dalam 
tahun keempat Pelita Ill dana yang disediakan sebanyak 
Rp 41,8 milyar. 


Selanjutnya sejak tahun 1976/1977 disediakan pula Kredit 
Candak Kulak (KCK). Kredit paling kecil dalam sistem per- 
kreditan kita. Dimaksudkan untuk membantu/melindungi para 
pedagang kecil dari pengaruh lintah darat. Kredit yang diberikan 
besarnya antara Rp 2.000,- sampai Rp 15.000,- per nasabah 
dengan bunga 1296 setahun. Kredit itu diberikan tanpa jaminan 
dan dengan syarat yang ringan, sedangkarr pengelolaannya 
dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Setiap tahunnya KCK 
selalu meningkat sejalan dengan dana yang disediakan oleh 
Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Sampai tahun 1982/1983 jumlah kredit yang diberikan 
sebanyak Rp 119 milyar dan pelunasannya mencapai Rp 107 
milyar. 


Di samping itu pada tahun 1973 didirikan PT. Bahana yaitu 
suatu Badan Usaha Milik Negara yang dimaksudkan untuk 
membantu pengembangan para pengusaha kecil golongan 
ekonomi lemah/menengah dengan jalan pemanduan, 
monitoring, bimbingan dan pemberian kredit. Kemudian 
tahun 1978 fungsinya bertambah yaitu sebagai bank yang 
menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang 
sedang dibina. Usaha ini dilaksanakan melalui kerjasama 
dengan bank-bank Pemerintah, lembaga keuangan non bank, 
instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan 
swasta. Kerjasama meliputi kegiatan penilaian bersama (joint 
appraisal) atas suatu proyek yang dimintakan bantuan 
keuangan dan mengadakan "joint financing” dalam bentuk 
kredit serta penyertaan modal dasar atas proyek-proyek yang 
dianggap potensi untuk dikembangkan. 


Bantuan bagi pengusaha swasta nasional antara lain 
berupa pemanduan, penjajagan, monitoring serta bimbingan 
proyek-proyek. Pemanduan ditujukan untuk mendapatkan/ 
menemukan pengusaha-pengusaha yang mempunyai harapan 
untuk dikembangkan. Pemanduan yang telah dilakukan antara 
lain di daerah DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sula- 
wesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. 


Dalam perkembangannya selama sepuluh tahun terakhir 
terdapat 38 buah perusahaan yang mendapatkan bantuan 
meliputi Rp 4.152,7 juta, terdiri dari modal saham sebesar Rp 
607,9 juta dan kredit sebesar Rp 3.544,8 juta. 
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Jaya masing-masing 2 proyek. Tetapi apabila ditinjau dari nilai 
rencana investasi, yang terbesar adalah Jawa Barat yakni 
sebanyak US$ 1.338,7 juta sedangkan DKI Jaya hanya US$ 
807,9 juta, Riau US$ 117,7 juta. 


Sedangkan tenaga kerja yang diserap oleh proyek PMA 

dalam tahun ke empat Pelita III adalah sebagai berikut : bidang — 
usaha industri menyerap 13.095 orang (12.705 orang 
Indonesia dan 390 orang asing). Usaha pertanian 2.144 orang 
(2.038 orang Indonesia dan 106 orang asing) serta usaha jasa 
hanya menyerap 638 orang (601 orang Indonesia dan 37 oran; zia 
asing). Pada tahun itu bidang usaha usaha industri yang paling 
banyak menyerap tenaga kerja ialah industri barang logam yait: 

sebanyak 4.448 orang (4.303 orang Indonesia dan 145 oran. 

asing) dan industri kimia 2.229 orang (2.160 orang Indonesi. 

dan 69 asing). Investasi per tenaga kerja di bidang indust: 5 са 
mencapai US$ 24,1 ribu atau Rp 151,1 juta. = 


Realisasi Penanaman Modal Asing menurut bidang usa! 
hingga tahun ke empat Pelita III adalah sebanyak 759 proy- 
yang merupakan 93% dari jumlah yang disetujui. Dari renca: 
investasi yang disetujui sejumlah US$ 13.015, 1 juta, tel. 
direalisir sebesar US$ 5.643,9 juta atau sekitar 43,496 (Lil 
Tabel 12 dan Grafik 2). 


Di samping itu jumlah proyek yang telah habis masa bet 
pajaknya ada 3 proyek dengan rencana investasi sebe: 
Rp 11,8 milyar, sedangkan yang habis masa keringanan pa; 
пуа ada З proyek dengan rencana investasi Rp 4,8 mily 


Agar dunia usaha memperoleh sumber pembiayaan y. 
baru dan dapat dicapai pemerataan pendapatan yang lebih 
melalui perluasan pemilikan perusahaan-perusahaan « 
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TABEL 15 

NATARAN DAN KONSULTASI DALAM RANGKA 

PEMBINAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH 
1975 1976 — 1982/1983 
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1.380 1.163 
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TABEL 13 
PERKEMBANGAN KIK DAN KMKP, 


1978/79 — 1982/83. 
% Kenaikan 
Jenis Kredit Satuan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1982/83 
KIK: 
Nilai Permohonan milyar 
yang disetujui rupiah 113 190 366 571 716 25,496 
Nasabah ribuan 57 79 125 176 211 19,996 
Posisi Kredit milyar 
rupiah 68 118 249 374 414 10,796 
KMKP: 
Nilai Permohonan milyar 
yang disetujui rupiah 188 349 656 1.178 1.524 29,4% 
Nasabah ribuan 438 664 953 1.298 1.466 12,9% 
Posisi Kredit milyar 
rupiah 93 181 384 704 806 14,5% 
TABEL 14 | 
PERKEMBANGAN KREDIT MINI 
1974/75 — 1982/83. 
Posisi Kredit (Juta Rp.) Nasabah 
Tahun Investasi Eksploitasi Jumlah Investasi Eks si Jumlah 
1974/75 331 1.806 2.137 5.842 55.982 61.824 
1975/76 1.063 3.966 5.029 24.227 107.376 131.603 
1976/77 1.474 6.718 8.192 33.228 174.545 207.773 
1977/78 1.825 9.223 10.058 35.432 217.378 252.810 
1978/79 2.805 12.858 15.663 53.110 283.912 337.022 
1979/80 3.153 17.245 20.398 57.985 349.281 407.266 
1980/81 4.508 36.814 41.332 64.258 553.971 618.229 
1981/82 6.182 52.895 59.077 75.339 675.162 750.501 
1982/83 6.261 56.670 62.931 76.084 690.124 766.208 


B. Peningkatan keahlian dan kemampuan 


Dalam pengembangan golongan ekonomi lemah banyak 
sekali faktor yang harus diatasi dan mempunyai dampak yang 
saling berkaitan terhadap kemungkinan keberhasilan 
pengembangan golongan ekonomi lemah. Bantuan berupa 
fasilitas kredit dan bermacam-macam akan kecil hasil gunanya, 
apabila tidak disertai dengan pembinaan dalam bidang yang 
lain. Oleh karenanya di samping fasilitas kredit diberikan juga 
berupa pembinaan dalam bidang teknik, manajemen, pemasaran 
dan bidang kewiraswastaan. 


Untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pengusa- 
ha kecil golongan ekonomi lemah, Departemen Perindustrian 
bersama dengan Departemen dan Lembaga-lembaga lainnya 
mengembangkan Pusat-pusat Pelayanan Pengusaha Industri 
Kecil. Pelayanan yang diberikan mencakup bimbingan teknik, 
latihan/pendidikan, penyediaan peralatan, penyediaan bahan 
baku, kesempatan mengadakan promosi/pameran dan sebagai- 
nya. 


Kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari usaha ini tampak 
dengan kian banyaknya peminat yang ingin ikut dalam 
pameran-pameran maupun makin banyaknya macam barang 
yang dipamerkan. 


Pembinaan golongan ekonomi lemah menyangkut bidang- 
bidang masyarakat yang luas sekali. Yang telah dijangkau 
secara mendalam antara lain sektor pertanian pangan terutama 
petani padi, yaitu dengan dilaksanakannya program Bimas dan 
Inmas yang bersifat inter sektoral dan inter departemental. 
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para petani 
produsen. 
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Sedangkan usaha meningkatkan para pengusaha kecil 
golongan ekonomi lemah di sektor industri dilaksanakan melalui 
sistem bapak angkat, dilakukan oleh swasta maupun badan- 
badan usaha milik negara, menunjukkan hasil yang positif. 
Sampai saat ini tercatat sebanyak 35 perusahaan besar yang 
menjadi bapak angkat. 


Adapun bantuan kepada golongan ekonomi lemah dengan 
sistem sub contracting oleh perusahaan-perusahaan besar selama 
ini baru dapat menjangkau industri kendaraan bermotor dan 
industri komponen elektronika yang menghasilkan komponen- 
komponen logam, karet, kayu, plastik dan sebagainya. 


Bimbingan/pembinaan-pembinaan bagi pedagang di- 
lakukan melalui proyek Pembinaan Pedagang Golongan 
Ekonomi Lemah dan program pengembangan ekspor. Kegiatan- 
nya berupa penataran dan konsultasi yang dijalankan melalui 
kerjasama antara Departemen Perdagangan dan beberapa 
Universitas negeri. Daerah pembinaannya meliputi 27 propinsi 
dan perkembangannya selama tahun 1975/1976 hingga tahun 
ke empat Pelita III dapat dilihat pada Tabel 16 berikut. 


Untuk meningkatkan ekspor, Badan Pengembangan 
Ekspor Nasional (BPEN) memberi pelayanan kepada golongan 
ekonomi lemah berupa bimbingan teknis can ekspor serta 
pameran-pameran di dalam dan luar negeri. 


Pada waktu ini Pemerintah masih terus berusaha 
menciptakan tenaga kerja dan pengusaha yang trampil dan 


TABEL 15 
PENATARAN DAN KONSULTASI DALAM RANGKA 
PEMBINAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH 
1975/1976 — 1982/1983 


eee 


Jumiah peserta (orang) 


Tahun Penataran Konsultasi 
1975/76 637 391 
1976/77 1.092 916 
1977/78 1.380 1.163 
1978/79 1.621 1.333 
1979/80 2.056 1.775 
1980/81 2.044 1.692 
1981/82 1.356 1.182 
1982/83 1.855 1.855 


tangguh melalui Balai-balai Latihan makin banyak jumlahnya 
dan lokasinya tersebar di seluruh pelosok tanah air dan jumlah 
pesertanyapun kian berkembang pula. Jumlah pekerja yang 
telah memperoleh latihan-latihan hingga tahun ke empat 
Pelita III adalah sebanyak 79.326 orang. 


Di samping fasilitas perkreditan dan pembinaan bagi 
golongan ekonomi lemah, juga diadakan usaha memperluas 
pasaran. Dalam usaha ini pemerintah melaksanakan pemberian 
bantuan fasilitas berupa penyediaan tempat-tempat berdagang 
yang layak, perluasan kesempatan untuk ikut dalam pameran 
di dalam dan luar negeri, pembangunan wilayah-wilayah 
industri kerajinan dan pembentukan koperasi-koperasi. 


Di seluruh pelosok tanah air telah banyak pasar-pasar yang 
dibangun hingga bagi para pedagang golongan ekonomi lemah 
semakin besar kemungkinannya memperoleh tempat-tempat 
berusaha. Sedangkan di daerah-daerah yang mempunyai pusat- 
pusat industri kecil atau kerajinan rakyat, dibentuk pusat-pusat 
pameran atau pusat-pusat perdagangan untuk memberikan 
kemudahan bagi pengusaha dalam menjual hasil produksinya. 


Pusat-pusat pameran berada di daerah Bali, Yogyakarta, Jawa 
Tengah, DKI Jakarta dan lain-lain. 


Sejak tahun 1979/1980 telah dilaksanakan perluasan 
pasar bagi pengusaha golongan ekonomi lemah melalui 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Keppres RI No.14, 14A/18). Dampak dari Keppres itu adalah 
banyak bermunculan wiraswasta-wiraswasta muda di daerah- 
daerah yang bersemangat mengikuti derap pembangunan yang 
kian cepat. Perkembangan ini terutama disebabkan oleh adanya 
prioritas untuk golongan ekonomi lemah dalam pembelian atau 
pemborongan barang-barang atau kegiatan-kegiatan pem- 
bangunan Pemerintah yang bernilai di bawah Rp 100 juta. Di 
samping itu juga pemberian uang muka sebesar 2096 dari nilai 
kontrak/SPK, pemberian kredit perbankan dengan jaminan 
proyek, skala prioritas produksi dalam negeri dan pengutamaan 
pengusaha setempat serta keharusan bagi golongan ekonomi 
kuat untuk bekerjasama dengan golongan ekonomi lemah. 
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1. INTRODUCTION 


During Pelita I, investment activities and capital formation 
have shown a favourable development on account of the im- 
proving economic conditions since the introduction of the ef- 
forts for economic and monetary stabilization in 1966. 


The growth of capital formation has been made possible 
through the institution of various policies on fund mobilization, 
promotion of the functions of finance intermediaries, provision 
of incentives for capital investment, simplification and promo- 
tion of management institutions of capital investment, and the 
simplification of procedure for capital investment. 


In this light, the Capital Investment Coordinating Board 
is set up for the specific purpose of promoting coordination 
on the processing of application and permitts previously han- 
died by a Committee on Capital Investment. Establishment of 
the Board is aimed at better and faster management of applica- 
tions in order to step up the realization of capital investment. 


Functions of the Capital Investment Coordinating Board 
(BKPM) are to coordinate integrated planning and promotion 
of capital investment, as well as to develop priority projects. 
In the exercise of its functions, the Capital Investment Coordi- 
nating Board is a planning institution for an integrated effort 
: administrative, sectoral as well as regional. 


Besides, emphasis is also given on the importance of the 
Board's supervisory function on the realization of agreed capital 


investment. To carry out its supervisory function, the Capital 
Investment Coordinating Board shall cultivate close cooperati- 
on with Central as well as Regional of capital investment as 
regard to their respective fields of duties. Through the supervi- 
sion, the Board will get data and information to be analyzed 
and evaluated for the sake of improvement of capital invest- 
ment in the concerned field. 


The Guidelines on State Policy stipulates that the Govern- 
ment holds the obligation to direct, promote and guide business 
activities and endeavour the creation of a favourable business 
climate to encourage growth of the business. Domestic capital 
investment has continuously been encouraged andits role step 
ped up. Foreign capital investment is acceptable in the sectors 
which produce urgently-needed goods and capable of promo 
ting export, and the sectors which require a big amount of capi- 
tal investment and use of advanced technology. The preconditi- 
on is that foreign capital investment should not endanger the 
national security and economic interests, as well as hamper 
the development of national enterprises. 


Business establishment are grouped into Private Enterpri- 
ses (national and foreign), Cooperatives, and State-owned busi- 
ness institutions. In fostering interrelationship between the va- 
rious establishments, the government promotes a condition 
which encourages the creation of mutually, assisting co-exis- 
tence. In trade sector, a pattern is drawn for the distribution 
of vital goods through economically-weak businessmen. 


The economically-weak group is an important element of 
tne national economy. In general, the group consists of small 
business units widely-dispersed in various sector, in urban as 
well as rural areas. These units live their own respective lives 
unorganized. Being devided in their own selves, their big poten- 
tial is yet to create a strong disposition. The problems facing 
this group are complex, covering the issues on capital acquisi- 
tion, technology and their traditional nature. 


To promote the role of the economically-weak group (in- 
cluding cooperatives), the Government has provided various 
facilities to take part in tenders organized by the government 
and State-owned enterprises. Besides, the economically-po- 
werful enterprise which has won a certain tender is encouraged 
to arrange sub-contracts with economically-weak group with 
first priority given to local enterpreneurs. 


The government has drawn special policies for the promo- 
tion of the economically-weak group in order that it may deve- 
lop a bigger role in the national economy through the provision 
of facilities and special guidance. The facilities cover capitals 
aids (such as the small-scall industry credit and credit for per- 
manent working capital), management assistance and capital 
participation by PT. BAHANA, as well as credit insurance by 
PT. ASKRINDO. Besides, there have been arranged technical 
guidances, job-trainings, and management course by various 
government institutions. To improve efficiency, inter-institution 
coordinations has been endeavoured through the integration 
of their programmes. 
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BASIC POLICIES AND SECTORAL 
APPROACHES 


In addition to basic concepts, a number of policies have 
been ordained to facilitate the process of investment. For 
example, the simplication of procedure for the are policies or 
approaches for better arrangement of capital investment in va- 


A. Basic 


Capital investment (domestic as well as foreign) is directed 
to reach the objectives of : (1) mobilizing the existing potential 
of capital investment, (2) providing more employment opportu- 
nities for Indonesian manpower, (3) promoting participation 
in business activities, and (4) distributing capital investment 
to the regions. 


Setting -up the Scale of Priorities for Capital Investment 
the directing efforts of the government upon private capital 
investment activities under the supervision of the Capital In- 
vestment Coordinating Board.The Scale of Priorities isdrawn 
in an integrated fashion (regionally and sectorally) in order to 
achieve the most efficient use of existing development funds 
and capital investment, the Board shall always endeavour to 
produce an integrated result. 


The drawing of the Scale of Priorities is based on principal 
ideas of the Guidelines on State Policies and the Repelita, ta- 
king into consideration some specific directives in due regard 
of the current national as well as international economy deve- 
lopment. The Scale is a synthesis of various policies and propo- 
sitions of technical departments subordinating certain sectors 
and other institutions involved in capital investment such as 
Bank Indonesia, council for the Study and Application of Tech- 


rious sectors (forestry, industry, and non-oil mining). For instan- 
ce, the scheme of scale of priorities and stipulations on use 
of overseas manpower. 


Policies 


nology and others. The Scale of Priority is, therefore, a national 
consensus on capital investment. 


The realization of capital investment projects requires pro- 
motion and supervision in order to ptevent deviations on capital 
investment. The supervision covers a number of aspects out- 
side production, such as expansion of employment opportuniti- 
es, promotion of national capital participation and prevention 
of pollution on living environs. Supervision on the realization 
of domestic and foreign capital investment is also aimed at 
data-collecting on production capacity actually realized accor- 
ding to schedule. 


Supervision on priority projects is carried out in order that 
the benefit comparative to the potential on the part of Indonesia 
can be realized to create a real economic force supporting the 
national development. 

The importance of supervision is herewith realized since the 
projects are fraught with positive as well negative impacts 
upon their environs and the national economy. 


The Regional Capital Investment Coordinating Boards are 
also effective supervisory means since they are authorized to 
carry out promotional and supervisory works upon the realization 
of a capital investment project in a direct fashion, collecting 
complete information as well as discerning possible deviations. 


B. Sectoral Approaches 


Ownership of shares in joint ventures is directed to increa- 
se use of domestic manpower and management functions by 
Indonesian counterpart. Hence the restrictions on use of overse- 
as personnel. Such restrictions are applied by declaring certain 
types of occupation closed for foreign workers, while some 
others are permitted for specified time periods, and so on. 


In forestry sector, an operating license called " The Right 
for forestry Exploitation" is issued to national entrepreneurs. 
In a joint venture, the Right is issued to the Indonesian Counter- 
part in order that the supply of raw materials is placed at the 
disposal of national hand. Foreign enterprises operating in Indo- 
nesia are obliged to transfer ownership of the shares into Indo- 
nesian capitalists phase-by-phase in a specified time. 


To guarantee the supply of wood for domestic use, holders 
of the rights for forestry exploitation are obliged to process 
4096 of their log production of to sell it to domestic wood 
processing industry establishments. 


In the effort to increase the competitiveness of domestic 
products agains import goods, to Government has introduced 
the November 15 (1978) policy. The main objective of the 
policy is to step up the efficiency and productivity of national 
industry through the expansion of domestic as well as foreign 
marketting. Besides, a system of export certification has been 
introduced upon enterprises using import raw materials export - 
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oriented production process. The system is aimed at exempting 
import tax on the imported raw materials in order that export 
goods of Indonesia become more competitive in foreign mar- 
kets. This kind of development of the industrial sector holds 
the objective of increasing the types and value of export goods 
and, in turn, of stepping up foreign exchange earning. Benefit 
of such a system has been duly felt. 


Investment in the sectors of agriculture, forestry and in- 
dustry of forestry products has been continously stepped up. 


The leading considerations for the increase are the sectors’ 
high capacity for manpower absorption and their potentials for 
foreign exchange earning. Besides, there are the aspects of 
equittable distribution of development to the regions and their 
positive impacts on nature conservation and preservation of 
living environs. 


To attract potential investors, some measures have been 
taken. They are : 


a. Rendering high priority in the Scale of Priorities to investors. 
Some of the projects are given the status of prime priority 
projects; 

Staging direct promotion to potential investors of strong 
disposition and persuading them to diversify their success- 
ful non agricultural ventures to include agricultural enter 
prises. 


In the effort to promote the non-oil and non-gas mining, 
Cooperation agreement has been signed for coal-mining bet- 
ween the State-owned coal-mining enterprise PN. Batubara an- 
daprivate investor for period of 30 years. The agreement stipu- 
lates that the private contractor is to hand in 13.596 of the 


production to PN. Batubara in return for some incentives – – 
one of them is rate reduction. Besides, long-term mining work 
contractors have also been drawn to give special tax exemption 
and simplified regulations on contribution fess issued. 


DEVELOPMENT OF CAPITAL 
INVESTMENT 


A. Domestic Capital Investment 


True to the principle of Pancasila Democracy, capital 
should be given its natural proportion in accordance with its 
serviceability for the creation of a just and prosperous society. 
Development is not going to run without concerted mobilization 
of domestic capital. Use of the capital should be well regulated 
and distributed to cultivate productive and efficient econo - 
mic activities. 


A. developing country generally suffers economic stagnati- 
on, or even setback, on account of low rate of capital formation 
and the low capability of private/public enterprises. These debi- 
litations are aggravated by domination of economy in general, 
of capital in particular, by foreigners who control and do busi- 
ness with domestic capital. The domination restricts the go- 
vernment option to take radical measures. Meanwhile, the gui- 
ding principles of Pancasila dictates that improvement of public 
welfare is second to none. Thus, the way to end the domination 
of foreign capitalists in Indonesia is by making use of the foreig- 
ners and their capital without denying realities. 


A development oriented to public benefit can only be sta- 
ged through the mobilization of capital of the whole society. 
The law on domestic capital investment should, therefore, con- 
tains stipulations that stimulate and ensure small as well as 
large capital investment. Among others through bank deposits, 
especially time deposits, purchase of valuable papers and 
others offering certain incentives in order to establish them 
as substantial capital sources. 


The law on Domestic Capital Investment holds the objec- 

tive of stimulating capital investment in various sectors such 
as agriculture, plantation, forestry, fishery, husbandry, mining 
and so on. In this regard, facilities and incentives offered to 
investors cover : 
(1) exemption of import tax for the import of capital goods; 
(2) accelerated depreciation on investment excluding building 
and land; (3) reduced rate of taxation; (4) carry-forward of los- 
ses; and (5) tax grace nullification of tax claim on capital origi- 
nating from deposits. 


With the offer of the necessary facilities and incentives 
as well as the improvement of economic conditions, capital 
investment can be stepped up. Until the end of Pelita I, the 
number of application for domestic capital investment has 
amounted to 2,517 projects with the projected investment of 
Rp. 2,158.1 billion. Out of that number, 1,894 projects have 
been approved with the projected investment of Rp. 1,331.2 
billion. Data on the year-to-year development are given in 
Table 1. 


Seen from the number of applications as well as approved 
capital investment projects, it is apparent that industrial sector - 
covering basic industry, light industry, textile industry, chemi- 


cal industry and pharmacy industry -- commands the highest 
number of projects and the biggest amount of projected capital 
investment. Up to the end of March 1974, the number of appli- 
cation for domestic capital investment in industrial Sectoral 
has reached 1.531 projects--about 61,296 of the whole 
projects-with investment plan of Rp 1,018.8 billion 
(47.296 of the whole application for domestic capital invest- 
ment). For the same period, the number of approved capital 
investment for industrial sector has reached 1,303 projects 
with the total investment plan of Rp. 789.6 billion (88.396 of 
the number of projects and 59.396 of the total of approved 
domestic capital investment). 


As implied in the number of applications for capital invest- 
ment, the sectors that substantially attracted the interest of 
potential investors during Pelita | are : forestry, with investment 
value of Rp. 228.6 billion; tourism, with investment value of 
Rp. 142.8 billion; plantation, Rp. 102,9 billion; and transport 
and communication, Rp. 100.3 billion. 


In the last year of Pelita |, the sector for public housing 
received soaring attention from potential capital investors. The 
number of applications for capital investment in the sector has 
gone up by 14 projects and investment plan of Rp. 42.8 billion. 
The sectors of fishery and husbandry have lagged behind with 
the lowest number .of applications and investment plan of 
domestic capital. Up to the end of March 1974, the number 
of approved projects for both sectors has been respectively 
14 and 18 with investment plans of 12.3 and 2.8 billion rupi- 
ahs. 


Until the end of Pelita I, out of the 1,894 approved PMDN 
(domestic capital investment projects) 536 are located in Jakar- 
ta Capital City, 371 in West Java, 169 in Central Java, 209 
in East Java, and the remaining 581 outside Java. 


Most of the PMDN projects during Pelita | hold the charac- 
ter of being " quick-yielding" , contributing significantly to pro- 
duction increase and employment opportunities (600,000 wor- 
kers). 


During Pelita Il, the number of approved projects for do- 
mestic capital investment has been recorded at 1,191 units 
with the total investment plan of Rp. 2,194.4 billion. The yearly 
average has been 238 projects with investment plan of Rp. 
438.9 billion. 


Promotion of the functions and role of the Capital Invest- 
ment Coordinating Board as " One Top Service" to effic ently 
process the applications for capital investment, has been one 
of the important factors for the stepping-up of the number of 
projects and investment plan. 
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TABLE | 
NUMBER OF APPLICATIONS AND APPROVALS ON DOMESTIC CAPITAL 
INVESTMENT 
NOVEMBER 1968 — MARCH 1974 (Cumulative) 


APPLICATIONS 


NOV' 68 - MARCH 1970 MARCH 1971 MARCH 1972 MARCH 1973 MARCH 1974 
о ع‎ a m "pa e Cm = — ع س“‎ = 
SECTOR TI Hi Tr Ta Р = HE Se 
в 5 ЕР E $ = 3 g £ S| Р £ 5 
& 8 2 28 £ al 2 2 8| 2 2 6 
1. Mining 16 26.6 
2. Forestry 241 228.8 
3. Plantation 156 103.0 
4. Fishery 34 22.5 
5. Transport/Communication 117 100.3 
6. Tourism 195 142.8 
7. Agriculture 65 20.9 
8. Husbandry 40 9.9 
9. Industry 1,531 1,018.9 
10. Public Housing 35 118.9 
11. Others 87 365.7 
TOTAL 2,517 2,158.1 

APPROVALS 

MARCH 1970 MARCH 1971 MARCH 1972 MARCH 1974 
зя #57 | ss ESB | s3 ЕЕЕ | 5 © 
5 fet | 38 POE | ВЕЕ |; Ё 
20 = 5 | 22 Е 5 o Е ё o 5 
30 © = 30. Ф Ж | E a © = E а. = 
2 2 8 (2 2 3| 2" 24/2 5 
1 0.1 6 20.3 
14 8.0 90 154.4 
37 6.8 83 82.7 
5 1.3 8 12.3 
18 9.3 48 93.4 
12 4.7 59 82.9 
- = 28 14.8 
Е = 6 2.8 
133 23.0 616 789.6 
8 = 2 77.2 
5 1.2 0.8 


Data on the development of domestic capital investment 
by sector of activities are given in Table 2. 


The data in Table 2 have taken into account the cancella- 
tion of a number of projects for some unsurmountable difficulti- 
es such failure of capital acguisition, unsound feasibility, and 
the likes. Until the end of Pelita II, 104 projects with investment 
plan of Rp. 44.9 billion have been cancelled. 


As is the case in Pelita |, approved investment projects 
in industrial sector have recorded the highest number : 2.289 
projects (72.996 of the total) with investment plan of Rp. 293.2 
billion (66.496). The industrial sector covers basic industry, 
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light industry, textile industry, chemical industry, and pharma- 
cy industry. 


Approved projects in other sectors for the same period 
are : 377 for forestry, with investment plan of Rp. 319.7 billion; 
131 for transport/communication, with investment plan of 
Rp. 162.8 billion; 121 for hotel/tourism, with investment plan 
of Rp. 105.8 billion; and 124 for agriculture/husbandry, with 
investment plan of Rp. 258 billion. 


Location of the projects has been distributed as follows 
: 750 projects in Jakarta Capital City, 688 projects in West 
Java, 370 in East Java, 273 in CentralsJava, 187 in North 


Sumatera, 154 in East Kalimantan. The remaining 715 projects 
have been dispered in other regions. Dispersion of projects to 
the regions has been endeavoured through the provision of spe- 
cial incentives for investors to invest their capital in the regions. 
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TABLE 2 


DEVELOPMENT OF DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT BY SECTOR 


APPROVED BY THE GOVERNMENT, 1968 — MARCH 1979 
(investment in million rupiah) 


SECTOR 


Agriculture 

Forestry 

Fishery 

Metal Mining 

Other Mining 

Food Processing 
Textile Industry 
Wood Industry 
Paper Industry 
Chemical Industry 
Non-Metal Mineral Industry 
Basic Metal Industry 
Metal Goods Industry 
Other Industry 
Electricity 
Construction 

Trade 

Hotel 

Transport 

Trade Services 
Sanitary Services 
Recreation Services 
Other Services 


TOTAL 


1968 - March 1974 
Projects - investment 
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wake 
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1,946 


49,904 
143,739 
11,227 


47,610 


1968 - March 1975 
Projects - investment 


1968 - March 1976 


173,090 
14,016 


30,045 
150,912 
427,200 

60,189 


Realization of the projects during Pelita || has provised 
employment opportunity for 1,262,855 workers. In addition, 
there have been many employment opportunities indirectly 
opened by the capital investment projects. 


1968 - March 1977 
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During Pelita Il, 1,169 projects with investment plan of 


Rp. 560.1 billion have passed the grace period for taxation, 
while 1,003 projects with investment plan of Rp. 661.5 billion 
have come to the end of taxreduction term. 


Realization of approved projects for domestic Capital in- 
vestment up to the end of Pelita || has amounted to 
Rp. 1,705.3 billion, or 49.496 of the projected total. (see Table 
3). 


TABLE 3 
REALIZATION OF DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT 
BY SECTOR OF ENTERPRISE, 1968 — MARCH 1979 
(in Million Rupiahs) 


NO. SECTOR 


Agriculture 

Forestry 

Fishery 

Mining 

Food Processing 
Textile Industry 

Wood Industry 

Paper Industry 
Chemical Industry 
Non-metal Mineral Industry 
Basic Metal Industry 
Industry of Metal Goods 
Other Industry 
Construction 

Hotel 

Trade 

Transport 

Trade Services 

Other Services 


— bo мА amb ف‎ amb м „А ы „л 
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TOTAL 


Tax receipt from domestic capital investment establish- 
ments up to the end of Pelita Il has been recorded at Rp. 205.8 


billion. 


In the fourth year of Pelita III, the government has approved 
226 new projects with investment plan of Rp. 1,723,575 mil- 
lion. In that same year, some changes have been wrough upon 
the existing investment. They are : 


a. capacity/capital of 83 projects located in 85 sites has been 
expanded with investment value of Rp. 1,532,963 million; 

b. 76 projects have carried out capital investment with the 
total value of Rp. 287,734 million; 

c. 16 projects of foreign capital investment with the value of 
Rp. 88,552 million have changed status into domestic capi- 
tal investment; 

.d. 50 projects have withdrawn/been cancelled for failure of 
realization according to schedule. Their investment plan has 
been projected at Rp. 39,495 million. 


Taking into account all of these changes, the total value 
of investment in the fourth year of Pelita Ill has amounted to 
Rp. 3,593,329 million. Approved projects and investmen' 
during the first four years of Pelita III are as follows : 


— 1979/80 : 243 projects with investment value of 
Rp. 1,121,418. million; 


— 1980/81 : 184 projects with investment value of 
Rp. 2,648,059. million; 
— 1981/82: 79 projects with investment value of 


Rp. 2,704,705. million; and 
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1968 - March 1978 1968 - March 1979 


Number of Investment Number of Investment 
Projects Projects 

12 56,938 107,572 
7 58,443 91,486 

56 15,965 11,926 
100 6,542 211,751 
66 120,762 165,247 

78 151,917 185,988 
205 43,109 74,831 
179 46,950 58,881 
188 173,722 167,501 
59 107,830 202,450 

47 63,186 66,210 
137 95,611 131,424 
16 4,856 4,856 

4 54,047 54,047 

51 54,192 67,009 

1 1,163 1,163 

43 27,376 30,201 

17 38,367 69,197 

9 3,399 3,644 
1,275 1,124,375 1,705,384 


— 1982/83 : 192 projects with investment value of 
Rp. 3,593,329. million. 


The figures represent investment increase of 139.396 
(1980/81), 0.76% (1981/82), and 32.996 (1982/83). In term 
of number of projects, there have been 47.396-decrease for 
1981/82 and 97.9%-increase in 1982/83. 


The leading sector in the new projects are industry (152), 
agriculture (35), and hotel (13). Other sectors have registered 
less than 9 projects each. 


Seen from investment-plan point-of-view, industrial sector 
has also been topping the list with Rp. 908.5 billion. Next 
comes mining sector with Rp. 427.3 billion, agriculture with 
Rp. 155.9 billion, hotel Rp. 87.1 billion, and trade services 
Rp. 78.3 billion. (see Table 4). 


The leading enterprise in industrial sector are : non-metal 
mineral industry with investment plan of Rp. 265.7 billion; che- 
mical industry with investment of Rp. 152.0 billion; wood in- 
dustry with Rp. 124.5 billion; and metal industry with Rp. 72.9 
billion. In agricultural sector, the leading sub-sectors are planta- 
tion, food crops and husbandry with the total investment value 
of Rp. 86.0 billion; next comes forestry with Rp. 54 billion and 
fishery with Rp. 15.8 billion. The volume of investment in in- 
dustrial establishments has recorded an increase of 0.34%, 
while the figure for mining sector is 7.1996 (mainly due to the 


investment of PT. Persero Tambang Batubara Bukit Asam by 
Rp. 377.4 billion to produce coal steam and antrasit). 


By region, domestic capital investment in West Java ranks 
highest with 45 projects and Rp. 455. 3-billion investment, to 
be followed by South Sumatera with 6 projects and investment 


value of Rp. 419.6 billion, Central Java by 22 projects and in- 
vestment value of Rp. 104 billion, and East Java with 29 pro- 
jects and investment value of Rp. 65.1 billion. Data an domes- 
tic capital investment (approved) by region/province are given 
in Table 6 and Table 5.a. 


TABLE 4 
DEVELOPMENT OF APPROVED PROJECTS FOR DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT 


BY SECTORS OF ENTERPRISES, 1968 — 


MARCH 1979") AND 1979/80 — 1982/83 


(Investment in тіШоп Rupiahs) 
1968 — March 1979 1979/80 1980/81 
NO. SECTOR 
Number of Investment Number of Investment Number of Investment 
Projects Projects Projects 
1. Agriculture 124 258,022 14 76,318 13 18,988 
2. Forestry 377 319,706 28 78,232 43 390,077 
3. Fishery 26 26,311 3 6,234 3 6,082 
4. Metal Mining - - - - 1 819 
5. Other Mining 17 81,748 3 39,760 2 3,601 
6. Food Processing 495 336,534 25 42,718 17 73,350 
7. Textile Industry 523 695,935 44 81,949 19 42,780 
8. Wood Industry 145 132,638 25 75,775 23 105,748 
9. Paper Industry 160 107,215 20 57,026 3 3,808 
10. Chemical Industry 434 392,290 25 146,319 16 265,397 
11. Non-Metal Mineral Industry 144 299,521 20 115,791 11 107,073 
12. Basic Metal Industry 64 113,326 4 13,925 6 31,441 
13. Metal Goods Industry 285 197,525 18 34,364 20 40,192 
14. Other Industry 39 18,178 3 2,128 - - 
15. Electricity 1 1,169 — - - - 
16. Construction 7 17,656 — - 1 2,952 
17. Trade 3 928 — - - — 
18. Hotel 104 88,895 6 9,081 9 18,357 
19. Transport 131 162,841 13 20,746 6 33,205 
20. Trade Services 37 184,964 e 10,000 3 9,600 
21. Sanitary Services 1 185 - — - — 
22. Recreation Services 17 16,869 1 1,583 - - 
23. Other Services 3 624 - - 1 735 
TOTAL 3,137 3,453,080 258 811,949 197 1,154,205 
*) Collection of projects and change of Status from foreign 1981/82 1982/83 
capital investment into domestic capital investment have Number of Investment Number of Investment 
been accounted for. Projects Projects 
24 99,960 16 86,050 
29 242,102 5 53,901 
3 6,117 4 15,856 
4 5,854 8 427,315 
12 22,492 28 152,038 
23 52,880 18 51.146 
28 167,843 3U 124,514 
9 27,802 8 47,132 
27 188,058 32 158,720 
6 359,321 14 265,673 
5 25,693 6 72,890 
17 56,234 15 32,411 
1 5,048 1 4,000 
1 418,585 — — 
3 11,552 3 13,613 
9 40,728 13 87,115 
7 11,698 8 14,160 
- - 11 78,296 
7 27,847 6 38,655 
215 1,771,814 226 1,725,575 
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TABLE 5 
APPROVED DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT BY FIRST — LEVEL REGION/PROVINCE 


(investment in million Rupiahs) 


NO. PROVINCE 1979/80 1980/81 . 1981/82 1982/83 
Project investment Project Investment Project Investment Project Investment 
1. Jakarta Capital City 41 66,480 23 65,742 25 531,511 31 189,561 
2. West Java 64 317,917 38 111,868 42 544,323 45 455,271 
3. Central Java 20 64,033 9 22,500 18 33,998 22 103,949 
4. SpecialTerritory of Yogyakarta 1 515 2 2,395 2 5,825 2 1,365 
5. EastJava 33 58,614 24 41,161 21 49,524 29 65,133 
6. Special Territory of Aceh 4 7,031 - - `5 48,634 a 6,292 
7. North Sumatera 16 54,597 8 20,629 `3 16,322 8 45,118 
8. West Sumatera 1 78 2 2,834 2 7,450 7 52,156 
9. Riau 5 26,211 11 47,875 8 32,472 7 21,444 
10. Jambi 5 13,154 4 17,190 1 3,159 5 9,466 
11. Bengkulu 2. = 2 4,791 - = 1 5,679 
12. Lampung 4 4,862 3 94,471 7 29,238 7 26,153 
13. South Sumatera 6 31,501 5 6,681 6 13,059 6 419,608 
14. West Kalimantan 10 37,619 9 45,255 6 11,750 11 52,477 
15. East Kalimantan 11 51,615 15 446,329 17 144,771 12 114,229 
16. Central Kalimantan 7 14,066 8 52,071 6 21,213 2 15,052 
17. South Kalimantan 6 21,899 11 52,800 8 43,210 6 18,868 
18. North Sulawesi 1 938 E = 2 3,321 2 4,648 
19. Central Sulawesi 7 18,877 6 19,253 1 2,207 =- - 
20. South-East Sulawesi - = 1 1,157 2 7,580 2 6,947 
21. South Sulawesi 8 8,668 5 43,296 7 13,245 10 33,952 
22. Maluku 3 4,945 5 19,193 10 65,576 43,113 
23. Bali 2 804 1 1,485 8 39,736 - = 
24. WestNusa Tenggara - - - - 1 666 2 6,954 
28. EastNusaTenggara 2 2,837 1 3,345 — ~ 2 26,140 
26. Irian Jaya 1 4,688 4 31,884 1 103,015 - = 
27. EastTimor - — - - - - - = 
TOTAL 258 811,949 197 1,154,205 215 1,771,814 229 1,723,575 


*) Cancellation of projects and change of status from foreign capital investment into domestic capital investment 


have been accounted for. 


In the fourth year of Pelita III, industrial sector has provided 
the largest share of employment opportunity (67,713 workers). 
Next comes agricultural sector with 14,685 personnel and 
mining with 7,056 men, to be followed by hotel investment 
(2,281) and trade (2,184). In industrial sector, the type of en- 
terprises providing the biggest employment opportunity are 
food processing (28,496), wood industry (11,835) and textile 
industry (8,827). In agricultural sector, the main provider of 
employment opportunity are plantation, food crops and hus- 
bandry with a total employment for 9,827 personnel. Next in 
line to provide employment are forestry (3,558) and fishery 
(1,300). Data on the development of employment opportuniti- 
es offered by projects for domestic capital investment up to 
the fourth year of Pelita III are given in Table 6 and Table 6.a. 


The average investment per worker in 1982/83 was Rp. 
13.4 million for industrial sector and Rp. 10.6 million for agri- 
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cultural field. The highest investment per worker has been re- 
corded in mining sector, no less than Rp. 60.8 million, mainly 
due to the soaring investment for exploration. 


During the period of 1968 — 1983, realization of domestic 
capital investment has covered 2,611 projects, or 70.396 of 
the approved projects. The total investment plan has amounted 
to Rp. 13.323.5 billion with the realization of Rp. 5,025.8 bil- 
lion (3896). (see Table 7 and Diagram 1). 


In the fourth year of Pelita Ill, 4 projects with investment 
value of 9,791 million rupiahs have passed their grace period 
of taxation, while 6 projects with investment value of 
Rp. 16,580 million come to the end of tax-reduction term. 


TABLE Sa 


RECAPITULATION OF APPROVED DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT 
BY LOCATION 
1968 — 31 1983 


(in million Rupiahs) 

NO. LOCATION NUMBER OF PROJECTS INVESTMENT VALUE 
1. Jakarta Capital City 812 2,220,513 
2. West Java 938 5,826,451 
3. Central Java 344 1,984,905 
4. Special Territory of Yogyakarta 55 84,372 
5. EastJava 492 2,482,482 
6. Special Territory of Aceh 44 400,277 
7. North Sumatera 204 840,016 
8. West Sumatera 65 308,489 
9. Riau 90 748,305 
10. Jambi 47 101,270 
11.  Bengkulu 18 73,627 
12. Lampung 72 356,100 
13. South Sumatera 75 892,702 
14. WestKalimantan 110 403,225 
15. East Kalimantan 217 1,209,940 
16. Central Kalimantan 104 200,745 
17. South Kalimantan 63 230,582 
18. North Sulawesi 38 189,024 
19. Central Sulawesi 27 134,448 
20. South-East Sulawesi 14 60,694 
21. South Sulawesi 91 392,803 
22. Maluku 55 261,143 
23. Bali 36 160,296 
24. WestNusa Tenggara 10 56,659 
25. East Nusa Tenggara 8 36,329 
26. Irian Jaya 20 252,217 
27. East Timor = - 

TOTAL 4,050 19,907,634 
Source : Capital Investment Coordinating Board. 

ik TABLE 6 


z 
о 


NUMBER ОҒ PERSONNEL EMPLOYED IN DOMESTIC CAPITAL PROJECTS 
| 1968 — МАНСН 1979 апа 1979/80 — 1982/83 


DOEONODNBOEON = 


(men) 
SECTOR 1968 - March 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
1979 

Agriculture 433,660 70,209 6,146 42,243 9,827 
Forestry 118,870 8,450 25,985 21,171 3,558 
Fishery 8,024 4,000 699 776 1,300 
Mining 33,452 609 689 3,966 7,056 
Food Processing 164,115 5,955 5,778 2,232 28,496 
Textile Industry 192,130 22,938 14,134 8,326 8,817 
Wood Industry 34,014 10,931 11,618 12,582 11,835 
Paper Industry 19,952 3,570 677 1,826 1,938 
Chemical Industry 74,783 5,088 3,194 6,199 6,139 
Non-metal Mineral Industry 29,736 4,530 4,088 2,389 4,081 
Basic Metal Industry 12,940 568 2,947 2,709 1,951 
Metal Goods Industry 55,073 592 3,773 4,647 3,853 
Other Industry 11,183 - - 324 603 
Electricity 2,000 - - - - 
Construction 459 - 54 499 1,005 
Trade 457 633 —X 2,147 - 
Hotel 22,278 1,199 1,589 — 2,281 
Transport 34,245 1.977 6,268 865 1,037 
Trade Services 11,895 - 714 — 2,184 
Sanitary Services 27 37 - - - 
Recreation Services 3,477 — - - = 
Other Services 145 — 51 2,672 767 
TOTAL 1,262,855 141,286 88,402 96,728 


115,573 
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TABLE 6a 


RECAPITULATION OF APPROVED DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT BY 
SECTOR 
1968 — 31 DECEMBER 1983 


NO. SECTOR 
1. Agriculture 
2. Forestry 
3. Fishery 
4. Mining 
5. Food Processing 
6. Textile Industry 
7. Wood Industry 
8. Paper industry 
9. Chemicalindustry 
10. Non-Metal Mineral Industry 
11. Basic Metal Industry 
12. Metal Goods Industry 
13. Other Industry 
14. Electricity 
15. Construction 
16. Hotel 
17. Housing 
18. Transport 
19. Services 
TOTAL 
Source: Capital Investment Coordinating Board. 
Data/DS/1.1.83. 
TABLE 7 
REALIZATION OF DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT 
1968 — MARCH 1983 
(investment in million Rupiahs) 
1967- March 1979*) 1968 – March 1980 1968- March 1981 
- t ы t Е 
NO. SECTOR $ 2 2 Ё Ё 
г - : 3 $ 
с 8 |^. - E 
1. Agriculture 68 107,572 69 182,683 199,568 
2. Forestry 129 91,486 132 102,870 147 142,342 
3. Fishery 14 11.926 14 11,926 15 15,043 
4. Mining 9 211,751 9 211,51 10 228,192 
5. FoodProcessing 244 165.247 244 165,247 268 189,758 
6. Textile Industry 209 185,988 209 185,988 227 218,354 
7. Wood Industry 88 74,851 88 74,831 101 113,061 
8. Paper Industry 83 58,881 84 62,484 94 84,198 
9. Chemical Industry 195 167,501 197 168,608 211 239,715 
10. Non-metal Mineral Industry 83 202,450 83 202.450 84 260,800 
11. Basic Metal Industry 47 66,210 47 66,210 49 73,072 
12. Metal Goods Industry 161 131,424 162 131 424 171 140,737 
13. Other Industry 16 4,856 16 4,856 17 5,510 
14. Construction 4 54,192 4 54,047 5 56,107 
15. Hotel 56 67,009 56 67,009 60 72,729 
16. Trade 1 1,163 1 1,163 1 1,163 
17. Transport 48 30.201 48 30,201 54 38,857 
18. Trade Services е 69,197 d 69,197 Эу 74,711 
19. Other Services 3,644 3,644 5,227 
TOTAL 
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1968 - March 1982 


Investment 


418,914 
491,913 
25,180 
232,120 
227,541 
574,621 
255,077 
116,713 
644,862 
333,465 
94,952 
185,896 
7,823 
58,499 
133,823 


91,933 
1,163 
173,700 


1,493 1,705,404 11.501 1,790,979 11.632 2,159,144 2,422 4,067,935 


INVEST 


1,531,742 
1,574,776 
278,151 
1,188,952 
985,897 
1,259,429 
821.909 
1,016,680 
2,450,481 
3,797,428 
1,504,157 
1,279,028 
30,986 
419,754 
247,804 
502,244 
244,287 
429,288 
344,441 


19,907,634 


1968 - March 1983 


i 


О 
a 


138 
247 
23 
16 
382 
407 
199 
47 
355 
163 
65 
266 
23 
13 


Inv 


513,186 
491,913 

30,660 
233,064 
281,592 
726,790 
349,793 
349,793 
130,166 


1,130,986 


364,510 
95,832 
197,092 
8,787 
58.499 
133,647 
1,163 
92,963 
102,132 


5,025,843 


DIAGRAM 1 
APPROVED DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT 
AND REALIZATION, 1968 — MARCH 1983 
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B. Foreign Capital Investment (PMA) 


In the effort to overcome economic setback and to pro- 
mote economic development, the principle to be adhered to 
is doing things on the basis of Indonesian people's own potenti- 
al and capability. Nevertheless, such a principle should not pre- 
vent use of foreign capital, technology and skills as long as 
they are dedicated to the interest of people's economy without 
cultivating dependence upon foreign countries. It is in line with 
this reasoning that the Law on Foreign Capital Investment has 
been sanctioned in 1967. To encourage foreign capital invest- 
ment, a variety of tax reduction and other facilities have been 
offered. But the Law does not altogether open the whole busi- 
ness sectors to foreign capital. 


Domination of foreign capital as witnessed during the 
Dutch colonial rule should be prevented. Vital enterprises which 
concern people's basic needs must be declared closed to fore- 
ign capital and the term of validity for any foreign capital invest- 
ment should not be longer than 30 years. 


Besides, in the selection of types of enterprises open to 
foreign capital, the government should fully and carefully consi- 
der first the potential of national capital as well as the planning 
of the national development. It is not to be forgotten that the 
land, natural resources and the good intential of the Country 
and People of Indonesia are considered to be valuable assets 
The above-mentioned law stipulates that the establishment for 
foreign capital investment can be originally pure foreign capital 
investment of joint venture. 


The facilities and incentives offered by the law on foreign 
capital investment have proved to be effective to promote the 
flow of foreign capital to Indonesia. The volume of foreign capi- 
tal investment has been increasing in all sectors of economic 
activities. 

During Pelita I, 715 projects have been approved with invest- 
ment plan of US$. 3.278.3 million, exluding renewal/addition 
of foreign capital investment in oil sector. 


Mining, industry and forestry sectors have been very at- 
tractive to foreign investors. By the end of Pelita |, approved 
investment for the three sectors has amounted to 84.396 of 
the whole foreign capital investment plan. In mining sector, 
no addition of foreign capital investment has been approved, 
and settled US$. 490.7 million. Their respective share have 
been 23.5 percent, 45.7 percent and 14.9 percent of the 
whole foreign capital investment plan. 


In proportion to the increasing number of projects and vo- 
lume of foreign capital investment, the percentage of realizati- 
on has also been stepped up to reach 37.1% in the last year 
of Pelita |. The percentage increase reflects the overall improve- 
ment of application processing and realization of foreign capital 
investment. Foreign capital investment realization in industrial 
sector tops the list with US$. 704.5 million, accounting for 
49.796 of investment plan for the sector. Forestry sector has 
realized US$. 165.3 million, or 33.796 of its investment plan. 
Details on the realization of foreign capital investment are given 
in Table 8. 


Out of the approved foreign capital investment, 343 pro- 
jects with investment plan of US$. 780.3 million have been 
located in Jakarta Capital City; 86 projects with investment 
plan of US$. 665.4 million in West Java. In spite of the relative- 
ly-low number of projects in East Kalimantan and Irian Jaya, 
respectively 29 and 11, 307.1 million in East Kalimantan and 
US$. 443.2 in Irian Jaya. 


Most of foreign capital investment has been realized in jo- 
int-ventures, especially for the sectors of industry, textile, phar- 
macy, and light industry. Direct investment covers 113 pro- 
jects (15.896) while work contract comprises of 17 projects. 
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Foreign capital investment has contributed a significant 
share for the creation of employment opportunity. In relation 
with the use of foreign personnel, special regulations have been 
issued on requirements for management personnel and manpo- 
wer supply for foreign capital investment. 


In a joint-venture establishment, the composition of mana- 
gement staff has been regulated on the bases of structure 
change of shares ownership as well as availability of expertise 
on Indonesian part. Use of foreign personnel in non-manage- 
ment position has been restricted at a specified amount for 
a period of 2-3 years, to be replaced by Indonesian workers 
in time. 


Unskilled labour is totally closed for foreign manpower. 
Through the above-mentioned arrangements, the process for 
manpower promotion, creation of employment opportunity and 
the process of "Indonesianization” (transfer of management 
and expertise into Indonesia hand) can simultaneously be im- 
plemented. 


In response to the fluctuation of world economy, the per- 
centage increas of approved foreign capital investment during 
Pelita II has also been fluctuating. 

The 797 projects have planned for a total investment of US$. 
7,444.3 million. In average, 43 projects have been approved 
yearly with investment plan of US$.996.7 million. 


As is the case with Pelita !, Industry is the most attractive 
sector for foreign capital investment, as indicated by the num- 
ber of projects and investment plan for the sector 483 projects 
and investment plan of US$. 4,554.5 million comprising of 122 
projects of chemical industry with investment plan of 
US$. 813.0 million; 135 projects of metal goods industry with 
investment plan of US$. 468.1 million; 67 projects of textile 
industry, 61 projects of food processing industry, 20 projects 
of basic metal industry with investment plan of respectively 
US$. 1,099.2 million, US$. 267.6 million, and US$. 1,196.8 
million. 


Another sector which has attracted substantial foreign 

capital investment is forestry, with 82 approved projects and 
investment plan of US$. 530.4 million. 
Next comes agricultural sector with 51 projects and investment 
plan of US$. 193.6 million; and transport/communication with 
20 projects and investment plan of US$. 44.2 million. Realizati- 
on of foreign capital investment in industrial sector during Pelita 
| and Pelita I! has reached a total of US$. 1,914.6 million (4296 
of approved foreign capital investment), record-holder by sec- 
tor. Realization in the sector of forestry has only amounted to 
US$. 244.6 million. (see Table 9). 


Up to the last year of Pelita ||, the number of cancelled 
projects for foreign capital investment is 125. The cancellation 
is due to the following facts/factors : 


(1) change of status from foreign into domestic capital invest- 
ment; 

(2) liquidation of projects on account of unsurmountable ope- 
rational difficulties; and 

(3) withdrawal/inactivity as a result of various inadequacies. 


Of the remaining projects-in-operation, 308 projects are located 
in Jakarta Capital City (investment plan of US$. 1,362.3 milli- 
on) and 257 projects in Java. Outside Java, the regions which 
get foreign capital investment above US$. 100 million are North 
Sumatera, Irian Jaya, East Kalimantan, South Sulawesi and 
Maluku. Data on development of foreign capital investment 
projects by location are given in Table 10. 


Since 1978, it has been stipulated that, except for few ||, the number of joint-venture establishments has reached 673 
projects which require a great amount of capital and advanced projects (84.496 of the whole approved projects), while the 
technology, all foreign capital investment should be invested establishments of direct investment and work-contract have 
in joint-venture establishments. Up to the last year of Pelita respectively been 109 and 15 projects. 


TABLE 8 
REALIZATION OF FOREIGN CAPITAL INVESTMENT BY SECTOR, 
1967 — MARCH 1974 
(investment in million US $) 


1967- March 1970 | 1967-March 1971 | 1967-March 1972 | 1967- March 1973 | 1967 - March 1974 


se 5 
NO. SECTOR $ H £ 
ef $ 
т Е Е 
1. Mining (excluding oil) 5 2.08 172,6 
2. Forestry 25 10.60 160.3 
3. Industry!) 48 26.36 704.5 
4. Pharmacy Industry - - 46.3 
5. Fishery 4 3.52 28.9 
6. Transport & Communication 3 2.66 9.9 
7. RealEstate 3 1.08 18.7 
8. Development Services - - 6.8 
9. Hotel/Tourism 2 0.24 46.5 
10. Agriculture and Plantation 2 0.20 20.9 
TOTAL 92 46.74 1,215.4 
TABLE 9 
REALIZATION OF FOREIGN CAPITAL INVESTMENT BY TYPE 
OF ENTERPRISE, UP TO MARCH 1979 
(Capitai in million US $) 
1967 - March 1978 1967 - March 1979 
NO. TYPEOFENTERPRISE 
Project Capital Projects Capital 
1. Agriculture 53 122.8 56 88.5 
2. Forestry 58 208.6 67 244.6 
3. Fishery 14 42.7 16 62.8 
4. MetalMining 8 1,053.2 7 915.6 
5. Other Mining 3 32.3 4 54.3 
6. FoodProcessing 38 61.6 42 93.5 
7. Textile Industry 53 688.0 62 505.0 
8. Wood Industry 11 28.6 12 44.9 
9. Paper Industry 8 18.1 10 22.9 
10. Chemical Industry 103 256.2 119 383.4 
11. Non-Metal Mineral Industry 19 410.2 20 411.9 
12. Basic Metal Industry 18 96.3 18 56.2 
13. Metal Goods Industry 94 201.1 111 378.7 
14. Other Industry 5 3.0 5 181 
15. Construction 44 42.4 46 104.9 
16. Trade 2 9.2 2 9.2 
17. Hotel 5 53.3 6 57.3 
18. Transport 15 27.2 16 38.3 
19. Communication 1 10.6 1 10.6 
20. Trade Social Services 29 100.8 28 113.9 
21. Community Social Services 3 0.6 2 0.6 
22. Recreation Services 5 12.8 5 12.8 
TOTAL 589 3,480.5 655 3,628.0 
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1967 — MARCH 1979") 
(investment in million US $) 
1967 - March 1979 
Project investment 
1. Jakarta Capital City 308 1,362.3 
2. West Java 158 1,602.4 
3. Central Java 19 212.3 
4. Special Territory of Yogyakarta 3 2.6 
5.  EastJava 80 360.9 
6. SpecialTerritory of Aceh 6 328.5 
7. North Sumatera 45 1,077.1 
8. West Sumatera 5 66.5 
9. Riau 17 52.9 
10. Jambi 3 9.9 
11. Bengkulu - - 
12. Lampung 7 85.0 
13. South Sumatera 12 68.5 
14. West Kalimantan 11 15.7 
15.. EastKalimantan 23 321.3 
16. Central Kalimantan 19 80.9 
17. South Kalimantan 8 75.5 
18. North Sulawesi 3 81.9 
19. Central Sulawesi 6 11.4 
20. South-East Sulawesi 3 28.2 
21. South Sulawesi 9 1121 
22. Maluku 10 109.2 
23. Bali 4 24.2 
24. WestNusa Tenggara 1 2.0 
25. East Nusa Tenggara 2 33.8 
26. Irian Jaya 10 265.8 
27. East Timor - - 
28. Some First-level regions 25 963.4 
TOTAL 797 7,444.3 
TABLE11 — 
NUMBER EMPLOYMENT IN PROJECTS OF FOREIGN 
CAPITAL INVESTMENT BY TYPE OF ENTERPRISE 1967 
s/d March 1979 
NO. TYPES OF ENTREPRISE FOREIGN INDONESIAN TOTAL 
PERSONNEL WORKERS 

1. Agriculture 270 93,503 93,773 

2. Forestry 17,713 94,137 111,850 

3. Mining 2,939 11,392 14,331 

4. Industry 4,553 133,046 137,599 

5. Construction 1,240 26,732 27,972 

6. Hotel 227 8,551 8,778 

7. Real Estate 633 15,044 15,677 

8. Other Services 352 5 326 5,678 
TOTAL 27,927 387,731 415,658 


TABLE 10 


DEVELOPMENT OF APPROVED PROJECTS FOR 
FOREIGN CAPITAL INVESTMENT BY LOCATION, 


Within the framework of expanding employment opportu- 
nity, foreign capital investment has held an important role. 
Table 11 shows that realization of foreign capital investment 
projects until the end of Pelita II has accomodated 387,731 
Indonesian workers and only 27,927 foreign personnel. Besi- 
des, foreign capital investment has Rp. 450.7 billion of busi- 
ness tax for the national revenue. 


During Pelita II, 405 projects with the total investment of 
US$. 592.2 million have expanded the period of tax-holiday and 
97 projects with investment plan of US$. 88.6 million expired 
the term for tax-reduction. 


In the fourth year of Pelita III, 38 new projects of foreign 
capital investment have been approved with investment plan 
of US$. 2,328.8 million. In addition, there have been changes 
upon the existing investment projects. They are, among o- 
thers : 


а. 21 projects have made additional investment of US$. 117.2 
million: 

b. 48 projects have added their investment by US$. 257.9 
million: 

c. 16 projects with investment value of US$. 205.4 million 
have changed status into domestic capital investment: and 

d. 10 projects have withdrawn for failure of realizing the in- 
vestment plan of US$. 2,413.7 million. 


With those developments, the total value of foreign capital 
investment in the last year of Pelita III has reached 
US$. 2,413.7 million. 


During that period, the increasing value of yearly invest- 
ment are as follows : 


— 10 Projects with investment value of US$. 1,465.9 million 
in 1979/1980; 

— 10 projects with investment value of US$. 751.2 million 
in 1980/1981: 

— 5 projects with investment value of US$. 945.3 million in 
1981/1982: and 

— 12 projects with investment value of US$. 2,413. 7 million 
in 1982/83. 


As is the case with Pelita | and Pelita II, industry remains 
the leading sector for foreign capital investment with 28 pro- 
jects, to be followed by trade with 5 projects and agriculture 
with 4 projects. The investment plan for industrial sector has 
amounted to US$. 2,059 million. This is a substantial increase 
in comparison with the US$. 277.6 million in the first year of 
Pelita Ill. Nevertheless, foreign capital investment in agricultural 
sector has seen a significant decrease in agricultural sector has 
seen a significant decrease’in the fourth year of Pelita III after 
a slight increase in the previous year. 


The biggest share by location is Jakarta Capital City with 
20 project. Second in line is West Java with 11 projects, to 
be followed by East Java (3), and Riau and lrian Jaya respec- 
tively with 2 projects. In term of investment value, however, 
West Java comes first with USS. 1,338.7 million, Jakarta 
Capital City second with US$. 807.9 million, to be followed 
by Riau with US$. 117.7 million. 


Data on employment opportunity in foreign capital invest- 
ment projects in the fourth year of Pelita III are as follows : 


industrial sector has absorbed 13,095 men (12,705 Indonesian 
workers and 390 foreign personnel); agriculture, 2,144 men 
(2,038 Indonesian workers and 106 foreign personnel); ser- 
vices industry, 638 men (601 Indonesian workers and 37 fore- 
ign personnel). The main providers of employment opportunity 
in industrial sector are metal goods industry for 4,449 men 
(4,303 Indonesian workers and 145 foreign personnel) and 
chemical industry for 2,229 (2,160 Indonesian workers and 
69 foreign personnel). Investment per worker in industrial sec- 
tor has been as high as US$. 24.1 thousand or Rp. 24.1 million. 


Realization of foreign capital investment up to the fourth 
year of Pelita III has covered 759 projects or 9396 of the ap- 
proved projects. In term of investment value, realization of fore- 
ign capital investment for the same period has amounted to 
US$. 5,643.9 million, or 43.496 of the approved 
US$. 13,015.1 million. (See Table 12 and Diagram 2). 


During that period, 3 projects with investment plan of 
Rp 11,8 billion have gone past the tax holiday interval while 
3 other Projects with investment plan of Rp 118 billion expired 
the term of tax-reduction. 


To exploit a new source of capital acquisition and to pro- 
mote the equittable distribution of income through the dispersi- 
on of shares ownership among the public, a stock exchange 
has been instituted in Indonesia. For the establishment of the 
exchange market, a Preparatory Team had been formed to be 
later promoted to become the Team for the Capital and Financi- 
al Market. And, then, in 1972, a Supervisory Team for the Ca- 
pital and Financial Market has been sanctioned with the main 
tasks of establishing the so-called market and supervising secu- 
rities exchanges. 


Establishment of an Executive Board of Capital Market is 
actually the mainstay for the seeting-up of the market. The 
board is assigned with the tasks of : (1) studying the enterpri- 
ses which is going public/to sell their shares in the Capital Mar- 
ket; (2) organizing exchanges in an effective and efficient Capi- 
tal Market; and (3) monitoring development of the enterprises 
which have been selling their companies' shares in the Capital 
Market. | 


To manage and organized the capital market, a series of 
regulations have been issued, stipulating the management of 
exchanges as well as the requirements to be met by enterprises 
which are going public; for example, declaration of registration, 
writing of prospectus, submission of financial report to be au- 
dited by public accountant, statement of profits, and the likes. 


Expansion of community participation to the regions has 
been carried out through the goodwill and assistance of govern- 
ment banks functioning as intermediary for the dissemination 
of prospectus as well the community. At present, a number 
of enterprises -- mainly those involved in domestic and foreign 
capital investment -- have been "going public" 
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NO. 


PENANG 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


REALIZATION OF FOREIGN CAPITAL INVESTMENT 1967 — MARCH 1983 


SECTOR 


Agriculture 

Forestry 

Fishery 

Metal Mining 

Other Mining 

Food Processing 

Textile Industry 

Wood Industry 

Paper Industry 

Chemical Industry 
Non-Metal Mineral Industry 
Basic Metal Industry 

Metal Goods Industry 
Other Industry 
Construction 

Trade 

Hotel 

Transport 

Communication 

Trade Social Services 
Community Social Services 
Recreation Social Services 


TOTAL 
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(investment in miliion US $) 
1967 - March 1979 
Project Investment Project 
56 91.4 56 
67 239.3 68 
16 62.9 17 
7 915.6 7 
4 54.3 4 
45 91.4 47 
58 807.6 59 
11 44.7 11 
10 22.9 11 
113 300.7 114 
18 405.4 19 
19 251.9 19 
114 428.9 116 
5 18.1 5 
43 105.2 43 
2 79.2 2 
6 57.3 6 
16 38.3 16 
1 2.8 1 
27 111.9 27 
2 0.6 2 
5 12.5 5 
645 4,142.9 655 


ea aa a lL 


аә 


ТАВІЕ 12 


1967 – March 1980 


Investment 


1967 — March 1982 


Project Investment 
61 225.2 
77 330.8 
23 119.2 
11 969.9 
49 197.2 
63 873.0 
17 55.5 
12 44.9 

120 894.7 
23 498.5 
19 267.4 

129 691.4 

6 19.5 

46 120.2 

2 79.2 

6 112.4 

17 46.4 

1 2.8 
43 - 

= 215.1 


1967 - March 1981 


Project 


56 
75 


Investment 


914 
270.3 
83.8 
915.6 
54.3 
302.9 
824.2 
44.7 
33.6 
325.8 
422.4 
251.4 
453.0 
19.5 
109.2 
79.2 
57.3 
39.5 
2.8 
114.3 
0.6 
14.5 


4,310.3 


1967 - March 1983 


Project Investment 
61 236.0 
84 451.3 
23 89.1 
12 983.9 
50 184.0 
64 692.9 
17 55.5 
12 44.9 

127 809.7 
26 627.3 
19 267.4 

139 529.9 

6 19.5 
49 122.5 
2 79.2 
6 57.3 
17 46.4 
1 2.8 
44 144.3 
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DIAGRAM 2 
APPROVED FOREIGN CAPITAL INVESTMENT 
AND REALIZATION, 1967 — MARCH 1983 
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IV 


PROMOTION OF 
ECONOMICALLY — WEAK GROUP 


The Guidelines on State Policy stipulated that the efforts 
for the equitable distribution of development gains should cover 
a programme for the creation of wider opportunity to economi- 
cally-weak group, the majority of which are indigenous people. 
Among others through intensification of programmes aimed 
at creating certain conditions and expanding opportunity which 
are conducive to their development. 


In principle, the promotional efforts comprise of improve- 
ment of capital acquisition, expertise and professional skills 
in production process and expertise/skills as well as opportunity 
in marketting. In this regard, the government has arranged a 
variety of credit facilities to increase business capital and orga- 
nized activities to improve expertise and capacity of economi- 
cally-weak group. 


A. Credit facilities to increase business capital 


Capital aids offered through credit programmes еѕресі- 
ally the Small Investment Credit (KIK) and the Credit for Perma- 
nent Working Capital (KMKP) introduced in 1971 have 
wrought a considerable impact on the promotion of the econo- 
mically-weak group. 


The small-investment credit is an investment loan up to 
Rp. 5 million for a maximum term of 5 years with a yearly rate 
of interest of 1296. The credit of permanent working capital 
is working capital up to Rp. 5 million for a maximum term of 


3 years with a yearly rate of interest of 1596. In later develop- 
ment, the rates of interest for small-investment credit and cre- 
dit of permanent working capital have been lowered to respec- 
tively 10.5 and 12 percent yearly. 


In view of the simplicity of knowledge and know-how a- 
mong economically-weak entrepreneurs, the government has 
always been endeavouring to promote simpler methods of ser- 
vices. This policy helps to develop the increasing trend of capi- 
tal aids for the last ten years or so. (see Tabel 13). 


TABLE 13 
DEVELOPMENT OF KIK") AND KMKP**) 
1978/79 — 1962/1963 
% of increase 
TYPE OF CREDIT UNIT 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1982/83 
KIK) 
— Value of approved billion 
applications rupiahs 113 190 366 571 716 25.496 
— Number of clients thousand 57 79 125 176 211 19.996 
— Credit position billion 
rupiahs 68 118 249 374 414 10.796 
KMKP”) 
— Value of approved billion 
applications rupiahs 188 349 656 1,178 1,524 29.4% 
— Number of clients thousand 438 664 953 1,298 1,466 12.9% 
— Credit position billion 
rupiahs 93 181 384 704 806 14.5% 


*) Small-scale Investment Credit. 
**) Credit of Permanent Working Capital. 


At the end of the fourth year of Pelita III, the volume ot 
the small-investment credit has reached an amount of 414 bil- 
lion rupiahs, up by 10.7% of the previous year, while the total 
value of approved credit amounted to 716 billion rupiahs. The 
volume of realization of the credit for permanent working capi- 
tal has gone up by 14.596 to Rp. 806 billion while the total 
value of approved credit reached Rp. 1,524 billion. 


In 1971, the PT. ASKRINDO has been established with 
the objectives of enhancing the distribution of credit to the eco- 
nomically-weak group and assisting the development of small- 
scale and medium-scale enterprises. To realize those objec- 
tives, PT. Askrindo is obliged to guarantee automatically all 
small investment credits and credits of permanent working ca- 
pital. In operation, PT. Askrindo gives priorities to enterprises 
in the sectors of agriculture, industry, trade and services. 
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Beside the two types of credits, the government has also 
made available smaller credits with more lenient terms as well 
as simpler procedure of accession, i.e. the mini credits initiated 
since the start of Pelita II. 


The mini credits are provided in a maximum volume of 
Rp. 200,000 per client with a yearly rate of interest of 1296. 
The total volume of this credits has been increasing every year 
as shown in Table 14. 


However, for those clients who have successfully promo- 
ted their enterprises, a new version of mini credit has been 
made available since July 1980, amounting to Rp. 200,000 
to Rp. 500,000 per client. The rates of interest are 10.596 year- 
ly for investment and 1296 for working capital. The fund of 
mini credits originates from Bank Indonesia. In the fourth year 
of Pelita III, the fund apportioned has reached Rp. 41.8 billion. 


TABLE 14 


. DEVELOPMENT OF MINI CREDIT 


1974/75 — 1982/83 
Credit Position (million rupiahs) Client 

YEAR 

Investment Exploitation Total Investment Exploitation Total 
1974/75 331 1,806 2,137 5,842 55,982 61,824 
1975/76 1,063 3,966 5,029 24,227 107,376 131,603 
1976/77 1,474 6,718 8,192 33,228 174,545 207,773 
1977/78 1,825 9,223 10,058 35,432 217,378 252,810 
1978/79 2,805 12,858 15,663 53,110 283,912 337,022 
1979/80 3,153 17,245 20,398 57,985 349,281 407,266 
1980/81 4,508 36,814 41,332 64,258 553,971 618,229 
1981/82 6,182 52,895 59,077 “75,339 675,162 750,501 
1982/83 6,261 56,670 62,931 76,084 690,124 766,208 


Since 1976/77, the candak-kulak credit has been institu- 
ted. This is the smallest credit ever organized, between Rp. 
2,000 to Rp. 10,000 per client. The main objective is preven- 
ting business peddlers from the claws of profiteers. The yearly 
rate of interest is 1296, but no guaranty is required. The mana- 
gement is entrusted to rural cooperatives. The volume has been 
increasing yearly in compliance with its allocation in the State 
Budget. Up to 1982/1983, the total volume of the credit has 
reached Rp. 119 billion, of which Rp. 107 billion has been re- 
paid. 


In 1973, a State-owned enterprise, PT. BAHANA, has 
been established with the objective of assisting the promotion 
of economically-weak entrepreneurs/middle-class entreprene- 
urs through scouting, monitoring, guidance and credit provisi- 
on. In 1978, the functions have been expanded to include ban- 
king business extending credits to specially-promoted enterpri- 


ses. This function is carried out in cooperation with government 
banks, non-bank financial intermediaries, government institu- 
tions as well as private establishments. Cooperation activities 
cover joint appraisal on a projects for which credit application 
has been submitted, and joint financing in the forms of credits 
and participation in the acquisition of founding capital for a 
prospective project. 


Scouting activities are aimed at finding prospective enter- 
prises. Scouting has been carried out in Jakarta Capital City, 
West Java, Central Java, East Java, South Sumatera, North 
Sumatera, Aceh, South Sulawesi and East Nusa Tenggara. 


During the last ten years, there have been 38 enterprises 
benefitting from the capital aids programme, covering an 
amount of Rp. 4,152 million -- Rp. 607.9 million in capital 
stocks and Rp. 3,544.8 million in credit aids. 


B. Promotion of expertise and capability 


In the efforts for the promotion of economically-weak 
group, many inter-related problems have been faced. The varie- 
ty of credit aids are not going to mean much unless they are 
integrated with other aspects of promotion. It is thus that the 
credit facilities have been fortified with promotion efforts on 
technology, management, marketing and entrepreneurship. 


To promote the expertise and capability of the economical- 
Iy-weak group, the Department of Industry – – in collaboration 
with other departments and government institutions--has 
endeavoured the development of Service Centres for En- 
trepreneurs of small-scale Industry. The services offered 
cover technical guidances, trainings/courses, provision of equ- 
ipments, supply of raw materials, opportunities for promotion/ 
exhibition, and the likes. 


The increasing participation in exhibitions and the expansi- 
on of types of goods exhibition witness the success of the en- 
deavour. 


The promotion of economically-weak group involves a ka- 
leidoscope of social aspects. The sector which has profoundly 
been handled so far is agriculture of food crops, especially rice, 


through the inter-sectoral and inter-departmental Programmes 
of Mass Guidance and Mass Intensification. The main objective 
is stepping-up farmers’ income. 


The effort for the promotion of economically-weak entre- 
preneurs through the " god-father" system, by private as well 
as State-owned establishments, has produced a favourable re- 
sult. Up now, 35 big enterprises have been functioning as 
" god-father" . 


Promotion of economically-weak group through the sys- 
tem of subcontracting has only covered the industry of motor- 
vehycles and the industry of electronic components, i.e. the 
components made of metal, rubber, wood, plastic, and so on. 


Guidance ad supervision of businessment have been carri- 
ed out through the Project for the Promotion of Economically- 
weak Entrepreneurs and the Programme for Export Develop- 
ment. The promotional activities take the forms of consultati- 
ons and courses organized in cooperation with the Department 
of Trade and a number of State universities. The coverage area 
is the 27 provinces of Indonesia. Data on the development of 
these activities are given in Table 15. 
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TABLE 19 
UPGRADINGS AND CONSULTATIONS FOR THE PROMOTION OF 
ECONOMICALLY-WEAK GROUP, 1975/76 — 1962/83 


YEAR 


1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 


Number of Participants (men) 

UPGRADINGS CONSULTATIONS 
637 391 

1,092 916 

1,380 1,163 

1,621 1,333 

2,056 1,775 

2,044 1,692 

1,356 1,182 

1,855 1,855 


To promote export, the National Board for Export Develop- 
ment (BPEN) has organized technical guidances, export super- 
visions and exhibitions at home as well as abroad. 


The government has been continuing the efforts for the 
cultivation of skilled labours and knowledgeable entrepreneurs 
through the increasing number of training centres located 
throughout the country. The number of workers trained in the 
centres up to fourth year of Pelita Ill has been recorded at 
79,326 men. 


In addition to credit facilities and technical guidance and 
supervision, promotion of economically-weak group has also 
been undertaken through the efforts for market-expansion. In 
this regard, the government has provided aids for the construc- 
tion of decent marketing facilities, expanded opportunities to 
take part in exhibitions at home as well as abroad, developed 
areas for handicraft industry, and established cooperatives. 


Markets have been built throughout the country in order 
to enhance the opportunity for economically-weak business- 
ment to get business facilities. In the regions which have had 
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settlements for smali-scale industry and smallholders' handi- 
crafts, exhibition halls of products. Exhibition centres have 
been built in,. among others, Bali, Yogyakarta, Central Java, 
Jakarta Capital City, and other regions. 


Since 1979/80, expansion of marketing for economically- 
weak entrepreneurs has been enhanced through special stipula- 
tions on the realization of the State Budget (Decree of the Presi- 
dent of the Republic of Indonesia No. 14 and 14A/18). The 
presidential decrees have encouraged the emergence of young 
entrepreneurs who are very keen to take active part in the ac- 
celeration of development. Ecolvement of this phenomenon 
is mainly due to the priority given to economically-weak group 
in the purchase of goods and tender of development activities 
organized by the government with the value of |lessithan Rp. 
100 million each. Basides, arrangements have also been made 
for the payment of advances amounting to 2096 of the value 
of contract, provision of bank loans and project guaranty, priori- 
ties extended to local businessmen and use of domestic pro- 
ducts, as well as the obligation of big enterprises to cooperate 
with economically-weak group. 
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ECONOMICALLY-WEAK GROUP, 1975/76 — 1962/83 


YEAR Number of Participants (men) 
UPGRADINGS CONSULTATIONS 
1975/76 637 391 
1976/77 1,092 916 
1977/78 1,380 1,163 
1978/79 1,621 1,333 
1979/80 2,056 1,775 
1980/81 2.044 1,692 
1981/82 1,356 1,182 
1982/83 1,855 1,855 


To promote export, the National Board for Export Develop- 
ment (BPEN) has organized technical guidances, export super- 
visions and exhibitions at home as well as abroad. 


The government has been continuing the efforts for the 
cultivation of skilled labours and knowledgeable entrepreneurs 
through the increasing number of training centres located 
throughout the country. The number of workers trained in the 
centres up to fourth year of Pelita Ill has been recorded at 
79,326 men. 


In addition to credit facilities and technical guidance and 
supervision, promotion of economically-weak group has also 
been undertaken through the efforts for market-expansion. In 
this regard, the government has provided aids for the construc- 
tion of decent marketing facilities, expanded opportunities to 
take part in exhibitions at home as well as abroad, developed 
areas for handicraft industry, and established cooperatives. 


Markets have been built throughout the country in order 
to enhance the opportunity for economically-weak business- 
ment to get business facilities. In the regions which have had 
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settlements for smali-scale industry and smallholders' handi- 
crafts, exhibition halls of products. Exhibition centres have 
been built in, among others, Bali, Yogyakarta, Central Java, 
Jakarta Capital City, and other regions. 


Since 1979/80, expansion of marketing for economically- 
weak entrepreneurs has been enhanced through special stipula- 
tions on the realization of the State Budget (Decree of the Presi- 
dent of the Republic of Indonesia No. 14 and 14A/18). The 
presidential decrees have encouraged the emergence of young 
entrepreneurs who are very keen to take active part in the ac- 
celeration of development. Ecolvement of this phenomenon 
is mainly due to the priority given to economically-weak group 
in the purchase of goods and tender of development activities 
organized by the government with the value of lessithan Rp. 
100 million each. Besides, arrangements have also been made 
for the payment of advances amounting to 2096 of the value 
of contract, provision of bank loans and project guaranty, priori- 
ties extended to local businessmen and use of domestic pro- 
ducts, as well as the obligation of big enterprises to cooperate 
with economically-weak group. 
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Gedung perkantoran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan 
Gatot Subroto, Jakarta. Struktur organisasi kepemimpinan Lembaga ini 
adalah : Ketua, Ir Soehartoyo: Wakil Ketua, RHB Muchtar SH: Deputy |, 


Ir Moch Anwar Ibrahim: Deputy 11, Ir Achmad AZ: Deputy Ill, Drs Rosidi 
dan Sekretaris. Darmawan Soetjipto SH 


Office building of the Capita! Investment Coordinating Body at Jalan Gatot 
Subroto, Jakarta. Chairmanship of the coordinating body comprises of 
lr Soehartoyo. Chairman; RHB Muchtar, LLM, Vice Chairman: Ir Moch 
Anwar Ibrahim, First Deputy; Ir Achmad AZ, Second Deputy; Drs Rosidi, 
Third Deputy and Darmawan Soetjipto, LLM, Secretary 
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Dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional di sektor penanaman modal di dalam negeri, 
BKPM sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan tukar pikiran dengan tenaga-tenaga ahli 
negara maju. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan tukar pikiran ini, pada umumnya dilan- 
jutkan dengan ikatan perjanjian penanaman modal dengan calon-calon investor dari negara- 
negara maju tersebut. 


In the effort to make a success of the national development in the sector of capital invest- 
ment, the Capital Investment Coordinating Body has frequently organized meetings for the 
exchange of ideas with foreign experts 


Dalam usaha memberikan pelayanan kepada para calon investor luar maupun dalam negeri, 
Pemerintah selalu berusaha merumuskan suatu kebijaksanaan yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam usaha merumuskan kebijaksa- 
naan tersebut, berbagai seminar, tukar pendapat bahkan debat sering dilaksanakan. 


Within the framework of extending 
the necessary services to potential 
investors, the Government of the Re- 
public of Indonesia has applied a mu- 
tual-benefit policy which also enhan- 
ces the promotion of the welfare of 
the people of Indonesia. Various se- 
minars and discussions have been 
held to formulate such a policy. 
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Dalam rangkuman foto pa- 
da halaman ini, terlihat Wa- 
kil Presiden Kabinet Pem- 
bangunan III, H Adam Ma- 
lik sedang menyampaikan 
kata sambutan dalam salah 
satu kongres yang memba- 
has “Hubungan masyara- 
kat dalam gejolak pemba- 
ngunan di segala bidang” . 
Kongres tersebutpun 
dihadiri oleh Menteri 
Penerangan RI Kabinet 
Pembangunan III, Ali 
Murtopo. 


Photoes show the late 
Adam Malik, then Vice Pre- 
sident of the Republic of 
Indonesia, giving an ad- 
dress to a Conference on 
"Social Relations amidst 
Development Activities in. 
All Sectors". Among the 
attendants was seen the 
late Ali Moertopo, Minister 
of Information in the Deve- 
lopment Cabinet lll. 


Dalam usaha memasyara 
katkan semua kebijaksana- 
an Pemerintah di bidang 
penanaman modal, BKPM 
sering mengadakan tukar 
pendapat dengan berbagai 
pihak, seperti dengan Ka- 
din Indonesia dan dengan 
anggota Komisi VII DPR-RI. 
Semua kebijaksanaan yang 
ditempuh Pemerintah 
dalam hal ini, selalu lang- 
sung menyentuh kepen- 
tingan masyarakat luas 


dan demi suksesnya pelak- 
sanaan pembangunan na- -< - KEI KOMP PERDAGANGAN ca لا‎ à; 
sional secara keseluruhan. | | | MABA INA AAA سے‎ 


e t env ——— — 0 


In the effort to popularize 
Government's policies on 
capital investment, the Ca- 
pital Investment Coordina 

ting Body has been holding 
discussions and hearings 
with various parties such 
as the Indonesian Chamber 
of Commerce and Com 

mission VII of the House of 
People's Representatives. 


Dalam menerapkan setiap 
langkah kebijaksanaan di 
bidang penanaman modal, 
Pemerintah selalu bersifat 
terbuka. Kepada seluruh 
investor,,,baik РМА mau- 
pun PMDN selalu diberikan 
kesempatan untuk 
menyampaikan usul atau 
saran-sarannya, dan bila 
perlu tanggapannya terha- 
dap kebijaksanaan yang 
diterapkan. Usul atau sa- 
ran-saran kalangan inves- 
tor tersebut dinilai Peme- 
rintah sebagai masukan 
yang sangat baik untuk di- 
jadikan sebagai bahan per- 
timbangan dalam meru- 
muskan kebijaksanaan 
yang akan diterapkan 
berikutnya, agar lebih men- 
dekati kesempurnaan dan 
bermanfaat bagi kelang- 
sungan pembangunan 
bangsa. 
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reign, are invited to submit ideas and suggestions. The govern- 


In the application of the policies on capital investment, the Go- 
ment regards them as valuable inputs for the formulation of 


vernment of the Republic of Indonesia has always been adop- 
ting an "open door" stance. Investors, domestic as well as fo- foltow-up policies. 
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Gambar pada halaman ini m 


enunjukkan jalannya salah satu acara seminar yang 
diadakan BKPM. Seminar- 


seminar seperti ini tidak hanya dilakukan secara bilateral 
saja, tetapi kadang-kada 


А . j- 
Photoes show moments of a seminar organized by the Capital Investment Coord 
ng juga secara multilateral. 


nating Body. Such as seminar has been held often-times bilaterally as well as multi- 
laterally. 


Pembangunan adalah milik 
masyarakat dan tujuannya 
untuk kesejahteraan ma- 
syarakat. Karena itu, pe- 
laksanaan seluruh kebijak- 
sanaan pembangunan 
yang telah ditetapkan 
harus merata ke seluruh 
wilayah. Khusus untuk 
pelaksanaan kebijaksanaan 
Pemerintah di bidang 
penanaman modal, Badan 
Koordinasi Penanaman 
Modal Daerah (BKPMD) 
selalu aktif mengikuti 
perkembangan dan 
kebutuhan para investor 
yang membuka usaha/me- 
nanam modal di masing 
daerah wewenangnya. 
Dan dalam usaha mening- 
katkan peranan BKPMD 
tersebut, pada saat-saat 
tertentu dilangsungkan 
penataran atau loka karya 
aparat BKPMD secara 
nasional. 


For the sake of enhancing the eguitable distribution of capital 
investment to the regions, the Capital Investment Coordinating 
Body has been making close observations on the progress of 
investment and the needs of investors in the regions. Work- 
Shops and refreshing courses have nationally been organized 
for officers of the Regional Offices of the Capital Investment 
Coordinating Body. 


DAN PERENG 
DAL SESUMA! 
A BUKITTINGGI 
UNI 198! 
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Generasi muda harapan bangsa, senantiasa dilibatkan oleh BKPM 
untuk membaca situasi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat 
Indonesia di masa datang. Maksudnya sekaligus untuk mempersiap- 
kan generasi penerus. agar tidak keliru dalam mencerna permasa- 
lahan menyangkut penanaman modal dalam negeri dan asing. 


The younger genera tion, as future cadres of development, is give! 


the opportunity to learn the significance of domestic as well as 
foreign investments. 
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Gambar di halaman ini 
memperlihatkan kegiatan 
| рага pejabat berbagai ese- 
| lon di BKPM untuk turut 
| aktif di bidang sosial. Ir 

Soehartoyo langsung ber- 
| tindak secara nyata seba- 
/ gai donor darah pertama 

dari BKPM. 


In certain occasions, high- 
ranking officials of the Ca- 
pital Investment Coordina- 
ting Body organize and 
undertake social works. 
Photo shows Ir Soeharto: 
yo, Chairman of the Capi- 
tal Investment Coordina- 
ting Body, leading the bo- 
dy's personnel to become 
blood donors. 
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I. PENDAHULUAN 


Secara konstitusional Pancasila telah menjadi dasar 
negara Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Generasi 
Soekarno- "the founding fathers" negara Indonesia telah 
mencetuskan dan merumuskan konsep dasar negara Pancasila. 


Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Namun masih 
terbatas merasa memiliki. Belum memahami atau menghayati 
apa sebenarnya Pancasila itu. Pancasila, memang banyak 
disebut-sebut. Interpretasi dan penguraiannya berbeda-beda, 
diwarnai dengan selera serta diarahkan sesuai dengan aspirasi 
masing-masing. Pedoman untuk menghayati dan 
mengamalkannya tidak ada. 


Karena itulah terjadi rongrongan yang puncaknya berupa 
pemberontakan G. 30 S/PKI tahun 1965. Kelompok ini ingin 
menyingkirkan Pancasila dan melenyapkannya sebagai dasar 


negara. 
Berkat kesadaran, kesigapan dan manunggalnya rakyat 


dengan ABRI dalam mempertahankan Pancasila dan 
UUD 1945, semua rongrongan terhadap Pancasila dapat 


digagalkan. 
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PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P-4) 


Agar bangsa Indonesia memiliki interpretasi dan memiliki 
satu kesatuan bahasa dalam menghayati dan mengamalkan 
Pancasila, maka " Generasi Soeharto” merumuskan Pedoman 
Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4).Konsep ini di- 
sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
untuk dibahas dalam Sidang Umum MPR tahun 1978. 


Dengan adanya TAP II MPR/1978 tentang Pedoman 


Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia 
Pancakarsa) membuktikan pada bangsa Indonesia akan adanya 
"kesetiaan antar generasi” . Yaitu generasi yang mencetuskan 
konsep dasar Pancasila atau " Generasi Soekarno” dengan 
generasi yang merumuskan cara pengambilan konsep dasar itu 
(Generasi Soeharto). Kesetiaan antar generasi tadi dimungkin- 
kan karena adanya Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia. 


Ш. 
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN 
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7) 


Pasal 5 ТАР II MPR/1978 menugaskan Presiden sebagai 
Mandataris atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya 
dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Memenuhi tugas itu, 
Presiden Soeharto pada tanggal 26 Maret 1979 mengeluarkan 
Keputusan Presiden (KEPPRES) no. 10 tahun 1979 tentang 
pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan 
Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (BP-7). 


BP-7 merupakan lembaga pemerintah non departemen 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung 


kepada Presiden Badan ini bertugas melaksanakan Pembinaan 
Pendidikan Pelaksanaan P-4 dikalangan masyarakat 
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. 


BP-7 berfungsi merumuskan kebijaksanaan dan program 
nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P-4 dikalangan 
masyarakat dan lingkungan Lembaga-Lembaga Pemerintah. 


Menyelenggarakan pendidikan atau penataran pelaksanaan P-4 
bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan 
Lembaga-Lembaga Pemerintah. 
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Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang di- 
selenggarakan: oleh Organisasi-organisasi masyarakat dan 
Lembaga-lembaga Pemerintah . Dan lain-lain yang ditentukan 
oleh Presiden. 


Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P 4) 
adalah amanat rakyat Indonesia, bersifat konstitusional, oleh 
karena itu wajib ditaati bersama untuk dilaksanakan. 


Usaha penyebarluasan P-4 kepada masyarakat oleh 
Pemerintah antara lain dilakukan melalui Penataran P-4 yang 
diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk 
mempercepat pelaksanaannya dan dapat menjangkau rakyat 
sebanyak-banyaknya, terlebih dulu " Penataran-penataran 
untuk Calon Penatar P-4". 


Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 
1980 antara lain menegaskan " Dengan bimbingan BP-7 diharapkan 
lapisan dan organisasi masyarakat dapat menyelenggarakan 
dan mengikuti Penataran-penataran baik di pusat maupun di 
daerah”. Presiden menyebut penataran P-4 sebagai ” Gerakan 
untuk memahami kembali, meresapi, menghayati dan 
mengamalkan gagasan-gagasan mengenai masyarakat yang 
dicita-citakan. 


Sebagai gerakan, maka penataran P-4 perlu diikuti oleh 
segenap unsur dan lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. 
Apakah mereka pegawai negeri, anggota ABRI, Pemuka 
agama, petani, buruh, wartawan, pengusaha, fungsionaris 
partai politik atau Golongan Karya dan sebagainya. 


Penataran P-4 merupakan forum untuk menyamakan dan 
menyatukan faham,. pandangan dan kesimpulan bersama 
tentang dasar negara agar semakin jelas cakrawala penglihatan 
terhadap konsepsi dasar nasional itu. Penataran juga 
merupakan usaha memberikan pendidikan politik bagi rakyat. 
Pendidikan politik dalam arti etis, yaitu bagaimana ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dimana 
didalamnya tercakup usaha memahami falsafah hidup bangsa 
dan cita-citanya. Usaha memahami konstitusinya, kemudian 
mentaati, memahami strategi pembangunan Nasionalnya. 


Pendidikan politik adalah usaha-usaha dan kegiatan untuk 
dapat mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya agar mampu 
mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia yang 
diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. 


Penataran P-4 adalah bagian dari usaha strategis agar 
dalam waktu yang secepat-cepatnya dapat menjangkau Tokoh- 
tokoh dan Pemuka-pemuka Masyarakat termasuk Tokoh 
Pemudanya dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian 


unsur-unsur masyarakat yang sangat besar pengaruhnya itu 
dapat menyebar luaskan P-4 lebih lanjut, sekaligus dapat 
menciptakan iklim kehidupan yang sungguh-sungguh untuk 
mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 demi kehidupan 
bangsa Indonesia. 


Berdasarkan KEPPRES Nomor : 10 Tahun 1979 tentang 
BP-7 (Pusat) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 239 
Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah 
Tingkat | dan BP-7 Daerah Tingkat ||, Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor : 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 
Daerah Tingkat I, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
86 Tahun 1982 tentang BP-7 Daerah Tingkat II, yaitu setelah 
dibentuknya BP-7 (Pusat) dan BP-7 Daerah Tingkat | dan 
Tingkat II di seluruh Indonesia, maka Penataran-penataran P-4 
segera menjangkau tidak saja untuk Pegawai Negeri Sipil dan 
ABRI, melainkan juga kepada seluruh masyarakat. 


Penataran P-4 terdiri dari : 


1. Penataran P-4 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 


Tipe A untuk Pegawai Golongan III dan IV 

Tipe B untuk Pegawai Golongan II 

Tipe C untuk Pegawai Golongan | 

Dasarnya adalah Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1978, Dasar 
pelaksanaannya Keputusan kepala BAKN No. 17/Pen/1979. 


2. Penataran P-4 Bagi Anggota ABRI 


Dasar Pelaksanaannya adalah 
MENHANKAM/PANGAB No. Inst/26/X11/1978. 


3. Penataran P-4 Bagi Masyarakat Umum. 


Penataran P-4 Bagi Calon Penatar (Pola 120 jam), dan 
Pola 100 jam untuk mahasiswa. 

Penataran P-4 Pola Pendukung 45 jam. 

Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam. 

Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam. 


Instruksi 


Sampai dengan tanggal 31 Maret 1984, jumlah Pegawai 
Negeri Sipil/ABRI yang mengikuti Penataran P-4 dari berbagai 
tipe di Indonesia sebanyak 3.054.939 Orang. Sedangkan 
Peserta Organisasi Masyarakat yang mengikuti Penataran P-4 
di BP-7 Pusat sejumlah 22.760 Orang. 


Sementara itu peserta Organisasi Masyarakat yang 
mengikuti Penataran P-4 di Daerah diperkirakan sama jumlah- 
nya dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil/ABRI yang telah 
mengikuti Penataran. 


Peserta Penataran P-4 bagi Masyarakat Indonesia di Luar 
Negeri ada 1.575 Orang. Lihat Tabel I. 


KEGIATAN NON PENATARAN. 


Pemasyarakatan P-4 merupakan usaha dan kegiatan yang 
dilaksanakan secara terpadu, teratur dan terus menerus agar 
Pancasila dapat dipahami, dihayati dan diamalkan oleh 
masyarakat. 


Pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan 
dan menumbuhkan "Eka Prasetia Pancakarsa” di dalam 
sanubari seluruh manusia Indonesia hingga Pancasila dapat 
diwujudkan secara nyata dalam setiap tingkah laku dan 
perbuatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan 
kehidupan bernegara. Dengan demikian Pancasila mempunyai 
arti yang nyata, baik sebagai pandangan hidup bangsa maupun 
sebagai dasar negara. 


Metode pemasyarakatan P-4 yang tepat adalah persuasif, 
edukatif dan informatif, dilaksanakan sedemikian rupa hingga 
dapat menyentuh hati nurani manusia Indonesia. 
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Untuk meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi kegiatan 
pemasyarakatan P-4 perlu adanya satu mekanisme yang dapat 
menjamin lancarnya kordinasi dan sinkronisasi demi tercapai- 
nya tujuan pemasyarakatan P-4. 


Dalam rangka ini, lembaga yang sudah ada dan 
mempunyai kaitan dengan pemasyarakatan P-4 perlu di- 
manfaatkan semaksimal mungkin secara proporsional. 


Sesuai dengan tugas BP-7 yaitu melaksanakan 
pemasyarakatan P-4 secara operasional , maka dalam 
melaksanakan tugasnya perlu ditunjang unsur-unsur 
Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri dan lain-lain. 
Sepanjang mengenai materi P-4, maka BP-7 memberikan 
bimbingan dan pengarahan, sedang secara teknis operasional 
tetap dikendalikan oleh Lembaga/Departemen yang 
bersangkutan. 
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IV. 
JALUR MEDIA MASA 


Sasaran pemasyarakatan P-4 adalah seluruh warga negara 
Indonesia, tanpa kecuali yang dapat dikelompokkan dalam : 


1. Kelompok masyarakat yang hidup dilingkungan RT/RW di 
kota,kelurahan dan pedesaan 
2. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi pemuda. 
3. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi profesi. 
4. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi sosial. 
. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan Partai 
Politik dan GOLKAR 
6. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 
pekerjaan 
7. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 
keagamaan 
8. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 
kebudayaan. 


Perlu disadari, bahwa di dalam kehidupan ini terdapat 
berbagai pola pikir dan tingkah laku masyarakat : 


Pertama, ada orang yang tahu banyak, meluas dan 
mendalam tentang Pancasila tetapi tidak berbuat sesuai dengan 
yang diketahuinya. 


Kedua, ada orang yang berbuat sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila tanpa tahu apa yang ia perbuat (tidak tahu atau tidak 
bisa memberikan uraian-uraian seperti yang dilakukan melalui 
diskusi dan pendalaman pada Penataran P-4). 


Mana diantara dua alternatif diatas yang kita pilih ? Pikiran 
sehat akan memilih alternatif kedua, yaitu tidak tahu apa yang 
ia perbuat, tapi tingkah lakunya sudah sesuai dengan nilai 
nilai Pancasila. 


Namun Bangsa Indonesia berkewajiban mengembangkan 
alternatif ketiga,yaitu bukan yang tahu tetapi tidak berbuat 
sesuatu, atau bukan yang berbuat tetapi tidak tahu, melainkan 
berbuat karena tahu dan tahu apa yang ia perbuat. 


Untuk menjangkau mereka semua, masyarakat dengan 
bermacam pola pikir dan tingkah laku berbagai sarana ko- 
mukinasi massa yang dimiliki digunakan, termasuk media 
massa, baik media massa cetak (surat kabar, buletin, kantor 
berita, majalah, brosur, folder, selebaran dan barang-barang ce- 
takan lain), media audio visual (radio, televisi, film, slide, foto 
dan lain-lain), dan media pentas (sandiwara, wayang, lenong 
dan seni tradisional lainnya). 

Disamping media tadi, juru-juru penerang didayagunakan 
untuk memberikan dakwah, ceramah, diskusi sarasehan dan 
lain-lain, agar pemasyarakatan P-4 dapat cepat, luas dan efi- 
sien menjangkau masyarakat luas. 


ү а 
KERJAS 


Pola kerja yang dipakai BP-7 dalam memasyarakatkan 
Pancasila adalah : 


1. Pertemuan konsultasi dengan berbagai golongan formal, 

2. Menuangkan hasil-hasil konsultasi itu kedalam “naskah 
kerjasama”, 

3. Mengadakan pendekatan secara langsung dan tertulis 
dengan berbagai kalangan masyarakat. 


Konsultasi-konsultasi yang telah dilakukan antara lain 
dengan Menteri Muda Urusan Pemuda mengusahakan 
Penataran P-4 bagi Pemuda baik Tingkat Nasional, daerah 
maupun bagi pemuda di luar negeri sebagai salah satu sarana 
pendidikan Kader Bangsa. 


Dengan P.W.I. (Persatuan Wartawan Indonesia), disusul 
dengan penandatanganan naskah kerjasama PWI-BP-7 (5 Mei 
1981) Sebagai tindak lanjut kerjasama itu, diselenggarakan 
Sayembara Karya Tulis tentang Pemasyarakatan P-4 baik 
dilaksanakan oleh BP-7 bekerjasama dengan P.W.I., maupun 
BP-7 bekerjasama dengan sejumlah Surat Kabar di Ibukota. 


Kerjasama dengan BAKOHUMAS, mengingat potensi 
badan kordinasi Kehumasan Pemerintah ini potensinya sangat 
besar, karena anggotanya terdiri dari semua Hubungan 
Masyarakat (HUMAS) Departemen dan Lembaga Non 
Departemen. 


Dengan "Yayasan Prasetiya Mulya” bersepakat 
mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Penataran P-4 bagi 
para pengusaha dan masyarakat lainnya. 


Dengan Lembaga Bina Wiraswasta untuk mengadakan 
Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam bagi peserta kursus- 
kursus kewiraswastaan dilingkungan dan atau yang di- 
selenggarakan oleh Lembaga Bina Wiraswasta. 


Dengan " Yayasan Pelestarian Seni Budaya Bangsa” untuk 
memasyarakatkan P-4 melalui media film video, mengangkat 
Cerita-cerita yang bersumber pada seni budaya bangsa 
Indonesia. 


Dengan BKKBN dilakukan usaha terpadu memasyarakat- 
kan P-4 dan Keluarga Berencana khususnya bagi akseptor KB. 


Dengan BAKOM PKB dalam rangka meningkatkan usaha- 
usaha pembauran serta mendukung dan melaksanakan Krida 
ke 11 Kabinet Pembangunan demi Persatuan dan Kesatuan 


Bangsa. 


Dengan Departemen Pertahanan Keamanan telah dibahas 
usaha -usaha peningkatan pemasyarakatan P-4 dilingkungan 
ABRI dan keluarganya. Selain itu juga dibahas berbagai metoda 
pemasyarakatan P-4 yang telah ada, antara lain Permainan 
Simulasi P-4. 


Dengan PN PERTAMINA diadakan uji coba program 
moduler P-4 dengan responden karyawan Proyek Metanol di 
Pulau Bunyu-Kalimantan Timur. 


Di samping kerjasama-kerjasama yang sudah dilaksanakan, 
telah dirintis dan dipersiapkan pula kerjasama dengan Serikat 
Penerbit Suratkabar (SPS) untuk menunjang pemasyarakatan 
P-4 lewat media yang menjadi anggotanya. Dengan Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dilakukan pembicaraan 
pendahuluan agar anggota-anggotanya ikut Penataran P-4 dan 
memperhatikan isi iklan agar tidak bertentangan dengan P-4. 


Dengan masyarakat artis, termasuk PAPIKO, LESTARI, 
PAGUYUBAN LAWAK. Mereka secara bertahap mengikuti 
penataran P-4, dan telah mewarnai kreasi seninya dengan 
warna P-4. 


Dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia 
(PRSSNI) Anggota PRSSNI sudah mulai ikut penataran P-4 di 
BP-7. 


Dengan PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Anggota- 
nya mulai mengikuti penataran di BP-7 dan menyatakan 
keinginannya untuk bekerjasama dalam memasyarakatkan P-4. 


Dengan kelompok-kelompok mahasiswa untuk memasuk- 
kan kegiatan memasyarakatkan P-4 di kampus-kampus dan 
mengikut sertakan dalam kegiatan di luar kampus. 
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Dengan unsur-unsur Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, melalui Kanwil DEPDIKBUD DKI Jakarta 
bekerjasama membina para artis ibukota mengadakan koordinasi 
meninjau kembali buku-buku PMP (Pendidikan Moral Pancasila) 
di sekolah-sekolah. Dalam pembuatan sound slide Pancasila 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkonsultasi dengan 


BP-7. 


Dengan unsur Departemen Penerangan, melalui Direktur 
TVRI telah dilakukan pembicaraan tentang usaha-usaha 
mengadakan produksi siaran bersama dan memberi siaran TVRI 
dengan warna P-4. 


Acara " Gema Pancasila” yang disiarkan TVRI dua kali 
sebulan, telah berjalan dan terbina baik. 


Dengan Direktorat Penerangan Rakyat dengan aparatnya. 


Khususnya dalam memanfaatkan media kesenian rakyat (325 
kelompok kesenian dibina Direktorat Penerangan Rakyat/ 
DEPPEN dan 500 milik masyarakat) untuk sarana 


pemasyarakatan P-4. 


Juga dengan Direktorat Penerangan Daerah, Direktorat 
Penerangan Pelayanan Luar Negeri, dengan RRI dengan 
memberikan pengarahan tentang cara mewarnai siaran RRI 
dengan P-4. 


Dengan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) untuk 
mengingatkan anggota IKAPI sebagai warga negara Indonesia 
akan kewajiban mereka mentaati dan melaksanakan 
TAP II/MPR/1978, untuk menyebar luaskan P-4 melalui profesi 
nya. Agar tulisan-tulisan yang disajikan lewat buku yang di- 
terbitkan mampu memberi sugesti, dan motivasi agar 
masyarakat mau menghayati dan mengamalkan Pancasila. 


Dengan Universitas dan Perpustakaan di seluruh Indonesia, 
dalam bentuk ajakan untuk bersama-sama membina terwujud- 
nya suatu " Perpustakaan Pusat Pancasila” di BP-7 dengan ikut 
memberikan informasi tentang buku-buku P-4, UUD 1945, 
GBHN yang dimiliki penerbitnya serta di minta agar barang: 
barang cetakan serupa yang diproduksi sendiri dapat dikirim 
ke BP-7. 


VI. 
PENGEMBANGAN METODA LAIN 


Salah satu metoda yang dikembangkan untuk 
memasyarakatkan P-4 adalah Permainan Simulasi P-4. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BP-7 di Malang 
Selatan (Jawa Timur), permainan Simulasi P-4 ternyata efektif 
untuk dijadikan sarana pemasyarakatan P-4 khususnya bagi 
masyarakat yang tinggal di lingkungan RT/RW di kota, 


kelurahan dan pedesaan. 


Permainan Simulasi, merupakan jenis permainan yang 
memeran sertakan sejumlah pemain dengan seperangkat alat 
permainan seperti beberapa alat penentu langkah dan sebagai- 


nya. 
Permainan “pura-pura” (simulasi) ini kemudian di- 


kembangkan dengan merubah fungsinya dari sekedar 
" bermain” menjadi bermain yang “ Fungsional” . 


Perubahan ini mempunyai konsekuensi terhadap missi, 
peran pemain, "pemboncengan" pesan-pesan, terjadinya 
dialog/diskusi antara pemain dengan pemimpin permainan 
(fasilitator) dan antara pemain yang satu dengan pemain lain- 
nya. Dengan keaktifan para pemain dalam permainan simulasi, 
maka pengetahuan/ketrampilannya akan meningkat.Perubahan 
sikap daripada para peserta, dan terciptanya kondisi yang men- 
dorong peserta partisipan (partisipasi) untuk belajar atau men- 
cari pengalaman-pengalaman baru. 


Dalam kaitannya dengan pemasyarakatan P-4 dan penyu- 
luhan pembangunan, "kesenangan bermain” yang dimiliki oleh 
manusia pada umumnya didayagunakan, dengan dititipi 
pesan/materi P-4, yang terpadu dengan pesan pembangunan 
yang bermanfaat bagi semua pihak. 


Lewat permainan Simulasi P-4 ini,orang lain berusaha di- 
pengaruhi dalam mengenali, menghayati dan mewujudkan nilai- 
nilai Pancasila, hingga warga masyarakat dapat didorong untuk 
berani mengemukakan pikiran, perasaan dan pendapatnya 
secara lisan. 

Hasil yang diperoleh masyarakat dari permainan simulasi 
P-4 ini adalah perubahan sikap mental orang-orang yang terlibat di 
dalamnyaltfasilitator , pemegang berbagai peran dan peserta), 
yakni dalam bentuk berani mengemukakan pendapat, berani 
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mengajukan argumentasi, dapat menerima gagasan-gagasan 
baru. Juga dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui 
diskusi dan dialog. Mengembangkan kebiasan bermusyawarah 
sebagai awal perwujudan Demokrasi Pancasila hingga 
melahirkan "rasa memiliki” (rumongso handarbeni) dan "ikut 
bertanggung jawab” (melu hangrungkebi) di setiap warga 
masyarakat untuk ikut mewujudkan gagasan-gagasan 


pembangunan. 


Permainan simulasi P-4, menurut penelitian BP-7 disukai 
oleh masyarakat, karena adanya kesempatan untuk berdiskusi 
dan menyalurkan fikirannya dalam pembahasan/pemecahan 
masalah. Disamping memanfaatkan waktu senggang untuk 
kegiatan berdialog, menambah pengetahuan,baik menyangkut 
P-4, masalah pertanian, KB, Kesehatan dan masalah-masalah 
aktual lainnya melalui pesan yang ada di beberan. 


Lahirnya keberanian dan kemampuan masyarakat dalam 
bertanya, mengemukakan pendapat dan usul-usul, bermanfaat 
bagi pembangunan dilingkungannya, sebagai peranserta 
mereka dalam kegiatan pembangunan. 


Perubahan perilaku yang menunjukkan pemahaman/ 
penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila, antara 
lain dalam hal menolong orang lain tidak lagi mempersoalkan 
latar belakang agama, suku dan sebagainya. Pertolongan yang 
diberikan benar-benar sebagai wujud pengamalan Pancasila. 
Masyarakat lebih terdorong untuk memelihara ketertiban 


lingkungannya. 


Agar permainan simulasi P-4 cepat menyebar dan 
menjangkau masyarakat luas, diselenggarakan berbagai 
penataran pelatih inti simulasi , pelatih pengelola dan fasili- 
tator (pemimpin permainan). 


Sampai dengan 31 Desember 1983, telah dilaksanakan 
penataran pelatih inti 287 di Pusat dan 1.160 di Daerah, 545 
Pelatih di Daerah, 391 pengelola di Pusat, 43 pengelola di 
Daerah, 58 fasilitator di Pusat dan 1.606 fasilitator di daerah. 


Disamping metoda permainan simulasi, kini sedang diuji 
cobakan metoda moduler (mengajar sendiri tanpa tutor) di 
Pulau Bunyu-Kalimantan Timur, dan metoda "permainan dan 
lagu” di seluruh Indonesia. 


IV. 
JALUR MEDIA MASA 


Sasaran pemasyarakatan P-4 adalah seluruh warga negara 
Indonesia, tanpa kecuali yang dapat dikelompokkan dalam : 


1. Kelompok masyarakat yang hidup dilingkungan RT/RW di 
kota,kelurahan dan pedesaan 

2. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi pemuda. 

3. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi profesi. 

4. Kelompok masyarakat yang hidup dalam organisasi- 
organisasi sosial. 

5. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan Partai 
Politik dan GOLKAR 

6. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 


pekerjaan 

7. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 
keagamaan 

8. Kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan 
kebudayaan. 


Perlu disadari, bahwa di dalam kehidupan ini terdapat 
berbagai pola pikir dan tingkah laku masyarakat : 


Pertama, ada orang yang tahu banyak, meluas dan 
mendalam tentang Pancasila tetapi tidak berbuat sesuai dengan 
yang diketahuinya. 


Kedua, ada orang yang berbuat sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila tanpa tahu apa yang ia perbuat (tidak tahu atau tidak 
bisa memberikan uraian-uraian seperti yang dilakukan melalui 
diskusi dan pendalaman pada Penataran P-4). 


Mana diantara dua alternatif diatas yang kita pilih ? Pikiran 
sehat akan memilih alternatif kedua, yaitu tidak tahu apa yang 
ia perbuat, tapi tingkah lakunya sudah sesuai dengan nilai 
nilai Pancasila. 


Namun Bangsa Indonesia berkewajiban mengembangkan 
alternatif ketiga,yaitu bukan yang tahu tetapi tidak berbuat 
sesuatu, atau bukan yang berbuat tetapi tidak tahu, melainkan 
berbuat karena tahu dan tahu apa yang ia perbuat. 


Untuk menjangkau mereka semua, masyarakat dengan 
bermacam pola pikir dan tingkah laku berbagai sarana ko- 
mukinasi massa yang dimiliki digunakan, termasuk media 
massa, baik media massa cetak (surat kabar, buletin, kantor 
berita, majalah, brosur, folder, selebaran dan barang-barang ce- 
takan lain), media audio visual (radio, televisi, film, slide, foto 
dan lain-lain), dan media pentas (sandiwara, wayang, lenong 
dan seni tradisional lainnya). 


Disamping media tadi, juru-juru penerang didayagunakan 
untuk memberikan dakwah, ceramah, diskusi sarasehan dan 


lain-lain, agar pemasyarakatan P-4 dapat cepat, luas dan efi- 
sien menjangkau masyarakat luas. 


ү а 
KERJASAMA 


Pola kerja yang dipakai BP-7 dalam memasyarakatkan 
Pancasila adalah : 


1. Pertemuan konsultasi dengan berbagai golongan formal, 

2. Menuangkan hasil-hasil konsultasi itu kedalam "naskah 
kerjasama" , 

3. Mengadakan pendekatan secara langsung dan tertulis 
dengan berbagai kalangan masyarakat. 


Konsultasi-konsultasi yang telah dilakukan antara lain 
dengan Menteri Muda Urusan Pemuda mengusahakan 
Penataran P-4 bagi Pemuda baik Tingkat Nasional, daerah 
maupun bagi pemuda di luar negeri sebagai salah satu sarana 
pendidikan Kader Bangsa. 


Dengan P.W.I. (Persatuan Wartawan Indonesia), disusul 
dengan penandatanganan naskah kerjasama PWI-BP-7 (5 Mei 
1981) Sebagai tindak lanjut kerjasama itu, diselenggarakan 
Sayembara Karya Tulis tentang Pemasyarakatan P-4 baik 
dilaksanakan oleh BP-7 bekerjasama dengan P.W.I., maupun 
BP-7 bekerjasama dengan sejumlah Surat Kabar di Ibukota. 


Kerjasama dengan BAKOHUMAS, mengingat potensi 
badan kordinasi Kehumasan Pemerintah ini potensinya sangat 
besar, karena anggotanya terdiri dari semua Hubungan 
Masyarakat (HUMAS) Departemen dan Lembaga Non 
Departemen. 


Dengan "Yayasan Prasetiya Mulya” bersepakat 
mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Penataran P-4 bagi 
para pengusaha dan masyarakat lainnya. 


Dengan Lembaga Bina Wiraswasta untuk mengadakan 
Penataran P-4 Pola Pendukung 17 jam bagi peserta kursus- 
kursus kewiraswastaan dilingkungan dan atau yang di- 
selenggarakan oleh Lembaga Bina Wiraswasta. 


Dengan " Yayasan Pelestarian Seni Budaya Bangsa” untuk 
memasyarakatkan P-4 melalui media film video, mengangkat 
cerita-cerita yang bersumber pada seni budaya bangsa 
Indonesia. 


Dengan BKKBN dilakukan usaha terpadu memasyarakat- 
kan P-4 dan Keluarga Berencana khususnya bagi akseptor KB. 


Dengan BAKOM PKB dalam rangka meningkatkan usaha- 
usaha pembauran serta mendukung dan melaksanakan Krida 
ke III Kabinet Pembangunan demi Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa. 


Dengan Departemen Pertahanan Keamanan telah dibahas 
usaha -usaha peningkatan pemasyarakatan P-4 dilingkungan 
ABRI dan keluarganya. Selain itu juga dibahas berbagai metoda 
pemasyarakatan P-4 yang telah ada, antara lain Permainan 
Simulasi P-4. 


Dengan PN PERTAMINA diadakan uji coba program 
moduler P-4 dengan responden karyawan Proyek Metanol di 
Pulau Bunyu-Kalimantan Timur. 


Di samping kerjasama-kerjasama yang sudah dilaksanakan, 
telah dirintis dan dipersiapkan pula kerjasama dengan Serikat 
Penerbit Suratkabar (SPS) untuk menunjang pemasyarakatan 
P-4 lewat media yang menjadi anggotanya. Dengan Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dilakukan pembicaraan 
pendahuluan agar anggota-anggotanya ikut Penataran P-4 dan 
memperhatikan isi iklan agar tidak bertentangan dengan P-4. 


Dengan masyarakat artis, termasuk PAPIKO, LESTARI, 
PAGUYUBAN LAWAK. Mereka secara bertahap mengikuti 
penataran P-4, dan telah mewarnai kreasi seninya dengan 
warna P-4. 


Dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia 
(PRSSNI) Anggota PRSSNI sudah mulai ikut penataran P-4 di 
BP-7. 


Dengan PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) Anggota- 
nya mulai mengikuti penataran di BP-7 dan menyatakan 
keinginannya untuk bekerjasama dalam memasyarakatkan P-4. 


Dengan kelompok-kelompok mahasiswa untuk memasuk- 
kan kegiatan memasyarakatkan P-4 di kampus-kampus dan 
mengikut sertakan dalam kegiatan di luar kampus. 
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Dengan unsur-unsur Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, melalui Kanwil DEPDIKBUD DKI Jakarta 
bekerjasama membina para artis ibukota mengadakan koordinasi 
meninjau kembali buku-buku PMP (Pendidikan Moral Pancasila) 
di sekolah-sekolah. Dalam pembuatan sound slide Pancasila 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkonsultasi dengan 
BP-7. 


Dengan unsur Departemen Penerangan, melalui Direktur 
TVRI telah dilakukan pembicaraan tentang usaha-usaha 
mengadakan produksi siaran bersama dan memberi siaran TVRI 
dengan warna P-4. 


Acara " Gema Pancasila” yang disiarkan TVRI dua kali 
sebulan, telah berjalan dan terbina baik. 


Dengan Direktorat Penerangan Rakyat dengan aparatnya. 


Khususnya dalam memanfaatkan media kesenian rakyat (325 
kelompok kesenian dibina Direktorat Penerangan Rakyat/ 
DEPPEN dan 500 milik masyarakat) untuk sarana 
pemasyarakatan P-4. 


Juga dengan Direktorat Penerangan Daerah, Direktorat 
Penerangan Pelayanan Luar Negeri, dengan RRI dengan 
memberikan pengarahan tentang cara mewarnai siaran RRI 
dengan P-4. 


Dengan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) untuk 
mengingatkan anggota IKAPI sebagai warga negara Indonesia 
akan kewajiban mereka mentaati dan melaksanakan 
TAP II/MPR/1978, untuk menyebar luaskan P-4 melalui profesi 
nya. Agar tulisan-tulisan yang disajikan lewat buku yang di- 
terbitkan mampu memberi sugesti, dan motivasi agar 
masyarakat mau menghayati dan mengamalkan Pancasila. 


Dengan Universitas dan Perpustakaan di seluruh Indonesia, 
dalam bentuk ajakan untuk bersama-sama membina terwujud- 
nya suatu " Perpustakaan Pusat Pancasila” di BP-7 dengan ikut 
memberikan informasi tentang buku-buku P-4, UUD 1945, 
GBHN yang dimiliki penerbitnya serta di minta agar barang- 
barang cetakan serupa yang diproduksi sendiri dapat dikirim 
ke BP-7. 


VI. 
PENGEMBANGAN METODA LAIN 


Salah satu metoda yang dikembangkan untuk 
memasyarakatkan P-4 adalah Permainan Simulasi P-4. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BP-7 di Malang 
Selatan (Jawa Timur), permainan Simulasi P-4 ternyata efektif 
untuk dijadikan sarana pemasyarakatan P-4 khususnya bagi 
masyarakat yang tinggal di lingkungan RT/RW di kota, 
kelurahan dan pedesaan. 


Permainan Simulasi, merupakan jenis permainan yang 
memeran sertakan sejumlah pemain dengan seperangkat alat 
permainan seperti beberapa alat penentu langkah dan sebagai- 
nya. 


Permainan “pura-pura” (simulasi) ini kemudian di- 
kembangkan dengan merubah fungsinya dari sekedar 
” bermain” menjadi bermain yang “ Fungsional” . 


Perubahan ini mempunyai konsekuensi terhadap missi, 
peran pemain, "pemboncengan" pesan-pesan, terjadinya 
dialog/diskusi antara pemain dengan pemimpin permainan 
(fasilitator) dan antara pemain yang satu dengan pemain lain- 
nya. Dengan keaktifan para pemain dalam permainan simulasi, 
maka pengetahuan/ketrampilannya akan meningkat.Perubahan 
sikap daripada para peserta, dan terciptanya kondisi yang men- 
dorong peserta partisipan (partisipasi) untuk belajar atau men- 
cari pengalaman-pengalaman baru. 


Dalam kaitannya dengan pemasyarakatan P-4 dan penyu- 
luhan pembangunan, " kesenangan bermain” yang dimiliki oleh 
manusia pada umumnya didayagunakan, dengan dititipi 
pesan/materi P-4, yang terpadu dengan pesan pembangunan 
yang bermanfaat bagi semua pihak. 


Lewat permainan Simulasi P-4 ini,orang lain berusaha di- 
pengaruhi dalam mengenali, menghayati dan mewujudkan nilai- 
nilai Pancasila, hingga warga masyarakat dapat didorong untuk 
berani mengemukakan pikiran, perasaan dan pendapatnya 
secara lisan. 


Hasil yang diperoleh masyarakat dari permainan simulasi 
P-4 ini adalah perubahan sikap mental orang-orang yang terlibat di 
dalamnyaitfasilitator , pemegang berbagai peran dan peserta), 
yakni dalam bentuk berani mengemukakan pendapat, berani 
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mengajukan argumentasi, dapat menerima gagasan-gagasan 
baru. Juga dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui 
diskusi dan dialog. Mengembangkan kebiasan bermusyawarah 
sebagai awal perwujudan Demokrasi Pancasila hingga 
melahirkan " rasa memiliki” (rumongso handarbeni) dan “ikut 
bertanggung jawab” (melu hangrungkebi) di setiap warga 
masyarakat untuk ikut mewujudkan gagasan-gagasan 
pembangunan. 


Permainan simulasi P-4, menurut penelitian BP-7 disukai 
oleh masyarakat, karena adanya kesempatan untuk berdiskusi 
dan menyalurkan fikirannya dalam pembahasan/pemecahan 
masalah. Disamping memanfaatkan waktu senggang untuk 
kegiatan berdialog, menambah pengetahuan,baik menyangkut 
P-4, masalah pertanian, KB, Kesehatan dan masalah-masalah 
aktual lainnya melalui pesan yang ada di beberan. 


Lahirnya keberanian dan kemampuan masyarakat dalam 
bertanya, mengemukakan pendapat dan usul-usul, bermanfaat 
bagi pembangunan dilingkungannya, sebagai peranserta 
mereka dalam kegiatan pembangunan. 


Perubahan perilaku yang menunjukkan pemahaman/ 
penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila, antara 
lain dalam hal menolong orang lain tidak lagi mempersoalkan 
latar belakang agama, suku dan sebagainya. Pertolongan yang 
diberikan benar-benar sebagai wujud pengamalan Pancasila. 
Masyarakat lebih terdorong untuk memelihara ketertiban 
lingkungannya. 


Agar permainan simulasi P-4 cepat menyebar dan 
menjangkau masyarakat luas, diselenggarakan berbagai 
penataran pelatih inti simulasi , pelatih pengelola dan fasili- 
tator (pemimpin permainan). 


Sampai dengan 31 Desember 1983, telah dilaksanakan 
penataran pelatih inti 287 di Pusat dan 1.160 di Daerah, 545 
Pelatih di Daerah, 391 pengelola di Pusat, 43 pengelola di 
Daerah, 58 fasilitator di Pusat dan 1.606 fasilitator di daerah. 


Disamping metoda permainan simulasi, kini sedang diuji 
cobakan metoda moduler (mengajar sendiri tanpa tutor) di 
Pulau Bunyu-Kalimantan Timur, dan metoda " permainan dan 
lagu” di seluruh Indonesia. 


DATA PESERTA PENATARAN P-4 BAGI MASYARAKAT 
INDONESIA DI LUAR NEGERI 


` Û ‘TEMPAT | POA 


| JUMLAH PESERTA [LULUS SEBAGAI PEN PESERTA | LULUS SEBAGAI PENATAR 


— Jumiah Peremp. Laki2| Jumiah Laki2 Peramp. 


TANGGAL ` TEMPAT 
1. 2- 16 Des. 1980 Davao City, Philipina 
2. 11 - 27 Mar. 1981 Hunsruck, Jerman Barat 
3. 17 Nop. — 3 Des. 1981| Jeddah, Saudi Arabia 
4. 10- 18 Feb. 1982 Kairo, Mesir 
5. 22 - 28 Jul. 1982 Bonn, Jerman Barat 
6. 5- 13 Apr. 1982 Melbourne, Australia 
7. 7- 15 Apr. 1982 Sydney, Australia 
8. 11 - 16 Nop. 1982 Dusseldrof, Jerman Barat 
9. 25 Okt. - 3 Nop. 1982 | Manila, Philipina 
10. 11 - 18 Nop. 1982 Cairo, Mesir 


11. 25 Nop. - 3 Des. 1982 
12. 16 - 25 Des. 1982 
13. 5-13 Des. 1982 

14. 6-13 Agus. 1983 


Singapura 

Kuala Lumpur 
Sydney, Australia 
Jeddah, Saudi Arabia 


88 — — — = — 
POLA 120 JAM 3 Angkatan, Peserta ERE NN EN ы э 
POLA 45 JAM 11 Angkatan, Peserta : | 1352 1064 


Catatan : 
° Harian AB, 10 Jenueri ‘81 
** Bagian Program Pendidikan Biro T.U. Pendidikan BP-7 Pusat. 


VII. 
PENUTUP 


Untuk memasyarakatan ideologi Pancasila, maka 
penataran-penataran P-4 akan terus dilanjutkan dan diperluas. 
(Pidato Kenegaraan Presiden di depan Sidang Pleno DPR RI 
tanggal 16 Agustus 1983). Malahan harus semakin maju lagi. 
Artinya, dari usaha memberi pengetahuan ke tingkat 
pengembangan penghayatan dan selanjutnya ke tingkat 
mendorong pengamalan dalam Pembangunan Nasional. 


Tujuan utama penataran, seperti ditegaskan Presiden 
Soeharto pada Pembukaan Penataran Calon Penatar Tingkat 
Nasional/Manggala BP-7 di Istana Bogor 
tanggal 19 Maret 1984, agar seluruh lapisan, golongan, 
kalangan dan generasi bangsa Indonesia memiliki keteguhan 
ideologi nasional. Mempunyai keyakinan yang tangguh tidak 
tergoyahkan terhadap Pancasila dan tahu secara jelas kemana 
akan bergerak dalam melaksanakan pembangunan Nasional. 


Dalam jangka panjang, keamanan Pancasila akan paling 
terjamin bila semua golongan, lapisan dan generasi bangsa 


Indonesia telah terbiasa saling memberi sumbangan fikiran dan 
kegiatan yang nyata dalam pengamalan Pancasila. Sekaligus 
akan menghapus pertentangan mengenai Pancasila. Dalam 
rangka pengamalan bersama Pancasila melalui perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan maka tidak ada waktu lagi 
untuk saling curiga atau menepuk dada sendiri mengenai 
kesetiaan terhadap Pancasila. 


Karena itulah, dengan memiliki P-4 dan melaksanakan 
pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sekaligus akan 
merampungkan dan menuntaskan masalah ideologi untuk 
selama-lamanya. Kini yang diharapkan dari Bangsa Indonesia 
adalah usaha,kreatif dan bertanggungjawab, mengamalkan 
Pancasila di berbagai bidang. 


Dengan melaksanakan pembangunan yang : :demikian, 
maka pasti akan terwujud cita-cita Nasional mengenai 
kehidupan bersama yang menyejukkan hati, dalam suasana 
kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan berkeadilan dalam 
masyarakat yang lestari berdasarkan Pancasila. 
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i. INTRODUCTION 


Constitutionally, Pancasila has become the basis of the 
State of the Republic of Indonesia since 18 August 1945. The 
Soekarno generation " the founding father" of the Indonesian 
state has sparked and formulated the basic concept of the 
state, i.e. Pancasila. 


Pancasila is owned by the Indonesian people, but the 
sense of possessing the Pancasila is still limited. A lack of 
comprehension or perception of what the essence is of Panca- 
sila. Indeed, Pancasila is frequently mentioned. But, there is 
variation in interpretation explanation, tinted according to the 
taste as well directed according to one's aspiration. There was 
no guide for perception and practice of Pancasila. 


The process of undermining reached its height with the 
С 30S/PKI or communist revolt known as the 30th September 
communist coup. This group tried to eliminate Pancasila as the 
state's foundation. 


Due to the awareness, readiness and unity between the 
people and the armed forces (ABRI) in defending the Pancasila 
and the 1945 Constitution, all those efforts of undermining 
could be crushed. 


THE GUIDANCE FOR THE PERCEPTION AND PRACTICE OF PANCASILA 


Within the framework of efforts for the Indonesian nation 
having a uniform interpretation and language in the perception 
and practice of Pancasila, then the " Soeharto Generation" for- 
mulated the Guidance for the Perception and Practice of Panca- 
sila. This concept was submitted to the People's Congress 
(MPR) for discussion in the General Session of MPR in 1978. 

With the acceptance of TAP Il MPR/1978 (Decision по. 
ll MPR/1978) on the Guidance for the Perception and Practice 


of Pancasila, also known as " Ekaprasetia Pancakarsa" , there 
is evidence for the Indonesian nation'about|the existance of 
"loyalty between the generation”, i.e. the generation that 
sparked the basic concept of Pancasila or the " Soekarno Gene- 
ration" and the generation that formulated the way of percepti- 
on that basic concept (Soeharto Generation). This inter-genera- 
tion loyalty is possible due to the existence of Pancasila as the 
basis of the Republic of Indonesia. 


THE BOARD FOR DEVELOPING, EDUCATING, IMPLEMENTING 
THE GUIDANCEFOR THE PERCEPTION AND PRACTICE OF PANCASILA (BP-7) 


Article 5 of Decision no. || MPR/1978 assigned the Presi- 
dent as Mandatary, or the President jointly with the House of 
Hepresentatives (Parliament) to take steps so that the Guidance 
for the Perception and Practice of Pancasila can be implement- 
ed in the best possible manner, constantly based on the prevail- 
ing laws and regulations. 


In accepting the assignment, on 26 March 1979, President 
Soeharto issued Presidential Decree (KEPPRES) no. 10 year 
1979 on the establishment a Board for Developing, Educating, 
Implementing the Guidance for the Perception and Practice of 
Pancasila (BP-7). 


BP-7 is a non-departmental government's institute, subor- 
dinated to and directly responsible to the President. The task 
of BP-7 is to implement the Development, Education, Imple- 
mentation of P-4 among the community based on the policy 
as decided by the President. 


The function of BP-7 is to formulate national policy and 
program regarding education and implementation of P-4 among 
the community and within the sphere of Government's Insti- 
tutes. 
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To develop, supervise and coordinate the educational ar- 
rangements or upgrading as conducted by mass organizations 
and Government's Institutes, and other as determined by the 


President. 


The Guidance for the Perception and Practise of Pancasila 
or P-4 is a message of the Indonesian people, and therefore, 


should be obeyed jointly and implemented. 


Efforts of widely disseminating P-4 to the public by the 
Government is among other carried out through P-4 Upgrading, 
arranged in stages and continuously. To accelerate its imple- 
mentation and in order of reaching as much public as possible, 
first of all was arranged an " upgrading for candidate instructors 
of P-4". 1 

In his state address on 16 August 1980, President 
Soeharto stressed, "It is expected that with the guidance of 
BP-7, layers of the public and mass organizations can arrange 
and join Upgradings, both in the capital as well as in the regi- 
on”. The President called the P-4 upgrading as “A movement 
to again understand, absorb, perceive and practise ideas or 
concepts of the community that we desire". 


As a movement P-4 upgrading should be followed pr joined 
by all elements and layers of the Indonesian community with- 
out any exception. Irrespective they being civil servants, ar- 
med forces (ABRI), religious leaders, farmers, laborers, press, 
enterpreneurs, political parties functionaries or the Functional 


Group(GOLKAR) etc. 


P-4 Upgrading is a forum for comparing and uniting con- 
cept, views and joint conclusion about the state's foundation, 
so that there is an increasing clear horizon toward the concept 
of the national principle. Upgrading is also an effort of giving 
political education to the public. Political education in ethical 
sense, i.e. how to be an Indonesian community, nation and 
state, in which is included efforts of understanding the nation's 
philosophy and its ideals. Efforts of comprehending its constitu- 
tion and then obey, comprehending the nation's development 


strategy. 

Political education includes efforts and activities in order 
to practice Pancasila in the best possible way and be able of 
realizing the ideals of Indonesian nation and state which was 
proclaimed on 17 August 1945. 


P-4 upgrading is part of a strategic effort to reach in the 
shortest possible time and as much as possible public figures 
and leaders, including the Youth. As such, those public figures 
with substantial influence can further disseminate P-4, and at 
the same time create an atmosphere, where can be truly de- 


voted to practising Pancasila and the 1945 Constitution for 
the sake of the Indonesian nation. 


Based on Presidential Decree (KEPPRES) no. 10 year 1979 
on BP-7 (central) and the Minister of Domestic Affairs Decree 
no. 239 year 1980 on the Organization and Work System BP-7 
in the 1st Level Region (Province) and in the 2nd Level Region 
(Kabupaten or Regency), the Minister of Domestic Affairs De- 
cree no. 163 year 1981 on the establishment of BP-7 in the 
Province, the Minister of Domestic Affairs Decree no. 86 year 
1982 on BP-7 in the Regencies (Kabupaten), i.e. after the esta- 
blishrnent of BP-7 (Central) and BP-7 in the Province as well 
as in Regency all over Indonesia, then the upgrading of P-4 
does not cover civil servants and the armed forces (ABRI), but 


the whole community. 
P-4 Upgrading consists of : 


1. P-4 Upgrading for government employees (civil servants, 
PNS). 
Type A for employees of Grade/Class III and IV 
Type B for Class II 


Type C for Class | 
The basis is Presidential Instruction no. 10 year 1978 and 


its implementation, the Decision of the Head of BAKN no. 
17/Pen/1979 (BAKN = Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara or Administration Board for civil servants/Central 
Office for civil servants). 


2. Upgrading for members of the armed forces (ABRI) 


3. P-4 Upgrading for the General Public 
P-4 Upgrading for candidate instructor (120 hour-pattern): 
and 100-hour pattern for students. 
P-4 Upgrading 45-hour support pattern 
P-4 Upgrading 25-hour support pattern 
P-4 Upgrading 17-hour support pattern. 


Up to 31 March 1984, the number of civil servants/Armed 
Forces members (ABRI) who have followed P-4 Upgrading of 
various types in Indonesia, totalled 3.054.939 persons. While 
participants from mass organizations who have followed P-4 
Upgrading at the BP-7 Central totalled 22.760 persons. 


In the meantime, the number of participants from mass 
organizations who have followed P-4 Upgrading in the Region 
was estimated to be the same as the number of civil servants/ 
members of the armed forces (ABRI) attending upgrading. 


Participants of P-4 Upgrading for Indonesians overseas to- 
talled 1.575 persons. 


NON UPGRADING ACTIVITIES 


Making P-4 popular is an integrated, regular and continu- 
ous effort so that Pancasila can be understood, perceived and 


practised by the community. 


Making it popular is intended to arouse and for the “Eka 
Prasetia Pancakarsa" to grow in the heart of all Indonesians 
so that there can be actual realization of Pancasila in each step 
and daily behaviour within the life of Society and of the State. 
So that Pancasila has a real meaning, both as conception (view) 
of life as well as foundation of the state. 


The proper method of popularizing P-4 is persuasion, edu- 
cation and information, conducted in such away that it will 
touch the inner feelings of the Indonesian. 


To intensify coordination and synchronization of activities 
in making P-4 popular, there should be a mechanism assuring 
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a smooth coordination and synchronization for the sake of 
achieving the objective of making P-4 


In this respect, the existing institute having relation with 
making P-4 popular, should be utilized to the maximum an 


in a proportionate way. 


In line with the task of BP-7, i.e. implementing the populari- 
zation of P-4 in an operational way, in the implementation o 
its task there should be support from elements of the Depart- 
ment of Information, Department of Education and Culture, 
Department of Domestic Affairs and other. Regarding the P-4 
material, guidance and direction will be given by BP-7, while 
the technical operation remains with the Institute/Department 


concerned. 
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IV. 
THEMASS MEDIA CHANNEL 


The objective of popularizing P-4 is all Indonesian citizens 
without exception who can be grouped as follows : 


1. the group in the society or the community living a RT/RW 
in the city, kelurahan (administrative area in and rural area 
(RT = rukun tetangga or neighbourhood association con- 
sisting of a number of families; RW = rukun warga compos- 
ed of a number of RT). 

Youth organizations 

. Professional organizations 

Social organizations 

. Political Parties and GOLKAR (Functional Group) 

. Working group 

. Religious group 

. Cultural group. 
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It should be realized that in this life there are several pat- 
terns of ways of thinking and behaviour of the community : 


First, those who have a wide and deep knowledge of Pan- 
casila, but do not act accordingly. 


Second, those who act according to the values of Panca- 
sila without being aware of their acts (they do not know or 
are not able to explain as it done through discussion and un- 
derstanding at P-4 upgrading). 


Which of the two alternatives should we choose. A sound 
opinion will cloose the second alternative, i.e. not knowing 
(aware) of what he is doing but his behaviour is according to 


the values of Pancasila. 


Yet, the Indonesian nation should develop a third alterna- 
tive, i.e. not those who know but do not act, or not those who 
act but do not know, rather act because of knowing and know 
what they are doing. 


In order to reach them all, the community with the various 
pattern of thinking and behaviour, the various existing mass 
communication facilities should be utilized including the mass 
media such as the printed media (newspapers, bulletins, news 
agencies, magazine, brochures, folders, pamphlets and other 
printed matter), audio visual media (radio, television, film, slide 
photos, etc.) as well as the stage (play, wayang, lenong (open- 
air folk play of the Betawi/Jakarta populace) and other traditio- 
nal art). 


Apart from the above mentioned media, information offi- 
Cers are utilized to give dakwah, lectures, symposium and | 
other, so that popularizing P-4 can reach the public at large 
in a speedy and efficient way. 


V. 


COOPERATION 


The work pattern used by BP-7 in making Pancasila popu- 
lar is as follows : 


1. Consultative meetings with various formal groups, 

2. Putting the results of consultation.into a cooperation 
document, 

3. Making a direct and written approach at the various 
groups in the community. 


Among the consultations conducted can be mentioned 
with the Junior Minister for Youth Affairs where efforts are 
made to conduct P-4 Upgrading for the youth at the National 
level, in the region as well as overseas as one of educational 
facilities for Cadres of the Nation. 


With the Indonesian Journalists Association (P.W.I.), fol- 
lowed by the signing of an agreement between PWI — BP-7 
(5 May 1981). As a follow-up of that agreement, a Writing 
Contest was arranged on Popularizing P-4, both conducted by 
BP-7 in cooperation with P.W.I., as well as cooperation bet- 
ween BP-7 and a number of newspapers in the Capital. 


Cooperation with BAKOHUMAS (Public Relations Coordi- 
nating Body) in view of the very large potential of Bakohumas, 
its members being Public Relations of Departments and Non- 
departmental Institutes. 


With the ” Yayasan Prasetiya Mulya" (a private foundati- 
on) was agreed to cooperate in arranging P4 upgrading for bu- 
siness people and other members of the society. 


With the " Lembaga Bina Wiraswasta" (an Institute for the 
development of Private Enterpreneurship) to arrange P-4 Upgra- 
ding of the 17-hour Supporting Pattern for those attending 
Courses on enterpreneurship within the sphere and or arranged 
by the Lembaga Bina Wiraswasta. 


With the "Yayasan Pelestarian Seni Budaya Bangsa" 
(Foundation for the Preservation of the Nations Cultural Art) 
to popularize P-4 through the media of film video, with stories 
based on cultural art of the Indonesian nation. 


. With the BKKBN (Coordinating Bureau of National Family 
Planning) is carried out an integrated effort of popularizing P-4 
and Family Planning, especially for Family Planning acceptors. 


With BAKOM PKB (a Body for community integration) in 
the framework of intensifying integration efforts as well as sup- . 
port and implement the third objective to the IVth Development 
Cabinet for the sake of the Nation's unity. 


With the Department of Defence and Security wa discus- 
sed efforts of intensifying P-4 popularization among the ABRI 
(armed forces) and their families. Apart from that was also dis- 
cussed various existing methods of popularizing P-4, such as 
the Game of P-4 Simulation. 


With PN PERTAMINA was conducted a trial test of P-4 
modular program, acting as respondents employees of the Me- 
thanol Project at Bunyu Island, East Kalimantan. 


Apart from the existing cooperation, a start and preparati- 
on were made also for cooperation with the Press Publishers 
Association (SPS) to support making P-4 popular through the 
media of its members. Preliminary discussions were held with 
the Association of Indonesian Advertising Companies (PPPI) 
so that its members join the P-4. Upgrading and to see that the 
ad content is not contrary to P-4. 


With the artists group, including PAPIKO, LESTARI PA- 
GUYUBAN LAWAK. They are joining the P-4 upgrading in 
stages and have included aspects of P-4 in their art performan- 
ces. 


With the Association of Private Radio Broadcasters 
(PRSSNI), where its members have already started joining P-4 
upgrading at BP-7. 


With students groups to include activities of popularizing 
P-4 in the various campus and ask their participation in activiti- 
es off the campus. 
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With elements of the Department of Education and Culture 
through the Territorial office of the Department of Education 
and Culture of DKI Jakarta, jointly develop artists in the capital, 
by arranging coordination in reviewing PMP books (Pancasila 
Moral Education or civics) at the schools. In producing Panca- 
sila sound slides, the Department of Education and Culture is 
consulting the BP-7. 


With representatives of the Department of Information, 
through the Director of TVRI, discussions were held on a joint 
production and to include aspects of P-4 in TV programs. 


The program of " Gema Pancasila" (Echo of Pancasila" 
broadcast by TVRI twice a month is progressing well and pro- 
perly developed. 


With the Directorate of Public Information and its appara- 
tus, especially in utilizing the media of people's art (325 art 
groups have been developed by the Directorate of Public Infor- 


mation/Department of Information and 500 owned by the com- 
munity) as facilities for popularizing P-4. 


Also, with the Directorate of Regional Information, the 
Directorate of Overseas (foreing) Information Service, with the 
RRI (Radio Republic Indonesia) by giving guidance in ways of 
introducing aspects of P-4 in RRI broadcasts. 


With IKAPI (Association of Indonesian Publishers) to re- 
mind its members as Indonesian citizens of their duty to obey 
and implement Decree no. II/MPR/1978, to disseminate P-4 
through its profession. So that subjects presented in their publi- 
shed books are able to provide suggestion and motivation for 
the public to comprehend and pratice Pancasila. 


With Universities and Libraries throughout Indonesia by 
way of an appeal for cooperation in developing the realization 
of a " Centre Library of Pancasila" at BP-7, by joining in passing 
information on P-4 books, the 1945 Constitution, Guidelines 
of the State Policy (GBHN) which are owned by its publishers 
as well as requesting that similar printed matters which they 
produce could be sent to BP-7. 


VI. 
DEVELOPING OTHER METHODS 


One of the methods developed to popularize P-4 is the 
Game of P-4 Simulation. Based on a study conducted by BP-7 
at South Malang (East Java), the game of P-4 simulation proved 
to be effective to become a facility for popularizing P-4, especi- 
ally for people living in a RT/RW environment in the city, subdis- 
trict and village. 


The simulation game is played by a number of participants 
with a set of play tools. This simulation is then developed and 
its function changed from just a game into a "functional" 
game. 


This change has consequences regarding its mission, the 
role of the participant, "freeloading" of messagesm, dialogue/ 
discussion between player and facilitator and among the pla- 
yers. With the activity of the participants in a simulation game, 
their knowledge/skill will improve. 


The change in the attitude of the participants and the crea- 
ting of conditions which encourage participants to learn and 
look for new experiences. 


In its relationship with popularizing P-4 and developing ex- 
tension, the "pleasure of playing" which is generally owned 
by a human being, is utilized, accompanied with P-4 message/ 
material which is integrated with a development useful for all 
concerned. 


Through this game of P-4 simulation others make efforts 
of knowing, perceiving and realizing Pancasila values, so that 
members of the society can be encouraged to present ideas, 
teeling an opinion orally. 


The result obtained by the community from this game of 
P-4 simulation is a change in mental attitude of those involved 
(the gacilitator, the role players and participants), i.e. they have 
the courage of voicing their opinion, argument and can receive 
new ideas. It can also improve the intelligence of the communi- 
ty through discussion and dialogue. 
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Developing a habit for discussion as a start of realizing Panca- 
sila Democracy and creating a sense of possession (rumongso 
handarbeni), a sense of responsibility (melu hangrungkebi) in 
every member of the society and participate in the realization 
of development ideas. 


Accoraing to a study by BP-7, the game of P-4 simulation 
is liked by the community because it provides an opportunity 
for discussion and channelling of thoughts in problem discussi- 
on/solving. Besides utilizing free time with dialogue, adding 
knowledge concerning P-4, agriculture, family planning, health 
and other actual problems through message in the play-house. 


The emergence of courage and ability of the community 
is asking, presenting opion and suggestions, are useful for envi- 
ronment, as their participation in development activities. 


The change in behavior indicating comprehension/per- 
ception and practice of the noble values of Pancasila, such as 
helping others, refrain from discussing religious and ethnical 
background, etc. The help given is truly a realization of prac- 
tising Pancasila. The community is more inclined to maintain 
an orderly situation of its environment. 


For a rapid spread of the P-4 simulation and reaching a 
wide public, several upgradings have been arranged for a nuclu- 
es trainer for simulation, instructors, managers and facilitators. 


Up to December 1982 were upgraded at the capital 287 
senior instructors and *. 160 in the Region, 545 instructors in 
the Region, 391 managers at the capital, 43 managers in the 
Region, 58 facilitators at the capital and 1.606 facilitators in 
the Region. 


Apz.c fre .n the simulation game method, at present a test 
trial is bei:.g conducted with a module method (self study with- 
out a tutor) at Bunyu Island, East Kalimantan, and a method 
of “game and song” throughout Indonesia. 


VII. 
CONCLUSION 


To popularize the Pancasila ideology, P-4 upgrading will 
be continued and expanded. (Presidential address at the plena- 
ry session of the House of Representatives/parliament on 
August 1983). In the sense of an effort from giving knowledge 
to the stage of developing the comprehension and then to the 
stage of encouraging to practice in national development. 


The main objective of upgrading as stressed by President 
Soeharto at the opening of upgrading for condidate instructors 
at the national level/Manggala BP-7 at the Bogor Palace last 
March 19,1984, is for all layers, groups and generation of the 
Indonesian nation to have a strong national ideology. To have 
a strong conviction, unshakable toward Pancasila and definitely 
knowing the direction of implementing national development. 


In the long run, the safety of Pancasila will be best assured 
if all groups, layers and generation of the Indonesian nation 
have become accustomed with mutual assistance of concrete 


ideas and activities in practising Pancasila. Simultaneously, era- 
dicating conflicts about Pancasila. 


Within the framework of jointly practising Pancasila, there 
will be no time left for mutual distrust or boosting oneself about 
his loyalty to Pancasila. 


Therefore, with P-4 and implementing development as a 
way of practising Pancasila, at the same it will bring total and 
complete solution to the problem of ideology, once and forever. 


What is expected now from the Indonesian nation is crea- 
tive effort accompanied with responsibility to practise Panca- 
sila in various sectors. 


With the implementation of such a development, there will 
be definitely a realization of national aspirations regarding a 
pleasant life, in an atmosphere of progress, prosperity, welfare 
as well as a continuously just and prosperous society based 
on Pancasila. 
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Rangkuman foto di halaman ini, menggambarkan 
jalannya acara pelantikan Kepala BP-7 Hari Suharto, 
SH sebagai Jaksa Agung RI. Sebelum menjalankan tu- 
gasnya yang baru itu, Hari Suharto mendapat petun- 
juk dari Presiden dan mendapat ucapan 'selamat' 
bertugas dari Iby Tien Soeharto. Disamping itu, digam- 
barkan pula jalannya kegiatan penataran demi penatar- 
an yang dilaksanakan di berbagai daerah, dan di 
daerah Propinsi Sulawesi Utara penataran P-4 
langsung dihadiri oleh Gubernur GH Mantik. Per- 
mainan simulasi diperagakan di depan Presiden dan 
Ibu Tien Soeharto serta Wapres dan Ibu Nelly Adam 
Malik. 


Head of BP-7, before his appointment as Attorney 
General. President Soeharto and Madame congratu- 
lated him after his appointment to a new post. Up- 
grading courses were held all over the country. In 
North Sulawesi this course was demonstrated before 
the President and Madame Tien Soeharto, Vice Presi- 
dent and Mrs Nelly Adam Malik. 
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Penataran P-4 atau Penataran " Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila” , yang disebut juga ” Eka Prasetya 
Panca Karsa”, juga dilaksanakan untuk masyarakat 
Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti terlihat dalam 
rangkuman foto di halaman ini, di Singapura langsung dires- 
mikan oleh Ketua BP-7, Hari Suharto dan dihadiri pula oleh 
Dubes RI di negara itu, Soedjatm iko. Di Australia, lang- 
sung dipimpin oleh Dubes RI, Erman Harirustaman. Di Fili- 
pina dilaksanakan oleh para mahasiswa, pelajar dan 
trainers Indonesia yang sedang berada di negara tetangga 
itu. Kepada para peserta penataran yang dinyatakan lulus, 
diberikan diploma BP-7. 


Upgrading courses on the Guide to Full Understanding and 
Conscious Practice of Pancasila were attended by Indone- 
sian community abroad. This course was inaugurated by 
head of BP7, Mr Hari Suharto SH. Seen in the ficture Mr 
Soedjatmiko, Indonesia Ambassador to Singapore. In Aus- 
tralia such course was organized by Mr Erman Harirus- 
laman. In Philippine the course was organized by the 
Students and trainess in the said neighbouring country. All 


participants of these courses had got diplomas from the 
BP-7, 
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Para mahasiswa yang mengikuti penataran P-4 pola pendukung 120 
jam, bergambar bersama Kepala BP-7 di depan Gedung BP-7 Jalan Pe- 
jambon Jakarta. Kepada para mahasiswa yang dinyatakan lulus, dibe- 
rikan diploma BP-7. Penataran-penataran serupa juga dilaksanakan di 
berbagai daerah, baik di tingkat kota maupun pedesaan. Tujuan pena- 
taran ini adalah memasyarakatkan arti atau makna Pancasila yang se- 


benarnya. 


Participants of the upgrading course of P4 for the period of 120 hours. 
Seen in the picture, Head of BP-7 and a group of students participating 
in that upgrading course in front of BP-7 building at Pejambon. Those 
who have passed this upgrading course will get certificates from their 


tutors. 
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Usaha memasyarakatkan P-4 dilakukan melalui berbagai sarana, antara lain melalui media Pers 


dan Film, karena kedua sarana komunikasi ini dinilai cukup efektif. Dalam gambar, tampak 
Menpen H Harmoko sedang berbincang-bincang dengan Ketua BP-7 ketika berlangsungnya 
penandatanganan kerjasama BP-7 dengan PWI. Disamping itu terlihat pula beberapa orang war- 
tawan dan para artis yang ikut menghadiri acara penandatanganan kerjasama tersebut, an- 
tara lain Ardi Syarif dari Harian POS KOTA, Setyadi Triman MS, Yenny Rachman, S. Bagio, 
Hardjo Mulyo, Dono, Maya Rumantir dan Diana Nasution. 


The promotion of P4 among community groups such as the Indonesian Journalist Association 
and the Indonesian Film Artist Association. Seen here Mr H Harmoko chatted with the Head 
of BP-7. At the back ground, Ardi Syarif, POS KOTA Journalist, Setiyadi Triman MS from “ Sinar 
Harapan", Yenny Rachman, Film Artist, Bagyo, Hardjo and Dono (jockers), Maya Rumantir 
and Diana Nasution (Singers). 


MAHKAMAH AGUNG 


e SUPREMASI HUKUM 
BUKAN SUPREMASI KEKUASAAN 


* LEGAL SUPREMACY 
IS NOT BASED THE STRENGTH OF FORCE 


MAHKAMAH AGUNG 


e SUPREMASI HUKUM 
BUKAN SUPREMASI KEKUASAAN 


e LEGAL SUPREMACY 
IS NOT BASED THE STRENGTH OF FORCE 


Mahkamah Agung 2 


Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan Mab 
di Indonesia yang tugasnya membina keseragaman see 
penerapan hukum. Juga menjaga agar semua hukum Е 
Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan seca i 
tepat dan adil. Dengan kata lain Mahkamah Agung di Indones 
adalah merupakan Pengadilan Kasasi. Dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan 
kehakiman menurut Undang-Undang. 


Dasar hukum mengenai wewenang dan | Sapna 
Mahkamah Agung yang berlaku hingga kini diatur get 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Sebab dns ce 
cana Undang-Undang Pokok Kehakiman, Rancangan Unda = 
Undang tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, dan s 
Undang-Undang tentang Badan-Badan Peradilan diajukan 
DPR ternyata hanya Rancangan Undang-Undang Pokok Keku 
saan Kehakiman yang disyahkan menjadi Undang-Undang 
yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. 


Dalam pasal 47 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 
1965 diatur mengenai kedudukan Mahkamah Agung. 


Di sana disebutkan bahwa : | 

1. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan i 
sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkung , 
peradilan, memberi pimpinan kepada Pengadilan-pengadil- 
an yang bersangkutan. 


2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan 
pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya. 


3. Perbuatan-perbuatan Hakim-hakim di semua lingkungan 
peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. 


4. Untuk kepentingan negara dan keadilan,Mahkamah Agung 
memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang di 
pandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun 
dengan surat edaran. 


5. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan 
dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam 
hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas- 
berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan. 


Landasan Hukum bagi Peradilan Kasasi yang dilakukan 
oleh Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Kekua- 
saan Kehakiman Nomor 14 tahun 197C. Dalam Pasal 10 (ayat 
2) disebutkan : "^ Terhadap putusan-putusan yang diberikan 
tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada 
Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah 
Agung” 


Adapun alasan-alasan kasasi yang dapat dipakai 
Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan dari 


Pengadilan-pengadilan lain, terdapat dalam Pasal 51 Undang- 
Undang tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 
dan Mahkamah Agung (UU No. 13 tahun 1965) yang berbunyi: 
” Dalam putusan kasasi MA dapat membatalkan putusan dan 
penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah” 


a. Karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengancam 
kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang 
bersangkutan. | 

b. Karena melampaui batas wewenang. 

c. Karena salah menerapkan atau karena melanggar 
peraturan-peraturan hukum berlaku." 


Berdasarkan hal itu,maka tugas-tugas Mahkamah Agung 
antara lain menyangkut tugas memberi keterangan, pertim- 
bangan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan 
hukum apabila hal itu diminta oleh pemerintah. Tugas-tugas 
itu menyangkut hal-hal sbb. : 


1. “Menjelaskan perkara Kasasi Perdata dan Kasasi Pidana. 

2. Mengatur permohonan grasi untuk mengirimkannya 
kepada Presiden. 

3. Mengadakan pengawasan tertinggi atas pengacara dan 
notaris. 

4. Melakukan tugas kepaniteraan Mahkamah Agung. 

5. Melakukan pengolahan tata peradilan baik tentang 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Dengan penjelasan tadi dalam rangka penegakan hukum 
yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban 
dan kepastian hukum dalam masyarakat. Mahkamah Agung 
memberikan puncak hukum terakhir. 


Lebih jelasnya kedudukan dan wewenang Mahkamah 
Agung di Indonesia di samping memberi pimpinan terhadap 
semua lingkungan pengadilan, juga melakukan pengawasan 
terhadap jalannya secara seksama, wajar, dan cermat terhadap 
perbuatan-perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. 


Dalam berbagai kasus MA berhak memberi teguran- 
teguran dan peringatan serta petunjuk demi kepentingan 
negara dan keadilan serta meminta keterangan dari semua 
pengadilan dalam semua lingkungan peradilan untuk 
pertimbangan. 


Mahkamah Agung memberi putusan dalam tingkat per- 
tama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang 
mengadili antara pengadilan dari suatu lingkungan dengan 
pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain antara 
Pengadilan Negeri yang tidak masuk dalam suatu Pengadilan 
Tinggi antara pengadilan-pengadilan yang lain. 


Mahkamah Agung memutuskan tentang permohonan 
kasasi : membatalkan putusan-putusan dan penetapan dari 
pengadilan yang lebih rendah. Mengadili tentang putusan- 
putusan yang dimohon peninjauan kembali sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. 


Sejalan dengan itulah maka usaha-usaha pemerintah ini 
telah dilaksanakan pembinaan kesadaran hukum dalam 
masyarakat sehingga lebih memahami dan menghayati dan 
kewajiban serta pembinaan sikap kemampuan dan kewiba- 
waan aparatur penegak hukum dalam memberi perlindungan 
hukum kepada masyarakat secara luas. 


Di bidang penegakan hukum kegiatan-kegiatan pem- 
bangunan hukum nasional terus ditingkatkan melalui kerjasama 
yang lebih mantap dan kordinasi yang lebih baik antara semua 
unsur aparat Pemerintah di bidang pembinaan tertib hukum. 


Dari berbagai hasil pembangunan hukum seperti telah 
diungkapkan dalam buku ini tampak prestasi MA dalam 
penyelesaian perkara terutama sekali menjelang berakhirnya 
Repelita III, terdiri dari komponen-komponen sbb. : Perkara 
kasasi perdata, Peninjauan kembali perdata, Perkara kasasi 
agama, Perkara kasasi Pidana, Peninjauan kembali Pidana, Per- 
mohonan grasi, dan Perkara kasasi Pidana Militer. 


Jumlah perkara tahun 1980 dan perkara-perkara yang 
masuk dalam tahun 1981 sejumlah 14.516 perkara. (Lihat Ta - 
bel III Jil) Dari sebanyak itu sisa tunggakan perkara yang dapat 
diselesaikan sampai 23 Juli 1983 hanya tinggal 4.176 perkara. 
(Lihat Tabel IV) 


Dalam tugas-tugas penyelesaian perkara, Mahkamah 
Agung dibantu oleh 51 orang Hakim Agung (per 1 Agustus 
1983) yang terbagi dalam 8 (delapan) team dan 14 Majelis 
(Bagan |) 


TABEL I 
PERKARA KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG 
SELAMA TAHUN 1975. 
Pidana Perdata Grasi 
Bulan | à 
Sisa Masuk Diputus Sisa Sisa Masuk Diputus Sisa Sisa Masuk Diputus Sisa 
awal (tambah) (disele- akhir awal (tambah) (disele- akhir awai (tambah) (disele- akhir 
saikan) saikan) saikan) 
1. Januari 227 12 19 220 2465 125 23 2567 105 22 24 103 
2.Pebruari 220 23 9 234 2567 150 21 2696 103 16 - 119 
3.Maret 234 7 15 226 2696 150 32 2814 119 33 — 152 
4.April 226 15 13 228 2814 150 24 2940 152 25 — 177 
5.Mei 228 10 19 219 2940 150 53 3037 177 19 71 125 
6.Juni 219 10 5 224 3037 150 36 3151 125 27 — 152 
7 Juli 224 18 1 241 3151 150 57 3244 152 20 — 172 
8.Agustus 247 13 8 246 3244 150 72 3322 172 10 ~ 182 
9.September 246 8 18 236 3322 150 70 3402 182 11 87 106 
10.Oktober 236 21 6 251 3402 150 64 3488 106 22 — 128 
11.Nopember 251 7 21 237 3488 150 92 3546 128 14 - 142 
12.Desember 237 31 13 255 3546 150 124 3572 142 10 = 152 
Jumlahtahun 1975: 2272) 175 147 2550) 24652) 1775 668 35720 1058) 229 182 152b) 
Jumilah tahun 1974: 189 138 100 227 1235 1700 470 2465 32 247 174 105 
Jumlahtahun 1973: 185 164 160 189 788 1400 953 1235 9 368 345 32 
Jumlah tahun 1972: 198 164 177 185 849 1200 1261 788 8 258 257 9 
Jumlah tahun 1971: 181 108 91 198 480 1400 1031 849 18 246 256 8 
Jumlah tahun 1970: 147 135 101 181 498 838 856 480 103 303 388 18 
Jumlah tahun 1969: 97 169 119 147 554 718 774 498 133 356 386 103 
ai Tidak dumlahkan diamo dan angka 
bi YR dambi dan angka 


area ahha Desember 
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TABEL || 
Jumlah perkara Kasasi Perdata, Pidana dan Grasi pada Mahkamah Agung th. 1981. 


PERDATA PIDANA GRASI 
No. BULAN 
Sisa Tambah Selesai Sisa Sisa Tambah Selesai Sisa Sisa Tambah Selesai Sisa 
awal akhir awal akhir awal akhir 
1. JANUARI 7394 300 73 7621 515 80 49 546 238 43 8 273 
2. PEBRUARI 7621 450 75 7996 546 52 50 548 273 53 64 262 
3. MARET 7996 500 98 8398 548 95 68 575 262 90 - 352 
4. APRIL 8398 400 391 8407 575 100 67 608 352 45 74 323 
5. MEI 8407 400 509 8298 608 70 28 650 323 72 87 308 
6. JUNI 8298 300 402 8196 650 55 5 700 308 61 105 264 
7. JULI 8196 250 395 8051 700 60 83 677 264 59 152 171 
8. AGUSTUS 8051 250 349 7952 677 60 38 699 171 44 92 123 
9. SEPTEMBER 7952 300 513 7739 699 60 62 697 123 41 84 80 
10. OKTOBER 7739 300 498 7541 697 75 64 708 80 62 62 80 
11. NOPEMBER 7541 300 527 7314 708 75. 49 734 80 75 69 86 
12. DESEMBER 7314 250 465 7099 734 46 43 737 86 63 65 84 
JUMLAHTH.1981 73948 4000 4295 70990) 5158) 828 606 7370) 2388) 708 862 840) 
JUMLAH ТН. 1980 6097 2500 1203 7394 452 727 664 515 423 404 589 238 
JUMLAH TH.1979 5156 2400 i459 6097 448 485 481 452 489 416 482 423 
JUMLAH TH.1978 4495 1800 1139 5156 360 325 237 448 279 348 138 489 
JUMLAH TH. 1977 4194 1625 1324 4495 306 232 178 360 171 238 130 279 
JUMLAH TH.1976 3572 1800 1178 4194 255 194 143 306 152 201 182 171 
a Tidak duumtahkan den demos dan angka ога awal Januar 
bi Tidak duumiahkuan dan датын dan angka ssa aktw Deember 
Sampa: dengan akur Desember 198! 
Sisa ak^w perkara Perdata 7099 
Sisa akut perkara cana , 73? - 
Jurniah 7836 
Sea akfw perkara Grasi 84 - 
Jumlah semua sisa akur 7920 
TABEL III 
Jumlah perkara Kasasi Perdata, Pidana dan Grasi pada Mahkamah Agung th. 1982. 
PERDATA ii PIDANA GRASI 
No. BULAN جڪ‎ м6 === ا ڪڪ‎ ишт== aa 
Sisa Tambah Selesai Sisa Sisa Tambah Selesai Sisa Sisa Tambah Selesai Sisa 
awai akhir awai akhir awal akhir 
1. JANUARI 7099 300 368 7031 737 54 50 741 84 60 64 80 
2. PEBRUARI 7031 250 259 7022 741 113 30 824 80 110 60 130 
3. MARET 7022 300 483 6839 824 84 18 890 130 90 109 111 
4. APRIL 6839 250 410 6679 890 76 127 839 111 73 104 80 
5. MEI 6679 250 131 6798 839 74 22 891 80 40 69 51 
6. JUNI 6798 200 163 6835 891 100 56 935 51 26 43 34 
7. JULI 6835 250 221 6864 935 84 57 962 34 34 21 47 
8. AGUSTUS 6864 250 254 6860 962 80 58 984 47 35 32 50 
9. SEPTEMBER 6860 300 199 6961 984 75 26 1033 50 31 39 42 
10. OKTOBER 6961 300 177 7084 1033 86 29 1090 42 33 27 48 
11. NOPEMBER 7084 350 241 7193 1090 88 31 1147 48 40 30 58 
12. DESEMBER 7193 380 279 7294 1147 98 61 1184 58 38 42 54 
JUMLAHTH.1982 70993  338n 3185 72940) 7378) 1012 565 11845) 84) 610 640 54b) 
JUMLAH TH.1981 7394 4000 4295 7099 515 828 606 737 238 708 862 84 
JUMLAH ТН. 1980 6097 2500 1203 7394 452 727 664 515 423 404 589 238 
JUMLAH TH. 1979 5156 2400 1459 6097 448 485 481 452 489 416 482 423 
JUMLAH TH.1978 4495 1800 1139 5156 360 325 237 448 279 348 138 489 
JUMLAHTH.1977 4194 1625 1324 4495 306 232 178 360 171 238 130 279 


a Tidak Gyurniehhan den diamb dan angka sisa êwa! Jenuen 
bi Tidak dyumiahkan den Gamb dan angka ssa akha Desember 


Sampa: dengan akfar Desember 1982 


Ssa akfur perkara Perdata = 7294 
Sisa akur perkara pdana .. ... . 11084 - 

Jur ah 8478 
Ssa akfir perkara Gras ... T 54. 
Jurniah semua ssa akir А 8532 
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TABEL IV 
SUATU OPERASI PEMUTUSAN PERKARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN/MULAI 
1 AGUSTUS 1983 s/d 31 JANUARI 1984 _ 


JUMLAH PERKARA | YANG SUDAH DIPUTUS 
PER 23 JULI 1983 PER 23 JULI 1983 


TUNGGAKAN 
PER 23 JULI 1983 


YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 
(1983) : 


TEAM 
AKHIR MEI JUNI JULI 
PERD. PID. PERD. PID. PERD. PID.| PERD. PID. JUML.| PERD. PID. JUML. | PERD. PID. JUML. 

1 14 15 16 
1. A 

LAP-ALAP 26 128 154 
2. B 

OURAQ 172 11 183 
3. C 

ENDRAWASIH 437 23 460 
4. D 

ADALI 523 43 566 
5.E 

LANG 373 25 398 
6. F 

ALCON 482 24 506 
7. G 

ARUDA 209 382 591 
8. H 

ANTU 58 13 71 
JUMLAH 


1.913 536 700 252 350 85 | 2.963 873 3.836 683 224 907 2.280 649 2.929 


YANG BELUM Di PEDOMAN JUMLAH 
DISTRIBUSIKAN DISTRIBUSI aran KETERANGAN. 
PERD. PID. JUML.| PERD. PID. JUML. А 


300 | (a). MAJELIS INDEKS /BULAN 
4176 _ 
300 | GE = 49:7 (KLSOPERK.) 
800 | (b). PRIORITAS KUHAP 
20 PERK. x 6 BLN. 
600 | =120PERK. 


600 | (с). MASIH DALAM SURAT 
600 | MENYURAT (ADAPADA): 


600 | -kABID/DIR. 
PERDATA :284 PERK. 
576 | KABID/DIR. 


PIDANA :19 PERK. 
(d). BERKAS HILANG : 


1219 28 1.247 11.219 28 1.247 4.176 —PERD.:9PERK. 
+ (е) | -PID. :4PERK. 
(e). TERMASUK PRIORITAS 
PERDATA 1982/1983 : 
17 PERK. 
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8 TEAM / 14 MAJELIS EFEKTIF. 


BAGAN | 
A (lap-alap) B (ourag) C (endrawasih) D (adali) E (lang) F (alcon) 
MUDJONO S.H.| Н. PURWOTOS. INDROHARTO, SH. | PROF. R.Z. ASIKIN PROF. BUSTHANUL | А. DJOKO SOEGI 
КМА – АІ. GANDASUBRATA, SH. KUSUMAH ATMADJA, SH. ARIFIN, SH. ANTO, SH. 
WKMA ~ RI. 
PALTI RADJA H. SAMSOEDDIN 
SIREGAR, SH. | ABOEBAKAR, SH. TUADA TUADA TUADA 
PALTI RADJA H. SAMSOEDDIN SOEGIRI, SH. H. POERBOWATI R. HARSADI DARSO | R. ROESKAMDI, 
SIREGAR, SH. | ABOEBAKAR, SH. DJOKO SOEDOMO, SH. KOESOEMO, SH. SH. 
Tua—Lis. Tua- Lis. Tua - Lis. Tua - Lis. Tua - Lis. Tua - Lis 
1. R. SOEBIJAN | 1. R. MOCH. KOERDI, SH. | 4. MARTINANOTO 1. TH. KETUT SURA 1. H. AMIROEDDIN 1. H. SYAFIAR, SH. 
TONO, SH. 2. YAHYA, SH. WIDAGDO, SH. PUTRA, SH. NOER, SH. 2. DORA 
2. H. AGUS DJA 2. HENOCH TESAN 2. H. DANNY, SH. 2. MASRANI BA SASONGKO, SH. 
MILI, SH. BINTI, SH. 
H.R. SOETOMO, SH. | R. SOEHONO SOEDAJA, R. SOEKAMTO POER | YAHYA ADIWIMARTA, 


SH. WO POETRANTO, | SH. 


SH. 
Tua - Lis. Tua - Lis. Tua - Lis. Tua- Lis. 
1. FIRDAUS 1. GUNAWAN, SH. 1. SITI TANADJOEL 1. M. YAHYA 
CHAIRANI, SH. TARKI SOEJAR HARAHAP, SH. 
2. F.X. SOENARTA, 2. TOMY BUSTOMY, SH. DJONO, SH. 


2. H. KOHAR HARI 
SOEMARNO, SH. 


2. PROF. H. MC. KHO 
LID, SH. 


SH. 


G (aruda) 
H. ADIANDOJO 
SOETJIPTO, SH. 


H (antu). 
H. PIOLA, SH. 


A. SOEDJADI, SH. 


Tua- Lis. 


1. ISMAIL RAHARDJO, | 1. R. SOENARTO, SH. 


SH. 2. Drs. IGN. GDE 
2. KARLINA PAIMINI DJAKSA, SH. 
ACHMAD SOE 


BROTO, SH. 
H.R. SOERJONO, SH. 


OLDEN BIDARA, SH. 


Tua - Lis. 


1. ACMAD RUSLI 
DERMAWAN, SH. 


2. ZAKIR, SH. 


Tua- Lis. 
1. DJANIS, SH. 


2. DJOEWARINI, SH. 
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The Supreme Court is the highest judicial body in Indonesia 
with the main task of promoting the codification of law applica- 
tion. Besides, it is also burdened with the mission to supervise a 
just and adequate application of law over the whole territory of 
the State. In other words, the Supreme Court in Indonesia is the 
highest court of appeal. The 1945 Constitution stipulates that the 
judicial power is exercised by the Supreme Court and other judi- 
ciary bodies as dictated by law. 

The legal foundation for the authority of the Supreme Court is 
the Law No.13 of the year 1965. When a series of bills on Legal 
Justice, the Authority of the Supreme Court, and the Court of 
Justice were submitted to the Parliament, only the bill on Legal 
justice has been sanctioned, to become Law No.14 of the year 
1970. 


Article 47 of the Law No.13 of the year 1965 stipulates the status 
of the Supreme Court thus : 


1. The Supreme Court is the top of all courts and as highest judi- 
ciary body, it gives guidance and example to all the courts. 

2. The Supreme Court is the highest supervisory body for the 
exercise of justice by all courts of justice over the whole terri- 
tory of Indonesia, and is to safeguard a careful and adequate 
administration of justice. 

3. Judges' code of conduct in all courts of justice are closely 
supervised by the Supreme Court. 


4. For the interest of the state and justice, the Supreme Court 
issues warning, admonition, and directives whenever it is 
deemed necessary, by means of individual letters as well as 
circulars. 

5. The Supreme Court is vested with the authority of calling for 
explanation from any court of justice. In this regard, the 
Supreme Court can order the submission of case-documents 
and letters to be reviewed. 


The Legal foundation of the Court of Appeal Exercised by the 
Supreme Court is given by the Law no.14 of the year 1970 on 
Legal Justice. Article 10 (clause 2) of the Law reads : "Upon the 
decisions of the last-level court outside the Supreme Court, appéal 
could be submitted to the Supreme Court". 

The acceptable reasons of appeal for the Supreme Court to 
nullify the decisions of other courts are given in Article 51 of the 
law on Legal Justice in the realm of Public Court and the Supreme 
Court (Law No.13 of the year 1965, as follows : "іп its decision on 
cases of appeal, the Supreme Court can reverse the decision of a 
lower court for : 

a. Failure to observe the conditions required by law that may 
lead to invalidation of the whole proceeding. 

b. Going out of the scope of authority. 

c. Inadequate application or violation of valid law. 


In line with the reasoning, the Supreme Court is burdened with 
the tasks of giving explanation and advices on legal matters 
when asked for by the Government. The tasks cover the following : 
1. Togive explanation on cases of appeal, criminal as well as civil. 
2. To deal with the appeals for leniency to be submitted to the 
President. 

3. To exercise the highest supervisory authority upon lawyers 
and notaries. 

4. Tocarry out administrative tasks of the Supreme Court. 

5. To compile and procees data on the court of justice : Public 
court, religious court, martial court, and administrative court. 

The giving-out of explanation on law-enforcement is aimed at 
establishing legal order and assurance, where the Court is given 
the last say. 

Aside from giving guidance to all courts of justice, the Supreme 
Court in Indonesia also exercises close supervision upon the 
application of law and the code of conduct of judges in all courts 
of justice. 

In various cases, the Supreme Court is authorized to issue 
warnings, admonitions as well as directives in orderto safeguard 
the interest of justice and of the State, and call for explanation 
from any court of justice for turther review. 

The Supreme Court is the sole-holder of authority to give deci- 
sion on any conflict about the jurisdiction of a court justice vis-a- 
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vis another court, among public courts as well as other types of 
court. 

The Supreme Court decides on cases of appeals and reverses 
or reaffirms decisions by lower courts of justice; and to reopen 
proceedings as requested through legal procedures. 

To enhance law-enforcement, the Government has been 
launching the programmes for legal mass guidance in order that 
the people may be more aware of their rights and obligations, and 
the law-enforcement apparatus can give a better legal care to the 
community. 

To improve law-enforcement, the activities for the develop- 
ment of the national law have been stepped up through the pro- 


motion of cooperation and coordination among related Gover- 
nment apparatus. 

The achievement of the Supreme Court has been distinctive, 
especially at the end of Pelita III, in dealing with : appeals of civil 
cases, reopening of civil cases, appeals of criminal cases, reopen- 
ing of criminal cases, appeals for leniency, and appeals of martial 
criminal cases. 

The total cases dealt with by the Supreme Court during 1981 is 
14,516, comprising of carry-over from the previous year and new 
cases of appeals. The arrears as at 23 July 1983 are 4,176 cases. 
To deal with the cases, the Supreme Court employs 51 Chief 
Judges (as of 1 August 1983), constituting 8 teams and 14 councils. 


CASES OF APPEAL DEALTH WITH 
BY THE SUPREME COURT IN 1975. 


CRIMINAL CASES CIVIL CASES 
No. MONTH Carry-Over New Cases Settled End-of Year Carry-Over NewCases Settled End-of-Year 
Remainder Remainder 
1. January 227 12 19 220 2,465 125 23 2,567 
2. February 220 23 9 234 2,567 150 21 2,695 
3. March 234 7 15 226 2,696 150 32 2,814 
4. April 226 15 13 228 2,814 150 24 2,940 
5. May 228 10 19 219 2,940 150 53 3,037 
6. June 219 10 5 224 3,037 150 36 3,151 
7. July 224 18 1 241 3,151 150 57 3,244 
8. August 241 . 13 8 246 3,244 150 72 3,322 
9. September 246 8 18 236 3,322 150 70 3,402 
10. October 236 21 6 251 3,402 150 64 3,488 
11. November 251 7 21 237 3,488 150 92 3,546 
12. December 237 31 13 255 3,546 150 124 3,572 
Ba xc a ee eee EE 
Total for 1975 2278) 175 147 2550) 2,4658) 1,775 668 3,5720) 
Total tor 1974 189 138 100 227 1,235 1,700 470 2,465 
Total for 1973 185 164 160 189 788 1,400 953 1,235 
Total for 1972 198 164 177 185 849 1,200 1,261 788 
Total for 1971 181 108 91 198 430 1,400 1,031 849 
Total for 1970 147 135 101 181 498 838 856 480 
Total for 1969 97 169 119 147 554 718 774 498 
APPEAL FOR LENIENCY 
Carry-Over New Settied End-of-Year 
Appeais Remainder 
105 22 24 103 
103 16 - 119 
119 33 - 152 
152 25 - 177 
177 19 71 125 
125 21 - 152 
152 20 - 172 
172 10 = 182 
182 11 87 106 
106 22 – 128 
128 14 — 142 
142 10 = 152 
1053) 229 182 152b) 
32 247 174 105 
9 368 345 32 
8 258 257 9 
18 246 256 8 
a) Not cumulatively computed ; the figure is the number of carry-overs 103 303 388 18 
at the start of January. 133 356 386 103 


b) Not cumulatively computed ; the figure is the end-of-year remainder. 
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PROGRAMME OF OPERATION FOR CASE-SETTLEMENT 
1 AUGUST 1983 — 31 JANUARY 1984 


Have Been Distributed (1983) 
May — Jung July As At23 July 1983 Settied 23 July 1983 
cic cre cic! cre cic сас cic’) сяс) тт?) сс CRC TTL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. А *) 
LAP-ALAP 25 102 20 40 10 20 55 162 217 29 34 63 
2. B 
OURAQ 148 13 60 13 30 2 238 28 266 66 17 83 
3. C | 
ENDRAWASIH 349 26 120 19 60 3 529 48 577 92 25 117 
4. D 
ADALI 471 37 120 19 60 3 651 59 710 128 16 144 
5. E 
LANG 343 26 120 20 60 3 523 49 572 150 24 174 
6. F 
ALCON 384 20 120 18 60 3 564 41 605 82 17 99 
7. G 
ARUDA 173 302 40 90 20 41 233 433 666 24 51 75 
8. H 
ANTU 20 10 100 33 50 10 170 53 223 112 40 152 
TOTAL 1,913 536 700 252 350 85 2,963 873 6 683 224 907 
Arrears Yetto ba Guide Of 16 + 19 
As As Distributed Distributed 
23 July 1983 23 July 1983 23 July ' 3 TOTAL 


CIC CRC TTL CIC CRC TTL CK CRC TTL 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


26 128 154 139 7 146 300 
172 11 183 115 2 117 300 
437 23 460 138 2 140 600 
523 43 566 32 e 34 600 
373 25 398 200 2 202 600 
482 24 506 92 2 94 600 
209 382 591 7 2 9-(b 600 

58 13 71 496 9 505 576 


2,280 649 2,929 1,219 28 1,247 1,219 28 1,247 4,176 
* (e) 


e ÁÓÁBáÀRÉB—— —— Á— ——Á—EÓ— —Z— 


°) A through H are dexaminaton of birds with certain distinctions. 
1) CIC a Cini Case 
САС = Cnminal Case 
TTL = Total 
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Sambar di atas adalah gedung perkantoran Mahkamah Agung yang terletak di Jalan Lapangan 
Banteng Timur, Jakarta. Sedangkan gambar bawah adalah Ketua Mahkamah Agung Mudjono. 
SH para Hakim Agung yang mendampingi beliau dalam tugas sehari-hari. Mahkamah Agung 
merupakan Lembaga gantungan harapan masyarakat luas bagi tegaknya hukum di negara Re- 
publik Indonesia ini. 


The office of the Supreme Court at Lapangan Banteng Timur Jakarta. The people hope the 
law-enforcement campaign will be successful. Seen in the picture was the late Supreme Court 
Chairman, who was then replaced by Mr Mudjono LLM 
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Mahkamah Agung adalah Instansi Hukum tertinggi Negara Republik 
Indonesia. Setiap keputusan yang dikeluarkan Lembaga ini, meru- 
pakan hukum yang betul-betul berdasarkan keadilan dan kebenaran 
sejati. Ketua Mahkamah Agung, Mudjono SH selalu berusaha 
memantapkan peranan Instansi ini sebagai Instansi Hukum yang ber- 
wibawa, apakah dalam bentuk usaha peningkatan kemampuan ker- 
ja para Hakim Agung dan aparat-aparat lainnya, atau dalam bentuk 
peningkatan efisiensi kerja Instansi ini. Rangkuman foto pada 
halaman ini menggambarkan jalannya acara upacara bendera yang 
dilaksanakan setiap tanggal 17 atau pada hari-hari besar lainnya, dan 
acara penyematan anugrah kepada personil-personil yang telah me- 
nunjukkan prestasi kerja yang baik. 


In this law-abiding state, those who love justice are proud of the 
existence of the Supreme Court as a highest institution in the field 
of judicature. During the chairmanship of Mr Mudjono LLM, public 
confidence on law-enforcement became more stable. Directives were 
often given to the Supreme Judges on certain occasions. 
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Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan 
berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 
Ini, derajat semua insan (rakyat) itu adalah sama. Dengan 
kata lain, setiap warga Negara Republik Indonesia, baik 
yang berdomisili di kota atau di desa, maupun yang ber- 
status pegawai negeri, ABRI atau rakyat biasa, semuanya 
mempunyai hak yang sama di depan hukum. Dalam usa- 
ha menegakkan dan memantapkan negara Republik Indo- 
nesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, Pemerin- 
tah Orde Baru selalu memperhatikan pembangunan na- 
sional di sektor hukum dan pelaksanaannya disesuaikan 
dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. 


Law enforcement deals with every Indonesian citizen who 
has the same status before law, including members of the ` 
Armed Forces. The Armed Forces has legal stipulations 
which are applicable for their mernbers. These should be 
remembered by every citizen who uphold law and justice. 


| 


"Patah tumbuh, hilang berganti” , demikianlah 
ungkapan yang tepat untuk digunakan sebagai 
judul rangkuman foto pada halaman ini. Dalam 
rangkuman foto terlihat kesibukan kerja Ketua 
Mahkamah Agung ketika dijabat Mudjono SH. 
Acara pelantikan Ali Said SH sebagai Ketua 
Mahkamah Agung baru setelah wafatnya Mu- 
djono SH, acara penyematan lencana tanda 
kenang-kenangan kepada Ali Said SH yang di- 
laksanakan oleh bekas Ketua Mahkamah 
Agung Oemar Senoadji SH dan disaksikan oleh 
Menteri Kehakiman, Ismail Saleh SH, serta 


acara pelantikan Hakim Agung baru yang di- 
laksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali 
Said SH. 


When one person dies another takes his place. 
After his death, Mr Mudjono LLM was replac- 
ed by Mr Ali Said LLM, as chairman of the 
Supreme Court. Seen in the picture the former 
chairman of the Supreme Court, Mr Senoadji 
LLM, presented Mr Ali Said LLM with a sou- 
venir. And members of the judicial highest in 

stitution were Ihstalled by chairman of the 
Supreme Court, Ali Said, LLM. 


Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan 
berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 
ini, derajat semua insan (rakyat) itu adalah sama. Dengan 
kata lain, setiap warga Negara Republik Indonesia, baik 
yang berdomisili di kota atau di desa, maupun yang ber 
status pegawai negeri, ABRI atau rakyat biasa, semuanya 
mempunyai hak yang sama di depan hukum. Dalam usa- 
ha menegakkan dan memantapkan negara Republik Indo- 
nesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Pemerin- 
tah Orde Baru selalu memperhatikan pembangunan ne- 
sional di sektor hukum dan pelaksanaannya disesuaikan 
dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. 


citizen who 


Law enforcement deals with every Indonesian 


has the same status before law, including members of the 


Armed Forces. The Armed Forces has legal stipulations 


which are applicable for their members. These should be 
Id law and justice. 


remembered by every citizen who upho 


"Patah tumbuh, hilang berganti” , demikianlah 
ungkapan yang tepat untuk digunakan sebagai 
judul rangkuman foto pada halaman ini. Dalam 
rangkuman foto terlihat kesibukan kerja Ketua 
Mahkamah Agung ketika dijabat Mudjono SH. 


| | TARIAN | 
| | | | aM WE | | | | | | 
| | | | || "PEINE 
Acara pelantikan Ali Said SH sebagai Ketua | > | ^ | | | | | | | | | | | | | | | 
Mahkamah Agung baru setelah wafatnya Mu- ET C EB ? | MW BN | "ҮЙ | | 
| I: E 
djono SH, acara penyematan lencana tanda | | | 7 | BE LU IRI | Е! 
kenang-kenangan kepada Ali Said SH yang di- |. M ^ |j BB 
laksanakan oleh bekas Ketua Mahkamah | 2 | | T] , | E : | i 
Agung Oemar Senoadji SH dan disaksikan oleh | | | | 
Menteri Kehakiman, Ismail Saleh SH, serta © : | LS. wu е. 
acara pelantikan Hakim Agung baru yang di- — 
laksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali 


Said SH. 
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When one person dies another takes his place. 
After his death, Mr Mudjono LLM was replac- 
ed by Mr Ali Said LLM, as chairman of the 
Supreme Court. Seen in the picture the former 
chairman of the Supreme Court, Mr Senoadji 
LLM, presented Mr Ali Said LLM with a sou- 
venir. And members of the judicial highest in- 
stitution were thstalled by chairman of the 
Supreme Court, Ali Said, LLM. 
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1. PENDAHULUAN 


Pembangunan sektor pertambangan selama ini diarahkan 
pada langkah-langkah untuk tetap melanjutkan serta mening- 
katkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 


Antara lain berupa inventarisasi, eksplorasi dan eksploitasi ber- 
bagai sumber daya mineral. Kebijaksanaan ini ditempuh seba- 
gai usaha dalam rangka mencapai tujuan utama pembangun- 
an sektor pertambangan , yaitu mengusahakan peningkatan 
produksi bahan tambang, terutama komoditi-komoditi sumber 
daya energi penghasil devisa utama. 


Selama ini umumnya hasil-hasil produksi dan ekspor ba- 
han tambang Indonesia menunjukkan situasi yang kurang 
menggembirakan. Ini nampak, bila dibandingkan dengan hasil- 
hasil yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, khu- 
susnya minyak bumi, karena sebagian besar hasil-hasil pertam- 
bangan masih mengarahkan kepada usaha ekspor. Dengan de- 
mikian ketergantungan terhadap keadaan pasaran internasio- 
nal masih sangat besar. Penurunan produksi dan ekspor hasil 
tambang bukanlah disebabkan karena menurunnya kemam- 
puan berproduksi, tetapi jelas dipengaruhi oleh menurunnya 
permintaan pasaran internasional sebagai akibat dari pereko- 
nomian dunia yang masih diliputi resesi ekonomi. 


Meskipun produksi dan ekspor minyak bumi mengalami 
penurunan sebagai akibat pembatasan produksi OPEC terha- 
dap anggota-anggotanya, namun peranan minyak bumi terha- 
dap perekonomian Indonesia masih tetap dominan sebagai 
sumber devisa terbesar penerimaannegara untuk pembangun- 


Jauh sebelum berlangsungnya pelaksanaan Pelita | pro- 
duksi minyak di Indonesia ini sudah memegang peran yang be- 
sar. Untuk pertama kalinya produksi minyak ini dihasilkan pa- 
da tahun 1888 dari ladang minyak Telaga Said di Sumatra Uta- 
ra, kemudian disusul Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kali- 
mantan Timur. Secara umum usaha-usaha pengembangan mi- 
nyak dalam kurun waktu itu belum bisa dikatakan baik karena 
produksi minyak masih berada pada tahap penemuan. 


Baru setelah Pemerintah Orde Baru, usaha-usaha pengem- 
bangan minyak ini ditangani secara lebih efektif. Terutama se- 
menjak dicanangkannya rencana Pembangunan Lima tahun. 


an nasional ., untuk keperluan industri disamping sebagai kon- 
sumsi energi nasional. Dalam pada itu, pemanfaatan gas bu- 
mi menunjukkan peningkatan yang semakin penting antara 
lain sebagai gas kota yang dikelola oleh perusahaan Gas 
Negara. 


MINYAK BUMI 


Pada tahap-tahap inilah secara konsepsional pembangunan 
sektor pertambangan khususnya minyak dan gas bumi menda- 
patkan perhatian pemerintah secara serius. 


Dalam kurun waktu itu minyak bumi merupakan hasil uta- 
ma di bidang usaha pertambangan di Indonesia. 


Pada Pelita |, usaha-usaha pengembangan minyak bumi di- 
jalankan oleh pertamina. sebagai satu-satunya perusahaan ne- 
gara yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi. Perusahaan 
asing yang turut serta pada dasarnya merupakan ” Kontrak 
Karya” atau atas dasar “Perjanjian Bagi Hasil” , dengan Perta- 
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mina.Dalam Pelita | terdapat 3 perusahaan yang bekerja atas 


dasar " Kontak Karya” dan kurang lebih 60 perusahaan yang 
bekerja atas dasar " Perjanjian Bagi Hasil dengan Pertamina” 


Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 
Tahun 1971, dalam bab II pasal 2 ayat (1) ditegaskan : Peru- 
sahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dising- 
kat PERTAMINA, dan didirikan suatu perusahaanPertambang- 
an Minyak dan Gas Bumi , yang dimiliki Negara Republik 
Indonesia. 


Dalam Bab V Pasal 11 ayat (2) dijelaskan : 
Kepada Perusahaan diberikan kuasa pertambangan yang batas- 
batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pre- 
siden atas usul Menteri. 


Pasal 12 ayat (1) menyebutkan pula : Perusahaan dapat 
mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk " Kon- 
trak Production Sharing” (kontrak bagi hasil). 

Perjanjian termaksud pada.ayat (1) Pasal ini mulai berlaku se- 
telah disetujui oleh Presiden. 


Selanjutnya dalam Bab VIII pasal 19 ayat (1) tentang Di- 
reksi disebutkan : Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu 
Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak- 
banyaknya 5 (lima) orang Direktur. 


Pasal 23 ayat (1) menugaskan : Direktur Utama mewakili 
Perusahan di dalam dan diluar Pengadilan. 
Demikian Bab-Bab dan pasal-pasal dari Undang- undang No.8 
tahun 1971 yang memperjelas kedudukan PERTAMINA se- 
bagai Perusahan Negara Republik Indonesia yang diberi we- 
wenang dan tanggung jawab dalam mengelola bahan galian 
strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk ke- 
pentingan pertahanan dan keamanan Nasional. 


Selama Pelita | terjadi dua perkembangan penting dalam 
produksi minyak Bumi. Pertama, dalam tahun 1971 Indone- 
sia untuk pertama kalinya menghasilkan minyak bumi di dae- 
rah lepas pantai sebesar 1,496 dari jumlah keseluruhan pro- 
duksi nasional. Pada tahun 1972 produksi ini meningkat men- 
jadi 6,596 .Kedua, dalam bulan Februari 1972 produksi minyak 
nasional melampaui jumlah 1 juta barrel sehari. 


Beberapa perkembangan penting terjadi pula dalam pengi- 
langan minyak humi. Pada tahun 1970 misalnya, kilang mi - 
nyak PT.Stanvac Indonesia di sungai Gerong di beli oleh 
Pertamina. 


Dengan demikian seluruh kilang minyak yang ada di Indone- 
sia telah dimiliki. Selanjutnya, dalam tahun 1971 dua buah ki- 
lang minyak telah selesai dibangun serta mulai beroperasi. 
Masing-masing kilang minyak di Sungai Pakning dan kilang mi- 
nyak Putri Tujuh di Dumai. 


Dalam Pelita | Pertamina hanya memiliki 7 kilang minyak, 
yaitu di Pangkalan Brandan, Dumai, Sungai Pakning, Sungai 
Gerong, Wonokromo dan Balikpapan. Sedangkan kilang minyak 
Cepu diusahakan sebagai tempat latihan dan penelitian oleh 
Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Dan pada tahun 1973 kilang 
minyak Cilacap yang direncanakan mempunyai kapasitas 100 
ribu barrel se hari, mulai dibangun dan selesai pada awal ta- 
hun 1976. 


Dampak dari perkembangan sektor-sektor industri dan pe- 
ngangkutan, kebutuhan akan bahan bakar minyak dan pelu- 
mas di dalam negeri terus meningkat. Sejak tahun 1969 sam- 
pai dengan 1973 penggunaan bahan bakar minyak dalam ne- 
geri setiap tahun meningkat rata-rata 10%. Untuk mengimba - 
ngi perkembangan itu, dalam Pelita | pemerintah telah memba- 


Pertamina 4 


ngun dan meningkatkan prasarana-prasarana angkutan dan 
penyimpanan serta jaringan distribusi. 


Selain menambah jumlah tanker, di Semarang dan di 
Medan,pemerintah juga telah memasang pipa-pipa pengukur 
minyak di bawah laut. Misalnya, di Semarang dipasang pipa 
sepanjang 9 Km dan di Medan sepanjang 16 Km. Antara 
Cilacap dan Maos juga dipasang pipa sepanjang 22 Km, dan 
sepanjang Maos - Yogyakarta 159 Km. 


Memasuki pelaksanaan Pelita ||, pembangunan sektor Per- 
tambangan terus menunjukkan perkembangan yang meng- 
gembirakan. Jika pada awal Pelita | Produksi minyak bumi ha- 
nya sebesar 241,3 juta barrel, maka hingga akhir Pelita II naik 
mencapai 589,2 juta barrel. Ini berarti suatu kenaikkan sebe- 
sar 59,0 96 lebih selama sepuluh tahun. Peningkatan produksi 
minyak ini antara lain karena adanya lapangan-lapangan mi- 
nyak baru yang ditemukan sebagai hasil eksplorasi selama Pe- 
lita | dan Il, disamping meningkatnya kerja tahapan ke dua. 


Dalam pada itu, kegiatan pencarian minyak di lepas pan- 
tai terus mengalami pengingkatan setiap tahunnya. Jika pada 
tahun 1973 produksi lepas pantai berjumlah 1396, tahun 1977 
produksi minyak lepas pantai telah mencapai puncaknya , yaitu 
sebesar 35,796. 


Produksi minyak, ini secara umum kemudian mengalami 
penurunan. Sebagai gambaran, jika pada tahun akhir Pelita II 
produksinya mencapai 589,2 juta barrel, maka pada tahun ke 
empat Pelita Ill menurun menjadi 458,8 juta Barrel (termasuk 
produksi lepas pantai dan daratan). Berarti selama empat ta- 
hun sejak akhir Pelita Il menurun sebesar 22,13% lebih. Pe- 
nurunan produksi minyak ini terutama disebabkan adanya ke- 
putusan OPEC untuk mengadakan pembatasan produksi mi- 
nyak bumi bagi negara-negara anggotanya. Sebagai contoh, 
pada tahun 1982/83 produksi minyak bumi mampu menghasil- 
kan produksi sebesar 1.6 juta barrel per hari kemudian 
dikenakan pembatasan produksi sebesar 1,3 juta barrel setiap 
harinya. 


Meskipun produksi minyak cenderung mengalami penurun- 
an, maka pemerintah juga terus melanjutkan kegiatan eksplo- 
rasi. 


Antara lain dengan mengadakan kegiatan pemboran sumur di 
berbagai daerah. Sebagai gambaran hasil pemboran sumur se- 
jumlah 253 menunjukkan angka kenaikan sebesar 6 sumur 
dibanding dengan 247 sumur yang telah di bor pada tahun 
1981/82. 


Agar lebih jelas, perkembangan produksi minyak bumi In- 
donesia selama kurun waktu Pelita |, II dan Ill dalam Tabel 1 
dan 2. 


TABEL 1 


PRODUKSI MINYAK BUMI 
1973/74 — 1978/79 
(jutaan barrel) 


tahun produksi 
1973/74 508,4 
1974/75 485,5 
1975/76 497,9 
1976/77 568,3 
1977/78 616,0 
1978/79 589, 2 


aa an OP 


Pengilangan Minyak bumi selama ini dilakukan sebagai 

usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) 
dalam negeri. Kapasitas kilang dalam negeri meliputi kilang- 
kilang di Pangkalan Brandan, Sungai Gerong,Plaju, Balikpapan, 
Wonokromo, Sungai Pakning, Dumai dan Cilacap, secara ke- 
seluruhan mencapai 425.000 barrel per hari: 
Dengan meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri dari tahun 
ke tahun menyebabkan pula kebutuhan BBM dalam negeri da- 
lam beberapa tahun terakhir ini tidak dapat dilayani lagi oleh 
kapasitas kilang dalam negeri yang tersedia. 


Jika dalam Pelita | pengilangan minyak pemerintah masih 
menitikberatkan, pada pembangunan prasarana serta pembeli- 
an kilang minyak milik PT. Stanvac, maka pada Pelita II kilang- 
kilang minyak itu sudah mulai beroperasi serta menghasilkan 
olahan-olahan minyak yang siap dikonsumsikan. 


Selama Pelita II jumlah pengilangan minyak mentah telah 
mencapai 158 juta barrel. Padahal pada awal Pelita || hanya 
mampu berproduksi sebesar 115,0 juta barrel. Berarti suatu 
peningkatan sebesar 43,0 juta barrel, atau naik mencapai 27,2 
prosen selama lima tahun hingga akhir tahun Pelita II. 


Dalam tahun 1978/1979 jumlah minyak mentah yang dio- 
lah di Kilang minyak dalam negeri mengalami penurunan men- 
jadi 106,0 juta barrel. Penurunan ini disebabkan adanya kesulit- 
an pemasaran LSWR ke luar negeri, sehingga kilang minyak 


mentah yang dilakukanjdidalam negeri berkurang. Sedangkan 
jumlah minyak mentah yang dilaksanakan pengolahannya di 
Singapura,dan Philipina berjumlah 52,4 juta barrel, yang be- 
rarti lebih besar dari tahun sebelumnya. 


Selanjutnya, pengilangan yang dilaksanakan oleh kilang- 
kilang dalam negeri dalam tahun 1983/84 berjumlah : 119,7 
juta barrel minyak mentah. Dan untuk memenuhi kekurangan 
kebutuhan BBM, dilaksanakan pengadaan BBM melalui peng- 
olahan di kilang luar negeri. Terutama di Singapura dan 
Philipina, yang realisasinya dalam tahun 1983 mencapai angka 
sebesar : 64,5 juta barrel minyak mentah serta pengadaan 
melalui impor BBM. 


Untuk mengatasi pengadaan BBM dalam negeri melalui ha- 
sil pengolahan kilang dalam negeri, pelaksanaan pembangun- 
an perluasan kapasitas kilang-kilang Balikpapan, Cilacap ser- 
ta Unit Hydrocracker Dumai tetap giat dilanjutkan. Perlu dike- 
tahui, dengan selesainya unit pengilangan minyak di Cilacap, 
Balikpapan dan Dumai maka pengolahan BBM untuk dalam ne- 
geri telah dapat dipenuhi. 

Dengan demikian kapasitas kilang dalam negeri pada akhir Pe- 
lita III mampu mengolah sebesar 900.000 barrel per hari. 


Agar lebih jelasnya dapat diikuti Tabel 3, perkembangan 
pengilangan minyak bumi yang dilaksanakan melalui kilang da- 
lam negeri maupun kilang luar negeri selama tahun 1973/1974 
— 1983/1984. 


TABEL 2 
PRODUKSI MINYAK BUMI (MENTAH) 1978/79 — 1982/83 
(juta barrel) 
Produksi pada Lokasi 
Tahun 

Daratan Lepas Pantai Jumlah 

1978/79 392,3 196,9 589,2 
1979/80 379,3 197,9 577,2 

1980/81 382,9 198,2 581,1 
1981/82 369,0 201,5 570,5 
1982/83 284,9 173,9 458,8 

TABEL 3 
PENGILANGAN MINYAK BUMI 1973/74 — 1978/79 
(jutaan barrel) 
Kilang Kilang 

Tahun dalam negeri luar negeri Jumlah 
1973/74 118,1 10,8 128,9 
1974/75 87,1 28,4 115,5 
1975/76 86,6 31,2 117,8 
1976/77 84,7 31,9 116,6 
1977/78 116,2 45,1 161,3 
1978/79 105,8 52,4 158,2 
1979/80 123,6 71,4 195,0 
1980/81 126,2 63,7 189,9 
1981/82 116,3 74,7 191,0 
1982/83 90,0 93,1 183,1 
1983/84 119,7 64,5 184,2 
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Dari tabel tadi dapat disimak bahwa kegiatan pengilang - 
an baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun diluarne- 
дегі selama lima tahun terakhir sejak pelaksanaan Pelita II me- 
mang memberikan gambaran yang menggembirakan. Artinya, 


jika pada akhir Pelita Il kegiatan pengilangan hanya mampu 
mencapai 158,2 juta barrel, maka pada tahun terakhir Pelita 
Ill meningkat menjadi 184,45 juta barrel. Berarti suatu kenaik- 
kan sebesar :26,35 juta barrel, atau mencapai 16,66 96. 


EKSPOR MINYAK BUMI 


Ekspor minyak mentah secara umum pada Pelita | dan Pe- 
lita Il menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Dalam tahun 
1969/1970 misalnya, ekspor minyak mentah mencapai 241,3 
juta barre! dengan nilai ekspor sebesar US $ 392,4 juta, dan 
akhir Pelita | naik menjadi 438,9 juta. Ini berarti volume ekspor 
dalam kurun waktu itu meningkat sekitar 8296 .Atau rata-rata 
sekitar 16 prosen setiap tahunnya. 

Menginjak tahun terakhir Pelita II angka ekspor terus meng- 
alami kenaikan hingga mencapai jumlah 508,7 juta barrel. 
Berarti realisasi ekspor minyak dalam kurun waktu itu setiap 
tahunnya mengalami kenaikan rata-rata 5,0496. 

Namun secara umum masih berada dibawah target yang di- 
tentukan . Hal itu antara lain disebabkan adanya krisis mone- 
ter dunia yang terjadi pada awal Pelita II. 

Dengan demikian kebutuhan dunia akan minyak bumi se- 
cara keseluruhan juga menurun dari trend yang normal. Ini di- 
sebabkan faktor kenaikan harga yang tinggi pada awal Pelita 
ll, yaitu sebesar 400%. Namun demikian dengan adanya 
perbaikan-perbaikan perekonomian dunia setelah tahun perta- 
ma Pelita II, maka pada tahun-tahun berikutnya angka ekspor 
secara kuantitatif menunjukkan pula perbaikan-perbaikan yang 
cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. 


Kelesuan pasaran dan menurunnya permintaan akan mi- 

nyak ternyata terus berlangsung hingga pelaksanaan Pelita Ill. 
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, 
antara lain melalui pengadaan usaha diversifikasi pemasaran 
minyak di luar negeri. Dalam tahun 1982/1983 misalnya, te- 
lah diadakan dua kali penyesuaian harga ekspor minyak bumi. 
Pertama pada 11 November 1982 dan kedua pada 23 Pebruari 
1983. 
Namun langkah-langkah ini belum juga menguntungkan,meng- 
ingat keadaan pasaran minyak bumi internasional juga ma- 
sih menunjukkan perubahan-perubahan yang belum berarti. Re- 
alisasi volume ekspor minyak bumi dalam tahun 1982/1983 
misalnya, hanya mampu mencapai 302,2 juta barrel,yang ber- 
arti suatu penurunan sebesar 72,3 juta barrel. Atau sebesar 
19,3 prosen jika dibandingkan dengan realisasi volume ekspor 
minyak bumi dalam tahun 1981/1982. 


Seperti halnya minyak bumi, realisasi ekspor minyak ba- 
kar,naptha,lilin dan LPG dalam tahun 1982/1983 juga men- 
galami penurunan sebesar 12,5 juta barrel, atau 24,296 jika 
dibandingkan dengan realisasi ekspor dalam tahun-tahun se- 
belumnya. Perkembangan ekspor minyak bumi dan hasilnya 
selama Pelita |, II dan III, dapat diikuti dalam tabel 4, 5 dan 6. 


TABEL 4 
EKSPOR MINYAK MENTAH DAN HASIL MINYAK PELITA I 
(1969 — 1974) 


Tahun 


1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 


Volume 
(Juta barrel) 


241,3 
287,1 
287,7 
360,7 
438,9 


TABEL 5 
PEMASARAN HASIL MINYAK BUMI DI DALAM NEGERI (1973 — 1978) 
(ribu barrel ) 


Jenis 1973 1974 1975 1976 1977" 1978 
Bahan bakar minyak” 60.293 69.642 78.826 88.872 101.563 112.300 
Bahan pelumas 631 634 630 755 436 795 
Hasil-hasil khusus 

dan bahan kimia 953 1.139 980 1.000 1.365 1.769 


x) Termasuk aviation Gasoline dan Bunker Oil yang dijual 
untuk kapal terbang dan kapal laut asing yang berlabuh di pe- 


labuhan Indonesia. 
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TABEL 6 
PEMASARAN HASIL MINYAK BUMI DI DALAM NEGERI, (1978 — 1983) 
(ribu barrel) 


Jenis bahan/hasil 1978/79 1979/80 1981/82? 1981/82 1982/83 
Bahan bakar minyak" 119.888 130.372 143.923 159.073 159.088 
Bahan pelumas . 800 . 908"? 923” 965 969 
Hasil-hasil khusus | E" 
dan bahan kimia 22.220 5 2.334 2.034 2.804 2.884 

1) Termasuk Aviation Gasoline dan Bunker Oil yang dijual 

untuk kapal terbang dan kapal laut asing yang berlabuh di pe- 

labuhan Indonesia, serta pemakaian sendiri 

TEE | n 


PEMASARAN DALAM NEGERI 


Penjualan BBM Pelita Ill 1982/1983 tercatat sejumlah : 


159.088 ribu barrel, yang berarti menunjukkan kenaikan 
` sebesar 15 ribu barrel bila dibandingkan hasil penjualan BBM 
dalam negeri dalam tahun 1981/82. Peningkatan pemakaian 
BBM juga mendorong peningkatan pemakaian bahan pelumas 
dalam negeri, yang dalam tahun 1982/1983 mencapai angka 
sebesar 969 ribu barrel. Bila dibandingkan dengan realisasi 
. pemakaian bahan pelumas dalam tahun terakhir 1981/82 
sebesar 965 ribu barrel, berarti mengalami kenaikan sebesar 
4 ribu barrel, atau 0,496. Peningkatan konsumsi BBM dalam 
negeri ini terutama disebabkan adanya peningkatan BBM dalam 
sektor industri, tenaga listrik serta sektor perhubungan. 


Untuk mengimbangi peningkatan konsumsi BBM di dalam 
negeri yang masih terus berlangsung dari tahun ke tahun, pe- 


ningkatan dan penambahan sarana penyaluran BBM yang 
meliputi pembangunan depot baru serta perluasan depot lama, 
pelabuhan BBM, tanki penimbunan, kapal tanker, truk tanki, 
tanki kereta api, pipa penyalur serta stasiun pompa BBM un- 
tuk umum terus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. 


Dalam pada itu, awal Januari 1983 telah dilakukan 
penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Kebijaksanaan ini 
dtempuh sebagai usaha mengurangi subsidi BBM. 


| Perkembangan pemasaran hasil minyak bumi di dalam 
negeri dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1983/1984. 
dapat di lihat dalam Tabel 5 dan 6. 


Secara umum, pada masa pelaksanaan Pelita | pemanfaat - 
an gas bumi masih terbatas hanya untuk gas lift dalam pro- 
duksi minyak bumi dan sedikit untuk produksi pupuk urea. 


Kemudian pada Pelita II penggunaannya sudah lebih berkem- . 


bang lagi, yaitu sebagai sumber daya hydrokarbon untuk 
ekspor, sebagai bahan baku pupuk urea serta pendukung 
utama energi di samping minyak bumi. 


Produksi dan pemanfatan gas bumi setiap tahunnya me- 
nunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Apabila pada ta- 
hun 1973 produksi dan pemanfaatan gas bumi berjumlah 
186,1 juta MCF dan 52,8 juta MCF, maka pada tahun 1978 
produksi dan pemanfaatan masing-masing mencapai jumlah 
820,1 juta MCF dan 596,6 juta MCF. | 


Menginjak pelaksanaan Pelita Ill, pemanfaatan gas bumi 
sebagai bentuk sumber energi terus meningkat. Ini sebagai aki- 
bat meningkatnya pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan gas 
alam cair (LNG) sebagai komoditi ekspor, bahan baku pembuat- 
an pupuk urea, pemakaian gas bumi, sebagai pengganti BBM. 


Untuk kilang minyak Balikpapan dan pabrik Semen Cibinong 
i dan Il, pemakaian gas bumi untuk pabrik baja Krakatau Steel 
sebagai energi serta pemanfaatan gas bumi oleh Perusahaan 
Gas Negara untuk gas kota di Jakarta, Cirebon dan Bogor, 
Kalimantan Timur | dan Il. | 


Selain minyak bumi sebagai komoditi ekspor utama, pe- 
ranan gas bumi sebagai komoditi ekspor dalam bentuk LNG 
terhadap perekonomian Indonesia juga terasa semakin berpe- 
ran. Ekspor LNG tahun 1983/1984 mencapai 446,913 ribu 
MM BTU, yang berarti menunjukkan kenaikan produksi se- 
besar : 219.378 ribu MM BTU atau : 96,496 jika dibandingkan 
dengan produksi LNG tahun 1978 sebesar 227.534,6 ribu MM 
BTU. 


Sebagai gambaran, perkembangan produksi dan peman- 
faatan gas bumi selama tahun 1973 — 1984 dapat dilihat ta- 
bel 7. 


Sedangkan perkembangan produksi dan ekspor LNG dari 
tahun 1978/1979 - 1983/1984 dapat diikuti pada Tabel 8 
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TABEL 7 


PRODUKSI DAN 
PEMANFAATAN GAS BUMI 


1973 —. 1978 
(jutaan MCF) 

Tahun Produksi Pemanfaatan 

1973 186,1 52,8 

1974 202,3 72,2 

1975 222,3 82,4 

1976 312,4 88,1 

1977 542,8 282,9 

1978 820,1 596,6 
1978/79 868,2 650,6 
1979/80 1.028,8 795,1 
1980/81 1.042,2 ^. 813,1 
1981/82 1.136,2 914,8 
1982/83 1.098,6 932,6 
1983/84 1.140,0 1.026 


Sedangkan perkembangan produksi dan ekspor LNG dari 
tahun 1978/79 — 1983/84 dapat diikuti peda tabel berikut 
(lihat Tabel 8). | | 


| |. TABEL 8 

. PRODUKSI EKSPOR LNG” 
1978 — 1983 —. 
(ribu MM BTU) 


Tahun Produksi | Ekspor 
1978/79 Е 227.534,6 221.685,0 
1979/80 374.685,8 361.482,7 
1980/81 449.347,5 446.761,6 
1981/82 |. 474.296,8 ` 451.964,9 


1982/83 . 485.507,3 477.783,0 


1) Liguified Natural Gas 
2) Million British Thermal Unit 
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Ketergantungan terhadap satu macam energi, khususnya 


minyak bumi jelas tidak boleh berlanjut. Apalagi ditengah- 


. tengah resesi dunia, dimana harga minyak kian merosot dan 
suplai minyak mentah ke pasar dunia kian tinggi. Dari pemi- 
kiran Inilah, muncul kebijaksanaan pamerintah serta usaha- 
usaha mendiversifikasikan serta mengkonservasikan energi. 


Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain dengan me-: 
manfaatkan panas bumi (geothermal) yang dalam eksplorasi- · 


nya dipercayakan kepada Pertamina. - 


` Disadari bahwa dampak krisis energi ternyata juga tidak 


hanya terasa di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang | 


dan Eropa saja. Tetapi lebih kuat terasa di negara-negara ber- 
kembang yang tidak memiliki sumber minyak bumi. Adanya 


krisis ini, dunia mulai mencoba mengubah gaya hidup atau pola 


konsumtif, berangsur beralih pada gaya hemat energi.Sejak itu 
pula kampanye hemat energi mulai gencar.Begitu pula deng- 
an usaha melaksanakan diversifikasi energi mulai diperkira- 
kan, diteliti serta diintrodusir. 


Pemikiran yang terarah dibidang energi ini sebenarnya se- 
Cara menyeluruh di Indonesia telah mulai dirintis sejak tahun 


1977. Tetapi langkah-langkah untuk menuju ke arah itu jauh 


sebelumnya telah mulai diterapkan secara bertahap sejak Pe- 
lita |. Memang, bagi Indonesia kebijaksanaan energi yang ter- 
padu dan menyeluruh sangat diperlukan. Namun harus diper- 
hitungkan pula peningkatan kebutuhan, beik untuk ekspor mau- 


pun untuk pemakaian dalam negeri. Terutama kemampuan _ 


penyediaannya secara strategis dalam jangka panjang. 


Salah satu kegiatan yang dapat menunjang konservasi dan 
diversifikasi energi adalah pengembangan energi baru seperti 
sumber energi biomassa, tenaga surya serta tenaga angin. Pe- 
ngembangan sumber energi ini sudah mencapai tahapan per- 
contohan dan pengenalan di masyarakat. Pembangunan pro- 
yek percontohannya juga disesuaikan dengan keadsan masing- 
masing lokasi. Misalnya untuk percontohan biogas dikembang- 
kan di daerah yang jumlah ternaknya banyak, dan percontoh- 
an biomassa dikembangkan di tempat yang banyak potensi 
sampah atau limbah pertanian. 


Selain untuk pengembangan sumber energi dan untuk me- 
nata lingkungan hidup, telah dibuat percontohan kebun ener- 
gi dengan tumbuhan pohon-pohon kayu yang cepat tumbuh. 


Antara lain Lamtorogung serta Kaliandra, dimana pada waktu- 
waktu tertentu kayu-kayu itu bisa dimanfaatkan untuk bahan 


. bakar pembangkit tenaga listrik. 


Secara umum jenis energi hanya dapat digolongkan men- 
jadi dua bagian besar. Pertama, energi primer, yaitu energi yang 
bisa diperoleh langsung dari alam. Misalnya minyak mentah, 
gas bumi, batubara, tenaga air, panas bumi, nuklir, angin, pa- 
sang surut, kayu bakar, serta sampah.Kedua, energi sekun- 
der, yaitu suatu bentuk energi yang berasal dari energi primer 
yang sudah diolah melalui proses teknologi menjadi bentuk 
praktis dan mudah dimanfaatkan. Misalnya listrik, gas buatan, 
kokas, briket arang, batubara, minyak tanah, bensin, IDO, HSD, 
dan lain sebagainya. 


Sumber energi seperti gas bumi, uranium, tenaga air, ser- 
ta energi konvensionai lainnya masih bersifat sebagai penga- 
neka ragaman dari kedua sumber minyak dan batubara. Teta- 


. pi akhir-akhir ini energi pengganti atau energi alternatif untuk 


mensubstansi minyak dan batubara misalnya sebagai penggan- 
ti energi listrik sudah banyak berperan. | | 


Energi listrik misalnya, pada tahun 1976 jumlah tenaga 
air yang terpasang mencapai jumlah sebesar 372.000 ww, 
dengan produksi energi sebesar 5,7 EJ, yang berarti sama de - 


. Ngan penggunaan minyak sebesar 2,5 milyar barrel. 


Energi surya, sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan walau- 
pun masih dalam skala kecil, tetapi berhubung penyebaran para 
pemakai energi ini sangat luas, menyebabkan data-data peman- 
faatan energi ini sulit untuk dihimpun. 


Secara tidak sadar, orang sudah mulai banyak memanfaat- 
kan energi surya sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Terutama 
di daerah tropis seperti untuk pengeringan hasil pertanian, 
perikanan, pakaian dan sebagainya. Hingga kini energi surya 
sudah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, yaitu dengan 
membuat suatu alat pengeringan dan pemanasan air dengan 
mempergunakan teknologi tepat guna. Di samping adanya alat 
yang sederhana itu, ada pula beberapa sistem pembangkit 
energi listrik dan energi surya antara lain sistem photovoltic, 
sistem helio thermis dan lain sebagainya. | | 


Seperti halnya energi surya, energi angin pun sebenarnya 
telah lama dimanfaatkan, misalnya untuk mendorong perahu, 
pompa air dan sebagainya. Sedangkan energi kayu bakar dan 
limbah pertanian merupekan sumber energi yang paling tua di- 
pergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan ener- 
gi. Misalnya untuk keperluan memasak, pemanasan serta ke- 
perluan lain.indonesia sebagian besar didominasi oleh minyak 
bumi. Baik untuk keperluan sehari-hari maupun sebagai keper- 
luan ekspor. | 


Pemanfaatan gas bumi pada Pelita III terus meningkat.Ini 
terutama disebabkan karena kian meningkatnya pemanfaatan 
gas bumi untuk keperluan LNG yang diekpor, meningkatkan 
pemakaian gas bumi sebagai pengganti BBM di beberapa in- 
dustri dan bahan baku di beberapa industri pupuk, serta me- 
ningkatnya penyaluran gas bumi sebagai gas kota yang dila- 
kukan oleh Perusahaan Negara. 


Dengan selesainya Pusat listrik Kamojang (1 x 30 Mw) 
yang dibangkitkan oleh tenaga panas bumi, menandakan di- 
mulainya pemanfaatan sumber-sumber energi lainnya dalam 
kurun waktu yang cukup panjang. Artinya, dengan memanfaat- 
kan gas bumi sebagai salah satu sumber energi yang merupa- 
kan tujuan diversifikasi ini kemungkinan ketergantungan pada 
salah satu sumber energi akan dapat dikurangi. Disamping itu, 
pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas kekayaan alam juga 
akan terlaksana. ` 


Dalam usaha mengembangkan diversifikasi energi seba- 
gaimana diutarakan diatas, dewasa ini di Indonesia telah dila- 
kukan pengembangan potensi sumber-sumber energi panas bu- 
mi (Geothermal). Lihat Peta Potensi Geothermal di Indonesia. 
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POTENSI GEOTHERMAL DI INDONESIA 
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Potensi ini berkaitan erat dengan daerah-daerah di dunia yang 
selama 20.000 tahun terakhir mengalami gempa bumi. Atau 
menunjukkan kegiatan-kegiatan vulkanik. 


Berbeda dengan minyak, sumber daya alam geothermal 
jelas tidak akan ada habis-habisnya. Sebab, selama magma di 
perut bumi masih bekerja, selama itu pula sumber-sumber pa- 
nas bumi bisa diperoleh untuk berbagai keperluan. Namun ti- 
dak semua negara di dunia ini dapat memanfaatkan energi pa- 
nas bumi. Sebab sebaran lokasi sumber panas bumi hanya ter- 
dapat di daerah-daerah yang berada di sepanjang jalur gunung 
berapi. Salah satu daerah yang terletak pada jalur itu adalah 


120° | ` 0° 140° 


sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia 
merupakan salah satu negara yang sangat potensial untuk pe - 
ngembangan sumber-sumber energi geothermal. 


. Sebagai gambaran, jalur gunung api di Indonesia memben- 
tang melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Kepulau- 
an Banda, Halmahera serta Pulau Sulawesi. Secara keseluru- 
han panjangnya mencapai 7.000 sampai 7.500 Km dan lebar- 
nya 50— 100 Km. Sedang jumlah seluruh gunung api di Indo- 
nesia baik yang masih aktif maupun sudah non aktif menca- 
pai 149 buah. 


HASIL PENELITIAN POTENSI PANAS BUMI 


Atas dasar hasil penelitian Direktorat Vulkanologi Bandung 
(DVB) di sepanjang jalu-jalur tadi diperkirakan potensi panas 
bumi di Indonesia mencapai 10.000 MW. Dari jumlah itu seki- 
tar 5.500 MW terdapat di Pulau Jawa dan selebihnya di ka- 
wasan luar Jawa. 


Kemudian atas hasil inventarisasi dan survei panas bumi 
yang dilakukan sejak Pelita | hingga Pelita III, di Indonesia ter- 
dapat 200 daerah panas bumi yang prospektif untuk dikem- 
bangkan.Tujuh belas daerah sudah diteliti dan tiga diantara - 
nya sudah dilakukan pengembangannya, meliputi Kamojang 
Darajat serta Dieng (Jawa Tengah). Hasil penelitian DVB po- 
tensi panas bumi di Indonesia dengan lokasi dan sumbernnya 
meliputi : 


a - Pulau Jawa: luas daerah sekitar 68.000 Km? yaitu Jawa- 
barat 2.200 MW, Jateng 2.600 MW dan Jawa Timur 700 
MW. Dari 5.500 MW yang dapat dikembangkan hanya 
4.650 MW. Potensi yang sudah pasti mencapai 90 MW. 


b. Luar Jawa : 


Adalah 4.500 MW, yaitu di Sumatera 1.100 MW, Sulawe- 
si 1.400 MW, Nusa Tenggara 400 MW, kepulauan Maluku 
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Lg MW, Irian Jaya 100 MW dan daerah lainnya 1. 400 
W. 

Hingga saat ini tersedia secara fisik uap panas bumi 
sebanyak 10 MW di Darajat dan 40 MW di Kamojang Jawa 


Barat, sedang di Dieng (Jawa Tengah) tersedia sebesar 15 


MW. Sedang pptensi sumber panas bumi yang terdapat 
di Pulau Jawa saat ini diperkirakan sebesar 2.058 MW. 
Terdiri dari atas 358 MW di Banten, 150 MW di Gunung 
Salak 300 MW di Kamojang dan 1050 MW di Dieng. 


Dengan demikian telah dapat dipastikan bahwa energi ge- | 
. othermal dapat dihasilkan dari daerah lapangan geothermal Ka- 


mojang dan.Dieng . Khusus untuk Kamojang pada tahun 1971 
para ahli Selandia Baru bekerja sama dengan Indonesia telah 
mulai mengadakan penyelidikan dan menjajagi segala kemung- 
kinan pemanfaatan energi geothermal - dengan jalan menga- 
dakan penyelidikan geologi, penelitian geokimia, penyelidikan 
geofisika serta pengukuran landaian suhu melalui pemboran 
dangkal sampai kedalaman 100 meter. . 

Untuk mencapai daya listrik sebesar 3OMW diperkirakan 
harus dilakukan pemboran sebanyak 10 sumur produksi, yang 
secara menyeluruh akan mengahasilkan uap panas bumi se- 


banyak 300 ton per jam dengan suhu antara 150 — 170 de- . 


rajat dengan tekanan mencapai 5 atmosfer gauge 


о o 9 
f AMOR 210° 


Sedang untuk Dieng, telah pula dilakukan pemboran eksp- 
lorasi, yaitu pada tahun 1977 dan berhasil menemukan sumur 
Dieng 1, 2 dan 3 dengan kedalaman masing-masing : 1.901 
m, 1.662m dan 1.950m. Berbeda dengan Kamojang yang 
menghasilkan uap kering, lapangan Dieng menghasilkan uap 


- 


basah dengan kadar 30 prosen mengandung air. Dan diperki- 
rakan sumur Dieng 1 dan 2 mempunyai potensi sekitar 2.000 
MW listrik. Uap itu dialirkan dan digunakan untuk menjalan- 
kan pusat pembangkit tenaga listrik panas bumi micro berka- 
pasitas 2.000 MW. 


PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI 


Sejak Februari 1983 Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi 
PLTP) yang terletak di Kamojang dengan kapasitas tahap per- 
tama sebesar 30 MW telah beroperasi berarti selama kurun 
waktu itu PLTP Kamojang sudah mulai dimanfaatkan. Juga 
PLTPDieng Jawa Tengah sudah mulai dilaksanakan pemba 
ngunannya.Termasuk pula panas bumi berbagai daerah lain te- 
rus diperluas dan ditinggkatkan penggunaannya. 


Melihat akan potensi panas bumi di Indonesia sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, dimana potensi ini ternyata dapat di- 
manfatkan seluruhnya, maka ketergantungan terhadap Bahan 
Bakar Minyak di Indonesia sudah tidak lagi menjadi masalah 
yang pokok. 


Menurut hasil penelitian, diperkirakan sekitar 50 tahun lagi 
cadangan minyak bumi akan habis terkuras, demikian pula ba 
tubara. Bahkan diperkirakan sampai tahun 1985 kenaikan ke- 
 butuhan akan energi listrik sebesar 20% per tahun akan bisa 
ditekan dengan memanfaatkan sumber energi panas bumi. 


Berarti sejak Pelita III Indonesia telah selangkah lebih maju. Te: 
utama terhadap realisasi upaya kebijaksanaan Pemerintah da- 
lam hal usaha mendiversifikasikan energi yang telah dicanang- 
kan sejak akhir Pelita |. 


Di pihak lain, dengan usaha diversifikasi energi berati Ba- 
han Bakar Minyak yang tadinya digunakan untuk pembangkit 
tenaga listrik sudah dapat dimanfaatkan atau dialihkan untuk 
keperluan ekspor. Berarti pula, upaya diversifikasi energi pe- 
merintah sudah dapat mempertahankan serta meningkatkan 
devisa negara untuk tujuan pembangunan. 


Untuk mendorong tujuan itu, pemerintah juga terus mem- 
berikan perhatian terhadap pembangunan stasiun pembang- 
kit tenaga listrik. Sampai saat ini terdapat 1 buah PLTP di Ka- 
mojang dengan kapasitas 250 KW dan 1 buah PLTP di Dieng 
dengan kapasitas 2 MW. Dan pada tahun 1983 telah selesai 
dibangun 1 buah PLTP yang berlokasi di Kamojang dengan ka- 
pasitas 30 MW. Proyek ini merupakan proyek kerja sama an- 
tara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru. 


Khusus untuk potensi energi panas bumi Indonesia yang 
diperkirakan mencapai 10.000 MW, 2.000 MW berasal dari 
Dieng, berdasarkan Keppres Nomor 16/1974, Pemerintah me- 
nugaskan Pertamina untuk mensurvei dan mengeksplorasi 
sumber panas bumi. Berdasarkan Keppres No.21/22/1981, Pe- 
merintah memberikan kuasa kepada Pertamina untuk menge- 
lola sumber panas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Menge- 
nai pemanfaatan sumber energi panas bumi di Indonesia da- 
pat diikuti pada Tabel 9 


TABEL 9 
RENCANA PEMANFAATAN OLEH PLN 
SUMBER ENERGI GEOTHERMAL 


Lokasi Pelita lll Pelita IV Pelita V 4 Pelita VI 4 
Jawa Barat 30 MW 470 MW* 
50 MW 
Jawa Tengah — 110 790 MWY Р 
Ѕитаїега — — 100 150 
Sulawesi — 55 50 100 
Daerah-daerah lain — 55 50 100 
30 MW 690 MW 950 MW 1.300 MW 


Sumber : 

Laporan PTE untuk BAK OREN ` 

+ Bechtel Report 1981 _ 

* Termasuk UNION OIL 220 MW 


Pada dasarnya PLN akan berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga listrik, baik untuk kawasan industri 
besar/berat maupun untuk kawasan industri ringan/kecil. Dan 

. kebijaksanaan pengembangan kelistrikan nasional memang 
diarahkan sesuai dengan kebijaksanaan energi nasional (yaitu 
melalui diversifikasi, diutamakan pengembangan pusat pem- 
bangkit non BBM). Ini nampak pada peranan PLTA,PLTP ser- 
ta PLTU. 


Tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLTP Kamojang mi- 
sainya, telah disalurkan ke jaringan transmisi 150 KV melalui 
gardu induk Kamojang. Juga untuk PLTP Dieng telah dibangun 
gardu induk dan jaringan transmisi yang mampu menampung 
tenaga listrik yang dibangkitkan. Melalui jaringan inilah sebagian | 
dari tenaga listrik yang dibangkitkan dari Kamojang dan Dieng 
disalurkan untuk masyarakat di sekitarnya. | 
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L INTRODUCTION 


Until now, the mining sector development has been 
directed at steps of continuing and increasing activities im- 
plemented previously. Such as taking inventory, exploration 
and explotation of various minerai resources. This policy has 
been pursued within the framework of achieving the main ob- 
jective of mining sector development, i.e. efforts of increas- 
ing the production of various -minerals, especially energy. 
resources commodities, the mein generator of foreign 
currency. 


So far, Indonesia's production and export of minerals gene- 


` rally, have showed a less encouraging situation. This is evi- 


dent when comparing results echieved in previous yeers, 
especially crude oil because the majority of mining products 
is still directed at export. As such, there is still a situation of 
being substantially dependent on international markat condi- 
tions. A decrease in mining production and export is not only 
because of a drop in production capacity, but clearly influenc- 
ed by a decrease in international market demand as a result 
of the world economy which is still involved in an economic 
recession. 


Though there has been a decrease in crude oil production 
and export as a result of OPEC's production limitation impos- 


ed on its mamber, nevertheless the role of crude oil in. 


. Indonesia's economy remains dominant as the major source 
of state/s revenue for national development, for industrial 


needs besides as national energy consumption. Meanwhile, 
the utilization of natural gas is showing increasing importance, 
such as for city ges managed by the State Ges Company 
(Perusahaan Gas Negara). 


Long before the implementation of Pelita 1 (the first five- 
Year development plan), oil production in Indonesia has piayed 
an important role. Initially, this crude oil was producad in 1888 
from the oil field Telaga Said in North Sumatra, foilowed by 
East Java, South Sumatra and East Kalimantan. Generaliy, the 
efforts of oil development during that period could not be re- 
garded proper because oil production was still in the stage of 
discovery. | 


It was after the New Order Government that oil develop- 
ment is managed more efectively. Especially, since the intro- 


duction of the Five-year Development Plan. It was during these 
stages that there was a conceptional development of the min- 
ing sector, especially oil and natural gas received serious at- 
tention from the government. During that period, crude oil was 
the major product of mining activities in Indonesia. 


During Pelita I, efforts of developing crude oil were car- 
ried out by Pertamina, as the sole government owned com- 
pany engaged in crude oil and natural gas. Foreign companies 
participating, basically opereted on the basis of the " Contract 
of Work" or the "Production Sharing Contract" with Per- 
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tamina. In Pelita |, three foreign companies operated under the 
" Contract of Work" and about 60 companies operating under 
the "Production Sharing Contract" with Pertamina. 


Pertamina was established by Law no. 8 year 1971. Chap- 
ter ||, Article 2 paragraph (1) stated : The National Oil and Na- 
tural Gas Mining Company, PERTAMINA, is established as an 
Oil and Natural Gas Mining Company, owned by the Govern- 
ment of the Republic of Indonesia. 


In Chaper V, Article 11 paragraph (2) is stated : The Com- 


pany is extended Mining Authority, of which the territorial 
boundaries and provisions will be determined by the President 
at the suggestion of the Minister. | 


Article 12 paragraph (1) also stated : The Company can 
enter into cooperation with another party by way of a " Produc- 
tion Sharing Contract". The contract as mentioned in para- 
graph (1) will become effective after approval by the President. 


Furthermore, Chapter VIII, Article 19 paragraph (1) stated 
on the Board : The Company will be led and managed by a 
Board consisting of a President Director and not more than five 
Directors. 


Article 23 peragraph (1) emphasized : The President Direc- 
tor will represent the Company inside as well as outside the 
Court. | 


As such, the above Chapters and Articles of Law no. 8 
year 1971 clarified PERTAMINA's position as a Company ow- 
ned by the Republic of Indonesia and extended the authority 
and responsibility of managing strategic minerals, both for the 

state's economy as well as the National defence and security. 


During Pelita I, two important events took place in the pro- 
duction of crude oil. First, in 1971, Indonesia for the first time 
produced crude oil off-shore amounting to 1.496 its total natio- 
nal production. In 1972, this production increased to 6.596. 
Second, in February 1972, crude oil production exceeded the 
one million barrel per day mark. 


Various important events also took place in crude oil refin- 
ing. In 1970, for instance, PT Stanvac Indonesia's refinery at 
Sungai Gerong was purchased by Pertamina, when all refine- 
ries in Indonesia became state property. Furthermore, in 1971 
two refineries were completed and started operation, res- 
pectiveley at Sungai Pakning and "Putri Tujuh" at Dumai. 


In Pelita |, Pertamina only owned 7 refineries, i.e. at Pang- 
kalan Brandan, Dumai, Sungai Pakning, Sungai Gerong, Wono- 
kromo and Balikpapan. While the refinery at Plaju is being us- 
ed as a training and research area for " Lembaga Minyak dan 
Gas Bumi” (the Oil and Natural Gas Institute). And in 1973, 


constructed was started of the Cilacap refinery with a designed 
capacity of 100.000 barrels daily which was completed in early 
1976. 


The impact of development in the industrial and transpor- 
tation sectors, was that the requirement of fuel oil and lube 
oil domestically kept increasing. Since 1969 until 1973, 
domestic fuel consumption increased annually at an average 
rate of 1096. To cope with that development, the Government 
in Pelita | constructed and improved infrastructures with regard 
to transportation and storage and its distribution network. 


Besides increasing the number of tankers, at Semarang 
and at Medan, the Government also installed submarine oil 
pipes. At Semarang, for example, the length of the pipe was 
9 km, while at Medan it was 16 km. A flow line of 22 km long 
was also established between Cilacap and Maos, and between 
Maos — Yogyakarta, 159 km long. 


When entering Pelita ||, the development in the mining sec- 
tor continued to be encouraging. If at the start of Pelita |, crude 
oil production was only 241.3 million barrels, at the end of Peli- 
ta Il it reached 589.2 million barrels, meaning an increase of 
59.04 percent for ever ten years. This production increase was 
among others caused by the discovery of new oil fields as a 
result of exploration during Pelita | and II, besides increased 
secondary recovery. | 


Meanwhile, the search for oil off- shore kept increasing an- 
nually. If in 1973, off-shore production was 1396, in 1977 the 


off- shore production reached its peak of 35.796. 


Then there was a decrease i in oil production, generally. To. | 
illustrate, if at the end of Pelita II production reached 589. 2 
million barrels, then at the fourth year of Pelita it dropped to. 


458.8 million barrels (including off-shore and on shore producti- | 


on). This means, for four years since the end of Pelita II, there . 


was a drop of over 22.13%. This production decrease was 


mainly caused by OPEC's decision of limiting crude oil producti- 
on for its member countries. As an example, in 1982/83 crude 


“production was able to reach 1.6 million barrels/daily, but be- 


cause of the limitation, production was 1. 3 million barrels/daily. 


Though there was a tendency of decreasing oil produc- — 
tion, the Government continued with its exploration activities. 
Drilling activities took place in various areas. To illustrate, the 
number of wells drilled was 253, an increase of six wells com- 
pared with the 247 wells drilled in 1981/82. 


To present a better picture of the development of Indo- | 
nesia's crude oil production during the period of Pelita |, Iland 
Ill, please note the following Table 1 and 2 in Indonesian'la- - 
nguage edition. | 


OIL REFINING 


Until now, oil refining has been for the purpose of meeting 
the demand for fuel oil (BBM) domestically. The domestic re- 
fining capacity consist of the refineries at Pangkalan Brandan, 
Sungai Gerong, Plaju, Balikpapan, Wonokromo, Sungai Pak- 
ning, Dumai and Cilacap with a total capacity of 450.000 bar- 
rels/daily. With the annual increase in domestic consumption 
of fuel oil (BBM), for the last couple of years the domestic refi- 
ning capacity can no longer serve the BBM reguirements. 


Furthermore, some 119.7 million barrels of crude oil was 
refined in 1983/84 by domestic refineries. And to meet the 
shortage of fuel oil (BBM), the supply was provided by refineri- 
es overseas, mainly in Singapore and the Philippines, the reali- 
zation of which in 1983 totalled 64.5 million barrels of crude 
oil and the supply by way of importing fuel oil. 


In overcoming the domestic supply of BBM by Pertamina's 
own refineries, implementation of expanding refining capaci- 
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ty at Balikpapan, Cilacap and the Hydrocracker Unit at Dumai 
was actively pursued. It should be known that with the com- 
pletion of Cilacap's oil refinery, processing of BBM at domestic 
refineries can meet consumption requirement. So, at the end 
of Pelita Ill, the domestic refining capacity has reached 
900.000 barrels daily. 


To illustrated, Table below showed the development of 
crude oil refining at domestic as well as overseas refineries du- 
ring 1973/1974 — 1983/1984. 


Table below showed that refining activities of crude, do- 
mestically as well as overseas, during the last five years since 
the implementation of Pelita ||, indeed showed an encourag- 
ing picture. It means that at the end of Pelita II, refining capacity 
could only reach 158.2 million barrels, at the last year of Pelita 
Ill it reached 184.45 million barrels, meaning an increase of 
26.35 million barrels or 16.6696. 


TABLE 
SPECIAL 
CRUDE OIL REFINING 
1973/74 — 1978/79 
(million barreis) 


YEAR Domestic Overseas TOTAL 
Refinery Refinery 
1973/74 118.1 10.8 128.9 
1974/75 87.1 28.4 115.5 
1975/76 86.6 31.2 117.8 
1976/77 84.7 31.9 116.6 
1977/78 116.2 45.1 161.3 
1978/79 105.8 52.4 158.2 
1979/80 123.6 71.4 195.0 
1980/81 126.2 63.7 189.9 
1981/82 116.3 74.7 191.0 
1982/83 90.0 93.1 183.1 
1983/84 119.7 69.5 184.2 


CRUDE OIL EXPORT 


In general, crude oil export in Pelita | and Pelita || showed 
a sufficient high increase. In 1969/1970, as an example, crude 
oil export reached 241.3 million barrels with an export value 
of US$. 392.4 million and at the end of Pelita | increased to 
438.9 million. It means that during that period, the export volu- 
me increased about 8296 or an average of about 16 percent 
annually. 


When entering the last year of Pelita ||, this export figure 
kept increasing end reached a total of 508.7 million barrels, 
meaning that crude oil export realization during that period an- 
nually showed an average increase of 5.0496. But, generally 
it was still below the set target which was among others cau- 
sed by the world monetary crisis at the beginning of Pelita II. 


As such, the world crude oil demand as a whole is also 
decreasing from its normal trend. This was in view of the high 
increase of the price at the start of Pelita Il, about 40096. Ne- 
vertheless, with the world economy improving after the first 
year of Pelita li, export figures for the following years also 
showed quantitatively considerable improvements compared 
with previous years. 


The weak market and decrease in oil demand proved to 
continue until the implementation of Pelita IIl. The Government 
has taken steps such as efforts of diversifying the marketing 
of crude oil overseas. As an example, in 1982/83, the govern- 
ment made two adjustments in the crude oil export price. First, 
on 11 November 1982 and then on 23 February 1983. But 
these steps were still not advantegeous in view of the internati- 
onal crude oil market situation which still did not yet show sig- 
nificant changes. The realization of crude oil export volume 
for 1982/83, as an example, was able to reach only 302.2 
million barrels which was a drop of 72.3 million barrels, or 19.3 
percent compared with the crude oil export volume realization 
in 1981/82. 


As was the case with crude oil, export realization of fuel 
oil, naphta, wax and LPG in 1982/83 also showed a decrease 
of 12.5 million barrels, or 24.2596 compared with the export 
realization in previous years. The development of crude oil ex- 
port and its result during Pelita |, Il and III can be seen in Tables 
4, 5 and 6 in Indonesian language edition. 


DOMESTIC MARKETING 


The sale of fuel oil (BBM) in Pelita III (1982/83) amounted 
to 159.088 thousand barreis an increase of 15.000 barrels 
compared with the 1981/82 domestic sales result of fuel oil. 
This increase of fule oil's consumption also pushed the domes- 
tic consumption of lubricants, in 1981/82 reaching the amount 
of 969 thousand barrels. When compared with the realization 
of lubricants consumption in the last year, 1981/82 amoun- 
ting to 965 thousand barrels, it was an increase of 4 thousand 
barrels or 0.4%. This increase of BBM's domestic consump- 
tion was mainly because of the increase of BBM's consump- 
tion in the industrial sector, electricity and communication 
sector. 


To balance the increase of BBM's domestic consumption 
which kept continuing annually, improvement and addition of 


BBM distributional facilities such as the construction of new 
depots and the expansion of existing ones, BBM harbour, sto- 
rage tanks, tankers, tank trucks, railway tanks, distribution 
pipes and BBM filling stations for the public are continued and 
even stepped up. 


Meanwhile, in early January of 1983 there was an adjust- 
ment in the domestic price of BBM. This policy is in the scope 
of reducing subsidy for fueld oil. 

| 


The development of domestic marketing of oil products 
from 1973 up to 1983/84, can be seen in the Tables 5 and 
6 in Indonesian language edition. 

у 
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NATURAL GAS 


Generally, during the implementation of Pelita I, the utiliza- 
tion of natural gas was still limited only for gas lift in the produc- 
tion of crude oil and very little for the production of urea fertili- 
zer. Then, in Pelita Il its application was more developed, such 
as hydrocarbon source for export, as a raw material for urea 
fertilizer and the prime energy support besides crude oil. 


The production and utilization of natural gas showed an- 
nually a significant increase. When in 1973, the production 
and utilization of natural gas totalled 186.1 million MCF and 
52.8 million MCF, in 1978 the production and utilization reach- 
ed 820.1 million MCF and 596.6 million MCF respectively. 


Entering the implementation of Pelita III, the utilization of 
natural gas as an energy source continues to increase. This 
is due to the increased utilization of natural gas for LNG require- 
ment as an export commodity, raw material for urea fertilizer, 
the use of natural gas as a substitute for fuel oil at the Balikpa- 


pan refinery and the Cibinong | and || cement factory, for the 
Krakatau Steel mill as energy and support material, and the 
utilization of natural gas by the State Gas Company for gas 
in the cities such as Jakarta, Cirebon and Bogor, Kalimantan 
East | and Il. 

Besides crude oil as a major export commodity, an increasing 
role of natural gas as LNG is felt as an export commodity in 
the Indonesian economy. LNG export in 1983/1984 reached 
446.913 thousand MM BTU, a production increase of 219.378 
thousand MM BTU or 96.596 compared with LNG production 
in 1978/79 which was 227.534,6 thousand MM BTU. 


The natural gas production and utilization during 1973 — 
1984 is illustrated in Table 7 in Indonesian language edition. 


While the development of LNG production and export from 
1978/1979 — 1983/1984 can be seen in Table 8 in Indone- 
sian language edition. 


IV. 


ENERGY DIVERSIFICATION 


It is clear that dependency on one type of energy, especial- 
ly crude-oil cannot continue. The more amid a world reces- 
sion where crude oil price keeps falling and the world's crude 
oil supply keeps increasing. From this observation emerged the 
government's policy and efforts of diversifying and conserv- 
ing of energy. Among the steps taken was utilizing geother- 
mal, the exploration of which has been entrusted to Pertamina. 


It is realized that the impact of the energy crisis is not on- 
ly felt in such developed countries as the United States of 
America, Japan and Europe. But, it is even more felt in the 
developing countries having no crude oil source. Since then, 
the campaign for energy conservation has been incessant. And 
at the same time efforts of energy diversification have been 
considered, studied and introduced. 


Actually, since 1977 in Indonesia as a whole was started 
a guided thought in this energy field. But, since Pelita I, steps 
were taken far in advance in this direction to start applying 
in stages. Indeed, Indonesia is in urgent need of an overall and 
integrated energy policy. But consideration should be given to 
increasing the need, both for export as well as domestic con- 
sumption. Especially, the ability of supply for long term strate- 
ду. 


One of the activities to support energy conservation and 

diversification is the development of new energy sources, such 
as biomass, solar and wind. 
Development of this energy has reached the stage of modell- 
ing and introducing to the community. The development of this 
model project is also adjusted to the condition of the respec- 
tive location. As an example, a biogas model is developed in 
an area with much cattle and a biomass model developed at 
a location with considerable potential of garbage (waste) or 
agricultural waste. 


Besides for the development of energy source and environ- 
mental management, a model garden for energy was made 
with quick growing trees, such as Lamtorogung and Kalian- 
dra where at regular intervals the wood can be used as material 
to generate electricity, 


In general, energy can only be classified in two major 
groups. First, the primary energy which can be directly obtair: 
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ed from nature, primary as crude oil, natural gas, coal, water, 
geothermal, nuclear, wind the tides, fire wood and garbage 
(waste). Second, secondary energy which is a type of energy 
originating from primary energy but treated through a technolo- 
gical process into a practical form and can be easily utilized, 
such as electricity, artificial gas, coke, charcoal brick, coal, 
kerosene, gasoline, IDO, HSD, etc. 


Energy source such as natural gas, uranium, water and 
other conventional energy still has the character of diversificati- 
on of both oil source and coal. But lately, this substitute energy 
or alternative energy for oil and coal substance, for example, 
has already a numerous role as electrical energy substitute. 


As an example, electrical energy in 1976, total hydropo- 
wer installed reached 372,000 WW, with an energy produc- 
tion of 5.7 EJ, equivalent with the consumption of 2.5 billion 
barrels of oil. Actually, solar energy has been much utilized 
though still in a small scale, but in view of widespread use it 
has been difficult to compile data on the utilization of this 
energy. 


Without realizing, man has been using this energy for thou- 
sands of years. Especially in the tropics for drying agricultural 
produce, fishery, clothes, etc. Until now, solar energy can be 
used more effectively by making equipment for drying and 
waterheating, using applied technology. Besides the simple 
equipment there are also several electrical and solar energy 
generators such as the photovoltic system, the thermic helio 
System, etc. 


Like solar energy, wind energy has been actually used for 
a long time, such as in pushing a canoe, water pump, etc. While 
energy from fire wood and agricultural waste are the oldest 
energy source used by man to meet his energy needs, such 
as cooking, heating and other purposes. 


In Indonesia, the various types of energy are mostly domi- 
nated by crude oil, both for daily purposes as well as for export. 


The utilization of natural gas in Pelita lll kept increasing, 
mainly due to the ever increasing use of natural gas as LNG 
for export, the increased use of natural gas a substitute for 
fuel oil (BBM) in various industries and as raw material in seve- 
ral fertilizer industry, and the increased flow of natural gas to 
the cities by the State Gas Company. 


The completion of the Kamojang geothermal Electricity 
Centre (1 x 30 MW) marked the start of utilizing other energy 
sources in a sufficient long period. In the sense that with the 
utilization of natural gas as one of the energy source which 
is the purpose of diversification, the dependency on one of the 


energy source can be reduced. Furthermore, the best possi- 
ble utilization of a natural resource is also realized. 

In its efforts of energy diversification, Indonesia at pre- 
sent has started developing geothermal energy resources (See 
Map of Indonesia's Geothermal Potential). 


INDONESIA'S GEOTHERMAL POTENSIAL 


JAWA 5500 MW 
SUMATERA 1100 MW 
SULAWESI 1400 MW 


BALI, LOMBOK, TIMOR HALMAHERA 100 MW. 


1009 1109 


This potential is closely related with areas in the world 
which for the last 20.000 years have experienced earthquakes. 
Or, have showed volcanic activities. 


Unlike oil, geothermal natural resource is obviously unlimit- 
ed, because as long as the earth's magma is active, geother- 
mal resource will be available for various purposes. But, not 
all countries in the world can utilize geothermal energy because 
the location distribution of geothermal resource is found along 
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mountain belts. And one of the large areas is situated in Indo- 
nesia making it one of the very potential countries for deve- 
loping geothermal energy resource. 


To illustrate, Indonesia's volcanoes belt stretches the 
through islands of Sumatra, Java, Bali, East Nusatenggara, 
West Nusatenggara, the Banda islands, Halmahera and Sula- 
wesi, with a total length between 7.000 to 7.500 km and 50 
— 100 km wide. While the total number of volcanoes in Indo- 
nesia, active as well as non-active), is 149. 


STUDY RESULT OF GEOTHERMAL POTENTIAL 


Based on the study result of the Directorate of Volcano- 
logy Bandung, it is estimated that along those belts, Indone- 


sia's geothermal potential is about 10.000 MW, of which about . 


5.500 MW at Java and the rest outside Java. 


Furthermore, as a result of inventory and survey of geo- . 


thermal ѕіпсф Pelita | until Pelita Ill, Indonesia has 200 prospec- 

tive geothermal areas for development. A study was made on 

17 areas of which three already developed, Kamojang, Dara- 

jat and Dieng (Central Java). The study result of the Bandung 

Directorate of Volcanology on Indonesia's geothermal poten- 

tial with its location and source is as follows : 

JAVA ISLAND : area size about 68.000 km2, i.e. West 
Java 2.200 MW, Central Java 2.600 MW 
and East Java 700 MW. Of the 5.500 
MW, only 4.650 MW can be developed. 
A definite potential that can be reached 
is 90 MW. 

: 4.500MW, i.e. Sumatra 1.100 MW, Su- 
lawesi 1.400 MW, Nusa Tenggara 400 


OUTSIDE JAVA 


MW, the Maluku islands 100 MW, West 
Irian 100 MW and other areas 1.400 MW. 


Until now, physically there is available geothermal steam 
of 10 MW at Darajat and 40 MW at Kamojang, West Java, 
while at Dieng (Central Java) is available 15 MW. While the 
geothermal potential available at present in Java is estimated 
at 2.058 MW, consisting of 358 MW at Banten, 150 MW at 
Gunung (Mountain) Salak, 300 MW at Kamojang and 1.050 
MW at Dieng. 


Therefore, it can be definitely stated that geothermal ener- 
gy can be produced from the Kamojang and Dieng geother- 
mal fields. Especially with regard to Kamojang, іп 1971 ex- 
perts from New Zealand in cooperation with Indonesia started 
a study and explored all possibilities of utilizing geothermal 
energy — by doing research in geology, geochemistry, 
geophysics measuring temperature variation by shallow drill- 
ing up to 100 m deep. 


To achieve an electrical capacity of 30 MW it is estimated 
that 10 production wells should be drilled, giving an overall 
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production of geoghermal steam to the amount of 300 ton per 
hour with a temperature between 150 — 170? and a pressure 
of 5 atmosphere gauge. 


While exploratory drilling at Dieng was conducted in 1977, 
resulting in the discovery of Dieng 1, 2 and 3 with a respec- 


tive depth of 1.901 m, 1.662 m and 1.950 m. Unlike Kamo- 
jang producing dry steam, the Dieng field has wet steam with 
3096 water content. It is estimated that Dieng 1 and 2 wells 
have a potential of some 2.000 MW electricity. The steam is 
channelled and used to start the micro geothermal electricity 
power Plant with a capacity of 2.000 MW 


UTILIZING GEOTHERMAL ENERGY 


Since February 1983, the Geothermal Electricity Power 
Plant (PLTP) located at Kamojang with an initial capacity of 
30 MG has been in operation and utilzed. Also, the PLTP Dieng, 
Central Java, where construction work has started. Including 
the continuous expansion and increased use of other geother- 
mal areas. 


Considering Indonesia's geothermal potential, as explained 
above, which can be fully utilized, the dependency on fuel in 
Indonesia is no longer a basic problem 


According to research it is estimated that in approximately 
50 years, the crude oil reserves will have been depleted, and 
such is the case with coal. It is even estimated that until 1985, 
the increased requirement for electrical energy of 2096 annually 
can be reduced by utilizing geothermal energy resource. It 
means that since Pelita III we have made progress, mainly in 
the realization of Government efforts of diversifying energy, 
announced since the end of Pelita |. 


On the other hand, energy diversification means.that fuel 
oil previously used for generating electrical power can be us- 


ed or shifted for export purposes. Also, that the Government's 
energy diversification efforts have succeeded in maintaining 
and enhancing foreign currency revenues for develgpment pur- 
poses. e ; 


As an encouragement in that direction the Government 
continued to pay attention to the construction of electricity 
power plants. Until now, there is one PLTP at Kamojang with 
a Capacity of 250 KW and on PLTP at Dieng with a capacity 
of 2 MW. And in 1983, at Kamojang was completed one PLTP 
with a 30 MW capacity. This is cooperation project between 
the Government of Indonesia and New Zealand. 


Especially, with regard to Indonesia's geothermal energy 
potential estimated to reach 10.000 MW, of which 2,000 MW 
is from Dieng, based on Presidential Decree No. 16/1974, the 
Government has assigned Pertamina to survey and explore 
geothermal resources. The Government extended authority to 
Pertamina to manage geothermal resource in the whole territo- 
ry of Indonesia. With regard to utilizing Indonesia's geother- 
mal energy resources, please note the following Table. 


PLN'S PLAN IN UTILIZING 
GEOTHERMAL ENERGY RESOURCES 
LOCATION PELITA Ill PELITAIV PELITA V + PELITA VI+ 
WEST JAVA 30 MW 470MW* 
750MW 950 MW 
CENTRAL JAVA - 110 
SUMATRA — 100 150 
SULAWESI = 55 50 100 
OTHER AREAS = 55 50 100 
30 MW 690 MW 950MW 1300 MW 
SOURCE PTE Report lor BAKOREN 
+ Bechte! Report 1981 
Including UNION OIL 220 MW 


Basically, PLN will work toward meeting electricity power 
requirements, both for big/heavy industrial estate as well as 
for light/small industrial estate. And the national development 
policy on electricity is indeed directed in accordance with the 
national energy policy (i.e. through diversification, with the 
emphasis on developing power plants without the use of fuel 
oil or BBM). This is evident from the role of PLTA, PLTP and 
PLTU (hydropower, geothermal and steam). 
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Electricity power generated by PLTP Kamojang, for ins- 
tance, has been channeleed to 150 KV transmission network 
via Kamojang's main station. For PLTP Dieng, a major station 
is also constructed with a transmission network capable of ac- 
commodating the generated power. Through this network, part 
of the generated electricity power from Kamojang and Dieng 
is channelled to the community and the surrounding area. 


Машан Google 


Kantor Pusat Pertamina Jl Merdeka Timur 1, Jakarta, pusat kegiatan perminyakan 


di seluruh Indonesia 


Head office of the State-owned oil company Pertamina at Jalan Merdeka Timur No 
1, Jakarta, centre for oil-activities throughout Indonesia 
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Sejak tahun 1977, Indonesia mulai mengekspor gas alam cair (LNG) sebagai upaya 


pemanfaatan gas yang ditemukan di Bontang Kalimantan Timur dan Arun Aceh Utara. 


Since 1977, Indonesia has been exporting liguefied natural gas as part of the pro 
gramme for the exploitation of natural gas found in Bontang (East Kalimantan) and 


Arun (Northern Aceh) 
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Kilang minyak terbesar Indonesia di Cilacap (kapasitas 
300.000 barel/hari) diresmikan penggunaannya tang- 
gal 4 Agustus 1983, dan LPG pertama yang diproduk- 
si kilang baru pada tanggal 12 Oktober 1983 mulai 
diekspor ke Jepang. 


The biggest oil refinery of Indonesia in Cilacap (daily 
capacity 300,000 barrels) was officia ted on 4 August 
1983, while the first production of Liquefied Petro- 
leum Gas was exported to Japan on 12 October 1983. 


Indonesia mulai memasuki tahap swasembada BBM, 
setelah Presiden Soeharto meresmikan proyek per- 


luasan kilang Dumai, yang diperlengkapi dengan Unit 
hydrocracker baru berkapasitas 92.300 barel/hari. 


Indonesia enters energy-self-supporting era since Pre- 
sident Soeharto inaugurated the project for the expan- 
Sion oil refinery of Dumai with a Hydrocracker unit 
with a daily capacity of 92,300 barrels. 
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Dengan membuka kerangan gas dan penggun- 
tingan pita, Presiden dan Ibu Tien Soeharto 
tanggal 18 Januari 1984 meresmikan proyek 
Pupuk Asean dan proyek perluasan kilang LNG 
Arun, Aceh Utara. 


The opening of faucet by President Soeharto 
and ribbon-cutting by Madame Soeharto on 18 
January 1984 marked the dedication ceremo- 
ny of the ASEAN Fertilizer Plant Project and 
the project for the expansion of LNG Plant in 
Arun, Northern Aceh. 
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Proyek perluasan kilang Balikpapan dengan kapasitas tambahan 200.000 barel/hari tidak | 
, j hanya 
| geo BBM untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga berhasil mengekspor Naphta dan LPG 


The expansion of Balikpapan plant (additional capacity of 200,000 barrels/day) does 
not only produce oil for domestic consumption but also naptha and LPG for export 
to Japan. 
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Dua train pengolah LNG di Bontang, diresmikan penggunaannya 
tanggal 31 Oktober 1983, melengkapi dua train lainnya yang 
beroperasi sejak tahun 1977, merupakan usaha pemanfaatan 
gas dari berbagai lapangan minyak dan gas di sekitar Kaliman- 
tan Timur. 


Two trains for the processing of LNG in Bontang to augment 
the existing two in operation Since 1977, were inaugurated on 
31 October 1983 within the framework of promoting the 
exploitation of natural gas and oil-fields in East Kalimantan 


Kegiatan perminyakan atas dasar kontrak karya yang disahkan UUD/1963 tang- 
gal 28 Nopember 1983 berakhir. PT Stanvac Indonesia mengembalikan daerah 
operasinya yang lama seterusnya PT Caltex Pacific Indonesia akan melanjutkan 
kegiatan atas dasar kontrak bagi hasil di daerah lokasi yang sama. 


Oll-mining activities on the basis of work-contract as stipulated by at 1963 act, 
were terminated on 28 November 1983. PT Stanvac Indonesia has returned the 
oil-fields which were formerly, operated by the company while PT Caltex Pacific 
indonesia continues activities on the basis of production-sharing 
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Korea Selatan mulai tahun 1986 akan menerima 2 juta ton/tahun LNG dari Indo- 
nesia dan kontrak jual beli LNG ini ditandatangani tanggal 12 Agustus 1983 
antara Pertamina dengan Korea Electric Power Corp. Dua perusahaan swasta 


nasional memperoleh kepercayaan bagi pengadaan dua tanker LNG untuk meng- 
angkut LNG ke Korea Selatan. 


Since 1986, the Republic of Korea will annually import two million tons of liquefiea 
natural gas from Indonesia. Contract of the deal has ben signed on 12 August 
1983 by Pertamina and the Korean Electric Power Corp. Two national private 
enterprises are entrusted with the procurement of two LNG-tankers to transport 
the LNG to the Republic of Korea. 


Untuk mendukung industri 
dalam negeri dan menda- 
yagunakan minyak sebagai 
bahan baku industri, pro- 
yek Pusat Aromatik tang- 
gal 15 Maret 1983 mulai 
dibangun di Plaju, yang 
akan memproduksi PTA 
sebagai bahan baku indus- 
tri sandang. 


Di daerah Kamojang Jawa 
Barat dan Dieng Jawa Te- 
ngah, dengan pengeboran 
daerah vulkanis, telah mu- 
lai diproduksi sumber pa- 
nas bumi untuk pembang- 
kit tenaga listrik. 


To support domestic industry 
as well as to utilize oil as raw 
materials for industry, the con- 
struction of an Aromatic Cen- 
tre in Plaju has been started 
since 15 March 1983. The cen- 
tre will produce, among others, 
PTA as raw material for cloth- 
ing industry. In Kamojang 
(West Java) and Dieng (Central 
Java), drilling of volcanic areas 
has produced geothermal 
energy. 


As member of 
OPEC, Indonesia 
shares the decisive 
role in the interna- 
tional trade'of oil. 
Indonesia has 
hosted two OPEC 
Conference in Bali. 


Sebagai anggota 
OPEC, Indonesia tu- 
rut memainkan pe- 
ranan yang besar di 
dalam percaturan 
minyak internasio- 
nal. Selama ini Indo- 
nesia dua kali me- 
nyelenggarakan 
Konperensi OPEC di 
Bali yang berakhir 
dengan sukses. 


Sebagai proses yang wajar 
dalam suatu organisasi, Direksi 
Pertamina yang ditetapkan oleh 
Presiden, telah beberapa kali 
mengalami pergantian. Direktur 
Utama Pertamina pernah dijabat 
oleh DR Ibnu Sutowo, Piet Har- 
yono, Drs Joedo Sumbono dan 
tanggal 16 Juni 1984 dilantik 
Abdul Rachman Ramly. 


Tour of duty is a natural process 
in an organzation, including the 
post of President Director of 
Pertamina, Dr Ibnu Sutowo, Piet 
Haryono and Drs Joedo Sum- 
bono were the figures who had 
once been appointed to the post 
during the New Order Era. The 
present President Director, Ab- 
dul Rachman Ramly, was install 
ed on 16 June 1984. 


-> 


Industri perminyakan berfungsi sebagai 
wahana pengembangan wilayah, karena 
umumnya kegiatan perminyakan terletak di 
daerah-daerah terpencil, sehingga perlu diba- 
ngun berbagai prasarana dan fasilitas yang 
layak bagi suatu daerah. 


Oil industry also functions as a vehicle for 
regional development since oil-mining activi- 
ties are usually located in remote areas, thus 
reguiring the development of various infra- 
Structures and facilities. 


Batam (Otorita) 


BATAM SEBAGAI PINTU GERBANG 
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 


THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
GATEWAY OF INDONESIA 
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Akhir-akhir ini sudah mulai tampak banyak kemajuan pem- 
bangunan di Pulau Batam. Batam adalah salah satu dari sekitar - 
3.400 buah pulau di Riau Kepulauan. Luasnya kira-kira 415 
Km persegi. Jaraknya hanya sekitar 20 km dari Singapura. 
Selat yang memisahkan Batam dengan Singapura termasuk 


alur pelayaran internasional yang paling ramai, terutama di 
Asia. 


Dengan letaknya yang strategis itu menyebabkan 
kedudukan Batam makin penting dalam kerangka pem- 
bangunan nasional. Berabad-abad Batam luput dari perhatian 
orang. Tapi ketika pemerintah Indonesia menyadari potensi 
Batam yang strategis itu terutama dilihat dari segi per- 
dagangan, industri dan hankam maka pada tahun 1972 telah . 
disetujui sebuah Rencana Induk Pembangunan Pulau Batam 
sebagai pintu gerbang industri dan perdagangan Indonesia. 


Sejak itu Presiden Soeharto juga menaruh minat besar atas 
berbagai kemungkinan pengembangan Batam untuk di- 
integrasikan dengan Pembangunan Nasional. Tanggal- 

22 November 1973 Presiden mengeluarkan Keputusan No. 
41/1973 yang menyatakan seluruh daerah PulauBatam dijadi- 
kan sebagai daerah Industri. Status pengelolaannya ditetapkan 
berbentuk Badan Otoritas yang disebut " Badan Pengembangan 
Otorita Daerah Industri Pulau Batam”. Dan di tahun 1974 Batam juga 
ditentukan sebagai lokasi Bonded Warehouse (Daerah 


penyimpanan atau persinggahan barang-barang untuk kegiatan 
impor-ekspor). Untuk pengelola dibentuk sebuah Badan 
Persero, PT Persero. Batam . Bahkan di tahun 1978 Pemerintah 
melalui SK Presiden No. 41 tahun 1978 telah menetapkan 
bahwa seluruh wilayah Pulau menjadi Bonded Warehouse. - 
Sejak itu Batam sebenarnya juga telah dinyatakan sebagai zone 
perdagangan internasional bagi dunia internasional (Bonded 
Zone). 


Selama beberapa tahun belakangan, sejak pembangunan 
Batam dikaitkan dengan Rencana pembangunan Nasional, 
kegiatan pembangunan di Pulau Batam kian ditingkatkan 
terutama di bidang sarana dan prasarana seperti jalan/ 
jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pergudangan, 
proyek air minum, listrik, telekomunikasi, pusat-pusat per- 
kantoran, pertokoan, kawasan industri, perhotelan, pelayanan 
umum dan lain-lain sejalan dengan meningkatnya kegiatan dan 
usaha-usaha bisnis perdagangan dan industri di sana. Bahkan 
sejak BJ Habibie dipercayakan sebagai ketua Otorita Batam, 
rencana dan pelaksanaan pembangunan semakin menampak- 
kan hasil-hasil nyata. 


Melalui kebijaksanaan penanaman modal asing maupun 
dalam negeri, pembangunan Batam diharapkan makin ber- 


kembang menuju sasaran sebagai daerah industri dan per- 
dagangan bertaraf Internasional. Begitu juga bentuk-bentuk 
kerjasama yang paling menguntungkan dengan negara-negara 
sahabat dijalin dalam rangka pengembangan Batam. Pada 
tanggal 31 Oktober 1980 telah ditanda tangani perjanjian 
kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Singapura 
dalam rangka pengembangan Pulau Batam. 


Pada Januari 1984 Presiden Soeharto telah meresmikan 
beberapa proyek meliputi : lapangan udara, pelabuhan laut, 
jalan/jembatan, proyek air minum, hotel dan lain-lain. Bahkan 
sebelumnya status Batam telah pula ditetapkan sebagai 
Kotamadya. 


Dalam Keputusan Presiden No.41 tahun 1973 tentang 
Daerah Industri Pulau Batam antara lain ditetapkan bahwa : 
Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri 
Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan di- 
pertanggungjawabkan kepada : 


a. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam 

b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 

c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau 
Batam. 


Batam 3 


A. OTORITA BATAM 


Adalah Penguasa yang bertanggung jawab atas pengem 
bangan pertumbuhan Pembangunan Pulau Batam dan mem - 
punyai tugas : 


a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau 
Batam sebagai daerah industri. 


b. Mengembangkan dan mengendalikan alih kapal di Pulau 
Batam. 

c. Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan 
Instansi-instansi prasarana dan fasilitas lainnya. 

d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang 


diajukan oleh para pengusaha serta mengajukan kepada 
instansi-instansi yang bersangkutan. 


e. Menjamin tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang 
diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan Usaha di 
Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib,segala sesuatu- 
nya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha 
menanamkan modalnya di Pulau Batam. Otorita Batam 
sekarang diketuai oleh Dr. B.J Habibie, Menteri Negara 
Riset dan Tehnologi. Dalam melaksanakan tugasnya sehari- 
hari Ketua Otorita dibantu oleh Team Asisten yang terdiri 
dari Interdepartemental. 


B. PT. PERSERO BATAM 


a. Bertanggung Jawab atas pengendalian lalu lintas barang. 

b. Mengelola gudang dan lapangan penimbunan yang menjadi 
miliknya. 

C. Melakukan kegiatan pengepakan, pemrosesan, pemberian 
tanah dan penyortiran komoditi. 


d. Jenis jasa lainnya yang oleh pemerintah dianggap perlu, di- 
kendalikan oleh Perusahaan Negara. 


Dalam melaksanakan tugasnya Otorita Batam dibantu oleh 
suatu Team Asisten yang terdiri atas unsur-unsur Departemen 


tersebut. Pemerintah juga telah membentuk Team 
Interdepartemental dengan tugas khusus memikirkan 
sinkronisasi penentuan kebijaksanaan departemen-departemen 
serta usaha guna memperlancar pengembangan Batam.Dalam 
hal ini tampak bahwa langkah-langkah yang ditempuh 
pemerintah sudah cocok arahnya sehubungan permasalahan 


yang ada dewasa ini serta yang mungkin dihadapi di masa 
yang datang. 


C. FUNGSI PULAU BATAM 


Pulau Batam yang mempunyai luas 415 km2 terletak 20 
km dari Singapura merupakan salah satu di Kepulauan Riau 
yang paling terdepan. Adanya Konsepsi Pembangunan Batam 
untuk dijadikan sebagai Pusat Perdagangan dan Industri telah 
melalui pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan mencakup 
semua aspek. Pembangunan dimaksud adalah didasarkan 
kepada ciri khusus pulau itu seperti : 


a. Sebegai Sumber Devisa Negara. Batam sebagai pusat 
perdagangan dan daerah industri merupakan tempat 
penawaran jasa dan pelayaran. Bahan-bahan baku yang 
datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri diolah di 
Batam untuk selanjutnya dipasarkan, corak industrinya di- 
utamakan berorientasi ekspor. Dengan demikian, Batam 
akan menjadi sumber devisa yang sangat dibutuhkan untuk 
menambah dana pembangunan. 

b. Lokasi yang Strategis. Nilai kestrategisan Pulau Batam lebih 
menonjol. Bukan saja ia terletak pada jalur pelayaran 
Internasional yang sangat ramai dan dinilai amat rawan 
tetapi juga hanya terpisah 20 km wilayah perairan dari 
Singapura, sebuah pusat perdagangan, perindustrian, pasar 
uang dan modal yang dapat menyediakan berbagai 
kesempatan dan fasilitas. 


c. Pemerataan Pembangunan. Sukses pengembangan Batam 
bukan saja sekedar menyebarkan Industri keseluruh pelosok 
tanah air tetapi juga mendorong gairah produksi bagi 
daerah-daerah lain disekitarnya. 

d. Aspek Ketahanan Nasional. Pembangunan Pulau Batam 
dapat menjadi titik tolak yang awal dalam kerangka 
pertahanan keamanan. Sebab sebelum pengembangan 
Batam disusun dan dilaksanakan mulai tahun 1973, wilayah 
Kepulauan Riau di mana Batam terletak, merupakan salah 
satu daerah yang paling rawan di Indonesia ditinjau dari segi 
keamanan dan pemantapan ideologi Negara Pancasila. 

e. Tersedianya tanah yang cukup dengan berbagai persyaratan 
khusus. 

f. Tersediannya tenaga kerja yang banyak dan murah di 
wilayah sekitarnya. 

g. Batam sebagai daerah Bonded Warehouse serta adanya 
kemudahan-kemudahan dan peraturan khusus dalam 
penanaman modal. 


Dengan berbagai ciri tersebut para Investor Dalam Negeri 


dan luar negeri telah banyak berlomba menanam modalnya di 
Pulau Batam. 


PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA UMUM 


Hasil pembangunan di Pualu Batam sampai akhir 1983 
sudah cukup memadai untuk memenuhi harapan bagi para 
pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menanam 
modalnya di Pulau Batam. Di samping berbagai macam 
Prasarana fisik yang sudah selesai dibangun yang kemudian 
akan dikembangkan terus sesuai dengan pertumbuhan industri, 
kegiatan perdagangan dan alih kapal dan lain-lain fasilitas- 
fasilitas yang diperlukan Investor juga sudah disiapkan seperti 
Bonded Zone, fasilitas keimigrasian, fasilitas PMA dan PMDN 
dari bahan bakar. 


Prasarana-prasarana utama yang sudah ada dan akan 
dibangun adalah meliputi : 
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1. Jalan dan Jembatan 


Pola pengembangan jalan dan jembatan di Batam, di- 
laksanakan dengan membangun sekaligus/dalam periode 
singkat jalan-jalan utama yang direncanakan dalam Master 
Plan. Dengan pola ini dimaksudkan seluruh daerah 
pengembangan Batam dapat dicapai sehingga banyak pilihan 
bagi pengusaha memilih lokasi yang dihendaki. Dengan 
demikian membantu mempercepat pengembangan selanjutnya 
sekaligus memberikan kerangka yang kuat bagi Pengembangan 
Pulau Batam. 


Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Жл 
Batam dilaksanakan oleh pemborong-pemborong Nasional. 


Sampai dengan tahun 1983, telah diselesaikan pembangunan 
jalan sampai dengan pengaspalan sepanjang 105,151 km, 
terdiri dari : 62,159 km arteri dengan lebar aspal 7 m, 29,680 
km. jalan kolektor utama dengan lebar aspal 7 m, 3.16 km, 
jalan kolektor utama lebar aspal 3.5 m, 4.725 km, jalan 
kolektor dengan lebar aspal 5-6 m, 5.150 km, jalan lokal. 
dengan lebar aspal 5-6 dan 0.280 km, jalan kompleks dengan 
lebar aspal 4-5 meter. 


Dari rencana pembangunan jalan ini, jalan arteri telah 
selesai 10096 dan jalan kolektor utama 8496, diharapkan tahun 
1985 telah selesai seluruhnya. Di samping jalan yang sudah 
selesai di aspal, masih ada jalan-jalan tanah yang merupakan 
jalan kerja dan rencana-rencana badan jalan sepanjang 100 km. 
Biaya yang telah dikeluarkan untuk prasarana jalan sampai 
dengan tahun 1983 sekitar Rp 26,52 milyar. 


Sistim penyediaan air minum di Pulau Batam adalah 
dengan mengolah air permukaan dengan waduk-waduk 
sebagai penampungan air, untuk kemudian diolah dengan 
Instalasi penjernihan air minum. Cara ini bukan satu-satunya 
karena air tanah masih dimungkinkan dan melalui desalinasi 
air laut yang bisa dilaksanakan melalui kemajuan Tehnologi. 


Kebutuhan air sekarang dan untuk masa mendatang total 
sebanyak 2.303 liter/detik (198.979 m3) per hari untuk 
mencukupi 700.000 penduduk akan dicukupi oleh 6 waduk 
dan penjenirhan air yaitu : 
a. Waduk Duriangkang 
50.000 m3 dapat diolah dan dimanfaatkan 1,315 liter/ 
detik. 

b. Waduk Sai Ladi : Volume penyimpanan waduk 8.800.000 
m3, dapat dimanfaatkan 240 liter/detik. 

с. Waduk Muka Kuning Volume penyimpanan waduk 
10.000.000 m3, dapat dimanfaatkan 438 liter/detik. 

d. Waduk Sei Harapan : Volume penyimpanan waduk 
4.800.000 m3, dapat dimanfaatkan 210 liter/detik. 

e. Waduk Sei Baloi : Volume penyimpanan waduk 200.000 
m3, dapat dimanfaatkan 30 liter/detik. 

f. Waduk Nongsa Volume penyimpanan 
waduk 700.000 m3, dapat dimanfaatkan 60 liter/detik. 


Kapasitas daya listrik terpasang sampai akhir tahun 1983 
sebesar 15.914 KVA, termasuk didalamnya pembangkit listrik 
untuk Instalasi penjernihan air minum sebesar 1.310 KVA dan 
untuk keperluan Pertamina di daerah Kabil selesai 3.500 KVA. 
Sedangkan pembangkit listrik yang dikelola oleh swasta dan 
para investor sendiri mencapai 3.500 KVA, yaitu untuk Industri 
dan Perumahan. 


Sampai akhir tahun 1983, pengelolaan listrik masih di- 
. laksanakan oleh Otorita Batam. Tetapi jika terpasang sudah 
mencapei 25 MW, pengelolaan perlistrikan di Pulau Batam akan 
diserahkan kepada PLN. Penyerahan ini diperkirakan akan 
terlaksana pada tahun 1986, jika rencana pengembangan 4 
x 3,5 MW di Sekupang dapat terlaksana sesuai dengan 
rencana. Kebutuhan listrik untuk seluruh Pulau Batam sampai 
tahun 2.004, diperkirakan sebesar 400 MW. 


4. Telekommunikasi 


Pembangunan telekomunikasi selalu disesuaikan dengan 
kebutuhan yaitu laju pertumbuhan pembangunan Pulau Batam 
sendiri, telekomunikasi dibangun pada tahun 1973. untuk 
melayani kegiatan Pertamina dengan hubungan-hubungan dari 
Batam ke Jakarta,Medan, Plaju, Dumai, P. Sambu dan Tanjung 
Uban. 


Namun sebagai akibat dari perkembangan di Pulau Batam 
dan sesuai dengan peribahan strategi pengembangan Pulau 
Batam, maka sarana telekomunikasi ditingkatkan untuk dapat 


: volume pehyimpanan waduk | 


berhubungan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan 
Singapura, kemudian dengan penambahan-penambahan 
peralatan ditingkatkan, sehingga dapat mencapai semua daerah 
di Indonesia dan hampir seluruh dunia. 


Pada tanggal 11 Maret 1983, aset dan pengoperasian 
telekomunikasi di Pulau Batam telah diserahkan kepada 
Perumtel. Perkembangan selanjutnya ialah dengan dibukanya 
Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dari dan ke Pulau 
Batam, mulai April 1983. 


Fasilitas telekomunikasi yang ada pada saat ini berupa : 


a. Sambungan Telepon Batu Ampar 600 line unit, Sakupang 
600 line unit dan Batu Basar 270 line unit. 

b. Saluran telepon dengan Singapura 6 in Contact. 

c. Sambungan Telex di Pulau Batam 40 line Telex ke seluruhn 
Indonesia dan 1 Channel point to point ke Singapura. 


Pada saat ini juga sedang direncanakan pemasangan 
Container telepon di Batu Ampar dengan kapasitas 900 nomor 
yang berhubungan langsung ke dan dari Pulau Batam. 


5. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Turis 


Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut di Pualu 
Batam bertitik tolak kepada apa yang menjadi fungsi 
Pulau Batam secara keseluruhan, satu diantaranya menjadikan 
Pulau Batam menjadi Marshailing Area. 


Ada 3 pelabuhan laut dan 1 (satu) pelabuhan Khusus Turis 
yang terdapat di Pulau Batam, seperti : 


a. Pelabuhan Laut di Sekupeng : 


Sudah dibangun dan tersedia untuk layak sandar kapal 
3.000 DWT dan 10.000 DWT, dengan panjang total dermaga 
177m. Gudang tertutup seluas 9.000 m2 dengan halaman 
penumpukan seluas 3.800 m2. Pengembangan pelabuhan ini 
akan dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai keadaan 
akhir yaitu untuk kapal maksimum 15.000 DWT, gudang 
tertutup seluas 28.000 m2 serta gudang transit seluas 
18.000 m2. Baru saja Pelabuhan Sekupang selesai di- 
sempurnakan untuk mampu menerima kapal berbobot 
16.000 ton. Panjang pelabuhan yang dimaksud adalah 150 m 
yang semula hanya 50 m. 


b. Pelabuhan Laut Batu Ampar 


Saat ini tersedia dermaga sepanjang 1.050 m untuk kapal 
3.000 DWT, halaman penumpukan seluas 40.000 m2 serta 
gudang tertutup seluas 9.000 m2. Pelabuhan ini juga akan di- 
kembangkan untuk dapat menampung kapal-kapal sampai 
dengan 35.000 DWT dengan fasilitas pergudangan seluas 
208.950 m2. 


c. Pelabuhan Laut Pantai Timur 


Saat ini masih dalam studi untuk dikembangkan menjadi 
Asia Port yang dipusatkan di daerah Kabil dengan daya 
tampung kapal diatas 100.000 DWT. Dan di Kabil bagian 
selatan akan dibangun pelabuhan laut untuk Coal Terminal 
(Coal Centre) dengan daya tampung kapal diatas 
100.000 DWT. | 


d. Pelabuhan Turis Nongsa 


Pelabuhan untuk keperluan turis direncanakan akan di- 
bangun di daerah Nongsa termasuk Sport Maririe. 


6. Pelabuhan Udara 


Saat ini pelabuhan udara Batam yang terletak di daerah 
Batu Basar telah dapat dimanfaatkan untuk segala jenis 
pesawat. Pembangunan pelabuhan Udara ini yang semulanya 
hanya mempunyai panjang run way 850 m, sekarang telah 
menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter, dengan Apron 
255 x 100 meter, dapat menampung 4 buah pesawat jenis 
air Bus (A 300) sekaligus. 
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Pengoperasian lapangan udara Batam sejak tanggal 
1 April 1983 telah diserahkan kepada Departemen Per- 
hubungan. Dan pada saat ini penerbangan dari dan ke Pulau 
Batam dilakukan 13 kali dalam 1 (satu) minggu, yaitu : 


— Jakarta — Batam = 7 kali dengan Pesawat Garuda 
— Batam — Medan = 2 kali dengan Pesawat Garuda 
— Batam — Palembang = 4 kali dengan Pesawat Merpati 


Dalam waktu yang relatif singkat dengan bermula 2 kali 
penerbangan satu minggu, berkembang menjadi 13 kali dalam 
satu minggu dengan rata-rata penumpang dalam satu minggu 


sebanyak 505 orang terdiri dari : datang 290 orang/minggu : 


Batam 6 


dan berangkat 215 orang seminggu. Rencana Pengembangan 
Pelabuhan Udara ini, masih terus dilaksanakan perpanjangan 
Run Way sampai 3.600 meter dan penambahan Apron 150 
x 80 met rta terminal Penumpang, yang diperkirakan baru 
diperlukan sesudah tahun 1989. 


7. Bangunan Umum dan Sosial. 


Pembangunan sarana penunjang seperti pendidikan, 
kesehatan, rumah ibadat dan kantor-kantor juga mendapat 
perhatian. Pembangunan sarana penunjang ini juga sejalan 
dengan pembangunan figik dan keperluan penduduk di Pulau 


Batam. 


Batam 8 


A great progress has been recorded in the development of 
Batam. Island. Batam Island is one of the 3,400 islands in the 
Riau Archipelago. The land are of Batam is about 415 sguare- 
kilometres. К is only 20 kilometres from Singapore. The strait that 
separates Batam from Singapore in one of the most busy intema- 
tional shipping line in Asia. 

The strategic location of Batam gives it an important position in 
the national development. In the past centuries Batam had not 
come to the focus of attention. But when the New Order Govem- 
ment of Indonesia realize the significance of the strategic loca- 
tion of Batam, especially from the commercial, industrial and 
defence points of view, the Blueprint of Batam Development as 
an industrial and commercial gateway of Indonesia has been ap- 
proved in 1972. 

Ever since, President Soeharto has paid a keen attention on 
the various possibilities of Batam development to be integrated in 
the National Development. On 22 November 1973 the President 
of Republic of Indonesia signed the Decree No.41/1973, declar- 
ing the whole area of Batam Island as an industrial area. Its ma- 
nagement is assigned to a board of authority called "The Board 
of Authority for the Development of Batam Industrial Estate". 
Since 1974, Batam Island has also been appointed as Bonded 


Warehouse. Its management is given to a limited enterprise cal- 


led PT Persero Batam. And the Decree of the President of the : 


Republicjof Indonesia |No. 41 of the year 1978 assignel the whole 
area of Batam Island as Bonded Warehouse. Since then, Batam 
hasacitually been deciared as an international trade zone 
(bonded zone). 

In the last few years, since the development of Batam has 
been integrated to the National Development Planning, develop- 
ment activities in Batam Island are stepped up, especially the de- 
velopment of facilities and infrastructures such as roads and 
bridges, alrport, seaport, warehouses, supply of drinking water, 


electricity, telecommunication, office buildings, shopping cen- 


tres, industrial area, hotels, public facilities and the likes, in cong- 
ruent with the increasing activities of business and industry in the 
island. And, ever since Bj Habibie is appointed Chairman of the 
Batam Authority, the planning and realization of development 
has been producing better results. 


Through the policy of domestic as well as Бе capital invest- 
ment, it is expected that Batam development will be proceeding 
faster to reach the target of creating an industrial and commercial 
zone of international standing. Effective and most-advantageous 
cooperations have also been fostered with friendly countries in 


the framework of Batam development. On 31 October 1980, an 
economic has been signed by the Govem- 
ment of the Republic of Indonesia and the Government of Singa- 
pore for Batam Island development. 

In January 1984, President Soeharto has jnaugurated a num- 
ber of important projects in Batam: alrport, seaport, roads and 
bridges, water resources project, hotel, etc. And the status of 
Batam has been officiated as a municipality. 

. The Degree of the President of the Republic of Indonesia No: 

41 of the year 1973 on Batam Island Industrial Estate stipulates, 

among other things, that the promotion, supervision and mana- 

gement of Batam Island industrial Estate are carried out and re- 

ported to: 

a. Supervisory Board of Batam Island Industrial Estate. 

b. Board of Authority for the Development. of Batam Island 
Industrial Estate. | 

c. The Limited Company for ће Management of Batam Island 
Industrial Estate. 

1. Batam Authority is the body responsible for the develop- 
ment and growth of Batam island , and has the functions of : 
a. Promoting and supervising the development of Batam 

Island as an industrial estate. 
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b. Promoting and supervising the transfer of goods in Batam 
Island. 

c. Drawing the plan for infrastructure-building and manage- 
ment of infrastructure institutions and other facilities. 

d. Registering and processing applications for business 
permits submitted by entrepreneurs and handing them 
over to related offices. 

e. Ensuring smooth and orderly processing of permitt appli- 
cations and providing services needed for establishing 
and running business operation in Batam Island, to en- 
courage entrepreneurs to invest their capital in Batam 
Island. | 


The Batam Authority is now chaired by Dr. B.J. Habibie, the 
State Minister for Research and Technology. In the exercise of 


his daily functioning, the Authority Chairman is assisted by an - 


interdepartmental Assistency Team. 


2. PT Persero Batam 
a. Is held responsible on the supervision of goods flow. 
b. Manages warehouses and piling yards at its disposal. 
C. Carrying out the activities of packing, processing, land 
allocation and sorting out of commodities. 
d. Providing other services deemed necessary by the govern- 
. ment, supervised by state-owned companies. 

The government has also established an interdepartmental 
team with the special task of planning the synchronization of polici- 
es and enhancing development efforts in Batam. It is apparent 
that the measures taker by the government have been well- 
directed to handle the problems being faced now and that may? 
arise in the future in the development of Batam. 


3. The Functions of Batam island 


Batam Island is situated in the borderline. The idea for the 
of Batam as an Industrial and commercial centre 
has undergone serious considerations on all aspects. The deve- 


lopment has been meant to be based on the characteristics of 
island, such as : 


a. Source of Foreign Exchange. As an industrial and commer- 
cial centre, Batam is a place for services marketting.Raw ma- 
terials originating from home as well as from abroad are pro- 
cessed in Batam. Export oriented industry is given the upper- 
most priority. By that mechanism, Batam will become a sour- 
ce of foreign exchange, which is urgently needed to finan 
ce the National Development. 


b. Strategic Location. The Strategic value of Batam is quite 
distinct. Non only is it located in a busy international shipping 
route but also only a short distance from Singapore,a centre 
of commerce, industry and capital market capable of provid- 
ing various opportunities and facilities. 


C. Equitable Distribution of Development. The success of Batam 
development does not only spread industrial activities to the 


regions but also encourage productions in the surrounding 
regions. 


d. National Resilience Aspect. The development of Batam may 
become the starting point for the strengthening of defence 
and security. Before the Start of Batam development in 1973, 
the Riau Archipelago -- where Batam is located -- had been 
one of the most critical areas in Indonesia on the aspects of 
Security and the implantation of the State ideology, Pancasila. 
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e. Availability of sufficient land area meeting specific require- 
ments | 


f. Availability of cheap man-power in the surrounding regions. 


g. The status of Batam as bonded warehouse, the provision of 
facilities and the issuance of special regulations for capital in- 
vestment in Batam. 


On account of the above-mentioned characteristics of Batam 
development, many domestic as well as foreign investors have 
made a rush for capital investment in Batam Island. 


4. Development of infrastructures and Public Utilities. 


By the end of 1983, the development of Batam Island has been 
adequate for capital investment by domestic as well as foreign 
investors. Aside from the development of physical infrastructur- 
es to support industrial growth, trade activities and the transfer of 
goods, other facilities needed by investors have also been prepar- 
ed, such as the facilities of bonded zone, immigration, invest- 
ments and the supply of energy. 


The main infrastuctures built so far are : 


Roads and Bridges 


The development of roads and bridges in Batam are carried 
out simultaneously/in a relatively short time as drawn in the Master 
Plan. By such a method it is expected that the whole area of deve- 
lopment in Batam can be accessible to open options for investors 
on the selection of adequate location. This policy will accelerate 
further development and provide a strong basis for the develop- 
ment of Batam Island. | T 

The development of roads and bridges in Batam are E: б 
out by domestic contractors. Untit 1983, the о. 
asphalt roads has reached the total length of 105.151 kilom iei 
comprising of 62.159 kilometres of artery roads 7 metres bod 
3.16 kilometres of main collector roads 3.5 metres wide; 4. 
kilometres of collector roads 5 to 6 metres wide; 5.150 kilometres 
of local roads 5 to 6 metres wide: and 0.280 kilometres of coum- 

und roads 4 to 5 metres wide. 

"This realization of road development represents 100% of de 
ry roads and 80% of main collector roads. It is expected E 
development of roads would have been completed da d 
Beside asphalt roads, there are earthfilled roads. A hundr na 
metres of additional roads have also been planned. Until | : 
Rp. 26.52 billion has been expended for the developmen 
roads. 


Supply of Drinking Water um 

The supply of water in Batam Island is provided by eir nol 
nique of water-treatment drawn from water reservoirs. dis АБ 
the only option since underground water resources a 
ploited; besides, sea-water can also be used through the p ! 
of desalination a process made possible thanks to technolog 
advancement. 


The projected need of water in Batam Island is 2,303 n 
Second or 198,979 cubic-metres per day for a projected gah six 
tion of 700,000 people. The need will be met by the outp 
water reservoirs and water treatment units, 1.8.: 


a. The Duriangkang Reservoir: 50,000 cubic-metres water 
reserve with 1.315 litre/second output capacity. аа 

b. The Sei Ladi Reservoir: 8,800,000 cubic-metres water rese 
with output capaciy of 240 litre/second. 


c. The Muka Kuning Reservoir: 10,000,000 cubic-metres water 
reserve with output capacity of 438 litre/second. 

d. The Sei Harapan Reservoir: 4,800,000 cübic-metres water 
reserve with output capacity of 210 litre/second. 

e. The Sei Baloi Reservoir: 200,000 cubic-metres water reserve 
with output capacity of 30 litre/second. 

f. The Nongsa Reservoir: 700,000 cubic-metres water reserve, 
with output capacity of 60 litre/second. 


Electricity 


By the end of 1983, the effective capacity of electricity in Batam 
has reached 15,914 KVA, including electricity generators for 
water-treatment installations of 1,310 KVA and for the state- 
owned oil company PERTAMINA in Kabil of 3,500 KVA. The ca- 
pacity of electricity generators managed by private enterprises 
and investors is 3,500 KVA for industry and domestic amenities. 

Until the end of 1983;the management of electricity has been 
handled by the Batam Authority. When the effective capacity of 
electricity has reached 25 MW, the management of electricity will 
be given to the stateowned electricity company, PLN. It is expect- 
ed that the-over will take place in 1986 after completion of the 
4 x 3.5 MW electricity generating plant in Sekupang. The total 
need for electricity of the whole Batam Island up to the year 2004 
is estimated at 400 MW. 


Telecommunications 


The development of telecommunication infrastructures has 
always been adjusted to the growth rate of Batam development. 
The telecommuriication development in Batam has started in 
1973 to serve telecommunication need of the state-owned oil 
company, PERTAMINA, from Batam to Jakarta, Medan, Plaju, 
Dumai, Sambu Island and Tanjung Uban. 

However, in due regard of Batam development and some 
adjustment on the strategy of Batam development, the telecom- 
munication facilities have been stepped up to open communica- 
tion lines with other regions in Indonesia and Singapore. This 
development will be followed by the installation of additional 
equipments to reach all regions in Indonesia and almost any pla- 
ce over the world. 

Since 11 March 1983, the assets and operation of telecommu- 
nication in Batam has been handed over to the Telecommunica- 
tions Public Company. Next in line in the telecommunication 
development in Batam is the opening of the Long Distance Direct 
Line, from and to Batam in April 1983. 


The existing telecommunication facilities are : 


a. Telephone lines: 600 line units in Batu Ampar, 600 line units 
in Sekupang and 270 line units in Batu Besar. 
b. Telephone channel to Singapore in 6 contact. 
c. Forty telex lines to reach all regions in Indonesia, and one 
point-to-point channel with Singapore. 
At present there is a plan for the establishment of container 
telephone in Batu Ampar with a capacity of 900 direct lines to and 
from Batam Island. 


Seaport and Tourism Port 

The development of seaport in Batam is based on the func- 
tions of Batam Island as a whole; one of them is the functioning of 
Batam as Marshalling Area. 


There are three seaport and a special port for tourists in 
Batam, i.e. : 


a. Seaport of Sekupang 

Built and adequately equipped for loading and unloading of 
ships of 3,000 to 10,000 DWT. The total length of the pier is 
177 metres. Roofed warehouse of 9,000 square-metres and 
piling yard of 3,800 square-metres. It has been further deve- 
loped, phase by phase, to make it capable of serving 15,000 
DWT ships with roofed warehouse of 28,000 square-metres 
and transit warehouse of 18,000 square-metres. The latest 
development has made it capable of serving 16,000-ton 
ships. The length of the port is now 150 metres, thrice of the 
originally-planned. 


b. Seaport of Batu Ampar 


At present, the pier is1,050-metres long, adequate to serve 
3,000 DWT ships. The piling yard is 40,000 square-metres 
and the roofed warehouse 9,000 square-metres. The port will 
be further developed to make it capable of serving 35,000- 
DWT ships, with a warehousing facility of 208,950 square- 
metres. 


c. Seaport of Batam East Coast 
A study is being made to develop it as Asia Port, capable of 
serving more-than-100,000-DWT ships. And in southern 
Kabil, a port will be built for Coal Terminal, also capable of 
serving more-than-100,000-DWT ships. 


d. Tourist Port of Nongsa 
A special port will be built in Nongsa to serve tourists, includ- 
ing a site for marine sport. 


Airport 


At present, the Batam Airport in Batu Besar is capable of serv- 
ing almost any type of aircrafts. The original runway in 850 metres, 
but now it has been increased to become 2,500 metres and 45- 
metre wide. The apron is 255 x100 metres,capable of serving four 
A-300 Airbus simultaneously. 

At present, the frequency of flight from and to Batam is 13 weekly, 
i.e. : 


— Jakarta - Batam, 7 times with Garuda Indonesian Airways; 
— Batam - Medan, twice with Garuda Indonesian Airways; 
— Batam - Palembang, 4 times with Merpati Nusantara Airlines. 


In a relatively short time, the original two flights a week have 
been stepped up into 13 flights with a weekly average number of 
passangers of 505, comprising of 290 arrivals and 215 departures. 
For further development, the runway will be stepped up to beco- 
me 3,600 metres and the apron 150 x 80. It is estimated that a 
passangers terminal will be needed after 1989. 


Buildings for Public and Social Uses 


The development of supporting infrastructures such as school 
buildings, hospitals, houses of worship and offices is also given 
serious consideration. The development of the supporting infra- 
structures is synchronized with the physical development and 
the public needs in Batam Island. 
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Proyek Otorita Batam sering disebut masyarakat sebagai proyek " serba baru”. Jika sebutan tersebut 
dikaitkan dengan sifat dan tujuan Proyek Otorita Batam tersebut, maka sebutan itu boleh dikatakan tepat 
adanya, karena tujuan utama pembangunan nasional di pulau Batam ini adalah membentuk kota satelit 
perdagangan baru, bahkan kini status Pemerintahan Daerahnya telah dirubah menjadi Kota Administratif. 
Proyek Batam ini dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang diperlukan oleh kota satelit perdagangan. seperti 
lapangan udara, sarana pertokoan, pelabuhan, pendidikan dan lain sebagainya. 
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Since the establishment of the Batam Authority Project at Batam island in Riau archipelago, the profile 
of the island has changed much. Batam island has become a modern city with appropriate facilities such 
as harbour, airfield, road networks and school buildings etc. Even the status of its city has been stepped 
up into an administrative municipality. 
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Tujuan pembangunan kota Batam. 
secara keseluruhan, adalah meneip- i 
takan sebuah kota perdagangan 
yang dilengkapi dengan seluruh fa- 
silitas. Dengan berperanannya kota 
Batam sebagai kota perdagangan 
Internasional, nantinya diharapkan 
akan dapat menjamin kecerahan du- 
nia perdagangan nasional di masa 
mendatang. Untuk itu, sejak seka- 
rang telah dimulai menjalin hubung- 


an baik dengan kota-kota perda- - 


gangan lainnya, terutama dengan 
kota-kota perdagangan Internasional 
di negara-negara tetangga. 


The development of Batam is direct- 
ed to improving Indonesian trade in 
the future. Cooperation - not compe- 
tition - with trade centre in neigh- 
bouring countries is organized. 
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Sebagian dari proyek fasilitas kota perdagangan yang telah selesai diba- 
ngun dapat disaksikan pada rangkuman foto di halaman ini, seperti terli- 
hat sarana jalan raya yang dibangun sedemikian rupa dan pelabuhan kapal 
laut yang difoto dari ketinggian. Kenyataan dalam foto ini membuktikan 
bahwa pemerataan pembangunan nasional ke seluruh wilayah Indonesia 
sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru. 
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Arterial roads link all sectors of the island. The existing port facilities have 
enabled various commercial activities run smoothly. A view of the Batam 
_ harbour seen from the top of a hill. 


Disamping fasilitas jalan raya dan pelabuhan kapal laut, pada 
rangkuman foto di halaman ini terlihat pula beberapa hasil pem- 
bangunan lainnya, seperti bank air atau waduk sebagai sumber 
kebutuhan air minum masyarakat kota Batam, lokasi pergu- 
dangan dan tangki-tangki bahan bakar serta minyak pelumas 
yang diperlukan oleh sarana angkutan di kota perdagangan In- 
ternasional ini. 


Road network and water reservoir have been contructed. The 
location of warehouses and oil-tanks at Batam island. 


Gedung-gedung per- 
kantoran bertingkat 
yang dilerigkapi de- 
ngan fasilitas lengkap, 
dan hotel-hotel yang 
bertaraf internasional- 
pun disediakan di kota 
Batam ini. Sebagai pin- 
tu gerbang perdagang- 
an Indonesia, nantinya 
Proyek Otorita Batam 
diharapkan akan dapat 
menjawab tantangan 
tuntutan dunia perda- 
gangan nasional di hari 
esok. Apakah Free 
Trade Zone, Free Port 
atau Border Crossing, 
semuanya akan dica- 
kup oleh kota Batam 
yang terletak di arus 
lalu lintas perdagangan 
Timur dan Barat ini. 
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A number of storeyed 
buildings with modern 
facilities have been 
constructed at all cor- 
ners of the island. All 
facilities available are 
aimed at enhancing the 
trading activities in the 
future whether in the 
form of Free Trade 
Zone, Free Port or Bor- 
der Crossing. 
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Kendati pemba- 
ngunan proyek Otorita 
Batam dilaksanakan 
secara besar-besaran, 


“namun tidak berarti pe- 


laksanaannya menim- 
bulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan 
hidup lainnya yang 
bersifat primer: seper- 
ti kehijauan hutan di 
tempat-tempat terten- 
tu yang diperlukan. 
Begitupun pelaksanaan 
pembangunan rumah- 
rumah pemukiman, 
villa atau tem- 
pat-tempat peristira- 
hatan lainnya, selalu di- 
kaitkan dan berpedo- 
man kepada Rencana 
Induk Perkotaan. 


The development of 
Batam island is a long- 
term planning in natu- 
re. The construction of 
infra-structures run 
smoothly. 


Dalam waktu yang relatif singkat Pemerintah Orde Baru telah berhasil merubah wajah Although the development activities in the island have been intensified, the preservation : 
pulau Batam, dari wajah sebuah pulau kosong menjadi sebuah pulau yang merupakan kota environment has not been neglected. The construction of houses has been planned in suc 
perdagangan bertaraf internasional. Kenyataan hasil pembangunan nasional ini merupakan salah a way so that they are fit for the people of middle class income bracket. 

satu bukti, bahwa seluruh rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerin- 
tah, secara bertahap pasti akan direalisasi dan merata ke seluruh daerah. 
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Beberapa tahun yang silam pulau Ba- 
tam masih merupakan pulau yang 
sepi, tetapi kini wajahnya telah be- 
rubah menjadi sebuah kota perda- 
gangan internasional yang dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas, sehingga 
sering mengundang rasa keheranan 
masyarakat yang belum mengetahui 
tujuan pembangunan proyek Otorita 
Batam. Hasil Pembangunan proyek 
Otorita Batam, merupakan salah 
satu kebanggaan bangsa Indonesia, 
dan merupakan salahsatu bukti 
bahwa pembangunan nasional yang 
digariskan dalam GBHN telah terwu- 
jud. Nantinya kota Batam ini akan 
lebih banyak dihuni oleh penduduk 
yang bergerak di bidang kegiatan 
perdagangan dan kalangan pekerja. 


The number of population living in 
the island is small and most of them 
are the project worker. Batam island 
will be a new trading center in the 
future. 


PENGARAHAN dan PETUNJUK 
DIRJEN PPG DEPPEN, 
SOEKARNO,SH 
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Sesaat buku "Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita |, II dan III” akan naik cetak, 
Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan, Soekarno, SH, memberi pengarahan 
akhir menyangkut teknis pencetakan kepada para penyelenggara. 

Dalam kesempatan tersebut Soekarno,SH mengingatkan dan mengharapkan agar buku 
mi menjadi konsumsi nasional yang sesuai dengan harapan Menpen RI, H. Harmoko. “Interaksi 
positif masyarakat terhadap laju pembangunan nasional, harus tetap dikembangkan dan 
ditingkatkan”, kata Dirjen PPG, Soekarno,SH. 

Hadir pada kesempatan itu, Drs TP Hutagalung, SW Barus, Nazaruddin, Ida, Fauzie 
Amrullah dan Andi MH Assiddick. 
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Willy Laluyan, BA 
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Drs AM. Naina. MSc. 


Soewono Na dhi SEAN BA A. Taufia Alimin, BA 


PEMBANGUNAN Lima Tahun Tahap |, II dan III sudah kita lampaui, yang secara berkesinambungan 
dilanjutkan pada Tahapan Pelita ke-IV yang sedang dijalankan kini. Rangkaian gerak pembangunan nasional 
merupakan usaha nyata dari Pemerintah Orde Baru dalam mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Landasan dan tujuan idiil 
adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran serta membentuk manusia 
Indonesia seutuhnya. Sasaran pembangunan itu sendiri sesuai dengan aspirasi rakyat banyak yang tertuang 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 


Untuk menggambarkan kepada semua kalangan, bagaimana upaya Pemerintah Orde Baru yang dipro- 
| yeksikan melalui Pelita demi Pelita dalam melaksanakan pembangunan, timbul hasrat memvisualisasikan.. 
nya. Sesuai dengan kenyataannya, betapa hasil pembangunan itu telah dapat dirasakan manfaatnya oleh 
| masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Departemen Penerangan RI segera menghimpun masukan 

dan usul-usul untuk merealisir penggambaran tersebut. 


Dari beberapa kali musyawarah antara pihak Departemen Penerangan dengan kalangan swasta, akhir- 
nya didapat kata sepakat guna mewujudkan sebuah buku yang informatif, yakni: "Visualisasi Hasil Pem- 
bangunan Orde Baru Pelita 1-11-11" ini. Meskipun bentuk, tehnis penyajian dan kemungkinan jangkauan peng- 
gambarannya, belum selengkap yang diharapkan, namun hendaknya mampu melengkapi khazanah perpus- 
takaan nasional dan internasional. - 


Menteri Penerangan RI, H Harmoko yang dikenal oleh lapisan masyarakat di dalam maupun di luar negeri 
sebagai wartawan, tokoh muda Pers Pembangunan serta ahli di bidang grafika, memberi petunjuk kepada 
eselon bawahannya untuk mewujudkan buku ini. Ditambahkan oleh Menpen agar tehnik penyajian hen. 
daknya yang mampu dicerna oleh masyarakat banyak, bukan berbentuk laporan tetapi semi populer. 

= 2 Bertindak sebagai Penasihat Tehnis adalah Soekarno SH, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, yang men- 
. delegasikan jabatan Penanggung Jawab ирер kepada e TP эте е: Direktur Publikasi, Ditjen 
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Soekarno, SH 


Sri Hari Mulyo Ida 


Andi MH Assiddick 


Soedirman Fauzie Amrullah 


The series of the Five-Year Development Programmes (PELITA) |, Il, and Ill have been well undertaken 
and continued with the present PELITA IV. These development activities constitute the real efforts by the 
New-order Administration of Indonesia to realize the ideals of Independence proclaimed on 17th of August 
1945, for the creation of a just and prosperous society of Indonesia and the development of Indonesian 
man in all aspects of life based on the Pancasila and the 1945 Constitution 


To provide a clear picture on the development efforts of the New Order Administration as projected 
in the series of PELITAS, a need had been felt for their visualization. For that purpose, the Department 
of Information invited inputs and suggestions from various quarters 


Out of a series of consultations between the Department of Information and a number of private en 
trepreneurs, a conclusion was finally agreed upon for the publication of a book with the title of " Visualization 
of Development Achievements during the New-Order Administration : Pelita | - Pelita III”. Although the 
style, presentation and coverage had not, then, been specified, one thing was certain : that it would become 


a valuable reference, nationally as well as internationally. 


Minister of Information Harmoko, widely known | at home as well as abroad - as well - accredited 
journalist, leader of Development Press in Indonesia and expert on graphic arts, has been active in directing 
his subordinates for the publication of this book. He qives emphasis to the popular character of the techni 
que of presentation 


The post of Technical Adviser is entrusted to naturally, Soekarno LLM, the Director General for Press 
Promotion and Graphic Arts of the Department of Information. He, in turn, appoints Drs TP Hutagalung, 
Director of Publication of the Department of Information, as Programme Director 


The first manuscript draft of this book was written by the Editorial Division of the Directorate of Publica 
tion headed by S Sjamsuddin BA, with directives and assistance from Willy Laluyan BA, Director of Press 
Promotion, Soewono Hadisumarto BA, Director of Public Relations, A Taufig Alimin BA, Director of Foreign 
Information Services, Drs Indrawadi Tamin MSc, Head of the Division for the Promotion of Public Rela 
tions, Drs AM Naina MSc, Drs JPN Saragih, Head of the Administrative Division of the Directorate of Publica 
tion, and Sumirat BA. 


In the coverage of accurate data and information, the work of the editorial staff has been made sub 
ject to close observation by Drs H Abdul Kadir, Secretary General, and Imam Triyono LLM, Inspector General 
of the Department of Information. 
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Kesibukan Staf Tata Usaha. di ruang Direktorat Publikasi Ditjen PPG. Deppen. melaksanakan 


Surat Menyurat yang berkaitan dengan buku ini 


Dalam mengumpulkan dan menghimpun data-data dan fakta yang 
akurat sebagaimana petunjuk Menpen, kerja para petugas diawasi dengan 
teliti oleh Sekjen Deppen, Drs Abdul Kadir dan Ijen Deppen, Imam Triyono 
SH 


Untuk menjangkau sasaran pekerjaan di lapangan sejumlah kom 
ponen dilibatkan dan dikoordinir oleh Sri Нап Mulyo. 


Bidang bidang khusus dikoordinir oleh Ida, yang dikenal mempunyai 
keahlian di bidang promosi, dalam menghimpun partisipasi aktif beberapa 
kalangan pengusaha, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara 
di Indonesia. Tugas-tugas Sekretariat dan produksi, dikoordinir . oleh 
Soedirman yang seterusnya juga melibatkan din di bidang keredaksian 
Sedangkan untuk jabatan Sekretaris Penerbitan, dipercayakan kepada 
Etty Koesmayati 


Redaksi Pelaksana merangkap Ekspert, dipercayakan sepenuhnya 
kepada Fauzie Amrullah, yang pernah dikirim ke luar negeri oleh Menpen 
H Harmoko, saat beliau menjabat Ketua Umum PWI Pusat, untuk men 
dalami ilmu jurnalistik dan grafika. Pengerjaan artistik dilaksanakan oleh 
Bambang Djatmiko, Widayoko dan Erwin Zen 


Penyeleriggara di bidang keredaksian yang bekerja kolektif senan 
паѕа berpedoman pada penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. Mereka adalah SW Barus, Dwi Ratnaningrum, Matheus Hartono 
serta Andi M Hasbi Assiddick (yang ditugasi juga menghimpun dan 
mengusahakan foto-foto visualisasi pembangunan nasional). Ngasup 
Singarimbun diserahi tugas sebagai penterjemah sekaligus mengkoor 
chow para penterjemah. 


Interaksi positif antara pers, masyarakat dan Pemerintah terwujud 
hingga pengumpulan data, fakta, serta foto berjalan lancar. Kami sam 
paikan ucapan terima kasih kepada para Humas seluruh Departemen 
Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara yang telah memberikan dukungan 
dan berbagai kemudahan pengumpulan data-data kepada Redaksi. Begitu 
pula kepada penerbit Majalah Selecta, Kartini, Sarinah, Famili, Panji 
Masyarakat, Bola, KBN ‘Antara’, TV -RI, IPPHOS 
Pertamina, BKPM, BPEN, Suara Alam dan lain-lain, karena dalam 
usaha melengkapi data-data foto yang diambil langsung ke berbagai 
lokasi proyek pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Redaksi 
Pelaksana juga memperoleh bantuan dari media-media tersebut dengan 
cara merepro beberapa foto pembangunan 


Buku im menggunakan kertas produksi dalam negeri ^ Pindo Deli 
Para penyelenggara mohon maaf apabila dalam buku ini terdapat 
kekurangan kekurangan. Dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa. disa 
ikan buku “Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita 1-11 H^ ın 
semoga kehadirannya dapat menjadi bahan pelengkap informasi serta 
perpustakaan setiap kalangan yang memerlukannya. 


Penerbit 


Widayoko B. Djatmiko 


Marwati Mufti 


Masril Guci, have Kristison M dan B Djatmiko 


Special Affairs is entrusted to Ms Ida, an expert on promotion, to 
invite active participation of private entrepreneurs as well as State-owned 
companies. The administratie tasks are exercised by Soedirman who con- 
currently takes part in editorial work. 


The post of Executive Editor, for Indonesian as well as English edi- 
tions, is given to Fauzie Amrullah. He was once sent abroad by the 
Minister of Information to study on journalism and graphic arts. 
The artistic works are carned out by Bambang Djatmiko, Widayoko, and Kg P 
Erwin Zen Julfida Farida Nana R Ruddyana 


The editorial staff are : SW Barus, Dwi Ratnaningrum, Matheus Har- 
tono, and Andi M Hasbi Assiddick. Meanwhile, the translation work from 
Bahasa Indonesia into English is served by Ngasup Singarimbun and 
assocrates. And last but not least Ms Etty Koesmayati is Publisher 
Secretary 


The positive interaction among the press, the community and the 
Government has been well applied in the publication of this book, en- 
chancing the coverage of required data, facts and photoes. 
Acknowledgements are hereby extended to the public relations offices 
of Departments, Highest as well as High State Organs, publishers of 
Selecta, Sarinah, Famili, Kartini, Panji Masyarakat, and Bola magazines, 
“Antara” News Agency, TVRI, IPPHOS, the State owned Oil Company 
Pertamina, the Capital Investment Coordinating Body, the National Ex 
port Promotion Council, Suara Alam, and so on. The publication of this 
book makes use of domestic stationery produced by the “Pindo Deli” 
Paper Factory. 


Finally, the Publisher would like to Apologize for the shortcomings 
in the content as well as the publication of this book. 


With the Grace of Almighty God, the " Visualization of Development 
Achievements during the New Order Administration : Pelita |-Pelita 111” 
is herewith presented. 
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Untuk menyusun data-data serta fakta pembangunan nasional setiap Lembaga Tinggi dan 
Tertinggi Negara serta Departemen, para komponen pendukung buku ” Visualisasi Hasil Pem- 
bangunan Orde Baru Pelita |, Il dan III” dalam waktu-waktu tertentu mengadakan pertemuan 


konsolidasi. Petunjuk dan pengarahan Departemen Penerangan dijadikan pedoman kerja setiap 
komponen. 


Foto-foto bawah, serangkaian teknis pembuatan Colour Separation buku ini, yan 
dengan mesin separasi " Hell DC-350” made in West Germany, di dalam negeri 
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PERTAMINA 


وک“ 


PERTAMINA DIREKTORAT PEMBEKALAN DALAM NEGERI 


Dapatkan di setiap SPBU ( Pompa Bensin ) dan AGEN PELUMAS PERTAMINA 


PEMBANGUNAN INDONESIA 
TANGGUNG- JAWAB USI-IBM JUGA. 


Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan 
kesempurnaan hidup hampir merupakan cita-cita abadi 
umat manusia. Karenanya segala upaya kearah 
peningkatan produktivitas dan efisiensi menjadi obsesi 
sehari-hari. Segala pikiran dikerahkan untuk mencipta- 
kan sarana untuk membantu pencapaian cita-cita itu 
termasuk penggunaan teknologi. 


Komputer adalah sarana terampuh yang pernah 
diciptakan manusia untuk membantu memecahkan 
persoalan yang dihadapinya dalam memburu 
kesempurnaan hidup. Dia merupakan alat kita untuk 
menemukan jawaban-jawaban atas soal-soal rumit 
maupun untuk membukakan rahasia-rahasia yang 
terkandung dalam kepelikan dunia modern. 


Di berbagai penjuru dunia di planet bumi kita ini, 
komputer telah membuktikan manfaatnya yang luar 
biasa dalam mempercepat peningkatan hasil panen, 


mutu pendidikan, produktivitas bidang-bidang industri, 
usaha jasa dan pekerjaan umum. 


Komputer telah membuka mata dunia tatkala 
penghematan dan efisiensi benar-benar dapat terkendali 
dengan penerapan teknologi ini di sektor perawatan 


kesehatan, penelitian, transportasi dan pelayanan 
masyarakat. 


Dan teknologi komputer inilah bidang kegiatan 
kami di USI/IBM. Kegiatan yang meliputi penelitian, 
pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana 
bagi manusia, kini dan esok, di Indonesia dan di 132 
negara lain didunia. 


IBM DI INDONESIA 


IBM bukanlah wajah baru di Indonesia. Dia n 
lebih dari 47 tahun yang lalu, tepatnya 26 Mei 1937, al 
Molenvliet Oost 1E (sekarang Jalan Hayam Wuruk) 
dengan nama Watson Bedrijfsmachines Java NV. 


Dalam beberapa bulan sejak didirikannya, cikal 
bakal IBM di Indonesia itu menghasilkan kontrak yang 
pertama dengan perusahaan kereta api SS (Staats 
Sporwagen). Tanggal 1 April 1938, sebuah mesin 
pengolah data diresmikan pemakaiannya di kantor pu : 
SS, Bandung. Peristiwa itu tercatat sebagai awal sejar 
komputer di Indonesia. 


Langkah SS segera diikuti oleh berbagai 
perusahaan lain, antara lain Dana Pensioen dan 2 
perusahaan angkutan laut KPM (Koninklijke Paketv 


Maatschappij). 
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KARYAWAN INDONESIA. 


Melalui kegiatan Watson Java NV itu, IBM 
memulai suatu proses, yang kini dikenal sebagai alih 
teknologi. Sebagian karyawan Watson Java berbangsa 
Indonesia. Karena pekerjaannya, mereka berkenalan, 
memahami, mengoperasikan dan merawat produk 
teknologi termaju dibidang pengolahan data yang 
dipergunakan ketika itu. 


Tapi segala kemajuan itu terhenti oleh perang 
yang melibatkan seluruh dunia, termasuk Indonesia 
yang pada waktu itu masih dijajah Belanda. Dunia usaha 
semakin lesu, terlebih selama masa pendudukan Jepang. 
Meski begitu, ketrampilan staf Watson Java yang 
berbangsa Indonesia, tetap dibutuhkan untuk merawat 
mesin IBM yang terpasang di berbagai instansi dan 
perusahaan vital. 


Kemerdekaan Indonesia kemudian, juga 
merupakan era baru bagi IBM. Roda-roda ekonomi yang 
hancur akibat masa perang, perlahan mulai bergerak 
lagi. Watson Java NV kembali sibuk dengan nama 
baru : IBM Indonesia Ltd. Diantara 11 karyawan 
perwakilan resmi IBM waktu itu, terdapat 8 ahli mekanik 
bangsa Indonesia, yang melayani para pemakai mesin 
IBM. 


Perkembangan teknologi transistor melontarkan 
komputer elektronis ketengah masyarakat. Tahun 1962, 
IBM Indonesia memasang komputer IBM 1401 di P.T. 
Stanvac Indonesia. Komputer pertama dari generasi 
kedua itu, menggunakan transistor, menggantikan 
fungsi tabung hampa. 


USI/IBM ikut berperan serta dalam proyek pemugaran Candi Borobudur. 


Serangkaian perubahan dalam struktur organisasi 
dan manajemen, membawa juga perubahan nama 
menjadi P.T. IBM Indonesia. Perusahaan yang kemudian 
mempekerjakan 75 karyawan itu, pada tahun 1968, 
memasang komputer IBM System/360 di Markas Besar 
Kepolisian Republik Indonesia. Pemasangan komputer 
generasi ketiga itu merupakan titik awal perkembangan 
IBM di Indonesia yang melaju dengan pesat, seirama 
dengan perkembangan ekonomi Indonesia. 


IBM DAN USI 


Dari tahun ke tahun IBM Indonesia semakin 
berkembang, seirama dengan perkembangan ekonomi 
Indonesia. 


Tahun 1976 IBM sudah mempunyai 240 karyawan 
dan menempati ruangan seluas 2035 M2 di gedung Bank 
Dagang Negara. Inipun tak lagi mencukupi kebutuhan 
dan bulan Desember 1976 IBM Indonesia pindah lagi. 
Kali ini ke Wisma Metropolitan Building di Jalan Jenderal 
Sudirman yang ditempati IBM sampai sekarang. 


Tapi saat ini IBM Indonesia menghadapi 
perubahan yang drastis dalam cara ia beroperasi di 
Indonesia. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan UU No. 6/1968 yang mengharuskan 
semua perusahaan asing di bidang dagang dan jasa, 
mengalihkan usaha mereka kepada perusahaan nasional 
menjelang akhir tahun 1977. Melalui serangkaian 
perundingan yang panjang dan lama, lahirlah suatu 
konsep berusaha yang baru bagi IBM di Indonesia, suatu 
konsepsi yang cukup unik agaknya, akan tetapi IBM 
cukup mantap keyakinannya bahwa dengan konsep ini 
mutu dari pelayanan IBM akan tetap terjamin. 


PEMBANGUNAN INDONESIA 


TANGGUNG- JAWAB USI-IBM JUGA. 


Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan 
kesempurnaan hidup hampir merupakan cita-cita abadi 
umat manusia. Karenanya segala upaya kearah 
peningkatan produktivitas dan efisiensi menjadi obsesi 
sehari-hari. Segala pikiran dikerahkan untuk mencipta- 
kan sarana untuk membantu pencapaian cita-cita itu 
termasuk penggunaan teknologi. 


Komputer adalah sarana terampuh yang pernah 
diciptakan manusia untuk membantu memecahkan 
persoalan yang dihadapinya dalam memburu 
kesempurnaan hidup. Dia merupakan alat kita untuk 
menemukan jawaban-jawaban atas soal-soal rumit 
maupun untuk membukakan rahasia-rahasia yang 
terkandung dalam kepelikan dunia modern. 


Di berbagai penjuru dunia di planet bumi kita ini, 
komputer telah membuktikan manfaatnya yang luar 
biasa dalam mempercepat peningkatan hasil panen, 
mutu pendidikan, produktivitas bidang-bidang industri, 
usaha jasa dan pekerjaan umum. 


Komputer telah membuka mata dunia tatkala 
penghematan dan efisiensi benar-benar dapat terkendali 
dengan penerapan teknologi ini di sektor perawatan 
kesehatan, penelitian, transportasi dan pelayanan 
masyarakat. 
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PT Nurtanio salah satu perusahaan yang sudah memanfaatkan jasa USI/IBM dalam membangun industri penerbangan Indonesia. 
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Dan teknologi komputer inilah bidang kegiatan 
kami di USI/IBM. Kegiatan yang meliputi penelitian, 
pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana 
bagi manusia, kini dan esok, di Indonesia dan di 132 
negara lain didunia. 


IBM DI INDONESIA 


IBM bukanlah wajah baru di Indonesia. Dia lahir 
lebih dari 47 tahun yang lalu, tepatnya 26 Mei 1937, di 
Molenvliet Oost 1E (sekarang Jalan Hayam Wuruk) 
dengan nama Watson Bedrijfsmachines Java NV. 


Dalam beberapa bulan sejak didirikannya, cikal 
bakal IBM di Indonesia itu menghasilkan kontrak yang 
pertama dengan perusahaan kereta api SS (Staats 
Sporwagen). Tanggal 1 April 1938, sebuah mesin 
pengolah data diresmikan pemakaiannya di kantor pusat 
SS, Bandung. Peristiwa itu tercatat sebagai awal sejarah 
komputer di Indonesia. 


Langkah SS segera diikuti oleh berbagai 
perusahaan lain, antara lain Dana Pensioen dan 
perusahaan angkutan laut KPM (Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij). 
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USI/IBM ikut berperan serta dalam proyek pemugaran Candi Borobudur. 


KARYAWAN INDONESIA. 


Melalui kegiatan Watson Java NV itu, IBM 
memulai suatu proses, yang kini dikenal sebagai alih 
teknologi. Sebagian karyawan Watson Java berbangsa 
Indonesia. Karena pekerjaannya, mereka berkenalan, 
memahami, mengoperasikan dan merawat produk 
teknologi termaju dibidang pengolahan data yang 
dipergunakan ketika itu. 


Tapi segala kemajuan itu terhenti oleh perang 
yang melibatkan seluruh dunia, termasuk Indonesia 
yang pada waktu itu masih dijajah Belanda. Dunia usaha 
semakin lesu, terlebih selama masa pendudukan Jepang. 
Meski begitu, ketrampilan staf Watson Java yang 
berbangsa Indonesia, tetap dibutuhkan untuk merawat 
mesin IBM yang terpasang di berbagai instansi dan 
perusahaan vital. 


Kemerdekaan Indonesia kemudian, juga 
merupakan era baru bagi IBM. Roda-roda ekonomi yang 
hancur akibat masa perang, perlahan mulai bergerak 
lagi. Watson Java NV kembali sibuk dengan nama 
baru : IBM Indonesia Ltd. Diantara 11 karyawan 
perwakilan resmi IBM waktu itu, terdapat 8 ahli mekanik 
bangsa Indonesia, yang melayani para pemakai mesin 
IBM. 


Perkembangan teknologi transistor melontarkan 
komputer elektronis ketengah masyarakat. Tahun 1962, 
IBM Indonesia memasang komputer IBM 1401 di P.T. 
Stanvac Indonesia. Komputer pertama dari generasi 
kedua itu, menggunakan transistor, menggantikan 
fungsi tabung hampa. 


Serangkaian perubahan dalam struktur organisasi 
dan manajemen, membawa juga perubahan nama 
menjadi P.T. IBM Indonesia. Perusahaan yang kemudian 
mempekerjakan 75 karyawan itu, pada tahun 1968, 
memasang komputer IBM System/360 di Markas Besar 
Kepolisian Republik Indonesia. Pemasangan komputer 
generasi ketiga itu merupakan titik awal perkembangan 
IBM di Indonesia yang melaju dengan pesat, seirama 
dengan perkembangan ekonomi Indonesia. 


IBM DAN USI 


Dari tahun ke tahun IBM Indonesia semakin 
berkembang, seirama dengan perkembangan ekonomi 
Indonesia. 


Tahun 1976 IBM sudah mempunyai 240 karyawan 
dan menempati ruangan seluas 2035 M2 di gedung Bank 
Dagang Negara. Inipun tak lagi mencukupi kebutuhan 
dan bulan Desember 1976 IBM Indonesia pindah lagi. 
Kali ini ke Wisma Metropolitan Building di Jalan Jenderal 
Sudirman yang ditempati IBM sampai sekarang. 


Tapi saat ini IBM Indonesia menghadapi 
perubahan yang drastis dalam cara ia beroperasi di 
Indonesia. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan UU No. 6/1968 yang mengharuskan 
semua perusahaan asing di bidang dagang dan jasa, 
mengalihkan usaha mereka kepada perusahaan nasional 
menjelang akhir tahun 1977. Melalui serangkaian 
perundingan yang panjang dan lama, lahirlah suatu 
konsep berusaha yang baru bagi IBM di Indonesia: suatu 
konsepsi yang cukup unik agaknya, akan tetapi IBM 
cukup mantap keyakinannya bahwa dengan konsep ini 
mutu dari pelayanan IBM.akan tetap terjamin. 
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Salah satu realisasi kerja sama USI/IBM dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Depdikbud. 


Untuk mewujudkan konsepsi itu, pada tanggal 
1 April 1978 IBM menunjuk P.T. Usaha Sistim Informasi 
Jaya (P.T. USI) sebagai exclusive agent yang bertugas 


menangani pemasaran produk dan jasa IBM di Indonesia. 


Kemudian dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, 
IBM membuka Representative Office (RO) dan IBM 
menyediakan Technical Support Group (TSG) yang 
bernaung dalam P.T. USI itu, untuk menunjang bidang 
pengembangan, pemeliharaan serta perawatan sistem 
IBM yang ada di Indonesia. 


USI/IBM merupakan perusahaan penjual jasa 
sistim informasi. Melalui produknya USI/IBM membantu 
perusahaan dan instansi di Indonesia memanfaatkan 
secara optimal teknologi komputer itu. Teknologi itu 
memungkinkan para pemakai dibidang usaha, 
meningkatkan produktivitas dan efektivitas mereka. Ini 
diharapkan merupakan sumbangan besar dan penting 
bagi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan 
bagi pembangunan nasional. 


Kerjasama antara dua unsur IBM dan USI di 
Indonesia sangat erat dan saling menunjang. P.T. USI 
bertugas memasarkan produk dan jasa IBM di Indonesia 
dan melakukan servis purna jual. Sementara 
Representative office dan Technical Support Group 
menunjang P.T USI dibidang teknis seperti pemasangan 
dan perawatan instalasi komputer serta 
mendidik staf dan karyawan pemakai agar bisa 
mengoperasikan instalasi itu. Banyak instansi yang 
sudah memanfaatkan jasa USI/IBM antara lain : 
Pertamina, Garuda, DKI, PU, Adhiguna, Caltex, PLN, 
Nurtanio, Trakindo, Pusri, Astra, AD, Polri, BI, BNI'46, 


BBD, BRI, Bumi Putera, Jiwasraya, Taspen, Krakatau 
Steel, dll. 


ALIH TEKNOLOGI IBM. 


Salah satu cara lain untuk mengakrabkan 
teknologi komputer yang ditempuh USI/IBM adalah 
dengan menyelenggarakan suatu program yang disebut 
Professor Tour. Dalam kesempatan ini USI/IBM < 
mensponsori sejumlah ilmuwan Indonesia berkunjung 
ke luar negeri. Disana mereka melakukan penelitian atau 
menghadiri pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan 
masalah komputer. Sejak tahun 1972 sudah belasan 
ilmuwan mendapatkan kesempatan itu. 


Program lain yang dilakukan USI/IBM berbentuk 
bantuan kepada universitas, menyediakan waktu 
komputer di USI/IBM untuk mahasiswa berbagai 
perguruan tinggi dan memberikan sejumlah beasiswa. 


Dari tahun 1979 sampai tahun 1984 USI/IBM | 
memberikan 250 beasiswa kepada 5 perguruan tinggi 


di Indonesia. 


Hal-hal lain yang dilakukan oleh USI/IBM adalah 
penyebaran literatur informatif tentang teknologi 
komputer. Misalnya setiap pemakai sistem komputer 
IBM diberikan buku petunjuk yang amat terperinci 
bahannya. Secara berkala buku ini dilengkapi dengan 
lembaran sisipan yang memuat dan membahas " 
perkembangan teknologi mutakhir, khususnya untu 
aplikasi pada sistem yang dimiliki pemakai. 

Di Wisma Metropolitan lantai 8 ada empat buah 
ruangan kelas. Keempat ruangan kelas itu bisa Р 
menampung sampai 100 orang. Disalah satu ruanga 
yang cerah itu, karyawan baru digembleng. Tidak 


tanggung-tanggung: 
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Latihan Tingkat Dasar (Entry Level Training, ELT) untuk 
calon System Engineer dan calon Marketing 
Representative menyita waktu 12 sampai 15 bulan. 


Program terperinci ini tersusun dalam beberapa 
tahap yang sebagian diantaranya diselenggarakan di 
Pusat Pendidikan Regional, Hong Kong. Selain mengikuti 
pelajaran formal dalam kelas, siswa juga wajib belajar 
sendiri, menyelesaikan sejumlah modul tugas. Salah 
satu tahap program itu merupakan praktek di lapangan, 
menyertai staf senior. 


Antara semua kegiatan itu, siswa itupun bekerja 
dengan komputer dan peralatan lainnya serta 
menempuh ujian berkala setiap kala mereka 
menyelesaikan salah satu tugas. 


Gemblengan melatih ketrampilan dan 
peningkatan pengetahuan memang merupakan 
investasi USI/IBM yang amat penting. Investasi yang 
bertujuan terus menerus meningkatkan produktivitas 
dalam cara memanfaatkan teknologi pengolahan data 
dan informasi. Baik bagi karyawan USI/IBM sendiri 
maupun untuk para pemakai dan pelanggan. Dan 
dengan sendirinya juga bagi masyarakat Indonesia. 


DHARMA IBM 


Untuk melaksanakan hasrat IBM menjadi warga 
masyarakat yang baik di negara tempat IBM bekerja, 
IBM telah menyusun dan melaksanakan sejumlah 
program yang dikenal dengan nama "Corporate and 
Scientific Programs". 


Dalam menanggapi tantangan tantangan untuk 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia dan 
menyumbang pada lingkungan masyarakat tempat IBM 
berusaha, tak hentinya IBM melacak cara yang lebih baru 
dan bermakna. Contoh salah satu proyek seperti itu ialah 
sumbangan USI/IBM terhadap pemugaran Candi 
Borobudur. Sumbangan ini berupa peminjaman jasa 
komputer dan tenaga ahli komputer Dr. Vijay K. 
Khandelwai, yang diperbantukan selama 2 tahun pada 
Proyek Pemugaran Candi Borobudur. Proyek ini 
dilaksanakan Pemerintah Indonesia bersama UNESCO. 
Jasa komputer IBM itu diterapkan dalam 3 bidang 
aplikasi yang tersimpulkan melalui survei pendahuluan 
yang mendalam. 

Aplikasi ini meliputi Sistem Pengontrolan Proyek, 
yang memungkinkan setiap saat diketahui tingkat 
perkembangan pekerjaan dibanding penjadwalannya 
semula. Kemudian dibidang Sistem Pencatatan batu 
candi, suatu bidang aplikasi yang amat penting dalam 
proses pemugaran itu. Sistem ini mengiventarisasikan 
ribuan keping batu yang dibongkar dari candi itu serta 
memungkinkan setiap keping batu itu dalam waktu 


singkat bisa ditemukan kembali dan diketahui lokasinya 


semula dengan tepat. 


Bidang aplikasi yang tak kalah penting ialah 
Pendaftaran dan Pencocokan. Di Candi Borobudur itu 
terdapat ratusan buat patung, sebagian besar tanpa 
kepala. Sebaliknya terdapat pula ratusan kepada patung 
tanpa tubuh. Jasa komputer disini dipergunakan untuk 
mencocokkan kepala dan tubuh aslinya. Suatu pekerjaan 
yang tidak mudah tanpa bantuan komputer. 


Program lain tidak sedramatis proyek Borobudur, 
di tahun 1981 USI/IBM menyumbang berbagai proyek 
kepentingan masyarakat. Antara lain bantuan dana bagi 
penelitian ilmiah di Indonesia dalam Operation Drake, 
sumbangan dana bagi pendidikan tunanetra di Indonesia 
dan kegiatan Palang Merah di Irian Jaya serta berbagai 
proyek bantuan sejenis. 


DI BIDANG 
PENDIDIKAN 


Khusus mengenai program kerjasama ini, 
USI/IBM di tahun 1983 menanda-tangani dua perjanjian 
kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama dengan 
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen 
(LPPM), sedang yang kedua dengan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (DJPT) Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk program kerjasama di bidang Pusat 
Pengembangan Ilmu Komputer dan Sistim Informasi 
(PIKSI). 


Untuk LPPM, USI/IBM menyumbangkan 
seperangkat komputer untuk peningkatan pengetahuan 
para manajer tentang Sistim Informasi melalui kursus- 
kursus atau bentuk pendidikan nonformil lainnya. 


Dalam program PIKSI dengan DJPT-Depdikbud, 
USI/IBM selain menyumbangkan beberapa unit 
komputer untuk universitas-universitas di Indonesia, : 
juga menyertakan seorang tenaga ahlinya yang 
berpengalaman untuk membantu merealisasikan konsep 
pendidikan formil di bidang Sistim Informasi. PIKSI akan 
merupakan wahana untuk melahirkan tenaga-tenaga 
profesional yang menguasai teknologi komputer. Dalam 
kerja-sama ini, DJPT menyediakan sarana dan tenaga- 
tenaga pengajar sedang USI/IBM menyediakan 
komputer yang diperlukan berikut jaminan perawatan 
Untuk jangka waktu empat tahun. Kesemua bantuan 
USI/IBM dalam PIKSI itu bernilai lebih dari lima setengah 
juta dollar Amerika. 


Pusat Pengengembangan Ilmu Komputer dan 
Sistim Informasi yang pertama dibuka dan diresmikan 
adalah yang di Universitas Brawijaya, Malang, yang 
diresmikan bulan Pebruari 1984. Disusul kemudian oleh 
PIKSI IKIP Jakarta bulan April. Proyek PIKSI ketiga dan 
yang terbesar adalah di Institut Teknologi Bandung, 
yang merupakan "induk" dari PIKSI di kampus-kampus 
yang lain. 


Proyek PIKSI adalah salah satu contoh nyata dari 
keunikan dan keunggulan konsep berusaha USI/IBM, 
satu-satunya perusahaan yang secara konsisten 
memadukan pemasaran dengan pelayanan dan 
pendidikan, satu perusahaan yang mempunyai “good 
corporate citizenship” — maju dan berkembang bersama 
nusa dan bangsa untuk berusaha mencapai masyarakat 
Indonesia dimana setiap orang mendapat kesempatan 
yang sama dan kehidupan yang baik. 


Salah satu realisasi kerja sama USI/IBM dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Depdikbud. 


Untuk mewujudkan konsepsi itu, pada tanggal 
1 April 1978 IBM menunjuk P.T. Usaha Sistim Informasi 
Jaya (P.T. USI) sebagai exclusive agent yang bertugas 
menangani pemasaran produk dan jasa IBM di Indonesia. 
Kemudian dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, 
IBM membuka Representative Office (RO) dan IBM 
menyediakan Technical Support Group (TSG) yang 
bernaung dalam P.T. USI itu, untuk menunjang bidang 
pengembangan, pemeliharaan serta perawatan sistem 
IBM yang ada di Indonesia. 


USI/IBM merupakan perusahaan penjual jasa 
sistim informasi. Melalui produknya USI/IBM membantu 
perusahaan dan instansi di Indonesia memanfaatkan 
secara optimal teknologi komputer itu. Teknologi itu 
memungkinkan para pemakai dibidang usaha, 
meningkatkan produktivitas dan efektivitas mereka. Ini 
diharapkan merupakan sumbangan besar dan penting 
bagi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan 
bagi pembangunan nasional. 


Kerjasama antara dua unsur IBM dan USI di 
Indonesia sangat erat dan saling menunjang. P.T. USI 
bertugas memasarkan produk dan jasa IBM di Indonesia 
dan melakukan servis purna jual. Sementara 
Representative office dan Technical Support Group 
menunjang P.T USI dibidang teknis seperti pemasangan 
dan perawatan instalasi komputer serta 
mendidik staf dan karyawan pemakai agar bisa 
mengoperasikan instalasi itu. Banyak instansi yang 
sudah memanfaatkan jasa USI/IBM antara lain : 
Pertamina, Garuda, DKI, PU, Adhiguna, Caltex, PLN, 
Nurtanio, Trakindo, Pusri, Astra, AD, Polri, ВІ, BNI'46, 
BBD, BRI, Bumi Putera, Jiwasraya, Taspen, Krakatau 
Steel, dil. 


ALIH TEKNOLOGI IBM. 


Salah satu cara lain untuk mengakrabkan 
teknologi komputer yang ditempuh USI/IBM adalah 
dengan menyelenggarakan suatu program yang disebut 
Professor Tour. Dalam kesempatan ini USI/IBM 
mensponsori sejumlah ilmuwan Indonesia berkunjung 
ke luar negeri. Disana mereka melakukan penelitian atau 
menghadiri pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan 
masalah komputer. Sejak tahun 1972 sudah belasan 
ilmuwan mendapatkan kesempatan itu. 


Program lain yang dilakukan USI/IBM berbentuk 
bantuan kepada universitas, menyediakan waktu 
komputer di USI/IBM untuk mahasiswa berbagai 
perguruan tinggi dan memberikan sejumlah beasiswa. 


Dari tahun 1979 sampai tahun 1984 USI/IBM 
memberikan 250 beasiswa kepada 5 perguruan tinggi 
di Indonesia. 


Hal-hal lain yang dilakukan oleh USI/IBM adalah 
penyebaran literatur informatif tentang teknologi 
komputer. Misalnya setiap pemakai sistem komputer 
IBM diberikan buku petunjuk yang amat terperinci 
bahannya. Secara berkala buku ini dilengkapi dengan 
lembaran sisipan yang memuat dan membahas 
perkembangan teknologi mutakhir, khususnya untuk 
aplikasi pada sistem yang dimiliki pemakai. 

Di Wisma Metropolitan lantai 8 ada empat buah 
ruangan kelas. Keempat ruangan kelas itu bisa 
menampung sampai 100 orang. Disalah satu ruangan 
yang cerah itu, karyawan baru digergbleng. Tidak 
tanggung-tanggung; 


Latihan Tingkat Dasar (Entry Level Training, ELT) untuk 
calon System Engineer dan calon Marketing 
Representative menyita waktu 12 sampai 15 bulan. 


Program terperinci ini tersusun dalam beberapa 
tahap yang sebagian diantaranya diselenggarakan di 
Pusat Pendidikan Regional, Hong Kong. Selain mengikuti 
pelajaran formal dalam kelas, siswa juga wajib belajar 
sendiri, menyelesaikan sejumlah modul tugas. Salah 
satu tahap program itu merupakan praktek di lapangan, 
menyertai staf senior. 


Antara semua kegiatan itu, siswa itupun bekerja 
dengan komputer dan peralatan lainnya serta 
menempuh ujian berkala setiap kala mereka 
menyelesaikan salah satu tugas. 


Gemblengan melatih ketrampilan dan 
peningkatan pengetahuan memang merupakan 
investasi USI/IBM yang amat penting. Investasi yang 
bertujuan terus menerus meningkatkan produktivitas 
dalam cara memanfaatkan teknologi pengolahan data 
dan informasi. Baik bagi karyawan USIABM sendiri 
maupun untuk para pemakai dan pelanggan. Dan 
dengan sendirinya juga bagi masyarakat Indonesia. 


DHARMA IBM 


Untuk melaksanakan hasrat IBM menjadi warga 
masyarakat yang baik di negara tempat IBM bekerja, 
IBM telah menyusun dan melaksanakan sejumlah 
program yang dikenal dengan nama "Corporate and 
Scientific Programs". 


Dalam menanggapi tantangan tantangan untuk 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia dan 
menyumbang pada lingkungan masyarakat tempat IBM 
berusaha, tak hentinya IBM melacak cara yang lebih baru 
dan bermakna. Contoh salah satu proyek seperti itu ialah 
sumbangan USI/IBM terhadap pemugaran Candi 
Borobudur. Sumbangan ini berupa peminjaman jasa 
komputer dan tenaga ahli komputer Dr. Vijay K. 
Khandelwal, yang diperbantukan selama 2 tahun pada 
Proyek Pemugaran Candi Borobudur. Proyek ini 
dilaksanakan Pemerintah Indonesia bersama UNESCO. 
Jasa komputer IBM itu diterapkan dalam 3 bidang 
aplikasi yang tersimpulkan melalui survei pendahuluan 
yang mendalam. 

Aplikasi ini meliputi Sistem Pengontrolan Proyek, 
yang memungkinkan setiap saat diketahui tingkat 
perkembangan pekerjaan dibanding penjadwalannya 
semula. Kemudian dibidang Sistem Pencatatan batu 
candi, suatu bidang aplikasi yang amat penting dalam 
proses pemugaran itu. Sistem ini mengiventarisasikan 
ribuan keping batu yang dibongkar dari candi itu serta 
memungkinkan setiap keping batu itu dalam waktu 


singkat bisa ditemukan kembali dan diketahui lokasinya 


semula dengan tepat. 


Bidang aplikasi yang tak kalah penting ialah 
Pendaftaran dan Pencocokan. Di Candi Borobudur itu 
terdapat ratusan buat patung, sebagian besar tanpa 
kepala. Sebaliknya terdapat pula ratusan kepada patung 
tanpa tubuh. Jasa komputer disini dipergunakan untuk 
mencocokkan kepala dan tubuh aslinya. Suatu pekerjaan 
yang tidak mudah tanpa bantuan komputer. 


Program lain tidak sedramatis proyek Borobudur, 
di tahun 1981 USI/IBM menyumbang berbagai proyek 
kepentingan masyarakat. Antara lain bantuan dana bagi 
penelitian ilmiah di Indonesia dalam Operation Drake, 
sumbangan dana bagi pendidikan tunanetra di Indonesia 
dan kegiatan Palang Merah di Irian Jaya serta berbagai 
proyek bantuan sejenis. 


DI BIDANG 
PENDIDIKAN 


Khusus mengenai program kerjasama ini, 

USI/IBM di tahun 1983 menanda-tangani dua perjanjian 

erjasama di bidang pendidikan. Yang pertama dengan 
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen 
(LPPM), sedang yang kedua dengan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (DJPT) Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk program kerjasama di bidang Pusat 
Pengembangan Ilmu Komputer dan Sistim Informasi 
(PIKSI). 


Untuk LPPM, USI/IBM menyumbangkan 
seperangkat komputer untuk peningkatan pengetahuan 
para manajer tentang Sistim Informasi melalui kursus- 
kursus atau bentuk pendidikan nonformil lainnya. 


Dalam program PIKSI dengan DJPT-Depdikbud, 
USI/IBM selain menyumbangkan beberapa unit 
komputer untuk universitas-universitas di Indonesia, 
juga menyertakan seorang tenaga ahlinya yang 
berpengalaman untuk membantu merealisasikan konsep 
pendidikan formil di bidang Sistim Informasi. PIKSI akan 
merupakan wahana untuk melahirkan tenaga-tenaga 
profesional yang menguasai teknologi komputer. Dalam 
kerja-sama ini, DJPT menyediakan sarana dan tenaga- 
tenaga pengajar sedang USI/IBM menyediakan 
komputer yang diperlukan berikut jaminan perawatan 
untuk jangka waktu empat tahun. Kesemua bantuan 
USI/IBM dalam PIKSI itu bernilai lebih dari lima setengah 
juta dollar Amerika. 


Pusat Pengengembangan Ilmu Komputer dan 
Sistim Informasi yang pertama dibuka dan diresmikan 
adalah yang di Universitas Brawijaya, Malang, yang 
diresmikan bulan Pebruari 1984. Disusul kemudian oleh 
PIKSI IKIP Jakarta bulan April. Proyek PIKSI ketiga dan 
yang terbesar adalah di Institut Teknologi Bandung, 
yang merupakan “induk” dari PIKSI di kampus-kampus 
yang lain. 


Proyek PIKSI adalah salah satu contoh nyata dari 
keunikan dan keunggulan konsep berusaha USI/IBM, 
satu-satunya perusahaan yang secara konsisten 
memadukan pemasaran dengan pelayanan dan 
pendidikan, satu perusahaan yang mempunyai “good 
corporate citizenship" — maju dan berkembang bersama 
nusa dan bangsa untuk berusaha mencapai masyarakat 
Indonesia dimana setiap orang mendapat Kesempatan 
yang sama dan kehidupan yang baik. 
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dee AIT Peraturan Babakan R.I. No. 36 tahun 1974 ten- 
. tang Perusahaan Umum Telekomunikasi, kelangsungan hidup 

р . PERUMTEL telah semakin kokoh. Digariskan dalam PP ini, bah- 

ма Perusahaan mempunyai tujuan untuk membangun, mengem- 

an bangkan dan mengusahakan telekomunikasi, untuk umum gu- 

| Ж ` па mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat 
: | dalam menunjang Pembangunan Negara dalam rangka mening- 
5 katkan Ketahanan Nasional dan mencapai masyarakat yang adil 


. dan makmur. Poy ie. : 


3 C3 EEN $ б t4 Berdasarkan PP nomor 22 tahun 1974 PERUMTEL ditetap- 
uL PES 2. disc жо, хл sebagai pengelola tunggal yang diberi wewenang untuk me- 
yelenggarakan telekomunikasi untuk i umum baik dalam negeri 

m ee RE ae PM e A mbuh luar negeri tetapi mengingat akan kemampuan perusa- 
a5 Ss ba map e Pap x haan serta demi meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi, 
79, NA, E Se “maka dikeluarkan kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan 


|. wewenang pen уеіеподагаап telekomunikasi dalam dan luar ne- 
| geris secara terp isah kepac da dua — saha milik negara. 
Lt wg dens | 43531 
Se و‎ 

| aE: aga Sebagai realisasi dari kebijaksanaan tersebut, tahun 1980 
| dikeluarkan РР No. 53 tahun 1980 jo РР 24 tahun 1974 yang 
“menetapkan bahwa PERUMTEL diberi wewenang з untuk menge- 
lola pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum didalam negen 
(Indonesia) dan PT. INDOSAT diberi kepercayaan mengelola pe- 
layanan jasa telekomunikasi internasional (luar педе 
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“JARINGAN USAHA TELEKOM 


Setelah mengalami Biber pik T en ha 
tus perusahaan maupun lingkup t yya, 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 
hun 1974, jaringan usaha telekon 
negeri yang dikelola PERUMTEL n 
a pelayanan jasa telekom kad; 

telegrap, telex dan fasilitas lainnya. eT 
b. menyediakan aluran-aluran serta s 
lekomunikasi tersebut untuk disewak 
c. membuat suatu perencanaan, pemt 

sarana sarana telekomunikasi, serta A 
d. mengusahakan bentuk usaha lainnya e 

capainya tujuan perusahaan. 


| 


JENIS-JENIS PELAYANAN JASA | 
UMUM MELIPUTI : 


a.Pelayanan jasa telepon : 


Sebagaimana diketahui, telepon telah r 
telekomunikasi yang terbesar dan paling. 
ningkatan baik dalam mutu maupun ا‎ 


GRAFIK | 
Jumlah Sambungan Telepon Otomat dan Manual 
Periode 1979 — 1983 


1 


^v 


uU er CT ETE EE 
DOE MEOS YA QN SN Le N WEE > y 
EA PIN RE T ЫЛ 


LL 
VARIA 


1979 


1980 


1981 1982 1983 tis 1979 1980 1981 1982 1983 
Otomat | 


GRAFIK II 


- کے‎ eee 5 se : : ° „ 23 - "vet : se; 23 PERAIRAN Mur a a a n a n a e a e a a a" SE UU 
ж NK ө аө un ж x 


с) 
со 
o 
qu 
| 
Oo 
N 
С 
que 
Ф 
© 
© 
һм. 
Ф 
à 
x 
Ф 
Ф 
эл 
c 
© 
c 
(c 
ey 
© 
c 
© 
— 
<= 
S 
E 
2 
"2 


— 


Arb FE 


o 


N‏ ووو 


p 


Ty M. J 


P V W 


т 


Pelayanan hubun ngo EP 
“TI 


Digitized by 


0081 


c. Jasa Facsimile, telecopier, telephoto : 


Pemakai jasa facsimile, telecopier maupun telephoto melalui 
" dial up” masih terbatas pada lembaga-lembaga atau kantor- 
kantor tertentu saja. Diramalkan, peralatan jenis ini sudah akan 
mampu memenuhi kebutuhan lebih banyak lembaga/badan/in- 
stansi pada masa yang tidak lama lagi oleh karena peranan 
jasa ini sebagai fasilitas dengan teknologi maju kian berkem- 
bang pesat. 


d. Jasa Leased Channel. 


Dengan semakin meningkatnya frekuensi dan kuantitas pem- 
bangunan di berbagai bidang/sektor, seperti sektor perhu- 
bungan, pertambangan dan enerji, perkebunan dan sebagai- 
nya, animo terhadap jasa Leased Channel atau Sirkit Sewa 
juga meningkat. Pembangunan jalan-jalan raya untuk mem- 
buka isolasi daerah terpencil, pertambangan minyak bumi, 
tembaga, nikel adan mineral lainnya yang diexploitasi di 
pedalaman sangat memerlukan sarana telekomunikasi stand 
by setiap saat. 


mung. — — 


Pelayanan hubungan telepon dalam negeri. 


! 


Saluran khusus seperti langganan Leased Channel merupa- 
kan alternatif yang menguntungkan, karena lebih aman dan 
dapat digunakan sewaktu-waktu, sehingga hubungan anta- 
ra proyek dan kantor pusatnya selalu lancar.Di sini juga be- 
rarti hubungan antara pasar dan sentra-sentra industri, anta- 
ra pasar dengan unit-unit produksi berjalan lancar, sehingga 
tidak menimbulkan stagnasi. Terciptanya hubungan yang lan- 
cai berarti ikut membantu jalannya roda perekonomian. 


Perkembangan langganan Leased Channel tercatat sebagai 
berikut : | 

Tahun 1979 : 112 langganan 

Tahun 1980 : 185 langganan 

Tahun 1981 : 237 langganan 

Tahun 1982 : 358 langganan ^ 

Tahun 1983 : 689 langganan | 


Dari angka-angka tersebut di atas, selama 5 tahun ini lang- 
ganan Leased Channel telah meningkat sebesar 51596 atau 
rata-rata 10396 per tahun. 

Peningkatan ini jelas dipengaruhi oleh perkembangan pem- 
bangunan nasional. 


"Melayani dengan sebaik-baiknya” adalah motto petugas Perumtel dalam 
melayani pera pelanggan. 
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Beberapa rangkaian kesibukan pelayanan jasa telakomu- 
nikasi yang telah menggunakan peralatan modgren. 
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Salah satu jenis antena telekomunikasi yang ditempatkan di ber- 


bagai daerah. 


PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI 
NASIONAL + 


Pembangunan telekomunikasi merupakan bagian yang in- 
tegral dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu harus meru- 
pakan perwujudan atau pengejawantahan dari pada program- 
program Pembangunan nasional bangsa dan negara. Pembangun- 
an telekomunikasi berdasarkan kepada : landasan idial yaitu 
Pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 1945 dan lan- 
dasan operasional yaitu GBHN dan Tap-Tap dalam MPR. . 


Dengan berlandaskan kepada azas manfaat, usaha bersa- 


ma dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata ,keseimbang- 


an, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri maka stra- 
tegi pembangunan telekomunikasi dapat dijabarkan sebagai be- 
rikut : 


a. pelayanan jasa telekomunikasi dilakukan secara adil dan merata 
terhadap seluruh lapisan masyarakat serta menjangkau seluruh 
daerah dalam wilayah Nusantara. 


b. pelayanan jasa telekomunikasi untuk hal-hal yang menyangka 
kepentingan umum, keselamatan jiwa manusia serta kesela- 
matan bangsa dan negara, mendapat perlakuan yang utama. 


c. pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara efisien agar dapat 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyara- 
.' kat, bangsa dan negara. 


d. pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara terencana dan 
terarah dengan memegang teguh prinsip-prinsip ekonomis dan 
cost accounting dalam melaksanakan зш. untuk masya- 
rakat. 


e. perencanaan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan jasa telekomunikasi untuk 
masyarakat, bangsa dan negara serta selaras dengan pemba- 
ngunan bidang atau sektor-sektor lainnya. - 


f. pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pembangunan tele- 
komunikasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum. 


Azas-azas tersebut mengharuskan PERUMTEL sebagai penge- 
lola tunggal jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri, me- 
nempatkan diri secara seimbang dalam dua kepentingan yakni 
pertama sebagai sebuah perusahaan yang perlu memperoleh- 
komponen dalam pembangunan nasional, yang kedua mengem- 
ban tugas untuk memberikan pelayanan telekomunikasi se- 
cara merata sampai keseluruh pelosok Nusantara yang tidak se- 
lamanya memberikan keuntungan secara ekonomis. 


Pada dasawarsa 80-an ini sistim telekomunikasi yang di- 
hasilkan oleh teknologi telah sampai pada suatu keadaan yang 
memaksa para ahli untuk mulai memikirkan suatu sistim yang 
lebih moderen. Hal ini karena'alasan : 


- masyarakat moderen menuntut penyediaan fasilitas telekomu- 
nikasi yang dapat diandalkan sebagai akibat perkembangan 
masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. 


- kemajuan dibidang teknologi elektronika serta metoda pem- 
buatannya telah mampu menawarkan berbagai kemungki- 
nan yang sangat menarik ditinjau dari segi ekonomis maupun 
penampilannya. 


- masalah kelangkaan enerji sehingga berbagai upaya perlu di- 
laksanakan untuk melestarikanya demi kepentingan generasi- 
generasi mendatang. 
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ARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI 


Pelayanan telekomunikasi secara garis besarnya dapat di- 


bagi ke dalam dua jenis yakni pelayanan untuk rumah tangga 
dan pelayanan untuk kebutuhan perkantoran. 


Sistim komunikasi rumah tangga pada pokoknya akan ter- 
diri dari sebuah komputer ru 


baca koran atau terikat pada waktu p 
radio. 


Sedangkan kebutuh 
cul 


angkannya pengolahan kata (word pro- 
Cessor) pada pertengahan dasawarsa 70-an. Tahapan pengem- 


lah penggabungan se- 
Is kedalam suatu sistim 
are yang akan mengolah semua informasi de - 
an manusia secara minimal. 
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Pada umumnya perkembangan telekomunikasi dalam sua- 
tu masyarakat dapat diklasifikasikan dalam empat (4) tingkat, 
yakni : 


1. tingkat penggunaan telegrap sebagai sarana penting 


penggunaan telex serta telepon oto- 
oran 


Pada ssat saat tertentu Dirut Perumte/ Ir Willy Munan 
dan mengikuti kegiatan pa 


га Petugas Sep 
meninjau Stasion Pengendali Utama ‘Cib 
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Untuk memenuhi fungsi telekomunikasi dalam ra g 
bangunan Nasional bangsa dan negara, sudah barang t 
ta tidak dapat melepaskan diri dari pemilihan teknologin 
tuk bidang ini ys n 3 
Hal ini dengan alasan bahwa perkembangan dunia In 
ngetahuan telah sampai pada tahap yang moderen/maj 
ga telah membawa pula berbagai akibat terhê Jap segal 
kehidupan. OEC 
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i. 
Teknologi dibidang telekomunikasi harus d L 
sasaran yang tepat guna, berdaya guna, t erhasil 
ekonomis. Dengan tujuan ini teknologi te KOM nika d 
longkan menjadi dua golongan besar yakni : istim | yar 
bungkan banyak tempat dengan arus lalu lintas ke 2d 
yang dapat menampung arus lalu lintas besar antara 
Untuk memenuhi hal ini, maka sistim yang mengi UD 
nyak tempat dengan arus lalu lintas kecil dapat dica 
menggunakan Sistim Komunikasi Satelit Dome 
PALAPA. | 


HW 


AY 

Negara Indonesia yang terdiri atas 13.667 p "is 
kecil dapat terlayani dengan sistim SKSD ini s 5004 
lah dibuktikan dengan besarnya manfaat dari PALAP 
Si pertama maupun generasi kedua. Dengan SI TM 
kan pula pelayanan telekomunikasi negara-negara ено 
tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia 1 
(ASEAN). Jenis pelayanan yang dapat ditampun у Gae 
ѕапдаї Іџаѕ disamping jenis-jenis jasa yang dikelola agen ya 
TEL telah dapat menampung pelayanan untuk gehen аби 
luan sekaligus seperti siaran teve, pendidikan, per ili at 
manan, meteorologi dan lain sebagainya. LAU AN 
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TAHAPAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI 


Pola penyelenggaraan telekomunikasi dimasa mendatang, 
diharapkan dapat mencapai suatu integrasi secara menyeluruh 
dari semua kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi. Hingga 
saat ini, masih dijumpai sistim telekomunikasi yang dikelola oleh 
instansi non PERUMTEL. Keadaan seperti ini sebenarnya meru- 
gikan karena diperlukan investasi ganda terutama untuk kegia- 
tan operasional dan sekaligus dapat membuat kesulitan dalam 
upaya standarisasi. 


Bagaimanapun gagasan untuk menciptakan suatu integra- 
ted telecommunication yang dikelola oleh suatu badan akan me- 
rupakan jalan keluar yang baik, pentahapan dalam proses pem- 
bangunannya pun tetap harus dapat diwujudkan dan pentaha- 
pan dalam pembangunan telekomunikasi nasional telah tersu- 
sun sebagai berikut : E 


a. tahun 1980 — 1984 : periode konsolidasi. 


Dalam periode ini diadakan evaluasi atas segala hasil pemba- 
ngunan yang telah dilaksanakan serta dilakukan uji coba ter- 
hadap semua produk teknologi guna menentukan sistim yang 
cocok dengan kondisi di Indonesia. Dalam periode ini, diper- 
siapkan pula suatu langkah dalam pengadaan tenaga trampil 
terdidik untuk mampu melayani teknologi sistim digital. 


b. tahun 1985 — 1990 periode pengenalan teknologi baru. 


Pengalaman dalam rangka persiapan teknologi sistim digital 
pada masa sebelumnya diharapkan telah menghasilkan keten- 
tuan bagi ketepatan bagi produksi nasional. Semua perangkat 
diharapkan merupakan hasil produksi domestik dengan 
pengecualian pada beberapa jenis barang yang memang tidak 
atau belum diproduksi disini. 


c. tahun 1990 — 1996 : periode pemantapan model telekomu- 
nikasi nasional. 


Diharapkan sampai tahun 1995 parameter-parameter pemba- 
ngunan telah menjadi jelas dan dapat merupakan input bagi 
proses pemantapan telekomunikasi nasional yang berdasarkan 
pada peranan dari pada SKKL dan SKSD serta jaringan lainnya. 


d. tahun 1995. — 2000 : perode penyempumaan akhir. 


Teknologi digital sampai dengan tahun 2000 diharapkan su- 
dah dapat diterapkan pemakaiannya secara menyeluruh de- 
ngan tetapmgmpertimbangkan nilai-nilai ekonomis dari suatu 
investasi, dengan seleksi yang ketat sesuai dengan kebutu- 
han yang dnd Model telekomunikasi nasional pada akhir ta- 
hun 2000 Ini diharapkan sudah dapat terbina dan terus dikem- 
bangkan dengan model yang sudah ada. 


PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI 
DALAM REPELITA IV 


Kehadiran pembangunan sektor telekomunikasi beserta hasil- 
hasilnya, mempunyai dampak cukup besar bagi sub sektor lain- 
nya dalam seluruh sendi kehidupan. Pembangunan bidang tele- 
komunikasi tidak dapat diceraikan dari konteks pembangunan na- 
sional sebab sektor telekomunikasi merupakan bagian yang in- 
tegral dari pembangunan nasional. 


Untuk memenuhi tingkat keberhasilan pembangunan nasio- 
nal bagi peningkatan taraf hidup rakyat menuju kepada cita-cita 
masyarakat yang adil dan makmur, sudah barang tentu diperlu- 
kan tahapan bagi perbaikan tingkatan tersebut dari usaha yang di- 
tempuh saat ini adalah pembangunan seluruh sarana telekomu- 


nikasi dalam program Repelita IV yang secara ringkas dapat di- 
uraikan sebagai berikut : 


1. Pembangunan bidang telepon : 


Dalam menghadapi Repelita IV ini, PERUMTEL merencanakan 
akan membangun sebanyak 750.000 SS telepon, perluasan 
sentral tandem, serta peningkatan pembangunan sentral SLJJ 


menjadi 117 buah serta tidak ketinggalan peningkatan 
pelayanan. 


2. Pembangunan bidang telegrap, telex dan komunikasi data : 


Dalam rangka memenuhi kebutuhan selama PELITA IV.sara- 
na telex akan dibangun/diperluas dengan tambahan kapasi- 
tas sebesar 16.050 SS sehingga kapasitas total akan menja- 
di 31.890 SS. Begitu juga pesawat transmisi telegrap akan 
diperluas menjadi 10.000 channel di 27 propinsi sedangkan 
pesawat terminal akan dilaksanakan pembangunan teleprin- 
ter sebanyak 10.000 buah-facsimile sebanyak 1550 buah dan 
terminal data'modern sebanyak 450 buah sehingga program 
pengadaan seluruhnya akan meliputi sebanyak 12.000 buah. 
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Untuk pembangunan komunikasi data, saat ini terus dikem- 
bangkan dan ditingkatkan Packet Satellite Data Network 
(packsatnet). 


3. Pembangunan bidang jaringan kabel : | 

Perluasan jaringan kabel lokal meliputi perluasan kabel primer 
sebanyak 1.125.000 pasang, kabel sekunder 1.687.500 pa- 
sang dan pekerjaan sipil duct 3.238 pipa Km. Kabel penghu: 
bung akan dibangun menjadi 209.220 sirkit dan dengan duct 
1.348 pipa Km. Kemudian, untuk memenuhi pembangunan 
bidang ini akan dibangun pula digitalisasi jaringan kabel dengan 
sistim transmisi PCM dan untuk arde yang lebih tinggi di- 
pergunakan serat optik. 


4. Pembangunan bidang transmisi darat : | 
Dalam bidang transmisi darat ini pada PELITA IV diharapkan 
dapat diselesaikan pembangunan sarana transmisi yang pad 
liputi pembangunan gelombang mikro digital, SKKL, STKB: 
dan Paging serta perluasan sistim dan perluasan kanal. 


5. Pembangunan bidang transmisi satelit : adi 
Dalam kerangka ini sedikitnya ada 8 hal yang akan menja 
fokus yang akan menjadi perhatian yakni : 
perluasan kanal SKSD dan hubungan ekor yang mencakup per: 
luasan kanal SCPC-kanal FDM'FM - kanal ТОМА dan hubu 
ngan ekor. 
Kerugian adalah penambahan:pembangunan 100 SBK ES 
siun bumi kecil), penggunaan retrofit antenna stasiun xut 
perluasan ground communication equipment, perluasan pac | 
satnet, perluasan SKSP (sistim komunikasi satelit perna 
kan), pengenalan konperensi jarak jauh (teleconfference) da | 
perluasan serta pengadaan satelit Komunikasi PALAPA gene 
rasi ketiga (Palapa C). 
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PERANAN PERUM POS dan GIRO 
PELITA DEMI PELITA 


PENDAHULUAN 


Baik di negara-negara yang sudah maju, sedang 
berkembang maupun terbelakang, faktor sarana ko- 
munikasi dalam bentuk Pos dan Giro, sangat diper- 
hatikan. Karena negara manapun ingin selalu me- 
megang prinsip bahwa negara menjamin seluruh ke 
perluan dan hajat hidup rakyat banyak. Operasional 
Pos dan Giro, akan selalu turut mewarnai berbagai 
bentuk pembangunan, baik moral maupun spiritual. 


Di negeri kita, peranan Pos dan Giro sudah mem- 
perlihatkan betapa pentingnya perhubungan melalui 
hantaran surat, kegiatan menyangkut pemindahan 
rekening uang, dari daerah satu ke daerah lainnya. 
Perkembangan yang menggembirakan kian tereali- 
sasikan sejak diterapkannya Pelita | hingga Pelita III, 
yang kian disempurnakan dalam Pelita IV dan sete- 
rusnya. 


ll. SEJARAH 


Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan 
Giro) sebagai salah satu badan usaha milik negara 
(BUMN) di dalam lingkungan Departemen Pariwisa- 
ta, Pos dan Telekomunikasi, didirikan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978. Secara hu- 
kum, dalam bentuk Perum Pos dan Giro, baru. Na- 


-mun eksistensi dan kehadirannya di tanah air sudah 
cukup lama, dengan bentuk badan hukum yang be- 


berapa kali mengalami perubahan. 

Berawal dari tahun 1906 sebagai Gouvernements 
Bedrijf PTT berdasarkan ICW (Indische Comptabili- 
teits Wet),kemudian berubah menjadi badan usaha 
yang berdasarkan IBW (Indische Bedrijven Wet). Di 
awal kemerdekaan berstatus jawatan, kemudian 
menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1961 
dan akhirnya dewasa ini sebagai Perum. 


Ill. TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS 
POKOK 


1. Tujuan Perum Pos dan Giro ditetapkan di dalam 
PP No. 9 tahun 1978 Pasal 5, sebagai berikut : 
"Tujuan perusahaan ialah membangun, meng- 
embangkan dan mengusahakan pelayanan Pos 
dan Giro guna mempertinggi kelancaran hubung- 
an-hubungan masyarakat untuk menunjang 
pembangunan negara dalam rangka meningkat- 
kan ketahanan nasional dan mencapai masyara- 
kat adil makmur”. 


yko Indonesia 


2. Lapangan Usahanya ditetapkan dalam pasal 6 
yang berbunyi : 

"Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi ser- 

ta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, 

perusahaan mengadakan usaha-usaha: 

a. penyelenggaraan dan pelayanan Pos dan Gi- 
ropos, baik untuk hubungan dalam negeri 
maupun dengan luar negeri, 

b. perencanaan, pembangunan dan perluasan 
sarana-sarana Pos dan Giropos, 

c. usaha-usaha lainnya dengan mengindahkan 
perundang-undangan yang berlaku dan atau 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri”. 


3. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa tugas pokok Perum Pos dan 
Giro ialah : 

a. menyelenggarakan pelayanan Pos dan Giro- 
pos yang merata di seluruh tanah air guna me- 
nunjang pembangunan negara dan wawasan 
nusantara dalam rangka ketahanan nasional 
dan mencapai masyarakat adil makmur, 
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b. menyelenggarakan pelayanan Pos dan Giro- 


pos dalam hubungan dengan luar negeri da- 
lam rangka pergaulan dengan bangsa-bang- 
sa di dunia, 


. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tu- 


gas pada huruf a dan b di atas, merencaria- 
kan, membangun dan mengembangkan sara- 
na Pos dan Giropos. 


Pelaksanaan tugas-tugas pokoknya diwujudkan 
dalam pemberian jasa pelayanan yang meliputi : 


a. lalu-lintas berita tertulis (surat, kartupos, ba- 


rang cetakan termasuk dinas kilat, kilat khu- 
sus, tercatat). 


lalu-lintas barang (paket Pos), 


lalu-lintas uang (wesel Pos, Giropos, Kwitansi 
Pos). 


. Selain itu Perum Pos dan Giro juga menyeleng- 


garakan pekerjaan keagenan yaitu pekerjaan 
yang dilakukan untuk dan atas nama pihak keti- 
ga, misalnya : 


a. 
b. 
C. 


pemungutan iuran televisi (TVRI), 

tabanas (Bank Tabungan Negara), 
pembayaran gaji pegawai negeri (Kas Nega- 
ra), 


pembayaran pensiun pegawai negeri (Kantor 
Bendahara Negara), 


. pembayaran pensiun pegawai daerah dan 


Pertamina, 


pemotongan angsuran kredit pensiunan (BRI, 
BAPEMIL), 


penerimaan pembayaran langganan listrik 
(PLN), 


h. penerimaan uang nikah, talak, cerai, rujuk 
(Departemen Agama), 
penjualan meterai (Ditjen Pajak), 
pelalubeaan paketpos (Ditjen Bea dan Cukai), 
penjualan akta-akta agraria (DEPDAGRI), _ 
rekening koran pemerintah daerah (PEMDA), 

. penjualan paspor (Ditjen Imigrasi), 

. penerimaan setoran pajak pusat dan daerah 
(Ditjen Pajak, PEMDA), 

o. penerimaan IPEDA. 


KEGIATAN OPERASIONALBongkar muat Pos Udara) 
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5. Disamping itu juga menangani dengan perlakuan 
secara khusus kiriman-kiriman : 
a. Bina Graha 
b. BAKN 
c. BKKBN 
d. Universitas terbuka. 
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IV. ORGANISASI DAN POTENSI 
Organisasi Perum Pos dan Giro dibagi dalam dua 
tingkat yaitu : 

a. Tingkat Pusat (Kantor Pusat Perum Pos dan Giro 
di Bandung) 

b. Tingkat Daerah yang dipimpin seorang Kepala 
Daerah Pos dan Giro (KDPOS) yang membawa- 
hi/membina unit-unit usaha. 

Kemudian dibagi lagi dalam 12 Daerah Pos (DA- — — 

POS) yaitu : DAPOS | meliputi DKI Jakarta Raya, р 

berkedudukan di Jakarta, DAPOS II meliputi Jateng, 
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Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusumah Jakarta 


DIY, berkedudukan di Semarang, DAPOS III meliputi 
Jatim, berkedudukan di Surabaya, DAPOS IV meli- 
puti Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumsel, berkedu- 
dukan di Palembang, DAPOS V meliputi Riau dan 
Sumbar, berkedudukan di Padang, DAPOS VI meli- 
puti DI Aceh dan Sumut, berkedudukan di Medan, 
DAPOS VII meliputi Sulteng, Sultra, Sulsel dan Su- 
lut, berkedudukan di Ujungpandang, DAPOS VIII 
meliputi Jabar dan Kalbar, berkedudukan di Ban- 
dung, DAPOS IX meliputi Kalteng, Kaltim, dan Kal- 
sel, berkedudukan di Banjarmasin, DAPOS X meli- 
puti Bali, NTB, NTT dan Timor Timur, berkedudukan 
di Denpasar, DAPOS XI meliputi Maluku berkedudu- 
kan di Amboina dan DAPOS XII meliputi Irian Jaya 
yang berkedudukan di Jayapura. 


Untuk dapat memberikan pelayanan kepada ma- 
syarakat yang lebih baik, Perum Pos dan Giro terus 
berbenah diri dan menambah fasilitas pelayanan se- 
hingga dari Pelita demi Pelita perkembangan Perum 
Pos dan Giro kian menggembirakan. Hal ini terbukti 
dengan kian bertambahnya pembangunan jenis 
Kantor Pos dan Giro, Pos bergerak dan Unit pelaya 
nan Pos pada Daerah Pos ditanah air yang dinilai 
amat mendesak dan perlu segera dibangun. Ketiga 
jenis potensi Perum Pos dan Giro ini, sampai awal 
tahun 1984 mencapai 4.445 buah, naik sekitar 77 
persen bila dibandingkan dengan potensi pada awal 
Pelita | (tahun 1969) sebanyak 2.524. ( Tabel, III). 
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Sebagai badan usaha yang bertugas memberi pe- 
layanan jasa kepada masyarakat maka di dalam me- 
nyelenggarakan missionnya Perum Pos dan Giro 
berpegang pada prinsip-prinsip, antara lain: 

a. Pelayanan yang menjangkau seluruh tanah air 
secara merata, 

b. Tarif yang seragam bagi seluruh tanah air, dan 
memadai. 


Di dalam menetrapkan prinsip-prinsip tadi, ham- 
batan tentulah ada mengingat luasnya Nusantara 
dengan kepulauan yang berjumlah 13.667 buah. 
Luasnya jangkauan ini mengakibatkan pula perbe- 
daan waktu tempuh kiriman Pos sehingga mempe- 
ngaruhi kecepatan dari satu daerah ke daerah lain- 
nya. 

Di dalam penyelenggaraan pelayanannya, Perum 
Pos dan Giro masih memerlukan dukungan dari ber- 
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bagai pihak (Independen), antara lain : 

a. Pihak pengangkut yang menyangkut kantong- 
kantong kiriman Pos, 

b. Pihak pemerintah daerah, menyangkut lokasi sa- 
rana pelayanan serta fasilitas pelayanan di dae- 
rah pedesaan (Rural Service), juga penertiban 
nomor rumah dan nama jalan, 

c. Pihak penegak hukum dalam kaitannya dengan 
"monopoli Pos”, 

d. Instansi lainnya dan masyarakat luas dalam rang- 
ka kelancaran penyelenggaraan pelayanan. 


Di samping itu, konsepsi pelayanan Pos untuk 
jangka panjang ialah di setiap ibu kota kecamatan 
setidak-tidaknya terdapat satu Kantor Pos dan Giro 
sehingga dapat menjangkau pedesaan, daerah tran- 
smigrasi dan daerah terpencil lainnya. Untuk menca- 
painya, dilakukan ikhtiar melalui konsepsi ibu kota 
kecamatan sebagai "sentra pelayanan Pos”. 


PEMBUKAAN MUSIUM PERANGKO INDONESIA, di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. 
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V. 


JANGKAUAN PELAYANAN 


Guna lebih memantapkan pelayanan Perum Pos 
dan Giro, arah dan pedoman pembangunannya te- 
tap berpedoman pada GBHN yang ditetapkan dalam 
TAP MPR No. II/MPR/1983 sebagai berikut, "Pem- 
bangunan Pos perlu diperluas sampai ke semua ke- 
camatan sehingga menjangkau desa-desa, daerah 
pemukiman transmigrasi dan daerah-daerah terpen- 
cil lainnya melalui penambahan jaringan Pos dan Gi- 
ro. Sejalan dengan itu juga ditingkatkan efisiensi ser- 
ta mutu pelayanan Pos dan Giro, sehingga pemberi- 
ап jasa Pos dan Giro akan lebih cepat, aman dan ter- 
atur”. a. 


Pada hakekatnya, arah dan pedoman GBHN itu 
menyangkut tiga aspek penting yang saling kait 
mengkait yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara 
satu dengan lainnya. Ketiga aspek itu adalah, kuanti- 
tatif, kualitatif dan efisiensi. 

Posisi jangkauan pelayanan di kecamatan dan 


daerah pemukiman transmigrasi selama Pelita III, Li- 
hat Tabel II, Grafik 5, 6 dan 7. 


TABEL. I. 
POTENSI PERUM POS DAN GIRO 
SELAMA PELITA Ill. 


ANTOR POS DAN GIRO 
KANTOR POS 

KANTOR POS TAMBAHAN 
KANTOR POS PEMBANTU 
SENTRAL GIRO 

LOKET EKSTENSION 
UT NT Ea BPM 


Sementara itu, jumlah berat kiriman Pos Darat, 
Udara dan Laut dalam dan luar negeri selama Pelita | 
(tahun 1969 — 1973) hingga Pelita III (tahun 1979 — 
1983) mengalami kenaikan yang menggembirakan. 
Pada Pelita | berat kiriman Pos sebanyak 
108.333.200,55, Pelita II meningkat menjadi 
156.718.677,05 atau naik sekitar 44,66 %, Pelita III 
kian menaik yaitu mencapai 261.903.674,41 atau 
naik 67,12 96. 


Angka ini, cenderung naik terus. Dan untuk lebih 
jelasnya perkembangan itu dapat dilihat dalam Tabel 
IV. 


Perkembangan Produksi Surat Pos, Paket Pos, 
Wesel Pos dan Giro serta Cekpos, selama Pelita III 
juga mengalami kenaikan yang cukup melegakan 
hati. Hanya Paket Pos agak mengalami pasang su- 
rut, namun diharapkan pada Pelita IV mendatang, je- 
nis inl akan kembali naik seperti jenis-jenis kiriman 
pos lainnya. Perkembangan ini dapat dilihat dalam 
Grafik |, ||, III dan IV. 
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C. UNIT PELAYAN E 
1 RUMAH POS 1369 1457 
2 AGENPOS 24 17 
MUN || 101,57 | 1429 | 100,98 | 1406 |100 | 1474 |103,15 | 
JUMLAH (А + B + C): | 3507 | | 3630 | 103,50| 3883 | 106.96 | 4095 |105,53 | 4445 [10786]. 
TAHUN 1983 TERHADAP 1979 : A. 122,01 % B. 183,89 % C. 105,81 % 
JUMLAH (A + B + C): 122.45 % 
TABEL || 
Posisi Jangkauan Pelayanan Perum Pos dan Giro 
Di Kecamatan dan Daerah Pemukiman Transmigrasi selama Pelita III 
KECAMATAN LOKASI TRANSMIGRASI 
NO. TAHUN JUMLAH SUDAH DILAYANI BELUM aan JUMLAH SUDAH DILAYANI BELUM DILAYANI 
о з % 
1 1979 E = = g 
2 1980 227 132 41.90 
3 1981 283 198 30 
4 1982 286 194 32.2 
5 1993 362 217 40.06 
TAHUN 1983 TERHADAP 1979 1) — JUMLAH KECAMATAN . 106 28 °% 2) — JUMLAHLOKASI TRANSMIGRASI (TERHADAP 1980) :159.47 Yo 
- YANG SUDAH DILAYANI 131.72 % - YANG SUDAH DILAYANI .. os ann ` 164.59 % 
- YANG BELUM DILAYANI 34 65 ° - YANG BELUM DILAYANI ............ f. 1152.63 “0 


TABEL Ill 
PERINCIAN PER DAPOS 


DAPOS 


— е г Г Та Г ра |е 


А. KANTOR POS DAN GIRO: 
1.KP 7 42 34 17 13 12 211 
2. KPTB 69 24 35 12 15 15 284 
3. KPP - 180 189 88 64 68 1.218 
4.SG 1 2 1 1 1 - 9 
5. LOKET EKSTENSION 7 8 Я 2 6 9 64 
` 6.KIOSBPM . Ws - x y E 21 


JUMLAH A: 1.807 


B. POS BERGERAK 
1. PKK 11 13 114 
2. PKD 2^ 174 194 1.050 


JUMLAH B: 


C. UNIT PELAYANANPOS 
1. RUMAH POS 1 is 
2. AGENPOS 


JUMLAH C: 1.474 


PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM SELURUH 
KEGIATAN, MENURUT GOLONGAN DALAM 
TAHUN 1984, ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 


=~ GOLONGAN Î JUMLAH | PERSENTASE _ 


1. GOLONGAN | 13.582 67,20 96 
2. GOLONGAN || 5.666 28,03 96 
5 3. GOLONGAN III 843 4,17 96 
4. GOLONGAN IV 120 0,59 % 
JUMLAH ; Yam a 
TABEL IV 
JUMLAH BERAT KIRIMAN POS (DARAT, LAUT, UDARA) 
SELAMA PELITA |, 11, 111 
(DALAM KG). 
NO. BETTER POSDARAT POS LAUT (DN + LN) | POS UDARA (DN + LN) JUMLAH 
1. PELITA 1 16.566.582,15 1.406.442,05 495.096,8 | 18.468.121.-- 
18.036.267,25 1.105.903,80 1.017.209,- 20.159.380,05 


18.972.431,25 1.380.882,80 1.264.386,7 21.617.700,75 
20.504 .297,50 1.119.141,80 1.528.240,5 23.151.679,80 
21.714.596.65 1.328.122.60 1.893.599,7 24.936.318,95 


JUMLAH PELITA! | | 9579417480 6.340.493,05 6.198.532,7 108.333.200,55 


2. PELITA II 


22.237.802,80 2.277.900.75 2.158.862.5 26.674.566.05 
23.019.157,- 3.067.583.45 2.614.533.3 28.701.273,75 


24.635.701.30 3.109.676,40 2.980.416,8 30.725.794,50 
25.928.036,05 .3.598.986,65 3.389.456,6 32.916.479.30 
29.897.897,40 4.085.424,75 3.717.241,3 37.700.563.45 


JUMLAH PELITA Il EMEN 125.718.594,55 16.139.572,- 14.860.510,5 156.718.677,05 + 44,66 Yo 


3. PELITA III 


31.024.559.80 5.567.135.40 4.151.025,7 40.742.720.90 
37.737.123,24 5.835.369.35 4.649.655,6 48.222.148.19 
37.214.472,19 6.666.988,20 5.139.390.5 49.020.850,89 


50.716.326.59 6.509.977.91 6.877.650.6 64.103.955.10 
46.442 299,74 6.534.812.12 6.836.887.4 59.813.999.33 


JUMLAH PELITA III к 203.134.781,56 31.114.283,05 27.654.609,8 261.903.674,41 + 67,12% 


JUMLAH PELITA |, I, I. HN 424.647.550,91 53.594.348, 10 48.713.653,2 526.955.552,01 


CATATAN : 
Jumlah pada akhir Pelita III terhadap Pelital :......................................... : 241.76 % 


GRAFIK I. | PRODUKSI SURATPOS 
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TELEKOMUNIKASI adalah salah satu sarana utama dalam menun- 
jang kehidupan suatu bangsa, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, so- 
sial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Disadari betapa penting 
artinya peranan telekomunikasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 
serangkaian kebijaksanaan. Sasaran yang segera dicapai dalam pemba- 
ngunan pertelekomunikasian di Indonesia kian jelas yakni menciptakan 
masyarakat yang adil dan makmur. 


Bertitik tolak dari tujuan yang segera dijangkau itu maka dengan Per- 
aturan Pemerintah No. 34 tahun 1974, serta Surat Keputusan Menteri 
Keuangan RI No 1771/MK/IV/12/1974, Pemerintah telah mendirikan 
P.T. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai suatu Badan 
Usaha Milik yang bergerak dalam bidang Industri Telekomunikasi dan 
Elektronika. 


P.T. INTI (Persero) berada dilingkungan Departemen Pariwi- 
sata, Pos dan Telekomunikasi, yang secara resmi berdiri pada tanggal 30 
Desember 1974. Dalam usianya yang masih relatif muda itu, P.T. INTI te- 
lah menunjukkan kemampuannya dalam usaha meningkatkan pemenuh- 
an jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Persero ini telah berhasil me- 
ningkatkan produksi peralatan telekomunikasi yang dihasilkan oleh putra 
bangsa Indonesia sendiri. Dalam mengemban tugas dan missinya untuk 


memenuhi kebutuhan peralatan telekomunikasi dan elektronika profesio- 


nal, baik hardware maupun software, P.T. Inti telah memperlihatkan kebo- 
lehannya. 


e Pesawat Telepon Meja INTI 111 Pushbutton 


PERANAN PT. INTI 
DALAM PEMBANGUNAN 


Ir. Muchtil Junus Direktur Utama 


Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang, 
P.T. Inti menyadari betapa pada masa mendatang pemerintah menitik be- 
ratkan pembangunan pada sektor industri dalam negeri. Perkembangan 
sistem telekomunikasi nasional, merupakan sumbangan yang penting ba- 
gi pengkajian dan penyusunan Sistem Perhubungan Nasional (SPN) yang 
terpadu, serasi, effisien dan effektif. Tujuan pembangunan telekomunikasi 


. jangka panjang adalah untuk memenuhi seluruh kebutuhan peralatan tele- 


komunikasi masyarakat Indonesia yang maju. Masyarakat Indonesia yang 
majemuk, terdiri dari kelompok-kelompok yang bermukim terpencar da- 
lam ribuan pulau, apalagi mempunyai latar belakang sosial budaya yang 
berbeda-beda. Bila dikaitkan dengan pandangan Wawasan Nusantara 
dalam mewujudkan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, 
satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan 
pertahanan dan keamanan, dituntut peralatan yang cukup dan bdik mutu- 
nya. Hal itu dipastikan memperlancar komunikasi antara anggota masya- 
rakat, Organisasi pemerintah serta swasta, hingga perbedaan pandangan 
dan keliru pengertian bisa dihindarkan. Sebaliknya, bisa dilahirkan dan di- 
kembangkan semangat kebersamaan. 


e Produksi pesawat telpon INTI 111 


Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, P.T. Inti sebagai penunjang uta- 
ma dalam pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia, telah berhasil 
memproduksi berbagai jenis peralatan telekomunikasi, yang kini dipakai 
oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Begitu pula berbagai 
proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini memperlihatkan betapa 
posisi vital dan strategis dalam menunjang pembangunan nasional harus 
bisa dipertahankan dan dikembangkan terus. 


— ———— RN 


Pembangunan pertelekomunikasian dengan pembangunan nasional 
harus selalu sejalan. Untuk itu P.T. Inti di dalam pembinaan, peningkatan 
‘di bidang produksi serta tehnologi telah dikembangkan sedemikian rupa. 
Bukan saja untuk konsumsi pertelekomunikasian di Indonesia, sekaligus 
menjangkau serta menunjang sistem Pertahanan dan Keamanan. Sekali- 
gus kita wujudkan peningkatan kemampuan nasional di bidang perteleko- 
munikasian serta elektronika profesional. Inilah peranan P.T. Inti dalam 
pembangunan pertelekomunikasian Indonesia, yang merupakan harapan 
di masa mendatang. 


e Antena S.B.K. 


INTEGRATED SERVICE DIGITAL 
NETWORK. 


Pemakai jasa telekomunikasi di masa depan, tidak lagi merasa puas 
dengan komunikasi konvensional seperti telepon, telegrap atau telex saja. 
Mereka menuntut komunikasi yang lebih beragam seperti komunikasi 
gambar, data dan lain sebagainya. Tuntutan akan pelayanan yang bera- 
gam dan canggih (sophisticated) pada dasamya lahir sebagai akibat dari- 
pada proses modernisasi serta peningkatan taraf hidup. Tuntutan seperti 
ini hanya dapat dipenuhi andainya tersedia sarana komunikasi yang mem- 
punyai tehnologi tinggi dan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal itu dimak- 
sudkan di bidang switching maupun transmisi. 

Sejak dini P.T. Inti telah menyadari kemungkinan ini dengan gagasan 
pengembangan yang diarahkan dengan tepat, berorientasi pada masa 
depan. Dengan memperhatikan evolusi perkembangan teknologi , sudah 
dapat dipastikan bahwa teknologi komunikasi akan menuju bentuk ISDN 
(Integrated Service Digital Network) di mana : 

— Segala jenis pelayanan telekomunikasi akan diberikan secara 
terpadu. Hal ini berarti betapa dalam suatu sistem switching 
akan dapat disalurkan berbagai bentuk sinyal (suara, data, dan 
video), 

— Tehnologi yang mampu menyalurkan bentuk sinyal yang bera- 
gam tersebut hanyalah teknologi Digital. 


Pembangunan Industri Telekomunikasi Digital merupakan salah satu 
program pengembangan P.T. Inti menuju suatu Industri yang modem. In- 
dustri Telekomunikasi Digital ini dibangun di lokasi Jalan Raya Dayeuh Ko- 
lot, Palasari, Bandung. Diatas tanah seluas 8 hektar, dengan luas bangun- 
an 21.342 m? yang diharapkan mulai berproduksi pada awal tahun 1985. 
` Program pembangunan industri ini terdiri dari proyek-proyek diantaranya 
Packsatnet(Packet Sattelite Data Network) dan proyek pembangunan pa- 
brik switching telepon Digital. 


PROYEK SWITCHING DIGITAL 
PROYEK Digital pada dasarnya adalah pembangunan pabrik switch- 
ing Digital yang merupakan tindak lanjut dari proses penetapan sistem 
switching Telepon Nasional. 


e Rak Sentral Telepon 


Pabrik ini dibangun dengan kapasitas produksi pertahunnya adalah : 
150.000 I.u Sentral Telepon EWSD, 
7.500 I.u Sentral Telepon Langganan PABX 
300 System PCM 30 Channel, 
165.000 Set Pesawat Telepon. 

Tahapan demi tahapan telah kita lalui, kini tahapan pengembangan 
harus kita lintasi. Yaitu pengembangan suatu jenis terminal baru yang 
menggantikan pesawat telepon yang dikenal saat ini, serta pengembang- 
an perangkat lunak (software) sehingga seluruh pelayanan dapat diga- 
bungkan. 

Tahapan ini telah dirintis dan diyakini dapat diselesaikan dalam dasa- 
warsa ini juga. Ini berarti pada awal dasawarsa '90 sudah dilihat kenyata- 
annya. 

Dalam pelaksanaannya, semuanya ini tergantung pada langkah lan- 
jut dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda- 
nya untuk dapat mewujudkan gagasan pembangunan ini secara berhasil 
dan sukses. 


PROYEK PACKSATNET 


PROYEK ini adalah proyek pembangunan sarana telekomuriikasi un- 
tuk mentransmisikan data/informasi antar komputer melalui satelit, yang 
pada tahap permulaan meliputi 6 (enam) kota yaitu : Bandung, Jakarta, 
Surabaya, Semarang, Palembang dan Medan. Proyek Packsatnet ini pa- 
da hakikatnya merupakan proyek perintis menuju pembangunan pabrik 
transmisi Digital, dalam rangkaian pembangunan Industri Telekomunikasi 
Digital di P.T. Inti. 


Co ж 


e Ruang Kerja Packsatnet 
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Keberhasilan-keberhasilan PT Indosat 


Sejak PT Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara pada tahun 
1981, dalam usianya yang masih relatif muda sebagai BUMN, telah me- 
nunjukkan keberhasilan-keberhasilannya yang cukup menggembirakan, 
dan sekaligus merupakan bukti bahwa putra-putri bangsa Indonesia 
sanggup, mampu dan terbukti dapat menjalankan pengelolaan suatu 
usaha dengan teknologi tinggi dengan berhasil. 
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Keberhasilan tersebut nampak nyata dimana dicapai peningkatan 
produksi menit percakapan telepon dari 28 juta menit pada tahun 1981 
menjadi 40 juta menit pada tahun 1982 dan meningkat menjadi 52 juta 
menit pada tahun 1983 yang berarti peningkatan rata-rata 3626 per 
tahun. 


Pada akhir tahun 1983 Indonesia telah tersambung dengan 56 
negara melalui cara Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga 
langgganan di Jakarta saat ini dapat memutar langsung keluar negeri 
nomor telepon yang dikehendaki tanpa melalui bantuan operator telepon 
lagi. 


Dalam bidang keuangan diperoleh pendapatan pada tahun 1981 
sebesar Rp 27 milyar dan menjadi Rp 115 milyar pada tahun 1983 dan 
menghasilkan laba sebesar Rp 72 milyar pada tahun 1983. Dengan demi- 
kian maka kewajiban-kewajiban Indosat untuk membayar pajak dan 
deviden kepada negara sebagai pemegang saham telah dipenuhi dengan 
sebaik-baiknya. 


Dari hasil-hasil operasional tersebut, PT Indosat juga secara kon- 
sisten dan makin baik menyumbangkan devisa kepada negara yang pada 
tahun 1981 sebesar US $ 8 juta menjadi US $ 14 juta pada tahun 1983. 


Keberhasilan-keberhasilan lainnya adalah penghargaan dari 
Direktorat Pajak yang menunjuk PT Indosat sebagai salah satu BUMN 
pembayar pajak terbaik dari tahun ke tahun dan mendapatkan 
penghargaan Third International Asia Award dari Spanyol yang 
menyatakan PT Indosat sebagai perusahaan yang telah memberikan kon- 
tribusi yang berarti kepada pembangunan negara dan bangsa Indonesia. 


Patut juga dicatat keberhasilan PT Indosat dalam mendapatkan ke- 
percayaan internasional yaitu dengan menangnya Indosat dalam 
mengikuti tender internasional yang diselenggarakan Intelsat untuk me- 


nyediakan jasa TDMA Reference Monitoring Station (TRMS) dimana PT 
Indosat ikut mengatur lalu lintas telekomunikasi internasional melalui 
satelit secara digital. Juga Indosat menang dalam tender internasional 
Intelsat untuk menyediakan jasa pengontrolan satelit-satelit internasional 
dengan fasilitas Tracking, Telemetry, Command & Monitoring (TTC & 
M), dimana Stasiun Bumi PT Indosat di Jatiluhur menjadi salah satu 
Stasiun Bumi di dunia yang mengikuti, memberi komando pada saat 
peluncuran satelit dan menjaga agar satelit-satelit yang sudah beroperasi 
tetap berada diatas orbitnya. 


Tender tersebut dimenangkan PT Indosat melalui persaingan yang 
ketat dengan negara-negara lainnya. Dengan tender tersebut diharapkan 
PT Indosat mendapatkan devisa sebesar US $14 juta. 


PT Indosat dalam Pembangunan 


Dengan sederetan keberhasilan-keberhasilan tersebut yang diraih 
dengan kerja keras dengan disiplin tinggi, kini PT Indosat cukup man- 
tap dalam ikut menyongsong pembangunan dalam PELITA IV yang 
penuh tantangan dan khususnya dalam pembangunan sistim telekomu- 
nikasi nasional di Indonesia. 


Sebagai upaya untuk secara terus-menerus meningkatkan mutu pe- 
layanan telekomunikasi kepada masyarakat, kini sederet pembangunan 
telah dilaksanakan oleh PT Indosat antara lain : 

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Medan-Penang 
(Malaysia) atau SKKL MENANG, Gedung Sentral Gerbang Internasional 
SGI II Medan yang akan ditempati oleh Sentral Telepon Digital yang per- 
tama di Indonesia,yang diharapkan dapat diresmikan pada tahun1984. 


Selain itu di Stasiun Bumi Jatiluhur segera diselesaikan pada tahun 
1984 pembangunan fasilitas TDMA/TRMS dan fasilitas TTC & M. 
Pembangunan SKKL-SKKL lainnya yang kini sedang dirintis PT Indosat 
adalah SKKL Australia-Indonesia-Singapura atau SKKL A-I-S dan SKKL 
South East Asia-Middle East-Western Europe atau SKKL SEA-ME-WE 
yang diharapkan akan mulai berfungsi pada tahun 1986, sehingga me- 
nempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat telekomunikasi di Asia 
Tenggara. 


Sasaran-sasaran dan Tantangan 


Tiga sasaran pokok penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum 
internasional oleh PT Indosat adalah : memberikan pelayanan yang ter- 
baik kepada masyarakat, memberikan hasil yang maksimal kepada 
negara sebagai pemegang saham, dan membangun dan memelihara citra 
perusahaan yang baik. 


Seluruh program tahunan, program lima tahunan PT Indosat selalu dia- 
rahkan untuk pencapaian ketiga sasaran tersebut diatas. 


Dipihak lain arah perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia 
menunjukkan kecenderungan bahwa permintaan jenis jasa, macam dan 
fasilitas telekomunikasi meningkat dengan pesat. 


Juga kemajuan teknologi elektronika, komputer dan telekomunikasi 
berkembang dengan pesat disertai dengan aplikasi dan penerapannya 
yang makin luas di berbagai segi kehidupan masyarakat seperti : perin- 
dustrian, perdagangan, pertanian, pertahanan dan lain sebagainya. 


Penerapan dari aplikasi-aplikasi tersebut dalam standard mutu yang 
tinggi memerlukan keterpaduan dan integrasi dari jasa-jasa yang dise- 
diakan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka Indonesia 
juga telah mengambil ancang-ancang untuk merencanakan dan melak- 
sanakan konsep-konsep Integrated Digital Network (IDN) dan Integrated 
Service Digital Network (ISDN). 


Hal ini juga merupakan tantangan bagi seluruh jajaran PT Indosat 
sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum internasional di In- 
donesia untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 


Dengan mottonya "KRETHARTA KARYA SAMUHA" (Success 
through teamwork), keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama, kini 
PT Indosat makin mantap dan berkeyakinan dapat mencapai dan me- 
nyelesaikan tantangan demi tantangan yang dibebankan di pundaknya 
dalam ikut mengisi pembangunan nasional. 
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Keberhasilan-keberhasilan PT Indosat 


Sejak PT Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara pada tahun 
1981, dalam usianya yang masih relatif muda sebagai BUMN, telah me- 
nunjukkan keberhasilan-keberhasilannya yang cukup menggembirakan, 
dan sekaligus merupakan bukti bahwa putra-putri bangsa Indonesia 
sanggup, mampu dan terbukti dapat menjalankan pengelolaan suatu 
usaha dengan teknologi tinggi dengan berhasil. 


| | Keberhasilan tersebut nampak nyata dimana dicapai peningkatan 
produksi menit percakapan telepon dari 28 juta menit pada tahun 1981 

| menjadi 40 juta menit pada tahun 1982 dan meningkat menjadi 52 juta 
menit pada tahun 1983 yang berarti peningkatan rata-rata 3696 per 
tahun. 


Pada akhir tahun 1983 Indonesia telah tersambung dengan 56 
negara melalui cara Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga 
langgganan di Jakarta saat ini dapat memutar langsung keluar negeri 
nomor telepon yang dikehendaki tanpa melalui bantuan operator telepon 
lagi. 
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nyediakan jasa TDMA Reference Monitoring Station (TRMS) dimana PT 
Indosat ikut mengatur lalu lintas telekomunikasi internasional melalui 
satelit secara digital. Juga Indosat menang dalam tender internasional 
Intelsat untuk menyediakan jasa pengontrolan satelit-satelit internasional 
dengan fasilitas Tracking, Telemetry, Command & Monitoring (TTC & 
M), dimana Stasiun Bumi PT Indosat di Jatiluhur menjadi salah satu 
Stasiun Bumi di dunia yang mengikuti, memberi komando pada saat 
peluncuran satelit dan menjaga agar satelit-satelit yang sudah beroperasi 
tetap berada diatas orbitnya. 


Tender tersebut dimenangkan PT Indosat melalui persaingan yang 
ketat dengan negara-negara lainnya. Dengan tender tersebut diharapkan 
PT Indosat mendapatkan devisa sebesar US $14 juta. 


PT Indosat dalam Pembangunan 


Dengan sederetan keberhasilan-keberhasilan tersebut yang diraih 
dengan kerja keras dengan disiplin tinggi, kini PT Indosat cukup man- 
tap dalam ikut menyongsong pembangunan dalam PELITA IV yang 
penuh tantangan dan khususnya dalam pembangunan sistim telekomu- 
nikasi nasional di Indonesia. 


Sebagai upaya untuk secara terus-menerus meningkatkan mutu pe- 
layanan telekomunikasi kepada masyarakat, kini sederet pembangunan 
telah dilaksanakan oleh PT Indosat antara lain : 

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Medan-Penang 
(Malaysia) atau SKKL MENANG, Gedung Sentral Gerbang Internasional 
SGI II Medan yang akan ditempati oleh Sentral Telepon Digital yang per- 
tama di Indonesia,yang diharapkan dapat diresmikan pada tahun1984. 


Selain itu di Stasiun Bumi Jatiluhur segera diselesaikan pada tahun 
1984 pembangunan fasilitas TDMA/TRMS dan fasilitas TTC & M. 
Pembangunan SKKL-SKKL lainnya yang kini sedang dirintis PT Indosat 
adalah SKKL Australia-Indonesia-Singapura atau SKKL A-I-S dan, SKKL 
South East Asia-Middle East- Western Europe atau SKKL SEA-ME-WE 
yang diharapkan akan mulai berfungsi pada tahun 1986, sehingga me- 
nempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat telekomunikasi di Asia 
Tenggara. 


Sasaran-sasaran dan Tantangan 


Tiga sasaran pokok penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum 
internasional oleh PT Indosat adalah : memberikan pelayanan yang ter- 
baik kepada masyarakat, memberikan hasil yang maksimal kepada 
negara sebagai pemegang saham, dan membangun dan memelihara citra 
perusahaan yang baik. 


Seluruh program tahunan, program lima tahunan PT Indosat selalu dia- 
rahkan untuk pencapaian ketiga sasaran tersebut diatas. 


Dipihak lain arah perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia 
menunjukkan kecenderungan bahwa permintaan jenis jasa, macam dan 
fasilitas telekomunikasi meningkat dengan pesat. 


Juga kemajuan teknologi elektronika, komputer dan telekomunikasi 
berkembang dengan pesat disertai dengan aplikasi dan penerapannya 
yang makin luas di berbagai segi kehidupan masyarakat seperti : perin- 
dustrian, perdagangan, pertanian, pertahanan dan lain sebagainya. 


Penerapan dari aplikasi-aplikasi tersebut dalam standard mutu yang 
tinggi memerlukan keterpaduan dan integrasi dari jasa-jasa yang dise- 
diakan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka Indonesia 
juga telah mengambil ancang-ancang untuk merencanakan dan melak- 
sanakan konsep-konsep Integrated Digital Network (IDN) dan Integrated 
Service Digital Network (ISDN). 


Hal ini juga merupakan tantangan bagi seluruh jajaran PT Indosat 
sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum internasional di In- 
donesia untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 


Dengan mottonya " KRETHARTA KARYA SAMUHA” (Success 
through teamwork), keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama, kini 
PT Indosat makin mantap dan berkeyakinan dapat mencapai dan me- 
nyelesaikan tantangan demi tantangan yang dibebankan di pundaknya 
dalam ikut mengisi pembano:: 1 
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di Indonesia 
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PT (Persero) Indosat atau yang dikenal dengan Indosat adalah Badan 
Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang penyelenggaraan tele- 
komunikasi untuk umum internasional di Indonesia. 


Indosat berdiri sejak tahun 1969 bersamaan dengan masuknya 
teknologi telekomunikasi melalui satelit, yakni dengan dibangunnya Sta- 
siun Bumi di Jatiluhur yang menghubungkan Indonesia dengan negara- 
negara di Asia, Eropa dan Afrika melalui satelit Intelsat yang berada di 
orbit geostasioner diatas lautan India. 


Sejak tahun 1979 jumlah antena Stasiun Bumi Jatihulur bertam- 
bah dengan satu lagi, sehingga saat ini Indonesia juga terhubung lagsung 
dengan negara-negara Amerika Serikat, Canada dan Amerika Selatan 
melalui satelit Intelsat yang berada diatas lautan Pasifik. 


Dengan masuknya teknologi telekomunikasi satelit tersebut, maka 
sekaligus putra-putri Indonesi melakukan program-program alih teknologi 
secara aktif, dimana hal tersebut merintis kepada kemampuan untuk 
merencanakan, mendesain dan membuat spesifikasi untuk mempunyai 
sendiri satelit telekomunikasi domestik guna mempercepat pem- 
bangunan dan pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia dan akhir - 
nya dapat diorbitkan satelit PALAPA A pada tahun 1976. 
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Keberhasilan-keberhasilan PT Indosat 


Sejak PT Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara pada tahun 
1981, dalam usianya yang masih relatif muda sebagai BUMN, telah me- 
nunjukkan keberhasilan-keberhasilannya yang cukup menggembirakan, 
dan sekaligus merupakan bukti bahwa putra-putri bangsa Indonesia 
sanggup, mampu dan terbukti dapat menjalankan pengelolaan suatu 
usaha dengan teknologi tinggi dengan berhasil. . 


Keberhasilan tersebut nampak nyata dimana dicapai peningkatan 
produksi menit percakapan telepon dari 28 juta menit pada tahun 1981 
menjadi 40 juta menit pada tahun 1982 dan meningkat menjadi 52 juta 
menit pada tahun 1983 yang berarti peningkatan rata-rata 3696 per 
tahun. 


Pada akhir tahun 1983 Indonesia telah tersambung dengan 56 
negara melalui cara Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga 
langgganan di Jakarta saat ini dapat memutar langsung keluar negeri 
nomor telepon yang dikehendaki tanpa melalui bantuan operator telepon 
lagi. 


Dalam bidang keuangan diperoleh pendapatan pada tahun 1981 
sebesar Rp 27 milyar dan menjadi Rp 115 milyar pada tahun 1983 dan 
menghasilkan laba sebesar Rp 72 milyar pada tahun 1983. Dengan demi- 
kian maka kewajiban-kewajiban Indosat untuk membayar pajak dan 
deviden kepada negara sebagai pemegang saham telah dipenuhi dengan 
sebaik-baiknya. 


Dari hasil-hasil operasional tersebut, PT Indosat juga secara kon- 
sisten dan makin baik menyumbangkan devisa kepada negara yang pada 
tahun 1981 sebesar US $ 8 juta menjadi US $ 14 juta pada tahun 1983. 


Keberhasilan-keberhasilan lainnya adalah penghargaan dari 
Direktorat Pajak yang menunjuk PT Indosat sebagai salah satu BUMN 
pembayar pajak terbaik dari tahun ke tahun dan mendapatkan 
penghargaan Third International Asia Award dari Spanyol yang 
menyatakan PT Indosat sebagai perusahaan yang telah memberikan kon- 
tribusi yang berarti kepada pembangunan negara dan bangsa Indonesia. 


Patut juga dicatat keberhasilan PT Indosat dalam mendapatkan ke- 
percayaan internasional yaitu dengan menangnya Indosat dalam 
mengikuti tender internasional yang diselenggarakan Intelsat untuk me- 


nyediakan jasa TOMA Reference Monitoring Station (TRMS) dimana PT 
Indosat ikut mengatur lalu lintas telekomunikasi internasional melalui 
satelit secara digital. Juga Indosat menang dalam tender internasional 
Intelsat untuk menyediakan jasa pengontrolan satelit-satelit internasional 
dengan fasilitas Tracking, Telemetry, Command & Monitoring (TTC & 
M), dimana Stasiun Bumi PT Indosat di Jatiluhur menjadi salah satu 
Stasiun Bumi di dunia yang mengikuti, memberi komando pada saat 
peluncuran satelit dan menjaga agar satelit-satelit yang sudah beroperasi 
tetap berada diatas orbitnya. 


Tender tersebut dimenangkan PT Indosat melalui persaingan yang 
ketat dengan negara-negara lainnya. Dengan tender tersebut diharapkan 
PT Indosat mendapatkan devisa sebesar US $14 juta. 


PT Indosat dalam Pembangunan 


Dengan sederetan keberhasilan-keberhasilan tersebut yang diraih 
dengan kerja keras dengan disiplin tinggi, kini PT Indosat cukup man- 
tap dalam ikut menyongsong pembangunan dalam PELITA IV yang 
penuh tantangan dan khususnya dalam pembangunan sistim telekomu- 
nikasi nasional di Indonesia. 


Sebagai upaya untuk secara terus-menerus meningkatkan mutu pe- 
layanan telekomunikasi kepada masyarakat, kini sederet pembangunan 
telah dilaksanakan oleh PT Indosat antara lain : 

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Medan-Penang 
(Malaysia) atau SKKL MENANG, Gedung Sentral Gerbang Internasional 
SGI II Medan yang akan ditempati oleh Sentral Telepon Digital yang per- 
tama di Indonesia,yang diharapkan dapat diresmikan pada tahun1984. 


Selain itu di Stasiun Bumi Jatiluhur segera diselesaikan pada tahun 
1984 pembangunan fasilitas TDMA/TRMS dan fasilitas TTC & M. 
Pembangunan SKKL-SKKL lainnya yang kini sedang dirintis PT Indosat 
adalah SKKL Australia-Indonesia-Singapura atau SKKL A-I-S dan SKKL 
South East Asia-Middle East-Western Europe atau SKKL SEA-ME-WE 
yang diharapkan akan mulai berfungsi pada tahun 1986, sehingga me- 
nempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat telekomunikasi di Asia 
Tenggara. 


Sasaran-sasaran dan Tantangan 


Tiga sasaran pokok penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum 
internasional oleh PT Indosat adalah : memberikan pelayanan yang ter- 
baik kepada masyarakat, memberikan hasil yang maksimal kepada 
negara sebagai pemegang saham, dan membangun dan memelihara citra 
perusahaan yang baik. 


Seluruh program tahunan, program lima tahunan PT Indosat selalu dia- 
rahkan untuk pencapaian ketiga sasaran tersebut diatas. 


Dipihak lain arah perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia 
menunjukkan kecenderungan bahwa permintaan jenis jasa, macam dan 
fasilitas telekomunikasi meningkat dengan pesat. 


Juga kemajuan teknologi elektronika, komputer dan telekomunikasi 
berkembang dengan pesat disertai dengan aplikasi dan penerapannya 
yang makin luas di berbagai segi kehidupan masyarakat seperti : perin- 
dustrian, perdagangan, pertanian, pertahanan dan lain sebagainya. 


Penerapan dari aplikasi-aplikasi tersebut dalam standard mutu yang 
tinggi memerlukan keterpaduan dan integrasi dari jasa-jasa yang dise- 
diakan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka Indonesia 
juga telah mengambil ancang-ancang untuk merencanakan dan melak- 
sanakan konsep-konsep Integrated Digital Network (IDN) dan Integrated 
Service Digital Network (ISDN). 


Hal ini juga merupakan tantangan bagi seluruh jajaran PT Indosat 
sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum internasional di In- 
donesia untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 


Dengan mottonya "KRETHARTA KARYA SAMUHA” (Success 
through teamwork), keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama, kini 
PT Indosat makin mantap dan berkeyakinan dapat mencapai dan me- 
nyelesaikan tantangan demi tantangan yang dibebankan di pundaknya 
dalam ikut mengisi pembangunan nasional. 
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INTERNASIONAL 


Penggantian pimpinan PT. Hotel Indonesia Internasional yang ditetapkan oleh Pemilik Perusahaan - dalam hal ini 
Pemerintah, cg. Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan surat-surat keputusan No. 233/KMK.06/1978 
tertanggal 12 Juni 1978 dan No. 274/KMK.011/1978 tertanggal 31 Juli 1978 merupakan langkah penyegaran da- 


lam pandangan dan pendekatan terhadap 
Penyegaran 


dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi perusahaan. Sebagai salah satu jalur pemantapan perusahaan, Pim- 
pinan PT Hotel Indonesia Internasional telah menetapkan untuk mulai meletakkan kerangka dasar organisasi 

yang akan menjadi landasan bagi pengembangan organisasi perusahaan dihari-hari yang akan datang. Pimpinan 
memberikan prioritas dalam meletakkan dasar- dasar organisasi ini karena organisasi merupakan suatu struktur 


pembagian dan 
sahaan secara efisien dan efektif. 


PT. HOTEL INDONESIA 


permasalahan- permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh Perusahaan. 
dan pendekatan itu tentu saja harus berlandaskan pada latar belakang, posisi dewasa ini, 


akan semua tugas perusahaan dalam rangka usaha pencapaian tujuan- tujuan peru- 


SEJARAH 


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Kepariwi- 
sataan Republik Indonesia No.39/20-VI/1966 tanggal 20 
Juni 1966 maka semua hotel-hotel milik Pemerintah dilebur 
menjadi P.T. Hotel Indonesia Internasional. Surat Keputus- 
an tadi juga mengandung pengarahan-pengarahan seperti 
berikut : 
1. Pengintegrasian perusahaan, pengusahaan dan 

pengawasan atas hotel-hotel bertaraf intrnasional 
yang dimiliki Pemerintah, yaitu : Hotel Indonesia di Ja- 
karta, Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Am- 
barukmo Palace Hotel di Yogyakarta, dan Bali Beach 
Hotel di Bali. 

2. Pembubaran semua badan Hukum perusahaan yang 
membawahi dan memiliki hotel-hotel tadi yaitu PT Ho- 
tel Indonesia, PT Ambarsam Hotel dan PT Bali Beach 
Hotel. 

3. Pembentukan badan Hukum perusahaan baru de- 
ngan nama PT Hotel Indonesia Internasional. 

4. Pembentukan Panitya Pelaksana Integrasi Hotel-ho- 
tel Internasional yang dimaksud tadi. 


Sumber keputusan itu adalah pernyataan Waperdam/ 
Ekubang bahwa organisasi alat-alat negara yang bergerak 
dibidang perekonomian, termasuk bidang kepariwisataan, 
perlu disederhanakan dan dinasionalisasikan. Kegiatan 
Perhotelan yang menjadi tulang punggung bagi kepariwisa- 
taan di Indonesia ingin dikuasai, diusahakan, dan di awasi 
Secara terpadu agar supaya penyelenggaraan usaha-usa- 
ha perhotelan milik negara itu dapat bekerja secara lebih 
efektif dan lebih efesien. Kesatuan pimpinan dan pemusat- 
an perumusan kebijaksanaan usaha-usaha perhotelan me- 
rupakan sasaran gagasan penyatuan organisasi hotel-ho- 
tel milik negara itu ke dalam satu badan hukum. 

Surat Keputusan Ketua Lembaga Kepariwisataan itu, 
dalam rangka pembentukan satu badan hukum perusaha- 
an hotel-hotel milik negara, membubarkan semua PT Per- 
hotelan tadi. Selanjutnya menetapkan ketentuan bahwa 
direksi masing-masing PT tetap mejalankan tugas dan ke- 


wajiban masing-masing. Disamping itu ditetapkan juga 

bahwa masing-masing Direksi bertanggung-jawab lang- 

sung kepada PANITYA PELAKSANA INTEGRASI HOTEL- 

HOTEL INTERNASIONAL sampai pada saat terbentuknya 

badan hukum PT Hotel Indonesia Internasional. 

Surat Keputusan Ketua Lembaga Kepariwisataan itu, 
juga menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan 
oleh Panitya Pelaksana Integrasi Hotel-hotel Internasional. 
Tugas-tugas itu meliputi sebagai berikut : 

1. Melakukan usaha-usaha pengintegrasian, menyiap- 

` kan, serta membentuk badan hukum dengan nama PT 
Hotel Indonesia Internasional. 

2. Mengambil alih pimpinan tertinggi dari semua PT Hotel 
Internasional yang akan dilebur ke dalam satu badan 
hukum sampai pada saat badan hukum PT Hotel Indo- 
nesia Internasional itu. 

3, Memberikan pertanggung-jawab atas penyelenggara- 
an tugas-tugas panitya itu kepada Ketua Lembaga Ke- 
pariwisataan Republik Indonesia. 

Setelah panitya tadi menyelesaikan tugasnya dengan 
baik, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga 
Kepariwisataan Republik Indonesia No. SK.74/17-VII/ 
1966 tanggal 17 Agustus 1966, segala kegiatarinya dibu- 
barkan. 

Kemudian secara resmi, PT Hotel Indonesia Internasio- 
nal (Hotel Indonesia Internasional Corporation Limited), 
berkedudukan di Jakarta berdiri. Tepatnya pada tanggal 17 
Agustus 1966 dengan akte pendirian No. 17 yang dibuat 
oleh Notaris Eliza Pondang di Jakarta. Perubahan ini telah 
diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Sa- 
ham PT Hotel Indonesia yang diadakan pada tanggal 28 
Juli 1966, Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa tadi telah 
dikukuhkan dengan akte No. 29 yang dibuat oleh Notaris 
yang sama, yang berjudul "Pedoman Anggaran Dasar Per- 
seroan". RULB itu juga menetapkan pemberian kuasa ke- 
pada Direktur Pelaksana || Lembaga Kepariwisataan 
Republik Indonesia, untuk melaksanakan perobahan ben 
tuk badan hukum itu. 


TUJUAN/TUGAS POKOK SERTA KEGIATANNYA 


Anggaran Dasar PT. Hotel Indonesia Internasional meru- 
muskan tugas-tugas perusahaan seperti ini : " Mengusaha- 
kan dan mengawasi serta mengurus hotel-hotel bertaraf In- 
ternasional dan melakukan usaha-usaha dalam bidang ke- 
pariwisataan dalam arti seluas-luasnya, baik atas usaha 
sendiri maupun atas usaha bersama dengan pihak lain”. 
Dari falsafah perusahaan tadi dapat dijabarkan tujuan-tuju- 
an perusahaan : (1). Menghasilkan manfaat dan keuntung- 
an usaha sebesar mungkin sehingga olehnya, (2) Perusa- 
haan dapat senantiasa mempertahankan diri atau memper- 
tahankan kelangsungan hidup, dan selanjutnya, (3) Me- 
numbuhkan dan mengembangkan perusahaan sehingga 
(4) Perusahaan dapat menjadi teladan dan pemuka dalam 
usaha-usaha perhotelan dan kepariwisataan lainnya. 

Dengan falsafah dan tujuan tadi, maka tugas-tugas dan 
kegiatan yang harus dilaksanakan perusahaan adalah : Pe- 
masaran, Pengorganisasian, Pengendalian, Pemupukan 
kemampuan sendiri, Pengembangan kemampuan perso- 
nalia dan Penanganan tugas-tugas keperseroan. 


Kini dengan landasan organisasi perusahaan yang se- 
makin kokoh, PT HII kian berkembang dengan pesatnya. 
Pucuk-pucuk pimpinan secara bertahap dan berencana te- 
lah beralih ketangan orang Indonesia. Seiring dengan na- 
sionalisasi itu, PT HII juga berperan aktif mendidik tenaga- 
tenaga Indonesia guna menduduki posisi-posisi penting 
dalam perusahaan hotel di tanah air. Jumlahnya kini telah 
mencapai 3000 orang dan telah bekerja di perusahaan-per- 
usahaan hotel di seluruh Indonesia. 


Guna menumbuhkan dan kian meningkatkan perusaha- 
an, PT Hll juga secara bertahap dan berencana mengem- 
bangkan usahanya. Perkembangan itu dapat dilihat de- 
ngan hasil pembangunan Hotel Nusa Dua di Bali dengan 
kapasitas kamar sebanyak 439 buah, Perluasan Hotel In- 
donesia menjadi 222 kamar. Kemudian membangun Hotel 
Wisata dengan kamar sebanyak 261 buah dengan 10 ting- 
kat perkantoran. Berikutnya pemugaran Hotel Indonesia 
sebanyak 184 buah kamar dari tahun 1981 - 1984. Dari 
pengembangan perusahaan ini, kini PT HII telah memiliki 


kamar sebanyak 1710 buah. Dengan jumlah kamar yang. 


Hotel Ambarukmo Palace tetap bertekad untuk menyandang citra sebagai tonggak 


monumen dunia kepariwisataan di Yogyakarta dan Jateng. 


Pertama dibangun diantara ke 7 hotel-hotel dalam осі 
jajaran hotel-hotel berkaliber internasional di ne dini, 
pengalaman terkaya dalam protesi perhotelan di Indones 


otel Indonesia memiliki 


Pelan pertama berdiri dala 


aa À - 


cukup banyak itu, PT HII secara tidak langsung juga telah 
berpartisipasi dalam pemanfaatan tenaga kerja nasional 
yang kini berjumlah 3.516 orang. Dari jumlah itu, hanya 8 
orang tenaga asing. Itupun dibagian-bagian tertentu saja. 


Perkembangan pesat PT HII ini sangat mempengaruhi 
pula pengembangan kepariwisataan Indonesia serta devi- 
sa negara. Dari sini dapat dilihat penghasilan perusahaan 
pertahunan dari tahun-ketahun kian berkembang. Walau 
masih sering mengalami hambatan-hambatan. Tapi tidak 
terlalu berarti.Penghasilan PT HII tahun 1978 tercatat se- 
banyak Rp. 9.308.271.675, tahun 1979 naik menjadi Rp. 
13.157.563.553, tahun 1980 berkembang hingga menca- 
pai Rp. 15.631.085.319, tanun 1981 sebanyak Rp. 
19.076.066.235, tahun 1982 mencapai sebesar Rp. 
19.813.059.469. 

Sedangkan laba pertahun yang diperoleh dari tahun 
1978 sampai dengan tahun 1982 adalah sbb : tahun 1978 
sebanyak Rp. 2.503.314.680 (26,9%), tahun 1979 naik se- 
besar Rp. 4.712.854.472 (35,8%), tahun 1980 berkembang 
menjadi Rp. 5.583.016.743. (35,796), tahun 1981 melonjak 
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Hotel Wisata Iddonesia suasana keakraban adala daya tarik yang amat kuat 
-paginya. Kesibukkan sehari-hari di hotel ini terbagi pada tiga pusat aglomo - 
rasi utama. yaitu. ruang rapat. pusat. pusat perkantoran da^ "Jakarta Metro - 
politan Medica! Center”. 


Salah satu kamar tidur di Hotel Ambarukmo Palace Yogyakarta 


hingga mencapai Rp. 7.042.861.533 (36,926) dan tahun 
1982 turun hingga mencapai sebanyak Rp. 5.615.858.431 
(28,4%). 

Tingkat penghunian kamar juga naik, namun tahun 1982 
turun. Yakni tahun 1978 sebanyak 386.818 (62,796) tahun 
1979 sedikit naik sebesar 396.326 (65,995), tahun 1980 
menjadi 401.495 (67,0%), tahun 1981 naik mencapai 
422.492 (73,976) dan tahun 1982 hanya sebanyak 385.410 
(64,576). Dari pasang surutnya penghunian kamar juga 
sangat berpengaruh pemasukan uang/pajak kekas negara. 
Dari tahun ketahun juga berobah-obah. Tahun 1979 se- 
besar Rp. 1.299.236.000 (KP = Rp. 27.825.000/unit Rp. 
1.271.411.000), tahun 1980 sebanyak Rp. 1629.768.000 
(KP — 44.627.000/Unit — 1.585.141.000), tahun 1981 naik 
hingga mencapai Rp. 2.023.564.000 (KP — 61.748.000/ 
Unit = 1.961.816.000), tahun 1982 mencapai Rp. 
2.175.773.000 (KP = 73.813.000/Unit = 2.101.960.000), 
tahun 1983 naik hingga mencapai Rp. 2.540.010.000 (KP 
= 57.627.000/Unit : 2.482.383.000). Sehingga dari tahun 
1978 sampai dengan tahun 1983 mencapai jumlah Rp. 
9.668.351.000 (KP = 265.640.000/Unit : 9.402.711 .000).- 


MADURA awal tahun 1985 - Hotel indonesia Nusadua di perkampungan wisata Nusa Dua, Ba! 
бап mendekati saat pembukaannya 
Gambar : Presiden Suharto bersama Ibu Tien. didampingi Mendagri. Dirjen Pariwisata 
melihat-lihat maquette hotel féfSsebu! gaian "angka peninjauan pembangunannya 
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Industri baja terpadu KRAKATAU STEEL berlokasi di Cilegon - Banten, Jawa Barat 
luas area sekitar 3.000 ha. Fasilitas produksi meliputi pabrik-pabrik besi spons, 
billet baja, slab baja, hot strip, wire rod, be si beton, besi profil dan kawat paku. 
Selain itu dilengkapi pula dengan unit-unit prasarana seperti pelabuhan, PLTU - 
400 MW, pusat penjer nihan air, pabrik га! asam, jalan-jalan, fasilitas rekreasi, 
pemukiman. Didalam operasinya, kini KRAKATAU STEEL didukung oleh sekitar 


Baja merupakan salah satu unsur yang penting dalam 
menentukan tolok ukur kemajuan suatu bangsa : yakni ting- 
gi rendahnya konsumsi per kapita per tahun. Ini disebabkan 
karena baja merupakan bahan baku yang sangat vital ter- 
utama untuk pembangunan infrastruktur, pembuatan me- 
sin-mesin, dan peralatan. 

Peranan baja di dalam kehidupan masyarakat belum be- 
gitu besar karena ekonomi Indonesia masih bersifat agraris 
tradisional. Dengan demikian dalam mempercepat proses 
menuju industrialisasi, suatu industri baja harus didirikan, 
agar terdapat keseimbangan antara kegiatan agraris dan 
industri yang saling menunjang dan saling mendukung. 


Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, pemerintah 
telah mendirikan P.T. Krakatau Steel, Industri baja terpadu 
di Indonesia yang berlokasi di Cilegon, Banten, diatas areal 
seluas 3.000 ha. Selama 8 tahun, dalam periode PELITA || 
dan Ill ini P.T. Krakatau Steel telah tumbuh dan berkem- 
bang dengan pesat yang menghasilkan produk-produk jadi 
yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan industri ba- 
ngunan, prasarana dan industri mesin-mesin dan peralatan 
Industri. 

Proses yang digunakan dalam pengolahan besi baja 
adalah kombinasi dari proses reduksi-langsung (direct re- 


5.000 karyawan. 


duction) bijih besi menjadi besi spons dengan mengguna - 
kan bahan pereduksi gas alam dan peleburan besi spons 
menjadi baja didalam dapur-dapur listrik. 

Proses ini dipilih karena kita memiliki sumber-sumber 
gas alam yang cukup banyak. Bahan baku yang berupa - 
bijih besi dalam bentuk pellet diimpor dari negara-negara 


penghasil bijih besi yang terkenal seperti Brazil dan Swedia. 


Kalau pada tahap pertama P.T. Krakatau Steel baru 
menghasilkan jenis-jenis baja batangan, maka pada waktu 
ini telah dapat menghasilkan baja lembaran yang dapat di- 
jadikan bahan-bahan baku pokok untuk industri peralatan, 
barang-barang modal dan permesinan yang diperlukan un- 
tuk menunjang PELITA IV. — 


Sesuai dengan GBHN, maka dalam PELITA IV kita harus 
dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik in- 
dustri berat maupun industri ringan yang terus akan dikem- 
bangkan dalam REPELITA-REPELITA selanjutnya. P.T. 
Krakatau Steel sebagai industri besi baja Nasional, tulang 
punggung industri mesin dan industri berat,dimasa datang 
akan memainkan peranan yang cukup penting dalam pem- 
bangunan Bangsa dan Negara demi tercapainya masyara- 
kat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 


produksi baja PT. KRAKATAU STEEL 


merupakan tulang punggung pembangunan na- 
sional 


PERESMIAN PABRIK-PABRIK P.T. KRAKATAU STEEL 


Pentingnya industri baja dalam menunjang pembangun - Beton, Besi Profil dan Pelabuhan Cigading, tahun 1979 pe 
an Nasional tercermin dari perhatian yang sangat besar se- resmian beroperasinya Pabrik Billet, Wire Rod, Pabrik Pipa 
kali dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah - dan Unit-unit Prasarana PLTU 400 MW dan Pusat Penjer - 
berkenan meresmikan pabrik-pabrik Krakatau Steel seba nihan & Distribusi Air. Sedangkan pada tahun 1983, meres - 


nyak tiga kali, yakni tahun 1977 peresmian Pabrik Besi mikan Pabrik Slab, Pabrik Hot Strip dan Perluasan Pabrik - 
Besi Spons. 


Gambar-gambar bersejarah | " 
peresmian pabrik-pabrik 
P.T. Krakatau Steel 


Nampak 
Bapak Presiden Soeharto sedang mem - 
bubuhkan tanda tang annya diatas prasasti, 
padawaktu peresmian Pabrik Besi Beton, 
Besi Profil dan Pelabuhan Cigading didam - 
pingi oleh Menteri Perindustrian M. Yusuf 
dan Presiden Direktur P.T. Krakatau Steel 
Ir. T. Ariwibowo pada tanggal 27 Juli 1977. 


Penanda-tanganan prasasti sebagai per - 
tanda diresmikannya unit unit produksi 
danprasarana P.T. Krakatau Steel oleh 
Bapak Presiden Soeharto didampingi para 
pejabat tinggi lainnya, pada tanggal 9 Ok- 
tober 1979 


Bapak Presiden Soeharto ketika menarik 
handle pada peresmian Pabrik Slab Baja 
P.T. Krakatau Steel, tanggal 24 Pebruari 

1983. 


Fasilitas produksi P.T. Krakatau Steel meliputi pabrik-pabrik Besi Spons, Billet Baja, Slab Baja, Hot Strip, Wire Rod, Besi 
Beton, Besi Profil dan Kawat paku. Selain itu dilengkapi pula dengan unit-unit prasarana, seperti tampak dalam gam 
bar dibawah ini : 


^ Pabrik Billet Baja berkapasitas 500 ribu ton per 
"bu psi 500 AS 06 гог? eri dua tahun. Peralatan utama  terdiri dari 4 dapur 
OD RR yang masing Beskapas: listrik masing- masing berkapasitas 65 ton 


ОО: OS tad per tahun s2 ; ; 
us KS dan 2 buah mesin tuang kontinyu berjalur empat 


! - 1 Pabrik Besi Betah memproduksi besi:beton 
4f, m. polos bersirip # 10-36 mm denganbermacam-ma 
4 cam kelas baja. Kapasitas 150.000 tff Bar tahun. 
| ad anah 
| | 


Pabrik batang kawat memproduksi 


batang kawat O 5.5 -12.5 mm dengan 


kapasitas 200.000 ton setahun 


Pabrik kawat memproduksi kawat 
paku dan kawat berlapis seng de- 
ngan kapasitas 18,000 ton per tahun. 


Pabrik Besi Profil berkapasitas 45.000 ton per tahun 
Hasil produksi berupa besi kanal, besi siku dan Be- 
Si INP ukuran medium 
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Pabrik Slab Baja terdiri dari 4 dapur 
listrik masing-masing berkapasitas - 
120 ton dan 2 unit mesin tuang konti- 
nu. Kapasitas 1.000.000 ton setahun. 
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| E — Pabrik Hot Strip memproduksi baj 
5.. 2 ue OR) aja 
| d EP“... lembaran 1.000.000 ton per tahun . 


Terdiri dari : Pelabuhan, PLTU 400 MW, Pusat Penjernihan Air, Pabrik Zat Asam, jalan-jalan, fasilitas rekreasi, tem - 
pat ibadah dan pemukiman. 


AE XE. 


Penyediaan energi listrik untuk seluruh Krakatau Steel dilayani Pusat penjernihan air dengan kapasitas penyediaan air industri 
oleh Pembangkit listrik tenaga uap 400 MW 2.000 1/ detik. 


Pabrik zat asam berkapasitas 6.000 m3/jam disamping itu juga Pelabuhan Cigading mampu melayani kapal dengan bobot mati 
menghasilkan gas nitrogen dan argon. sampai 50.000 ton. 


SKEMA PROSES PRODUKSI 
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Dengan telah dapat diproduksinya beberapa macam jenis di tanah air kita ini. Disamping itu pula P.T. Krakatau Steel 
produk besi baja oleh P.T. Krakatau Steel, berarti kita telah telah membantu menghemat devisa negara yang cukup be- 
menguasai teknologi sektor industri baja yang sangat pen- sar jumlahnya. Jenis produksinya sampai saat ini adalah : 
ting artinya sebagai landasan dalam proses industrialisasi | 


BESI SPONS 


BESI PROFIL 
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P.T. Krakatau Steel mempunyai 5.000 karyawan yang 
merupakan ajang dalam rangka proses pengambil alih 
teknologi dibidang industri besi baja pada khususnya dan 
industri yang menggunakan teknologi tinggi pada umum- 
nya. Lebih 10% dari jumlah karyawan telah menjalani pen- 
didikan dan latihan kerja dalam berbagai bidang, operasi/ 
perawatan pabrik dan management industri di luar negeri. 


Rata-rata setiap karyawan telah menjalani sedikitnya 
dua kali pendidikan atau latihan kerja terprogram dibidang- 
nya masing-masing, atau dibidang lain yang akan ditempa- 
tinya. Angka ini bukan merupakan angka statis, karena 
pendidikan dan latihan merupakan proses yang kontinyu di- 
sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusa- 
haan. 


Dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, 
P.T. Krakatau Steel mendidik dan melatih lulusan SLTA da- 
lam program apprentice training selama dua tahun. 
Jumlah siswa yang disiapkan setiap tahun t 120 orang, ba- 
gi mereka yang lulus sebagian diserap oleh P.T. Krakatau 
Steel, sebagian lagi disalurkan ketempat lain. 
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Disamping sarana produksi P.T. Krakatau Steel juga me- 
nyediakan sarana yang menyangkut bidang kebutuhan fi- 
sik dan mental spiritual. Penyedian sarana-sarana ini diha- 
rapkan agar karyawan dapat melaksanakan tugas bekerja 
dengan baik, sehingga effisiensi dalam perusahaan terca- 
pai. 


e Perumahan, lebih kurang sebanyak 1.200 buah diberi- 
kan kepada karyawan menurut tingkat atau jabatan kar - 
yawan tersebut. 

e Rumah Sakit dan Klinik Bersalin, berikut dengan dokter 
dan tenaga perawat. 

Mereka semua berstatus sebagai karyawan tetap. 


@ Sarana olah raga, lapangan tenis, lapangan bola, ko- 
lam renang. Hasil positif dari adanya fasilitas ini adalah 
bahwa hampir semua cabang olah raga yang dipertan 
dingkan, duta-duta P.T. Krakatau Steel tidak pernah 
absen. 

@ Koperasi yang dibentuk oleh dan untuk karyawan, siap 
menyediakan kebutuhan rumah tangga para karyawan. 


SARANA KEBUTURAN 

Кел Тө. Seri TUAL 

e Dua buah mesjid yang cukup besar telah dibangun oleh 
P.T. Krakatau Steel dan beberapa musholla tersebar di- 
wilayah pemukiman karyawan serta didalam komplek 
pabrik, juga telah di siapkan. 


@ Pengajian dan ceramah-ceramah keagamaan terkoordi- 
nir dan diselenggarakan secara rutin. 


SARANA PENDIDIKAN 


P.T. Krakatau Steel menyiapkan sarana pendidikan untuk 
para keluarga/putra-putri karyawan serta penduduk lain di- 
sekitar komplek. Sarana pendidikan tersebut tersedia dari 
tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. 

1. STT (Sekolah Tinggi Teknologi) terdiri dari beberapa ba 
gian yakni : Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik dan 
Management Industri, Teknik Metallurgi, Teknik Kimia, 
Teknik Sipil. STT ini merupakan bagian dari Universitas 
Tirtayasa, Banten, yang dikelola oleh Yayasan Pendi - 
dikan Tirtayasa. P.T. Krakatau Steel merupakan spon- 
sor dari STT ini, yang para pelaksana nya sebagian be- 
sar terdiri dari Karyawan P.T. Krakatau Steel. 


2. Sekolah-sekolah tingkat Taman Kanak-kanak sampai 
dengan SLTA dikelola oleh Yayasan Pendidikan Warga 
krakatau Steel. 


Dampak positif bidang sosial, ekonomi dan pendidikan atas 
kehadiran P.T. Krakatau Steel di daerah Banten ini, meru- 
pakan sumbangsih lain dari mission P.T. Krakatau Steel se- 
bagai Badan Usaha Milik Negara. 


BEBERAPA GAMBAR YANG MENUNJUKKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN 


Fasilitas produksi dilingkungan P.T. Krakatau Steel akan 
terus dikembangkan sehingga perusahaan ini akan men 
jadi suatu industri baja terpadu yang lengkap dengan 
kapasitas pembuatan baja kasar diatas 2.000.000 ton per 
tahun disertai industri-industri hilir yang berhubungan de- 
ngan itu, Untuk mencapai ini P.T. Krakatau Steel telah me- 
lanjutkan usaha-usaha untuk pendirian suatu Pabrik Pellet, 
yang akan mengolah bijih besi menjadi pellet guna bahan 
baku untuk pembuatan baja selanjutnya. 


Disamping itu, sedang diadakan penelitian untuk meng- 
adakan perluasan pada fasilitas produksi yang ada teruta- 
ma Pabrik Hot Strip dan pabrik-pabrik peleburan baja (Pa- 
brik Billet dan Pabrik Slab). 


Diarah hilir, sedang dibangun industri-industri yang erat 
kaitannya dengan P.T. Krakatau Steel dalam bentuk usaha 
patungan, antara lain : 


e Pabrik Cold Rolling, yang akan menghasilkan plat baja 
tipis. 

e Pabrik Tin Plate, yang akan menghasilkan pelat baja 
berlapis timah. 

dan pembangunan suatu Pabrik Seamless Pipe (Pipa Tan- 

pa Kampuh) sedang dalam tahap penjajagan. 


Juga pembangunan industri-industri pendukung sedang 
diusahakan seperti: 


Pabrik Refractories (bata tahan api). 
Pabrik Pembakaran Kapur 

Pabrik Graphite Electrode 

Pabrik Peralatan Mesin 


Pengembangan industri-industri lain, baik yang ada hu- 
bungannya dengan kegiatan P.T. Krakatau Steel maupun 
yang terlepas dari P.T. Krakatau Steel, ditunjang dengan 
pendirian suatu Kawasan Industri yang dikelola oleh P.T. 
Krakatau Industrial Estate Cilegon yang sepenuhnya dimili- 
ki oleh P.T. Krakatau Steel. 


Pengembangan kawasan industri seluas 550HA ini ter- 
nyata mendapat sambutan baik, dari banyak investor yang 
berminat mendirikan pabriknya di Cilegon. 


Jenis industri yang sedang dan akan dibangun oleh in- 
vestor swasta di Kawasan Industri Cilegon antara lain ada- 
lah : 


e Pabrik Wire Mesh. 

Pabrik Pressure Vessels. 

Pabrik Konstruksi & Galvanisasi. 
Pabrik Welded Beam. 

Pabrik Bahan Kimia. 

Pabrik Mesin Perkakas. 


Pengembangan P.T. Krakatau Steel jelas telah merang- 
sang tumbuhnya industri-industri yang langsung maupun ti- 
dak langsung berhubungan dengan P.T. Krakatau Steel. 


Sedang P.T. Krakatau Steel sendiri, sebagaimana lazim- 
nya suatu industri baja terpadu, harus terus berkembang 
mengikuti kebutuhan besi baja yang terus meningkat dine 
gara kita yang sedang membangun. 
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Dalam ikut serta berpartisipasi pada pembangunan 

PT PP Berdikari didirikan pada tanggal 12 Agustus 1966 
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet 
Ampera RI No. 012/EK/KEP/8/1966 tanggal 12 Agustus 
1966, dengan akte notaris tertanggal 15 Agustus 1966. Se- 
bagai Unit Ekonomi Orde Baru, PT pp Berdikari telah 
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mengalami berbagai cobaan, dalam rangka mengemban 
missi khusus dalam lingkungan ekonomi. — tin 
Sejak PT PP Berdikari mula-mula berdiri hingga s vs 
selalu berusaha dengan penuh ketekunan dan kerja Ke : 
untuk mengembangkan usaha di hampir semua sektor, a 


tara lain : 
ANAK PERUSAHAAN : 
7711. 
Р.Т. WOTRACO: P.T. ASURANSI TIMUR JAUH: „м 
Ww دو‎ Jalan Hayam Wuruk 103 — 104 Jalan M. Ikhwan Ridwan Rais No. 7 z 
A Telpon 625185 - 625291 - Jakarta Pusat. " 


627539 - 657368 - 657237. 
T | Telex : 41147 — Jakarta 
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Р.Т.ВАМК DUTA EKONOMI: 
Jalan Hasanuddin No. 48 - 50 
Telpon 717408 (6 saluran) 777090 


Jakarta Selatan 


Telpon : 359951 - (6 saluran) - 
356021 (6 saluran) Telex : 45421 FAREAST IA 


^ 
Vr ANA? 


P = mn 
Я 


Jalan Yos Sudarso No. 3-11 8) 
Telpon 495520 - 495332 - 

491934 - 491936 

Jakarta Utara. 
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Jalan Hayam Wuruk No.103-104 Jakarta , Cable. BERDIKARI 
Telp: 622213 - 627565 - 620065 - 622508-636633- 634455, Telex : 41311 IA 
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| P.T. BERDIKARI UNITED LIVESTOCK : P.T. KAPAS INDAH INDONESIA : 
4t | Gam) Gedung Perkantoran Liga Mas Indah. Head Office : Jln: Halu Oleo No. 87 


F Jalan Pasar Minggu (Samping Sate Pancoran) Pe Telpon 21676 Kendari (Sultra) Telex : 71472. 
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| Jakarta Barat 
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к Р.Т. BERDIKARI SARI UTAMA FLOURS MILLS 


Head Office : Level 4 Kav. 29 
Wisma Metropolitan 

Jalan Jend. Sudirman — Jakarta 
Factory : Jalan Hatta No. 302 
Ujung Pandang 

Telpon : 22845 - 22938 
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UNIT — UNIT : 


PT. PP. BERDIKARI UNIT | 

PABRIK MINYAK & SABUN : 

Jalan Bajiminasa No. 1 Telpon 22638 
Ujung Pandang Sulawesi Selatan 


PT. PP. BERDIKARI UNIT || 
PABRIK BATIK DAN KERAJINAN TANGAN 


PALMERAH : 

Jalan Mesjid Pal VII Palmerah Telpon 542814 C— — 

Jakarta Selatan PERWAKILAN : 

PT. PP. BERDIKARI UNIT III PT. PP. BERDIKARI PERWAKILAN KENDARI 
PABRIK TENUN CIPULIR (SULTRA) : 

Jalan Ciledug Raya Cipulir Telpon 770649 “Jalan Halu Oleo No. 87 Telpon 21676 


Jakarta Selatan Sulawesi Tenggara 


Sebagai Unit Ekonomi Orde Baru, PT PP Berdikari ber- 
kewajiban ikut serta mensukseskan pembangunan sesuai 
dengan pembidangan kerja di sektornya masing-masing. 
Sesuai dengan policy gerak ekonomi nasional maka peng- 
galakan ekspor non minyak merupakan kegiatan yang di- 
masukkan dalam prioritas utama. Hal ini direalisasikan da- 
lam kegiatan PT Wotraco yang melengkapi kegiatannya 
membantu Pemerintah di bidang Distribusi untuk menjaga 
stabilitas pangan dalam negeri. 

Demikian pula PT BANK DUTA EKONOMI yang selain 
bergerak sebagai Bank Nasional Tauladan, dewasa ini te- 
lah mempunyai cabang-cabang hampir di seluruh Indone- 
sia. Kegiatannya di dunia perbankan sudah menjadi Bank 
Devisa, dalam kaitan peningkatan dan pengembangan 
usahanya. 

Ditunjang pula oleh PT UJUNG LIMA, yang bergerak di 
bidang International Freight Forwarding, Angkutan Darat, 
Laut dan pergudangan serta Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 

Sektor Asuransi tetap memegang peranan penting, di 
mana PT. ASURANSI TIMUR JAUH sudah mempunyai 
nasabah yang kian luas. Bukan saja pengusaha domestic, 
bahkan telah berkembang ke luar negeri. Banyak pengusa- 


ha luar negeri dewasa ini menjadi nasabah perusahaan as- 


suransi ini. 

Guna meningkatkan jumlah maupun mutu ternak khu- 
susnya sapi, PT Berdikari United Livestock, telah me- 
ngembangkan kegiatannya dengan jalan membuat ranch di 
daerah-daerah yang sesuai, antara lain di Sidrap, Sulawesi 
Selatan serta usaha penggemukan di Cicurug Sukabumi, 
Jawa Barat. 


^ 


PT. Berdikari United Livestock 
mempunyai peranan yang cukup 
besar dalam menunjang pemba- 
ngunan di bidang peternakan. 


> 
Dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan Pemilu PT. Ujung 
Lima ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan pengangkutan mobil 


Pemilu keseluruh Tanah Air 


Kegiatan di bidang pangan seperti tepung terigu, meru- 
pakan objek utama bagi PT. Berdikari Sari Utama dengan 
pabriknya di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan yang tidak 
saja untuk memenuhi kebutuhan Indonesia Bagian Timur 
tetapi sekaligus membantu stabilitas pangan secara nasio- 
nal. 

Khusus di bidang pertanian yang dipercayakan kepada 
PT KAPAS INDAH INDONESIA, dewasa ini kegiatannya di 
bidang pertanian ternyata jangkauannya kian meluas. Ti- 
dak hanya menanam tanaman kapas, tetapi tanaman lain- 
nya seperti kedelai dan kacang-kacangan, yang telah meli- 
batkan masyarakat petani. Terutama para transmigran di 
daerah Sulawesi Tenggara. 


PT PP BERDIKARI yang berbentuk Holding Company ini 
senantiasa langgeng dalam kegiatannya mengembangkan 
usaha sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang diharap- 
kan dapat menjadi salah satu pilar utama Badan-badan 
Usaha yang memenuhi harapan Pemerintah sebagai Pilot 
Proyek. Sasaran utama adalah mensukseskan Pemba- 
ngunan Nasional. | 
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Berdikari Group di bawah pembinaan Bapak Bustanil 
Arifin SH senantiasa berkembang terus sesuai dengan 
programnya. Terlebih lagi dengan adanya petunjuk-petun- 
juk Presiden RI, Bapak Soeharto, saat para pejabat teras 
Berdikari Group menghadap Bapak Presiden di Bina Graha 
pada tanggal 20 Juni 1983. Pada kesempatan itu beliau 
mengatakan, "Agar Berdikari Group tidak hanya mengejar 
keuntungan saja, tetapi harus mencapai keuntungan plus”. 
Plus yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden yakni peng- 
abdian pada rakyat. 


Dan bertolak dari amanat ini, dijabarkanlah lebih lanjut 
dalam program kerja Berdikari Group antara lain : menjalin 
kerjasama dengan PUSKUD/KUD sesuai dengan pembi- 
dangan Anak Perusahaan. Sebagai contoh : PT Wotraco 
yang bergerak di bidang impor/ekspor dan distribusi telah 
bekerja keras untuk membantu meningkatkan ekspor non 
minyak seperti kemiri, biji asam, jagung, jambu mete, ter- 
nak potong dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam ne- 
geri khususnya di bidang distribusi melalui kerjasama de- 
ngan PUSKUD/KUD dan assosiasi gula dan terigu Indone- 
sia. 

PT Ujung Lima selain sebagai EMKL mengadakan kerja- 
sama dengan Koperasi Pelayaran Rakyat untuk Angkutan 
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PT. Kapas Indah Indonesia ikut berperan serta 
pemerintah dalam sektor pertanian kapas. 


Antar Pulau guna membantu kelancaran angkutan ke dae- 
rah-daerah. Terutama daerah yang memerlukan diseluruh 
pelosok tanah air bahkan menjangkau daerah-daerah 
transmigrasi. 


PT ASURANSI TIMUR JAUH juga telah ikut mengaman- 
kan baik barang pemerintah melayani asuransi dan telah 
membantu pula Koperasi Assuransi Indonesia. 


Sedangkan PT BANK DUTA EKONOMI selain daripada 
ikut memperlancar lalu-lintas devisa dan perdagangan pa- 
da umumnya, telah ikut pula menyalurkan kredit kepada 
PUSKUD atau gerakan-gerakan koperasi lainnya. Salah 
satu sektor usaha yang mendasar seperti usaha pengge- 
mukan (fettening) dalam rangka usaha menghentikan/ 
mengurangi impor daging sesuai policy pemerintah, juga 
telah dilancarkan Berdikari Group melalui Berdikari United 
Livestock. Selain ternak, tepung terigu pun ikut ditangani 
oleh Berdikari Group, dengan adanya Berdikari Sari Uta- 
ma di Ujung Pandang sebagai stabilisator khususnya di wi- 
layah bagian Timur. 


Demikianlah kegiatan PT PP Berdikari yang selalu akan 
meningkatkan kegiatannya sesuai perkembangan zaman 
dan perkembangan perekonomian secara nasional yang 
senantiasa bergerak dinamis sesuai, serasi dan seimbang 
dengan gerak melajunya Ekonomi Nasional Bangsa Indo- 
nesia. 
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INDOCEMENT 


PERANAN 
INDOCEMENT GROUP 
Dalam Cakrawala 
Pembangunan Indonesia. 


BANGSA Indonesia mempunyai komitmen nasional, yakni membangun 
negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ko- 
mitmen itu adalah proyeksi dari suara hati nurani rakyat yang telah mera- 
sakan pahit getir hidup dibawah cengkeraman kuku kolonial, selama 350 
tahun. Kemudian setelah merdeka yang dicapai lewat serangkaian revolu- 
si heroik, rakyat Indonesia ingin menata dirinya hingga mampu menum- 
buhkan citra luhur dan integritas sebagai bangsa yang besar. Untuk itu di- 
perlukan adanya derap pembangunan yang konsepsional dan merata di 
seluruh Nusantara. 


Kini pembangunan sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan PELI- 
TA. Tiap tahun volume pembangunan terus meningkat. Dibalik semarak- 
nya pembangunan, INDOCEMENT GROUP mempunyai andil yang cukup 
besar karena mampu menutup 44% dari kebutuhan semen Indonesia se- 
tiap tahun. Disamping itu Indocement telah menjadi pionir pembuka lem- 
haran sejarah ekspor semen. 


Indocement yang memproduksi semen "Tiga Roda”, pabriknya terletak 
di Citeureup - Cibinong, kira-kira 40 km sebelah selatan Jakarta atau 16 
km sebelah utara Bogor. Sangat strategis karena terletak di tepi jalan raya 
Jagorawi dan tidak jauh dari pelabuhan Tanjung Priuk, yang dapat mendu- 


Lokasi Pabrik di desa Citeureup - Cibinong, dilihat dari udara 


Direktur Utama INDOCEMENT GROUP. SUDWIKATMONO 


kung kelancaran mekanisme distribusi semen ke seluruh Nusantara. Indo- 
cement telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 Agustus 
1975 dan mulai beroperasi dengan kapasitas produksi 500.000 ton per ta- 
hun. Pada tahun 1976, pabrik telah mengadakan perluasan hingga kapa- 
sitas produksi meningkat dua kali lipat menjadi 1.000.000 ton per tahun. In- 
docement berkembang dengan pesat sekali. Kini tampil dengan nama po- 
puler "Indocement Group” yang merupakan pabrik semen terbesar di In- 
donesia, dan menduduki julukan terpesat perkembangannya di Asia 
Tenggara. 
Sukses yang dicapai oleh Indocement Group adalah berkat kerja keras da- 
ri: Direksi yang terdiri dari Sudwikatmono - selaku Direktur Utama, dan di- 
rektur lainnya, antara lain : Ibrahim Risjad, Anthony Salim, Teddy Djuhar, 
Henry Pribadi . Presiden Komisaris : Sudono Salim dan Managing Director : 
Ojuhar Sutanto serta seluruh staf dari Karyawan Indocement Group. 
Indocement Group menyerap lebih dari 3.000 tenaga, 250 karyawan 
kantor pusat, 2.000 karyawan pabrik, dan sisanya pekerja harian. Disam- 
ping itu,sejumlah tenaga-tenaga ahlijasing yang sifatnya sementara. Se- 
perti diketahui alih teknologi dilingkungan Indocement sudah berjalan se- 
suai dengari rencana. Kini sudah 72 orang Indonesia yang telah mendapat 
pendidikan di luar negeri. 


INDOCEMENT GROUP TERBESAR 


Indocement Group merupakan kelompok pabrik semen terbesar di In- 
donesia. Memiliki 9 pabrik dengan total kapasitas 8.9 juta ton/tahun. Kapa- 
sitas sebesar itu menurut rencana akan tercapai pada tahun 1985 mana- 
kala semua pabrik beroperasi. Saat ini baru 6 dari 9 pabrik itu yang telah 
berproduksi dengan kapasitas terpasang sekitar 4,7 juta ton/tahun. 


Pabrik semen yang bergabung dalam group Indocement adalah: 


1. PT.Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE), pabriknya didiri- 
kan pada tahun 1973. Usaha patungan itu berjalan antara Distinct Inves- 
tment Limited Hong Kong dengan PT Perkasa Indonesia Cement Enterpri- 
se (PICE). Pabrik diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 4 Agus- 
tus 1975, dan mulai beroperasi dengan kapasitas terpasang 500.000 ton 
semen per tahun. 


2. Perluasan pabrik DICE 

Pada tahun 1976 pabrik selesai mengadakan perluasan dengan kapasi- 
tas produksi ditambah dengan 500.000 ton per tahun hingga kiln | dan || 
mempunyai kapasitas 1 juta ton per tahun. 
Peresmian operasi perluasan itu dilakukan oleh Menteri Perindustrian (pa- 
da waktu itu Bapak M. Yusuf). Total investasi meliputi US $115 juta yang 
terbagi untuk kiln | US $ 35 juta dan kiln 1 US $80 juta. 


3. PT. Perkasa Indonesia Cement Enterprise (Pice), pabrik seluruhnya 
dimiliki oleh pihak Group Indonesia dalam rangka PMDN (Penanaman 
Modal Dalam Negeri). Pabrik beroperasi tahun 1978 dengan kapasitas ter- 
pasang 1 juta ton/tahun. Total investasi untuk kiln Ill adalah US 
$79.892.503. 

4. Perluasan pabrik PICE Kemudian dengan izin pemerintah, perusa- 
haan mengadakan perluasan dengan memasang kiln IV yang juga ber 
kapasitas 1 juta ton/per tahun. Perluasan selesai tahun 1980 dan peresmi 
an operasi kiln Ill dan IV dilakukan sekaligus oleh Dirjen Industri Kimia Da 


Sar. Investasinya US $ 107.058.750. 


5. PT. Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise(PIICE) 
seperti juga PT PICE, PT PIICE merupakan milik goup Indonesia. 

Pada tahun 1981 perusahaan menyelesaikan pembangunan kiln V de- 
ngan produksi semen putih 200.000 ton/tahun. Peresmian operasi pabrik 
dilakukan oleh Menteri Perindustrian ( waktuitu Ir. AR, Soehoed. ). 
Totalinvestasi US$ 23.648.750. Teknologi pembuatan semen putih di 
peroleh dari Nihon Cement Company Japan dalam bentuk Technical 
Knowhow Agreement. 

6. PT. Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise 
(PAUICE), pabrik yang dibangun dalam rangka PMDN. Kiln VI tersebut di- 
rencanakan memiliki kapasitas terpasang sekitar 1,5 juta ton/tahun. 
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Mulai beroperasi tahun 1983. Pabrik menelan biaya sekitar US $172. 
987.700. 

7. PT. Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise (PIAICE) 
Pabrik ini juga dibangun dengan fasilitas PMDN. Kiln VII ini direncanakan 
dengan kapasitas terpasang 1.5 juta ton/tahun. mulai beroperasi tahun 
1984. Biaya seluruhnya kurang lebih US $203.953.560 

8. PT. Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise. 

Kiln VIII direncanakan dengan kapasitas terpasang 1.5 juta ton/tahun dan 
mulai beroperasi tahun 1985 mendatang. Total investasi kurang lebih US$ 
203.953.560. Lokasai pabrik kiln I s/d VIII tersebut semuanya di desa Ci- 
teureup Bogor. Jawa Barat ; 

9. PT. Tridaya Manunggal Perkasa Cement pabrik ke-9 ini juga diba- 
ngun dalam rangka PMDN dan patungan antara 3 perusahaan Nasional. 
yaitu PT. Sahid & Co dari Sahid Group : PT. Bima Perdana Raya dari PT. 
Metropolitan Div. Group dan PT. Perkasa Brata Mulia dari Indocement 
Group. Kapasitas kiln IX nantinya adalah, 2 juta ton/tahun. Pabriknya terle- 
tak di desa Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut rencana 
pada tahun 1985 pabrik akan sudah mulai beroperasi. 

Apabila kiln | s/d IX seluruhnya beroperasi, maka akan tercapai suatu 

Kapasitas produksi sekitar 8,9 juta ton/tahun. 


DIVERSIFIKASI PRODUK 

Dalam usaha meningkatkan ekspor semen guna memperbesar nilai ek- 
Spor non migas, tidak kurang pula andil dari Indocement Group. yang telah 
mulai aktif mengekspor semen sejak tahun 1978. Waktu itu kebutuhan se- 
men di dalam negeri masih bisa terpenuhi dengan baik karena konsumsi 
belum melonjak seperti sekarang. Pengapalan pertama menuju Thailand 
dan tahun berikutnya diikuti dengan pengiriman ke negara-negara lain se- 
perti Bangladesh, Hongkong. India, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, 
Brunei dan Papua Nugini 

Selain memperluas produksinya Indocement Group juga giat melaku- 
kan diversifikasi jenis produknya. Semeri putih yang dibuatnya adalah me- 
rupakan yang pertama di Indonesia. Kemudian diikuti dengan produksi Oil 
Well Cement. 


Belakangan ini Indocement Group cenderung untuk memilih kiln yang 
mempunyai kapasitas 1,5 juta ton/tahun. Pilihan itu dijatuhkan bukan se- 
kedar asal pilih. Namun pilihan itu di dasarkan pada suatu perhitungan 
yang sangat sempurna guna meningkatkan efisiensi kerja. Di situ terkan- 
dung suatu nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Keuntungan yang bisa di- 
raih dari pemilihan ukuran besar itu adalah : 

— Ongkos produksi semen per ton dapat ditekan. 
— investasi modal US $/ton kapasitas/tahun dapat lebih murah. 
— produktivitas per tenaga kerja dapat ditingkatkan. 


Indocement Group juga giat meningkatkan kapasitas melalui modifikasi 
peralatan mesin pabrik. Salah satu cara yang sudah diterapkan adalah 


Jenis semen yang di Produksi oleh 
INDOCEMENT GROUP 
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INDOCEMENT 


PERANAN 

INDOCEMENT GROUP 
Dalam Cakrawala 
Pembangunan Indonesia. 


BANGSA Indonesia mempunyai komitmen nasional, yakni membangun 
negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ko- 
mitmen itu adalah proyeksi dari suara hati nurani rakyat yang telah mera- 
sakan pahit getir hidup dibawah cengkeraman kuku kolonial, selama 350 
tahun. Kemudian setelah merdeka yang dicapai lewat serangkaian revolu- 
si heroik, rakyat Indonesia ingin menata dirinya hingga mampu menum- 
buhkan citra luhur dan integritas sebagai bangsa yang besar. Untuk itu di- 
perlukan adanya derap pembangunan yang konsepsional dan merata di 
seluruh Nusantara. 


Kini pembangunan sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan PELI- 
TA. Tiap tahun volume pembangunan terus meningkat. Dibalik semarak- 
nya pembangunan, INDOCEMENT GROUP mempunyai andil yang cukup 
besar karena mampu menutup 4496 dari kebutuhan semen Indonesia se- 
tiap tahun. Disamping itu Indocement telah menjadi pionir pembuka lem- 
baran sejarah ekspor semen. 


Indocement yang memproduksi semen "Tiga Roda", pabriknya terletak 
di Citeureup - Cibinong, kira-kira 40 km sebelah selatan Jakarta atau 16 
km sebelah utara Bogor. Sangat strategis karena terletak di tepi jalan raya 
Jagorawi dan tidak jauh dari pelabuhan Tanjung Priuk, yang dapat mendu- 


Lokasi Pabrik di desa Citeureup - Cibinong, dilihat dari udara 


Direktur Utama 


kung kelancaran mekanisme distribusi semen ke seluruh N: | 


cement telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tar 
1975 dan mulai beroperasi dengan kapasitas produksi 50 
hun. Pada tahun 1976, pabrik telah mengadakan perlua: 
sitas produksi meningkat dua kali lipat menjadi 1.000.001 


.docement berkembang dengan pesat sekali. Kini tampi 


puler "Indocement Group” yang merupakan pabrik se 

donesia, dan menduduki julukan terpesat perkem' 

Tenggara. 

Sukses yang dicapai oleh Indocement Group adalah 

ri: Direksi yang terdiri dari Sudwikatmono - selaku D 

rektur lainnya, antara lain : Ibrahim Risjad, Anthon 

Henry Pribadi . Presiden Komisaris : Sudono Salim 

Ojuhar Sutanto serta seluruh staf dan Karyawan 
Indocement Group menyerap lebih dari 3.001 

kantor pusat, 2.000 karyawan pabrik, dan sisan\ 

ping itu,sejumlah tenaga-tenaga ahlijasing yan 

perti diketahui alih teknologi dilingkungan Inda: 

suai dengan rencana. Kini sudah 72 orang Inde 

pendidikan di luar negeri. 


Seized by 


INDOCEMENT GROUP. SUI 


= YOU rely on. 


For touching in business, please contact 


INDOCEMENT 
Level 12 Wisma Metropolitan Kav. 29 
Jl. Jendral Sudirman 
Jakarta - Indonesia 
Phone : 510308 (5 lines) 
Cable : INDOCEMENT 
Telex : 44505 INCEM JKT. 
Factory : Citeureup - Cibinong 

West Java - Indonesia | Q 
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memasang instalasi pembakaran: sekunder. Indocement merupakan sa- 
lah satu pelopor yang merintis penggunaan secondary burner di Indonesia 
yang mampu menekan penggunaan bahan bakar guna proses produksi. 


Kebutuhan akan bahan bakar pada umumnya dipenuhi oleh Pertamina- 
melalui suplai gas alam dengan pipa sampai ke pabrik juga merupakan 
suatu diversifikasi penggunaan bahan bakar yang mampu menghemat 
BBM. 


SARANA DISTRIBUSI 


PERUSAHAAN sangat memperhatikan sarana yang dapat menunjang 
perkembangan dan perluasan produksi. Untuk menjamin semen yang di- 
hasilkan sampai ke konsumen dengan singkat, cepat, tepat pada waktu- 
nya, dan dengan harga yang terjangkau, Indocement telah membuat fasili- 
tas bongkar/muat & angkutan dilokasi pabriknya serta di Pelabuhan Tg. 
Priok. Kapasitas dari fasilitas-fasilitas tersebut dibangun sesuai dengan 
kebutuhan distribusi antar pulau, ekspor maupun untuk kebutuhan di pu- 
lau Jawa sendiri. 


Beberapa perbaikan dan upgrading dermaga dan fasilitas yang diba- 
ngun atas biaya Indocement adalah dermaga dan fasilitas bekas gudang 
arang serta dermaga dan fasilitas ex PT Saiman 
Untuk pengangkutan antar pulau telah dibentuk suatu armada angkutan 
laut. 


Pabrik yang dibangun sangat dekat dengan sumber bahan baku serta 
dipinggir jalan tol Jagorawi, adalah pemilihan letak pabrik yang sangat te- 
pat. Sebab dapat memungkinkan lancarnya pengangkutan kebutuhan 
operasi pabrik maupun hasil produksinya melalui jaringan jalan darat yang 
tersedia, taripa perlu lagi pindah muat seperti halnya kalau dilakukan me- 
lalui kereta api. 


TENAGA KERJA 


INDOCEMENT Group kini telah menampung kurang lebih 3.000 tenaga 

kerja dari jebolan perguruan tinggi sampai kepada tamatan SD. Jumlah itu 
akan membengkak bila pabrik-pabrik lainnya selesai di bangun pada ta- 
hun-tahun mendatang. 
Agar tenaga kerja itu siap pakai sesuai keperluan operasi pabrik, perusa- 
haan memberikan pendidikan tambahan kepada mereka. Untuk mencapai 
tingkat keahlian tertentu, mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar di- 
samping diadakan juga latihan kerja secara teratur. 


Beberapa tenaga ahli asing yang masih ada, dimanfaatkan untuk men- 
jadi instruktur dalam rangka alih teknologi. Dalam jangka waktu relatif sing- 


kat, nyatanya tenaga-tenaga Indonesia mampu menyerap dengan cepat 


A 
au) 


pengetahuan yang diberikan hingga semakin trampil dalam menangani 
operasi pabrik. Secara berangsur-angsur perkembangan seperti itu bisa 
mengurangi jumlah tenaga kerja asing. 


PENGARUH POSITIF PADA 
SOSIAL EKONOMI LINGKUNGAN 


Zone industri daerah Cibinong berkembang pesat sesuai dengan renca- 
na Pemda Propinsi Jabar. Tumbuhnya beberapa macam industri disana 
memberikan pengaruh positif terhadap tata lingkungan hidup serta teruta- 
ma masalah sosial ekonomi masyarakat daerah Citeureup/Cibinong, dan 
sekitarnya. 


Pengaruh positif dari industri, adalah terserapnya ribuan tenaga kerja 
yang bertempat tinggal di daerah sekitarnya. Itu baru yang terkait lang- 
sung di dalam kegiatan proses produksi. Belum lagi efek berganda yang 
dimunculkan oleh pabrik yang sifatnya menunjang industri. Misalnya ber- 
upa jasa, industri rumah tangga, perdagangan distribusi, transportasi,bah- 
an bangunan, tata guna tanah, dan banyak macam lainnya. 


Indocement juga turut memberikan sumbangan baik kepada Pemda se- 
tempat maupun ke masyarakat langsung guna membangun daerah itu 
serta menerapkan azaz pemerataan. Sumbangan-sumbangan itu telah 
mewujudkan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, olah raga, hiburan, 
tempat-tempat ibadah, terminal bus, pasar, jaringan jalan baru, dan lain 
sebagainya. 


Guna menekan serendah mungkin pengaruh negatif terhadap lingkung- 
an akibat berdirinya pabrik, Indocement menerapkan langkah-langkah ke- 
bijaksanaan antara lain : 

— melakukan penghijauan di setiap bidang tanah yang memungkinkan 
— mengadakan musyawarah dengan penduduk yang tempat tinggalnya 
terkena bangunan pabrik, kemudian menetapkan di suatu daerah 

yang cukup aman. 
— sejauh mungkin memberikan kesempatan-kesempatan kerja bagi 
tenaga yang berasal dari daerah yang tanahnya terkena lokasi pabrik. 


Sesuai dengan ketentuan Pemerintah, Indocement juga memonitor ber- 
bagai polusi yang mungkin ditimbulkannya. Salah satu diantaranya adalah 
kontrol polusi debu. Indocement telah memasang berbagai macam alat 
penangkap debu secara tepat guna. Lebih jauh lagi untuk jangka panjang- 
nya, Indocement Group selaku koordinator zone industri Cibinong telah 
mengadakan kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH- 
ITB). Kerjasama itu bertujuan untuk meneliti dan mengadakan studi anali- 
sa dampak lingkungan zone Cibinong. Dari studi itu diharapkan akan da- 
pat dicegah hal-hal yang mungkin menimbulkan pengaruh negatif terha- 
dap lingkungan. 


PUSAT PENGENDALIAN OPERASI. 4 


Seluruh operasi dan proses produksi dikendalikan dan diamati dengan 
Pengendalian Operasi Sistem 
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cement companies in South East Asia 
The Indocement factory features advanced design and modern For touching in business, please contact : 
processing in the country 
INDOCEMENT 

Products : Level 12 Wisma Metropolitan Kav. 29 
e Ordinary Portland Cement (OPC) Specification conforming to Jl. Jendral Sudirman 

BSS 12-1978, A.S.T.M.C150-78 and 5.1.1 0013-1979 Jakarta - Indonesia 

(3 million Metric Tons annual production) Phone : 510308 (5 lines) 
e White Cement (200.000 Metric Tons annual production) Cable : INDOCEMENT 
e Oil Well Cement - API class G, HSR. Telex : 44505 INCEM JKT. 


Factory : Citeureup - Cibinong 
West Java - Indonesia 


TIGA RODA 


Cement for people's prosperity. A name you rely on. 


21 Jalan Blora Jakarta 

Phone : 331407 (Hunting) 

Direct Lines : 325935 - 326063 
Cable : POLEKO GROUP JAKARTA, 


P.O. BOX 2229 
Telex : 46210 POLKO, JAKARTA. 
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Peresmian РТ. United Coconut Tiff Indonesia di Air Madidi. Ma- 
nado4 тил 1976, oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. 
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PT. POLEKO SULINDA INQUSTRIES 


Pada awal sejarah berdirinya Poleko Group hanya terdiri dari dua Per- 
sero Terbatas (PT), yakni PT. Poleko Trading Company dan PT. Yubarson 
Trading Company (Baramuli And Sons), berkedudukan di Ujung Pandang 
dan ruang lingkup usahanya hanya terbatas di bidang perdagangan dan 
industri penggilingan beras. Namun kini, setelah berusia 28 tahun, PT. Po- 
leko telah mencapai perkembangan pesat. Ruang lingkup bidang usaha 
semakin luas dan Group perusahaan ini telah mencakup 16 anak perusa- 
haan, terdiri dari 5 perusahaan patungan dan 11 perusahaan domestik. 
Untuk mengikuti tuntutan perkembangan dan kemajuan perusahaan yang 
demikian pesat, maka pada tahun 1970 an manajemen Poleko Group di- 
pindahkan ke Jakarta, walaupun kantor Pusat perusahaan tetap di Ujung 
Pandang. 


Membentuk perusahaan patungan (Joint Venture) dengan perusaha- 
an asing, adalah salah satu usaha yang ditempuh. Poleko Group dalam 
rangka pengembangan ruang lingkup usaha perusahaan. Perusahaan pa- 
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tungan pertama adalah PT. United Coconut Tina Indonesia, didirikan atas 
kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat dan bergerak di bidang in- 
dustri tepung kelapa, coconut cream dan minyak kelapa. Pemasaran pro- 
duksi perusahaan patungan ini telah diekspor ke Eropah, Australia, Kana- 
da, Jepang dan Ti mur Tengah. 


Langkah selanjutnya, Poleko Group kemudian membentuk per- 
usahaan patungan dengan Jepang dan Inggeris. Pada tahun 1973, PT. In- 
donesia Toray Synthetics didirikan atas kerjasama dengan Toray Indus- 
tries Inc Mitsui and Co Ltd, Jepang dan bergerak dibidang bahan baku tek- 
stil dengan produksi polyester fiber dan nylon, lokasi pabrik di Tangerang. 


Pada tahun 1976, atas kerjasama dengan Mitsui Toatsu Chemicals Inc, 
Tokyo Mitsui and Co didirikan PT. Arjuna Utama Kimia bergerak dibidang 
industri urea, formaline, adhesive and hardner yang berstandar internasio- 
nal, pabriknya berlokasi di Areal Industri Rungkut, Surabaya. Masih dalam 
tahun 1976, atas kerjasama dengan Kao Soap Coy Ltd, Tokyo, Jepang di- 


dirikan pula PTPolekao Indonesia Chemicals, bergerak dibidang industri fi- 


bre textile dan fibre kimia, lokasi pabrik di Tambun, Bekasi. Sedangkan PT. 
Bridon Poleko Indonesia Utama yang didirikan pada tahun 1978, adalah 
atas kerjasama dengan Bridon International, London, PICA dan CDC (mi- 
lik pemerintah Inggeris bergerak dibidang industri wire ropes (kawat baja) 
dan berkedudukan di Jakarta. Jadi dalam rangka pengembangan usaha 
dengan luar negeri, Poleko Group telah melakukan kerjasama dalam ben- 
tuk PMA, sebanyak 5 (lima) perusahaan. 


Perusahaan domestik, masing-masing adalah PT. Poleko dan PT. Ju- 
barsons Trading Company didirikan pada tahun 1970, bergerak dibidang 
ekspor kayu bundar berlokasi di Pulau Obi, Maluku Utara yang HPH nya 
berlokasi di pulau tersebut. 

PT. Cibitung, didirikan tahun 1972, bergerak dibidang industrial estate dan 
real estate berlokasi proyek di Tambun, Bekasi. PT. Prima Adhesive Na- 
sional, bergerak di bidang adhesive (lem) berlokasi di Samarinda. PT. Pa- 
cific Star Textiles dan PT. Orchid bergerak dibidang industri garment,berlo- 
kasi di Tambun Bekasi. PT. Sinar Rembulan, bergerak dibidang industri 
bahan kimia antara lain shampoo dan household articles berlokasi di Tam- 
bun, Bekasi. PT. Yubarsons Prima Construction bergerak dibidang pem- 
bangunan (engineering) di Ujung Pandang. PT. Polyub Trading Coy, ber- 
gerak dibidang penggergajian kayu dan berlokasi di Pulau Obi, Maluku 
Utara. PT. Poleko Sulinda Industries didirikan pada tahun 1974, bergerak 
dibidang industri karung goni dan berlokasi di Pinrang — Sulawesi Selatan. 


KESEJAHTERAAN KARYAWAN 


Secara hukum, anak-anak perusahaan Poleko Group berdiri sendiri- 
sendiri dan berkantor pusat di Jalan Blora No. 21 Jakarta. Saham perusa- 
haan bukanlah milik perorangan, tetapi sebagian besar saham dimiliki 
oleh karyawan inti sebanyak 150 orang, yang terdiri dari Direksi, Manager 
dan para asistennya. 


Dibidang kesejahteraan, setiap Direksi dan Manager diberi fasilitas 
kenderaan dan perumahan. Sedangkan untuk karyawan yang telah ber- 
pengalaman kerja 10 tahun, diberi fasilitas perumahan BTN, yang kini jum- 
lahnya mencapai 150 buah rumah. Bagi karyawan pabrik yang mempu- 
пуа! jabatan dan bekerja pada shift-shift tertentu disediakan perumahan 
dilokasi pabrik, dan yang tinggal di luar lokasi diberikan penggantian keru- 
gian sewa rumah Untuk karyawan bujangan disediakan asrama yang di- 
lengkapi dengan fasilitas rekreasi, olahraga dan mushalla tempat beriba- 
dah 
Poleko Group mempunyai kesebelasan sepak bola Poleko Putra yang 
menjadi juara di Jakarta. Group ini juga menjadi sponsor dan pendiri Gala- 


tama Makasar Utama yang berkedudukan di Ujung Pandang. 


TENAGA KERJA 


Sejalan dengan harapan Pemerintah yang menghendaki agar per- 
usahaan nasional harus mampu menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, ma- 
ka kehadiran Poleko Group dalam derap langkah pembangunan nasional 
telah mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia untuk memben- 
tuk korps Perusahaan Nasional yang dapat berpartisipasi dalam pemba- 
ngunan kekuatan perekonomian bangsa. Dengan pola pengembangan in- 
dustri hulu ke industri bahan jadi, telah membuktikan bahwa kehadiran Po- 
leko Group dengan anak-anak perusahaannya telah mampu mendorong 
perkembangan dunia industri dalam negeri lainnya dan meningkatkan ke- 
mampuan perusahaan untuk menyerap tenaga sebanyak-banyaknya. 
Saat ini Poleko Group telah mampu menyerap 8.500 tenaga kerja. Bilama- 
na 1 orang tenaga kerja mempunyai tanggungan 3 jiwa, maka secara 
langsung, Poleko Group telah menjamin kehidupan sekitar 25.000 orang 
penduduk Indonesia. 


Penggunaan tenaga ahli asing, hanya terbatas pada jabatan-jabatan 
tertentu saja, seperti tenaga eksekutif di pabrik dan koordinator manage- 
ment perusahaan di kantor pusat. Dengan menempatkan putera-puteri In- 
donesia sebagai pendamping (asisten) setiap tenaga ahli asing, maka 
lambat laun penggunaan tenaga ahli asing ini diakhiri, dengan menjalan- 
kan alih teknologi yang terencana dan terarah. 


Sedangkan langkah-langkah lain yang ditempuh Poleko Group untuk 
meningkatkan kemampuan dan keahlian putera-puteri Indonesia yang be- 
kerja di pabrik maupun dibidang menagement perusahaan, adalah de- 


'ngan cara mengadakan job training setiap 2 minggu sekali dan selanjutnya 


mengirimkan tenaga-tenaga ahli Indonesia yang terpilih untuk mengikuti 
pendidikan keahlian tambahan ke Jepang, Inggeris, Amerika Serikat dan 
Australia. Pelaksanaan pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Luar Negeri 
ini, dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan per- 
usahaan. 


PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAN PERANAN DALAM 
PEMBANGUNAN 


Pengembangan ruang lingkup kegiatan perusahaan Poleko Group di- 
mulai dengan pola pengembangan industri hulu, yakni industri yang meng- 
hasilkan berbagai jenis bahan baku industri-industri tertentu. Dengan pola 
pengembangan industri hulu ini Poleko Group telah mampu mengem- 
bangkan berbagai jenis usaha yang saling dukung-mendukung, baik anta- 
ra sesama anak-anak perusahaan Poleko Group sendiri maupun dengan 
perusahaan industri nasional lainnya. Seperti pabrik fibre telah berkem- 
bang dan berhasil mendirikan pabrik nylon, pabrik tekstil dan pabrik knit- 
ting. Begitu juga pabrik kimia yang memproduksi bahan-bahan baku kimia, 
dimana sebagian dari hasil produksinya dijual pula ke perusahaan-per- 
usahaan lainnya, seperti PT. Unilever Indonesia dan PT. Tancho. 


Sebagai perusahaan nasional maka Poleko Group memusatkan per- 
kembangannyá disektor industri sedangkan perdagangan merupakan 
pelengkap dalam kegiatannya. Kebijaksanaan pokok manajemen ada- 
lah berusaha berproduksi bahan-bahan baku pokok sehingga penjualan- 
nya terbatas pada per, usahaan-perusahaan industri saja. 


Dalam menghadapi Pelita IV, Poleko Group akan meningkatkan pro- 
duksi berbagai jenis industri yang dikelolanya dan mengembangkan ruang 
lingkup kegiatan perusahaan, sebagai langkah yang ditempuh dalam 
rangka meningkatkan peranannya dalam mengisi pembangunan nasio- 
nal. Selain peningkatan bidang industri, Poleko Group akan mencoba da- 
lam waktu dekat mengajak masyarakat untuk memiliki sebagian saham- 
sahamnya melalui Pasar Modal. Program menuju "Go Public" telah diper- 
siapkan. 


Industri kayu lapis yang berlokasi di Pulau Halmahera akan berpro- 
duksi pada akhir tahun 1984. Industri gula akan didirikan di Sulawesi Sela- 
tan dan perkebunan coklat akan dibuka di Sulawesi Tenggara. 


Hasil produksi industri kayu lapis, akan diekspor ke Korea, Jepang, Ti- 
mur Tengah dan negara-negara Eropah. Sedangkan hasil perkebunan 
coklat, direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dunia yang semakin 
meningkat. 

Poleko Group tidak pernah turut tender pada proyek m atau 
supplier pada Pemerintah, karena itu maka pimpinan perusahaan ini 
mempunyai hubungan yang baik dengan Pemerintah dan masyarakat 
luas 

Hasil pemungutan pajak berupa pajak penjualan dan lain-lain bermil- 
yar rupiah dimasukkan ke Kas Negara. 


Dengan bahan berkwalitas tinggi 
serta Desain yang menarik. 


e Desk Type SD - 189 


e Desk Type SD- 116 


e Typist Desk 
Type 107 


e Filing Cabinet 
В 44. B 43, B 42 
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e Typist Desk Type 057 


e Cupboard 
Type C 33 - GD 


e Desk Type SD- 157. 
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Р.Г. UNILEVER INDONESIA 
DI TENGAH DERU PEMBANGUNAN 


Ketika pabrik sabun Unilever di Jalan Pangeran Tubagus 
Angke, Jakarta mulai bekerja di tahun 1933, agaknya tidak ada 
yang menduga bahwa perusahaan ini akan mengalami per- 
tumbuhan dan perkembangan seperti keadaan saat ini: lebih 
dari 30 merk sabun, deterjen, kosmetika dan produk-produk 
makanan, serta lebih dari 3000 karyawan yang melayani seba- 
gian besar dari keperluan rumah tangga sehari-hari di Indone- 
sia. 


Pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai ini ada- 
lah hasil daya upaya yang terus-menerus dari seluruh karya- 
wan dan karena suasana dunia usaha di Indonesia yang me- 
mungkinkannya. Dalam suasana semacam inilah Unilever da- 
pat senantiasa melayani berjuta-juta konsumennya dengan 
berbagai ragam produk yang diperlukan setiap hari, mencipta- 
kan lapangan kerja serta menunaikan kewajiban pajak dan 
berbagai kewajiban sosial lainnya. 


Sejarah 


Di tahun 1933 sebuah pabrik sabun didirikan di Jakarta. Sa- 
bun mulai diproduksi dari bahan baku setempat. Tak lama ke- 
mudian sebuah pabrik margarin ditambahkan. Merek-merek 
seperti Suntight, Lux dan Blue Band mulai dikenal. Pada ta- 
hun 1941 sebuah pabrik kosmetik menjadj milik Unilever di Su- 
rabaya bernama Colibri. Di kedua pabrik inilah diproduksi sa- 
bun, margarin dan kosmetika, yang menjadi cikal-bakal dari 
apa yang kini dikenal sebagai Unilever Indonesia. 


Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942. Kegiatan Unile- 
ver berhenti. Tapi begitu Perang Dunia berakhir, perbaikan dan 
pengembangan pabrik segera dimulai lagi. 

Perkembangan Unilever mulai tersendat di tahun 1957, se- 
iring dengan meningkatnya konflik-konflik politik di satu pihak 
dan menurunnya kegiatan ekonomi di lain pihak. Sehubungan 
dengan konflik masalah Irian Barat dengan Belanda, manaje- 
men Uni.ever mengalami kegoncangan. Semua orang berke- 
bangsaan Belanda diperintahkan meninggalkan Indonesia. 
Tempat mereka di Unilever digantikan oleh manajer-manajer 
Jerman, Inggris dan Indonesia sendiri. 


Konfrontasi dengan Malaysia pada akhir 1963 menyebab- 
kan seluruh manajer berkebangsaan Inggris harus meninggal- 
kan Indonesia pula. Unilever kemudian ditempatkan di bawah 
pengawasan dan penguasaan pemerintah Indonesia di bulan 
Januari 1964. Situasi politik dan penurunan dalam perekono- 
mian negara tidak memungkinkan perusahaan berkembang. 


Keadaan mulai membaik di tahun 1967. Pemerintah Orde 
Baru mengisyaratkan bahwa Unilever diperkenankan kembali 


menghidupkan usahanya di bulan April 1967. Persetujuan un- 
tuk beroperasi diberikan pemerintah di bulan September 1967 
dengan batasan-batasan yang ditentukan Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing (No. 1/1967). Ketentuan-ketentuan 
inilah yang menjadi dasar perkembangan Unilever Indonesia 
di masa Orde Baru ini. 


Pada tahun 1980 dilakukan reorganisasi/konsolidasi dan 
perusahaan-perusahaan Unilever di Indonesia, dan nama per- 
seroan menjadi P.T. Unilever Indonesia. Pada tahun berikut- 
nya P.T. Unilever Indonesia "masuk masyarakat” dengan 
menjual sahamnya sebesar 1596 melalui Badan Pelaksana 
Pasar Modal. 


Dengan majunya usaha, maka pengembangan berlangsung 
pesat pula. Pengembangan fasilitas produksi meliputi pening- 
katan pabrik di Jakarta dan Surabaya, serta pembangunan se- 
buah pabrik kosmetik baru di kawasan industri Rungkut, Sura- 
baya. 


Pabrik kosmetik Elida Gibbs di Rungkut tersebut diresmi- 
kan pembukaannya pada 20 Januari 1983, merupakan salah 
satu pabrik kosmetik yang paling mutakhir di dunia. 


Usaha 


Perusahaan mempekerjakan sekitar 3000 karyawan, di an- 
taranya 360 tenaga staf, yang bertugas di Jakarta, Surabaya 
dan Depot-depot Unilever di seluruh Indonesia. 

P.T. Unilever Indonesia bergerak di bidang produksi dan pe 
masaran barang-barang konsumsi yang bermutu di Indonesia, 
terutama deterjen, sabun, makanan dan kosmetika. Aneka ra: 
gam produk-produk ini dihasilkan di pabrik-pabriknya di Jakar- 
ta dan Surabaya. 

Penelitian pemasaran dilakukan terus-menerus untuk me- 
monitor selera dan pilihan konsumen terhadap produk-produk 
yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian ini, dilaksanakan usa- 
ha yang sinambung untuk menyempurnakan produk-produk 
yang ada dan juga untuk mengembangkan produk-produk ba- 
ru. 


Bagian pemasaran, dalam kerjasama erat dengan perusa- 
haan-perusahaan periklanan, menyiapkan dan melaksanakan 
kampanye periklanan untuk memberi informasi kepada konsu- 
men mengenai berbagai produk. Dengan maksud untuk men- 
Capai sebanyak mungkin konsumen, perusahaan mengguna- 
kan berbagai media iklan seperti televisi (sampai bulan-Maret 


1981), radio, majalah, koran, papan reklame dan lain sebagai- 
nya. 


Distribusi barang-barang secara fisik dilakukan melalui 
suatu jaringan yang terdiri dari sebuah gudang pusat dan dua 
belas buah depot yang tersebar di berbagai daerah di seluruh 
nusantara. Melalui jaringan ini jarak yang jauh dapat dijemba- 
tani dan kebutuhan konsumen yang naik turun dapat diatasi. 


Penjualan dilaksanakan melalui kurang lebih 200 distributor 
dan stockist nasional yang tersebar di seluruh Indonesia yang 
menjamin tersedianya barang yang cukup bagi para pengecer 
dan akhirnya bagi konsumen. 


Peran serta dalam pembangunan 


Sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, 
P.T. Unilever Indonesia menyadari peran yang harus dilaksa- 
nakannya di dalam sebuah negara yang sedang membangun. 


Masyarakat umum dilayaninya dengan produk-produk yang 
digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga masyarakat 
yang bekerja padanya berdasarkan sistem imbalan kerja yang 
progtesip. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang gaji dan 
upah, tapi juga pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun dan 
beberapa tunjangan lainnya. 


Unilever tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan In- 
donesia dengan menyerap tenaga kerja dan pemasukan pa- 
jak, tetapi juga dengan cara menyalurkan teknologi serta peng- 
etahuan internasionalnya kepada putra-putra Indonesia. Ini 
terutama terjadi di bidang industri kemasan, penelitian pema- 
saran dan periklanan. 


Perhatian Unilever pada industri kecil dijelmakan dalam ben- 
tuk penyediaan dua buah bengkel latihan (bengkel kayu dan lo- 
gam) di kawasan Lingkungan Industri Kecil Sidoardjo, Jawa Ti- 
mur. Diharapkan sarana bengkel latihan tersebut dapat diman- 
faatkan untuk meningkatkan mutu beberapa jenis industri kecil 
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ELIDA GIBBS, pabrik kosmetik PT Unilever Indonesia 
termodern di dunia. Diresmikan bulan Januari 1983. 
terletak di kawasan industri Rungkut, Surabaya. 


yang menggunakan kayu dan logam dalam usahanya di dae- 
rah itu. 


Di samping penyaluran teknologi, Unilever memberikan per- 
hatian yang besar mengenai bantuan di bidang pendidikan, da- 
lam bentuk beasiswa tidak mengikat dan bantuan kerja prak- 
tek. Setiap tahun akademik sekitar 125 mahasiswa dari berba- 


gai perguruan tinggi negeri mendapat beasiswa tidak mengikat 
tersebut dan beberapa puluh mahasiswa dan pelajar kejuruan 
memperoleh tunjangan kerja praktek di pabrik Unilever. 


Perpustakaan perguruan tinggi juga menerima bantuan bu- 
ku-buku teks, di samping survai dan kuliah kerja lapangan. 


Di bidang keilmuan sejumlah sokongan diberikan untuk ke- 
giatan survai, seminar dan simposia. Seni-budaya tidak luput 
pula dari perhatian perusahaan. Pusat Dokumer:iasi Sastra 
H.B. Jassin dan transkripsi lontar kuno Bali telah diusahakan 
untuk mendapatkan bantuan alat dan biaya. 


Meringankan penderitaan para korban bencana alam, yang 
sering terjadi di Indonesia, merupakan sebahagian lain dari ke- 
giatan bantuan sosial Unilever. Begitu pula sokongan pada 
berbagai organisasi masyarakat seperti rumah yatim, Palang 
Merah Indonesia, bazar amal dan yang sejenis itu. 


Pelestarian lingkungan hidup mendapat perhatian serius da- 
ri perusahaan Unilever. Agar lingkungan di sekitar pabrik Ang- 
ke tidak cemar karena limbah,di pabrik Unilever tersebut didiri 
kan alat pengolahan atau pemurnian limbah industri, sehingga 
buangan pabrik tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan 
sekitar pabrik. Perusahaan bekerjasama erat dengan Departe- 
men Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta dengan ber- 
bagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian 
alam. 


Program perbaikan sarana sanitasi beberapa sekolah di 
Daerah Khusus Ibukota dan Jawa Barat, merupakan daya- 
upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan 
lingkungan secara praktek sehari-hari. Usaha yang bersifat 
pendidikan kebersihan bagi murid-murid dan pelajar-pelajar ini 
mendapat sambutan positif dari pimpinan sekolah-sekolah ter- 
sebut, dan dari anak-anak didik sendiri, karena umumnya 
keadaan fasilitas urinoir dan wc sekolah-sekolah kurang me- 
menuhi syarat-syarat kesehatan. 


Setiap tahun sekitar 1 1/2 juta m3 serbuk gergaji terbuang jadi 
sampah di Indonesia, yang merupakan pencemar lingkungan 
berat, di samping pemborosan sumber energi. Sebuah peneli- 
tian untuk memanfaatkan serbuk gergaji dan limbah industri 
perkayuan sebagai sumber energi telah dilakukan dengan ker- 
jasama antara P.T. Unilever Indonesia dan Pusat Penelitian & 
Pengembangan Kehutanan (dilaksanakan oleh Drs. Hartoyo 
dkk.) 
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Perseroan menghasilkan barang-barang konsumen yang 
bermutu untuk keperluan rumah-tangga sehari-hari, terutama 
deterjen, sabun, bahan makanan dan kosmetika. Dalam ma- 
sing-masing golongan ini, produk-produk utama ini di buat 
dan dijual dengan merek dagang berikut ini: 


Deterjen 


Rinso adalah bubuk pencuci dan Super Busa sabun cuci ba- 
tangan yang padat: kedua produk ini dipergunakan untuk ane- 
ka ragam pencucian di rumah-tangga. Vim adalah bubuk pem- 
bersih produk ini juga dibuat dalam bentuk cairan. Selain itu, 
Unilever memproduksi dalam jumlah terbatas deterjen untuk 
keperluan industri. Produk-produk deterjen ini dibuat dari ane- 
ka ragam bahan-bahan kimia 


Sabun 


Lux, Lifebouy, Bris dan Vinolia adalah sabun mandi, sedang- 
kan Sunlight sabun cuci serba guna. Bahan baku utama yang 
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UNILEVER 


Hasil dari penelitian ini adalah bahwa serbuk gergaji, 
selama ini terbuang saja, melalui proses diarangkan kemu 
dipadatkan, dapat menjadi briket arang yang berfungsi $ 
gai sumber energi. Proses pembuatannya cukup seder 
dan murah untuk dilakukan industri rumah tangga. Kuali 
serta harga pun cukup baik, dibandingkan dengan arang bia 
maupun minyak tanah. 

Hasil penelitian ini telah diserahkan Presiden Direktur P 
Unilever Indonesia Ir. Yamani Hasan kepada Menteri Negar 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim pé 
da 23 September 1983. 


Hasil penelitian ini, demikian disampaikan oleh Presdir Y 
mani Hasan, merupakan sumbangsih perusahaan kepadami 
syarakat yang diharapkan dapat membantu program pemeri 
tah dalam melestarikan lingkungan hidup, mencegahpe 100 
rosan energi dan selanjutnya membuka kemungkinan bagipe 
nambahan sumber pendapatan industri rumah-tangga. 
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dipergunakan untuk membuat produk-produk sabun ini adalah 
minyak nabati seperti kelapa sawit, minyak kelapa, dan stearin 
ditambah berbagai bahan kimia. 


Bahan Makanan 


Blue Band adalah margarin, sedangkan Delfia minyak 9818 
reng. Selain itu Unilever memproduksi margarin, minyak gv] 
reng dan lemak untuk perusahaan industri. Selanjutnya Unile- 
ver membuat produk makanan lain seperti kaldu bubuk Royce: 


Kosmetika 


Pepsodent dan Signal adalah pasta gigi. Sunsilk dan Clinic 
shampoo yang berlainan macamnya dan Brisk krim rambut 
Perseroan juga membuat deodoran Rexona, body spray Im: 
pulse dan beberapa macam produk lainnya. Bahan-bahanbas 
ku produk-produk ini terdiri dari berbagai bahan kimia dan 
bahan-bahan lain yang dipilih dengan teliti. 
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Industri Serat Sintetis 
Hasil Pembangunan 
ORDE BARU 


Selama tiga Pelita, industri tekstil Indonesia telah menunjuk- 
kan perkembangan yang demikian pesat, meliputi potensi produk- 
si, kualitas, keragaman produk serta teknologi dan sebagainya. 


Industri tekstil yang semula disasarkan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri menggantikan impor, ternyata sudah di- 
capai pada kurang lebih dua tahun sebelum Pelita III berakhir. 
Itulah sebabnya mengapa kini justru kita telah mampu meng- 
ekspor tekstil ke beberapa negara. 


Hingga akhir dasawarsa 1960an tekstil merupakan suatu ko- 
moditi yang pada saat-saat tertentu perlu mendapat perhatian. 
Pemerintah, dengan menyediakan devisa khusus untuk mengim- 
pornya guna memenuhi kebutuhan masyarakat di hari-hari men- 
jelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Tetapi melalui perkem- 
bangan industri tekstil dalam negeri, sejak awal dasawarsa berikut- 
nya beban Pemerintah kian terasa ringan. Hingga ke seluruh pe- 
losok tanah air, masyarakat dengan mudah memperoleh tekstil 
kebutuhannya mulai dari yang berharga rendah, menengah hingga 
yang tinggi sekalipun. 


Perkembangan industri tekstil Indonesia menjadi kian me- 
yakinkan lagi, dengan berkembangnya industri serat singetis pen- 
dukung utama sektor industri tersebut. Karena industri serat sin- 
tetis inilah yang menyediakan bahan baku utama yaitu serat teks- 
til sintetis, yanghingga tahun 1974 seluruhnya masih harus diimpor. 
Kini hampir seluruh kebutuhan serat sintetis Indonesia telah mam- 
pu dipenuhi dari industri dalam negeri. Walaupun sampai kini serat 
kapas masih mendominasi industri tekstil Indonesia, dan pengem- 
bangan penanaman kapas di dalam negeri juga mendapat per- 
hatian Pemerintah, namun karena produksi serat kapas sebagai 
serat alam dibatasi oleh banyak faktor sehingga hasilnya sulit di- 
harapkan untuk secara cepat dapat memenuhi kebutuhan industri 
tekstil kita yang juga terus meningkat, maka pengembangan indus- 
tri serat sintetis merupakan kebijaksanaan yang tepat. Hal ini telah 
menunjukkan hasil di mana perkembangan industri serat sintetis 
telah mampu mendukung perkembangan industri tekstil dan bah- 
kan telah mampu memberikan hasil kaitan lainnya 


Didorong oleh kesadaran untuk dapat tumbuh lebih kuat dan 
memperoleh hasil yang lebih baik, diperlukan kesatuan pendapat 
dalam hal umum. Di samping itu untuk menghadapi Pemerintah 
dan masyarakat, diperlukan suatu wadah dan staf profesional yang 
mampu dan mengerti masalah-masalah industri serat sintetis. 
Maka pada tahun 1974 terbentuklah Asosiasi Produsen Synthetic 
Fiber Indonesia yang semenjak berdirinya hingga sekarang diketuai 
oleh A. Baramuli, S.H. 


Melalui asosiasi ini banyak hal yang dapat dihemat baik waktu 
maupun materi, dimana di dalam banyak hal APSyFI akan tampil 
mewakili anggotanya® Asosiasi ini adalah jembatan antara para pro- 
dusen serat sintetis dan dunia luar. Baik pihak Pemerintah maupun 
swasta, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Kendati demikian, 
disadari hingga seberapa jauh asosiasi berperan sebagai jembatan 


dan bilakah masalahnya harus ditangani masing-masing anggota. 


A. Baramuli, S.H. 
Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia. 


PEMBANGUNAN INDUSTRI SERAT SINTETIS 


Berbeda dengan industri tekstil lainnya, industri serat sintetis 
memiliki ciri-ciri yang harus diperhitungkan antara lain: a. padat 
modal, b. kapasitas ekonomis minimalnya cukup tinggi yang ten- 
tunya berkaitan dengan modal dan terutama luas pasar. c. teknolo- 
ginya lebih tinggi dan d. industri ini belum kita kenal pada masa 
sebelum Pelita. Karena itu ketika Pemerintah Indonesia membuka 
pintu penanaman modal melalui U.U. Penanaman Modal Asing 
No. 1/1967 dan U.U. Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6/1968, 
kiranya cukup dapat dipahami bahwa yang mula-mula masuk 
adalah perusahaan asing. 

Segera setelah Pemerintah mencanangkan kebijaksanaan pintu 


` terbuka bagi masuknya modal asing, maka beberapa perusahaan 


asing memulai menjajaki kemungkinan tersebut. Pada tahun 1971 
telah ada yang dapat memulai pembangunan fisiknya. 


Di akhir tahun 1973, PT Indonesia Toray Synthetics yang 
merupakan pelopor, berhasil memulai produksinya berupa benang 
filamen Nylon. Beberapa bulan kemudian di tahun 1974 produksi 
serat Poliesternya juga berhasil dimulai, dan pada tahun yang sama 
PT Indonesia Asahi Chemical Industries memulai pula produksi 
benang filamen Nylon nya. Dalam pada itu sejalan dengan me- 
ningkatnya kebutuhan serat sintetis, maka minat mananamkan 
modal di bidang ini juga makin meningkat sehingga di tahun 1976 
dua buah pabrik berhasil memulai produksinya, masing-masing 
PT Kuraray Manunggal Fiber Industries yang menghasilkan serat 
Poliester dan PT Teijin Indonesia Fiber Corporation yang meng- 
hasilkan serat Poliester dan filamen Poliester. 


Pada akhir tahun 1979 dan awal tahun 1980, untuk pertama 
kalinya tiga buah pabrik PMDN memulai produksinya berupa 
benang filamen Poliester. Ketiganya adalah PT Texmaco Taman 
Synthetics, PT Susilia Indah dan PT Yasinta. Di akhir tahun 1981 
dan awal tahun 1982, suatu jenis serat baru mulai pula dihasilkan 
di dalam negeri oleh dua perusahaan yaitu serat Rayon masing- 
masing dihasilkan oleh PT Indo Bharat Rayon dan PT South 
Pacific Viscose. Dewasa ini kapasitas produksi serat Poliester 
bertambah lagi dengan mulai berproduksinya sebuah perusahaan 
PMDN yakni PT Tri Rempoa Solo Synthetics. 


Di samping pabrik-pabrik yang telah berproduksi tersebut 
terdapat sebuah pabrik serat. Poliester yang sedangdalanvrencana 


pembangunan, izinnya telah dikeluarkan Pemerintah yakni PT 
Tuntex Sandang Fiber. 


Serat sintetis lainnya yang tampaknya sudah pantas untuk 
dibuat di dalam negeri ialah serat Akrilik, karena kebutuhan akan 
serat ini kian meningkat sedang sampai kini masih harus meng- 
impor. Untuk jenis serat ini beberapa pihak telah menunjukkan 
minatnya dan dewasa ini tengah menjajaki kemungkinan pen- 
dirian pabriknya. 


Posisi serat sintetis di Indonesia dewasa ini adalah sebagai 
berikut: 


Nama Serat Perusahaan Produsen 


Sintetis 


Kapasitas 
Saat ini 


33 ton/hari PT Indo Toray; PT Indaci 
201 ton/hari PT Indo Toray; PT Kumafiber; 
PT Tifico; PT Tri Rempoa 
Filamen Poliester 184 ton/hari PT Tifico; PT Texmaco; PT Su- 
lindafin; PT Yasinta 


Filamen Nylon 
Serat Poliester 


Serat Rayon 100 ton/hari PT Indo Bharat Rayon; PT South 
Pacific Viscose 
Serat Akrilik diharapkan dapat mulai dibuat dalam tahun 


1986 


Pabrik-pabrik serat sintetis tersebut sebagian masih terus 
dikembangkan terutama untuk mencapai unit eknomis, dan bebe- 
rapa di antaranya juga dikembangkan ke arah hulu agar dapat 
menggunakan bahan baku dasar terutama dikaitkan dengan pem- 
bangunan pusat Aromatik. 


Kesepuluh pabrik serat sintetis di atas telah menanamkan 
kurang lebih US$ 750 juta, dan jumlah ini masih akan meningkat 
apabila pabrik-pabrik yang dewasa ini masih menggunakan bahan 
baku Poliester Chips kelak memiliki unit Polikondensasinya sendiri 
yang memungkinkannya bergerak lebih ke hulu menggunakan 
Y baku Pure Terephtalic Acid (PTA) dan Ethylene Glycol 
EG). 

Dalam jangka panjang, tampaknya Pemerintah mengarah- 
kan pertumbuhan industri serat sintetis searah dengan perkem- 
bangan industri nasional kita berdasarkan pemanfaatan semaksimal 
mungkin kekayaan alam kita, antara lain minyak bumi. Karena itu 
Pemerintah juga telah mengarahkan perkembangan industri serat 
sintetis ke arah keterkaitan ke hulu tersebut, antara lain dihubung- 
kan dengan rencana pendirian pusat Aromatik yang kelak akan 
menghasilkan PTA sebagai bahan baku Poliester dan Caprolactam 
sebagai bahan baku Nylon. Dalam jangka lebih panjang lagi, di- 
harapkan juga terrealisasinya pabrik EG sebagai bahan baku Po- 
liester. Sehingga bila hal ini tercapai maka seluruh kebutuhan 
untuk bahan baku Poliester dan Nylon dapat dihasilkan di dalam 
negeri, karena perkembangan serat Poliester dan Nylon di dalam 
negeri dewasa ini telah sampai pada tingkat di mana bahan baku 
tersebut telah cukup besar untuk memungkinkan dibangunnya 
suatu pabrik bahan baku. 


Jelas bahwa perkembangan serat Poliester di dalam negeri 
dewasa ini telah mendorong pertumbuhan proyek kimia khusus- 
nya PTA, dan sekali hal ini terwujud maka seterusnya akan di- 
ikuti dengan perkembangan lainnya. 


PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA 


Industri serat sintetis jelas bukan tergolong industri padat 
karya. Tetapi industri serat sintetis sebagai pendukung industri 
tekstil yang umumnya cukup padat karya, secara tidak langsung 
turut menciptakan kesempatan kerja yang besar. 


Secara langsung, jumlah tenaga kerja yang terlihat di dalam 
pabrik-pabrik serat sintetis Indonesia dewasa ini kurang lebih 
lima ribu orang. Karena teknologi di dalam bidang pembuatan 
serat secara umum lebih tinggi daripada bidang tekstil di hilir, 
maka aspek yang patut dicatat ialah bahwa industri serat sintetis 
merupakan pintu awal memasuki teknologi yang lebih tinggi. Te- 
naga yang diperlukan bukan sekedar tenaga trampil saja tetapi 
diperlukan dasar-dasar pengetahuan yang cukup bagi tenaga kerja 
tersebut. Karena teknologinya yang tinggi, kapasitasnya yang besar, 
sehingga banyak aspek yang meminta penanganan yang lebih 
intensif misalnya keamanan, ketelitian, manajemen dan sebagai- 
nya. 

Kebutuhan akan tenaga terdidik tadi telah mendorong pula 
lembaga pendidikan yang ada untuk menghasilkan tenaga yang 
diharapkan. 


MASALAH LINGKUNGAN HIDUP 
Mengingat kian pekanya masalah lingkungan akhir-akhir ini, 
dimana Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup juga telah memikirkan masalah limbah industri dan dampak 
lainnya adalah juga merupakan tanggungjawab kalangan industri 
untuk melestarikan lingkungan yang sehat. 


Air merupakan salah satu kebutuhan industri serat sintetis, 
walaupun air ini tidak melekat pada produksi yang dihasilkan 
namun mutlak diperlukan untuk berbagai keperluan di dalam 
proses produksi. Karena itu setelah dipergunakan, air ini akan di- 
kembalikan ke dalam sungai di mana air itu diambil. 


Semenjak awal, produsen amat menyadari masalah ini. Karena 
itu sekalipun dengan biaya yang cukup tinggi, seluruh air buangan 
tersebut diproses sehingga tidak lagi mengandung zat-zat yang 
dapat mencemari lingkungan hidup. Di samping faktor air, hal lain 
yang memperoleh perhatian ialah masalah kebisingan suara, penye- 
baran debu dan sebagainya. Tampaknya Pemerintah menyadari 
benar bahwa penanganan masalah ini meminta biaya yang besar 
dan karena itu Pemerintah menghimpun banyak perusahaan yang 
berada dalam satu wilayah untuk menangani hal tersebut secara 
bersama-sama dan terkoordinasi. Sebagai contoh dua daerah di 
mana suatu Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) telah dilakukan 
ialah di Tangerang dan Purwakarta di mana produsen serat sintetis 
juga turut serta di dalamnya. Dengan koordinasi demikian, pelak- 
sanaannya dapat secara serentak bersama-sama dan biayanya men- 
jadi lebih ringan. 

Dampak lain dari tumbuhnya suatu industri besar adalah per- 
kembangan masyarakat sekitarnya. Di daerah Tangerang saja, 
industri serat sintetis memiliki kapasitas produksi tidak kurang 
dari 300 ton per hari. Di bidang pengangkutan saja tentunya 
dapat dibayangkan bagaimana akibat pergerakkan barang baik 
bahan baku maupun hasil produksi sebesar dua kali 300 ton per 
hari. Karena itu sungguh tepat apabila beberapa produsen serat 
sintetis di wilayah Tangerang turut membantu Pemerintah meme- 
lihara jalan raya baik yang menuju atau melewati pabriknya. Bah- 
kan beberapa produsen serat sintetis secara tetap dan teratur 
membantu sebuah Fakultas Tekstil yang berlokasi di Tangerang, 
menyumbangkan gedung perkuliahan, melaksanakan loka latihan 
ketrampilan yang semuanya itu merupakan manifestasi sumbang- 
sihnya terhadap masyarakat dan lingkungannya. 


Hal lain yang patut dicatat adalah langkah yang telah di- 
tempuh oleh salah satu pabrik serat sintetis memasyarakat- 
kan sahamnya, sehingga dengan demikian saham perusahaan ter- 
sebut dapat dimiliki oleh masyarakat umum Indonesia. Ini me- 
nunjukkan suatu sikap keterbukaan yang kelak diharapkan bahwa 
masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan 
tersebut dan sekaligus cara ini merupakan langkah pemerataan 
yang menuju keadilan sosial yang lebih baik. || 


yang didirikan oleh kelua 


-- 


Perusahaan ini didirikan pada tanggal 19 Mei 1 973 berbadan hukum 
perseroan terbatas, dengan seluruh sahamnya | 
sional. Nugra Santana merupakan wadah inti dari sejumlah perusahaan 


dimiliki oleh swasta na- 


rga besar Ibnu Sutowo. Perusahaan ini didirikan 


dengan missi khusus antara lain memberikan bimbingan serta pembi- 


naan agar perusahaan 
organisasi yang mantap, 


di bawah naungan Nugra Santana memiliki 
kemampuan manajemen yang profesional, serta 


bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan semboyan 'langganan 
adalah raja’ dalam menuju sukses yang ingin dicapai. 


Perkembangan perekonomian Indonesia yang mengalami kemajuan 


disegenap sektormendo 


rong Nugra Santana untuk turut berpartisipasi 


aktif guna merealisir cita-cita masyar 


akat Indonesia, yakni terciptanya 


masyarakat yang adil 


dan makmur. 


Kenyataan itu mendorong 


| perusahaan ini untuk menukar pr 


insip kerja yang selama ini diterapkan 


secara pasif, menjadi sikap aktif. Kegiatan operasional digalakkan dalam 


menangani masalah organisasi, personalia, keuangan, 


disamping turut 


aktif menanggulangi rintangan yang menghambat kemajuan perusahaan, 
seterusnya mengarahkan perusahaan-perusahaan agar sehat dan 
berkembang sebagimana yang diharapkan. 


Perusahaan yang berada di 


lingkungan Nugra Santana bergerak 


dalam berbagai kegiatan antara lain produksi, pertanian, pelayaran dan 
jasa. Disiplin yang tinggi diterapkan dalam menciptakan hasil seoptimal 


mungkin, kualitas barang yang 
terhadap mereka yang menghar 
tidak mengecewakan. Dalam usa 


diproduksi setinggi mungkin, pelayanan 


apkan jasa harus dengan servis yang 
hanya, Nugra Santana mengutamakan 


penggunaan sumber daya serta potensi dalam negeri baik berupa 


| manusia sebagai tenaga kerja, 


maupun sumber daya alamnya. Saat 


perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Nugra Santana melaksanakan 


kegiatannya dalam tingkat 
tenaga aktif sejumlah sekitar 1 
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‘full capacity production’, telah ditampung 
5.000 angkatan kerja. 
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dengan dunia luarnya, < 
| masyarakat, kekuatan ekonomi, sosial, politik, teknologi yang tumbuh 
` dalam masyarakat. Oleh karena itu sebuah perusahaan yang bergerak 


_ аны Е - —— 


katnya, tidak sebuah perusahaanpun yang bisa berdiri lan- 
operas menjangkau perkembangannya dari tahun ke tahun dalam 
an terasing dari masyarakat. Perusahaan itu harus berhubungan 
seperti konsumen, pasar, serikat sekerja, 
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'di bidang bisnis beragam kepentingan hidup masyarakat, adalah 


merupakan organ dari masyarakat itu sendiri. Disebabkan perusahaan 
ini bergerak di zaman modern kini, zamanlah yang menuntut agar 
dilakukan pengorganisasian terhadap sumber daya pokok perusahaan 
dengan cara dan sistem yang berbeda dengan masa lalu. Pertama, karena 
rentang waktu dari barang-barang kadangkala melebihi dari rentang 
waktu manusia hidup, sebagai salah satu faktor yang aktif dalam pro- 
ses ekonomi. Kedua, sumber daya itu harus diorganisir dan dikonsen- 
trasikan agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. 
Sejalan dengan itu maka mereka yang diberi tanggung-jawab memim- 
pin perusahaan, sekaligus diberi pengertian bahwa keputusan-keputusan 
yang diambil memberi dampak terhadap masyarakat. Terutama terhadap 
ekonominya, di mana pimpinan perusahaan itu hidup. Dengan demikian 
piminan perusahaan akan mengambil keputusan dengan kebijaksanaan 
yang telah diuji kemapanannya dari berbagai sektor, hingga dia berusaha 
menjauhi keputusan yang bersifat mengenyampingkan faktor-faktor lain 
yang turut mendukung berhasil tidaknya sebuah tujuan. 


Dalam mencapai cita-citanya itu PT Nugra Santana dalam segala 
kebijaksanaan yang dijalankannya, bertolak dan mendapat ilham dan 
Pasal 33 UUD tahun 1945 dan kebijaksanaan pemerintah lainnya yang 
sejalan dengan fasal tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan 
ciri-ciri khas pada Nugra Santana sebagai perusahaan nasional dengan 
peranan yang dilakukannya dalam era pembangunan yang kini sedang 
dijalankan. 


Di samping kemampuan menciptakan materi dan meningkatkan 
sumber-sumber produksi, manajemen Nugra Santana harus berusaha 
menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 
perusahaan ini akan selalu konsekwen dengan pemikirannya semula 
bahwa dia merupakan salah satu organ atau komponen dari masyarakat. 
Dengan demikian meskipun orientasinya bersifat ‘customer oriented 
dalam mengejar pengembangan dan perkembangan, dia mempunya! 
tanggung jawab dalam batas tertentu terhadap tempatnya hidup, yakni 
masyarakat. *** 
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P.T. National Gobel adalah perusahaan patungan Indonesia dan Je- 
pang yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang elektro- 
nik dan alat-alat listrik rumah tangga. | 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 Juli 1970, di mana pl- 
hak Indonesia adalah Drs. Th. Mohammad Gobel yang sahamnya 
sebesar 4096 serta pihak Jepang adalah Matsushita Electronic In- 
dustry of Japan, perusahaan Elektronik terbesar di Japan yang 
menggunakan merk produksi National, sahamnya sebesar 55% ser- 
ta C. Itoh Japan 596. 

Apabila kita akan menelusuri langkah-langkah kemajuan P.T. 
National Gobel maka kita tidak bisa lepas dari sejarah usaha pendin- 
nya adalah Drs. Th. Mohammad Gobel, yang sejak usia 24 tahun te- 
lah memulai usahanya di bidang elektronik di Indonesia. | 

Pada tahun 1954, Pak Gobel mendirikan P.T. Transistor Radio 
Manufacturing Ltd. di mana pada saat itu memproduksi Radio Tran- 
sistor yang Pertama di Indonesia dengan merk "Cawang". 

Sehingga pada tahun 1960 Bapak Maladi sebagai Menteri Pe- 
nerangan Republik Indonesia mengatakan bahwa radio transistor 
adalah media komunikasi yang paling sesuai untuk di Indonesia, ka- 
rena kawasan yang terbentang dari Barat ke Timur serta terdiri dari 
beratus kepulauan. 

Pada tahun 1962, P.T. Transistor Radio Manufacturing Ltd., 


mendapat tugas dari pemerintah untuk kebutuhan Televisi dalam 


rangka "Asian Games”, sehingga pada waktu itu di produksi Televisi 
yang pertama di Indonesia. Di samping itu pula barang-barang 
elektronik dan alat-alat listrik rumah tangga untuk kebutuhan Sarinah 
Departemen Store di produksi di perusahaan ini. Tahun 1967 seba: 
gai perkembangan dari P.T. Radio Transistor Manufacturing Ltd. ma- 
ka pak Gobel merombak perusahaan ini menjadi P.T. Gobel & Ca: 
wang Concern selain daripada itu pak Gobel juga mendirikan Р.Т. 
Pabrik Diesel dan Traktor yang memproduksi Hand Traktor yang per 
tama di Indonesia dan pada tahun 1969 perusahaan ini mendapat 
kehormatan untuk dikunjungi Bapak Suharto, Presiden Republik In- 
donesia beserta Ibu Tien dan rombongan. 

Karena adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang 
Penanaman Modal Asing dan hal tersebut dianggap menguntungkan 
maka pada tanggal 27 Juli 1970 dimulailah kerjasama usaha produk: 
si barang-barang elektronik dan alat listrik rumah tangga dan dengan 
demikian lahirlah P.T. National Gobel. 
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Drs. Th. Mohammad Gobel 
Pendiri Perusahaan Kelompok Gobel 


Pada tahun 1972 Perusahaan ini menyumbangkan kepada ma- 
syarakat Sulawesi Selatan melalui Pemerintah Republik Indonesia 
ialah Gedung/Studio beserta peralatan Pemancar TV di Ujung Pan- 
dang. 

Berkat kerja yang tekun serta dedikasinya terhadap Negara dan 
Bangsanya maka pada tahun 1972 Pemerintah menganugerahkan 
Bintang "Satya Lencana Pembangunan. Selanjutnya perusahaan 
P.T. National Gobel mendapat kepercayaan Pemerintah untuk me- 
nyumbangkan televisi untuk Umum yang dipasang di seluruh pelo- 
sok Tanah Air. 

Pada tahun 1977 oleh Pemerintah DKI Pak Gobel dinyatakan 
sebagai Pengusaha Teladan. Sejak tahun ini pula pak Gobel mendiri- 
kan Perusahaan P.T. Gobel Dharma Nusantara, sebagai distributor 
barang-barang produksi P.T. National Gobel dan barang-barang pro- 
duksi merk National buatan Jepang. Perlu diketahui bahwa P.T. Go- 
bel Dharma Nusantara ini sahamnya dimiliki oleh pak Gobel beserta 
seluruh karyawan PerusahaanKelompok Gobel dengan cara meng- 
hadiahkan saham bagi mereka yang telah bekerja 5 tahun diberikan 
1 lembar saham dan seterusnya setiap 5 tahun diberikan 1 lembar, 
serta dihadiahkan pula bagi karyawan yang berpredikat Teladan wa- 
laupun belum mencapai masa kerja 5 tahun. 

Dengan demikian seluruh karyawan merasa ikut memiliki bukan de- 
ngan membeli saham akan tetapi dengan prestasi kerja dan loyalitas 
pada perusahaan. 

Sejak tahun 1978 Pak Gobel dengan sadar dan sengaja mengun- 
durkan diri dari kepemimpinan P.T. National Gobel, dengan maksud 
ingin melihat apakah kaderisasi telah berjalan dalam perusahaan ini. 
Maka setelah itu pak Gobel konsentrasi di bidang pendidikan Mas 
Gobel, di mana hal ini adalah salah satu sarana untuk menyiapkan 
putra-putri Indonesia dalam alih teknologi di masa datang. 

Selain untuk kebutuhan tersebut pak Gobel ingin menyampai- 
kan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut serta mem- 
besarkan perusahaan ini dengan mendidik mereka yang putus seko- 
lah karena kesulitan ekonomi serta mencarikan lapangan kerja serta 
mendidik pada calon wiraswasta serta para pengusaha ekonomi le- 
mah. 


Sejak itu nama Gobel telah mempunyai arti sendiri ialah GERA- 
KAN ORGANISASI BINA EKONOMI LEMAH (G.O.B.E.L) 


Hasil Produksi PD CAT PATNA 


|. Asal Usul 


Perusahan Daerah Cat Patna Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah 
Tingkat | Jawa Timur, yang pada saat ini memiliki dua unit produksi yaitu : 
bh. 1. Unit I/Patna di Jalan Rungkut Industri Raya 15 Surabaya, 
ah Telepon (031) 810037 — 812739 
2. Unit Il/Indah di Jalan Dinoyo 47 Surabaya 

Telepon (031) 68538 


Unit Patna, berasal dari NV PAR yang didirikan tahun 1919 di Jalan 
Koblen Kidul 5 Surabaya dan telah direlokasikan pada tahun 1983 ke Jalan 
Rungkut Industri Raya 15 Surabaya, merupakan pabrik cat tertua bekas 
milik Piere Alexander Regnault (PAR) yang diambil alih oleh Pemerintah 
Republik Indonesia tahun 1957. 


Unit Indah berasal dari NV Ruhaak & Co yang didirikan tahun 1949 
di Jalan Dinoyo 47 Surabaya, yang juga diambil alih oleh Pemerintah Re- 
publik Indonesia tahun 1957. 


Pengelolaan kedua unit pabrik ini mengalami perpindahan berturut-turut 
dari Bappit (1957-1961), PRPR Kimia Yasa (1961-1965), Pinda Kimia 
(1965-1969), Pinda Kimia Group Cat (1969-1970), PT Levin (1970-1980), 
Pinda Kimia Group Cat (1980 sampai sekarang) yang sejak tahun 1981 
namanya berubah menjadi Perusahaan Daerah Cat Patna Surabaya, sesuai 
dengan Perda Nomor 13 tahun 1981 yang disahkan dengan SK Menteri 
Dalam Negeri Nomor : 539.341.35.497 tanggal 7 Juli 1981. 
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Gedung lama di JI Koblen Kidul 5 Surabaya 


SURABAYA 
PROPINSI JAWA -TIMUR 


И. Usulan Pengembangan 


Tahun-tahun paling suram dialami pada priode sepuluh tahun 
(1970-1980) di bawah pengelolaan PT Levin yang merupakan partner kerja- 
sama dari Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur. 


Dalam kurun waktu tersebut nama baik merk " Patna Surabaya” dan 
“Indah” merosot turun dan keadaan phisiknya baik gedung, mesin, alat 
transport dan perlengkapan lainnya juga sangat merosot karena perawatan 
yang kurang memadai disamping umurnya yang sudah terlalu tua. 


Karena itu pada tahun 1983 kami mengadakan relokasi untuk Unit 
I/Patna, yang semula berada di Jalan Koblen Kidul 5 Surabaya ke kawasan 
Industrial Estate, yaitu Jalan Rungkut Industri Raya 15 Surabaya. 


Maksud dari Relokasi ini terutama adalah untuk : 

— Rehabilitasi phisik, yaitu mengganti mesin-mesin baru, membuat gedung 
baru, alat-alat transport baru dan perlengkapan lainnya, sehingga kwali- 
tas dan kwantitas produksi dapat ditingkatkan. 

— Menyesuaikan diri dengan tata kota yang baru. 


Dengan telah terealisirnya relokasi ini maka Perusahaan Daerah Cat 
Patna Surabaya saat ini mampu memprodusir lagi cat-cat " Heavy-Duty" 
dan cat bermutu tinggi lainnya disamping cat-cat household yang biasa, 
seperti misalnya cat-cat yang tahan terhadap bahan kimia, cat-cat tahan 
panas, dan cat-cat anti korosi sebagai contoh : 

— Cat dengan basis polyurethane dengan merk ” Кітоіих” 
— Cat dengan basis Epoxy resin dengan merk " Epolux” 

— Cat dengan basis Chlorinated Rubber dan Siclyzed Rubber 
— Cat tahan panas 

— Cat tahan air dan air laut 

— dan sebagainya 


Cat heavy duty ini sudah dipakai oleh proyek-proyek dan instansi, 
seperti misalnya di PT Petrokimia Gresik (Persero), PT Semen Gresik 
(Persero), PT Perkebunan dan lain-lain. 


Peninjauan Pabrik PO CAT PATNA oleh DPA. 


Tampak bekas Gubernur KOH Jatim - Mohammad Noer 
(barisan depan nomor 2 dan kanani 


Peninjauan Pabrik PD САТ PATNA oleh Menten Dalam Negeri 


Menteri Dalam Negen 


Dirut PO CAT PATNA (Muchtar Atmadja) berbincang bincang dengan 


HI. Realisasi Relokasi 


Proyek Relokasi dan Modernisasi Patna Surabaya, realisasinya dimulai 
dengan pengajuan proporsalnya pada bulan Agustus 1979, sebagai per- 
siapan menjelang berakhirnya masa kerja sama dengan pihak partner. Pro- 
porsal tadi selanjutnya diajukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa 
Timur dengan surat nomor Bapem 39/11/1980 tanggal 2 Pebruari 1980 ke 
Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur. Dan 
pengajuan proporsal ini lahirlah surat nomor B.P.D. 09/80 tanggal 5 Maret 
1980 isyarat disetujuinya dan dipersilahkan melangkah lebih jauh. 


Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat | Jawa Timur Nomor 215 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 
pelaksanaan pelepasan hak atas tanah bangunan dan tanah yang dikuasai 
Perusahaan Daerah Cat Patna Surabaya di Koblen Kidul 5 Surabaya. Dari 
dana hasil penerimaan pelepasan hak tadi dimanfaatkan untuk biaya pen- 
dirian bangunan dan pabrik baru Cat Patna Surabaya di tempat yang disetu- 
jui Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur, yaitu di Jalan Rungkut 
Industri Raya 15 Surabaya. 


Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tadi men- 
dapat restu dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan No. 
593-348 tertanggal 1 Mei 1982. Sehingga segala persiapan phisik pelaksa- 
naan Proyek Relokasi dan Modernisasi Patna Surabaya dapat berjalan lan- 
car tanpa halangan yang berarti. 


Start pada bulan Pebruari 1980 yakni pembuatan rencana bangunan 
pabrik, Kantor dan fasilitas pendukungnya yang pengerjaan operasional- 
nya dipercayakan pada konsultan CV Gagas Matra Jalan Slamet 39 Sura- 
baya. Selesai dalam tempo selama dua tahun tepatnya bulan Juni 1982 
karena proses perizinan yang belum tuntas. 


Pelaksana dari Pembangunan phisik proyek ini dipercayakan pada PT 
Pembangunan Perumahan (PP) Jalan Raya Darmo 291 Surabaya yang peng- 
awasannya dilakukan CV Gagas Matra selaku konsultan yang mengerja- 
kan perencanaannya. 


Walau diberi nama " Proyek Relokasi & Modernisasi 'Patna Surabaya”, 
namun pada kenyataannya perlengkapan dan teknik operasional produksi 
belumiah memadai untuk dikatakan modem. Sistem material handling, trans- 
portasi dan pengelolaannya masih sederhana. Hal ini dimaksudkan, se- 
tidak-tidaknya untuk tahap kini, agar Perusahaan Daerah Patna Surabaya 
sebagai sebuah Perusahaan Negara dapat berpartisipasi dalam penyerapan 
angkatan kerja yang potensial besar yang masih banyak belum mendapat 
tempat pada perusahan-perusahaan nasional kita. 


Demikianlah sejarah perkembangan proyek Relokasi dan Modernisasi 
Cat Patna Surabaya yang telah diresmikan penggunaannya Maret 1983 
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur. Sekaligus 
produk-produknya telah banyak mewarnai hasanah hasil-hasil Pembangunan 
Pemerintah Orde Rar dari Pelita ke Pelita. 


Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, 


dilaksanakan pengoperasian mesin mesin baru 
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Hasil Produksi PD CAT PATNA 


۱. Asal Usul 


Perusahan Daerah Cat Patna Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah 
Е Tingkat І Jawa Timur, yang pada saat ini memiliki dua unit produksi yaitu : 
"зеш 1. Unit I/Patna di Jalan Rungkut Industri Raya 15 Surabaya, 
Telepon (031) 810037 — 812739 
2. Unit Il/iIndah di Jalan Dinoyo 47 Surabaya 
Telepon (031) 68538 


Unit Patna, berasal dari NV PAR yang didirikan tahun 1919 di Jalan 
Koblen Kidul 5 Surabaya dan telah direlokasikan pada tahun 1983 ke Jalan 
Rungkut Industri Raya 15 Surabaya, merupakan pabrik cat tertua bekas 
milik Piere Alexander Regnault (PAR) yang diambil alih oleh Pemerintah 
Republik Indonesia tahun 1957. 


Unit Indah berasal dari NV Ruhaak & Co yang didirikan tahun 1949 
di Jalan Dinoyo 47 Surabaya, yang juga diambil alih oleh Pemerintah Re- 
publik Indonesia tahun 1957. 

Pengelolaan kedua unit pabrik ini mengalami perpindahan berturut-turut 
dari Bappit (1957-1961), PRPR Kimia Yasa (1961-1965), Pinda Kimia 
(1965-1969), Pinda Kimia Group Cat (1969-1970), PT Levin (1970-1980). 
Pinda Kimia Group Cat (1980 sampai sekarang) yang sejak tahun 198! 
namanya berubah menjadi Perusahaan Daerah Cat Patna Surabaya, sesuai 
dengan Perda Nomor 13 tahun 1981 yang disahkan dengan SK Menteri 
Dalam Negeri Nomor : 539.341.35.497 tanggal 7 Juli 1981. 
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ll. Usulan Pengembangan 


Tahun-tahun paling suram dialami pada priode sepuluh tahun 
(1970-1980) di bawah pengelolaan PT Levin yang merupakan partner kerja- 
sama dari Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur. 


Dalam kurun waktu tersebut nama baik merk " Patna Surabaya” dan 
“Indah” merosot turun dan keadaan phisiknya baik gedung, mesin, alat 
transport dan perlengkapan lainnya juga sangat merosot karena perawatan 
yang kurang memadai disamping umurnya yang sudah terlalu tua. 


Karena itu pada tahun 1983 kami mengadakan relokasi untuk Unit 
|/Patna, yang semula berada di Jalan Koblen Kidul 5 Surabaya ke kawasan 
Industrial Estate, yaitu Jalan Rungkut Industri Raya 15 Surabaya. 


Maksud dari Relokasi ini terutama adalah untuk : 

— Rehabilitasi phisik, yaitu mengganti mesin-mesin baru, membuat gedung 
baru, alat-alat transport baru dan perlengkapan lainnya, sehingga kwali- 
tas dan kwantitas produksi dapat ditingkatkan. 

— Menyesuaikan diri dengan tata kota yang baru. 


Dengan telah terealisirnya relokasi ini maka Perusahaan Daerah Cat 
Patna Surabaya saat ini mampu memprodusir lagi cat-cat " Heavy-Duty" 
dan cat bermutu tinggi lainnya disamping cat-cat household yang biasa, 
seperti misalnya cat-cat yang tahan terhadap bahan kimia, cat-cat tahan 
panas, dan cat-cat anti korosi sebagai contoh : 

— Cat dengan basis polyurethane dengan merk " Kimolux” 
— Cat dengan basis Epoxy resin dengan merk " Epolux” 

— Cat dengan basis Chlorinated Rubber dan Siclyzed Rubber 
— Cat tahan panas 

— Cat tahan air dan air laut 

— dan sebagainya 


Cat heavy duty ini sudah dipakai oleh proyek-proyek dan instansi, 
seperti misalnya di PT Petrokimia Gresik (Persero), PT Semen Gresik 
(Persero), PT Perkebunan dan lain-lain. 


Peninjauan Pabrik PO CAT PATNA oleh OPA. 


Tampak bekas Gubernur KOH Jatim - Mohammad Noer 
(barisan depan nomor 2 dari kanan! 


MI. Realisasi Relokasi 


Proyek Relokasi dan Modernisasi Patna Surabaya, realisasinya dimulai 
dengan pengajuan proporsalnya pada bulan Agustus 1979, sebagai per- 
siapan menjelang berakhirnya masa kerja sama dengan pihak partner. Pro- 
porsal tadi selanjutnya diajukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa 
Timur dengan surat nomor Варет 39/11/1980 tanggal 2 Pebruari 1980 ke 
Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur. Dan 
pengajuan proporsal ini lahirlah surat nomor B.P.D. 09/80 tanggai 5 Maret 
1980 isyarat disetujuinya dan dipersilahkan melangkah lebih jauh. 


Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat | Jawa Timur Nomor 215 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 
pelaksanaan pelepasan hak atas tanah bangunan dan tanah yang dikuasai 
Perusahaan Daerah Cat Patna Surabaya di Koblen Kidul 5 Surabaya. Dari 
dana hasil penerimaan pelepasan hak tadi dimanfaatkan untuk biaya pen- 
dirian bangunan dan pabrik baru Cat Patna Surabaya di tempat yang disetu- 
jui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, yaitu di Jalan Rungkut 
Industri Raya 15 Surabaya. 


Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur tadi men- 
dapat restu dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan No. 
593-348 tertanggal 1 Mei 1982. Sehingga segala persiapan phisik pelaksa- 
naan Proyek Relokasi dan Modernisasi Patna Surabaya dapat berjalan lan- 
Car tanpa halangan yang berarti. 


Start pada bulan Pebruari 1980 yakni pembuatan rencana bangunan 
pabrik, Kantor dan fasilitas pendukungnya yang pengerjaan operasional- 
nya dipercayakan pada konsultan CV Gagas Matra Jalan Slamet 39 Sura- 
baya. Selesai dalam tempo selama dua tahun tepatnya bulan Juni 1982 
karena proses perizinan yang belum tuntas. 


Pelaksana dari Pembangunan phisik proyek ini dipercayakan pada PT 
Pembangunan Perumahan (PP) Jalan Raya Darmo 291 Surabaya yang peng- 
awasannya dilakukan CV Gagas Matra selaku konsultan yang mengerja- 
kan perencanaannya. 


Walau diberi nama " Proyek Relokasi & Modernisasi 'Patna Surabaya”, 
namun pada kenyataannya perlengkapan dan teknik operasional produksi 
belumlah memadai untuk dikatakan modem. Sistem material handling, trans- 
portasi dan pengelolaannya masih sederhana. Hal ini dimaksudkan, se- 
tidak-tidaknya untuk tahap kini, agar Perusahaan Daerah Patna Surabaya 
sebagai sebuah Perusahaan Negara dapat berpartisipasi dalam penyerapan 
angkatan kerja yang potensial besar yang masih banyak belum mendapat 
tempat pada perusahan-perusahaan nasional kita. 


Demikianlah sejarah perkembangan proyek Relokasi dan Modernisasi 
Cat Patna Surabaya yang telah diresmikan penggunaannya Maret 1983 
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Sekaligus 
produk-produknya telah banyak mewarnai hasanah hasil-hasil Pembangunan 
Pemerintah Orde Rarii dari Pelita ke Pelita. 


Untuk meningkatkan kuahtas dan kuantitas produksi, 


dilaksanakan pengoperasian mesin-mesin baru 
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Sejak tahun 1969 masyarakat Indonesia menyaksikan kehadiran 
pt bogasari flour mills ditengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. 
Perusahaan ini sangatcepat dikenal karena produksinya merupakan salah 
satu bahan kebutuhan pokok masyarakat,terutama konsumen tepung 
terigu. Pabriknya terletak didua tempat yang amat strategis yakni Tan- 
jung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. 


Dengan perencanaan yang sangat cermat dan konsepsional, Boga- 
sari mampu berkembang menjadi suatu kawasan Industri pengadaan 
tepung terigu raksasa yang sukar dicari tandingannya dimasa menda- 
tang. Hanya dalam tempo 12 tahun,Bogasari muncul ditengah-tengah 
masyarakat produsen tepung terigu internasional dan dalam kurun waktu 
yang relatip singkat, Bogasari telah ikut menentukan peta produksi tepung 
terigu di dunia internasional. 


Dari tahun ketahun, produksi tepung terigu Bogasari memperlihatkan 
tendensi yang meningkat, seiring dengan gema pembangunan perluasan 
pabrik dan penambahan fasilitas produksi baik di Jakarta maupun 
Surabaya. 

Kapasitas terpasang produksi tepung terigu Bogasari, setelah perluasaan 
pabrik saat ini, adalah sebagai berikut : (dalam metrik ton) 


Jakarta 108.000,-/bulan atau 1.296.000,-/tahun 
Surabaya 66.000,-/bulan atau 792.000,-/tahun 
Jumlah 174.000,-/bulan atau 2.088.000,-/tahun 


Dilain pihak, tingkat konsumsi atau daya serap tepung terigu oleh 
masyarakat/konsumen Indonesia pada tahun 1983, sebesar kurang lebih 
100.000,- ton per bulan atau 1.200.000,- ton per tahun. Perkiraan pe- 
ningkatan konsumsi tepung terigu secara nasional sebesar kurang lebih 
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pt. bogasari flour mills 


10% per tahun. Perbandingan antara pemakai tepung terigu di Indonesia 
menurut penelitian bahwa konsumen membeli beras 130 kg dan tepung 
terigu baru mencapai 7 kg saja. 


Namun demikian berdasarkan hasil penelitian para ahli dibidang ma- 
kanan dan gizi, terbukti tepung terigu mampu menempatkan dirinya 
sebagai bahan makanan pendamping beras yang tak kalah lengkapnya 
dalam hal vitamin dan gizi. Hal ini telah berhasil menjawab berbagai tun- 
tutan berupa kegelisahan banyak pihak menyangkut pengadaan pangan 
dunia dimasa mendatang. 

Ketergantungan pada hanya satu bahan pangan pokok saja terutama 
di Indonesia, lambat laun harus dihindarkan, mengingat pertumbuhan 
penduduk setiap saat berlomba dengan hasil produksi tanaman pangan. 


Kenyataan ini menunjukkan bahwa Bogasari memiliki potensi yang 
cukup besar untuk persiapan melaksanakan anjuran Pemerintah meng- 
galakkan ekspor komoditi non migas. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor, 
Bogasari dapat dengan mudah dan sanggup secara kontinyu mengeskpor 
tepung terigu sampai dengan 100.000,- tonper bulan,tanpa mengganggu 
kebutuhan konsumsi tepung terigu dalam negeri. 


Bogasari memproduksi tiga jenis tepung terigu dengan masing- 
masing kegunaannya yaitu : 


a. Cap CAKRA KEMBAR, adalah tepung terigu dengan kandungan 
dan mutu proteinnya tinggi, antara 13% — 13,596, khusus 
untuk membuat jenis-jenis roti yang disebut hard ralls dan mie 
istimewa. 


b. Cap SEGITIGA BIRU, adalah tepung terigu dengan kandungan 
dan mutu proteinnya sedang, antara 1096 — 1296, disebut pula 
sebagai jenis tepung serba guna. Istimewa untuk membuat roti 
manis, biskuit, mie basah dan kering kwalitet sedang serta jenis 
kue-kue kering dan sebagainya. 


c. Cap KUNCI BIRU, adalah jenis tepung dengan kandungan dan 
mutu proteinnya rendah/lemah antara 84 — 996, utama untuk 
membuat Cake/bolu, cookies, biskuit. 
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DIVISI MARITIM : 


Bogasari memiliki armada angkutan laut sendiri sebagai sarana pe- 
nunjang industri tepung terigu guna menjamin kelancaran pengadaan 
stok bahan baku biji gandum. 

Armada angkutan laut Bogasari terdiri dari : 


1. KM. BOGASARI DUA, Kapasitas muat : 33.747 Dwt 
2. KM. BOGASARI EMPAT, Kapasitas muat : 33.747 Dwt 
3. KM. BOGASARI LIMA, Kapasitas muat : 41.336 Dwt. 


Usaha pelayaran khusus industri ini dimulai pada Tahun 1977 dan 
saat ini mampu menampung + 166 tenaga pelaut Indonesia. 


DIVISI TEKSTIL : 


Kebutuhan akan kantong terigu baik di Pabrik Jakarta maupun Su- 
rabaya, dipenuhi oleh Divisi Textile Citeureup Cibinong. Divisi ini men- 
golah bahan baku benang menjadi kain seterusnya diolah menjadi kan- 
tong yang siap diisi tepung terigu. 


PRODUKSI SAMPINGAN : 


Divisi ini menyerap kurang lebih 2.000 tenaga kerja untuk seluruh 


Disamping memproduksi tepung terigu, Bogasari menghasilkan pula "î Kegiatannya. 


produk sampingan (by product) dalam bentuk dedak halus disebut POL- Bogasari juga menjadi Bapak angkat bagi Pabrik-pabrik tekstil ATBM 
LAR den dedak kasar disebut BRAN yang berguna sebagai makanan di Majalengka Jawa Barat guna memenuhi kebutuhan akan kantong 
ternak. terigu. 


Dedak gandum diekspor sebagai makanan ternak: jumlah ekspor 
setahun kurang lebih 300.000 metrik ton, sedang jumlah kebutuhan da- 
lam negeri kurang lebih 1.000 metrik ton. 


MANAJEMEN : 


Seluruh kegiatan Pabrik dan perkantoran pt. bogasari flour mills ber- 


REALISASI EKSPOR BRAN DAN POLLARD : ee tenaga kerja sebanyak kurang lebih 2.000 orang kar- 


Mereka dipimpin oleh para komisaris perusahaan Soedono Salim, 
bb— Djuhar Sutanto diperkuat oleh Dewan Direksi Sudwikatmono dan Ibrahim 
Tahun Metrik ton F.O.B US$. Risyad, serta sejumlah manager yang dikoordinir oleh S.G. Yap sebagai 
ss ss General Manager. 


Jumlah 


1971 9.758,15 403.328,31 , NA з : 
1972 82.266,08 3.200.671,08 Figur-figur pimpinan Bogasari ini mempercayakan beberapa pekerja- 
1973 109.582,55 4.831.898,85 an ketangan para ahli diberbagai bidang yang memungkinkan Bogasari 
1974 123.580,16 6.270.202,87 bergerak maju dengan keyakinan penuh. Para karyawan diberi fasilitas 
1975 164.974,20 8.237.865,00 tempat tinggal oleh Perusahaan dan mendapat jaminan sosial yang cukup, 
1976 208.995,40 10.767.616,90 sesuai bidang pekerjaan mereka masing-masing. " 

1977 217.541,10 12.279.691,60 

1978 249.278,71 16.549.370,88 


1979 265.186,50 18.435.215,93 
1980 320.475,40 19.146.011,17 
1981 303.261,32 21.636.411,40 
1982 270.661,50 20.539.930,50 
1983 290.346,15 23.096.242,35 


Jumlah : 2.615.907,22 165.394.456,84 
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PT MULTI BINTANG INDONESIA 
PT MULTI BINTANG INDONESIA 
PT MULTI BINTANG INDONESIA 


PERKEMBANGAN DAN 
KEMAJUANNYA SELAMA 
PELITA I - PELITA Ill 


I. SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA 


PT Multi Bintang Indonesia (Perseroan), semula bernama PT 
Perusahaan Bir Indonesia, merupakan Perseroan Terbatas yang 
didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
yang menjalankan usahanya dalam rangka Undang-Undang Pena- 
naman Modal Asing, No 1 tahun 1967. Kantor Pusatnya berkedudu- 
kan di Jalan Wahid Hasyim 84-86 Jakarta Pusat. Sedangkan pa- 
brik-pabriknya terletak di Surabaya -Jawa Timur , Tangerang - Jawa 
Barat dan Medan - Sumatra Utara. 


Perseroan ini didirikan di Medan pada tahun 1929 dengan nama 
"NV Nederlandsch - Indische Bierbrouwerijn” dan mendirikan pa- 
brik pertama di Surabaya yang beroperasi sejak 21 Nopember 
1931. Pada awal berdirinya, saham terbesar Perseroan ini dipe- 
gang oleh HEINEKEN INTERNATIONAL BEHEER. B.V, perusaha- 
an bir dari Belanda. 


Pada tahun 1972 pabrik di Surabaya diperluas dan dalam kurun 
waktu yang sama dibangun pula pabrik baru di Tangerang yang ber- 
operasi Nopember 1973. Produksi utamanya dikenal dengan nama 
"Bir Bintang". Kemudian tahun 1974 memproduksi dan menjual 
juga bir hitam "Guiness". Pertengahan tahun 1982 Perseroan me- 
luncurkan produk barunya yakni "Green Sands Shandy”. 


Pada tanggal 1 Januari 1981 Perseroan mengambil alih semua 
kekayaan, kewajiban serta kegiatan PT Brasseries de l'Indonesie 
yang memproduksi bir dan minuman ringan di Medan. Kemudian 
atas permintaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pa- 
da tanggal 1 Juli 1981, kontrak kerja diperbaharui dengan perjanjian 
baru untuk izin produksi bir hitam. Karena tuntutan dari meningkat- 
nya usaha dan aktivitas ini, sejak 2 September 1981 nama Persero- 
an diganti menjadi PT MULTI BINTANG INDONESIA dan kedu- 
dukan Perseroan dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta. 

Pada saat ini hanya terdapat tiga produsen bir di Indonesia yang 
ketiga-tiganya merupakan perusahaan PMA. Sesuai dengan 
persetujuan BKPM dalam rangka penawaran saham-saham Per- 
seroan kepada masyarakat luas, Perseroan melakukan perlu - 
asan pabriknya untuk meningkatkan produksi guna memenuhi 
permintaan yang terus berkembang. 


TENAGA KERJA 


Mekanisme pengembangan 
nempatan tenaga kerja Indo 


produksi Perseroan, menuntut pe - 
nesia disetiap tingkatan produksi kian 
di sempurnakan dan disesuaikan dengan teknologi и 
Untuk mendapatkan tenaga-tenaga ani itu, Perseroan menempu | 
cara latihan dan pengembangan manejemen yang sehat. kani 
tindak lanjutnya, dalam tahun 1982 telah diangkat de | 
orang аһ! teknik. Sedangkan 10 orang anggota staf tekni ikut 
sertakan dalam suatu pendidikan khusus di luar negeri. Sistem ini 
dilaksanakan untuk seluruh anggota manejemen tingkat atas dan 
menengah, dengan maksud untuk dijadikan motor penunjang elt 
kuat dan selalu berkembang sejajar dengan derap langkah id a- 
ngunan nasional. Sekaligus mencerminkan realisasi alih teknologi 
secara tidak langsung. 


Program evaluasi, dan penggolongan jabatan serta suatu sistem 
penggajian adalah bagian-bagian administratip yang diterapkan 
Perseroan guna mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas setiap 
tenaga kerja yang ada. Penerapan sistem ini di mulai tahun 1983. 


ASPEK SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN 
SOSIAL 


Sesuai dengan keinginan untuk menjadi warga negara yang baik, 
Perseroan selalu berusaha melaksanakan tanggung jawab sosial- 
nya terhadap masyarakat. Pengembangan para distributor dan re- 
kanan dari golongan ekonomi lemah selalu berpedoman pada Per- 
aturan Pemerintah dengan mementingkan dan memanfaatkan pe 
nyalur-penyalur yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyalur-pe- 
nyalur utama itu berkedudukan di Jakarta, Surabaya, Medan, Pa- 
lembang, Tanjung Karang, Denpasar, Balikpapan, Ujung Pandang, 
Manado, Ambon dan Irian Jaya. Melihat banyaknya penyalur yang 
tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air, jelas banyak melibat- 
kan tenaga kerja dengan berbagai golongan pula, disamping pene- 
rapan kurang lebih 1100 karyawan yang ditempatkan di seluruh pa 
brik-pabrik perusahaan. Sedangkan buruh yang tak sedikit jum - 
lahnya dalam Perseroan ini diwakili oleh Serikat Buruh Makanan 
dan Minuman/FBSI. Dan khusus bagi karyawan, Perseroan juga 

menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan berupa kantin, 
pengobatan/kesehatan, sarana olah raga dan tempat ibadah. 

Dibidang peningkatan industri pariwisata, Perseroan-pun berpar- 
tisipasi melalui program pendidikan yang diberikan kepada sektor- 
sektor yang terlibat langsung dalam pengelolaan jenis industri ini. 
Bantuan itu berupa cara mendidik, bantuan bagi latihan praktek dan 
bantuan beasiswa untuk para siswa yang berprestasi. 

Dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, kini suatu proyek in- 
vestasi berupa peralatan pembersih air limbah, berharga Rp. 1.9 
milyar telah dikerjakan di pabrik Surabaya untuk memenuhi persya- 
ratan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat | Pro- 
pinsi Jawa Timur. Diharapkan setelah proyek itu berfungsi, air lim- 
bah pabrik tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan sedi- 
kit juapun 
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Penjualan Bersih 
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Dalam memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan ma- 
syarakat sebagaimana digariskan Pemerintah, Perseroan melibat- 
kan karyawan secara langsung dalam kegiatan ini, dengan prioritas 
pembinaan adalah pemuda. Sebab pemuda yang sehat, menimbul- 
kan effek positif betapa masa depan bangsa akan kokoh pula. 


Sebagai Perseroan yang memproduksi dan menjual minuman, 
PT MULTI BINTANG INDONESIA, beberapa tahun terakhir ini me- 
masukkan uang ke Kas Negara baik berupa cukai maupun pajak, 
yang memperlihatkan tendensi menaik. Walau tidak termasuk bea 
masuk atau bahan baku dan suku cadang yang di impor dari Austra- 
lia dan negara asing lainnya. Kenaikan itu dapat di lihat dalam pe- 
masukan tahun 1982 yang mencapai jumlah Rp. 18.786.000.000,- 
Pajak penjualan untuk tahun 1981 mencapai jumlah Rp. 
6.311.189,- tahun 1982 meningkat menjadi Rp. 7.503.100,- Cukai 
bir tahun 1981 mencapai Rp. 6.034.189,- juga mengalami kenaikan 
hingga mencapai jumlah Rp. 6.946.855,- 
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Laba Bersih 


Sedangkan pendapatan kotor dari penjualan mencapai jumlah 
Rp. 43.697.921.000,- yang menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 
6.060.018.000,- Ini menunjukkan kenaikan masing-masing 17% 
dan 36% dibanding dengan tahun 1981. Untuk jelasnya, perkem- 
bangan ini dapat dilihat dalam Grafik | Penjualan Bersih dan Grafik || 
Laba Bersih dalam tahun 1978 - 1983. 


Hasil usaha itu, dimungkinkan karena adanya upaya bersama se- 
cara terpadu dan berkesinambungan dari seluruh jajaran karyawan 
Perseroan untuk meningkatkan daya produksi dan ketepatgunaan 
disemua bidang operasionalnya dan fungsional. Dari situ pula ter- 
bias betapa besarnya perseroan dalam derap langkah Pembangun- 
an Nasional dari Pelita ke Pelita. Dan berusaha agar apa yang di- 
sumbangkan demi bangsa dan negara, "hari ini dan hari esok” 
ingin selalu lebih sempurna. 
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UNTUK SEGALA USIA DAN KETIKA 


Berpengalaman selama 40 tahun 
Dalam produk ,Teh" 


Tanpa zat pengawet 
Tanpa zat pemanis 
Tanpa zat esen 
Tanpa zat warna 


Dibuat dari bahan bahan asli alamiah 
Daun teh asli kwalitas pucuk 

Air sehat dari sumur artesis 

Dan gula pasir asli 


Diolah secara hygienis 
Dengan proses sterilisasi 
Bebas kuman 


Puspita Martha: 


Ide, Perkembangan dan Partisipasi 
Dalam Pembangunan 


Martha Tilaar. Mencari citra Kecantikan wanita 


Seberkas cahaya gemilang dari R.A. Kartini 
yang sebelumnya telah mengangkat derajat 
kaum wanita Indonesia, kini kembali menantang 
seorang wanita sederhana: Dra. Ny. Martha 
Tilaar. Sebagai istri, tidaklah menghalangi dia 
untuk ikut berperan mengisi pembangunan na- 
sional yang dicanangkan oleh Orde Baru. Tetapi 
sebagai wanita Indonesia yang sederhana, peran 
apakah yang tepat baginya? Kalau dia mempu- 
nyai ide besar, mungkinkah orang lain dapat 
mendukungnya? 


Martha Tilaar mendambakan terwujudnya 
suatu standard citra penampilan wanita Indone- 
sia modern. Sesuatu yang Indonesia untuk tata 
rias, busana dan krama pergaulan wanita Indo- 
nesia. Idenya sendiri sangat menarik, tetapi ba- 
gaimana mewujudkannya? Seseorang harus mu- 
lai, agar yang lain mengetahui dan memahami 
ide tersebut, tergerak untuk menyokong. 

Siapa dan mulainya dari mana? 


un 


Karena itulah, Martha Tilaar memulai dengan 
cara yang sederhana pula. Tanggal 3 Januari 
1970, dibuka sebuah salon kecantikan dengan 


Indonesia modern. 


ruangan yang hanya berukuran 4 x 6 m?. Sepin- 
tas tidak ada bedanya dengan salon-salon kecan- 
tikan yang sudah ada; yang dalam kesan masya- 
rakat tidak lebih dari suatu dunia sempit, penuh 
kemewahan, kelabu dan dangkal. Namun ide 
yang mendasari kegiatan ini segera menunjuk- 
kan perbedaannya dari salon-salon kecantikan 
biasa. 


Puspita Martha tidak hanya salon kecantikan, 

tetapi juga merupakan sebuah Lembaga Pusat 
Pendidikan dan ketrampilan wanita. 
Idenya sangat orisinal: Mencari citra kecantikan 
wanita Indonesia modern. Dari sinilah mungkin 
dapat dikembangkan perubahan sikap wanita In- 
donesia modern dalam menafsirkan citra kecan- 
tikan yang serasi dengan kepribadian luhur 
bangsa Indonesia. Namun demikian, seringkali 
sesuatu dinilai dari luarnya saja: sehingga walau- 
pun idenya bagus tidak akan segera dapat diteri- 
ma oleh masyarakat luas. 


Begitu dilaksanakan - bagaimanapun besarnya 
hambatan yang membentang - ide yang baik ini 
mulai menemukan celah-celah peluang untuk 
berkembang. Celah pertama muncul justru dari 
Barat, ketika Martha Tilaar mencari keunggulan 


di barat sebagai panutan citra kecantikan dunia 
internasional. Saat itu sedang berkembang pemi- 
kiran kembali ke alam ("back to nature’), berpa- 
ling kembali kepada bahan-bahan alamiah. Hal 
ini bagaikan bara dalam ide Martha Tilaar yang 
merubah pandangan untuk mencoba menggali 
warisan budaya kecantikan tradisional Indonesia. 


Gayung bersambut. Bertepatan pula halnya 
dengan program pemerintah dalam menggalak- 
kan budaya nasional. Salah satu program adalah 
penggalakan penggunaan obat dan kosmetika 
tradisional Indonesia. Cocok sekali. Bara yang 
telah hidup dalam gagasan Martha Tilaar untuk 
mengembangkan kosmetika tradisional Indone- 
sia yang modern. Bagaikan dihembus menjadi 
kobaran api yang mampu merubah total pan- 
dangan wanita Indonesia untuk mencintai pro- 
duk warisan budaya yang hampir saja terlupa- 
kan. 


Maka pertengahan April 1981, diresmikan 
pabrik Sari Ayu Martha Tilaar Kosmetika Indo- 
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Salon pertama dimulai dari ruangan 4 x 6 nr. 
Sekarang Puspita Martha telah mempunyai 


gedung yang representatif. 


nesia untuk memenuhi perubahan selera konsu- 
men yang nampak telah mulai beralih dari pro- 
duk asing. 


Disamping itu, dari pusat pendidikan Puspita 
Martha berkembang pula kegiatan-kegiatan 
yang bersifat sosial. Lembaga ini selain mendidik 
pribadi yang mampu, juga memberikan kesem- 
patan bagi remaja-remaja putus sekolah untuk 


PT. Maruna Berto, pabrik modern di Pulo Gadung 


memperoleh ketrampilan sebagai bekal hidupnya 
kelak. Beberapa dari mereka bergabung kembali 
dengan Puspita Martha, sedangkan lainnya ba- 
nyak yang sukses dengan berwiraswasta. 


Lebih jauh, selain menerbitkan majalah 'Seni 
Rias dan Busana Indonesia’ sebagai media ko- 
munikasi, juga tampil dengan edisi khusus yang 
mengisi dan menyebarkan kurikulum tingkat 


yang memproduksi Sari Ayu Martha Tilaar Kosmetika Indonesia. 


mahir, tata kecantikan program P & K. Hal im 
selaras dengan kegiatan utama Puspita Martha 
sebagai pusat pendidikan dan ketrampilan wani- 
ta, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ke-! 
cantikan tradisional, serta mengembangkan ke- 
trampilan dan mempertahankan nilai budaya pe- 
ninggalan leluhur bangsa Indonesia, yang me- 
nyangkut segi kecantikan tradisional. 


SARAN | 


MARTHA IL AAR 


omar 


LC BI, menampilkan identitas pem атр tata mS n То 


Partisipasi yang lebih luas 
dalam pola kerja-sama 


Dalam usaha pengembangan budaya kecantik- 
an tradisional, Martha Tilaar tidak lengkap tan- 
pa disertai dengan pihak-pihak lain yang me- 
ngembangkan busana, perlengkapan busana dan 
etika. Salah satu usaha adalah membimbing 
pengrajin barang-barang perhiasan dari tanduk 
dan perak. Dengan demikian dapat diperoleh ba- 


Lomba Pangkas Rambut Pria oleh tukang cukur 
yang diselenggarkan KADIN JAYA dan Puspita Martha. 


rang-barang seperti sisir tanduk, tusuk konde, 
sirkam, kotak perhiasan dsb. dalam mutu yang 
lebih tinggi. Dan dapat dipasarkan ke luar nege- 
ri. Hal ini berarti, selain membantu pengem- 
bangan industri kecil, adalah sekaligus melestari- 
kan nilai-nilai budaya tradisional. 


Melalui program-program kerjasama dalam 
kegiatan sosial, antara lain Puspita Martha Me- 
nyelenggarakan gerakan sosial dengan BPKKS, 
show-show sosial untuk dana pembangunan 


gedung wanita di Nusa Tenggara Timur, di 
Medan untuk membantu anak Yatim Piatu, di 
Semarang dan sebagainya. 


Mungkin dapat dikatakan bahwa program 
Lomba Cipta Busana Indonesia 1984 yang di- 
adakan bulan Maret, adalah awal dari terbentuk- 
nya standar citra penampilan wanita Indonesia 
Modern. 

Program kerja sama antara kelompok Peran- 
cang Muda, Majalah Sarinah dan Sari Ayu Mar- 
tha Tilaar Kosmetika Indonesia, sepenuhnya 
mendapat perhatian dari Ibu Tien Suharto dan 
para pejabat tinggi lainnya. Program ini telah 
mencoba untuk menampilkan identitas bangsa 
melalui tata busana yang Indonesia. 


Dalam menjelang 15 tahun Puspita Martha, 
dibuka salon khusus di TM I I sebagai standard 
citra kecantikan budaya Indonesia. Satu lagi par- 
tisipasi Puspita Martha melalui berbagai cara 
dan kemampuan untuk mengisi pembangunan 
nasional. Dan sebagai anggota dari "Women 
World Banking’, Martha Tilaar wanita In- 
donesia yang sederhana, memikirkan lagi usaha 
membantu wiraswasta wanita Indonesia kelom- 
pok ekonomi lemah. Sukses lagikah dia ?. 
Mudah-mudahan, seperti yang telah dibuktikan- 
nya selama ini. 


e - 
Pengrajin dari Jawa Tengah terkenal dengan 
produknya yang mempun yai nilai seni tinggi. 


b al 
erusahaan farmasi Semoga usaha P.T.Tungg 


PT.TUNGGAL 


berhasil dalam mempelopori 
Usaha nasional mencukupi 
kebutuhan obat-obatan 
rakyat Indonesia" 


Suharto | 
Presiden Republik Indonesia 


1 


BUKU TAMU 


No. N AMA 


SOEHARTO. 


BLIR INDONESIA. 


CPIARARTA |} 
22 


P.T. Tunggal didirikan tahun 1952 di Jakarta. 
Yang pertama berdiri adalah sebuah apotik di Ja- 
lan Salemba Raya 17 Jakarta, apotik nasional pri- 
bumi pertama di Jakarta. 


Tahun 1954 usaha dikembangkan dengan ba- 
gian import dan distribusi. Pada tahun yang sama 
diselesaikan pula pembangunan suatu paberik 
obat dengan nama P.T. Abdi yang juga merupa- 
kan paberik obat nasional pribumi pertama di In- 
donesia. P.T. Tunggal adalah salah satu pendiri- 


PRESIDEN REP. 


Djabatan 


SEMOGA USAHA 

PT, TUNGGAL. BER. 

HASIL DALAM ME 
LOPORTI USANA 
МАЅГО МАД. MEN. 
TIYR ШРІ RERU. 
TUHAN OBAT -OBAZ 


RARTAT I NDUNE 
STA . 


”...bahwa berdirinya paberik ini bukan 
merupakan hasil kerja sebulan - dua 
bulan, juga bukan setahun - dua tahun 
melainkan delapan belas tahun! Ga- 
gasannya sendiri malahan lebih lama 
dari itu : sejak kita masih dalam perang 
kemerdekaan.” 


Ruang laminar flow 


nya. Paberik ini segera mendapat kepercayaan 
dari paberik-paberik obat terkenal di dunia seperti 
Hoechst AG., Bayer AG. dan Lepetit S.A. untuk 
membuat obat-obat mereka di negara kita. 


Tahun 1970 paberik obat kedua dengan nama 
Paberik Pharmasi Tunggal diresmikan pembuka- 
annya oleh Presiden Suharto. Dalam kata sam- 
butannya beliau antara lain mengemukakan : ”... 
bahwa berdirinya paberik ini bukan merupakan 
hasil kerja sebulan - dua bulan, juga bukan seta- 
hun - dua tahun melainkan delapan belas tahun! 
Gagasannya sendiri malahan lebih lama dari itu : 
sejak kita masih dalam perang kemerdekaan." 


Dalam perkembangannya, setapak demi seta- 
pak, sejak dibuka tahun 1970 usaha paberik 
Tunggal mencapai kemajuan yang cukup meng- 
gembirakan. Kegiatan yang terpenting di paberik 
ini adalah sterile filling. Untuk keperluan tersebut, 
paberik Tunggal telah dilengkapi mesin-mesin 
untuk sterile filling yang mutakhir. Bagian inilah 
yang memproduksi antibiotic injectables yang sa- 
ngat penting dalam usaha pemerintah untuk me- 
merangi TBC, penyakit kelamin, framboesia dan 
penyakit-penyakit infeksi lain, diantaranya obat 
suntik Streptomycin, Penicillin dan obat penyela- 
mat nyawa seperti Ampicillin dan Clavoran. Seka- 
rang Tunggal juga bekerja sama atas dasar lisen- 


У. " J na^ 
Р | У. 
A 
1 IF 4 л) 
MÀ 4 4 єї 
, E I : 
] 6 "1 Ы 
J РА. "U 
i Р | И 
SIE P, | * oU 2 
А _ жш De - Же; 
УУ 
Wh _: | X 
4 


| Ruang pembuatan Depo Provera 


Ruang pengepakan Depo Provera 


si atau kontrak kerja dengan Hoechst AG., Nord- 
mark-BASF, Sandoz Ltd., Beecham Pharmaceu- 
ticals Int'l Div., Upjohn International Corp., Carlo 
Erba Pharma Industry dan Heinrich Mack Nachf. 


Akhir tahun 1983 ruangan-ruangan baru telah 
dibangun khusus untuk pembuatan obat suntik 
kontrasepsi Depo Provera. Obat tersebut telah di- 
produksi di Tunggal selama 9 tahun atas dasar li- 
sensi dari paberik Upjohn. Obat suntik Depo Pro- 
vera diperlukan pemerintah dalam program ke- 
luarga berencana. Suntikan dari obat ini menjadi- 
kan wanita-wanita akseptor keluarga berencana 
tidak hamil selama 3 bulan. Pemakaian obat sun- 
tik Depo Provera sangat effektif bagi negara kita 
yang tinggi tingkat kelahirannya. 


Paberik bahan baku usaha patungan Tunggal dengan 
Beecham Pharmaceuticals International. 


Sekarang jumlah obat suntik Depo Provera 
yang dihasilkan paberik farmasi Tunggal, dengan 
pemakaian mesin-mesin yang baru dipasang, te- 
lah melebihi hasil produksi di negara asalnya sen- 
diri di Amerika Serikat. Seluruh obat-obat suntik 
yang dibuat di paberik Tunggal dibuat dengan 
mesin dan keahlian khusus yang sangat ketat 
pengawasan keamanan produksinya. 
Perusahaan yang termasuk Tunggal Group : 


1. P.T. Tunggal Sila Farma di bidang distribusi obat de- 
ngan cabang-cabangnya di : 


1. Jakarta 4. Surabaya 7. Palembang 
2.Bandung 5. Medan 8. Ujung Pandang 
3. Semarang 6. Padang 

perwakilan di : 
1. Tanjung Karang 3. Denpasar 
2. Banjarmasin 3. Menado 


2. P.T. Tunggal Putera di bidang distribusi kosmetik dan 
alat-alat rumah tangga dengan cabang-cabangnya di : 


1. Jakarta 4. Surabaya 
2. Bandung 5. Medan 
3. Semarang 


Usaha-usaha patungan Tunggal - Abidin Group : 


1. P.T. Hoechst Pharmaceuticals Indonesia, dengan 
Hoechst AG. Frankturt di bidang obat dan bahan baku. 

2. P.T. Beecham Pharmaceuticals Indonesia, dengan 
Beecham Pharmaceuticals International Division, Eng- 

` land, di bidang obat dan bahan baku antibiotika. 

3. P.T. Pulosynthetic dengan Hoechst di bidang bahan 
plastik. 

4. P.T. Chemidin Arya dengan Hoechst di bidang bahan ki- 
mia. 

5. P.T. International Cosmetics dengan Breightmet Ltd. di 
bidang kosmetik. 


Jumlah karyawan yang bekerja di dalam usaha-usaha 
Tunggal Group mencapai 1.600 orang. 


i DWIMA GROUP 


PERAN SERTA KAMI 
DALAM MENGISI 
PEMBANGUNAN NASIONAL 


Kantor Pusat DWIMA GROUP. 

WISMA ANTARA, Lantai 4. 

Jalan Medan Merdeka Selatan 17. Jakarta Pusat, Indonesia. 
345067 (4 lines) 343075 (3 lines) 
44492 DWIMA JKT 45711 BUL IA. 
Alamat Kawat : DWIMAJAYA JAKARTA. UTAMALINE JKT. 


Telepon 
Telex 


Dalam rangka ikut serta menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (REPELITA) Pemerintah. Orde Baru dalam mencapai cita- 
cita Bangsa Indonesia sebagaimana telah ditetapkan di dalam UUD 1945 
yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilandasi oleh falsa- 
fah Negara Pancasila maka kami dari sektor swasta dengan segala daya 
upaya, semangat serta kemampuan yarig ada ingin turut serta dalam era 
Pembangunan Bangsa dan Negara. 


Bahwasanya usaha Pembangunan yang telah dirintis oleh Pemerintahan 
Orde Baru mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas, maka 
kami memilih sebagian kecil dari usaha tersebut sebagai titik tolak dari ke- 
ikutsertaan kami. 


Untuk inilah pada tahun 1971 (PELITA |) kami mendirikan satu Badan Usa- 
ha dengan nama PT Dwimajaya Utama yang bergerak dibidang pengusa- 
haan hutan. 
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Dimulai dengan semangat membangun dan tempaan pengalaman pahit 
dari masa-masa sebelumnya, mula-mula kami hanya mengusahakan pe- 
nebangan diareal hutan seluas 40.000 ha. di daerah Kalimantan Tengah. 
Hasil produksi kami berupa kayu bulat/gelondongan kami ekspor ke Je- 
pang, Taiwan, Korea dan negara lain-lainnya. 


Tahun demi tahun usaha dan kemampuan kami terus berkembang dan 
dalam periode PELITA II areal hutan yang kami usahakan makin bertam - 
bah dengan masuknya PT Carus Indonesia, PT Kayu Waja, PT Hutan 
Mulya, PT Bina Dwimajaya dan PT Bina Wana Sejahtera didalam keluar- 

ga Dwima Group, sehingga dengan demikian areal yang semula hanya 

40.000 ha menjadi 625.000 ha. 

Dengan makin meningkatnya kemampuan kami maka kami menambah je- 

nis usaha baru yaitu usaha penggergajian kayu yang sekaligus dapat me- 

nampung tenaga kerja yang cukup banyak. Jumlah tenaga kerja yang ka - 
mi tampung ! menjadi kurang lebih 1.500 orang. 


MV MAJU TERUS sedang mengarungi Samudra Indonesia. 


Pada awal PELITA II, dalam rangka menunjang kebijaksanaan peme- 
rintah dibidang angkutan laut, usaha kami bertambah lagi dengan usaha 
jasa angkutan laut, dengan nama PT Bahana Utama Line, sebuah perusa 
haan pelayaran khusus luar negeri yang memberikan pelayanan jasa ang 
kutan kayu|dan barang-barang curah (bulk). Pada awalnya kami hanya me 
miliki dua buah kapal samudera saja kemudian usaha ini berkembang te - 
rus dan pada akhir PELITA II kami sudah memiliki 7 buah kapal samudera 
dengan angkutan yang kami layani bertambah pula yakni angkutan kayu, 
muatan curah dan muatan barang umum. 


Untuk turut serta memberikan jasa angkutan pelayaran antar pulau, 
kami telah memiliki Perusahaan Pelayaran Nusantara, PT Maskapai - 
Pelayaran Pulau Laut, yang sementara ini baru mempunyai dua buah ka- 
pal dengan jumlah bobot mati 5.541 ton. 

Sebagai perusahaan Pelayaran kami telah ikut serta mengemban tugas 
nasional di bidang angkutan laut yang mempunyai nilai strategis dalam 
masa perang maupun dalam masa:damai, sehingga dapat mempertinggi 
Ketahanan Nasional. 

Tenaga kerja yang dapat kami serap untuk usaha pelayaran ini terdiridari 
staff darat dan anak buah kapal yang jumlahnya ada 230 orang. 


Perincian dari kapal yang kami miliki adalah : 


NO. NAMAKAPAL BOBOT MATI DIBANGUN 
TAHUN 

I. Pelayaran Khusus Luar Negeri. 

; MV Trisakti 8.304 1975 

2. MV Berdikari 7.388 1975 

3. MV Tekad 6.301 1977 

4. MV Bulat 6.272 1977 

5. MV Gotong Royong 6.013 1978 

6. MV Merdeka - 6.587 1981 

7. МУ Маји Тегиѕ 4.584 1980 

Il. Pelayaran Nusantara 

8. MV Ibu Pertiwi 2.754 1978 
2.787 1980 


9. MV Nusantara 


Disamping mengoperasikan kapal-kapal milik sendiri, kami juga diberi ke- 
percayaan untuk mengageni perusahaan pelayaran asing umpamanya 
Sanko Steamship Co., Ltd., Tokyo, dan Asahi Shosen Co., Ltd., Tokyo. 


Pembuatan Kayu Lapis Ekspor di Pabrik 
PT Dwima Manunggal Raksa Wood Industries, Balikpapan. 


MAJU ТЕНЧУ 


Pada awal PELITA III dengan bekal ketekunan berusaha itikad baik 
dan benih-benih usaha yang kami lola dalam PELITA | dan PELITA II mulai 
menghasilkan dan terus tumbuh walaupun mendapat berbagai macam co- 
baan dan ujian yang berat terutama gangguan yang diakibatkan oleh per- 
kembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan, telah mengantar- 
kan kami untuk memasuki dunia industri perkayuan yang terpadu. Pada 
tahun 1981 kami mendirikan PT Dwima Manunggal Raksa Wood Indus- 
tries (PMDN) di Balikpapan, pembangunan pabrik tersebut selesai pada 
bulan Oktober 1983. Kapasitas produksi terdiri dari kayu lapis 74.200 m3, 
kayu gergajian 30.000 m3 dan panel papan (block board) 15.556 m3. Se- 
karang ini jumlah tenaga kerja yang telah kami tampung di pabrik ini ku- 
rang lebih 700 orang. 

Demikian perkembangan usaha-usaha kami selama PELITA I, PELI- 
TA Il dan PELITA III, dengan harapan dimasa yang akan datang DWIMA 
GROUP masih diberi kepercayaan untuk mengelola unit-unit usaha lain-: 
nya, sehingga cita-cita yang diidam-idamkan yaitu kesejahteraan Bangsa. 
dan Negara dapat tercapai. 

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha Bangsa kita 
untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiri- 
tuil. 
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PERAN SERTA 
— P.T. DHARMA NIAGA 
— DALAM PEMBANGUNAN. 


I. PENDAHULUAN 


Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, Usaha 
Negara ditetapkan kedalam 3 (tiga) bentuk hukum, 
yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan 
Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Perse- 
ro). 

Tujuan dari penetapan ketiga bentuk hukum Usaha 
Negara tersebut adalah untuk menciptakan kesera- 
gaman dalam cara menguasai, mengurus serta me- 
nyeragamkan bentuk hukum dari Usaha-Usaha Ne- 
gara, agar secara ekonomis dapat dicapai hasil guna 
dan daya guna yang setinggi-tingginya bagi kepen- 
tingan pembangunan dan kemakmuran bangsa dan 
negara. 

P.T. Dharma Niaga adalah salah satu Persero yang 
bergerak dibidang perdagangan dan jasa dalam arti 
yang seluas-luasnya. 

P.T. Dharma Niaga didirikan dengan Akte Notaris 
Soeleman Ardjasasmita S.H. No. 20 tanggal 28 De- 


sember 1970 dan disahkan dengan surat Menteri Ke: 


hakiman No. J.A. 5/8/15 tanggal 24 Pebruari 1971. 
Bila kita menoleh kepada masa-masa sebelum pendi- 
rian P.T. Dharma Niaga, maka dapat diketahui bahwa 
Perusahaan ini berasal dari 5 Perusahaan milik Belan- 
da yaitu: 


1. NV. Javastaal Stokvis 

2. NV.H.E. Oving Jrs ljzer & Staal 
3. NV.Koopman & Co. 

4. NV.Lettergieterij Amsterdam 

5. NV.Ruhaak & Co. 


Melalui proses pengambilan alih dan nasionalisasi, 
Perusahaan milik Belanda tersebut dijadikan P.T. Ne- 
gara, yaitu: 

PT. Wadja Djawa 

PT. Indonesia Steel & Eng. Corp. 
PT. All Technics 

NV. Lettergieterij Amsterdam 

PT. Gaja Remadja. 


Өт. RUIN 


Dir.Ut. PT. Dharma Niaga Drs. Abu Sadikin 


Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.19 
Prp tahun 1960, maka dengan PP No. 71 tahun 1961, 
didirikanlah P.N. Sinar Bhakti yang merupakan pele- 
buran dari kelima P.T. Negara tersebut di atas. 

Untuk memenuhi tuntutan yang ada, dimana Perusa- 
haan negara harus merupakan alat revolusi yang lebih 
mendekatkan pada maksud/tujuan mencapai masya- 
rakat adil dan makmur sesuai dengan azas-azas De- 
kon dalam bidang-bidang distribusi-koleksi-impor dan 
ekspor, maka dengan PP No.31 tahun 1964 didirikan- 
lah P.N. Dharma Niaga, sebagai kelanjutan dari P.N. 
Sinar Bhakti yang telah dibubarkan sebelumnya de- 
ngan PP No.30 tahun 1964. 

Beberapa tahun setelah kemenangan Orde Baru, dan 
dengan adanya Undang-undang No.9 tahun 1969, 
maka melalui PP No.22 Tahun 1470, P.N. Dharma 
Niaga dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Per- 
seroan (Persero) Dharma Niaga, yang kemudian di 
Akte Notariskan seperti tersebut di atas. 

Setelah menilai perkembangan Persero-Persero 
Niaga dalam beberapa tahun semenjak pendiriannya, 
maka Pemerintah melakukan penyederhanaan Per- 
sero Niaga, dimana P.T. Satya Niaga dilikwidir dan 
hasil likwidasi digabungkan kedalam P.T. Dharma 
Niaga. 

Pada saat permulaan pendiriannya, P.T. Dharma 
Niaga mempunyai modal dasar sebesar 
Rp. 525.000.000,- dimana Rp. 350.000.000,- sudah 
disetor penuh oleh Pemerintah dan pendiri, sedang- 
kan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- masih belum 
dikeluarkan. 

Untuk pertama kali P.T. Dharma Niaga dipimpin oleh 
Direksi yang terdiri dari Drs. Abu Sadikin selaku Presi- 
den Direktur, Drs. Moechtar dan Ir. D. Ardisasmita ma- 
sing-masing sebagai Direktur. 

Disamping itu diangkat pula Drs. Ahmad Din sebagai 
Presiden Komisaris dan Drs. Iman Suripto sebagai 
Komisaris. 


Sesuai dengan akte pendiriannya, ruang lingkup ke- 
giatan P.T. Dharma Niaga adalah perdagangan dalam 
arti seluas-luasnya, dan bidang perdagangan teknik 
pada khususnya. 

Disamping itu juga bertindak sebagai kontraktor 
proyek-proyek, melakukan asembling dan reparasi 
mesin-mesin produksi/mesin-mesin listrik, memberi- 
kan jasa khususnya dalam bidang teknik. 

Dengan berkembangnya situasi dan kondisi maka se- 
suai dengan PP No.3 tahun 1983, maksud dan tujuan 
Persero pada umumnya, dimana P.T. Dharma Niaga 
merupakan salah satu dari Persero itu, adalah: 


a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan per- 
ekonomian negara pada umumnya dan penerima- 
an negara pada khususnya. 

b. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapat- 
an. 

C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 


Ibu Tien Soeharto mengun- 
jungi stan PT. Dharma Niaga 
dalam Pekan Nasional 
Sayur-sayuran dan Buah- 
buahan di Ancol. 


barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak. 


d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang be- 
lum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan ko- 
perasi. 


e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat 
melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan 
antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, 
baik dalam bentuk barang maupun bentuk jasa de- 
ngan memberikan pelayanan yang bermutu dan 
memadai. 


f. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepa- 
da sektor swasta, khususnya pengusaha golongan 
ekonomi lemah dan sektor koperasi. 


g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksa- 
naan kebijaksanaan dan program Pemerintah dibi- 
dang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. 


ll. PERKEMBANGAN PERUSAHAAN 


Semenjak pendiriannya, Direksi P.T. Dharma Niaga 
telah berusaha seoptimal mungkin dengan daya dan 
dana yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang 
dimak sudkan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 
pada umumnya, serta target tahunan Perusahaan 
pada khususnya. | 
Secara bertahap dilakukan perbaikan dan penyem- 
purnaan dibidang organisasi personalia, operasional, 
keuangan, administrasi pembukuan dan pengawasan 
Intern Perusahaan. 
Pada tahun 1974/1975 Perusahaan mendapat keper- 
cayaan antara lain dalam pengadaan stock nasional 
besi plat/komponen pergudangan dan pengimporan 
semen serta barang kebutuhan proyek-proyek Peme- 
rintah dan Swasta untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri yang semakin meningkat. | 
Kemudian dengan digabungkannya P.T. Satya Niaga 
ke dalam P.T. Dharma Niaga pada tahun 1976, maka 
jenis kegiatan dan komoditi Perusahaan bertambah 
dengan kegiatan distribusi barang-barang kebutuhan 
massa dan kegiatan ekspor hasil bumi. 


Dalam tahun-tahun berikutnya perkembangan Per- 
usahaan semakin mantap. Pada tahun 1980 P 
Dharma Niaga diberikan kepercayaan dalam menya- 
lurkan kendaraan ex Corps Diplomatik dan Lembaga 
Internasional lainnya. 

Pada tahun 1981 P.T. Dharma Niaga ditunjuk sebagai 
importir pelaksana Pusat Pengadaan Besi Baja 
(PPBB). Tahun 1981 P.T. Dharma Niaga juga mulai 
aktif dalam impor pupuk dan penyaluran pestisida. 
Pada tahun 1983 dalam rangka pengendalian devisa 
dan penertiban impor barang-barang tertentu, maka 
P.T. Dharma Niaga mendapat kepercayaan pula sela- 
ku өн лы Terdaftar barang-barang industri kimia, ba- 
rang-barang jadi dari besi i | 
bees sk um bd dan baja, minyak pelumas 
PT. DHARMA NIAGA mendapat kepercayaan pul 
selaku Importir Terdaftar Kelompok Produk fades 
Kimia, Kelompok Produk Industri Tekstil Kelom E. 
Produk Industri Mesin, Mesin Perlengkapan i 
Suku Cadang, Kelompok Produk Industri Listrik d 
Elektronika serta Kelompok Produk Industa paksa 


Kegiatan Perusahaan dalam menunjang program Pe- 
merintah sangat positif antara lain disebabkan peng- 
adaan barang yang strategis, bisa menekan harga 
atau paling sedikit stabilitas harga bisa dipertahankan 
untuk waktulyang relatif cukup lama. Kegiatan yang 
bersifat counter vailing P.T. Dharma Niaga mempu- 
nyai peranan yang tak kecil, hingga terlaksana peng- 
hematan anggaran Pemerintah. Dalam konteks pem- 
binaan Golongan Ekonomi Lemah, P.T. Dharma 
Niaga pun telah memperlihatkan partisipasinya be- 
rupa pemberian kesempatan pada pengusaha pribu- 
mi untuk penyalur barang-barang yang diperdagang- 
kan oleh Perusahaan. 


Dilain pihak kini sedang giat-giatnya dikembangkan 
badan usaha dalam skala besar, yang ke hulu mem- 
bantu memasarkan barang-barang yang dihasilkan 
oleh para produsen. 

Sementara ke hilir membantu pengadaan bahan baku 
bagi kelangsungan serta kesinambungan produksi 
para produsen yang sekaligus dibantu pula oleh P.T. 
Dharma Niaga pengembangannya. 

Secara kwantitatif perkembangan Perusahaan sangat 
menggembirakan baik omzet maupun laba kotor yang 
dihasilkan, disamping organisasi dan personalia. 


— Omzet meningkat dari Rp. 1.513,4 juta (index 100 
Yo) pada tahun 1971 menjadi Rp. 128.831,5 juta 
(8513 Yo) pada tahun 1983 (sementara). 


— Laba kotor meningkat dari Rp. 360,3 juta (index 
100 Yo pada tahun 1971) menjadi Rp. 11.929,6 juta 
(3311 Yo) pada tahun 1983 (sementara). 


— Divisi dibidang Komersil di Kantor Pusat bertam- 
bah dari 3 pada tahun 1971 menjadi 11 pada tahun 
1984, yaitu Divisi Barang Tehnik, Divisi Barang Ke- 
butuhan Pertanian, Unit Formulation Plant, Divisi 
Bahan Kimia, Divisi Bahan Baku Penolong, Divisi 
Bahan Bangunan, Divisi Barang Konsumsi Massa, 
Divisi Ekspor Hasil Industri, Divisi Ekspor/A.P. Ha- 
sil Pertanian, Unit PAR, Unit Pengolahan Seng, 
Unit Coldstorage. 


— Cabang/Perwakilan/Unit yang merupakan jaring- 
an operasional, berkembang dari 20 buah pada ta- 
hun 1971 menjadi 34 buah pada tahun 1983, yaitu 
Medan, Sibolga, Padang, Pekanbaru, Pematang 
Siantar, Palembang, Baturaja, Bengkulu, Teluk- 
betung, Semarang, Pontianak, Bandung, Cirebon, 
Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Malang, 
Jambi, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Den- 
pasar, Cakranegara, Kupang, Ujung Pandang, Pa- 
lu, Menado, Ambon, Kendari, Pare-Pare, Unit 
Coldstorage dan Unit Pengolahan Seng di Palem- 
bang, P.A.R di Kantor Pusat dan Surabaya. 


— Bila pada tahun 1971 barang-barang yang diper- 
dagangkan terbatas pada barang-barang teknik, 
mesin-mesin/alat-alat besar saja, maka pada de- 
wasa ini P.T. Dharma Niaga telah dapat memper- 
luas jenis barangnya. Barang-barang tersebut an- 


tara lain bahan-bahan baku dan barang-barang 
untuk kebutuhan sektor industri yang meliputi 
wood pulp, caustic soda, tinplate, ship plate, steel 
wire rope. Selain itu juga bahan bangunan dianta- 
ranya besi beton, semen, aspal, kawat-kawat, pi- 
pa, seng, barang-barang konsumsi massa seperti 
makanan minuman, kertas dan alat tulis kantor, 
alat-alat kesehatan dan kedokteran, obat-obatan. 
Seterusnya disektor pertanian antara lain pupuk, 
pestisida, sprayer dan alat-alat pertanian, sedang- 
kan barang-barang ekspor/antar pulau meliputi la- 
da, kopi, hasil perikanan, hasil pertanian dan hasil 
industri. 


Personalia bertambah dari 326 orang pada tahun 
1971 menjadi 916 orang pada akhir Maret 1984, 
sedangkan Direksi yang pada tahun 1971 berjum- 
lah 3 orang telah bertambah menjadi 5 orang se- 
menjak tahun 1976 sampai sekarang. 


yan Kepala Kanwil Р 
epabrik Unit Seng F 
— — | 


ЇН. MENGHADAPI MASA DEPAN 


Dengan memperhatikan situasi perekonomian, Repè- 
lita IV, peluang-peluang usaha yang ada serta posisi 
dan kekuatan/kelemahan Perusahaan, maka telah di- 
tetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai Per- 
usahaan baik jangka panjang, menengah maupun 
jangka pendek. 

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut ditetapkan 
pula strategi dasar Perusahaan meliputi management, 
operasional, keuangan, organisasi dan personalia. 
Sasaran jangka panjang Perusahaan adalah bahwa 
Perusahaan harus mampu berperan dan memberikan 
sumbangan yang nyata dan mewujudkan sasaran-sa- 
saran pembangunan yang telah digariskan dalam Ga- 
ris Besar Haluan Negara dengan melaksanakan seca- 
ra aktip kebijaksanaan dan program Pemerintah dibi- 
dang perdagangan yang meliputi antara lain: 


(1. Ekspor 
Melaksanakan dan mengembangkan ekspor 
non minyak terutama komoditi yang mempu- 
nyai kaitan dengan mata pencaharian rakyat 
banyak dan mengefektifkan pemasaran komo- 
diti tersebut sehingga dapat lebih mengun- 
tungkan pihak produsen. 


(i) Impor 

Melaksanakan impor untuk memenuhi kebu- 
tuhan akan barang dan jasa yang belum atau 
belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam 
negeri, khususnya barang modal dan bahan 
baku serta bahan penolong yang diperlukan 
untuk pembangunan diberbagai sektor serta 
untuk memberikan perlindungan yang wajar 
bagi industri dalam negeri dan sekaligus me- 
nunjang usaha peningkatan efisiensi produksi 
barang-barang dalam negeri. 


(1). Distribusi 

— Memantapkan dan melancarkan pengada- 
an bahan baku bagi para produsen ekonomi 
lemah dan membantu pengembangan jalur 
pemasaran hasil jadinya. 

— Memantapkan dan melancarkan penyebar- 
an barang-barang modal, bahan-bahan 
pembangunan dan barang-barang strategis 
lainnya yang diperlukan masyarakat dalam 
rangka stabilisasi pengadaan dan harga. 


(iv). Koperasi 
Mengadakan kerja sama yang lebih erat de- 
ngan Koperasi dibidang pengumpulan dan pe- 
nyaluran hasil produksinya. 


(v) Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah 
Mendorong dan membantu para pengusaha 
golongan ekonomi lemah disektor perdagang- 
an antara lain dengan memberikan bimbingan 
pembinaan serta mengadakan kerja sama 
agar para pedagang golongan ekonomi lemah 
menjadi wiraswasta yang baik. 


Sasaran menengah menetapkan rangkaian usaha un- 
tuk mengokohkan landasan yang mencakup uraian 
sebagai berikut: 


(i) Perusahaan harus mempunyai landasan ke- 
giatan usaha yang mantap dimana kegiatan 
yang bersifat rutin dari Perusahaan dapat 
menghasilkan laba yang cukup untuk meriutup 
biaya Perusahaan maupun untuk membiayai 
pertumbuhan Perusahaan. 

(ii). Perusahaan harus mempunyai posisi yang 
kuat, baik dalam pengadaan maupun pema- 
saran. Hal ini berarti bahwa dalam pengadaan 
barang yang 'diperdagangkan, Perusahaan 
mempunyai sumber supply yang terjamin, se- 
dangkan dalam pemasaran barang-barang, 
Perusahaan mempunyai market share yang 

= cukup kuat. 

(iii). Perusahaan harus mempunyai organisasi 
yang cukup tangguh dilengkapi dengan teria- 
ga-tenaga yang memenuhi syarat-syarat baik 
dalam kwalitas maupun kwantitas, sehingga 
mampu menangani berbagai kegiatan perda- 
gangan dalam skala besar. 

(iv). Perusahaan harus mempunyai sarana-sarana 
yang memadai untuk menunjang kegiatan usa- 
hanya serta pertumbuhannya yang meliputi 
antara lain: 

— Gedung-gedung untuk kantor. 
— Gudang-gudang. 
— Sarana-sarana angkutan. 


Sedangkan sasaran jangka pendek dituangkan dalam 
rencana kerja setiap tahun yang memperhatikan ke- 
mampuan Perusahaan, Iklim Dunia Usaha serta Kebi- 
jaksanaan-Kebijaksanaan Pemerintah. 


PT. PANTJA NIAGA 


Kantor Pusat. Jl. Kramat Raya: 94—96 Jakarta 
Telepon 346071 (9 saluran) Telex 44208, 44311 


P.T. Pantja Niaga pada mulanya didirikan sebagai perusahaan dagang dengan nama CTC di Bukittinggi Sumatera dengan 
tugas melayani kebutuhan TNI pada akhir tahun 1947. 

Pada akhir tahun 1949, CTC direorganisir di Jakarta. Sejak itu usahanya diarahkan ke bidang ekonomi dan digunakan 
oleh Pemerintah sebagai alat di bidang perdagangan dan dapat memelopori usaha-usaha dagang nasional dengan tujuan mendapat 
kedudukan yang kuat di dunia perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun di arena perdagangan luar negeri. 

Dalam tahun 1961 CTC menjadi Perusahaan Dagang Negara dengan nama PDN Tri Bhakti. Tiga tahun kemudian namanva 
dirubah menjadi P.N. Pantja Niaga. Dan sejak tahun 1971 P.N. Pantja Niaga dirubah menjadi Persero dengan nama P.T. Pantja 
Niaga. Melalui berbagai macam pengalaman P.T. Pantja Niaga sekarang telah menjadi salah satu perusahaan nasional terkuat di 
Indonesia di bidang impor, ekspor, distribusi dan perdagangan antar pulau. 


Ekspor : hasil-hasil pertanian, industri, handicraft. Keagenan a.l. : David Brown Tractor, England ~ Isuzu 
Distribusi : obat-obatan, pupuk, farmasi, kertas, semen, Motor Co., Japan - Daiichi Seiyaku Co., 

Japan , Prolabo, France - Omega, Tissot, 
Switzerland- Rotring Werke, West Germany 
Senoh Corporation, Japan Universal, U.S.A. 
Impor : bahan baku untuk kebutuhan pabrik-pabrik. Copam Computer, Taiwan 


barang-barang Unilever dan hasil-hasil 
industri dalam negeri lainnya. 


Susunan Direksi : 


Djukardı Odang — Presiden Direktur 
R. Soedarno — Direktur Mohd. Heyder — Direktur 
Drs. Tanael Adam — Direktur R. Moesworo — Direktur 


Cabang-cabang/Perwakilan diIndonesia adalah : 


Banda Aceh Pekan Baru Bandung Yogyakarta Ujung Pandang Manado 
Medan Pangkal Pinang Cirebon Surabaya Palu Denpasar 
Padang Palembang Cilacap Banjarmasin Poso Bengkulu 
Jambi Teluk Betung Semarang Balikpapan Gorontalo 

Perwakilan-perwakilan di luar negeri adalah : Anak-anak Perusahaan adalah : 

* Tokyo — Central Trading Company (Japan) Ltd. * Р.Т. Pantja Motor * P.T. Djengger Tour 

* Bangkok — Tribhakti Corporation (Thailand) Ltd. * Р.Т. Tri Sari Veem * P.T. Pantja Bangun Kontrakting. 
* Amsterdam — В.У. Handelmaatschappy ' Unipro”. 


* Cleveland, Ohio — Pantja USA, Inc. 
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РТ. PANTJA BANGUN KONTRAKTING 


Gedung СТС, Lanta: 4, Telepon 349891, 377023, 346684 dan 340071—9 saluran 
J Kramat Fave 4-96 Jakarta BIRO PERJALANAN UMUM PT.TRI SARI 
VEEM & EXPEDISI MUATAN KAPAL LAUT 
engineering dan kontrakting. . (TOURS & TRAVEL) Kegi aten : 
- GEOUNG C.T C. SARAH KRARATRAYA 94—96 JAKARTA e INTERN ATION AL FREIGHT FOR- 
: IZIN USAHA : 06/0 .2/8PU/IV/82 
1. Pembangunan Proyek M icro Hydro Power Plant di WARDING 
Angkup Aceh. 
WAREHOUSING 
2. Perpanjangan Landasan Lapangan Terbang Biang 
wed а j MELAYANI : TRANSPORTATION 
3. Pembangunan Gedung SD Inpres (3 lantai) di Ke- CUSTOM CLEARANCE 
mayoran Jakarta. кык кеч ot CONTAINER FREIGHT STATION 
4. 437 unit rumah PT. Perkebunan XI di Bogor, Sukabu- LUAR NEGERI CONTAINER YARD 
mi dan Banten. ә 
5. Ryadh Office Traffic Building (3 lantai) di Saudi Ага- PAKET WISATA 
bia | Kantor Pusat : Jl. Ambon No. 1, 
6. Gedung Keuangan Negara (3 lantai) di Balikpapan. PENGURUSAN DOKUMEN PERJA- tilpon : 493280, 494464 
7. Pemasangan lift & AC sentral Gedung Depdag (12 LANAN telex : 49440 
lantai) Jakarta. ut dag 
8. Gedung Kantor P.T. BWI (2 lantai) Tanjung Priok. PESANAN HOTEL Tanjung Priok 
9. Membangunan jalan Persahabatan di Rawamangun Kantor Cabang : Jl. Sulawesi II, Pos Ill, 
Jakarta. tlpon : 372373 
10. Gedung XEROX (2 lantai) di Balikpapan. telex : 51305 
11. Gedung Latihan PJKA (2 lantai) di Yogyakarta. ) i 
12. Gedung Kejaksaan Tinggi (2 lantai) di Semarang. RAWAT : DJENTOUR BELAWAN 
13. Pabrik pupuk ASEAN di Lhokseumawe Aceh. TELEX - 011 — 4208/4311 DJENGGER Kantor Perwakilan Jl. Kramat Raya 94 - 96, 
14. Gedung Serbaguna (2 lantai) Pergudangan Pemerin- А tlpon : 351972, 346071 
3 mba TN APER TELEPON : 346071 (9 saluran) Pst. 240, telex : 011 — 44208, 
me e NS 247, 335 LANGSUNG 343339 - 011 – 44311 Jakarta. 
Cabang-cabang adalah di : 377458 — 342278 
Jl. Prof. Yamin SH No. 6 
Banda Aceh Yogyakarta 
Medan وا‎ uiia : B.N.I. 1946 tilpon : 516878 


Semarang Palu CABANG KRAMAT telex : 51837, MEDAN. 
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ISUZU DumpTruck dibuat berdasarkan 
pengalaman kami yang 
bertahun-tahun dalam bidang 

industri dan telah melewati 

prestasi yang 
gilang gemilang. 


SOLE AGENT AND ASSEMBLER OF 
ISUZU MOTORS PRODUCT 


°“ РТ PANTJA MOTOR 
di _ JL. KARANG BOLONG RAYA 2A — ANCOL BARAT 
TELP. : 673980 - 680204 - JAKARTA 
е | Telex 42640 pentja is 
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Mobil Oil Indonesia, Inc. 


Postal Address: Post Bag 400, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. 
Office Address: Ratu Plaza Office Tower, Jln Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Indonesia. 
Tel: 711211 Telex: 47431 MOI IA 
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Pada saat P.T. USINDO baru mulai berjalan, aksi per- _ 


juangan pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik In- . : 
donesia makin meningkat. ‘ 
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perusahaan Bela cT telah di rasionalisir) d 
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oleh p үре sahaan r ga diatur dalam” bangan perusahaan. Pelebur 
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usahaan-perusahaan sangat mengganggu dalam cara ker- 
ja yang efficien, disebabkan oleh jumlah karyawan yang 
berlebihan. 


Derap pembangunan yang melaju sejak orde baru, memer- 
lukan tenaga-tenaga yang "Qualified", dan dalam pemba- 
ngunan yang berlangsung bertimbulan perusahaan-per- 
usahaan swasta nasional dan swasta asing yang dapat 
memberikan imbalan-imbalan yang lebih baik daripada per- 
usahaan negara kepada karyawannya. 


Karena persero-persero niaga pada awal tahun 70 an ber- 
ada dalam keadaan yang cukup berat, maka tidak dapat di- 
hindari terjadinya "brain-drain”, sedangkan yang tinggal 
adalah mereka yang setia kepada perusahaan. 


Kurun Waktu 1971 — Sekarang 
(Bentuk Perusahaan Persero). 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 
1971 tanggal 9 Juni 1971 ditetapkan pengalihan bentuk 
P.N. Tjipta Niaga menjadi perusahaan Perseroan (Persero) 
P.T. Tjipta Niaga. Pelaksanaan pendirian Persero ini terjadi 
pada tanggal 5 Oktober 1971. 


Sisipan. 


Kemudian, sejak tahun 1976 secara bertahap P.T. Ane- 
ka Niaga, yang dulunya berasal dari perusahaan Belanda 
yang dinasionalisir, secara bertahap dilebur kedalam P.T. 
Tjipta Niaga. 

Peleburan/penggabungan ini disahkan berdasarkan Rapat 
Umum Luar biasa para Pemegang Saham pada tanggal 27 
Januari 1981. 


Sebagai sebuah perusahaan milik Negara, perusahaan 
ini bukan saja bertujuan sebagai alat untuk meraih keun- 
tungan (profit-making) dan tempat berteduh yang aman 
dan mantap bagi karyawannya, tetapi juga dapat diandal- 
kan sebagai alat untuk membangun (development-unit) ba- 
gi Pemerintah maupun masyarakat dibidang perekonomi- 
an, khususnya bidang perdagangan. 


Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang niaga peran- 
an tersebut akan dapat diwujudkan apabila memiliki ke- 
mampuan pemasaran yang dapat diandalkan. 

Namun ini baru dapat dipenuhi apabila didukung oleh sum- 
ber-sumber barang yang mantap dan oleh pengelolaan da- 
na serta sarana-sarana penunjang lainnya dengan cara 
yang efektif dan efisien. 


Ini merupakan ciri-ciri dari suatu trading house, suatu pe - 
ranan dan fungsi yang secara sadar merupakan sasaran 
dari P.T. Tjipta Niaga. 


Tugas-Tugas dan Peran yang diharapkan dari 
Persero Niaga. 


Empat tugas pokok yang pernah diberikan oleh Menteri 
Perdagangan dan Koperasi, yaitu : 


a. Persero Niaga dituntut untuk berperan ganda yaitu di- 
samping memperoleh keuntungan usaha bagi negara, 
sekaligus juga memberikan manfaat sosial berupa pe- 
merataan sejauh mungkin barang-barang kebutuhan 
rakyat untuk meningkatkan pendapatan mereka. 


. Persero Niaga merupakan peserta aktif dalam program 
stabilisasi Ekonomi Nasional. 


Persero Niaga merupakan pembina ekonomi lemah dan 
koperasi, Persero Niaga dituntut untuk memberikan du- 
kungan kepada mereka, menyediakan bahan baku, 
bahan penolong dan barang modal yang mereka perlu- 
kan. 


. Persero Niaga merupakan perintis dalam berbagai ke- 
giatan ekonomi yang meliputi kegiatan ekspor, impor 
dan distribusi. Persero Niaga dituntut untuk mampu me- 
lakukan inovasi-inovasi, mengadakan indentifikasi per- 
kembangan pasaran dan mengintrodusir produk yang 
dapat meningkatkan produktifitas rakyat. | 


Dalam pembangunan yang sedang berlangsung per- 
kembangan produksi yang cepat, belum dapat diimbangi 
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oleh kegiatan pemasaran dan pendistribusian yang mema- 
dai, hal mana dapat tercermin antara lain dari harga yang 
belum seimbang dalam arti horizontal (antar daerah) dan 
vertikal (antar tingkat kegiatan ekonomi) serta penerima 
an para produsen yang rendah terutama produsen kecil. 


Untuk makin meningkatkan peranan dari lembaga-lem- 
baga pemasaran yang ada, sudah sejak lama dilontarkan 
gagasan menghidupkan kembali peranan Trading House. 
Sebenarnya peranan Trading House ini bukan hal yang 
asing dinegara kita karena dapat dilihat dimasa lalu sewak- 
tu masih adanya kelompok usaha yang disebut sebagai 
"The Big Five". Di beberapa Negara seperti Jepang dan 
Korea, justru Trading House mereka telah berhasil secara 
. aktif mendorong perkembangan perekonomian Медага- 
negara yang ber sangkutan. 


Dalam peranannya, Trading House mempunyai tugas 
yang luas karena bergerak dalam pemasaran dan distribusi 
yang akan mencakup usaha-usaha meningkatkan tata per- 
dagangan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan sekali- 
gus meningkatkan "Bargaining Position" bagi komoditi 
ekspor diluar negeri serta memperluas pasar komoditi ek- 
spor Indonesia. 


Aktivitas dan peranan P.T. (Persero) Tjipta Niaga 


Dalam keadaan Persero Niaga yang cukup parah 
termasuk P.T. Tjipta Niaga dalam tahun 70 an, Pemerintah 
dihadapkan pada 3 alternatif dalam menghadapi persero- 
persero niaga : 


1. Membiarkan 
2. Membubarkan atau 
3. Memperbaikinya. 


Alternatif yang ketigalah yang menjadi pilihan dan oleh ka- 
renanya sejak tahun 1976 mulai dilakukan pembinaan- 
pembinaan secara aktif dan memberikan peranan yang je- 


Aktivitas P.T. Tjipta Niaga meliputi : 


I. Perdagangan ekspor yang meliputi komoditi antara 
lain: 

— Kopi, lada hitam dan lada putih, pala dan bunga pala, 
kulit manis, bungkil kopra, minyak sere, minyak kela- 
pa, makanan, kayu olahan, ijuk , pakaian batik, ber- 
agam macam barang kerajinan dan lain-lain. 


Il. Perdagangan impor yang meliputi komoditi antara lain : 

— Pupuk, semen, minyak pelumas, benang tenun, ker- 

tas, gabus, mesin, peralatan mengenai kesehatan 

dan optika, instrument laboratorium, bahan baku in- 
dustri dan lain-lain. 


Ill. Perdagangan distribusi dalam negeri meliputi komoditi 
antara lain : 
— Semen, pupuk, hasil pertanian, obat-obatan, ba- 
rang-barang Philips Unilever, tepung terigu, A.P.K.: 
alat dapur, pakaian jadi, sepatu, dan lain-lain. 


Pada saat terjadinya kelangkaan semen P.T. Tjipta 
Niaga melakukan pengimporan semen guna menghindari 
gejolak-gejolak harga semen di dalam negeri. Demikian pu- 
la saat terjadinya kelangkaan tepung tapioka, serta kelang- 
kaan bahan-bahan produksi dalam negeri lainnya. 


a. Perkembangan Perdagangan (hasil penjualan) tahun 
1978 s/d 1983 adalah (jutaan rupiah) sebagai berikut : 


a : 


Angka tahun 1983 perputaran yang merupakan perkira- 
an. 
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MENUNJANG PEMBANGUNAN BANGSA 
DENGAN MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA 
BAGI BANYAK BIDANG KEAHLIAN 
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Bahwa adanya tanda tanya dari beberapa pihak mengenai relevansi 
P.T. Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang mempunyai kegiat- 
an utama pada bidang Perdagangan Eceran Skala Besar (Toserba dan 
Supermarket), dengan era pembangunan dewasa ini, bukanlah merupa- 
kan hal yang tidak dapat dimaklumi. Bukan saja di negara yang sedang 
berkembang, bahkan di negara-negara yang sudah maju-pun, belum ba- 
nyak ditonjolkan betapa besar potensi dan peranannya di dalam pereko- 
nomian negara bersangkutan, baik bagi efisiensi tata-Niaga, peningkatan 
pendapatan produsen dan konsumen, penyerapan tenaga kerja yang 
amat besar (lebih kurang 10% dari seluruh tenaga kerja) serta pemerata- 
an pendapatan. Lebih lagi masalah ini makin complex, di negara sedang 
berkembang termasuk Indonesia, karena bukan saja menyangkut aspek 
ekonomis, tetapi nilai-nilai sosial, budaya dan citra yang sering kurang po- 
sitif karena peninggalan zaman kolonial. 


Apakah benar P.T. Sarinah masih relevan dan mempunyai potensi 
pada era pembangunan dewasa ini, akan diulas dibawah: namun sebe- 
lumnya baiklah disampaikan sejarah berdirinya P.T. Sarinah terlebih da- 
hulu. 


Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962. Pemancangan tiang perta- 
ma oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 April 1963 dan peresmian 
pembukaannya pada tanggal 15 Agustus 1966. 

P.T. Sarinah (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris No. 8 tanggal 4 
Oktober 1979 merupakan kelanjutan dari P.T. DSI Sarinah. 
Kelangsungan hidupnya penuh dengan gelombang pasang surut yang 
mencapai titik kritisnya pada tahun 1978. Dengan bimbingan dan petunjuk 
Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan serta partisipasi 
seluruh karyawan, titik-titik kritis terlampaui dan dewasa ini dalam tahap 
konsolidasi menuju lepas landas. Dari tujuan semula yang tidak sesuai de- 
ngan demokrasi ekonomi adalah untuk menjadi "leading and commanding 
position 

Namun tujuan Perusahaan dewasa ini justeru relevan dengan era 
pembangunan dewasa ini yakni 


a Sebagai sarana pemasaran hasil industri dalam negeri umumnya 


ex produksi ekonomi lemah khususnya yang pada saat didirikan- 
nya tidak mungkin dilaksanakan karena tingkat pertumbuhan in- 
dustri saat itu yang belum memadai, Dewasa ini barang-barang 


yang dipasarkan P T. Sarinah 80% ex produksi dalam negeri 


b Sebagai salah satu sarana menuju masyarakat adil makmur 


PERSERO 


Ji. M.H. Thamrin 11. Jakarta Telepon 323008 
P.O. Box 315 Telex 45141. 


Dengan demikian diharapkan akan menjadi stimulator, mediator dan 
partner golongan ekonomi lemah: berusaha merubah citra dan nilai-nilai 
sosial masyarakat pada profesi perdagangan eceran serta berusaha ber- 
partisipasi dalam merubah struktur tata niaga perdagangan eceran yang 
dewasa ini berat sebelah agar lebih berdaya guna, berhasil guna serta le 
bih mantap. 

Diharapkan kemudian juga dapat menjadi stabilisator baik harga maupun 
pengadaan. 

Korelasinya dengan golongan ekonomi lemah, selaras dengan nama "Sa- 
rinah" itu sendiri yakni satu konotasi nama masyarakat golongan bawah. 


Apakah benar persyaratan "memenuhi hajat hidup orang banyak" di- 

miliki Sarinah. Dari karakteristik pedagang eceran skala besar yang diha- 
rapkan menjadi “chain store” yang bersifat amat padat karya, memper- 
pendek/menyediakan pemasaran bagi produsen lemah dan yang pada gi- 
lirannya menciptakan pemerataan dan peningkatan pendapatan baik bagi 
produsen maupun konsumen, lebih lagi dilihat dari struktur tata niaga ecer- 
an, yang karena peninggalan zaman kolonial, bersifat berat sebelah, maka 
berdasarkan penafsiran yang tidak terlalu harfiah dan statis, tidak terlalu 
berlebihan bahwa persyaratan tersebut dapat terpenuhi. 
Bahwa jika kemudian berkembang dan cukup efisien, dapat dijadikan go 
public atau koperasi yang dimiliki bersama oleh para produsen atau kon- 
sumen dan merupakan usaha bersama berazaskan kekeluargaan: yang 
pertama-tama dititik beratkan adalah bahwa P.T. Sarinah harus menjadi 
unit usaha yang efisien dan sehat (sound). 


Masalah utama pada kelangsungan pembangunan yang akan datang 
adalah sumber pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan tingkat 
pertumbuhan Ekonomi pada Pelita IV sekitar 5% dan tingkat daya serap 
tenaga kerja kurang dari 3,2%. maka tambahan 9.3 juta tenaga kerja yang 
sebagian besar tidak trampil: syarat utama untuk mengatasinya harus di- 
ciptakan lapangan kerja yang padat karya. Perdagangan eceran skala be- 
sar (termasuk Sarinah) adalah salah satu diantaranya. Bahwa perdagang- 
an eceran skala besar secara modern masih langka di Indonesia. Peranan 
di negara-negara yang sudah maju lebih kurang 10% dari seluruh tingkat- 
an kerja diserap oleh sektor ini. satu jumlah yang-potensial. 


Penghematan pembiayaan devisa bisa diatasi dengan peningkatan 

konsumsi barang dalam negeri. Karena Pedagang Eceran adalah pos ter- 
depan dan fungsinya bukan saja melayani permintaan tetapi juga "men- 
сіріакап"пуа, maka peranannya cukup berarti. Berdasarkan data-data 
yang ada biaya tata niaga yang biasanya 2796 - 3096 dapat ditekan sekitar 
10926-1576 yang berarti pula kenaikan daya beli konsumen dan kemantap- 
an produsen. 
Bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan saat ini belum secepat sebagai- 
mana diharapkan, karenanya dapat dimaklumi, mengingat diperlukan se- 
gala daya upaya dengan resources yang ada untuk keluar dari masa-ma- 
sa kritis agar tetap survive, untuk kemudian menuju lepas landas dan self 
propelling growth.Direksi dan karyawan Sarinah dihadapkan dengan per- 
masalahan-permasalahan yang secara simultan harus diatasi: ibarat ge- 
rakan panca-muka, karena hanya dengan demikian masa-masa kritis da- 
pat diliwati. Pada saat tertentu harus sekaligus dilakukan : 


— Rehabilitasi/renovasi sarana-sarana physic yang sudah tua. 
Meningkatkan kesejahteraan karyawan yang jauh tertinggal. 
Meningkatkan daya saing 

Mencegah kebocoran. 

Mengatasi masalah-masalah penting yang tidak sedikit. 


Namun dengan adaptasi strategi dan pembinaan oleh Departemen Perda- 
gangan dan Departemen Keuangan maka telah dicapai keberhasilan yang 
cukup memadai. 


Didalam sejarah pertumbuhan P.T. DSI Sarinah dan P.T. Sarinah 
sampai dewasa ini telah beberapa kali mengalami penggantian tampuk 
pimpinan Perusahaan, yakni antara lain Bapak DR.R. Suharto, Bapak 
HAM Dasaad (alm.), Bapak Soebowo, Bapak J. Muskita Bapak Drs. S. 
Hadi Soenario dan dewasa ini Direksi dan Komisaris sebagai berikut : 


Direktur Utama : Zul Zaini 


Direktur : Moh. Ansar Sudirman S.E. 

Direktur : Drs. Ibrahim Arfan 

Komisaris Utama : Ir. Ibnoe Soedjono 

Komisaris : Drs. Soehadi M.A. 

Komisaris : В.Е. Soelaeman Kartasoemitra S.H. 


Adapun Cabang-cabang & Anak Perusahaan dewasa ini sebagai berikut : 


e Sarinah Nusantara 
Jalan Ir. H. Juanda 27, telp. 363331, Jakarta 
e Sarinah Bandung 
Jalan Braga No. 10, telp. 52798, Bandung 
e Sarinah Margahayu 
Jalan Bank Bumi Daya, Margasari Raya, Bandung 
e Sarinah Banyumanik 
Jalan Jati Raya, Perumnas Semarang 
e Sara Shinta 
Jalan Gajah Mada 64, telp. 289412, Semarang 
e Sarinah Surabaya 
Jalan Tunjungan No. 7, telp. 41935, Surabaya 
e Sarinah Malang 
Jalan Basuki Rakhmat 2-A, telp. 23523, Malang 
ө Dufree Sari/Diplomatic Shop 
Jalan M.H. Thamrin 11, telp. 327147, Jakarta 
e Setra Sari 
Jalan M.H. Thamrin 11, telp. 326090, Jakarta 
e P.T. Sarinitokyu Hotel Corp./Hotel Sari Pacific 
Jalan M.H. Thamrin No. 7, telp. 320962. 


Aktifitas-aktifitas lainnya : 


Ruang Pertemuan Miraca Sky Room 

Lantai XIV Sarinah, telp. 323008 ext. 514. 320722 
Office Space 

Lantai VIII, IX, X, XI, XIII 

Telp. 320722, 323008 ext. 350 
WASERA (Warung Selera Nusantara) 

Halaman Parkir Gedung Sarinah 

Jalan M.H. Thamrin 11, telp. 323008 ext. 258 
Warung & Puri Kopi Sarinah 

Jalan Majapahit 8, telp. 342910, Jakarta. 

Selain dari pada itu bergerak dibidang : 

Distributor, ekspor dan impor. 


Perkembangan Nilai Tambah (Value Added) Perusahaan. 


Salah satu cara untuk menilai tingkat pertumbuhan Perusahaan yakni 
dengan melihat value added-nya yang terdiri dari faktor-faktor : 

— Laba bersih sebelum pajak 

— Belanja pegawai 

— Biaya bunga 

— Penyusutan. 
Pada tahun 1977 sampai dengan 1983 memberikan gambaran sebagai 
berikut : (dalam jutaan Rupiah) 


1.675,611 


EE TN REE BI EC ee 


3.249.249 


1.891,200 2.377,500 


Secara lebih terperinci adalah sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) 
Jumlah 


Laba Belanja | Biaya | Penyusut- 
Usaha. | Pegawai. Bunga. | ап. bah 


Nilai tam 


Keterangan. 


1977 24,4 397.9 65.4 29,- 

1978 (472,7) 383,5 
1979 (737,8) 146,6 
1980 448.8 1.675,6 
1981 388.5 1.891,2 
1982 452.- 2.377,5 
1983 (EST) 639.0 3.294,9 
1984 (PROY) 558,0 


Adapun jumlah pendapatan usaha pada tahun-tahun tersebut menunjuk- 
kan gambaran sebagai berikut : 


Hasil Penjualan Hasil lain- 
Barang. lain. 


Jumlah Penda- 
patan Usaha. 


Keterangan 


1977 1.319,1 1.889,7 
1978 1.572,8 2.050,7 
1979 2.216,8 3.081,5 
1980 3.870,6 5.217,9 
1981 6.379,5 7.979,5 
1982 7.053,7 8.896,9 
1983 (EST) 9.100,9 11.762,6 
1984 (PROY) 12.964,8 15.794,9 


Jumlah karyawan Kantor Pusat dan Cabang sebagai berikut 


1977 KANG NET JE. SSeS 


774 798 819 1.086 | 1.128 | 1.291 | 1.293 


Jumlah karyawan P.T. Sarinah dan Anak-anak Perusahaan dewasa ini 
berjumlah : 2.837 Orang. 


Jumlah pengusaha ekonomi lemah yang memasarkan barang-barangnya 
ke Sarinah dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. 

Kalau pada tahun 1982 berjumlah Rp. 0,8 milyard, maka pada tahun 1983 
Rp. 1 milyard dan pada tahun 1984 = Rp. 1,4 milyard. 


Adapun jumlah pengusahanya dewasa ini mencapai 231 Pengusaha Eko- 
nomi Lemah. 


Di dalam jangka panjang, maka diharapkan P.T. Sarinah merupakan 
"chain store”, dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia, sehingga 
pada Pelita VI yakni sekitar tahun 2000 P.T. Sarinah bersama dengan pe- 
dagang ekonomi lemah dan koperasi telah menjadi "Tuan di rumah sen- 
diri”, semoga Tuhan YME meridhoiNya: Amien. 


Demikianlah gambaran singkat mengenai P.T. Sarinah, situasi dewa- 

sa ini, aspek ekonomi dan sosial budaya. relevansi danperansertanya di- 

dalam era pembangunan. Semoga realisasi untuk menjadi "Tuan di ru- 

mah sendiri,, pada Pelita VI, bersama-sama dengan Koperasi dan Peng- 

usaha Lemah, disektor perdagangan eceran, benar-benar dapat ridho dari 
Tuhan YME. Amien.- 
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S. Widjojo Centre 


TE Established Prestige Jakarta Office Location 


14 stories of first class accomodation 
A оар AE more than 
15.000 sg. metres. 


e Ground floor shopping arcade 
and one of Jakarta’s favourite 


International Restaurants. 
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PT. INDRA KARYA 
CONSULTING ENGINEERS 


JAKARTA : JL.DR.SAHARJO No.204A ТЕ! : 822824 TELEX 48336 IKA IA 
MALANG : JL. SURABAYA 


No 3A.TEL : 51311; 51463 TELEX 31083 IKA ML 


URAIAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN 


Perseroan PT. Indra Karya didirikan di Jakarta 
pada tahun 1972, bergerak dalam bidang pembo- 
rongan umum (general contracting). Pada perte- 
ngahan tahun 1978, Menteri Pekerjaan Umum 
selaku kuasa pemegang saham, telah melaksa- 
nakan usaha-usaha untuk mengembangkan pe- 
rusahaan dan mengubah bidang usaha dari pem- 
borongan umum menjadi jasa konsultansi teknik 
dan manajemen. Secara garis besar, bidang usa- 
ha tersebut meliputi : 


A. Jasa Konsultasi Teknik (Engineering) 
Perencanaan / penyiapan dan supervisi 
pelaksanaan dalam bidang-bidang seba- 
gai berikut : 

1. Pengembangan ketenagaan!listrik (Pem- 
bangkitan, transmisi dan distribusi). 

2. Pengembangan sumber daya air (ben- 
dungan, saluran irigasi dan perbaikan su- 
ngai). 

3. Prasarana perhubungan (jalan, jembatan 
dil.) 

4. Gedung bertingkat dan pabrik 

5. Pertambangan dan Industri. 


B. Jasa Konsultasi Manajemen 
Pemberian nasihat (advisory services) dan 
latihan dalam bidang : 

1. Manajemen Proyek 

2. Manajemen Bisnis (Manajemen sumber 
daya manusia, Manajemen keuangan dll.) 

3. Manajemen kearsipan (records manaje- 
men) 

4. Sistem Informasi (Management Informa- 
tion System). 


C. Lingkungan Hidup dan Pengamatan 
Proyek. 
Pelaksanaan analisa dampak lingkungan 
(Environmental Impact Analysis). 
1. Analisa dampak Lingkungan 
2. Pengamatan & Evaluasi manfaat proyek 
(Project Benefit Monitoring & Evaluation) 


Dalam rangka menunjang pelaksanaan pem- 
berian jasa konsultansi dibidang tersebut diatas, 
maka PT. Indra Karya telah memiliki sarana fisik 
yang cukup lengkap, seperti laboratorium meka- 
nika tanah & beton, pusat pengolahan data elek- 
tronik (computer), serta peralatan survai dan in- 
vestigasi. 


Adalah merupakan suatu kewajiban yang luhur 
bagi kita bangsa Indonesia untuk mensukseskan 
pembangunan nasional dewasa ini. 

Dalam jangka waktu 5 tahun ini, PT Indra Karya 
telah berperanan serta secara aktif dalam pem- 
bangunan nasional. PT Indra Karyatelah ikut aktif 
baik dalam studi kelayakan, analisa dampak ling- 
kungan, desain maupun supervisi untuk lebih dari 
35 proyek Pelita, di antaranya : PLTA Saguling, 
Proyek PLTA Cirata (Jawa Barat), Proyek Peng- 
embangan Wilayah Sungai Jatunseluna (Jawa 
Tengah), Proyek Tulungagung/Dam Wonorejo 
(Jawa Timur), Proyek Transmisi Sumatera Utara 
dan masih banyak lagi proyek-proyek pemba- 
ngunan besar di kawasan nusantara ini. 

Dewasa ini berbagai usaha telah dilaksanakan 
oleh Pemerintah untuk mempercepat proses alih 
teknologi dalam bidang Engineering dan konsul- 
tansi dari tenaga ahli asing sehingga di bidang ja- 
sa Konsultansi kita akan dapat menjadi tuan ru- 
mah di negeri sendiri. Memang sudah selayaknya 
pembangunan nasional yang makin lama diting- 
katkan ini ditangani sepenuhnya oleh putera pu- 
tera Indonesia sendiri. 

Selaras dengan usaha Pemerintah tersebut, PT 
Indra Karyapun telah pula ikut mengembangkan 
diri dengan meningkatkan kemampuan profesi- 
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^ PT. INDRA KARYA DALA à 
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nya. Sebagai hasil pertama dari usaha ini pada 
tahun 1982, PT Indra Karya telah dipercayai oleh 
Pemerintah dan Asian Development Bank (ADB) 
untuk ikut serta dalam pelelangan internasional 
(International Competitive Bidding) guna pe- 
nyiapan desain detail untuk proyek PLTA Seng- 
guruh di Jawa Timur. Tantangan ini telah disam- 
but dengan sukses, terbukti dengan telah ditun- 
juknya PT Indra Karya sebagai pemenang dan 
|. т uim mu 1. 
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e Prasarana Perhubungan 


telah dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan 
baik. 

Keberhasilan di atas telah menjadikan PT Indra 
Karya sebagai salah satu perusahaan jasa kon- 
sultansi nasional yang pertama yang dapat теп 
capai reputasi internasional. 

Dengan hasil itu, maka.harapan Pemerintah da- 
lam mengembangkan industri konstruksi nasio- 
nal pada umumnya,jasa konsultansi pada khusus 


nya, untuk berangsur angsur mengurangi peran 
tenaga ahli asing dalam pelaksanaan pemba- 
ngunan nasional sekarang ini sudah mulai tam- 
pak realisasinya. Dengan diberikannya kesem- 
patan dan dengan kesungguhan serta ketekunan 
kita, tidaklah berlebihan apabila kita mengharap-. 
kan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bah- 
kan dapat mengekspor teknologi ke negara ber- 
kembang lainnya. 
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PT. JASA MARGA (PERSERO) 
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION) 
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JALAN TOL JAGORAWI 


ta Timur. PO Box. 67 Kby. Jakarta Selatan. Cabel: JASA 
L sabang Jagorawi : Toll Plaza Taman 
o eo col Kecamat- 

] J, Sulawesi Selatan, Telpon : 


оп: 1056: -2197 Pontianak. Ranting 
antin Ian o kerto : Jembatan Tol 
rang : jalan Tol Arteri 

| 2,Serang Jawa Barat. 
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Jembatan Tol Citarum Rajamandala 


Pada tahun 1973, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan 
Umum telah mengemukakan perlunya Jalan Tol di Indonesia. Gagasan ini 
dimaksudkan sebagai salah satu alternatip untuk mobilitas sosial ekono- 
mi yang makin meningkat sebagai hasil pertumbuhan dan pening katan 

laju Pembangunan yang merupakan hasil nyata Bangsa Indonesia da 
lam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). 

Dengan adanya jalan yang baik, berstandar tinggi serta digunakan 
sesuai dengan fungsinya,maka kemacetan lalu lintas yang akan meng- 
hambat kelancaran distribusi barang, pengadaan bahan baku dan tenaga 


kerja dapat dihindarkan. Kemacetan biasanya timbul di Kota-kota besar 


yang justru sebagai pusat industri dan perdagangan, akan merugikan kota 
yang bersangkutan disamping akan menghambat perkembangan daerah- 
daerah yang dilayaninya. Untuk membangun jalan yang baik dan berstan- 
dar tinggi diperlukan biaya yang cukup tinggi, dimana apabila biaya pem- 
bangunan tersebut dibebankan pada APBN akan menimbulkan adanya 
ketidak adilan dan pemerataan,dalam penggunaan dana pembangunan, 
karena dana pembangunan akan terserap di kota-kota besar saja, se- 
dangkan daerah-daerah lainnya masih sangat membutuhkan. Oleh kare- 
na itu perlu diterapkan sistim tol dengan maksud agar jalan tersebut di- 
biayai sendiri (baik biaya pemeliharaan maupun biaya pembangunannya) 
oleh Para Pemakai Jalan yang telah menikmatinya dengan membayar tol. 
Dengan demikian penerapan sistim tol di Indonesia bukan hanya didasar- 
kan pada pertimbangan ekonomi saja tetapi juga mencerminkan azas pe- 
merataan dan azas keadilan. 


Sebagai perwujudan gagasan tersebut diterbitkan Peraturan Peme- 
rintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 dan dengan Akte Notaris 


Jembatan Tol Тао та. Ujung Pandang 


Kartini Mulyadi SH. Nomor 1 Tahun 1978 didirikan PT. JASA MARGA 
(PERSERO) yaitu satu badan usaha milik Negara berbentuk Persero yang 
diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola, memelihara dan 
membangun Jalan/Jembatan Tol di Indonesia. Hal ini pun telah diatur da- 
lam undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan, disamping 
itu menyebutkan pula bahwa pemilikan Jalan Tol tetap pada Pemerintah, 
karena jalan Tol merupakan satu kesatuan dengan jalan umum lainnya 
dan merupakan alternatip dari jalan umum yang ada. 


Jalan Tol Jagorawi, sepanjang 57 km merupakan Jalan Bebas Ham- 
batan yang dibuka untuk umum pertama kali pada bulan Maret 1978 dan 
peresmiannya dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto. 

Dalam perkembangan pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1983, 
telah diresmikan dan dibuka untuk umum lima Jembatan tol dan satu Jalan 
Tol sebagai berikut. 


@ Jembatan Tol Citarum Rajamandala (Jawa Barat) 
@ Jembatan Tol Tallo Lama di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) 
@ Jembatan Tol Sungai Kapuas di Pontianak (Kalimantan Barat) 


— == ea = Ta 


"säs UJ. a Е = EE mas = ана ә x = . LEO m = aa. =й. a жа = = = | 


Proyek Jalan Tol Jakarta - Tanggerang 


| = e Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Sumatera Utara). ig 
| M | A IT | | UM e Intra Urban Cawang- Grogol (DKI Jakarta) termasuk Cawang Inter 
MALA B! | IP n a | nge, Tebet Flyover, Kuningan flyover, dan Grogol flyover. 
"E | 83 Ü Pu. a e Jalan Tol Akses Cengkareng (Jawa Barat) 
it à u ü TE e Jagorawi Tahap II (Jawa Barat) 


Jalan Tol Padalarang - Bandung - Cilenyi (Jawa Barat) 


e Jalan Layang Tol Mayangkara di Wonokromo (Jawa Timur) 


PERDA DAN. 
e Jembatan Tol Mojokerto (Jawa Timur) 


e Jalan Tol Arteri Semarang Seksi B (Jawa Tengah). Dalam usaha memupuk dana untuk membiayai кирир 
e Jalan Pintas Tol Serang dan Jalan Pintas Tol Ciujung (Jawa Barat) dan Jembatan Tol tersebut, disamping didapatkan dari Pari 1983 
uang Tol, Pinjaman Dalam dan Luar Negeri. Pada tanggal 1 РӨ ik 
; PT. Jasa Marga (Persero) telah mendapatkan ijin dari Pemerintah и 
PEA BANO IW UN 


Menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi Jasa Marga Pertama deba ген 
Untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan Jalan bagi kota-kota besar warkan melalui Pasar Modal aa anja aan aah M me- 
atau daerah-daerah lain yang sudah berkembang, saat ini sedang dilaksa- nerbitan Obligasi Jasa Marga ua tahap pe 
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nakan pembangunan Jalan d ү lalui pasar modal pada tanggal 26 Sep , 

di 9 an dan Jembatan: тогвенара DI 40 milyar, dan penerbitan Obligasi Kedua tahap Kedua direncanakan bu 
e Jalan Tol Jakarta - Tanggerang 27 Km an Desember 1983 bernilai sebesar Rp. 60 milyar. T 
Jalan Tol tersebut diatas adalah merupakan bagian dari Jalan Penyelesaian Jalan-jalan Tol seluruhnya, kelak akan Цар ри тоз 
Tol Jakarta - Merak (Jawa Barat) maju untuk menciptakan Sistim Jalan Bebas Hambatan dan Sis 
seluruh Indonesia. 
e Jalan Tol Surabaya - Gempol (Jawa Timur). iliki Obligasi Ja: 
ini batan Tol dan atau memiliki OD'Ig 

Jalan Tol ini merupakan Tahap Pertama dari R _ Dengan menggunakan Jalan/Jem Ng: 
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e Jalan Tol Arteri Semarang (Jawa Tengah) Seksi A dan C Indonesia pada khususnya. 
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Dir. Utama P. T. Jasa Marga oleh ketua Bapepar 


Proyek Tebet Flyover, di Jakarta 


Investasi manusiawi. 


Alih teknologi. 


Sejak 1924 kami tekun mencari minyak bumi. Tetapi ba- 
ru 28 tahun kemudian -- yaitu pada tahun 1952 -- kami dapat 
berproduksi secara komersial. Hingga kini kami mempunyai 
peran penting dalam upaya mengembangkan sumber energi 
bagi Indonesia dan bagi dunia. Kami bangga dapat ikut serta 
dalam kegiatan pembangunan nasional dengan menerapkan 
program Indonesianisasi yang efektif. Mengembangkan sum- 


ber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja yang dapat diandalkan, dan merata- 
kan pemilikan pengetahuan merupakan syarat mutlak untuk 
meningkatkan hasil kerja. Kedua unsur ini merupakan bagi- 
an yang padu dengan kegiatan-kegiatan kami yang senantiasa 
dilandasi tekad untuk secara nyata melaksanakan investasi 
manusiawi dan alih teknologi. 


PT CALTEX PACIFIC INDONESIA 


Kontraktor Bagi Hasil — Pertamina. 


Jalan Tol Arteri Semarang, Jawa Tengah 


€ Jalan Layang Tol Mayangkara di Wonokromo (Jawa Timur) 

@ Jembatan Tol Mojokerto (Jawa Timur) 

€ Jalan Tol Arteri Semarang Seksi B (Jawa Tengah). 

@ Jalan Pintas Tol Serang dan Jalan Pintas Tol Ciujung (Jawa Barat) 


Untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan Jalan bagi kota-kota besar 
atau daerah-daerah lain yang sudah berkembang, saat ini sedang dilaksa- 
nakan pembangunan Jalan dan Jembatan Tol sebagai berikut : 


@ Jalan Tol Jakarta - Tanggerang 27 Km 
Jalan Tol tersebut diatas adalah merupakan bagian dan Jalan 
Tol Jakarta - Merak (Jawa Barat) 


@ Jalan Tol Surabaya - Gempol (Jawa Timur). 
Jalan Tol ini merupakan Tahap Pertama dari Rencana jalan Tol Sura- 
baya - Malang: 


@ Jalan Tol Arteri Semarang (Jawa Tengah) Seksi A dan C 


Posen 7 o Fav & Jakarta 


Proyek Jalan Tol Jakarta - Tanggerang 


e Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Sumatera Utara). 

e Intra Urban Cawang - Grogol (DKI Jakarta) termasuk Cawang Intercha- 
nge, Tebet Flyover, Kuningan flyover, dan Grogol flyover. 

e Jalan Tol Akses Cengkareng (Jawa Barat) 

e Jagorawi Tahap || (Jawa Barat) 

e Jalan Tol Padalarang - Bandung - Cilenyi (Jawa Barat) 


Dalam usaha memupuk dana untuk membiayai pembangunan Jalan 
dan Jembatan Tol tersebut, disamping didapatkan dari pengumpulan 
uang Tol, Pinjaman Dalam dan Luar Negeri. Pada tanggal 1 Pebruari 1983 
PT. Jasa Marga (Persero) telah mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk 
Menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi Jasa Marga Pertama yang dit 
warkan melalui Pasar Modal bernilai sebesar Rp. 23.718 milyar dan Pe 
nerbitan Obligasi Jasa Marga Kedua tahap pertama telah ditawarkan mè 
lalui pasar modal pada tanggal 26 September 1983, bernilai sebesar Rp 
40 milyar, dan penerbitan Obligasi Kedua tahap Kedua direncanakan bu: 
an Desember 1983 bernilai sebesar Rp. 60 milyar. 

Penyelesaian Jalan-jalan Tol seluruhnya, kelak akan merupakan langkah 
maju untuk menciptakan Sistim Jalan Bebas Hambatan dan Sistim 199 
seluruh Indonesia. 

Dengan menggunakan Jalan/Jembatan Tol dan atau memiliki Obligasi J8 
sa Marga, berarti Anda telah ikut berperan serta dalam Pembangunan? 
sional pada umumnya dan dalam pengembangan Jalan/ Jembatan To é 
Indonesia pada khususnya. 
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INTRODUCTION 


Having made use of the facilities extended by the Law on Foreign Ca- 
pital Investment (Law No. 1 Year 1967), KUMAGAI GUMI CO., LTD. 
and ATAKA CO., LTD. both wellknown Japanese enterprises and P.T. 
KONSULTASI PEMBANGUNAN of Indonesia established jointly in 
May 1972 a Joint Venture Company called P.T. KADIHNTERNATIO- 
NAL under the Laws of the Republic of Indonesia, dealing in general 
contracting business In indonesia. 

Due to its internal problems ATAKA CO., LTD. withdrew in September 
1976 as a Shareholder of said Company, while all its shares were pur- 
chased by KUMAGAI GUMI CO., LTD. 

The Indonesian participation was increased from 20 % Shareholding 
at incorporation of the Joint Company (1972) to 51 % within ten years 
of its establishment (1982). 


H.N. SUMUAL President Director P.T. KADI-INTERNATIONAL 


PARTICIPATION OF P.T. KADI-INTERNATIONAL 


IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF INDONESIA 


INITIAL OPERATION ACTIVITIES OF P.T. KADI- INTERNATIONAL DURING PELITA | 


In line with the favourable economic development of Indonesia marked by 
PELITA I: 1969-1974 (FIVE YEARS ECONOMIC DEVELOPMENT) and 
backed by the by the world wide experience of the foreign partners in gene- 
ral contracting operations, P.T. KADI-International began to step confiden- 
tly in the market opportunities in 1973. 


The scope of operations of P.T. KADI-International covers the field of Engi- 
neering and General Constructions which includes but not limited to the 
construction of roads, bridges, airfields, irrigation systems, port facilities, 
pipe-lines, steel and concrete tanks, buildings, industrial plants and facili- 
ties, housing complex, power plants and distribution systems, contract mi- 


ning and logging. 


Bandung Technical Tramng Centre 

Construction penod 1973 - 1974 

Employer | Ministry of Education and Culture 
Repubhc of Indonesia 


This Joint Company established in the midst of PELITA I, initially had to fa- 
ce some difficulties in getting construction contracts. Until the end of men- 
tioned PELITA only a few projects had been awarded to this Company a.o. 
the construction of Bandung Technical Training Center and the construc- 
tion of Section 1, Kotamobagu — Duloduo Road of the A.K.D. Road Project 
in North Sulawesi respectively owned by the Ministry of Education and Cul- 
ture and the Ministry of Public Works and Electric Power of the Gover- 
nment of the Republic of Indonesia and the construction of the buildings of 
Manufacturing Plant of P.T. Teijin Indonesia Fibre Corporation (P.T. TIFI- 
CO) in Tangerang nearby Jakarta beside some small projects in Pontianak 
(West Kalimantan), Surabaya (East java) and Bandung (West Java). 


Surabaya/New Perak Steam Power Plant 

Construction Period : 1976 - 1978 

Employer Perusahaan Umum Lisnk Negara (State Electrical Enterprise) 
Ministry of Public Works and Electncal Power. Republic of Indonesia 
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PARTICIPATING ROLE OF P.T. KADIHNTERNATIONAL 
DURING PELITA И 


Entering PELITA II: 1974-1979 the economic condition in Indonesia beca- 
me brighter and a lot of economic development projects as planned either 
by the Indonesian Government or by private foreign and Indonesian inves- 
tors were in undertaking during this period. P.T. KADI-International based 
on its experience during PELITA | had been able to demonstrate its partici- 
pation in the development of Indonesia by undertaking various infrastruc- 
tural and facility projects in the economic, social and cultural fields throug- 
hout the Indonesian archipelago. 

During PELITA II the Indonesian Government gave high priority to the 
construction of roads including road betterments, harbour facilities, manu- 
facturing plants for cement, fertilizer etc, dams and canals for electrical po- 
wer plants and irrigation system, various electrical installations by Electri- 
cal State Enterprise, and particularly the construction of the Asahandam to 
mainly support and back up the huge alluminium manufacturing plant to 
beconstructed in Kuala Tanjung, Asahan in North Sumatra and many ot- 
hers all of them meant at raising the economic conditions of the country 
and as such to raise the social welfare of the Indonesian people. 


During those years the Joint Company P.T. KADI-International was en- 
trusted to undertake various, construction contracts a.o. Roads in North 
Sulawesi (Kotamobagu-Inobonto Road Betterment) and in North Sumatra 
(Tebing Tinggi-Rantau Prapat Road Betterment and Asahan Acces Road 
to the Smelter in Kuala Tanjung), Electrical Power Plants (Civil Works of 

Surabaya/New Perak Steam Power Plant), Diesel Power Plants in Sama 
rinda and Balikpapan in Kalimantan and Power Houses ina lot of places 
scattered over the entire archipelago, Harbour facilities in Bi tung (North - 

Sulawesi), Agricultural Training Centre in Ciawi and Vocational Agricultural 
High School in Bogor and many other projects of small and medium size 
owned by foreign and domestic enterprises as well in and around Jakarta. 


THE RAPID DEVELOPMENT GROWTH IN PELITA Ill 


The strong desire and firm will of the Indonesian Government in striving to 
increase the living standard and the social welfare of the Indonesian peo- 


ple, involves the government in continously developing the economic po- : 


tentialities during the PELITA Ill: 1979-1984 which mean that a lot of in- 
frastructural, industrial and facility projects etc. have to be undertaken. 
Such government policy and efforts provided a.o. construction opportunity 
for the national and foreign contractors and employment opportunity for the 
Indonesia manpower. Since the beginning of PELITA III P.T. KADI-Inter- 
national in association with KUMAGAI GUMI of Japan under the joint name 
KUMAGAI-KADII Joint Operation is in undertaking of Ujung Pandang In- 
dustrial Estate Projects, Way Seputih-Way Sekampung Irrigation Project, 
Wonogiri Irrigation Project, Jakarta-Cikampek Highway Project etc. beside 
other projects individually undertaken by P.T. KADI-International a.o. the 
construction of the LANDMARK Office Complex in Jakarta, ARUN LNG 


Ujung Pandang Industrial Estate Project (South Sulawesi) 
Contruction period : 1982-1985 
Employer : Ministry of Industry, Republic of Indonesia 


Tank Expansion Project, Petrokimia Phosporic Acid and By Products Plant 
Phase II in Gresik, Plywood Manufacturing Plants in Samarinda and Ujung 
Pandang. 

Notwithstanding P.T. KADI-International is relatively young in age (11 
years), its participation in the development process of Indonesia might be 
well shown by the hereunder stated figures as follows : 


PELITA | CONTRACTS AMOUNT MANPOWER EMPLOYMENT 
| Rp. 4.932.000.000. 250.000 man/day 
|| Rp. 34.304.000.000. 1.200.000 man/day 
111 Ар. 149.319.000.000 3.500.000 тап/дау 


PROSPECT IN THE COMING PELITA ГУ : 1984 — 1989 


The rapid development process in all fields in the coming PELITA IV shall 
still reguire the construction of lots of infrastructural and facility projects in 
the economic, social and cultural fields throughout the Indonesian archipe- 
lago and since it is the intention and firm will of the Management of P.T. KA- 
DI-International to strive to a more important role in the questioned that we 
have to raise the Company's technical, financial, managerial and competi- 
tive abilities. 


Way Seputih-Way Sekampung Irrigation Project (Lampung Province) 
Sekampung Primary Canals Bunut and Batanghari 
Contruction period : 1982-1984 
Employer : Directorate General of Water Resourcs , 
Development, Ministry of Public Works, Republic of Indonesia 


Tebing Tinggi - Rantau Prapat Highway Betterment (North Sumatra) 

Construction period : 1977 - 1980 

Employer : Directorate General of Highways. Ministry of Publik Works and 
Electrical Power Republic of Indonesia. 


erletak kurang lebih 100 km dari 
ibukota Sulawesi Selatan yang kini 
dikenal dengan nama 

Ujung Pandang, berdiri tegar 
sebuah bangunan di mana bergayut sebuah 


harapan yang segera akan menjadi kenyataan. 


Itulah Pabrik Gula Caming. Satu dari enam. 
pabrik gula yang dibangun oleh Pemerintah 
dalam langkah-langkah terpadu guna 
mewujutkan GBHN 1978 dan Pelita III yang 
menekankan bahwa upaya swasembada 
pangan adalah sasaran utama. 


Disamping itu pembangunan Pabrik Gula 
Caming ini juga dimaksudkan untuk menyerap 
tenaga kerja dan memberikan kehidupan lebih 
baik kepada warga dan petani di sekitar 
kawasan tersebut. 


Potensi agri-bisnis di Tanah Air yang besar ini 
memang memungkinkan untuk pengembangan 
usaha pertanaman/perkebunan seperti tebu. 
Untuk mengimbangi upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi ini, Pemerintah membangun 

6 pabrik gula baru di berbagai wilayah 

di Indonesia. 


Diantaranya adalah Pabrik Gula Takalar di 
Sulawesi Selatan, Pabrik Gula Subang di Jawa 
Barat, Pabrik Gula Sei Semayang II di Sumatra 
Utara, Pabrik Gula Cinta Manis di Sumatra 
Selatan, Pabrik Gula Ketapang di Lampung 
dan Pabrik Gula Caming sendiri di Sulawesi 
Selatan. 


MEKANISASI 


Dikelola oleh PTP XX, Pabrik Gula Caming 


memiliki luas areal 12000 ha, sekitar 30 prosen 
lebih luas dari areal terdahulu yang hanya 
9000 ha. 

Kapasitas produksinya mencapai 4000 ton 
tebu per hari, atau 120000 ton tebu sebulan. 


Pengelolaan pertanamannya dilakukan 
dengan sistim mekanisasi tanpa mengabaikan 
kehadiran tenaga manusia. Dengan 
pertimbangan matang, seperti hal-hal yang 
menyangkut masalah harga, performa 
peralatan serta dukungan pelayanan, PTP XX 
menjatuhkan pilihan pada peralatan pertanian 


PABRIK GULA CAMING 


Salah satu pilar penyangga 
kebutuhan gula yang berlokasi 
di Sulawesi Selatan 


yang diageni oleh PT Traktor Nusantara. 


Kurang lebih 157 unit traktor Massey Ferguson 
dimanfaatkan untuk pekerjaan persiapan dan 
penanaman lahan. Dengan operator yang telah 
dipersiapkan khusus guna pengoperasian 


Seorang operator dengan traktor Massey Ferguson 
sedang membajak tanah. 

peralatan ini, maka penyiapan lanan menjadi 
lebih cepat, efisien serta dapat memenuhi 
batas waktu sesuai rencana. 


Pelaksanaan pemanenan dilakukan dengan 
menggunakan mesin penunai modern, Choper 
Cane Harvester Massey Ferguson sebanyak 
13 unit. Mesin ini mampu menuai dengan 
cepat, dan sekaligus mampu mengelupas 
batang-batang tebu. 

Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat 
dibandingkan dengan sistim manual yang 
biasa. 

Pengangkutan tebu dari areal perkebunan ke 
pabrik pengolahan dalam hal ini 
mempergunakan Cane Grab Loader 
Sumitomo, yang berdaya angkut besar. 
Dengan Cane Container, tebu-tebu ini dibawa 
ke pabrik yang berjarak radius 10 hingga 20 
km, dihela oleh Cane Trailer yang tangguh. 
Selanjutnya di pabrik digunakan Toyota 
Forklift, salah satu alat angkut yang gesit dan 
paling banyak populasinya di Indonesia, 
sehingga kelancaran distribusi dari Cane 
Container ke pabrik maupun ke truk 
pengangkut lebih terjamin. 
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Pemanenan tebu dilakukan dengan Chopper cane harvester !Massey Ferguson. 


TRAKTOR NUSANTARA 


Guna menunjang pelaksanaan mekanisasi 
tersebut, PT Traktor Nusantara sebagai 
perusahaan yang bertanggungjawab atas 
operasional peralatannya memberikan 
pendidikan dan latihan bagi tenaga operator 
dan mekanik. 


Latihan ini diberikan secara bertahap dalam 
jangka waktu 60 minggu: 20 minggu pada 
waktu penyerahan dan 40 minggu pada waktu 
panen. Penentuan dua fase ini dimaksudkan 
agar para operator dan mekanik PTP XX tidak 
hanya ahli secara teoritis, tetapi juga trampil 
dalam praktek di lapangan. 


Lebih dari itu, PT Traktor Nusantara juga 
mendatangkan seorang ahli pertanian dari 
Australian Cane Farmer untuk mengadakan 
studi kelayakan mengenai lahan tebu, cara 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan 
sebagainya. 


Semuanya ini merupakan upaya nyata 

PT Traktor Nusantara dalam mendukung 
terwujutnya keberhasilan proyek tersebut ... 
seperti halnya kepada Pabrik Gula Takalar dan 
Pabrik Gula Subang yang mempercayakan 
pelaksanan mekanisasinya pada tak kurang 
dari 200 unit peralatan yang diageni PT Traktor 
Nusantara. | 


Armada Massey Ferguson siap mendukung upaya 
mekanisasi di PG Caming. 


Kerja keras, tanggung jawab, dan pelibatan 
mesin-mesin pertanian yang tepat memang 
diperlukan untuk mencapai tingkat produksi 
gula sebagaimana diharapkan. 

Dengan keterpaduan ini bukan mustahil target 
3,5 juta ton produksi gula untuk Pelita IV 
menjadi kenyataan. 


ix PT TRAKTOR NUSANTARA 


PARTNER IN PROGRESS 


P.T. John Holland Constructions Indonesia 


e ENGINEERS 
e CONSTRUCTORS 
e BUILDERS 


Indocement Phase 4. 
Concrete Silos, Citeureup. 


Indocement. 
White Cement Plant, Citeureup. 
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Indocement. 
Main Office Building, Citeureup. 
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Indocement Phase 6 
Silo Base, Citeureup. 
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Kupang Cement Works 
Central Shaft 


Balikpapan Refinery 
2 Heater stacks and Flues 


Suralaya Powerstation 
200 m stack and flues 


Terminal Builders 
Office Building, Jakarta. 


Jl, Gondangdia Lama 32 Jakarta Pusat - Indonesia Phone : 354415, 331967 Telex 


: 44293. 
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Offices : 


P | AAYA BETON MUN Ih 


We Manufacture and Supply Concrete Piles, Concrete Pipes, 
Ready Mixed Concrete and Other Concrete Products for 


International and National Industrial, Road and Bridge .... 


Jl. M.H. Thamrin 12. Jl. Candi Kalasan No. 2 
Gedung Jaya 4 Floor Jakarta Medan, Nort Sumatera 
Telp. : 325521, 327508 Ext. 266 Telp. : 061 — 29608 

Telex : 46244 PT JAYA JKT. Telex : 51649 JBI MDN 


Sejak tahun 1978 ikut mendukung 
pembangunan proyek-proyek nasional 
dengan produk-produk beton 
berkualitas international: 


Tiang Pancang Beton 
Silinder Pra-Tekan (PC Piles). 


Pipa Beton Bertulang Sentrifugal 
(Centrifugal 
Reinforced Concrete Pipes). 


Beton Jadi Siap Pakai 
(Ready Mixed Concrete). 


Produk-produk beton lainnya. 


Plant/Head Office : 

Kuala Tanjung, Kab. 
Asahan, North Sumatera 
Telp. 0622 — 31311 Ext. 516. 
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Drs. I.K. Suprakto 


PUMIPUTERA 1912 


ASURANSI JIWA BERSAMA 


SELALU AKTIP BERPERAN SERTA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL 


DIDIRIKAN TANPA MODAL, SEKARANG TELAH MEMILIKI ASSET Rp. 101 MILYAR 


ASURANSI Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebuah perusaha- 
an asuransi jiwa nasional, milik bangsa Indonesia yang lahir di tengah- 
tengah gejolak perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Asas AJB 
Bumiputera 1912 sebagai termuat dalam Anggaran Dasarnya adalah Pan- 
casila: sedangkan tujuannya mencapai masyarakat Indonesia yang ber- 
keadilan dalam kemakmuran dan berkemakmuran dalam keadilan, sesuai 
tujuan akhir Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan berusaha me- 
nyelenggarakan asuransi jiwa dalam arti yang seluas-luasnya. 


Bentuk badan usaha Bumiputera 1912 adalah Usaha Bersama (Mutual/ 
Onderlinge), di mana modal perusahaan didapat bukan dengan penjualan 
saham, melainkan dari pembayaran premi para pemegang polis anggota- 
nya, yang jelas mencerminkan praktek asas kekeluargaan. Karena modal 
perusahaan didapat dari pembayaran premi para anggotanya, maka 
pengurusan perusahaan harus dipertanggungjawabkan kepada para ang- 
gota, lewat suatu Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang dipilih dari dan 
oleh para anggota. Dalam BPA juga duduk unsur/Wakil Karyawan yang di- 
pilih para karyawan. Sebagai instansi tertinggi bagi AJB Bumiputera 1912, 
BPA berwenang menentukan Garis-garis Besar Besar Haluan Perusaha- 
an dan mengangkat atau memberhentikan Pengurus Perusahaan AJB 
Bumiputera 1912. Dengan mekanisme tersebut, kelestarian asas demo- 
krasi dalam tubuh AJB 1912 selalu akan terjamin. 


PRINSIP-PRINSIP ASURANSI JIWA 


Asuransi jiwa adalah perikatan karena persetujuan antara 
Penanggung dan Tertanggung, untuk dengan menerima premi: 
Penanggung melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Ter- 
tanggung atau akhli-warisnya, yang didasarkan atas hidup atau 
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 


Atas dasar pengertian di atas, maka jelaslah bahwa yang diper- 
tanggungkan jiwanya (Tertanggung) bagi Pemegang Polis atau 
akhli-warisnya (beneficiaries), sedangkan pada operasinya ber- 
pegang teguh pada hukum Bilangan Besar (the law of large num- 
bers), di mana sejumlah orang secara bersama-sama menang- 
gung resikofinansial yang timbul karena terjadinya peristiwa hidup 
atau meninggalnya seseorang dalam lingkungan orang-orang ter- 
sebut. Karena itu, usaha asuransi-jiwa sangat menonjolkan asas 
gotong-royong. 


PERAN-SERTA AJB BUMIPUTERA 1912 


PERAN-SERTA AJB Bumiputera 1912 dalam menunjang pembangun- 
an nasional sebagai telah digariskan dalam GBHN terbatas pada yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi dan sosial-budaya. 


1. Bidang Ekonomi: 


a. Melalui kepesertaan dalam lembaga keuangan non bank yang 
memberikan pinjaman dana bagi dunia usaha industri, yaitu: 

— PT Private Development Finance Company of Indonesia 

(PDFCI) 

— PT Indonesia Financing and Investment (IFI). 
b Penempatan dana yang berupa deposito di bank-bank pemerintah 
dan swasta, yang pada akhirnya disalurkan kepada dunia usaha in- 
dustri sebagai kredit permodalan 


c. Pariwisata dan Perhotelan: melalui Anak Perusahaan, PT Eurasia 
Wisata dan PT Bumi Modern. . 
d. Dunia usaha swasta, melalui Anak-anak Perusahaan yang lain, 
yaitu: 

— PT Percetakan Mardi Mulyo di Yogyakarta 

— PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, di Jakarta 

— PT Asuransi Pensiun Bumiputera 1974, di Jakarta 

— PT Pertanggungan Jiwa Jaminan di Jakarta 

— PT Wisma Bumiputera, Real-Estate di Jakarta 

— PT Macadam, Contracting Business di Jakarta 
e. Pembangunan Daerah, melalui pembayaran pajak, baik pajak per- 
seroan maupun pajak pendapatan. Pada tahun 1982 dan 1983, jum- 
lah setoran pajak perseroan yang telah dibayar AJB Bumiputera 1912 
meliputi Rp. 19.013.463. Sedangkan pajak pendapatan tercatat Rp. 
1.219.877.244. di samping itu telah dijalin kerjasama dengan Bank- 
bank Pembangunan Daerah dan turut dalam pembiayaan Listrik Ma- 
suk Desa di Sumatera Utara. Dan, tentu saja dengan membangun 
kantor-kantor AJB Bumiputera 1912 di seluruh Indonesia, yang seka- 
rang sudah berjumlah 762 buah. 


2. Bidang Sosial-Budaya: 
a. Pendidikan generasi muda: 

— Melalui plan asuransi Dana Beasiswa danjasa-jasa yang lain. 

— Dengan pemberian beasiswa kepada para mahasiswa yang 
direkomend oleh rektornya. 

— Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. 

b. Perumahan: = 

— Program pembangunan perumahan karyawan, melalui pin- 
jaman pembelian tanah dan rumah. 

— Kepesertaan dalam PT Papan Sejahtera. 

c. Kesejahteraan sosial: 

— Menyerap tenaga kerja menjadi pegawai organik, baik seba- 

gai pegawai dinas-luar, dinas-dalam, maupun petugas-petu- 
gas lapangan (Petugas Dinas Luar/PDL, Petugas Pengutip 
Premi/P3) 
Khusus aparatur dinas luar, dewasa ini AJB Bumiputera 
memperkerjakan sebanyak 14 orang Pemimpin Cabang. 55 
orang Pemimpin Inspektorat, 161 orang Pemimpin Rayon, 
184 orang Pemimpin Distrik, 322 orang Kepala Unit, dan 
8.985 orang Agen Koordinator/PDL. 

— Menjamin penggantian nilai ekonomis dari Tertanggung, bila 
Tertanggung meninggal dunia. 

— Menyediakan dana untuk modal hidup selanjutnya bila Ter- 
tanggung ,masih hidup pada saat kontrak asuransi jiwa ber- 
akhir. 

d. Pembinaan bangsa: 

— Mendidik masyarakat untuk selalu melihat ke depan dan 
mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 

— Mendidik masyarakat untuk secara ekonomis berdiri di atas 
kaki sendiri (self supporting), dan tidak menjadi beban peme- 
rintah, masyarakat atau sanak famili. 


JASA-JASA ASURANSI JIWA YANG DIPASARKAN 
AJB BUMIPUTERA 1912 


Dalam menerapkan dan guna mencapai sasaran program kesejahtera- 
an sosial dan pembinaan bangsa. AJB Bumiputera 1912 memasarkan ja- 
sa asuransi jiwa yang tersebut dibawah ini: 

A. Asuransi Jiwa Individu dengan Hak Pembagian Laba: 
— Asuransi jiwa Dwiguna 
— Asuransi jiwa Dwiguna Bertingkat A&B 
— Asuransi jiwa Dwiguna Seumur Hidup 
— Asuransi jiwa Suami-Isteri 
— Asuransi jiwa Dwiguna Remaja 
— Asuransi jiwa Dwiguna Hari Tua 
— Asuransi jiwa Dwiguna Perlindungan Ganda 
— Asuransi jiwa Aneka Guna 
— Asuransi jiwa Beasiswa/ldeal 
— Asuransi jiwa Dana Haji 


B. Asuransi Jiwa Kumpulan, tanpa Hak Pembagian Laba : 
— Asuransi jiwa Kelangsungan Belajar/Mahasiswa 
— Asuransi jiwa Dwiguna 
— Asuransi jiwa Dwiguna Hari Tua 
— Asuransi jiwa Dwiguna Seumur Hidup 
— Asuransi jiwa Dwiguna Pelindungan Ganda 
— Asuransi jiwa Dwiguna Remaja 
— Asuransi jiwa Aneka Guna 
— Asuransi jiwa Ekawarsa 
— Asuransi jiwa Kredit 


LAHIRNYA AJB BUMIPUTERA 1912 TANPA 
MODAL 


SEPERTI telah disinggung di atas, lahirnya AJB Bumiputera 1912 yang 
merupakan usaha asuransi jiwa nasional yangtertua di Indonesia, erat se- 
kali hubungannya dengan Kebangkitan Nasional yang mencapai klimaks- 
nya dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi 
jiwa nasional yang pertama di Indonesia berdasarkan asas gotong-royong, 
suatu penjelmaan dari cita-cita bangsa Indonesia di bidang perekonomian 
serta pendidikan dengan maksud memupuk modal guna membangun ke- 
hidupan, kemajuan serta kesejahteraan Bangsa. 

Tarikh 1912 di belakang namanya menunjukkan tahun kelahirannya pa- 
da tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang, kira-kira empat tahun sesudah 
berdirinya Boedi Oetomo sehingga pada tanggal 12 Pebruari 1984 per- 
usahaan nasional ini genap usianya 72 tahun. 

Walaupun AJB Bumiputera 1912 resminya didirikan oleh para guru In- 
donesia pada waktu itu, namun pemrakarsa ialah R.W. Dwidjosewojo, 
sekretaris Pengurus Besar Boedi Oetomo dan guru di sekolah Guru di 
Yogyakarta, yang kemudian menjadi anggota Volkstraad (Dewan Rakyat) 
pada jaman Hindia Belanda. 


Para pendiri lainnya ialah: M.K.H. Soebroto dan M. Adimidjojo, kedua- 
nya dari Magelang, yang masing-masing menjadi Direktur dan Bendahara 
yang pertama perusahaan asuransi itu pada waktu pendiriannya, sedang- 
kan Dwidjosewojo menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris. 


"Onderlinge Levensverzekering Mij. P.G.H.B." demikian nama dahulu, 
dimaksudkan semula hanya untuk kaum guru Hindia Belanda, tetapi ke- 
mudian berkembang sifatnya menjadi umum sehingga berganti nama 
menjadi "O.L. Mij. Boemi Poetera" dan akhirnya sekarang bernama "Asu- 
ransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912” atau disingkat "AJB Bumiputera 
1912”. 

Lain dari kelasiman suatu perusahaan, maka Bumiputera 1912 pada 
waktu itu, dimulai tanpa modal. Adapun pangkal keuangannya yang tidak 
dapat dianggap modal kerja yang wajar adalah pembayaran premi dari li- 
ma anggota pertama, yaitu ketiga para pendiri tersebut serta dua orang la- 
gi. R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, keduanya mantri guru. Jadi inilah 
asal permulaan keuangan perusahaan itu dengan catatan bahwa para 
anggota pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya berjalan tiga ta- 
hun tidak akan menerima apa-apa. Di samping itu para pengurus pada 
waktu itu tidak mengharapkan honorarium sehingga mereka bekerja de- 
ngan sukarela. 

Demikianlah caranya perusahaan itu mengumpulkan modal pada waktu 
pendirian. Modal utama para pendiri Bumiputera 1912 pada waktu itu ialah 
ketekunan dan kejujuran, akhirnya terjelmalah AJB Bumiputera 1912 yang 
kita kenal sekarang ini. 

Di antara tigabelas asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia dewasa 
ini, Bumiputera 1912 adalah satu-satunya yang berbentuk "Asuransi Jiwa 
Bersama" atau "Mutual Liffe Insurance Co." sejak pendiriannya. 

Pada mulanya kantor pusatnya berada di Magelang, tetapi tahun 1912 
pinda ke Yogyakarta dan pada tahun 1958 pindah ke Jakarta sampai seka- 
rang. 


AJB Bumiputera 1912 sejak lahirnya banyak sekali mengalami pahit 
getirnya gelombang kehidupan bangsa dan negara. la mengalami 
percobaan-percobaan yang maha berat dari jaman ke jaman di samping 
inflasi dahsyat yang pernah dihadapinya. Ia dilanda krisis demi krisis sede- 
mikian rupa sehingga hampir-hampir berhenti di tengah jalan. Terutama 
jaman Perang Dunia II, jaman pendudukan Jepang dan Perang Kemerde- 
kaan bangsa Indonesia ditambah lagi inflasi selama tahun 1950 — 1966 
yang merupakan periode penuh tantangan serta percobaan bagi Bumipu- 
tera 1912 

Tetapi berkat keuletan serta ketabahan hati para pendiri serta generasi 
penerusnya, dengan dijiwai idealisme dan patriotisme yang telah melahir- 
kan loyalitas serta dedikasi para pejoang-pejoangnya, maka Bumiputera 
1912 dapat mengatasi segala tantangan serta percobaan itu sehingga se- 
karang menjadi suatu perusahaan asuransi jiwa nasional yang cukup dike- 
nal baik di dalam maupun di luar negeri. 

Lebih dari itu,kini AJB Bumiputera 1912 telah memiliki assets sebesar 
Rp. 101 milyar lebih. 


SUSUNAN PENGURUS 


DEWASA ini susunan pengurus AJB Bumiputera 1912 terdiri dari : 
1. Direksi Pembina : 
— Drs. LK. Suprakto — Ketua 
– R.B. Sentanu, MA — Anggota 


— A. Sjoegianto — Anggota 
2. Direksi Pelaksana : 
— F. Soediono, MA  - Direktur Utama 
— Sumardi Silvester — Direktur 
— Drs. Sugiarto — Direktur 
— Suratno — Direktur 


Dapat ditambahkan, bahwa anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) 
terdiri dari : 


Periode 1983 - 1986 : 

1. Sdr. Drs. H. Ihutan Ritonga 
Sumatera/Medan 

— Wakil DP Jawa-Madura/ 
Jakarta 


2. Sdr. Ir. Wardiman Djojonegoro 


— Wakil Daerah Pemilihan (DP) 


3. Sdr. H. KGPH. Mangkubumi, SH — Wakil DP Jawa-Madura/ 


Semarang 

4. Sdr. Drs. Harsono — Wakil DP Jawa-Madura/ 
Surabaya 

5. Sdr. Drs. H.M. Daud Nompo — Wakil DP Sulawesi/Ujung 
Pandang 


6. Sdr. Bambang Warsono — Wakil Karyawan 


Periode 1981 – 1984 : 
1. Sdr. Prof. Dr. Muchtar Luthfi — Wakil DP Sumatera/Padang · 
2. Sdr. Drs. H. Syafran Syamsuddin — Wakil DP Sumatera/ 


Palembang 

З. Sdr. Anak Agung Gde Karang - Wakil DP Bali-Nusa 
Tenggara/Denpasar 

4. Sdr. Drs. Simon Petrus Leatemia — Wakil DP Maluku-lrian Jaya/ 
Ambon 


5. Sdr. Drs. Khalid Maksum — Wakil DP Kalimantan/ 
Banjarmasin 


6. Sdr. J. Suparto Wakil Karyawan 


Sistim 


" No Lasting Peace without Social Justice 
and No Social Justice without Social Se 


( Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadi 
lan Sosial dan tidak ada keadilan tanpa 
jaminan Sosial). #) 


H.M. Iwan Stamboel 


Pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1969 (awal Peli- 
ta |) secara umum telah meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai 
refleksi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 

Namun demikian pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis menjamin 
peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan yang merata. Para tenaga 
kerja yang telah memberikan saham yang tidak kecil dalam proses pem- 
bangunan, masih menghadapi dilemma ketidak pastian penerimaan 
penghasilan. 

Arah pembangunan yang telah menggeser struktur perekonomian Indo- 
nesia dari agraris ke struktur ekonomi industri, disatu sisi telah meningkat- 
kan ketergantungan para tenaga kerja kepada penerimaan upah/gaji se- 
bagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan bersama keluar- 
ganya. Pada sisi lain, proses dan struktur ekonomi industri dengan semua 
aspeknya (penggunaan tehnologi maju, mekanisasi, urbanisasi dan per- 
tumbuhan penduduk yang relatif tinggi). Telah meningkatkan pula resiko- 
resiko yang mengganggu bahkan dapat memutuskan sama sekali arus 
penerimaan penghasilan itu. 

Terganggu atau terputusnya penerimaan penghasilan, bagaimanapun 
akan merupakan malapetaka keluarga. 

Seperti apabila tenaga kerja sebagai pencari nafkah mengalami cacad ka- 
rena kecelakaan, sakit berkepanjangan, meninggal. menganggur atau 
mencapai usia tua - produktivitas menurun sehingga perlu diganti dengan 
tenaga usia muda. Resiko-resiko ini bersifat universal dan dapat menim- 
bulkan problema serius baik secara terbatas maupun dalam dimensi lebih 
luas. 

Terjadi dan menjadi problema dimanapun, baik di negara maju maupun 
negara berkembang seperti di Indonesia. 

‘Oleh karenanya perlu ditanggulangi secara konsepsional, sistimatis, teren- 
cana, terpadu dan teratur. | 

Konsepsi perlindungan tersebut merupakan bagian sistim jaminan so- 
sial. Mula-mula dikembangkan di Jerman (Prusia) dibawah pemerintah Ot- 
to Von Bismarck, yang membentuk berturut-turut Asuransi Sakit (1883), 
Asuransi Kecelakaan Kerja (1884) dan Pensiun/Hari Tua serta cacad 


(1889) sebagai reaksi atas dampak Revolusi Industri di Eropa. Sampai : 


saat ini sistim jaminan sosial sedemikian telah berkembang pesat. Menu- 
. rut catatan ISSA - The International Social Security Association, sampai 
saat ini sistim jaminan sosial serupa telah diselenggarakan oleh 330 ba- 
dan penyelenggara di 123 negara dan mengcover lebih dari 600 juta tenaga 
kerja di seluruh dunia 

Perkembangan itu memberikan gambaran bahwa masalah kebutuhan 
jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan satu hal yang esensiel. Meru- 
pakan satu bagian penting dari masalah kemanusiaan. Dalam ruang ling- 
kup internasional, hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 
bagi setiap orang, secara implicit dijamin pasal 22 dan 25 dari the Univer- 
sal Declaration of Human Right (piagam PBB). Dalam lingkup nasional di 
Indonesia, sebagai implementasi Pemerintah, hak dan jaminan sosial ter- 
cakup dalam pasal 27 UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam se- 
rangkaian peraturan perundang-undangan. Seperti UU Nomor 14 tahun 
1969, UU Nomor 6 tahun 1974 dsb. Bentuk-bentuk jaminan sosial dalam 
undang-undang tersebut dilaksanakan secara bertahap, seperti diatur 
Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1977. 
Yang menetapkan penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja/ AS- 
TEK dengan paket program : ASURANSI KECELAKAAN KERJA, TA- 
BUNGAN HARI TUA yang dikaitkan dengan ASURANSI KEMATIAN de- 
ngan Badan Penyelenggaraan PERUM ASTEK( Perusahaan Umum Asu- 


*) Direktur Perum ASTEK dalam Wawancara dengan TVRI, 5 Desember 1983 


jaminan sosial__ — — — — — 


[| — /JASTEK « — 


peranannya dalam pembangunan 


ransi Sosial Tenaga Kerja, dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 
33 tahun 1977). 

Dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan program ASTEK sejak Per- 
umASTEK resmi operasional tahun 1978, walaupun menghadapi berba: 
gai kesulitan, berhasil dicapai kemajuan-kemajuan dan perkembangan 
yang cukup menggembirakan. Kepesertaan yang pada akhir 1978 tercatat 
3.263 perusahaan dengan 918.589 tenaga kerja, telah berkembang men- 
jadi 8.803 perusahaan dengan 1.960.109 tenaga kerja diakhir 1983. Seja: 
jar dengan perkembangan kepesertaan, penerimaan iuran meningkat pu- 
la dari Rp.6,3 milyar selama tahun 1978 menjadi Rp.40 milyar selama ta- 
hun 1983. Pelayanan jaminan santunan mencatat perkembangan serupa: 
dari penyelesaian 6.711 kasus klaim dengan jumlah santunan Rp.0,6 mi- 
Iyar dalam th. 1978, meningkat menjadi 24.775 kasus dengan santunan 
sebesar hampir Rp. 4 milyar selama tahun 1983, sehingga secara akumu- 
latif pelayanan jaminan 1978-1983 telah menyelenggarakan 116.649 ka- 
sus dengan santunan meliputi Rp.13.588.247.000. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, sesuai dengan GBHN yang me- 
nyatakan bahwa penanganan perluasan kesempatan kerja dan perin- 
dungan tenaga kerja, merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya me- 

. nyeluruh, pembinaan ASTEK secara mendasar juga diarahkan untuk da: 

. pat memberikan dukungan maksimum kepada kebijaksanaan ketenaga- 
kerjaan yang digariskan pemerintah. Oleh sebab itu, sebagai instrumen 
pemerintah, kebijaksanaanASTEK terintegrasi secara penuh dengan poli- 
cy Departemen Tenaga Kerja. 
Khususnya dalam memotivisir pembinaan tenaga kerja yang disiplin dan 
produktif, mendorong terwujudnya hubungan industrial berdasarkan Pan- 
casila serta membina kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja. 
Bertolak dari kebijaksanaan demikian, langkah yang ditempuh, gerak dan 
tujuan usaha penyelenggaraan ASTEK, tidak semata-mata bersifat pro- 
(есіме (konsep murni sosial security). Tetapi mengalami inovasi dan 
pengembangan untuk memungkinkan Program ASTEK memberikan 
manfaat yang lebih luas dan kongkrit dalam konteks pemenuhan kebutuh- 
an riil tenaga kerja khususnya dan menstimulir pencapaian tujuan pemba- 
ngunan umumnya. 

Relevant dengan itu, sejak beberapa waktu yang lalu Perum Astek telah 
mengintrodusir kebijaksanaan/pola pemanfaatan dana yang dalam forum 
internasional (Sidang Umum XXI ISSA, Geneva, 3-13 Oktober 1983) di- 
anggap telah memberikan angin segar dan inspirasi bagi pengembangan 
sistim jaminan sosial yang mampu menjaga keseimbangan kewajiban-ke- 
wajibannya. Bentuk kebijaksanaan tersebut antara lain dengan melaksa- 
nakan program pemilikan rumah (House Ownership Plan) dan program 
pemilikan saham (Stock Ownership Plan), bagi karyawan dan tenaga kerja 
peserta ASTEK. Sampai saat ini melalui kerjasama ASTEK-BTN dan BPD 
telah direalisir pembangunan 1.730 rumah sederhana untuk tenaga kerja 
di Jakarta, Surabaya, Surakarta dan Padang. 

Program pemilikan saham sampai Pebruari 1984, telah mencatat pem 


 berian pinjaman dana ASTEK kepada 5.346 tenaga kerja sejumlah 


Rp.849.743.000 untuk membeli/memiliki 386.895 sertifikat/saham dari 13 
perusahaan yang telah go public. 


STOCK OWNERSHIP PLAN 
TTE ANI Ce E CEPR EFE USO aa د‎ СН" 
No. Nama Jumlah Banyak Jumlah Pinjaman 
Perusahaan Tenaga Kerja Saham/Sertifikat (ribuan Rp.) 
1 BAT 607 8 950 100,451 
2 Good Year 408 53,200 67,165 
3. Merk 102 12 400 23,795 
4. Astek 512 10,385 104,838 
5. Mult: Bintang 557 49,150 77,937 
6. Unitex 331 17,350 25,847 
7 Sucaco 248 28,000 31,108 
8. San Husada 204 20,200 37.743 
9. Centex 627 17,260 87,163 
10. Phzer 125 13,500 19.237 
11 Delta 750 19,750 58,262 
12 Aryaduta Hyaat 354 42,750 50.274 
13. Borobudur Hotel 521 94,000 157,920 
Total 5.346 386,895 849,743 
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Menaker Sudomo menyerahkan Santunan ASTEK 


Pada bagian lain uintuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pemba- 
ngunan daerah, khususnya pembangunan proyek-proyek yang mempu- 
nyai kaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, Perum ASTEK telah me- 


nempatkan sebagian dananya di Bank-bank Pembangunan Daerah 


(BPD). Disamping itu juga dikandung maksud untuk memanfaatkan dana 
ASTEK dalam bentuk pinjaman bagi modal koperasi tenaga kerja. dan pro 


. gram beasiswa bagi anak peserta. Semiua langkah-langkah investasi se - 


demikian dilaksanakan tetap dengan memperhatikan prinsipkeamanan 
(secured placement). _ | 

Pada sisi lain, dalam upaya perluasan daya jangkau kepesertaan pro- 
gram ASTEK, disamping langkah penurunan syarat/batas kepesertaan 
wajib seperti diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP-278/ 
MEN/83, menjadi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 25 ke- 
atas atau yang membayarkan upah Rp. 1 juta keatas, Perum ASTEK juga 


“telah mengembangkan Program non PP.33/1977. 


Program tersebut mencakup beberapa bentuk sistim jaminan sosial ter- 
batas secara Sektoral regional dan diatur secara khusus, seperti asuransi 
kesehatan (berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/1967 
yang sekarang tengah berjalan di Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Ja 
wa Tengah dan Jawa Timur). Program asuransi Kecelakaan Kerja dan pe 
sangon bagi tenaga kerja kontraktor/sub kontraktor minyak dan gas bumi, 
diatur dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Nomor - 


` 660/1975, dan nomor 205/1975, telah berjalan di Riau dan Kalimantan - 


Timur. 

Tetapi pada waktu-waktu terakhir ini, pengembangan program non 

PP.33/1977, sesuai dengan tingkat kebutuhan nasional, lebih diarahkan 
kepada usaha pemerataan kesempatan memperoleh perlindungan jamin- 
an sosial. Langkah sedemikian tercermin dalam program SKG (Program 
Surat Keputusan Gubernur). Dimaksudkan untuk memberikan perlindung- 
an terbatas atas resiko-resiko kecelakaan kerja, dan kematian bagi buruh/ 
tenaga kerja borongan, harian lepas dan musiman yang bekerja pada 
proyek pemerintah daerah. 
Pengaturan kepesertaan tersendiri bagi tenaga kerja sedemikian bertolak 
diatas kenyataan sifat-sifat khusus yang melekat pada bentuk hubungan 
kerja, sistim pengupahan, jenis kerja dan tingkat mutasi kelompok kerja ini, 
sehingga sukar disertakan dalam program fullpacket ASTEK. Program 
SKG pada tahap pertama telah dikembangkan di Sumatera Utara dan Ja- 
wa Barat. Tetapi dengan dorongan dan dipayungi pengertian yang ter- 
tuang dalam Surat-surat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Ker- 
ja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan: Umum dan Menteri 
Perindustrian, Program SKG telah berkembang pesat. Kini Program SKG 
tersebut telah mulai berjalan di 13 Propinsi dengan mengcover t 1,5 juta 
tenaga kerja borongan, harian lepas dan musiman. 

Disamping upaya peningkatan daya jangkau covering, sesuai dengan 
ruang lingkup sistim jaminan sosial, penyelenggaraan program ASTEK ta- 
hap demi tahap secara terus menerus dikembangkan dan disempurnakan 
termasuk usaha peningkatan komponen dan jumlah jaminan untuk kasus- 
kasus yang dilindungi. Seperti perkembangan terakhir, menyangkut di- 
tingkatkannya Santunan Asuransi Kematian dari Rp.230.000,- menjadi 
Rp.300.000,- dan dimasukkannya penggantian biaya pembelian alat ban- 
tu/prothesa dalam komponen jaminan asuransi kecelakaan kerja (berda- 
sarkan PP.30/1983 dan Kepres 53/1983). Dengan perkembangan itu, da- 
pat disimpulkan bahwa sistim jaminan sosial ASTEK pada dasarnya tidak 
lagi hanya bersifat kompensasi atas resiko-resiko, tetapi telah melangkah 
kearah rehabilitasi fisik, yang kelak akan dikembangkan lagi dengan pe- 
layanan rehabilitasi vokational. 

Sadar akan kebutuhan sistim jaminan sosial sebagai suatu aspek dalam 
pembinaan iklim ketenaga kerjaan nasional yang produktif , sehat dan se- 
jahtera, dalam menghadapi Pelita IV PerumASTEK menggariskan renca- 
na pengembangan yang dikaitkan dengan perpektif masalah ketenaga 
kerjaan secara menyeluruh, dalam bentuk usaha mencapai 5,5 juta peser- 
ta ASTEK pada akhir Pelita IV (1989) serta dengan rencana paket program 
yang lebih lengkap, mencakup Asuransi Kesehatan, pensiun dan beasis- 
wa bagi anak karyawan teladan peserta KB . lestari. 

Dengan perspektif sedemikian, penyelenggaraan program ASTEK se- 
bagai bagian dari pembangunan diarahkan untuk dapat memainkan peranan 
yang lebih besar. Baik peranan dalam mencapai tujuan sosial : Men- 
dorong terwujudnya iklim ketenangan kerja, harmonis hubungan kerja, pe- 
ningkatan produktivitas dan perbaikan taraf kesejahteraan tenaga kerja 
secara menyeluruh. Maupun dalam bentuk peningkatan peranan ekonomi 
sebagai bagian dari mekanisme Pemerintah untuk menghimpun dana 
pembangunan dari sumber masyarakat yang bersifat non inflatoir dan mu- 
rah. 

Bertolak dari semuanya itu, jelas bahwa dari sudut kepentingan tujuan 


. pembangunan, penyelenggaraan sistim jaminan sosial ASTEK yang lebih 


mantap dan sempurna akan memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi 
pencapaian tujuan pembangunan Nasional secara menyeluruh, yang oleh 
karenanya upaya pengembangan dan pembinaan program ASTEK akan 
senantiasa urgen untuk dilaksanakan hari ini esok dan nant. 


MENGENAL SEKILAS PERANAN PT (PERSERO) 
ASURANSI KERUGIAN 
JASA RAHARJA SEBAGAI BADAN USAHA 
MILIK NEGARA 


Sebagai penyelenggara dan pengelola pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Per- 
tanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang- 
Undang Nomor 34-tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 
Lalu Lintas Jalan, Jasa Raharja telah mulai aktif sejak 
tanggal, 1 Januari 1965. Suatu jenis usaha perusahaan 
yang bertujuan untuk merealisir upaya pemerintah dalam 
memberikan suatu jaminan sosial kepada masyarakat, 
khususnya yang mengalami musibah kecelakaan lalu 
lintas. 

Sejalan dengan adanya pemikiran tersebut maka dilain 
pihak perlu dilaksanakan usaha menghimpun dana yang 
berupa luran Wajib dari penumpang alat angkutan umum 
dan Sumbangan Wajib dari pemilik/pengusaha alat 
angkutan lalu lintas jalan. 

luran Wajib harus dibayar oleh para penumpang alat 
angkutan umum yang menjalani jalur perjalanan keluar 
kota, pada setiap kali pemberangkatan. 

Sedangkan Sumbangan Wajib harus dibayar oleh para pemi- 
lik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan pada setiap 
tahun takwin. Terhadap beberapa jenis alat angkutan seperti 
sepeda motor 50 cc dan kebawah, ambulance, pemadam 
kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api, Undang- 
Undang membebaskan kewajiban untuk membayar Sum- 
bangan Wajib, namun tetap memperoleh hak atas 
jaminan/santunan yang sama. 

Dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut 
memang benar terdapat segolongan masyarakat yang 
dibebani suatu kewajiban, akan tetapi mengingat 
jumlahnya relatip kecil jika dibandingkan dengan tingkat 
kemampuan rata-rata dari golongan masyarakat yang ber- 
sangkutan, pembebanan tersebut dinilai tidak terlalu 
memberatkan. 


Sebaliknya jumlah jaminan/santunan yang diberikan 
mungkin tidak tergolong besar, namun dinilai cukup mem- 
bantu bukan saja khususnya untuk membiayai 
perawatan/pengobatan dan/atau penguburan korban, 
akan tetapi juga untuk pihak-pihak yang menimbulkan 
kecelakaan termasud. Pendapat ini terbukti dengan 
kenyataan yang timbul dalam lima tahun belakangan ini, 
tepatnya sejak Juli tahun 1979, yaitu mulai berkem- 
bangnya kegiatan perusahaan dibidang penutupan 
jaminan tambahan (Extra Cover) atas pelaksanaan keten- 
tuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964.. 

Yang dimaksud dengan penutupan jaminan tambahan (Ex- 
tra Cover) ini adalah pemberian sejumlah pertanggungan 


yang lebih besar dari jumlah pertanggungan sebagaimana 
yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964. Untuk penam- 
bahan jumlah pertanggungan termaksud, para penum - 
pang alat angkutan umum membayar sejumlah iuran/ 
premi tambahan. 

Sejak awal tahun 1979 PT (Persero) Asuransi Kerugian 
Jasa Raharja telah menangani bidang usaha baru yaitu 
sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang 
diperbolehkan menerbitkan surat jaminan dalam bentuk 
" Surety Bond”. 

Pengukuhan sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang 
dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond 
dalam rangka pelaksanaan pasal 18 Keppres Nomor 14A 
Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, tertuang untuk pertama kalinya 
dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 271/ 
KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang kemudian ter- 
akhir diperbaiki dengan No. 223/MK.011/1984 tanggal 
19 Maret 1984. 

Fungsi dari jaminan Surety Bond ini adalah sama dengan 
surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank yang biasa 
dikenal dengan” Bank Garansi”. Perbedaan yang prinsipil 
adalah hanya dari cara memperolehnya. Untuk 
memperoleh jaminan Surety Bond kontraktor/principal 
tidak perlu setor jaminan, cukup dengan membayar ser- 
vice charge/premi dan menanda-tangani " General Agree- 
ment of Indemnity to Surety” Sebaliknya untuk 
memperoleh Bank Garansi kontraktor diharuskan 
menyetorkan sejumlah uang/agunan dan membayar 
provisi. 


Peranan Dan Perkembangan Perusahaan 


PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai 
Badan Usaha Milik Negara, karena modal yang 
ditanamkan dan terbagi atas saham-saham seluruhnya 
milik Negara dituntut untuk berperan dan menjadi pen- 
dukung aktip atas terciptanya sistim Demokrasi Ekonomi. 
Sifat etatisme dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
harus dihindarkan, bahkan sebaliknya harus mendorong 
terciptanya kondisi saling menunjang antara usaha 
negara, swasta khususnya golongan ekonomi lemah dan 
koperasi. | 

Namun demikian dalam mewujudkan tujuan tersebut, 
tetap tidak boleh melupakan pencapaian tujuan akhir 
Perusahaan yaitu menghasilkan laba dan menghimpun 


dana yang akan digunakan sebagai modal pembangunan 
nasional 

Dengan adanya batasan kedudukan seperti tersebut, 
maka peranan P.T (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 
Raharja seperti Badan Usaha Milik Negara lainnya, tidak 
hanya menyandang tugas komersial tetapi juga sosial 
ekonomis dan bahkan politis. Selama Pelita | sampai 
dengan Pelita III, P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 
Raharja menunjukkan perkembangan sebagaimana digam- 
barkan dengan angka-angka sebagi berikut : 


(Dalam Jutaan Rupiah) 


Selama Pelita |. 


Total Aktiva 
Penerimaan (Omzet) 
Laba 

Pajak Perseroan 
DPS / Deviden 


Selama Pelita II. 


Total Aktiva 
Penerimaan 
(Omzet) 
Laba 
Pajak Perseroan 
DPS / Deviden 


Selama Pelita III. 


Total Aktiva 8.812,0115,688,3 |25.674,9|38.147,5|55.465,3 
Penerimaan 9.527,6|17.329,0 |31.272,0|37.764,2|60.912,4 
(Omzet) 

Laba 3.324,4| 5.865,8 |12.830,1 |16.681,5|22.236,1 
Pajak Perseroan | 1.244,6 | 2.273,4 | 5.037,8| 6.342,5| 8.224,4 
DPS / Deviden 1.975,8 | 1.195,5| 3.724,6| 4.369,7 


Setelah digambarkan keadaan pertumbuhan perusahaan, 


baiklah kita lihat sampai sejauh mana kontribusi 
Perusahaan sebagai salah satu BUMN, yang pada saat ini 
seluruhnya berjumlah 220 buah, dilihat dari segi 
penyetoran Pajak Perseroan (P.Ps) dan Dana Pem- 
bangunan Semesta/Deviden khususnya selama Pelita III. 


1979 1982 1981 1980 1983 

P.Ps BUMN (A) 142,7 225,0 268,1 343,8 432,3 

P.Ps Jasa Raharja (B) 1,2 2,3 5,0 6,3 8,2 

(BA) 08% 104 1,9% 1,896 1,9% 

Deviden/DPS/BLP (C) 38,0 69,6 96,5 153,5 144,0 
DPS/Deviden 

Jasa Raharja (D) 0.9 2,0 1,2 3,7 4.4 

(D:C) 23% 2,8% 1,2% 2,4% 3,0% 


Dengan telah diketahui pertumbuhan, peranan дап тап- 
faat perusahaan bagi negara sebagai pemilik dan sebagai 
pengelola pelaksanaan pembangunan nasional, adalah 
kurang lengkap jika tidak dikemukakan peranan dan man- 
faat perusahaan terhadap masyarakat, baik sebagai 


pengelola pelaksana Undang-Undang No.33 dan 34 tahun 
1964 maupun sebagai Lembaga Keuangan yang 
berwenang menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety 
Bond. 

Sebagai pengelola pelaksanaan kedua Undang-Undang 
termaksud, selama 3 Pelita Perusahaan telah mem- 
bayarkan santunan dana sebesar Rp 46,4 milyar untuk 
196.635 orang korban kecelakaan lalu lintas yang ter- 
jamin, yang terdiri dari korban meninggal dunia sebanyak 
94.235 orang dan korban luka/cacad sebanyak 102.400 
orang. 


Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 


Jumlah Santunan Dana 
(Jutaan rupiah) 


Korban Korban 


Meninggal  Luka/Cacad Korban 


11.981 
29.993 
52.261 


837,2 
6.036,2 
39.484,8 


Pelita | 
Pelita II 
Pelita III 


12.586 
33.067 
56.747 


24.567 
63.060 
109.008 


Jumlah 94.235 102.400 196.635 46.358,2 


Sebagai Lembaga Keuangan yang dapat menerbitkan 
surat jaminan Surety Bond, sejak permulaan aktif 
menangani bidang usaha ini yaitu pada tahun 1979 sam- 
pai tahun 1983 (Pelitalll). telah menerbitkan surat jami - 
nan (Bond) sebanyak 22.213 bond. 


Adapun perincian dari surat jaminan/bond yang diterbitkan 
adalah sebagai berikut : 


Jaminan Penawaran 


(Bid Bond) = 13.254 bond 
Jaminan Pelaksanaan 

(Performance Bond) = 5.056 bond 
Jaminan Uang Muka 

(Advance Payment Bond) = 3.787 bond 
Jaminan Pemeliharaan 

(Maintenance Bond) = 116 bond. 
Jumlah = 22.213 bond 


Dengan penerbitan surat-surat jaminan sebanyak itu, 
Perusahaan ternyata tidak luput dari tuntutan kerugian 
(klaim) dari pemilik proyek (bouwheer) yang pada umum- 


nya adalah instansi pemerintah, sebagai akibat adanya 


wanprestasi dari sebagian para nasabah/kontraktor/sup- 
plier yang menerima jaminan dari perusahaan. 
Tuntutan kerugian yang sudah dan atau masih dalam 
negosiasi sampai akhir tahun 1983 berjumlah Rp 5.711,6 
juta. Dalam kaitan ini mengingat tuntutan kerugian yang 
diajukan adalah sesuai atau tidak akan lebih besar dari nilai 
Jaminan/penalsum, yaitu dari Bid Bond sebesar 1-396, 
Performance Bond dan Maintenance Bond masing-masing 
sebesar 596 serta Advance Payment Bond dan 
Maintenance Bond masing-masing sebesar 596 serta Ad- 
vance Payment Bond sebesar 2096 yang dihitung dari nilai 
proyek, maka nilai proyek yang dijamin dari kemungkinan 
hambatan penyelesaiannya diperkirakan mencapai nilai Rp 
42.635 Juta. 


Dalam menunjang Pelita IV, P.T. (Persero) Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja bertekad untuk melaksanakan 
missi yang diembannya dengan lebih profesional. effisien 
dan efektip serta tetap mengutamakan pelayanan kepada ma- 
syarakat yang setinggi-tingginya. 


ASURANSI MINYAK DAN GAS BUMI 


Asuransi sudah lama dikenal dan dianut di negeri kita, 
meskipun berapa luas pengertiannya maupun peranannya 
kadang-kadang belum sepenuhnya disadari. Arti dari asu- 
ransi itu sendiri adalah pertanggungan. Pertanggungan 
yang dijabarkan melalui perjanjian antara dua pihak yang 
saling mengikatkan diri. Pihak yang satu berjanji akan 
membayarkan sejumlah uang, andai timbul peristiwa yang 
tak diinginkan, sesuai pertanggungan untuk menanggula- 
ngi yang telah disepakati bersama. Sementara pihak yang 
mengikatkan diri pada pertanggungan ini berjanji melunasi 
iuran (premi) dalam waktu tertentu sesuai persetujuan ber- 
sama. Melihat kenyataan ini, asuransi merupakan bentuk 


Melangkah bersama 


PT. TUGU PRATAMA INDONESIA 


dalam era PEMBANGUNAN 


aspirasi bersama berdasar musyawarah dalam memikul 
suatu resiko. Pengertian ini identik dengan apa yang dianut 
oleh masyarakat kita yakni gotong-royong. 


Bahwa PT TUGU PRATAMA INDONESIA bersama se- 
jumlah nasabahnya sepakat bergotong royong memikul re- 
siko. Gotong-royong memikul beban resiko kerugian dalam 
waktu perjanjian sedang berlaku yang mengikat kedua be- 
lah pihak. Yakni antara PT TUGU PRATAMA INDONESIA 
di satu pihak, dengan perusahaan berbadan hukum yang 
menjadi tertanggung dipihak lain. PT TUGU PRATAMA IN- 
DONESIA dengan segala kerendahan hati dan pelayanan 
yang cukup mencuri minat para nasabah, selalu menjalan- 
kan pertanggungan dengan prinsip gotong-royong. Untuk 
tujuan itu dikumandangkan semboyan kepada para nasa- 
bah 'Our Service Means Your Security!. 

Seluruh pelosok Indonesia dewasa ini sedang melaksa- 
nakan pembangunan nasional yang menyentuh kepenting- 
an Bangsa Indonesia keseluruhan. PT TUGU PRATAMA 
INDONESIA seirama dengan derap pembangunan nasio- 
nal, diantaranya pengamanan Operasi Minyak dan Gas Bu- 
mi dari kecelakaan-kecelakaan yang tak terduga, dengan 
melaksanakan ASURANSI MINYAK DAN GAS BUMI Tu- 
juannya untuk memikul bersama-sama resiko kecelakaan 
yang tak diinginkan oleh siapapun. Disebabkan Operasi 
pencarian, Produksi dan Pengolahan Minyak dan Gas Bu- 
mi mempunyai bahaya-bahaya dan resiko yang cukup be- 
sar. Minyak dan Gas Bumi merupakan bahan yang mudah 
terbakar atau meledak seperti pengeboran minyak dan gas, 
baik didarat maupun lepas pantai. Peledakan dan sembur- 
an liar dapat dan sering terjadi, yang mengakibatkan keru- 
gian jiwa maupun materiel serta polusi. Kilang Refinery, Pe- 
trokimia dan Pencairan Gas Alam/LNG. Merupakan inves- 
tasi modal dan teknologi sangat besar. Penghasilannya 
mempunyai peranan amat penting sebagai sumber devisa 


P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA 
GENERAL INSURANCE 


GEDUNG PATRA. 1ST FLOOR 
JALAN GATOT SUBROTO KAV. 32 . 34 
JAKARTA SELATAN 
INDONESIA 


TELEX 
TELEPHONE 


44699 - 45337 GUTAMA IA 
512041, 512293, 512468, 512654 


utama untuk pembangunan dan ketahanan nasional. Di 
proyek-proyek besar sedang dibangun, sesewaktu bisa 
muncul kerugian, antara lain karena banjir, tanah longsor, 
gempa bumi, kebakaran, disebabkan design yang kurang 
sempurna, maupun bahaya-bahaya lainnya. Pabrik atau ki- 
lang dapat dirugikan karena kerusakan mesin. Operasi ar- 
mada kapal laut maupun armada penerbangan, bukan tak 
mungkin pula mengalami berbagai jenis musibah. 


Keberhasilan proyek atau operasi produksi harus meno-. 


leh pada kemungkinan munculnya kerugian tak terduga, 
yang merupakan akibat dari kecelakaan yang tak termasuk 
dalam budget ataupun DIP. Sebelumnya, kadangkala ma- 
salah itu dilupakan. Hingga timbul kemacetan saat me- 
nanggulangi perbaikan proyek ataupun sarana-sarana pro- 
duksi maupun kerugian operasi. Asuransi merupakan sara- 
na bantu dalam melindungi kepentingan operasi produksi. 
PT TUGU PRATAMA INDONESIA pegang peranan pen- 
ting melindungi operasi besar dan vital dalam ruang ling- 
kupnya, menangani dengan cara-cara professional untuk 
resiko-resiko besar. 


PT TUGU PRATAMA INDONESIA didirikan tanggal 
25 Nopember 1981, dengan saham Pertamina (45%) Yak 
tapena 20% dan PT Nusamba (35%). Pemegang saham 
diantaranya adalah: 

e Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Yayasan Dharmais), 
yayasan ini antara lain membantu menyokong rumah 
yatim piatu dan rumah jompo. 

e Yayasan Supersemar, yayasan ini antara lain bergerak 
dalam pembinaan bea siswa atas pelajar dan mahasis- 
wa. 


A. Nasabah PT TUGU PRATAMA INDONESIA 

Pertamina - PT Arun NGL Company - Atlantic Richfield 
Indonesia Incorporation (ARCO) - Associated Australian 
Resources Limited (AAR) - Asamera Oil Indonesia Limited - 
PT Andhika Lines - PB Petroleum Development of Indone- 
sia Limited - Bechtel Incorporated - PT Badak NGL Compa- 


ny - PT Ballas Graha Construction - Bank Pembangunan In- 
donesia - Citibank, N.A. Jakarta - PT Caltex Pacific Indone- 
sia Continental Oil Company of Indonesia (CONOCO) - 
Chiyoda Chemical Engineering & Construction Co. Ltd. - 
Deminex Indonesia - Daelim Company Limited - Esso Ex- 
ploration and Production Natuna Inc. - Flour Eastern, Incor- 
poration - Hudbay Oil (Malacca Strait) Limited - Roy M Huf- 
fington Incorporation (HUFFCO) - Houston Oil and Minerals 
of Indonesia Limited (HOMI) - ПАРСО Division of Natomas 
International Corporation - Japex Sumatra Company Limi- 
ted - Kodeco Energy Company Limited - Jambi Oil Develop- 
ment Company Limited - The M.W. Kellogg Company - PT 
Karana Lines - Mobil Oil Indonesia Incorporation - Marathon 
Petroleum Indonesia Limited - Mamberamo Shell B.V.- Pe- 
tromer Trend Company - Phillips Petroleum Company of In- 
donesia - PT Pupuk Sriwijaya - PT Pupuk Kalimantan Timur 
-PT Pupuk Iskandar Muda - PT Rekayasa Industri - PT 
Stanvac Indonesia - PT Sumatra Gulf Oil Limited - Siements 
AG - Total Indonesia - Tesoro Indonesia Petroleum Compa- 
ny - Theyssen Rheinstahl Technik Gmbh - Trend Energy 
Kalimatan Ltd. - Trend Exploration Ltd. - PT Tridaya Ma- 
nunggal perkasa - Trikora Lloyd - Union Oil Company of In- 
donesia. 


B. Dukungan Security 

PT Asuransi Jasa Indonesia - PT Asuransi Indonesia 
Amerika Baru - PT Asuransi Jayasraya - AIG Reinsuran- 
ce Services Ltd.- AFIA Reinsurance Co. Ltd. - The Mercan 
tile and General Co. Ltd. 


-Unione Italiana De Reasicurazione - Societe Commerciale 
De Reassurance - The Toa Fire & Marine Reinsurance Co. 
Ltd. - Skadia Insurance Company Ltd. - Munich Reinsuran- 
ce Co. Ltd, - The Copenhagen Reisurance Pte. Ltd. - Inter- 
national Oil Insurers - Swiss Reinsurance Co. Ltd. - Union 
Reinsurance Company - The Japanese Insurance Consor- 
tium - Various Lloyds Syndicates. 
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SIAP BERPERAN-SERTA 
MENGAMANKAN PELITA. 


MENGAMBIL ALIH 
SEGALA BENTUK RISIKO KERUGIAN. 


Presiden Direktur Periscope Insurance Coy. Ltd. 
Drs. A. Fauzi Achmad 


Dalam rangka pengamanan kekayaan Negara adalah patut apabila diusahakan kelestarian- 
nya, sehingga disamping dapat diwariskan jiwa dan semangat, juga terjamin segala bentuk ke- 
kayaan Negara. Oleh karenanya amatlah penting kekayaan Negara, termasuk proyek-proyek 
PELITA diasuransikan. Apabila pembangunan kini dalam keadaan menuju tinggal landas, maka 
segala sesuatu tidak boleh bersifat untung-untungan. Harus pasti. 

Tekad dan kesungguhan Pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan Pembangunan Nasional 
adalah perwujudan dari kehendak mengamalkan cita-cita kemerdekaan yaitu menciptakan Masya- 
rakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan kata lain, Pembangunan Nasional merupakan satu 
missi suci. Karenanya, usaha mensukseskan Pembangunan Nasional merupakan kewajiban dan 
tanggung jawab kita bersama. Dan Periscope Insurance Coy. Ltd - perusahaan yang bergerak da- 
lam bidang asuransi kerugian yang didirikan dalam tahun 1969, bertepatan dan seiring dengan ta- 
hun pertama pelaksanaan PELITA I.Tidaklah berlebihan bila dinyatakan telah tumbuh berkembang 
seirama dengan kiprahnya derap langkah Pembangunan Nasional. Dengan penanganan manaje- 
men yang cermat, perhitungan - perhitungan yang teliti, serta dedikasi profesional dari seluruh staf 
dan karyawannya. Periscope Insurance Coy. Ltd. dengan cepat mensejajarkan diri dalam deretan 
perusahaan asuransi kerugian yang terpandang dan terpercaya 


Perusahaan Asuransi Kerugian memiliki fungsi ganda. Pertama sebagai salah satu dari Lem- 
baga Keuangan, berusaha menghimpun dana dari masyarakat melalui penutupan polis asuransi 
kerugian untuk kebutuhan investasi pembangunan. Kedua, dengan pelayanan penutupan polis 
asuransi kerugian, maka telah membantu semua bidang usaha agar terhindar dari ancaman risiko 
usaha. Baik kerugian biasa maupun yang bersifat fatal. Dengan demikian menunjang pertumbuhan 


ISCOFE INSURANCE COMPANY LTD. 


pelestarian setiap usaha. Dapat dilihat betapa penting posisi dan kehadiran perusahaan asuransi 
kerugian dalam pelaksanaan Pembangunan. Periscope Insurance Coy. Ltd. yang melayani penu- 
tupan polis asuransi pengangkutan, konstruksi, pemasangan mesin, kebakaran, kerusakan mesin, 
rangka kapal, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, serta asuransi pihak ketiga lainnya senantiasa 
siap mengamankan setiap usaha dan ancaman berbagai risiko usaha. 


Kini dengan di bawah kepemimpinan Drs. A. Fauzi Achmad selaku Presiden Direktur serta di- 
perkuat oleh H.A.S. Rangkuti, SE, Antarini Malik dan Eddy Joesoef, masing-masing selaku Direktur, 
Periscope Insurance Coy. Ltd. kian kokoh dan terpercaya. Dengan gedung perkantorannya yang 
baru dan megah yang berlokasi di jantung kota Metropolitan Jakarta, tepatnya di Jl. Cikini Raya No. 
69 Jakarta Pusat serta 4 kantor cabang di daerah masing-masing : di Medan - Ji. Pemuda 18, Sema- 
rang (Jawa Tengah) - Simpang Lima Super Market Blok B/11 Jalan Ahmad Yani, Surabaya (Jawa 
Timur) - Jalan Tunjungan 53 C dan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) di Jalan Nusantara no. 128 - 
merupakan pencerminan kepercayaan besar masyarakat dan pemerintah kepada daya kerja Peris- 
cope Insurance Coy. Ltd. sebagai suatu perusahaan asuransi kerugian yang dilihat dari kacamata 
profesional, kredibilitas dan integrasinya selama ini. 

Bagaimanapun kemajuan usaha Periscope Insurance Coy. Ltd. tak bisa dipisahkan dan pene- 
rapan manajemen terbuka yang dilakukannya, serta pengikut sertaan karyawan dalam perusahaan 
dengan membagikan sebagian dari saham perusahaan kepada mereka. Demikian pula penetapan 
kebijaksanaan pengendalian karier dengan program program latihan dan pendidikan yang berke- 
sinambungan, menjadikan seluruh staf dan karyawan perusahaan berkemampuan memancarkan 
prestasi kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Para patugas Periscope Insurance Coy. Ltd. 
bukanlah sekedar karyawan, mereka adalah duta yang mewakili citra perusahaan. 


MENGAMANKAN PELITA 


Pelita IV telah beranjak dan Periscope Insurance Coy. Ltd. telah mempersiapkan diri secara 
khusus untuk mengantisipasi segala kemungkinan perkembangan dan tantangan dengan pencip- 
taan - penciptaan sistem kerja yang up to date. Periscope senantiasa siap mengamankan setiap 
usaha dari ancaman musibah, sebagai peran serta suatu lembaga keuangan dalam pem - 
bangunan. 

Guna menjamin keberlangsungan pembangunan/proyek Pelita dengan baik dan sekaligus 
menjamin kekayaan Negara sehingga pasti dapat diwariskan ke generasi penerus, adalah wajar 
apabila semua Proyek PELITA, maupun kekayaan Negara yang tidak bergerak diasuransikan. 

Asuransi Konstruksi dikenal sebagai C.A.R. (Contractor's Sudah banyak 
proyek-proyek Pelita yang diasuransikan (proyek yang ditutup C.A.R.-nya), sehingga berarti proyek 
itu terjamin kelancarannya, meskipun misalnya terjadi musibah, di mana pihak kontraktor terhindar 
pula dari kerugian sehingga tidak perlu "lari". Demikian pula pihak pemilik tidak perlu mengusaha- 
kan dana baru. Dalam Pelita yang menjadi bouwheer adalah pihak pemerintah. Itulah subjecnya. Na- 
mun sebegitu jauh proyek-proyek yang dalam masa konstruksinya diasuransikan itu adalah kebi- 
jaksanaan dari pimpinan instansi atau Pimpro/direksi masing-masing proyek saja, dan tidak/belum 
ada ketentuan dari BAPPENAS ataupun tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan APBN yang meng- 
haruskan. Hal mana ternyata di dalam DIP (Daftar Isian Proyek) premi untuk asuransi tidak secara 
jelas dicantumkan. Sebagian Pimpro sudah mengharuskan dalam dokumen tendernya agar kon- 
traktor harus menutup asuransi konstruksi (CAR) sehingga apabila terjadi kemungkinan musi- 
bah/bencana, terhindarlah kerugian negara. 

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana Jenderal M. Jusuf berkantor dan memim- 
pin Lembaga Tinggi Negara sekarang ini, adalah salah satu contoh di mana dalam dokumen tender- 
nya dulu dinyatakan bahwa siapapun pemenangnya, maka kontraktor diharuskan mengasuransi- 
kan proyek tersebut. Padahal dalam DIPnya pos premi tidak tercantum. Namun pimpinan Lembaga 
tersebut (pada waktu itu Ketua BEPEKA adalah Jenderal Umar Wirahadikusumah - sekarang Wakil Pre- 
siden) merestui pengambilan inisiatif pengamanan dari segala risiko dimasa pembangunannya. Ini contoh 

yang baik sekali. Menghidarkan r isiko tanpa melampaui kredit anggaran yang tersedia dalam DIP, 
yaitu dengan memasukkan klausula asuransi dalam dokumen pelelangan dan ditegaskan pula da- 
lam aanwijzing. Pencantuman klausula ini mungkin saja, oleh karena tarif CAR hanya + 2 promil da- 
ri nilai kontrak, yaitu suatu nilai yang dapat diabaikan apabila dimasukkan dalam komponen con- 
tractor's fee. 

Seandainya setiap bouwheer dalam dokumen tender dan kontraknya mewajibkan CAR atau- 
pun Erection All Risks maka risiko proyek sudah teratasi. Namun adalah lebih baik apabila pos pre- 
mi asuransi ini sudah didukung secara pasti dalam mekanisme APBN. Dimana hendaknya DIP su- 
dah mencatumkan pos premi Asuransi. Sedangkan untuk Anggaran rutin, seyogyanya pos premi ju- 
ga dimasukkan dalam mata anggaran "Belanja Pemeliharaan” yang secara nyata tercantum di da- 
lam DIK (Daftar Isian Kegiatan). 


Hal tadi dikandung maksud, apabila suatu gedung pemerintah, swasta, atau individual diasu- 
ransikan, jika timbul kebakaran, Negara atau pemilik gedung tadi tidak perlu rugi, dan dapat diba- 
ngun kembali tanpa anggaran baru dari pemiliknya. Ini adalah ideal nya dan hanya merupakan gam- 
baran betapa pentingya pengasuransian gedung-gedung milik negara guna penyelamatan kekaya- 
an kita dimasa datang. 


Dan untuk lebih jelasnya alangkah baiknya kalau kita mengenal satu persatu jenis-jenis 
asuransi yang dapat ditutup pada Periscope Insurance Coy. Ltd. yaitu : 


1. Asuransi Semua Risiko, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin pihak tertanggung ter 
hadap kerugian atau kerusakan yang diderita atau musnahnya sesuatu atau sejumlah barang 
yang diasuransikan dimanapun ia berada diwilayah Republik Indonesia, sebagai akibat dari 
sesuatu kecelakaan yang tidak terduga semula. 
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2. Asuransi Tanggung Gugat, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin tanggung jawab рі- 
hak tertanggung terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh kela- 
laian pihak tertanggung. 

3. Asuransi Kaca, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian terhadap kaca yang 
mengalami pecah'/retak sebagai akibat timbulnya suatu kecelakaan. 


4. Asuransi Kecelakaan diri, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian terhadap diri 
pihak tertanggung sebagai akibat suatu kecelakaan. 

5. Asuransi Kebakaran, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan 
terhadap bangunan atau barang-barang sebagai akibat dari terjadinya kebakaran. 

6. Asuransi Kendaraan Bermotor, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin terhadap ken- 
daraan bermotor yang menderita atau kerugian sebagai akibat suatu kecelakaan atau hilang 
atau kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh ke - 

salahan kendaraan yang dipertang gungkan pada waktu kecelakaan terjadi. 

7. Asuransi Pesawat Terbang, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian atau keru- 
sakan yang diderita akibat pesawat terbang tersebut mengalami kecelakaan. 

8. Asuransi Kapal Laut, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian/kerusakan akibat 
kapal laut tersebut mengalami kecelakaan. 

9. Asuransi Angkutan, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian terhadap peng- 
angkutan barang-barang dari satu tempat ketempat lain dengan alat pengangkut seperti kapal 
air, pesawat terbang, truck, kereta api atau alat pengangkut lainnya yang lazim dipergunakan 
dalam perdagangan. 


10. Asuransi Pemasangan, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerusakan fisik yang di- 
derita selama pemasangan mesin-mesin peralatan lainnya atas instalasi secara keseluruhan 
dalam bentuk suatu proyek pekerjaan teknik sipil. 

11. Asuransi konstruksi adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian atau 
fisik yang diderita selama pelaksanaan suatu proyek pekerjaan teknik sipil. 

12. Asuransi Peralatan-peralatan Berat, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerusakan 
fisik pada mesin-mesin atau peralatan-peralatan berat (Heavy Eguipment) lainnya atas suatu 
proyek pekerjaan teknik sipil. 

13. Asuransi Mesin-Mesin, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusa- 
kan fisik yang diderita pada mesin-mesin atau peralatan lainnya pada pengoperasi 
annya. 

14. Asuransi Kebongkaran, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerusakan/kerugian 
barang-barang sebagai akibat dari pencurian dengan jalan pembongkaran bangunan dimana 
barang tersebut berada/disimpan. 

15. Asuransi Jaminan Kejujuran, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian perusa- 
haan sebagai akibat dari ketidak jujuran pegawai-pegawainya atau pekerja atas uang atau 

yang dapat disamakan dengan uang yang dipercayakan padanya. 

16. Asuransi Uang Dalam Kasir, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian akibat hi- 
langnya uang kontan atau yang dapat disamakan dengan uang dan terjadi dalam jam kerja di- 
ruangan kasir. 

17. Asuransi Uang Dalam Lemari Besi, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian 
akibat hilangnya uang kontan atau yang dapat disamakan dengan uang yang disimpan dalam 
lemari besi pada waktu diluar jam kerja. 

18. Asuransi Uang Dalam Pengiriman, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kehilangan/ 
kerusakan uang kontan atau yang dapat disamakan dengan uang dari suatu tempat pengirim- 
an sampai ketempat tujuan. 


E 
n para 


SEIRING SECITA 


MENITI KEHIDUPAN BANGSA” 
YANG ADIL MAKMUR SEJAHTERA 


BERSAMA PT ASURANSI CENTRAL ASIA 


Tiga puluh sembilan tahun sudah 

bangsa Indonesia memekikkan kemerdekaannya. 
Tiga Pelita sudah 

bangsa Indonesia menapak dan mengisi kemerdekaannya. 
Romantika suka dan duka dalam pembangunan 
diarungi sudah. 

Jalan setapak mulai terkuak 

menyingkap tabir hutan perawan nan kaya raya 
mendepak maju menggapai masa depan 
terbang melayang mengantisipasi terwujutnya 
sebuah impian yang tak kunjung usang : 

Rakyat Indonesia yang adil makmur sejahtera! 


Jangan mengeluh hai kawan, 

sebab perjuangan kita masih panjang. 
Sebagai bangsa dan negara 

perjalanan kita memang telah makin jauh. 
Namun jangan cepat-cepat kita membongkar sauh 
sebab seluruh jalan yang kita tempuh 

tidak selamanya lapang. 

Tidak sedikit bukit yang kita daki 

banyak nian lembah yang harus kita turuni 
dan tidak kurang sungai yang kita seberangi 
begitu pula samudera nan luas kita arungi. 


Dalam ziarah pembangunan ini 

tidak jarang tubuh kita dililit luka-luka. 

Namun tiada pernah kita merasa lelah. 

Pasrah dan menyerah adalah pantangan kita 
karena kita adalah bangsa pejuang 

karena kita mimpikan masyarakat yang indah. 


Menapak ambang Pelita empat 

kita merasa makin kuat. 

Kita makin banyak pengalaman 

dan kita makin dewasa. 

Kita makin sadar dan penuh percaya diri 

bahwa kita harus membangun dengan kekuatan sendiri. 
Kita bangun satu kerangka landasan bagi bangsa ini 
dengan menciptakan ratusan industri 

kalau perlu seribu pulau Bali. 


Tahun-tahun di depan ini 

adalah tahun-tahun yang sulit. 

Namun bila kita saling bahu membahu 
niscaya tidak akan ada yang rumit. 


Mari hai kawan 

bersama kami PT Asuransi Central Asia 
menggalang dan mengerahkan dana 
sebagai sumbangsih dan darma bakti 
bagi pembangunan seluruh negeri. 


Terpanggil seruan ibu pertiwi 

untuk berkarya bakti bagi pembangunan negeri 
sejak tahun 58 kami coba berdiri. 

Mengkhususkan diri dalam bidang asuransi 
menanggung segala proyek ekonomi yang merugi. 


Segala kegiatan kami 

meliput bidang-bidang ini: 

risiko kebakaran, kerangka kapal dan angkutan laut 
kendaraan bermotor dan kecelakaan 

risiko pendirian bangunan dan kontraktor 

rusaknya mesin-mesin dan pemilikan rumah 

serta kerugian karena bencana alam dan serbaneka lainnya. 


Dalam usianya yang keduapuluh enam 
usaha kamipun beranjak dewasa. 
Perkembangan kami sangat melegakan. 
Sebagai ilustrasi 

pendapatan premi kotor kami 

pada tahun 81 menduduki rangking pertama 
untuk sektor swasta, dalam negeri. 

Sedang pendapatan bersih kami 

pada tahun 81 menduduki rangking ketiga 
untuk sektor swasta, dalam negeri. 

Dan ratio klaim bersih kami 

pada tahun 81 menduduki rangking kelima 
untuk sektor swasta. | 


Menilik derap pembangunan yang kian gemerincing 
kami sangat optimistik dengan prospek kami. 


Berbagai peluang untuk berpartisipasi 

terhampar luas di depan mata kami. 

Usaha pengamanan pembangunan fisik berikut hasilnya 
dari kemungkinan bencana alam 

atau karena keteledoran dan ulah manusia 


niscaya menuntut usaha pertanggungan yang profesional. 


Dan itu tugas kami - PT Asuransi Central Asia. 
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Bangkitlah hai kawan ! 

Manakala Anda terhimpit dalam kesukaran 
jangarysegan dan enggan memanggil kami. 

Mari bergabung dengan kami 

dan ajaklah kami berperan serta dalam usaha Anda 
silahkan kontak kami dan perwakilan-perwakilan kami: 


: Komplek Duta Merlin Blok A no. 4 & 5 


Jalan Gajah Mada no. 3-5, Jakarta 

Telp. : 348526, 348534, 348536, 348541, 
348553, 348564, 348569 

Telex : 46569 & 46659 CAINSUR IA 


: Jl. Veteran 1/1 


Telp. 22732 - 3, 22822, 23089 
Telex 31117 CAINSUR IA 


: Jl. Asia Afrika No. 116 


Telp. 58322, 56004: Telex 28273 CAICO BD 


: Jl. Suari No. 4 


Telp. 20810, 289459: Telex 22419 CAINSUR SM 


: Jl. Slamet Riyadi No. 203 C 


Telp. 7885: Telex 22461 CAINSURSLO 


: Jl. Jend. Sudirman No. 124 F 


Telp. 26535, 25895; Telex 27414 CAI PG 


: Jl. Bukit Barisan No. 3A 


Telp. 424470, 324271; Telex 51434 CAINS MDN 
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PILIHAN PERTAMA 


PERTANGGUNGAN USAHA ANDA 


enabung mudah, dan 
hasilnya...wah! 


Menabung melalui Tabanas sekarang ini 

sungguh mudah, bahkan menyenangkan. 

An da oe luangkan waktu sebentar, 
rahkan uang, dicatat seperlunya, selesai. 

dak ada segala tetek bengek yang menyulitkan 

sebagaimana mungkin anda sangka Sementara itu 


aa MEN” WAN " eval ranr- 3 ) 
anfaatnya untuk rencana masa depan sungguh besar. 
IKutilah jutaan kawan kita yang lain menabung 
UNTUK Masa depal | Tabanas 
A tr a | 
v б ^ 1 LA. 


| D. TABANAS 


Cara menabung paling mudah! 


Belajar dan 
ber TABANAS kini, 
sukses dikemudian hari 


Kebiasaan tekun belajar sejak kecil adalah 
kebiasaan terpuji. Kebiasaan belajar dan 
menabung dua kali terpuji. Dan menabung 

Tabanas adalah cara menabung yang menyenang- 

kan, mudah, aman dan manfaatnya besar sekali. 
Dengan Tabanas, buku sekolah bisa disediakan. 
Tabanas membantu untuk lulus, rekreasi sekolah, 
acara Pramuka dan dalam berbagai acara yang 
membutuhkan biaya. 

BerTabanas cara terbaik dalam menunjang 

rencana masa depan anda. | 
Capailah masa depan gemilang, belajar dan | 
menabunglah Tabanas mulai sekarang! 


TABANAS 
Cara menabung paling mudah! 
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Gedung Kantor Besar Bank Negara Indonesia 1946, darimana seluruh 
kegiatan operasional BNI 1946 (dalam dan luar negeri) dikendalikan. 


PERAN BNI 1946 


DALAM PEMBANGUNAN 


Sejak didirikan tanggal 5 Juli 1946, dari tahun ke tahun 
Bank Negara Indonesia 1946 terus menunjukkan pertum- 
buhan yang mantap. Setelah kedudukan dan fungsinya 
dipertegas lagi dengan UU No. 17 tahun 1968, di mana 
Bank Negara Indonesia 1946 ditetapkan sebagai bank u- 
mum dan bank devisa dengan tugas dan usaha pokok 
yang diarahkan kepada perbaikan ekonomi nasional de- 
ngan mengutamakan sektor industri, perkembangannya 
nampak lebih pesat lagi. . 


Kemajuan ini tidak terlepas dari perkembangan pereko- 
nomian Indonesia yang terus meningkat semenjak dilaksa- 
nakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama 
(Repelita |) yang dimulai tanggal 1 April 1969. Pesatnya ke- 
majuan BNI 1946 tersebut tercermin baik dalam besarnya 
jumlah kekayaan (assets) yang dimiliki, dana yang berhasil 
dihimpun, kredit yang disalurkan maupun aktivitas-aktivitas 
lainnya. 


Sampai tahun 1982, jumlah assets telah mencapai 
Rp 3.224,4 milyar, jumlah dana yang berhasil dihimpun 
berupa giro, deposito, tabungan dan dana-dana lainnya 
mencapai Rp 2.247,3 milyar, sementara jumlah kredit yang 
disalurkan mencapai Rp 1.509,6 milyar. Ini berarti selama 


periode 1969 — 1982, jumlah assets, dana dan kredit BNI 
1946 telah mengalami laju pertumbuhan masing-masing 
sebesar 34 persen, 40 persen, dan 34 persen rata-rata per 
tahun. Kredit BNI 1946 sesuai dengan fungsi dan tugas po- 
koknya, sebagian besar disalurkan ke sektor industri. 

Sejalan dengan terus meningkatnya jumlah harta yang 
harus dikelola dan besarnya volume usaha, jumlah karya- 
wannya pun terus meningkat. Sampai akhir 1982 jumlah- 
nya tercatat sebanyak 11.604 Orang. Demikian pula jumlah 
kantor cabangnya terus bertambah, yang hingga saat ini 
berjumlah 236 buah, empat diantaranya beroperasi di luar 
negeri, yaitu di Hong Kong, Singapura, Tokyo dan New 
York ditambah satu kantor perwakilan di Manama (Bah- 
rain). 

Fungsi kantor cabang dan kantor perwakilan di luar ne- 
geri ini selain untuk mendukung aktivitas BNI 1946 dalam 
transaksi luar negeri (ekspor/impor, foreign exchange deal- 
ing dan sebagainya), juga untuk menghimpun/menarik da - 
na dari luar negeri bagi keperluan pembeayaan pemba - 
ngunan di dalam negeri. 

Sejak beberapa waktu yang lalu BNI 1946 telah aktif dalam 
kegiatan "international loan syndications" bersama bank- 
bank internasional dalam membeayai kegiatan pem - 

bangunan proyek-proyek di dalam negeri dan di luar negeri. 


( Rp. Milyar ) ( Rp. Milyar) 
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Perkembangan Kredit BMI 1946 Perkembangan KIK Dan KMKP BNI 1946 
(Kredit Rupiah Dan Valuta Asing) Tahun 1974-1982 
Menurut Sektor Ekonomi , Tahun 1969 - 1982 (Milyar Rp.) 
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1. PT Petrokimia Gresik, salah satu industri dasar-yang mendapatkan 4. Bank Negara Indonesia '46 Kantor Cabang Hong Kong yang dibuka 
dukungan pembiayaan Bank Negara Indonesia 1946. pada tahun 1963, merupakan salah satu unit operasional BNI 1946 di 
luar negeri. 
2. Sebagai bank pemerintah yang ditugaskan dalam bidang industri, se- Kantor Cabang BNI 1946 di luar negeri telah turut aktif dalam kegiatan 
bagian besar kredit BNI 1946 disalurkan ke sektor industri tersebut, kredit sindikasi bersama bank-bank internasional, salah satu bukti 
| Gambar menunjukkan kegiatan usaha perusahaan СКВ! Medari bahwa BNI 1946 telah 'go international’ 
І (Yogyakarta), salah satu industri sandang yang memperoleh bantuan 5 
pembiayaan dari BNI 1946. 


. Pelayanan jasa BNI 1946 tidak terbatas hanya dipusat-pusat kota 
akan tetapi meluas dan menjangkau tempat-tempat dimana jasa-jasa 


rbankan dibutuhkan . menunjukkan kegiatan - 
3. Dalam rangka mendorong agar masyarakat giat menabung , BNI 1946 Ais BNI 1946 di Acn NOUS (Ball: egiatan pelayan 


menyediakan sarana yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. 
Gambar menunjukkan kegiatan Kantor Cabang Pekanbaru dalam 6. Kegiatan BNI 1946 cabang Universitas Gajah Mada dalam melayani 


menerima tabungan dari masyarakat. para mahasiswa. 
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. BNI 1946 juga berperan besar dalam mendorong perkembangan 
pengusaha-pengusaha kecil, diantaranya dengan pemberian KIK/ 
KMKP, kredit kelayakan dsb. 

Gambar menunjukkan kegiatan salah satu pengusaha kecil/ekonomi 
lemah yang menjadi nasabah KIK/KMKP BNI 1946. 

. PT Indocement (Јама Barat) satu lagi industri besar yang menda- 
pat dukungan pembiayaan BNI 1946. 

. Tuntutan pembangunan yang terus meningkat mengharuskan kema- 
juan sarana dan prasarana yang menunjang. Gambar me- 
nunjukkan suasana peresmian gedung baru BNI 1946 cabang Sura- 
baya oleh Bapak Menko Ekuin Prof. Dr. Ali Wardhana. 

Dengan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana dianta- 
ranya dengan pendirian dan perbaikan gedung kantor, maka BNI 1946 


10. 


T. 


12. 


akan mampu berperan lebih besar dalam menunjang pembangunan 
Indonesia. 

Dua buah pabrik kayu lapis, PT Kurnia Kapuas Plywood (Kal Bar) dan 
PT Kurnia Musi Plywood (Sum Sel), yang mendapat pembiayaan dari 
BNI 1946 dalam rangka mendorong peningkatan ekspor bukan mi- 
nyak dan gas bumi. 

Komputer suatu sarana mutakhir dalam menunjang kegiatan opera- 
sional 

Gambar menunjukkan salah satu unit komputer BNI 1946 dimana 
semua data yang berkaitan dengan aktivitas BNI 1946 dihim pun dan 
diolah disini. 

Dealing Room, dimana kegiatan BNI 1946 dalam bidang domestic dan 
international money market dilaksanakan. 


Мей т Perlu A Ketahui ? 


Sebab 1946 melambangkan pengalamannya yang Baliné tua da prede 
yang paling khas diantara semua bank nasional dalam wilayah Republik Indonesia. 
Singkatnya, 5 Juli 1946 merupakan detik kelahiran BNI 
sebagai bank pemerintah yang pertama. 


Sebagai suatu bank yang lahir dan berkembang sejak kemerdekaan Indonesia, 
BNI-1946 menyelami sepenuhnya arti dari sistem perbankan di Indonesia. BNI-1946 turut 
memupuk pertumbuhan sistem ini sejak semula. 


Pada saat pendiriannya BNI-1946 hanya mempunyai lima buah kantor. 
Dewasa ini, telah berkembang dan menjadi bank nasional yang besar dan jauh lebih baik, 
dengan 235 kantor cabang di seluruh Indonesia. 


Jaringan korespondensinya meluas ke seluruh dunia. Hubungan BNI-1946 erat 
terjalin dengan bank-bank international dan turut berperan pula dalam sejumlah pusat-pusat 
keuangan dunia, melalui kantor-kantor cabangnya 
di Singapore, Hong Kong, Tokyo dan agency di New York. USA, 
disamping kantor perwakilan di Bahrain. | 


BNI-1946 memberikan segala macam jasa perbankan dengan kemampuan yang meningkat. | 
ketrampilan yang disempurnakan dan sarana-sarana yang mutakhir. | 


Kesemuanya ini adalah berkat landasan kokoh yang diletakkan semenjak 5 Juli 1946 
Memang telah menjadi fakta bahwa BNI-1946 tumbuh atas dasar | 
pengalaman kepercayaan. | 


Untuk kebutuhan perbankan Anda, percayakanlah pada yang berpengalaman : | 


Bank Negara Indonesia 1946 


Kantor Besar : Jalan Lada No. 1, P.O. Box 1946 KB/JAK 
JAKARTA KOTA-INDONESIA. Kawat : KANTORBESAR 

Telex : 42702, 42703, 42721, 42821, 42680, 42940 KBBNIJKT 
Telp.: 672075 (20 saluran) 


BANK UMUM NASIONAL 
BERPERAN AKTIF DALAM KANCAH 
PEMBANGUNAN DEWASA INI 


Dengan mengusahakan jasa perbankan di segala bidang: 
perdagangan, pertanian dan industri. 
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pembangunan s secara Bea басе 
an di segala bidang telah nyata ki- 
ta nikmati hasilnya, sejak Pelita I — 
Pelita III. Khasanah perekonomian 
Indonesia pun berkembang ke arah 
yang lebih maju selama pemerintahan 
Orde Baru. 


Taraf hidup masyarakat mening- 
kat,dunia usaha semarak, merupakan 


wasa ini. Dalam kancah pembangun- 
an ini Bank Umum Nasional secara 
aktif turut berperan. Dengan meng- 
usahakan jasa perbankan untuk ma- 
syarakat luas, dalam bidang: perda- 
gangan, pertanian, dan industri. 

Mari kita sukseskan Pelita IV, da- 
lam jalinan kerjasama yang lebih erat 
lagi. Demi kemajuan dan kejayaan 


tujuan pokok pembangunan de- D bangsa, negara dan tanah air. 


BANK UMUM NASIONAL 


BANK DEVISA SWASTA UTAMA DI INDONESIA 


BANK RAKYAT INDONESIA 


DAN PEMBANGUNAN 
PEREKONOMIAN 


RAKYAT 


Bagi Indonesia sebagai suatu negara Pertanian mempertahankan dan 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berarti mempertahankan dan 
meningkatkan laju pertumbuhan sektor pertanian. Dalam lima tahun ter- 
akhir ini sektor pertanian telah tumbuh dengan rata-rata 4,5 % setahun 
dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto adalah 32 96. Melalui 
kredit dan fasilitas pembiayaan-pembiayaan lainnya, keikutsertaan BRI 
telah memegang peranan yang cukup menentukan. 


KonfeksMillkaian di 
Pematang amar NN 


Selama ini BRI merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang me- 
nangani kredit Bimbingan Masal (BIMAS) dalam rangka intensifikasi 
pangan dan di samping itu menangani pula pembiayaan Proyek Peremaja 
an, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) dan Proyek 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang sudah dikenal. 


Kurang lebih 50 96 dari program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Mo- 
dal Kerja Permanen (KMKP), suatu program Pemerintah untuk menum- 
buhkan pengusaha-pengusaha pribumi, telah dilaksanakan lewat BRI. 
Selama lima tahun terakhir BRI telah tumbuh dengan rata-rata 35 % seta- 
hun dan angka pinjamannya telah meningkat 4 kali lipat. Keadaan pada 
akhir Januari 1984 mencapai Rp. 2.323 milyar. 


Lebih dari 50 % pinjaman ini diberikan kepada sektor pertanian, kegiatan 
koperasi serta usaha-usaha skala kecil lainnya di daerah pedesaan. 
Angka statistik hasil pembangunan telah mencatat bahwa pengembangan 
sektor pertanian ternyata membantu terlaksananya azas pemerataan, 
suatu azas yang tetap menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pem- 
bangunan. 

Dalam kaitan ini, BRI merasa memperoleh kehormatan telah ikut diper- 
caya memberikan kontribusinya melalui program-program kredit kecil dan 
program pengembangan koperasi. 


2. 


SHRIMP 


BRI didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968, akan tetapi 
sejarah kegiatannya telah dimulai semenjak tahun 1894, yakni ketika para 
pendirinya membangun sebuah Bank di Purwokerto, Jawa Tengah, untuk 
melepaskan masyarakat setempat dari cengkeraman riba. 


Melalui perjalanan yang panjang dalam sejarah, BRI telah sampai pada 
statusnya dewasa ini, sebuah Bank Pemerintah yang walaupun usahanya 
dikhususkan pada perbaikan perekonomian rakyat, namun juga memberi- 
kan jasa perbankan yang luas pada dunia usaha di dalam maupun di luar 


negeri. 


Dalam kaitan itu, telah didirikan anak-anak perusahaan BRI masing-ma- 
sing PT. Inter Pacific Financial Corporation dan PT. Sanwa BRI Leasing 
yang merupakan usaha patungan dengan Bank-Bank Luar Negeri. 
Dalam mendukung operasinya, selama tiga PELITA, BRI telah memper- 
luas jaringan kerjanya sehingga sampai di akhir PELITA III, BRI merupa- 
kan satu-satunya Bank yang beroperasi mulai dari kota-kota besar sampai 
ke pelosok desa di segenap penjuru tanah air. 


Dewasa ini organisasi BRI mencakup 15 buah Kantor Wilayah, 16 Kantor 
Inspeksi, 292 Kantor Cabang dan 3.576 buah Unit Desa. Dalam 10 tahun 
terakhir jumlah pegawai telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pada akhir 
Januari 1984 tercatat 31.901 orang pegawai. 


Untuk mengimbangi pertumbuhan kegiatan yang berlangsung pesat maka 
segi administrasi juga disempurnakan. Pengolahan data di Kantor Pusat 
telah menggunakan komputer dari generasi mutakhir dan dalam waktu de- 
kat di tiap-tiap Kantor Wilayah akan dilaksanakan pengolahan data secara 
elektronik. 


Dengan struktur organisasinya yang berskala besar, BRI dapat melaksa- 
nakan misi utamanya yakni meningkatkan dan memperkuat perekonomi- 
an rakyat, sehingga dapat tumbuh menjadi unsur yang penting dalam per- 
ekonomian nasional. 
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Untuk itu maka BRI dengan Unit Kerjanya yang tersebar di seluruh Tanah 
Air siap menyongsong PELITA IV. 


Mari melaju bersama BRI menuju sasaran pembangunan. 


BANK YANG PENUH PENGALAMAN 
DAN 
MENGUTAMAKAN PELAYANAN 
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Bank Bumi Daya 
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Bank Bumi Daya adalah Bank Umum milik Pemerintah yang dibentuk 
dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1968 dimasa Orde Baru menjelang 
dimulainya Pelita |. Bank ini adalah hasil nasionalisasi dari De Nationale 
Handels Bank pada tanggal 9 September 1959 dengan nama Bank Umum 
Negara yang selanjutnya sejak tahun 1965 sampai berlakunya Undang- 
undang No. 19 tersebut bernama Bank Negara Indonesia Unit IV. 

Tugas Bank Bumi Daya sesuai dengan pembidangan yang digariskan 
oleh Pemerintah dalam kegiatannya mengutamakan sektor perkebunan 
dan kehutanan. Tentu saja sebagai Bank Umum, Bank Bumi Daya juga 
membantu mengembangkan bidang-bidang pertanian, industri, pertam- 
bangan, perdagangan dalam dan luar negeri dan pengangkutan. 

Sebagai suatu Bank, partisipasi Bank Bumi Daya dalam pembangun- 
an adalah berusaha meningkatkan tarap hidup rakyat dengan cara penge- 
rahan dana masyarakat dan menyalurkan penggunaannya dalam investa- 
si dan usaha-usaha yang menunjang pembangunan. 

Dari dana yang berhasil dikerahkan tersebut oleh Bank Bumi Daya 

selanjutnya disalurkan keperkreditan sesuai dengan kebijaksanaan yang 
dijabarkan oleh Departemen-Departemen dan Bank Indonesia dalam me- 
laksanakan program Pemerintah dalam pembangunan. 
Program Pemerintah dalam pembangunan tersebut sesuai dengan Pelita 
|, Il dan Ill menitik beratkan kepada bidang pertanian untuk menuju ke 
Swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan 
baku menjadi barang jadi. 

Hasil pengerahan dana tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan Ju- 
ni 1983 adalah sebagai berikut : 
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1968 Rp.  46,6milyar 
1974 Rp. 530,2 milyar 
1979 Rp. 1.370,9 milyar 
Juni 1983 Rp. 2.857,5 milyar 


Adapun sasaran kredit yang diberikan oleh Bank Bumi Daya meliputi 
perusahaan milik Pemerintah maupun Swasta, serta menunjang usaha 
pengusaha-pengusaha lemah dalam program KIK/KMKP dan Kredit Ke- 
layakan. Fasilitas KIK/KMKP serta Kredit Kelayakan meliputi usaha-usaha 
perdagangan, transport, konstruksi dan industri. Jumlah nasabah sampai 
akhir 1982 mencapai 81.338 nasabah sedang akhir 1977 baru 4.785 nasa- 
bah dengan demikian terdapat rata-rata kenaikan pertahun * 40096. 


Adapun nasabah KIK/KMKP dan Kredit Kelayakan antara lain adalah per- 
usahaan Jamu Darmi, peternakan Artonik, perusahaan mebel Karmain 
Furniture serta Bu Bas Catering. Sedang perusahaan yang mendapat fasi- 
litas kredit di luar KIK/KMKP dan Kredit Kelayakan meliputi pabrik-pabrik 
pengolahan hasil hutan/kayu seperti PT. Inhutani II — Banjarmasin, 
PT. Kayu Lapis Indonesia — Solo, PT. Raja Garuda Mas — Belawan, 
PT. Surya Dumai Veneer – Pekanbaru, PT. Molex Indah Plywood Industry 
— Ambon, PT. Sumber Utama Timber — Jambi. 


Sementara itu juga untuk pabrik-pabrik gula antara lain pada PTP IX Me- 
dan, PTP. XIV Cirebon, PTP XV - XVI Solo, PTP XX, PTP XXI - XXII dan 
PTP XXIV - XXV Surabaya, maupun pabrik gula milik swasta : PG. Madu 
Baru PT. — Yogya, PT Kebon Agung Surabaya, PG. PT. Candi — Sidoarjo. 


Untuk bidang usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, kina, coklat, kopi 
antara lain pada PTP II-Medan, PTP X-Teluk Betung, PTP XII — XIII - Ban- 
dung, PTP XXIII- Surabaya, PTP XVIII - Semarang, PTP XXVI - Jember, di 
samping itu juga untuk perusahaan swasta diantaranya PT. Multi Agro 
Corp., PT Bumi Lampung Permai, PT. Ledok Ombo, PT. Indonesia Indah 
Tobacco serta pabrik pupuk PT. Pusri di Palembang. 


Perkembangan kredit tersebut adalah sebagai berikut : 


1 = Rp 1 milyar 


| | | 


' 
116,4 | 293,7 1 364.0 


Jenis Kredit 
y 
- Perkebunan 
Kehutanan 
Pertanian 


— Produksi 
-Produksi Jasa 
- Perdagangan 


11.1820 


— KIK / KMKP 
- Kelayakan 


Dalam perdagangan internasional, yaitu dalam pelayanan ekspor-im- 
por Bank Bumi Daya menekankan pada usaha yang mendorong ekspor 
non migas sedangkan di bidang impor terutama membantu importir ba- 
rang-barang modal dan bahan baku penolong. Perkembangan ekspor-im- 
por tersebut adalah sebagai berikut : 


1 = US$. 1 juta. 

1968 1974 1979 1983 (Juni) 
Ekspor 451,0 AH 1.484,4 541,2 
Impor 90,1 321,2 333,9 321,0 


Adapun perkembangan jumlah Cabang, Cabang Pembantu serta Kantor 
Perwakilan di luar negeri dalam periode seperti di atas sebagai berikut : 


1:1 
1968 1974 1979 1983 (Juni) 
Cabang 35 57 67 73 
Cabang Pembantu 1 9 11 16 
Perwakilan L.N. - 3 1 1 


Aktiva Bank Bumi Daya awal Pelita I yaitu akhir tahun 1968 menunjuk- 
kan jumlah Rp. 63,00 milyar. Pada posisi Juni 1983 telah mencapai Rp 
3.109,00 milyar. Dengan jumlah aktiva tersebut Bank Bumi Daya telah me- 
nempatkan dirinya sebagai Bank yang besar di Indonesia dan bertekad 
untuk lebih meningkatkan peranannya sesuai dengan tugasnya memper- 
baiki tarap hidup ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. 


Pelita demi Pelita Bank Bumi Daya turut berkembang dan bertambah 
maju, turut bahu membahu dalam unsur-unsur pembangunan lainnya da- 
lam mengemban tugas pembangunan dalam rangka merealisir masyara- 
kat adil makmur berdasarkan Pancasila. 
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' Memberikan kredit jangka inenengah Hen nik panjang un- 
tuk sektor industri, pengangkutan, termasuk maritim, dan  . 
perhotelan dengan jangka waktu sampai 15 tahun termasuk | 


tenggang waktu maksimum 6 tahun. 


KEGIATAN 


““Parkreditan : Meliputi pemberian kredit yang . ber- Soap 


bentuk, antara lain : 
- kredit investasi dan kredit SA kena yang di- 


perlukan dalam rangka investasi tersebut. Syarat 
umum antara lain besarnya kredit 6596 dari biaya — pro- pe^ 


‘yek, sedang persyaratan sponsor 3596-nya. 


- kredit kelayakan s/d Rp 75 juta, sponsor cukup. 


mempunyai 1096 dari biaya proyek. 
- kredit kecil. (KIK/KMKP) gan kredit dalam angka 
Keppres 14A 
kredit untuk Sembuh rumah sederhana 
dalam rangka BTN | 
- penerusan kredit ex luar negeri -untük proyek- 
proyek Pemerintah 
Program pembiayaan meliputi rehabilitasi, modernisasi, 
ekspansi, maupun pembangunan proyek baru. 


* Penyertaan Modol: Untuk mengatasi kesulitan dalam per- 
modalan, maksimum 2596 dari modal perusahaan, dimulai 
pada Pelita Ill sebesar Rp. 43,2 milyar. 


* Pasar Uang dan Modal.: Emiten obligasi, money-trader, 


^ “Hiset dan Promosi + 


“BANK PEMBANGUNAN І INDONESIA 
К Pemerintah)” 


s% Jalan еда Lama 2-4 Jakarta 

| Kotak Pos: 140 

` Alamat kawat dua d BAPINDO - | 
Teleks: 01.44214 dan 01 44335 
“Telepon: 321908 (20 saluran) 
Jumlah Cabang ^X : 21 di ibukota propinsi 

.. Didirikan berdasarkan : Undang-Undang No. 21/Prp/60 

| tgl 25-5-1960 
Modal Dasar . | — t Rp 50 milyar | 


underwriter, trustee, адеп PT Danareksa, makelar jual- 
beli surat berharga di Bursa. 


- Penelitian ekonomi keuangan, industri, pemasar- 
an. 

- Identifikasi proyek, profil industri, pemanduan 
pengusaha golongan ekonomi lemah. 


| Jasa Bank Umum : Pengumpulan giro, deposito, pengi- 
riman uang, dan pembukaan L/C untuk debitur sendiri. 


^ Kerjasama dengan BPD : Memberikan- kredit pro- 
gram/kredit kecil, bantuan teknis, dan jasa konsultasi. 


MANAJEMEN, térdin dari, 


a. Dewan Pengawas :  — Menteri Keuangan 
— Gubernur Bank Sentral | 
Kuasa Dewan 1 
Pengawas : + Oskar Surjaatmadja — 
(Direktur Jenderal Moneter 
Dalam Negeri) 
- Hendrobudiyanto | 
(Direktur Bank Indonesia) 
b. Direksi terdiri dari 5 (lima) orang, salah seorang menjadi 
Direktur Utama. 
Direksi diangkat Presiden untuk 5 tahun dan dapat а 
kembali untuk 5 tahun EDE 
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Direktur Utama BAPINDO, Kuntoadji, menjabat 
sejak awal Pelita | sampai sekarang. 


Dari kegiatan tersebut, debitur Bapin- 


do menyebar di seluruh Indonesia. Dari 
sekian banyak debitur, beberapa dapat 
kami sebutkan berikut ini : 


SEMEN KUPANG 

Akhirnya pada penghujung Pelita III 
rampunglah sebuah pabrik semen, PT 
Semen Kupang dengan cap produksi Ko- 
modo dan tiga bintang.Semula, dataran 


itu gersang dengan batuan berkapur dan 
tanah liat. 


Pada 14 April 1984, Presiden Soeharto 
berkenan meresmikan pabrik yang men- 
jadi kebanggaan NTT (Nusa Tenggara 
Timur). 

Penelitian lokasi dan kemungkinan 
mendirikan pabrik semen di padang belan- 
tara ini dimulai pada tahun 1974. Pem- 
bangunannya baru berlangsung pada 


akhir 1980 yang dilaksanakan oleh 7 kon- 
“traktor nasional dan 3 kontraktor asing di 


bawah pengawasan Loesche GmbH. 
Nilai pabrik Rp 29.407 juta bersumber 


dari Bapindo, Perusahaan Daerah Floba- : 


mor, dan PT Semen Gresik dengan jenis 
semen Portland, sama dengan semen 
Gresik, Padang, dan Tonasa. Kapasitas 
produksi 120.000 ton per tahun, sama 
dengan kebutuhan NTT. 


“Proses produksi pelik ini mengguna- 
kan tungku tegak, Vertikal Shaft Kiln dan 
Rotary Кіп dengan bahan bakar an- 


thracyte yang dihaluskan dan dicampur: 


bahan baku. Sistem tungku tegak ini 


menjadikan biaya proyek lebih rendah dan 


dengan tehnologi yang lebih sederhana. 


Pabrik yang.mampu menampung 234 
orang tenaga kerja ini sudah beroperasi 


. dan manga an dari teknisi bangsa 


Pada tahun 1971, masih pada awal 


Pelita |, berdirilah PT BBI (Persero Boma 
Bisma Indra), persero negara yang mele- 


bur З perusahaan milik negara, yaitu PN . 


(Perusahaan Negara) Boma (d/h NV De 
Bromo), PN Bisma (d/h NV De Vulkaan), 
dan PN Indra (d/h NV De Industrie). 


PT BBI memiliki 4 unit dan 1 sub unit, 


yaitu Unit Bisma, Unit Indra, Unit Turang- 


ga, Unit Proyek Manajemen, dan Sub Unit 
Wahana. Kecuali Turangga di Pasuruan, 
lainnya di Surabaya. | 
Unit Bisma memproduksi motor diesel, 
lisensi Klockner Humbolt Deutz, dengan 
kapasitas 3.350 unit per tahun.Pada awal 
1984 menang atas tender terbuka PLN 
senilai Rp 68 milyar untuk jangka waktu 
2 tahun, yaitu pengadaan dan pemasang- 


an 153 unit Genset kapasitas 300 KVA 


di seluruh Indonesia (luar Jawa), pengada- 
an dan pemasangan 90 unit Genset kapa- 


sitas 1500 KVA di Jawa dan Sumatra. 
Keunggulan motor diesel Bisma, sistem 


pendingin udara tidak menggunakan ra- 
diator. Udara sekitar dapat dimanfaatkan | 
sistem ini. 


Unit Indra mengelola bidang konstruk- 


“Si. Kapasitas konstruksi baja 2.700 ton — 


per tahun, konstruksi pelat 2.300 ton per 
tahun, dan konstruksi permesinan 800 mie 
ton per tahun. ae. 
Unit Turangga memproduksi pacul, 
lisensi Carl Schlieper, cap “Mata” yang 
terkenal sejak puluhan tahun lalu, dengan 
kapasitas 750.000 buah per tahun. Sub 
unit Wahana bergerak di bidang konstruk- 
si baja untuk pembuatan jembatan, an- 
tara lain, jembatan Bailey. 
| d ^ é PAN, | 
Bakrie Pipe Industries, Industri Pipa In- — 


donesia, telah memproduksi pipa Electric — 


Resistence Weld (ERW) sejak tahun 


1960, sehingga usaha nasional ini sekali- 


gus, dapat dikatakan sebagai pelopor 
pembuatan pipa di Indonesia. Sejak ber- - 
diri, kapasitas produksi sudah mencapai 
100. me ton per tahun. 


"Z, 


N 


Pada tahun 1979, perusahaan ini E 
memperoleh kepercayaan dari American ! 


Petroleum Institute (API) menggunakan 


monogram bertaraf internasional pada — 
pembuatan pipa saluran sesuai dengan _ 


spesifikasi API SL. 


Untuk mengimbangi permintaan para | 


konsumen dalam negeri, juga para peng- 


usaha minyak asing, maka pada tahun — 
1981 telah dibangun pabrik pipa baru 
yang berproduksi jenis pipa ERW dan 


sudah berproduksi sejak 1982. 


Pipa produksi Bakrie Pipa Industries — 


selalu diuji secara ketat. Mengontrol kua- 
litas dilakukan dengan uji secara Non- 


Destructive Test pada pengelasan, Test — 


Ultrasonic untuk mengetahui adanya 


cacat atau tidak, dan Test Eddy Current 


untuk menentukan kekuatan pipa. 


Dengan uji tersebut, produksi pipa per- € 3 
usahaan ini selalu menjaga kesempurnaan a Gs 


mutu. 


Ka WE pa g 


PENYE BERANGAN. 


` Indonesia merupakan negara yang di AT 
kelilingi laut dan dibatasi sungai. — 


an telah memperoleh pembiayaan untuk 
ferry tipe Ro-Ro, beroperasi di Selat Bali 
(Kmp. Nusa Bhakti). 


Upaya ini berarti memperlancar arus 
angkutan penumpang, barang dan ken- 
daraan pada umumnya, termasuk penya- 
luran kebutuhan bahan pokok antar pulau. 
Proyek ini menciptakan lapangan kerja 
baru bagi 116 orang dan memberikan nilai 
tambah ekonomi rata-rata Rp. 374 juta 
per kapal setiap tahun. 

ЖЕЕ ЗЕ 

PT (Persero) Intirub, satu-satunya 
perusahaan milik negara yang bergerak 
pada sektor industri ban motor dengan 
lokasi pabrik di Palembang dan di Jakarta. 


Untuk meningkatkan kualitas produksi 
ban. PT Intirub telah melakukan kerjasa- 
ma teknik dengan Goodyear sejak 1971 
sampai 1983. Pada tahun 1978 telah 
merealisasi Program Peningkatan Mutu 


 sebut, PT 
“dengan kualitas terjamin. Sebagai peru- 


` dengan meningkatkan kapasitas produksi 


dari 2.400 buah ban per hari menjadi 

4.000 buah ban per hari. e 
Setelah kontrak dengan Goodyear ber- 

akhir, untuk lebih meningkatkan mutu 


_ pada akhir tahun 1983 PT Intirub mela- 
kukan kerja sama teknik dengan produsen _ 
` ban terkemuka di dunia, yaitu BF Good- ~ 


rich, Amerika Serikat. Reputasi mutakhir 


angkasa luar Demak 


Dengan kerjasama teknik terakhir ter- 


Intirub memproduksi ban 


sahaan pemerintah, produk ban Intirub di- 
harapkan tentunya akan digunakan oleh 
instansi pemerintah termasuk kendaraan 
militer dan kendaraan umum. 


MAFHABOR INDONESIA 
PT. Mafhabor Indonesia merupakan 
perusahaan nasional pengeboran, khusus- 


. nya pengeboran minyak di atas daratan. 
“Sebesar 8096 saham perusahaan ini 


dimiliki Koperasi Jasa Keahlian Teknosa 
dan 2096 milik Bapindo. 

Dengan cara moderen dan teknologi 
tinggi, yang dilakukan secara profesional, 
PT Mafhabor telah melakukan pengebor- 
an di beberapa tempat dengan hasil yang 


gemilang. Bahkan sudah berkembang ke 
pengeboran geothermal (gas bumi). 
Potensi gas bumi masih terus dikembang- 
kan. 


Sejak 1982, PT Mafhabor mendapat 
kontrak kerja dari Pertamina untuk penge- 
boran minyak dan gas bumi di Sumatra 
Selatan. PT Mafhabor sudah menjadi ang- 
gota Oil & Gas Drilling Association dan 
Internasional Association of Drilling 
Contractors. 


“BF Goodrich ialah penggunaan ban pro- - 
. duksi mereka terpilih untuk kendaraan 


GUNA NUSA UTAMA 


PT Guna Nusa Utama Fabricators a 


perusahaan PMDN yang berdiri pada 2 ' 


Desember 1980, bergerak dalam bidang 
usaha perekayasaan, fabrikasi, konstruksi 
guna memenuhi kebutuhan perusahaan 
industri, khususnya perusahaan industri 


. minyak dan gas bumi. 


Jenis produksi yang dihasilkan cukup 
banyak, antara lain, offshore platform - 
jackets, offshore platform decks, steel 
structures, pressure vessels & modules, 
dan pipa pabrik. Kapasitas produksi se- 
besar 15.000 ton per tahun. 

Lokasi perusahaan ini terletak di Merak, 
Banten, Jawa Barat, di atas 14 hektar 
areal industri meliputi fasilitas pelabuhan 
dan perbengkelan. 

Kini sedang melaksanakan kontrak 
pembuatan offshore platform decks dan 
jackets dari ARCO IIAPCO. Tenaga kerja 
ahli yang ditempatkan seluruhnya bangsa 
Indonesia. 

HOTEL PANGHEGAR 

Hotel Panghegar, yang terletak di Jalan 
Merdeka No. 2, Bandung, merupakan ho- 
tel yang memiliki ciri khas di dalam pela- 
yanan, yaitu mengutamakan hotel seba- 
gai sarana penginapan keluarga. Setiap 
tamu yang datang dijamin sejahtera, 
aman, dan menyenangkan. 


Pada akhir tahun 1983, perluasan hotel 
ini selesai dari 123 kamar menjadi 223 
kamar, lengkap dengan fasilitas Bar & 
Restaurant, Coffee Shop, Swimming 
Pool, dan Hall untuk rapat & resepsi. 


Sebagai hotel yang nyaman dan me- 
nyenangkan di kawasan Jawa Barat, ber- 
lokasi di tempat yang strategis, dekat 
dengan daerah wisata asing dan domes- 
tik. Hotel Panghegar mampu memberikan 
pelayanan maksimal. Dengan demikian, 
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(Didalam melengkapi pabrik vaksin, per- 


pengembangan pariwisata di Jawa Barat, di dalam upaya berangsur-angsur mem- - 
 usahaan ini pun memiliki unit pembiakan 


фк» ی‎ AP a 1арапдап Кега bagi 320 ` batasi data jumlah kapal asing yang ; 
ANDRE d да و‎ sut ' beroperasi di perairan Indonesia, mem- . ayam dan burung puyuh steril Telur yang к 
Ф £s 
= — - . batasi wilayah penangkapan ikan dan A “dihasilkan unit pembiakan inilah yang 
Wana ` secara bertah il alih teknologi — Ф ¢ а x | 
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\ maka dimasa mendatang perusahaan 


. perikanan Indonesia akan berperan lebih = .. 
4 . banyak. Peranan. lebih banyak ini TY 
i $ me i i lama: jaya d'ait? AM 
^ perkasa di laut. b a * <= 
“Seluruh produksi Patiki yang dii a E 
Pa “atas kapal langsung diekspor ke Jepang. — 
. . Sementara ini masih menggunakan 20% = 
| tenaga asing-dari ane sebagai c" E^ 
4 p бибар akoto | ‘ss. 179941 
ээс", EN atas -—- P satang Н 1 
` Salah satu dari 15 PAK, kayu - n ie ан ban 4 ж'а n pv. 8 5A dipergunakan sebaga takkan ifa vd vaksin. 
go acie dibiayai Bapindo ialah PT Sang- 4 . Industri kimia farmasi pertama dan Proyek i i dibimbing Nisseiken - Co, 
— kulirang Bhakti, Samarinda, Kalimantan, p pioner di Indonesia yang HEIN +> “Jepang. | М k x ANIK 
“Timur. Kapasitas produksi setara dengan - KAN bahan baku untuk industri farmasi ialah — A84. 
| 60. 000 CuM/kayu lapis per tahun, 4 x PT Riasima Abadi, terletak di Ci cadas, - Sejak April 1984; proyek ini telah mar 
Gunung Puteri Bogor, Јама Barat. Ы masuki masa komersial. Pemasaran per- ; 
"n tama di dalam negeri dan selanjutnya - 


(E x 4 mm dengan tujuan 80% ekspor | 
dan 20% untuk pemasaran dalam negeri. - 9 

“Bahan baku logs dipenuhi sendiri kare- — 
na memang memiliki HPH seluas 100 - 


== sakan diekspor ke negara anggota Asean. 

-Kapasitas produksi normal lebih kurang 
|. . 996.000 vial per tahun, dengan 76 te- 

: naga kerja, termasuk. 12 orang dokter 


Ge Sarada ААС maksimum 200000 _ 
CuM per tahun. Mesin yang digunakan à - + Hove 
^ an Indonesia. — 
` buatan Jepang dan Korea sebanyak З р P0222 T da itv bean 
Ane. Euri "etr буф t eA IP baat. 
“Pada saat sekarang ini produksi dan pe — : › Ol EK Ea шз? tl 
s een e oom | Rimba Kalimantan penuh dengan rotan. | 
2 Ра ; 
Industri kayu lapis ini menyerap 831 gima memproduksi bahan baku belupa dustri, Banjarmasin, K Kalimantan Selatan, : 
` phenol, Membuka usaha industri rotan setengah 


 (paraamoni phenol) jadi. Kapasitas produksi 


“orang tenaga kerja dan menaikkan pen- 1 « #Pirtcetamdi | 
em tapak iga апрані aT. 4 Salicylamide, dan Ethoxybenzamid. іа dan bahan j | 
an sekitar proyek. disamping pajak bagi. b $ 5 yang sudah dicapai sebesar 3. 485/ton per 

pemerintah. - de Dari produksi utama tersebut, Riasima ^. 

gt FG Pp?» : ` pun mendapat produk. lain, yaitu etanol, Р 
! | metanol natrium sulfat, dan asam acetat. = 4 
` Bahan Баки tersebut diproduksi Фф, Су 

8. . даат negeri sehingga kebutuhan dalam | & d 

E . negeri dapat terpenuhi. Kapasitas ijin yang 

^ dimiliki pada mulanya 600 ton per tahun 

к kini disetujui 1600 ton pertahun. Untuk 4 

` itu, Riasima mulai merancangkan . 

4 pengembangan pabrik ¥ € #2... 

aa Dalam alih teknologi, Riasima masih . 7 

|. menggunakan dua tenaga “asing dari - 4 5 7. 
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 Pertuni (PT Perikanan Tuna Indonesia) - 


“mulai "berperan menggali dan mengem- 
an sumber kekayaan laut Indonesia, - 


; terutama di perairan laut dalam. Peranan 


> 4 
Бо 
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РТ Vaksindo Satwa Utama Raya ber- 4- отап dan kerajinar ag di Kalimantan 
gerak pada bidang industri vaksin yang К Selatan. K i, m lapangan kerja | 
orang. Se eS 


БЕ ini. berarti menggantikan peranan 
| perusahaan “asing selama ini yang 
beroperasi di perairan Indonesia. Dengan 
demikian, berarti pula telah turut menjaga 
. dan mengawasi perairan wawasan 
| nusantara. 
Kini, Pertuni sudah mengoperasikan 
tiga kapal dari rencana lima kapal pada 
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pertama di Indonesia. Sebagai perusahaan 

pioner, perusahaan ini sudah memproduk- — indonesia sangat berperan dalam pe- 
si lima jenis vaksin, yaitu New Castle  masaran industri rotan dunia. Untuk itu, 
Deserse (ND), Fowl Pox, Marek, perlu menjaga mutu dan menghindarkan 
ketiganya untuk ternak ayam, vaksin diri dari ekspor rotan asalan sebagai ba- 
Rabies untuk anjing, kucing, dan kera, han baku. PT Kalimantan Rimba Rotan In- 
serta vaksin Distemper Hepatitis Leptos- dustri memang memproduksi rotan kua- 
pira (DHL) untuk anjing. litas ekspor. 


BANK OF AMERICA IN INDONESIA 


P.E. (Mike) Yeomans, Vice President and Manager 
Bank of America, Jakarta Branch 


For over three decades, Bank of America has been in the forefront of providing financial servi- 
ces to companies and countries throughout Asia. The Bank's presence in the region began in 
April 1947. Today, the Bank's Asia Division units remain in constant daily contact with the 
Bank's vast global network and as a result are exceptionally well placed to meet the financial 
needs of a rapidly changing region. 


Since its inception in 1968, Bank of America Jakarta Branch has demonstrated its firm confi- 
dence in the Indonesian market and people. It is proud that over the years, the Bank has been 
privileged to play a supporting role in the growth of Indonesia's International Trade and Inves- 
tment and that our banking specialists have helped investors achieve success in large-scale 
development projects in the public and private sectors. 


Bank of America's license in Indonesia allows Bot A to provide a full range of banking servi- 
ces. As part of the Bank's worldwide network, Jakarta Branch has the ability to draw on the or- 
ganization's International resources that include a vast global network of more than 1000 
units, expertise of functional specialists and availability of worldwide systems of computer 
technology. These coupled with Jakarta Officers' professionalism, knowledge of local mar- 
kets and feel for growth opportunities, we provide our Indonesia clients immediate access to 
major financial and trading centers throughout the world. 


Consistent with its stated mission" Leadership in serving people" and as a good corporate citi- 
zen in host countries, Bof A also actively participates in Indonesia's priority sector lending pro 
grams as well as in socially-oriented projects. | 

In its loan portfolio , Jakarta Branch places considerable emphasis in supporting the 
government's priority lending efforts in agribusiness, mahufacturing, low cost housing, and 
has provided project financing for a wide’ array of development projects in both public and pri- 
vate sectors. The Bank has also succesfully arranged major syndicated loans for the Indone- 
sian government. Bank of America's responsiveness to Indonesia's development needs ex- 
tends to the area of technology and skills transfer. Strongly committed to the government's ef- 
forts at enhancing the coutry's indigenous capabilities in banking and finance, our Jakarta 
Branch provides sustained and value-added onshore and offshore training programs and op- 
portunities to its staff. On certain occasions, qualified Jakarta Branch officers are sent to the 
United States or to other countries within the Bank's Asia Division jurisdiction for short-term 
offshore assignments. 


In 1981, our Jakarta branch participated in the ASEAN Roadshow, a Bank of America spon- 
sored first-of-a kind investment drive in key cities of the United States. Participated in by top 
Bof A officers and managers of our ASEAN-based units, the Roadshow provided U.S. based 
clients and investment officers of key business groups and companies, first-hand information 
on the potential and investment opportunities of these countries. Where Indonesia was con- 
cerned, the ASEAN Roadshow provided an opportunity to brief U.S. major corporations on 
the story of Indonesia -- its people, culture, and natural resources, foreign investment climate, 
planned development policies and programs and Bank of America's very positive experience 
int the country. 


Indeed, Indonesia has made considerable strides in its efforts for achieving economic pro- 
gress. The policies of the Indonesian government regarding the role domestic capital and fo- 
reign investments play in the country's development, deserve full confidence and support. 
The 1980 s and beyond will continue to be an exciting period of dynamic growth for Indonesia. 
Bank of America and its affiliate P. T. Indo American Leasing Company are committed to help 
support and play a significant role in the country's growth and progress. 


Look to Bank of America for 
correspondent banking services. 


If your customersarc doing 
business where you don'thave a 
bank, look to Bank of America. 
With rapid communications 
through our own 90-nation banking 
network, we extend vour bank s 
services around the world. 


High-specd cash clearings and 
moncy transfers. 

As onc of the leading partici- 
pants in international dollar trans- 
actions in New York, we provide 
quick, dependable cash clearings. 
In fact, we have the highest-volume 
California anc western U.S. clearings 
inthe world, with excellent 
availability. And our large capital 
and deposit base gives us the ability 
to absorb the liquidity shock of 
large payments. 


What’s more, we move funds 
rapidly throughout the world, 
using Our Own satellite communi- 
cations, SWIFT or any of the major 
public wire services. Which means 
you don'tneed a different foreign 
Currency account Por every 
location where vou do business 


Just single dollar-account in 

New York or California, and you 
can clear all your Bank of America 
accounts worldwide. 

in the world, with excellent 

av lability, And our large capital 
and deposit base gives us the ability 
to absorb the liquidity shock of | 
large payments. 


What's more, we move funds 
rapidly throughout the world, 
using Our Own satellite communi- 
cations, SWIFT or any of the major 
public wire services. Which means 
you don t need a different foreign 
currency account for every 
location where vou do business 
Just a single dollar-account in 
New York or California, and vou 
can clear all your Bank of America 
accounts worldwide. 


Trade finance services give 
you a worldwide presence 
without leaving home. 


Our global network provides 
you with trade finance services 
around the world. We offer a full 
MNRE of financing instruments, 
including dv ceptances, advance 


accounts and overdrafts. We 
negotiate aggressive foreign 
exchange rates for vou in major 
marketplaces. We negotiate and 
advise letters of credit throughout 
the world. And we confirm letters 
of credit where your customers do 
business-no need tor special 


accounts in each business location. 


, 


Special services to serve 
your customers and help you 
manage your bank. 


Our lending abilitv and project 
consultants help vou help your 
customers grow. We provide 
participations in syndicated loans. 
Technical assistance in structuring 
loans. Financial engineering for 
complex financing packages. 
Assistance with mergers and 
acquisitions. Market intelligence to 
bring together buvers and sellers. 


And advisory help ranging from 
international portfolio manage- 
ment to international cash 


management systems. 

Just as important, to help you 
manage your Own bank s liquidity 
and liability position, we offer 
aggressive prices on Fed funds and 
interbank deposits. And we assist 
you with virtually every money 
market instrument, from U.S. 
government and municipal 
sccurities to bankers acceptances, 
Eurodollars and CDs. 

So look to Bank of America 
for fast, efficient correspondent 
banking services. To get in touch 
with one of our specialized 
correspondent account officers, 
contact the Branch Manager at your 
ncarest Bank of America office. Anc 
extend vour bank around the world. 


Look to the Leader. 


ntuk menunjang aspirasi dan misi perjuang- 
annya pada awal kelahiran Orde Baru, tahun 
1966 para mahasiswa Indonesia yang ber- 

rak dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia 
(KAMI) mempunyai juga biro penerangan. Oleh 


wd 


mahasiswa Indonesia tersebut baik di tingkat Na- 
sional maupun di daerah-daerah termasuk di 
Kalimantan Selatan, Birpen KAMI dimaksud di- 
percayakan kepada Ikatan Pers Mahasiswa Indo- 
nesia (IPMI). IPMI Kalimantan Selatan mengem- 
bangkan tugasnya dan berjalan aktif dengan me- 
nerbitkan mingguan Mimbar Mahasiswa. 

Sesudah perjuangan mahasiswa mereda, IP- 
MI dalam kongresnya yang terakhir memutuskan 
untuk kembali ke kampus. Para pengelola Mimbar 
Mahasiswa di Kalimantan Selatan tetap bertahan 
melanjutkan profesi bidang jurnalistiknya melalui 
surat kabar umum. Dengan tekad tersebut maka 
lahirlah dua saudara kembar yaitu Media Masya- 
rakat dan Banjarmasin Post pada tanggal 2 


Agustus 1971. 


Meskipun sudah memiliki tekad 
yang bulat dan mantap, meng 
elola surat kabar umum ter 
nyata bukan pekerjaan yang 
mudah, lebih-lebih untuk 
suatu kegiatan yang profe 
sional. Ke sulitan yang sa 
ngat dirasakan adalah dari 
segi teknis yang pada akhir 
nya juga berpengaruh terha 
dap aspeklainnya. Sarana dan 
fasilitas percetakan sangat 
terbatas dan jauh dari me 
madai.Karena keterbatas 
an inilah, Banjarmasin 
Post terbit dalam ben: 
tuk dan kondisi yang 
belum me-menuhi kei 
nginan apalagi memu 
askan para pembaca 
nya, bahkan bagi pe 
ngelolanya sendiri. 
Keadaan yang mempri 
hatinkan ini berlangsung 
cukup lama, dan hanya sema 
ngat yang tak pernah pudarlah 
maka Banjarmasin Post tetap 
bertahan, walaupun ibarat 
kerakap tumbuh di batu, hi 


dup segan mati tak mau. | 
Memasuki tahun 1976, mulai 


tampak titik cerah pada saat 
Banjarmasin Post memiliki me 
sin cetak offset kecil. Meskipun 
secara teknis tidak memadai untuk 
menerbitkan sebuah surat kabar umum, 
tetapi kontinuitas penerbitan tiap hari su 
dah dapat dijaga. 
Selangkah demi selangkah mulailah dilakukan 
upaya untuk melengkapi mesin-mesin, gedung, 
tenaga dan fasilitas lainnya serta penataan asf 
manajemen, sehingga sejak tahun 1978 Banjar 
masin Post telah memiliki sarana dan fasilitas yang 
lengkap dan modern. Bersamaan dengan perkem: 
bangan teknis, pemasaranpun mulai diatur 
diperluas dan saat ini boleh dikatakan telah 
menguasai daerah-daerah di Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. 

Bila ditelaah lebih jauh, Banjarmasin Post 
dilihat dari segi usaha memang cukup mapan, D 
jalan lancar dan secara finansial telah berada pa 
tingkat layak. Namun sebagai media massa yang 
turut serta menunjang proses komunikasi, infor 
masi dan edukasi bagi masyarakat, masih ada peran 
yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan d 
rangka mencerdaskan bangsa. Disadari bahwa 5 
bagian besar anggota masyarakat terutama 
daerah pedesaan masih sangat kurang 
bacanya. Untuk masalah ini memang cukup bera 
pemecahannya bila dilakukan oleh pihak penerbit 
saja, meskipun upaya ke arah itu telah sejak lama 
dirintis oleh Banjarmasin Post. 

Secara kebetulan, Pemerintah cq Depa' 
temen Penerangan RI mencanangkan program 
Koran Masuk Desa sehingga gagasan dan kein 
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Banjarmasin Post untuk menjangkau 
pembaca di pedesaan mendapat du- 
kungan dan kesempatan lebih luas. Se- 
jak tahun 1979 Banjarmasin Post 
secara resmi ditunjuk dan ditetapkan 
menjadi pelaksana Koran Masuk Desa 
dan setiap tahun hingga sekarang 
masih berjalan. Meskipun dalam kon- 
traknya hanya untuk daerah Kaliman- 
tan Selatan, tetapi KMD Banjarmasin 
Post juga sudah sampai ke desa-desa 
di Kalimantan Tengah dan Timur. 


Pada akhir tahun 1983, untuk 
menciptakan komunikasi timbal balik 
antara koran dengan pembaca, telah 
dibentuk pula Kelompok Pembaca 
Banjarmasin Post (KOMPOST) yang 
tepatnya dimulai pada tanggal 4 
Desember 1983. Melalui program 
Kompost ini, pengasuh yang di- 
tugaskan menjadi pelaksana 
melakukan pembinaan dan me- 
nyediakan media komunikasi, infor- 
masi dan edukasi bagi para anggota 
melalui lembaran Koran Masuk Desa 
yang terbit setiap hari Minggu. 


Kelompok Pembaca Banjar- 
masin Post dibentuk oleh anggota 
masyarakat atas keinginan dan in- 
isiatif sendiri dengan kegiatan yang 
dikoordinir oleh para pengasuh. 
Dengan Kompost, mereka dapat ber- 
tukar informasi dan pengalaman 
dalam rangka memperbaiki kwalitas 
hidup mereka baik dari segi per- 
ekonomian, kesehatan, pendidikan dan 
aspek-aspek kehidupan lainnya. 


Pada tanggal 27 Agustus 1984, 


Kompost 
telah di- 
tunjuk 
dan dires- 
mikan 
oleh Men- 
teri Pene- 
rangan RI 
Harmoko 
sebagai 
salah satu 
pelaksana 
pilot pro- 
ject da- 
lam pembinaan kelompok pembaca 
tingkat Nasional. Dalam usia satu 
tahun ini, Kompost telah mempunyai 
anggota 50 Kelompok (1 kelompok ber- 
anggotakan sekitar 10 - 15 orang) yang 
tersebar di Kalimantan Selatan, 
Tengah dan Timur dengan berbagai 
kegiatan perintis seperti Perpustakaan 
Terapung, usaha perikanan darat, 
koperasi bagi remaja ataupun usaha 
tani terpadu. 

Program terbaru yang dilaksana 
kan oleh Banjarmasin Post ini merupa- 
kan langkah dan realisasi cita-citanya 
untuk lebih berperan serta dalam me- 
nunjang pembangunan yang dilaksa- 
nakan oleh Pemerintah Orde Baru. 

> ; 


а 


A 


iado bondingonnyo, 
rasanya khas 


UDANG GARAM 


% 
Menunjang Pembangunan Nasional 

— di Bidang Industri dan 

Al | 

| 

& 

1 - ( ‚ М 

КШ Re | Digi'ized rı OOQ LC 


v 


ABDULRACHMAN AFFANDI 
Direktur Utama 


PANOET HARSONO 
Direktur 


KUMOLO SARDJONO 
Direktur 


PENDAHULUAN 


Menyajikan potret perkembangan aktivitas dan partisipasi Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam mekanisme pembangunan 
bangsa dan negara lewat kalender nasional Pelita demi Pelita, ada 
baiknya kita menengok sejarah berdirinya sekaligus mengkaji upaya- 
upaya Pemerintah Daerah mengorbitkan Bank Pembangunan Daerah 
ini sebagai Bank Pembangunan Daerah yang selalu sehat. 


Sebagai Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak di- 
bidang Perbankan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang keten- 
tuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaan- 
nya diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 1963. Kemudian ditinjau kembali dan dirubah melalui Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 
serta disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Propinsi Ting- 
kat | Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981. 


Perubahan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tadi, sebagai aki- 
bat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 ten- 
tang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 


Dari landasan hukum yang menjadi pedoman operasional, maka 
tahapan perkembangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat 
digambarkan sebagai berikut : 


Tahun 1963 sampai dengan Tahun 1966, merupakan tahapan 
sebagai Kasir Pemerintah Daerah. Tahap ini Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah boleh dikatakan belum beroperasi sebagai 
suatu lembaga perbankan. 


Gedung Pusat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah. 


BANK PEMBANGUNAN 
JAWA 


— Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1972, merupakan tahapan 
sebagai Bank Umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, ruang 
gerak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mendapat kelong- 
garan, yaitu atas ijin Bank Indonesia dapat menghimpun dana-dana 
jangka pendek dan memanfaatkannya untuk pemberian kredit 
jangka pendek. Sedangkan penghimpunan dana jangka panjang 
masih sulit didapatkan. 


— Tahun 1973 sampai dengan Tahun 1978, merupakan tahapan 

perintisan fungsi Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Pem- 
bangunan. 
Dimulai dengan rintisan usaha pembiayaan bersama (cofinancing) 
dengan Bapindo dalam rangka pemberian kredit jangka menengah 
panjang bagi para pengusaha Golongan Ekonomi Lemah. Selanjut- 
nya dengan adanya program KIK/KMKP kerjasama tersebut dilanjut- 
kan dan disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia. Disamping 
itu, dirintis pula pembiayaan bersama (cofinancing) dengan PT Up- 
pindo untuk pembiayaan proyek-proyek di atas KIK/KMKP. 


— Tahun 1978 sampai dengan sekarang, merupakan tahapan dalam 
arah menuju fungsi sebagai Bank Pembangunan. 
Sebagai langkah peningkatan kepercayaan dari Bank Indonesia, 
maka telah diberikan kredit likwiditas langsung oleh Bank Indonesia 
antara lain untuk : 


- Pembiayaan KIK/KMKP, 

- Pembiayaan kredit Investasi di atas KIK/KMKP, 

- Pembiayaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 

- Pembiayaan Kredit Profesi Guru, 

- Kredit untuk memperkuat modal, dan 

- Kredit Investasi untuk pembangunan gedung kantor. 


Memecahkan masalah-masalah tertentu dilaksanakan secara musyawarah, gambar 
menunjukkan rapat pimpinan dan staf BPD. 


pm 


` 


Group dinamis Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah membahas Pidato 
Kenegaraan Presiden. 


DAERAH 
TENGAH 


Disamping itu kerjasama dengan PT Uppindo dalam pembiayaan 
kredit investasi jangka menengah/panjang terus ditingkatkan. 


Tahapan perkembangan tadi, didukung dengan personil yang ada 
dan diarahkan pada terciptanya tenaga yang profesional melalui pen- 
didikan intern maupun extern, pola pembinaan pegawai dan pemben- 
tukan group-group dinamis. 


Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senantiasa berusaha 
memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat melalui 


pengembangan sarana kantor operasional, yang pada saat ini telah : 


memiliki 16 kantor cabang, 6 kantor kas, dan satu kantor Pusat. 
Pembukaan kantor cabang baru, pada dasarnya dilakukan dua tahun 
. sekali dengan pertimbangan, untuk tahun pertama pembukaan cabang 
baru dan tahun kedua konsolidasi dan seterusnya. 

Dengan demikian diharapkan pada akhir Pelita IV nanti dapat dibuka 
kantor-kantor Cabang BPD Jawa Tengah di seluruh Daerah Tingkat || 
sesuai dengan kebutuhan. 


Tahapan perkembangan operasional Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah selama ini terus menuju pada fungsinya sebagai Bank 
Pembangunan yang dilaksanakan dengan mengutamakan pembiayaan 
kredit jangka menengah/panjang. Bank Pembangunan Daerah Jawa Te- 
ngah yang merupakan salah satu Lembaga Perbankan di Jawa Tengah 
tidak terlepas dari perkembangan Perbankan di Jawa Tengah yang 
secara umum sangat dipengaruhi oleh keadaan di dalam negeri mau- 
pun pengaruh internasional. 


TUGAS DAN USAHA BANK 


Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat | Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981, maka tugas dan usaha 


Dalam mempersiapkan tenaga profesional, pelaksanaannya dimulai dengan 
pendidikan dasar perbankan yang ncn secara intern. 
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Bank ditentukan sebagai berikut : 

a. Pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mem- 
pertinggi taraf hidup rakyat. 

b. Melaksanakan penyimpanan uang daerah. 

c. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Semua tugas dan usaha tadi dilaksanakan dengan jalan usaha- 
usaha Bank Pembangunan. Dan didasari filosofi pendirian Bank Pem- 
bangunan Daerah Jawa Tengah, maka Direksi menetapkan kebijaksa- 
naan pokok Bank : Menjalankan usaha sebagai Bank Pembangunan 
dengan mengutamakan pengembangan pengusaha Golongan Ekonomi 
Lemah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. 

Kebijaksanaan pokok didalam perwujudannya dilaksanakan melalui 
11 kebijaksanaan per bidang sesuai dengan fungsi masing-masing yang 
dalam pelaksanaannya berorientasi pada ketentuan-ketentuan dari 
Pemerintah Pusat, Bank Indonesia,Pemerintah Daerah dan Pengarahan 
Badan Pengawas. 


Pemilikan modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Pro- 
pinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981, ditetapkan 
perbandingan 55 : 45 antara Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerin- 
tah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah. Dengan demikian Bank Pem- 
bangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank Pemerintah milik 
daerah. 


Sebagai penjabaran kebijaksanaan umum Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Jawa Tengah yang telah ada, disusunlah Pedoman Ker- 
ja dan arah pengembangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
(Policy Statement) sebagai berikut : 


a. BPD sebagai Bank Pembangunan di daerah, harus mengutamakan 
pengembangan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah. 

b. Penyaluran kredit jangka menengah/panjang harus lebih besar diban- 
dingkan dengan kredit jangka pendek. 


c. Untuk mendukung pemerataan dan penyerapan tenaga kerja, 
penyaluran kredit skala kecil dan menengah besar lebih besar diban- 
dingkan dengan kredit skala besar dengan ratio 7596 : 2596. 

d. Basis operasional BPD secara bertahap sesuai kondisi intern maupun 
extern diarahkan pada tingkat Kecamatan dengan jalan menciptakan 
proyek skala menengah besar yang mengelola potensi daerah yang 
bersangkutan. 

e. Ratio pembiayaan kepada Pengusaha ORE Ekonomi Lemah dan 
kuat adalah 85% : 15%. 

f. BPD dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak 
mengabaikan misinya sehingga rentabilitas saham sekurang- 
kurangnya 15% dalam rangka mendukung sumber pendapatan asli 
daerah. 

g. Meningkatkan partisipasi pembiayaan sehingga dalam Pelita IV 
dapat dicapai hasil yang lebih besar dari Pelita III. 

h. Secara bertahap semua Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat 
II di Jawa Tengah didirikan kantor cabang Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah. 

i. Penyempurnaan organisasi dan tata laksana yang dinamis dalam 
rangka penyesuaian dengan perkembangan usaha. 

j. Pemenuhan tenaga staf yang trampil sesuai struktur organisasi dan 
dalam rangka meningkatkan fungsi-fungsi BPD Jawa Tengah. 

k. Meningkatkan pelaksanaan kaderisasi yang diarahkan pada tercip- 
tanya tenaga pimpinan trampil untuk pengisian calon-calon Direksi 
dari intern perusahaan. 


Bertitik tolak dari kebijaksanaan umum Direksi Bank Pembangunan 
Daerah yang menjadi policy statement BPD Jawa Tengah maka dapat 
diperoleh suatu hasil usaha operasional yang cukup melegakan hati, 
seperti tergambar dibawah ini : | 


a. Penghimpunan Dana, yang terdiri dari Giro, Deposito, Tabanas/ 
Taska, Kredit Likwiditas Bank Indonesia, Dana Kerjasama, Dana Pem- 
da dan Dana Sendiri (yang terdiri dari : modal disetor dan cadangan 
serta laba tahun berjalan) untuk tahun kerja 1982/1983 terhimpun 
sebanyak Rp. 63.511 juta atau meningkat 13,2796 dari tahun sebelum- 
nya sebesar Rp. 56.070 juta.Untuk tahun kerja 1983/1984 melonjak 
menjadi Rp. 80.696 juta atau naik sebesar 27,0696. 


b. Penyaluran Kredit, yang terdiri atas Kredit Umum, Kredit Investasi 
Kecil (KIK), KMKP, Kredit Profesi Guru, Kredit Pemda, dan Kredit In- 
vestasi Menengah seluruhnya BPD Jawa Tengah dapat menyalurkan 
sebesar Rp. 46.932 juta untuk tahun kerja 1982/1983 atau naik 
sebesar 41,1996 dari tahun sebelumnya sebanyak Rp. 33.241 juta. 
Sedangkan untuk tahun kerja 1983/1984 mencapai peningkatan 
22,65% atau Рр. 57.563 juta. 


c. Hasil Usaha, dalam tahun kerja 1982/1983 telah mencapai sebesar 
Rp. 3.263 juta atau meningkat 14,4796 dari tahun sebelumnya 
sebanyak Rp. 3.165 juta. Dan untuk tahun kerja 1983/1984 naik hingga 
mencapai 14,0696 atau sebesar Rp. 4.152 juta. 


PRESTASI DALAM PELITA Ill. 


Hasil-hasil positif yang dapat dicapai Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah selama Pelita III, terutama pelaksanaan fungsi BPD Jawa 
Tengah sebagai Bank Pembangunan telah mengantarkan BPD ini 
memasuki tahapan berikutnya yaitu mengarah pada fungsinya sebagai 
Bank Pembangunan. | 


Menjelang akhir Pelita II kian nampak perkembangan nasabah 
Golongan Ekonomi Lemah yang memerlukan bantuan diatas batas 
KIK/KMKP. Ini amat diperhatikan agar mereka tidak pindah ke bank lain 
yang dapat memenuhi kebutuhannya, dengan upaya mencarikan jalan 
keluar. Namun mengingat sumber dana di daerah sangat terbatas, maka 
dilakukan kerjasama pembiayaan antar BPD Jawa Tengah dengan PT 
Uppindo Jakarta. Sedangkan oleh Bank Indonesia diberikan bantuan 
tehnis dan permodalan untuk meningkatkan fungsi dan prestasi serta 
pengembangan Bank Pembangunan Daerah selanjutnya. 


Dengan berlandaskan pada hasil-hasil yang dicapai selama Pelita 
I! maka dalam Pelita III telah tercapai prestasi sebagai berikut : 
a. Management. 
Sejalan dengan perkembangan maupun aktivitas usaha, serta 
dalam rangka pemantapan kader inti, maka dalam memasuki Pelita 
IIl management telah mengambil langkah untuk mengikut sertakan 


staff esselon | dalam pengambilan keputusan terhadap masalah- 
masalah yang penting. 

Perubahan pengambilan keputusan dari one man decission men- 
jadi group decission, dengan tetap menempatkan Direksi sebagai 
penanggung jawab setiap keputusan yang ditelorkan. Pola ini disam- 
ping memberikan manfaat dalam pemantapan kader-kader inti juga 
meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga di tingkat 
Pusat, yang ternyata dapat mendorong lebih cepat laju pertumbuhan 
usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selama Pelita III. 


. Penghimpunan Dana. 


Penghimpunan Dana yang terdiri dari Giro, Deposito, Taba- 
nas/Taska, Kredit Likwiditas dan Kredit Investasi Bank Indonesia, 
Dana Kerjasama, Kas Daerah dan Dana Sendiri (Modal Disetor, 
Cadangan dan Laba Tahun Berjalan) pada tahun akhir Pelita III men- 
capai jumiah Rp. 80.696 juta. Merupakan peningkatan sebesar 
313,38% dibandingkan dengan tahun terakhir Pelita II sebesar Rp. 
1 9.521 juta. Total jenderalnya meningkat sebesar Rp. 61.760 juta. 


. Penyaluran Kredit. 


Sampai akhir tahun Pelita III jumlah kredit yang disalurkan BPD 
Jawa Tengah mencapai Rp. 57.563 juta, merupakan peningkatan 
sebesar 570,82% dibandingkan dengan tahun akhir Pelita II sebesar 
Rp. 8.581 juta. Sehingga penyaluran kredit dalam Pelita III mening- 
kat sebesar Rp. 48.982 juta yang terdiri dari pemberian kredit in- 
vestasi jangka menengah panjang kepada golongan ekonomi lemah 
per 31 Maret 1984 sebesar Rp. 48.089 juga atau 83,54% dari total 
kredit. 


. Hasil Usaha. 


Hasil usaha yang telah dicapai dalam Pelita III mencerminkan 
terwujudnya keseimbangan antara misi pengembangan Pengusaha 
Golongan Ekonomi Lemah dan sumber pendapatan asli daerah sen- 
diri. Dengan kata lain, pengusaha golongan ekonomi lemah berhasil 
diorbitkan kepermukaan yang lebih baik, sedangkan Bank Pemba- 
ngunan Daerah Jawa Tengah telah menciptakan keuntungan yang 
wajar. Secara terperinci hasil usaha yang dicapai dalam Pelita III 
adalah sebagai berikut : 


Laba Usaha. 
Laba usaha yang dicapai pada akhir Pelita II sebesar Rp. 550 juta 


an pembiayaan kepada Guru-Guru dilaksanakan melalui Kredit 
tuk mobilitas kerja. 
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telah meningkat menjadi Rp. 4.152 juta pada akhir Pelita ill atau 
mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.602 juta atau 654.9196. Se- 
dangkan laba usaha yang dicapai selama Pelita III adalah sebesar 
Rp. 13.966 juta. 


Pajak Perseroan. 


Yang dibayarkan kepada negara mengalami peningkatan sebesar Rp. 


246 juta pada akhir Pelita II menjadi Rp. 1.447 juta pada akhir Pelita 
IIl. Sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.201 juta atau 
488,214. Sedangkan PPs yang dibayarkan selama Pelita III sebesar 
Rp. 5.610 juta. 


Laba dibagi. 

Laba dibagi mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 304 juta pada 
akhir Pelita II menjadi Rp. 2.705 juta pada akhir Pelita III, atau me- 
ningkat sebesar Rp. 2.401 juta atau 789,804. Sedangkan laba 
dibagi selama Pelita III sebesar Rp. 8.356 juta. 


Setoran kepada Pemerintah Daerah Tingkat |. 

Berupa Dana Pembangunan dan Deviden meningkat dari Rp. 73 juta 

diakhir Pelita II menjadi Rp.1.001juta pada tahun terakhir Pelitalll 
atau meningkat sebesar Rp.928 juta atau 1.271,2396. Sedangkan 
sumbangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Tengah se- 
lama Pelita III mencapai Rp. 2.868 juta. 


Setoran kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. 

Pada akhir tahun Pelita II sebesar Rp. 79 juta telah meningkat men- 
jadi Rp. 486 juta atau meningkat sebesar Rp. 407 juta atau 
515,194. Sedangkan sumbangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota- 
madya Daerah Tingkat II selama Pelita Ill mencapai jumlah Rp. 1.636 
juta. 


Personil. 
Dalam Pelita III jumlah personil meningkat dari 351 orang per 


31 Maret 1979 menjadi 761 orang per 31 Maret 1984, sehingga 
terjadi peningkatan sebanyak 410 orang. Dan personil merupakan 
asset perusahaan yang sangat penting maka pengelolaannya 
dilakukan : 


1. 


Kebutuhan papan merupakan masalah na 


Pembinaan personil, yang meliputi 761 orang melalui jalur kedi- 

nasan maupun di luar kedinasan, yang perinciannya sebagai 

berikut: 

a.Jalur Kedinasan, telah dituangkan dalam Pola Pengembangan 
Personil yang meliputi Pola Kaderisasi dengan cara 


CL a 


sional, dan salah satu pembiayaan 


yang disalurkan berupa Kredit Konstruksi guna menunjang KPR dari BTN. 


mengarahkan para karyawan sebagai tenaga pemikir dan tenaga 
lapangan secara berganti. Oleh karenanya diterapkan sistem 
mutasi pemimpin-pemimpin cabang ke kantor pusat danseba - 
liknya. Namun tugas dinilai cukup berat, maka sejak tahun 
1982 dikembangkan Pengembangan Pendidikan dan Latihan 
(Bangdiklat) yang dilakukan secara konsepsional dengan pro 
gram kerja yang mantap. 


Pemantapan, lebih diarahkan pada peningkatan pemahaman ma- 
salah tehnis melalui sarasehan dan dilaksanakan menurut ling- 
kup pelaksanaan tugas masing-masing guna membantu kelan- 
caran kerja dan memecahkan masalah-masalah yang belum ter- 
selesaikan. 


Pola Pembinaan Karyawan, dilakukan melalui rapat-rapat koor- 
dinasi dalam rangka pengembangan sukses management de- 
ngan prinsip lapor ke atas, koordinasi kesamping, perintah ke 
bawah dan pengawasan. Dalam rapat koordinasi ini dibicara- 
kan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksa- 
naan management seperti Rencana Kerja, Rencana Anggaran 
dan lain-lain. 


Pembinaan mental, dilakukan melalui santapan rokhani yang pe- 
laksanaannya diadakan satu bulan sekali bagi karyawan/wati 
beserta keluarganya secara bergantian menurut agama yang 
dianut. Sedangkan Ujian Dinas, untuk seluruh karyawan/wati 
BPD Jawa Tengah diadakan dua tahun sekali. Untuk kenaikan 
pangkat, kenaikan tingkat serta mutasi untuk menduduki jabatan 
lebih tinggi, dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

b Jalur di luar Kedinasan, pelaksanaannya disesuaikan dengan 
pasal 35 AD dan AR KORPRI yang meliputi pembinaan ke- 
karyaan, pembinaan Korp dan pembinaan sosial politik. 
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sampai saat ini melipu- 
ti : Pembentukan Group Dinamis, yang dimaksudkan guna me- 
nyalurkan pengembangan karyawan/wati yang mempunyai la- 

- tar belakang pendidikan yang sama sehingga mampu mende- 
teksi dan mengembangkan keadaan guna mendukung opera- 
sional BPD Jawa Tengah. Untuk saat ini telah terbentuk 4 Group 
Dinamis yaitu : Group Ekonomi, Group Management, Group 
Akuntansi dan Group Hukum. Pengembangan kesenian dilaku- 
kan dalam rangka mendukung wawasan identitas Jawa Tengah 
dengan membina kesenian masing-masing daerah baik di Kan- 
tor Pusat maupun Kantor-Kantor Cabang. Di bidang Pengem- 
bangan Olah Raga, BPD Jawa Tengah juga aktif mengolahra- 
gakan masyarakat dan memasyarakatkan Olahraga dengan 
menggiatkan cabang-cabang olahraga : Bela Diri, Senam Ke- 
segaran Jasmani, Bulutangkis, Catur, Volley dan lain-lain. Se- 
dangkan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, telah dilakukan 
melalui : Koperasi dalam rangka pemenuhan sandang pangan, 
penyediaan Dana Pensiun, penyediaan Bea Siswa, pelayanan 
kesehatan termasuk program KB, perumahan karyawan sesuai 
dengan kemampuan Yayasan. 


2. Klasifikasi Personil. 
Usaha-usaha untuk menciptakan tenaga trampil bagi Bank 
Pembangunan Uaerah Jawa Tengah yang didukung adanya Ba- 
gian Bangdiklat dengan Kampus pendidikan sendiri di Jalan Hal- 
mahera 2-4 Semarang, selama Pelita III telah menunjukkan hasil 
yang menggembirakan. Hal ini nampak dalam perkembang kla- 
sifikasi personil, yang pada awal Pelita III untuk tenaga trampil 
sebanyak 68 orang meningkat menjadi 198 orang pada akhir Pe- 
lita III. Begitu juga tenaga siap pakai dari 168 orang menjadi 304 
orang, tenaga magang dari 78 orang hingga 43 orang dan tenaga- 
tenaga khusus dari 37 orang menjadi: 186 orang. Dari rangkaian 
peningkatan tenaga trampil tadi sebanyak 471 orang telah 
mengikuti bangdiklat berupa pendidikan intern, extern luar negeri, 
LIPPI, PT Uppindo, Bank Indonesia, Departemen Dalam Negeri. 


f. Sarana 


Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pengadaan 
sarana dipandang sangat penting. Oleh karenanya selama Pelita III 
telah direalisir dalam bentuk pengadaan tanah dan gedung yang 
seluruhnya berjumlah 16 buah kantor cabang dan 6 buah kantor 
kas pembantu serta 1 buah kantor pusat,mesin-mesin kantor, perabot 


kantor dan kendaraan bermotor. Seluruhnya berjumlah Rp. 4.269 
juta yang pembiayaannya dari modal sendiri, kecuali gedung Kan- 
tor Pusat BPD Jawa Tengah dibiayai dari kredit likwiditas untuk in- 
vestasi gedung dari Bank Indonesia.Dari jumlah tadi selama Pelita 
Ill telah disusutkan sebesar Rp. 665 juta sehingga merupakan dana 
pelunasan dan angsuran kepada Bank Indonesia. 

. Adapun nilai buku aktiva tetap dan inventaris dalam Pelita III 
meningkat dari Rp. 599 juta per 31 Maret 1979 menjadi Rp. 4.080 
juta per 31 Maret 1984, sehingga terdapat peningkatan sebesar 
581,144 selama Pelita ||. 

Modernisasi pada Kantor Pusat telah menunjukkan manfaat 
nyata, maka akan dikembangkan lebih lanjut untuk kantor-kantor 
Cabang berupa mesin telex, mesin pengolahan data semi komputer 
(merk Monroe), mesin hitung uang dan penambahan terminal- 
terminal baru untuk komputer di kantor pusat. 

Untuk merealisir maksud tadi telah dilakukan penelitian secara 
cermat. Dan dari berbagai upaya tersebut telah mengantarkan Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah selama Pelita !!! meningkatkan 
Partisipasinya secara nyata disemua bidang. Hasil-hasil yang dicapai 
telah memantapkan pelaksanaan fungsi sebagai Bank Pembangunan 
di daerah, sekaligus sebagai landasan untuk memasuki Pelita IV. 
Ditunjang dengan peningkatan modal statutair Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah dari Rp. 6 milyar menjadi Rp. 17 milyar. 


BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) 


Salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam pembangunan pe- 
desaan guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, materiil 
dan spirituil berdasarkan Pancasila adalah masih banyaknya anggota 
masyarakat yang belum terjangkau oleh berbagai kebijaksanaan, baik 
karena alasan-alasan phisik lokasional maupun karena alasan-alasan 
struktural dan ekonomi politik. 


Lembaga Kredit Pedesaan seperti Badan Kredit Kecamatan (BKK) 
merupakan salah satu alat kebijaksanaan strategis untuk mengikis 
secara pelan namun pasti kelompok-kelompok yang sering disebut 
golongan miskin, agar dapat berkembang menjadi anggota masyarakat 
yang berkehidupan yang layak. Sebagai usaha mencapai tujuan tadi 
adalah penyediaan modal yang cukup. Dan ternyata sistem ini sangat 
effektif guna menunjang peningkatan pendapatan masyarakat pedesa- 
an. Usaha-usaha produktif guna menunjang agar kredit itu benar-benar 
dapat membantu masyarakat. 


Prosedure pengambilan kredit inipun disusun secara mudah yaitu 
cukup rekomendasi Lurah yang bersangkutan, atas reputasi karakter 
dan pemilikan usaha calon/nasabah yang bersangkutan. Tak diperlukan 
jaminan material. Malah sebaliknya dari pihak Bank Pembangunan 
Daerah menekankan untuk peningkatan pelayanan dengan pembukaan 
pos-pos BKK di desa-desa di lokasi nasabah. Sistem ini ternyata sangat 
menguntungkan nasabah BKK karena untuk mendapatkan modal me- 


` reka tidak perlu kehilangan uang transport dan waktu yang sangat 


berharga. Sedang bunga yang dibebankan juga sangat layak karena 
jauh dibawah pengijon dan lintah darat, namun dapat menutup biaya- 
biaya operasi BKK dan Bad Debt, sehingga kelestarian lembaga/BKK 
tetap terjamin, demi terwujudnya masyarakat produktif. 


Guna menunjang kelestarian lembaga BKK, maka struktur organi- 
sasi diletakkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pem- 
bina dan Pengawas Tehnis, mengingat BPD mempunyai cukup keahli- 
an untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 


Perkembangan BKK se-Jawa Tengah yang mempunyai 491 pos 
itu sejak diperkenalkannya kepada masyarakat Jen Maa is 
nampakkan pertumbuhan yang menggembirakan. Dan duel E = 
an inilah dapat disimpulkan bahwa lembaga BKK sangat ji utuhka | 
kehadirannya di pedesaan, karena berhasil melakukan fungsinya Mad 
isi kekosongan pemberi kredit dimana belum ada el al Laba ada 
Kredit Pemerintah lainnya. Tingkat bunga 3396 per ae Ын 
рага nasabah sangat pantas dan dari segi BKK dapat digunakan untu 
menutup biaya operasional dan kredit macet. 


; BKK menunjukkan hasil yang positif yaitu : Pinjaman 
Pe ооо: untuk tambahan modal kerja. Para d 
BKK (8796) berada di desa dan dapat menciptakan kegiatan e a 
besar 2396 dari pinjaman BKK. Menyerap tenaga kerja erupa 
s BKK dan nasabah yang mengalami kenaikan sekitar 996. 
pe 


PROSPEK BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 
TENGAH 


Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pelita lll dengan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta faktor extem 
perusahaan yang mempengaruhi aktivitas dan perkembangannya, maka 
telah disusun prospek Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 
1984/1985 sebagai berikut : 


a. Penghimpunan Dana akan ditingkatkan dari Rp. 81.281 juta men- 
jadi Rp. 104.923 juta atau meningkat sebesar 29,094. 


b. Penyaluran kredit akan ditingkatkan sehingga saldo debet akan 
meningkat dari Rp. 57.563 juta menjadi Rp. 86.082 juta. Sehingga 
peningkatan ekspansi netto sebesar Rp. 28.519 juta atau 49,54%. 


c. Dalam tahun kerja 1984/1985 akan direalisir pembukaan tiga kan- 
tor cabang baru di Kendal, Karanganyar dan Purworejo yang pada 


saat ini telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri 
Keuangan. 


d. Pembangunan gedung-gedung kantor cabang BPD Jawa Tengah 
pada tahun 1984/1985 direncanakan untuk Cabang Sragen, Cabang 


Wonogiri, Cabang Cilacap, yang lain direncanakan untuk, tahap 
berikutnya. 


e. Hasil usaha yang ingin dicapai dalam tahun 1984/1985 sebesar Rp. 
5.075 juta sehingga gambaran hasil tahun itu adalah sebagai berikut: 
Hasil usaha Rp. 5.075 juta, Pajak Perseroan Rp. 1.770 juta sehingga 
setelah Pembagian Laba akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 
3.305 juta. 


Sedangkan usaha-usaha pengembangan Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah telah dilakukan bersama-sama antara Manage- 
ment sebagai pengelola, Pemerintah Daerah sebagai pemilik serta 
dukungan dari berbagai pihak terutama Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Usaha-usaha tadi antara 
lain : 


a. Usaha-usaha dari Management, mempertahankan predikat BPD 
Jawa Tengah sebagai Bank sehat. Memperhatikan sehat organi- 
sasinya dan sehat pengelolaannya. Berusaha dengan sebaik-baiknya 
untuk melaksanakan fungsi BPD sebagai Bank Pembangunan, 
pengembangan pengusaha golongan ekonomi iemah dan sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah. 


b. Usaha-usaha dari Pemilik, tercermin dari penyetoran modal yang 
senantiasa meningkat serta pembinaan yang telah dilakukan dalam 
kedudukannya sebagai Pembantu Katua Badan Pengawas. 


c. Usaha dari Departemen Dalam Negeri, telah dilakukan dengan me- 
ningkatkan peranan Badan Koordinasi BPD SI yang diketuai Dirjen 
PUOD Departemen Dalam Negeri menjadi Team Pembina BPD SI 
yang diketuai Menteri Dalam Negeri. 


d. Departemen Keuangan, telah dilakukan pemberian pinjaman lunak 
kepada Pemda Tingkat ! Jawa Tengah untuk modal BPD yang di- 
harapkan tahun-tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi. 


e. Bank Indonesia, telah dilakukan dengan pemberian Bantuan tehnis 
dan Bantuan permodalan. Bantuan tehnis berupa pendidikan dan 
seminar serta penyusunan buku pedoman (manual) yang meliput 
beberapa bidang. Diharapkan dengan adanya bantuan tehnis tadi, 
dapat memantapkan sistem dan prosedure yang telah dilakukan ser- 
ta mepercepat pembentukan tenaga trampil untuk Bank Pembangun- 
an, khususnya Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 


Inilah mata rantai yang saling kait mengkait potret aktivitas per - 
kembangan dan usaha-usaha Pemerintah guna mengembangkan Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah sekaligus mempertahankan pe 
dikat Bank Sehat. Mengangkat harkat pengusaha golongan ekonomi 
lemah yang lebih layak sekaligus mencuatkan citra perbankan khusus- 
nya Bank Pembangunan Daerah sebagai salah satu motor pembangunan 
ekonomi nasional bangsa dan negara Indonesia. Yang diprioritaskan 
dalam program nasional Pelita demi Pelita. 
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1. PENDAHULUAN 


Derap langkah pembangunan nasional dari Pelita ke Pelita hasil- 
nya kian tampak dan dapat dirasakan rakyat banyak di seluruh pen- 
juru Nusantara. Seirama dengan cita-cita pembangunan Orde Baru 
yang ingin mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata 
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Nega- 
ra Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan Pemerintah itu makin 
disempurnakan dalam Pelita berikutnya dan kian banyak mengikut- 
sertakan pihak swasta, termasuk di dalamnya PT BANK PROPE- 
LAT, Bandung. Sebuah bank swasta yang dikelola oleh wiraswasia- 
wan-wiraswastawan nasional dengan tekad bulat, mengangkat har- 


kat pengusaha golongan ekonomi lemah nasional dalam menunjang 


pembangunan khususnya pemerataan kesempatan berusaha dan 
pendapatan. 


Il. SEJARAH 


PT Bank Propelat ini sebelumnya bernama PT Bank Bandung 
yang didirikan dengan Akta Notaris Andasasmita No. 35 tanggal 12 
Mei 1967, yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Re- 
publik Indonesia tanggal 11 Oktober 1963 No. Y.A. 5/85/7 serta te- 
lah diumumkan dalam Berita Negara Indonesia No. 32 tanggal 22 
April 1969 Tambahan Berita Negara No. 50 tahun 1969. Dan berda- 
sarkan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor D 15. 6 1. 
4 34 tanggal 18 Mei 1976, Bank Umum Swasta Nasional ini dapat 
melakukan operasionalnya. Kemudian, dengan Akta Keterangan 
Risalah Rapat tanggal 14 April 1972 No. 73, terhitung sejak 1 April 
1972namaPT Bank Bandung dirubah menjadi PT Bank Propelat, 
dengan Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Naripan 24 - 26 Ban- 
dung, Jawa Barat. Akta ini kemudian mendapat pengesahan dari 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 1/1982 tanggal 2 Ja- 


nuari 1982 Tambahan Berita Negara No. 4/1982. 


il. KEGIATAN USAHA 


Dilatar belakangi keinginan Perseroan U 


usahanya. dengan mem 


patan untuk dapat menjadi Bank Na 


bangan pertama diusahakan Un 


Lokal menjadi Bank Region 
terlebih dulu modal dasar 
menjadi Rp 3 000.000 000.00. Untuk itu pada tanggal 


di Bandungt 
terdin dar! PT Prope 
Komisaris PT Bank Propelat dan peroran 


Propelat Group 


ntuk mengembangkan 
perluas kegiatan dan menunggu kesem- 
sional, dalam taraf pengem- 
tuk dapat dikembangkan dari Bank 
al. Titian untuk mencapa! maksud Itu, 
ditingkatkan dar! Rp. 500.000 000.00 
11 Mei 1982 
elah diadakan Rapat Pemegang Saham Istimewa yang 
lat. Yayasan Kartika Siliwangi. Direksi, Dewan 
gan dalam ingkungan 


i : 
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Dengan pengembangan modal dasar itu, PT Bank Propelat Ban- 
dung kian leluasa berusaha, berdampingan dengan Pemerintah da- 
lam membangun perekonomian bangsa. Kebijaksanaan perkredit- 
an yang dilakukan oleh Bank Propelat selalu ditujukan dan diarah- 
kan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah melalui Bank Indo- . 
nesia, terutama pengembangan dan peningkatan usahapara peng: 
usaha golongan ekonomi lemah dalam berbagai sektor ekonomi. 
Peranan itu dapat dilihat dari pemberian/penyaluran kredit KMKP 
dan KIK kepada masyarakat kian meningkat dan dapat menunjang. 


کج 
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laju pembangunan daerah maupun Nasional. Pada tahun 1980pe- — 


nyaluran pinjaman mencapai Rp. 1.301.130.046,00 tahun 1981 
naik hingga Rp. 2.170.242 678.00 tahun 1982 berjumlah Rp 
3.942 998.165,00. | 


Dibidang usaha jasa yang dilakukan saat ini adalah. rian 
jaminan Bank dalam rangka Kepres 14A/1980 dimana PT Bank - 
Propelat ditunjuk sebagai pelaksana sesuai dengan Keputusan 
Menteri Keuangan RI disamping memberikan jaminan Bank lain 
nya. Juga memberikan transfer dan Inkaso dengan kerjasama 
Bank-Bank Nasional dan Lembaga lain. Kerja sama yang dirence: 
nakan mendapat peningkatan yaitu dengan BNI 46, SBU dan BPD 
Jawa Barat. disamping Lembaga-Lembaga lain yang sudah terjalin 
sangat baik selama ini. Gambaran kerja sama dalam penggunaan 
dana selama tahun 1983 menunjukkan peningkatan cukup tajam 
Saldo per 31 Desember 1982 mencapai sebesar Rp 1 18496! 
000,00 namun saldo per 31 Desember 1983 berkembang hingga 
mencapai jumlah Rp. 2.158.841.000 ,00. 


Perkembangan itu mendorong Perseroan untuk menghimpun 02: 
na dari masyarakat yang lebih besar. Terutama dari menyangku! 
Giro, Deposito. Tabanas dan Tabungan Hari Tua Personil. Selama 
ini PT Bank Propelat telah banyak memperoleh bantuan dan berba: 
gai pihak dalam perolehan dana berupa setoran-setoran saham. fà 
silitas Kredit Lekuiditas Gadai Ulang (Jangka Pendek) dar! Bank In: 
donesia KIK dan KMKP atau dari Bank-Bank lainnya. Dari saldo pel 
31 Desember 1982 tercatat Rp 996.595.000,00 tapi tahun 1983 me 
lonjak hingga mencapai sebesar Rp. 2.070.554.000 00. Suatu pe ` 
ningkatan yang cukup menggembirakan dan justru pos kepercay? 
an masyarakat menempati posisi pemasukan paling tinggi yak? 
Deposito dan Giro 

Dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pi 
Bank Propelat sejalan dengan semakin majunya perkembangan 
perekonomian bangsa mendorong Perseroan untuk lebih mening 
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katkan pula kemampuan teknis karyawan dan memperluas jang- . 


kauan operasional. Mekanisme pengembangan itu PT Bank Prope- 
lat telah membuka Kantor Cabang di Tasikmalaya dan Cirebon di 
tahun 1984 ini Menteri Keuangan RI telah memberikan izin prinsip 
dan pihak Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan persiap- 
an-persiapan fisik. Ditahun-tahun akan datang, Perseroan akan 
melebarkan sayap ke pusat-pusat perekonomian yang dianggap 
punya tendensi menunjang pengembangan usaha-usaha PT Bank 
Propelat. Daerah yang sudah direncanakan untuk Kantor Cabang 
tambahan adalah Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. 
Sedangkan Kantor Cabang untuk daerah Cilegon , sedang dalam 
pertimbangan Pemerintah. Diharapkan tak begitu lama surat izin 
prinsip dari Menteri Keuangan RI segera turun demi pengembang- 
an operasional Perseroan. 


Tindak lanjut pengembangan usaha-usaha PT Bank Propelat bu- 
kan hanya menjurus kepada pengembangan fisik, akan tetapi pe- 
ningkatan skill karyawan yang kini berjumlah 99 orang lebih itu juga 
jadi pusat perhatian. Sebab dengan kemampuan tinggi dalam ope- 
rasional dan administratip, akan berpengaruh besar dalam pening- 
katan pelayanan kepada masyarakat. Langkah pertama, sebanyak 
19 orang ex karyawan Bank Pasar diupgrade selama 40 hari dan 
sebanyak 36 orang calon karyawan dididik selama 80 hari. 


IV. PERANSERTA DALAM PEMBANGUNAN 


NASIONAL 


Sebagai Bank Umum Swasta Nasional yang dimotori pengusa- 
ha-pengusaha nasional, keikutsertaannya mensukseskan kebijak- 
sanaan pemerintah diberbagai sektor prioritas, diakui masih relatif 
kecil bila dibandingkan dengan andil Bank-Bank lainnya di Ban- 
dung. Namun selalu berusaha agar partisipasi PT Bank Propelat di 
masa datang lebih berarti. 


Disadari, dengan program pembangunan Nasional Jangka Pan- 
jang yang diwujudkan dalam Repelita |, II, III dan IV serta Repelita 
selanjutnya peranan PT Bank Propelat dipelbagai bidang usaha 
akan lebih ditingkatkan. Terutama yang mencakup usaha para 
pengusaha golongan ekonomi lemah nasional di tanah air. 


Pengembangan usaha para pengusaha golongan ekonomi le- 
mahnasional yang telah menjadi nasabah PT Bank Propelat di bi- 
dang Perdagangan tampak kian meningkat: Kepercayaan masya- 
rakat itu, semakim ditingkatkan pula melalui pelayanan yang baik. 
Dapat dilihat perkembangan perdagangan nasabah-nasabah Per- 
seroan itu antara lain: warung eceran di Sumedang, warung kecil di 


Suasana Rapat Pemegang Saham PT. Bank Propelat terakhir tahun buku 1983. 


Majalaya, Toko Buku Murni Baru, Toko Buku Singgalang di Ban- 
dung. Dari hari ke hari kian berkembang maju. Pengembalian kredit 
merekapun berjalan lancar sehingga saling menunjang program. 

Di bidang pembangunan pertanian, sudah sejak lama Perseroan 
berpartisipasi aktif sesuai dengan menejemennya sendiri. Bahkan 
sektor pengembangan usaha ini lebih membesarkan hati setelah 
melihat hasil-hasil yang dicapai masyarakat petani. Terutama pada 
petani cengkeh di Lampegan, Ibun dan Subang serta petani pala- 
wija di Wado Sumedang dan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. 
Peternakan ayam di Banjaran serta Perikanan ikan di Subang me- 
rupakan hasil-hasil nyata nasabah Bank Propelat yang cukup 
menggembirakan dimasa datang. Akan halnya dengan sektor In- 
dustri. Seperti Industri krupuk di Sukawening , Garut, Industri Kecil 
produksi benda-benda karet di Bandung dan pemecahan batu ka- 
pur di Ciburuy. 

Dari keberhasilan itu, tercermin pula peningkatan Perseroan me- 
masukkan uang ke Kas Negara melalui pajak Perseroan. Tercatat 
tahun 1980 sebesar RP. 22.201.636, tahun 1981 sebanyak Rp. 
15.054.200,00 tahun 1982 berkembang menjadi Rp. 
42.728.455,00. Tahun 1983 melonjak drastis hingga mencapai Rp. 
59.515.341,02. Suatu kemajuan yang cukup pesat dan berarti da- 
lam menunjang pembangunan Nasional. Dengan predikat "Sehat", 
PT Bank Propelat Bandung selalu siap mengabdi demi Bangsa dan 
Negara Indonesia. "Orde Baru tempat berpijak untuk maju, dengan 
menejemen garu Baru”. Itulah PT Bank Propelat, dari Bandung 
yang punya semangat juang tinggi. 


Salah satu ruang kerja sedang dikunjungi para nasabah ramai. 


PT BANK PROPELAT 


Melayani Jasa Perbankan Dalam Usaha Meningkatkan Pembangunan Negara 
KANTOR PUSAT : Jl.Naripan 24-26 Telp. 57091-51820 BANDUNG 
KANTOR CASSANG : TASIKMALAYA, Jil.LLRE. Martadinata 321 Telp.21374 

CAST BON, JI. Kartini З Telp. 4227 


Peresmian Cabang Tasikmalaya kelihatan para Direktur 4 Presiden Komisaris PT. Bank 


Kantor Pusat Bank Dagang Nasional Indonesia di Jakarta 


BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA 
KEHADIRANNYA KINI 


LEBIH MANTAP DAN 
MEYAKINKAN. 


Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di negeri ini yang disusul 
oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pemuka ma- 
syarakat di kota Medan telah memikirkan masalah hari depan perekono- 
mian bangsa yang baru lahir ini. Atas keputusan/saran seksi Perekonomi- 
an dan Keuangan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera, dibuatlah 
perencanaan untuk mendirikan sebuah Bank Nasional di Kota Medan. 


Pada tanggal 5 Oktober 1945, rencana ini direalisasikan dan didirikan- 
lah sebuah Bank dengan nama Bank Dagang Nasional Indonesia. Bentuk 
badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas, yang bergerak dengan mo- 
dal dasar sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 


Sesuatu yang sangat unik pada Bank ini ialah bahwa dalam naskah pen- 
diriannya dengan tegas disebutkan tugas utama Bank Dagang Nasional 
Indonesia adalah membantu dengan sekuat tenaga perjuangan menegak- 
kan Pemerintah Republik Indonesia. Disamping keunikan tersebut diatas, 
ada beberapa hal yang "aneh" selaku bank swasta dalam sejarah BDNI, 
antara lain sebagai berikut: 


1. Pada saat pendirian, seperlima atau 2096 dari modal disetor ada- 
lah modal Pemerintah Negara Republik Indonesia. 

2. Tanggal 8 Maret 1946 BDNI di " Proklamirkan " oleh Gubernur Su- 
matera (Dr. M. Amir) menjadi Bank Negara Indonesia. Proklamasi 
ini kemudian dicabut oleh Gubernur Sumatera (Mr.T.M. Hasan) 
dengan Maklumatnya No. 326-A tanggal 6 Nopember 1946. 

3. Tanggal 14 Desember 1946 dengan Surat Keputusan Gubernur 
Sumatera dengan persetujuan Direktur-Sekretaris Bank Negara 
Indonesia, BDNI dengan seluruh Cabang-cabangnya ditetapkan/ 
ditunjuk sebagai wakil (perwakilan) Bank Negara Indonesia. 

4. Dalam capacity sebagai Wakil Bank Negara Indonesia inilah ke- 
mudian Bank Dagang Nasional Indonesia melalui Cabangnya di 
Banda Aceh mengeluarkan/mengedarkan "Oeang Repoeblik In- 
donesia Daerah Aceh", disingkat ORIDA. 

5 Dalam rangka mengemban tugas utama seperti tersebut diatas, 
diantara nama-nama debitur-debitur pertama Bank Dagang Na- 
sional Indonesia tercatat 
1) Tentara Republik Indonesia 
2) Pusat Persatuan Perjuangan Propinsi Sumatera. 


3) Pusat Persatuan Perjuangan Sumatera Timur. 
4) E.R.R.I. (Ekonomi Rakyat Republik Indonesia). 
5) Residen Sumatera Timur. 

6) Perkebunan Sumatera Timur. 


Dalam sejarah perbankan Indonesia Bank Dagang Nasional Indonesia 
tercatat sebagai Bank Devisa Nasional yang tertua. Namun harus dicatat 
pula bahwa berkali-kali Bank ini mengalami kegagalan-kegagalan total. 
Akhirnya pada bulan September 1980 terjadilah "Restructuring” dalam 
permodalan/pemilikan dan pengurusannya. Sejak itu pemegang-peme- 
gang saham utama terdiri dari 2 (dua) group masing-masing dari Group 
Syamsul Nursalim dan Group-Sri Sultan Hamengkubuwono IX, selebihnya 
dimiliki oleh sekitar 1400 pemegang saham lainnya, (pemegang-peme- 
gang saham lama), termasuk Pemerintah/Departemen Keuangan R.I. De- 
ngan demikian Struktur kepemilikan saham Bank Dagang Nasional Indo- 
nesia sebagai Bank Umum Devisa, memenuhi persyaratan untuk digo- 
longkan sebagai Bank Pribumi seperti yang digariskan oleh Bank Indone- 
sia semenjak tahun 1977. 


Bank Dagang Nasional Indonesia mendapat bantuan tehnis dari Bank 
Asing, yaitu Societe Generale, suatu Bank milik Pemerintah Perancis ter- 
kenal didunia Internasional dan menduduki ranking ke-6 sedunia yang 
memberi efek positif terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia dikancah 
perbankan internasional. Sejak restructuring seperti tersebut diatas, da- 
lam rangka usaha mengejar ketinggalan-ketinggalan akibat adanya kega- 
galan dimasa lalu, BDNI dibawah pemilikan dan pengurus baru telah pula 
berhasil mencapai perkembangan secara fisik sebagai berikut: 

1). Akhir Desember 1981 Merger dengan Dayin Bank, Jakarta. 

2). 19 Juli 1982 Cabang Surabaya resmi operasional sebagai Cabang do- 
mestik. 

3). 5 Oktober 1982 Cabang Medan ditingkatkan menjadi Cabang Devisa. 

4). 20 Juni 1983 Cabang Semarang resmi operasional sebagai Cabang 
domestik. 

5). 20 Juni 1983 Cabang Bandar Lampung (Teluk Betung) ditingkatkan 
menjadi Cabang Devisa. 

6). 6 Februari 1984 Cabang Surabaya ditingkatkan menjadi Cabang Devi 
sa. 


A 


Kantor Cabang Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan 


Pada saat ini Bank Dagang Nasioanal Indonesia selain bergerak seba- 
gai Bank Umum/Komersial, juga sebagai pelaksana KIK/KMKP dan pe- 
nyalur kredit ekspor. Bank Dagang Nasional Indonesia telah pula mening- 
katkan peran sertanya dalam pemberian jasa kepada masyarakat dengan 
menyelenggarakan TABANAS dan TASKA berdasarkan Keputusan Bank 
Indonesia No. 16/767/UPUM/TD, tertanggal 5 Januari 1984. 


Sumber daya manusia mendapat perhatian dan penanganan yang se- 
rius dari Bank Dagang Nasional Indonesia. Kualitas karyawan bank dalam 
mengerjakan tugas-tugasnya telah membuktikan efisiensi yang meyakin- 
kan. 


Bank Dagang Nasional Indonesia pada saat ini mempunyai lebih ku- 
rang 600 karyawan dan karyawati baik ditingkat pusat maupun cabang-ca- 
bang. Dalam menjaga dan meningkatkan ketrampilan mereka senantiasa 
diberikan penataran yang diperlukannya, baik berupa in-house training, 
traning pada lembaga-lembaga training/pendidikan didalam negeri mau- 
pun diluar negeri. Disamping itu kesejahteraan karyawan selalu mendapat 
perhatian yang serius dan selalu ditingkatkan. Tunjangan Hari Raya serta 
Tahun Baru sudah mulai dilaksanakan dan berbeda dengan tahun-tahun 
terdahulu. Tunjangan sosial berupa bantuan kesehatan, cuti tahunan, 
disb. mendapat perbaikan-perbaikan yang memadai. Masalah perumah- 
an dan transport untuk karyawan dan karyawati juga mendapat perhatian. 


Kerjasama antara unsur pimpinan dengan karyawan dijalin sedemikian 
rupa sehingga menimbulkan kerjasama yang baik dan komunikatif, komu- 
nikasi dua arah digalakkan disemua bidang. Bahkan sampai kepermasa- 
lahan managemen perbankan, Bank Dagang Nasional Indonesia meng- 
ambil kebijaksanaan untuk menerapkan sistem managemen terbuka. Pe- 
nilaian menyangkut konduite karyawan-karyawati dilaksanakan secara 
terbuka oleh pimpinan, dengan pendekatan yang rasional. 


Cara-cara yang diterapkan seperti telah disebutkan itu kiranya melahir- 
kan hubungan yang serasi antara pimpinan dan karyawan yang kemudian 
memberikan efek positif terhadap gerak lajunya Bank Dagang Nasional 
Indonesia ditengah-tengah Pembangunan Nasional yang sedang digalak- 
kan disegala bidang. Hal itu terbukti dengan meyakinkan seperti yang terli- 
hat dari Neraca Bank, dengan high lights sebagai berikut : 
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Kantor Cabang Bank Dagang Nasional Indonesialdi Pematang Siantar 
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Kantor Cabang Bank Dagang Nasional ‘Indonesia di Surabaya 


ANGKA-ANGKA NERACA DARI TAHUN KE TAHUN. 


1 = Rp. 1.000.000,- 
Akhir Laba (Defisit) Pinjaman 
Tahun Total Equity Tahun yang di- 
Buku Assets Berjalan berikan 
1980 x) 9.516 2.468 (3.564) 4.357 
1981 43.095 9.905 (2.128) 23.697 
1982 x) 60.847 12.417 384 49.208 
1983 107.639 13.688 1.655 xx) 92.800 
x) Audited. Defisit sebesar Rp. 3.564 milyar per akhir Desember 


1980 adalah "warisan" dari management lama. 
xx) Setelah penghapusan serta pencadangan-pencadangan. 


Demikian pula "Saham" BDNI dalam ekspor dan impor dari tahun keta- 
hun semakin meningkat pula. Selain dari pada karena pertambahan Ca- 
bang yang diakui sebagai Bank Devisa, yaitu berturut-turut Medan bulan 
Oktober 1982, Teluk Betung/Bandar Lampung Juni 1983 dan Surabaya 
pada bulan Februari 1984, Citra BDNI dimasyarakat telah semakin baik 
dan mantap pula. Sejak 17 Maret 1983, tingkat bunga deposito berjangka 
pendek (1 dan 3 bulan) naik dengan bunga rata-rata 0,596 dan waktu se- 
belumnya, untuk simpanan minimal Rp 500.000,00. 

Kantor Pusat Bank Dagang Nasional Indonesia terletak di Jln. Kalibesar 
Timur 24/25, Jakarta dan kantor Operasional di Jln. Kalibesar Timur 27, 
Jakarta. Sejumlah kantor cabang telah dibangun di Jakarta, Medan, Ban- 
da Aceh, Rantau Prapat, Pematang Siantar, Bandar Lampung, Surabaya 
dan Semarang. 

Susunan Dewan Direksi Bank Dagang Nasional Indonesia saat ini adalah 


Presiden Direktur Sjamsul Nursalim 


Direktur Abdul Somad Basri 
Direktur Priyatna Atmaja 
Direktur R.M.T. Hariandja 


Dalam gerak melajunya Pelita IV Bank Dagang Nasional Indonesia ikut 
berperan aktif sesuai cita-citanya ketika dibangun di Medan ditengah-te- 
ngah revolusi penegakkan Indonesia Merdeka sedang berkecamuk. 
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KYAI DUPLEX : Monumen "Kyai Duplex^ yang menghias halaman proyek perluasan PT BP 
Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Duplex adalah mesin cetak kuno yang hanya berkemampuan 
4000 exemplar per jam. Tahun 1974 mesin itu diistirahatkan karena KR menggunakan mesin 
cetak baru " Goss Community” . Mesin cetak Goss, diistirahatkan tahun 1984, ketika SKH Ke- 
daulatan Rakyat yang juga terbit 1 2 halaman itu, memasuki loncatan modernisasinya yang kedua 
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dengan menggunakan mesin Uniman-22. 


Di desa Kalitirto, Kecamatan Berbah Yogyakarta, atau tepatnya di 
jalan Yogya - Solo kilometer 11, berdiri sebuah monumen unik. Sebuah 
mesin cetak kuno buatan negeri Jerman tahun 1910 itu bagaikan masih 
dalam kecanggungan, karena mendapat tugas baru. Bukan lagi mencetak 
koran dengan kecepatan 4000 eksemplar setiap jam. Tetapi harus selalu 
mengucapkan selamat datang kepada para karyawan, wartawan dan 
tamu-tamu yang berkunjung ke kompleks gedung baru PT Badan Penerbit 
Kedaulatan Rakyat. 


Mesin cetak kuno yang karena tugasnya baru itu memperoleh nama 
panggilan dari Menteri Penerangan H Harmoko sebagai Kyai Duplex, 
letaknya di samping gerbang, di atas pondasi dengan batu candi, di 
belakang papan nama raksasa Kedaulatan Rakyat, yang berukuran 16 
meter itu. 


Tidak Ikhlas 


Ketika mengucapkan pidato pembukaan peresmian proyek perlu 
asan PT BP Kedaulatan Rakyat di Kalitirto itu, Direktur Utama, Pe - 
mimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Iman Soe- 
trisno an tara lain mengatakan : 


kami generasi baru Kedaulatan Rakyat tidak ikhlas, meskipun hari 
ini 27 September 1984, surat kabar ini usianya 39 tahun, tahun depan 
40 tahun, dan 11 tahun lagi genap setengah abad artinya sebagai koran 


tertua di Republik Indonesia, benar-benar sudah tua, lantas bernasib jelek, 


hanya dimonumenkan seperti nasib Kyai Duplex. 


Kami generasi baru Kedaulatan Rakyat, kata Dirut Iman Soetrisno, 
tetap bertekad bukan hanya melestarikan surat kabar ini sebagaimana 
diamanatkan para " Pahlawan Kedaulatan Rakyat” , tetapi juga mengem 
bangkannya terus menerus sepanjang masa. 


Artinya, monumen Kyai Duplex adalah lambang semangat pengasuh 
SKH Kedaulatan Rakyat yang tidak ingin mengikuti nasib mesin cetak 
tua itu. Tidak ingin menjadi besi tua yang hanya memiliki sejarah masa 
lalu. Tetapi tetap akan mempertahankan SKH Kedaulatan Rakyat sebagai 
koran nasional yang bersejarah, namun tetap akan terus menulis sejarah 
dan menjadi pelaku sejarah ke masa depan. 


PRASASTI : Menteri Penerangan H Harmoko, menandatangani prasasti peresmian Proyek Perluasan PT BP Kedaulatan 


Rakyat di Kalitirto, Jalan Solo KM 11, Yogyakarta 27 September 1984. Ikut menyaksikan Wagub DIY 
Sri Paku Alam VIII, Dirjen PPG Soekarno SH dan Dirut KR, Imam Soetrisno. 


Perjuangan 


Suratkabar Kedaulatan Rakyat terbit pertama 27 September 1945, 
hanya 40 hari selewat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 
Suratkabar ini diterbitkan para pendirinya, bukan karena mereka memiliki 
kelebihan uang, kebingungan untuk mengusahakannya, lantas memilih 
bidang usaha surat kabar untuk mengharapkan keuntungan material, 
Suratkabar ini dilahirkan karena tuntutan perjuangan untuk menegak 
kan kemerdekaan. Karenanya Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu 
diantara suratkabar perjuangan yang masih tetap bertahan dan terus 
berkembang. 


Meskipun terbit di ibukota propinsi yang terkecil di tanah air, tetapi 
Kedaulatan Rakyat tetap berhasil mempertahankan daerah basis edar 
nya di bekas wilayah Mataram Kuno, yaitu dari perbatasan Jawa Timur 
di Madiun, sampai perbatasan Jawa Barat di Majenang, Kabupaten 
Cilacap. Daerah edar di Jawa Tengah Selatan ini yang di masa perjuangan 
fisik merebut kembali Republik Indonesia dari tangan tentara pendudukan 
Belanda juga merupakan rute gerilya Komando Jawa, sejak satu dekade 
yang lalu bahkan dimantapkan lagi dengan berhasil dibentuknya pasar 
di beberapa kota satelit Jawa Tengah. Pasar baru Kedaulatan Rakyat 
yang melonjak sampai ke Jawa Tengah Utara itu, merupakan mata rantai 
pasar di ex Karesidenan Surakarta, ex Karesidenan Kedu dan ex 
Karesidenan Banyumas. 


Rahyat 


NOMOR PERDANA : Segera setelah mesin cetak 
bau berputar, bermunculaniah koran-koran Ke 
daulatan Rakyat baru dari tangan mesin penghitung 

Baldwin. Para undangan berebut meminta tan 

datangan Menpen di atas koran KR-cetakan per- 

dana 
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MESIN UNIMAN : Disaksikan Wagub DIY Sri Paku 
Alam Vill, dan pejabat pejabat Deppen, Menteri Ре 
nerangan H Harmoko mengawali pemijitan tombol 
mesin cetak baru PT BP Kedaulatan Rakyat. Uni ү 4 iS 
man-22. Mendampingi Menpen, Direktur Pemasar 

an/Pimpinan Proyek PT BP KR. Drs М Idham. dan y! ё 
^". Petugas bagian percetakan Darmon Darwis : Bakat 


— M uu ker < - 
GEDUNG BARU : Menter: Penerangan, Sekjen Dep- 
pen Wagub DIY Sri Paku Alam. Dirjen PPG dan 

tamu-tamu undangan lain, diantar Dirut KR Imam 

Soetrisno meninggalkan tempat upacara untuk me- MENDAMPINGI TAMU : Direksi, Komisaris PT BP Kedaulatan Rak'yat 


"temukan monumen Kyai Duplex. Di latar belakang. dan isteri beriringan menuju tempat upacara untuk mendampingi tamu- 
kompleks gedung baru Redaksi SKH Kedaulatan tamu undangan yang menghadiri upacara peresmian Proyek Perluasan 
Rakyat yang baru diresmikan Menpen PT BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. 

' Era Baru 


Setelah 29 tahun berjuang sebagai koran perjuangan, dan antara 
lain dilayani dengan jasa mesin cetak Duplex. Pada tahun 1974, 
Kedaulatan Rakyat memasuki era teknologi baru, meninggalkan sistem 
cetak tinggi dan memasuki sistem cetak offset dengan mesin cetak Goss 
Dari Duplex yang hanya berkemampuan 4000 exemplar setiap jam, 
dengan Goss, sirkulasi tiba-tiba menjadi membengkak, karena kemam 
puan mesin ini minimal 14.000 exemplar setiap jam. 


Bertepatan peringatan hari ulang tahun Kedaulatan Rakyat yang 

- ke-39, 27 September 1974 setelah 10 tahun Goss bekerja melayani 

pembaca-pembaca SKH Kedaulatan Rakyat, SKM Minggu Pagi, Tengah 

Bulanan Berbahasa Jawa Mekar Sari, Majalah anak-anak tengah bulanan 

Gatotkaca, dan Koran Masuk Desa Kandha Rahardja, mesin cetak Goss 
Kedaulatan Rakyat harus istirahat. 


Bertepatan peringatan HUT surat kabar perjuangan yang ke 39 itu, 
Menteri Penerangan H Harmoko memenuhi undangan direksi PT BP 
Kedaulatan Rakyat, meresmikan perluasan perusahaan penerbitan itu. 
Sebuah proyek di atas tanah seluas 12.500 M2, terdiri pembangunan 
awal gedung bertingkat dua untuk ruang cetak awal, dan redaksi, ser 


ta sebuah gedung percetakan yang menggunakan mesin cetak moderen 
UNIMAN-22. 


“Tuntutan 2000 


Dengan n.esin cetak offset terbaru Uniman-22 ini, menurut Dirut 
Iman Soetrisno, surat kabar Kedaulatan Rakyat dengan para 
pengelolanya yang merupakan tenaga-tenaga muda, siap menyongsong 
“Tuntutan Pembaca Tahun 2000 !" 


Dengan kemampuan cetak 40 sampai 45.000 exemplar setiap jam, 
mesin baru Kedaulatan Rakyat, Uniman-22 diharap akan mampu 
melayani perluasan pasar dan penyebaran SKH Kedaulatan Rakyat yang 
semakin bertambah 10 sampai 15 tahun mendatang. 


Mesin cetak Uniman-22 yang dilayani dengan perangkat mesin 
penyusun huruf dengan sistem “photo type setting” dan "video 
display”, serta unit kamera Voltra dan tenaga-tenaga wartawan dan 
redaktur muda yang dilengkapi ketrampilan tinggi dan peralatan penun 
jang seperti telex, radio foto, dan kantor moderen, tidak hanya siap 
menyajikan berita dan foto yang lebih hangat, lebih akurat tetapi 
pemuatan-pemuatan iklan berwarna dengan tehnik sparasi. 


Dengan tehnik cetak warna yang sempurna ini, Kedaulatan Rakyat 
sebagai koran nasional yang terbit di daerah, tidak lagi hanya berdiri se 
jajar dengan koran-koran yang berstandard nasional di bidang isi, mutu 
cetak aan lengkapnya klasifikasi pembaca, juga menjadi semakin man 
tap melaksanakan salah satu perannya sebagai " Jembatan yang 
menghubungkan kepentingan konsumen dan produsen”, karena kualitas 
sajian iklan-iklan berwarnanya. 


Gedung Induk 


Kesadaran sejarah, dan proyeksinya ke tahun 2000 terhadap 
kebutuhan masyarakat bangsa yang sedang membangun, dalam fase 
memuncaknya abad komunikasi, juga telah siap ditanggapi oleh para 
pengelola baru PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat. 


Dalam programnya tiga Pelita mendatang, menurut Direktur Utama 
PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Iman Soetrisno, proyek perluasan 
di jalan Solo KM - 11 itu juga akan segera dilengkapi dengan gedung 
induk yang terdiri 5 lantai. Gedung induk ini diharapkan akan merupakan 
perwujudan 'impian' para pengelola baru Kedaulatan Rakyat yang selalu 
" tidak puas terhadap hasil yang sudah dicapai”. Dengan mensyukuri 
nikmat Tuhan, YME yang telah memberikan kesempatan untuk mem 
bangun diri, gedung induk perluasan PT BP Kedaulatan Rakyat itu tidak 
hanya akan menampung kegiatan administrasi, tetapi juga akan 
dilengkapi dengan ruang perpustakaan dan museum, ruang konperen 
si, lantai untuk siaran radio, lantai untuk siaran TV dan landasan 
Helikopter. 


Bukan Mimpi 


Di dengar rasanya memang hanya bagaikan mimpi. Namun belajar 
dari pengalaman yang lalu setidak-tidaknya lima belas tahun yang lalu, 
tidak ada seorangpun di Kedaulatan Rakyat yang membayangkan bahwa 
Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu perusahaan penerbitan pers lemah 
yang terbit di propinsi yang terkecil di Indonesia, sekarang memiliki 
gedung modern yang lengkap dengan perangkat lunak dan kerasnya yang 
juga moderen. Lima belas tahun ke depan, dengan semakin berhasil dan 
meratanya pembangunan nasional, rasanya bukan suatu hal yang 
“muluk-muluk”, untuk melaksanakan penyebaran Koran Masuk Desa, 
menghubungi pembaca-pembacanya di desa-desa terpencil di balik 
gunung dan jurang, perusahaan penerbitan surat kabar di daerah juga 
melengkapi armada sirkulasinya dengan Helikopter-helikopter produksi 
Nurtanio. 


Surat kabar Kedaulatan Rakyat yang sampai awal tahun 1984 
diasuh oleh " Dwi Tunggal KR”, Perintis Pejuang Pers Nasional almarhum 
Haji Samawi dan Maha Putera, Perintis Sistem Pers Pancasila almarhum 
M Wonohito, memasuki era tantangan tahun 2000, dikelola generasi 
baru Kedaulatan Rakyat : Iman Soetrisno sebagai Direktur Utama, 
Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi: Hesmunendar (Direktur Ad 
ministrasi Keuangan) : Soemarsono (Direktur Produksi), M Idham 
(Direktur Pemasaran), dan Soemadi Martono (Direktur Penelitian, 
Pengembangan dan Pengawasan). 


Setelah diresmikannya proyek perluasan PT Badan Penerbit 
Kedaulatan Rakyat di Kalitirto, sekarang alamat yang siap melayani sum 
bangan informasi, artikel, foto maupun order cetak dan order iklan men 
jadi : Jalan Pangeran Mangkubumi 42-44, Yogyakarta, Telpon 
2163-3541-3875-2911 : Sedang untuk hubungan telex, nomor 25176 
Yk-KR. 


Demikianlah selintas tentang SKH " Kedaulatan Rakyat” , koran per 
juangan yang tetap ingin mempertahankan identitas independennya, dan 
ingin tetap menyajikan bahan-bahan sajiannya yang tetap hangat, cepat 
dan akurat. 


Sejak lahir setiap orang mempunyai keperluan untuk menyatakan diri. 
"Dengan senyum dan tawanya seorang bayi mengenali ibunya" 
Demikian dinyatakan oleh seorang pujangga Romawi kuno dalam syair- 
nya yang melukiskan keinginan seseorang menyatakan diri, sejak ia 
bayi. Salah satu pembawaan dari kodrat manusia adalah "menyatakan 
diri dan berbicara dengan orang lain”. 


Harian Untuk Umum 


KOMPAS 


Amanat Hatinurani Rakyat 


Dan ketika pada tanggal 28 Juni 1965 Harian Pagi Kompas muncul 
untuk pertama kali kepada sidang pembacanya, adalah pula 
manifestasi dari keinginan menyatakan diri, dan keinginan berbicara 
dengan orang lain, dan keinginan untuk menjadi sarana dialog 


masyarakat. 


JE R PESA 
2s SARA | KA YES - > 
ف‎ en vida ERE 
x 4 Ki Si gee rae Bes —-— es nth seas ^ 
"t ey E ч s 4 t -— AA : 
A ТЕ, a" « d. cQ nisan ж 
| | ma y" ere 
occ м “ч „Д a 
PEEP me. X А » "mes von 4 I 
| Аз: "ae Д МӘ 720-1 — 
x. - очир са Ti @ 6 = be E 
ЕЕ = у yang $e 
— 4 ro, UD - 
ADT cats UU GR 
/ uw mA р, *. e - 
Рет M A ea oa - 
£: when - 
a < 
n2 
= 
L3 — 
r & à 
, rS > ¢ T 
2 CT. | ^ iz 
= — pa 7 w" “м > ё = pL 
: Ee -— 
rt, ETE ч 
ete x » 2 
* " 2 -r ^ | 
"s 4 2 پو‎ 
za X = О, NI 
> Р 29 E „э E 
3.< 4 ane : ge MG , 
= mag 2 4 4 
rn 2 | — - 
D o€-- 
y Ж » ‘Cr 
5 ipao AS ES "ua ge ni. | 
~ 2 ( P KS 
f 4. 
| T 4 » ғ 
t E , P c 
s ма Ya t "x 
vy de х 
4 "n M 
p “у 
6 # NA [D 1 ~ 
‘ | 1^ 
ex P, v ы 
ya z 
VT 3 
jaka Lil tcx 
' н. К 
“ ey > 
> 


Kompas muncul pertama kali di Jakarta, berupa suratkabar 
dengan empat halaman. Oplah pertama 4.800 lembar. 
Suratkabar ini diterbitkan oleh Yayasan Bentara Rakyat. Para 
perintis HarianKompas adalah PK Oyong (tutup usia, 31 Mei 
1980) dan Jakob Oetama. PK Oyong menjabat sebagai Pemim- 
pin Umum dan Jakob Oetama adalah Pemimpin Redaksi/Penang- 
gung jawab, sampai sekarang. 


Dari 15 wartawan yang bekerja pada jam-jam pertama 
kehadiran Kompas, jumlah itu kini berkembang menjadi 145 war- 
tawan di Jakarta dan 52 lainnya tersebar di kota-kota besar In- 
donesia, dari Banda Aceh sampai Jayapura. Seorang wartawan 
ditempatkan di New York, Amerika Serikat. 


Harian Kompas yang hanya bermodalkan semangat menyala 
dan keuletan para perintisnya itu kini berkembang cukup besar. 
la berada di barisan depan dunia pers Indonesia bersama 
beberapa surat kabar lainnya. 


Sejak tahun 1971 sirkulasi Harian Kompas diteliti (audit) 
oleh Akuntan Publik Drs. Utomo & Mulia, yang dipilih oleh tiga 
biro iklan terkemuka pada waktu itu. Dengan demikian angka- 
angka sirkulasi Kompas yang disiarkan kepada biro-biro iklan dan 
para pemasang iklan tiap tiga bulan sekali, adalah angka-angka 
yang sebenarnya. Dan mulai bulan Desember 1978 Harian Kom- 


Ruang redaksi malam ” Kompas” di jalan Palmerah Selatan 26. Kesibukan 
para wartawan dan redaktur memuncak mendekati jam 23.00 tiap 
harinya. 


pas menjadi anggota Audit Bureau of Circulations, Sydney, 
Australia, suatu badan internasional yang dibentuk bersama oleh 
para penerbit, para pemasang iklan dan biro-biro iklan. Fungsi 
badan ini adalah menyiarkan angka-angka yang benar mengenai 
sirkulasi dari para anggotanya di luar negeri. 

Sampai kini Harian Pagi Kompas merupakan satu-satunya harian 
di Indonesia yang menyiarkan jumlah sirkulasinya kepada umum 
sesuai kenyataannya. 


Perkembangan sirkulasi Kompas memang cukup baik, 
karena ditunjang juga oleh managemen yang baik pula. Dari 
4.800 lembar pada waktu kelahirannya, kini tercatat dalam Audit 
Bureau sebanyak 421.038 lembar (per 13 Juni 1984) 


Suratkabar adalah hasil karya dari sebuah usaha padat 
karya. Lekuk liku dari naskah berita sampai menjadi suratkabar 
yang bisa dinikmati para pembacanya, melibatkan banyak sekali 
tenaga kerja. Dari wartawan yang mencari dan membuat naskah 
berita atau artikel sampai berita atau artikel tersebut bisa 
dinikmati dalam lembaran-lembaran suratkabar, melewati 
penanganan banyak orang : para redaktur, para setter, para 
korektor, para penata wajah, tenaga reproduksi, para pencetak, 
tenaga ekspedisi dengan ujung tombaknya adalah para agen ser- 
ta para pengecer. 


2 рена 


Dewasa ini Kompas disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia 
oleh 750 agen di dalam negeri serta 3 agen di luar negeri, 
masing-masing Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat. 


Dalam perkembangan jalan hidupnya yang hampir 20 tahun 
ini, Kompas yang sejak tahun 1965 terbit 6 kali seminggu mulai 
tahun 1978 terbit 7 kali seminggu setelah munculnya Kompas 
edisi Minggu. Dan mulai bulan Maret 1984 tiap Jumat Kompas 
digemukkan lagi dengan adanya sisipan mingguan" Bola” bagi 
tiap langganannya, tanpa menambah harga langganan. 


Kompas di dalam kelompok ^" Kompas-Gramedia" 
merupakan satu dari sekian bidang usaha. Jumlah karyawan 
kelompok ini, sekarang mencapai 1.500 orang. Mereka terdiri 
dari pelbagai suku dan latar belakang yang bekerja dan bersatu 
dalam seuntai sistem nilai dasar. 


Beberapa pokok sistem nilai dasar tersebut, antara lain : 
hormat pada manusia dan kemanusiaan , percaya dan 
menghayati nilai-nilai abadi, nilai-nilai kekal atau transendental 
; peka kepada keperluan dan penderitaan orang lain ; serta keber- 
samaan. Inilah yang harus menjadi pegangan semua karyawan 
yang bekerja dalam kelompok "Kompas-Gramedia" . 


Kembali kepada apa yang telah disebutkan terdahulu : 
menyatakan diri dan berbicara dengan orang lain adalah kodrat 
manusia. Dan Kompas mencoba peka, karena ia berada di bidang 
komunikasi. Peka terhadap pendapat, terhadap perasaan, 
terhadap permasalahan yang hidup dalam masyarakat. 
Suratkabar, tidak hanya merupakan refleksi atau cermin 
masyarakatnya, tetapi juga harus memberikan arah, memberikan 


pembinaan dan bimbingan. 


Harian Kompas membawakan aspirasi kemasyarakatan 
secara jurnalistik dan obyektif. Visi umum ditempuh Harian Kom- 
pas sejak lama, karena pemikiran bahwa media yang mem- 
bawakan secara eksplisit suara-suara dari kelompok tertentu, 
kurang mendapatkan pasaran, karena kurang dianggap obyektif. 
Sekalipun tidak diingkari bahwa pada waktu lahirnya Harian 
Kompas berafiliasi kepada Partai Katolik. 


Selain visi umum yang dianut, Kompas merasa mempunyai 
komitmen yang prinsipiil untuk mengembangkan proses 
demokratisasi dalam masyarakat bangsanya. Demokratisasi 
masyarakat bangsa ini akan tercapai, kalau masyarakat In- 
donesia yang mempunyai subkultur macam-macam itu bisa 
bekerjasama. Saling memahami dan menghargai. 


Karenanya, Kompas peka terhadap pikiran-pikiran yang hidup 
dalam masyarakat. Kompas berusaha menonjolkan apa yang 
hidup di bawah permukaan, sehingga orang banyak mengetahui 
apa yang menjadi kerisauan hati pelbagai kelompok masyarakat. 
Sebab, esensi pembangunan, bagi Kompas, adalah membuat 
orang lebih bahagia, lebih penuh kemanusiaannya. Bukan hanya 
sandang-pangan, tetapi juga karena pikiran, isi hati, hasrat, 
kegelisahaan dan kesedihannya diperhatikan. 


Kompas berusaha menampung segala aspirasi yang hidup 
dalam masyarakat, sehingga menjadi dasar kebersamaan untuk 
hidup bersama dan untuk membuat hidup ini lebih baik bagi 


setiap orang. 


Itulah sebabnya di atas logo Kompas dituliskan " Harian un- 
tuk umum" dan di bawah logo tersebut dituliskan " Amanat Hati 


Nurani Rakyat”. 


KOMPAS 671 965-671934 


(THOUSANDS > 


019 


1 ' e LI B 
- 


SEN 


? ' ' ' t 
* 


ERJ 


| | 
tam 
im.) mr - Be f 


L 1$. tia 33 
YEAR 


PE ГО И 


| - 


DATA SEJARAH HARIAN KOMPAS 


28 Juni 1965 


2 Agustus 1965 


6 Oktober 
1965 


1971 


Oktober 1972 


1978 


1978 


September 78 


31 Mei 1980 


Maret 1984 


Terbit pertama kali. DiCetak pada 
Percetakan ” Ека Grafika” (Abadi). 
Oplah : 4.800 lembar. 


Pindah ke Percetakan "Masa 
Merdeka”. 

Oplah : 8.003 lembar. 

Bulan Oktober berhenti terbit semen- 
tara, karena peristiwa pemberon- 
takan G3OS/PKI. 


Terbit kembali. Dicetak pada 
Percetakan PT Kinta. Oplah : 
23.268 lembar. 


Sirkulasi suratkabar diteliti (audit) 
oleh Akuntan Publik Drs. Utomo & 
Mulia. 


Dicetak pada Percetakan PT 
Gramedia. 
Oplah : 122.262 lembar. 


Berhenti terbit sementara. 


Menjadi anggota audit Bureau of Cir- 
culations, Sydney, Australia. 


Terbit 7 kali seminggu, dengan mun- 
culnya Kompas edisi Minggu. 


PK Oyong, salah seorang perintis 
Kompas, Tutup usia. 


Mingguan “Bola” menjadi sisipan 
tiap hari Jumat. 


KOMPAS BERUSAHA MENANGKAP DAN MELAKUKAN 
PERANAN LENGKAP MEDIA MASSA 


Peranan pers tidak terlepas dari perkembangan masyarakat 
dan masalah-masalahnya. di Indonesia, pembangunan mem- 
bawa dampak perubahan berbagai nilai kehidupan. Amat 
dirasakan terjadinya proses, di mana nilai lama sudah mulai ken- 
dor, sementara nilai baru belum mapan. Terjadilah berbagai krisis 
yang mempengaruhi perilaku dan keadaan masyarakat. 


Adalah tugas pers untuk menjadi komunikator, juga dalam 
pergumulan sosial itu. Pers menjadi tempat khalayak melihat 
isyarat perubahan dengan segala implikasinya dan sekaligus juga 
menunjukkan pola baru yang akan dapat menjadi pegangan dan 
pedoman dalam menjalani perubahan. 


Hubungan segi tiga antara masyarakat, pemerintah, pers 
menjadi pola hubungan dalam semua masyarakat bangsa dan 
negara. Apa yang disebut interaksi antara ketiga komponen itu 
bukanlah monopoli Indonesia. Ciri khas yang ingin diberikan ialah 
bahwa hubungan segi tiga itu hendaknya juga disandarkan pada 
sistem nilai dan semangat Indonesia. 


Ciri-ciri itu meliputi, hubungan tidak atas dasar permusuhan, 
tetapi kekerabatan. Kontrol tidak atas dasar tujuan akan saling 
menjatuhkan, tetapi untuk saling memperbaiki dan men- 
ingkatkan pada posisi lebih tinggi dalam menyelenggarakan 
peranan dan kewajiban masing-masing. 


Interaksi yang berisi kerjasama, persekawanan, sekaligus 
juga pengawasan, kritik dan koreksi, diusahakan akan 
memberikan kejelasan tentang persoalan bersama, masalah 
masing-masing dan kesepakatan umum bagaimana mengatasi 
persoalan-persoalan tersebut. 


Interaksi itu, baik dalam sistem Indonesia maupun dalam 
sistem lain, terikat oleh kreativitas, jika ingin berhasil. 
interaksi bukan pola mati, masing-masing dalam status guo-nya 
sendiri. Interaksi itu berkembang, berubah dan saling mendorong 
kemajuan dan perbaikan. Dimensi dinamika harus hadir. Jika 
tidak, akan menjadi pola mati. 


Oleh aksesnya yang lebih luas dan intensif, ke pemerintah 
maupun ke masyarakat, pers terpanggil untuk ikut menjadi in- 
strumen dinamika, kreativitas dan swakarsa serta swadaya 
masyarakat. 


Peranan itu dilakukan dengan melaporkan kejadian, 
memberikan interprestasi atas kejadian dan memberikan pen- 
dapat atas kejadian. Kejadian tidak pernah jatuh begitu saja dari 
langit. Selalu ada riwayat atau latar belakang, di samping 
juga ada kelanjutan. 


Kejadian atau peristiwa berdimensi majemuk : masa kini, 
masa lalu atau latar belakang, kaitan-kaitan dan prospek atau 
arah perkembangannya. Ketiga dimensi itu harus mampu 
ditangkap oleh pemberitaan dan komentar pers. Barulah ia mam- 
pu menjalankan tugasnya yang lengkap. 


Kompas seperti halnya suratkabar lain, berusaha 
menangkap dan melakukan peranan lengkap tersebut. Seberapa 
jauh usaha itu dicapai, terpulang juga kepada khalayak. Yang 
terang, selalu hadir kesediaan untuk menerima masukan, kritik 
dan saran-saran perbaikan. Sikap itu menjadi syarat terseleng- 
garanya interaksi. 


INDEPENDEN — OBJEKTIF — TANPA PRASANGKA 


SUARA MERDEKA 
KORAN NASIONAL TERBIT DIDAERAH 


JAWA TENGAH makin indah, nyaman dan mengasyikkan. Dam 
pak pembangunan kian terasa meningkatkan kehidupan dan kese 
jahteraan warganya. Tidak hanya dikota-kota, tetapi kesegaran 
kehidupan pun mulai mengalir kedesa-desa, bahkan menyusup kelereng- 
lereng bukit yang mulai terjangkau pula oleh jaringan jalur-jalur 


transportasi. 


Maka sudah sepatutnya pulalah bila Jawa Tengah menerima 
anugerah negara "Parasamya Purnakarya Nugraha” pada Pem 
bangunan Lima Tahun tahap kedua, serta menerima anugerah negara 
"Prayojana Kriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha” pada Tahap 
ketiganya. Semuanya itu dapat terwujud berkat keterlibatan semua 


warga masyarakatnya. 


Di Wilayah inilah surat kabar Harian " Suara Merdeka” tgl 11 Pebruari 
1950 lahir dan tumbuh menjadi besar. Adalah benar bila dikatakan 
bahwa kehidupan surat kabar merupakan cermin dari kehidupan 
masyarakat dimana surat kabar itu terbit dan berkembang. Suara 
Merdeka berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat 
lingkungannya. Melayani masyarakat Jawa Tengah yang sedang kiprah 
dalam kancah pembangunan daerahnya. Menjadi sumber informasi yang 
aktual mengenai masalah-masalah Nasional, Internasional, Daerah 
maupun Kotanya sendiri. Dari berita-beritakriminal untuk meningkatkan 
kamtibmas kewaspadaan masyarakat, berita-berita politik dan pem- 
bangunan untuk memupuk kesadaran berpolitik dan menambah bekal 
ketrampilan dalam membangun kehidupan, hingga artikel-artikel ilmu 
pengetahuan yang sangat berguna bagi kemajuan. 


Semboyan : Independen - Obyektif - Tanpa prasangka, yang 
digariskan oleh perintis dan pendiri Suara Merdeka H. Hetami dijadikan 
pedoman pemberitaannya, membuat Harian ini. makin disukai 
masyarakat. Adalah suatu keberuntungan bagi Suara Merdeka terbit 
disebuah kota dagang, karena tempat ini bertemperamen selalu haus 
akan informasi. Hal ini bisa dilihat bahwa surat kabar yang pertama ter- 
bit didunia " Gazetta” dan juga koran yang pertama terbit di Indonesia 
" Bataviasche Nouvelles” selalu sarat dengan berita berita perdagangan. 
Dalam perjalanan usaha Suara Merdeka pun dirasakan besar daya serap 
pasarnya, hingga membuat makin lancar perkembangannya. 


Dan kemajuan ini terasa makin melonjak dengan hadirnya Ir. Budi 
Santoso tenaga muda berbakat sejak tahun 1974 yang kemudian men- 
jadi Pemimpin Umum Suara Merdeka sejak 11 Pebruari 1982, perkem - 
bangan lebih mantap dan terencana. Berbekal kemampuan manajemen 


ningkat kemudian kepada sarana kerja.Gedung Kantor tua di JI.Merak 
11 A Semarang yang telah digunakan sejak tahun 50-an terpaksa diting- 
galkan. Redaksi dan Percetakan menempati gedung baru dikawasan in- 
dustri baru di Jalan Kaligawe Km 5, sebuah gedung bertingkat dengan 


tokoh ini mengawali langkahnya dengan membenahi faktor sumberdaya 
manusia. Berawal dengan membenahi kesejahteraan karyawan, lalu 
beranjak ke disiplin kerja, tata kerja, suasana kerja dan tertib kerja . Me - 


fasilitas modern seluas 6.000 m2 diatas tanah seluas 25 hektar yang 


dipersiapkan untuk menampung perkembangan-perkembangan selan - 


jutnya. Redaksi dengan kelengkapan alat-alat komunikasi mutakhir 
dioperasikan selama 24 jam non stop mampu merekam berita-berita dan 
gambar-gambar yang paling aktual dari seluruh dunia. Perpustakaan 
lengkap dengan ruang pertemuan dan ribuan bukunya yang juga ter- 
buka untuk umum menunjang sumber informasi yang berharga bagi 
Redaksi. 


KETERANGAN GAMBAR 


\ Gedung-gedung tempat kegiatan 
"Suara Merdeka”. 


: Gedung tempat lahirnya ‘Suara Merdeka 
11 Februari 1950 di Jalan Merak 11A, Se- 
marang. Kini untuk mencetak sebagian 
oplah 'Suara Merdeka'. 


Gambar 1 


Gambar 2 : Gedung untuk Redaksi, Perpustakaan dan 
Percetakan di Jalan Raya Kaligawe Km 5, 


Semarang, diresmikan 11 Februari 1982. 


Gambar 3 : Ny H Hetami meresmikan pengoperasian 
penambahan unit mesin cetak baru GOSS, 


6 Agustus 1984. 


Gambar 4 : Tempat bekerja bagian Iklan, Sirkulasi, 
Administrasi dan Direksi serta Stasion 
Radio ‘Suara Sakti’ di pusat kota 
Semarang, Jl. Pandanaran 30-32, 
Semarang. Telp. 285521-285522-26544- 


24322. 


Gambar 5 : Suasana Ruang Kerja Redaksi. 


Gambar 6 : Ruang setting dengan beberapa mesin 
photo type setting mutakhir dan mesin 


telephoto. 


Perkembangan Sirkulasi dan meningkatnya iklan memaksa Suara 
Merdeka dicetak di dua Percetakan milik Suara Merdeka Group ialah pada 
mesin cetak Web Offset Pacer dan mesin cetak Goss SSC, yang mam 
pu mencetak 16 halaman sekaligus dengan full color. Dirasa belum cukup 
untuk mengimbangi perkembangan yang akan datang, tgl. 6 Agustus 
1984 dioperasikan lagi tambahan unit mesin cetak GOSS terbaru yang 
mempunyai kemampuan lebih dari mesin-mesin sebelumnya. Dibagian 
setting telah digunakan sejumlah mesin photo type setting model 
mutakhir guna kelancaran percetakan. Juga dibagian usaha dikem 
bangkan sejak 6 Agustus 1984 bagian-bagian Sirkulasi, Periklanan, Ad 
ministrasi, Keuangan dan Direksi menempati gedungnya yang baru dan 
representatif yang sengaja dibangun dan dirancang sesuai fungsi 
pelayanannya dipusat kota Semarang Jalan Pandanaran no: 30-32. 
Dalam gedung baru ini digunakan juga mesin komputer guna kelancaran 
manajemen. Disini pula bernaung stasiun radio ” Suara Sakti” milik 
Suara Merdeka Group. 


Guna menunjang pelayanan sebaik-baiknya bagi para pelanggan dan 
pemasang iklan Suara Merdeka telah membuka agen-agen di seluruh 
Jawa Tengah, bahkan juga kantor-kantor Perwakilan di Jakarta ( Jl. 
Sutan Syahrir no: 2 ), Surabaya, Yogyakarta, Sala, Purwokerto, 
Pekalongan, dan lain-lainnya. 


Menyadari posisinya yang begitu dominan di Jawa Tengah, maka 
Suara Merdeka selaku koran Nasional yang terbit di daerah, selalu ikut 
aktif dalam segala denyut kegiatan masyarakat yang konstruktif. Tidak 
hanya ikut berperan serta, tetapi sering pula sebagai pelopor pembina 
pembuka jalan. Misalnya dalam kegiatan pengumpulan sumbangan 
masyarakat untuk tujuan-tujuan sosial, meringankan korban bencana 
alam dan lain sebagainya. Mensponsori pelbagai kegiatan olahraga, 
kebudayaan, keagamaan, kelestarian lingkungan hidup, tertib lalu lin- 
tas dan lain sebagainya. Banyak personil Suara Merdeka Group men- 
dapat kepercayaan masyarakat atau Pemerintah untuk menduduki 
jabatan terhormat didaerah, bahkan ditingkat Pusat. Sebagai bukti 
adanya kepercayaan tersebut Suara Merdeka telah banyak menerima 
Tanda Penghargaan dari pelbagai pihak, diantaranya yang paling mem- 
banggakan kami Piagam Tanda Penghargaan dari Menteri Penerangan 
Republik Indonesia. Diberikan kepada Suara Merdeka atas partisipasinya 
dalam perjuangan dan Pembangunan Nasional serta dalam mengamalkan 
darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Disampaikan 
oleh Menteri Penerangan Ali Murtopo dan diterima langsung oleh Pen- 
diri Suara Merdeka H. Hetami dalam suatu upacara resmi Ulang Tahun 
PWI 9 Pebruari 1980 di Gedung Olahraga Jawa Tengah, yang dihadiri 
pula oleh Gubernur sekarang Menteri Dalam-negeri H. Soeparjo Roestam. 


Sekelumit Tentang Harian Umum Sinar Harapan 
23 TAHUN MELAYANI KEBUTUHAN INFORMASI 
MASYARAKAT PEMBACA DI INDONESIA. 


Bagi Harian Umum Sinar Harapan, sudah menjadi hal yang biasa bahwa 
peristiwa-peristiwa penting, baik nasional maupun internasional, selalu 
disampaikan ke tangan pembaca tepat pada waktunya. Seperti kisah teng- 
gelamnya kapal Tampomas di Masalembo, pemakaman Senator Benigno 
Aguino atau kecamuk peperangan di Timur Tengah. Hal itu tidak lain 
disebabkan oleh gerak tindak yang cepat dari wartawan-wartawan Sinar 
Harapan yang selalu tanggap. 


Di samping itu teknologi komunikasi mutakhir digunakan untuk 
memudahkan pengiriman berita dari seluruh penjuru dunia. 


Semuanya merupakan perwujudan Sinar Harapan dalam menyajikan " berita 
hari ini hari ini juga”. Berlandaskan motto " Memperjuangkan Kemerde- 
kaan dan Keadilan, Kebenaran dan perdamaian berdasarkan Kasih" , 
jadilah Sinar Harapan sebagai surat kabar nasional yang berpengaruh. 


Sejumlah 7500 lembar dilepaskan pada sore hari, 27 April 1961, 
sebagai tanda pertama kali hadirnya Sinar Harapan di tengah-tengah 
masyarakat, sekaligus memelopori penyajian berita-berita yang sebelum- 
nya tidak tersentuh oleh media massa pada saat itu. 


Perkembangan dunia pers, termasuk Sinar Harapan, tidak terlepas dari 
perkembangan masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat pada Sinar Harapan 
yang pada tahun 1984 diharapkan terbit dengan 300.000 lembar koran 
setiap hari. | 


Meningkatnya frekuensi permintaan halaman untuk iklan, adalah 
kenyataan lain dari Sinar Harapan sebagai surat kabar yang juga 
berpengaruh di kalangan bisnis. 


Dalam meningkatkan mutu layanan, P.T. Sinar Kasih sebagai pener- 
bit Sinar Harapan mengembangkan usahanya dengan menumbuhkan 
kegiatan penunjang lainnya di bidang percetakan, periklanan, transportasi, 
penerbitan buku dll. 


Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 1977 Sinar 
Harapan menggunakan sistim komputer dengan tujuan memudahkan jalan- 
nya pekerjaan sehari-hari. Di percetakan sistem “hot metal” telah digan- 
tikan oleh "photo type setting system" , guna terhidangnya berita yang 
cepat, hangat dan akurat. 


Sekitar 500 karyawan saat ini terlihat dalam kegiatan Sinar Harapan, 
di luar 80 Koresponden yang menyebar di 27 Propinsi dan beberapa orang 
di luar negeri. 


Sebagai anggota pers nasional Sinar Harapan membagi pengalaman 
dengan pers daerah dalam penerbitan surat kabar, seperti Harian Obor Pan- 
casila Manado, Suara Indonesia Malang, dan Harian Nusa Tenggara di Bali 
yang terjalin demikian erat. 


Kehadiran Sinar Harapan sebagai suatu lembaga masyarakat, di sam- 
ping untuk melayani pembaca, juga sebagai partner pemerintah dalam pem- 
bangunan nasional. 


a 


Sinar harapan secara aktif senantiasa menggumuli berbagai masalah 
pembangunan melalui peliputan Media yang dibuktikan dengan berhasilnya 
Sinar Harapan meraih Trophy Adinegoro untuk karya jurnalistik terbaik yang 
diselenggarakan oleh PWI Jaya tahun 1975, 1976, 1979. Bahkan untuk 
tahun 1983-1984 Sinar Harapan meraih 5 kemenangan sekaligus. 


Sejarah 


Sinar Harapan lahir di masa demokrasi dan ekonomi terpimpin. Kea- 
daan dunia usaha di tahun 1961 itu nyata memburuk, inflasi meni ngkat 
cepat, dan industri samasekali tidak memiliki kesempatan untuk berkem- 
bang. Kalau tidak dikatakan bahkan makin menyusut peranannya. 

Suasana tidak menggembirakan ini berlaku pula pada kehidupan dunia 
penerbitan di Indonesia. Media massa yang ada lebih banyak mencurahkan 

perhatian kepada politik dan slogan. Pada hari-hari seperti itulah nomor 
pertama Sinar Harapan diterbitkan. 

Sesuai dengan namanya : Sinar yang memberi Harapan, usaha me 
nerbitkan harian ini disertai kehendak untuk bisa menutupi kekurangan 
informasi yang sangat diperlukan masyarakat. Dalam suasana keterbela 
kangan dalam pemberitaan, Sinar Harapan diarahkan untuk berperan se 
bagai pintu yang mampu membukakan berbagai kenyataan. 


Mulailah harian ini memelopori memuat berita-berita yang sebelum- 
nya diabaikan- bahkan dianggap tabu- oleh media massa yang sudah ada. 
Sambutan hangat yang diberikan kepada Sinar Harapan membuktikan 
bahwa usaha ini berhasil. 

Segera oplah meningkat, dan terus meningkat dengan pesat dari tahun 
ke tahun. Dalam perjalanan waktu Sinar Harapan telah pula menjadi media 
iklan yang terkemuka di Indonesia. 


SH — Minggu 

Sejak bulan September 1978 penerbit P.T Sinar Kasih, 
memperkenalkan Sinar Harapan Minggu. 

Peristiwa-peristiwa menarik selama sepekan yang kurang bisa ditulis 
secara lengkap dalam Sinar Harapan karena keterbatasan halaman, kini 
diungkapkan lewat penerbitan ini secara mendalam. Sebagai bacaan akhir 
pekan, Sinar Harapan Minggu mengetengahkan tulisan-tulisan ringan tapi 
berbobot, halaman humor, petunjuk-petunjuk praktis, dan berbagai artikel 
populer lainnya. 


Keberhasilan Sinar Harapan Minggu terbukti dari oplahnya yang dalam 
tahun-tahun terakhir ini bahkan melampaui oplah Sinar Harapan sendiri. 
Ini menunjukkan bahwa Sinar Harapan Minggu juga menjangkau golongan 
masyarakat di luar pembaca tetap Sinar Harapan. 


Dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat, kebutuhan 
akan informasi mengenai berbagai masalah keluarga serta kehidupan sosial 
semakin terasa. Khalayak pembaca Indonesia memerlukan tulisan-tulisan 
yang khas, agak mendalam tetapi disajikan secara gamblang dan mudah 
dimengerti. 

Itulah senantiasa pedoman dari Harian Umum Sinar Harapan, yang 
selama 23 tahun dengan setia melayani kebutuhan informasi masyarakat 
pembaca di Indonesia. 


Vf HARIAN UMUM INDEPENDEN 
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MEMBINA HARGA DIRI UNTUK KESEJAHTERAAN NUSA DAN BANGSA 


Redaksi/Tata Usaha : Jl. Veteran No. 17, Padang, Sumatera Barat 
Perwakilan Jakarta : 
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— 


Telepon : 25001. 25002. 22220, 24817. Telex : 55229/smyia pd 
Jl. Cisadane No. 4-A, Cikini, Jakarta 10330, Telepon : ^ 


326635 


Jl. Palangkaraya Baru No. 4, Medan, Telepon : 512402. 
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Gedung Percetakan Singgalang Offset. 


Satu-satunya Suratkabar “URANG AWAK” di Indonesia 


Edisi pertama terbit 18 Desember 1968 di kota Padang, Sumatera Barat. 
Kehadirannya segera merebut hati masyarakat karena sifatnya yang khas. Meng- 
utamakan informasi mengenai masyarakat dan daerah Sumatera Barat, disamping 
mengembén mission “membina harga diri untuk kesejahteraan Nusa dan Bangsa’, 
khususnya di ranah Minang, ketika bertahun-tahun sebelumnya daerah ini terpukul 
dan mengalami trauma yang ditimbulkan oleh perang saudara dan lalu tekanan 
pemerintahan Orde Lama. 


Sifatnya yang khas, antara lain penuh senda gurau dan cemooh Minang 
yang sehat, membuat ia dikenal para perantau Minang sebagai " satu-satunya 
suratkabar 'urang awak” di Indonesia" . Sifat kritis diutamakan sampai sekarang 
sebagai salah satu resep, ibarat kesukaan 'urang awak' terhadap makanan yang 
pedas-pedas. 


Usia dua windu membuat Suratkabar " Singgalang” lebih matang. Dari 
. menyewa kantor dan percetakan, kini sudah memiliki kantor sendiri berlantai tiga 
dan memiliki percetakan (offset) sendiri. Jika semula hanya dibaca oleh pembaca 
di daerah Sumatera Barat saja, kini " Singgalang” sudah beredar di seluruh Indo- 
nesia. Di seluruh kota di pulau Sumatera, di kota-kota besar di Jawa - di Jakarta 
saja beredar 5.000 exemplar, di Ujung Pandang, Manado, Denpasar, Mataram 
(Lombok), Pontianak, Ambon, Manokwari dan lain-lain, bahkan di negara-negara 
tetangga Singapura dan Malaysia - termasuk Sabah. Jika semula terbit sekali se- 
minggu, lalu dua kali seminggu masing-masing 4 halaman, maka sejak 18 
Desember 1979 terbit tiap hari 8 halaman. Lalu terbit 12 halaman setiap hari se: 
jak 16 Agustus 1984. 


Didirikan semula oleh Nasrul Siddik Sutan Mangkuto (kini anggota Dewan 
Pers), Nazif Basir Sutan Pamenan, Salius St. Sati dan Basril Djabar, kini ditambah 
dan diperkuat dengan tenaga-tenaga muda yang dinamik sesuai dengan tuntutan 
dan perkembangan zaman. Harian " Singgalang” kini berkembang kuat sebagai 
salah satu koran daerah yang berskala nasional, didukung oleh 135 orang 
karyawan. 


Hak hidup dan kemajuan 


Harian " Singgalang” berhasil merebut hak hidup dan kemampuan berkem- 
bang karena pada hakikatnya secara idiil menyuarakan dan mewujudkan interaksi 
positif antara pers, pemerintah dan masyarakat, dan secara tehnis praktis didukung 
oleh ketrampilan jurnalistik yang profesional, peralatan yang lebih maju, serta 
pengelolaan managemen dan administrasi yang sehat dan berkembang, dengan 
memakai jasa Konsultan dan Akuntan. 


Haran " Singgalang” karena itu merupakan salah satu pertanda kehidupan 
pers nasional yang sehat di daerah, berkembang bersama kemajuan segala unsur 
jurnalistik dan kemajuan masyarakat pada umumnya, dengan segala keluhuran, 
aspirasi dan variasinya 


Prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab di negara Republik In 
donesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dipadukan dengan ketram 
pilan dan kepekaan terhadap keperluan masyarakat Indonesia - terutama di 
Sumatera Barat, maka Harian “Singgalang” akhirnya berkembang menjadi 
suratkabar yang dibaca kalangan yang lebih luas. Sebab Harian " Singgalang” 
menyajikan berbagai informasi, antara lain : 


A) Umum 


Memuat berita-berita daerah, nasional dan internasional yang aktual setiap 
hari, artikel-artikel politik, sosial ekonomi dan kebudayaan, sebagaimana koran 
koran harian lainnya di manapun. 


B) Khusus 


Dengan motto 'titian perantau dengan kampung halaman maka edisi 
Minggu Harian "Singgalang ” memberikan informasi-nformasi yang khas 
mengenai masyarakat Minang. Baik yang di Sumatera Barat maupun di perantauan 
(luar Sumatera Barat). Edisi Minggu tidak saja dibaca “urang awak, tetapi juga 
para ahli, mahasiswa dan intelektual yang tertarik untuk mempelajari esensi, per 
kembangan dan permasalahan masyarakat Minang yang unik dan khas dalam 
menghadapi tantangan zaman. 


Edisi Koran Masuk Desa 


Edisi khusus untuk para pembaca di pedesaan. Berita-berita desa dan pe 
ngetahuan yang diperlukan masyarakat pedesaan. Edisi KMD nampaknya berkem 
bang baik. Ada yang dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah pusat (Dep 
pen) dan pemerintah daerah, tetapi ada juga yang sepenuhnya merupakan inisiatif 
dan sumbangan Harian " Singgalang” 


Edisi KMD yang dimulai sejak 9 April 1980 kini berkembang lebih jauh, di 
dukung oleh pembaca-pembaca yang khas yang tergabung dalam Kelompok Pem 
baca Suratkabar (KPSK) KPSK adalah kelompok yang mendiskusikan dan bereaksi 
terhadap isi suratkabar, di berbagai bidang 


Edisi Koran Masuk Sekolah 


Edisi Koran Masuk Sekolah (KMS! adalah yang pertama di Indonesia. Pener 
bitan edisi KMS ini didorong oleh kenyataan bahwa edisi KMS kurang menjangkau 
pembaca yang terdiri dari anak sekolah, mahasiswa dan generasi muda, padahal 
minat baca dan minat tulis mereka cukup tinggi. Mulai terbit 30 Oktober 1984, 
setiap hari Selasa dan ternyata mendapat sambutan hangat. Edisi yang merupakan 
"forum komunikasi, bimbingan dan penyuluhan pendidikan” ini menyajikan berita 
berita pendidikan, berita berita sekolah, kreasi-kreasi #nak sekolah, informasi buku- 
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Masuk Sekolah. 


buku untuk anak sampai mahasiswa, serta pengetahuan-pengetahuan dan dasar- 
dasar ketrampilan anak-anak. 


Edisi KMS dalam penyusunan programnya melibatkan kalangan intelektual, 
pemuka masyarakat, ahli pendidikan dan Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera 
Barat. Selain mendapat sambutan yang hangat dan luas di kalangan siswa, 
mahasiswa dan guru, juga mendapat sambutan dan dorongan moril antara lain 
dari Ketua Umum PWI Pusat Zulharmans, dari LIPI dan BPP Teknologi. 


Di satu pihak, upaya-upaya yang dilakukan Harian “ Singgalang” adalah 
mengambil prakarsa-prakarsa untuk mewujudkan pemerataan di bidang informasi, 
dan sebagai hasilnya mendapatkan jumlah pembaca yang lebih luas mencakup 
segala lapisan, kelompok dan profesi dalam masyarakat. 


Konsuensinya adalah merekrut tenaga-tenaga yang lebih banyak dan lebih 
luas, melalui berbagai kerjasama yang positif dengan berbagai pihak. 


Tenaga-tenaga yang dinamik 


Sejak didirikannya “ Singgalang” dalam bentuk mingguan. tradisi penge- 
lolaan suratkabar yang selalu dipegang teguh adalah memilih langkah-langkah yang 
terbaik melalui musyawarah dan diskusi. Hal itu sejiwa dengan nilai budaya 
masyarakat Minang yang dalam setiap kegiatannya selalu didahului dengan 
musyawarah. 


Di samping itu dilakukan pendidikan-pendidikan dan peningkatan mutu ke- 
trampilan ke dalam, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan, baik 
yang bersifat teknis profesional di bidangnya maupun dalam disiplin tertentu. Para 
wartawan misalnya, sudah mengikuti Penataran P-4, program yang dilaksanakan 
dengan kerjasama dengan BP-7 Daerah Sumatera Barat. 


Koran " Singgalang” sendiri, maupun wartawannya, berkali-kali mendapat 
penghargaan, misalnya memenangkan berbagai sayembara. Pada pihak lain. Harian 
" Singgalang” juga melakukan kerjasama yang sehat dengan berbagai pihak, ter- 
masuk dengan Pemerintah Daerah. 


Untuk mengisi edisi Koran Masuk Desa misalnya, berita-berita pedesaan 
tidak hanya hasil liputan wartawan saja, tetapi juga diisi oleh pihak-pihak lain. Hal 
itu juga berlaku untuk edisi Koran Masuk Sekolah. 


Bentuk-bentuk kerjasama itu antara lain : 
1) Dengan pihak Deppen dan Humas 

Dilakukan semacam pendidikan dasar penulisan berita, sehingga berita- 
berita yang dikirim sesuai dengan yang diperlukan, dan secara teknis 'layak muat' 


(press clear). Hal itu dilakukan terhadap para Jupen dan Humas di suatu kabupaten 
misalnya 50 Kota, Agam, Sawahlunto Sijunjung dan Pesisir Selatan. 


Pembaca Singgalang di salah satu kios di desa Balai Talang, 
kecamatan Guguk. 50 Kota. 


Menteri Penerangan Harmoko ketika meninjau percetakan Singgalang. terlihat ditemani Pemimpin 
Umum/Pemimpin Redaksi ^ Singgalang”. Basri Djabar, Ketua PWI Sumatera Barat. Kamardi 
Rais Dt. P. Simulle dan Wakil Pemimpin Umum Singgalang. Salus St. Sati. 


2) Dengan Sekolah 


Penataran kewartawanan untuk anak-anak sekolah yang ingin mengisi edisi 
Koran Masuk Sekolah. 


Meskipun untuk saat ini nampaknya baru merupakan suatu eksperimen, 
akan tetapi hasilnya sudah mulai dirasakan. 


3) Dengan ganerasi muda 


Penataran jurnalistik juga dilakukan Balai Wartawan, misalnya di kota Bukit- 
tinggi. Peminatnya adalah generasi muda, dan ada yang sudah putus sekolah. 
Mereka pernah dikenal sebagai ' wartawan cilik’, seperti yang terdapat di Padang 
Pariaman. 


Peran serta tenaga-tenaga demikian cukup berarti. Jika tidak akan mena- 
warkan berita yang baik, paling tidak menyampaikan bahan berita yang perlu 
diliput. 


Dengan demikian tidak saja 'orang-orang luar' menjadi pembaca suratkabar, 
melainkan juga berpartisipasi dalam membina kehidupan pers yang sehat. bebas 
dan bertanggung jawab serta menawarkan bahan-bahan untuk diberitakan 
suratkabar. 


Baberapa di antaranya kemudian dengan sadar memilih profesi sebagai war- 
tawan dalam arti kata sepenuhnya. 


Pengelola suratkabar 


Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Basril Djabar. Wakil Pemimpin Umum: 
Nasrul Siddik dan Salius St. Sati. Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung ' .vab 
Sehari-hari : Chairul Harun dan Muchlis Sulin. Dewan Redaksi : Basril Djabar. Nasrul 
Siddik, Salius St. Sati, B. Yonda Djabar, Chairul Harun dan Muchlis Sulin. Manag- 
ing Editor : Abrar Yusra, Adi Bermasa, Indra Nara Persada. Staf Redaksi : M. Joesfik 
Helmy, Nasrun Chatib, Fachrul Rasyid H.F., Ramlie Karlen, Darlis Syofyan, Muslih 
Sayan, Nusyirwan, Edi Suardi, Darmidjas Madjid. Syafruddin Al dan Hasril 
Chaniago. Sekretaris Redaksi : Rosnelly. Perwakilan Jakarta : Soeparto HAR. 
Perwakilan Sumut/Aceh : Ahmad Ibrahim. Koresponden : Syahruddin Said (Paya: 
kumbuh), Armidas Moenir (Bukittinggi), Has Ahmad (Lubuk Sikaping), Syam: 
soedarman Ps. Sy (Padang Panjang), Nasril Zainun (Solok). Marzie Thamrin 
(Pariaman), Juss Parmato Intan, Sudirman Limi dan Sjafrial Arifin (Jakarta). 
Pemimpin Perusahaan : B. Yonda Djabar. Wakil : M. Joesfik Helmy Penasihat: 
Rusli Dahlan, SH dan Zulharmans. 

Penerbit : PT Genta Singgalang Press. S/7 Menpen : 0682 Per'SK:DIR:PPSIT:1970 
tanggal 27 April 1970 dan No. 965/Dirjen PPG/K/79 tanggal 16 Agustus 1979. 
Giro : BRI Cabang Padang dan BPD Sumatera Barat. 
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di suratkabar yang dinikmati pembaca-hal itu adalah 
“ramuan” tangan banyak yang profesional. Para redaktur, 
setter, korektor, penata letak (lay out), tenaga reproduksi, 
pencetak, tenaga ekspedisi, agen serta tenaga sirkulator. 


Karya terpadu tadi lebih disempurnakan dengan 
pengadaan peralatan serba mutakhir. Sarana dan 
prasarana teknologi komunikasi yang serba komputer pun 
secara bertahap diterapkan di harian sore Surabaya Post. 
Kantor Pusat di Jalan Pemuda 30 Surabaya yang sudah 
kurang memenuhi syarat sebagai sentral redaksional bagi 
sebuah penerbitan bertaraf nasional-dalam merayakan 
Ulang Tahun Surabaya Post ke 28, 1 April 1980 kegiatan 
redaksi, iklan, tata usaha, langganah dan desk kota dipin- 
dahkan ke kantor baru di Jalan Taman Ade Irma Suryani 
Nasution 1 Surabaya (Panglima Besar Sudirman) yang ber- 
tingkat 4 itu. Di kantor baru ini dilengkapi berbagai sarana 
komunikasi modern seperti telex. Juga tersedia per- 
pustakaan yang semuanya dimaksudkan untuk 
d memperlancar tugas redaksional Surabaya Post. 
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Ne aka “Surabaya Post” 


Kantor lama Jalan Pahlawan 30 Surabaya yang ber- 
“jasa itu dimanfaatkan seba ai kantor pemasaran 
sedangkan redaksi daerah, nasional, “Internasional, 
olahraga dan kebudayaan di pusatkan di Jalan Sikatan 

11-15-19 Surabaya bersama Percetakan. 


|». YANG SEDERHANA YANG BERPRESTASI - | "A x o DE Percetakan juga terjadi modernisasi dari sistem 
E DALAM " Sepatah Kata Pengantarnya" -nya к FER ` “hot metal" ke "photo type setting system" . Dilengkapi 
B himarhum “ketika Surabaya Post pertama Жак. sebuah ' ‘telephoto system” yakni sebuah alat pengiriman 

* berkomunikasi dengan pembacanya, ia menulis | . foto j jarak jauh yang dikendalikan komputer. Alat mutahir 


— Mengantarkan harian baru Surabaya Post ini sebenarnya memilik ini masih amat sedikit терия di T 
` tak bisa lebih tepat daripada kami mempersilahkan pem- - memiliki karena harganya cukup mahal. 
E baca untuk sudi sekedar mengikuti harian ini. Penyaksian . Sedangkan kantor Perwakilan: ANUS Post di 
| E akan m berharga daripada segala Malang dan Jakarta masing-masing dilengkapi sebuah 
зїа-каїа kan P mat sederhana. Namyn p “telek sehingga memudahkan dan memperlancarkan arus 
| Se pengiriman berita ke redaksi. Sedangkan bagi karyawan, 
wartawan tetap maupun tidak tetap yang tersebar di 
daerah-daerah Tingkat II Kotamadya/Kabupaten di Jawa 
Timur dan Kalimantan mereka mendapat fasilitas yang 
“layak. Juga Tunjangan Hari Tua (THT) dan Asuransi Jiwa 
dari Asuransi Jiwasraya serta Asuransi Tenaga Kerig (dari 
Astek). 


Walau demikian, setiap se Me ai wartawan a tetap 


wi En 


- 


nama “baik Surabaya Post. Dalam. 
sesederhana mungkin, biasa-biasa s. 
untuk selalu menunjukkan dedi 1g 
E u.s. коа lebih i gs Pasi harian sore ba sar 


бейта, а | at | 
sukup menyita waktu 4 »ya sebu; au artikel ра meninggalkan mor ral dan iman. 
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sapkan kepada para pembaca 


atit 


ngan berbagai kesibukan menilai berita berita yang masuk, untuk 


Penata letak, dengan pekerjaan = ерак! artistik “Surabaya Pos” 


s, Surabaya Post 


selalu 


sepanjang 


. Te 


tampil 
masa. 


Para wartawan serta karyawan yang merupakan komponen pengasuh harian 
“Surabaya Post”, terfoto bersama Pemimpin Umum harian itu, Ny Tuty Aziz. 


Titian hidup harian sore Surabaya Post senantiasa 
berkiblat kepada pengabdian, persatuan dan kesatuan 
bangsa guna membangun negara kita ini. Partisipasi 
Surabaya Post dalam setiap gerak langkah pembangunan 
nasional tak pernah terabaikan. Mulai dari zaman orde 
lama sampai kepada zaman orde baru kini yang dikenal 
dengan PELITA demi PELITA-nya, Surabaya Post senan- 
tiasa punya karsa untuk berkarya demi suksesnya program 
pembangunan tadi. Baik itu, melalui "penyelesaian” Pa- 
jak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak Penjualan yang 
jumlahnya tak sedikit itu-maupun via penerangan 
masyarakat dengan tulisan-tulisan berbobot pada harian 
Surabaya Post. Yang memancing atau merangsang publik 
untuk bangkit dengan semangat tinggi membangun 
negerinya sendiri. 


Masyarakat Jawa Timur khususnya dan publik In- 
donesia bagian Timur umumnya sebagai wilayah jelajah 
harian sore Surabaya Post sudah tak menyangsikan lagi. 
Kehadiran Surabaya Post dalam kancah pembangunan 
pers nasional amat besar pengaruhnya. Kerja keras A. 
Azis (almarhum) bersama Toety Azis ini-dalam ikut 
mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan Garis- 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) jelas-tidaklah sia-sia. 
Upaya mengajak masyarakat untuk "bernafsu gembira 
kerja” melalui harian Surabaya Post A. Azis juga tak 
mengalami kegagalan. Keinginannya untuk menghibur 
dan mendorong masyarakat yang berkemauan keras un- 
tuk maju dari sudut inipun, putra Pulau Madura mencapai 
sukses. 


Butir-butir “sederhana” A. Azis tadi memang benar 
benar sederhana. Namun punya tendensi luas: Khususnya 


dalam memajukan harian Surabaya Post. Dinamika 
kreativitas A. Azis dalam mengelola. hanan macam 
Surabaya Post adalah salah satu " warisan" Баб generasi 


penerus harian Surabaya Post yang kini telah menjadi milik 
publik sendiri di tanah air. Kota Surabaya adalah Kata 
paha ай Kota Surabaya adalah Kota Pengabdian bagi 
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ejalan dengan Un- 

dang-undang Da- 

sar 45 Bab XIII 
ayat 1 yang berbunyi: 
Tiap-tiap warga negara 
berhak mendapat pengajar- 
an, majalah GADIS ber- 
partisipasi aktif dalam 
pembangunan bangsa de- 
ngan cara memberikan in- 
formasi seluas-luasnya ke- 
pada remaja putri tentang 
banyak hal yang tidak 
mereka dapatkan melalui 
pendidikan formal. GADIS 
menuntun mereka ke arah 
pengembangan diri, baik 
rohani maupun jasmani. 
GADIS juga mengupas 
berbagai problema yang 
selalu menjadi masalah re- 
maja. 

Selain itu GADIS juga 
memberikan informasi se- 
luas-luasnya mengenai du- 
nia pendidikan dengan 
memperkenalkan sekolah- 
sekolah umum maupun ke- 
juruan, serta memperkenal- 
kan berbagai jenis lapang- 
an pekerjaan yang kelak 
akan mereka terjuni. De- 


ngan satu kalimat: GADIS 
mengantar remaja ke dunia 
dewasa. 

Sebagai anggota ma- 
syarakat yang aktif kaum 
wanita Indonesia sadar 
akan perkembangan ja- 
man. FEMINA khusus 
dirancang untuk meme- 
nuhi kebutuhan dalam me- 
mantapkan peran serta wa- 
nita dalam era pem- 
bangunan. 

FEMINA menyuguhkan 
informasi lengkap dan ak- 
tual untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan 
serta memperluas wawas- 
an wanita, apakah ia wa- 
nita karir ataupun ibu ru- 
mahtangga. 

Salah satu peranan wa- 
nita yang terpenting adalah 
membina kebutuhan ke- 
luarga, tempat seluruh 
anggota keluarga memper- 
oleh aneka ragam hidang- 
an yang lezat dan bergizi, 
kehangatan dan cinta kasih 
serta jawaban atas hal-hal 
yang tak diketahuinya. 
Singkatnya FEMINA 


mewujudkan semua ke- 
butuhan wanita dalam sua- 
tu paket yang padat isi. 

Dalam membina genera- 
si penerus bangsa, tang- . 
gung jawab terutama terle- 
tak ditangan orang lain. 
Dengan adanya berbagai 
perubahan nilai yang kom- 
pleks yang sering tidak da- 
pat dipecahkan dengan 
kebijaksanaan tradisional, 
majalah AYAHBUNDA 
memberikan informasi dan 
bimbingan cara membina 
keluarga. Berbagai tulisan 
yang disusun bersama para 
ahli sangat besar menfaat- 
nya dalam pembinaan 
mental maupun spiritual 
tunas harapan bangsa. Se- 
hingga orangtua maupun 
para pendidik akan men- 
dapatkan pengetahuan se- 
cara kontinyu tentang se- 
gala aspek kehidupan yang 
berkaitan dengan masa 
depan anak-anak, yang ke- 
lak akan memimpin negara 
tercinta ini. 


Peresmian "KAMPUS UNGU" oleh Іри Tien Soeharto, 10 Desember 1981 


DARI 
"KAMPUS UNGU” 


MENUJU 
"CENTRE OF EXCELENCE” 


Perguruan tinggi ini berdiri sebagai konsekwensi logis karena adanya pembangunan nasional 
yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang kreatif dan produktif serta dapat berperan positif da- 
lam masyarakat. Secara umum perguruan tinggi yang mengkhususkan din dalam brdang sekreta 
п dan managemen ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. yang sehat jas 
mani serta rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi. kreatif dan penuh tanggung 
jawab. bersikap demokratif dan penuh tenggang rasa, mempunyai kecerdasan tinggi disertai budi 
pekerti luhur. mencintai bangsanya. dan mencintai manusia sesuai dengan taisatah Pancasila 

Selain itu. Akademi Ilmu Sekretari & Management Indonesia (ASMI) yang didirikan di Jakarta 
pada tahun 1962 ini. berdasarkan tujuan pendidikan nasional mengarahkan sasaran pendidikannya 
untuk menyiapkan pemuda-pemudi Indonesia menjadi seorang yang yang berkeahlian manajerial. 
yang mampu bekerja dibidang Managemen Niaga (Business Management) yang dikembangkan 
dalam konteks pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia 

Perguruan ini juga ingin membekali pemuda-pemudi Indonesia dengan berbagai dasar teoritis 
dan pengalaman praktis di bidang manajemen niaga hingga memungkinkan mereka untuk lebih 
siap. baik untuk melanjutkan studi, maupun memasuki: lapangan kerja 

Sebagai penghubung antara dunia іти pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masya- 
гака! ASMI merasa terpanggil untuk memberikan sahamnya dalam investasi manusiawi ASMI 
ingin menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang dapat mengisi lowongan-lowongan kepemimpinan di 
bidang manajemen niaga. yang terasa semakin mendesak untuk dipecahkan masalahnya. sesu- 
dah kemerdekaan kita capai Hal ini disebabkan karena makin luas dan kompleksnya usaha-usa- 
ha negara dan masyarakat yang perlu di kembangkan demi mencapai cita-cita kesejahteraan 
rakyat menuju masyarakat adil makmur ber dasarkan Pancasila 

Disamping pendidikan sarjana muda seperti yang disebutkan di atas ASMI juga menyeiengga- 
rakan program pendidikan yang bersifat jangka pendek dibidang kesekretariatan dan ketatausaha- 
an (clencal) Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan praktis bagi pegawai-pega 
wai kantor 

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. ASMI menyelenggarakan kegiat- 
31 k(1 if 351 


1an bantuan teknis di bidang permasalahan perkantoran serta melakukan penelitian 


k usaha pengembangan kegiatan kegiatan pendidikan Jan latihan di bidang manajemen bis 


Herma 'a dan sebuah kursus kecil keran ge an modal Llama kemaua eorang putra Indo- 


Alexander Benjamin Johanes Tengker, pemegang rekor tercepat di Indonesia untuk penulisan 
steno Sistem Karunrieng (300 kata permenit) ini melihat bahwa masalah management merupakan 
bidang usaha yang sangat berguna untuk kesempatan kerja Beliau merasa bahwa bidang ini meru- 
pakan kebutuhan yang perlu segera dipikirkan penanganannya 


Setelah melakukan penelitian-penelitian dan persiapan-persiapan seperlunya. maka pada 
tanggal 1 Juli 1962. atas usaha Yayasaan Lembaga Pendidikan Gideon ( YLPG). didinkanlah Aka- 
demi Ilmu Sekretari & Management Indonesia dengan singkatan ASMI. dan mengambil tempat ku- 
kah di jalan Malang. Jakarta Pusat 


Karena Kelahiran perguruan tinggi semacam ini seiring dengan kebutuhan masyarakat. maka 
dia mendapat sambutan yang cukup menggembirakan, terutama dari para lulusan 51 TA saat itu 
Pada tahun pertama itu, ASMI menerima 400 mahasiswa untuk program studi Tata Perkantoran 


Pada tanggal 17 Mei 1963. ASMI terdaftar pada Departemen Perguruan Tinggi dan limu Pe- 
ngetahuan (PTIP) dengan nomor pendaftaran 55/B-SWT/P63 Lalu sesuai dengan keputusan 
Menten РТІР Nomor 131 tahun 1965 tanggal 1 Juli 1965 status perguruan tinggi ini ditingkatkan 
menjadi “Diakui Dan Keputusan tersebut dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menter: Pendidikan 
Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 015 0: 1983 tanggal 5 Januari 1983 menetapkan kembali 
status Diakui kepada ASMI setingkat Sarjana Muda 

Sebagaimana umumnya suatu perjuangan. perjuangan ASMI untuk memenuhi kebutuhan ma 
syarakat akan tenaga-tenaga terdidik yang berkemampuan manajenat inipun banyak mengalami 
kesulitan dan rintangan Hal im sangat terasa di dalam penyediaan sarana serta fasilitas pendidikan 
yang memada: Namun ASMI tidak merasa pesimis dan menyerah atas tantangan-tantangan terse- 
but 

Berkat usaha dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri, akhirnya ASMI dapat membuktikan 
kepada masyarakat bahwa tujuan mulia itu pasti akan dapat tercapai Dan sarana lisik yang semula 
hanya menyewa ruangan kuliah dengan fasilitas yang sangat terbatas. ASMI telah berhasil memba- 
ngun gedung perkuhahan dan kantor sendiri Bangunan seluas lebih kurang 11 000 meter persegi 
ttu dilengkapi dengan sarana pendidikan yang dapat dibanggakan untuk masa kini. khususnya di- 
hngkungan pendidikan tinggi swasta 

Selain meningkatkan sarana pendidikan ASMI juga terus meningkatkan dan mengembangkan 
kurikulum yang sesuai dengan perkembangan iImu dan teknologi Dalam gedungnya yang baru itu 


ASMI menyediakan Model Perkantoran Instalasi Komputer Perpustakaan dan Laboratorium Ba 
nasa Semua sarana mi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para mahasiswa ASMI 
yang pada tahun kuliah 1983 tercatat lebih dari 4 000 orang 

Ketika memberikan sambutan pada acara Peringatan Dies Natalis ASMI yang ke-20. Koordina 
sı Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Prof Dr Supran Resosudarmo. MA menyatakan kegembi 


raannya karena ASMI dalam usianya yang kedua puluh itu telah berhasil mengembangkan diri de- 
ngan perlengkapan sarana fisik berupa gedung yang megah, ruang-ruang kuliah yang memenuhi 
syarat. serta sarana untuk melakukan kegiatan olahraga serta rekreasi yang cukup baik 

Ditambahkan oleh Prof Dr Sudpran, MA, pengembangan dan peningkatan din dalam bidang 
sarana fisik dan personal ini sangat besar artinya, terutama dalam rangka usaha ASMI membantu 
pemerintah dibidang pendidikan Disamping peningkatan produktivitas ini, harus pula ditingkatkan 
kwalitas produknya 

"Perbaikan keadaan perguruan tinggi kita ini. pada umumnya untuk menyebarkan seluruh sis- 
tem pendidikan tinggi nasional yang memang masih perlu ditingkatkan”. lanjut Koordinator Kopertis 
Wilayah II itu 

Menyambut tanggapan dan tantangan-tantangan beberapa pihak itu, Direktur ASMI, Benny 
Tengker dengan segala kerendahan mengakui bahwa usia 20 tahun bagi sebuah lembaga pendidi- 
kan yang bersifat akademis seperti ASMI ini adalah usia yang masih remaja. Untuk mencapai dunia 
dewasa. masih jauh jalan yang akan ditempuh Namun, bila orang sempat melihat ke masa lalu, ke- 
masa ketika ASMI mulai berdiri, ASMI sudah boleh sedikit berbangga hati 

Benny Tengker menyadari sepenuhnya bahwa semua yang telah dicapai oleh ASMI saat ini 
adalah berkat bantuan seluruh civitas akademi ASMI. yaitu para mahasiswa para dosen, para ka- 
ryawan. para alumi. dan para orang tua mahasiswa 

‘Dengan bimbingan pemerintah cg Depdikbud, Asmi akan meneruskan perjuangan mendidik 
putra-putri Indonesia yang pada akhirnya akan jadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia yang 
sedang membangun” ujar Benny Tengker dengan optimis 


BEA SISWA & PRESTASI 

Bahwasanya ASMI benar-benar ingin menyumbangkan darma bhaktinya kepada nusa dan 
bangsa dapat dilihat dan kesempatan-kesempatan belajar yang diberikan kepada putra-putri Indo- 
nesia. Kepada para atlit yang berprestasi, ASMI memberi kesempatan belajar secara gratis. Pem- 
bebasan uang kuliah im diberikan melalui KONI PUSAT. Selain untuk para atlit yang berprestasi, 
ASMI juga memberikan bea siswa kepada putra-putri daerah Inan Jaya, putra-putri pahlawan nasio- 
hal, dan melalui kerjasama dengan Pemda DKI Jaya 

Sejak tahun 1965 sampai dengan 1982. paling tidak 210 orang mahasiswa/i telah menerima 
bea siswa dari ASMI 

ASMI juga tidak pernah ketinggalan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan olahraga, baik 
yang bersifat nasional maupun daerah Dalam рогѕетаја, ASMI menjadi juara umum untuk tingkat 
DKI Jaya tahun 1977. Tahun berikutnya ASMI menjadi juara umum Porseni Mahasiswa untuk ting- 
kat nasional Pada kejuaraan olahraga se Kopertis Wilayah III tahun 1981, ASMI menjadi juara 
umum. ASMI juga selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan PON, SEA GAMES, PRESIDEN CUP 
dan kegiatan-kegiatan olah raga besar lainnya 

Untuk lebih mengakrabkan hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat, ASMI juga selalu 
aktif dalam kegiatan donor darah. memberikan bantuan baik berupa moril maupun berupa material 
kepada panti-panti asuhan, memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. ikut serta da- 
lam perang sampah yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jaya, melaksanakan berbagai penyuluh- 


an, dan lain-lain kegiatan yang akan bisa membantu masyarakat daiam meningkatkan kesejantera- 
an 


Menurut rencana, tentu saja kalau situasi dan kondisi memungkinkan ASMI akan terus mening- 
katkan jumlah bantuan bea siswa. Hal itu diprogramkan bukan saja untuk membantu mereka yang 
menemui kesulitan dalam dana, tetapi juga untuk memberikan rangsangan kepada putra-putri Indo- 
nesia. agar mereka terus meningkatkan prestasi di segala bidang Disamping itu juga terkandung 
rasa ucapan terima kasih kepada mereka yang telah mengangkat dan mengharumkan nama bang- 
sanya di mata internasional. Inilah salah satu sumbangan nyata dari ASMI untuk kemajuan bangsa- 
nya 


Tidak bisa disangkal lagi bahwa minat untuk masuk ASMI semakin hari semakin meningkat. 
Mula: dari orang awam yang hidup paspasan, sampai pada mereka yang punya nama dan reputasi 
yang baik di tengah masyarakat, numplek berkumpul untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini 
Bukan hanya bea siswa yang diberikan oleh ASMI, tetapi pada kalangan instansi resmi pun, ASMI 
telah banyak menyumbangkan bakti, melaksanakan tugas-tugas pengabdian masyarakat. Bebera- 
pa instansi yang telah mengadakan kerjasama dengan ASM! dalam menyelenggarakan "Paket 
Program" ketrampilan mengetik, steno korespondensi, filing serta pendidikan kesekretariatan ada- 
lah: Bank Dagang Negara, Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Departemen P & K RI, Di- 
tjen Perhubungan Laut, Bappenas dan Pemda DKI Jaya. 

Selain itu masih banyak instansi pemerintah maupun swasta, baik yang beradą di daerah mau- 
pun yang berada di pusat, setiap tahun mengirimkan calon-calon mahasiswa melalui ikatan dinas 
maupun permohonan "bebas uang kuliah” kepada ASMI 

Melihat prospek yang demikian menggembirakan, ASMI merasa pertu untuk menyusun renca- 
na induk pengembangan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. . 

Untuk jangka pendek, ASMI mempunyai rencana induk pengembangan melaksanakan Tri - 
dharma Perguruan Tinggi, yakni: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. 

Dalam usaha mencapai dan merealisir rencana ini, ASMI telah menyelenggarakan Studi Pro- 
gramme untuk Bachelor's degree, Secretarial Training Courses, Up grading untuk Kegiatan Per- 
kantoran, Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Teknis di Bidang "Business Office", dan Penelitian un- 
tuk Usaha Pengembangan Kegiatan Pendidikan dan Latihan. 

Menjadi partner pemerintah dan masyarakat Indonesia yang sedang membangun merupakan 
tujuan ASMI, sebagaimana tertuang dalam rencana induk pengembangan ASMI sepuluh tahun 
mendatang. Cita-cita tersebut akan diwujudkan dengan cara menyelenggarakan Open door sys- 
tem: Degree Program yang dibagi dalam dua bagian. yakni Terminal Program (3 tahun) dan Gra- 
duate Program ( 5 tahun). 


CENTRE OF EXCELENCE 

Sebutan "centre of excelence" justru datang dari pihak luar, setelah mereka melihat "Kampus 
Ungu" dan dekat. 

Beberapa olahragawan terkemuka di negeri ini, artis-artis, peragawati-peragawati top dan bin- 
tang-bintang layar putih, adalah merupakan sebagian dari anggota keluarga besar ASMI. 

Dalam bidang prestasi lam, ASMI sudah banyak mencetak manusia-manusia Indonesia yang 
patut dibanggakan. Dan deretan nama alumni ASMI sejak tahun 1965, orang dapat melihat bagai- 
mana mereka telah menempati kedudukan dan jabatan penting di berbagai instansi, baik pemerin- 
tah maupun swasta. Jabatan "Sekretaris" tentu merupakan jabatan yang paling banyak diperoleh. 

Selain itu banyak pula yang memilih pekerjaan sebagai dosen, karyawan kejaksaan, karyawati 
bank, pegawai negeri. auditor kantor akuntan, dan lain sebagainya. 

ASMI juga menyelenggarakan Non-Degree Program yang antara lain terdiri dari program diplo- 
ma dan kursus-kursus yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran dan kesekretarisan, serta 
menyelenggarakan kegiatan konsultan dalam bidang perkantoran. kesekretarisan, penelitian, latih- 
an dan komputer. Dalam rangka menyebar luaskan P4 dikalangan mahasiswa, maka ASMI telah 
menyelenggarakan program Penataran P4 Pola Pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru ASMI 
1983 yang berlangsung dan tanggal 4 Agustus s/d 20 Agustus 1983. Penyelenggaraan tersebut di- 
laksanakan bekerjasama dengan BP7 DKI Jakarta, sebagai bagian dari intra kurikuler yang dilaksa- 
nakan pada kegiatan Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus serta ketahanan Nasional 
bagi mahasiswa baru. Ketua BP7 DKI Jakarta menyatakan bahwa ASMI adalah Perguruan Tinggi 
Swasta pertama yang melaksanakan program Penataran P4 kepada mahasiswanya 

Mulai tahun 1965 sampai dengan 1982, ASMI telah berhasil mencetak 1092 sarjana muda. Ta- 
hun demi tahun jumlah itu akan terus bertambah. sering dengan bertambahnya permintaan masya- 
rakat akan tenaga-tenaga trampil di bidang manajemen perkantoran 


F 
Р 
£ 


Peseroan Terbatas P.T. Perkebunan - V bernama : "Per- 
usahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan - V, berke- 
dudukan dan berkantor pusat di Sei Karang, Galang, Su- 
matra Utara. 
Lokasi perkebunannya tersebar di tiga daerah Kabupaten 
di Propinsi Sumatra Utara. Dan sejak beberapa tahun ter- 
akhir ini telah melakukan pengembangan usaha perkebun- 
an yang baru di Propinsi Riau dan Daerah Istimewa Aceh 
baik dalam bentuk proyek perkebunan sendiri maupun 
Proyek PIR-Khusus. 
Kegiatan utama Perseroan adalah dalam bidang usaha 
perkebunan budidaya karet dan kelapa sawit. Hasil dari 
kedua jenis perkebunan ini masing-masing berupa lateks 
dan kompo dari perkebunan karet serta tandan buah sawit 
segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit. 
Seluruh hasil perkebunan tersebut kemudian diolah dipabrik 
pengolahan milik perseroan menjadi barang-barang sete- 
ngah jadi. 
Dari hasil pengolahan lateks susu dan kompo diperoleh la- 
teks pekat, RSS serta crumb rubber (SIR): sedangkan dari 
hasil pengolahan tandan buah sawit segar (TBS) diperoleh 
minyak sawit, minyak inti sawit dan palm kernel pellet. 
Bahagian terbesar dari lateks pekat, RSS dan crumb rubber 
di ekspor keluar negeri dan sebahagian kecil dijual dipasar- 
an domestik sebagai bahan baku pabrik-pabrik karet busa 
(foam), sedangkan bahagian terbesar dari minyak sawit, 
бу 45: - minyak inti sawit dan palm kernel pellet dijual dipasaran do- | 

; Ta Aene * mestik sebagai bahan baku pabrik-babrik minyak goreng 

Td P amar FA IS (fraksinasi & rafinasi minyak nabati) dan sebahagian dijual 
— ekspor keluar negeri. 
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Disamping kegiatan utama tersebut perseroan juga mela- 
kukan tugas sebagai wahana pembangunan antara lain : 
i) Membangun proyek-proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 
di daerah Asahan Propinsi Sumatra Utara (Kelapa Sawit), 
di Propinsi Riau (Karet dan Kelapa Sawit) dan di Daerah Is- 
timewa Aceh (Karet) meliputi areal seluas 126.000 ha, 
ii) Menghasilkan benih padi unggul dengan pembangunan 
Kebun Penangkar Benih padi, iii) Menyelenggarakan In- 
duction Training bagi petugas-petugas Disbun dan perke- 
bunan swasta, iv) Melaksanakan Inspection Service atas 
beberapa perkebunan swasta yang menggunakan dana 
kredit investasi/rehabilitasi perbankan, v) Menyalurkan biji 
karet unggul kepada proyek-proyek peremajaan tanaman 
karet diseluruh Indonesia. 

Dengan bekerjasama dengan P4TM (Pusat Penelitian & 
Pengembangan Perkebunan Tanjung Morawa), selama 
Pelita III telah disalurkan sebanyak 564 juta butir. 

Sejak Pelita | perseroan bertumbuh dan mencapai berbagai 
kemajuan. Luas areal tanaman perkebunannya bertambah 
dari 28.000 hektare menjadi 46.000 hektare pada akhir 
Pelita III atau bertambah rata-rata 4,5 Yo per tahun. Jumlah 
produksinya meningkat dari 97.000 ton pada Pelita | menja- 
di 328.000 ton pada Pelita III atau bertambah rata-rata 23 Yo 
per tahun. 

Sedangkan perolehan devisa hasil penjualan ekspornya 
bertambah besar jumlahnya sekitar 22 % per tahun sehing- 
“ga pada Pelita III mencapai jumlah US$ 175 juta. 

Bila dilihat dari pertambahan nilai asset perseroan meng- 
alami pertumbuhan rata-rata 43 Yo per tahun. Sedangkan 
jumlah investasi meningkat rata-rata 41 Yo per tahun. 


Kantongan biji unggul karet 
siap untuk di transpor melalui udara. 


Salah satu dari pabrik pengolahan minyak 
kelapa sawit (P.K.S.) milik P.T. Perkebunan - V. 
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Tingkat pertumbuhan ini akan mendukung management 
perseroan untuk melakukan usaha-usaha ekspansi dan ak- 
selerasi pencapaian tujuan-tujuan perusahaan menuju 
masa depan yang lebih cerah lagi. Dengan demikian dapat 
tetap berperan serta menunjang dan mensukseskan pro- 
gram pembangunan Nasional, sesuai Tri Dharma Perke- 
bunan. 
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Proses pengolahan lateks pekat di salah satu 
pabrik lateks pekat milik P.T. Perkebunan - V. 
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Ir. H. Moch Harris Soeranggadjiwa 
Presiden Direktur PT (Persero) INHUTANI І 


YANG EKONOMIS, 

INDAH, 

NYAMAN, 

dan AWET 

dari PT (Persero) INHUTANI I 


Perhatian Kepala Negara terhadap perkembangan dan masa depan 
industri kecil di tanah air, ternyata cukup besar. Dalam program pemerin- 
tah orde baru (yang dikenal dengan Pelita), secara sistematik dan ber- 
kesinambungan, sektor-sektor industri yang melibatkan banyak tenaga 
kerja, senantiasa ditekankan oleh Presiden agar penanganan dan pem- 
binaannya diprioritaskan. Sebagaimana halnya ketika memberi petunjuk 
teknis kepada Menteri Kehutanan di Bina Graha, Jakarta, Presiden 
Soeharto meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan 
dapat melakukan pembinaan terhadap industri kecil. PT (Persero) IN- 
HUTANI I, salah satu diantara sekian banyak perusahaan negara yang 
bernaung di bawah Departemen Kehutanan secara sadar dan terprogram 
melaksanakan petunjuk tersebut. Hal itu memang merupakan cita-cita 
PT (Persero) INHUTANI | serta berkaitan dengan salah satu misi BUMN 
sebagai penggerak pembangunan nasional. 


PT (Persero) INHUTANI | bercita-cita agar dalam waktu dekat ini 
dapat terbangun suatu sistem atau perangkat pengusahaan hutan 
dengan PT INHUTANI | sebagai intinya dan anak-anak perusahaan (sen- 
diri atau patungan/joint venture) serta perusahaan-perusahaan lain yang 
mempunyai hubungan kerja secara kontinu dengan PT (Persero) IN- 
HUTANI | baik di bidang pengolahan hutan maupun di bidang pengelo- 
laan dan pemasaran hasil hutan sebagai anak binanya. 


Secara bertahap PT (Persero) INHUTANI I telah melaksanakan cita- 
cita dan program tadi, antara lain dengan menggalang kerjasama di bi- 
dang pengusahaan hutan, bidang industri pengolahan kayu, industri 
konstruksi kayu serta industri-industri lainnya. Pembinaan ini, secara 
perlahan dan pasti telah merambat dan berkembang dengan baik ke 
permukaan. Hasil-hasil industri konstruksi kayu, kini telah mampu 
menembus pasaran internasional sejajar dengan hasil-hasil industri non 
kayu. Suatu karya nyata yang cukup menggembirakan. Namun begitu, 
pembinaan ke arah penyempurnaan tetap dilaksanakan secara seksama 
oleh PT (Persero) INHUTANI I untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. 


Seiring dan sejalan dengan perkembangan yang dicapai dalam pem- 
binaan industri kecil, pada tahun 1979 didirikan Industri Daun Pintu & 
Moulding PT (Persero) INHUTANI I di Bekasi. Pabrik yang menempati 
areal tanah seluas 35.000 M2 ini pembangunannya dilatar belakangi 
oleh desakan permintaan komponen rumah Hasil industri pabrik di In- 
donesia yang kian meningkat. Industri Daun Pintu dan Moulding di Bekasi 
ini merupakan pengembangan usaha yang telah ada seperti pabrik 
penggergajian, pabrik moulding, pabrik papan wool semen (wood wool 
cement board) dan pabrik rumah pra-pabrik (prefab) yang berlokasi di 
Karang Asam, Samarinda, Kalimantan Timur. 


PT 
PERSERO 


INHUTANI I 


Pabrik Daun Pintu 4 Moulding PT (Persero) INHUTANI | Bekasi, 
selain memproduksi pintu-pintu, seperti : pintu panel, pintu jalusi, pin- 
tu rangka berlapis, pintu ukir dan jendela/pintu kaca serta moulding, 
juga membuat kusen-kusen pintu/jendela sebagai pelengkap. Dalam me- 
nunjang mutu produksi, pabrik Bekasi dilengkapi dengan mesin-mesin 
yang serba modern meliputi mesin pengering, mesin penggergajian dan 
mesin pengolah lainnya. Selain itu juga didukung oleh pengawasan mutu 
produksi yang ketat untuk mendapatkan hasil produksi bermutu tinggi. 


Pabrik Bekasi mampu berproduksi rata-rata 100 buah daun pintu 
dan moulding per hari dengan berbagai jenis dan desain yang indah. 
Produksinya telah banyak diekspor ke berbagai negara seperti : Amerika 
Serikat, Eropa, Jepang, Timur Tengah, Selandia Baru, Taiwan, Malaysia 
dan Singapura, disamping juga dipasarkan di dalam negeri guna me- 
menuhi permintaan konsumen lokal yang cukup tinggi pula. Ekspor pintu 
sebulan rata-rata 1 sampai 2 peti kemas (berisi antara 300 - 400 buah 
pintu per peti kemas). Ekspor ini masih bisa dikembangkan lagi, terutama 
setelah melihat masa depan industri kayu jadi siap pakai, kian cerah di 
pasaran internasional. Hal ini ditunjang pula dengan peningkatan pro- 
mosi produksi serta pemantapan kerja karyawan untuk menghasilkan 
karya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen baik lokal 


Kayu gergayian diproses dalam tungku pengeringan 
sebelum digunakan. Kelembaban dikurangi sampai ke- 
tingkat 10-2096 untuk mencegah pelengkungan akibat 
perubahan iklim. 


bungan yang kokoh kuat 
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Ber macam macam bentuk Maulding produksi 
PT (Persero) INHUTANI | 


Antu Kaca, Ansa delus) dan Pintu Ukir alam bentuknya 
yang ash sebelum dipolit Menampakkan Serat kayunya 
v4 ala gn 


Ketepatan merupakan kebutuhan Lubang lubang dibor 
sesuai dengan kayu penyambung untuk merakit sam 


Penekanan hidrolik 

Proses mi berlangsung рада tahap akhir perakitan Daun 
pintu dan bagian-bagiannya dipres secara ketat agar ber 
padu sementara lem mengering. tanpa meninggalkan 
kesalahan apapun pada sambungan 


maupun luar negeri. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah orde baru, 
ekspor kayu gergajian diprioritaskan pada ekspor produksi industri kayu 
siap pakai seperti yang dihasilkan PT (Persero) INHUTANI I. Kebijaksa- 
naan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan dan me- 
rangsang industri kecil Kehutanan dalam negeri, sehingga mampu ber- 
saing dengan industri kecil sektor lainnya. 


Proses pembuatan pintu hasil produksi PT (Persero) INHUTANI | 
Bekasi sebagian besar dilaksanakan secara mekanis. Begitu pula 
moulding yakni hasil produksi kayu gergajian yang dihaluskan dan diben- 
tuk secara manis dengan berbagai motif yang indah seperti lis sudut, 
lis lantai, lis langit-langit, pigura/bingkai dan lain sebagainya. Sedangkan 
untuk pintu ukir, produksinya merupakan perpaduan yang ” mahal” an- 
tara sistem mekanis dengan sentuhan seni ukir yang artistik. 


Bahan baku yang dipakai berupa kayu Meranti Merah (Shorea sp) 
dan Kapur (Drybalanops sp) atau lebih populer dengan nama kayu 
Kamper. Bahan baku kayu didatangkan dari areal konsesi milik PT 
(Persero) INHUTANI I di Kalimantan Timur dan didatangkan ke Bekasi 
(sekitar 28 kilometer dari Jakarta) dalam bentuk kayu gelondongan. Se- 
dangkan bahan dari kayu jati dan kayu lain didatangkan dari daerah ter- 
tentu di tanah air bila ada pesanan khusus, karena yang terutama di- 
produksi adalah bahan baku dari konsesi sendiri. 


Proses selanjutnya setelah sampai ke pabrik cukup memerlukan 
waktu, namun berkat kemajuan teknologi semuanya bisa berjalan cepat. 
Sedangkan proses produksi komponen bangunan lainnya, dilakukan 
secara berkelompok di suatu bangunan pabrik yang cukup luas, antara 
lain proses produksi dilakukan dalam kelompok produksi pintu panel, 
moulding dan flush door serta kelompok produksi pintu jalusi/louvre 
door. Setiap kelompok terdiri dari bagian-bagian : pembuatan rangka, 
perakitan dan finishing, yang dilengkapi dengan bagian perawatan mesin 
untuk setiap kelompok. 


A 


Pengamplasan 

Akhirnya, pintu-pintu yang telah dirakit diproses dalam 
mesin pengampias berukuran ganda yang dilengkapi alat 
pengukur ketebalan agar memberi keseragaman dalam 
ketebalan secara cermat 


Ukiran anggun peda daun pintu diciptakan dengan peralatan yang diwariskan oleh kekayaan budaya me 
sa silam, menjadikan karya PT (Persero) INHUTANI I bernilai artistik tinggi 


Di dalam rangkaian proses tadi, terbukti bahwa PT (Persero) IN- 
HUTANI I telah turut serta melestarikan budaya bangsa, khususnya seni 
ukir. Pengukir-pengukir ternama dari Jepara serta kawasan Yogyakar- 
ta dan Jawa Tengah dilibatkan dalam produksi daun pintu, jendela dan 
lis-lis yang indah. Tangan-tangan ” halus” tadi tentu akan menghasilkan 
buah karya cukup " mahal” nilainya. Kayu-kayu panel diukir sedemikian 
rupa dengan motif yang bervariasi, sesuai dengan selera dan pesanan 
konsumen, yang terbanyak adalah motif flora. Panel-panel berukir tadi 
dipadukan dan dirakit dengan komponen pintu lainnya yang dikerjakan 
dengan mesin modern. 


Berkat pekerjaan yang cermat dan tekun serta peralatan yang 
modern dengan kontrol yang ketat, pintu-pintu hasil produksi PT 
(Persero) INHUTANI | memiliki spesifikasi : stabil, masif, kompak dan 
kokoh. Anggun dalam penampilan, karena hasil produksinya memiliki 
daya seni yang tinggi. Eksklusif, karena desainnya dapat memenuhi 
selera konsumen masa kini, baik konsumen lokal maupun konsumen 
luar negeri. 


Sedangkan moulding PT (Persero) PT INHUTANI I yang mengalami 
proses sama cermatnya dengan pembuatan daun pintu, memiliki spe- 
sifikasi : tetap lurus, karena dibuat dengan mesin pembuat moulding 
yang memiliki presisi tinggi sehingga produksinya dijamin walaupun 
dengan ukuran cukup panjang. Moulding ini juga memiliki penampang 
bentuk irisan yang konsisten dalam setiap milimeter panjang sehingga 
tidak akan terjadi selisih pada pemasangan sambungan. Di samping itu, 
keindahan moulding hasil produksi PT (Persero) INHUTANI | setelah ter- 
pasang, memiliki kesan klasik, serasi dengan bentuk daun pintu, tanpa 
meninggalkan ciri khas Indonesia. 


Dalam pembuatan pintu panel, tenaga kerja yang terlibat sekitar 
70 orang. Sedang keseluruhan tenaga kerja di pabrik Bekasi + 180 
orang. Tenaga kerja tersebut senantiasa mendapat bimbingan dan bina- 
an dari pihak PT (Persero) INHUTANI | agar produksinya selalu konsis- 
ten dengan selera dan pesanan konsumen. Penempatan tenaga kerja 
selalu disesuaikan dengan tingkat ketrampilannya. Khusus untuk tena- 
ga pengukir, diberikan prioritas perhatian tersendiri. Namun fasilitas yang 
diberikan diusahakan merata dan adil. 


Suatu hal yang sangat perlu dan mendesak untuk pengembangan 
lebih pesat produksi-produksi industri di lingkungan PT (Persero) IN- 
HUTANI | adalah, standardisasi komponen bangunan kayu. Karena pada 
kenyataannya, sampai saat ini di Indonesia belum ada standar pemakaian 
kayu dan bahan/komponen bangunan kayu, sehingga hal ini cukup me- 
repotkan produsen. Jika pemerintah sudah menetapkan standar kom- 
ponen bahan bangunan, maka pabrik akan mudah memproduksi secara 
besar-besaran untuk memenuhi permintaan pasar, disamping harga akan 
jauh lebih murah serta pelayanan lebih cepat. 


Barangkali, tuntutan konsumen kepada produsen (dalam hal ini PT 
(Persero) INHUTANI 1) untuk memproduksi daun pintu, jendela, kusen 
dan lain sebagainya, dari segi ekonomis, indah, nyaman dan awet sudah 
terpenuhi. Tetapi untuk memproduksi komponen bahan bangunan yang 
sesuai dengan standar nasional, belum dapat dilaksanakan karena me- 
mang belum ada pedoman yang pasti. Suatu renungan yang pantas dan 
harus diangkat ke permukaan untuk segera mendapatkan perhatian. 


Hasi! produksi sap pakai 


Unit mesin ketam 


BANK TABUNGAN NEGARA 


Kantor Pusat : Jin. Gajah Mada No. 1 Jakarta, Telepon 368008, Telex 45272 Jkt 


Bank Pemerintah yang saat ini ditugasi menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah dan menengah untuk membeli sebuah rumah yang dibangun oleh : 
Perum Perumnas (KPR Perum Perumnas) atau 


Developer Swasta (KPR Non Perum Perumnas) 


° Sampai dengan akhir Pelita III telah direalisasi KPR di seluruh Daerah TK l/Propinsi sbb. : (dalam ribuan rupiahi 


REALISASI KPR 


No. Nama Daerah EEE NM MIU A MEC KM MM E Jumlah 
ur Perum Perumnas Non Perum Perumnas | 
Tk. / Propinsi 

Unit KPR (Rp) Unit KPR (Rp) Unit KPR (Rp) 
1. Jawa Barat 42.354 60.201.250 46.181 217.504.835 88.535 277.706.085 
2. DKI Jakarta 7.688 9.226.730 9.984 50.510.910 17.672 59.737.640 
3. Yogyakarta 1.192 2.000.720 2.365 9.500.160 3.557 11.500.880 
4. Jawa Tengah 8.239 11.993.330 12.634 51.691.470 20.873. 63.684.800 
5. Jawa Timur . 9.355 13.551.240 14.249 70.024.600 23.604 83.575.840 
6. Bengkulu 419 956.760 66 115.930 485 1.072.690 
7: Jambi = = 10 30.900 10 30.900 
8. Aceh 386 1.045.340 1.019 4.349.980 1.405 5.395.320 
9. Sumatera Utara 10.540 15.098.180 3.702 13.675.250 14.242 . 28.773430 
10. Sumatera Barat 1.757 3.444.750 3.147 11.116.990 4.904 14.561.740 
11. Riau 323 877.960 780 3.604.770 1.103 4.482.730 
12. Sumatera Selatan 1.011 1.971.390 1.172 5.309.315 2.183 7.280.705 
13. Lampung 646 1.617.480 934 4.644.980 1.580 6.262.460 
14. Kalimantan Selatan = = 1.909 8.949.720 1.909 8.949.720 
15. Kalimantan Barat 1.030 1.827.780 642 2.139.670 1.672 3.967.450 
16. Kalimantan Timur — = 890 4.035.400 890 4.035.400 
17. Kalimantan Tengah = = 24 92.200 24 92.200 
18. Sulawesi Tengah 266 638.880 309 1.080.960 575 1.719.840 
19. Sulawesi Selatan 1.703 2.975.500 3.978 16.222.260 5.681 19.197.760 
20. Sulawesi Utara 396 1.015.350 1.170 5.318.990 1.566 6.334.340 
21. Sulawesi Tenggara - > 222 968.020 222 968.020 
22 Nusa Tenggara Barat 756 1.442.810 678 3.044.280 1.434 4.487.090 
23. Ван 2 = 1.197 5.075.000 1.197 5.075.000 
24. Nusa Tenggara Timur 478 1.401.270 — — 478 1.401.270 
25. Timor Timur а Е = = — й 
26 Maluku ER = = = — Ё 
27. Inan Jaya _ Е 43 177.020 43 177.020 
Jumlah 88.539 131.286.720 107.305 489.183.610 195.844 620.470.330 


Sejumlah Perusahaan Developer yang Ikut Berperan Serta Menunjang 
Pembangunan Nasional Dibidang Pengadaan Perumahan Rakyat 
Melalui KPR-BTN adalah sbb. : 


PT. ANTILOP MAJU 


Jakarta Theatre, Jakarta Pusat 


PT. MASA KREASI 


Jl. Daan Mogot No. 69, Jakarta Barat 


JAWA BARAT 


PT. PUTRACO INDAH 


Ji. Sukaasih No. 6, Bandung 
Telp. 82274 - 83006 


PT. JEMBAR AGUNG 


Jl. Gatot Subroto No. 267/F, Bandung 
Telp. 82657 


PT. BANYU BIRU 


Jl. R. Patah No. 25, Bandung 
Telp. 58618 


PT. LESTARI MEKAR 


Jl. Pasar Ciroyom Barat No. 28, Bandung 
Telp. 611675 - 6135 


PT. MENARA NUSANTARA 


Jl. Cilentah No. 21, Bandung 
Telp. 59468 


Jl. Dr. Cipto No. 3, Bandung 
Telp. 52273 


JAWA TENGAH 


PT. TRI PUTRA MANUNGGAL 


Ji. Padi Raya Genuk Indah 633, Semarang 


Telp. 22351 - 22408 


PT. WAHYU UTOMO 


Jl. Pandanaran 99, Semarang 
Telp. 313016 


PT. BINA WISMA CAHAYA 


Jl. Gajah Mada 182, Semarang 
Telp. 23753 - 22663 


PT. EKA PRAYA MULYA 


“Jl. Pusponjolo Barat 19, Semarang 
Telp. 312406 


PT. PANIMBAL 


Jl. Rambutan 1/53, Semarang 
Telp. 313313 


PT. ADI GRAHAKARTA 
Jl. Pemuda Timur Gg. Tingkir No. 7, 


Surakarta Telp. 4881 


PT. CHAHAYA LESTARI SENTOSA 


PT. MARGA HAYU RAYA 


Jl. Macan No. 25, Bandung 
Telp. 57252.- 51111 


PT. BENUA ASIA 


Jl. Borobudur No. 6/A 16, Bandung 
Telp. 57599 


PT. PASIR POGOR 


,„ Jl. Kiara Condong No. 42/B, Bandung 


Telp. 78026 


PT. RASA MALA 


Jl. A. Yani 909, Bandung 
Telp. 71652 


PT. HASTA KENCANA 


Jl. Buah Batu No. 11, Bandung 
Telp. 56367 


PT. SANGGAR HURIP 


Jt. Jakarta No. 73, Bandung 
Telp. 73316 


PT. POKOK PONDASI 


Jl. Seteran Dalam 27 A, Semarang 
Telp. 27447 


PT. WIRA BUANA UTAMA 


Jl. Thamrin 69, Semarang 
Telp. 27478 


PT. TANAH HARAPAN 


Jl. Pleburan Tengah 6A, Semarang 
Telp. 313109 


PT. MISORI UTAMA 


Jl. Suari 7C, Semarang 
Telp. 22168 


PT. DWI JASA 


Jl. Gajah Mada 109, Surakarta 
Telp. 6609 


PT. TRI MANUNGGAL MAKARTI 


Jl. Ronggowarsito 67, Surakarta 
Telp. 3337 


PT. NEW PHARMINDO LTD. | 


Jl. Borobudur No. 6/A 16, Bandung 
Telp. 57599 


PT. BALE ENDAH 


Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung 
Telp. 56239 


PT. MEGA BRATA PUTRA 
Ji. Sukajadi No. 167, Bandung 


PT. HIRAYASA 
Jl. Surapati No. 55, Bandung 


PT, FADENT MERAPI SINDOSO 
Jl. Renggani No. 10, Bandung 


PT. BENTANG PAKUAN 
Jl. A. Yani Km. 7 No. 50, Bandung 


PT. SENTOSA ASIH JAYA 
Jl. Gitar No. 6, Bandung 


PT. RAYA DEVELOPMENT 
Jl. Macan No. 25, Bandung 


PT. TEGUH HARAPAN 


Jl. Karangwulan Barat 11, Semarang 
Telp. 23777 | 


PT. KEKANCAN MUKTI | 


Jl. Karangwulan Barat 23, Semarang | 
Telp. 24289 - 314178 | 

| 

| 

| 


PT. KINI JAYA 


Jl. Dr. Cipto 254, Semarang | 
Telp. 23046 |. 
T 


PT. MUHANDAS SARANA 


Jl. Tanjung 8, Semarang 
Telp. 27677 


PT. SUBUR MAKMUR 


Jl. Nusa Indah |, Surakarta 


PT. IBS 


Kompleks Gunung Sempu, PO Box 96, 
Yogyakarta 


BANK TABUNGAN NEGARA [A 


Kantor Pusat : Jin. Gajah Mada No. 1 Jakarta, Telepon 368008, Telex 45272 Jkt 


Bank Pemerintah yang saat ini ditugasi menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (КРА) bagi masyarakat 


berpenghasilan rendah dan menengah untuk membeli sebuah rumah yang dibangun oleh : 


LI 
Perum Perumnas (KPR Perum Perumnas) atau 
Developer Swasta (KPR Non Perum Perumnas) 
° Sampai dengan akhir Pelita III telah direalisasi KPR di seluruh Daerah TK I/Propinsi sbb. : (dalam ribuan rupiah) * 
REALISASI KPR = 
we bain Pid Perum Perumnas Non Perum Perumnas OP | 
Tk. V Propinsi 
Unit KPR (Rp) Unit KPR (Rp) Unit KPR (Rp 
| | 
f; Jawa Barat 42.354 60.201.250 46.181 217.504.835 88.535 277.706.085 | = 
2 DKI Jakarta 1.688 9.226.730 9.984 50.510.910 17.672 59.731 640 | | 
3. Yogyakarta 1.192 2.000.720 2.365 9.500.160 3.557 11.500.880 | 
4. Jawa Tengah 8.239 11.993.330 12.634 51.691.470 20.873. 63.684800 m 
5. Jawa Timur 9.355 13.551.240 14.249 70.024.600 23.604 83.575.840 
6. Bengkulu 419 956.760 66 115.930 485 1.072.690 1 
7. Jambi — — 10 30.900 10 30.900 
8. Aceh 386 1.045.340 1.019 4.349.980 1.405 5.395.320 
9. Sumatera Utara 10.540 15.098.180 3.702 13.675.250 14.242 28.773.430 
10. Sumatera Barat 1.757 3.444.750 3.147 11.116.990 4.904 14.561.740 
$34 Riau 323 877.960 780 3.604.770 1.103 4.482.730 
12. Sumatera Selatan 1.011 1.971.390 1172 5.309.315 2.183 7.280.705 
13. Lampung 646 1.617.480 934 4.644.980 1.580 6.262.460 n 
14. Kalimantan Selatan - — 1.909 8.949 720 1.909 8.949.720 | 
15. Kalimantan Barat 1.030 1.827.780 642 2.139.670 1.672 3.967.450 
16 Kalimantan Timur — ЕЧ 890 4.035.400 890 4.035.400 L 
17 Kalimantan Tengah — - 24 92.200 24 92.200 
18 Sulawesi Tengah 266 638.880 309 1.080.960 575 1.719.840 4 Ji 
19 Sulawesi Selatan 1.703 2.975.500 3.978 16.222.260 5.681 19.197.760 ~ 
20. Sulawesi Utara 396 1.015.350 1.170 5.318.990 1.566 6.334.340 | 
21. Sulawesi Tenggara - - 222 968.020 222 968.020 | 
22. Nusa Tenggara Barat 756 1.442.810 678 3.044.280 1.434 4.487.090 
23 Bali - - 1.197 5.075.000 1.197 5.075.000 
24 Nusa Tenggara Timur 478 1.401.270 = — 478 1.401.270 L 
25, Timor Timur - - = a X = | 
26 Maluku - — — = = Є 
27 Iran Jaya - - 43 177.020 43 177.020 
Е 
Jumlah 88.539 131.286.720 107.305 489.183.610 195.844 620.470.330 f | 


Sejumlah Perusahaan Developer yang Ikut Berperan Serta Menunjang 
Pembangunan Nasional Dibidang Pengadaan Perumahan Rakyat 
Melalui KPR-BTN adalah sbb. : 


REi 


PT. ANTILOP MAJU 


Jakarta Theatre, Jakarta Pusat 


REAL ESTATE INDON 


Е 
PT. MASA KREAS 
JI. Daan Mogot № 
Telp. 593431 -£ 


JAWA BARAT 


PT. PUTRACO INDAH PT. MARGA HAYU RAYA | PT. NEW PHARMINDO LTD. 
Jl. Sukaasih No. 6, Bandung Ji. Macan No 25, Bandung Ji Ruou No 6 А 16 Bandung 
Telp. 82274 - 83006 Тер 57252 - 51111 Telp 57599 


PT. JEMBAR AGUNG PT. BENUA ASIA 


Jl. Gatot Subroto No. 267/F, Bandung Ji. Borobudur No. 6:A 16. Bandung 
Telp. 82657 Telp. 57599 


PT. BALE ENDAH 


Ji lt HO Juanda No 15. Bandung 
Telp 56239 


ee =‏ د айын Cim" Sa aa See‏ = کے 


PT. МЕСА BRATA PUTRA 
Ji Sukaradi Мо 167 Bandung 


- — — — — — - 


PT. HIRAYASA 


Jl Surapati No 55 scia 


PT. BANYU BIRU | PT. PASIR POGOR 


Jl. R. Patah No. 25, Bandung “Jl. Kiara Condong No. 42/8, Bandung 
Telp. 58618 Telp. 78026 


PT. LESTARI MEKAR k PT. RASA MALA 


Jl. Pasar Ciroyom Barat No. 28, Bandung : Jl. A. Yani 909, Bandung PT, FADENT MERAPI SINDOSO 
Telp. 611675 - 6135 Telp. 71652 Jt Renggani No 10 а 
3 PT, BENTANG | PAKUAN 
PT. MENARA NUSANTARA PT. HASTA KENCANA wicker PP LA estan 
Jl. Cilentah No. 21, Bandung Jl. Buah Batu No. 11, Bandung Pa Na Ы | 
Те!р. 59468 Telp. 56367 PT. SENTOSA ASIH JAYA 
| — | — JL Gitar No 6, Bandung 
PT. CHAHAYA LESTARI SENTOSA | PT. SANGGAR HURIP T | 
| Jl, Dr. Cipto No. 3, Bandung Jt. Jakarta No. 73, Bandung PT. RAYA DEVELOPMENT 
Telp. 52273 Telp. 73316 JL Macan No 26, Bandung 
JAWA TENGAH 
- — | 
PT. TRI PUTRA MANUNGGAL PT. POKOK PONDASI PT. TEGUH HARAPAN 
Jl. Padi Raya Genuk Indah 633, Semarang Jl. Seteran Dalam 27 A, Semarang Ji, КИРУИ Barat TT. Erer sorar 
Telp. 22351 - 22408 Telp. 27447 put 
— 
PT. WAHYU UTOMO PT. WIRA BUANA UTAMA " com 


Ji. Pandanaran 99, Semarang 
Telp. 313016 


Telp. 27478 


Jl. Thamrin 69, Semarang J э" ы ршн гу 


" PT. BINA WISMA CAHAYA 


D | Jl. Gajah Mada 182, Semarang 
Telp. 23753 - 22663 


- 


PT. TANAH HARAPAN SS 
Jl. Pleburan Tengah ВА, Semarang 
Telp. 313109 


PT. SINAR WALUYO 


Jl. Senopati 3, Yogyakarta 
Telp. 3737 - 3895 


PT. KALIDONAN 


Jl. Jend. Suprapto 60 A, Cilacap 
Telp. 22883 


PT. SHIFA & SONS 


Jl. Kapt. Sudibyo 45, Tegal 
Telp. 61111 


PT. CENA & REKAN 


Jl. Indra 13, Purwokerto 
Teip. 61882 


PT. DUMAI INDAH 
Ji. Diponegoro 57, Salatiga 


PT. KARTIKA WIJAYA 
Jl. Anggrek. Demak 


JAWA TIMUR 


PT. OPTIMA NUSANTARA 


Jin. P. Sudirman 38-40, Surabaya 
Telp. 472576 - 21788 


PT. WISMA MUKTI 


Jin. Klampis Anom 1/1, Surabaya 
Teip. 60801 


Y.K.P. KOTAMADYA SURABAYA 


Jin. Sedap Malam No. 9-11, Surabaya 
Telp. 42744 


PT. TRIJAYA KARTIKA 


Telp. 814940 


PT. PANCA MUKTI PT. SINAR GALAXY 


Jin. Trunojoyo No. 30, Malang 


Telp. 27755 Telp. 470301 - 47039 


PT. BHAKTI PERTIWI 


Jin. Basuki Rachmad No. 9, Gresik 
Telp. 81803 - 81085 


PT. TULUS HARAPAN 


Jin. Manyar Sindharu 11!/23, Surabaya 
Telp. 66386 


PT. ARAYA BUMI MEGAH 


Jin. Residen Sudirman 36, Surabaya 
Telp. 45200 - 44135 


PT. GAJAH PERDANA INDAH 
Jin. Sidodadi IV/20, Surabaya 


PT. SARANA WISMA PERMAI 


Jin. Johar No. 6, Surabaya 
Telp 41597 - 44467 


PT. WIRANA BESI MUDA 


Jin. Ambengan No. 38, Surabaya 
Telp. 470444 


PT. FERRY INDONESIA CORP 
Jin Ngagel Mulyo 28, Surabaya 


PT. CAHAYA BARU RAYA 


Jin. Semarang No. 59, Surabaya 


Telp Telp. 472259 


Jin. Margorejo 320 C Komp. TK., Surabaya 


Jin. Manyar Kertoarjo Kav. 101, Surabaya 


PT. IKA MUDA 


Л. KH. Mansyur 87, Pekalongan 
Telp. 61768 


PT. BERSATU ESTATE 
Jl. H.A. Wahid Hasyim 1, Pekalongan 


PT. NITI BUANA 


Ji. Mayor H. Basuno 51, Kudus 
Telp. 22781 


PT. BUMI MEGAH JAYA 


Jin. Tambak Laban No. 1, Surabaya 
Telp. 312145 


PT. TANDES INDAH 


Jin. Letkol M.Hs. Wirokusumo 65, Surabaya 


Telp. 66902 - 69652 


PT. ABIRAMA SANTIKA 


Jin. Pucang Adi No. 57, Surabaya 
Telp. 43871 


PT. WISMA KARYA BHAKTI 


Jin. Mulyosari Blok Z 32-33, Surabaya 
Telp. 317615 - 319872 - 314853 


PT. URIP UTAMA 


Jin. Pemuda No. 42, Surabaya 
Telp. 40548 


PT. BUMI LINGGA PERTIWI 


Jin. H. Samanhudi No. 41, Gresik 
Telp. 81164 


PT. AGRHA PARIPURNA 


Jin. Pemuda No. 42, Surabaya 
Telp. 40548 
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PT. WAHYU BASUKI 


PT. WAHYU BASUKI 


Kebutuhan sandang dan pangan di Jawa Timur relatif sudah tidak 
menimbulkan permasalahan lagi. Namun kebutuhan papan untuk setiap 
warga-khususnya di kota-kota besar tampaknya berpacu dengan laju 
pembengkakan penduduk yang tumbuh subur itu. Beberapa langkah 
kongkrit dari Pemerintah untuk memecahkan persoalan tadi pun bermun 
culan. Tapi dinilai paling praktis adalah penyediaan perumahan melalui 
pembangunan perumahan sederhana oleh Perum Perumnas dan Real 
Estate yang didukung Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Papan 
Sejahtera. 


Penanganan pengadaan perumahan rakyat memang menjadi perha 
tian pemerintah yang begitu serius. Sebab perumahan merupakan salah 
satu kebutuhan pokok masyarakat yang bukan saja akan menentukan 
tingkat kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja dan pembinaan watak pribadi penghuninya. 
Perumahan merupakan soal amat penting yang sungguh tidak mungkin 
diselesaikan secara kecil-kecilan dan tersendiri. Akan tetapi harus secara 
besar-besaran dengan inisiatif yang berkesinambungan. Disamping itu 
pembangunan perumahan rakyat juga dapat meningkatkan lapangan ker 
ja dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang kurang terlatih. Latihan- 
latihan peningkatan ketrampilan tenaga kerja dalam pembangunan 
perumahan rakyat dapat dilaksanakan di berbagai tempat dengan relatif 
rendah. 


Yang terpenting juga adalah, memberi peluang kepada pengusaha 
real estate untuk berkembang sekaligus berpartisipasi dalam men 
sukseskan program pembangunan nasional khususnya di bidang pem 
bangunan perumahan rakyat. 


Inilah yang membangkitkan semangat nyala Iskak Sjafi'ie yang 
laksana api membara disiang bolong untuk menjadi pelopor pem 
bangunan real estate di Jawa Timur lewat PT.Wahyu Basuki. Jalan 
Kaliwaron 74 Surabaya dan PT.Bumi Indah Jaya, Jalan Dharmahusada 
191 Surabaya- dan Indonesia pada umumnya. Disadari bahwa saat 
nyalah PT.Wahyu Basuki mengorbit kepermukaan berperan serta 
dalam pembangunan bangsa dan negara tercinta.Abad paling tepat 
menyalurkan rasa, karsa untuk berkarya demi suksesnya program pem 
bangunan nasional yang disentralisasikan melalui Repelita demi Repelita 
yang kini telah memasuki Pelita IV. 


Kepeloporan PT.Wahyu Basuki Surabaya dalam pembangunan 
perumahan rakyat dimulai dengan gagah perkasa dan terencana matang 
ketika dengan segera menyulap sekitar 40 Ha tanah tegalan menjadi 
komplek pemukiman yang nyaman, indah menawan dan aman untuk di 
jadikan tempat tinggal. Seribu lima ratus unit rumah sederhana siap dihuni 
warga kelurahan Mananggal Kotamadya Surabaya, Arjosari Kabupaten 
Malang dan Trosobo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 


Membangun rumah sederhana sebanyak itu dalam berbagai type 
dengan waktu singkat, disadari penuh resiko. Tapi Iskak Sjafi'ie yang 
Direktur Utama PT.Wahyu Basuki itu juga menghayati betapa 
mendesaknya akan kebutuhan papan masyarakat kita saat kini. Nah ! 
Dengan keuletan dan jiwa profesional yang tinggi, baginya tak ada per 
soalan yang tidak bisa diselesaikan atau tiada aral yang tidak bisa disi 
ngkirkan. Bermodal keyakinan dan semangat kerja laksana baja tadi 
maka semua kalender kerja yang dijadwalkan PT Wahyu Basuki berjalan 
lancar sesuai yang diharapkan, tanpa halangan yang berarti. Kenyataan 
nya memang demikian. Harapan warga ketiga daerah tadi untuk menem 
pati rumah “baru” dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank 
Tabungan Negara (KPR -BTN) tercapai dengan mulus. 


Sebagai developer atau pengusaha real estate terdepan yang benar- 
benar kaya pengalaman dan ter” senior” di Jawa Timur, PT.Wahyu 
Basuki dengan person-person pilihan yang perkasa itu senantiasa ingin 
menyuguhkan rumah yang terbaik kepada konsumennya. Terbaik dalam 
model, terbaik dalam lokasi - strategis dan terbaik dalam kwalitas. 
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Pelopor 


Real Estate Nasional 


Sehingga penghuninya benar-benar puas setelah bertempat tinggal di 
rumah karya PT.Wahyu Basuki itu. Sebab itulah Iskak Sjafi'ie selaku 
Direktur Utama PT.Wahyu Basuki selalu menekankan kepada petugas 
operasionalnya agar dalam membangun rumah sederhana selalu 
mengutamakan mutu. 


PT.Wahyu Basuki memang selalu ingin diatas berdasarkan 
prestasiya. Ketika pengusaha Industri Kecil “menjerit” tak memiliki tem 
pat berteduh yang layak, Iskak Sjafi'ie langsung bertindak dengan jitu 
- membangun perumahan sederhana bagi Pangusaha Industri Kecil di 
Lingkungan Industri Kecil di Sidoarjo. Inisiatif yang terpuji ini sekaligus 
mengangkat harkat PT.Wahyu Basuki sebagai pelopor penyediaan 
perumahan sederhana bagi pengusaha Industri Kecil di Indonesia. 


Atas reputasinya itu, tak mengherankan bila PT.Wahyu Basuki 
Surabaya senantiasa mendapat predikat terbaik diantara pengusaha real 
estate ditanah air. Bangunan perumahan sederhana yang dikerjakan 
PT.Wahyu Basuki sering dikunjungi tamu-tamu dari Pemerintah Pusat 
maupun tamu negara. Bangga dan yakin atas pembangunan perumahan 
sederhana hasil olahan PT.Wahyu Basuki. Dan pujian itu memang pan 
tas disampaikan kepada developer satu ini sebab setiap rencana pem 
bangunannya senantiasa di design sedemikian rupa.Sarana dan prasarana 
umum dibangun demi kelancaran orang aktif yang bertempat tinggal di 
pemukiman baru itu, seperti prasarana jalan, olah raga, pendidikan, tem 
pat peribadatan, pusat pertokoan dan lain sebagainya. 


Rumah Idaman di Manyar 
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Komplek Pertokoan di Manyar, Kertoarjo, Surabaya 


Dari Jawa Timur 


Semua bangunan tadi diciptakan dengan arsitektur yang sesuai 
dengan daerah tropis. Dibangun dengan ramuan beton bertulang. In 
teriornya nyaman, sejuk-amat cocok dengan kondisi masyarakat Jawa 
Timur. Harganya terjangkau oleh daya beli masyarakat yang 
berpenghasilan rendah tanpa harus mengorbankan kualitas bangunan. 
Hal ini dimaksudkan Iskak Sjafi'ie agar tercapai cita-cita nasional bangsa 
Indonesia, yakni tercapai pemerataan pembangunan disegala bidang 
sesuai dengan kehendak Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) yang 
berlandaskan Pancasila. 


PT. BUMI INDAH JAYA 


Berkaitan dengan tekad Iskak Sjafi'ie berpartisipasi dalam pemba- 
ngunan nasional demi kepentingan masyarakat luas belum puas jika 
hanya PT. Wahyu Basuki berbicara dalam percaturan pembangunan pe- 
nyediaan perumahan sederhana di tanah air. Oleh karenanya ia tampil- 
kan juga PT. Bumi Indah Jaya sebagai salah satu developer dengan ha- 
rapan akan memberi warna tersendiri dalam gerak langkahnya - khu- 
susnya dibidang pembangunan perumahan rakyat. 


Kenyataan memang amat menggembirakan. PT.Bumi Indah Jaya 
yang didirikan 16 Agustus 1972 dalam waktu singkat mengalami 
perkembangan pesat. Keyakinan Iskak Sjafi'ie betapa masa depan 
PT.Bumi Indah Jaya kian cerah semakin tebal. Kepercayaan masyarakat 


Ei 


PT. BUMI INDAH JAYA 


pun mulai nampak ketika perusahaan real estate ini melarutkan diri dalam 
pembangunan perumahan rakyat. Sebagai putra bangsa Indonesia 
merasa berkewajiban untuk ikut mengisi pembangunan bangsa negara 
dalam era Pemerintahan Orde Baru ini. Kelarutannya dalam pem 
bangunan tadi disentralisasikan lewat pembangunan 5.000 unit rumah 
ideal yang tersebar diatas tanah sekitar 100 ha. Berdiri tegar dan in 
dah di daerah Mulyosari, Dharmahusada dan Manyar Kertoarjo Surabaya, 
Pisang Candi Malang serta Kranggan Mojokerto, Jawa Timur. 


PT. Bumi Indah Jaya Surabaya sebagai pengusaha real estate, juga 
merupakan salah satu developer yang pertama kali merintis pembangun- 
an perumahan dalam rangka Kredit Pemilik Rumah Bank Tabungan 
Negara (KPR — BTN) yaitu di Mulyosari Kotamadya Surabaya sejak 
tahun 1976. Disamping membangun rumah sederhana juga menyedia- 
kan rumah ideal dan pertokoan yang berada dilokasi Dharmahusada dan 
Manyar Kertoarjo, Surabaya. 


Seperti ditekankan kepada petugas operasional PT. Wahyu Basuki 
yakni dalam mengerjakan sesuatu lebih mengutamakan mutu, di 
PT.Bumi Indah Jaya juga ditegaskan. Hal ini dapat dimaklumi sebab Iskak 
Sjafi'ie selaku pengendali kedua perusahaan ini yang dikenal watak pro 
fesionalnya yang keras dan punya jam kerja tak kenal waktu dan lelah 
itu, ingin senantiasa komsumennya merasa puas atas hasil kerjanya. 
Dan lebih penting bagi Iskak Sjafi'ie ialah keyakinan berusaha yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pekerjaan serta pelayanan 
untuk maju. Sebab tanpa resep itu mustahil akan berhasil. Namanya 
pembeli, dimanapun dan kapanpun selalu ingin bermutu. 


Koordinasi yang baik antara sesama rekanan, pemerintah maupun 
pihak terkecil senantiasa dipelihara dengan baik. Dikandung maksud agar 
predikat pengusaha real estate terbaik dan pelopor dalam pembangunan 
rumah sederhana maupun penyediaan rumah bagi Pengusaha Industri 
Kecil di Indonesia tetap utuh. Terlebih-lebih kepercayaan masyarakat 
maupun Pemerintah Daerah dan Pusat atas prestasi PT. Wahyu Basuki 
dan PT. Bumi Indah Jaya yang begitu baik seyogyanya dipelihara.Dan 
dari reputasi itu, Iskak Sjafi'ie ingin senantiasa beriringan dengan 
Pemerintah dan masyarakat Jawa Timur bersama-sama menegakkan 
tonggak Pembangunan Nasional khususnya dibidang pemukiman 
perumahan rakyat. 


Sebagai bukti tekadIskak Sjafi'ie berpartisipasi dalam Pembangunan 
Nasional pada masa Orde Baru khususnya pembangunan dibidang 
perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya 
masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Lewat 
PT. Wahyu Basuki dan PT.Bumi Indah Jaya ia mendirikan sebuah konsor 
sium bernama PT. Jasa Pembangunan Perumahan yang membangun 
rumah sangat sederhana di Rungkut Mananggal Surabaya bagi seniman 
dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia Surabaya (PWI) dengan 
menggunakan fasilitas KPR - BTN. 


Kebahagiaan hati Iskak Sjafi'ie karena idea itu telah terwujud. 
Masyarakat berpenghasilan rendahpun bisa mendapatkan rumah bagus 
dengan harga murah. | 


Iskak Sjafi'ie tentu lebih berbahagia dan amat senang, ” Bila orang 
mendengar kata Singer, maka orang langsung teringat akan mesin jahit. 
Demikian pula keinginannya, bila orang mendengar Wahyu Basuki, Bumi 
Indah Jaya dan Jasa Pembangunan Perumahan maka orang akan 
langsung teringat akan rumah bermutu” ! 


Itulah Iskak Sjafi'ie ” komandan” PT. Wahyu Basuki, PT. Bumi In 
dah Jaya dan PT. Jasa Pembangunan Perumahan Surabaya seorang 
putra bangsa Indonesia yang punya profil kreatif, produktif, profesional 
serta rasa nasionalisme yang tinggi senantiasa aktif berpartisipasi dalam 
Pembangunan Orde Baru dari Pelita ke-Pelita. 
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Wisma Darmo Grande (Kantor Pusat PT PEMBANGUNAN DARMO 


PT. PEMBANGUNAN DARMO GRANDE 


REAL ESTATE AND HOUSING DEVELOPMENT 


Lokasi Perumahan Darmo Grande 


WISMA DARMO GRANDE 
JL. MAY JEN. SUNGKONO (DEPAN T VRI) 
TELP. (031) 60527-65198-65284 TX. 31-130 DMT. DG. SB. 
SURABAYA-INDONESIA 
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Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan 
Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Juga Pusat Perkembangan bagi 
daerah sekitarnya, dengan jumlah penduduk + 3 juta orang pada tahun 
1984 ini dan akan terus berkembang baik meningkatnya angka kela- 
hiran maupun pertambahan urbanisasi yang diperkirakan dapat tercapai 
t 54 juta jiwa pada tahun 2000 nanti. 
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Penyediaan perumahan yang sehat adalah masalah yang men- 


MAHAN DARMO GRANDE $ ne a = b dd 5 

© в | DARNO, kenaa MEK ea desak, PT Pembangunan Darmo Grande yang didirikan tanggal 18 

| MANG SURABAYA MALANG N= p Januari 1973, bergerak dibidang Real Estate & Housing Development, 
ѓ berpartisipasi aktif menunjang guna memenuhi kebutuhan perumahan 


khususnya di Kota Surabaya, dengan mengembangkan sebagian dari 
Kota Satelite Surabaya yang terletak di sebelah Barat Kota Surabaya. 
Kota Satelite tersebut mempunyai luas areal 600 HA yang terdiri dari 
bagian permukiman dan bagian komersial. 
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Luas areal yang dikelola oleh Darmo Garden adalah + 150 HA, 
yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahap yaitu : 


Tahap | Kompleks Darmo Baru, seluas * 35 HA, yang dikem- 
bangkan pada tahun 1978 s/d 1980, terdiri dari + ` 
500 rumah sedang dan kecil. 

Tahap || Kompleks Darmo Harapan, seluas + 52 HA, yang ter- 
diri dari 942 rumah besar, sedang dan kecil. 

Tahap Ill Kompleks Darmo Indah, seluas + 35 HA yang terdiri 


dari 1150 rumah sedang dan kecil. 


Pada tahap II dan III sedang dikembangkan secara bersama-sama 
sejak tahun 1980, yang sampai sekarang sudah terbangun + 1100 
unit rumah. Termasuk perumahan sederhana yang diperuntukan bagi 
Instansi-instansi Pemerintah dan karyawan-karyawan Swasta Nasio- 
nal yang dikaitkan dengan K.P.R. BTN. Antara lain: Perumahan 
Karyawan PT BOGASARI FLOUR MILLS, Perumahan Karyawan BANK 
INDONESIA dan lain-lain 


Pembangunan Perumahan 


Darmo Grande Sport Centre 


Selain perumahan, Darmo Grande juga menyediakan berbagai 
macam Sarana & Fasilitas antara lain : Taman-taman, Poliklinik, Tem- 
pat Ibadah, Sekolah dan tempat-tempat Olahraga. Khusus untuk fasi- 
litas olahraga, perlu kami kemukakan disini bahwa kami telah dapat 
menyediakan sarana olahraga yang bertaraf Internasional dan merupa- 
kan suatu yang dapat dibanggakan di Kota Surabaya ini yaitu terdiri 
dari : 

— 3 lapangan tennis terbuka 

— 3 lapangan tennis tertutup (satu-satunya di Jawa Timur) 
— Kolam renang ukuran Internasional 
— Kolam loncat indah 

— Squash hall 

— Penyegaran jasmani 

— Gedung Olahraga 

— Gedung Pertemuan 


Demikian sekilas lintas perjalanan PT PEMBANGUNAN DARMO 
GRANDE yang bertekad untuk terus berperan serta secara aktif dalam 
mensukseskan Program Pemerintah dibidang penyediaan perumahan 
khususnya. 


di Kota Surabaya 


Saat ini satu-satunya 


Pemilik Kilang : PERTAMINA 


Operator : PT. BADAK NGL CO 
Pertamina 55% 

Huffco Group 30% 

Jilco 15% 


Penghasil Gas : 
Badak | : PERTAMINA 
Kelompok Huffco 
Badak II: PERTAMINA 
Kelompok Huffco 
Union Oil/Kelompok Inpex 
Total/Kelompok Inpex 


Pembeli 


Badak |: The Chubu Electric Power Co..Inc 
The Kansai Electric Power Co..Inc 
Kyushu Electric Power Co.,Inc 
Nippon Steel Corporation 
Osaka Gas Co..Ltd 


LNG INDONESIA 


Badak ll 


The Chubu Electric Power Co.,Inc 
The Kansai Electric Power Co..Inc 
Osaka Gas Co.,Ltd 

Toho Gas Co..Ltd 


Pada waktu Presiden Suharto meresmikan Kilang LNG Badak pada tanggal 1 Agustus 1977, 
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esia memasuki era baru didalam pertumbuhan industri dan energi dunia, yang mem- 
pagi kemajuan Negara dan Bangsa kita.” 
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PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION CO. 


Pengapalan muatan LNG yang pertama, merupakan puncak dari suatu usaha yang dimulai 
dalam tahun 1972 dengan ditemukannya lapangan gas Badak dibawah Kontrak Bagi Hasil 
antara Pertamina dan kelompok Huffco. 

Penemuan ini dengan cepat menghasilkan suatu konsepsi proyek LNG Badak. 


Jepang merupakan pasaran yang paling tepat bagi LNG dari Badak karena kandungan gas 
yang besar dan jarak pengapalan yang sedang. Pertamina mengadakan suatu perjanjian 
penjualan jangka panjang dengan sekelompok perusahaan Jepang bagi LNG yang dihasil- 
kan oleh kilang. 

Pengembangan dari lapangan-lapangan gas dan proyek jaringan pipa dan kilang LNG telah 
dimulai 1973 dan pada tanggal 9 Agustus 1977 muatan LNG Indonesia yang pertama diang- 
kut. 

Tambahan persediaan gas telah ditemukan di Kalimantan Timur dan keberhasilan dari ki- 
lang yang pertama mendorong diadakannya rencana-rencana untuk melipat-duakan kapasi- 
tas kilang. 

Pengapalan dari perluasan dimulai dalam Agustus 1983, hanya 6 tahun setelah pengapalan 
yang pertama. 

Tingkat produksi maximum pertahun sekitar 150 pengapalan atau 8,5 juta ton tiap kapal 
mempunyai daya muat 125.000 CM LNG. 


PENGADAAN GAS DAN PROSESNYA 


Gas alam dihasilkan oleh lapangan-lapangan Badak, Nilam, Handil dan Attaka dan disalur- 
kan sepanjang jarak 59 Km ke kilang LNG melalui 2 pipa 36" dan 42" diameter. Gas tersebut 
dicairkan dengan cara dari Air Products and Chemicals Inc. 

Multi Component Refrigerant, MCRR, dimana suhunya diturunkan hingga — 1569C. Gas ini 
disimpan dengan suhu ini dan dengan tekanan atmospheric dalam 5 tangki khusus dengan 
kapasitas seluruhnya 500.000 CM. 


LNG yang diinginkan dimuat dalam tanker dengan kapasitas 125.000 CM untuk dikirim ke 
Jepang. LNG didalam tangki-tangki diterminal atau dikapal tanker disimpan dengan suhu 
yang mendekati suhu penguapan (— 161.59) dan setiap panas yang masuk ditiadakan de- 
ngan terjadinya penguapan tanpa terjadi kenaikan suhu dari cairannya. Gas yang terjadi ti- 
dak hilang, tetapi dipergunakan sebagai bahan bakar dikilang atau di ketel kapal. 

Pengisian kapal biasanya memakan waktu kurang dari 24 jam dan pelayaran antara Bontang 
dan Jepang lima sampai enam hari. Setelah tiba di Jepang LNG dipompa didalam tangki- 
tangki penyimpan di terminal. Cairan tersebut dijadikan gas sesuai kebutuhan, terutama de- 
ngan pemanasan dengan air laut, dan setelah itu didistribusikan kepada pemakai sebagai 
bahan bakar. Gas-nya bersih jika dibakar dan tidak merupakan sumber pencemaran udara. 


EFFEK-EFFEK PROYEK LNG 

Pendirian kilang LNG didaerah Bontang yang terpencil membutuhkan sarana-sarana leng- 
kap bagi masyarakatnya. 

Perumahan tetap dan sarana-sarana yang dibutuhkan dibangun untuk sebanyak 1200 ka- 
ryawan dan 5000 anggauta keluarganya. Fasilitas-fasilitas bagi hidup yang layak telah di- 
adakan, seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, rekreasi, toko-toko dan kegiatan-ke- 
giatan kebudayaan dan keagamaan. 

Sebab utama untuk didirikan kilang itu di Kalimantan Timur adalah penemuan dari gas alam. 
Hal inijuga merupakan suatu dorongan untuk pembangunan daerah. Bontang telah berkem- 
bang dengan cepat sejak 1974 setelah pembangunan dimulai. 

Ribuan orang menyediakan barang-barang dan jasa untuk kilang. 

Proyek LNG telah mempengaruhi baik pembangunan nasional maupun daerah. 

Pengaruh yang luas terhadap pembangunan adalah sumbangan devisa yang dihasilkan 
oleh ekspor LNG dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. 


MASPION GROUP 


HEAD OFFICE : 
JL. KEMBANG JEPUN 38 - 40, 29/1 SURABAYA TELP. (031) 24394 s/d 24398, 


INDUSTRIES 


(031) 26343 - 20614, TELEX : 31127 MASPION SB. 


Mengucapkan 
Selamat atas terbitnya Buku : 
VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN 
ORDE BARU PELITA | - PELITA II - PELITA Hl 
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pt. Alumindo 


JAKARTA OFFICE : 


pers. Logam Jawa 


ALUMINIUM SHEET 
ALUMINIUM FOIL 
ALUMINIUM ROOFING 
ALUMINIUM PROFILE 
ALUMINIUM KITCHEN UTENSIL 
PLASTIC HOUSE HOLDWARE 
P.V.C. PIPE & FLOOR TILE 
PRESSURE LAMP 

TOTO KEROSINE STOVE 
ELECTRIC FAN, STOVE 

GAS STOVE 

RICE COOKER 
HANDSPRAYER 

ICE BUCKET 

DECORATION LAMP 


(T) pt. Indal 


JL. PINANGSIA TIMUR 50 JAKARTA TELP (021) 673164 - 674496 


TELEX JKT. 42647 MASPION IA 
FACTORIES : 


DESA SAWO TRATAP GEDANGAN SIDOARJO TELP. (031) 817057 (3 lines) 810271 
JL. PECINDILAN 66 - 68 SURABAYA TELP (031) 312877 (3 lines) 


GROUP 


e P.T. JATI MALUKU TIMBER 


Logging - Exporter – importer - Sawmiil 


e P.T. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES 


Importer - Exporter Piywood & Block Board. 


e P.T. JATI CAHAYA CEMERLANG PLYWOOD INDUSTRIES 


Importer — Exporter Venner - Piywood & block Board 


e P.T. JATI MULIA SEMESTA INDUSTRIES 


Importer - Exporter Saw Mill & Wood Processing 


e P.T. JATI MALUKU TIMBER 


Pelayaran Khusus. 
Head Office : Representative : 
Ji. Pahlawan Revolusi No. 75 A, Jl. Batu Ceper No. 53. 
Telp. : 3399 – 2836 — 2535 — 2844 Telp. : 360907 (5 lines) 
Telex : 73114 JATIMAL AB. Telex : 45893 FAJATI IA 
Cable : JATIMAL Gable : FADJATI 


AMBON - INDONESIA JAKARTA — INDONESIA 
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TEH | = | TEH MURNI KUALITAS EKSPOR 
GUNUNG MAS ПОШО Вр GOAL PARA produksi pt. бейи ri XII bandune 


ikut dalam Pembangunan dengan 
berpartisipasi nyata melalui sarana 


DISTRIBUSI secara merata dan 
terarah keseluruh pelosok Tanah air 


pt.TEMPO dengan cabang-cabang di : Banda Aceh, Medan, Pakanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Telukbetung, Jakarta, 
Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Surabaya, Denpassar, Ujungpandang, Manado, 
Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. 


DISTRIBUTOR TUNGGAL dari : pt. IPI, pt. SCANCHEMIE, pt. IKO, pt. BARCLAY, pt. VITALIA, 
pt. ROCHE INDONESIA, pt. MANFUL INDUSTRIAL Corp. Ltd., pt. MORGEN, 
pt. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA, pt. JANSSENS PHARMACEUTICA, 
pt. TRIPLE ACE, CARLO ERBA FARMITALIA INDONESIA pt., | 
pt. NATTERMANN INDONESIA, WYNN'S USA, pt. KIWI INDONESIA. 


Pabrik farmasi 
terkemuka yang 
didukung oleh 
laboratorium- 

Е. Ра laboratorium: O.C., 
Biofarmasi ten Riset tumbuh-tumbuhan 
termodern di Asia Tenggara 


Jl. Asia Afrika 9A, Senavan-Jakarta; Phone: 587224; Telex: 44416 WIGO [Кї 
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asahimas safety glass is 


a high guality tempered safety glass for: 
Automobile 

Building 

Furniture 
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PT. ASAHIMAS JAYA SAFETY GLASS CO. LTD 


JL. ANCOL VII/3 ANCOL BARAT - JAKARTA 


PHONE: 670041 - 675907 - 676110 
TELEX: 42606 AMG JKT. P.O. BOX 1344/JKT. CABLE: PT ASAHIMAS 
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IMPOR /EXSPOR 


ALAMAT : PT. PUTERA ADIL UTAMA НЕ 
GEDUNG PUTERA IMPORTIR & EKSPORTIR Tea 
39 JLN. GUNUNG SAHARI PT. PUTERA MARINE PRODUCTS CORE LI 
JAKARTA 10720 PENANGKAPAN & PENGOLAHAN НАШЕ ii й 
INDONESIA PEMBUDI-DAYAAN UDANG EDU 

| TELEX : 46456 & 41434 PAR PT. PUTERA PAPER PRODUCTS CORP: I 

| TELEPON : 636608 PRODUSEN BAHAN PENGEMASAN 


KOTAK KARTON BERGELOMBANG 

PT. KERTAS BEKASI TEGUH 
| PABRIK PULP & KERTAS TERPADU И 
| PT. PUTERA DAYA PERKASA B 
DEVELOPER PERKAMPUNGAN DAN 


LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL (РІК & E 
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BAKRIE PIPE INDUSTRIES 


Pabrik pipa baja 
untuk gas, minyak, konstruksi 
tiang pancang dan pipa air. 


CR Ata, 


a AN 

BAKRIE & BROTHERS 
Eksportir komoditi kopi, teh, coklat, 
lada, karet, dan biji kapas. 


Importir batu fosfat dan kapas. 


BAKRIE — ARMCO 
Pabrik pipa baja bergelombang untuk 
saluran, gorong-gorong, jembatan jalan 
raya/kereta api, terowongan, gudang 
amunisi dan guardrail/pengaman jalan. 


BAKRIE TUBEMAKERS 
Pabrik pengecoran logam. 


KAMI ISI SALAH SATU 
SISI PEMBANGUNAN PERTIWI 


Dengan tekad baja dan segala upaya. Bakrie & Brothers mampu 
Bakrie & Brothers terus berjuang dan | menyumbangkan karya nyata 


berupaya dalam kerja. Sampai tiba sepenuh bangga bagi bangsa dan 
saatnya ... negara - dari pipa-pipa baja hingga Bakrie & Brothers 


kopi dan lada. Berkarya nyata dalam 
Pembangunan 


Marketing & Operations: 

Wisma Antara 7th Floor 

Jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta Pusat 
Phone: 345833 (5 Lines) Telex : 44916 Bakros IA. 


TELECOMMUNICATIONS 
Public Telephone System 
Telephone PABX System 

Telex Switching System 
Electronic Teleprinter Eguipment 
Facsimile Eguipment, 


Text Terminal, Telephone Terminals, 


Railway Signalling System, 
Broadcasting and TV Equipments, 


Microwave Transmission Equipment, 


Security and Alarm System, Studio 
Audio Equipment, Sound System. 
Computerized Traffic Signalling 
Equipment. 


Dengan Kan 


Agent of SIEMENS AG — PT SIE 
Kantor Pusat: Jl. Kebon Sirih 4 Jakarta, Tel. 351051, Telex 46222. 
tor-Kantor Perwakilan di Surabaya, Medan, Semarang, Bandung dan 
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MEDICAL ENGINEERING 


PENERAPAN TEKNOLOGI MAJU 


MEDICAL ENGINEERING 
Radiological Diagnosis 
Radiological Therapy 

Nuclear Medicine, Thermotherapy 
Respiratory Tract Eguipment 
Eguipment for Operating Theatre 
Cardiovascular Diagnosis 
Ultrasound Diagnosis 
Electro-Encephalography 

Patient monitoring in recovery & 
Intensive care wards 

Telemetry 

Cardiac Pacemakers 

Dentai Units & Chairs 

Electro Acousticals 


MENS INDONESIA 
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POWER ENGINEERINGI 
ELECTRICAL INSTALLATK 


POWER ENGINEERING/ 
ELECTRICAL INSTALLATIONS 


Power Generation and e 

Industry, Transportation and Pu 

utilities. 

Measurement and Process 

Engineering. 

Installation Equipment and 

Airconditioning Systems. 

Wiring Material and Lighting 
ineering. 

eal Cables and Insulated Wires. 

Electricity Meters and Automotive 

Electrical Equipment. 
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( Gabungan Koperasi Batik Indonesia ) 


PENGHASIL BENANG DAN MORI TERBAIK UNTUK BATIK 
TURUT SERTA MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN NUSA DAN BANGSA 


Kantor - Kantor Perwakilan : KANTOR PUSAT : Toko-toko Batik : 
JL. Jenderal Sudirman No. 28 
Cirebon Tromol Pos 199, Jakarta Pusat Jakarta 
JL. Pekarungan No.27 Telp. 583021 (2 saluran)-581022-583448 JL. Jenderal Sudirman No. 28 
Telp. 4395 Cirebon Telex : 44326 GKBI JKT Telp. 583021 (2saluran) - 581022 
| Telex : 44326 GKBI JKT - Jakarta 
Tasikmalaya Pabrik Cambrics : 
JL. Laks. R.E Martadinata 81 - 83 Medari - Sleman Yogyakarta Jl. Haji Agus Salim No. 39 
Telp. 21713 Tasikmalaya. Telp.O. 2992. Telex : 25122 GKBI YK Telp. 332343, 332803 
Sleman 13 & 21 - Yogyakarta Jakarta 
Pekalongan Pusat Perdagangan Senen 
Jl. H. Agus Salim No. 39 PC. G.K.B.I Plumbon Blok | Lantai III Jakarta. 
Telp. 61211 Pekalongan Jl Raya Cirebon - Bandung Km 12 
Telex : 22359 GKBI PKL Plumbon 
Cirebon mend 
Semarang Phone : 6009 Pusat Pertokoan Alun-Alun Timur 
Jl. Mpu Tantular No.29 | Ground floor 8-9 Bandung 
Telp. 21629 Semarang 
Pabrik Garment G.K.B.I Cirebon 
Yogyakarta Jl. Raya Bogor Jakarta Km 6 Jl. Pekarungan No. 27 
Jl Brigjen Katamso No. 69 Kedunghalang Telp. 4395 
Telp. 3707 Yogyakarta Bogor. Cirebon 
Phone : 22022 
Surakarta Surabaya 
Jl. Imam Bonjol No. 12 -14 Jl. Karanggan No. 102 
Telp 2393 Surakarta - 4751 Telp. 40131 


Telex : 22367 GKBI SL. Surabaya 


P.T. ARGO PANTES Р.Т. DHARMA MANUNGG 2. 


Kecil 38-42 Jakarta: Widonesia Jl. Pintu Kecil 38-42, Jakarta, 
dia Tei.: 675972, 675831 


4 : 42958. DMTEX JKT 
Cable: DAMATE "Е; 


Q одї А 


ASBES SEMEN YANG TERKENAL 
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ETERNIT... adalah merk asbes semen yang terkenal di seluruh dunia... 
Kini diproduksi di Indonesia dengan merk dagang " ETERNIT GRESIK”. 


Eternit Gresik memproduksi komponen bahan bangunan asbes semen 
dan puncak ATAP sampai dengan SEPTIKTANK. 

Rumah “ETERNAL” ... adalah bangunan dengan sistem PREFAB. Tepat (P) | 
sekali untuk Proyek-proyek BESAR dalam waktu SINGKAT “lte ai JING Э 
Sejak 1973 produksi PT Etemit Gresik selalu berpartisipasi aktif men COMA, | ы UNY 
sukseskan program pembangunan pemerintah baik proyek-proyek In J 

pres, Perumnas, Perumahan BTN dan bangunan-bangunan Industri 

lainnya. 


Selalu diutamakan penggunaannya pada proyek-proyek Industri, real PABRIK ASBES SEMEN DAN 
estate dan perumahan-perumahan swasta. 
RUMAH SISTIM PREFAB 


OFFICE & FACTORY JAKARTA OFFICE 
Jl INDRO GRESIK Tel. 81091 (4 lines) Telex 31191 ETERNIT SB Hotel BOROBUDUR 3 rd floor. shop 12 Telp. 370108 Ext. 2327 
Tromol Pos 5051 SURABAYA INDONESIA Jin. Lapangan Banteng Selatan JAKARTA INDONESIA 


Maju bersama pembangunan nasional 
melalui penyerapan angkatan kerja 
dan turut memanfaatkan 


hasil produksi dalam negeri. 
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atan rasa yang khas Anker Bir. 
Kemantapan kwalitas 
lebih dari 50 tahun. 

Kini Anker Bir tampil 
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Banyak mihumam yang baika ` 
Tapi apakah minuman pilihan 
Anda memenuhi persyaratan 
kesehatan? 
Green Spot satu diantara 
enam minuman yang 
memenuhi standard 
kesehatan bagi tubuh Anda. 
Dan... 


Tanpa gas asam arang 


Kini... jadikanlah Green Spot 
minuman pilihan Anda ! 


lireen 
spot 


yang benar, yang aman, yang segar,yang'nyaman- 


“3 PT. JAWA BUILDING INDAH CO. 


JALAN RAYA PLUIT SELATAN NO. 11 


TELPON NO. 660409 | 
( ANGGOTA R.E.I. NO. Ib ) 
JAKARTA 
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MUARA KARANG 


Rumah rumah idaman anda sekeluarga dapat anda miliki dengan cara : 
Pembayaran cicilan 3 tahun, tanpa bunga. 


Pada hari minggu dan hari libur, kami tetap melayani anda. 
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Pemasaran “Kami ! 


KERJA KERAS DAN PRESTASI 
BAGIAN DARI REPUTASI KAMI 
BAGI PEMBANGUNAN 


ejak PELITA demi perusahaaan sumbangsih kami. 
PELITA kontraktor umum dan D "mm 
dilaksanakan di 'real-estate', yang aktif k engan d чапка 
Indonesia, sebagai partner var e ote ы saman irs 
pembangunan disegala | pembangunan pada era ss а m 1 чес а 
bidang berkembang ini. Ls vs ғ an ya 
pesat. Dalam derap Kegiatan-kegiatan kami пуз. rad ch mas 
pembangunan itulah tersebar di berbagai terius en 
kami mulai melangkah. penjuru Nusantara. 99 9 
pembangunan. 


Kami adalah sebuah Itu baru sebagian 


WUJUD PRESTASI DAN CITRA REPUTASI DALAM PEMBANGUNAN 


PT. INTERNUSA ARTACIPTA 


General Contractors - Real Estate 


Gedung Patra, lantai 16 Kamar 1602-1603. Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34. Jakarta Selatan. 
Telepon: 511716. 511946 (direct), 510503. (ext. 2175-2176). Telex: 44967 INAC JKT. 


...tiada hari tanpa 
Sinar Harapan 


Tidak perduli bagaimana Anda menghitung hari, 

dunia tidak berhenti berputar. 

Keadaan terus berkembang, peristiwa baru terus terjadi. 
Semuanya perlu Anda ikuti terus menerus, karena semuanya 
mempengaruhi hidup, pekerjaan dan usaha Anda. 


Untuk itu Harian Umum Sinar Harapan terbit tujuh kali seminggu, 
melayani kebutuhan Anda setiap hari. Membawakan segala segi 
dan perkembangan yang perlu Anda ketahui. 


HARIAN UMUM 


Penerbit : PT. SINAR KASIH 
Direksi/Redaksi/Sirkulasi : Jl. Dewi Sartika 136 D, Cawang - Jakarta e Telepon : 803208 (10 saluran) 
Penerimaan Iklan : Jl. Gajah Mada 16, Jakarta e Telepon : 375476 — 375869 — 376978 
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Kami menyediakan lebih 


daripada idaman Anda 
akan sebuah bangunan 


p 


T Duta Anggada dengan dibantu oleh 
250 tenaga ahli yang berpengalaman 
menyediakan bangunan yang bermutu 
tinggi dengan design yang sesuai dengan 
selera anda, dan yang paling utama kami 
berusaha menciptakan lingkungan yang 
nyaman pada setiap bangunan kami, baik 
perumahan, perkantoran, pertokoan maupun 
pergudangan. 


Hubungi kami: PT DUTAANGGADA 
Jl. Hayam Wuruk 108 
Jakarta Barat 
Tel. 624109 (8 saluran). 


= pi. duta anggada 
Pencipta Lingkungan Nyaman 


Q PY UNITED TRACTORS 


PT UNITED TRACTORS 


bangsa Indonesia memulai 

babak baru dalam perjalanan 
sejarahnya. Pemerintah Orde Baru 
mencanangkan pembangunan 
ekonomi sebagai titik berat 
pembangunan nasionalnya. Dan wajah 
negeri kita pun kelihatan makin berseri. 


L ebih dari 15 tahun yang lalu 


Selama lebih dari satu setengah dasa 
warsa itu, pembangunan fisik mewarnai 
setiap aspek kegiatan nasional. 
Pertanian, pertambangan, industri, 
jasa, perhubungan, perminyakan, 
perikanan, perkebunan, kehutanan dan 
sebagainya menunjukkan kiprahnya. 


Di sektor-sektor itulah, dimana 
dibutuhkan alat-alat berat sebagai 
¿sarana penunjang, PT United Tractors 
senantiasa mendharmabhaktikan diri. 
dengan menyediakan peralatan serta 
tenaga ahli. 


Kini dharma bhakti itu kian 
ditingkatkan melalui pembangunan 
industri alat-alat berat di dalam negeri 
demi perluasan kesempatan kerja dan 
kesinambungan pembangunan 
nasional kita. Agar kemakmuran yang 
kita cita-citakan segera menjadi 
kenyataan. 


© PT UNITED TRACTORS 


Kantor Pusat: Jl. Kramat Raya 43, Telp. 372007 (12 saluran), Jakarta 


e Ambon e Balikpapan e Banda Aceh € Banjarmasin € Batam € Belitung € Bengkulu € Biak € Cilacap € Fak-Fak € Gebe € Jakarta 
e Jambi è Jayapura € Kendari € Lhokseumawe € Luwuk e Manado e Manokwari € Medan € Merauke e Padang € Pakan Baru 
e Palembang * Pangkalan Bun € Pangkal Pinang € Palu € Pontianak e Samarinda € Sampit e Semarang ¢ Serang ¢ Singkep € Solo 
e Sorong ® Surabaya @ Tanjung Karang ¢ Tanjung Pandan e Tarakan € Ternate € Ujung Pandang € Singapore € Tokyo 
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BASF 


Turut Berpartisipasi Dalam pelita... 


. Melalui Penyuluhan Bimas Dan Inmas 
Di Bidang Pertanian Dan Usaha Mencerdaskan Bangsa 
Melalui Program Pendidikan Yang Direkam 
Dengan Pita Kaset BASF 


Terimakasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Kepada Kami Untuk 
Berpartisipasi Dalam Pembangunan 


5) BASF 


pencipta pita magnetik 


Digitized by Google f 


^ 


Cantik, halus,lembut 
dari NOBEL KARPET ' 


Kami yakin Anda seorang yang berselera 
Anda juga seorang pengamat lingkungan 
yang baik dan jeli 


Rumah anda yang teduh penuh warna. 
ruang kerja di kantor bertabur warna 
anggun 


Satu bukti bahwa Anda memang 


berselera 


Tepat 

Ternyata Anda memilih NOBEL KARPET 
Cermin selera dan pribadi Anda yang 
eksklusif 


N@BELKARPET” 


Kaya akan jenis dan warna 


P.T. PELIKAN INDAH 


Sales Departemen : Ji. Malaka 15A - Jakarta Barat — Indonesia 
Phone : 671409 - 671234 - 677552 

: P.T. Pelikan - P.O. Box : 1448 Jakarta - Kota 
: 42691 WIFOR IA 
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Sejalan dengan usaha Pemerintah dalam meningkat kan dan memasyarakatkan penggunaan 
produksi industri dalam negeri, PT. PELIKAN INDAH, perusahaan swasta nasional yang 
bergerak di bidang industri pensil dan slat kayu pensil, telah memberanikan diri memutuskan 


lisensi perusahaan p ensil Jerman yang dipegangnya sejak tahun 1981. 


Langkah lanjut yang 


ditempuh adalah memproduksi sendiri pensil dengan merek “Borobudur”. 


PT. PELIKAN INDAH berdiri dan mulai berproduksi se- 
jak tahun 1980. Lokasi pabrik berada di Kecamatan Cikupa, 
Tangerang, Jawa Barat dan menyerap 150 orang tenaga 
kerja. Dengan berhasilnya menjalankan alih teknologi sela- 
ma memegang lisensi industri pensil Jerman selama 1tahun, 
PT. PELIKAN INDAH mampu meningkatkan mutu produksi 
yang kualitasnya sama dengan produksi pensil Jerman. 


Terdorong oleh keinginan untuk ikut berperan serta 
mendukung usaha Pemerintah dalam meningkatkan devi- 
sa negara dari sektor ekspor non minyak, pada tahun 1982, 
PT. PELIKAN INDAH mengembangkan luang lingkup ke- 
giatan, dengan mendirikan pabrik slat kayu pensil di Tebing 
Tinggi, Jambi dan menyerap 250 orang tenaga kerja. Sejak 
1983, PT. PELIKAN INDAH telah mengekspor siat kayu 
pensil ke Thailand, Taiwan, Jepang, Pakistan, Korea dan 
Amerika Serikat. 


Dalam usaha meningkatkan pemasaran produksi ke 
pasaran internasional, PT. PELIKAN INDAH ikut serta de- 


ngan BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) 
mengadakan pameran produksi industri nasional di Ingge- 
ris dan Jerman. Dalam pameran tersebut, PT. PELIKAN IN- 
DAH memperkenalkan slat kayu pensil dan pensil "Borobu- 
dur" yang diproduksinya. Usaha-usaha promosi kepasaran 
internasional ini menggambarkan prospek pemasaran 
yang baik di masa yang akan datang, dalam tahun 1984 ini 
PT. PELIKAN INDAH | akan memulai ekspor pensil 
"Borobudur" ke beberapa negara Eropa. Timur Tengah 
dan Amerika. 


Semakin baik dari meluasnya pengembangan ekspor 
pensil Merek "Borobudur" dan slat kayu pensil yang dipro- 
duksi PT. PELIKAN INDAH di pasaran Internasional, mem- 
buktikan bahwa mutu dan kualitas produksi pensil dalarn 
negeri tidak kalah dibanding produksi impor. Karena itu, su- 
dah saatnya sekarang ini kita menggunakan produksi pen- 
sil dalam negeri. 
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PT PETROKIMIA GRESIK 
(PERSERO) 


KAMI BUKAN SATU-SATUNYA PABRIK PUPUK Di BUMI NUSANTARA 
TAPI KAMILAH SATU- SATUNYA PRODUSEN PUPUK ZA-TSP-DAP 


DAN NPK Di BUMI TERCINTA INI. 
SESUAI DENGAN MOTO KAMI SEBAGAI SAHABAT PETANI 


SENANTIASA KAMI SEIRING SEJALAN PERKEMBANGAN DAN KEBUTUHAN 
PARA PETANI. JUGA TURUT MENUMBUHKAN DAN MERATAKAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL . 


KAMI JUGA PRODUSEN BAHAN KIMIA ASAM SULFAT , 
AMONIAK , OKSIGEN , NITROGEN CO2CAIR 
DAN ES KERING 


SELAIN ITU MERUPAKAN AGEN TUNGGAL PESTISIDA 
INSEKTISIDA — diazinon 60 ЕС. diazinon 10G. bassa 10 ЕС. basazinon 45 ЕС 
basazinon 30EC. mipcin 50 WP . mipcin 4G. mipcin 8G. 
mipcinon 6/4 С ‘ sherpa SEC dan zolone 


HERBISIDA — saturn-D. satuni! 40/20 EC . saturin 50/5EC 
FUNGISIDA — topsin M7OWP. delsene MX 200. beniate Т 20 . rovrai 50 WP 


Cahabat petani 


AO, 20% 
1 UA, GR 


Kantor Pusat : Jl Jend Akhmad Yani Grseik. Kotak Pos : 2 Telp (0319) 81701-81721-81811 s/d 81814 Telex | Petro GS 31477 
Perwakilan . JL Tanah Abang Dus 63 : JAKARTA. Kotak Pos : 365 Telp : 353681 353682.340948.340949 Telex . PETRO JKT 46352 


PUSAT 


CABANG : 


bukaan Lahari Transmigrasi, Sulawesi Тепе 


г 


PERAK KADAR 
untuk kerajinan, industri, teknik 
(plat, kawat, sterling) 
PERAK NITRAT 
untuk industri termos, cermin dsb. 
CAWAN & KRUS PLATINA 
untuk laboratorium 
BARANG - BARANG ANODIZING 
jam, kartu nama, sticker, label dsb. 


EMAS MURNI standart LM 
100, 50, 25, 10, 5 dan 2 gr. 
EMAS PALADIUM, EMAS PUTIH, 
EMAS KADAR 


untuk perhiasan 
JASA PEMURNIAN PN 
emas. perak, platina PT. ANEKA TAMBANG 
wy Unit Logam Mulia 
Jin. Pemuda - Raya Bekasi, Pulo Gadung Jakarta 
P.O. Вох 79 / ЈАТ JAKARTA. 13001 - TELP. 482108. 


PERWAKILAN PENJUALAN: BANDUNG. Jl. RE Martadinata 123 telp. 71571 YOGYAKARTA. Jl. Cik Ойго 8 tel. 3338 CILACAP. Jl. Laut Pandanarang telp. 22142-3 
UJUNG PANDANG. Jl. Dr. Sam Ratulangi 60 telp. 82237 MANADO JI. Waiter Monginsidi 57 Telp. 51808 BANJARMASIN Toko Mas "New Lamongan” Jt: Sudimampir 8 telp. 4449 


РТ. Jl. Sultan Hasanuddin 12 Blok M3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
NA Adada kedan Telp. 715592-772398-731138 Cable Add: Yala Persada Telx: 4722 YPA IA 


ENGINEE RING BUREAU & CONTRACTORS Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta — Jawa Timur — Sulawesi Tengah. 


MEDALI & LENCANA 
dari emas, perak, pewter 
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Di satu sisi kami telah mengisi 
Pembangunan di bidang pangan. 


PT. BERDIKARI SARI UTAMA FLOUR MILLS 


KANTOR PUSAT : TINGKAT 4 KAV. 29 * JLN. JEND. SUDIRMAN - WISMA METROPOLITAN JAKARTA · TELPON : 514745, 516585 
PABRIK : JLN. HATTA NO. 302 UJUNG PANDANG + SULAWESI — INDONESIA · TELPON : 22845, 22867 


UNTUK ANDA 
YANG BERSELERA 
TINGGI 


PT. ALIGE BORRAS ENTERPRISE LTD. 
SOLE AGENT OF 
PT. INDONESIA CARPET MANUFACTURERS 


JALAN MAY JEN D.I. PANJAITAN, JAKARTA 13650 


P.0.B0X:2154 — PHONE: 802097 - 801592 
CABLE: ALBORENT  — 800393 - 801642 


SENANTIASA MEMENCHI 
, С] 1 К, \ ANDA ТТА 


к "Tersedia berbagai Type rumah 
| dari Type 45 s/d 124 
* Kredit 1 s/d 5 thn melalui 
BANK CENTRAL DAGANG 
* KPR Gs/d 15 thn. melalui 
PT, PAPAN SEJAHTERA. 


PERUMAHAN 


Kelapa GadingPermai 


MENUJU KAWASAN BARU YANG SERBA LENGKAP DAN NYAMAN 


KELAPA GADING SPORT CLUB yang tidak la- 
ma lagi akan diresmikan, dibangun dengan de- 
sign yang unik, terdapat kolam renang ukuran 
Olympic, 1 kolam anak dengan 5 papan peluncur, 
10 lap. Tennis Plexipave, 4 lap. Bulutangkis. Par- 
quet jati dalam sport hall, 8 lap. Squash dan 
CLARK HATCH PHYSICAL FITNESS CENTRE 
dengan alat terbaru. Fasilitas lain seperti Coffee 
shop, Ruang Pesta AC central, Ruang billiard, Vi- 
deo dll. 


O Akan dibangun Kolam renang umum pada ta- 
hun 1984. 

O Telah dibuka jembatan baru & jalan masuk 
36 M. 

O Telah dibuka "KELAPA GADING SERVICE 

O 


Р.Т. SUMMARECON AGUNG 


STATION” yang megah. 
Kantor Pusat А А : , 
Ж Perintis Kemerdekaan №. 42 Dapat dibeli melalui P.T. Papan Sejahtera se- 
Telp. 482107 (5 saluran) Jakarta Timur lama 5 - 20 tahun. 


PT. PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDERA 


Севит Lloyd 


Head Office : GESURI BUILDING, 45 Jalan Tiang Bendera, JAKARTA - INDONESIA 
Р.О. Box 289/JKT. Phone : 670001 (10 hnes), Telex : 42043 GESURI IA 
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PT. JAYA-OHBAYASKI GUMI CORPORATION 


GENERAL CONTRACTOR 


@ BUILDING WORK ШШ CIVIL WORK El INFORMATION 
FACTORY PLANT IRRIGATION JLN. DR. SAHARJO NO. 174 
OFFICE BUILDING HARBOUR TEBET. JAKARTA SELATAN 
HOUSING TUNNEL TEL. : 824003 (5 LINES) 
HOTEL DAM TELEX : 48342 JOGC JKT. 
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Memantapkan kewiraswastaan 
barulah langk - awal bagi pengabdian 


M embangun suatu bangsa me- 
rupakan pengabdian yang tiada 
henti. Mengembangkan  tenaga- 
tenaga muda sebagai prioritas utama 
untuk memantapkan kewiraswastaan 
barulah langkah awal masa yang pan- 
jang. 

Karenanya, meski hari ini menem- 
pati urutan ke-3 dalam ranking bank 
Swasta Nasional Indonesia, Bank 
Duta Ekonomi bertekad melayani le- 
bih baik dan lebih baik lagi untuk 
dapat berperan serta dalam irama 
derap langkah pembangunan. 


Hank Duta konomi 
melayani lebih balk, dan lebih balk lagi 


Jl Sultan Hasanuddin No.47-48 Jakarta- Selatan, Telp.717408 (5line), Telex : 47197 


BANK PACIFIC 


Foreign Exchange Bank-Founded 1958 


With Technical Consultancy Assistance 
from Banque Paribas, a leading French Bank. 
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... A fast growing bank 
for leading companies 
in Indonesia 


with: e E services for corporate customers 
e A network of 6 branches to serve your needs 
Ж ” АА Ar e Paid up capital of Rp. 12 bio 

$ E. aus о ie. e hem S total assets Rp. 81 bio (Dec. 83) 
Aa ND ` | رھ‎ 
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PS | Head office: 

17-19 Jl. K. H. Samanhudi, Jakarta. Telp. 376408 
Branches: Jakarta (down town), Jakarta. ( Samanhudi ), 
Samarinda, Medan, Palembang, Surabaya. 


Petro 


CORPORATION A 
A 


PELOPOR PEMBANGUNAN DALAM 
BIDANG PERMINYAKAN DI IRIAN JAYA 


FIVE PILLARS OFFICE PARK, JALAN LETJEN. M.T. HARYONO 58, JAKARTA - INDONESIA 
Р.О. Box 209, PHONE : 791308 CABLE : TRENDEX, TELEX 47163 


ATLANTIC RICHFIELD INDONESIA n 


Production Sharing Contractor — 


For Pertamina Since 1968 


e JAVA SEA 
e MALACCA STRAITS 
e NORTH EAST KALIMA 


eKANGEAN BLOCK | 


PANIN BANK BUILDING 
Jl. Jenderal Sud pe | 
P.O. Box 63/Jkt — T 

Telp. 737474 (18 

System) | 
Cable : ARDJA 


DSW 


PT DUMAS SARI WARNA 


Dipercaya untuk menyebar-luaskan pesan-pesan PENERANGAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL, sekaligus sebagai partner 
Pemerintah Orde Baru. Wadahnya diakui : 

|] terjamin dalam kualitas 

iJ akurat dalam data 

_1 tepat dalam waktu 


Rahasianya : 
|! operator compugraphic-nya profesional 
. colour separation-nya bermutu tinggi 
.] cetakannya dijamin memuaskan 


Tidak hanya konsumsi PT DUMAS SARI WARNA saja, pesanan 
dari relasi kami tunggu dengan hormat. 


PT DUMAS SARI WARNA 
CITRA PENERBIT BERMUTU TINGGI 
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Gedung Kantor Pusat BPD. NTB. 


Produk Domistik Regional Brutto (PDRB) Nusa Teng- 
gara Barat (NTB) selama PELITA III telah meningkat 
dengan laju pertumbuhan rata-rata 9,496 per tahun. Pem- 
bentukan PDRB selama Pelita III masih didominir oleh 
peranan nilai tambah sektor pertanian (rata-rata 49,896) 
per tahun dan sektor perdagangan (rata-rata 14,296 per 
tahun). Sedangkan sektor industri dan sektor-sektor lain- 
nya memberikan peranan sebesar 36,096 per tahun. 


Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat 
dalam melaksanakan fungsinya selama Pelita III, telah ikut 
memberikan sumbangan terhadap kegiatan pembangunan 
daerah/Nasional, baik dalam wujud pembiayaan (kredit) 
kepada dunia usaha maupun sumbangannya terhadap 
pendapatan daerah dan pendapatan negara (pajak). 


Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat 
dengan landasan hukum pendiriannya berdasarkan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1967 dan Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 
1963 (dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 
1984), telah mengemban tugas-tugas pokoknya untuk 
mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah, mening- 


katkan sumber pendapatan Daerah dan melaksanakan 
fungsi Kas Daerah. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, melalui 
program perkreditan, BPD NTB telah membantu permo- 


! 
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dalan dunia usaha dengan nilai pemberian kredit sampai 
akhir Pelita III sebesar Rp. 16,9 milyard atau 27,8% dari 
total pemberian kredit Perbankan se NTB. 


Pemberian kredit tersebut, disalurkan sebagai kredit 
jangka menengah/panjang 69,096 dan 31,096 kredit 
jangka pendek. 


Dalam usaha meningkatkan peranan pengusaha go- 
longan ekonomi lemah, sampai dengan akhir Pelita III telah 
disalurkan Kredit Investasi Kecil sebesar Rp. 3,2 milyard 
dari Kredit Modal Kerja Permanen sebesar Rp. 5,3 milyard 
atau jumlah keseluruhannya mencapai 50,396 dari total 
kredit BPD NTB. 


Dilihat dari sektor ekonomi yang dibiayai tersebut, 
pemberian kredit sebagian besar untuk sektor perdagang- 
an (48,796) dan sektor jasa-jasa (21,496), sedangkan 
komposisi kredit untuk sektor pertanian dan industri relatif 
kecil, masing-masing sebesar 7,196 dan 5,096. Selebih- 
nya sebesar 17,796 dialokasikan untuk kredit sektor- 
sektor ekonomi lainnya. 


Selama lima tahun terakhir sumbangan BPD NTB ter- 
hadap APBD Tingkat I NTB meningkat dari Rp. 70,3 juta 
menjadi Rp. 236,1 juta (rata-rata meningkat 27,496 per 
tahun), terhadap APBD Tingkat II meningkat dari Rp. 10,6 
juta menjadi Rp. 23,6 juta (17,396 per tahun) dan terha- 
dap APBN (Pajak atas laba) meningkat dari Rp. 47,2 juta 
menjadi Rp. 314,9 juta (46,2% per-tahun). 


Dalam kegiatan penghimpunan dana, baik dana ma- 
syarakat, dana likuiditas Bank Indonesia, dan co-financing 
dan Kas Daerah, selama Pelita III telah meningkat jum- 
lahnya Rp. 5,5 milyard menjadi Rp. 19,1 milyard dengan 
pertumbuhan rata-rata 28,196 per tahun. Dana masyara- 
kat selama periode tersebut telah meningkat rata-rata 
34,396 per tahun, likuiditas Bank Indonesia rata-rata 
75,796 per tahun dan dana co-financing rata-rata 12% 
per tahun. 


Perkembangan lainnya menunjukkan bahwa total 
assets BPD NTB selama Pelita III meningkat dari Rp. 6,6 
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milyard menjadi Rp. 24,4 milyard (rata-rata 29,9%) per 
tahun. 


Sampai dengan akhir Pelita III sarana Perkantoran 
BPD. NTB berjumlah 9 buah terdiri dari satu buah Kantor 
Pusat, enam buah Kantor Cabang dan dua buah Kantor 
Cabang Pembantu. Jumlah Personil selama Pelita III me- 
ningkat dari 169 orang menjadi 300 orang. 


Dengan kondisi dan pertumbuhan Bank Pembangun- 
an Daerah Nusa Tenggara Barat selama Pelita III terse- 
but, merupakan dukungan positif guna meningkatkan 
peran sertanya dalam Pelita IV. 


Salah satu 
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industri kerajinan rakyat, 
yang dibiayai BPD. NTB 
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Intensifikasi tanaman 
bawang putih di Sembalun 


yang juga dibiayai BPD. NTB. 
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P.T. SINA 

асое ачынат CENTRAL REPRO 

uu E CANNER HELL DC. 350 AND LASER COMPUTER SYSTEM 
AN 95 BLOK C/10 (TELUK GONG) TELP. 663929 JKT UTARA 


INDONESIA 
TANAH AIRKU 


DALAM NEGERI 
KEBANGGAANKU 
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KAMI BERBAKTI 
KEPADA 


IBU PERTIWI 
MEMBANGUN HARI INI 
UNTUK 


HARI ESOK ,MENCAPAI 
MASYARAKAT 


ADIL DAN MAKMUR 


TOURS & TRAVEL SERVICE 


Domestic & International Ticketing 
Travel — Documents Handling 
Inbound & Outbound Tours 

Hotel - Reservations 

Conventions - Handling 

AMERICAN EXPRESS Representative 


Head-Office : X Cikini Raya 24, Jakarta 
(021) 320.309 
46128 — 47548 pacto 
Branch-office : c/o HOTEL BOROBUDUR 


Phone > 370.108 — 356.952 
Telex : 46128 — 47548 pacto 


INDONESIA PETROLEUM, LTD. (INPEX) 


INPEX ACEH, LTD. 

INPEX NATUNA, LTD. 

INPEX BINTUNI, LTD. 

INPEX MUTURI, LTD. 

INPEX SERASAN, LTD. 

INPEX WEST KALIMANTAN, LTD. 


COOPERATING WITH PERTAMINA IN EXPLORING AND 
DEVELOPING OIL AND GAS RESOURCES IN INDONESIA 


HEAD OFFICE: JAKARTA OFFICE: 
Toranomon 37 Mori Building 2nd floor, Setiabudi Building || 
NO. 5—1, Toranomon 3-chome JL.H. Rangkayo Rasuna Said 
Minato-ku, Tokyo 105 Jakarta 
Tel. (03)434— 1131 Indonesia 
Cable: JAINEXPLO TOKYO Tel. 512040, 514018, 513064 
Telex:2424210 JAIPEX J Telex: 011—44365 


PER-DAUN BERMUTU TOP 


P.Z. € ri Satria Utama 


LICENSED ORIGINAL AUTOMOTIVE SPRINGS MANUFACTURER 
JALAN LET. JEN. HARYONO M.T. NO.9 CAWANG - JAKARTA 13630 - TEL. (021) 802778, 801712 TELEX : 48465 TSU JKT. 
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WE SERVED the WORLD with BETTER PRODUCTS 
at a COMPETITIVE PRICE 


Specialize in Manufacturing 
and Exporting : 


Type I and Type II Rotary-Cut, 
Meranti and Kapur High Quality 
Ordinary e 


Available in : 

Main Size :4' x 8' 

- Thickness : 3,0 - 18,0 mm 

- Grade - Flexible to meet various 
Standard grade. 


Head Office : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 48, Jl. Gajah Mada No. 3 — 5, Jakarta 10130 — Indonesia 
B Р Phone : 356591, 356697, 356806. e Telex : 44336 KALAM IA 

ran Office : Jl. Danau Toba 45, Samarinda, Indonesia e Phone : 21796 e Telex : 38217 KALAM SMR 
Factory Site 


: Desa Loa Buah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia di 
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PT marga sarana raya 


on TRANSPORTATION FACILITIES 
D CONTRACTOR & ASPHALT MIX SUPPLIER 


JL. LET. JEN. S. PARMAN No. 53-54 SLIPI, 
JAKARTA PUSAT TELEPON : 544907 
TELEX: 46969 SARANA IA 


BERPERAN SERTA 
DALAM MENUNJANG 
PEMBANGUNAN 
INDONESIA 


PI: PROPELAT 


CONSTRUCTION 
& ENGINEERING 


Jl LLRE. Martadinata no. 86. BANDUNG . 
Telpon : 56461 s/d 56463 & 71091 s/d 71095 
JAKARTA — SURABAYA — BENGKULU. 


Berkemampuan membangun 
di segala tempat, 
kondisi dan 


Situasi 


Developer, Financer & Consultans 
Hanurata Graha Building 

JL. Kebon Sirih 67 - 69/3th Floor 
Jakarta — Indonesia 

Phone : 321189 Telex : 44195 BSSS 


International Freight Forwarder 
Skyline Building 11th. Floor 

JL. M.H. Thamrin Jakarta 
Phone:321708 Ext. 3123 & 3124 
Direct : 337205 


Oil Services and Gas Industry 
E | | i | ЧЕ?" Hanurata Graha Building/4th floor 
a elm WA Ow - Jl. Kebon Sirih 67 - 69 
че д» О ER S7 E ELS QUO M ж Phone : 335164 - 335208 - 335360 
— (c a. ^w Кы _ | =. 
A К Я Ea جور‎ > т, Лай p 335429 322016 - 322053 
аг ik He Telex : 44195 BSSS 45498 SPA IA 


Citi Bank Building/7th floor 

Jakarta — Indonesia 

Phone : 322621 - 332543 - 332499 
Telex : 44473 


Oil and gas Industry 
Skyline Building/1 1th floor 
JL. M.H. Thamrin 

Jakarta — Indonesia 
Phone : 330349 - 330257 


JL. Kebon Sirih 67 - 69/3th Floor 
Jakarta — Indonesia 

General Contractor, Supplier & Engineering Hanurata Graha Building JL. Kebon Sirih 67 - 69/4th Floor | a 

Jokarte— Indonesia AIR CHARTER 
Phone : 335164— 335208 — 335360— 321429— 322016 — 322053Telex : 44195 BSSS IA 10th Floor ARTHALOKA BLD. 
Phone ; 418190, 418062, 586601, 586602 
Ms | Telex : 

| | : Insurance Brokers Export & Import 

Energi & Communication Division Setia Budi Building/2th floor JL. Kertanegara No. 54 ‚ LIND( 

JL. Gunawarman 44 Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kebayoran Baru Forwarding Consultant 

Kebayoran - Baru Phone : 513078 - 513082 Phone : 731294, 731150, 731096 7th Floor Sky Line Bid. 

Phone : 732336, 732456, 731947 513101 - 513109 Phone : 331472 (Direct) 321708 EXT 2718 


Memelopori Bidang Engineering 
Dengan Tenaga Ahli Indonesia Dan Desain Teknologi Tinggi 
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Bumi Indonesia mempunyai potensi sumber TRIPATRA ENGINEERING sebagai suatu 
enerji dan kekayaan alam yang sangat besar, unsur swasta nasional. Bergerak dalam bi- 
yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dang pengusahaan jasa-jasa engineering, 
untuk kemakmuran bangsa. Pengembangan berusaha untuk menjadi pelopor dalam bi- 
tersebut memerlukan adanya jasa-jasa yang dang usahanya sebagai pengabdiannya ke- 
berisikan keterampilan teknologi yang tinggi. pada nusa dan bangsa. 


PT. TRIPATRA ENGINEERING 


ENGINEERING CONSULTANTS : PROCESS - INDUSTRIAL · MARINE 
Office : 6 th Floor CIPTA Building : Jl. Rasuna Said Kav. C 10 Kuningan Jakarta - Indonesia. Phone : 516512, 516236. Telex : 45141 TPE-IA. 
aan r^ Y = iY ^ 


MECOSIN 


` Quality Pharmaceuticals 


Mecosin Indonesia pt 


p.t. ganesha dharma mulis DALAM RANGKA PENCAPAIAN SUKSESNYA 


COMPLETE OILFIELD SERVICES PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH 


YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH 
ORDE BARU, 
реше in MAKA PT GANESHA DHARMA MULIA 
silane de dina poii TIDAK KETINGGALAN UNTUK TURUT SER - 
rens emen im" TA MENDHARMA BHAKTIKAN DIRI DI SEK- 
ee та" TOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS 


nance programs 


Engineering BUMI. 


Technical and Management 


ши SEMOGA PELITA—PELITA SELANJUTNYA 


Material and equipment supply 


Related oilfield services TETAP BERHASIL DENGAN SUKSES 


BERKAT RIDHO TUHAN YANG MAHA ESA 
DAN BERKAT PARTISIPASI SELURUH LAPI - 


pops Dee ману SAN MASYARAKAT DEMI TERWUJUDNYA 
prone.581569 & 581443 MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL 


581407 Ext. 75 & 76 


Telex : 44849 Ganesha !A DAN MAKMUR YANG MERATA. 


CIPTA KAMI, 

CITRA 

PEMBANGUNAN NASIONAL 
DI BIDANG 
AUDIO VISUAL 


(an) ma aster TI HS 
AJA, VIDEO CASSETTE | - eut ber partisipasi 


Waster, T 


E pembangunan 


REAL ESTATE & HOUSING DEVELOPMENT 


MAN HARAPAN INDAH 


à |, h or. JI Medan Merdeka Selatan 17, 
Tel: 340021 ( Bimes) Jakarta 


D a. “Murei 


(PT. METRO UTAMA RAYA ELECTRONICS INDUSTRY) 
JL. PINANGSIA GLODOK PLAZA BLOK Е 68-69 
TELP. 642451 – 641026 - 646152 JAKARTA KOTA 

IK: JL.DAANMOGOT KM.19 KALIDERES 
CENGKARENG — JAKARTA BARAT 
TELP. 610125 (4) CABLE ADDRESSMUREI JAKARTA 


p.t. benua indah 


DEPOSITO 


HEAD OFFICE : 
Jl. Sisingamangaraja No. 110, Pontianak 
Phone : (0561) 4264, 2483 
Telex : 45556 TWG PTK 


REPRESENTATIVES OFFICE : 
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 41-B, Jakarta 
Phone : 376673 - 373979 
Telex : 45181 TWGIA. 


RAAAAAAA 


PARTNER UNTUK KEMAJUAN 


KANTOR PUSAT KANTOR CABANG 
S. WIDJOJO CENTRE 
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KARTIC PRIVATE LIMITED : JI. Jend. Sudirman 57. Jakarta Selatan ppm 4 
. TA P.O. Box 2339/JKT. ' , 
Room 504, Sth Floor, Fook Hai Building eng AN а Kebayoran Baru 
South Bridge Road, Singapore 01 50 Cable : BAKTI BANK. Jakarta Selatan 
| Phone : 914433 Telex : 25736 RS. Telex : 46384 BSD KT. CO eee 
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Melalui : PAKET KREDIT B.T.N. : Tor X D rrr da 3 


BERPERAN AKTIF 
DALAM PEMBANGUNAN NASIO! 
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PT. KINI JAYA INDAH 


ANGGOTA RE! KOMISARIAT JAWA TENGAH & Div 


BUILDINGS — CIVIL ENGINEERING CONTRACTOR & 
STEEL CONSTRUCTION 
Jl. Dr. Cipto 254 — Semarang Phone : 23.046 
SSRIS 
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Mengucapkan Selamat 

atas penerbitan buku 
"Visualisasi Hasil Pembangunan 
THE FIRST PORTLAND CEMENT FACTORY TO PRODUCE — Orde Baru Pelita | - Pelita Ill” 


SPECIAL CEMENT RN I. Y bow OIL WELL | CEMENT IN INI 


Drilling Swamp Barge” TERNATE” 


SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL — 
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p 
PT. semen a oo Ge Td 
K Letjen Acid jakarta | | 
| MN ep e e ] P. T. GEMA NUS, ANTAF IA 
Telex : 48116 CIBSEMIA — . 1904 Bumi Daya Plaza Telephone 
Factory aga rcx 7 Ji Imam Bonjol 61 e 
: A eta Pt sat elex 44119 í 


nd, 


MA IA 


pt. perusahaan pelayaran khusus luar negeri. YA 
LINTAS SAMUDERA 
Sangga Buana Building G. 12, Jalan Senen Raya 44, Jakarta - Pusat. 


Cable Address : LINTASSHIP. Telex : 45781 WINIH IA 
Telephone 363116 — 375905 — 347216 
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| рт. PUPUK KUJANG 
(PERSERO) 


DIL AHIRK AN OLEH KONSEP 
PEMBANGUNAN ONDE BARU 
DALAM MENUNJANG SEKTOR 
PERTANIAN 


MEMANFAATKAN KANDUNG - 

AN LOKAL (GAS ALAM, AIR, 

DAN UDARA) UNTUK MEM - 

PRODUKSI : 

1. AMMONIA 1.000 TON/HARI 
350.000 TON/TAHUN 


2. UREA 1.725 TON/H ARI 
570.000 TON/TAHUN 


PERTAMINA 
MARATHON PETROLEUM INDONESIA, LTD. 


 BERPERAN SERTA 
DALAM 


PEMBANGUNAN NASIONAL MARATHON 


| 


RATU PLAZA OFFICE TOWER. LT. 23 
JL.JEND. SUDIRMAN -JAKARTA 
— Bobo db ved dim ——————— 


ELNUSA 


A SUBSIDIARY OF 
PERTAMINA 


| 
SCOPE 


OF BUSINESS 
ACTIVITIES : 


. DATA SERVICES : 


Exploration Services. 
Data Processing Services. 

Drilling & Production Services. 
Information Services. 
Maintenance System. 


TELECOMMUNICATION & LOGIS - 
TIC SERVICE : 

e Installation, Operation, Maintenance of 
Radio Communication System, HF,VHF, 
UHF, Satellite, Monitoring System & 
Radio Control, Fixed Positioning. 

e Supply Base & Logistic Services for Oil 

Industry. 


TRADING 

e Navigation & Telecommunication : Mo- 
torol'3, Raytheon. 

e  Control/Instrumentation : Wallace & 
Tiernan, Rochester. 

e Computer: Hitachi, General Auto- 
mation. 

e General Trading : Reliance, Chemicals, 

OWC. 


SYSTEM ENGINEERING & 
CONSTRUCTION : 

e Electronic & Telecommunication. 
e Electrical & Mechanical. 

e Pipe Line. 
6 

е 
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Industrial Plant 
Inspection & Testing. 


INDUSTRY 


Electrical & Electronic. 
Metal Processing. 
Chemical. 


DEFENCE ELECTRONIC SYSTEMS. 


Р - yt P" = una 
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JL. Letjen. S. Parman 105 Jakarta, P.O. 
Box 234 Jakarta, Telp. 596411. 
Telex. No. 44337. Cable ELNUSA Jakarta 
Indonesia. 


HOTEL SIMPANG — SURABAYA 


NATOUR LTD - 


( PERSERO) 


national hotels and tourism corp Rd 


78 Menteng Raya - Jakarta - Indonesia 
Telp. 343384-341325 Cable HOTINDO 
Telex 46801 NATOUR JKT 
P.O. Box: 91 JKKG JKT. 


HOTELS 


@ Parapat - Lake Toba @ Dharma Deli - 
Medan 

@ Granada - Medan @ Muara - Padang 

@ Transaera - Jakarta @ Garuda - Yogya 

€ Dibya Puri - Semarang 9 Simpang - 
Surabaya 

@ Bath Hotel Tretes - Tretes @ Bali Hotel - 
Bali 

@ Sindhu Beach - Bali @ Kuta Beach - Bali 

€ Mapia - Biak @ Numbai - Jayapura 

@ Asmat - Merauke @ Arfak - Manokwari 

@ Nayak - Wamena 


MEMBER : 
IHRA, AHRA, ASITA, ASEANTA, PATA 


~~ oT: 


Sejak lahirnya ORDE BARU di Indonesia, ра: 
da tahun 1966 P.T. KALBE FARMA lahir de- 
ngan mengemban tekad MENGABDIKAN 
ILMU UNTUK KESEHATAN DAN KESEJAH: 
TERAAN. 


Dibawah bimbingan Bapak Pembangunan 
dan Pimpinan Nasional yang mantab P.T. 
KALBE FARMA selama Pelita | sampai de- 
ngan Pelita III berkembang dari kegiatan yang 
mulai di ruang garasi menjadi Suatu Industri 
Nasional dalam bidang obat - obatan yang 
dapat dibanggakan baik dalam bidang Peneli- 
tian, Produksi maupun Distribusi. Selama 
masa 3 Pelita, Perusahaan berkembang dari 
usaha yang dimulai dengan 10 orang karya- 
wan menjadi Industri yang dapat menyerap 
940 orang karyawan. 


Untuk ikut menunjang usaha Pemerintah da- 
lam rencana swasembada bidang obat-obat- 
an. P.T. KALBE FARMA sangat memperhati:- 
kan pengembangan Bagian R & D yang sam: 
pai saat ini ditangani oleh 20 orang Sarjana 
dan 4 Orang doktor (Ph.D.) baik dalam bidang 
farmasi, kimia maupun kedokteran. 


Untuk itu segenap Pimpinan. seluruh karya: 
wan P.T. KALBE FARMA dengan semua orga: 
nisasi yang ada dibawahnya. Koperasi karya- 
wan Kalbe, SBFK - FBSI, Perhimpunan Donor 
Darah. Keputrian, Kesenian Setya Budaya, klub 
Olahraga dan Kader Kesehatan bertekad tetap 


ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Nasio- 


nal menyongsong Pelita ke IV. 


PEU o UR mmm Cd 


ew 


mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan 


P.T.PRIMATEXCO INDONESIA 


SAMBONG-BATANG-JAWA TENGAH. 
TELP.PEKALONGAN 21 500-61000. BATANG 57 
TELEX : 22383 PRIMA PK 


KANTOR JAKARTA 
S. WIDJOJO CENTRE 9TH FLOOR JL. JEND. SUDIRMAN 57 
TELP. 582338 DIRECT LINE, 587731 EXT. 281 
TELEX : 45195 RYLIA IA. 
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Selamat Atas Suksesnya 
15 Tahun 
INDONESIA MEMBANGUN 


PHILLIPS 
PETROLEUM 


PHILLIPS PETROLEUM COMPANY INDONESIA 
WISATA INTERNATIONAL BUILDING - LANTA 

р О. BOX 2766 - JALAN M.H. THAMRIN 
JAKARTA PUSAT. 


PT. KERTAS LECES [PERSERO 1 KANTORKANTORPERWAKRAM = 
PROBOLINGGO bdo T TET 


М OMA OFFICE - SANGGABUANA BLDG. 2ND FL. 
An - S 30 IGG МА TIM (EAS AVA) : 
INDONESIA НОМЕ : PROB 21994-21996 TELEX : 31.386 


JAKARTA PUSAT 
PHONE (021) 372702 344992 
TELEX 46624 46625 

& RESIDENCE - JL. PERSAHABATAN RAYANO. 17 
RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 
PHONE (021) 480728 TELEX 49135 

— JL. TENGIRI NO. 2 RAWAMANGUN 

JAKARTA TIMUR 

PHONE (021) 483459 


21993 - 


€ BANDUNG : 
OFFICE JL. CIATEUL NO. 3634 
& RESIDENCE -PHONE (022) 58226 58623 


@ SEMARANG: 
OFFICE JL. DR. WAHIDIN NO. 62B 


& RESIDENCE - PHONE (024) 315362 


@ SURABAYA: 
OFFICE JL. CIMANUK NO. 31 

& RESIDENCE -PHONE (031)67300 67651 

TELEX 31383 


E FF ESTES 
FAIRCHILD 
SSE 


COSE 


P.T FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR INDONESIA 


KM 27,3 JL. RAYA BOGOR 
GANDARIA — JAKARTA TIMUR 
JAKARTA — INDONESIA 
TELEX : 48295 FAIR JKT 
TELEPHONE 870929 


The President of Editewia) 1 
cori al te 
P. T. KILAS 

kas cetri te rood 


M vw 
D» INTURNATIONAL TROPHY POR QUALITY 


SPT. | GLAS 
v- 


Е LAS (Persero) 


Ф PRODUSEN BOTOL GELAS 
SEJAK 1959 


@ DENGAN KEMASAN GELAS, 
ISI BOTOL : 


— TAMPAK NYATA 
— TETAP SEGAR 


— TETAP DALAM RASA DAN 
WARNA ASLINYA 


SURABAYA | JALAN NGAGEL 153 
TILP. 68213-14 
TLX. 31336 IGLAS SB 
JAKARTA JALAN JAMBU 18 
TILP. 343960 


Bila PENINGKATAN USAHA 
VOLUME 
KEUNTUNGAN, 


Telah merupakan RENCANA ..... berarti..... 


Anda Membutuhkan 


eS? BANS RAMA 


TEMAN ANDA DALAM KEMAJUAN 


Suatu KERJASAMA yang selaras bila anda MEMBANGUN bersama 
BANK RAMA, yang 


— MENGERTI kebutuhan anda meliputi banyak hal, 
MEMPERHATIKAN mutu pelayanan jasa perbankan, dengan 
MENGUTAMAKAN Kepuasan dan kepercayaan anda, serta 
— MENGANTAR anda MENCAPAI keberhasilan. 


O uc ت‎ > ——=_ 


KANTOR PUSAT 
Jalan Medan Glodok No. 4, Jakarta, Indonesia. Kotak Pos 1399. 


Tel : 634208 (5 lines). Telex : 41175 brama ia. 
Alamat Kawat : BANKRAMA. 


KANTOR-KANTOR CABANG dan CABANG PEMBANTU kami : 


Jakarta Kota e Jakarta Jatinegara e Jakarta Thamrin e 
Jakarta Pasar Baru e Semarang e Kudus e Surabaya Kembang Jepun e 
Surabaya Tunjungan e Medan e Ujung Pandang e Palu e 


Eksekutif opens new 
horizons in economy. 
business and management. It 
also present current political, 
social and cultural reports 
and light entertaining 
articles. 

Eksekutif introduces you to 
executive personalities. Who 
and what they are, and how 
they feel about the latest 
trends in society. 

Eksekutif chooses only the 
best for You. 


For advertisers, Eksekutif 
Is the right choice if you're 
looking for efficiency and 
effectiveness. 


Efficient because this 
monthly magazine will be 
looked at time and time 
again as will your ad since it 
is a reference magazine. kept 
for future use. 


Effective, because you 
have the option of choosing 
top quality color or black- 
and-white pages. 


(we're 


Different 


EKSEKUTIF tor decision makers. 


For further information, contact: 
EKSEKUTIF Jl. Cimandiri No.6.It. 1/1 Jakarta or call: 
(021) 353074 - 320168 


MELAYANI ANDA DALAM PELAKSANAAN 
TRANSAKSI TRANSAKSI INTERNASIONAL 


INDOVER BANK 
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№ У. De Indonesische Overzeese Bank didirikan di Amsterdam tgl. ! 
Juli 1965 sebagai perseroan terbatas menurut undang-undang Belan- 
da dan merupakan kelanjutan daripada kantor cabang Bank Indonesia 
yang melakukan kegiatannya di kota tersebut sejak tahun 1891. 
Jumlah kekayaan adalah f 220 juta yang terdiri dari modal disetor f 60 
juta, cadangan f 60 juta dan subordinated loan f 100 juta. Sahamnya 
dimiliki oleh Bank Indonesia, Jakarta: dengan demikian Indover Bank 
merupakan anak perusahaan bank sentral Republik Indonesia. т 
na bentuk hukumnya, Indover Bank sebagai bank komersiil serta ban 
devisa tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negeri Be- 
landa di bidang perbankan. Kegiatan indover Bank ditekankan pada : 

a) pembiayaan perdagangan komoditi: 

b) kredit jangka pendek dan menengah: 

c) pasar uang dan valuta: 

d) pinjaman sindikat: 

e) jasa perbankan internasional. | 
Dengan dibukanya kantor cabang di Hamburg sejak tgl. 1 ana 
1974. Indover Bank dapat ikut serta menggiatkan secara lebih luas a 
lu lintas perdagangan antara Negeri Belanda. Jerman dan Indon 
Juga kantor perwakilan di Jakarta merupakan penghubung yang pe 
ting dalam perdagangan antara negara negara tersebut. 


N.V. DE INDONESISCHE OVERZEESE BANK 
(The Indonesia Overseas Bank) berkedudukan di Amsterdam. 
Keizersgracht 662 - 668 
Tel. 020 - 239531 ' 225545. Telex 11327 / 18452 
Kantor Cabang Hamburg : Ferdinandstrasse 55 - 57. 

Tel 040-322321. Telex 2161480 | 
Kantor Perwakilan Jakarta : Asoka Hotel (lanta! 2). 
JI. MH. Thamrin 28 – 30. Tel. 320682. Telex 4232 
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Sulawesi 
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A 
BAYER 

E 
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Lombok 


B B 
A A 
BAYER BAYER 
E E 
R R 
Madura Seram 
B B 
A A 
BAYER BAYER 
E E 
R R 
Nias | Ternate 
B B 
A A 
BAYER BAYER 
= E 
R R 
Sumatra Jawa 


Lebih dari satu Tanda 
Lebih dari satu Kata! 


Bayer, suatu nama yang terkenal 
di seluruh Indonesia. 
"Bayer-Jaminan Mutu”, 
suatu slogan yang merupakan 
pandangan hidup. 

Bayer memberikan keuntungan 
dari penelitian, perkembangan 
dan pengalaman sampai kepada 
pulau-pulau yang terpencil. 
Oleh karena itu kami bangga, 
dan dengannya Anda 
dapat mempercayai 


Bayer | 
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A 
BAYER 
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Bangka 


A 
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Kalimantan 


A 
BAYER 
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Bali 
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Maluku 


A | 
BAYER 
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Sumba 


Ф. <. Super Tata Raya Steel Corp. 


Telp. : 632109 (5 saluran) 653710, 647021 Telex : 41522 SUPTAIA 


Produksi Baja dengan Kwalitas tinggi 
menunjang Pembangunan Nasional. 


FLAT BARS, ROUND BARS, ANGLE BARS 


Product : 

e Pipe Section : Furniture Pipe, Black Pipe, Construction Pipe, 
Stainless Pipe. 

e Profil Section : C. Channel, U. Channel, Slot Angle 

e Bars Section : Flat Bars, Round Bars, Angle Bars 

e Coil Centre : Steel Sheet, Strip Roll, Strip Plate. 

e Tungsen Carbide - Dies. 


FURNITURE PIPE, CONSTRUCTION PIPE, STAINLESS PIPE 


LIP CHANNEL (C CHANNEL) 


| 
| KHU - 82.7205 
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This is also part of 
our business! 


A house without furniture is not a home. Indonesian 
timber & timber finished products help make homes- 
world wide. From Indonesia comes quality hard & soft 
wood, finished products & timber in quantities that 
make it one of Indonesia’s leading export commodities. 


We, in the BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA, have 
helped sawn timber & plywood travel to many parts 
of the world for interior fittings /furniture home and 
shipbuilding, where only the finest quality hard woods & 
marine ply are used. Besides offering conventional 
banking services, we extend our help & co-operation 
to companies and manufacturing industries to promote 
and export Indonesia’s many commodities around the 
world; coffee, tea, tobacco, palm oil, sawn timber & 
plywood, mining and marine products and textiles. 


We not only help the trading sector of these | 
commodities, but the agricultural and the manufacturing 
sector as well. With 49 branches throughout the country, 
branch in New York and representative office in 
London, we are ready to provide both capital and 
financial advice to those who reguest our services. 
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BANK 
EKSPOR IMPOR 
ee INDONESIA 


Complete Banking Services 
for All Your Transactions 


Perkembangan 


Bank Perniagaan Indonesia 


yang mantap ikut mensukseskan 


ank Perniagaan Indonesia sebagai salah satu 
bank komersial swasta yang paling tua di 
Indonesia, mengetahui dengan pasti segala 
kebutuhan dunia usaha Indonesia. 

Dengan modal pengalaman yang cukup lama, 
kami terus berkembang dengan mantap dan 

Ikut berperan aktif dalam pembangunan. 

Bank Perniagaan Indonesia dengan jaringan 
cabang yang luas di Indonesia siap melayani 
semua kebutuhan perbankan Anda, seperti : 
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e Pengiriman uang dan - Эй кө ae 

inkaso Es ELETIS 
yang cepat am amma 

e Pemberian kredit ЖГ A 

komersial untuk aie a. ee 

perdagangan umum, p n au 


toko, industri, restoran, 
apotik dll. 


e Safe Deposit Box, untuk Ms | 1 | SS РЕС 
| 4 $ KE pa - —- : uA | х د‎ A 
menyimpan barang- 7" | BE? c umm Pi Cases ee eas Ba 


barang berharga Anda 
dengan aman & rahasia. 
* Deposito Berjangka 
dengan suku bunga yang 
menarik dil. 
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KEMARIN TH 1982 


Sawah Besar 


DAHULU TH 1948 


Kebon Sirih 
Kantor Pusat Operasioni! e Surabaya 
Jin. HR. Rasuna Said kav.B- 10, Jin. Tidar no.23-25, Surabaya. 
Jkt. Selatan Telp 517008 Telp. 46536,46588 - Telex 31237. 
Kantor Cabang e Semarang 
e Sawah Besar Jin. Pemuda no 102-104, Semarang 


BANK PERNIAGAAN INDONESIA Jin. Sukardjo Wiryopranoto no.9, Jakarta Telp. 26731,20424 
Telp. 638108.652706 - Telex 41381 41384 e Jambi 


Jln. dr. Sutomo no.31. Jambi 


a e Bandung 
Siap membantu Anda о а Тер. 22582 22686, 22900 


LIPPO LIFE BUILDING , Tap sie sae 
JI.H.R. Rasuna Said Kav.B-10 Jin. Ir. H. Juanda no.12, Bogor 


Telp. 24783,25167,28248 
Tel.517008 Telex 41511 
Jakarta Selatan 


Balikpapan 
Jin. Mayjen Sutoyo IIIB no.207 
Gunungsari Ilir, Balikpapan. 


Telp. 22837 - Telex 37194. 


Pembangunan Indonesia 
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Kantor Cabang Pembantu 

e Kebon Sirih 
Jin. Kebon Sirih no.33, Jakarta 
Telp. 320209,324259 - Telex 44327 

€ Panglima Polim 
Jin. Panglima Polim Raya no.81, 
Kebayoran Baru, Jkt. Selatan 
Telp. 713182, 737902, 731919 

e Bandung 
Jin. Braga no.127. Bar lung 
Telp. 57090,57686, 59912 

e Surabaya 
Pusat Perbelanjaan Pasar Atum 
Karan Wo 7 8, Surabaya 
Yelp429816-25892 278783 279840 
Tetex 31713 


Hari-hari 
Penuh Kepastian 


Sejak 11 Maret 1971, dalam perjalanannya 
Harian Umum SUARA KARYA 
selalu memberi dan menyebarluaskan informasi pembangunan 
kepada seluruh lapisan masyarakat 


Kini, tugas ini masih panjang... 

SUARA KARYA, bukan sekedar memberi informasi 
dan bukan pula sekedar matang karena kedewasaannya. 
Tetapi juga lebih dituntut berperan lagi 
seirama dengan derap pembangunan era Orde Baru. 
Sehingga merupakan corak dan warna 
tersendiri dalam Kehidupan Pers Nasional 


SUARA KARYA 


akan selalu memberikan kepastian yang positip. 
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| Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya No. 2. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 sal) 797020 


| Telex 47459 Eska Jkt. 
| Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat II & III Telp. 621691-646146 Jakarta Barat. 
| Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta No. 13. Telp. 46213 Bandung. 
Perwakilan Jawa Tengah & DIY. Jl. Lamper Sari 12A. Telp. 313113, Semarang. 
A Perwakilan Sumatera Utara: Jl. Timor 14C Telp. 515089, Medan. 
erwakilan Jawa Timur & Bali. Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 81 
Sub. Perwakilan Bali. Jl. Iman Bonjol 99. Telp. 23317, Denpasar. 
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BOROBUDUR 


ARCHAEOLOGICAL PARK 
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Jl. Ungaran 12, Yogyakarta. Phone : 87571 


. Representative Office : 


Sarinah Building, 10th. Floor, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta. 
Phone : 335895, 323008 Pes. 358 


PERUM PERCETAKAN UANG RI 


Lambang cetakan cermat, rapih dan aman 
Symbol of accuracy, neatness and security 


PERURI 


Sanggup melayani Anda dalam bidang cetak mencetak dengan mutu dan secur 
ty terjamin, antara lam : 


Cetak ijazah, tanda penghargaan, piagam, saham, sertifikat, deposito, 
cheque, traveller cheque, giro-bilyet, Sluitzegel dan cetakan berharga 
lainnya. 

Cetak kepala surat, formulir-formulir, karcis-karcis pertunjukan dan 
perjalanan. 

Cetak logam untuk medali Olahraga; Plaket, Medali peringatan, Lencana dll 
Cetak perangko dan meterai serta banderol (pita cukai). 


Juga melaksanakan penjualan mata uang logam Indonesia kepada para peng 
gemar koleksi mata uang (numismatik) di dalam maupun di luar negeri dan 
tersedia medali Bapak Pembangunan: md. Krakatau: md. Gerhana Matahari & 
md. Borobudur dil. 


PERUM PERCETAKAN UANG RI 


HUBUNGILAH SEGERA ALAMAT KAMI : Jalan Palatehan No. 4 
BIDANG PEMASARAN. Kebayoran Baru 
JAKARTA 12160 
Telp. 735000 (10 saluran) 


Jalan Pangeran Jayakarta. Budirahayu III No. 2. 


=> 631831 — 633230 
J AKARTA - PUSAT 


—— 


Rata-rata menghidangkan 
20 rubrik 


Ada laporan politik, tapi bukan propaganda 
Ada laporan ekonomi, tapi bukan statistik 
Ada tulisan hiburan populer, tapi bukan pornografi 


Ada laporan kriminalitas, tapi bukan sensasi 
Ada tulisan tentang agama, tapi bukan khotbah 
Ada tulisan tentang ilmu, tapi bukan kuliah 


TEMPO majalah berita mingguan. Beredar tiap hari Rabu. Mudah diperoleh di semua agen majalah di seluruh Indonesia. 
Alamat: Pusat Perdagangan Senen, Blok II-Lantai III, Jakarta 10410. Telepon 362946. PO Box 4223/7K T- 


BANK BALI 


BANK DEVISA SEJAK 
TAHUN 1956 
HUBUNGAN KORESPONDEN 
DISELURUH DUNIA 
SIAP MELAYANI ANDA DALAM 
SEMUA URUSAN PERBANKAN 
DALAM DAN LUAR NEGERI 


KANTOR PUSAT : 


JAKARTA 
Jl. Hayam Wuruk 84 - 85 
P.O. Box 2527/JKT. & 511/JAK. 
Telp. : 648006 (13 saluran), 646050 
(9 saluran) 

Telex : 42724 BK BALI JKT, 42031 BBALI JKT. 
42837 BBALI JKT, 41162 BALIFX IA, 42047 
BBALI JKT. 


CABANG - CABANG : 
SURABAYA 
Jalan Slompretan 38 - 40 
Teromol Pos : 5046. 
Telp. : 22021 - 22109 - 279865 
Telex : 31406 BBALI SB. 


MEDAN 
Jl. Balai Kota 10А - B 
P.O. Box 580 
Telp. : 28391 - 511000 - 513936 - 513947 - 
513958 
Telex : 51102 BBALI MDN 


PALEMBANG 
Jalan Kolonel Atmo 479 A 
P.O.Box :131 
Telp. : 21794 - 22331 - 22794 
Telex : 27136 BBALI PG. 


BANDUNG 
Jalan Merdeka 66 
P.O. Box : 334 BD. 
Telp. : 59251 - 59050 - 51471 
Telex : 28556 BBALI BD, 28559 BBALI BD. 


CABANG PEMBANTU 


JAKARTA 
Gedung Skyline, Lantai Bawah, 
Jl. M.H. Thamrin 9. 
Telp. : 323807 (2 saluran), 323934: 326802 
Telex : 4674 9BBALI JKT. 


KAS MOBIL 


JAKARTA KOTA 
Jalan Pasar Pagi/Telepon Kota 24, 
Telp. : 672154 (5 saluran), 676253. 


Pembangunan mengantarkan kita 
ke tujuan bersama 


DS Pr MIDAS OIL 


AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF 
CALTEX LUBRICANTS & SPECIALTIES FOR INDONESIA 
Head Office : Jakarta, Jl. Laksamana Yos Sudarso, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
PO Box 434/Jkt. Phone : 490936, 495476. Telex : 49279. 

Branch Office : Surabaya, Jl. Kombes Pol. M. Duryat 17, Phone : 42269, 471676. 
Representative Offices : Medan, Jl. Veteran 16, Phone : 324974, 28716 (061). Palembang, 
Jl. Jend. Sudirman 15-16, Phone : 22557, 23419 (0711). Balikpapan, Jl. D.I. Panjaitan 56, 
Phone : 22153 (0524). Pontianak, Ji. Kompleks Pasar Sudirman 38, Phone : 2100 (0561). 


 PT.Patra Drilling Contractor. 
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Berpartisipasi 
mensukseskan 
pembangunan Nasional. 


SUTIMAH BUILDING LT.1. JL. KEMANG RAYA 2 


PO BOX 25 KBY. JAKARTA SELATAN -INDONESIA 


NO MP G no Supermarket 


Sarana Berbelanja yang paling tepat dan memadai 
Tersedia bagi anda sekeluarga: 


- Super market -Baby shop 
- Book shop -Cafetaria 
- Area bermain anak 


PASAR BARU ROXY 
JL.H.SAMANHUDI TELP.376727 — 370071 JL. BIAK No.7A TELP. 342443 — 344474 
JAKARTA — PUSAT JAKARTA — PUSAT 


SUPER MARKEE & BOOK SHOP 
LAWAI PLAZA 

JL. MELAWAI RAYA 166 TELP. 731808 — 731977 — 732137 

JAKARTA — SELATAN 


PT. YAKIN MAJU JAYA 
PT. YAKIN WISKON 
PT. MELAWAI INDAH PLAZA 


ч EA M ў S 
dme CER MEREK One CODO s TER NS. Enam 
— сл 
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- MELAWAI BUILDING - BLOK M 


REAL ESTATE & DEVELOPERS 
Alamat: Metro Building, lt. VI R.607 
Pasar Baru, Jakarta. 


D PT.ASURANSI 
JASA INDONESIA 


MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASURANSI 


e ENGINEERING 

— C.A.R. (Contractor's All Risks ) 
— E.A.R. ( Erection All Risk ) 

- M.B. (Machinery Breakdown) 
- E.E. (Electronic Equipment ) 
KEBAKARAN 

PENGANGKUTAN 

RANGKA KAPAL (LAUT/UDARA) 
KENDARAAN BERMOTOR 
KECELAKAAN DIRI 

CASH IN TRANSIT 
KEBONGKARAN 

DAN LAIN-LAIN 


KANTOR PUSAT 


JL. LET. JEN. HARYONO MT. KAV. 61, JAKARTA 
TELP. 794508 dan 794708 
TLX. 47365-47366 JANESIA IA ; P.O.BOX. 320 KBY. 


KANTOR CABANG 


e JAKARTA SELATAN e JAKARTA TENGAH e JAKARTA UTARA e MEDAN e PALEMBANG e BANDA ACEH € PEMATANG SIANTAR 

e PAKAN BARU e PADANG e JAMBI ө TANJUNG KARANG e BOGOR e SUKABUMI ө BANDUNG e CIREBON ө TEGAL e PURWO 

KERTO e SOLO e SEMARANG e YOGYAKARTA e MALANG e JEMBER e SURABAYA e PALU e UJUNG PANDANG e AMBON e JA 
YAPURA e DENPASAR e PONTIANAK e SAMARINDA e BANJARMASIN e MANADO. 


PT UDIPTA 


Fasilitas Kredit: eB.T.N. 
e PT. Papan Sejahtera 
e PT. Udipta 


| Luas (dalam M?) Harga (dalam rupiah) 
Tipe Tanah Bangunan| Tunai Kredit PT. Udipta 
| NE 


. 9.950.000 
12.450.000 
18.590.000 
27.500.000 


8x 12,5 = 100 45 9.100.000 
9x 13,5 = 121,5 54 11.300.000 
10x16 = 160 70 16.900.000 
12,5 x 20 = 250 100 25.000.000 


PT. UDIPTA 


JL.SISINGAMANGARAJA 59 JAKARTA 
TELPON : 733568 - 772989 


PT. FINCODE INTERNATIONAL & ASSOCIATES 


INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING, DESIGN & ENGINEERING 


Head Office : JI. Kebun Binatang 11/3, Phone : 326210 — 337594 Jakarta Pusat. PO Box 3499 Cable Address : FINCOD”, Telex : 44866 FIN IA 
Branch Offices  : Jl. Ir. Н. Juanda No. 167 (baru) Phone : (022) 82851, Bandung — Kampus POM No. Н — 15 Phone : (0711) 26695, Palembang 
Jl. Trikora No. 1327 (Wosy Phone : (0962) 21498, Manokwari — Jl. Mandala Raya PO Box 16, Phone (0971) 21849, Merauke 


ENGINEERING SERVICES IN THE FIELDS OF : 


* Feasibility Study 
* Planning 
* Architecture & Engineering Design 
* Project & Construction Management 
* Geodetic Survey 
* Project Supervision 


PT.CIPTA SAKSAMA INDONESIA 


Jl. Raya Bekasi Km. 23,2 Cakung. Jakarta Timur Indonesia 
Phone 481043 


TURUT BERPARTISIPASI DALAM 
PEMBANGUNAN ORDE BARU 


Manufacturer of Muffler & Exhaust pipe, Die Making & Stamping. 


A Electone Organ 


Generasi Baru Pass Model, 
Perpaduan keanggunan desain — | 


E A : 3 í > L 4 — dan keunggulan teknologi. _ 


& YAMAHA 


menciptakan musik 


PT YAMAHA INDONESIA 


JL. RAWAGELAM | NO.5 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG TEL. 483811 483218, JAKARTA TIMUR 


BONA 
INDAH 
GARDENS 
jl. lebak bulus 1 
telp. 762741-764359 
Jakarta Selatan. 
= Pemukiman yang tenang dan nyaman. 


- Fasilitas lengkap. 


——. 


ps jumat 


rs fatmawati komplex 


T kejaksaan / 
d — — TYPE : SERUNI 


152/125 


pondok indah 


\ komplex pertamina 


Kami pilihkan lokasi pemukiman idaman, 
dengan panorama indah dan kesegaran 


Sebelum anda 


mengambil alami di puncak bukit kawasan Jakarta 
Selatan. 

keputusan, Direncanakan dan dibangun oleh para 
i T ^ъ 9 perencana perumahan berpengalaman 
pertimbangkan | : m UL MEGAPOLITAN 
tawaran kami | FT d 73 mm) Lengkap dengan segala fasilitas modern; 


jalan aspal selebar 
8 m-28m, lampu penerangan jalan, 
saluran pembuangan, 
jaringgiielepon yar 
“Adah terseg 


4 


or 


-— 


е 17.0.5 


p.t. tri srikandi 


(trisilowati) 


AUTHORIZED MONEY CHANGER 


60, JALAN ALAYDRUS, JAKARTA PHONE : 362232, 365428 TELEX : 45380 TRIDI IA 


Your reliable address for | Cena ofrecida 
Ё con motivo de ia entrega del 


BUYING, SELLING and ie TROFEO INTERNACIONAL 


A TRADICION Y PRESTIGIO 


CHANGING FOREIGN MONEY o" 1964 


Hotel Melie-Castilla 
Just call and we're at your service Home delivery possible Madrid Noviembre 1984 


PT. HUTAMA 
TAKENAKA CORPORATION INDONESIA 


GENERAL CONTRACTORS 


PIOLA BUILDING 3RD FLOOR 
Jl. Kranfat Raya 7-9, Jakarta 
Telp 258017, 356342. BEOOSGXEKK 23-24) 
Telex : 46131 HUTALJKT 


— 


Аё 2 2 ^ 
Steam Power Plant, Surabaya Asahimas, Glass Factory, Jakarta 


Selalu Menyajikan D 
Bacaan sehat bagi ham == д _ 

Kaum Wanita dan umum. Ea ; > (ana 
Dalam usaha membangun | Swan 
dan mencerdaskan „ н emi 
kehidupan Bangsa. 


"ANAK 


Redaksi/Tata Usaha: Jalan Garuda No.62 
Telp. 414521, 413747, 410490, 410426, 413149 


Jakarta Pusat. 


Karan Pagi 


(ШУЛ DANA 


SUARA MERDEKA — PENEGAK PANCASILA 
Terbit Sejak 1 Maret 1947 
7 kali seminggu, kecuali pada Hari Raya 


Alamat Redaksi & Tata Usaha : 


Siang ; Jam 08.00-16.00. Malam . Jam18.00- 24.00 
Jl. Arief Rate 31 Lantai 11 Jl. Н.А. Mappanyukki 28. 
Tip. : 81041 - 83344, Telex : 11308 Pedoman UP. Tip. : 82250. Telex : 11122 Pedoman UP. 


Kotak Pos : 127 — UJUNG PANDANG. 
Bank : BNI 46 No. 0648 — BBD No. 6110 — 38712 — Giro & Cek Pos No. C.245 


Meningkatkan informasi pembangunan dan pembangunan informasi melalui 
pers nasional, akan sangat menunjang suksesnya Pelita IV dan selanjutnya. 


" Dalam hal 
< kelembutan, 


kehangatan 
dan 


kenikmatan" 


Сак: ) 


Рагат Kocok Air Mancur kini lebih 

lembut, lebih hangat dan lebih nik. 

mat. 

Lebih lembut karena merupakan 
ekstrak. Lebih hangat karena ba - 

hannya yang asli dan pilihan. Lebih nikmat karena 

langsung terasa knasiatnya. 

Param Kocok Air Mancur segera menghilangkan pe- 

gel-linu serta otot kaku sehabis bekerja maupun olah 

raga. 

Karena merupakan ekstrak sudah tentu Param Kocok 

Air Mancur lebih bersih. 


UNION TEXAS ( South East Asia), INC. 


TOMORI BLOCK PARTICIPANTS CILACAP BLOCK PARTICIPANTS 


Union Texas Java . Inc 


. Union Texas ( S.E.A), Inc. Aminoil Indonesia (Cilacap), Inc. 
Getty Oil (Tomori), Inc. Getty Oil (Cilacap), Inc 
Marathon Petroleum Tomori, Ltd. LL & E Indonesia (Cilacap), Inc. 


WE ARE ALWAYS READY TO SERVE ALL YOUR 
SHIPMENTS OF TIMBER AND BULKY CARGOES . 


P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDERA KHUSUS 


Andhika Lines 


Heed Office: Ji. Gunung Sahari No. 79 — Jekerte Pusat. Telephone : 414908. Telex : 49157 AAGRUP IA 
Cable Address : ANOLINES JAKARTA 


BRANCHES : 
BALIKPAPAN PULANG PISAU BARJAR MASIH 
Jt. Yos Sudarso No. 68. BALIKPAPAN Jl. Let. Jen. Haryono No. 171 BANJARMASIN Jl. Let. Jen. Haryono 171, BANJARMASIN 


Telephone : 10542) — 22364 Telephone : (0511) — 3421 Telephone : (0611) — 3421 
Cable Address : ANOLINES BALIKPAPAN Cables Address : ANDLINES BANJARMASIN Cables Address : ANDLINES BANJARMASIN 


LUWUK TARAKAN 
Jl. Pattimura No. P4, PONTIANAK Jl. H.A. Dechian SK 5 No. 22, LUWUK. Jl. Yos Sudarso Simpang Ill Geng Buntu No. 4 
Telephone : (0861) — 4747. T : 206 TARAKAN. Telephone : 21665 


elephone : P 
Cable Address : ANDLINES PONTIANAK Cable Address : ANOLINES LUWUK. Cable Address : ANDLINES TARAKAN. 


Telex : 38107 ANOHL SMR 
Cable Address : ANDLINES SAMARINDA. 


OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES : 


HONGKONG SINGAPORE 

Arya Agencies (HK) Limited, Rm. 2710-2712 Arya Shipping & Trading (Pte) Ltd 

Wing On Centre 111, Conneyght Rosd Central 10. ANSON ROAD 21 - 01, INTERNATIONAL PLAZA. 
SINGAPORE 0207 


Hongkong. 
: - 0081/5 Tel : 5 - 488131/5. 
Telan : 2423185 ALTOK J. Telan : 86286 AAGRP HX. 
Cable Address : AAGROUP HONGKONG 


Kid pr. Way Halim Permai 


Anggota REI No. 129 


Menunjang Pembangunan Nasional 
dalam sektor Pembangunan Perumahan 


PEMUKIMAN IDEAL DENGAN : 


ө Lokasi Strategis ө Sarana lengkap 
e Lingkungan sehat e Jaminan'hak atas tanah 


HEAD OFFICE BRANCHES 
Office: Way Halim - Kedaton Wisma Antara 11th floor, 
Phone: (0721) 53039 - 53848 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 


Tanjung Karang - Lampung. Telp. 341509. Jakarta Pusat Lokasi baru dengan perencanaan modern. 


HARIAN 


UNTUK KESATUAN, PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA 


Kantor : 

Jl. Toko Tiga Seberang No.21 
Kotak Pos 534 JAKARTA BARAT 
Tilp. : 625093 - 624778 - 625948. 


Em.. 


РТ. SEGARA TIMBER CO. LTD. 


JAKARTA OFFICE : Jalan Pluit Permai VI No. 56 Phone: 663978 Telex : 42904 SEGARA IA 


INDUSTRY : 

PLYWOOD FACTORY Mangkujenang 
SAW MILL Sangkulirang 

FIELD OFFICES : 

1. Sangkulirang 

2. Base Camp - Muara Bulan 


SAMARINDA HEAD OFFICE : 
Jalan Gajah Mada 19 

Phone :21292- 21371 PO. Box 38 
Telex : 38282 SEGARASMR Jalan Greges 20 

Cable : Segaraco Samarinda Phone : 471488 — 471940 
Bankers : Bank Rakyat Indonesia Telex : 31670 SEGARA SB. 


SURABAYA OFFICE: 


A Pertamina Joint Venture, PMA 


— CONSULTANT 
— ENGINEERING 
— PROCUREMENT 
— CONSTRUCTION 


Specializing in oil, Gas and Petrochemical Plants and Facilities 
HEAD OFFICE : 
9 TH FLOOR JAYA BUILDING 12, JL. MH. THAMRIN — JAKARTA PUSAT — INDONESIA 


PHONE : 323156—334014— 334037 (OPERATOR), 327290 (DIRECTORS) 


UBU 


TERBIT SEJAK 6 DESEMBER 1947 


NAMA YANG TETAP DISEGANI 
DALAM DUNIA PERSURATKABARAN.... 


KARENA USIA, PENGARUH, MUTU PEMBERITAAN 
TERPERCAYA, OPLAH TINGGI, PENYEBARAN LUAS 
DAN PELAYANAN UMUMNYA ! 


"Semula hanya iseng-iseng 
dan hobby...ternyata hasil- 
nya bukan main!" 

Hobby bercocok tanam dan be- 
ternak di waktu senggang di 
halaman sendiri sambil "berwira- 
Swasta . menambah penghasilan 


TRUBUS JANUARI 1985 
BERWIRASWASTA TANAMAN OBAT 
— Harga per eksemplar Rp. 120. 

Harga langganan 6 bulan Rp. 7.000. 
— Harga langganan 1 tahun Rp. 13.500.. 


UNTUK URUSAN IKLAN: 


Trubus majalah bulanan Menyaji- 
kan tulisan praktis mengenai cara 
bercocok-tanam dan beternak 


e d dengan harian yang dapat mem- 


berikan daya jangkau terluas dan daya promosi 
maksimal pada iklan anda ! 


e Berhubunganlah dengan harian Mimbar Umum 


Alamat Kantor Pusat Jl Letjen Haryono MT No 1, Tel (061) 24181 325220, 
Medan Alamat Iklan/Sirkulasi JI Palang Merah No 30-A, Tel. (061) 517623 

517807. Medan. Alamat Redaksi (siang malam) JI M Yacub No. 50. Telp 
(061) 24073. Telex 51905 “MU” Medan PO Box 446 Alamat Perwakilan 
Jakarta Wisma ' Mimbar Umum” JI Kramat || 55 Tel (021) 353529 367479 

366892 Jakarta 


yang baik dan benar Bagi peng: 
gemar tanam. menanam dan бе: 
ternak. Trubusian majalahnya. 
Trubus satu satunya majalah 
Peternakan dan Pertanian sejak 
tahun 1969 


majalah khusus bagi Anda 


dalam hal bertanam dan be- 
ternak 


Depetkan segere TRUBUS di toko- toko 
buku, kios koran/majalah atau hubungi 
langsung 
1 Jt Gunung Sehari 11/7. Telp 364700. 
410803. 411006. 411324 Tromol Pos 
446. Jakarta Pusat. 
2 P Y. Premedia Suara Sukma 
Telp 372679 
3 MH M Meer Pasaribu 
Yeip 418834. 412129 
Pancar Kumala Agency 
Teip 620428 646212 


DESAKOTA INFRA PT master plan 


Planning - Design - Engineering feasibility study 

A. Taman Kebon Sirih IV/ 131: Jakarta Pusat indonesia rural & regional planning 
urban planning & design 
architectural design 
engineering design 
cost planning & estimation 
project management 
construction management 


Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk berperan serta da- 
lam Pelita, dan kami akan tetap siap memberikan sumbangan bagi pembangunan bangsa 


decorient 


p.t. Decorient Indonesia 


general contractors 
14, Jl. Kebon Binatang III P.O. Box 2440 Jakarta - Indonesia 
Phone : 337859 & 356948 Cables : decorient 
Telex : 44435 decoin IA 


BAUM 


ae INDONESIA AIR PT. 


JL. HAYAM WURUK 4 JX JAKARTA 
SE P.O. BOX : 3586 / JKT 

MI PHONE: 351434 (3 LINES) 
TELEX : 44507 BYAIR ІА 


А 
КАМІ Ар А wasan Бопокагітиаї 


ES | nt 
Sena m | хана фт кара! се се sertifikat hasil penelitian dan pengawasa 
| ngisi dan [итап = кара!; депдап теп 
* pemeriksaan mulu, konon kebersihan palka ' di 
um TT Y an memeriksa | n, Industri, dll. 
borang EN ои yang sifatnya menunjang ae NAN MANAGEMENT 
spe INDUSTRIAL HYGIENE SERVICES * COLLA DUSTRIAL & MARINE ENGINEERING 
« ANALYTICAL LABOR TECHNICAL SERVICES 


e TECHNICAL SERVICES * RICE „ APPRAISAL SERVICES 


« TECHNICAL CONSU hubungi Kantor Pusat kami P.T. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA 
terperinci anda dapat meng AN LET JEN S PARMAN 102 GROGOL, JAKARTA BARAT Р О BOX 2377 
Untuk keterangan seca! g Те! 596114 (4 saluran) TELEX 46723 SUCOF JKT CABLE: SUCOFINDO 


seria cabang-cabong di seluruh-pelabuhan utama di Indonesia 


EMKL PT SAMAPTA NUSANTARA 
LICENSE NO. A.DAL. 15/1/18/80 


HEAD OFFICE 


e FORWARDING AGENCY Jl. Panaitan No.7 Tanjung Priok 


e DOOR TO DOOR SERVICE Phone . 490624 - 494580 
e HEAVY EQUIPMENT TRANSPORT MARKETING OFFICE | 


Jl. Tiang Bendera Selatan No. 21 Jakarta 
Phone. 672296 - 672330 Telex . 42620 PM JKT 
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Lokasi Strategis, hanya 2,5 Km dari bundaran Grogol dan dilalui [GREEN GARDEN BIB / o Be a. 
| i 1 DAAN MOGOT M GREEN VILLE ( " 
ring-road selebar 47 M menuju Cengkareng Airport. AN пел ESTATE (Ө ng sumos 


SARANA yang tersedia: OA Nus oet 
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tempat ibadah, lapangan tennis, basket, volley, kolam renang. 


Developer: 
Hubungi Bagian Pemasaran Kami: P.T.GREEN VILLE REAL ESTATE 
Kantor Proyek GREEN GARDEN Jl.Daan Mogot Jl. Tanjung Duren Barat Blok C3/1 
Telp.611333-611377-61 1681 Jakarta Barat. Telp.592331-592332-592333 
HARI MINGGU DAN LIBUR BUKA PK.9.00 S/D 16.00 Jakarta Barat. 
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PT MEKASINDO DHARMA INTERNATIONAL 


Wisma Antara lantai 9 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 JAKARTA PUSAT 
Telex :46633 MDIJKTIA Phone :341021 (8 lines) P.O. Box 3438 
Cable : MEKDHARNAL 

TURUT BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN 
ORDE BARU 


Agen tunggal alat-alat berat : 


e International Hough / Dresser e Neyrtec / Alsthom Atlantique 
f, e IHI/ Ishikawajima Harima Heavy Industries e Pontex S.p.a Italy 
А e Kenworth/Paccar International Inc. e Comedil Gru Spa 

e FMC Track Skidder e VM / Stabilimenti 

ө Galion / Dresser e Sperry Vickers 

e Barber - Greene e Montair Bio Mass B.V. 
2i 


SEM EN BIG A АН 
PI, SEMEN BATURAJA 


Kantor Pusat : Jin. Keramasan P.O. Box - 175 
Tilp. 24586 - 24698 Palembang 


Perwakilan Jakarta: Gedung Granada Lt. II Jl. Jend. Sudirman 50 
Tilp. 514596 - 510909 pesawat 1130. Jakarta. 


PU PERMADJA SURYA 


General Contractors & Suppliers 


ES 


Rekan Anda dalam Pembangunan 


Wisma Antara 9th floor, Jl. Medan Merdeka Selatan 17 JAKARTA PUSAT 
Phone :340021 (8 lines) Telex :45856 DMTJKT 


Perusahaan Umum 


Indonesia Farma 


Kantor Pusat: Ji. Sultan Hasanudin No. 55, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 
INDOFARMA Phone : 774950, 775501 Bank: Bank Bumi Daya : BNI 46 ; Bank Export Import 


Perusahaan Umum Indonesia Farma, 
memproduksi obat-obat esensial untuk masyarakat 
Dengan Motto : 
"МОТО TERJAMIN HARGA TERJANGKAU” 


SATYA DJAYA RAYA TIMBER GROUP 


Head Office : Jl. Abdul Muis No. 50, Jakarta Pusat 
Phone : 373408 & 373508. Telex : 45283 & 45284 SDRCO IA. 


P.T. ERNA DJULIAWATI, Sanggau - Pontianak 

P.T. SUKSES SUMATERA TIMBER, Palembang 

P.T. SATYA RAYA INDAH WOODBASED IND., Anyer - Jabar. 
P.T. SATYA DJAYA RAYA TRAD. CO., Teiok Ayer - Pontianak. 


Range of Business о Logging & Sawmiiling ө Production of Plywood & Biock Board 
e Sales on Timber, Lumber , Plywood , Block Board , Carving Door. 


PT. PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD 


Lokasi Pabrik Bua, Palopo, Sulawesi-Selatan 
Jenis produksi Piywood, Lumber Core, INPOWOOD, 
Teak-Flooring, Kayu gergajian 


Kantor Pusat Jl. Cenderawasih No. 172. Ujung Pandang 
Telp. : 82615 —28555 Telex : 71235 — PANPLY – UP. 


Kantor Perwakilan Jl. Mojopahit No. 28 A Jakarta - Pusat 
Telp.:354144 — 340624 Telex : 44759 — PANPLY IA. 


IPT, T0 OXUONDIO SESS, LINIDOINIESIA\ 


MERK : GOLDEN ROSE, RED ROSE, PINK ROSE, GOOD LUCK. 
PRODUKSI : DENIM (JEAN) 
TENUNAN LAIN DARI K APAS BERMUTU TINGGI 
BENANG BLENDED & TEKSTIL. 
PABRIK : GUMPANG KARTASURA, SUKOHARJO 
JAWA - TENGA 
TEL. : 6413; AI. caa aan --- SOLO 
320031 / 337360 --- JAKARTA 
TELEKS : 22323 TYFOUNSLO 46102 TYFOUN IA. 


PT. NIPPONDENSO INDONESIA, INC. 


MANUFACTURERS : 

AUTOMOTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT, AIR CONDITIONERS. 
SUNTER || KEL. SUNGAI BAMBU - JALAN LAKSDA YOS SUDARSO 
TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA. 

TELP. : 494680, 495931, 495892, P.O. BOX : 4266/JKT. 

GRAM : NIPPONDENSO JKT. TELEX : 49224 NIDENSO IA. 


PT. ASLIKARYA SAKTI 


General Contractors, 


Jalan Krekot Jaya A2/18 
Telp. 358181 - 362031 
Type : 


NYA . NY.M.H Y JAKARTA 
* NY. M . B.C.C 

«NY.Y - Auto Motive Lighting Wire 
*NY.F.Gb.Y X - Flexible Cord 


Nw 
м? 


Pabrik / Kantor : 


Jl. Dumpit (Jl. Raya Tangerang - Serang KM 5) ea la k h зү ту = == 
Desa Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang [2с | ng d .—— 


Telp : (0219) 24022, 22928 aa | А — 
Representative : ERROR maju ber Sama amem 


P.T. JEMBO CABLE CO. m Era Pembangunan eme 
Jl. Hayam Wuruk 125 Н Telp: 628107 Jakarta Kota 


Mengapa Anda barus memilih : 


HAM AN GM ERUH AW АЕ 
"Langkah Anda lebih awal untuk membeli adakah 
perhitungan yang tepat untuk masa depan" 


Design yang selalu up - to - date membuat 
daerah Meruya bagaikan suasana yang be- 
gitu menyenangkan Serta tentram untuk ru- 
mah tinggal. 

Perencanaan yang matang dengan pemba- 
gian kaveling yang teratur. serta dilengkapi 
dengan berbagai sarana. 


Dimanapun Anda membutuhkan rumah, 
hubungi Bag. Pemasaran kami : 


19 РТ. LABRATA 


REALESTATE & HOUSING DEVPT. 
LABRATA 


Lokasi yang begitu strategis. dimana le 
tak пуа bersebelahan dengan jalan 
Tomang Raya - Merak. 


Л. Kopi No. 3' Telp. 671750 - 671859 


Dari Bag. Pemasaran Kami, Andapun bisa mendapatkan informasi 
akan perumahan : 


e Taman Kedoya Baru, e Perumahan Cipinang Elok, 
e Perumahan Cakung Penggilingan. 


Pelita | - Pelita 111 


A: wurrco 


HUFFCO INDONESIA 


Skyline Building 19 th. Floor 
9. JL. M.H.Thamrin, Jakarta. INDONESIA 
P.O. Box 2828 Phone : 327709. 


O CO К и у O O CO‏ ن ن CO Ке‏ ن ین 


MAJU BERSAMA 
LANGKAH 


PEMBANGUNAN NASIONAL 
* 


® 


( Integrated Textile Industry ) 


Head Office : Ratu Plaza Building Tk. 27, 


Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Jakarta 
Telp. 71 19 24 


: Ciawi, Bogor 


Factory Telp. 24059 


ngan 

INTI TEMBAGA 
e Unggul 

e Ekonomis 
e Terpercaya 


WIDE RANGE 
Ruang yang lebih lebar 
antara kutub insulator 
dan metal, mengurangi 
pengotoran dan salah pe- 
ngapian (misfiring) mem- 
buat busi lebih bersih. 


TEMBAGA mempunyai 
kemampuan menghantar- 
kan panas lima kali lipat 
lebih besar dari pada BESI 
yang biasa terdapat pada 
busi merek lain. 


Cijantung - Jakarta Timur. 
INDONESIA. 


TRIJAYA KANI P.T. 


ENGINEERING CONSULTANT 
jl. tomang raya 48 telp. 594481 jakarta 


ekonsultan konstruksi 

earsitek 

e bangunan gedung, 
jembatan 

eperbaikan bangunan 
umum 


FASILITAS UNTUK EKSPOR BATUBARA 


DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA 


Jl. Prof. Soepomo S.H. No.: 10 Jakarta Selatan 
Tilp.: 825608 (3 saluran) Telex : 48203 BRAJAK I.A. 


"Memakai Batubara 


berarti menghemat B.B.M. akibatnya adalah 
peningkatan devisa untuk pembangunan”. 


PT. PERTAMINA TONGKANG 


| 1. Supporting offshore as well as onshore oil exploration and 
| drilling, rig moving, anchor handling and other offshore 

| activities. 
| 
| 
| 


2. Ocean towing & salvage 

3. Agencies for Foreign and Domestic Shipping Co's 

: eTowing & anchor handling Supply Vessels 
eTugboats & Worksboats 

e Flattop barges 

e Mooring boats 


DT. »Indrasari" 


` JI. Gunung Sahari 40 
Telp. 435009 (4 saluran) 
Telex 41419 - Insari IA 
Jakarta 10720 - INDONESIA 


BERDAGANG : 

Bahan Kimia / industri : karet - Plastik - 
Sabun - Cat. | 

SOLVENT : Thinner - Aceton - Toluene - 
. Xylene - Dil. 


AGRO : Pupuk - Obat 2 pembasmi hama - - 
Bibit-bibit tanaman 

P.B.F. : Bahan 2 baku Farmasi 

Aiat-alat Semprot (sprayer) : Cap NIDIA - 
PELITA - BIONIC 

PEREKAT PVC - Serba Guna : INDRAKOL - 
INDRABON 

ZAT PEWARNA : Fluorescent/Kunang 2 
Plastic - Karet 

JUGA SEDIA RUPA-RUPA RESEP : 

SIROP - SABUN- CAT TEMBOK 

DEMPUL - SHAMPO - MINYAK ANGIN - DLL. 


P.T. BANK PELITA 


KANTOR PUSAT : JL. PINTU BESAR SELATAN 
NO. 89 – 91 JAKARTA BARAT 
TELEPON :670831 (5 lines) 

TELEX :42077JKT KAWAT: BAPELITA 


CABANG — CABANG 


SURABAYA 
. JL. BONGKARAN No. 16 
TELEPON : 29273-20730 TELE X :31230 Sadya SB. 
UJUNG PANDANG 
JL. HOS. COKROAMINOTO 3 b 
TELEPON : 4281 - 4282 - 5280 
TELEX :71107 UP 
| MANADO 
SHOPPING CENTRE LT. II 
(TELEPON .: 3437 – 4277 – 3280 
TELEX: 74136 Mo 


TANAH ABANG 
| JL. FAKHRUDIN 60 
TELEPON 360064, 360073, 347650, 349549 
JATINEGARA 
PASAR PUSAT LT. A/XIV/II 
TELEPON :811526 — 811527 : 


PERUM PERHUTANI 
(FOREST STATE CORPORATION) 


Ф 
Ф 
ta peent?’ 


DALAM ERA SEKARANG INI, 
PERUM PERHUTANI IKUT BERPARTISIPASI 
DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI 
HASIL HUTAN SEBAGAI BERIKUT. 


PRODUKSI KAYU: 


- KAYU GERGAJIAN PANEL DINDING 
- PARKET MOSAIK/LANTAI PLINTK/SKIRTING 
PARKET PINTU SOLID 
- PARKET BLOK KOMPONEN PINTU DAN 
JENDELA 


PRODUKSI NON KAYU: 


MINYAK KAYU PUTIH . - LAK 
GONDORUKEM - BENANG & KAIN SUTERA ALAM. 


HUBUNGAN ALAMAT : 


. DIREKSI PERUM PERHUTANI 
JL. JEND. GATOT SUBROTO 17-18 | 
Telp. 512708 PO Box 232/Kby JAKARTA SELATAN 


PERHUTANI UNIT | PERHUTANI UNIT II PERHUTANI UNIT III 

Jl Pahlawan No 151 Jl Gentengkali No 49 Jl Jend A Yani No 276 
' Telp 311611 311615 Telp 43851: 43852; 472323 Telp. 72791 s/d 72794 
Telex 22280 phtunitsm Telex 31480 phtunitsb Telex 28302 phtunitbd 
Semarang Surabaya Bandung 


TAMAN ALFA INDAH 


LOKASI : JOGLO Ill, KEBON JERUK - JAKARTA BARAT. 


Pemukiman dimana kenyamanan 
dan ketentraman menjadi milik 
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JL. TAMAN ALFA INDAH 
BLOK D 10 NO. 7 JOGLO 
PHONE : 543007 - 540477 
KEC. KEBON JERUK 

JAKARTA - BARAT 


ШИ 
ШИ 
| 
| 


PT. SETIAWAN DWI TUNGGAL 4 
Jl. Pintu Kecil No.48 Lantai I Is d 
Telp.677902-676159 Jakarta kota. || KR... 

: АКН. Fachrudin №07 (Tanah Abang Вики). X О PETA LOKASI 
Telp. 321502 - 325722 Jakarta Pusat . 


{ 


Hero 


SUPERMARKETS 


PT Cig KREDIT INDONESIA 


o ASKRINDO adalah lembaga perasuransian sebagai pen- 
damping perbankan di Indonesia dalam usaha membantu 


perkembangan perusahaan-perusahaan menengah/kecil Hero Mini Jl. Palatehan | No 23 Kebayoran Baru Phone 712730 
Indonesia, khususnya dalam segi pembiayaan usahanya 
atas dasar pemberian kredit yang sehat dan wajar. Hero Mampang Ji. Warung Buncit No. 20 Phone 795553 
o  REASURANSI KERUGIAN merupakan usaha ASKRINDO 
yang kedua yang telah mempunyai hubungan dan kerjasa- Hero Barito Ji. Melawai Raya No. 93 Phone 711169 - 711418 
ma yang kuat dengan seluruh perusahaan perasuransian 
di Indonesia baik milik Pemerintah maupun milik swasta. Hero Menteng Ji. Gondangdia Lama No. 30 Phone 326910 
ө Dalam tahun 1982 ASKRINDO melaksanakan Jaminan . 
Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor sebagai sarana dalam Hero Tomang Jl. Tomang Raya No. 30 Phone 596551 (5 lines) 
program pemerintah untuk meningkatkan ekspor barang- 
barang bukan minyak dan gas bumi. Hero Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk No. 108 Phone 622003 
Kantor Pusat : Kantor Cabang : H Pt 
Jalan Cikini Raya No. 99 Jalan Iskandar Muda No. 2 Kartini Ji. Kartini Raya No. 68 622688 
Jakarta — Pusat Medan H Mad Mad Pi 3442 
Telp. 320009 (6 saluran) Telp. 517766 (2 saluran) Gajah Jl. Gajah No. 19-26 9 


PT. AGUNG CONCERN menyediakan bagi anda 


BAHAMA PEUGEOT 


PERKANTORAN Era baru pem motor 50cc 


yang anda butuhkan dengan design dan 
gaya arsitektur yang |dapat dibanggakan. 


untuk 

siapa saja 
Bahkan lebih 
ekonomis 


Tersedia 2 pilihan 
- Tipe 103 MVI 
- Tipe 103 SPI 


After sales service dan 
suku cadang terjamin 


Praktis Ekonomis 


Ikut serta menggalakan 
Pembangunan 
ORDE BARU 


P.T. PUTERA ADHI MULIA 
Jl. Gajah Mada 16C, Jakarta Telp. : 345531, 357538 


Oleh karena itu segera hubungi kami : 


PT. AGUNG CONCERN 


Jl. Gajahmada no.187 Jakarta Pusat. 
Telp. 627 650 


JAWA BARAT 


anakan kesempitan, baik ini. 
Hubungi segera ч ы 


AN ag Sonik мий 
Каті ada ai Searitero 
Jawa Barat, . = 


Koran Yang Berkeseimbangan .. 


HARIAN . UMUM 


Pikiran Rakyat 


DAM RAKYAT - OLD! MAKYAT — UNTUK RAKYAT 


Adalah media yang efisien dan efektif untuk mempromosikan segala macam produk. karena antara lain - 

1 Di Jawa Barat PR beredar dengan opiah sekitar 100 000 eksemplar, di luar Jawa Barat sekitar 25 000 
eksemplar 

2 Menurut hasil penelitian SRI i Survey Research Indonesia) di kota Bandung saja PR dibaca oleh 478 000 
dan 991 ОСО orang penduduk berusia dewasa Sc bagian besar berstatus ekonomi menengah ke atas 

3 Pembaca PR Jı кота Bandung yang berjumiah 478 ООО orang ии secara bervariabel adalah konsumen 
shampo hair conditioner har cream deodorant parfum body oton sanitary napkins, SGM seaso- 
ming sat instant noodles jamu vitamin antacids detergant, insebtisida pembersih lantai Yang 
menjadi konsumen оков juga sangat banyak 

4 Dar 478 000 pembaca РА d воа Bandung 34°. memiliki TV berwarna 59°. memiliki TV hitam-putih 
dan 66 5 memilik radio cassette 


§ D: antara 478 000 pembaca PA di kota Bandung 130 000 orang memiliki mobil pribadi dan 255 000 
orang memiliki Sepeda mator 


Kiranya fepatiah valau MU Pikiran Rakvat dijadikan media untuk memperkenalkan segala macam 
produk yang dihas: kan produsen 


KANTOR PUSAT JL ASIA AFRIKA 77 TELP 51216 - 3269 - 42200 PO BOX 219 
TELEX 28385 . 28516 РА BD. BANDUNG — INDONESIA 


Untuk mutu suara Stereo dan warna alamiah 


TV Anda tiada pu —— 


: 4 Band, FM/SW2/SW1/MW 

: PMPO 100 Watt 

: AC 110—127/220—240. 50/60 Hz. 
DC 15 V atau ext 15 V DC. 

: 683 (L) x 250 (T) x 209 (D) mm. 


(rati Radio Band 
TOO vw mm Power out put 
ШЕ Power source 
GIES M METAL Ukuran 


EH YSO76 /12/83 


; Plastik, high tech model 


mm menie ` риш Kabinet 
= Art | 60. 300v | Kekuatan suara : 3,5 Watt 
RC LT E Ukuran : 468 (L) x 463 (T) x 456 


(D) mm 


MEI UASONTA 


PT SUKA JAYA MAKMUR 
(An Integrated Wood Industry) 


Head Office: 


Jl. Balikpapan Raya No. 14 
Jakarta-Pusat 

Telp. : 359421 (7 lines) 
Telex : 45304 als jkt 
Cable : PTALASKUSUMA 
Banker: Bank Bumi Daya 


Branch Office : 


Jl. Jend. A. Yani No. 2 
Komplek Lap. Tennis Akcaya 
Pontianak 

Telp. : 4813, 2256, 2866 
Telex : 46099 als ptk 
Cable : PTALASKUSUMA 


eTimber Concessionaire |. ePlywood 
e Sawmill e Logging 
eBlockboard Industry 


BANK CENTRAL DAGANG 
. BANK PENUNJANG USAHA ANDA. 


" Anda Pengusaha, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Pelajar ? 
Apapun profesi Anda - Apapun jenis usaha Anda - dan 
Apapun yang Anda butuhkan: kami senantiasa siap 
membantu sukses Anda dengan pelayanan : 


* GIRO 

DEPOSITO BERJANGKA 

SEGALA JENIS PINJAMAN TERMASUK KIK/KMKP 
JUAL-BELI EFEK-EFEK TERMASUK SERTIFIKAT 

PT DANAREKSA 

TELEGRAPHIC TRANSFER KE LUAR KOTA/LUAR NEGERI 
* TABANAS 

DAN MASIH BANYAK LAGI YANG LAIN. 


| Keterangan lebih lanjut, hubungilah kami : 


o Kantor Pusat : 
Jl. KHA Wahid Hasyim 174 Jakarta Pusat 
telp :331-751 (4 saluran). 325-953, 325-964 
325-971, 326-013, 335-908, 336-031 
telex : 46733 STM JKT 


o Kantor Cabang : 
Jl. Pintu Besar Selatan 40 Jakarta Barat 
telp :672-458, 676-348 


JI RS Fatmawati 104-Kebayoran Jakarta Selatan 
telp : 731-278, 731-845, 732-401, 732-764. 


ب 


Kantor Cabang Pembantu : 
Jl. H. Fakhrudin 76 Jakarta Pusat 
telp :325-427, 345-696 


C 


SUKSES ANDA TUJUAN KAMI 


BERCA 


BERCA INDONESIA PT. 
SALES DIVION 


JALAN ABDUL MUIS 62, JAKARTA- РО BOX 496/JKT 
. CABLE BERSAL, ТЕХ :46748 BERSAL IA, PHONE : 373009 


ng 
ng 


REKAN ANDA DALAM PEMBANGUNAN 
UNTUK ALAT-ALAT TEKNIK : 


e CONTROL 
e COMPUTER 
e ELEKTRONIK 


e DIESEL 
e PERTANIAN 
e LISTRIK 


CABANG : 


BANDUNG 
SURABAYA 


LAMPUNG MEDAN 


PALEMBANG 


MODERN GROUP 


JI. Mr. Latuharhary No. 26 Ambon 
Telp. 41568 - 3568 Ambon 
Telex 73178 


Fa Modern Baru 


. Dealer Mobil Daihatsu 

. Perwakilan Yasonta 

. Dealer Mitsubishi Marine Diesel 
. Berdagang Bahan Bangunan 

. Berdagang Elektronic 

. Berdagang Macam-macam Mesin 
. Berdagang Macam-macam Textil 
. Supplair. 


CONOORWN— 


PT Modern Widya Tehnicai 


1. Kontraktor Bangunan, Jalan, Jembatan, 
Land Clearing 
2. Supplair macam-macam jenis barang. 


pt 


Maskapai Asuransi 
AMPUH 


KANTOR PUSAT : 
Jl. Mangga Besar Raya No. 90B, C -Jakarta 
Telp. : 633-305; 635-413; 636-864; 636-904 
P.O. Box : 1652 JAK Telex : 46361 AMPUH JKT. 


.Cabang Jakarta Kota Jl. Orpa No. 21C, Tel. 676-142:671-846 | 
Cabang Surabaya Jl. Kramat Gantung 20. 
Tel. 41-659; 44-995; 472- 580 
Jl. K.H. Agus Salim THD No. 10 
Tel. : 23-171; 23-176 
Cabang Bandung Jl. Karapitan No. 121, Tel. : 56-702 
Perwakilan Yogyakarta Jl. Sayidan GM 5/108. Tel. 4-361 


MELAYANI ANDA UNTUK MENUTUP ASURANSI 
KERUGIAN : 

* Kebakaran (Fire and Allied Perils) * Engineering 
(CAR and EAR) * Pengangkutan Laut, Darat, dan Udara 
* Rangka Kapal (Marine Hull) * Kendaraan Bermotor 
* Personal Accident * Varia (CIT, CIS. dsbnya) 


Cabang Semarang 


Не INDEPENDENT TERBIT 12 HALAMAN 
Sinar 2 Indonesia 


JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 54 ABCD MEDAN 
Didirikan oleh GM PANGGABEAN, sejak 9 Mei 1970 


Telepon Medan : Redaksi 24930 - 27930 T.U.26930 Telex : 51713 SIB Medan 
Telepon Perw. Jakarta : 376460 - 375257 Telex : 45420 SIB Jakarta 
=. 21 * Koran daerah 
4. > “dengan skala Nasional dengan berita Dunia 
, д z , . embudayakan Pancasila 
SL aa aa an aa Tv IK NE YI aa aa aa en aa NE CST URN CNN ac ^ IN е 3 an m ап unan 


— HARIAN TERTUA & TERPERCAYA 

— BERPENGARUH BESAR & OPLAH BESAR. 

— IKLAN DI HARIAN WASPADA GERBANG 
SUKSES USAHA. 


Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha: jalan Letjen 
Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan. 
Kotak Pos 244 — Medan 


Telepon Redaksi: 523526. Teleks: 51347/WASPADAMDN. Telepon 
tata usaha dan langganan 27858. Telepon periklanan 515079. Kantor- 
Kantor Cabang: Pusat Pasar 125 dan 126 Medan. Telepon: 25513. 
Perwakilan Redaksi dan Periklanan Jakarta: Kebon Sirih Timar 
Dalam No.3. Telepon: 322216, 331921. 


Untuk Demokrasi, Persatuan dan Pembangunan 


selamat 


atas suksesuya 
pembangunan orde 
baru pada pelita 
18/0 Ш 


MANGGALA WANABAKTI BUILDING 
7 TH & 8 TH FLOOR 


ave PT PANTJA SIMPATI JALAN GATOT SUBROTO , SENAYAN 


PERCETAKAN € PENERBITAN € PERDAGANGAN UMUM JAKARTA PUSAT 
Jl. K.H. Moh. Mansyur 165 E, Jakarta Barat TELEPHONES . 583641 А 58351 1 


Р.О. Box : 4089 JKT Telp. 630809 (4 Saluran) : 
Telex : 41101 PANSIM IA Cable : PANSIM JAKARTA TELEX : 45697 & 47115 


P.O. BOX : 2858 


Marian 


analisa 


e Terbesar dan tersebar luas di Sumatera, terutama 
di Propinsi Sumatera Utara. 

* Cepat dalam pemberitaan dan gambar 

* Tempat terbaik bagi iklan anda. 


Promosikan Perusahaan Anda 
Melalui iklan 
Dalam Media Kami 


DICETAK OFFSET, TERBIT 7 KALI SEMINGGU 


PHONE : 


Tata Usaha :324-711 (3 lines) ; 513-554 
Redaksi =: 326-655 (2 lines) ; 322-314 
Telex : 51326 Analisa Mdn — Cable : ANALISA MDN 


Jl. Jend. A. Yani 37 — 43, Medan, Sumatera, Indonesia 
P.O. Box : 482 | 


PT. PINDO DELI 
PULP & PAPER MILLS 


INDUSTRI KERTAS 


Memproduksi : 


KERTAS HVS 
MANIFOLD/DOORSLAG 
EMBOSS/BUFFALO SKIN 
BC./BRIEFKAART KARTON 

CAST COATED PAPER & BOARD 
COATED ART PAPER/KUNTSDRUK 
dan KERTAS & BOARD LAINNYA 


Proportioner Mill-Mixer 


Six Seperate ingredients Accurately Proportioned Milled Mixed 
and Pelleted in One Continuous Operation 


Alamat : 


Jl. Pangeran Jayakarta 141 Blok 1/1, Jakarta. 
P.O. Box 1070 Jakarta-Kota 

Telp. : 624188 - 653762 - 630636 
Telex : 41227 PINOEL IA 

Cable :  "PINDO DELI" 


KANTOR PUBAT : 
JL HAYAM WURUK 103 - 104 JAKARTA TELEPON · 625291 - 625185 - 627432 - 067362 TELEX 41147 


PELAN PEE 
© MEDAN « PADANG « PALEMBANG • TELUKBETUNG • BATAM « SURABAYA • DENPASAR < SAMARINDA « MANADO 
e WUNGPANDANG 6 KENDARI г РАШ) « KUPANG 


productions division 


ric laura 


ЧҮШ 
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Video Production Division 
Mengabadikan Hasil Pembangunan 
Nasional Lewat. Video. 


Dengan peralatan mutakhir yang ditunjang oleh 

keakhlian bangsa Indonesia, kami melayani : 

- Menerima Video Shooting antara lain : 
Seminar, upacara Pelantikan serta berbagai 
peristiwa penting lainnya, Resepsi Perkawinan, 
Pesta Ulang Tahun. 

- Menerima Convert Film To Video Tape. 

- Menerima Cassette duplication : tape to tape. 

- Menerima editing videocassette tapes. 


Pusat : Jl. Hayam Wuruk No. 96 A 
Telp. 634973 - 634842 - 628099. 
Jakarta Pusat. 


Cabang : Jl. Pemuda No. 1F Telp. 46788 
Surabaya. 


P.T. ADHI KARYA 


(PERSERO) 


GENERAL ENGINEERING CONTRACTORS 
Kantor Pusat: Jl. Raya Ps. Minggu Km.18 Jakarta Selatan 
Tilp.: 792982-790965-790393. PO. Box. 31/PSM Tix. 47563 ADHI IA 
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CONSTRUCTION IS OUR LIFE 


eBangunan Bertingkat & Perumahan eBangunan Industri eJalan 
Raya & Jembatan ePelabuhan Udara ePelabuhan eBendungan & 
Irigasi eStasiun Pembangkit Tenaga Listrik dan Jaringan Transmisi 


Cabang-cabang: 


e CABANG |. e CABANG УШ. 
Jl. Ir.H. Juanda 39 Jl. Sidas 3 
Jakarta Pontianak 
Telp: 358201, 358889 Telp: 2911 
e CABANG Il. e CABANG IX. 
Jl. Cilaki 57 Jl. Wolter Monginsidi 112 
Bandung Ujung Pand 
Telp: 71605 Telp: 81238 
e CABANG Ill. * CABANG X 
Jl. Pemuda 82 Jl. G. Nokilaki 5 
. Semarang Palu 
Telp: 27455 Telp: 21171 
Telx. 75146 ADHI PAL. 
* CABANG IV. 
Jl. Pahlawan No. 1 © CABANG XI. 
Surabaya Jl. Taman Wijaya Kusuma 1 
Telp: 470501, 470502 Jakarta 
Telx. 31903 ADHI SB Tilp: 344662 
e CABANG V. e CABANG Xii. 
Jl. T. Nyak Arif 23 Jl. S. Parman 143 
Banda Aceh Padang 
Telp: 21808 Telp: 
* CABANG Vi: e CABANG ХИ. 
Jl. Dr. Mansyur 169 Jl. Arief Rahman Hakim 55 
Medan Samarinda 
Tilp: 513585 Telp: 23837 
e CABANG VII. e CABANG XIV. 


Jl. Imam Bonjol 114 
Tanjung Karang 
Telp: 53369 


Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 25 
Kendari 
Telp: 21325. 


| 


PT. Berlian Fajar Plywood Industries 


ASSOCIATED AUSTRALIAN 
RESOURCES LTD 


INDUSTRI PLYWOOD 
dengan Kapasitas Produksi.50.000 M3/Tahun. 


FOREIGN OIL CONTRACTOR 


Kantor Pusat : 

Ratu Plaza Office Tower, Lantai 30 

Jl. Jend. Sudirman No. 9. Senayan Jakarta 
Telp. :712209 Ext. 2523 


Menunjang Pembangunan 
Nasional di bidang Migas 
Cabang: 

Jl. R.E. Martadinata Rt. 10 No. 20 


P.O. Box 278 Balikpapan 
Telp. 21986. Telex: 37134 Bti Bpp 


Jin. Wijaya 1/71 Kebayoran Baru 
Jakarta - Indonesia 


Telp. 715191 - 776886 


Lokasi Pabrik 
Teluk Tebang, Balikpapan,Kalimantan Timur. 
Pe “ae ا‎ + 


Untuk keperluan/alat Grafika 
Hubungliah kami 


Kamera 


Mesin Susun huruf SEMEN GRESIK 


— «= = Ч 


Mesin 
Pengemas 


£9 


Bahan kimia Plate Maker 
Film/Plate 
HEIDELBERG BOBST PAKO CROSFIELD 
STAHL/VBF HARRIS KALLE AGFA GEVAERT 
POLAR MOHR BACHER ESKOFOT COMPUGRAPHIC 


MULLER MARTINI  HUNKELER HELIOPRINT GLUNZ & JENSEN 


PARTNER SETIA 


p.t. paramount DALAM 
J, M.T. Haryono Kav. 10-16 Cawang, jakarta, indonesia. P.O. Box. 280 KDV. ТӨ. 914706 PEMBANGUNAN 


Bandung 
Л. Diponegoro 120 Л. Citarum 70 Jt. Ciliwung 30 Л. Glugur By Pass 22 
Tei. 66012/69355 Tei. 20159 Te 71755 Tel. 25873 


Karian umum 


Haluan 


Mencerdaskan kehidupan masyarakat demi kemajuan dangsa 


Terbit tiap hari 12 halaman 
termasuk hari Minggu 
“ SURATKABAR DAERAH yang bertaraf nasional. 
" TERSEBAR LUAS di wilayah Sumatera Bagian Tengah. 
“ MEDIA YANG TEPAT untuk promosi barang-barang 
produk anda! 
* BACALAH " HALUAN “surat kabar yang telah 
punya tradisi dalam masyarakat 


Alamat tata usaha dan redaksi: 
Jalan Damar No. 59 D-E-F 

Telepon: 22003, 23103 dan 25050 
Telex : 55137 Pd 

PADANG — SUMATERA BARAT 


P.T. KONIMEX 


Mengucapkan Selamat atas Terbitnya Buku 


VISUALISASI 
HASIL — HASIL 


PEMBANGUNAN PEMERINTAH ORDE BARU 


PELITA | — PELITA M 


(ad 


DESA SANGGRAHAN KECAMATAN GROGOL 
KABUPATEN SUKOHARDJO — SURAKARTA 
JAWA TENGAH 


AN 


CURAH NIAGA INTERNASIONAL 
. (International Bulk Trader Co., Ltd. ) 


PT. Duma Na Napu 


Telah turut berpartisipasi aktif dalam menunjang 
Pembangunan Nasional sejak Pelita | sampai dengan 
Pelita III sebagai agen tunggal pupuk produksi luar 
negeri dan penyalur pupuk produksi luar negen dan 
penyalur pupuk produksi dalam negeri untuk sektor 
pertanian tanaman pangan (Inmas/Bimas) dan sektor 
perkebunan. 

Jenis-jenis pupuk dan bahan baku pupuk : Muriate of . 
Potash (Mop), Triple Super (TSP), Ammonium 
Sulphate (ZA), Urea, Kieserite ,,Rock Phosphate, 
NPK,, Phosphoric Acid & Sulphur. 


JL. HAYAM WURUK NO. 1 R/S-T. JAKARTA 10120 INDONESIA 
PHONE : 363616, 366280, 362157, 362561 

CABLE : DUMANAPU JAKARTA 

TELEX : 45222/46951 PARDEDE IA 

TELECOPIER : 363616 CCITT — GROUP II 


"зю INHUTANI III 


€ EKSPLOITASI HUTAN 
e PENGGERGAJIAN 
@ PENANAMAN HUTAN 


PRODUSEN : 
Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari jenis- jenis 


Meranti Ramin Keruing Bangkirai Campuran 


ы: 


GEDUNG PUSAT KEHUTANAN BLOK IV Lantai 5 Wing A 
Jl. Gatot Subroto, Senayan — Jakarta P.O. Box 33/JKWB 


Tilp.: 587091, 581717 (lsg), 584646 - 49 pes. 4274, 4277 


Kawat : INTIGA JAKARTA 


wii PT BORSUMIJ WEHRY INDONESIA 


DISTRIBUTORS, EXPORTERS, IMPORTERS 


DENGAN 29 CABANG TERSEBAR DI SELURUH 
INDONESIA 


@ PRONAS 


BRAND 


selalu mempersembahkan 
yang terbaik 


SUSU SAYA @ 
SUSU BENDERA 


HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA 
TYPEWRITERS. CALCULATOR.MICRO COMPUTERS 


CASIO | ELECTRONIC CASH REGISTER 


HEAD OFFICE : 
JL. KARTINI RAYA 57, TROMCL FOS 3353/JKT, JAKARTA 
PHONE : 622458 — 622438 - 631704 

TELEX : 41308 BORSUMY IA CABLE : BORSUMY JAKARTA 


JAKARTA SERANG BOGOR, BANDUNG CIREBON, SEMARANG. 
PURWOKERTO YOGYAKARTA. SURABAYA MALANG. KEDIRI. 
BANYUWANGI MEDAN BANDA ACEH, SIBOLGA. PADANG. 
PEKANBARU PALEMBANG PANGKALPINANG TELUK BETUNG. 
PONTIANAK BALIKPAPAN. SAMARINDA BANJARMASIN. 
ANDANG MANADO DENPASAR. AMPENAN. AMBON 


BRANCHFS 


U.JUNGP 


TVYA ANNAN NT S 


Double Folio 
dengan Display 4 


Fr b HCM 


Kemampuan ekspansi kearah 
Word Processor & Printer Computer 


Sole Agent 
ARORI JAYA BUSINESS MACHINES 
Jakarta : Jl. K.H. Zainul Arifin 33 B/F,Telp 373007 
Surabaya : Jl. Lombok No. 4 Telp. 65106 
Medan  : Jl. K.H. Zainul Arifin 122 B, Telp 24797 


Dan semua dealer ROYAL di Indonesia 


p.t. wijaya kusuma contractors 


JALAN GONDANGDIA LAMA 32 TELP. 342001|(4 SALURAN) 332784 
JAKARTA — INDONESIA TELEX : 45627 ТАРАМ IA JAKARTA 
CABLE : WIJACONTRACTORS JAKARTA 


GENERAL CONTRACTORS 


ө Gedung-gedung 9 Bangunan Bertingkat © Jalan 
ө Jembatan € Bangunan Air € Konstruksi Baja & Tengki 


ө Instalasi Listrik & Sound System 

@ Air Conditioning System 

ө Instalasi Ar Minum & Plumbing 
Cabang-Cahang : | 
BANDUNG . JL. CIUWUNG NO. 18 TELPON 71961 
SEMARANG :` JL. SEROJA TIMUR 1/8 TELPON 23122, 27379 
SURABAYA : JL. NGAGEL JAYA SELATAN 1/14 TELPON 60028 
PALEMBANG  : JL. BAY SALIM 208 TELPON 23872 


PELAKSANA PEMBANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN MUTU 
DENGAN HARGA BERSAING 


PT.Ubin Indonesia 


SUPER TERALUX & TERRAZZO TILE INDUSTRY 


FACTORY : Jl. Raya Jakarta - Bogor, Km. 28. Gandaria - Cibubur. 
Telp. 870648, Jakarta. 
OFFICE : Jl. Gajah Mada No. 156 KK - Telp. 627896, 637749, Jakarta-Kota. 
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Majalah Khusus Berbahasa Jawa 


Menyampaikan Informasi Nasional 
Sampai ke pelosok Tanah Air 


ал: \, 


Нагіап Отит 


— Bali Post 
| Pengemban Pengamal 
Pancasila 


| EDISI PERDANA 


16 AGUSTUS 1948 


@ Penerbitan yang pertama 
dan yang bermutu di Bali 
@ Tidak salah kalau Anda 
' | A oar | а “oe SS pilih yang pertama. 
| 2^ bm E $ed n. Ne E @ Beritanya jujur, lengkap 
| е h “4 dan perlu. 

@ Sirkulasinya luas meng- 
untungkan periklanan. 
@ Mengerjakan berbagai 

order barang cetakan. 


udiwijanto 


Kantor Pusat: Kantor Perwakilan : 


Jl. Kepundung 67 A, Denpasar Jakarta : Surabaya : 
PO Box 10, Telp. 22937, 25764, 25765, Jl. Taman Cut Mutiah No. 1 tk. II, Jl. Tambak Laban 15, 
Telex No. 35191. Telp. 335106 Jakarta Pusat. Telp. 317430, 318272. 


Mengapa anda memakai ARLENE OPP FILM ? Mengapa bukan kertas CELLOPHANE ? Apakah anda tahu 
bahwa anda dikelilingi oleh kemasan OPP FILM, bahkan anda memegangnya sehari-hari dalam bentuk 
kemasan makanan, rokok, dll, dan tahukah anda perbedaannya antara ARLENE OPP FILM dengan 


ARK Min kertas CELLOPHANE ? 


ARLENE OPP FILM 


— Berat jenis :0,91 

— Penghematan : 3596 dengan ketebalan yang sama 

— Tahan segala cuaca (dimensi stabil), tidak perlu gudang AC. 
— Tahan disimpan lama 

— Lebih kuat 

— Barang yang dikemas terhindar dari lembab 

— Permukaan berkilau 

— Dibuat di dalam negeri 


ENS w^ 


KERTAS CELLOPHANE 


H 
GE 1. "oS 


— 1,41 

— Pemborosan 

— Tidak tahan cuaca panas (mengkerut), memerlukan cuaca dingin (AC) 
— Tidak tahan 

— Kurang kuat 

— Tembus udara/mudah lembab 

— Kurang kemilau 

— Import 


ARLENE OPP FILM COCOK UNTUK SEGALA KEMASAN SEPERTI : 
PRINTING, LAMINATING, WRAPPING, ADHESIVE TAPE 


PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY 


Jalan Ir Н Juanda Ill No. 6 Phone 342031 (7 lines) Jakarta 


P.T. MASA MERDEKA, PERUSAHAAN PERCETAKAN PERS 


DAN DAGANG 


BESERTA KELOMPOK PENERBITAN 


DIBAWAH NAUNGANNYA: 


nonaktif kan 


DENGAN DERAP LANGKAH 
DALAM 
PEMBANGUNAN ORDE BARU. 


mera 


SUARA RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
- + — #1 pee e 1979 900 га ТИГ ҮГИ 


SELALU SEIRAMA 


PEMBANGUNAN, 
RANGKA MENSU KSESKAN 


Lengkapilah Kebahagiaan ke- 
luarga Anda dengan polis asu- 
ransi JIWA SRAYA. 


JIWASRAYA mempersembah- 
kan kehadapan Anda berbagai 
jenis asuransi jiwa yang Se- 
suai menurut Kebutuhan sertà 
Kemampuan Anda demi ter- 
wujudnya Jaminan Kesejahte- 
raan dan Kebahagiaan Masa 
Depan Anda sekeluarga. 


Bagi Anda selaku Pimpinan 
perusahaan tersedia pula ber- 
bagai macam polis pertang- 
gungan kumpulan yang mena- 
rik dan menguntungkan demi 
terciptanya Jaminan Kesejah- 
teraan para Karyawan menje- 
lang Hari tua mendatang di 
samping tentunya demi Kema- 
juan dan Pengembangan per- 
usahaan. 


Untuk keterangan lebih lanjut 
Anda dapat menghubungi Jl- 
WASRAYA terdekat ataupun 
melalui para petugas JIWA- 
SRAYA di mana Anda berjum- 
pa. 


— 
LAMBANG KESEJAHTERAAN 


PERUSAHAAN PERSEROAN 
(PERSEROI 
PT. ASURANSI 
JIWASRAYA 


MILIK NEGARA 


Kantor Pusat Ji, Ir. н. Juanda 
No. 34 Jakarta 

Tilpon 345031 (5 Saluran 

Telex 45601 AS IWA 1А 


— بے‎ 
MEMILIKI POLIS ASURANSI jWASRAYA 
MEMILIKI JAMINAN UTAMA 


Susu Saya 
Susu Bendera 
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РТ. FRISIAN FLAG _ 
Jin. Raya Bogor KM. 26 — Jakarta. 


P.T. PERKEBUNAN XXVI 


(PERSERO) 
Jl. IMAM BONJOL 1, JEMBER P.O. BOX 54 
| PHONE :21061 - 21062 ВАМК: ВАМК BUMI DAYA - JEMBER 
TELEX : 31055 P XXVI IA. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA - JEMBER 
INDONESIA. BANK BUMI DAYA - SURABAYA 
PENGHASIL : 
# Karet PELAYANAN PEMASARAN : 
Kopi Robu 
* Е А — KANTOR PEMASARAN BERSAMA 
* MODI Arabika PTP XXIII - XXVI - XXVII 
* Coklat Jalan Veteran 37, Surabaya 
x Teh Phone : 279885 - 21095 
# Kapas INDONESIA 


SELAMAT DAN SENTAUSA BANGSA & NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TIGA PELITA KITA LALUI, PELITA KEEMPAT KITA JALANI 


DENGAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SUB SEKTOR PERKEBUNAN (KARET, KOPI, 
COKLAT, TEH, CENGKEH, KAPAS, KAPOK, DLL.) 
КІТА TUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL melalui “TRI DHARMA PERKEBUNAN" 


Menghasilkan devisa maupun rupiah bagi Negara dengan cara se-efisien-efisiennya. 


memenuhi fungsi sosial, diantaranya berupa pemeliharaan/penambahan lapangan 
kerja bagi warganegara Indonesia. 


memelihara kekayaan alam, berupa pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dan 
tanamannya. 


PT PERKEBUNAN XXIII (PERSERO) 
Jl. Rajawali No. 44 PO Box 176 
Telpon : 24893 (5 saluran) 
Kawat : PTP DUATIGA 
Telex : 31126 PTP SB 
Surabaya — INDONESIA 


PTP XXIII 


й Р x . WP * $5. BAT a © 
PT ASTRA INTERNATIONAL, INC. 
| thee 
Low 


Jl. Ir. H. Juanda 22, Jakarta, Indonesia. 
Telex : Astra Jkt. 44376-46241, Phones : 375008. 


ill. Office Equipments & Trade 


- > : = Ten A s — Xerox information system products 
Principal Business Lines: :. o ; — Digital computers 
|. Automotive Business х — Kodak Products and Canon Cameras 
— Toyota . — Caltex Lubricants and other specialty products 
— Daihatsu TIL ‘+ IV. Agri Business 
— Honda Motorcycles NT. — Tapioca, Cassava, Palm Oil, Crumb Rubber " 
ae Parts & vx . 
Il. H ae Menulectunng . V. Woodbase Industries EG Wn "e 
. Heavy Equipments & Farming Machineries — Plywood, Sawn Timber tar 
Representative offices: Hongkong - Singapore. : 
Branches in Indonesia: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 
Denpasar, Ujung Pandang, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, 
Tanjung Karang, Palembang, Medan. 
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фд-- ASTRA INTERNATIONAL, INC: 
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Hidup lebih berarti 
bila ada FAMILI 

ia pelita 

dalam keluarga 
sentuhan pesona 
citra wanita 


Alamat: 

Gedung Sakti Plaza : 
JI. MT Haryono 2 Tebet Indonesia 
Jakarta Selatan. Tilp. 827558-827004 


С GARUDA METROPOLITAN PRESS 


SEBUAH PERCETAKAN 
BESAR DAN MODERN 
YANG MENCETAK 
MAJALAH 


6 o 
sannah asri 
“nasrakarya ananda 


BANK PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT | 
JAWA TIMUR 


SENANTIASA BERPERAN AKTIF DALAM 
PEMBANGUNAN DENGAN MENINGKATKAN 
PELAYANAN DI BIDANG : 


PEMBERIAN KREDIT BAIK PROGRAM MAUPUN 
NON PROGRAM 

e PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH DAERAH 
TINGKAT | DAN TINGKAT || 

e PELAYANAN GIRO, TABANAS, DEPOSITO 

e KEGIATAN TRANSFER & INKASSO 

PENERBITAN JAMINAN BANK 


Kantor Pusat : JI. Garuda No. 1, Surabaya 


p & (li Poo ret Were kak 


Я Sell) 


Telpon : 24051-53 (3 saluran) 279212: 270940: 
270979: 279017: 23364: 270943 

Telex : 31.149; 31.595 

Facsimile : 24051-53 Pes. 13 


Kantor Cabang : Banyuwangi - Jember - Malang - Madiun - 
Kediri - Pemekasan - Bojonegoro - Lumajang - 


| npo alo 414521410420 ANI, 
Ngawi - Jombang - Probolinggo dan Kraksaan. 


Jakarta Pusat 


YANG PERTAMA 
DAN TERCEPAT 


FUJICOLOR 


HR 1600 


For color print, ISO 1600/33* 135 size 


FUJICOLOR HR 1600 memberi lebih banyak kemungkinan 
dalam memotret. Anda dapat berkarya lebih leluasa. 
Bahkan dengan penerangan sinar yang amat minim. Anda 
memperoleh hasil yang sempurna, seperti aslinya. | 
Dalam sinar normal, tanpa lampu kilat, FUJICOLOR HR 1600 
mengabadikan obyek sport yang bergerak paling cepat sekalipun, 
dengan hasil tajam. Dan, karena ruang tajam lebih besar. 
detail menjadi lebih jelas. 
Buktikan sendiri, akan Anda lihat bagaimana fiim tercepat 
di dunia ini meningkatkan keahlian Anda di dunia fotografi. 
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BS. Google 
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Besar dan Kecil bersama BDN 


Percayakan masalah perbankan Anda pada BANK DAGANG NEGARA. Kami 
membiayai Anda yang besar dan Anda yang kecil. Kegiatan kami ditunjang oleh 95 : 
Kantor Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan Kantor Perwakilan di 
Singapura dan jaringan koresponden dengan Bank-Bank diseluruh dunia. 

Untuk bisnis Anda, hubungi Kantor Cabang yang terdekat di kota Anda. 


BANK DAGANG NEGARA 


Kantor Pusat : akarta. 
Alamat Kantor 8/JKT. Telepon : 321707 (18 saluran). 
Telex BDN UDN IA. 44149 BDN KP IA. 


СИТЕТ , Google | 
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Besar dan Kecil bersama BDN 


Percayakan masalah perbankan Anda pada BANK DAGANG NEGARA. Kami 
membiayai Anda yang besar dan Anda yang kecil. Kegiatan kami ditunjang oleh 95 : 
Kantor Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan Kantor Perwakilan di 
Singapura dan jaringan koresponden dengan Bank-Bank diseluruh dunia. 

Untuk bisnis Anda, hubungi Kantor Cabang yang terdekat di kota Anda. 


BANK DAGANG NEGARA 


Kantor Pusat — : Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta. 
Alamat Kantor : STACOPUS. Tromol Pos : 338/JKT. Telepon : 321707 (18 saluran). 
Telex : 44148 BDN ULN JKT. 45372 BDN UDN IA. 44149 BDN KP IA, 


P.T. DUMAS SARI WARNA - JAKARTA 


